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KATA PENGANTAR PENULIS 


Untuk guru-guruku... 
Untuk para alumni... 


Untuk adik-adikku... 


ulai sekarang kita harus mengganti budaya saling 

“menenggelamkan menjadi budaya saling memunculkan". 
Buku ini adalah salah satu upaya membudayakan tradisi saling 
“memunculkan tersebut. Sebagian kecil materi dalam buku ini pernah 
penulis sajikan dalam artikel “Mazhab Sunan Kalijaga: Refleksi Setengah 
Abad Epistemologi Studi Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syar'ah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (1963-2013)”, yang dimuat di Jurnal asy- 
Syir'ah, Vol. 41, No. 2, Desember 2013, halaman 371-416. Apabila 
dihitung sejak tahun 1963 (ketika Hasbi ash-Shiddiegy menjabat sebagai 
Dekan Fakultas Syari'ah, yang kini menjadi Fakultas Syari'ah dan 
Hukum/FSH) hingga tahun 2013, maka tahun 2013 dapat digunakan 
sebagai momentum peringatan setengah abad FSH UIN Sunan Kalijaga. 
Buku ini adalah “hadiah' ulang tahun untuk usia setengah abad FSH 
UIN Sunan Kalijaga tersebut. Semoga, satu abad (100 tahun) yang akan 
datang juga muncul sebuah buku yang memperingatinya (2063). Sebagai 
investasi" keilmuan, buku ini mencoba membangun arsitektonik 
epistemologi studi ilmu hukum Islam integratif di FSH UIN Sunan 


Kalijaga selama lima dasawarsa. 
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Buku ini mencoba menggeser posisi Indonesia dari wilayah 
periphery ke wilayah center. Mulai dari wilayah Yogyakarta, terutama 
"Mazhab Jogja' (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta) dengan Integrasi-Interkoneksinya 'Mazhab Sapen” 
(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Sebab, Integrasi- 
Interkoneksi "Mazhab Jogja” (UIN Sunan Kalijaga) tersebut menjadi ciri 
khas pembeda dari mazhab-mazhab studi keislaman yang lain, khususnya 
yang dikembangkan di PTAIN (UIN) seluruh Indonesia. Dari Jogja untuk 
Indonesia, dari Indonesia menguasai dunia. Dari pinggiran ke tengah, 
dari tengah ke pusat peradaban. Buku ini adalah 'anak kandung ketiga” 
dari buku induk penulis yang berjudul Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: 
Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (2013). Dua "anak kandung'-nya 
yang lain adalah buku Implementasi Paradigna Integrasi-Interkoneksi (2012) 
dan buku Studi Islam Integratif (2013). Karena sebagai 'anak kandung, 
tentu saja buku ini mengandung sebagian "DNA keilmuan dan materi 


tulisan yang ada di buku induknya. 


UIN Sunan Kalijaga, khususnya FSH memiliki tiga modal dasar 
yaitu modal wilayah, modal sejarah, dan modal ilmiah. Modal wilayahnya 
adalah letak Jogja yang berada di titik episentrum wilayah pulau Jawa, 
lebih luas lagi Indonesia. Modal sejarahnya, Fakultas Syari'ah di TAIN/ 
UIN Sunan Kalijaga adalah Fakultas Syari'ah tertua di IAIN seluruh 
Indonesia. Sedangkan modal ilmiahnya adalah banyak tokoh-tokoh 
intelektual Muslim yang berkiprah di level nasional dan global, berasal 
dari kampus ini. Mereka antara lain Mukti Ali, Hasbi ash-Shiddiegy, dan 
sebagainya. Tiga modal itu menurut penulis, sebaiknya tidak hanya 
digunakan untuk melakukan pergeseran (shifting) paradigma keilmuan 
sebagai main target, tetapi juga perubahan (change) paradigma keilmuan. 
UIN Sunan Kalijaga harus menjadi "Rumah Perubahan untuk merubah 
dunia. Kita terlebih dahulu harus berubah, sebelum merubah orang lain. 
Ada tiga prinsip untuk bisa berubah, yaitu melakukan kerja ikhlas (heart), 
kerja cerdas (head), dan kerja keras (hand). Jika buku Integrasi-Interkoneksi 


Keilmuan dapat penulis tempatkan di level universitas, maka buku ini 
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adalah brea£-down-nya di level fakultas (syari'ah). 


Asal-usul inspirasi penulis untuk melacak genealogi proses 
pergeseran dan perubahan paradigma epistemik keilmuan di FSH ini 
diawali pada Pebruari 2013. Saat itu M. Amin Abdullah (Rektor IAIN/ 
UIN Sunan Kalijaga Periode 2001-2005 dan 2005-2010) memberi penulis 
sebuah Jurnal asy-Syir'ah terbaru milik FSH UIN Sunan Kalijaga, periode 
Juli-Desember 2012. Ada tiga tulisan dalam jurnal tersebut yang "mencuri? 
perhatian penulis, yaitu tulisan Amin yang berjudul Bangunan Baru 
Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi, tulisan 
Atho” Mudzhar yang berjudul Kajian Ilmu-ilmu Syari'ah di Perguruan Tinggi: 
Sudahkah Merespon Tuntutan Masyarakat?, dan tulisan Noorhaidi Hasan 
yang berjudul Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia: Pengalaman 
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ada tiga kata 
kunci yang menarik perhatian penulis pada tiga artikel tersebut, Global, 
Ilmu-ilmu Syar?ah, dan Mazhab Jogja. Tiga artikel itulah yang kemudian 
menginspirasi penulis untuk membuat rangkaian bangunan epistemik 
studi ilmu hukum Islam integratif di FSH. Hingga akhirnya penulis juga 
'dipertemukan' dengan buku berjudul Pemikiran Hukum Islam Dekan 
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, terbit tahun 2008. Buku tersebut 
hanya seperti 'tumpukan' ide yang disusun secara terpisah antara satu 


tokoh dengan tokoh yang lain. 


Sebagai simbol bakti pada almamater, tugas sejarah, dan tugas 
keilmuan sekaligus, penulis mulai merangkai artefak-artefak keilmuan 
yang berserakan tersebut selama enam bulan (Januari-Juni 2014). Sebagai 
fakultas tertua di IAIN, FSH memiliki sejarah keilmuan yang panjang 
jika dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Buku ini ingin 
membangun sebuah 'rumah kecil, setelah 'rumah besar' terselesaikan, 
yaitu buku Integrasi-Interkoneksi Keilmuan (2013). Penulis yakin bahwa "buku 
keciP ini akan menjadi inspirasi penting bagi fakultas-fakultas lain untuk 
merangkai bangunan sejarah epistemik keilmuannya masing-masing, 
terutama fakultas-fakultas agamanya yang mulai 'punah' di lingkungan 
UIN Sunan Kalijaga (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam / FUPI, 


Waryani Fajar Riyanto | xv 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


Fakultas Adab dan Ilmu Budaya/FAIB, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan/FITK, Fakultas Dakwah dan Komunikasi/FDK). Sebab, 
hingga saat ini, fakultas-fakultas tersebut hanya bisa membuat buku 
"Profil Akademik? saja, bukan buku "Naskah Akademik”. 

Buku ini ingin membangun sebuah “kerajaan' epistemik (ide), 
bukan “pesantren' politik (ideologi). Yang kita perlukan adalah epistemic 
community, dengan tujuan akhir et)ics, bukan hanya politic community, yang 
tujuan akhirnya /ogistic. Kesinambungan ide-ide pemikiran di FSH harus 
terus dijaga dan dirangkai sedemikian rupa agar menjadi sebuah jalinan 
utuh bangunan keilmuan. Kita harus bisa menjadikan epistemik ini 
sebagai public intellectual (bilingual language), bukan hanya privat intellectual 
(intelektual sektarian). Ada empat pilar dalam public intellectual, yaitu iman 
yang enlightening, metode integrated, nilai yang pro(f)etis (kita harus bisa 
membedakan antara mana yang shared value dan mana yang distinctive value), 
dan rasionalitas yang reasonable. Keempat pilar tersebut yang harus 
menjadi pondasi epistemic community di FSH. Jaringan intelektual di fakultas 
ini dimulai dari gagasan sinkretisasi (angeli hananging ora keli) Sunan Kalijaga 
(Raden Said), menuju metode sintesis Seientific-cum-Doctriner, kemudian 
eklektisasi Fikih Indonesia (Mengindonesiakan Fikih Indonesia), dan 
juga diskursif 'Mazhab” Jogja, hingga akhirnya menuju Integrasi- 
Interkoneksi (I-kon). 

Buku ini ditulis dengan empat prinsip di atas, yaitu iman, metode, 
nilai, dan rasio. Iman, dalam arti 'v/umuddin (kajian penulis tentang fikih 
dan ushul fikih klasik menurut pandangan asy-Syaffi'i, asy-Syatibi, al- 
Gazali, dan sebagainya): metode, dalam arti sains atau studi agama empiris 
(metode studi agamanya Keith Ward, Waardenburg, Kim Knott, dan 
sebagainya), nilai, dalam arti studi Islam kontemporer (kutipan penulis 
terhadap para pemikit Muslim studi hukum Islam kontemporer, seperti 
Fazlur Rahman, Arkoen, Abu Zaid, Khaled Abou Fadl, Syahrur, 
Abdullah Saeed, Jasser Auda, dan sebagainya), dan rasio dalam arti fisafat 
ilmu (penulis mengutip berbagai pendapat dari tokoh filosof dalam 
filsafat ilmu, seperti: Popper, Lakatos, Kuhn, Capra, dan sebagainya). 
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Atas terselesaikannya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak, terutama FSH UIN Sunan Kalijaga, sebagai 'rumah 
singgah” dan "kolam penangkaran penulis pada program sarjana (Jurusan 
al-Ahwal asy-Syakhsyiyyah (ASJ) dari tahun 1999-2003. Terutama penulis 
mengucapkan terima kasih kepada Prof. H.M. Amin Abdullah, Ph.D, 
selaku Rektor IAIN/UIN Periode 2001-2005 dan 2006-2010, yang telah 
'membangunkan penulis dari 'uzlah sufistik' dan mengajarkan sebuah 
arti kesalihan dan keikhlasan akademik. Kalau kita ingin ditulis, maka 
sekarang kita harus menulis. Thanks for all penulis ucapkan kepada Bapak 
Noorhaidi Hasan M.A. Ph.D (Dekan FSH), yang telah memberikan guide 
sejarah keilmuan di FSH melalui Kata Pengantar. Kepada ustaz Kholid 
Zulfa, Muhammad Sodig, Hamim Ilyas, Muhammad Nur, Kamsi, 
Mansur, dan sebagainya. Mereka dosen penulis, yang sekarang jadi 'temar' 
dan sekaligus 'lawan'”, yang telah memberikan ide-ide segar dan 'nakaP 
tentang pentingnya membangun 'Neo-Mazhab Jogja”. Lewat "nama-nama 
kecil itulah penulis dapat menggali informasi yang cukup penting 
mengenai FSH. Sebab, 'nama-nama besar” yang telah penulis rencanakan 
untuk diwawancarai dalam penulisan buku ini, hingga selesainya 
penulisan, mereka masih sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal, dalam 
buku ini, penulis juga ingin 'membesarkan' yang sudah besar, walaupun 
penulis tidak merasa telah dibesarkan olehnya. Terima kasih penulis 
ucapkan kepada Mbak Siwi Nurdiani, alumni Sastra Indonesia UNY, 
yang telah bersusah payah mengedit manual buku ini. Dari niat menjadi 
maklumat, dari etos menjadi logos, dari mimpi menjadi epistemologi, 
dari utopis diskursif menjadi imajinasi kreatif, dari politic community ke 
epistemic community, dan dari politik lokal ke keilmuan global. 

Orang besar adalah mereka, yang bisa membesarkan orang lain. 
Ucapan terima kasih yang spesial penulis sampaikan kepada Ibu, Bapak, 
istri tercinta, yaitu Indah 'Sobah' Mardatilla, S.Pd.Si., M.S.I. dan kedua 
putri surga (Najwa Munjiha Rofrofiel Dusugy dan Syarifatul Muna 
Rofrofiel Dusugy). Telah banyak waktu mereka yang 'terampas” demi 


terselesaikannya buku ini. Serpihan-serpihan epistemik-akademik yang 
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mulai berdebu, yang terpendam di rak-rak buku penulis, ternyata dapat 
merangkai sebuah cerita epistemik keilmuan. Terima kasih yang sangat 
besar penulis haturkan kepada dua “Guru Besar' spiritual penulis, Maulana 
Syaikh Mukhtar 'Ali Muhammad ad-Dusugy ra, Mursyid at-Tarigah ad- 
Dusugiyyah al-Muhammadiyah, yang telah mengajarkan Ilmu Insan 
Kamil" dengan membuat “Burag' 1 hingga 7. Yang kedua adalah Simbah 
Mujono, yang telah mengajarkan penulis Ilmu Kasampurnan' atau Ilmu 
Ketiadaan', dengan membuat “Garuda' 1 hingga “Garuda" 10. Terima 
kasih kepada STAIN Pekalongan, yang telah ' membiarkan” penulis 
mencari jati diri, hingga harus berkorban “membelah' Jogja-Pekalongan 
sejak tahun 2006. Berkat "Energi Langit”, buku ke-100 ini bisa dihadirkan. 
Kini sudah saatnya, 'dinasti” Syarah meneruskan 'tahta” keilmuan di 
Mazhab Sunan Kalijaga. Apabila buku ini menjelaskan secara mikro 
perkembangan arsitektonik epistemologi studi (hukum) Islam, maka kini 
penulis sudah mempersiapkan buku perkembangan sejarah studi Islam 
Indonesia secara makro berjudul Studi Islam Indonesia: Sejarah Perkembangan 
Studi Islam di Indonesia dan Annual International Conference on Islamic Studies 
(AICIS): 1950-2014, yang akan di-launching pada forum AICIS ke-14 di 
Balikpapan, Kalimantan Timur, tanggal 21-24 November 2014. 
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Membangun Basis Epistemologi: 
Menentukan Arah Pengembangan 
Kajian Hukum Islam 


Noorhaidi Hasan 


akultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta telah berdiri lebih dari setengah abad (50 tahun): 
1963-2013. Dalam usianya yang cukup matang, fakultas ini telah 
menghasilkan ribuan sarjana dan berbagai macam produk ilmu 
pengetahuan lainnya yang memberikan sumbangan penting bagi 
kemajuan peradaban bangsa. Seiring kiprah menonjol para alumni di 
berbagai lapangan karier dan pekerjaan, kajian-kajian hukum Islam yang 
berwawasan berkembang, menyediakan paradigma bagi upaya meretas 
kebekuan hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Garis 
dikotomis antara hukum Islam dan hukum nasional yang kerap 
dikonseptualisasikan sebagai hukum sakral dan hukum sekuler perlahan 
mencair melalui pemahaman filosofis yang komprehensif atas sumber- 
sumber hukum Islam maupun pengembangan teknik-teknik 
pengambilan kesimpulan hukum. 
Sejarah keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum terentang sejak 
Prof. Hasbi Ash-Shiddiegy (Dekan Pertama Fakultas Syari'ah IAIN 
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Sunan Kalijaga) menggulirkan gagasannya tentang reinterpretasi atas 
doktrin magasid asy-syari ah, yang menjadi landasan bagi berkembangnya 
wacana Fikih Indonesia. Baginya, sistem hukum yang berlaku haruslah 
berpijak kepada prinsip maslahat mursalah (kepentingan umum) berasaskan 
keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan bersama. Inilah inti magasid 
asy-syari ah yang diyakini berlaku abadi dan universal serta seiring nilai- 
nilai dan semangat kekinian. Konsekuensinya, fikih harus dipahami 
sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan berkembang seturut perubahan 
zaman. Demikian halnya, ushul fikih bukan barang baku yang menutup 
diri bertegur sapa dengan ilmu-ilmu lainnya. Teori ijtihad dan penarikan 
kesimpulan hukum yang berkembang dalam ilmu ushul fikih haruslah 
dipadu-padankan dengan wawasan yang dapat digali dari ilmu-ilmu sosial, 


filsafat, dan bahkan sains. 


Didukung sejawat-sejawat segenerasinya, gagasan Hasbi yang 
memandang fikih sebagai sesuatu yang dinamis dan kontekstual menjadi 
fondasi bagi perkembangan kajian hukum Islam di Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga. Generasi terus berganti. Para murid Hasbi 
meneruskan gagasan besar guru-guru mereka melalui upaya tak kenal 
lelah mengembangkan kajian-kajian hukum Islam menggabungkan 
pendekatan normatif-cum-doktriner—meminjam istilah Mukti Ali— 
dengan pendekatan saintifik-cum-historis. Dari sinilah lahir Mazhab Jogja 
yang berupaya menawarkan kajian hukum Islam yang relevan dengan 
semangat perubahan zaman secara komprehensif, mulai basis 
epistemologis, batasan dan objek, sampai pendekatan dan anggitan 
teoretik. Dimensi empiris dan historis, yang dikombinasikan dengan 
filsafat, terutama hermeneutika, tetap dikedepankan untuk mendorong 
pendayagunaan fungsi akal dan nalar sebagai sarana penggalian 
pengetahuan dari sumber-sumbet i/ahiyah maupun kauniyah. 

Seturut tuntutan yang semakin meningkat bagi civitas akademika 
UIN untuk mengembangkan kompetensi keilmuan masing-masing, 
pemahaman yang lebih utuh terhadap ilmu sosial berkembang signifikan 
sebagai kerangka pendekatan yang diyakini berguna untuk memperkaya 
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kajian hukum Islam. Filsafat, sosiologi, antropologi, dan psikologi, 
misalnya, bukan lagi barang asing bagi para dosen maupun mahasiswa. 
Juga, pendekatan-pendekatan maupun teori yang ditawarkan ilmu-ilmu 
ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan akademik di 
Fakultas Syariah dan Hukum. Pendekatan struktural, fungsional, dan 
struktural-fungsional, misalnya, dan teori-teori modernisme, sekularisme, 
otientalisme, nasionalisme, civi/ society, ruang publik, demokrasi, analisis 
wacana kritis, dan habitus, untuk menyebut beberapa contoh, telah 
merasuk masuk ke dalam perdebatan-perdebatan akademis seputar isu 
reaktualisasi hukum Islam dan dinamika hukum Islam dalam 
persentuhannya dengan berbagai konteks yang mengitari. Hukum Islam 
yang hidup dan menjadi bagian dari nafas keseharian masyarakat dipelajari 
untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan format penafsiran teks 
hukum Islam berkait erat dengan pergeseran formasi wacana yang 
digerakkan oleh mode-mode produksi dan transformasi sosial, ekonomi, 
dan politik masyarakat. Menyadari bahwa model-model ekspresi otoritatif 
selalu didominasi kategori-kategori teks otoritatif yang dibangun dan 
diintegrasikan ke dalam praktik sejumlah institusi penting dalam 
masyarakat, kajian-kajian tekstual masih dipertahankan dan 
dikembangkan. Tetapi kajian-kajian ini diarahkan untuk melacak koneksi- 
koneksi antara proses literer di belakang otoritas teks dan proses sosial- 


politik yang terlibat dalam pengartikulasian otoritas teks-teks itu. 


Setiap jurusan dan prodi memiliki kompetensi dan kekhasan 
keilmuan masing-masing. Namun, jurusan dan prodi-prodi ini tidak ragu 
untuk saling bertegur sapa demi pengembangan ilmu pengetahuan. 
Disiplin keilmuan masing-masing diperlakukan sebagai jendela untuk 
melihat perubahan kompleks yang terjadi dalam masyarakat. Tentu saja, 
hal ini menuntut pengintegrasian dan penginterkoneksian disiplin 
keilmuan masing-masing dengan disiplin keilmuan lainnya yang relevan. 
Inilah yang saya maksudkan dengan pendekatan lintas-disiplin dalam 
kajian hukum Islam. Model pendekatan lintas-disiplin ini memiliki 
keluwesan dan fleksibilitas karena satu disiplin ilmu tidak memiliki ambisi 
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untuk menaklukkan disiplin ilmu lainnya, hanya bertegur sapa dan saling 


memperkaya. 


Buku yang ada di hadapan pembaca ini pada hakikatnya 
merupakan ikhtiar untuk melacak perkembangan kajian hukum Islam 
di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan memetakan 
arah perkembangannya ke depan secara komprehensif. Buku ini ditulis 
oleh penulis muda yang sangat produktif, Waryani Fajar Riyanto, yang 
menyelesaikan Sl-nya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga, dan meneruskan S2 dan S3-nya juga di UIN Sunan Kalijaga. 
Melalui pelacakan yang gigih dan penuh dedikasi, genealogi kajian hukum 
Islam di fakultas ini berhasil dipetakan. Apa yang dinamainya sebagai 
Mazhab Sunan Kalijaga ternyata berkembang karena adanya dialog yang 
intens antara yang universal dan yang lokal, yang modern dan yang 
tradisional, serta yang tekstual dan konteksual, plus perjumpaan dinamis 
antar-berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang telah lama menjadi ciri 
khas UIN Sunan Kalijaga. Mazhab Sunan Kalijaga ini sangat menjanjikan 
karena dapat memastikan bahwa kajian-kajian mutakhir yang 
berkembang—sekalipun membuka diri terhadap pesan perubahan dan 
berbagai disiplin keilmuan modern—tetap tidak akan tercerabut dari 
akar tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya dijadikan pijakan untuk 
melihat perubahan dan melakukan adopsi, adaptasi, dan integrasi 
terhadap perubahan itu. Inilah karakter Sunan Kalijaga (Raden Said), 
salah satu dari wali sembilan yang ternyata dengan kearifan dan falsafah 
hidupnya yang menjunjung tinggi tradisi dan budaya sanggup 
mengembangkan syiar Islam di tanah Jawa. 

Saya menyambut baik terbitnya buku ini dan berharap bisa 
menjadi bahan refleksi dan pembelajaran dalam upaya kita bersama 
mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Kita tidak ingin perguruan tinggi berkembang tanpa 
pijakan dan arah yang jelas. Ketiadaan pijakan dan arah yang jelas akan 
mengombang-ambingkan perguruan tinggi dimaksud dalam limbo 


sejarah yang terus bergerak sekaligus bergejolak. Perguruan tinggi 
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seharusnya tidak bergerak hanya mengikuti keinginan pasar. Namun 
perguruan tinggi semestinya melangkah maju di atas pijakan 
epistemologis dan paradigma keilmuan yang jelas sehingga dapat 
memberikan arah bagi perkembangan masa depan dan peradaban. Hal 
ini bisa dilakukan jika arah pengembangan keilmuan dapat ditentukan 
secara jelas dan diletakkan pada pijakan yang kuat, yang berakar dalam 
tradisi akademik yang kukuh. 


Saya ingin mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang 
mendalam kepada penulis buku ini. Mudah-mudahan karya yang ada di 
hadapan pembaca ini bukan hanya bermanfaat bagi Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tetapi juga bagi lembaga 
manapun dan siapapun yang tertarik mengkaji Islam dan 
mengembangkan kajian-kajian hukum Islam yang berwawasan untuk 


berkontribusi bagi peradaban. 


FSH, Maret, 2013 
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akultas Syari'ah (FS) di Institut Agama Islam Negeri IAIN) 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kemudian berganti nama 
menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum (untuk selanjutnya disingkat 
dengan istilah FSH”) UIN Sunan Kalijaga adalah Fakultas Syari'ah tertua 
di Indonesia, dan IAIN Sunan Kalijaga sendiri adalah IAIN tertua di 
Indonesia. Sebagai IAIN tertua (keilmuan dan kelembagaannya), sebelum 
berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) pada tahun 2004, 
perguruan tinggi (bigher education) ini tampaknya “harus” menjadi contoh 
bagi STAIN, IAIN, bahkan UIN lainnya di Indonesia, khususnya dalam 
bidang pengembangan studi ilmu hukum Islam. Namun, dalam 
kenyataannya, studi ilmu hukum Islam di IAIN/UIN ini juga masih 
belum menampakkan perkembangan yang menggembirakan. Jika kita 
sepakat bahwa IAIN/UIN Sunan Kalijaga sebagai IAIN terdepan, maka 
dalam kajian studi ilmu hukum Islam pun masih sangat klasik—untuk 
tidak menyebutnya “kolot”—dan metode studi ilmu hukum Islamnya 
masih bersifat teologis-normatif-deduktif'——sebelum berganti nama 
menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH)—. 


' Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman, Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan 
Tinggi Agama Islam (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2003), hlm. 108. 
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Sejarah FSH berawal sejak berdirinya Perguruan Tinggi Agama 
Islam Negeri (PTAIN) pada tanggal 26 September 1951 berdasarkan PP. 
No. 34 Tahun 1950, yang membuka Jurusan Yada”, Tarbiyah, dan Dakwah. 
Tahun 1960 PTAIN di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama 
(ADIA) Jakarta digabung menjadi Institut Agama Islam Negeri IAIN) 
al-Jami'ah al-Islamiyah a-Hukumiyah berdasarkan Peraturan Presiden No. 
11 Tahun 1960 tanggal 9 Mei 1960 dan Penetapan Menteri Agama No. 43 
Tahun 1960 pada tanggal 28 Agustus 1960. Berdasarkan penetapan tersebut 
dinyatakan bahwa IAIN mempunyai empat fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah 
dan Ushuluddin (Yogyakarta) dan Fakultas Tarbiyah dan Adab (Jakarta). 
Kemudian tahun 1963 IAIN dl-Jami'ah dipecah menjadi IAIN Sunan 
Kalijaga (Yogyakarta) dan IAIN Syarif Hidayatullah (Jakarta). Selanjutnya, 
tahun 1965 IAIN al-Jamiah Yogyakarta diberi nama IAIN “Sunan 
Kalijaga”. Dengan demikian Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (waktu 
itu nama “Sunan Kalijaga” belum dipakai) merupakan pemekaran dari 
Jurusan Gada” (Peradilan Agama Islam) yang kemudian berkembang menjadi 
Fakultas Syar?ah (FS), dan kini menjadi Fakultas Syarah dan Hukum (FSH). 
Upacara pembukaan PTAIN terekam dalam photo berikut ini: 


Uipatfora peresmian pembukaan 
PERGURNAN TIM AGAMA ISLAM NEGERI 
pada lenggat 28-90. IBSI. 


Upacara peresmian pembukaan PTAIN pada tanggal 26 September 1951 
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Sama seperti Fakultas Ushuluddin (sekarang menjadi Fakultas 
Ushuluddin dan Pemikiran Islam/ FUPI) IAIN a/-Jami ah, Fakultas Syati?ah 
(sekarang menjadi Fakultas Syar?ah dan Hukum/FSH) dibentuk bersama- 
sama dengan IAIN. Fakultas Syari'ah merupakan penjelmaan Jurusan 
Gada (Peradilan Agama Islam) pada PTAIN sebelumnya. Peresmiannya 
juga dilaksanakan bersama-sama dengan peresmian IAIN di Bangsal 
Kepatihan 24 Agustus 1960. Jadi, usia Fakultas Syari'ah sama dengan 
Fakultas Ushuluddin, sebagai fakultas tertua di IAIN Sunan Kalijaga.” 
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Penetapan Menteri Agama No. 43 Tahun 
1960, Fakultas Syari'ah memiliki tiga jurusan, Jurusan Tafsir Hadis, Jurusan 
Fikih, dan Jurusan Gada”. Tafsir/Hadis kemudian dipecah menjadi dua 
jurusan, yaitu Jurusan Tafsir dan Jurusan Hadis. Tahun 1974 terbit Surat 
Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: Kef/D.VI/218/1974 tentang 
jurusan-jurusan di lingkungan IAIN, dimana Jurusan Tafsir dan Jurusan 
Hadis disatukan kembali. Sedangkan Jurusan Yada' dilebur dengan Jurusan 
Peradilan Agama Islam dan Jurusan Fikih dilebur dengan Jurusan Perdata 
dan Pidana Islam. Kedudukan jurusan-jurusan tersebut di atas tidak 
mengalami perubahan dalam SK Menteri Agama Nomor 97 Tahun 1982. 


Pada waktu peleburan PTAIN dan ADIA menjadi IAIN terjadi 
peralihan mahasiswa seperti dalam pengumuman Presiden al-Jami'ah 
Nomor 127/F/1960, sebagai berikut:? Pertama, mahasiswa-mahasiswa 
Jurusan Gada? Tingkat Doktoral Tahun 1959-1960 yang naik masuk 
Tingkat Doktoral I Fakultas Syari'ah dan dapat memilih salah satu jurusan 
yang ada. Yang tidak naik masuk tingkat Bakaloreat. Kedua, mahasiswa- 
mahasiswa PTAIN Jurusan Yada Tingkat Doktoral 1 Tahun 1959-1960, 
naik tingkat masuk Doktoral II Fakultas Syar'ah dan dapat memilih 
salah satu jurusan yang ada. Ketiga, Tingkat Bakaloreat, Kandidat, dan 
Propaedeuse Fakultas Syari'ah diisi oleh mahasiswa PTAIN yang naik 


? Agussalim Sitompul dkk, Sejarah Modernisasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam 
di Indonesia: Setengah Abad Lebih LAIN Sunan Kalijaga (1951-2004) Berkiprah (Yogyakarta: 
Pusat Dokumentasi dan Sejarah/PDS UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 341. 

3 Ibid, 
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ke tingkat bersangkutan atau mahasiswa PTAIN dari tingkat yang sama 
yang tidak naik, yang memilih Fakultas Syari'ah. 


Menteri Agama RI K.H. Wahid Wahab ketika mengucapkan pidato 
peresmian pembukaan IAIN di Bangsal Kepatihan Yogyakarta 
tanggal 24 Agustus 1960 


Kemudian tahun 1988 tentang Kurikulum S1 IAIN, Jurusan 
Tafsir Hadis dipindahkan ke Fakultas Ushuluddin, dimulai tahun 
akademik 1989/1990. Sebagai gantinya, Fakultas Syari'ah membuka 
Jurusan Perbandingan Mazhab (PM), yang kemudian berkembang 
menjadi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH). Jurusan 
Gada (1960-1974) berkembang menjadi Jurusan Peradilan Agama (1974- 
1989), kemudian kini berkembang menjadi Jurusan al-Ahwal asy- 
Syakhsyiyyah (AS). Jurusan Fikih (1960-1974), yang berkembang menjadi 
Jurusan Pidana dan Perdata Islam (1974-1989), kini berkembang menjadi 
Jurusan Jinayah Siyasah (JS) dan Jurusan Mw'amalah (MU). Sedangkan 
Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) berkembang menjadi Jurusan 
Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH). Kini “Hukum” -nya telah 
dimekarkan menjadi Program Studi Ilmu Hukum (IH). 


Menurut Kurikulum 1998, ada empat jurusan di Fakultas Syari'ah, 
yaitu Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), al-Ahwal asy- 
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Syakhsyiyyah (AS), Jinayah Siyasah (JS), dan Mu'amalat (MU). Khusus 
untuk Jurusan JS, kini telah berubah menjadi Jurusan Siyasah saja, 
barangkali jinayah-nya akan direlokasi" ke IH. Tahun 2001 Jurusan MU 
dikembangkan menjadi Program Studi Keuangan Islam (KUI)—yang 
kemudian pada tahun 2011, terlepas dari pro dan kontra, muncullah 
fakultas baru, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)—. Tahun 
2009, Jurusan Perbandingan Mazhab dan “Hukum” (PMH) 
dikembangkan menjadi Program Studi Ilmu Hukum (JH). Secara 
bersamaan, tahun akademik 2009/2010 Fakultas Syar?ah berubah nama 
menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga. 
Perubahan nama tersebut pada akhirnya juga merubah visi FSH menjadi 
“Unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu Syari'ah dan ilmu 
Hukum secara integratif dan interkonektif untuk kemajuan peradaban”. 
Kabarnya, KUI akan “direlokasi” ke FEBI tahun 2014. Sebagai gantinya 
FSH, harus mendirikan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES). 


Hingga saat ini (2013) ada empat jurusan dan tiga program studi 
di FSH yaitu pertama, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyyah (Hukum 
Keluarga Islam)—pengembangan dari Jurusan Gada” (1960-1974) dan 
Jurusan Peradilan Agama (1974-1997)—. Kedua, Jurusan Siyasah (Politik 
Islam)—pengembangan dari Jurusan Fikih (1960-1974), Jurusan Pidana 
Perdata Islam (1974-1989), dan Jurusan Mw'amalah Jinayah (1989- 
1997)—. Ketiga, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum— 
berdasarkan SK Menteri Agama No. 122 Tahun 1988—. Keempat, 
Jurusan Mu'amalah (Hukum Bisnis Islam)—pengembangan dari Jurusan 
Fikih (1960-1974), Jurusan Perdata Pidana Islam (1974-1989), dan 
Jurusan Mw'amalah Jinayah (1989-1997)—. Kelima, Program Studi 
Keuangan Islam—berdasarkan SK Direktur Jenderal Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No: E/47/2001, 


"Baca Kurikulum dan Silabi LAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Sarjana (S- 
1), Fakultas Syari'ah (Jakarta: Departeman Agama RI Pengembangan Pendidikan Tinggi 
Agama Islam, 1998). 
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tanggal 20 Maret 2001—. Keenam, Program Studi Ilmu Hukum— 
berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen 
Agama RI No. DJ1/32/09 Tahun 2009—. Ketujuh, Program Double 
Degree (DD). Program double degree tersebut adalah bentuk konkrit model 
interkoneksitas antara ilmu Syari'ah dan ilmu Hukum, antara Sarjana 
Hukum Islam (S.H.L.) dan Sarjana Hukum (S.H.).S Oleh karenanya hingga 
tahun 2013 ada tiga jenis gelar alumni di FSH UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, yaitu S.H.I. (alumni PMH, AS, JS, dan MU), S.E.I. (alumni 
KUI), dan S.H. (alumni IH). Menurut penulis, gelar “S.H.I” (Sarjana 
Hukum Islam) tidak perlu “dikerdilkan' lagi menjadi “S.Sy” (Sarjana 
Syari'ah) untuk alasan kekhasan kesarjanaan. Sebab, walaupun punya 
kekhasan namun secara politik kalah. Lebih baik, gelar S.H.I. dilebur 
saja menjadi S.H (Sarjana Hukum), dan gelar S.E.I diganti SE (Sarjana 
Ekonomi). Bedanya, gelar SH dan SE di Fakultas Syari'ah dan Hukum 
menguasai dua jenis kompetensi, yaitu hukum Islam dan hukum umum, 
begitupun untuk sarjana ekonomi, menguasai ekonomi syari'ah dan 


ekonomi umum. 


Berdasarkan penjelasan singkat sejarah nama-nama jurusan dan 
program studi di FSH tersebut, penulis dapat merangkum genealoginya 
selama kurang lebih lima puluh tahun (1960-2013) sebagai berikut. 
Pembagian ini selain didasarkan pada aspek kronologisasi juga aspek 
filosofis. Jurusan Tafsir Hadis pada tahun 60-an, yang kemudian diganti 
oleh Jurusan Perbandingan Mazhab (dan Hukum) dapat dianggap sebagai 


? Program double degree atau gelat ganda hanya diberlakukan antara Program 
Studi-Program Studi Hukum Islam yang bergelar Sarjana Hukum Islam dengan Program 
Studi Ilmu Hukum. Buku Pedoman Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 16. 

S Selama ini, seperti yang terlihat dalam proses pembelajaran di Fakultas 
Syari'ah, hukum Islam diajarkan dan dijelaskan di dalam kerangka dan bahasanya sendiri 
(bahasa agama) sehingga tidak terjadi dialog dengan hukum Indonesia. Bahkan yang 
lebih ironi lagi, seorang yang menggondol dua kesarjanaan, hukum dan syari'ah, tidak 
jarang tidak mampu meletakkan kedua hukum itu secara sebanding. Syamsul Anwar, 
Studi Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 17. 
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jurusan yang mengkaji dan menggodok aspek-aspek ontologis dalam 
hukum Islam (historis-komparatif), Jurusan Fikih mengkaji aspek 
metodologisnya (interkonektif-progresif), dan Jurusan Gada”/ Peradilan 
Agama (Pera) pada dimensi aksiologis atau aplikatifnya (yuridis-etis). 


ETIL. th 


DHANGA WANITA 
 Napeterhaniya 


Papan nama dan gedung Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang 
lama 

Dari empat jurusan (PMH, MU, Siyasah, dan AS) dan tiga 
program studi IH, KUI, dan DD) tersebut di atas, tampak bahwa 
pembagian jurusan bukan hanya untuk mendalami studi hukum Islam 
normatif saja, namun juga jenis pekerjaan apa yang akan didapatkan 
oleh alumni. Ada dua orientasi yang ingin dicapai oleh FSH UIN Sunan 
Kalijaga, yaitu pengembangan kaum akademisi (ilmuwan) dan praktisi 
(pekerja). Justru dengan dua orientasi inilah FSH di UIN Sunan Kalijaga, 
menurut penulis, akan menjadi fakultas “terbesar” dan paling pesat 
kemajuannya di kemudian hari, karena di fakultas ini tempat bertemunya 


dua muara teoritis (akademisi) dan praktis (praktisi). Fakultas Ilmu 
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Tarbiyah dan Keguruan (FITK) akan tetap menjadi fakultas “terlebar” 
dari sisi praktisinya. Sementara itu Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 
Islam (FUPI) tetap menjadi fakultas “tertinggi” dari sisi akademisnya. 
Tentunya asumsi-asumsi ini akan berubah mengikuti perkembangan 
jaman. Meminjam istilah Wach,” FSH adalah tempat pertemuan antara 
religious experience in tbonght dan religious experience in action. Dengan kata 
lain, FSH adalah tempat pertemuan antara #hought (pemikiran) dan action 
(pekerjaan). Oleh karenanya FSH tidak perlu mengubah namanya 
menjadi Fakultas Syari'ah dan Pemikiran Hukum Islam (FSPHI). 


Genealogi Jurusan-Jurusan dan Program Studi-Program Studi di 
FSH (1960-2013) 
Tahun Je ar Syari'ah (dan Hukum) 2) 


1960 Tafsir Hadis (TH) Fikih Oada” 


1974 Tafsir-Hadis (TH) Pidana-Perdata (PP) Pera 


Fak. Ushuluddin 


1988 in 1 MJ Tt 

1998 PMH MU JS AS 

2001 KUI 

2009 IH DD 

2013 Siyasah 

FSH PMH IH MU KUI Siyasah AS DD 
Dimensi Ontologi Epistemologi Aksiologi 


7 


Wach membagi kajian religious experience ke dalam tiga wilayah yang perlu 


dikuasai oleh seorang peneliti studi agama, yaitu: 7) the expression of religious experience in 
thought, 2) tbe expression of religious experience in action, dan 3) tbe expression of religious experience 
in Jellowship. Joachim Wach, The Comparative Study of Religion (New York: Columbia 
University Press, 1958), hlm. 28-29. 
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Alumni FSH mau dibawa ke mana? Syari'ah (A) yang tahu hukum 
(B), hukum yang tahu syari'ah, tidak tahu dua-duanya, atau tahu dua- 
duanya. Apabila memilih yang pertama, menurut penulis, maka yang 
harus diperkuat adalah ilmu syar?ah sebagai ilmu inti (AS, JS, MU, PMH, 
dan KUI), yang dapat diperkaya dengan ilmu hukum sebagai ilmu bantu. 
Pilihan yang pertama tersebut memungkinkan bagi FSH untuk bersaing 
dengan perguruan tinggi (umum) lain di level nasional, bahkan global. 
Rumus logikanya: A # B — A. Apabila pilihannya jatuh pada opsi kedua, 
yang harus diperkaya adalah ilmu hukumnya (IH), sedangkan ilmu 
syariah hanya sebagai footmote keilmuan saja, agar ada embel-embel 
Islam? . Pilihan kedua tersebut sangatlah berat, sebab kita harus bersaing 
dengan dua “gajah besar”, misalnya Universitas Islam Indonesia (UII) 
dan “Kerajaan Majapahit” Universitas Gadjah Mada (UGM). Pilihan 
tersebut menggunakan rumus logika: A # B - B. Kita tidak mungkin 
menjatuhkan pilihan pada yang ketiga. Akan tetapi kita harus mempunyai 
perhatian serius terhadap kemungkinan hadirnya wilayah ketiga tersebut, 
yaitu alumni FSH yang abal-abal atau setengah-setengah, tidak ahli di 
bidang ilmu syar?ah dan ilmu hukum. Pilihan tersebut menggunakan 
rumus logika: A # B — C. Idealnya, kita harus memilih opsi yang keempat, 
walaupun itu berat, yaitu alumni FSH yang tahu ilmu syari'ah dan tahu 
ilmu hukum. Pilihan tersebut menggunakan rumus logika: A t B — AB. 
Menurut penulis, kunci untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut adalah 
pada tanda p/us-nya (H), yaitu memperkuat jembatan “tahu”-nya. Hal 
tersebut dapat dilakukan dengan epistemologi kuadran integral (yang 
disimbolkan oleh tanda “4”). Hal ini akan dijelaskan pada bab-bab 
selanjutnya. 

Faktanya, IAIN Sunan Kalijaga sebagai IAIN tertua (diresmikan 
di Bangsal Agung Kepatihan Yogyakarta, tanggal 2 Rabi'ul Awal 1380 
H, 24 Agustus 1960) dengan Fakultas Syari'ah sebagai fakultas tertua di 
dalamnya, kalah start dibandingkan dengan IAIN Syarif Hidayatullah. 
IAIN Syarif Hidayatullah terlebih dahulu bertransformasi menjadi UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002. Baru dua tahun berikutnya, 
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bersama “anak angkat” -nya, yaitu STAIN Malik Ibrahim Malang (UIN 
Malang), IAIN Sunan Kalijaga bertransformasi menjadi UIN Sunan 
Kalijaga pada tahun 2004." 


FAKULTAS 
SYARTAH 


Tag sabl! Alka 


FACULTY OF 
BLAMIC LAW 


Gedung baru Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 


Bila boleh berkata jujur, UIN Sunan Kalijaga, saat ini, dari sisi 
pengembangan kelembagaannya kalah jauh dibandingkan dengan 
“teman” dan “anak angkat”-nya tersebut. Satu-satunya kebanggaan 
(untuk tidak dibangga-banggakan) yang dimiliki oleh IAIN/UIN Sunan 


S UIN Sunan Kalijaga sendiri pada awalnya tidaklah terlalu “ngotot” untuk 
berubah, namun posisinya sebagai salah satu IAIN tertua telah mendorongnya untuk 
“mengikuti” IAIN Jakarta yang telah lebih dahulu berubah. Sedangkan STAIN Malang 
sendiri sangat “ngotot” untuk berubah, meskipun harus melalui masa “transisi” terlebih 
dahulu dengan menjadi UIIS (Universitas Islam Indonesia-Sudan). Ahmad Haris, 
“Paradigma Wider Mandate dan Perubahan IAIN Menjadi UIN”, dalam Amril Mansur 
dkk., Paradigma Baru: Reformulasi Pendidikan Tinggi (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 116. 


10 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab I: Pendahuluan 


Kalijaga adalah pengembangan tradisi dan transmisi akademiknya.? 
Sebab, IAIN Sunan Kalijaga dengan FSH-nya, adalah Institut Perguruan 
Tinggi Agama Islam yang memiliki sejarah bangunan epistemik keilmuan 
studi ilmu hukum Islam paling panjang, dari Hasbi hingga Noorhaidi. 
Mulai dari metode sinkretisasi Sunan Kalijaga, eklektisasi Fikih Indonesia, 
re-orientasi Mengindonesiakan Fikih Indonesia, diskursif-kritis “Mazhab” 
Jogja, hingga intersubjektifikasi-hermeneutis integrasi-interkoneksi (i- 
kon). Epistemik-epistemik keilmuan yang berasal dari co/lective intellectual 


tersebut harus dirajut dan dianyam sedemikian rupa hingga menjadi 


? Banyak kata dan istilah yang bisa menggambarkan tradisi akademik dimaksud, 
antara lain: academic tradition, academic culture, academic atmosphere, academic standing, academic 
Jreedom, seholariy activities, dan yang semacamnya. Pada dasarnya, tradisi akademik 
menjamin inpuk-process-output berjalan dengan baik, yang pada akhirnya ditandai dengan 
lulusan yang memiliki kompetensi yang jelas dengan kesiapan menghadapi tuntutan 
hidup dan tuntutan masyarakat sekitarnya. Akh. Minhaji, Tradisi Akademik di Perguruan 
Tinggi (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 8. Terkait dengan ukuran atau standarisasi 
kompetensi dalam tradisi akademik di UIN Sunan Kalijaga, telah ditetapkan dalam 
istilah “Core Values”. Ada tiga pilar dalam core values Universitas Islam Negeri (UIN) 
Sunan Kalijaga, yaitu: integratif-interkonektif, dedikatif-inovatif, dan inklusif continuous 
improvement, disingkat ii-di-ici, dengan penjelasan sebagai berikut: Pertama, Integratif 
Interkonektif (I-kon): nilai ini merupakan dasar dan sistem yang selama ini dikembangkan 
di UIN Sunan Kalijaga. Antara keilmuan agama dan non-agama harus terpadu, 
interkonektif, dan saling menyapa. Tidak ada dikotomi keilmuan di UIN Sunan Kalijaga 
meski di tingkat kelembagaan pemerintah pusat masih dikotomik (ada Kemenag dan 
Kemendiknas). Bahkan, lebih dari itu, Integratif-Interkonektif (I-kon) bukan hanya 
diaplikasikan dalam pengembangan akademik, tetapi juga dalam penyelenggaraan, 
pengelolaan, dan pengembangan administrasi, kemahasiswaan, kerja sama, serta usaha- 
usaha komersial (entrepreneurship) menuju perguruan tinggi masa depan yang profesional 
dan mensejahterakan, Kedua, Dedikatif-Inovatif. nilai ini merupakan sikap dalam semua 
lini penyelengaraan dan pengembangan, yang tidak sekedar bekerja rutin dan rajin, 
tetapi juga penuh dedikasi, amanah, selalu berpikir dan bergerak aktif, kreatif, cerdas, 
inovatif, dan berdisiplin tinggi, Ketiga, Inklusif Continuous Improvement: nilai ini merupakan 
sifat dalam semua aktifitas manajerial dan pengembangan yang harus diaplikasikan 
secara terbuka, akuntabel, dan komit terhadap perubahan berkelanjutan (gabil at-tagyir, 
tetapi juga muhafazah 'ala akgadim as-salih wa a-akhgu bi akjadid al-aslah. M. Amin Abdullah, 
“Paradigma Integrasi-Interkoneksi Pada UIN Sunan Kalijaga”, dalam Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ) Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2006-2010: Buku 


1, hlm. xix-xx. 
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bangunan utuh sebuah epistema keilmuan studi ilmu hukum Islam yang 
integral. Pekerjaan yang sangat “penting” dan “genting tersebut, hingga 
akhir tahun 2013, belum digarap secara serius oleh FSH. Padahal ijtihad 
intelektual tersebut dapat menjadi big umbrella atau blue print bagi re-design 
kurikulum, silabis, dan sebagainya di masa-masa yang akan datang, lima 
tahun, sepuluh tahun, duapuluh tahun, limapuluh tahun, seratus tahun 


yang akan datang, dan seterusnya. 


Menurut pengamatan penulis, setidaknya ada empat hal yang 
menyebabkan FSH belum bisa membuat naskah akademik, bukan sekedar 
profil akademik. Pertama, sikap acuh tak acuh civitasnya, karena yang 
dikembangkan adalah nalar “T” dan nalar “You”, bukan nalar “We”. Kedua, 
tidak punya kemampuan membuatnya, karena yang berkembang adalah 
nalar pragmatisme—bedakan dengan istilah pragmatisisme—, bukan nalar 
idealisme. Selain itu, terbudayanya nalar individualisme, bukan nalar 
kolektivisme. Ketiga, gerak intelektual civitas FSH mayoritas adalah gerak 
eksternal hanya untuk mengembangkan komunitasnya sendiri, bukan gerak 
internal untuk mengembangkan FSH. Keempat, minimnya memiliki 
kesadaran sejarah (intelektual). Kecuali beberapa buku saja yang diterbitkan 


untuk “mengenang jasa-jasa para pemikir terdahulu. 


Nampaknya, harus ada seorang atau beberapa orang ilmuwan 
yang secara suka rela “mewakafkan' dirinya untuk merajut epistemik 
keilmuan di FSH, baik sebagai alumni, non alumni, atau bahkan hanya 
sebagai pemerhati. Kita harus mulai gelisah tentang hal tersebut. Tidak 
cukup hanya kapasitas interkoneksitas intelektual yang mumpuni untuk 
melakukan pekerjaan besar ini, tetapi juga kadar moral spiritual yang 
baik. Hanya intelektualis yang “sudah selesai dengan dirinya sendiri? yang 
dapat melakukan proyek akademik tersebut. Kini, satu-satunya 
kebanggaan tersebut juga mulai tergerus habis karena kepentingan politis, 
penyakit ego-sentris, dan syahwat kekuasaan. Bahkan, intelektual 
mudanya juga sudah mulai terjebak pada rutinitas jabatan, sehingga daya 
kritisnya mulai tumpul. Dalam buku ini, penulis akan melakukan sebuah 


framing atau meng-highlight sejarah keilmuan studi hukum Islam dengan 
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cara melakukan sekuensi-sekuensi keterkaitan antara satu pemikiran 
dengan pemikiran yang lain dari para pemikir (organic intellectual) di FSH 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 


Tahun 2003, misalnya, dalam MASA DEPAN 


buku berjudul Masa Depan Pembidangan PEMBIDANGAN ILMU 
DI PERGURUAN TINGGI 


AGAMA ISLAM 


Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam, 
dalam sub bab Masa Depan Kajian 
Hukum Islam di LAIN/STAIN: Studi 
Kasus LAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman telah 
menjelaskan tentang dua orientasi studi 
hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Orientasinya adalah pengembangan 


akademik dan profesi atau antara 


Prof. Drs. AKH, MINHAJI, MA., Ph.D. & KAMARUZZAMAN BA 


akademisi dan praktisi. Di sini Minhaji 
hanya menyoroti bidang kurikulum dan 
silabusnya saja. Menurutnya, silabus di Fakultas Syari'ah (tahun 2003) 
telah menghasilkan sarjana serba tanggung. Minhaji kemudian 
memberikan beberapa opsi untuk pengembangan studi hukum Islam di 
lingkungan IAIN/STAIN. Pertama, studi hukum Islam sebagai bagian 
dari studi kawasan. Kedua, mendalami satu atau dua saja yang terkait 
dengan studi hukum Islam. Ketiga, studi hukum Islam menggunakan 
metode comparative law atau mugaranah (perbandingan hukum). Keempat, 
kembali ke tradisi klasik. Dengan kata lain, Minhaji menawarkan model 
studi hukum Islam yang bersifat spesifik-inklusif. Sedangkan buku penulis 
ini menawarkan model studi ilmu hukum Islam yang bersifat universal- 
integral-inklusif. Tulisan Minhaji tersebut sepertinya hanya difokuskan 
pada wilayah pengembangan ushul fikih saja," 
ini mengoneksikan secara triadik antara Fikih (Ilmu Syari'ah), Ushul Fikih 


sedangkan buku penulis 


1 Minhaji, Masa Depan Pembidangan Ilmu, hlm. 108-116. 
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(Filsafat Hukum), dan Ilmu Hukum. Berbeda dengan tulisan Minhaji 
tersebut, buku penulis ini mengkaji aspek sejarah epistemologi studi ilmu 
hukum Islam, tidak hanya aspek kurikulum dan silabusnya saja. Aspek 
kampus (epistemologi studi hukum Islam: akademisi) dan pasar 
(kurikulum dan silabi studi hukum Islam: praktisi) harus dikoneksikan, 
dengan jembatan regulasi dari negara. Dalam perspektif #1p/e helix, 
hubungan triadik antara kampus, pasar, dan negara ini disebut dengan 
istilah “ABG”, singkatan dari Avademician (kampus), Business (pasar), dan 


Government (negara). 


Tahun 2004, murid Minhaji, yaitu 
Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, yang 
menulis buku berjudul Wajah Baru Islam di 
Indonesia, dalam Bab II menjelaskan tentang 
perkembangan studi bukum Islam di Indonesia: studi 
terhadap persepsi sarjana barat terbadap hukum 
Islam dan pengaruhnya terbadap studi Islam di 
LAIN (Sunan Kalijaga Yogyakarta). Sub bab 
buku tersebut sepertinya ingin 


Syar vUari ah 


'ar Khai depan 


mengembangkan penjelasan Minhaji di atas, 


terutama menyoroti aspek kurikulum studi 
hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sub 
bab dalam buku tersebut menyimpulkan beberapa hal. Pertama, pengaruh 
studi hukum Islam di Barat mencakup dua kawasan, yaitu aspek sosiologis 
dan historis. Kedua, tampak bahwa pengaruh kultur sarjana atau alumni 
Barat bukan hanya terbatas kurikulum, namun juga dalam skripsi 
mahasiswa S-1 yang merupakan tugas akhir." Berbeda dengan tulisan 
Kamaruzzaman di atas, buku penulis ini lebih fokus dan spesifik, salah 


1! Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Wajah Baru Islam di Indonesia (Yogyakarta: 
UII Press, 2004), hlm. 29-50. Buku ini merupakan “adik” dari buku Islam Historis yang 
terbit tahun 2002 dan juga “saudara” buku Satu Dasawarsa The Clash of Civiligations 
tahun 2003, hlm. xiv. Buku ini dapat disebut sebagai intellectual journey of Islamic Studies 
di Indonesia. 
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satunya mengkaji tentang “Mukti Ali dan Alumni Barat” sebagai co/lective 
intellectual (alumni Kanada /McGill, Belanda, Australia, dan sebagainya), 
kalau itu yang dimaksud dengan istilah “Barat”. Tulisan Minhaji dan 
Kamaruzzaman di atas hanya bersifat teknis-formal saja (kurikulum dan 
silabus) ketika mengkaji perkembangan studi hukum Islam di Fakultas 
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Sedangkan buku penulis ini mengkaji 
aspek epistemologis-substansial (paradigma keilmuan) perkembangan 
“antar waktu” studi ilmu hukum Islam di FSH IAIN/UIN Sunan 
Kalijaga. 

Tahun 2004, FSH UIN Sunan 


Kalijaga juga menerbitkan buku berjudul BALAI HI WAK MADA 
Senlis 12 "pemikiran Hukum Islam 

Fakultas Syari'ah: Menatap Masa Depan.” Buku BK EN Paksi FAg Sara 

tersebut memberikan informasi tentang PLN Sunan KabiaaaN nana 


sejarah Peradilan Agama, mulai jaman 
kolonial, pasca kemerdekaan, saat ini, peluang 
dan tantangan Sarjana Syari'ah dalam 
berprovesi advokat. Dengan kata lain, buku 


tersebut hanya menjelaskan tentang korelasi 


antara Fakultas Syariah dan provesi (advokat), 
sedangkan buku penulis mengkaji keterkaitan 


antara Fakultas Syari'ah dan akademisi (ilmuwan). 


Tahun 2008, ketika dekan FSH UIN Sunan Kalijaga dipimpin 
oleh “kia?” Yudian Wahyudi, terbitlah buku berjudul Pemikiran Hukum 
Islam Dekan Fakultas Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga (1963-2007). Dilihat 
dari judulnya, buku tersebut hanya ingin membangun epistema keilmuan 
secara individual-parsial (epistemic individuality), belum komunal- 
interkonektif (epistemic community). Apalagi ketika kuasa / power— 
meminjam istilah Michel Foucault—jabatan “dekan” disematkan di sana, 


seolah-olah—masih meminjam istilah Michel Foucault—, sudah terjadi 


2 Marzuki Wahid dkk (eds.), Fakultas Syari'ah: Menatap Masa Depan (Yogyakarta: 
Kafasya, 2004). 
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pendisiplinan ilmu oleh kekuasaan. Sebab, belum tentu para dekan itu 
membangun jaringan keilmuan di FSH, tetapi yang dikembangkan adalah 


keilmuannya sendiri-sendiri. 


Kegelisahan akademik yang tergambar tentang pentingnya 
penulisan buku Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah (2008) 
tersebut, telah disampaikan oleh Supriatna, dalam penggalan kalimatnya 
berikut ini: 


Fakultas Syarah UIN Sunan Kalijaga adalah fakultas Syari'ah tertua di 
Indonesia dan telah melahirkan ribuan alumni yang tidak saja berasal dan 
tersebar di wilayah nusantara akan tetapi juga dari luar negeri. Pada waktu 
penelitian ini dilakukan, fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga telah mengalami 
delapan kali pergantian dekan. Prof. Hasbi sebagai dekan pertama, telah ada 
yang meneliti pemikirannya, akan tetapi dekan-dekan lainnya sampai saat ini 
belum pernah dilakukan penulisan biografinya secara lebih serius, dengan 
memasukkan pemikiran keilmuannya. Untuk itulah pada semester genap tahun 
akademik 2005/2006, fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga mengambil 
kebijakan untuk mengkonsentrasikan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen 
kepada penulisan biografi dekan-dekan fakultas Syari'ah. Selain sebagai 
penghargaan atas jasa-jasa para dekan tersebut, juga agar masyarakat luas, 
khususnya civitas akademika fakultas Syarah UIN Sunan Kalijaga lebih 
mengenal siapa saja yang pernah menjabat dekan, bagaimana sosok kepribadian 
dan lebih-lebih lagi pemikiran keilmuannya. Penelitian biografi mereka 
dipandang penting karena beberapa orang yang pernah menjabat dekan 
tersebut sudah meninggal, sehingga kalau dibiarkan dikhawatirkan bisa 
kehilangan sumber penulisan yang diperlukan." 


Buku Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah tersebut 
hanya berisi kompilasi biografis pemikiran delapan dekan FSH IAIN/ 
UIN Sunan Kalijaga, yang disusun secara historis-struktural-linier, yaitu 
Prof. H.M. Hasbi Ash-Shiddiegy (periode 1963-1972), Drs. H.M. Husein 
Yusuf (periode 1972-1976), Drs. Marzuki Rasyid (periode 1976-1981), 
Prof. Drs. H. Asjmuni Abd. Rahman (periode 1981-1985), Prof. Drs. 
Zarkasji Abd Salam (periode 1985-1992), Prof. Drs. Sa'ad Abdul Wahid 


B Supriatna, “Menelusuri Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, 
M.A, dalam Tim, Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga 
(1963-2007) (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2008), hlm. 264. 
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(periode 1992-1999), Dr. Syamsul Anwar (periode 1999-2003), dan Drs. 
H. Malik Madani (periode 2003-2007). Buku itu mencoba 
mendokumentasikan secara sistematis peran dan pemikiran para dekan 
FSH UIN Sunan Kalijaga mulai awal dibukanya (1963) sampai 
kepemimpinan yang kedelapan (2007). Maka, tujuan pokok penulisan 
buku tersebut hanya untuk mensistematisir, mengkodifikasi, dan 
mendokumentasikan dalam bentuk buku, peran dan pemikiran para 
tokoh tersebut. Dengan kata lain, buku itu tidak dapat disebut “mewakili 
model jaringan epistemik keilmuan di FSH, tetapi sekedar sebagai “album 
biografi" saja. Apalagi teknis penulisannya juga tidak menggunakan 
kaidah-kaidah transliterasi yang baik. 

Menurut penulis, buku Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas 
Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga (1963-2007) di atas lebih tepat jika disebut 
sebagai “tumpukan ide-ide dan gagasan, kumpulan tulisan yang dicomot 
dari sana-sini, tanpa ada satu kaitan antara satu ide dengan ide lainnya. 
Sedangkan buku penulis ini ingin merangkai gugusan dan konfigurasi 
sistem pemikiran studi ilmu hukum Islam di FSH UIN Sunan Kalijaga 
yang unsur-unsurnya saling terkait dalam lingkup historis dan jaringan 
epistemologisnya. Akan tetapi, sebagai langkah awal untuk merajut 
epistemik keilmuan di FSH, buku tersebut perlu dihargai dan diapresiasi. 
Bukan sebagai “museum keilmuan”, tetapi sebagai “Jaboratorium 
pemikiran”. Meminjam istilah Azyumardi Azra, buku itu dapat disebut 
sebagai editorial book." 


Kelemahan buku editorial book adalah kesulitan bagi pembaca 
untuk menangkap benang merah berbagai tema dan ide yang tercakup, 
karena cara penyajiannya hanya “ditumpuk saja berdasarkan nalar sejarah 
yang linier, tidak disajikan berdasarkan nalar sejarah yang sirkular. Karena 
buku Mazhab Sunan Kalijaga ini ditulis hingga tahun 2013, maka penulis 


M Azyumardi Azra, “Pengantar: Islam di Indonesia dalam Konteks Kekinian”, 
dalam Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Wajah Baru Islam di Indonesia (Yogyakarta: 
UII Press, 2004), hlm. ix. 
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perlu memasukkan dua lagi dekan FSH UIN Sunan Kalijaga periode 
2007-2011 dan periode 2011-2015, setelah periode Malik Madani (2003- 
2007), yang jasa-jasanya juga perlu diperhitungkan. Selain sebagai penerus 
gagasan Hasbi tentang Fikih Indonesia, pada masa ke” kia?” annya lahirlah 
prodi terbaru di Fakultas Syari'ah, yaitu Prodi Ilmu Hukum, beliau adalah 
Prof. K. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D (dekan FSH periode 2007-2011). 
Yudian dapat disebut juga sebagai pembawa gerbong “Hukum” di 
Fakultas Syari'ah. Sedangkan dekan FSH penerusnya, periode 2011-2015 
adalah Noorhaidi Hasan, M.A. Ph.D (saat buku ini ditulis sedang proses 
ke profesor). 


Sebuah artikel tentang Yudian Wahyudi (dekan FSH periode 
2007-2011), yang menurut penulis bisa dimasukkan sebagai tambahan 
“tumpukan kompilasi atau kodifikasi dalam buku Pemikiran Hukum Islam 
Dekan Fakultas Syari'ah di atas adalah tulisan Mansur yang berjudul 
Kontekstualisasi Gagasan Fikih Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddiegy: Telaah 
atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi." Apabila dicermati, judul buku di 
atas belum menggunakan kata “Hukum? setelah kata “Syari'ah”, yaitu 
Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga (1963- 
2007). Sebab, memang buku itu terbit tahun 2008, dan penambahan 
kata “Hukum' setelah “Syari'ah” terjadi pasca tahun 2008. Penambahan 
kata “Hukum' ini adalah salah satu bentuk interkoneksi keilmuan secara 


institusional. 


Jadi, sejak tahun 1960-2013 (53 tahun), atau setengah abad lebih, 
pimpinan Fakultas Syari'ah (dan Hukum) IAIN/UIN Sunan Kalijaga 
telah mengalami pergantian sebanyak delapan belas periode, yaitu 
pertama, periode 1960-1963. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Agama Nomor 35 Tahun 1960, untuk pertama kali Pimpinan (Dekan) 
Fakultas Syari'ah IAIN 4/-Jami ah adalah Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddiegy, 


5 Mansur, “Kontekstualisasi Gagasan Fikih Indonesia 'T.M. Hasbi Ash- 
Shiddiegy: Telaah atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyud?”, asy-Syir'ah, Vol. 46, No. 1, 
Januari-Juni 2012, hlm. 27-52. 
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merangkap sebagai Wali Jurusan Tafsit/ Hadis 
dan Wali Jurusan Gada”. Sedangkan Wali 
Jurusan Fikih-nya adalah K.H. Ali Maksum, dari 
Pondok Pesantren Krapyak.'” Kedua, periode 
1963-1965. Setelah IAIN a4/-Jami'ah dibagi 
menjadi dua pusat tanggal 18 Maret 1963, di 
kalangan IAIN al-Jami'ah Yogyakarta terjadi 
perubahan dan penyempurnaan struktur 
pimpinan (dekan) IAIN dan fakultas, yaitu Prof. 
T.M. Hasbi ash-Shiddiegy tetap sebagai Dekan 
Fakultas, merangkap sebagai Ketua Jurusan Hadis, sedangkan salah satu 


pembantu dekannya, yaitu Pembantu Dekan I, adalah Drs. Asjmuni 
Abdurrahman, yang kelak akan menjadi dekan Fakultas Syariah periode 
1981-1985. 


LIJAGA 


TA 3 SEN, 


IC Sitompul, Sejarah Modernisasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia, 
hlm. 342. 
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Ketiga, periode 1965-1967. Setelah keluarnya Surat Keputusan 
Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 1965 tanggal 15 Juni 1965, tentang 
Pemberian Nama “Sunan Kalijaga” untuk IAIN Yogyakarta, maka 
Fakultas Syari'ah memasuki Periode IAIN “Sunan Kalijaga" sampai 
sekarang, dengan Dekan Fakultasnya tetap Prof. T.M. Hasbi ash- 
Shiddiegy, sedangkan Drs. Husein Yusuf, yang kelak menjadi Dekan 
Fakultas Syarfah periode 1972-1976, saat itu menjadi Ketua Jurusan 
Hadis. Keempat, periode 1967-1969, Dekan Fakultas Syari'ah adalah 
T.M. Hasbi ash-Shiddiegy, dan salah satu dekannya, yaitu Pembantu 
Dekan I, adalah Drs. Asjmuni Abdurrahman. Kelima, periode 1970- 
1972. Sebagai upaya meningkatkan peran IAIN, Menteri Agama dengan 
Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 1969, tanggal 1 Oktober 
1969, telah menetapkan struktur organisasi, tugas, dan tata kerja IAIN 
al-Jami'ah yang baru. Sebutan “Pembantu Dekan? diganti menjadi Wakil 
Dekar'. Atas dasar itulah, terbentuk susunan Pimpinan Fakultas Syari'ah, 
yaitu dengan dekan Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddiegy, dengan salah satu 
Pembantu Dekan I, yaitu Drs. Asjmuni Abdurrahman. 


Keenam, periode 1972-1974. Untuk mengganti Peraturan 
Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1963, Menteri Agama saat itu, yaitu 
Prof. Dr. H.A. Mukti Ali mengeluarkan Peraturan Menteri Agama 
Nomor 1 Tahun 1972. Intinya, Rektor IAIN dan Dekan Fakultas di 
seluruh Indonesia untuk segera menyusun pimpinan IAIN dan Fakultas, 
paling lambat tanggal 31 Mei 1972. Berdasarkan Keputusan Menteri 
Agama Nomor: B-11/3-E/3396, tertanggal 17 Juni 1972, ditetapkanlah 
pimpinan Fakultas Syari'ah, dimana Dekan Fakultas Syari'ah sebelumnya, 
yaitu periode 1970-1972, Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddiegy, digantikan 
oleh Drs. H.M. Husein Yusuf, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah periode 
1972-1974, merangkap jabatan sebagai Ketua Jurusan Tafsir-Hadis, yang 
serah terima jabatannya dilakukan di Gedung Agung Yogyakarta pada 
tanggal 10 Agustus 1972. Drs. Sa'ad Abdul Wahid, yang kelak akan 
menjadi Dekan Fakultas Syari'ah periode 1992-1999, saat itu menjadi 
Wakil Dekan II. Sedangkan Drs. Zarkasji “Abdussalam, yang kelak akan 
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menjadi Dekan Fakultas Syari'ah periode 1985-1992, saat itu menjabat 
sebagai Wakil Dekan III, merangkap sebagai Ketua Jurusan Peradilan 
Agama. 


Ketujuh, periode 1974-1976, Dekan Fakultas Syari'ah adalah Drs. 
H.M. Husein Yusuf, sedangkan salah satu pembantu dekannya, yaitu 
Wakil Dekan I, adalah Drs. Marzuki Rasyid, yang kelak akan menjadi 
Dekan Fakultas Syari'ah periode 1976-1981. Kedelapan, periode 1976- 
1978, dekannya masih Drs. Marzuki Rasyid. Kesembilan, periode 1978- 
1981, dekannya juga masih Drs. Marzuki Rasyid. Kesepuluh, periode 
1981-1984, Dekan Fakultas Syari'ah adalah Drs. H. Asjmuni 
“Abdurrahman. Kesebelas, periode 1984-1988, Dekan Fakultas Syari'ah 
adalah Drs. Zarkasji Abdussalam, sedangkan salah satu pembantu 
dekannya, yaitu Pembantu Dekan III adalah Drs. A. Malik Madani, yang 
kelak akan menjadi Dekan Fakultas Syariah periode 2003-2007. 
Keduabelas, periode 1988-1992, Dekan Fakultas Syari'ah masih tetap 
Drs. Zarkasji Abdussalam. Ketigabelas, periode 1992-1995, Dekan 
Fakultas Syari'ah adalah Drs. Sa'ad Abdul Wahid. Keempatbelas, periode 
1995-1999, Dekan Fakultas Syari'ah masih Drs. Sad “Abdul Wahid. 
Kelimabelas, periode 1999-2003, Dekan Fakultas Syari'ah dijabat oleh 
Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. Keenambelas, periode 2004-2008, Dekan 
Fakultas Syari'ah adalah Drs. H.A. Malik Madani, M.A. Ketujuhbelas, 
periode 2008-2011, Dekan Fakultas Syari'ah adalah Prof. K.H. Yudian 
Wahyudi, Ph.D. Kedelapanbelas, periode 2011-2015, Dekan Fakultas 
Syari'ah adalah Noorhaidi Hasan, M.A. Ph.D. 


Dengan meminjam teori empat fase perkembangan Studi Agama 
gagasan Keith Watd, local, canonical, critical, dan global," buku Pemikiran 
Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah (2008) di atas dapat penulis letakkan 
sebagai fase kedua, yaitu canonical. Sebab, buku itu hanya berisi kompilasi 
dan kodifikasi pemikiran-pemikiran para dekan FSH. Fase /oca/ adalah 


1 Keith Ward, The Case for Religion (Oxford: Oneworld Publications, 2004), 
hlm. 12. 
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ketika ide-ide tersebut masih berserakan, belum ditulis, dan belum tertata 
rapi. Sedangkan posisi buku penulis ini adalah pada tahap ketiga, yaitu 
tahap critical, sebab kajiannya tidak bersifat ensiklopedis, tetapi sudah 
dikaji dengan nalar rekonstruktif-kritis. Menurut penulis, fase g/oba/adalah 
ketika (buku) Mazhab Sunan Kalijaga ini, suatu saat dapat g0 internasional 
dengan cara dikaji dan dikritisi terus menerus oleh komunitas insider 
maupun outsider, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa global (bahasa 
Inggris dan Arab). FSH sendiri telah menetapkan fase go internasionalnya 
pada tahun 2025. Tentunya pekerjaan besar ini tidak bisa dilakukan oleh 
satu atau dua orang saja (privat intellectual), tetapi harus dikerjakan oleh 
laskar epistemik (collective intellectual) yang dibayar oleh kepuasan akademik 
dan keikhlasan amal. 


Dengan menggunakan kacamata trialektis gagasan Hasbi tentang 
tiga jenis fikih, yaitu Figh Our'ani, Figh Nabawi, dan Figh litihadi," penulis 
mencoba memetakan—tentunya hanya secara simplitis—posisi akademik 
dan peran kesepuluh dekan FSH yang telah tersebut di atas, yaitu Prof. 
H.M. Hasbi Ash-Shiddiegy (Figh Indonesiyyi), Drs. H.M. Husein Yusuf 
(Figh Hadisi, sebab keahlian beliau di bidang ilmu hadis), Drs. Marzuki 
Rasyid (Figh Masa'ili, sebab keahlian beliau dalam bidang Masa'/ al- 
Fighiyyah), Drs. H. Asjmuni Abd. Rahman (High Tarjihi, sebab keahlian 
beliau dalam bidang istinbag hukum), Drs. Zarkasji Abdussalam (Figh 
Mamnbhaji, sebab keahlian beliau di bidang metode studi hukum Islam), 
Drs. Sa'ad “Abdul Wahid (Figh Tafsiri, sebab keahlian beliau di bidang 
ilmu al-Gur'an), Dr. Syamsul Anwar (Figh Usuli, sebab keahlian beliau 
di bidang ilmu ushul fikih), Drs. H. Malik Madani (Figh Akhlagi), Prof. 
K. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D (Figh Magasidi dan Mengindonesiakan 
Fikih Indonesia), dan Noorhaidi Hasan (Fikih Etnografi). 


18 Hasbi Ash-Shiddiegy, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 50, Perbandingan Mazhab (Jakarta: Bulan Bintang, 
1971), hlm. 31. 
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Dari Hasbi ke Yudian: Dari Fikih Indonesia ke 
Mengindonesiakan Fikih Indonesia 


Figh Gur'ani Figh Nabawi Figh Ijtihadi 
Drs. H.M. Husein Yusuf Prof. H.M. Hasbi Ash- 
(Figh Hadisi) Shiddiegy 
(Fikih Indonesia) 
Drs. Sa'ad Abdul Wahid Drs. Marzuki Rasyid 
(Figh Tafsiri) (Figh Masa'ili) 
Drs. H. Malik Madani Drs. H. Asmuni “Abd. 
(Figh Akhlagi) Rahman 


(Figh Tarjihi) 
Drs. Zarkasyi “Abd Salam 
(Figh Manhafi) 
Dr. Syamsul Anwar 
(Figh Usul) 

Prof. K. Yudian Wahyudi, 
M.A. Ph.D 
(Mengindonesiakan Fikih 
Indonesia) 
Noorhaidi Hasan 
(Fikih Etnografi) 


Berdasarkan tabel di atas, yang “menebalkan” gagasan Hasbi 
(dekan FSH periode 1963-1972) tentang Fikih Indonesia, adalah Yudian 
Wahyudi, selaku dekan FSH periode 2007-2011. Agus Moh. Najib 
kemudian mengembangkannya dengan tawaran konsep Objektifikasi 
Fikih Indonesia. Sedangkan di masa kepemimpinan Syamsul Anwar 
(dekan FSH periode 1999-2003), lahirlah etos “Mazhab” Jogja, dan lain- 
lain. Sepertinya keterkaitan sederhana ini dapat dibaca sebagai berikut. 
Fikih Indonesia telah memberikan ideos, Mazhab” Jogja memberikan ethos, 
Re-orientasi Fikih Indonesia memberikan /ogos, dan Integrasi-Interkoneksi 
memberikan pathos. Ketiganya yaitu ethos, logos, dan pathos harus 
disinergikan. 

Berbeda dengan buku Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas 
Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga (1963-2007) di atas yang bersifat 
dokumentatif-birokratis, buku Mazhab Sunan Kalijaga ini lebih bersifat 
akademis-kritis. Sebab, belum tentu yang tidak menjabat sebagai dekan 
fakultas, secara akademis, pola pikirnya lebih rendah. Oleh karenanya 
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jaringan keilmuan di FSH sebenarnya tidak bersifat dominasi, tetapi lebih 
tepatnya inter-relasi. Sebaliknya, belum tentu juga yang menjabat sebagai 
dekan, sekali lagi secara akademis, intelektualnya yang paling hebat. Sebab, 
secara umum, jabatan politik tertentu (rektor, dekan, kaprodi, dan 
sebagainya) di PTAIN Indonesia dipilih karena kesamaan ideologinya, 
bukan karena kualitas idenya. Meminjam bahasa Michel Foucault, dalam 
menelaah sejarah arkeologi epistemik keilmuan, tidak hanya mengutamakan 


"nama-nama besar”, tetapi nama-nama kecil juga harus diperhitungkan. 


Oleh karena itu untuk kepentingan akademis penulisan buku ini, 
khususnya untuk dekan-dekan FSH, penulis tidak hanya 
mengembangkan dan mengeksplorasi lebih lanjut empat “nama besar 
dekan FSH, yang secara intelektual perlu diperhitungkan, yaitu Hasbi 
Ash-Shiddiegy sebagai pengagas Fikih Indonesia, Syamsul Anwar sebagai 
pencetus Teori Pertingkatan Norma dan pembangkit etos “Mazhab” 
Jogja—pada masa kepemimpinannya (1999-2003), istilah Mazhab Jogja” 
pada tahun 2002 mulai diperkenalkan—, Yudian Wahyudi sebagai 
penerus gagasan Fikih Indonesia dengan gagasannya tentang 
Mengindonesiakan Fikih Indonesia atau dalam bahasa penulis sebagai 
Indonesianisasi Fikih Indonesia atau Reorientasi Fikih Indonesia, dan 
Noorhaidi Hasan dengan gagasan Etnografi Hukum Islam. Tetapi, juga 
mengeksplorasi “nama kecil-nama kecil yang lain, seperti Nur Kholis 
Setiawan, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Ratno Lukito, Hamim Ilyas, Agus 
Moh. Najib, dan Mochamad Sodik. Ukuran “nama besar' di sini adalah 
pernah atau sedang menjabat sebagai dekan di FSH UIN Sunan Kalijaga. 


Dalam perspektif dekonstruksionis (dari sudut penulis teks, 
sebuah teks selalu tercipta melalui tiga tahapan, yaitu pra-figurasi, 
konfigurasi, dan trans-figurasi),"” buku Pemikiran Hukum Islam Dekan 
Fakultas Syari'ah (2008) di atas berada di tahap pra-figurasi, yaitu tahapan 
pengalaman dan ide-ide yang belum terumuskan secara sistematik- 


interkonektif. Tahun 2012, Noorhaidi Hasan, mulai menyusun embrio 


" Al-Fayyad, Derrida (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 34. 
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naskah evolusi studi hukum Islam di FSH dalam artikel berjudul Meretas 
Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia: Pengalaman Fakultas Syari'ah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.” Menurut penulis, artikel 
Noorhaidi ini dapat disebut sebagai “catatan sederhana" yang baru menuju 
ke tahap konfigurasi, atau tahap pra-konfigurasi. Sedangkan buku Mazhab 
Sunan Kalijaga ini telah berada di tahap konfigurasi, yaitu ketika ide-ide 
tentang studi ilmu hukum Islam di FSH dikoneksikan antara satu ide 
dengan ide lainnya. Barangkali dari sisi judulnya, artikel Noorhaidi 
tersebut yang paling mirip dengan buku penulis ini. Bedanya, meminjam 
istilah Kim Knott,?' “catatanf Noothaidi tersebut ditulis oleh intelektual 
insider (participant as observer), sedangkan buku ini ditulis oleh kacamata 
seorang outsider (observer as participant). Jadi, salah satu yang membedakan 
antara buku penulis dan artikel Noorhaidi tersebut adalah objek formil 
dan kelengkapan datanya. 


Artikel Noorhaidi tersebut hanya mengkaji tentang Hasbi ash- 
Shiddiegy dan Mazhab Jogja. Padahal, berbicara tentang genealogi 
epistema studi ilmu hukum Islam di IAIN/UIN Sunan Kalijaga, 
khususnya di FSH IAIN/UIN Sunan Kalijaga, sebagaimana yang penulis 
kaji dalam buku Maghab Sunan Kalijaga ini, harus dirunut dan di-petani 
(bahasa Jawa) atau diurai dari akar sejarahnya, mulai dari metode dakwah 
sinkretis Sunan Kalijaga (Raden Mas Said)—yang namanya disematkan 
untuk intitusi UIN “Sunan Kalijaga'—itu sendiri hingga pendekatan 
integrasi-interkoneksi. Secara umum ada lima tahapan evolusi sejarah 
epistema keilmuan dalam studi hukum Islam di FSH yang harus 
dikoneksikan secara mutawatir, yaitu metode dakwah sinkretis Sunan 
Kalijaga (studi hukum Islam sinkretis), Fikih Indonesia (studi hukum 


2 Noothaidi Hasan, “Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia: 
Pengalaman Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, asy-Syir'ah, 
Vol. 46, No. II, Juli-Desember, 2012, hlm. 385-402. 

2 Kim Knott, “Insider/ Outsider Perspectives”, dalam John R. Hinnells, The 
Routledge Companion to the Study of Religion (London and New York: Routledge, 2005), 
hlm. 271. 
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Islam komparatif-eklektis), Mengindonesiakan Fikih Indonesia (studi 
hukum Islam kritis) dan sekaligus Objektifikasi Fikih Indonesia, Mazhab 
Jogja (studi hukum Islam diskursif), dan Integrasi-Interkoneksi (studi 
hukum Islam intersubjektif-progresif). 


Suatu saat nanti, apabila buku penulis ini ditafsiri dan dikritisi 
serta “diterjemahkan oleh organic intellectual secara berbeda-beda, dalam 
perspektif dekonstruksionis, maka inilah yang disebut sebagai tahap 
trans-figurasi. Jadi, buku Mazhab Sunan Kalijaga ini juga mencoba 
mengaitkan 'tiga dunia” sekaligus tentang ide-ide studi ilmu hukum Islam 
di FSH UIN Sunan Kalijaga, yaitu dunia di belakang teks (latar belakang 
historis-kultural sebuah ide atau gagasan tentang Fikih Indonesia dan 
Mazhab Jogja sebagai teks tersebut muncul), dunia di dalam teks (ide 
tentang integrasi-interkoneksi sebagai teks), dan dunia di depan teks 
(membangun worldview tentang “tiga dunia” dalam studi ilmu hukum 
Islam). Meminjam bahasa Hassan Hanafi, “tiga dunia” tersebut adalah 
dunia itba' (past), dunia ibtida' (present), dan dunia ibda' (future). 

Salah satu tujuan penulisan buku Mazhab Sunan Kalijaga ini adalah 
berupaya untuk menjaga, mengembangkan, dan merajut seluruh 
bangunan tradisi epistemik-akademik keilmuan studi hukum Islam di 
IAIN/UIN Sunan Kalijaga atau di “Mazhab Saper', khususnya jejaring 
epistemologi studi ilmu hukum Islam di FSH atau di “Mazhab Jogja. 
Disebut sebagai jejaring (webbing), sebab epistema studi ilmu hukum Islam 
yang penulis eksplorasi dalam buku ini mencoba mengaitkan seluruh 
bangunan epistemologi pemikiran-pemikiran individual (dimulai dari 
metode scientific-cum-doctriner gagasan Mukti Ali dan Fikih Indonesia 
gagasan Hasbi ash-Shiddiegy, Mengindonesiakan Fikih Indonesia gagasan 
Yudian Wahyudi, dan Objektifikasi Fikih Indonesia gagasan Agus Moh. 
Najib) maupun komunal (Mazhab Jogja dan Integrasi-Interkoneksi) yang 
pernah terlukiskan dalam manuskrip-manuskrip sejarah pemikiran studi 
ilmu hukum Islam di FSH UIN Sunan Kalijaga. Sehingga secara umum, 
pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah historis-genealogis- 
sirkularis-rekonstruktif. 
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Epistema keilmuan di Mazhab Sunan Kalijaga (Mazhab Sapen 
# Mazhab Jogja) yang penulis rajut atau anyam dalam buku ini dimulai 
dari ide-ide sinkretisasi (bedakan dengan konsep akulturatif gagasan Mark 
Woodward dan kolaboratif gagasan M. Nur Syam) Sunan Kalijaga (Raden 
Said), kemudian tentang sintesisasi scientific-cum-doctriner gagasan Mukti 
Ali (pemikirannya dikaji dalam buku ini, bukan karena posisinya sebagai 
civitas akademika FSH di Mazhab Jogja, tetapi sebagai salah seorang 
pemikir yang memiliki nama besar” di Mazhab Sapen IAIN Sunan 
Kalijaga), kemudian pada tahun 1961? berkembang menjadi eklektisasi— 
meminjam istilah Yodri Azizy—ide Fikih Indonesia gagasan Hasbi Ash- 
Shiddiegy, dikembangkan menjadi Mengindonesiakan Fikih Indonesia 
oleh Yudian Wahyudi pada tahun 1993 dan Objektifikasi Fikih Indonesia 
oleh Agus Najib (2011). Tahun 2002? muncul juga etos diskursif Mazhab 
Jogja. Terakhir, sejak tahun 2006,” secara eksplisit berkembang menjadi 


pendekatan Integrasi-Interkoneksi. 


Penulisan buku Mazhab Sunan Kalijaga juga bertujuan untuk 
membentuk semacam kekuatan epistemic community, yang tujuan akhirnya 
adalah ethics, bukan politic community, yang tujuan akhirnya adalah /ogistics. 
Politik harus dianggap sebagai salah satu side effect saja dari etik, bukan 
sebaliknya. Sebab, salah satu penyebab runtuhnya tradisi akal akademik- 
rasional-substansial adalah syahwat politik-empiris-pragmatis. Keduanya 
tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Meminjam bahasa 
Kuntowijoyo, FSH harus bisa menggerakkan institusinya dari gerbong 


2 Ditandai oleh orasi ilmiahnya Hasbi yang bertema: “Syari'at Islam Menjawab 
Tantangan Zaman” pada tahun 1961, dalam acara Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga 
yang pertama, ketika ia mamberikan makna dan definisi “Fikih Indonesia” secara cukup 
artikulatif. 

2 Ditandai oleh terbitnya buku tahun 2002 yang diedit oleh Ainutrofig Dawam 
berjudul “Mazhab” Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer (Yogyakarta: ar- 
Ruzz, 2002). 

4 Ditandai oleh terbitnya buku tulisan M. Amin Abdullah tahun 2006 berjudul 
Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2006). 
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ideologi menuju gerbong ilmu atau gerbong ide, hingga akhirnya menuju 


ke fase integrasi ilmu atau integrasi ide. Seringkali, ide-ide besar nan 


cerdas terperangkap dalam (ide)ologi. 
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KERANGKA TEORI DAN METODE 


A. Arkeologi Pengetahuan: Epistemologi Panoptikon 


ichel Foucault telah mencoba melakukan kritik sejarah 

Mia menciptakan jalan baru bagi kebuntuan rasionalitas 

sejak abad klasik.“ Dalam pandangan Foucault, ia harus dipecahkan 
dengan menyusun ulang retakan dan pecahan memori dan pengetahuan 
masyarakat yang sempat terkubur dalam strategi-strategi pendisiplinan 
struktur pikir masyarakat. Dalam buku Mazhab Sunan Kalijaga ini, penulis 
mencoba untuk menyusun kembali “retakan” dan “pecahan-pecahan' ide 
tentang epistema studi ilmu hukum Islam yang pernah muncul di IAIN/ 
UIN Sunan Kalijaga, dalam rentang sejarah tertentu, khususnya di FSH 
UIN Sunan Kalijaga. Sejarah tersebut sempat terkubur lama oleh strategi- 
strategi pendisiplinan kebijakan kurikulum yang tidak berpihak pada ide- 
ide tersebut. Jelasnya, jagad keteraturan masyarakat (akademik) itu harus 


mampu dijelaskan dengan cara mengusung kembali memori-memori 


2 Pada sisi ini, pandangan Foucault secara elementer memiliki kemiripan dengan 
analisis Baudrillard tentang budaya pop yang mampu membentuk 1he silent majority. Dalam 
konteks masyarakat yang diam, “...realitas, kebenaran, fakta dan objektivitas kehilangan 
eksistensinya. Hipperrealitas adalah realitas itu sendiri...yakni era yang dituntun oleh 
model-model realitas tanpa asal-usul dan referensi...” Jean Boudrillard, In the Shadow of 
Silent Majority (Cambridge: 'The MIT Press, 1983), hlm. 146. 


Waryani Fajar Riyanto | 29 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


kesejarahan yang telah terkubur. Mencoba untuk mengusung kembali 
memoti sejarah tentang pemikiran-pemikiran epistemik studi ilmu hukum 
Islam, barangkali itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan buku 


17. 


Foucault menyampaikan dua kategori penolakan, yaitu pertama, 
penolakan terhadap “nama besar”? dan kedua, penolakan terhadap 
klasifikasi atau identifikasi sejarah yang didasarkan pada kemajuan dan 
kemunduran tiap zaman. Dengan kata lain, buku ini tidak (hanya) 
memberikan hak istimewa apapun yang diberikan kepada “tokoh besar” 
oleh catatan sejarah epistemik dalam rangka melacak sebuah gagasan. 
Bukan dominasi, tetapi inter-relasi. Yang penulis maksud dengan “tokoh 
besar' atau “nama besar' di sini adalah jabatan dekan yang diafiliasikan 
pada FSH di UIN Sunan Kalijaga. Dalam pandangan arkeologis, Foucault 
menganggap bahwa individu-individu (baik dibesarkan oleh catatan 
sejarah maupun dilupakan) sebenarnya adalah produk tak terpisah dari 
penggelaran epistema yang menguasai struktur pikir mereka. Oleh 
karenanya penulis membagi dua jenis pemikiran epistemik studi ilmu 
hukum Islam dalam buku ini, yaitu yang muncul dari ide individu (seperti 
ide Fikih Indonesia, Mengindonesiakan Fikih Indonesia, dan 
Objektifikasi Fikih Indonesia) dan yang muncul dari gagasan komunal 
(seperti etos Mazhab Jogja dan Mazhab Sapen). Dengan kata lain, aspek 
individual (individual intellectual) dan komunal (collective intellectual) dalam 


arkeologi pengetahuan sama-sama penting. 


Meskipun Foucault mengklasifikasikan sejarah berdasarkan fase 


perkembangan tertentu, namun identifikasi yang coba dilakukan oleh 


26 


Tidak ada hak istimewa apapun yang diberikan kepada tokoh besar oleh 
catatan sejarah dalam rangka melacak sebuah gagasan. Ini karena dalam pandangan 
arkeologis, Foucault menganggap bahwa individu-individu (baik yang dibesarkan oleh 
catatan sejarah maupun yang dilupakan) sebenarnya adalah produk yang tak terpisah 
dari penggelaran episteme yang menguasai struktur pikir mereka. Akhol Firdaus, 
“Membumikan Foucault di Pikiran Positivis”, dalam Gerbang: Jurnal Studi Agama dan 
Demokrasi, Vol. 1, 2002, hlm. 186. 
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Foucault bukanlah dimensi perkembangan dan kemunduran. Akan tetapi 
bagaimana hukum pasang-surut epistema yang menentukan kebenaran 
yang dipercaya dan diperagakan pada setiap fase sejarah.” Apabila 
merujuk pada pendapat Foucault di atas, maka sejarah epistemik studi 
ilmu hukum Islam di FSH UIN Sunan Kalijaga, tidak dipahami sebagai 
gerak perkembangan dan kemunduran, tetapi sebagai gerak pasang-surut. 
Misalnya, saat Hasbi pada tahun 60-an menawarkan gagasan Fikih 
Indonesia, hal terebut adalah fase pasang, kemudian mengalami fase 
surut (dalam arti stagnan pemaknaan, bukan sedikit banyaknya kajian) 
antara tahun 70-an dan 80-an. Sampai akhirnya kembali mengalami fase 
pasang ketika Yudian Wahyudi pada tahun 1993,” 1994,” dan 1995,” 
secara berturut-turut mengkaji dan mengembangkan ide tersebut dengan 
istilah yang ia pakai, yaitu “Mengindonesiakan Fikih Indonesia” atau “Re- 
orientasi Fikih Indonesia”. Setelah mengalami fase surut beberapa waktu, 
baru dua windu kemudian, kajian tentang Fikih Indonesia kembali 
mengalami fase pasang ketika Agus Moh. Najib menulis buku 
Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia (2011) dan Mansur menulis artikel 
berjudul Kontekstualisasi Gagasan Fikih Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddiegy: 
Telaah atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi (2012). 


2 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, terj. A. Sheridan (New York: 
Pantheon Books, 1972), hlm. 127-129. 

28 Yudian Wahyudi, “Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian 
Figh”, Thesis (Canada: Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1993). 

2 Yudian Wahyudi, “Reorientation of Indonesian Figh”, dalam Yudian W. 
Asmin (ed.), Ke Arah Fikih Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-S hiddiegy 
(Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1994). 

2 Yudian Wahyudi, “Reorientasi Fikih Indonesia”, dalam Sudarnoto dkk (eds.), 
Islam Berbagai Perspektif Didedikasikan untuk 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadkali, 
M.A. (Yogyakarta: Lembaga Penterjemah dan Penulis Muslim Indonesia, 1995). 

3 Agus Moh. Najib, Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya 
Bagi Pembentukan Hukum Nasional (Jakarta: Kementerian Agama, 2011). 

2 Mansur, “Kontekstualisasi Gagasan Fikih Indonesia T.M. Hasbi Ash- 
Shiddiegy: Telaah atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi”, Jurnal asy-Syir'ah, Vol. 46, 
No. 1, Januari-Juni 2012. 
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Perangkat yang digunakan oleh Foucault untuk menandai adanya 
diskontinuitas dalam sejarah adalah apa yang disebut dengan istilah enonce 
atau statement? Prinsip-prinsip statement menurut Foucault adalah” 
pertama, memaknai statement harus berpijak pada penolakan arkeologis 
terhadap perlakuan istimewa pada “tokoh-tokoh besar' yang tercatat 
dalam sejarah. Apabila statement ini dioperasikan dalam teks, maka 
pembacaan yang dilakukan sama sekali menghindari politik “nama besar” 
yang sering mereduksi kepentingan pelacakan terhadap “pasang-surut' 
gagasan atau pengetahuan. Dengan kerangka inilah, Foucault sependapat 
dengan Barthes yang menandai “kematian penulis”. “Kematian” dalam 
konteks ini berarti membangkitkan kembali jaringan pengetahuan yang 
menenggelamkan individu dalam struktur pikir dan modus analisa yang 
sama. Statement demikian, tidak tunduk pada “nama besar dan proper name 
dalam teks, melainkan mencari titik gagasan yang tersambungkan dan 
terangkai menjadi keseragaman pikir dalam sejumlah teks pada fase 


sejarah tertentu. 


8 Untuk memperjelasnya, maka bisa kita bandingkan dengan speech act yang 
dikemukakan oleh John Austin. Speech act dan statement mempunyai makna-makna literal 
yang tidak berhubungan dengan tingkat-tingkat interpretasi, tidak perlu dicari makna 
terdalamnya. Kalau John Austin tertarik pada everyday speech act, bahwa untuk 
memahaminya, maka pendengar harus mendengarnya dalam konteks lokal dan 
pragmatis(is)me menentukan maknanya. Sedang Foucault lebih tertarik pada jenis- 
jenis speech act yang telah terpisah dari konteks lokal, yang kemudian akan membentuk 
realitas yang otonom. Setelah speech act mempunyai otonomi, maka pendengar tidak 
perlu lagi membuat referensi pada konteks di mana statement tersebut muncul. Misalnya, 


“Hari ini akan hujan”, itu secara umum adalah everyday speech act dengan konteks lokal, 
tetapi bila diucapkan oleh seorang pakar Biro Meteorologi, akan menjadi sebuah statement 
(mempunyai pengaruh sosial yang luas). L. Hubert Dreyfus and Paul Rabinow, Michel 
Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics (Chicago: 'The University of Chicago Press, 
1983), hlm. 48, Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge and Discourse on Language 
(New York: Harper Colophon Books, 1976), hlm. 219. 

4 Michel Foucault, The History of Sexuality: An Introduction, tetj. Robert Herley 
(New York: Pantheon Books, 1978), hlm. 93, Akhol, Membumikan Foucanlt, hlm. 192- 
194. 
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Buku Mazhab Sunan Kalijaga ini juga mencoba mencari titik-titik 
atau simpul-simpul gagasan (ada tiga titik simpul gagasan besar dalam 
buku ini, yaitu gagasan tentang Fikih Indonesia (dan Mengindonesiakan 
Fikih Indonesia, serta Objektifikasi Fikih Indonesia|, gagasan Mazhab 
Sapen dan Mazhab Jogja, serta gagasan Mazhab Integrasi-Interkoneksi) 
yang tersambung dan terangkai menjadi keseragaman pikir. Ketiga titik 
gagasan tersebut sama-sama mencoba membangun hubungan antara 
Islam sebagai re/igion dan science dalam sejumlah teks pada fase sejarah 
tertentu (Fikih Indonesia pada tahun 60-an, Mengindonesiakan Fikih 
Indonesia pada tahun 90-an, dan Mazhab Jogja serta Integrasi- 
Interkoneksi tahun 2000-an). 


Kedua, statement dengan demikian bukanlah kalimat, atau tuturan 
sehari-hari, ia adalah kerangka pikir (#heoretical framework) atau semacam 
worldview yang memungkinkan individu menulis dan berbicara dengan 
materi bahasan dan sistem kebenaran yang sama, dengan bahasa yang 
berbeda. Misalnya, munculnya beragam konsep statementintegrasi antara 
agama dan ilmu di beberapa Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia, 
seperti konsep keilmuan Roda Ilmu di UIN Bandung, Pohon Ilmu di 
UIN Malang, Jaring Laba-laba Keilmuan di UIN Yogyakarta, dan 
Integrated Twin Towers di UIN Surabaya. Di internal Mazhab Sapen UIN 
Sunan Kalijaga sebenarnya juga muncul beragam statement tentang model 
integrasi ilmu, tidak hanya Jaring Laba-laba Keilmuan, seperti konsep 
Tauhid Keilmuan gagasan Musa Asy'arie, Piramida Keilmuan gagasan 
Abdul Munir Mulkhan, Etika Spiritual Keilmuan gagasan Machasin, 
Integrasi Keilmuan gagasan Syamsul Anwar, dan Science Tree gagasan 
Minhaji.” Semua statement keilmuan tersebut sebenarnya berbicara dengan 
materi bahasan yang sama, yaitu ingin mengintegrasikan antara ilmu dan 
agama, namun dengan istilah yang berbeda. Akhirnya, statement yang di- 


back up oleh power dan knowledge sajalah yang akhirnya memenangkan 


5 Akh. Minhaji, Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Suka Press, 
2013), hlm. 95. 
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pertarungan” wacana tersebut. Barangkali yang lebih tepat jika 
dirumuskan dalam sebuah pernyataan, jangan-jangan di UIN Sunan 


Kalijaga telah terjadi semacam panoptikonisasi integrasi-interkoneksi. 


Statement, meskipun tidak sama persis, memiliki kemiripan dengan 
language dalam Semiotik. Dengan kata lain, konsep Roda Ilmu, Pohon 
Ilmu, Spider Web, Integrated Twin Towers, Unity of Science LAIN Semarang), 
Horizon Ilmu (IAIN Mataram), Pohon Bunga Ilmu (IAIN Surakarta), 
dan Islam Rahmatan Lil Alamin/IRLA (STAIN Pekalongan), dalam 
bahasa Foucault dapat disebut sebagai enonce, sedangkan dalam bahasa 
Semiotik disebut sebagai parole. Persamaan isu besar tentang integrasi 
ilmu dan agama disebut dalam bahasa Foucault sebagai statement, dalam 
bahasa Semiotik sebagai language. Ketiga, formasi keteraturan pikir yang 
diciptakan oleh kekuasaan pengetahuan yang digelar pada fase sejarah tertentu 
untuk mengukuhkan sebuah kebenaran seragam. Dalam konteks di TAIN/ 
UIN Sunan Kalijaga, salah satu contoh “kuasa pengetahuan yang pernah 
ada adalah model McGill oriented pada tahun 80-an dan 90-an. 


Yang dimaksud dengan enunciative modalities, adalah suatu aturan 
atau hukum yang beroperasi di belakang statement yang bermacam-macam 
itu. Enunciative modalities itu antara lain berkaitan dengan siapa yang 
mempunyai hak (status) untuk menyatakan statement (misalnya seorang 
dokter yang berijazah), dari tempat (site) mana statement itu muncul 
(misalnya gedung rumah sakit yang berlembaga), posisi apa (position) 
yang ditempati subjek yang menyatakan statement (pengamat, dan 


sebagainya). Popularitas gagasan Fikih Indonesia, misalnya, selain karena 


2 Dreyfus, Michel Foncault, hlm. 68. Foucault, The Archaeology, hlm. 46. Dengan 
demikian, suatu pengetahuan menurut Foucault, tidak dihubungkan dengan suatu subjek 
yang berfikir, berbicara, dan mengetahui. Tetapi berhubungan dengan statement-statement 
yang “dibenamkan” dalam enunciative field dan statement-statement tersebut saling 
berhubungan membentuk suatu relasi dalam sebuah praktik diskursif di mana praktik 
diskursif tersebut menentukan kelompok relasi-relasi yang harus dimantapkan oleh 
suatu bentuk diskursif untuk dapat berbicara tentang objek. “The analysis of statements 
operates therefore without reference to a cogito”. Ibid., hlm. 122. Lihat juga, Listiyono Santoso 
dkk, Epistemologi Kiri (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2003), hlm. 175. 
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memang kapasitas intelektual sang penggagasnya, enunciative modalities 
yang dimilikinya adalah posisi (position) Hasbi pada saat itu yang menjabat 
sebagai dekan pertama FSH IAIN Sunan Kalijaga (1960-1972). Dalam 
gagasan Mazhab Jogja, enunciative modalities-nya adalah tempat (site) atau 
wilayah Yogyakarta yang secara historis memiliki modal sejarah, ilmiah, 
dan wilayah, yang pernah membidani lahirnya institusi-institusi 
pendidikan modern dalam masa perjuangan di Indonesia, seperti Taman 
Siswa (TS) dan Sekolah Tinggi Islam (STT). Di Mazhab Sapen, enunciative 
modalities-nya adalah seorang Mukti Ali, yang selain terkenal karena 
keilmuannya, pelopor Limited Group Discussion (LGD), pioneer jaringan 
kesarjanaan McGill, ahli perbandingan agama di Indonesia, ia juga 
mantan Menteri Agama RI yang ke-14 (11 September 1971 s/d 28 Maret 
1978). Sedangkan dalam gagasan integrasi-interkoneksi, enunciative 
modalities-nya sangatlah kompleks, selain karena pada saat itu pencetus 
ide ini, yaitu M. Amin Abdullah menjabat sebagai rektor TAIN/UIN 
Sunan Kalijaga periode 2001-2005 dan 2006-2010, juga karena faktor 
dukungan ke'kuasa'an dan £nowledge atau ilmu yang dimilikinya. Sebab, 
kemajuan akademik akan lambat berjalan tanpa dukungan politik, dan 
itu sah-sah saja. Dengan kata lain, istilah Fikih Indonesia, Mazhab Sapen, 
dan Mazhab Jogja lebih mengacu pada site (tempat). 


Salah satu yang terpenting dari gagasan Foucault adalah konsep 
panoptikon. Panoptik sendiri adalah model penjara (dalam arti 
sesungguhnya) yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1791). 
Dengan metode panoptik, pengawasan bisa menyeluruh dan total. 
Penegakan disiplin bisa terlaksana dengan lebih mudah. Inti mekanisme 
panoptik itu terletak dalam bentuk arsitekturnya. Di pinggir terdapat 
bangunan melingkar yang merupakan sel-sel tahanan dengan dua jendela 
terbuka yang diperkuat jeruji besi, yang satu mengarah ke dalam sehingga 
terlihat jelas dari menara pengawas yang terletak di tengah lingkaran 
bangunan itu. Sehingga hanya si/houette narapidana yang kelihatan, tetapi 
seluruh gerak-geriknya terpantau jelas. Narapidana tidak tahu siapa dan 
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berapa yang mengawasi. Mereka hanya tahu bahwa dirinya diawasi.” 
Efek dari sistem panoptik ini menyebabkan narapidana sadar berada 
dalam pengawasan atau dalam situasi terlihat secara permanen. Sistem 
tersebut memungkinkan pengawasan dilakukan secara tidak teratur, tetapi 
efeknya dalam kesadaran adalah perasaan terus menerus diawasi. 
Panoptik adalah bentuk pengawasan yang memungkinkan diperolehnya 
ketaatan dan keteraturan dengan meminimalisir tindakan-tindakan yang 
sulit diperhitungkan atau tidak bisa diramalkan. Dengan kata lain, model 
panoptik ini efeknya kontinyu, meskipun pengawasan dilakukan secara 


diskontinyu. 


Dalam konteks yang agak berbeda, kita bisa menggunakan model 
panoptik di atas untuk membaca power dan £nowledge di UIN Sunan 
Kalijaga, khususnya di FSH. Dalam arti yang positif, gagasan tentang 
Fikih Indonesia, Mazhab Sapen, Mazhab Jogja, dan Integrasi- 
Interkoneksi, dapat dianggap sebagai “panoptikon pengetahuan” model 
baru. Seluruh warga kampus harus merasa diawasi dan diwarisi oleh 
kuasa pengetahuan tersebut, serta terlibat langsung maupun tidak 
langsung dengan gagasan-gagasan tersebut. Kelompok tertentu yang 
tidak “tunduk pada kuasa pengetahuan yang dominan dianggap sebagai 
yang lain” dan abnormal. “Yang Lain” itu kemudian membentuk 
komunitas sendiri, sebagai bentuk “pemberontakan” simbolik terhadap 


kuasa pengetahuan yang mapan, misalnya munculnya kelompok yang 


3 Hatyatmoko, Kekuasaan, hlm. 15. 

8 Ibid, Logika panoptikon adalah logika bio-power. Bio-power adalah teknologi 
yang dikembangkan seiring dengan atau produk dari ilmu-ilmu manusia. Geoff Danaher 
et. al., Understanding Fowcanlt (New South Wales: Allen & Unwin, 2000), hlm. 64. Teknologi 
ini untuk menganalisis, mengendalikan, menata, dan mendefinisikan tubuh dan perilaku 
manusia. Bio-power dijalankan dalam konteks tuntutan ekonomi politik modern untuk 
menjaga populasi tetap sehat, produktif, kuat, aktif kerja keras dan aman. Gagasan 
dasar bio-power adalah menghasilkan subjek yang swa-kendali. Artinya, sekali tubuh 
dan pikiran kita telah dibentuk oleh wacana dan diawasi oleh aparatus, dengan sendirinya 
kita memastikan diri berfungsi sebagaimana didektekan. Donny Gahral, “Menabur 
Kuasa Menuai Wacana”, dalam Basis, Vol 4, 2002, hlm. 45. 
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mengatasnamakan “Gorong-Gorong Kampus'. Sebagai panoptik keilmuan, 
keempat mazhab tersebut seakan-akan berdiri “di tengah-tengah” kampus— 
silahkan lihat misalnya model spider web (penjara) yang dikembangkan oleh 
civitas akademika UIN Sunan Kalijaga (aparatus), dimana al-Guran dan 
as-Sunnah berada di tengah-tengah (panoptik), sedangkan ilmu-ilmu yang 
lain mengelilinginya (narapidana). Seakan-akan ilmu-ilmu lain berposisi 
sebagai “penjara”, dan warga kampus sebagai “narapidananya”. 

Para pengkaji dan pengembang gagasan-gagasan tersebut, termasuk 
penulis sendiri, dapat disebut sebagai “aparatus'-nya. Menurut penulis, 
teknik pendisiplinan “kuasa pengetahuan" semacam itu sangat penting 
dijalankan, dengan pemahaman atau pemaknaan baru, dari makna bio- 
Power teknologi-politis ke makna £nowledge-power saintifikasi-akademis, dari 
kekuatan politis menuju kekuatan akademis, dari politic community menuju 
epistemic community, dari ideologi ke ide, bahwa kampus tidak harus dimaknai 
sebagai “penjara”, tetapi sebagai Taboratorium pengetahuan —bandingkan 
dengan istilah “Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga'——, warga 
kampus bukan sebagai “narapidana”, tetapi sebagai sarjana-sarjana scholars 
harapan Indonesia dan dunia, yang harus digladi untuk dfsantrinisasikar” 
dan di'sarjanisasikan' di dalam lembaga kawah condrodimuka pengetahuan— 
lihat gagasan tentang pendirian Madinah at-Talabah di UIN Sunan 
Kalijaga—. Pengembang ide-ide keilmuannya bukan sebagai “aparatus”, 
tetapi sebagai epistemic community. Oleh karenanya, UIN Sunan Kalijaga 
(FSH) harus di'rawat', dPrumat', dan d'ruwat dengan manajemen integrasi 
(post)modern sebagai pendidikan tinggi. 


Foucault kemudian ingin menarik benang merah keterikatan dan 
keterkaitan antara pengetahuan (£nowledge), kekuasaan (power), dan tubuh 
(body) masyarakat yang menjadi matrik-matrik kekuasaan yang 
memproduksi keteraturan. Berangkat dari sini, Foucault memperkenalkan 


istilah genealog'” (entstebung dan herkunf!) sebagai alat pembongkaran 


2 Sekitar tahun 1968, Foucault mulai menaruh minat terhadap pemikiran 
Nietzsche, terutama berhubungan dengan genealogi (khususnya tentang kuasa). 


Waryani Fajar Riyanto | 37 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


keteraturan yang disusun oleh pengetahuan, kekuasaan, dan tubuh 
(narapidana) masyarakat." Tugas utama dari genealogi adalah melakukan 
pembongkaran terhadap kekuasaan yang berhasil menundukkan tubuh 
sedemikian rupa, sehingga menjadi mesin penyokong kebenaran. Dalam 
menjelaskan persoalan tubuh ini, Foucault kemudian membangun sebuah 
kesimpulan, bahwa tubuh yang sedemikian teratur ini, ternyata tidak 
lahit secara natural, tetapi dibentuk berdasarkan entitas kekuasaan yang 
tarik ulur di ruang episteme. Dengan demikian, muara teori kuasa Foucault 


adalah pada proses-proses individualisasi (kebenaran internal). 


Pada titik ini, Foucault lantas melaju pada sebuah kesimpulan, 
bahwa pembentukan dan pendisiplinan “tubuh' pengetahuan dapat 
ditempuh dengan strategi pertarungan wacana, taktik klasifikasi, serta 
normalisasi. Dalam konteks demikian, bahwa genealogi menurut 
Foucault adalah komitmen terhadap pembongkaran relasi kekuasaan 
(power), pengetahuan (&nowledge), dan tubuh (bodj)—penulis menyebutnya 
dengan relasi triadik antara person (power), knowledge, dan institution (body). 


Genealogi mempertentangkan dirinya demi pencarian “asal-usuP. Foucault, Language, 
Counter Memory, Practice: Selected Essays and Interviews (Oxford: Basil Blackwell, 1977), 
hlm. 140. Mengapa Nietzsche tertantang untuk memburu 'asal-usuP (origin/ ursprung) 
ini?, karena selama ini, “asal-usul dimengerti sebagai percobaan untuk mendapatkan 
esensi benda yang pasti, kemungkinan-kemungkinan benda yang paling murni. 

“ Berbeda dengan Nietzsche yang menggunakan istilah origin, Foucault 
menggunakan konsep entstehung dan herkunft. Herkunftadalah persamaan dari keturunan 
atau descent (asal-usul), ia adalah afiliasi lama pada sebuah kelompok, yang ditopang 
oleh adanya ikatan darah, tradisi dan kelas sosial. Genealogi tidaklah mencari asal-usul 
berdasarkan ciri-ciri genetika eksklusif semacam itu, tetapi adalah mengidentifikasikan 
permulaan-permulaan yang tak terhitung yang dapat dilihat dengan mudah oleh mata 
sejarah. Penyelidikan tentang asal-usul tidaklah untuk mengokohkan fondasi-fondasi 
dasar, ia mengganggu apa yang sebelumnya dianggap tetap, ia memisahkan apa yang 
dipikirkan sebagai kesatuan, ia menunjukkan heterogenitas dari apa yang dibayangkan 
konsisten. Foucault, Language, hlm. 145-147. Sedangkan entstebung adalah suatu 
permainan kekuasaan-kekuasaan, ia adalah adegan-adegan di mana kekuasaan berjuang 
untuk mendominasi. Timoty W. Wilson, Fowcault, Genealogy, History, Philosophy Today, 
Vol. 39, No. 2, 1995, hlm. 159-160. 

# Akhol, Membumikan Foucault., hlm. 194. 
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Misalnya, dalam gagasan Fikih Indonesia, power (person)-nya adalah Hasbi, 
knowledge-nya adalah Fikih Indonesia, dan body (institution)-nya adalah 
institusi FSH IAIN/UIN Sunan Kalijaga. Contoh lain, dalam Mazhab 
Sapen, power (person)-nya adalah Mukti Ali dkk, #nowledge-nya adalah Ilmu 
Perbandingan Agama, dan body (institution)-nya adalah FUPI IAIN/UIN 
Sunan Kalijaga. Contoh satu lagi, dalam Mazhab Jogja, power (person)- 
nya adalah Ainurrofig dkk, £nowledge-nya adalah Neo-Ushul Fikih, dan 
body (institution)-nya adalah FSH IAIN/UIN Sunan Kalijaga. 


Tugas genealogi hanyalah pembongkaran untuk pembongkaran 
itu sendiri.? Dalam buku Mazhab Sunan Kalijaga, yang penulis maksud 
dengan genealogi sebagai pembongkaran adalah membongkar asal-usul 
lahirnya konsep-konsep tentang Fikih Indonesia (dan ide turunannya, 
yaitu Mengindonesiakan Fikih Indonesia dan Objektifikasi Fikih 
Indonesia), Mazhab Sapen, Mazhab Jogja, dan Integrasi-Interkoneksi. 
Munculnya gagasan Fikih Indonesia pada tahun 60-an, misalnya, ternyata 
berasal dari pertarungan wacana di Indonesia pada saat itu antara relasi 
kubu Islam formalis dan Islam substansialis, antara Islam struktural dan 
Islam kultural, antara tema “Kembali kepada al-Yur'an dan as-Sunnah” 


dan “Keindonesiaan”, dan antara “Kaum Tua” dan “Kaum Muda”. 


Lahirnya istilah Mazhab Jogja pada tahun 2002, selain sebagai 
etos dan peneguh identitas, adalah untuk menarungkannya dengan 
wacana lama antara Mazhab Tag!/idi atau Mazhab Oauli-Tekstualis dan 
Mazhab Jjtihadi atau Mazhab Manhaji-Kontekstualis, antara Mazhab dan 
anti Mazhab, yang disebut dalam judul buku Yodri Azizy pada tahun 
2002, misalnya, sebagai Reformasi Bermazhab. Selain di Mazhab Jogja (FSH 
UIN Sunan Kalijaga), diskursus wacana hukum Islam juga berkembang 
di Mazhab Jakarta (UIN Syarif Hidayatullah), Mazhab Semarang IAIN 
Walisongo), Mazhab Surabaya (UIN Sunan Ampel), dan sebagainya. 


Kritik wacana juga terjadi pada proyek islamisasi ilmu gagasan al-Farugi 


“2 Foucault, “Nietzsche, Genealogy, and History”, dalam Michel Foucault: The 
Foucault Reader, Paul Rabinow (ed.) (New York: Pantheon Books, 1984), hlm. 81-83. 


Waryani Fajar Riyanto | 39 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


dkk, sehingga melahirkan model de-islamisasi ilmu (ilmuisasi Islam) gagasan 
Kuntowijoyo dan integrasi-interkoneksi gagasan M. Amin Abdullah. 


Tentang kerangka kerja genealogi pengetahuan, berikut ini penulis 
kutipkan pernyataan Foucault terkait hal tersebut: 

“My objective...has been to creat a bistory of the different modes by which, in our culture, 
human being are made subjects. My work has dealt with three modes of objectification 
which transform buman beings into subjects. The first is tbe modes of inguiry which try to 
give themselves the status of science...In te second part of my work, I have studied the 
Objectivizing of the subject in what I shall call “dividing practices”. The subjects is either 
divided inside himself or divide from others. Finally, 1 have sought to study. .tbe way a 
human beings turns bim or berself into a subject”. 


Ungkapan di atas bercerita tentang tiga kerangka kerja (frame work) 
yang dijadikan acuan oleh Foucault dalam mengorganisir gagasan tentang 
genealogi pengetahuan. Pada dasarnya semua gagasan Foucault 
diorientasikan untuk mengurai pola-pola pendisiplinan atas kesadaraan 
subjek. Kerangka kerja yang ia gunakan yaitu" pertama, melacak identitas 
subjek yang disemai melalui produksi pengetahuan, atau selanjutnya 
disebut taktik pemilahan (Wassification practices). Itu adalah istilah yang 
dipakai oleh Foucault untuk menjelaskan taktik klasifikasi subjek berdasar 
logika dualistik (dualistic logics). Logika dualistik merupakan komposisi 
nalar yang mengklasifikasi semua domain kehidupan ke dalam dua kutub 
berhadap-hadapan (binary-oposition), semisal, rasional-irrasional, normal- 
pathological, integrasi-differensiasi, pro-kontra, maju-terbelakang, dan 
seterusnya." Identitas subjek yang disemai dalam produksi pengetahuan 


tentang gagasan Fikih Indonesia misalnya, harus dibaca dalam konteks 


8 Foucault, Beyond Structuralism and Hermeneutics, dalam Hubert dan Paul 
Rabinow (eds.) (Chicago: University of Chicago Press, 1983), hlm. 208. 

4 Foucault1, Beyond, hlm. 237, The History of Sexuality, hlm. 3-13, The Foncault 
Reader, hlm. 7-11. 

“5 Taktik pemilahan dengan demikian adalah terminologi yang dipakai Foucault 
untuk menjelaskan bagaimana produksi identitas melalui proses klasifikasi sehingga 
menjadi rujukan kesadaran subjek. Ini terjadi pada semua ruang kesejarahan manusia. 
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pemilahan klasifikasi antara partikularisasi fikih dan universalisasi fikih, 
dan antara purifikasi (slogan “Kembali kepada al-Yur'an dan as-Sunnah?) 


dan dinamisasi (Keindonesiaan). 


Kedua, objektifikasi subjek (bukan objektivasi subjek), yakni 
pembelahan dan normalisasi kesadaran, atau selanjutnya disebut taktik 
normalisasi (dividing practices). Foucault menjabarkan taktik normalisasi 
ini sebagai strategi politik yang dipakai untuk melakukan pemisahan, 
normalisasi, dan institusionalisasi populasi dalam rangka menemukan 
kemapanan dan keamanan di ruang sosial. Strategi demikian, melahirkan 
dua klasifikasi politis antara “kam? vs “mereka”, dan “tertata vs “semrawut'. 
Yakni klasifikasi yang difungsikan ganda, yaitu, pertama mengukuhkan 
sistem kebenaran yang diakui bersama sebagai normalitas, sekaligus, dan 
kedua mengubur sistem-sistem kebenaran lain yang diasosiasikan sebagai 
abnormal dan dianggap akan mengganggu ketertiban sistem berpikir 


dan berperilaku masyarakat." 


Yang dilakukan oleh Foucault semata-mata adalah penajaman cara pandang terhadap 
produksi pengetahuan yang memposisikan manusia sebagai objek pengetahuan, 
sekaligus menitipkan kesadaran identitasnya. Foucault menegaskan, bahwa manusia 
yang diobjektivikasi oleh pengetahuan, mula-mula bersumber dari bangunan pemikiran 
Barat. “Man is an invention which tbe archaeology of our thought can easily show to be of recent 
date”. Poucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences (New York: 
Pantheon Books, 1971), hlm. 387. 

“ Baik dalam Madness and Civiligation, The Birth of the Clinic, maupun Disciplin and 
Punish, Poucault menggambarkan bagaimana nalar modern Eropa memisahkan orang- 
orang gila, gelandangan dan penjahat dari ruang normalitas sosial. Manusia-manusia “tidak 
produktif” tersebut, menurut Foucault merupakan masalah politis yang mengganggu 
normalitas sosial, karenanya mereka kemudian dikelompokkan ulang berdasarkan kategori 
“tidak norma)”. Bahwa, bangunan sebuah peradaban tidak bergulir secara natural dan 
objektif. Ia selalu dipenuhi oleh tarik ulur kekuasaan pengetahuan yang pada gilirannya 
akan menjadi teknologi yang canggih dalam mendisiplinkan sistem berfikir dan berperilaku 
masyarakat. Sistem kebenaran apapun yang berposisi di luar sistem kebenaran yang dianggap 
sebagai normalitas dengan sendirinya akan diasingkan, dan dianggap abnormal. Taktik 
normalisasi ini juga didukung oleh pesatnya pertumbuhan institusi sosial, semisal rumah 
sakit jiwa, penjara, institusi agama, sekolahan dll. Sebab, institusi-institusi tersebut ternyata 
adalah teknologi kebenaran yang sangat produktif dalam menata pengetahuan individu- 
individu tentang notmalias dan abnormalitas. Foucault, Power/ Knowledge, hlm. 119. 
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Menurut penulis, proyek politik islamisasi ilmu, misalnya, dapat 
dibaca dalam konteks ini. Strategi yang digunakannya adalah melahirkan 
pertarungan wacana dua klasifikasi yang bersifat politis-agamis, yaitu 
antara “kami yang Islam dan “mereka” yang bukan Islam (ilmu Barat 
yang sekuler), antara Islam? vs “Tidak Islami, antara “Mazhab' dan “Anti 
Mazhab”, antara sloganistik dan anti sloganistik, yakni klasifikasi yang 
difungsikan ganda, yaitu, pertama mengukuhkan sistem kebenaran 
islamisasi ilmu yang diakui dengan teknik normalisasi, misalnya dalam 
bentuk pelatihan-pelatihan tentang Psikologi Islamfi), Sosiologi Islami), 
dan Ekonomi Islam, serta kedua, mengubur sistem-sistem kebenaran 
pengetahuan ilmu Barat, yang diasosiasikan sebagai tidak islami yang 
dianggap bakal mengganggu ketertiban sistem berpikir dan berperilaku 
masyarakat Islam. Padahal, selain model islamisasi ilmu, ada model-model 
lain yang perlu dikaji, bukan Islam saja atau Barat saja, tetapi model 
dialektika antara keduanya, seperti model pengilmuan Islam dan model 


integrasi-interkoneksi. 


Ketiga, melacak cara subjek mendisiplinkan kesadarannya, atau 
selanjutnya disebut taktik pendisiplinan (self-subjectivication practices). Sasaran 
disiplin adalah tubuh atau institusi. Penjara menjadi ruang disiplin karena 
di balik tembok itu sedang dilaksanakan pembuatan individu. Disiplin 
tidak identik dengan suatu institusi atau aparat tertentu, melainkan 
merupakan suatu teknologi." Disiplin bisa dijalankan oleh institusi- 
institusi yang telah dibuat spesifik (penjara), atau oleh institusi yang 
menggunakan disiplin sebagai sarana mencapai tujuan (rumah sakit, 


sekolah, lembaga pendidikan tinggi), atau oleh institusi yang 


“ Pendisiplinan adalah proses kekuasaan yang menjadikan tubuh sebagai 
lokusnya. Kekuasaan pada dasarnya adalah teknologi individualisasi yang menautkan 
tubuh, hati, pikiran, perasaan, untuk mempersepsi makna kebenaran yang dikukuhkan 
menjadi standar tunggal normalitas kehidupan, sekaligus mengubur dalam-dalam 
pengalaman kesejarahan yang di luar kanon kebenaran yang dibentuk dalam struktur 
pikir masyarakat. Pada titik inilah, individu sebenarnya menjadi kelinci percobaan, “as 
effect and object of power, as effect and object of knowledge”. Foucault, Discipine, hlm. 192. 
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menggunakan disiplin sebagai sarana untuk semakin memperkuat dan 


mengorganisasi kekuasaan (militer, rumah psikiatri). 


Ketiga prinsip di atas, dipakai Foucault sebagai kerangka 
pembongkaran stabilitas sebuah rezim kebenaran yang bercokol dalam 
masyarakat. Dalam teknik genealogi pengetahuan juga dikenal istilah 
limitation. Limitasi (batasan), adalah usaha untuk menjelaskan perbedaan- 
perbedaan sistem pengetahuan antara yang dianggap sebagai normalitas 
dan abnormalitas." Misalnya, yang bermazhab (Mazhab Sapen dan 
Mazhab Jogja) dianggap sebagai yang normal, sementara yang tidak 
bermazhab dianggap sebagai abnormalitas. Membuat limitasi yang clear 
and distintive antara islamisasi ilmu dan integrasi-interkoneksi ilmu, 
misalnya, menjadi sangat penting. Dalam artian harus jelas perbedaan- 
perbedaan keduanya. Misalnya, dalam islamisasi ilmu hanya 
menghubungkan secara diadik antara religion dan science sedangkan 
integrasi-interkoneksi menggunakan pola relasi triadik, antara religion 
(badarat an-nas), philosophy (badarat al-falsafah), dan science (badarat al-'ilm). 
Yang pasti jelas berbeda, islamisasi ilmu adalah proyek ideologi-politik, 


sedangkan integrasi-interkoneksi adalah proyek ilmu-akademik. 


Limitasi adalah usaha untuk memperjelas mana pengetahuan yang 
tertib dan mana pengetahuan yang semrawut atau tidak tertib, mana 
pengetahuan yang baik dan mana pengetahuan yang tidak baik, mana 
pengetahuan yang terintegrasi dan mana pengetahuan yang teratomisasi, 
mana pengetahuan yang deduktif dan mana pengetahuan yang induktif, 
mana religiousity dan mana religions, mana scientific dan mana doctriner, dan 
sebagainya. Pada sisi lain, limitasi ini juga difungsikan menarik benang 
demarkasi yang jelas antara “kami dan “mereka”, antara Y dan “You 
antara subject dan object, antara one dan many, antara form dan matter, antara 
maximal dan minimal, antara religion dan science, antara ilmu syar?ah dan 
ilmu hukum, dan sebagainya. Padahal, menurut penulis, dalam era 
postmodern seperti sekarang ini, pola yang terbentuk tidaklah bercorak 


# Foucault, The Foucault Reader, hlm. 35. 
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biner-dikotomik (“dunia pertama” dan “dunia kedua”) seperti yang 
disampaikan oleh Foucault dalam taktik pemilahan pengetahuan di atas, 
tetapi telah melibatkan pihak ketiga atau “dunia (ke)tiga” atau “world 3” 
(Katl. Popper), yang disebut dengan dunia he others, atau dunia “we? (Ken 
Wilber), atau dunia inter-subyective testability (Tan. G. Barbour), atau dunia 
interkonektif (M. Amin Abdullah), atau dunia abductive (Charles S. Peirce), 
atau dunia (on going) process (Whitehead), atau dunia semipermeable (Holmes 
Rolston III), atau dunia participant as observer dan observer as participant 
(Kim Knott), atau dunia sairurah (Muhammad Syahrurt), atau dunia ibtida 
(Hassan Hanafi). 


, 


Dalam konteks yang lebih makro (asbab an-nugul makro), kita 
bisa menempatkan gagasan tentang Fikih (Islam) Indonesia, misalnya, 
sebagai “dunia ketiga di antara “dua dunia yang lain, yaitu Islam Formalis 
dan Islam Sekuler, Mazhab Jogja dapat ditempatkan sebagai “dunia ketiga” 
di antara pertarungan wacana antara pro Mazhab dan anti Mazhab, dan 
Integrasi-Interkoneksi juga dapat ditempatkan sebagai “dunia ketiga” di 
antara aliran Is/amigation of Knowledge dan Saintification of Islam. Dengan 
kata lain, posisi bangunan epistemik keilmuan di UIN Sunan Kalijaga, 
khususnya di FSH, yang berbeda dari yang lain adalah, mereka mencoba 
memposisikan dirinya di “dunia ketiga” atau mengambil jalan tengah', 
yang disebut oleh Yudian Wahyudi dengan istilah “kemungkinan ketiga”, 
tanpa harus meninggalkan secara ekstrim diamatral “dua dunia? yang 
lain. FSH UIN Sunan Kalijaga sepertinya ingin mengawinkan 'tiga dunia” 
tersebut dalam bentuk re-integrasi-interkoneksi. 


Dengan kacamata lain, “tiga dunia” tersebut dapat juga 
diparalelkan sebagai subjektifikasi dunia lokal (Mazhab Sapen dan 
Mazhab Jogja), objektifikasi dunia nasional (Objektifikasi Fikih 
Indonesia), dan intersubjektifikasi dunia global (Integrasi-Interkoneksi). 
Mazhab Sapen dan Mazhab Jogja dapat penulis tempatkan sebagai “dunia 
lokaP, gagasan tentang Fikih Indonesia dapat diposisikan sebagai “dunia” 
nasional, dan gagasan Integrasi-Interkoneksi berada di wilayah “dunia 


global (yang berasal dari ide lokal) —#think and act globally-locally—. Ketiga 
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dunia tersebut bertrialogi secara sirkularis-produktif, bukan bergerak 
linieris-strukturalis. Jadi, mengkaji Mazhab Sapen, Mazhab Jogja, Fikih 
Indonesia, dan Integrasi-Interkoneksi, sebagai bangunan utuh epistemik 
keilmuan di UIN Sunan Kalijaga, khususnya di FSH adalah sebuah 
keniscayaan—untuk tidak mengatakan wajib—. Jadi, teori arkeologi 
pengetahuan Foucaultdian dalam buku ini penulis gunakan untuk 
melakukan pembongkaran, pengudaran, dan penguraian (bukan 
penghancuran) ide-ide sentral dalam empat titik atau empat simpul 
epistemik keilmuan utama, yaitu Fikih Indonesia (Hasbi) dan turunannya 
seperti Mengindonesiakan Fikih Indonesia (Yudian) dan Objektifikasi 
Fikih Indonesia (Najib), Mazhab Sapen (Mukti Ali dkk), Mazhab Jogja 
(Ainurrofig dkk), dan Integrasi-Interkoneksi (M. Amin Abdullah). Setelah 
di 'bongkar”, serpihan-serpihan atau artefak-artefak pengetahuan tersebut 
kemudian penulis susun kembali dengan nalar strukturalis-sirkularis, 
menggunakan teori trialogis antara lokalitas, nasionalitas, dan globalitas, 


atau antara globalitas, nasionalitas, dan lokalitas. 


B. Lokalitas, Nasionalitas, dan Globalitas 


Secara eksplisit, salah satu misi FSH UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta adalah “Mewujudkan Fakultas Syar?ah dan Hukum yang 
unggul dan terkemuka dalam bidang ilmu Syari'ah dan ilmu Hukum 
pada tingkat nasional tahun 2015, regional tahun 2021, dan internasional 
tahun 2025.” Di sini FSH menggunakan istilah “nasional, “regiona?, dan 
internasional. Dalam buku ini, penulis lebih memilih menggunakan 
istilah lokal, nasional, dan global. Jadi, salah satu tujuan penulisan buku 
ini adalah untuk mempersiapkan g internasional bagi FSH pada tahun 
2025 tersebut. Ketiga tahap tersebut juga dapat dibaca sebagai tahap 
internalisasi-konsolidasi (lokal), eksternalisasi-positivisasi (nasional), dan 
objektifikasi-internasionalisasi (global). Berdasarkan penjelasan di atas, 
Mazhab Sapen dan Mazhab Jogja dapat penulis tempatkan sebagai 


mazhab lokal, gagasan Fikih Indonesia (Hasbi) dan yang semacamnya, 


Waryani Fajar Riyanto | 45 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


seperti Mazhab Indonesia (Hazairin), sebagai mazhab nasional, dan 
Integrasi-Interkoneksi, harapannya dapat dijadikan sebagai mazhab global 
(global citizenship). Oleh karenanya, mengkaji tentang jejaring genealogi 
epistemik studi ilmu hukum Islam di FSH UIN Sunan Kalaijaga, 
meniscayakan adanya kajian yang 7ntegrated antara bangunan epistemik 
studi ilmu hukum Islam lokal, nasional, dan global. Atau jika di balik 


urutannya, antara epistemologi global, nasional, dan lokal. 


Ada tiga jenis wilayah epistemologi keilmuan studi ilmu hukum 
Islam yang harus diintegrasikan, yaitu epistemologi ilmu hukum Islam 
internasional, nasional, dan lokal. Pola teoritik pembagian seperti itu 
penulis pinjam dari artikel M. Amin Abdullah tahun 2012 berjudul 
Lokalitas, Islamisitas, dan Globalitas: Tafsir Falsafi Dalam Pengembangan 
Pemikiran Peradaban Islam. Dalam artikel tersebut, Amin menyampaikan 
hubungan triadik antara lokalitas, regionalitas, dan internasionalitas, atau 
hubungan triadik antara lokal, nasional, dan internasional (global). Yang 
penulis maksud dengan epistemik ilmu hukum Islam global adalah 
pemikiran epistemologi hukum Islam yang disampaikan oleh para pemikir 
Islam (Muslim) level internasional, yang pemikirannya telah dikaji dan 
dikembangkan oleh masyarakat global, seperti Teori Double Movement 
(Rahman), Inferensi Tekstualis-Historis (Louay Safi), Teori Hudud 
(Syahrur), Ijtihad Progressif (Abdullah Saeed), dan Teori Sistem (Jasser 
Auda). 


Di level global ini, kita bisa menempatkan pendekatan integrasi- 
interkoneksi sebagai "kemungkinan ketiga” dalam isu global hubungan 
antara religion dan science, yang secara garis besar melahirkan dua teori, 
yaitu Islamization of Knowledge atau Sainrification of Islam, atau antara 


islamisasi dan de-islamisasi. Sedangkan epistemologi ilmu hukum Islam 


 M. Amin Abdullah, “Lokalitas, Islamisitas, dan Globalitas: Tafsir Falsafi 
Dalam Pengembangan Pemikiran Peradaban Islam”, disampaikan dalam “launching 
STFI Sadra dan Seminar Internasional: Peran Filsafat Islam dalam Merakit Paradigma 
Peradaban”, Gedung Sucofindo Pasar Minggu, Jakarta, 12 Juli 2012, hlm. 1. 
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nasional dipresentasikan oleh para cerdik pandai pemikir Muslim di 
Indonesia, seperti Fikih Indonesia gagasan Hasbi, Fikih Mazhab Nasional 
gagasan Hazairin, Islam Pribumi gagasan Abdurrahman Wahid (Gus 
Dur), Reaktualisasi Ajaran Islam gagasan Munawir Sjadzali, Agama 
Keadilan gagasan Masdar F Mas'udi, Fikih Sosial gagasan Sahal Mahfud 
dan Ali Yafie, dan Islam Syari'at gagasan Haidar Nasir. Dengan kata 
lain, munculnya gagasan Fikih Indonesia, misalnya, harus dibaca dalam 
konteks isu nasional pada akhir abad ke-20, tentang munculnya beragam 
ide-ide aktualisasi fikih khas Indonesia seperti yang telah tersebutkan di 
atas. Sedangkan yang penulis maksud dengan epistemologi ilmu hukum 
Islam lokal adalah epistemologi ilmu hukum Islam yang telah 
dikembangkan oleh etos mazhab-mazhab lokal di Perguruan Tinggi 
Agama Islam (PTAI), seperti dekonstruksi Mazhab Ciputat” atau 
Mazhab Jakarta tahun 2004 TAIN/UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), 
restrukturisasi Mazhab Sapen dan Mazhab Jogja tahun 2002 (TAIN/ 
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta),”' dan dekonstruksi Mazhab Ngaliyan” 
atau Mazhab Semarang tahun 2005 (IAIN Walisongo, Semarang). 


Dari tiga jenis mazhab keilmuan di atas, nampaknya Mazhab 


Ciputat lebih mengglobalkan kajiannya tentang Islam dan pluralisme, 


“ Edy A. Effendy (Ed.), Rekonstruksi Islam Mazhab Ciputat (Bandung: Zaman 
Wacana Mulia, 1999). Komaruddin Hidayat dkk, Fikih Lintas Agama: Membangun 
Masyarakat Inklusif-Pluralis (Jakarta: Paramadina, 2004). Buku ini sebenarnya tidak dapat 
disebut sebagai representasi dari “Mazhab Ciputat', sebab isinya adalah kumpulan tulisan 
dari berbagai pemikir yang berdomisili di Jakarta, sehingga lebih tepat disebut sebagai 
Mazhab Jakarta” atau “Mazhab Paramadina”. Ada tiga penulis UIN Jakarta (Mazhab 
Ciputat) yang berkontribusi pada buku tersebut, yaitu: Komaruddin Hidayat, Zainun 
Kamal, dan Kautzat Azhari Noer. 

'! Ainurrofig (ed.), “Mazhab” Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer 
(Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002). 

22 Abu Hafsin (pengantar), Dekonstruksi Islam Mazhab Ngaliyan: Pergulatan Pemikiran 
Keagamaan Anak-anak Muda Semarang (Semarang: Rasail, 2005). Kata “Mazhab Ngaliyan 
di judul buku ini sekedar untuk mempermudah identitas, sebatas menegaskan bahwa 
buku ini berisi gagasan-gagasan yang ditulis oleh para anak muda yang berdiam diri di 
Kota Ngaliyan, sebuah kota kecil di Semarang bagian barat, tepatnya di kampus IAIN 
Walisongo, tempat di mana anak-anak muda yang menulis buku ini menimba ilmu agama. 
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Mazhab Semarang lebih fokus pada kajian studi Islam, sedangkan Mazhab 
Jogja lebih mengerucutkan kajiannya pada wilayah yang lebih mikro, 
yaitu ushul fikih. Kajian epistemik keilmuan di wilayah lokal dalam buku 
ini, difokuskan pada epistemologi ilmu hukum Islam yang dibangun 
oleh Mazhab Sapen dan Mazhab Jogja, diawali dari model dakwah 
sinkretis Sunan Kalijaga (Raden Said), sintesis Mukti Ali, menuju eklektis 
Fikih Indonesia versi Hasbi (yang dilanjutkan oleh Mengindonesiakan 
Fikih Indonesia versi Yudian Wahyudi), kemudian dikonkritisasi lewat 
buku Mazhab Jogja: Menggagas Paradigua Ushul Fikih Kontemporer (2002). 
Kemudian Mazhab Jogja ini kembali diglokalisasikan oleh pendekatan 
integrasi-interkoneksi. Jadi, Mazhab-nya Yogya (FSH UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta) adalah integrasi-interkoneksi. Dari integrasi-interkoneksi ini, 
kemudian penulis glokalisasikan (mengglobalkan nilai-nilai lokal) lagi 
menjadi mazhab nasional, bahkan mazhab global. Jadi, pola atau model 
penulisan buku ini menggunakan bentuk seperti Jam Pasir. 


TX 


aa 
“Fikih Global x 


N 
“ £ 
Oa Nan Ii 


! FIKIH GLOBAL CITIZENSHIP 1 


Berdasarkan gambar di atas, gagasan Fikih Indonesia yang berasal 
dari proses dialektika dengan Fikih Global telah mengerucut ke Mazhab 
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Sapen dan Mazhab Jogja. Mazhab Jogja sendiri telah menerapkan 
pendekatan integrasi-interkoneksi untuk membangun Fikih Inklusif di 
Indonesia hingga ke Fikih Global sebagai bagian dari warga dunia. Hasbi 
sendiri menawarkan Fikih Indonesia secara resmi pada tahun 1961 (yang 
kemudian dikembangkan oleh Yudian Wahyudi pada tahun 90-an (1993, 
1994, dan 1995) menjadi Mengindonesiakan Fikih Indonesia), kemudian 
tahun 2002 baru muncul sebuah buku yang secara eksplisit menggunakan 
istilah "Mazhab Jogja”. Empat tahun kemudian, yaitu tahun 2006, muncul 
buku Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif Interkonektif 
tulisan M. Amin Abdullah, yang juga menjadi salah seorang kontributor 
dalam buku Mazhab Jogja. Mazhab Sapen dan Mazhab Jogja dapat penulis 
sebut sebagai gerak subjektif-internal, Fikih Indonesia sebagai gerak 
objektif-eksternal, dan Integrasi-Interkoneksi sebagai gerak intersubjektif- 
global. Tentunya, ide-ide tersebut tidak berjalan secara dominatif-individual, 
tetapi dilakukan secara interrelasi-komunal, yang penulis sebut dengan 
istilah co/lective intellectual, Setelah melakukan pemetaan dengan teori trilogi 
dalam tahapan lokal, nasional, dan global di atas, setiap level ini harus 
dipetakan kembali, mana ide yang berasal dari pikiran individu dan mana 
ide dari pikiran kolektif. Untuk mengurai, memilah, dan memilih di antara 


keduanya, penulis menggunakan Teori Sejarah Pemikiran. 


C. Sejarah Pemikiran (Collective Intellectual) 


Buku ini dapat penulis sebut sebagai model historiografi studi 
ilmu hukum Islam di FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia adalah 
model keberlanjutan dari historiografi Indonesia. Secara umum, model 
historiografi Indonesia (penulisan sejarah Indonesia) telah ditawarkan 


oleh Sartono Kartodirjo.” Keberlanjutan dari historiografi Indonesia 


? Lihat, misalnya buku yang ditulis oleh M. Nursam berjudul Membuka Pintu 
bagi Masa Depan: Biografi Sartono Kartodirjo (Jakarta: Kompas, 2008) dan buku yang diedit 
oleh M. Nursam Baskara, dan Asvin Warman Adam berjudul Sejarah Yang Memihak: 
Mengenang Sartono Kartodirjo (Yogyakarta: Ombak, 2008). 
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kemudian dikembangkan (difokuskan) menjadi historiografi Islam di 
Indonesia (mitos, ideologi, dan ilmu), yang telah ditawarkan oleh 
Kuntowijoyo." Istilah historiografi Islam di Indonesia sebenarnya bisa 
dibaca dengan tiga cara, yaitu historiografi Indonesia, historiografi Islam 
di Indonesia, dan historiografi Islam. Untuk istilah yang terakhir, yaitu 
historiografi Islam, penulis dapat menunjuk nama Mu'in Umar, salah 
seorang pemikir Muslim dari Mazhab Sapen, sebagai salah seorang ahli di 
bidang tersebut.” Jika model histotiografi Islam di Indonesia tersebut kita 
spesifikkan menjadi historiografi ulama (Islam) di Indonesia, maka yang 
dapat mewakili model ini adalah buku Azyumardi Azra berjudul Jaringan 
Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVII (1994). 
Kareel Steenbrink, dapat penulis posisikan telah menawarkan model 
historiografi pendidikan Islam di Indonesia (pesantren, madrasah, dan 
sekolah), lewat buku berjudul Pesantren, Madrasah, dan Sekolah (1994). 
Berdasarkan tiga periode tersebut, secara lebih spesifik, Zamakhsyari 
Dhofier memfokuskan diri pada kajian tentang historiografi pesantren, 
lewat buku berjudul Tradisi Pesantren (2011) (cetakan kesembilan) dan 
buku Abdurtahman Mas'ud berjudul Dari Haramain Ke Nusantara (2006). 


Sedangkan buku yang menggunakan pola historiografi 
pendidikan tinggi Islam di Indonesia, penulis dapat menyebutkan dua 


“4 Lihat, misalnya buku yang ditulis oleh M. Fahmi, Is/am Transendental: Menelusuri 
Jeiak-Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) dan artikel penulis, 
Seni, Ummu, dan Agama: Memotret Tiga Dunia Kuntowijoyo (1943-2005) Dengan Kacamata 
Integralfisme). 

5 Mw'in Umar, Pengantar Historiografi Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). 

86 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 
XVII dan XVTII: Melacak Akar-akar Pembaruan Islam di Indonesia (Bandung: Mizan, 
1994). 

57 Kareel Steenbrink, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam 
Kurun Modern (Jakarta: LP3ES, 1994). 

88 Zamakhsyati Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan V isinya 
Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2011). 

2? Abdurrahman Mas'ud, Dari Haramain Ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek 
Pesantren (Jakarta: Kencana, 2006). 


50 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab II: Kerangka Teori dan Metode 


judul, yaitu Problem dan Prospek LAIN (2000)" dan buku berjudul LAIN: 
Modernisasi Islam di Indonesia (2002).5' Tahun 2003, buku terakhit tersebut 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Modernization of Islam 
in Indonesia: An Impact Study on the Cooperation between tbe LAIN and McGill 
University. Buku yang menggunakan pola historiografi pendidikan tinggi 
Islam (IAIN Sunan Kalijaga) di Indonesia dapat penulis tunjuk seperti 
tulisan tim penulis UIN Sunan Kalijaga tahun 2008 berjudul Sejarah 
Modernisasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia: Setengah Abad 
Lebih LAIN Sunan Kalijaga (1951-2004) Berkiprah. Tahun 2013, muncul 
buku yang menggunakan pola historiografi pendidikan tinggi Islam (UIN 
Sunan Kalijaga) di Indonesia dengan judul Integrasi-Interkoneksi Keilmuan.” 
Buku Mazhab Sunan Kalijaga ini menggunakan pola historiografi pendidikan 
tinggi Islam (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga) di Indonesia. 
Untuk lebih jelas mengetahui posisi buku ini, lihat gambar berikut: 
Posisi Buku Mazhab Sunan Kalijaga 


Historiografi Indonesia 
Historiografi Islam di Indonesia 
Historiografi Pendidikan Islam di Indonesia 
Historiografi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia 
Historiografi Pendidikan Tinggi Islam (UIN Sunan Kalijaga) di Indonesia 
Historiografi Pendidikan Tinggi Islam (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan 


Kalijaga) di Indonesia 
(Posisi Buku Ini) 


8 Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (eds.), Problem dan Prospek LAIN: 
Antologi Pendidikan Tinggi Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000). 

S1 Fuad Jabali dan Jamhari (peny.), LAIN: Modernisasi Islam di Indonesia (Jakarta: 
Logos, 2002). 

2 Waryani Fajar Riyanto, Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. 
Amin Abdullah (Yogyakarta: Suka Press, 2013). 
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Sejarah pemikiran tidak sama dengan strukturalisme dalam 
sejarah. Jika sejarah pemikiran “berenang di permukaan peristiwa- 
peristiwa sejarah', maka strukturalisme dalam sejarah “menyelam ke 
kedalaman peristiwa-peristiwa sejarah”. Dengan strukturalisme, orang 
tidak akan dapat menerangkan transformasi pemikiran, sedangkan 
dengan sejarah pemikiran dapat dijelaskan tentang proses transformasi 
pemikiran tersebut.” Sebab, sejarah pemikiran menjelaskan tentang 
gelombang ombak naik turun atau “pasang surut' yang ada di permukaan 
sebuah pemikiran. 


Buku ini juga menggunakan model pendekatan sejarah 
intelektual"" atau intellectual history. Berbeda dengan intellectual biography 
yang lebih bersifat spesifik (satu orang pemikir), maka intellectual history 
lebih bersifat genera/ (kumpulan dari para pemikir). Dengan kata lain, 


intellectual history lebih menekankan pada kajian collective intellectual, bukan 


8 Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah: Historical Explanation (Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 2008), hlm. 150. 

“4 Edward W. Said, misalnya, memisahkan antara istilah “intelektual” dan 
“professional”. Baginya, kaum intelektual adalah para pemikir yang harus menghadapi 
dogma atau nilai normatif dari teks suci. Sedangkan kaum professional merupakan 
para pekerja pengetahuan yang meski terlibat dalam produksi keilmuan, ia telah 
didomestifikasi oleh kekuasaan, sehingga kehidupan murni intelektual yang berupa 
pengetahuan dan kebebasan telah dibatasi dan bahkan menjadi legitimasi negara, serupa 
dengan kritik Chomsky atas “keulamaan sekular” (secular priestbood) yang mengubah 
intelektual menjadi teknokrat, pembenar kekuasaan. Edward W. Said, Peran Intelektual 
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 30-31. Sedangkan menurut Julien Benda, 
intelektual disebut dengan kata /e Clere. Kata ini digali dari bahasa Latin abad 
pertengahan, derus, yang mengandung arti golongan rohaniawan gereja yang telah 
ditahbiskan dengan menerima #onsure, yakni tanda cukuran rambut seolah botak, yang 
mendapatkan hukumnya sendiri dan tidak bisa diadili oleh hukum sipil. Jadi, intelektual, 
menurut terma /e Clere adalah keulamaan, orang yang matang spiritualitas dan 
rasionalitasnya. Benda kemudian menempatkan intelektual pada batasan moral absolute 
yang jarang bisa dicapai oleh para pemikir kebanyakan: “Orang yang kegiatannya bukan 
mengejar tujuan-tujuan praktis, melainkan mencari kegembiraan dalam olah seni, ilmu atau renungan 
metafisik. Pendekanya, memiliki harta yang bukan duniawi, dan yang berkata dengan caranya 
sendiri: “Kerajaanku tidak di dunia ini” Julien Benda, Pengkhianatan Kaum Cendekiawan, 
terj. Winarsih P. Arifin (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 25-26. 


52 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab II: Kerangka Teori dan Metode 


individual intellectual. Collective Intellectual yang penulis maksud dalam buku 
ini, misalnya seperti kesarjanaan McGill, “rezim?” Mazhab Sapen dan 
Mazhab Jogja. Selain itu, buku ini juga menggunakan kata kunci 
“genealogi', seperti kajian yang pernah ditulis oleh Yudi Latif dalam buku 
berjudul Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20 (2005). 


Mazrui, sebagaimana dikutip oleh Nur Ichwan, mendefinisikan 
intelektual sebagai “Seseorang yang mempunyai kapasitas untuk terpesona oleh 
gagasan-gagasan dan mempunyai kecakapan untuk mengatasi sebagian dari gagasan 
itu secara efektif”. Definisi Mazrui tersebut mengingatkan kita pada definisi 
organic intellectual gagasan Gramsci—bandingkan dengan definisi co/lective 
intellectual gagasan Pierre Bourdieu—, meskipun tidak persis benar. Jadi, 
buku ini mengkaji wilayah organic intellectual atau collective intellectual di FSH 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku ini tidak ingin menjadikan pikiran- 
pikiran collective intellectual atau organic intellectual di FSH sebagai “monumen 
atau “prasasti” atau “museum”, tetapi sebagai Jaboratorium?. Implikasi 
sebagai Taboratorium' adalah, pikiran-pikiran co/bective intellectual tersebut 
akan selalu terus dikaji, diteliti, dan dikembangkan, bukan dikultuskan. 


Wilhelm Dilthey, membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu tentang 
dunia Juar atau Naturwissenschaften ilmu-ilmu alam) dan ilmu tentang 
dunia “dalam' atau Geisteswissenschaften (ilmu-ilmu kemanusiaan, humanities, 
human studies, cultural sciences). Dalam ilmu-ilmu kemanusiaan 
dimasukkannya sejarah, ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi sosial, 
psikologi, perbandingan agama, ilmu hukum, ilmu politik, filologi, dan 
kritik sastra." Menurut Dilthey, pendekatan kepada Geisteswissenschaften 


ialah dengan hermeneutics. Hermeneutika adalah memahami inner context 


88 Yudi Latif, Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia 
Abad ke-20 (Bandung: Mizan, 2005). 

S6 Moch. Nur Ichwan, “Sintesis Kreatif: Ali Mazrui, Ilmu Sosial Normatif, 
dan Studi Masyarakat Islam”, dalam Waryono (ed.), Keilmuan Integrasi dan Interkoneksi 
Bidang Agama dan Sosial (Yogyakarta: Lemlit, 2007), hlm. 113. 

“ Wilhem Dilthey, Pattern and Meaning in History (New Yotk: Harper 
Torchbooks, 1961), hlm. 34. 
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dari perbuatan yang tidak dinyatakan dalam kata-kata pelaku itu sendiri. 
Dilthey mengatakan, “Hidup dan sejarah mempunyai arti yang sama seperti 
buruf-buruf dalam satu kata”.“ Menurut Dilthey, interpretasi berarti 
mengerti (40 understand, verstehen"”), metode yang khusus diajukannya guna 


mendekati sejarah. 


Ada satu aspek sejarah yang dilupakan Dilthey, yaitu sejarah 
adalah proses, sejarah adalah perkembangan." Untunglah kekurangan 
itu dalam perjalanan disiplin ilmu sejarah digenapi—diantaranya—oleh 
John Galtung dalam Theory and Method of Social Research. Menurut Galtung, 
sejarah adalah ilmu diakronis, sedangkan ilmu sosial yang lain adalah 
ilmu sinkronis. Sejarah disebut ilmu diakronis, sebab sejarah meneliti 
gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang 
terbatas. Sebaliknya, ilmu sosial yang lain (sosiologi dan antropologi) 
adalah ilmu sinkronis, yaitu ilmu yang meneliti gejala-gejala yang meluas 
dalam ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas. ” Jadi, ilmu sejarah yang 
diakronis harus dipadukan dengan ilmu sosial (sosiologi pengetahuan: 
internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi) yang sinkronis. Gambar di 
bawah ini menujukkan hubungan antara ilmu sejarah yang diakronis dan 


ilmu sosial (sosiologi pengetahuan) yang sinkronis itu. 


S Jbid., hlm. 77. 

“ Hans-Georg Gadamet, Truth and Method (London: Sheed and Ward, 1979), 
hlm. 213. 

7 VYersteben adalah pengalaman “dalam? yang menembus jiwa dengan seluruh 
pengalaman kemanusiaan. Verstehen adalah usaha untuk “meletakkan diri” dalam diri 
orang Tain”. Verstehen adalah menemukan “the Y (W) dalam “the Thow (We) (aku dalam 
engkau (Iin You)). Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah, hlm. 4. 

1 Dilthey, Pattern and Meaning, hlm. 51. 

2? John Galtung, Theory and Method of Social Research (New Yotk: Columbia 
University, 1969), hlm, 123. 
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Sinkronis dan Diakronis dalam Penelitian Sejarah 
Waktu (Time) 
SINKRONIS 
Sosiologi Pengetahuan 


(Internalisasi, Eksternalifasi, dar Objaktivasi) 
1 


Ruang (Space) 


DIAKRONIS 
Sejarah Pemikiran 


D. Internalisasi, Eksternalisasi, dan Objektivasi 


Telah banyak buku yang ditulis untuk melihat perkembangan 
pemikiran Islam di Indonesia dengan pendekatan sosiologi pengetahuan, 
baik yang ditulis oleh ilmuwan dalam negeri maupun luar negeri. 
Misalnya, yang dilakukan oleh Kamal Hasan (1982), B.J. Boland, The 
Strugele of Islam in Modern Indonesia (1985), Fachry Ali dan Bachtiar 
Effendy, Merambah Jalan Baru Islam 1987)", Deliar Noer, Gerakan Modern 
Islam di Indonesia 1900-1942 (1988), ALW. Pratiknya (peny:), Percakapan 
Antar Generasi (1989), M. Dawam Raharjo, Intelektual, Intelegensia, dan 
Perilaku Politik Bangsa (1993), M. Syaf?'i Anwat, Pemikiran dan Aksi Islam 
Indonesia (1995), Greg Barton, The Emmergence of Neo-Modernism (1995), 


3 BJ. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (Pergumulan Islam di Indonesia 
1945-1970) (Jakarta: Grafiti Press, 1985). 

4 Fachry Ali dan Bachtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi 
Pemikiran Islam Zaman Orde Baru (Jakarta: Mizan, 1987). 

3 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1988). 

79 AW. Pratiknya (peny.), Percakapan Antar Generasi: M. Natsir, Pesan Perjuangan 
Seorang Bapak (Yogyakarta: DDII, 1989). 

7 M. Dawam Raharjo, Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah 
Cendekiawan Muslim (Bandung: Mizan, 1993). 

8 M. Syaffi Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia (Jakatta: Paramadina, 1995). 

? Greg Barton, The Eymergence of Neo-Modernism: A Progressive, Liberal Movement 
of Islamic Thought in Indonesia: A Textual Study Examining the Writings of Nurcholish Madjid, 
Djohan Effendi, Ahmad Wabib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980 (Gagasan Islam Liberal 
di Indonesia) (Jakarta: Paramadina, 1995). 
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Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif (1995), Bachtiar Effendy, 
Islam dan Negara (1998) M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam 
Politik (1998) Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, 
Zaman Baru Islam Indonesia (1998), Masykuri Abdillah, Demokrasi di 
Persimpangan Makna (1999) Deliar Noer, Membincangkan Tokoh-Tokoh 
Bangsa (2001): Zuly Oodir, Islam Liberal (2010), M. Abdul Fattah 
Santosa, Respon Cendekiawan Muslim Indonesia Terhadap Gagasan Civil Society 
(2011): dan Mujamil omar, Fajar Baru Islam Indonesia? (2012).5 Berbeda 
dari karya-karya yang telah tersebutkan di atas, buku Mazhab Sunan 
Kalijaga ini memfokuskan kajiannya pada perkembangan pemikiran Islam, 
khususnya pemikiran tentang hukum Islam yang ada di Mazhab Sapen 
dan Mazhab Jogja, yaitu di FSH UIN Sunan Kalijaga. Periodisasi yang 
dikaji selama setengah abad (50 tahun), dari tahun 1963-2013. Berarti, 
masuk di dalamnya, periode antara tahun 2002-2013, yang tidak dibahas 
oleh buku Zuly Godir, misalnya, sebab ia hanya mengkaji antara rentang 
waktu 1991 sampai 2002. 

Sosiologi pengetahuan merupakan salah satu “sayap” kajian 
sosiologi. Jadi, selain menggunakan pendekatan sejarah, buku ini juga 


menggunakan pendekatan sosiologi. Gabungan keduanya dapat disebut 


8 Moeslim Abdurrahman, Islam Trangormatif Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995). 

8! Bachtiar Effendy, Islam dan Negara (Jakatta: Paramadina, 1998). 

2 M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik (Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 1998). 

8 Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, Zaman Baru Islam 
Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998). 

8 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim 
Indonesia terbadap Demokrasi 1966-1993 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999). 

8 Deliat Noer, Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa (Bandung: Mizan, 2001). 

8 Zuly Godit, Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991- 
2002 (Yogyakarta: LKiS, 2010). 

" M. Abdul Fattah Santosa, Respon Cendekiawan Muslim Indonesia Terhadap 
Gagasan Civil Society (1990-1999), Disertasi (Yogyakarta: PPs Sunan Kalijaga, 2011). 

8 Mujamil Gomat, Fyjar Baru Islam Indonesia?: Kajian Komprehensif atas Arah 
Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara (Bandung: Mizan, 2012). 


56 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab II: Kerangka Teori dan Metode 


sebagai model sosio-historis. Lewis. A. Coser, menjelaskan bahwa 
sosiologi pengetahuan mungkin secara luas dipahami sebagai bagian atau 
cabang dari sosiologi yang membahas tentang hubungan antara pemikiran 
dan sosial. Sosiologi pengetahuan memfokuskan pada kondisi sosial dan 
eksternal suatu pengetahuan.” Sementara itu, Statk berpendapat bahwa 
pola tersebut tidak hanya sebuah relasi, tetapi juga berupa determinasi. 
Ia memahami fokus sosiologi pengetahuan pada pernyataan bahwa apa 
pun partisipasi orang dalam kehidupan sosialnya akan memiliki pengaruh, 
baik pada pengetahuannya, pemikiran maupun budayanya.” Bagi 
Mannheim, sebagai riset, sosiologi pengetahuan merupakan suatu usaha 
untuk menganalisis kaitan antara pengetahuan dan kehidupan. Sebagai 
riset sosiologis-historis, sosiologi pengetahuan dimaknai sebagai bentuk- 
bentuk yang diambil dari kaitan itu dalam perkembangan intelektual 
manusia. Mannheim menjelaskan pandangannya tentang sosiologi 
pengetahuan sebagai berikut: 

Tujuan sosiologi pengetahuan adalah menyingkap kriteria yang dapat 

dikerjakan bagi determinasi keterkaitan antara pemikiran dan tindakan. 

Sosiologi pengetahuan berusaha untuk membangun teori yang tepat untuk 


situasi kontemporer. (Sosiologi Pengetahuan) memfokuskan pada signifikansi 
kondisi-kondisi non teoritik faktor-faktor pengetahuan.” 


Secara umum ada tiga tahapan model analisa sosiologi 
pengetahuan, yaitu ekternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Berger 
menjelaskan bahwa ketiganya berproses dalam pola trialektis. Terhadap 
proses tersebut, Berger menjelaskan sebagai berikut: 


Proses dialektik fundamental dari masyarakat terdiri dari tiga momentum atau 
langkah, yaitu: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah 


8? Lewis. A. Coser, “Sociology of Knowledge”, dalam Edward L. Shills (ed.), 
International Eneyclopedia of Social Science, Vol. 8 (London: Macmillan Press, 1988), hlm. 
428. 

2 Warner Stark, “Sociology of Knowledge”, dalam Paul Edwards (ed.), 
Eneyelopedia of Philosophy, Nol. 6 (New York: Mac Millan, 1986), hlm. 475-478. 

" Karl Mannheim, Ideology and Utopia, hlm. 264. Buku ini telah diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Ideologi dan Utopia (Yogyakarta: Kanisius, 1991). 
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suatu pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, 
baik dalam aktifitas fisis maupun mentalnya. Objektivasi adalah disandangnya 
produk-produk aktivitas itu baik fisik maupun mental, suatu realitas yang 
berhadapan dengan para produsennya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan 
(faksitas) yang eksternal terhadap, dan lain dari, produsen itu sendiri. 
Internalisasi adalah peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia, dan 
mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif ke 
dalam struktut-struktut kesadaran subjektif.” 


Dalam konteks Ilmu Sosial Profetik (ISP) gagasan Kuntowijoyo, 
tahap eksternalisasi merupakan konkritisasi dari keyakinan yang dihayati 
secara internal (internalisasi). Sedangkan objektifikasi (bukan objektivasi) 
adalah juga konkritisasi dari keyakinan internal. Bedanya, perbuatan 
disebut objektif bila perbuatan itu dapat dirasakan oleh orang non- 
Muslim sebagai sesuatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan 
keagamaan.” Berdasarkan pendekatan sosiologi pengetahuan—Berger— 
triadik di atas (ekternalisasi, objektivasi, dan internalisasi), penulis 
menggunakannya, utamanya, misalnya untuk membaca Hasbi, Mukti 
Ali, Yudian Wahyudi, dan M. Amin Abdullah, sebagai person. Gagasan- 
gagasan tentang Fikih Indonesia, Sceientific-cum-Doctrinair (ScD), 
Mengindonesiakan Fikih Indonesia, dan Integrasi-Interkoneksi sebagai 
knowledge. Sedangkan bangunan epistemik studi (ilmu hukum) Islam 
secara umum di UIN Sunan Kalijaga, yang telah dikembangkan oleh 
Akh. Minhaji tentang deductive and inductive logic, misalnya, dan epistemik 
studi ilmu hukum Islam di FSH UIN Sunan Kalijaga, yang telah 
dikembangkan oleh Syamsul Anwar tentang pertingkatan norma, 
misalnya, sebagai institution. Hubungan ketiganya, yaitu antara gerak 
ekternalisasi, objektivasi, dan internalisasi berlangsung secara trialektis, seperti 
sebuah roda yang bergerak berputar secara bersamaan. Muhyar Fanani, salah 
seorang civitas akademika dari Mazhab Ngaliyan, sebagai alumni Mazhab 


Jogja, secara khusus telah menulis buku tentang sosiologi pengetahuan, 


2 Berger, The Sacred Canopy (New Yotk: Anchor Books, 1968), hlm. 4. 
? Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika (Yogyakarta: 
Tiara Wacana, 2006), hlm. 62. 
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kaitannya dengan studi Islam berjudul Metode Studi Islam (2008). 


Jika kita menggunakan tahapan ilmu sosial profetik, yaitu 
internalisasi, eksternalisasi, dan objektifikasi,” maka gagasan Fikih 
Indonesia dapat ditempatkan di zona eksternalisasi, gagasan 
Mengindonesiakan Fikih Indonesia di tahap “antara', di antara 
eksternalisasi dan objektifikasi. Sedangkan konsep Objektifikasi Fikih 
Indonesia atau Pelembagaan Fikih Indonesia sebagai tahap objektifikasi. 


Internalisasi, Eksternalisasi, dan Objektifikasi 


Internalisasi Eksternalisasi —-— “antara ' —— Objektifikasi 
Fikih Fikih Indonesia | Mengindonesiakan Objektifikasi 
Fikih Indonesia Fikih Indonesia 
Hasbi Yudian Agus Najib 
Hukum Islam Hukum Islam # 
Adat Adat t Hukum 
Perdata Barat 


Pluralisme Hukum di Indonesia (Islam, Adat, Barat) 
Ratno Lukito 


Berdasarkan penjelasan empat kerangka teori di atas, arkeologi 
pengetahuan penulis gunakan untuk “membongkar” (bukan 
menghancurkan) bangunan epistemik keilmuan studi ilmu hukum Islam 
di FSH UIN Sunan Kalijaga yang “berceceran tidak teratur di mana- 
mana selama setengah abad (50 tahun) lebih, mulai dari kepemimpinan 
Hasbi (1960) sampai Noorhaidi (2013), untuk kemudian disusun kembali 
dengan tiga teori, yaitu hubungan trialogis antara lokal, nasional, dan 
global (/eve/): sejarah pemikiran (space), dan sosiologi pengetahuan (7ime). 
Gambar di bawah ini menujukkan hubungan trialogis kerangka teori 


yang penulis gunakan dalam buku ini, yaitu antara ilmu sejarah yang 


4 Muhyat Fanani, Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara 
Pandang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 
? Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, hlm. 62. 
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diaktonis, tiga level lokal, nasional, dan global yang hierarkhis, serta ilmu 


sosial (sosiologi pengetahuan) yang sinkronis. 


Kerangka Teori Buku Mazhab Sunan Kalijaga: Sosio-Historis 


Waktu (Time) HIFRARKHIS (Level) 
SINKRONIS 2025 
Sosiologi Pengetahuan 2020 
1 

2015 

Ruang (Space) 

DIAKRONIS 
Sejarah Pemikiran 


E. Observer as Participant dan Guadrants Method 


Empat kerangka teori di atas (arkeologi pengetahuanj level trilogi: 
lokal, nasional, dan global: sejarah pemikiran, dan sosiologi pengetahuan: 
internalisasi, eksternalisasi, dan objektiflikjasi) penulis gunakan untuk 
menempatkan posisi objek penelitian (object), sedangkan sub bab KE ini 
penulis gunakan untuk menempatkan posisi penulis sebagai subjek 
peneliti (subject). Meminjam keilmuan dalam linguistik, dikenal adanya 
istilah fonemik dan fonetik. Kedua istilah ini kemudian dipinjam oleh 
antropologi menjadi istilah (fonJetik dan (fonJemik. Istilah emik merupakan 
deskripsi tentang perilaku atau keyakinan, sedangkan etik adalah 
gambaran tentang perilaku atau kepercayaan pengamat, dalam istilah 
yang dapat diterapkan pada kebudayaan lain, yaitu sebuah ikon etik yang 
merupakan wujud dari budaya luar. Istilah eyik-etik ini pertama kali 
diperkenalkan pada tahun 1954 oleh ahli bahasa Kenneth L. Pike, yang 
berpendapat bahwa alat yang dikembangkan untuk menggambarkan 
perilaku linguistik dapat disesuaikan dengan uraian tentang perilaku sosial 
manusia. Berdasarkan penjelasan di atas, emik& dan etik berasal dari istilah 
linguistik fonfemik) dan fonletik), yang berasal dari bahasa Yunani. Pike 
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mengusulkan dikotomi emik-etik dalam antropologi sebagai cara mengurai 


seputar isu-isu filosofis objektivitas.” 


Tahun 2005, dalam artikel berjudul Insider/ Outsider Perspectives, 
Kim Knott kemudian meminjam istilah ew7& dan etik dalam antropologi 
tersebut ke ranah antropologi agama dengan istilah 7nsider untuk emik 
dan outsider untuk etik. Menurut Knott, model insider terbagi menjadi 
dua, yaitu participant as observer dan complete participant. Sedangkan model 
outsider juga terbagi menjadi dua, yaitu complete observer dan observer as 
participant." Istilah observer dan participant sudah sering digunakan dalam 
ilmu antropologi sebagai participant observation. Penulis kemudian 
menggunakan istilah jnsider di sini untuk menunjuk kepada para peneliti 
civitas akademika di FSH UIN Sunan Kalijaga. Sedangkan posisi penulis 
dalam penelitian buku ini adalah sebagai outsider, lebih tepatnya ontsider 
as participant. Model complete participant, misalnya, dapat dicontohkan 
seperti buku Nourouzzaman ash-Shiddiegy yang berjudul Fikih Indonesia 
Penggagas dan Gagasannya (1997). Sedangkan model participant as observer 
dapat penulis contohkan seperti dua jenis penelitian, yaitu buku Pemikiran 
Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga (2008) dan Tesis 
Yudian Wahyudi berjudul Hasbis Theory of ljtihads in the Context of 
Indonesian Figh (1993). Di antara varian-varian peneliti(an) di atas, penulis 


menempatkan diri di “ruang outsider: observer as participant. 


5 Kenneth L. Pike, “Etic and Emic Standpoins for the Description of 
Behavior”, Russel Mc. Cutcheon, The Insider-Outsider Problem in the Study of Religion 
(London: Cassel, 1999), hlm. 29. Secara umum beberapa peneliti menggunakan istilah 
“etik" untuk merujuk pada tataran objektif atau luar, dan “emik' untuk merujuk pada 
tataran subjektif, dari dalam komunikasi keberagamaan. 

" Kim Knott, “Insider/ Outsider Perspectives”, dalam John R. Hinnells, The 
Routledge Companion to the Study of Religion (London and New York: Routledge, 2005), 
hlm. 244-258. 
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Posisi Penulis (Observer as Participant) 


Outsider Insider 
(Fon|Etik)) (Fon|Emik)) 
Objektif Interobjektif Intersubjektif Subjektif 
Complete Observer as Participant as Observer Complete 
Observer Participant Participant 
Penulis: Tim: Pemikiran Hukum Islam | Nourouzzaman ash- 


Dekan Fakultas Syari'ah: UIN Shiddiegy: Fikih 
Maghab Sunan Sunan Kalijaga (1963-2007), Indonesia Penggagas dan 


Kalijaga Yogyakarta, 2008, Yudian Gagasannya: Biografi 
Wahyudi: Hasbi's Theory of Pejuang dan Pemikir 
Titihads in the Contest of Teungku Muhammad 
Indonesian Figh, McGill Hasbi ash-Shiddiegy, 
University, 1993. 1997. 


Berdasarkan tabel di atas, dalam perspektif metode AGAL versi 
Ken Wilber, complete participant dapat disebut sebagai zona subjective, 
participant as observer sebagai wilayah intersubyective, observer as participant 
sebagai wilayah interobjective (posisi penulis), dan complete observer sebagai 
wilayah objective. Disebut sebagai outsider, karena saat buku ini ditulis, 
penulis tidak menjadi bagian dari civitas akademika FSH UIN Sunan 
Kalijaga. Disebut observer, karena penulis menggunakan “empat cermin 
kerangka teori (sosio-historis) untuk menjaga arak" dalam penelitian 
ini. Disebut sebagai participant, karena penulis adalah alumni FSH IAIN 
Sunan Kalijaga (1999-2003). Dengan meminjam metode AGAL' (all- 
guadrant-all-level) dati Ken Wilber” tersebut, tentang hubungan antara 


8 Wilber nampaknya memerlukan komplementasi baru untuk melengkapi 
komplementasi-komplementasi modernis yang disebut dahulu. Komplementasi baru 
itu adalah komplementasi postmodernis satu/ banyak. Komplementasi itu disebut Ken 
Wilber sebagai komplementasi individu/sosial. Dengan adanya dua komplementasi, 
yang lama dan yang baru, maka realitas budaya dibagi menjadi empat £wadran (4), di 
mana satu lingkaran dibelah oleh dua buah sumbu komplementasi yang saling tegak 
lurus satu sama lainnya, yaitu sumbu horisontal profan dan sumbu vertikal sakral. Diagram 
empat kuadran Wilber ini, sumbu individual/sosialnya diletakkan secara horisontal, 
dengan individualitas di sebelah kiri dan sosialitas di sebelah kanan, dan sumbu interior/ 
eksterior diletakkan pada arah vertikal dengan interioritas sebelah kiri dan eksterioritas 
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single (individual intellectual) dan pluralnya (collective intellectual), buku ini juga 
memetakan secara sistematik-metodik antara ide-ide pengembangan 
epistemik keilmuan studi hukum Islam yang pernah menjadi diskursif 
keilmuan di IAIN/UIN Sunan Kalijaga, dari dulu hingga sekarang. 
Misalnya tentang metode dakwah sinkretis ala Sunan Kalijaga (Raden Said), 
metode sintesis (seientific-cum-doctriner) versi Mukti Ali di Mazhab Sapen, 
pendekatan eklektis Fikih Indonesia versi Hasbi, Mengindonesiakan Fikih 
Indonesia versi Yudian Wahyudi dan Objektifikasi Fikih Indonesia gagasan 
Agus Najib, Mazhab Jogja versi Fakultas Syari'ah, dan Integrasi- 
Interkoneksi versi M. Amin Abdullah, yang telah terobjektivasikan menjadi 
paradigma komunitas (p/ura/) keilmuan di UIN Sunan Kalijaga. 


Metode Kuadranik 
1 
1 


Single (Individual Intellectual) Plural (Collective Intellectual) 


Kuadran I 


1 
i Global Citizenship (2025) 
1 
1 
1 
1 
1 


1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
Ba et. » 
1 
1 
1 
i 
h 1 
1 IAIN Sunah Kalijaga 
1 1 
1 1 
31 94/1995) 
"ST Yadian Wahyudi”) Ainurofig dkk” 
Kuadran II Kuadran III 


di sebelah kanan. Wilber menyebut filsafatnya sebagai Integralisme Universal. Disebut integral 
karena memadukan semua aspek kemanusiaan (empat kuadran) dan semua tingkat 
kesadaran manusia (lingkaran-lingkaran). Disebutnya universa/ karena memadukan kearifan 
agama tradisional Timur dan pengetahuan sains Barat. Ken Wilber, The Marriage of Sense 
and Soul: Integrating Science and Religion (Boston: Shambala Publications, 1998), hlm. 20-30. 
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Berdasarkan gambar di atas, dengan meminjam Teori Empat 
Kuadran dari Wilber, penulis membagi empat kluster utama sejarah sosial 
(sosio-historis) genealogi pemikiran epistemik studi ilmu hukum Islam 
di IAIN/UIN Sunan Kalijaga, khususnya di FSH. Empat kuadran di 
atas secara umum hanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu single dan plural. 
Bandingkan dengan model one dan many versi Joseph A. Bracken.” 
Dimensi sing/e di sini penulis pahami sebagai model pemikiran individual, 
yang memasukkan model berpikir sintesis Seientifi-cum-Doktriner (ScD) 
yang dipopulerkan oleh Mukti Ali di Mazhab Sapen dalam kuadran 1. 
Sedangkan eklektisisme Fikih Indonesia yang digagas oleh Hasbi serta 
diskursif-kritis Mengindonesiakan Fikih Indonesia yang dikembangkan 
oleh Yudian dan Objektifikasi Fikih Indonesia yang digagas oleh Agus 
Najib, penulis posisikan dalam kuadran II. Sebab, ketiga corak pemikiran 
tersebut berasal dari ide personal para pencetusnya. Sedangkan dimensi 
Plural-nya penulis interpretasikan sebagai model pemikiran kolektif, yang 
berasal dari ide beberapa orang, yang kemudian disatupadukan menjadi 
realitas objektif (objektivasi). Penulis memasukkan dalam model ini 
seperti etos Mazhab Jogja di kuadran III, yang berasal dari co/lective 
intellectual dosen-dosen FSH UIN Sunan Kalijaga yang dipelopori oleh 
Ainurrofig. Sedangkan model collective intellectual yang kedua ada di kuadran 
IV, yaitu integrasi-interkoneksi, yang kini telah menjadi paradigma resmi 
keilmuan di UIN Sunan Kalijaga, walaupun sebenarnya juga berasal dari 


ide personal. 


Jadi, apabila dibaca sesuai dengan arah anak panah, dari kuadran 
I ke kuadran II, ke kuadran III, ke kuadran IV, dan akhirnya menuju 
masyarakat global, maka model kuadran di atas dapat membaca urut- 
urutan ide yang muncul dalam bangunan utuh epistemik studi ilmu 
hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga, khususnya di FSH, yaitu dari sintesis 
Scientific-cum-Doctriner (SeD) Mazhab Sapen, menuju eklektis Fikih 


” Joseph A. Bracken, Subjectivity, Objectivity, and Intersubjectivity (Pennsylvania: 
Templeton Foundation Press, 2009), hlm. 124-137. 
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Indonesia, menuju diskursif kritis Mengindonesiakan Fikih Indonesia 
dan Objektifikasi Fikih Indonesia, menuju Mazhab Jogja, dan kini menuju 
Integrasi-Interkoneksi. Orisinalitas, kesinambungan evolutif (bukan 
revolutif), dan perubahan (orisinality, continuity, and change) akademik 
keilmuan seperti ini harus terus dijaga dan dikembangkan agar tidak 
hilang. Dengan kata lain, tidak a-historis. Totalitas gambar kuadran di 
atas, sebagai gabungan dari empat sub kuadran yang lainnya, penulis 
sebut sebagai Mazhab Sunan Kalijaga. Gerak hubungan antar empat 
sub kuadran di atas pada praktiknya bergerak secara evolutif-sirkularis, 
bukan revolutif-linieris. Dari (Mazhab) Sapen menuju (Fikih) Indonesia, 
menuju (Mazhab) Sunan Kalijaga, berarti dari lokal ke nasional, menuju 


global. 
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EPISTEMOLOGI STUDI ILMU HUKUM ISLAM 
GLOBAL DAN NASIONAL 


A. Epistemologi Studi Ilmu Hukum Islam Global: Dari 
Integralistik Menuju Sistemik 


1. Dari Literalisme-Deduktif Menuju Rasionalisme-Induktif 


wembaca sejarah arkeologi epistemik lokal studi ilmu hukum 

Islam di FSH UIN Sunan Kalijaga dari masa ke masa, tidak bisa 
dilepaskan dari isu-isu besar di level nasional dan dunia global era modern 
dan postmodern tentang wacana pembaruan pemikiran epistemologi 
studi hukum Islam pada pertengahan abad ke-20 hingga awal abad ke- 
21. Meminjam istilah Fazlur Rahman,'” dalam studi sejarah hukum Islam, 
selain perlu dipertimbangkannya asbab an-nuzul mikro (lokal), juga yang 
tidak kalah pentingnya adalah asbab an-nuzul makro (global). Era 
kontemporer atau postmodern atau era global, secara umum telah 
menawarkan metodologi-metodologi baru studi hukum Islam yang 
berbeda dengan metodologi klasik (klasik, modern, dan postmodern). 


10 Fazlut Rahman, “Approaches to Islam in Religious Studies”, dalam Richard 
C. Martin (ed.), Approaches to Islam in Religions Studies (Tucson: The University of Arizona 
Press, 1985), hlm. 23. 
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Paradigma yang digunakan pada periode modern dan postmodern lebih 
cenderung menekankan wahyu-normatif dari sisi konteksnya. Hubungan 
antara teks wahyu (Jaw in the book) dengan perubahan sosial (law in action) 
tidak hanya disusun dan difahami melalui interpretasi literal tetapi melalui 
interpretasi terhadap pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu. '"' 
Walaupun tawaran metodologi studi hukum Islam tersebut memiliki 
model yang berbeda-beda antara satu tokoh dengan yang lainnya, namun 
menurut penulis secara umum memiliki kecenderungan rasional-filosofis 
atau menggunakan paradigma nalar burhani sebagai pijakan pemikiran 


mereka. 


Disiplin ilmu hukum Islam era klasik, baik ushul fikih maupun 
fikih, bersama-sama dengan ilmu bahasa Arab dan ilmu Kalam, misalnya, 
pada dasarnya masih berpijak pada nalar bayani karena berlandaskan pada 
otoritas teks. Mayoritas ahli hukum Islam sepanjang sejarahnya memang 
telah menggunakan nalar bayani ini sebagai landasan berpikirnya. Al- 
Ouran dan as-Sunnah sebagai hardcore, yang menjadi sumber utama 
hukum Islam merupakan teks yang berbahasa Arab—pen. al-Yuran 
bukan bahasa Arab, tetapi juga bukan bahasa selain bahasa Arab—, 
sehingga pada dasarnya pemikiran studi hukum Islam—se-liberal 
apapun—tidak akan bisa mengelak atau lepas sama sekali dari teks (nas), 
yang disebut oleh Mukti Ali sebagai dimensi doctriner. Namun demikian, 
teks (normativitas) tidak bisa dilepaskan begitu saja dari unsur 
menyejarahnya (historisitas), oleh karenanya unsur budaya yang 
melingkupinya atau dimensi hadarat juga perlu dipertimbangkan (hadarat 
an-nas). Oleh karena itu pemikiran epistemologi studi hukum Islam yang 
memiliki kecenderungan rasional-filosofis sebagaimana tersebutkan di 
atas, pada dasarnya hanya meminjam nalar burhani atau nalar hadarat al- 
ilm sebagai dasar pijakan untuk menganalisa maksud teks al-Gur'an dan 


as-Sunnah sebagai core values sumber hukum Islam. Agus Moh. Najib 


11 Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni 
Ushul Figh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 231. 
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juga memandang penting model nalar burhani dalam penetapan hukum 
Islam ini."” Jadi, studi hukum Islam sampai kapanpun pasti menggunakan 
teks (nas) sebagai objek materiilnya, sedangkan studi hukum Islam empiris 
(badarat) dapat menjadi objek formilnya. 


Senada dengan hal ini, sebagaimana pernah disampaikan oleh 
Zarkasji Abdul Salam (ZAS), seperti yang diungkapkan kembali oleh 
Ahmad Pattiroy berikut: 


Sehubungan dengan orientasi keilmuan UIN (Sunan Kalijaga) yang berbasis 
paradigma interkoneksitas, menurut ZAS, pola pengintegrasiannya bukan pada 
level objek material, tetapi pada level objek formal. Waris atau perkawinan 
Islam, misalnya, tidak bisa dipandang sebagai objek material yang dikaji dengan 
perspektif ilmu-ilmu umum untuk kemudian diklaim sebagai bentuk 
pengintegrasian ilmu umum dengan ilmu keislaman. Kalau bentuk 
pengintegrasian semacam ini yang terjadi, berarti tidak hanya sekedar merubah 
sistem kelembagaan UIN tetapi juga telah merombak secara total seluruh 


struktur kelembagaan UIN, karena UIN telah benar-benar berubah menjadi 
perguruan tinggi umum yang menjadikan fenomena keislaman sebagai objek 
kajian perspektif ilmu umum. Demikian pula sebaliknya, jika ilmu-ilmu 
keislaman dijadikan sebagai perspektif untuk mengkaji fenomena umum tanpa 
mengintegrasikannya dengan perspektif ilmu umum, maka—simpul—ZAS: 
“kita sebenarnya tidak sedang melakukan pengembangan paradigma keilmuan, 
tetapi kita sedang melanggengkan pola keilmuan lama dengan kemasan baru. 
Kalau benar demikian, kenapa kita tidak tetap menjadi IAIN saja meskipun 


22 103 


gedungnya sudah berubah menjadi baru”. 
Dengan kata lain, studi ilmu hukum Islam integratif harus 
mengoneksikan antara dimensi nas dan hadarat, antara normatif dan 
empiris. Karenanya, al-Jabiri, menyebut kecenderungan pemikiran 
rasional-filosofis dalam studi hukum Islam dengan istilah 12 5s al-bayan 


ala al-burhan, yaitu membangun disiplin ilmu bayani (dalam hal ini studi 


ilmu hukum Islam normatif) dengan dasar pijakan kerangka berfikir 


122 A gus Moh. Najib, “Nalat Burhani dalam Hukum Islam (Sebuah Penelusuran 
Awal)”, dalam Jurnal Hermenia, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2003, hlm. 217-218. 

18 Ahmad Pattiroy, “Studi Hukum Islam: Sisi Metodologi dalam Pemikiran 
Zarkasji Abdul Salam”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syariah, him. 
221-228. 
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burhani (studi ilmu hukum Islam empiris)“ 


Integrasi antara Bayani, Burhani, dan Irfani 


Studi Ilmu Hukum Studi Ilmu Hukum Islam Studi Ilmu Hukum 
Islam Normatif Filosofis Islam Empiris 
(Fikih/Ilmu Syari'ah) (Usul al-Figh/Magasid (Ilmu Hukum) 
asy-Syari'ah) 
Bayani Irfani Burhani 


Hadarat an-Nas Hadarat al-Falsafah Hadarat al-Ilm 
A | B Cc 


Berdasarkan tabel di atas, secara umum ada tiga jenis studi ilmu 


hukum Islam, yaitu normatif, filosofis, dan empiris. Kategorisasi tersebut 
seyogyanya tidak hanya secara formal-akademik saja, tetapi juga harus 
menjadi kerangka berpikir praksis setiap civitas akademika di FSH. Untuk 
membawa FSH ke wilayah internasional pada tahun 2025, “tiga dunia 
(ABC) tersebut harus dikoneksikan sebagai scientific worldview masa depan. 
Kekuatan-kekuatan idealitas Tangit'-an yang berada di kluster A harus 
didialogkan dengan tealitas “bumi' di kluster C. Dalam perspektif studi 
(hukum) Islam, hubungan keduanya disebut oleh Minhaji dengan istilah 
sakralitas (syari'ah) dan profanitas (fikih)'” atau antara normative Islam 


dan empirical Islam." 


Dalam konteks studi Agama, Mukti Ali menyebutnya dengan 
istilah doctriner dan seientifi,"" dan M. Amin Abdullah dengan normativitas 


14 Muhammad “Abid al-Jabiri, Bunyah al-'Agl al-'Arabi: Dirasah Tahliliyyah 
Nagdiyyah li Nugum al-Marifah fi as-Sagafah al-Arabiyyah (Beirut: Markaz Dirasat al- 
Wahdah al- Arabiyyah, 1990), hlm. 514. 

15 Akh. Minhaji, Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas (Perspektif Sejarah 
Sosial), Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam, UIN 
Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004, hlm. 23. 

16 Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in 
Islamic Studies (Yogyakarta: Suka Press, 2009), hlm. 25. 

19 Mukti Ali, “Metodologi Ilmu Agama Islam”, dalam Taufik Abdullah dan M. 
Rusli Karim (eds.), Metodologi Penelitian Agama (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 23. 
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108 atau antara absoluditas dan telativitas.'” Nalar klasik 


dan historisitas 
di kluster A (lihat gambar di atas) biasanya mengedepankan cara berpikir 
subjektif-politis, nalar modern di kluster C biasanya menggunakan cara 
berpikir objektif-yuridis, sedangkan nalar postmodern di kluster B 
menggunakan nalar intersubjektif-etis. Di era global-kosmopolitan seperti 
saat ini, kita tidak bisa lagi hidup di “satu dunia” saja, tetapi harus membuat 
koneksi “tiga dunia” tersebut sekaligus. 

Secara umum, menurut Jasser Auda, ada tiga kategorisasi atau 
tiga fase sejarah studi ilmu hukum Islam, yaitu era klasik, modern (dan 
neo-modern), dan postmodern."" Meminjam istilah dalam ilmu ushul 


fikih, paradigma" epistemologi studi ilmu hukum Islam era klasik secara 


108 M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atan Historisitas? (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996). 

109 Pertanyaannya adalah keberagamaan macam apakah yang kondusif untuk 
era pluralisme dan globalisasi budaya dan agama seperti sekarang ini? Jika pemilihan 
sikap antara “absoluditas” dan “relativitas” dalam memegang ajaran agama masing- 
masing tidak dihadap-hadapkan secara dikotomis-antagonistik, tetapi “dianyam” 
sedemikian rupa, sehingga tidak tampak mana yang absolut dan mana yang relatif, 
maka kemungkinan era baru pemahaman pluralitas agama secara historis-empiris dapat 
dimungkinkan. M. Amin Abdullah, “Al-OGur'an dan Pluralisme Dalam Wacana 
Postmodernisme”, dalam Profetika, Vol. 1, No. 1 Januari 1999, hlm. 13. 

H0 Jasset Auda, Magasid asy-Syari ah as Philosophy of Islamic Lam: A System Approach 
(London: LITT, 2008), hlm. 34-40. 

H1 Dalam menjelaskan idenya tentang tevolusi ilmu pengetahuan (scientific 
revolution), Kuhn, misalnya, menggunakan beberapa istilah kunci yang tidak pernah ia 
defenisikan secara ketat dalam karyanya. Beberapa istilah kunci yang digunakan adalah: 
Pertama, scientific revolution (revolusi ilmiah), yaitu perkembangan sains secara radikal di 
mana normal science (nature science) yang lama digantikan oleh normal sains yang baru. 
Pergantian ini terjadi karena paradigma lama yang menyangga old normal science sudah 
tidak lagi mampu menjawab problem-problem ilmiah yang baru. Pergantian semacam 
ini oleh Kuhn disebut dengan paradigm shift (pergeseran paradigma) yaitu pergantian 
secara radikal paradigma lama dengan paradigma baru karena paradigma lama sudah 
tidak mampu menjawab problem-problem ilmiah yang muncul kemudian. Kedua, 
paradigm, yaitu teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, eksperimen-eksperimen yang 
telah disepakati bersama dan menjadi pegangan bagi aktifitas ilmiah para ilmuwan. 
Ketiga, normal science, yaitu ilmu yang telah mencapai tahap kematangan (7wature science) 
karena scientific community telah mencapai konsensus akan dasar-dasar ilmu ini. Konsensus 
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umum bersifat literal-normatif-teologis. Pembahasan yang dominan di 
era ini tentang teks (dalam hal ini teks berbahasa Arab), ia hanya dikaji 
dari segi grammer maupun sintaksisnya saja dan cenderung mengabaikan 
maksud dasar (magasid asy-syari'ah) dari wahyu yang ada di balik teks 
literal tersebut. Secara sederhana, paradigma studi hukum Islam era 


klasik,"? bertumpu pada teks atau "ass, baik secara langsung maupun 


itu berupa kesepakatan yang akan dipakainya satu paradigma sebagai penyangga ilmu 
yang bersangkutan. Keempat, aromaly, yaitu problem-problem ilmiah yang tidak bisa 
dijawab oleh paradigma lama. Problem-problem tersebut setelah menumpuk 
menimbulkan sebuah krisis. Kelima, crisis, yaitu suatu fase dimana paradigma lama 
telah dianggap usang karena begitu banyaknya anomali-anomali yang muncul, sedangkan 
paradigma baru belum terbentuk. Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions 
(London: The University of Chicago Press. Ltd, 1970), hlm. 11-18. Buku ini sudah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lihat, Thomas Kuhn, Peran Paradigua Dalam 
Revolusi Sains, terj. Tjun Surjaman (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002). 

12 Istilah £/asik sendiri penulis batasi setelah tahun 300-an Hijrah. Hal ini 
disebabkan karena beberapa alasan yaitu: Pertama, pada masa Nabi dan sahabat, hukum 
Islam cenderung empiris dan tidak literalis, bahkan Joseph Schacht mengungkapkan 


bahwa hukum Islam pada masa awal tidak menggunakan al-Guran sebagai sumber 
pengetahuan. Sekalipun ushul fikih baru muncul pada awal abad ke III H, namun 
sebagai teori istinbat sudah muncul sejak era kenabian karena banyak sekali peristiwa 
pada masa kenabian yang menunjukkan adanya aktifitas ijtihad baik oleh Nabi sendiri 
maupun sahabatnya. Jika kemudian ijtihad Nabi salah, maka akan mendapat “teguran 
dari Allah melalui wahyu. Rasulullah juga mengizinkan para sahabatnya untuk berijtihad 
bila solusi hukum belum ditetapkan dalam al-Our'an dan Sunnah. Eksplorasi ini 
memperlihatkan, betapa hukum Islam pada masa awal begitu dinamis dan tidak terpaku 
pada teks. Kedua, pada era 300-an Hijriyah, telah terjadi pergolakan politik yang 
merembet ke dalam wilayah hukum dan teologi. Pemaksaan dalam menempatkan 
ideologi Mu'tazilah sebagai ideologi negara telah menyebabkan fanatisme mazhab. 
Akibatnya terjadi pergulatan teks di mana teks hukum dipergunakan untuk kepentingan 
masing-masing. Fanatisme dan permusuhan antar mazhab dipicu oleh perselisihan 
teologis yang berkepanjangan dan dipicu oleh konsep mibnah al-Ma'mun pada tahun 
833 H yang berideologi Muw'tazilah. Oadi yang bergolongan Hanafi yang nota-bene 
mendukung konsep mihnah, tidak memperkenankan ulama kalangan Maliki dan Syafi'i 


melakukan pembelajaran di masjid. Beberapa tahun setelah berkuasanya ideologi 
Mu'tazilah, maka giliran ulama kalangan Maliki dan Syaffi yang mengganti semua gadi 
yang beraliran Hanafi. Perselisihan ini juga merembet pada wilayah putusan pengadilan. 
Keputusan pengadilan seringkali dibatalkan jika yang memegang kendali (gadi-nya) 
berbeda pada saat kasus tersebut diputuskan pertama kali sehingga keputusan 
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tidak langsung (paradigma bayan!) Menurut bahasa M. Atho' Mudzhar, 
era klasik menggunakan cara berpikir conventional understanding 
(pemahaman konvensional). 

Secara etimologi, menurut al-Jabiri, al-bayanfi), yang menjadi 
paradigma hukum Islam klasik, memiliki beberapa arti, di antaranya az- 
guhur wa al-wuduh (ketampakkan dan kejelasan). Sedangkan secara 
terminologi, al-bayan berarti pencarian kejelasan yang berporos pada al- 
asl (pokok), yakni teks (nag/-nass) baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Secara langsung berarti langsung menganggap teks sebagai 
pengetahuan jadi. Secara tidak langsung berarti melakukan penalaran 
dengan berpijak pada teks itu. Dalam paradigma tersebut, akal dipandang 
tidak akan dapat memberikan pengetahuan kecuali jika akal itu 


disandarkan (berpijak) pada nass (teks). Setiap nass pasti teks, tetapi teks 


pengadilan tidak mempunyai kepastian hukum. Persoalan ini semakin rumit karena 
para pihak yang berperkara tidak dapat memilih sendiri mazhabnya untuk menyelesaikan 
perkaranya. Ketiga, timbulnya mazhab-mazhab yang terkodifikasi dan mempunyai 
metode dan cara berfikir sendiri sehingga lagi-lagi melahirkan sikap fanatisme mazhab. 
Sama dengan alasan yang kedua, nas al-Yur'an dan al-Hadis dipergunakan ketika 
memperkuat pendapat imam-nya masing-masing. N.J Coulson, AA. History of Islamic 
Law (ttp: Edinburgh University Press, 1991), hlm. 188, Joseph Schacht, Pengantar Hukum 
Islam, terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 19-38. 

18 Adapun karakteristik dari epistemologi bayani antara lain: Pertama, 
epistemologi ini selalu berpijak pada asa! (pokok) yang berupa nas (teks), baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Dalam ilmu ushul figih yang dimaksud dengan nas 
adalah al-Gur'an, Hadis, dan Ijma”. Sedangkan dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan 
nas adalah perkataan orang Arab. Kedua, epistemologi ini selalu menaruh perhatian 
secermat-cermatnya pada proses transmisi »ag/ (teks) dari generasi ke generasi. Menurut 


epistemologi ini, apabila proses transmisi teks itu benar, maka isi nas itu pasti benar, 
karena "as itu masih murni dari Allah atau nabi. Tetapi, jika teks tersebut proses 
transmisinya sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan (riwayah), maka nas itupun tidak 
bisa dipertanggungjawabkan isinya. Dengan kata lain, epistemologi ini sesungguhnya 
senantiasa berpijak pada riwayah (nagl), bukan dirayah ('agl). Sebagai bukti dari ciri kedua 
ini adalah begitu banyaknya pembahasan yang dilakukan oleh para ulama tentang riwayah 
yang ingin menjaga orisinalitas £habar (dalam hal ini berupa "as atau teks). Ibid., hlm. 31. 

14 M. Atho? Mudzhar, “Persoalan Gender dan Dampaknya Terhadap 
Perkembangan Hukum Islam”, Jurnal Profetika, Vol. 1, No. 1 Januari 1999, hlm. 110- 
123. 
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belum tentu "ass. Untuk mempertajam analisis ini, penulis menganjurkan 
kepada pembaca untuk membaca buku karya M. Yudhie Haryono 
berjudul Melawan dengan Teks (2005). 


Dalam tradisi paradigma berpikir literal (tekstualisme) tersebut 
dikenal dua cara mendapatkan pengetahuan dari teks, yaitu pertama, 
berpegang pada teks gghir. Kecenderungan tersebut berakar pada tradisi 
sebelum Ibn Rusyd (Andalusia) dan memuncak pada masa Ibn Hazm 
(az-Zahiri). Kecenderungan tekstualisme sebenarnya mulai diperlihatkan 
oleh asy-Syafi'i bahkan-—mungkin—bisa dikatakan beliau adalah peletak 
dasar paradigma literalisme tersebut. Sarana yang dipakai adalah kaidah 
bahasa Arab sedangkan yang menjadi sasarannya adalah teks al-Gur'an, 
Hadis, dan Ijma”. Kedua, berpegang pada maksud teks bukan teks gahir. 
Kecenderungan ini berlaku pada tradisi setelah Ibn Rusyd terutama pada 
prakarsa asy-Syatibi (magasid asy-syari' ah). Berpegang pada rasionalitas 
maksud teks tersebut baru digunakan bila teks gahirternyata tidak mampu 


menjawab persoalan-persoalan yang telatif batu.'' 


Rasionalitas yang dibangun oleh ulama ushul fikih tradisional, 
sebenarnya ingin melakukan penalaran yang sesuai dengan tuntunan 
Allah swt yang berujung pada tercapainya kemaslahatan manusia di dunia 
dan akhirat. Pada akhirnya terwadahi dalam metode berpikir yang baku 
yakni giyas, istihsan, istislah, istishab, sadd ag-gariah, dan '“urf. Jadi, teks 
hanyalah salah satu sumber kebenaran, bukan satu-satunya sumber 
kebenaran. Sebab, ada tiga jenis ayat-ayat Tuhan, yaitu gauliyah (teks), 
kauniyah, dan nafsiyah. Yudian Wahyudi menyebutnya dengan istilah ayat 
gur'aniyah, kauniyah, dan insaniyah."' Paradigma literalisme di atas 
sebenarnya bisa dipahami karena ahli studi hukum Islam (ushul fikih) 
klasik memaknai hukum itu berasal dari titah Ilahi sehingga hanya melalui 


H5 M. Yudhie Haryono, Melawan dengan Teks (Yogyakarta: Resist Book, 2005). 

HC Muhammad Abed al-Jabiri, Takwin al-Agl al-'Arabi (Beirut: al-Matkaz as- 
Sagafi al- Arabi, 1993), hlm. 96-98. 

1 Yudian Wahyudi, Islam dan Nasionalisme: Sebuah Pendekatan Magasid Syariah 
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 7-8. 
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teks-teks suci yang didengar dari Rasulullah saw sajalah manivestasi 
hukum itu dapat diketahui.''' Dalam hal ini, mayoritas ahli studi hukum 
Islam menganut optimisme bahasa yang dipengaruhi oleh teologi 
kekuasaan Ilahi. Paham tersebut menganggap bahwa bahasa adalah 
sarana memadai untuk melakukan komunikasi, sunnah yang baku dan 
karena itu menjadi milik publik."” Akibatnya, pendekatan yang digunakan 
pun adalah pendekatan bayani atau tekstualis (studi hukum Islam 
normatif). Pandangan optimisme bahasa tersebut kemudian mengarah 
pada berkembangnya logika deduktif dalam studi hukum Islam, 
sehingga—meminjam bahasa Minhaji—model pendekatan yang 


digunakanpun adalah teologis-normatif-deduktif.'” 


Menurut Minhaji, pendekatan teologis-normatif-deduktif 
cenderung didominasi oleh nalar Aristotalian logic yang bercirikan 
dichotomous logic. Akibatnya, studi hukum Islam dipandang cenderung 
mendekati masalah secara oposisi diadik biner-dikotomik: hitam-putih, 


benar-salah, halal-haram, Islam-kafir, sunnah-bid'ah, subjek-objek, 


18 Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam dalam a/-Mustasyja min Um 
a-Usul Karya al-Ghazali (450-505/1058-1111)”, Disertasi (Yogyakarta: IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2000), hlm. 163. 

19 Khaled Abou el-Fadl sendiri mengungkapkan bahwa “Is/am mendefenisikan 
dirinya dengan merujuk kepada sebuah Kitab, dengan demikian, mendefenisikan diri dengan merujuk 
kepada suatu teks. ..karena itu, kerangka rujukan paling dasar dalam Islam adalah teks. Teks itu 
dengan sendirinya memiliki tingkat otoritas dan reabilitas yang jelas. Oleh karena itu peradaban 
Islam ditandai dengan produksi literer yang bersifat massif terutama dibidang asy-syari ah (hukum 
Islam). Ada banyak faktor yang turut mendukung proses produksi ini, tetapi sudah pasti bahwa 
teks memainkan peran penting dalam penyusunan kerangka dasar referensi keagamaan dan otoritas 
hukum dalam Islam”. Khaled M. Abou el-Fadl, Melawan “Tentara Tuhan”, Yang Berwenang 
dan Sewenang-wenang dalam Wacana Islam, terj. Kurniawan Abdullah (Jakarta: Serambi 
Ilmu Semesta, 2003), hlm. 54. 

120 Akh. Minhaji membagi model pendekatan ushul fikih menjadi dua, yaitu 
pertama, teologis-normatif-deduktif, dan kedua, empiris-historis-induktif. Akh. Minhaji, 
“Reorientasi Kajian Ushul Fikih”, dalam Jurnal al-jami'ah, No. 63/V1/1999, hlm. 16, 
Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas (Perspektif Sejarah Sosial), dalam Pidato 
Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta, 2004, hlm. 40-46. 
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normatif-empiris, dan yang semacamnya walaupun sesungguhnya tujuan 
pokok agama diturunkan itu adalah mengajarkan tentang aturan-aturan 
hidup yang bersifat pasti atau yang sawabit (nilai, norma, dan aturan), 
dan begitu pula hukum agama (Islam) dimana salah satu ciri pokok 
berpikir hukum adalah menuntut adanya kepastian hukum (dan keadilan 
hukum) dan bukan ketidak-pastian.'' Menurut penulis, logika oposisi 
biner (subjektif-objektif) dalam model pendekatan deduktif-normatif 
tersebut tidak memberikan hadirnya “ruang ketiga”, sehingga “dunia 
ketiga” (intersubjektif) cenderung dinafikan atau dinegasikan. 


Kategori struktural dalam logika oposisi biner tersebut jelas akan 
menghambat perkembangan studi hukum Islam. Selain terdiri atas 
kategori penilaian seperti dikotomik-strukturalistik antara halal atau 
haram, studi hukum Islam sebenarnya juga terdiri atas kategori-kategori 
relasional. Menurut Kuntowijoyo, logika oposisi biner (binary oposition) 
sendiri berasal dari tradisi filsafat strukturalisme, yang memahami 
(hukum) Islam sebagai sebuah struktur. Kunto kemudian membagi dua 
jenis bentuk oposisi, yaitu oposisi konflik (seperti baik-buruk, mukmin- 


kafir, dan benar-salah) dan oposisi ekuilibrium (seperti laki-laki- 


11 Thid., 40-41. Begitu rigid-nya paradigma literalistik, sehingga menurut Fazlur 
Rahman ada tiga kelemahan dari metode studi Islam klasik dan pertengahan yaitu: 
Pertama, pemahaman yang terpotong-potong. Kedua, kurang memperhatikan unsur 
sejarah, Ketiga, terlalu tekstual. Rahman menyebut kajian Islam klasik dan pertengahan 
dengan studi yang atomistis, a-historis, dan literalistis. Senada dengan Rahman, Arkoun 
juga melancarkan kritik terhadap para pemikir hukum Islam yang masih menyandarkan 
pendapatnya kepada sistem pemikiran epsitemik Zaman Tengah dengan ciri-ciri:, 
pertama, mencampurkan antara mitos dan sejarah: kedua, menekankan keunggulan 
teologis orang Muslim atas non-Muslim, ketiga, pensucian bahasa, keempat, 
univokalisasi makna yang diwahyukan Tuhan, kelima, anggapan tentang nalar pribadi 
yang transhistoris, dan keenam, diktum hukum diturunkan dalam bahasa Arab yang 
jelas. Fazlur Rahman, “Islam: Challenges and Opportunities”, dalam Islam: Past Influence 
and Present Challenge, diedit oleh Alford T. Welch dan Pierre Cachia (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1979), hlm. 319-327. Taufik Adnan Amal, Islam dan 
Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman (Bandung: Mizan, 1993), 
hlm. 186, Arkoun, “Ke Arah Islamologi Terapan”, alih bahasa Syamsul Anwar, A/ 
Jami'ah, No. 53 (1993), hlm. 72. 
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perempuan, lagit-bumi, dan Tuhan-manusia).'” 


Jadi, arah pergerakan 
studi hukum Islam harus dikembangkan dari nalar oposisi konflik ke 
nalar oposisi ekuilibrium. Dalam konteks studi hukum Islam deduktif- 
normatif, ia dapat dikembangkan dengan nalar berpikir oposisi 


ekuilibrium tersebut. 


Senada dengan Kunto yang juga menggunakan pola pikir 
strukturalis (strukturalisme-transendental), Syamsul Anwar telah 
menawarkan model norma-norma berjenjang (berlapis) dalam studi 
hukum Islam. Seharusnya studi ushul fikih dalam penelitian hukum Islam, 
menurut Syamsul, tidak hanya terbatas pada penemuan peraturan hukum 
konkrit an-sich, tetapi lebih dari itu juga harus diarahkan pada penggalian 
asas-asas dengan mempertimbangkan pendekatan Teori Pertingkatan 
Norma sehingga lebih mudah merespon berbagai perkembangan 
masyarakat dati sudut hukum syat?'ah.'? Menurut penulis, ptoblem- 
problem di masyarakat tidak bisa diselesaikan jika hanya menggunakan 
nalar strukturalis-mekanik yang z9p to down (deduktif) maupun yang bottom 
up (induktif) saja, tetapi harus dipadukan dengan nalar berpikir sirkularis- 
organik (abduktif-imajinatif). Memadukan keduanya, dalam perspektif 
ilmu Tasawuf, berarti menggabungkan antara nalar wagamat (stations)- 


strukturalis dan nalar ahwal (conditions)-sirkularis. 


Logika diadik antara induktif dan deduktif merupakan cara kerja 
yang khas dalam dunia pemikiran ushul fikih (filsafat hukum Islam). 
Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus 
individual yang mempunyai jangkauan sangat spesifik menjadi 


kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan logika deduktif adalah 


12 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Magid (Bandung: Mizan, 2001), hlm. iii. 

123 Syamsul Anwar, Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi 
Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan Ushul Fikih, Pidato 
Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ushul Fikih, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, 
hlm. 4-5. Mengenai teori pertingkatan norma dapat dibaca dalam tulisan Syamsul Anwar, 
“Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam Ainurrafig (ed.), Mazhab 
Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), hlm. 
147-162. 
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sebaliknya, yakni digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang 
bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Dalam tradisi 
pemikiran ilmu ushul fikih, misalnya, logika induktif sering digunakan 
oleh Mazhab Ahnaf yang dimotori oleh Imam Abu Hanifah, sedangkan 
logika deduktif banyak diperagakan oleh kalangan jurisprudensi 
Mutakallimun yang dimotori oleh Imam Syafi'i ra dan diikuti oleh 


mayotitas juris Islam.'“ 


Dengan kata lain, menurut penulis, metode 
berpikir deduktif menggunakan kaidah a/-7bratu bi umum al-lafgi la bi 
khusus as-sabab, sedangkan metode berpikir induktif menggunakan kaidah 
al-'ibratu bi khusus as-sabab la bi “umum al-lafgi. Sintesis antara metode 
deduktif dan induktif dengan demikian harus menggunakan kaidah 4/- 
ibratu bi “umum ak-lafgi wa bi khusus as-sabab atau al-'ibratu bi khusus as- 
sabab wa bi umum al-lafgi. Konsep am dan khas, lafag dan sabab harus 
dikoneksikan, seperti halnya koneksi antara wilayah universalisme dan 
partikularisme, antara wilayah global dan lokal, dan antara ange/i dan 


ananging ora Keli. 

Paradigma literalistik (teologis-normatif-deduktif) yang telah 
tersebutkan di atas berlangsung selama kurang lebih lima abad (dari abad 
ke-2 H sampai abad ke-7 H) dan mengalami perbaikan dengan munculnya 
asy-Syatibi pada abad ke 8-H yang menambahkan Teori Magasid asy- 
Syari'ah yang mengacu pada maksud Allah swt sehingga tidak lagi terpaku 
pada literalisme teks. Mengombinasikan antara teks dan maksud teks, 
berarti juga mengombinasikan antara tafsir dan takwil. Tentang hal ini 
silahkan baca kitab at-Ta wil wa al-Hagigah: Oira'ah Ta wiliyyah fi as-Sagafah 
al-Arabiyah karya Ali Harb, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 


4 A, Yasid, “Logika Induktif dan Deduktif dalam Tradisi Pemikiran Ushul 
Fikih”, dalam asy-Syir'ah, Vol. 46, No. 1. Januari-Juni 2012, hlm. 24. 

12 Asy-Syatibi sendiri mengungkapkan bahwa ia memang berupaya menjadikan 
ushul fikih sebagai ilmu burhani yang gat'i sehingga dapat mendatangkan dan 
menghasilkan pengetahuan hukum Islam yang valid secara ilmiah. Abu Ishag asy- 


Syatibi, a-Muwafagat fi Usul al-Ahkam (Kairo: tmp., t.t.), I: 29-34. 
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Indonesia dengan judul Hermeneutika Kebenaran (2003). 


Di sini asy- 
Syatibi merubah metode studi hukum Islam (ushul fikih) dari nalar 
rasionalisme-deduktif ke nalar rasionalisme-induktif. Menurut Mukhyar 
Fanani, epistemologi ushul fikih asy-Syatibi (dan juga Abu Hanifah) 
berbentuk rasionalisme-induktif, sedangkan epistemologi ushul fikih al- 


Gazali (dan juga Imam Syaff'i) berbentuk rasionalisme-deduktif.'” 


Lebih lanjut tentang kajian epistemologi ushul fikih ala al-Gazali 
ini, Syamsul Anwar telah menulis disertasi tentang Hpistemologi Hukum 
Islam dalam al-Mustasyfa Karya al-Gazali (2000).'8 Namun, jika 
menggunakan teori shift paradigu (pergeseran) yang ditawarkan oleh 
Kuhn, maka as-Syatibi hanya melengkapi paradigma lama saja agar tidak 
terlalu literalistik dan belum melakukan change (perubahan) yang 
revolusioner bagi metodologi studi hukum Islam pada umumnya, dan 
ushul fikih pada khususnya." Menurut penulis, tradisi studi hukum Islam 


126 Ali Harb, Hermeneutika Kebenaran (Yogyakarta: LKiS, 2003). 

12 Mukhyat Fanani, Ilmu Ushul Fikih di Mata Filsafat Ilmu (Semarang: Walisongo 
Press, 2009), hlm. 109. Buku ini mengangkat dua tokoh ilmu ushul fikih, yaitu: al- 
Gazali (w. 1111) dan asy-Syatibi (w. 1388). Al-Gazali dipilih karena secara historis ia 
merupakan figur yang representatif sebagai wakil dari pemikir ushul fikih abad klasik 
dalam arti hidup sebelum jatuhnya Baghdad tahun 1258. Sedangkan asy-Syatibi 
merupakan figur yang representatif bagi wakil pemikir ushul fikih abad tengah karena 
ia hidup setelah jatuhnya Baghdad. 

18 Disertasi Syamsul Anwar tersebut sebagian ditulis di Hartford, Connecticut, 
pada tahun 1997 dimana ia pada tahun itu mendapat kesempatan mengikuti Sandwich 
Programme dalam rangka studi agama-agama di Hartford Seminary. Kesempatan ini 
digunakannya untuk mengumpulkan bahan dan menulis disertasi. Sebagian ditulis di 
Jakarta karena Syamsul Anwar sengaja ber-1z/zh selama delapan bulan ke IAIN Jakarta 
pada tahun 1998 untuk menyelesaikan penulisan disertasi. Penulisan disertasi ini di 
bawah bimbingan Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika dan Dr. H. Satria Effendi M. Zein. 
Supriatna, “Menelusuri Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A”, 
dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
(1963-2007) (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2008), hlm. 281-282. 

12? Teori Thomas Kuhn ini bukan tidak mendapatkan kritikan. Sebagaimana 
dikutip oleh Muhyar Fanani, Weinberg mengkritik Kuhn tentang incommensurable (dua 
paradigma yang tidak bisa didamaikan) yang karenanya ilmuwan tidak bisa menengok 
kembali paradigma lama. Menurut Weinberg, Kuhn keliru dalam hal ini. Pada 
kenyataannya pergeseran paradigma tak otomatis mengakibatkan kita tak lagi bisa 
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di FSH UIN Sunan Kalijaga sebaiknya tidak hanya digeser saja, tetapi 
juga harus dirubah, sebab dunia sudah berubah. Tidak hanya menggeser 
kursi saja, tetapi harus mengganti kursi baru, selama itu masih bisa disebut 
sebagai kursi. Mengganti kursi statis dengan kursi dinamis yang bisa 


bergerak reflektif ke sana-kemari. 


Pergeseran model studi hukum Islam dari rasionalisme-deduktif 
Gazalian ke rasionalisme-induktif Syatibian di atas harus dilihat sebagai 
proses evolusi (bukan revolusi) studi hukum Islam global, yang menjadikan 
dimensi rasionalisme sebagai pilar jembatannya. Dalam perspektif integrasi- 
interkoneksi (i-kon), dimensi rasionalisme tersebut menurut penulis, identik 
dengan hadarat al-falsafah, sedangkan model studi deduktif dapat 
diparalelkan dengan cara berpikir tekstualistik atau badarat an-nas,dan model 
induktif identik dengan cara berpikir kontekstual atau hadarat al- “im. 
Namun, bukan berarti bahwa proses perubahan itu meninggalkan A untuk 
menuju ke B, tetapi memperkaya khazanah A dengan melibatkan B (AB). 
Sebab, hasil penjumlahan dari A#B bukan A saja atau B saja, tetapi AB. 


Integrasi antara Rasionalisme Deduktif dan Rasionalisme Induktif 


Rasionalisme (Hadarat al-Falsafah) 
Rasionalisme Deduktf ———— Rasionalisme Induktif 
Tekstualistik (Hadarat an-Nas) | Kontekstualistik (Hadarat al- Tim) 


A B 


Singkat cerita, enam abad kemudian (600 tahun), sumbangan 
asy-Syatibi pada abad ke-8 H/14 M yang telah tersebutkan di atas, 


memahami realitas ilmiah dengan paradigma lama. Weinberg merujuk contoh yang juga 
dipakai oleh Kuhn dalam The Structure, yaitu teori Mekanik Newton awal abad ke-20 yang 
digantikan Mekanika Relativitas Finstein. Ini memang pergeseran paradigma. Tetapi dalam 
kenyataannya ketika mengajar ilmuwan baru, yang pertama kali diajarkan adalah mekanika 
Newton lama dan mereka tak pernah melupakan bagaimana berfikir dengan metode 
Newton, walaupun mereka sudah belajar teori relativitas Einstein. Ini artinya, teori lama 
tidak mati. Lihat Mukhyar Fanani, “Pergeseran Paradigma Semu dalam Ilmu-ilmu 
Keislaman (Memahami Penyebab Mundurnya Ilmu-ilmu Keislaman dengan Cara Pandang 
Kuhn)”, dalam Jurnal Alamah, Vol. 1, No. 1, September 2002, hlm. 110. 
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direvitalisasi oleh para pembaru studi hukum Islam modern, dengan 
menggunakan pisau analisis ushul fikih modern, seperti Muhammad 
“Abduh (w. 1905), Rasyid Rida, Abdul Wahhab Khallaf, Allal al-Fasi, 
dan Hasan Turabi. Secara lebih khusus, Khoirudin Nasution telah menulis 
pemikiran Abduh tentang masalah riba dan poligami (1996)."' Oleh 
karena hanya melakukan revitalisasi, maka kelompok ini dikategorikan 
oleh Wael B. Hallag, gurunya Minhaji, sebagai para pembaru penganut 
aliran utilitarianisme keagamaan (re/igous utilitarianism).” Munculnya pata 
pemikir studi hukum Islam kontemporer atau postmodern seperti 
Muhammad Igbal, Mahmud Muhammad Taha, Abdullah Ahmed an- 
Na'im, Muhammad Said Asymawi,"? Fazlut Rahman, dan Muhammad 
Syahrur, dikategorikan oleh Hallag sebagai kelompok pembaru penganut 
aliran liberalisme keagamaan (religious liberalism) karena coraknya yang 
liberal (bahkan cenderung radikal) dan cenderung membuang teori-teori 
ushul fikih lama (revolutif).'# Menurut Atho? Mudzhart, dalam perspektif 
jender, pemahaman yang liberal mengenai jender baru muncul pada abad 
ke-20 dalam bentuk Undang-Undang (UU) yang diberlakukan di negeri- 
negeri Muslim di dunia Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 
Indonesia." Dengan kata lain, pemikir-pemikit studi hukum Islam 


postmodern tersebut muncul di akhir abad ke-20. 


50 Menurut Hallag, walaupun Abduh telah mencoba menawarkan beberapa 
konsep pembaruan ushul fikih, seperti rekonsepsi 7jma', maksimalisasi peran akal dalam 
memahami "ass, maksimalisasi prinsip maslahah dan memanfaatkan pendapat para pakar 
hukum dimasa lalu dengan cara #4/fig, namun ia sesungguhnya lebih merupakan 
inspirator bagi para pembaru ushul fikih selanjutnya. Hallag, A. History, hlm. 212. 

B1 Khoiruddin Nasution, Riba & Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran 
Mubammad Abduh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-ACAdeMIA, 1996), hlm. 23-31. 

132 Hallag, A. History, hlm. 213. 

33 Lihat misalnya salah satu karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia berjudul Nalar Kritis Syari'ah (Yogyakarta: LKiS, 2004). 

Bf M. Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fikih 
dan Dampaknya Pada Fikih Kontemporer”, dalam Ainurrafig (ed.), Mazhab Jogja, hlm. 
120-121. 

35 Mudzhar, “Persoalan Jender”, hlm. 12. 
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2. Dari Rasionalisme Induktif Menuju Sistemisme Abduktif 


Di awal abad ke-21, muncullah model studi hukum Islam dengan 
menggunakan pendekatan magasid asy-syari ah (maksud teks) model baru 
yang ditawarkan oleh Jasser Auda dengan Pendekatan Sistem (Systems 
Approach) dalam buku Magasid asy-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A 
System Approach (2008). Auda pernah diundang oleh FSH UIN Sunan 
Kalijaga untuk memberikan ceramah internasional tentang studi hukum 
Islam kontemporer pada bulan Januari tahun 2013—dalam acara tersebut, 
penulis memberikan kenang-kenangan sebuah buku kepada Auda 
berjudul Magasid asy-SyarPah ala Pancasila (2012)'—. Auda sepertinya 
ingin menggeser (bukan mengganti) paradigma teori mwagasid klasik 
menuju wagasid kontemporer, dari protection (perlindungan) dan preservation 
(penjagaan, pelestarian) menuju pada development (pembangunan, 
pengembangan) dan right (hak-hak)."' Menurut bahasa penulis, dari pasif 
ke aktif, dari reaktif ke proaktif, dari defender ke play maker, dari bermain 
bertahan (vatenacio) ke total football—Noorhaidi menyebutnya dengan 
istilah total discourse (td)—. 


Pergeseran Paradigma Teori Magasid Klasik menuju 


Kontemporer 
No. Teori Magasid Klasik ——y—— Teori Magasid Kontemporer 
1. Menjaga Keturunan (al-Nasl) Teori yang berorientasi kepada 


perlindungan Keluarga, Kepedulian yang 
lebih terhadap institusi Keluarga. 

2. Menjaga Akal (al- Agil) Melipatgandakan pola pikir dan research 
ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk 
mencari ilmu pengetahuan, menekan pola 
pikir yang mendahulukan kriminalitas 
kerumunan gerombolan, menghindari 
upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak. 


136 


Waryani Fajar Riyanto, Magasid asy-Syari'ah ala Pancasila (Yogyakarta: I-kon 
Press, 2012). 

37 Jasset Auda, Magasid asy-Syari'ah as Philosophy of Islamic Lam: A System Approach 
(London: HTT, 2008), hlm. 45. 
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3. Menjaga kehormatan, Menjaga dan melindungi martabat 
menjaga jiwa (al- Ird) kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak- 
hak asasi manusia. 
4. Menjaga agama (ad-Din) Menjaga, melindungi dan menghormati 
kebebasan beragama dan berkepercayaan. 
5. Menjaga harta (al-Mal) Mengutamakan kepedulian sosial, menaruh 


perhatian pada pembangunan dan 
pengembangan ekonomi, mendorong 
kesejahteraan manusia, menghilangkan 
jurang antara miskin dan kaya. 


Perubahan paradigma (bukan pergeseran paradigma) studi ilmu 
hukum Islam dengan perspektif magasid, dari teori magasid yang lama ke 
teori magasid yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan 
magasid lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation 
(penjagaan, pelestarian) sedangkan teori magasid baru lebih menekankan 
development (pembangunan, pengembangan) dan right (hak-hak). Dalam 
upaya mengembangan konsep mwagasid di era batu ini, yang membedakan 
Auda dari pemikir Muslim kontemporer yang lain adalah diajukannya 
konsep human development sebagai target utama dari maslahah (public interest) 
masa kini—Hasbi menyebutnya dengan istilah waslahah-mursalah—, 
maslahah inilah yang mestinya menjadi sasaran dari magasid asy-syari'ah 
untuk direalisasikan melalui studi ilmu hukum Islam yang komprehensif. 
Selanjutnya, realisasi dari magasid baru tersebut dapat dilihat 
perkembangannya dari waktu ke waktu, diuji, dikontrol, diukur dan 
divalidasi melalui Human Development Index (HDI) dan Human Development 
Targets. Program tersebut dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, 
seperti PBB maupun yang lain. Dengan begitu, kemajuan dan 
kesejahteraan umat Islam dari waktu ke waktu dapat diupayakan, 


diperjuangkan, diukur, dan dipertanggungjawabkan secara publik." 


338 Tpid, 
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Pergeseran Paradigma antara Agama dan Ilmu 


Pergeseran Paradigma 


(Religion) Agama — (Science) Sains 
Dari Normatif ——- Ke Historis Dari Mekanika Ke Relativitas 
: Newton Einstkin 


Berdasarkan proses pergeseran paradigma di atas, apabila kita 


mengaitkan antara re/igion dan science, maka terbentuklah pola hubungan 
normatif-mekanis dan historis-relatif. Dalam perspektif sains, Studi Ilmu 
Hukum Islam (SIHI)—dapat dibaca sebagai Studi Ilmu (Hukum Islam) 
dan Studi (Ilmu Hukum) Islam, jadi, istilah “SIHI” secara tersurat 
mengoneksikan antara hukum Islam (syariah) dan ilmu hukum— 
normatif dapat disebut sebagai pengembang pola mekanis, sedangkan 
studi ilmu hukum Islam historis mengembangkan model relatif. Cara 
kerja mekanistik menghendaki model berpikir absolute-jabariyah, 
sedangkan cara berpikir relativitas menghendaki model berpikir relatively- 
gadariyah. Meminjam bahasa M. Amin Abdullah, yang diambilnya dari 
Sayyed Hossein Nasr, studi ilmu hukum Islam integratif-interkonektif 


139 


(i-kon) harus mengoneksikan keduanya, yaitu REL-atively A-bsolute. 


8? Dalam kerangka utuh telatif-absolut itulah terletak wilayah kekhalifahan 
manusa Amin sendiri mengambil konsep relativeh-absolute tersebut di atas dari Sayyed 
Hossein Nasr. Meskipun Nasr sangat anti model pendekatan historis, tetapi ia sendiri 
mempunyai konsep relatively-absolute. Karena itu hubungan antara absoluditas-normativitas 
dan relativitas-historisitas tidak dikotomis, tetapi harus bolak-balik. Model seperti ini 
belum banyak yang mengerti. Di Indonesia, adanya gerak bolak-balik antara normativitas 
dan historisitas itu agak sulit dimengerti, meskipun dalam beberapa hal telah banyak 
dipraktikkan. Padahal hermeneutik—dalam konteks ini—bisa mengritik nilai. Jadi, nilai 
bisa mengritik historisitas, dan historisitas bisa mengritik nilai. Ibarat bandul jam, ia hidup 
asal bergerak. Tetapi kalau sudah mati, maka ia berhenti pada historisisme atau relativisme. 
Selanjutnya kalau ia akan mati pada wilayah perennialisme, maka ia berhenti pada wilayah 
absolute, dan semuanya tidak kontekstual. Dengan demikian, yang ada adalah pluralisme. 
Tidak ada lagi pemikiran monolitik yang bisa menyelesaikan persoalan, yang ada adalah 
pemikiran pluralistik. M. Amin Abdullah, “Islam Indonesia Lebih Pluralistik dan 
Demokratis”, Ulumul Our'an, Vol. II, VI, 1995, hlm. 75. 
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Penulis menyingkatnya dengan istilah “REL-2” (baca: re/a). Dalam bahasa 
hukum Islam, konsep tersebut seperti mengawinkan antara sisi sawabit- 


mekanis dan sisi mutagayyirat-relativistik. 


Akibat revolusi science abad ke-17 di Barat, banyak penemuan 
baru sehingga mempercepat berubahnya dimensi kehidupan manusia 
termasuk dalam dunia Islam. Banyak kasus muncul tidak cukup 
penjelasannya, hanya dengan menggunakan perangkat metodologi studi 
hukum Islam klasik (normatif-deduktif-tekstualistik). Misalnya, kasus 
tentang penetapan awal bulan Syawal-Ramadhan, konflik Sunni-Syi'i, 
dan penetapan status anak sirri. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, 
pada pertengahan abad ke-19 telah terjadi reformasi studi hukum Islam. 
Sayangnya, reformasi tersebut tidak pernah menyentuh level yang lebih 
fundamental, yakni dasar-dasar teoritis studi ilmu hukum Islam atau yang 
dikenal dengan ushul fikih sebagai Filsafat Hukum Islam (FHI). Ushul 
Fikih tetap saja memusatkan perhatiannya pada upaya penafsiran literal 
al-Guran dan as-Sunnah hardcore. Bahasa kedua sumber hukum ini 
ditafsirkan agar memiliki efek literal dan langsung berhubungan dengan 
kasus-kasus hukum. Akibatnya muncul kegelisahan intelektual tentang 
urgensi dan 4filitas ushul fikih dalam kajian keislaman. Kegelisahan 
tersebut diwujudkan dalam kecemasan bahwa ternyata sampai saat ini, 
wajah studi ilmu hukum Islam (ushul fikih) dan turunannya terasa kaku 
dalam menghadapi dan berkomunikasi dengan peradaban kekinian. 
Paling tidak kegelisahan tersebut dapat dilihat dari ekspresi intelektual 
Muslim kontemporer (postmodern) dalam bidang studi ilmu hukum 
Islam, seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur,'” Abdullah Saeed, 


dan Jasser Auda.'" 


40 Tentang Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur, silahkan lihat misalnya, 
M. Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fikih dan Dampaknya 
pada Fikih Kontemporer”, dalam Ainurrofig (ed.), Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma 
Ushul Fikih Kontemporer (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), hlm. 1-15. 

HI Tentang Abdullah Saeed dan Jasser Auda, silahkan lihat misalnya, M. Amin 
Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon 
Globalisasi”, asy-Syir'ah, Vol. 46, No. II, Juli-Desember 2012, hlm. 1-20, “at-Tawil 
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al-Tlmi: Ke arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, dalam al-Jami'ah: Journal 
of Islamic Studies, Yogyakarta, Vol. 39, No.2, Juli-Desember 2001, hlm. 363. Walaupun 
begitu, menurut penulis kritik wacana tetap saja bisa diberikan kepada kelompok yang 
menganut asumsi bahwa ushul fikih adalah metodologi yang rigid dan literalistik dengan 
beberapa alasan yaitu: Pertama, bila kita melihat fikih hanya semata sebagai corpus juris 
dari masa lalu atau sekedar muatan positif dari jurisprudensi Zaman Tengah atau 
kumpulan peraturan yang terbentuk secara historis, kita memang bisa menjadi amat 
pesimis. Seharusnya kita bisa membedakan antara hukum Islam sebagai kumpulan 
peraturan yang terbentuk secara historis, yaitu muatan positif dari teks-teks hukum 
Islam Zaman Tengah, dengan prinsip-prinsip serta pertimbangan-pertimbangan lebih 
umum mengenai hakekat dan sumber-sumber syari'ah yang muncul dalam horizon 
pemikir-pemikir besar studi hukum Islam. Sebagai contoh, dalam konteks penerapan 
syari'ah Islam tidak serta merta dianggap dan dipandang sebagai langkah mundur untuk 
kembali ke zaman lampau yang hampa atau dipandang sebagai kebangkitan kembali 
institusi hukum Zaman Tengah. Prinsip-prinsip dan asas-asas syari'ah seharusnya 
difahami sebagai hukum yang hidup, fleksibel dan responsif dalam menjawab 


kebutuhan-kebutuhan hukum baru dan perubahan zaman di dalam konteks sosial lebih 
uas yang dihadapi umat manusia. Bila fikih dianggap kaku, literal, dan cenderung 
tertinggal dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer maka hal tersebut bukan 
hanya ciri spesifik fikih. Banyak cabang pengetahuan terkini sekalipun juga tidak mampu 
menjawab berbagai masalah secara sendiri. Ia juga membutuhkan bantuan cabang 
pengetahuan lain, Kedua, selama ini istilah tag/id dan jjtihad selalu dihadapkan secara 


kontradiktif (bahkan cenderung kontra-produktif). Tag/id difahami sebagai sesuatu 
yang negatif yang harus dijauhi (gabulu gaulin bila hujjah) sedangkan jtihad sesuatu yang 
positif yang harus selalu digalakkan. Padahal, dengan menggunakan pendekatan sejarah, 
pandangan demikian tiak semuanya benar, untuk tidak mengatakan salah. Dengan 
menggunakan teori otoritas, kontinuitas, dan perubahan (change), maka relasi dan 
dialektika taglid dan ijtihad merupakan satu keharusan sejarah yang selalu muncul dalam 
perkembangan ushul fikih dan keduanya berperan positif dalam menggambarkan gerak 
dan dinamika sejarah pemikiran umat. Jika perkembangan ushul fikih bisa didekati 
dengan pendekatan ini, maka klaim bahwa ushul fikih merupakan ilmu yang kuno dan 
ketinggalan akan terbantahkan. Tentunya menjadi kurang tepat bila ada yang 
berpendapat bahwa ushul fikih sangat literal, karena justru pada masa nabi sebagaimana 
diungkapkan oleh Schacht, sekalipun hukum Islam dalam pengertian tekhnikal belum 
ada, namun pada masa inilah pertumbuhan dan perkembangan syariat yang sebenarnya. 
Bahkan, pada masa sahabat kita sudah bisa menglasifikasikan kaidah-kaidah ushuliyah 
dan metode ijtihad yang digunakan oleh fugaha sahabat dalam melakukan jjtihad 
sekalipun masih bercampur dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah istid/al, Menjadi tepat 
apa yang diungkapkan oleh Akh Minhaji, bahwa ketika Wael B. Hallag mengritik Fazlur 
Rahman dengan ungkapan “That Rahman does not seem to provide answers for such guestions 
may be tbe function of bis interest in elaborating a methodology confined in outlook to tbe revealed 
texts rather than a methodolgy of law proper, maka Minhaji berpendapat bahwa 
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Fazlur Rahman yang menggagas konsep double movement, 
berpendapat tidak lagi cukup memadai untuk menggunakan studi ilmu 
hukum Islam dalam teori fikih dan ushul fikih dengan model diadik 
antara gaft Iyyat dan ganniyat saja atau gat'i dan ganni. Ta menawarkan istilah 
ideal moral—dapat dibaca sebagai doktrin Ryju' ila al-Our'an wa as- 
Sunnah—dan legal spesifik—dapat dibaca sebagai positivisasi hukum Islam 
di Indonesia—sebagai pembagian awal tradisi Islam. Rahman juga 
menawarkan model diadik antara studi normative Islam dan historical Islam." 
Apabila diparalelkan dengan Syamsul Anwar, keduanya identik dengan 
al-giyam al-asasiyyah (seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan) dan 


a-ahkam al-far'iyyah (peraturan-peratutan hukum konkrit).'" 


Muhammad Arkoun, juga menawarkan pemahaman ulang 
tentang tradisi Islam dengan membedakan secara tegas dikotomik antara 
Turas (dengan T besar) dan turas (dengan t kecil). Ia mempertanyakan 
semakin kaburnya dimensi tarikhiyyat (kesejarahan) dari keilmuan fikih. 
Untuk mengoneksikan keduanya, Arkoun menggunakan istilah 


Islamologi Terapan atau at-Tatbigiyyah al-Islamiyah" Muhammad Syahrut 


Hallag lupa bahwa berdasarkan data sejarah, kajian atas hukum Islam selalu bertumpu 
pada upaya bagaimana memahami wahyu, dan wahyu itu sendiri berupa teks. Oleh 
karena itu kajian ushul fikih sejak dahulu hingga sekarang selalu berangkat dari upaya- 
upaya memahami sebuah teks. Lihat Syamsul Anwar, Pelaksanaan Syari'ah dalam Konteks 
Indonesia dan Kontribusi Pendidikan: Studi Peran Lembaga Pendidikan Tinggi Syari'ah, makalah 
diterbitkan oleh Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syari'ah IAIN Raden 
Intan, Palembang bekerja sama dengan Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 
3-4, Akh Minhaji, “Otoritas, Kontinuitas, dan Perubahan dalam Sejarah Pemikiran 
Ushul Fikih”, dalam kata pengantar Amir Mw'allim dan Yusdani, ljtihad dan Legislasi 
Muslim Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. v-xiv, Akh Minhaji, “Mencari 
Rumusan Ushul Fikih untuk Masa Kini”, a-Jami'ah, No. 65/XH/2000, hlm. 248-249, 
Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht (Yogyakarta: UII Press, 
2001), hlm. 15-23. 

2 Fazlur Rahman, “Approaches to Islam in Religious Studies”, dalam 
Approaches to Islam in Religious Studies, ed. Richard C. Martin (Tucson: The University of 
Arizona Press, 1985), hlm. 12. 

M3 Anwat, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, hlm. 147-162. 

M4 Muhammad Arkoen, “Islamologi Terapan”, terj. Syamsul Anwar, ak-Jami'ah, 
Vol. 1, 1995. 
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menawarkan teori bacaan kontemporer (gira'ah mu'asirah), Nasr Hamid 
Abu Zaid dengan reinterpretasi teks suci, Ali Harb dengan teori dari kritik 
akal menuju kritik teks, dan “Abdullah Ahmed an-Na'im dengan teori nasikh 
mansukh yang berbeda dari pemahaman selama ini. Hassan Hanafi 
menggunakan istilah #uras dan tajdid, kemudian mengoneksikannya 
menjadi zuras wa tajdid dalam kitab berjudul at-Turas wa at-Tajdid. Kitab 
tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Yudian 
Wahyudi, dengan judul Turas dan Tajdid: Sikap Kita terhadap Turas Klasik 
(2001), 


Tentang perkenalan Yudian terhadap pemikiran-pemikiran 
Hassan Hanafi, yang kelak akan menjadi objek kajian utama dalam 
disertasinya (bersama dengan Nurcholish Madjid dan Jabiri), terlukiskan 


dalam cerita berikut ini: 


Perkenalan saya (Yudian Wahyudi) dengan pemikiran Hassan Hanafi berjalan 
secara bertahap, lambat sekali. Salah seorang teman sekamar saya sewaktu 
mengambil program master di McGill University, Shonhaji Sholeh, bercerita 
tentang Hassan Hanafi, tanpa menyebut bahwa dia pernah mengindonesiakan 
salah satu karya filosof Mesir ini. Di musim gugur 1992, Gus Dur, setelah 
memberikan ceramah umum di McGill, bercerita kepada saya tentang Hasan 
Hanafi. Pemikir ini kurang dikenal di dunia Islam, khususnya di Indonesia, 
begitu Gus Dur menilai, karena dia menuangkan pikirannya dalam bahasa 
Perancis. Inilah pertama kali saya mendengar judul disertasi Hassan Hanafi, 
yaitu Les Methodes D'exegese: essai sur La Science des Fondaments de la Comprehension 
Um Usul Figih" (Metode-metode Tafsir: Kajian tentang Fondasi-fondasi Pemahaman 
Ulmu Ushul Figih). Buku lain yang disebut Gus Dur adalah Min ak Agidah ila 
Saurah (Dari Akidah Menuju Revolusi)—pen. sebagian isi buku ini telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: Dari Akidah ke Revolusi: 
Sikap Kita Terbadap Tradisi Lama (Buku Pertama, Pengantar Teoritis Menata Bangun 
Kembali Ilmu-ilmu Klasik Islam untuk Transformasi Sosial (Jakarta: Paramadina, 
2003)—. Pembicaraan ini tidak banyak memengaruhi pemikiran saya. 
Demikian pula ketika teman-teman LKIS “meledakkan' buku Kiri Islam di tahun 
1993, yaitu menterjemahkan buku Between Modernity and Post-Modernity: The 
Islamic Left and Dr. Hassan Hanafis Thought: A Radical Reading (Tokyo: The 
Institute of Middle Eastern Studies, International University of Japan, 1988), 


45 Hasan Hanafi, Turas dan Tajdid: Sikap Kita terbadap Turas Klasik, terj. Yudian 
Wahyudi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001). 
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karya Kazuo Simogaki, persis ketika saya baru pulang dari Kanada, sebab 
perhatian saya masih didominasi oleh Reorientasi Fikih Indonesia. Sebagai 
sebuah ijtihad, Fikih Indonesia cetusan Hasbi ash-Shiddiegy masih 


menggantung. Masih belum mengindonesia, karena kelemahan-kelemahan 


konsepsional Hasbi sendiri, yang mendorong saya mencari jalan keluarnya. 


Jika Yudian, khususnya di level FSH (Mazhab Jogja), dapat penulis 
sebut sebagai salah seorang transmitor pemikiran-pemikiran Hassan 
Hanafi, maka Syamsul Anwar adalah transmitor pemikiran-pemikiran 
Muhammad Arkoen. Setidaknya hal ini dibuktikan oleh Syamsul dengan 
menterjemahkan dua artikel Arkoen, masing-miasng berjudul “Ke Arah 
Islamologi Terapan” (1993)'" dan “Konsep Otoritas dalam Pemikiran 
Islam” (1996). Minhaji, pernah menginventarisir model tawaran Hasan 
Hanafi dan Arkoen (Abu Zayd, Syahrur, dan Ali Harb) di bidang hukum 
Islam yang tersebutkan di atas lewat artikel berjudul Persoalan Jender dalam 
Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam (2002)."” Dalam perspektif filsafat 
ilmu) Barat, hubungan diadik (studi ilmu hukum Islam) yang telah 
ditawarkan oleh para pemikir kontemporer studi hukum Islam tersebut, 
dikenal dengan istilah form dan matter, maximal dan minimal, one dan many, 


deductive dan inductive, subjective dan objective. Dalam perspektif antropologi 


MG Jhbid., hlm. v. 

M7 Syamsul Anwar, “Ke Arah Islamologi Terapan”, ak-Jami'ah, No. 53, 1993, 
hlm. 65-80. Artikel ini diterjemahkan dari tulisan Arkoen, “Haula al-Antrubulujiya ad- 
Diniyyah: Nahwa Islamiyyat Tatbigiyyah”, yang merupakan salah satu judul tulisan 
dalam Arkoen, Tarikhiyyah al-Fikr al-“Arabi al-Islami, terj. Hasyim Shalih (Beirut: Markaz 
al-Gaum, 1986). 

"8 Syamsul Anwar, “Konsep Otoritas dalam Pemikiran Islam”, asy-Syir'ah, No. 
4, 1996, hlm. 71-93. Artikel tersebut diterjemahkan dari tulisan Arkoen yang berjudul 
“Concept of Authority in Islamic Thought: La Hukma illa Lillah”, dalam Ferdinand dan 
Mehdi Mozaffari (ed.), Islam: State and Society (London: Curzon Press, 1988), hlm. 53-73, 
Bosworth dkk (eds.), The Islamic World from Classical to Modern Times: Essays in Honor of 
Bernard Lewis (Princeton: The Darwin Press, 1989), hlm. 31-54. Terjemahan Syamsul 
tersebut berasal dari edisi yang telah diperbaiki dalam buku yang kedua. 

4? Akh. Minhaji, “Persoalan Jender dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum 
Islam”, dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Jender dalam Islam (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2002). 
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dikenal juga istilah h1gh tradition atau big tradition dan little tradition atau low 


tradition. 


Jika kita menggunakan kerangka pemikiran Lutfi Assyaukani, 
tentang tiga tipe pemikiran Islam saat ini dalam memandang tradisi (Zuras) 


dan modernitas,'” 


maka menurut penulis, para pemikir studi hukum 
Islam kontemporer yang mencoba menawarkan paradigma alternatifnya 
di atas-walaupun tidak secara keseluruhan—masuk pada tipologi yang 
pertama dalam artian mereka ingin menawarkan reformulasi dan 
reorientasi studi hukum Islam yang mencerminkan nilai-nilai keislaman 
pada satu sisi, namun pada sisi lain menawarkan sebuah studi hukum 
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat postmodern saat ini. Mereka 
ingin menawarkan analisa tekstual-kontekstual yang terstruktur sehingga 
melahirkan hukum Islam yang lebih humanis dan substansial, namun 


tetap dalam bingkai maksud wahyu. 


Berdasarkan eksplorasi di atas, maka menurut penulis, salah satu 
paradigma alternatif yang hendaknya ditawarkan dalam mengkaji studi 
ilmu hukum Islam adalah paradigma integralis. Sebuah paradigma yang 


mencoba memahami ajaran agama Islam secara total (Zotal discourse) 


50 Ada tiga tipe pemikiran. Pertama: 'ipologi trangformatik, kedua, tipologi 
reformistik, dan ketiga tipologi ideal-totalistik. Tipologi trangformatik berarti melakukan proses 
transformasi masyarakat Arab Muslim dari budaya tradisional-patriarkhal kepada 
masyarakat rasional-ilmiah. Mereka menolak cara pandang agama dan kecendrungan 
mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis, serta menganggap agama dan tradisi masa 
lalu sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang. Tipologi reformistik ingin 
mereformasi #urag dengan penafsiran-penafsiran baru sesuai dengan tuntutan zaman. 
Inti dari tipologi ini adalah kecendrungan untuk meyakini bahwa antara #wras dan 
modernitas kedua-duanya adalah baik. Oleh karena itu harus ada upaya 
mengharmoniskan keduanya dengan tidak menyalahi akal sehat. Tipologi ideal-totalistik 
memandang Islam sebagai ajaran yang ideal dan bersifat totalistik. Mereka tidak butuh 
teori atau metode dari barat. Bagi mereka yang dituntut adalah kembali pada al-Gur'an 
dan as-Sunnah dan meniru pada keaslian Islam yang pernah dipraktikkan oleh Nabi 
Muhammad saw dan keempat khalifahnya. A. Lutfi Assyaukanie, “Tipologi dan Wacana 
Pemikiran Arab Kontemporer” dalam Jurnal Paramadina, Vol. 1, No. 1 (Juli-Desember, 
1998), hlm. 63-95. 


90 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab III: Epistemologi Studi Ilmu Hukum Islam: Global, Nasional, dan Lokal 


berdasarkan premis ilmiah dan premis imaniah yang ada pada masa dulu 
(past-itba'), sekarang (present-ibtida'), dan akan datang (future-ibda'), saat 
ajaran itu dipergunakan. Rasionalitas yang ingin dibangun oleh paradigma 
integralis tersebut adalah melakukan penalaran interkonektif yang sesuai 
dengan sistem pengetahuan masyarakat klasik, modern, dan postmodern 
serta sesuai dengan realitas dunia yang sudah terhubung secara trialektis, 
yaitu realitas objektif (7irstness), subjektif (secondness), dan inter-subjektif 
(hirdness) di masyarakat (societal system). 


Jika ditarik dalam konteks studi ilmu hukum Islam (ushul fikih), 
berarti perangkat keilmuan yang digunakan bukan lagi terbatas pada 
perangkat-perangkat bayani-tekstual-deduktif yang sudah ada. Bahkan 
dalam tataran yang lebih ekstrim tidak lagi menggunakan perangkat 
keilmuan ushul fikih klasik (revolutif), tetapi juga menggunakan 
pendekatan-pendekatan baru, yang menggunakan perangkat-perangkat 
burhani-kontekstual-induktif yang diberikan oleh disiplin ilmu alam, ilmu 
sosial, dan ilmu humaniora (sosiologi (hukumJ, sejarah (hukumJ, 
antropologi (hukum)J, sastra, linguistik, hermeneutik, cultural studies, 


psikologi, dan perangkat ilmu lainnya). "' 


Selain itu dapat juga serta dipoles dengan nalar “rfani yang etik- 
abduktif. Bagi kelompok tersebut, sumber pengetahuan bukan lagi 
terbatas pada interpretation teks-deduktif-subjektif (an-nas)—studi ilmu 
hukum Islam normatif—, tetapi juga seluruh experience realitas-induktif- 
objektif (al-wagi—studi ilmu hukum Islam empiris—, baik realitas alam, 
sosial, maupun keagamaan. Sebab, dalam paradigma klasik, teks 
cenderung dipahami sebagaimana segalanya (tertulis atau tidak, kitab 
suci atau bukan). Dalam konteks inilah Hassan Hanafi menulis kitab 
berjudul Min an-Nas ila al-Wagi''” Judul kitab ini terkesan ingin 


51 M. Amin Abdullah, “at-Ta'wil al-Ilmi: Paradigma Baru Penafsiran Kitab 
Suci”, dalam M. Amin Abdullah dkk, Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural 
(Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002), hlm. 13-34. 

12 Hassan Hanafi, Min an-Nas ila al-Wagi” (Kaito: Matbuli, t.t.). 
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meninggalkan teks, sebab menggunakan formula “dari... .ke'. Penulis lebih 
setuju apabila formulasi judulnya diganti dengan an-Nass wa al-Wagi'. 
Hubungan kedua sumber pengetahun dalam studi ilmu hukum Islam 
tersebut harus dikoneksikan dan diklarifikasikan dengan filsafat 
(pbilosophical of clarificationy—studi ilmu hukum Islam filosofis—, dengan 
model bernalar abduktif-intersubjektif. Dengan kata lain, dalam studi 
hukum Islam integralis meniscayakan adanya de-ideologisasi teori ilmu 


pengetahuan. 


Tentu saja paradigma seperti ini agak sulit diterima oleh para 
pengkaji studi ilmu hukum Islam yang menganut mazhab klasik 
(conventional of understanding), karena pertama, mereka menempatkan teks 
(nass) -Gur'an dan al-Hadis sebagai titik berangkat awal dalam analisa 
persoalan hukum (nalar deduktif). Kedua, tawaran mereka tidak memiliki 
landasan kuat pada kerangka teoritik ilmu ushul fikih yang sudah ada 
sebelumnya. Ketiga, kerangka keilmuan ushul fikih tidak mungkin bisa 
diletakkan dalam wilayah shift paradigm secara revolutive, namun harus 
dimaknai secara evolutif. Hal ini dapat dipahami dalam ungkapan “4/- 
mubafadah 'ala al-gadim as-salih (tradition-ananging ora keli) wa a-akhgu bi al- 
Jadid al-aslah ftranslation-angeli/, atau ungkapan think globally act locally. 
Dengan masih digunakannya teks (badarat an-nas) sebagai salah satu pilar 
sumber pengetahuan studi ilmu hukum Islam, model studi ilmu hukum 
Islam integratif-interkonektif dapat disebut bersifat evolutif-kritis. 


Menurut penulis, secara sederhana, genealogi arkeologis 
pengetahuan studi ilmu hukum Islam di FSH sebaiknya dibaca dengan 
kacamata perkembangan nalar lokal, nasional, dan global. Ketiga tahap 
tersebut dapat diterjemahkan sebagai gerak internalisasi, eksternalisasi, 
dan objektifikasi. Proses pergerakan tersebut tidak dilakukan oleh satu 
atau dua orang saja, tetapi dipikirkan oleh co/lective intellectual. Proses 
pergerakan sejarah pemikiran studi ilmu hukum Islam di FSH tersebut 


tidak berjalan secara linier, tetapi secara sitkular. 
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Posisi Mazhab Jogja: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global 


Integrasi-Interkoneksi 


Fikih Indonesia 
Mazhab Jogj 1 


Berdasarkan gambar di atas, ada tiga komposisi dalam Mazhab 
Sunan Kalijaga yang penulis gagas, yaitu Mazhab Jogja (dan Mazhab 
Sapen), Fikih Indonesia, dan Integrasi-Interkoneksi. Secara historis, yang 
muncul pertama kali adalah gagasan Fikih Indonesia yang telah 
diperkenalkan oleh Hasbi pada tahun 60-an,'? kemudian batu muncul 
Mazhab Jogja dan Integrasi-Interkoneksi, masing-masing pada tahun 
2002”4 dan 2006.” Berbeda dengan komunitas Mazhab Jogja yang 
asalnya dicetuskan oleh civitas akademika FSH UIN Sunan Kalijaga, 
ada juga istilah Mazhab Sapen, yang cakupannya lebih luas, yaitu civitas 
akademika IAIN/UIN Sunan Kalijaga, terutama Fakultas Ushuluddin 
dan Pemikiran Islam (FUPI). Oleh karenanya penulis dapat mengatakan 
di sini, bahwa leluhurnya Mazhab Sapen adalah Mukti Ali (di FUPI), 


yang memperkenalkan Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, dan 


158 Lihat, Nourouzzaman Shiddiegy, Fikih Indonesia Penggagas dan Gagasannya: 
Biografi Pejuang dan Pemikir Teungku Muhammad Hasbi ash-S hiddiegy (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1997). 

!$# Lihat, Ainurrofig (ed.), “Mazhab” Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih 
Kontemporer (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002). 

58 Lihat, M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Paradigya Integratif 
Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 
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leluhurnya Mazhab Jogja adalah Hasbi ash-Shiddiegy (di FSH), yang 
telah memperkenalkan Fikih Indonesia. Sedangkan M. Amin Abdullah 
adalah pencetus Mazhab Integrasi-Interkoneksi. Kita harus bisa 
membangun sinergitas antara wilayah lokal, nasional, dan global tersebut, 
dengan cara mensinergikan dan mengembangkan etos intelektual di 
Mazhab Jogja dan Mazhab Sapen, menuju ke level nasional, yaitu Neo- 
Fikih Indonesia (Mengindonesiakan Fikih Indonesia dan Objektifikasi 
Fikih indonesia), yang dapat dikembangkan menjadi Hukum Islam 
Indonesia, hingga akhirnya bisa berbicara di level global dengan paradigma 
integrasi-interkoneksi. Hubungan antara dimensi lokal, nasional, dan global 
tersebut bersifat sirkular, bukan struktural. Apabila Mukti Ali dapat disebut 
sebagai Bapak Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, Hasbi ash- 
Shiddiegy sebagai Bapak Fikih Indonesia, maka M. Amin Abdullah adalah 


Bapak Integrasi-Interkoneksi Keilmuan di Indonesia. 


3. Globalisasi Studi Hukum Islam: Merajut Tradisionalitas, 
Modernitas, dan Postmodernitas 


Tanggal 29 September 2012, FSH UIN Sunan Kalijaga pernah 
mengadakan acara Seminar Nasional bertajuk Rekonstruksi dan Paradigma 
Keilmuan dalam Pengembangan Keilmuan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Salah 
satu presentator dalam acara tersebut adalah M. Amin Abdullah (Rektor 
IAIN/UIN Sunan Kalijaga periode 2001-2005 dan 2006-2010), yang 
membawakan artikel berjudul Bangunan Baru Hpistemologi Keilmuan Studi 
Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi (2012). Artikel tersebut kemudian 
ditepto ulang dengan judul Metode Pembacaan Teks Secara Makro (2013)."6 
Yang perlu penulis garis bawahi dalam artikel Amin tersebut adalah 
diwacanakannya relasi antara studi hukum Islam dan globalisasi. Sebab, 


FSH telah menetapkan tahun 2025 sebagai tahun 90 international-nya. 


156 M. Amin Abdullah, “Metode Pembacaan Teks Secara Makro: al-Oira'ah al- 
Magasidiyyah melalui Pendekatan Systems”, dalam Siti Ruhaini dkk (eds.), Menuju Hukum 
Keluarga: Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak (Yogyakarta: Suka Press, 
2013), hlm. 145-186. 
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Dalam perspektif gelombang peradaban, era globalisasi dapat 
disebut juga sebagai era post-industri, yang disebut oleh Toffler sebagai 
“gelombang ketiga”. Secara umum sejarah kehidupan manusia (buman 
history) dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama adalah dari 
masyarakat pemburu yang nomad menuju masyarakat agrikultur (from 
bunter-gatherer to agricultural societies), gelombang kedua adalah dari 
masyarakat agrikultur menuju masyarakat industri (from agricultural to 
industrial ones). Sedangkan “gelombang ketiga? adalah dari masyarakat 
industri menuju masyarakat post-industri. Periode ketiga inilah yang 
disebut oleh Toffler sebagai information society, information age, dan juga 
post-industrial area" Dalam kacamata Francis Fukuyama, gelombang 
ketiga ini mengalami great disruption (goncangan luar biasa) di tengah- 
tengah masyarakat yang disebabkan oleh gangguan serius terhadap nilai- 
nilai sosial yang dianut oleh masyarakat." Sementara itu dalam perspektif 
ilmu sejarah agama-agama, menurut Keith Ward, gelombang ketiga itu 
disebut dengan fase #oba/.'” Dalam era globalisasi ini, biasanya terjadi 
jurang pemisah yang cukup tajam antara teks dan konteks. Bagi studi 
ilmu hukum Islam, pilihannya tentu bukan global saja atau lokal saja, bukan 
universal saja atau partikular saja, bukan gati saja atau ganni saja, bukan 
makiyyah saja atau madaniyyah saja, bukan normative Islam saja atau empirical 
Islam saja, tetapi think and act globally-locally "—tmeminjam istilah Khaled 


17 Alvin Toffler, The Third Wave (New York: William Morrow, 1980), hlm. 24. 

18 Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the Reconstruction 
of Social Order (New York: The Free Press, 1999), hlm. 3-5. 

1 Menurut Keith Ward, ada empat fase studi terhadap fenomena agama, 
yaitu /ocal (oral), canonical (written), critical (research), dan global (technology). Keith Ward, The 
Case for Religion (ttp: Oxford Press, 2004), hlm. 45. 

'0 Istilah act locally and think globally (bertindak dan berbuatlah di lingkungan 
masyarakat sendiri menurut aturan-aturan dan norma-norma tradisi lokal serta berpikir, 
berhubungan dan berkomunikasilah dengan kelompok lain menurut cita rasa dan 
standar aturan etika global) sudah mulai muncul ke permukaan sejak dekade delapan 
puluhan (1980-an), namun hingga sekarang, seperempat abad kemudian, belum juga 
kunjung ketemu formula yang jitu tentang hal tersebut. Pengalaman kemanusiaan 
merasakan hal-hal yang sebaliknya. Bukannya kedamaian, mutual trust, peaceful coexistence, 
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Abou Fadl—yang terajut dan teranyam secara dialogis-negosiatif.' 


Dalam kata pengantar buku Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama 
dan Umum (2003), Minhaji, yang pada saat itu menjabat sebagai Pembantu 
Rektor Bidang Akademik IAIN/UIN Sunan Kalijaga (2001-2005), juga 
telah menjelaskan keterkaitan antara studi (hukum) Islam dan era 


globalisasi tersebut. Menurut Minhaji: 


Science and religion dan at-turas wa at-tajdid merupakan kata-kata yang selalu 
menarik perhatian kalangan intelektual. Memasuki millenium ke-3 (gelombang 
ketiga) dan era globalisasi, kata-kata tersebut semakin mengemuka dan 
mendapat sorotan serta dikaji secara mendalam...Di samping itu, studi 
(hukum) Islam konvensional tidak sesuai dengan era globalisasi, yang ditandai 
dengan dunia tanpa batas yang dipelopori oleh revolusi IT (Information 
Technology)...Dengan demikian, studi (hukum) Islam dengan pembidangan 


at-ta'ayus as-silmi, tolerance, tasamuh antar sesama dan antar kelompok umat manusia, 
tetapi malah kekerasan, 2/0/ence, prejudice (buruk sangka), su'u ag-gan keagamaan, etnisitas, 
kelas, ras, kepentingan, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional 
(global). Seolah-olah semua malah ingin membalik adagium act and think locally only, 
tanpa harus dibarengi 4)ink globally. Di dalam bergaul, berhubungan dan berkomunikasi 
dengan kelompok lain tak merasa perlu mempertimbangkan dan mengindahkan tata 
aturan, hukum-hukum, kesepakatan-kesepakatan dan hubungan internasional. Masing- 
masing kelompok etnis, agama, kelas, kultur ingin mempertahankan, bahkan sekte, 
mazhab atau aliran pemikiran tertentu ingin mengokohkan dan mempertegas identitas 
lokal keagamaan, identitas kultural, identitas etnis, identitas politik karena merasa di 
bawah bayang-bayang ancaman dominasi dan hegemoni kultur, budaya atau peradaban 
asing tertentu. M. Amin Abdullah, “Mempertautkan 'U/um ad-Din, a-Fikr aklslami, 
dan Dirasah Islamiyah: Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Global”, dalam 
Workshop Pembelajaran Inovatif Berbasis Integrasi-Interkoneksi, Yogyakarta, 19 Desember 
2008, hlm. 1-2. 

I1 Buku baru sebagai respons terhadap perkembangan pemikiran Islam 
kontemporer, khususnya pada bidang hukum Islam, adalah Khaleed Abou el-Fadl, 
Speaking in Gods Names: Islamic Law, Authority and Women. Dalam buku ini Khaleed 
mengusulkan perlunya memunculkan genre pemikiran Islam baru dengan 5 (lima) items 
yang saling terkait, yaitu: kemampuan mengendalikan diri (se/f restrain), sungguh-sungguh 
(diligent), mnenyeluruh (comprehensiveness), kemasukakalan (reasonableness), dan jujur (bonesty). 
Pemikiran Islam baru ini bercorak “negosiatif” antar berbagai kelompok dan faksi 
yang saling memperebutkan otoritas pembacaan dan penafsiran ajaran Islam di era 
kontemporer. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Atas 
Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif (Jakarta: Serambi, 2004). 
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ilmu yang diajarkan di IAIN harus menyesuaikan dengan konteks global. Untuk 
hal ini, para sarjana Islam di beberapa negara telah melakukan perombakan 
terhadap pembidangan ilmu yang ingin diajarkan kepada mahasiswanya. 
Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan integratif yang 


2 yhich has sought to combine 


2163 


berartt—meminjam istilah dari Andrew Jamison 
elements of indigenous knowledge traditions in one another development frame wor 


Dengan mengutip beberapa pendapat pemikir seperti James H. 
Hittelman, Jabiri, dan Johannes Dragsbaek, Minhaji' kemudian 
memaparkan beberapa definisi mengenai era globalisasi tersebut. 
Misalnya, Hittelman memaknai globalisasi sebagai CA historical 
transformation, extending and aceelerating interactions across time and space, with 
profound implications in terms of changing power relations, as well as for the capacity 
of a community to determine its own jate”'” Adapun menurut Jabiri, globalisasi 
adalah “A worldwide system or trend that encompass finance, marketing international 
exehanges and communications, politics and ideology”.'' Sementara Dragsbaek 
mendefinisikan globalisasi sebagai “The expression of concern about the 
evolution of the capitalist world system now that there apparently does not seem to be 


any viable alternative” '" 


12 Andrew Jamison, “Globalization and the Revival of Traditional 
Knowledge”, dalam Johanes Dragsbaek Schmidt dan Jacgues Hersh (ed.), Globaligation 
and Social Change (London and New York: Routledge, 2000), hlm. 84. 

!9 Akh. Minhaji, “Transformasi IAIN Menuju UIN: Sebuah Pengantar”, dalam 
Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam 
dan Umum (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. vii dan xii. Buku ini berasal dari materi 
Seminar dan Lokakarya bertemakan: “Reintegrasi Epistemologi Pengembangan 
Keilmuan di IAIN”, yang dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 September 2002. 

' Minhaji, “Transformasi IAIN Menuju UIN: Sebuah Pengantar”, hlm. xii. 

'5 Jammes H. Hittelman, “The Future of Globalization”, makalah disampaikan 
dalam The Pok Rafaeh Chair Public Lecture, Institute Kajian Malaysia dan Antarbangsa, 
University Kebangsaan Malaysia, 10 Agustus 1999, hlm. 7. 

!6 Mohammed al-Jabiri, “Contemporaty Arab Views on Globalization”, 
diakses oleh Minhaji pada tanggal 14 Desember 2001. 

'7 Johannes Dragsbaek Schmidt dan Jagues Hers, “Introduction: Globalization 
ot the Coming-of-Age of Capitalism”, dalam Johanes Dragsbaek Schmidt dan Jacgues 
Hersh (eds.), Globalization and Social Change (London and New York: Routledge, 2000), 
hlm. 1. 
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Istilah “globalisas?, menurut Mansur Fakih, dapat dipahami 
sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa 
ke dalam suatu ekonomi global. Globalisasi ini ditawarkan ke dunia 
sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan pertumbuhan 
ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi 
semua.'8 Berbeda dengan Fakih, Anthony Gidden melihat globalisasi 
sebagai fenomena baru yang lebih luas dari sekedar perdagangan bebas. 
Menurut Gidden, globalisasi harus dipandang sebagai sistem 
pembangunan dunia yang berskala besar (global institution). Dalam 
hubungan tersebut, menurutnya, globalisasi merupakan suatu tindakan 
berwawasan jauh ke depan.'” Dengan sifatnya yang jauh ke depan ini, 
globalisasi menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan antar manusia, 
sehingga semua aspek kehidupan manusia tersentuh oleh globalisasi ini. 
Dewasa ini, era globalisasi ditandai dengan perkembangan informasi 
dan komunikasi yang amat pesat, sehingga melahirkan apa yang lazim 
dikenal dengan era cybernetic. Pada era ini umat manusia bukan hanya 
diperkenalkan tentang eyberspace, tetapi juga cybersociety, eybercity, dan bahkan 
cybernation. Era globalisasi ini pada gilirannya melahirkan transformasi 
dunia menjadi kampung global (global village), dimana dunia telah menjadi 
dunia terbuka dan tanpa batas (borderless world)."" Dalam buku Falsafah 
Kalam di Era Postmodernisme (1995), Amin menyebutkan bahwa era 
globalisasi menyebabkan batas-batas dan sekat-sekat tradisonal—seperti 
politik, geografis, regional, dan bahasa—sebenarnya masih ada, tetapi 


sudah mulai bergeser makna dan muatannya.'" 


161 


$ Mansoet Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 211. 

19 Anthony Gidden, “The Third Way” (Jalan Ketiga), terj. Ketut Arya Ardika 
(Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 151-160. 

10 HLA.R. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Islam dalam Perspektif 
Abad 21 (Magelang: Tera Indonesia, 1999), hlm. 304. 

YM. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Bra Postmodernisme (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1995), hlm. 67. 
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Salah satu artikel yang secara khusus telah mengkaji hubungan 
antara studi (hukum) Islam dan globalisasi, ditulis oleh alumni Mazhab 
Jogja Pascasarjana (S-3) UIN Sunan Kalijaga, yaitu Abdullah Aly, berjudul 
Pengembangan Studi Islam di Indonesia Pada Era Globalisasi: Kasus LAIN 
(2003). Era globalisasi, dalam konteks pengembangan studi (hukum) 
Islam, artikel tersebut merekomendasikan adanya pemaduan berbagai 
metode secara integratif.” Jadi, epistemologi studi ilmu hukum Islam 
di era global(isasi) dapat dimaknai sebagai model the third wave (Alvin 
Toffler), atau model the third way (Anthony Giddens), atau model the 
world 3 (Charles S. Peirce). Apabila dimensi lokal dapat disebut sebagai 
the world 1, dimensi nasional sebagai the world 2, maka dimensi global 
sebagai #he world 3. Ketiganya harus diintegrasikan dan diinterkoneksikan, 
yang penulis bahasakan dengan istilah “tiga dunia” atau #he Hhree worlds. 


Atas ijin dari Pak Amin, dua artikelnya yang tersebutkan di atas, 
Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon 
Globalisasi (2012) dan Metode Pembacaan Teks Secara Makro (2013), banyak 
penulis ungkapkan kembali dalam buku ini, untuk tidak mengatakan 
'mencangkokkan'nya atau “menempelkannya' dalam buku ini, dengan 
beberapa pengembangan di sana sini. Amin sebenarnya pernah menulis 
tema globalisasi, dikaitkan dengan teologi dan filsafat dalam artikel 
berjudul Teologi dan Filsafat Dalam Perspektif Globalisasi Ilmu dan Budaya 
(1992). Menurut Amin: 

Untuk menjembatani jurang pemisah yang ada antara teks dan konteks, antara 

cara berpikir deduktif dan induktif, antara teks dan penafsir teks, antara agama 


(din) dan pengetahuan keagamaan (Ulum ad-din), antara yang “tetap” dan “yang 
berubah?, antara maskulinisasi epistemologi dan feminisasi epistemologi, antara 


172 Abdullah Aly, “Pengembangan Studi Islam di Indonesia pada Era 
Globalisasi: Kasus IAIN”, dalam Profetika, Vol. 5, No. 1, Januari 2003, hlm. 128. 
138 Lihat, M. Amin Abdullah, “Teologi dan Filsafat Dalam Perspektif 
Globalisasi Ilmu dan Budaya”, dalam Seminar Internasional tentang Agama dan Perkembangan 
Kontemporer: Suatu Pembahasan Perbandingan, diselenggarakan oleh Departemen Agama 
Republik Indonesia dengan Pelaksana Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 23-26 September 1992. 
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studi (hukum Islam) normatif dan studi (hukum Islam) empiris, dan 
sebagainya, harus memperhatikan tiga dimensi trilogis berikut ini, yaitu dimensi 
waktu (time: traditional, modern, and postmodern), tingkat pendidikan (sarjana, 
master, dan doktot), dan ruang (space: lokal, nasional, dan global). 


Dalam kerangka teori buku ini, ketiga dimensi tersebut penulis 
sebut dengan istilah 117ye, level, dan space. Selain tiga dimensi itu, masih 
menurut Amin, harus juga memperhatikan pertautan antara “1/1m ad- 
din, al-fikr akislami, dan dirasah islamiyah."' Menurut penulis, hubungan 
ketiganya dapat digambarkan seperti model diagram yang mempunyai 
tiga jenis garis, yaitu garis vertikal, garis vektor, dan garis horizontal. 
Bisa saja, mahasiswa pada level sarjana misalnya, dapat berpikir global 
dan mengenal isu-isu postmodern. Sebaliknya, banyak juga para doktor 
dan guru besar yang pikirannya hanya lokalis, bahkan hanya sebagai 
“pemuja” artefak-artefak klasik, atau pengoleksi “besi tua', dalam bahasa 
Yudian Wahyudi." Jarang sekali—untuk tidak mengatakan tidak ada— 
, seorang doktor dan guru besar yang bisa menulis buku atau artikel 
ilmiah yang bisa melampaui kualitas karya disertasinya atau naskah pidato 
pengukuhan guru besarnya. Sehingga yang terjadi adalah self plagiarism 
(mengkompilasi artikel-artikel yang pernah dipublikasikan dalam bentuk 
buku baru). Padahal, disertasi itu hanyalah pintu gerbang saja untuk 
menunjukkan jati diri sesungguhnya, sebagai seorang ilmuwan atau 
pecundang. Idealnya, apapun derajat (level) pendidikannya, harus bisa 
mengenal semua dimensi #ime dan space di atas. Harusnya, yang selalu 
kita motivasikan adalah membuat karya besar, bukan hanya bercita-cita 
menjadi guru besar. Sebab, banyak sekali guru besar yang tidak punya 


karya besar. Bahkan, banyak juga guru besar yang masih 'rasa' sarjana. 


19 M. Amin Abdullah, “Agama dan Perempuan”, Kompas, Rabu, 6 Pebruari 
2013, hlm. 7. 

15 M. Amin Abdullah, “Mempertautkan U/um ad-Din, al-Fikr al-Islami, dan 
Dirasat ak-Islamiyyah: Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Globa?”, dalam 
Marwan Saridjo (ed), Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 21-40. 

1G Wahyudi, Islam dan Nasionalisme, hlm. 25. 
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Tidak ada yang dapat menyangkal jika dikatakan bahwa dalam 
150 sampai 200 tahun terakhir (abad ke-19 dan abad ke-20), sejarah 
umat manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Terjadi perubahan 
yang luar biasa dalam sejarah manusia dalam mengatur dan memperbaiki 
kualitas kehidupannya. Perubahan yang dahsyat dalam perkembangan 
ilmu pengetahuan, tatanan sosial-politik dan sosial-ekonomi, hukum, 
tata kota, lingkungan hidup dan begitu seterusnya. Perubahan dahsyat 
tersebut, menurut Abdullah Saeed, sebagaimana dikutip oleh Amin,'” 
antara lain terkait dengan globalisasi, migrasi penduduk, kemajuan sains 
dan teknologi, eksplorasi ruang angkasa, penemuan-penemuan 
arkeologis, evolusi dan genetika, pendidikan umum dan tingkat literasi. 
Di atas itu semua adalah bertambahnya pemahaman dan kesadaran 
tentang pentingnya harkat dan martabat manusia (human dignity), 
perjumpaan yang lebih dekat antar umat beragama (greater inter-faith 
interaction), munculnya konsep negara-bangsa (nation state) yang berdampak 
pada kesetaraan dan perlakuan yang sama kepada semua warga negara 
(egual citigenship), belum lagi kesetaraan jender dan begitu seterusnya. 
Perubahan sosial yang dahsyat tersebut berdampak luar biasa dan 
mengubah pola berpikir dan pandangan keagamaan (religious worldviem) 
baik di lingkungan umat Islam maupun umat beragama yang lain." Global 
issues di atas ditunjukkan oleh metafora spider web kluster kelima dalam 
pendekatan integrasi-interkoneksi (i-kon). Merubah cara berpikir (way 
of thinking) yang lebih integratif-interkonektif-sistemik (i-kon's), adalah 


salah satu solusi menghadapi perubahan-perubahan tersebut. 


YM. Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum 
Islam dalam Merespon Globalisasi”, Jurnal asy-Syirah, Vol. 46, No. II, Juli-Desember 
2012, hlm. 316-317. Artikel ini pernah dipresentasikan dalam acara seminar nasional: 
“Rekonstruksi dan Paradigma Keilmuan dalam Pengembangan Keilmuan Fakultas 
Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga”, Yogyakarta, 29 September 2012. 

18 Abdullah Saeed, Interpreting the Our'an: Towards Contemporary Approach (New 
York NY: Routledge, 2006), hlm. 2. 
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Misalnya, dalam konteks studi (hukum) Islam diadik-integratif,” 
di level lokal Mazhab Sapen, Mukti Ali menawarkan konsep seientifi- 
cum-doctriner, M. Amin Abdullah menawarkan istilah 'normativitas' dan 
?historisitas—sebelum akhirnya berevolusi (bukan berrevolusi) ke model 
triadik hadarah—, dan Minhaji dengan istilah noryative Islam dan empirical 
Islam. Dalam konteks Religions Studies, konsep diadik integratif antara 
normativitas dan historisitas—Agama Hindu menyebutnya dengan istilah 
'sruti” (normativitas) dan 'smerti” (historisitash—yang pernah digagas oleh 
Amin pada tahun 90-an, misalnya, juga dapat dimasukkan ke dalam 
kluster ini." Dalam tradisi 'U/um ad-Din, seperti ilmu Kalam, Tasawuf, 
Filsafat Islam, Tafsir, dan Ushul Fikih, juga dikenal adanya konsep diadik- 
integratif seperti ini. 

Menurut Amin,"' dalam khazanah pemikiran keagamaan Islam, 
khususnya dalam pendekatan ushul fikih, dikenal juga istilah diadik- 
integralis antara as-sawabit (hal-hal yang diyakini atau dianggap tetap, 
tidak berubah) wa al-mutagayyirat (hal-hal yang diyakini atau dianggap 
berubah-ubah, tidak tetap). Dalam konteks studi ilmu hukum Islam 
dikenal adanya istilah gat7 dan ganni. Adonis menyebutnya dengan istilah 
as-sabit wa al-mutahanwi/” dan Muhammad al-Jabiri dengan istilah a/- 


mukawwin dan a-mukawwan."” Sedangkan dalam pendekatan /alsafah 


19 Lihat misalnya, Waryani Fajat Riyanto, Studi Islam Integratif di Indonesia 
(Yogyakarta: tnp., 2013), hlm. 344. 

180 M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 45. 

181 Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam 
Merespon Globalisasi”, hlm. 3175 “Metode Pembacaan Teks Secara Makro”, hlm. 147. 

182 Adonis, as-Sabit wa a-Mutahanwik: Bahs ff a-lbda' wa al-ltba' 'inda al-Arab 
(London: Dar as-Sagi, 2002), hlm. iv. Buku Adonis ini telah diterjemahkan oleh Khairon 
Nahdiyyin ke dalam bahasa Indonesia, Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam 
(Yogyakarta: LKIiS, 2007). 

188 Muhammad Abed al-Jabiti, Takwin Agl ak Arabi (Beirut: Markaz as-Sagafi 
al-Arabi, 1991), hlm. 15. Menurut Jabiri, nalar (al 'agl) terbagi dua: Pertama, nalar 
pembentuk (al-'agl al-mukawwin). Yang pertama ini disebut dengan nalar murni, sesuatu 


yang membedakan manusia dengan binatang. Semua manusia mempunyai akal tersebut, 
Kedua, nalar terbentuk (al-'agl a-mukawwan). Yang kedua ini disebut dengan nalar budaya, 
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(philosophy of Islam), sejak Aristotle hingga sekarang, juga dikenal apa 
yang disebut dengan hubungan diadik integratif antara form dan matter, 
antara hagg dan khalg, dan antara lahut dan nasut."" Belakangan di 
lingkungan khazanah keilmuan antropologi (agama), khususnya dalam 
lingkup pendekatan penomenologi agama, dikembangkan analisis pola 
pikir diadik integratif yang biasa disebut dengan general pattern (high 


tradition-maximal) dan particular pattern (low tradition-minimal)."" 


Selain menggunakan istilah sabit dan mutahawwil, Adonis juga 
menggunakan istilah ibda' dan itba'. Menurut Adonis, kata ittiba'a artinya 
imitatif, sedangkan kata ibda' artinya £reatif. Di sini, yang mapan atau as- 
sabit dalam bingkai kebudayaan Arab-Islam didefinisikan oleh Adonis 
sebagai pemikiran yang berdasar pada teks. Sementara yang berubah 
atau a-mutahawwil didefinisikan oleh Adonis dalam dua pengertian, 
pertama sebagai pemikiran yang berdasar pada teks, namun melalui 
interpretasi yang membuat teks bisa beradaptasi dengan realitas dan 


perubahan, dan kedua sebagai pemikiran yang memandang teks tidak 


yaitu suatu nalar manusia yang dibentuk oleh budaya masyarakat tertentu di mana 
orang tersebut hidup. 

18! Menurut penelitian Josep van Ess, di sini lah letak perbedaan yang mencolok 
antara logika dan cara berpikir Mutakallimun dan Fugaha di satu sisi dan Falasifah di sisi 
lain. “Aristotelian definition, however, presupposes an ontology of matter and form. Definition as 
used by tbe mutakallimun usually does not intend to lift individual phenomena to a higher, generic 
category, it simply distinguishes tbem from other things (tamyiz). One was not primarily concerned 
with tbe problem how to find out tbe essence of a thing, but rather how to circumscribe it in tbe shortest 
way s0 that everybody could easily grasp what was mean”. Lebih lanjut lihat, Josep van Ess, 
“The Logical Structure of Islamic Theology”, dalam Issa J. Boullata (ed.), An Anthology 
of Islamic Studies (Canada: McGill Indonesia IAIN Development Project, 1992), hlm. 
45. Jasser Auda menambahkan bahwa “... the jurists' method of tamyig between conceps, 
whether essence-or description-based ahways resulted in defining every concept in relation toa “binary 
opposite.” The popular Arabic saying goes - “Things are distinguished based on their opposites' 
(bizdiddiba tatamayyaz a-ashya”)”. Lihat Jasser Auda, Magasid asy-Syari'ah as Philosophy of 
Islamic Law: A Systems Approach (London dan Washington: The International Institute 
of Islamic Thought, 2008), hlm. 212. 

185 Richard C. Martin menyebut general pattern sebagai common pattern atau the 
universals of buman religiousness. Lebih lanjut Richard C. Martin (ed.), Approaches to Islam 
in Religious Studies (Arizona: The University of Arizona Press, 1985), hlm. 8. 
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mengandung otoritas sama sekali, dan pada dasarnya pemikiran tersebut 
didasarkan pada 'ag/, bukan "ag/, atau berdasarkan pada pengamatan 
dan penelitian." Dalam buku (berasal dari disertasi) berjudul Pemikiran 
K.H. M. Hasyim Asy'ari (2010), Achmad Muhibbin Zuhri menawarkan 
model gabungan antara ibda' dan itba' tersebut, yang disebut dengan 


istilah—meminjam istilah Hasan Hanafi—hrida. Menurut Achmad: 


Istilah ibtida' merupakan jalan tengah antara ekstrimitas itba' di satu sisi dan 
ekstrimitas ibda” di sisi yang lain. Memandang masa silam sebagai contoh 
merupakan perspektif iba, sedangkan memandang masa depan sebagai 
kerangka acuan adalah ciri sikap ihda'. Keduanya mengabaikan pertimbangan 
terhadap konteks kekinian dan kedisinian. Sedangkan ibrida' berbeda dengan 
ibda'. Jika ibda' berarti keluar dari kerangka metodologi terdahulu tanpa terikat 
sedikitpun dengan pokok persoalannya, maka ibtida' mengandaikan 
pengembangan dan pembaruan landasan metodologi yang terdahulu, ibda 
berarti memutuskan hubungan dengan masa lalu tanpa kesinambungan, 


sedangkan ihtida' berkesinambungan tanpa keterputusan.'" 


Integrasi antara Ibda”, Ibtida', dan Itba? 


TIUN NA NUN NUN NUN NN NN NN NN NN ui 


IBTIDA? 


" 
" 
- 


IBDA' ITBA? 


FUTURE PRESENT PAST 


Logika berpikir diadik-integratif filosofis tersebut, jika dipetakan 
secara lebih antropologis, sebenarnya juga mencakup tiga lapis entitas, 
yaitu pertama Ideo-fact, yang mencakup va/ue, nilai-nilai, belief, thought, ide 
dan worldview secara lebih umum. Kedua, Socio-fact, yaitu ketika ide, nilai 


dan pemikiran tersebut masuk ke dalam dunia sosial, maka ia membentuk 


186 Adonis, as-Sabit wa a-Mutahawwil: Bahs ff a-lbda' wa al-ltba' 'inda al-Arab 
(London: Dar as-Sagi, 2002), hlm. iv. 

18 Achmad Muhibbin Zuhri, Pemikiran K.H. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl as- 
Sunnah wa al-jama'ah (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 143. 
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behaviour (perilaku), attitude (sikap), dan pola-pola hubungan sosial yang 
kompleks. Ketiga, Arti-fact, representasi dan simbolisasi hubungan antara 
keduanya dalam dunia fisik seperti bangunan tempat beribadah (masjid, 
gereja, sinagog, klenteng), benda-benda seni, alat-alat musik, objek-objek 
ritual, makam dan begitu seterusnya adalah hal-hal yang tidak terpisahkan 
dati keterjalinan antara ideo-fact dan socio-fact' Pilar ideo-fact dalam buku 
ini dapat dipresentasikan oleh penggagas Fikih Indonesia, 
Mengindonesiakan Fikih Indonesia, Objektifikasi Fikih Indonesia, 
Mazhab Sapen, Mazhab Jogja, dan Integrasi-Interkoneksi. Pilar sacio-fact- 
nya adalah kondisi sosiologis masyarakat akademik ketika ide-ide tersebut 
bermunculan. Pilar arti-fac-nya adalah buku-buku atau artikel yang pernah 
di-publish, yang berkaitan dengan ide-ide di atas. Misalnya, munculnya 
ideo-fact Mazhab Jogja adalah ketika ada acara peringatan purna tugas 
(socio-fact) Prof. Drs. Asjmuni Abdurrahman (dekan FSH periode 1981- 
1985), yang kemudian dikonkritisasikan menjadi buku (arti-fact) Mazhab 
Jogja: Ushul Fikih Kontemporer (2002). Perhatikan tabel hubungan diadik- 


integratif tentang epistemologi studi hukum Islam berikut ini.'” 


188 Abdullah, “Metode Pembacaan Teks Secara Makro”, hlm. 148. 
18 Watyani Fajar Riyanto, Pohon Ilmu Pengetahuan: Perspektif Agama-agama 
(Yogyakarta: Mahameru Press, 2010), hlm. 51. 
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Epistemologi Diadik Studi Hukum Islam 


Model Diadik 
EPISTEMOLOGI STUDI HUKUM ISLAM 
Fazlur Rahman Normative Islam Jembatan Historical Islam 
Mukti Ali Doctriner Cum Scientific 
Amin Abdullah Normativitas Historisitas 
Hadarat an-Nas Hadarat al-Falsafah Hadarat al-'Ilm 
Akh. Minhaji Normative Islam Integralistik Empirical Islam 
1. KALAM: Gadim Barzakh Hadis 
2. TASAWUF: 
Al-Hallaj ?'Alam Lahut ?'Alam Nasut 
Ibn 'Arabi Tanzih Tasybih 
Al-Jili Al-Hagg Al-Khalg 
3. FILSAFAT 
ISLAM: 
Hikmah al- Wujud al-Awwal ?'Agi al-Awwal wa 
Masysya'iyah as-Sani... 
Hikmah al- Huduri Husuli 
Isyragiyyah 
Hikmah al- Asalah al-Wujud Tasykik al-Wujud 
Mura'aliyah 
Hikmah al- Wihdah al-Wujud Wihdah asy-Syuhud 
Wahdatiyyah 
4. USHUL FIOH: As-Sawabit Al-Mutagayyirat 
Gat7 Zanni 
5. FIOIH: Ta'abbudi Ta'agguli 
Figih Pewarisan Hazzun Nasibun 
Figih Perkawinan Libasun Saubun 
Figih Penasaban 
Nasabun Hasabun 
6. SYARPAH: Magasid asy- Interpreted Syari'ah 
Syari'ah 
7. TAFSIR: Muhkamat Mutasyabihat 
8. LOGIKA: Nagli (Astika) 'Agli (Nastika) 
9. TAUHID: Ahadiyyah Wahidiyyah 
10. SKI: Great Tradition Little Tradition 
11. AL-GUR'AN: Kalam (Parole) Lisan (Langue) 
12. AL-HADIS: Hadis Sunnah 
13. AKHLAK: Khalig Makhlug 
14. BAHASA: Sinkronik Diakronik 
RELIGIOUS STUDIES 
Religions Phenomenology Religiousity 
On going process 
PHILOSOPHY OF SCIENCE 
FILSAFAT ILMU Form Meaning and Process Matter 
Tetap Gradasi 
(Univokalitas) 
SUBJEKTIF INTERSUBJEKTIF OBJEKTIF 


Pertanyaan yang sulit dijawab, menurut Amin, bagaimana logika 
berpikir triadik-integralistik (ideo-fact, socio-fact, dan arti-fact) tersebut dapat 
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dioperasionalkan di lapangan ketika umat Islam menghadapi perubahan 
sosial yang begitu dahsyat? Bahkan nilai-nilai pun bergerak-berubah 
sesuai dengan perkembangan sosial dan kultural. Interpretasi terhadap 
dimensi ideo-fact nilai-nilai global-universal dalam arti-fact ayat-ayat hukum 
dalam al-Gur'an harus terus berkembang dan berubah mengikuti 
perkembangan socio-fact masyarakat.'" Dalam praktiknya, tidak mudah 
mengoperasionalkannya di lapangan pendidikan, dakwah, terutama 
hukum Islam, dan begitu seterusnya, karena masing-masing orang dan 
kelompok (socio-facf) telah terkurung dalam preunderstanding, taglid-taglid, 
habits of mind—meminjam istilah Peirce—yang telah dimiliki, membudaya 
dan dalam batas-batas tertentu bahkan membelenggu." Oleh karenanya, 
banyak keraguan untuk memasuki pembaruan dan penyempurnaan serta 
benturan di sana sini, baik pada tingkat person-person atau individu-individu, 
lebih-lebih pada tingkat sosial dan kelompok-kelompok. Seringkali alat 
analisis entitas berpikir dalam dua tradisi khazanah keilmuan yang 
berbeda, misalnya antara ushul fikih (agama) dan falsafah (filsafat dan 
sains) bertentangan, berbenturan, dan bahkan berseberangan. Masih jauh 
dari upaya ke arah perkembangan menuju ke Dialog dan Integrasi— 


meminjam istilah Barbour—.'” 


190 Abdullah, “Metode Pembacaan Teks Secara Makro”, hlm. 148. 

181 Thid. 

1? Diskusi dan pembahasan serius tentang hubungan antara agama dan ilmu 
(religion and science) di tanah air, kalau penulis tidak salah mengamati, sangat jarang 
dilakukan. Kalaupun dilakukan masih dilakukan secara sporadis, tidak terprogram 
dan terencana. Jika Ian Barbour memetakan ada 4 pola hubungan antara keduanya, 
yaitu: Konflik, Independen, Dialog, dan Integrasi, maka yang banyak dijumpai sekarang, 
bahkan di perguruan tinggi sekalipun, adalah masih dalam tahapan Konflik atau paling 
maju adalah Independen, belum sampai pada taraf Dialog apalagi Integrasi. Lebih 
lanjut lihat, Ian G. Barbour, Issues in Religion and Science (New York: Harper Torchbooks, 
1966): juga Holmes Rolston III, Science and Religion: A Critical Survey (New York: Random 
House, 1987). Dalam pemikiran Islam yang sampai ke tanah air masih sangat jarang 
dilakukan. Upaya-upaya awal dilakukan oleh Muhammad Abid al-Jabiri, Madkhal ila 
Falsafah ak Ulum: al-Aglaniyyah a-Mu'asirah wa Tatawwur al-Fikr al-Tlmi (Beirut: Markaz 
Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyyah, 2002): juga Muhammad Syahrur, Nahw Usul al-Jadidah 
li a-Figh a-lslami: Figh al-Mar'ah (Damaskus: tnp., 2000). 
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Perbedaan yang tajam antara kedua tradisi keilmuan dan corak 
berpikir dalam menganalisis dan memetakan persoalan sosial-keagamaan 
yang dihadapi dan jalan keluar yang hendak diambil tersebutlah yang 
menjadi topik sentral dalam upaya merekonstruksi dan membangun 
paradigma epistemologi keilmuan studi ilmu hukum Islam kontemporer 
(global), yang sedang dicoba dirumuskan ulang secara serius oleh para 
pembaru pemikiran (studi hukum) Islam abad ke-20 di level internasional 
(global), misalnya seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, 
Mohammad Igbal, dan sebagainya. Selain itu, tentunya juga pembaru 
pemikiran studi hukum Islam di awal abad ke-21, seperti Abdullah Saeed 
dengan gagasan Ijtihad Progresif dan Jasser Auda dengan Pendekatan 
Sistem. Pemikiran Muslim kontemporer yang lain masih banyak. Kedua 
pemikir studi hukum Islam di awal abad ke-21 tersebut, yaitu Saced dan 
Auda, hanya sebagai contoh. Baru-baru ini, salah satu buku Saeed telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Pemikiran Islam 
(2014). 

Mengangkat tema epistemologi keilmuan studi hukum Islam di 
wilayah global, nasional, dan lokal, dalam satu keutuhan pembahasan 
berarti harus ada kesediaan untuk bertemu dan berdialog. Tidak bisa 
membicarakan yang satu dan meninggalkan yang lain. Kecuali, kalau 
topik pembahasan diubah menjadi hanya membicarakan salah satu di 
antara ketiga wilayah tersebut. Membicarakan epistemologi keilmuan 
studi hukum Islam di level global (Integrasi-Interkoneksi) saja tidak akan 
bermakna jika tidak dikaitkan dengan model epistemologi studi hukum 
Islam di level nasional (Fikih Indonesia) dan lokal (Mazhab Sapen dan 
Mazhab Jogja) yang lebih aplikatif. Di sini sulitnya mengangkat tema 
pembahasan seperti di atas, karena para pelaku di lapangan (socio-fac)— 
nasional dan lokal—harus bersedia mentrialogkan, mendekatkan dan 


mempertemukan antara ketiganya secara adil, proporsional, dan bijak. 


18 Abdullah Saeed, Pemikiran Islam, terj. Tim Baitul Hikmah (Yogyakarta: 
Kaukaba, 2014). 
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Harus ada kesediaan dan mentalitas (ideo-fac?) untuk saling take and give, 
saling mendekat, dialog, konsensus, kompromi, dan negosiasi. Tidak 
boleh ada pemaksaan kehendak salah satu dari ketiganya (level lokal, 
nasional, dan global). Tidak ada pula perasaan yang satu merasa ditinggal 
oleh yang lain. Oleh karenanya, perlu “disentuh? bagaimana struktur 
bangunan dasar yang melandasi cara berpikir umat manusia (bumanities) 
secara umum dan sekaligus bagaimana bangunan dasar cara berpikir 
keagamaan Islam secara khusus (“lum ad-din). Ketika menyebut istilah 
epistemologi keilmuan studi hukum Islam, mau tidak mau para ahli dan 
peneliti harus bersentuhan dengan keilmuan atau pendekatan ushul fikih. 
Sedangkan ketika menyebut global, nasional, dan lokal—yang melibatkan 
pengalaman umat manusia secara total pada umumnya (total discourse)— 
mau tidak mau perlu mengenal ruang lingkup cara berpikir, munculnya 
gagasan secara lebih umum, sehingga harus bersentuhan dan berkenalan 
dengan metode filsafat (rasional) dan metode berpikir sains (empiris) 
pada umumnya. Dalam konteks di FSH, harus ada persentuhan antara 


filsafat ilmu hukum Islam (rasionalis) dan ilmu hukum (empiris). 


Dalam perspektif tersebut, penulis kemudian membawa peta 
percaturan dunia epistemologi studi ilmu hukum Islam di FSH UIN 
Sunan Kalijaga, ke dalam tiga wilayah, yaitu epistemologi studi ilmu 
hukum Islam global, nasional, dan lokal sekaligus. Akh Minhaji, misalnya, 
doktor hukum Islam pertama lulusan luar negeri dari FSH IAIN Sunan 
Kalijaga, alumni McGill tahun 1997, telah menyebutkan beberapa contoh 
tawaran model studi hukum Islam yang pernah disampaikan oleh tokoh 
Muslim global, seperti Fazlur Rahman dengan gagasan Double Movement, 
Mahmud Syaltut dengan model Mugaranah a-Magahib, al-aradawi 
dengan pendekatan Jitihad Intiga'i dan Insya', Ali Syari”ati dengan Teks 
dan Konteks, Mahmud Muhammad Taha dan Abdullah an-Na'im dengan 
Nasakh model baru, dan sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut, masih 
menurut Minhaji, Hassan Hanafi telah menawarkan pemikiran tradisi 
dan pembaruannya (Turas wa Tajdid), Nasr Hamid Abu Zaid dengan 


teori Ta'wil dan Talwin, Arkoen dengan Islamologi Terapan dan 
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Logosentrisme melalui tiga ilmu penting (linguistik, sejarah, dan 
antropologi). Jabiri juga menawarkan hubungan trialektis antara bayani, 
“jani, dan burbani. Serta yang terakhir Muhammad Syahrur menawarkan 
teoti Hudud.” Di sini Minhaji belum mengutip peran dan pemikiran 
Abdullah Saeed dan Jasser Auda. 


Di antara model-model studi ilmu hukum Islam global di atas, 
Minhaji kemudian menawarkan konsep Sunnah Model Baru. Menurut 
Minhaji: 

Singkatnya, dalam membangun sunnah, segalanya bisa dijadikan referensi, baik 

sunnah yang dibangun kaum Muslimin di berbagai tempat dan waktu: sunnah 

yang selama ini dikenal sebagai berasal dari non-Islam, seperti terdapat dalam 
sejarah perkembangan masyarakat sekuler (sosialis dan kapitalis), maupun sunnah 
yang terdapat pada masyarakat agama dan kepercayaan lain (Yahudi, Kristen, 

Katholik, Hindu, Buddha, dan Jawa). Tugas tersebut memang tidak mudah, 

karena menuntut adanya manusia berkualitas tinggi, antara lain harus sangat 

rakus akan informasi dari manapun sumbernya, serta mampu menghadirkan 


berbagai alternatif guna menjawab berbagai tantangan yang ada." 


Kalimat Minhaji di atas harus dibaca dalam konteks pengaruh 
196 


Judaic Lam, Roman Lam, dan lain-lain terhadap Is/amic Law.” Dalam petikan 
di atas, Minhaji sepertinya ingin mengatakan bahwa studi ilmu hukum 
Islam harus mampu berdialog dengan hukum-hukum yang berkembang 
dalam agama-agama lain. Menurut bahasa penulis, tidak sekedar 


membangun Fikih Lintas Mazhab (Perbandingan Mazhab dan Hukum: 


1 Akh. Minhaji, “Persoalan Jendet dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum 
Islam”, dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Jender dalam Islam (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 203-204. 

15 Akh. Minhaji, “Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam”, Jurnal Ulumul 
Iuran, 2, Vol. V, (1993), hlm. 17, “Ushul Fikih dan Perubahan Sosial dalam Perspektif 
Sejarah”, dalam M. Amin Abdullah dkk., Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai 
Pendekatan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 715 “Hak-hak Asasi Manusia dalam 
Hukum Islam: Ijtihad Baru Tentang Posisi Minoritas Non-Muslim”, dalam Antologi 
Studi Islam: Teori dan Metodologi (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 340. 

196 Akh. Minhaji, “The Problem of Foreign Influences on Early Islamic Law”, 
Jurnal ak-Jami'ah, No. 49, 1992, hlm. 1-16. 
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PMH) saja, tetapi juga Fikih Lintas Agama (Perbandingan Hukum 
Agama-agama: PHA). Model PHA ini bisa dikembangkan menjadi sub 
Prodi PMH atau IH, atau bahkan progam studi tersendiri. Membuat 
kajian “Perbandingan Hukum Agama-agama” ini menjadi sangat urgen, 
untuk mencari formula yang pas dalam upaya positivisasi hukum Islam 
di Indonesia yang sangat plural. Meminjam bahasa Ratno Lukito, dengan 
istilah Pluralisme Hukum di Indonesia.” Menurut penulis, selain 
pentingnya mewacanakan Fikih Lintas Agama, perlu juga 


mengembangkan gagasan tentang Fikih Lintas Negara, alias Fikih Global. 


Beberapa sarjana Muslim Indonesia (di level nasional), khususnya 
civitas akademika Mazhab Sapen dan Mazhab Jogja (Pascasarjana) IAIN / 
UIN Sunan Kalijaga (level lokal), kemudian mencoba mengkaji dan 
mengelaborasi pemikiran epistemik studi ilmu hukum Islam yang pernah 
dan sedang dikembangkan oleh para pemikir Muslim global di atas, 
melalui beberapa karya akademik, baik pada level master (tesis) maupun 
doktor (disertasi). Misalnya, buku (disertasi) Abdul Mustagim berjudul 
Epistemologi Tafsir Kontemporer (2011), adalah karya disertasi penulisnya di 
Mazhab Sapen IAIN/UIN Sunan Kalijaga yang mengkaji perbandingan 
epistemologi antara Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.$ Disertasi 
yang secara khusus mengkaji tentang Syahrur adalah karya Sahiron 
Syamsuddin di Jerman, berjudul Die Koranhermeneutik Muhammad Sahritrs 


und ihre Beurteilung aus der Sicht muslimischer Antoren (2009). 


Karya master 
di Belanda tentang Abu Zaid, juga telah ditulis oleh Moch. Nur Ichwan, 
berjudul Meretas Kesarjanaan Kritis a-Our'an (2003)." Pemikiran tentang 


Mahmud Syaltut ditulis oleh Abdul Salam Arief, salah seorang dosen 


"7 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. iv. 

18 Abdul Mustagim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: LKiS, 2011). 

1” Sahiton Syamsuddin, Die Koranbermeneutik Muhammad Sahriirs und ihre 
Beurteilung aus der Sicbt muslimischer Autoren: Eine kritische Untersuchung (ttp.: Ergon Verlag, 
2009). 

200 Moch. Nur Ichwan, Meretas Kesarjanaan Kritis a-Our'an: Teori Hermeneutika 
Nasr Abu Zaid (Jakarta: Teraju, 2003). 
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FSH, dalam disertasi berjudul Pembaruan Pemikiran Hukum Islam (2003). 
Moh Dahlan (alumni doktor di IAIN Sunan Kalijaga) dalam disertasinya 
juga telah menulis tentang Hpistemologi Hukum Islam: Abdullah Ahmad an- 
Na'im (2009) 22 

Selain nama-nama yang telah tersebutkan di atas, Amin 
memperkenalkan dua gagasan pemikir Muslim era postmodern di awal 
abad ke-21, dalam konteks studi ilmu hukum Islam kontemporer, yaitu 
Abdullah Saeed dengan tawaran Fresh Ijtihad dan Ijtihad Progressif, serta 
Jasser Auda dengan tawaran Teori Sistem.” Ada beberapa alasan 
mengapa dipilih Saeed dan Auda (saja) yang “bisa' mewakili pemikir studi 
hukum Islam di era global-kontemporet awal abad ke-21 tersebut, yaitu” 
pertama, karena keduanya hidup di tengah-tengah arus deras perubahan 


sosial yang dahsyat pada era global sekarang ini. Kedua, keduanya datang 


21 Abd Salam Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realitas 
(Yogyakarta: Lesfi, 2003). 

22 Moh Dahlan, Abdullah Ahmad an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Buku ini menawarkan model epistemologi studi 
hukum Islam kontemporer yang memiliki dua komponen: Pertama, level teoritik adalah 
interpretasi yang bercorak kritis yang diyakini dapat melahirkan hukum Islam 
kontemporer, Kedua, level praktik adalah konsensus yang bercorak universal kongkrit 
yang diyakini dapat melahirkan perdamaian dan kerjasama antara umat manusia (being 
religious) atau keadilan dan kesejahteraan bersama, hlm. 311. 

203 Abdullah, “Bangunan Batu Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam 
dalam Merespon Globalisasi”, hlm. 315-368. 

24 Sudah barang tentu masih banyak sekali pemikir Muslim kontemporer 
yang lain yang mempunyai concern dan keprihatinan yang sama (studi hukum Islam 
kontemporer), seperti Muhammad Syahrur (Syiria), Abdul Karim Sorous (Iran), Fatimah 
Mernissi, Riffat Hassan, Hasan Hanafi (Mesir), Nasr Hamid Abu Zaid (Mesir), Farid 
Esack (Afrika Selatan), Ebrahim Moosa (Afrika Selatan), Abdullahi Ahmed al-Na'im 
(Sudan), Tarig Ramadan, Omit Safi, Khaled Aboe el-Fadl, dan lain-lain seperti 
Mohammad Arkoun, Muhammad Abid al-Jabiri (Marokko), belum lagi para pemikir 
Muslim dari tanah air, seperti Hasbi ash-Shiddiegy, Munawir Sjadzali, Masdar F. Mas'udi, 
Hazairin, Ali Yafi, Sahal Mahfud, dan sebagainya. Pengalaman penulis mengajar di 
program paska sarjana IAIN dan UIN, dan lebih-lebih program S 1, masih jarang 
mahasiswa yang mengetahui dengan baik metode dan buah pikiran para pemikir studi 
hukum Islam kontemporer ini. 
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dari belahan dunia dan benua yang berbeda, yaitu Australia dan Eropa, 
namun keduanya memiliki tradisi keislaman (U/um ad-Din) yang kuat. 
Ketiga, keduanya sengaja dipilih untuk mewakili suara intelektual 
minoritas Muslim yang hidup dalam dunia baru, di wilayah mayoritas 
non-Muslim. Dunia baru tempat mereka tinggal dan hidup sehari-hari 
bekerja, berpikir, melakukan penelitian, berkontemplasi, berkomunitas, 
bergaul, berinteraksi, berperilaku, bertindak, mengambil keputusan. 
Keduanya hidup di tempat yang sama sekali berbeda dari tempat 
mayoritas Muslim dari mana mereka berasal. Keduanya mengalami 
sendiri bagaimana mereka harus berpikir, mencari penghidupan, ber- 
ijtihad, berinteraksi dengan negara dan warga setempat, bertindak dan 
berperilaku dalam dunia global, tanpa harus menunggu petunjuk dan 
fatwa-fatwa keagamaan dari dunia mayoritas Muslim. Keempat, kedua 
pemikir, penulis, dan peneliti tersebut—dalam kadar yang berbeda- 
beda—mempunyai kemampuan untuk mendialogkan dan 
mempertautkan antara paradigma U/my ad-Din, al-Fikr al-lslami, dan 
Dirasat Islamiyyah. Secara khusus, Amin pernah menulis artikel tentang 
ini berjudul Mempertautkan Ulum ad-Din, al-Fikr al-Islami dan Dirasat al- 
Islamiyyah: Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Global (2009). 


Lewat lensa pandang seperti itu, ada hal lain yang hendak 
ditegaskan pula di sini bahwa manusia Muslim yang hidup sekarang di 
manapun mereka berada adalah warga dunia (@obal citizenship)—studi 
ilmu hukum Islam global—, untuk tidak mengatakan hanya terbatas 
sebagai warga lokal (ocal citizenship)—studi ilmu hukum Islam lokal dan 
nasional—. Sudah barang tentu, dalam perjumpaan antara /ocal citigenship 
dan global citizenship tersebut ada pergumulan identitas yang tidak mudah. 
Ada dinamika dan dialektika antara keduanya, antara being a true Muslim 


atau being a member of tribe or ethnicity dan sekaligus sebagai being member of 


205 Lihat misalnya, M. Amin Abdullah, “Mempertautkan U/ym ad-Din, ak-Fikr 
ak-lslami dan Dirasat a-Islamiyyah. Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Global”, 
dalam Marwan Saridjo (ed), Mereka Bicara Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 261-298. 
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nation state dan beinga member of global citizenship. Perjumpaan dan pergumulan 
identitas ini pasti akan berujung pada pencarian model sinkretis, sintetis, 
sintesis, atau eklektis baru (neo-sinkretis, neo-sintetis, neo-sintesis, dan 
neo-eklektis) yang dapat memayungi dan menjadi jangkar spiritual bagi 
mereka yang hidup dalam dunia baru dan dalam arus pusaran perubahan 
sosial yang global sifatnya. Selain itu, juga ingin menyadarkan manusia 
Muslim yang tinggal di negara-negara Muslim mayoritas, bahwa di sana 
ada genre baru kelompok masyarakat dan corak intelektual Muslim yang 


tumbuh berkembang di wilayah benua-benua non-Muslim. 


Bicara umat Islam sekarang, tidak lagi cukup, bahkan tidak lagi 
valid, hanya menyebut secara konvensional-internasional dari “Timur 
seperti Kairo, Teheran, Karachi, Kualalumpur, Istanbul atau Riyadh, 
tetapi sekarang kita juga perlu belajar menerima kehadiran pemikiran 
Muslim global dari “Barat', seperti London, Mazhab Frankfurt di Jerman, 
Paris, Melbourne, Washington DC, Michigan, Houston, New York, 
Chicago, dan lain-lain, dan bahkan pemikir Muslim lokal dari “gang- 
gang sempit” juga harus diperhitungkan, seperti Mazhab Sapen dan 
Mazhab Jogja di UIN Sunan Kalijaga, Mazhab Ciputat di UIN Jakarta, 
Mazhab Paramadina, dan Mazhab Ngaliyan di IAIN Semarang. Inilah 
yang penulis maksud dengan pentingnya melakukan gerakan glokalisasi 
Mazhab Jogja (internasionalisasi epistemologi lokal). Kita harus bisa 
menggeser titik episentrum kajian studi hukum Islam di dunia “Timur 
yang normatif dan dunia “Barat yang empiris, ke “dunia ketiga”, yaitu 
Indonesia (Studi Hukum Islam Indonesia). Meminjam istilah Bung 
Karno, bukan blok Timur maupun blok Barat, tetapi “Mazhab Non- 
Blok—Ja syargiyyah wala garbiyyah"”— (bukan normatif saja ataupun 
empiris saja, tetapi normatif-empiris). 


207 


Menurut Saeed, sebagaimana yang dikutip oleh Amin,” ada enam 


kelompok pemikir (studi hukum Islam) Muslim era sekarang, yang corak 


206 OS. an-Nur (24): 35. 
27 Abdullah, “Bangunan Batu”, hlm. 324, “Metode Pembacaan Teks Secara 
Makto”, hlm. 150. 
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pemikiran keagamaan berikut epistemologi (studi hukum Islam)-nya 
berbeda-beda, yaitu pertama T'he Legalist-traditionalist, yang titik tekannya 
ada pada hukum-hukum yang ditafsirkan dan dikembangkan oleh para 
ulama periode pra-modern (klasik). Kedua, The Theological Puritans, yang 
fokus pemikirannya adalah pada dimensi etika dan doktrin Islam. Ketiga, 
The Political Islamist, yang kecenderungan pemikirannya adalah pada aspek 
politik Islam dengan tujuan akhir mendirikan negara Islam. Keempat, 
The Islamist Extremists, yang memiliki kecenderungan menggunakan 
kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang 
dianggapnya sebagai lawan, baik Muslim ataupun non-Muslim. Kelima, 
The Secular Muslims, yang beranggapan bahwa agama merupakan urusan 
pribadi (private matter). Keenam, The Progressive Ijtihadists, yaitu para pemikir 
modern atas agama yang berupaya menafsir ulang ajaran agama agar 
dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern. Pada kategori yang 
terakhir inilah posisi Muslim progressif berada.” Menurut penulis, ijtihad 
progressif atau fresh ijtibad inilah yang harus menjadi etos utama di 
Mazhab Jogja. Bukan gira'ah a-mutakarrirah, tetapi gira'ah a-muntijah. 
Bukan reading yang repetition, tetapi reading productively. Bukan reproduksi 
hukum, tetapi produksi hukum. Bukan context of'justification, tetapi context 
af discovery. 


208 Abdullah Saeed, Islamic Thought: An Introduction (London and New York: 
Routledge, 2006), hlm. 142-50. Untuk lebih detail, dapat juga dibaca di Omit Safi (ed), 
Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism (Oxford: Oneworld Publications, 
2003). Tarig Ramadan juga menengarai ada 6 (enam) kecenderungan pemikiran (studi 
hukum Islam) Islam abad akhir abad ke-20 dan abad ke-21, yaitu: Scholastic Traditionalism, 
Salafi Literalism, Salafi Reformism, Political Literalist Salafism, Liberal or Rational Reformism, 
dan Sufism. Lebih lanjut Tarig Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam (New 
York: Oxford University Press, 2004), hlm. 24-28. Kategorisasi dan klasifikasi trend 
pemikiran (studi hukum) Islam oleh Saeed dan Tarig Ramadan ini memang berbeda 
dari yang biasa dikenal di tanah air tahun 80-an, ketika para ilmuan lebih menekankan 
pada perbedaan antara Traditionalism dan Modernism, yang kemudian muncul dalam 
nama mata kuliah seperti Aliran Modern dalam Islam (Modern Trend in Islam). Lihat misalnya 
bukunya A. Mukti Ali tahun 1993 yang berjudul Alam Pikiran Islam Modern di India dan 
Pakistan (Jakarta: Mizan, 1993). 
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Sekilas tampak jelas bahwa corak epistemologi keilmuan (studi 
hukum) Islam kontemporer, dalam pandangan Saeed, adalah berbeda 
dari corak epistemologi keilmuan (studi hukum) Islam tradisional. 
Penggunaan metode kesarjanaan dan epistemologi tradisional masih ada, 
di mana nas-nas al-@ur'an menjadi titik sentral berangkatnya, tetapi 
metode penafsirannya telah didialogkan, dikawinkan, dan diintegrasikan 
dengan penggunaan epistemologi baru, yang melibatkan socia/ sciences 
dan bumanities kontemporer, dan filsafat kritis (eritical philosophy). Abdullah 
Saced memang tidak menyebut penggunaaan metode dan pendekatan 
tersebut secara eksplisit, tetapi penggunaan istilah “pendidikan Barat 
modern adalah salah satu indikasi pintu masuk yang dapat mengantarkan 
para pecinta studi ilmu hukum Islam kontemporer ke arah yang penulis 
maksud. Juga isu dan persoalan humanities kontemporer terlihat nyata 
ketika Saced menyebut keadilan sosial, lebih-lebih keadilan jender, HAM, 
dan hubungan yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim. Persoalan 
bumanities kontemporer tidak akan dapat dipahami, di'kunyah” dan 
disimpulkan dengan baik jika epistemologi keilmuan studi ilmu hukum 
Islam masih menggunakan metode dan pendekatan “ulum ad-din lama 
(fikih lama).2” 


Abdullah Saeed juga menjelaskan pandangan dan kritiknya 
terhadap ilmu-ilmu Syari'ah (lama), yang terdiri dari Hadis, Ushul Fikih, 
dan Tafsir jika hanya berhenti dan puas dengan menggunakan metode, 
cara kerja dan paradigma yang lama." Penulis tidak setuju dengan istilah 
expired knowledge yang sering disampaikan oleh Amin, sebab, dalam habitus 
tertentu, £nomledge apapun pasti masih bermanfaat. Penulis lebih setuju 
menggunakan istilah expired methodology. Sebab, tidak ada yang salah 
ataupun benar dalam pilihan metodologi, yang ada adalah tepat atau 
tidak tepat. Apabila pilihan metodologinya tidak tepat, inilah yang penulis 
sebut dengan expired methodology. Kemudian dalam hal ilmu Tafsir, 


209 Abdullah, “Metode Pembacaan Teks Secara Makro”, hlm. 152. 
210 Ibid, 
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misalnya, Saced mengajukan metode alternatif untuk dapat memahami 
teks-teks kitab suci sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tingkat 
pendidikan umat manusia era sekarang ini. Tampak jelas bahwa Saeed 
meneruskan dan mengembangkan lebih lanjut metode tafsir al-Gur'an, 
yang lebih bernuansa hermeneutis, dari pendahulunya, Fazlut Rahman." 
Tentang istilah expired (knowledge), Amin pernah menyatakan sebagai 
berikut: 

Perubahan sosial yang sangat dahsyat memberikan pada kita sebuah pertanyaan 

mendasar: apakah ilmu yang kita pelajari 20-an tahun yang lalu di perguruan 

tinggi masih relevan? Sangat mungkin ia sudah expired atau kadaluwarsa untuk 


dapat merespon fenomena sosial ini. Kita harus menyadari bahwa ilmu itu 


dinamis. Ketika ilmu dinamis, bagaimana kita yang di lapangan? Kenyataannya, 
212 


ketika kita berkerja selalu menghadapi isu yang sangat dinamis juga. 

Berbeda dari Saeed, sebagaimana yang juga penulis kutip dari 
Amin,?3 Jasser Auda telah menawatkan model Systems Approach untuk 
mengkaji hukum Islam, dengan dua model pendekatan, yaitu pendekatan 
waktu dan kesejarahan dan pendekatan kefilsafatan. Pertama, pendekatan 
waktu dan kesejarahan (zime). Langkah dan pendekatan (approach) pertama 
yang dilakukan adalah membuat peta sejarah perkembangan pemikiran 


studi hukum Islam dengan teliti, mulai dari era Islam Tradisional, Islam 


21 Saced, Islamic Thonght, hlm. 145-154. Bandingkan dengan pandangan Ibrahim 
Abu-Rabi yang mengkritik model pendidikan Islam Tradisional dan Literalist era 
sekarang yang masih mem-bid 'ah-kan kajian ilmu-ilmu sosial (sociology, anthropology) dan 
filsafat kritis (critical philosophy) dalam pendidikan Islam pada level apapun. “The core of 
the field revolves around Shari'ah and Figh studies tbat have, very often, emptied of any critical or 
political content, or relevance to the present situation... Furtbermore, the perspective of the social 
sciences or critical philosophy is regrettably absent.... The discipline of the sociology of religion is 
looked upon as bid'ah, or innovation, that does not convey the real essence of Islam.”. Lebih lanjut 
Ibrahim M. Abu-Rabi', “A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic 
History”, dalam Ian Markham and Ibrahim M. Abu-Rabi' (eds.), 11 September: Religious 
Perspectives on tbe Causes and Conseguences (Oxford: Oneworld Publications, 2002), hlm. 
34 dan 36. 

212 Abdullah, “Metode Pembacaan Teks Secara Makro”, hlm. 145. 

23 Abdullah, “Bangunan Baru”, hlm. 333. 
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Modern sampai Islam Post-modern. Dengan membaca dan meneliti 
literatur yang melintasi tiga zaman tersebut, ditemukan varian pola 
pemikiran epistemologi keilmuan studi hukum Islam yang berbeda-beda 
untuk masing-masing tahapan sejarah tadi. Pertama, Islamic T raditionalism. 
Ada empat varian, yaitu Scholastic Traditionalism, dengan citi berpegang 
teguh pada salah satu mazhab fikih tradisional sebagai sumber hukum 
tertinggi, dan hanya membolehkan ijtihad, ketika sudah tidak ada lagi 
ketentuan hukum pada mazhab yang dianut. Secholastic Neo-T raditionalism, 
bersikap terbuka terhadap lebih dari satu mazhab untuk dijadikan 
referensi terkait suatu hukum, dan tidak terbatas pada satu mazhab saja. 
Ada beberapa jenis sikap terbuka yang diterapkan, mulai dari sikap 
terhadap seluruh mazhab fikih dalam Islam, hingga sikap terbuka pada 
mazhab Sunni atau Syi'ah saja. Neo-Literalism, kecenderungan ini berbeda 
dengan aliran /teralism klasik (yaitu mazhab Zahiri). Neo-/iteralism ini terjadi 
pada Sunni maupun Syi'ah. Perbedaannya dengan /iteralismm lama adalah 
jika literalism klasik (seperti versi Ibn Hazm) dengan neo-Literalism adalah 
literalism klasik lebih terbuka pada berbagai koleksi hadis, sedangkan "eo- 
literalism hanya bergantung pada koleksi hadis dalam satu mazhab tertentu. 
Namun demikian, neo-/iteralism ini seide dengan /iteralism klasik dalam 
hal sama-sama menolak ide untuk memasukkan purpose atau magasid 
sebagai sumber hukum yang sah (egitimate). Contoh neo-literalism saat ini 
adalah aliran Wahabi. Ideology-Oriented T'heories, adalah aliran traditionalism 
yang paling dekat dengan post-modernism dalam hal mengritik modern 
rationality dan nilai-nilai yang bias euro-centricity, west-centricity. Salah satu 
sikap aliran tersebut yaitu penolakan mereka terhadap demokrasi dan 
sistem demokrasi, karena dinilai bertentangan secara fundamental dengan 
sistem Islam. Model epistemologi studi ilmu hukum Islam era klasik 


digambarkan oleh Auda seperti di bawah ini.” 


24 Auda, Magasid, hlm. 58. 
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PEMAHAMAN KEBERAGAMAAN ISLAM 
(Hubungan antara Syari'ah, Fikihdan Fakih) 
TAHAPAN PERTAMA (Era Traditional) 


Ta P3 ion the revealed' 


Jareban! Jaant Ans Mengada Dini as 


Pada fikih (studi ilmu hukum Islam) era tradisional digambarkan 
bahwa peran /agih (para ahli agama) dianggap sederajat dengan Syari'ah, 
dan seolah-olah sederajat pula dengan al-Gur'an dan as-Sunnah (Prophetic 
Tradition). Bahkan apa yang disebut Prophetic T radition pun tidak atau belum 
dibedakan antar berbagai klasifikasi al-Hadis. Hadis-hadis misoginik, 
misalnya, dijadikan satu atau sederajat dengan hadis-hadis lain. 


Kedua, Islamic Modernism. Ciri umum para tokoh corak pemikiran 
ini adalah mengintegrasikan pendidikan Islam dan pendidikan Barat yang 
mereka peroleh, dalam konteks di Mazhab Jogja, adalah mengintegrasikan 
corak pemikiran dari alumni “Timur (mayoritas dosen di FSH), seperti 
Mesir, Sudan, dan sebagainya dengan alumni “Barat”, seperti Kanada 
(misalnya Akh. Minhaji, Yudian Wahyudi, Ratno Lukito, dan Khoiruddin 
Nasution), Jerman (misalnya Nur Kholis Setiawan), Belanda (misalnya 
Noorhaidi Hasan), dan Australia (misalnya Siti Ruhaini Dzuhayatin), 
untuk diramu menjadi tawaran baru bagi reformasi (studi ilmu hukum) 


Islam dan penafsiran kembali (re-interpretation). Ada lima varian di sini, 
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yaitu pertama, Reformist Reinterpretation. Dikenal juga sebagai contextual 
exegesis sehool atau menggunakan istilah Fazlur Rahman systematic 
interpretation. Contoh, Muhammad Abduh, Rasyid Rida dan at-Tahir Ibn 
Asyurt telah memberi kontribusi berupa mazhab tafsir baru yang koheren 
dengan sains modern dan rasionalitas. Kedua, Apologetic Reinterpretation. 
Perbedaan antara reformist reinterpretations dan apologetic reinterpretations 
adalah reformist memiliki tujuan untuk membuat perubahan nyata dalam 
implementasi studi hukum Islam praktis, sedangkan apo/ogetic lebih pada 
menjustifikasi status guo tertentu, Islamic atau non-Islamic. Biasanya 
didasarkan pada orientasi politik tertentu. Contoh seperti Ali Abdul Razig 
dan Mahmoed Mohammad Taha. Ketiga, Dialogue-Oriented 
Reinterpretation/ Science-Oriented Reinterpretation. Ini merupakan aliran 
modernis yang menggunakan pendekatan baru untuk reinterpretasi. 
Mereka memperkenalkan a scientific interpretation of the Our'an and Sunnah. 
Dalam pendekatan ini, rationality didasarkan pada science, sedangkan ayat- 
ayat al-Our'an maupun hadis direinterpretasi agar selaras dengan 
penemuan sains terbaru. Keempat, Interest-Oriented Theories. A Maslahah- 
based approach, yang berusaha untuk menghindari kelemahan sikap 
apologetic, dengan cara melakukan pembacaan terhadap "ass, dengan 
penekanan pada maslahah yang hendak dicapai. Contoh, seperti 
Muhammad Abduh dan at-Tahir Ibn “Asyur yang menaruh perhatian 
khusus pada maslahah dan magasid dalam studi hukum Islam, sehingga 
mereka menginginkan reformasi dan revitalisasi terhadap studi hukum 
Islam yang terfokus pada metodologi baru yang berbasis magasid, Kelima, 
Usul Revision. Tendensi ini berusaha untuk merevisi Ushul Fikih, 
mengesampingkan keberatan dari neo-tradisionalis maupun 
fundamentalis lainnya. Bahkan para tokoh yang tergolong Usy/ Renisionist 
menyatakan bahwa tidak ada pengembangan signifikan dalam studi 
hukum Islam yang dapat terwujud, tanpa mengembangkan Ushul Fikih 
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dari hukum Islam itu sendiri.”? Beberapa nama disebut sebagai contoh, 


218 Thid., hlm. 168-180. 
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antara lain Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Igbal (1877- 
1938), Rasyid Rida, at-Tahir Ibn Asyur, at-Tabattabai, Ayatullah as-Sadir, 
Muhammad al-Gazali, Hasan at-Turabi, Fazlut Rahman, Abdullah Dtaz, 
Sayyid Outb, Fathi Osman. Juga Ali Abdul Razig, Abdulaziz Sachedina, 
Rashid Ghannouchi, dan sebagainya. Auda mengilustrasikan model 


epistemologi studi ilmu hukum Islam era modern seperti berikut ini.” 


PEMAHAMAN KEBERAGAMAAN ISLAM 
(Hubunganantara Syari'ah, Fikih dan Fakih) 
TAHAPAN KEDUA (ERA MODERNITAS) 


(a) 


Prophetic Tradition (b) “Ti 


(ce) 


Fiah and a section of the prophetic tradition are shifted from being expressions of the 
'revealed' to being expressions of human cognitionofthe revealed: 


Sumbar: lamar Anda Maserdal Sarah: 
Piniinsn nfiseme Law A4 Syarat 


Fikih (studi ilmu hukum Islam) era modernitas, secara jelas sudah 
mulai dibedakan antara apa yang disebut Revealed Syari'ah, dengan al- 
Ouran dan Prophetic tradition disatu sisi dan peran Fagih di sisi yang lain. 
Dalam wilayah Prophetic tradition juga sudah dapat dipilah, mana Hadis 
yang matan-nya dapat diterima dan mana yang tidak, sesuai dengan 
perkembangan pengetahuan dan /iteraey umat manusia. Sedang fikih 
(pemahaman keagamaan Islam dan praktik di lapangan oleh seorang 


Jagih) pun sudah jelas tempatnya. Dia sudah jelas berada di luar wilayah 


216 Fhid., hlm. 196. 
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apa yang disebut dengan Revealed Syari'ah. Dapat dimasukkan dalam 
kategori modernisme ini adalah neo-modernisme, misalnya seperti judul 
disertasinya Greg Barton, The Emmergence of Neo-Modernism: A Progressive, 
Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia (2002). 


Ketiga, Post-modernism. Metode umum yang digunakan tendensi 
ini adalah deconstruction, dalam style Derrida. Ada lima varian di sini, yaitu 
1) Post Structuralism. Berusaha membebaskan masyarakat dari otoritas 
nass dan menerapkan teori sesyiotic (teori yang menjelaskan bahwa “Bahasa 
sesungguhnya tidak menunjuk kepada realitas secara langsung (Language does not 
refer directly to tbe reality)” terhadap teks al-Our'an agar dapat memisahkan 
bentuk implikasi yang tersirat (separate the implication from the implied). 2) 
Historicism. Menilai al-Yur'an dan al-Hadis sebagai cultural products dan 
menyarankan agar deklarasi hak-hak asasi manusia modern dijadikan 
sebagai sumber etika dan legislasi hukum. 3) Critical—Legal Studies (CLS). 
Bertujuan untuk mendekonstruksi posisi power yang selama ini 
mempengaruhi studi hukum Islam, seperti powerful suku Arab dan male 
elitism. 4) Post-Colonialism. Mengritik pendekatan para orientalis klasik 
terhadap studi hukum Islam, serta menyerukan pada pendekatan baru 
yang tidak berdasarkan pada essentialist fallacies (prejudices) terhadap 
kebudayaan Islam. 5) Neo-Rationalism. Menggunakan pendekatan historis 
terhadap studi hukum Islam dan mengacu pada Mazhab Murttazilah dalam 
hal rational reference untuk mendukung pemahaman mereka. Banyak nama 
yang disebut oleh Auda yang masuk aliran Post-Colonialism, antara lain 
Mohammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, at-Tahir al- 
Haddad, dan juga Ebrahim Moosa. Juga Ayatullah Shamsuddin, Fathi 
Osman, Abdul Karim Soroush, Mohammad Syahrur, dan yang lain-lain. 


Dengan mencermati seluruh metode dan pendekatan yang 
digunakan oleh para pemikir studi hukum Islam global-kontemporer di 
atas, yang dipetakannya menjadi tradisionalisme, modernisme, dan 
postmodernisme, Auda kemudian mengajukan pendekatan Systems untuk 
membangun kerangka pikir baru untuk pengembangan studi hukum 
Islam di era global-kontemporer. Hasil penelitian terhadap ketiga trend 
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studi hukum Islam di atas dinyatakan sebagai berikut: 


“Current applications (or rather, mis-applications) of Islamic Law are reductionist rather 
tban holistic, literal ratber tban moral, one-dimensional rather than multidimensional, 
binary rather tban multi-valued, deconstructionist rather tban reconstructionist, and causal 
rather than teleological, 7 


(Penerapan—atau lebih tepat disebut kesalah-penerapan—hukum Islam di era 
sekarang adalah karena penerapannya lebih bersifat reduktif (kurang utuh) dari 
pada utuh, lebih menekankan makna literal dari pada moral, lebih terfokus pada 
satu dimensi saja dari pada multidimensi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi lebih 
bercorak hitam-putih dari pada warna-warni pelangi, bercorak dekonstruktif 
dari pada rekonstruktif, kausalitas dari pada berorientasi pada tujuan (teleologis|). 


Penggunaan pendekatan Systems yang diusulkan oleh Auda 
berupaya keras untuk menghindari dan menghilangkan sedapat mungkin 
kekurangan-kekurangan yang disebut tadi. Setidaknya ada enam prinsip 
dalam pendekatan Sistem hukum Islam, yaitu holistic, moral, multidimensional, 
multi-valued, reconstructionist, dan teleological. Auda menggambarkan model 


epistemologi studi hukum Islam era postmodern seperti di bawah ini. 


PEMAHAMAN KEBERAGAMAAN ISLAM 


TAHAPAN KETIGA (ERA POSTMODERNITAS) 


sa Via 'sclences' 


- 


aya 
Ba 
-? 


- 


Prophetic Tradition (b) Pai 


The jurist's worldview'isa prime factor inshaping fiah. 


Jember. jas 
e Ha 


27 Tbid., hlm. xxvii. 
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Pemahaman fikih (studi ilmu hukum Islam) era postmodernitas, 
selain menggarisbawahi yang ada pada era Modernitas, tetapi peran /agih 
jauh lebih jelas lagi perannya dalam memahami agama. Yang baru di sini 
adalah bahwasannya pemahaman para ahli hukum agama (jurist), selain 
terinspirasi oleh al-Yur'an dan as-Sunnah, tetapi dia sesungguhnya sangat 
dipengaruhi oleh pandangan hidupnya sendiri, lingkungan yang ada 
disekitarnya, bahkan tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki umat 
manusia saat itu. Faktor-faktor itulah yang ikut membentuk pandangan 
hidupnya (competent worldview). Sedang competent woridview-nya sangat 
dipengaruhi oleh tingkat penguasaan ilmu pengetahuan (sciences), baik 
pengetahuan alam, sosial, budaya dan humanitas kontemporer yang 
mengelilinginya. Artinya, penafsiran teks-teks kitab suci dan juga as- 
Sunnah dan al-Hadis sangat bersifat lokal. Yaitu lokal dalam arti 
ditentukan oleh tingkat penguasaan ilmu pengetahuan sang yurist itu 
sendiri. Fikih tidak bisa tidak adalah sangat ditentukan oleh kondisi lokal 
(sosial, politik, budaya, ekonomi), ilmu pengetahuan yang dikuasi oleh 
para ahli hukum agama (jurist) tersebut. Menurut penulis, dalam konteks 
pengembangan studi ilmu hukum Islam di FSH, perlu dimunculkan 
semacam matakuliah Studi Ilmu Hukum Islam I (Klasik), Studi Ilmu 
Hukum Islam II (Modern), dan Studi Ilmu Hukum Islam III 
(Postmodern). Atau ketiganya dapat diintegrasikan dalam satu matakuliah 
yang bertajuk “Studi Hukum Islam Integra?” atau “Sejarah Studi Hukum 
Islam”, bedakan dengan matakuliah Tarikh Tasyri' atau Sejarah Sosial 


Pemikiran Hukum Islam. 


Selain menggunakan pendekatan kesejarahan (tradisional, 
modern, dan postmodern)—time—, Auda juga menawarkan jenis 
pendekatan kedua, yaitu pendekatan kefilsafatan dalam studi ilmu hukum 
Islam. Pendekatan kefilsafatan dalam studi ilmu hukum Islam dalam 
buku ini adalah melalui lensa pendekatan Systems. Apa yang dimaksud 
dengan Pendekatan Systems? Systems adalah disiplin baru yang independen, 
yang melibatkan sejumlah dan berbagai sub-disiplin. Teori Systems dan 
Analisis Sistematik adalah bagian tak terpisahkan dari tata kerja 
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pendekatan Systems. Teori Systems adalah jenis lain dari pendekatan filsafat 
yang bercorak “anti-modernisme” (anti modernitas), yang mengritik 
modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan 
oleh teori-teori postmodernitas. Konsep-konsep dasar sebagai worldview 
yang biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis Systems antara lain 
adalah melihat persoalan secara utuh (W holeness), selalu terbuka terhadap 
berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (Openness), 
salingketerkaitan antar nilai-nilai (Interrelated-Hierarchy), melibatkan 
berbagai dimensi (Multidimensionality), dan mengutamakan atau 
mendahulukan tujuan pokok (Purposefulness). Masih terkait dengan Systems 
sebagai disiplin baru adalah apa yang disebut dengan cognitive science, yakni 
bahwa setiap konsep keilmuan apapun—keilmuan agama maupun non- 
agama——selalu melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia 
(cognition). Konsep-konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi serta watak 
kognitif (cognitive nature) dari hukum akan digunakan untuk mengembangkan 
konsep-konsep fundamental dari teori hukum Islam. Dengan kata lain, 
kepastian hukum harus disinergikan dengan keadilan hukum. 


Jasser Auda menggunakan teori, pendekatan dan analisis Systems 
untuk merumuskan kembali dan membangun epistemologi studi hukum 
Islam di era global, setelah dengan cermat mengulas tiga tahapan sejarah 
panjang pemikiran studi hukum Islam seperti telah diuraikan di atas. 
Dapat ditegaskan di sini sekali lagi bahwa tanpa melibatkan dan 
menggunakan ide-ide, pikiran-pikiran, hasil penelitian yang relevan dari 
disiplin ilmu yang lain, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, 
komunikasi dan sains pada umumnya, maka penelitian yang terkait 
dengan teori fundamental studi hukum Islam akan tetap “terjebak” dalam 
batas-batas literatur-literatur tradisional berikut manuskrip-manusktipnya, 
dan studi hukum Islam akan terus menerus 'tertingga? (outdated) dalam 
membangun basis teorinya dan praktik-praktik pelaksanaan hukum di 
lapangan, dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat 
multikultural-multireliji seperti di era global sekarang ini. Oleh karenanya, 


upaya untuk membangun paradigma dan merekonstruksi epistemologi 
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studi hukum Islam era sekarang, tidak bisa tidak kecuali dengan cara 
menggunakan pendekatan 1074/ discourse multidisiplin, interdisiplin, bahkan 
transdisiplin. Untuk memperkuat pendekatan kefilsafatan dalam studi ilmu 
hukum Islam, FSH perlu membuat matakuliah baru atau bahkan membuka 
program studi baru yang bernama Filsafat Ilmu Hukum Islam. Nama 
matakuliah atau program studi baru ini mencoba mentrialogkan antara 
Filsafat Ilmu, Filsafat Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum Islam. Dalam 
konteks matakuliah, barangkali ia adalah penggabungan antara matakuliah 
Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum Islam. Sedangkan apabila dikembangkan 
menjadi nama prodi baru, dua konsentrasi yang dapat dimasukkan adalah 


Konsentrasi Magasid asy-Syari ah dan Konsentrasi Usu/ a-Figh. 


Berdasarkan varian-varian atau model-model pendekatan dalam 
studi ilmu hukum Islam kontemporer (global) di atas, baik yang 
disampaikan oleh Saeed dan Auda, UIN Sunan Kalijaga, khususnya FSH 
harus berani menentukan posisinya secara tegas—untuk tidak 
mengatakan menentukan Yenis kelamin keilmuan'-nya secara tegas—, 
tidak ragu-ragu. Menurut penulis, Mazhab Jogja harus berani 
mengembangkan model pendekatan trialektis antara pendekatan 
kesejarahan (fikih klasik, modern, dan postmondern), pendekatan 
kefilsafatan (ushul fikih dan filsafat sebagai ilmu), dan pendekatan 
keilmuan (ilmu hukum lokal, nasional, dan global) dalam pengembangan 
studi hukum Islam. Apabila diringkas, ketiga jenis pendekatan tersebut 
adalah tiga pilar utama dalam pendekatan integrasi-intekoneksi, yaitu 
hadarat an-nas (pendekatan kesejarahan |fikih klasik, modern, dan 
postmondernj)), hadarat al-falsafah (pendekatan kefilsafatan fushul fikih 
dan filsafat sebagai ilmu), dan hadarat al-'ilm (pendekatan keilmuan Jilmu 
hukum lokal, nasional, dan global)). Dengan kata lain, model studi ilmu 
hukum Islam Mazhab Jogja adalah Integrasi-Interkoneksi. Epistemologi 
studi ilmu hukum Islam global tersebut harus dijadikan pertimbangan 
bagi Mazhab Jogja untuk menentukan arah masa depan studi hukum 
Islamnya, terutama Fikih Indonesia mau di mana ke mana? Menjadi 
Mazhab Kanar', Mazhab Kiri, Mazhab Tengah”, atau Mazhab Jogja 
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itu sendiri (bukan kanan, tengah, dan kiri). Epistemologi studi hukum 
Islam global tersebut harus didialogkan dengan studi hukum Islam di 
level nasional dan lokal, terutama terkait dengan fenomena transformasi 
dari IAIN menuju IAIN Terpadu JAINT) atau UIN pada awal abad 
ke-21 ini (2002-sekarang). Sebab, efek dari proses transformasi tersebut, 
Fakultas Syari'ah-Fakultas Syari'ah yang ada di era IAIN berganti nama 
menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) di era UIN. 


B. Epistemologi Studi Ilmu Hukum Islam Nasional: Dari 
Gerakan Individual Menuju Rekayasa Institusional (Kritik 
Nalar Indonesia) 


1. Fikih Mazhab PTAI 


Model-model kajian epistemologi studi ilmu hukum Islam global 
di atas, terutama yang muncul di akhir abad ke-20, kemudian sangat 
memengaruhi corak pemikiran studi ilmu hukum Islam di Indonesia 
(nasional). Mahsun Fuad, dalam bukunya berjudul Hukum Islam Indonesia 
(2005),”" telah sangat baik memetakan secara komprehensif model- 
model epistemologi studi ilmu hukum Islam nasional (Indonesia). Buku 
tersebut berasal dari tesisnya di Mazhab Jogja Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga. Buku itu mencoba mereportasi pemikiran studi hukum Islam 
yang pernah muncul pada masa pra-kemerdekaan (pra-1945), dan 
memaparkan tema-tema pemikiran studi hukum Islam yang muncul pada 
rentang waktu antara tahun 1970 hingga tahun 2000 (30 tahun), yang 


secara katagorik berjumlah lima varian, yaitu gagasan Fikih Indonesia 


28 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga 
Emansipatoris (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 24. Dalam konteks Tafsir, misalnya, muncul 
Islah Gusmian dalam karyanya Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi 
(Jakarta: Teraju, 2003). 

2? Jauh sebelum teori-teori keindonesiaan hukum Islam muncul, Hasbi pada 
tahun 1940 sudah mengemukakan gagasannya tentang perlunya dibentuk Fikih 
Indonesia yang pada tahun 1961 didefinisikan sebagai fikih yang ditentukan berdasarkan 
kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Hasbi ash-Shiddiegy, “Memoedahkan 
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(Hasbi ash-Shiddiegy) pada tahun 1940,2” Fikih Mazhab Nasional 
(Hazairin) pada awal tahun 1950-an,””—setidaknya ada dua civitas 
Mazhab Jogja yang pernah merespon gagasan Hazairin tersebut, yaitu 
Kamsi lewat artikel Hagairin dan Pemikiran Hukumnya: Studi tentang 
Perwalian Nikah (1996y” dan artikel Abd. Halim berjudul Hagairin dan 
Pemikirannya tentang Pembaruan Hukum Kekeluargaan dalam Islam 1998Y” — 
Reaktualisasi Ajaran Islam (Munawir Sjadzali) pada tahun 1987,25 Agama 


Pengertian Islam”, dalam Pandji Islam, Boendelan Ketoedjoeh, 1940, Sjariat Islam 
Mendjawab Tantangan Zaman (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961), hlm. 24. 

220 Pada awal tahun 1950-an, Hazairin menawarkan konsep “Mazhab Nasiona/. 
Walaupun bertulangpunggungkan mazhab Syafi'i, tetapi Mazhab Nasional membatasi 
ruang lingkupnya pada hukum-hukum non ibadah yang belum dijadikan undang-undang 
oleh negara. Hazaitin, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 6. 
Mengenai biografi Hazairin dapat dilihat pada Hasan Shadily (ed.), Ensiklopedi Indonesia, 
Jilid I (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1980). Entri Hazairin, “Apa dan Siapa Orang-orang 
Indonesia 1981-19182” dalam Tempo (Jakarta: Grafity Press, 1981): Sayuti Talib, 
Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: in Memorian Prof. Mr. Dr. Hagzairin (Jakarta: UI 
Press, tt.): Bushar Muhammad, “In Memoriam Prof. Dr. Hazairin., SH”, dalam Kompas 
(Jakarta: Kompas, 15-01-1977), hlm. 6, S.H. Amin, “Mengenang al-Marhum Prof. Mr. 
Dr. Hazairin”, dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: UI Press, 1970), hlm. 
2, Bismar Siregar, “Prof. Mr. Dr. Hazairin: Seorang Mujahidin Penegak Hukum 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia 
(Jakarta: UI Press, 1976), Al-Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian 
Perbandingan Terhadap Penalaran Hagairin Dan Penalaran Fikih Mazhab (Yogyakarta: 
Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 1989): Moh. Dja'far, Polemik antara Prof. 
Dr. Hagairin dan Para Pengkritiknya Mengenai Hukum Kewarisan Bilteral Menurut al-Our'an 
dan Hadis: Suatu Studi Perbandingan (Jakarta: Disertasi Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah, 1993): Damrah Khair, Hukum Kewarisan Individual Bilateral Menurut Hagairin 
Dalam Rangka Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional (Jakarta: Disertasi Pascasarjana 
UIN Syarif Hidayatullah, 1997), dan Sukiati Sugiono, Islamic Legal Reform in Twentieth 
Century Indonesia: A Study of Hagairins Thought (Kanada: Tesis McGill University, 1999). 

2 Jurnal Penelitian Agama, No. 15. Tahun V Januari-April 1996. 

222 Jurnal Penelitian Agama, No. 18 Tahun VII Januari-April 1998. 

22 Pada tahun 1987, Munawwir Sjadzali menawarkan kaji ulang penafsiran 
hukum Islam, dengan menekankan pada perubahan “r/, maslahat, dan mafsadat, yang 


popular sebagai Reaktualisasi Ajaran Islam walaupun ia sendiri menyebutnya “Dinamika 
Hukum Islam”. Munawwir Sjadzali, “Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Igbal 
Abdurrauf Sainima (ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 
1980), hlm. 1. 
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Keadilan (Masdar Farid Mas'udi) pada tahun 1993,”'"—gagasan Agama 
Keadilan tersebut pernah dikritik oleh Ahmad Baso, lewat artikel Mengadili 
Agama Keadilan: Telaah Kritis Pemikiran Masdar F. Mas'udi (2006):””—dan 
Fikih Sosial (Sahal Mahfud”? dan Ali Yafie””) pada tahun 1990-an. Buku 
terbaru yang mengkaji tentang Kiai Sahal Mahfudh, baca karya M. Imam 
Aziz (ed.) berjudul Belajar dari Kiai Sahal (2014). Ide Fikih Sosial ini, 
misalnya, telah dikembangkan oleh Zubaedi dalam bukunya (berasal dari 
disertasi Mazhab Jogja Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga) berjudul 
Kontribusi Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai 
Pesantren (2005). Untuk mengembangkan ide-ide Fikih Sosial, berdirilah 
Fikih Sosial Institute. Apakah mungkin FSH UIN Sunan Kalijaga juga 


mendirikan semacam Fikih Indonesia Institute ? atau bahkan Hasbi ash- 


24 Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam (Jakarta: 
P3M, 1993). 

25 Ahmad Baso, “Mengadili Agama Keadilan: Telaah Kritis Pemikiran Masdar 
F. Mas'udi”, dalam NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan 
Fundamentalisme Neo-Liberal (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 312-382. 

220 Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994). Dalam pidato 
penganugerahan Doctor Honoris Causa (Dr. HC), K.H. Sahal Mahfudh menegaskan 
bahwa fikih sosial merupakan refleksi dari hukum Islam dan pengembangan masyarakat. 
Gagasan fikih sosial memiliki keterkaitan dinamis dengan kondisi sosial yang terus 
berubah. Menurut Kiai Sahal, fikih sosial memiliki lima pokok utama: (1) interpretasi 
fikih secara kontekstual, (2) perubahan pola bermazhab dan bermazhab secara 
kontekstual, (3) verifikasi mana ajaran yang pokok dan ajaran yang furu”, (4) fikih 
dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara, (5) pengenalan metodologi 
pemikiran filosofis, terutama masalah budaya dan sosial. Munawir Aziz, “Pengantar 
Editor: Dari Fikih Sosial Menuju Fikih Nusantara”, dalam Munawir Aziz (ed), 
Epistemologi Fikih Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat (Pati: Fikih 
Sosial Institute, 2014), hlm. xii. 

27 K.H. Ali Yafie, Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi 
hingga Ukhuwah (Bandung: Mizan, 1994), Jamal D. Rahman dkk (eds.), Wacana Baru 
Fikih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafe (Bandung: Mizan, 1997). 

28 M. Imam Aziz (ed.), Belajar Dari Kiai Sahal (Pati: Keluarga Mathali'ul Falah, 
2014). 

229 Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fikih Sosial 
Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2005). 
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Shiddiegy Institute? Minhaji, juga pernah menulis artikel tentang Ali 
Yafi berjudul K.H. Ali Yafi dan Fikih Indonesia 1997)?" Apabila Sahal 
Mahfud memperkenalkan istilah Fikih Sosial, maka Miftahul Huda 
memperkenalkan istilah Syari'ah Sosial (2011).2! 


Namun demikian, berbagai cara dan 
tawaran tentang pembacaan hukum Islam 
di Indonesia yang dikaji oleh Mahsun di atas 
eranya dari tahun 1970 hingga 2000 (30 


tahun). Kajiannya belum dilanjutkan dari 


HUKUM tahun 2000 hingga tahun 2013, misalnya. 
ISLAM Sebab, selama kurang lebih tiga belas tahun 
INDONESIA tersebut, telah berkembang juga model 


Dari Nalar Fartisipatoris 


lingga Emansi 


varian pemikiran hukum Islam di Indonesia, 


baik yang berasal dari generasi tua maupun 


generasi mudanya. Misalnya, dari Mazhab 
Sapen, muncullah nama-nama seperti Atho” 
Mudzhar yang menawarkan model Sosiologi Hukum Islam (Fikih 
Sosiologis), Akh. Minhaji menawarkan Sejarah Sosial Hukum Islam (Fikih 
Historis), Syamsul Anwar menawarkan Teori Pertingkatan Norma (Fikih 
Hierarkhis), Yudian Wahyudi menawarkan Mengindonesiakan Fikih 
Indonesia dan Filsafat Hukum Islam (Fikih Filosofis), Khoiruddin 
Nasution menawarkan Perbandingan Hukum Islam Kawasan (Fikih 
Komparatif), Ratno Lukito menawarkan Pluralisme Hukum di Indonesia 
(Fikih Pluralis), dan Noorhaidi menawarkan Etnografi Hukum Islam (Fikih 
Etnografis). Noorhaidi Hasan dan Ali Sodigin, mencoba menawarkan 
“benih-benih' pendekatan antropologi hukum Islam. Bedanya, Noorhaidi 
berangkat dari konteks—lihat bukunya (terjemahan disertasinya) berjudul 
Laskar Jihad (2008)””—, sedangkan Ali Sodigin berangkat dari teks— 


20 Jurnal a-Mawarid, No. 6, Tahun 1997, hlm. 115. 

21 Miftahul Huda, Syari'ah Sosia: Etika-Pranata-Kultur (Mataram: LEPPIM 
IAIN Mataram, 2011). 

232 Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di 
Indonesia Pasca-Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 2008). 
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lihat bukunya (berasal dari tesis) berjudul Hukum Oisas (2010) ””—. 
Contoh lain seperti Makhrus Munajat yang mengusung ide Hukum Pidana 
Islam di Indonesia (2009).” Sebagai alumni Mazhab Jogja (1999-2003), 
penulis sendiri menawarkan model Antropolinguistik Hukum Islam, 
lewat buku (disertasi) berjudul Sistem Kekerabatan dalam a-Ouran (2011). 


Sejak awal tahun 2000-an (awal abad ke-21), banyak sekali varian 
studi ilmu hukum Islam yang ditawarkan oleh berbagai kaum cendekia 
di Indonesia, misalnya Al-Yasa' Abu Bakar menawarkan “Perbandingan 
Penalaran Fikih Mazhab” (1998)”" dan “Metode Istislahiyah” (2012),2" 


9 menawarkan “Fikih 


Husein Muhammad” dan Syafig Hasyim” 
Perempuan” (2001), Marzuki Wahid dan Rumadi menawarkan “Fikih 
Mazhab Negara” (2001),#” Mujiono Abdillah menawarkan “Fikih 
Lingkungan” (2001),”' Muhammad Azhat menawarkan “Fikih 
Peradaban” (2001), Topo Santoso menawarkan “Membumikan Hukum 
Pidana Islam” (2003),”? Musdah Mulia menawarkan “Mazhab anti-K HP”, 


lewat gagasan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam/ CLD-KHI 


23 Ali Sodigin, Hukum Oisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam (Yogyakarta: 
Tiara Wacana, 2010). 

24 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009). 

28 Waryani Fajar Riyanto, “Sistem Kekerabatan dalam al-Gur'an: Perspektif 
Antropolinguistik”, dalam Disertasi (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011). 

236 Al-Yasa? Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap 
Penalaran Hagairin dan Penalaran Fikih Mazhab (Jakarta: INIS, 1998). 

2 Al-Yasa Abu Bakat, Metode Istislahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam 
Ushul Fikih (Banda Aceh: Pascasarjana IAIN ar-Raniry Press, 2012). 

28 Husein Muhammad, Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan 
Gender (Yogyakarta: LKiS, 2001). 

29 Syafig Hasyim, Hal-hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan 
dalam Islam: Sebuah Dokumentasi (Bandung: Mizan, 2001). 

40 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fikih Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum 
Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001). 

21 Mujiono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan: Perspektif a-Our'an (Jakarta: 
Paramadina, 2001). 

42 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam 
Wacana dan Agenda (Jakarta: Gema Insania Press, 2003). 
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(2004), Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean menawarkan 
“Politik Hukum Islam” (2004), Ridwan menawarkan “Fikih Negara” 
(2005), Jazim Hamidi menawarkan “Hermeneutika Hukum Islam” 
(2005),““ Said Agil Husin al-Munawar menawarkan “Fikih Hubungan 
Antar Agama” (2005)”"—bandingkan dengan buku Hasbi ash-Shiddiegy 
berjudul Hukum Antar Golongan dalam Fikih Islam A9T1)—, Zaitunah 
Subhan menggagas “Fikih Pemberdayaan Perempuan” (2008),”$ Abdul 
Mun'im Saleh menawarkan “Hukum Islam Induktif” (2009),”” Muhyat 
Fanani menawarkan “Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum 
Nasional” (2008) dan “Fikih Madani” (2009),8" Ahmad Imam Mawardi 
menawarkan “Fikih Minoritas” (2012),”' Mutawalli menawarkan 
“Syar?ah Inklusif” (2013),5? dan Hasan Muarif Ambary menawarkan 
“Arkeo-(Hukum) Islamologi” atau “Arkeologi (Hukum) Islam” (2001). 


23 Siti Musdah Mulia dkk/Tim Kajian Pengarusutamaan Gender (PUG) 
Departemen Agama RI, Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum 
Islam (Jakarta: Tim PUG, 2004). 

24 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari'at Islam: 
Dari Indonesia hingga Nigeria (Jakarta: Alvabet, 2004). 

48 Ridwan, Membongkar Fikih Negara: Wacana Keadilan Jender dalam Hukum 
Keluarga Islam (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2005). 

“46 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan 
Interpretasi Teks (Yogyakarta: UII Press, 2005). 

“7 Said Agil Husin al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama (Jakarta: Ciputat 
Press, 2005). 

48 Zaitunah Subhan, Menggagas Fikih Pemberdayaan Perempuan (Yakarta: el- 
KAHFI, 2008). 

“9 Abdul Mur'im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif 
Menemukan Hakikat Hukum Model al-Oawa'id al-Fighiyyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009). 

20 Muhyat Fanani, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan 
Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008): Fikih Madani: 
Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern (Yogyakarta: LKIS, 2009). 

251 Ahmad Imam Mawardi, Fikih Miworitas: Fikih al- Agalliyat dan Evolusi Magasid 
asy-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LKIS, 2012). 

22 Mutawalli Sya'rawi, Syari'ah Inklusif (Mataram: TAIN Mataram Press, 2013). 

258 Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis 
Islam Indonesia (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 7. 
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Bandingkan buku Ambary tersebut dengan dua buku tulisan Uka 
Tjandrasasmita, dosen UIN Jakarta, tentang studi Arkeologi Islam 
berjudul Penelitian Arkeologi Islam di Indonesia (2000/”" dan Pertumbuhan 
dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia (2000).58 


Pendekatan Arkeologi Hukum Islam 


Arkeologi (Hukum Antropologi (Hukum Islam) 
Islam) 
Sosiologi (Hukum Islam) 


Sejarah Sosial (Hukum Islam) 


Kultur Material Nilai-Nilai Kultural 


Di antara varian-varian model pemikiran fikih di atas, salah satu 
yang menarik adalah tawaran Marzuki Wahid, alumni pada Fakultas 
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (S1 tahun 1995), tentang Fikih Mazhab 
Negara. Kenapa menarik?, sebab Marzuki mencoba menggeser 
penamaan fikih yang biasanya dinisbahkan kepada person, seperti fikih 
Syafi'i dan fikih Hanbali, menuju pada suatu institusi atau ideologi 
tertentu, dalam hal ini adalah negara. Mengapa disebut (fikih) mazhab 


negara?, lebih lanjut Marzuki menjelaskan: 


24 Uka Tjandrasasmita, Penelitian Arkeologi Islam di Indonesia: Dari Masa Ke Masa 
(Kudus: Menara Kudus, 2000). 

255 Uka Tjandrasasmita, Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di 
Indonesia: Dari Abad XINI-XVTII (Kudus: Menara Kudus, 2000). 
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Mengapa disebut “mazhab negara? Sebetulnya sederhana saja, karena elemen- 
elemen konstruksi hukum Islam dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) mulai 
dari inisiatif, proses penelitian, penyusunan, hingga penyimpulan akhir dari 
pilihan-pilihan hukumnya semuanya dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk 
oleh negara dan beranggotakan hampir seluruhnya orang-orang negara. Latar 
belakang pembentukan, logika hukum yang digunakan, hingga pola redaksi 
yang diterapkan juga sebagaimana lazimnya digunakan oleh hukum positif 
yang diakui negara. Lebih dari itu, legitimasi hukum pemberlakuannya juga 
bergantung pada keputusan negara melalui (sementara ini) Instruksi Presiden 
(Inpres). Walhasil, semuanya berwarna serba negara, paralel dengan langgam 
politik Orde Baru (saat itu) yang sangat otoritarian, suatu bingkai politik di 
mana KHI dilahirkan. 


Sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual, saatnya kita berani 
mengatakan mazhab di luar mazhab person, seperti mazhab Maliki, mazhab 
Syafi'i, dan sebagainya. Yakni menyatakan secara tegas dan argumentatif 
mazhab fikih yang dinisbatkan pada suatu institusi atau ideologi tertentu yang 
memang secara nyata terlibat dalam wacana dan penafsiran terhadap sumber 
hukum Islam dan melahirkan produk hukum Islam. Misalnya, penyebutan 
Fikih Mazhab Orde Baru, Fikih Mazhab Sosialisme, dan seterusnya. 
Penyebutan ini penting dilakukan, setidaknya karena tiga hal. Pertama, adalah 
suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa institusi atau ideologi tersebut, 
terutama negara, dewasa ini telah menjadi subjek yang mendominasi banyak 
orang. Nyaris tak seorangpun merdeka atas jaring-jaring ideologi dan aturan 
institusi negara. Kedua, diakui atau tidak keberadaan institusi atau ideologi 
tersebut sekarang ini telah mempribadi (menjadi subjek yang memengaruhi) 
melebihi kemampuan pribadi ulama, baik jaman dahulu maupun sekarang. 
Ketiga, dalam kenyataan rumusan fikih hasil ijtihad person-ulama itu tidak diikuti 
keseluruhannya oleh umat Islam sekarang, Banyak Muslim sekarang mengikuti 
fikih secara #a/fig (eklektik). Dengan kata lain, sebagian pendapat satu ulama 
ditinggalkan dan mengambil pendapat ulama lain untuk sebagian masalah 
lain. Ini berarti banyak orang mengikuti fikih secara lintas mazhab.” 


Penyebutan nama “fikih di luar person, masih menurut Marzuki, 


dilakukan bukan untuk kepentingan penyebutan semata saja, melainkan 


juga bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan moral. Dalam konteks ini, 


penisbatan fikih pada suatu kawasan tertentu, seperti Fikih Indonesia, 


256 Marzuki Wahid, Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal 


Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Bandung: Penerbit 
Marja, 2014), hlm. 192. 


257 Thid, 
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Fikih Mesir, dan sejenisnya, yang pernah populer beberapa waktu lalu 
menjadi tidak relevan lagi. Sebab, tidak jelas kepada siapa 
pertangungjawaban ilmiah dan moral itu ditujukan. Lagi pula, penamaan 
berdasarkan kawasan cenderung bernuansa homogenisasi daripada 
membiarkan pluralitas ijtihad itu tumbuh seperti apa adanya. Ini 
bertentangan dengan karakter fikih dalam maknanya yang genuine, yaitu 
dalam sejarahnya fikih tidak pernah tunggal dan tidak bisa ditunggalkan. 
Hanya karena intervensi arogansi politik dan pemaksaan kepentingan 
kelompok dominanlah watak demokratis bangunan fikih itu terpasung 


dalam sejarah." 


Tiga belas tahun kemudian (2001-2014), sejak mencetuskan 
gagasan Fikih Mazhab Negara (2001), Marzuki kemudian menggeser 
istilah tersebut menjadi Fikih Indonesia, dalam bukunya Fikih Indonesia 
(2014). Sebuah istilah yang pernah dikritiknya sendiri, karena dianggap 
bernuansa homogenisis, tidak heterogenisis, tetapi justru sekarang 
digunakannya. Menurut Marzuki: 

Dengan tambahan hasil penelitian CLD-KHI dalam buku ini (Fikih Indonesia), 


studi saya tentang positivisasi hukum Islam di Indonesia dan studi politik atas 
hukum Islam semakin lengkap dan berimbang antara kehendak negara dan 


respon masyarakat sipil (civi/ society) dalam menghadirkan hukum Islam dalam 
wadah negara Pancasila. Atas tambahan materi CLD-KHI ini, judul buku ini 
saya ubah dari Fikih Mazhab Negara menjadi Fikih Indonesia. Penyebutan 
Fikih Indonesia mungkin terkesan hiperbolik atau bahkan simplistik. Karena 
hukum Islam di Indonesia tentu saja tidak hanya KHI dan CLD-KHI. Ragam 
dan praktik hukum Islam di Indonesia sebanding dengan banyaknya ragam 
kebudayaan itu sendiri di setiap pojok Indonesia.” 


Salah seorang civitas FSH UIN Sunan Kalijaga yang pernah 
merespon isu CLD-KHI yang juga dikaji oleh Marzuki tersebut adalah 
Mochamad Sodik dalam artikel Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI 
dan CLD KHI bersama Musdah Muliah (2004). Selain Sodik, Euis, dalam 


258 Thid,, hlm. 193. 

259 Tbid., hlm. xxxviii. 

20 Jarnal Ilmu Syari'ah: asy-Syir'ah, Vol. 38, No. II, Tahun 2004, hlm. 193-225. 
y YO! 
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salah satu sub bab disertasinya juga memasukkan kajian CLD KHI 
tersebut, yaitu pada sub bab Controversy on the Counter Legal Draft of 
Kompilasi (2010). Berdasarkan penjelasan tersebut, setidaknya ada tiga 
model penamaan sebuah mazhab hukum (Islam), yaitu bercorak 
personalis, geografis, dan ideologis. Yang pertama biasanya dinisbahkan 
kepada nama-nama tertentu yang memiliki otoritas tunggal keilmuan, 
seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan seterusnya. Kelemahan model 
ini adalah hanya menawarkan satu model pemahaman saja, padahal 
pemahaman fikih itu bersifat plural, alias kebenaran interpretasi itu tidak 
tunggal. Model kedua seperti istilah Fikih Indonesia, Fikih Hijaz, Fikih 
Mesir, dan seterusnya. Kelemahan model ini, biasanya interpretasinya 
bersifat homogenis, tidak heterogenis. Selain itu, fanatisme berlebihan 
terhadap wilayah tertentu bisa mengakibatkan kebanggaan yang 
berlebihan pada kawasan-kawasan tertentu. Model ketiga biasanya 
dinisbahkan kepada negera, seperti Fikih Mazhab Negara. Kalau Fikih 
Mazhab Negara yang dimaksudkan adalah KHI saja, maka tentunya ia 
akan menafikan varian-varian pemikiran lain tentang studi hukum di 
Indonesia, seperti hukum adat dan hukum Barat. Oleh karenanya penulis 
menawarkan model keempat, yaitu mazhab fikih yang lebih bercorak 
ilmuis, tidak ideologis, yaitu Mazhab Fikih PTAI (Perguruan Tinggi 
Agama Islam). Mazhab Fikih PTAI (MEP) adalah mazhab fikih yang 
berasal dari konfigurasi-integratif berbagai jenis ide studi hukum Islam, 
yang berasal dari pemikir-pemikit PTAI di Indonesia. Karena bercorak 
ilmuis, maka model mazhab ini selalu terbuka untuk diktitisi, 
dikembangkan, dan diperbaiki secara terus menerus. 

Dalam buku (disertasi) berjudul Pengembangan Metodologi Fikih 
Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional (2011), Agus 
Moh. Najib, salah seorang dosen FSH UIN Sunan Kalijaga mengkaji 


pemikiran enam tokoh yang dipandangnya sebagai representasi dari 


21 Buis Nurlaelawati, Modernization, Tradition, and Identity: Tbe Kompilasi Hukum 
Islam and Legal Practice in tbe Indonesia Religious Courts (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2010), hlm. 125-129. 
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penggagas Fikih Indonesia, yaitu Hasbi Agus Moh. Najib 
ash-Shiddiegy, Hazairin, Munawir 
Sjadzali, Bustanul Arifin, Oodri Aziziy, 

PENGEMBANGAN METODOLOGI 


dan Yudian Wahyudi. Tiga 'nama baru” (IKI INDONESIA 


yang ditawarkan oleh Najib tersebut DAN KONTRIBUSINYA BAGI PEMBENTUKAN HUKUM HASIOMAL 
adalah Bustanul Arifin, Oodri Azizy, dan 
Yudian Wahyudi. Sebab, selama ini ketika 
kita berbicara tentang gagasan Fikih 
Indonesia, selalu menyebut dua “nama 
lama" saja, yaitu Hasbi dan Hazairin. 


Menurut Najib, dasar pemilihan enam 


tokoh tersebut karena pada pemikiran 
mereka yang bersifat nasional 
keindonesiaan, yaitu berusaha mengaitkan hukum Islam dengan konteks 
masyarakat Indonesia serta memberlakukannya secara formal sebagai 
aturan perundangan. Najib mengkaji keenam tokoh tersebut dengan 


262 


metode deskriptif-kronologis. 

Selain di Mazhab Jogja, di Mazhab Ngaliyan, misalnya, juga telah 
muncul pemikiran dari generasi tua, seperti model Eklektisisme Hukum 
Islam-Hukum Nasional dan Ilmu Hukum Indonesia (Indonesian 
Jurisprudence) yang pernah ditawarkan oleh Yodri Azizy, yang juga disebut- 
sebut oleh Agus Najib sebagai salah satu penggagas Fikih Indonesia.” 
Salah satu gagasan penting lainnya dari Oodri adalah konsep “Humanisasi 
Ilmu-ilmu Keislaman dan Sakralisasi Ilmu-ilmu Sekuler” (2000). Konsep 
ini kemudian dikembangkan secara tidak langsung oleh Abdurrahman 
Mas'ud menjadi “Pendidikan Humanisme-Religius”, dalam bukunya 
Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai 
Paradigma Pendidikan Islam (2002), Gama Media, Yogyakarta. Maksudin 


262 Agus Moh. Najib, Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya 
Bagi Pembentukan Hukum Nasional (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 56-57. 
263 Thid., hlm. 76-79. 
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sepertinya juga “ikut-ikutan" menggunakan istilah “nondikotomik 
tersebut, dalam bukunya Paradigua Agama dan Sains Nondikotomik (2013), 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Menurut Oodtri: 


Menghadapi gap antara keberadaan ilmu yang ngawang-ngawang dan tuntutan 
masyarakat yang empirik, timbullah pertanyaan mengenai usaha apa yang harus 
dilakukan. Sebab, jika tanpa ada usaha yang serius, akan tetap saja terjadi gap, 
bahkan akan jadi meruncing. Bisa saja usaha tersebut dengan cara mengisi 
beberapa disiplin ilmu atau ketrampilan yang biasanya diberikan di perguruan 
tinggi lain (biasa disebut “umum?”). Namun, usaha ini bukanlah penyelesaian 
disiplin ilmu-ilmu yang dianggap ngawang-ngawang tersebut, yang berarti lari 
dari permasalahan yang sebenarnya. Salah satu cara paling tepat untuk 
menyelesaikan permasalah tersebut, saya kira bertolak dari dalam disiplin ilmu 


itu sendiri, yang dalam hal ini saya sebut “humanisasi ilmu-ilmu keislaman”. 


Godri kemudian menggagas tiga tahapan (desakralisasi, 
kontekstualisasi, dan reaktualisasi) yang perlu dilakukan untuk humanisasi 


ilmu-ilmu keislaman yang ia maksudkan, yaitu: 


Pertama, hasil karya ulama masa lalu, yang selama ini ditempatkan sebagai 
doktrinal yang sakral dan penyempaiannya secara dogmatis hendaknya 
ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya, yakni sebagai hasil ijtihad 
(pemikiran mandiri) para ulama terdahulu. Dengan “humanisasi ilmu-ilmu 
keislaman” doktrin yang sakral tersebut menjadi suatu yang bisa tersentuh 
oleh akal manusia masa sekarang. Dari pandangan pihak-pihak yang 
menganggap doktrinal dan sakral, maka ada eksesnya yang mungkin tidak 
diinginkan, yaitu akan muncul “degradasi doktrin” atau “relativisasi doktrin”. 
Saya tidak menggunakan istiah waktu bersamaan, hendaknya terjadi 
“sakralisasi” ilmu-ilmu sosial dan humanities pada umumnya, yang selama ini 
dianggap ilmu-ilmu sekuler sehingga gap antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu- 


ilmu sekulet semakin menipis." 


Kedua, melihat hasil ijtihad tersebut secara kontekstual, sehingga menjadi 
hidup dan mempunyai nilai, atau menggunakan istilah Nasr, sebagai /iving 
tradition and knowledge. Oleh karena itu, usaha “kontekstualisasi” terhadap hasil 
ijtihad masa lampau harus digairahkan kembali. Kajian seperti ini tidak cukup 
hanya membaca teks dari hasil ijtihad, namun harus dibarengi dengan kajian 


21 Jodri Azizy, “Humanisasi Ilmu-ilmu Keislaman dan Sakralisasi Ilmu-ilmu 
Sekuler”, dalam Godri Azizy, Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar 
(Yogyakarta: LKS, 2000), hlm. 133-134. 

265 Thid., hlm. 134-135. 
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sejarah dan sosialnya.“ 


Ketiga, setelah mampu menciptakan kontekstualisasi, barulah akan mampu 
mengadakan pengujian terhadap hasil ijtihad tersebut. Hasil pengujian bisa 
berlanjut dengan menghasilkan “reaktualisasi”. Ini harus dilandasi oleh 
kemampuan interpretasi hasil ijtihad tersebut, dan dilanjutkan dengan 


“reinterpretasi”, dan pada waktunya akan ada tuntutan “reformasi” terhadap 
267 


pemahaman Islam dari wahyu. 

Untuk melestarikan ide-ide Godri Azizy Mazhab Ngaliyan 
mendirikan Godri Azizy Institute, bersamaan dengan acara peluncuran 
buku Jejak Intelektual-Birokrat: Menelususi Kearifan Prof. Oodri Azizy (2012) 
karya Abdul Rouf dan Ali Romdhoni. Generasi “muda” dari Mazhab 
Ngaliyan, yang juga alumni Mazhab Jogja, penulis dapat mencalonkan 
nama Muhyar Fanani, yang telah menawarkan model Sosiologi 
Pengetahuan (Hukum Islam), yang pernah dijelaskan dalam buku Aplikasi 
Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang (2008), dan disertasinya yang 
kemudian dibukukan berjudul Fikih Madani (2009). Landasan 
epistemologi sosiologi pengetahuan (hukum Islam) adalah perpaduan 
antara rasionalisme dan empirisisme. Oleh karena itu, sosiologi 
pengetahuan (hukum Islam) menekankan dialektika antara dunia rasio 
dan dunia empiris. Sosiologi pengetahuan (hukum Islam) memiliki 
konsepsi kebenaran yang khas, yakni kebenaran intersubjektif (kebenaran 
konsensus). Kebenaran objektivisme-positivistik sangat ditentang oleh 
sosiologi pengetahuan (hukum Islam). Objek kajian atau ontologi 
sosiologi pengetahuan (hukum Islam) adalah hubungan timbal balik 
antara masyarakat dengan pengetahuan. Sementara aksiologi sosiologi 
pengetahuan (hukum Islam) adalah terwujudnya pengetahuan yang 


dinamis.” 


266 hid, 

267 Thi, 

28 Muhyar Fanani, Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara 
Pandang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 217-218. 

269 Muhyat Fanani, Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern 
(Yogyakarta: LKIiS, 2009). 

20 Fanani, Metode Studi Islam, hlm. 217-218. 
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Lanjut Muhyar,?" aplikasi sosiologi pengetahuan (hukum Islam) 
bagi pengembangan ilmu ushul fikih, dilakukan dengan dua tahap, yakni 
tahap pengembangan teoretis-epistemologis dan tahap pengembangan 
praktis-metodologis. Tahap pertama meliputi dua langkah, yakni 
menangkap substansi ilmu ushul fikih, dan mengembangkan paradigma 
dalam ilmu itu. Langkah pertama dilakukan dengan cara menemukan 
eksemplar-eksemplar dalam ilmu tersebut, menemukan paradigma dalam 
eksemplar-eksemplar, dan mengidentifikasi teori-teori dalam setiap 
paradigma yang ada dalam ilmu ushul fikih. Langkah kedua, 
mengembangkan paradigma dalam ilmu ushul fikih dilakukan dengan 
cara menelusuri kaitan antara paradigma dengan konteks sosio- 
historisnya, mencari kemungkinan paradigma baru berdasarkan analisis 
persoalan sosio-historis kontemporer, dan mencari kemungkinan teori- 


teori baru yang bernaung dalam paradigma baru. 


Sementara tahap kedua, pengembangan praktis-metodologis, 
dilakukan dengan cara memanafaatkan dua prinsip yang ditawarkan oleh 
Feyerabend, yakni prinsip pengembangbiakan dan prinsip apa saja boleh 
(anything goes) bagi penelitian terhadap ilmu ushul fikih. Prinsip 
pengembangbiakan bukan aturan metodologis melainkan suatu prinsip 
bahwa kemajuan ilmu pengetahuan (ilmu hukum Islam) tidak dapat 
dicapai dengan mengikuti metode atau teori tunggal. Kemajuan ilmu 
pengetahuan (ilmu hukum Islam) akan dicapai dengan membiarkan teori- 
teori yang beraneka ragam dan berbeda satu sama lain berkembang 
sendiri-sendiri. Dengan begitu, pluralisme teori ataupun pluralisme 
metodologi dalam segala riset ilmu ushul fikih dapat dibenarkan untuk 
dilakukan. Prinsip apa saja yang boleh berarti membiarkan segala sesuatu 
berlangsung dan berjalan tanpa banyak aturan. Semua metode, termasuk 
yang paling jelas sekalipun pasti memiliki keterbatasan, sehingga tidak 
harus dipaksakan untuk menyelidiki semua objek. Oleh karena itu, 


pluralitas metode harus diakui dan dikembangkan dalam tiset-riset ilmu 


21 Tbid,, hlm. 219-220. 
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ushul fikih.”? Mazhab Ngaliyan, tempat Muhyar “ditangkarkan' tersebut, 
telah memiliki ciri khas Program Studi Ilmu Falak, baik di level sarjana, 
magister, bahkan doktor. Menurut penulis, Mazhab Sapen (FSH) juga 
harus memiliki ciri khas program studi, dan yang paling rasional adalah 
mengembangkan Program Studi Ushul Fikih Indonesia (P-SUFI) untuk 
jenjang S1, S2, dan S3. 

Dua model epistemologi studi ilmu hukum Islam di level nasional 
(Indonesia), yang tidak dibahas oleh Mahsun dalam bukunya Hukum 
Islam Indonesia (2005), adalah model Islamisasi Nurcholish Madjid dan 
Pribumisasi yang pernah dipopulerkan oleh Gus Dur pada tahun 1980- 
an.” Secara khusus, majalah Taswir ak-Afkar telah menerbitkan pemikiran 
Pribumisasi Islam tersebut dengan tajuk 1s/am Pribumi (2003). Beberapa 
judul buku juga telah Tahir, terinspirasi dari konsep Islam Pribumi 
tersebut, misalnya Is/am Pribumi (2003),”? Pribumisasi Islam (2005), dan 


272 Thid, 

23 Tentang perbedaan antara Islamisasi dan Pribumisasi, lihat misalnya, 
“Islamisasi vs Pribumisasi: Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid”, dalam Ahmad 
Baso, NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Pundamentalisme 
Neo-Liberal (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 266-311. 

24 Pada akhir tahun 80-an, Gus Dur telah mempopulerkan istilah “Pribumisasi 
Islam”. Gagasannya untuk Pribumisasi Islam ini karuan saja membuat geger kalangan 
NU. Sampai akhirnya pada 8-9 Maret 1989 sekitar 200 kiai berkumpul di Pondok Pesantren 
Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon untuk “mengadi? Gus Dur. Sebagaimana diakui 
Gus Dur sendiri, ia bukanlah orang pertama yang memulai. Ia adalah generasi pelanjut 
dari langkah stategis yang pernah dijalankan Walisongo. Dengan langkah pribumisasi, 
menurutnya, Walisongo berhasil mengislamkan tanah Jawa, tanpa harus berhadapan dan 
mengalami ketegangan dengan budaya setempat. Lihat, Islam Pribumi: Menolak Arabisme, 
Mencari Islam Indonesia, dalam Taswir al-Afkar, No. 14 Tahun 2003, hlm. 1. 

2 Imdadun Rahmat dkk, Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membara Realitas 
(Jakarta: Erlangga, 2003). Ada lima karakter Islam Pribumi yang dijelaskan dalam buku 
ini, yaitu kontekstual, toleran, menghargai tradisi, progressif, dan membebaskan. 

“6 Asep Saeful Muhtadi, Pribumisasi Islam: Ikhtiar Menggagas Fikih Kontekstual 
(Bandung: Pustaka Setia, 2005). Istilah Pribumisasi Islam yang digunakan untuk memberi 
identitas buku ini oleh penulisnya mengingatkan pada isu yang pernah diangkat oleh 
Gus Dur pada dekade 1980-an. Gagasan Gus Dur ini pernah ditulis menjadi salah satu 
bagian dari buku yang disunting oleh Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh dengan 
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Pribumisasi Hukum Islam (2012)? Menurut Said Agil Siradj, Fikih 
Indonesia adalah gagasan lama yang terus digodok dan disempurnakan 
sejak masa Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'arie, Prof. Hasbi ash-Shiddiegy, 
Prof. Hazairin, K.H. Achmad Shiddig, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 
dan K.H. Sahal Mahfudh.” 


Tahun 2002, FSH UIN Sunan Kalijaga mencetuskan ide Mazhab 
Jogja. Menurut penulis, Mazhab Jogja tersebut hanya sekedar bungkus saja, 
isinya kosong. Kecuali kalau yang dimaksud dengan Mazhab Jogja di sini 
adalah, bahwa penulis kumpulan artikel dalam buku tersebut berasal dari 
civitas akademika FSH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Agar komunitas 
akademik di luar Jogja kembali percaya pada etos Mazhab Jogja, ia harus 
diisi oleh bangunan epistemik keilmuan studi hukum Islam yang khas Jogja, 
bukan menjiplak dan mencomot secara mentah-mentah ide-ide yang pernah 
berkembang di belahan dunia yang lain. Menurut penulis, syarat yang 
terpenting dan tergenting adalah, Mazhab Jogja harus mampu melakukan 
differensiasi ide dengan mazhab-mazhab keilmuan yang lain. Barangkali, 
pendekatan integrasi-interkoneksi dapat dimasukkan sebagai “isinya”, 
walaupun secara historis tidak ada kaitannya. Pertanyaan terpentingnya, 
bagaimana memasukkan integrasi-interkoneksi yang lebih genera/ tersebut, 
ke dalam Mazhab Jogja yang lebih partikular? Sebab, integrasi-interkoneksi 
lebih luas bila dibandingkan dengan Mazhab Jogja. Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut, pilihannya hanya satu, yaitu melakukan fakultasisasi 
integrasi-interkoneksi di satu sisi (mengecilkan yang besar), dan melakukan 


universitasisasi Mazhab Jogja di sisi lain (membesarkan yang kecil). 


Salah seorang tokoh muda NU, yaitu Aksin Wijaya, pendiri 


Komunitas Kajian Proliman (KKP) di Ponorogo, mencoba 


judul Islam Indonesia Menatap Masa Depan (Jakarta: P3M, 1989), hlm. 81-96. Gagasan 
pribumisasi Islam sendiri, ketika itu, muncul bersamaan dengan hangatnya proyek 
pembaruan pemikiran Islam yang mengemuka kembali sejak awal 1970-an. 

27 Yusdani dkk (eds.), Pribumisasi Hukum Islam: Pembacaan Kontemporer Hukum 
Islam di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2012). 

28 Said Agil Siradj, “Kata Pengantar”, dalam Wahid, Fikih Indonesia, hlm. ix. 
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mengembangkan model Pribumisasi Islam yang pernah digagas oleh 
Gus Dur tersebut dengan istilah Islam Nusantara, dalam bukunya 
berjudul Menusantarakan Islam (2011). Baca juga buku “dwi tunggal?” 
Aksin berjudul Nalar Kritis Epistemologi Islam (2012) dan Satu Islam Ragam 
Epistemologi: Dari Hpistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme (2014). Tutur 
Aksin: 

Gagasan Islam Pribumi memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat 

Indonesia. Namun gagasan ini perlu diperkenalkan kembali untuk menegaskan 

pentingnya gagasan Islam Pribumi itu sendiri dalam konteks ber-Islam di 


Nusantara.”” Berpijak pada Islam Pribumi Gus Dut ini pula, penulis (Aksin 


Wijaya) melanjutkan dan menawarkan gagasan Islam Nusantara baru yang 
280 


berwajah kekinian dan ke depan. 

Terinspirasi dengan istilah Islam Nusantara ini, gagasan Fikih 
Indonesia versi Hasbi dapat dimekarkan menjadi Fikih Nusantara (Kata 
'usantara' berasal dari istilah “nusa” dan “antara', yaitu nusa yang berada 
di antara Samudra Hindia dan Samudra Atlantik”). Bedanya, kalau Fikih 
Indonesia luas cakupan geografisnya di wilayah Indonesia saja, maka 
Fikih Nusantara luas cakupannya hingga ke wilayah Melayu, seperti 
Malaysia, Singapura, Thailand, dan sebagainya. Spirit dari gagasan Fikih 
Nusantara adalah mengembangkan mazhab fikih “antara”, atau Fikih 
Jalan Tengah. Dengan kata lain, Fikih Nusantara adalah Fikih Asia 
(Tenggara). Tahun 2012, mentor Aksin Wijaya, yang sekaligus sebagai 
tokoh Intelektual NU dan pakar Studi al-Guran di FSH UIN Sunan 
Kalijaga, yaitu Nur Kholis Setiawan, membawa proyek Pribumisasi Islam 
tersebut ke ranah Our'anic Studies, tidak hanya Islamic Studies, dengan istilah 
yang diperkenalkannya, yaitu Pribumisasi al-Yur'an (2012). Sayangnya, 


29 Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, 
Negara, Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institut, 2006), hlm. 66. 

20 Aksin Wijaya, Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam Yang 
Tak Kunjung Usai di Nusantara (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), hlm. 88. 

21 O.S. an-Naml (27): 61. 

22 Buku ini menawarkan model pendekatan kombinatif. Yaitu sebuah proses 
kerja yang menganut pola gerak ganda, dari teks menuju realitas, dan dari realitas 
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Nur Kholis termasuk salah satu ilmuwan muda FSH lulusan doktor luar 
negeri (Jerman), yang terbiasa dengan pemikiran-pemikiran universalnya, 
ketika kembali ke Tanah Air, ia terjebak lagi pada Torong-lorong-sempit' 
birokratis-ideologis. Selain model-model di atas, tidak menutup 
kemungkinan ke depannya akan bermunculan ide-ide baru yang sejenis 
untuk menawarkan model neo-sinkretis atau neo-sintesis atau neo- 
eklektis atau neo-integralis (integrasi-interkoneksi) antara Islam dan 
Indonesia (religion and culture), seperti Fikih Nusantara, Fikih 
Transnasional, Fikih Pancasila, Fikih Interkoneksi, Fikih 


Multidimensional, dan lain sebagainya. 


Teori-teori Keindonesiaan tentang Studi Ilmu Hukum Islam 


Tahun Penggagas Ide 
1940-an Hasbi ash-Shiddiegy Fikih Indonesi: 
1950-an Hazairin Fikih Mazhab Nasional 
1980-an Abdurrahman Wahid Pribumisasi Islam 

1987 Munawir Sjadzali Reaktualisasi Ajaran 

Islam 
1990-an Sahal Mahfud dan Ali Fikih Sosial 
Yafie 
1993 Masdar F. Mas'udi Agama Keadilan 
1993/1994/1995 Yudian Wahyudi Mengindonesiakan Fikih 
Indonesia 
2002 Fakultas Syari'ah dan Mazhab Jogja 
Hukum UIN Sunan 
Kalijaga | 
2013 Waryani Fajar Riyanto Mazhab Sunan Kalijaga 


Berdasarkan tabel di atas, kita dapat mengetahui posisi gagasan 
Hasbi tentang Fikih Indonesia, yang embrionya mulai disampaikan pada 
tahun 1940, yang kemudian dipopulerkannya pada tahun 1961. Ide 
tersebut kemudian dikembangkan oleh Yudian Wahyudi tahun 1993, 


kembali ke teks. Yang dimaksud gerak ganda dalam buku ini adalah pertama, 
menentukan tema yang dianggap penting dan relevan dengan konteks keindonesiaan 
kini. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari kosakatanya dalam al-Gur'an secara 
eksplisit maupun implisit. M. Nur Kholis Setiawan, Pribumisasi al-Our'an: Tafsir Berwawasan 
Keindonesiaan (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012), hlm. 21. 
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1994, dan 1995 dengan istilah Reorientation of Indonesian Figh atau 
Indonesianization of Indonesian Figh”” Secara langsung maupun tidak 
langsung, setidaknya pada aspek etos dan semangatnya, tahun 2002 FSH 
menerbitkan Mazhab Jogja yang khusus mengembangkan ushul fikih, 
bukan hanya fikih, sebagaimana yang dikembangkan dalam proyek 
keilmuan Fikih Indonesia maupun Mengindonesiakan Fikih Indonesia. 
Tahun 2013, penulis mengembangkannya menjadi Mazhab Sunan 
Kalijaga, yang tidak hanya mengoneksikan antara fikih sebagai ilmu 
syari'ah (religion) dan ushul fikih sebagai filsafat ilmu hukum Islam 
(pbilosophy), tetapi juga ilmu hukum (science). Hubungan antara Fikih 
Indonesia, Mengindonesiakan Fikih Indonesia, Mazhab Jogja, dan 
Mazhab Sunan Kalijaga dapat digambarkan (sederhana) sebagai berikut. 


Mazhab Jogja, Fikih Indonesia, dan Mazhab Sunan Kalijaga 


Mazhab Sunan Kalijagai——— Integrasi-Interkoneksi (Global) 


Fikih Indonesia ———— MengindopestaKan Fikih Indonesia (Nasional) 


Mazhab Jogj 1 ———— Etos (Lokal) 


Menurut penulis, ide-ide gagasan tentang Fikih Indonesia (Hasbi 
ash-Shiddiegy), Fikih Mazhab Nasional (Hazairin), Reaktualisasi Ajaran 
Islam (Munawir Sjadzali), Agama Keadilan (Masdar Mas'udi), dan Fikih 
Sosial (Sahal Mahfud dan Ali Yafie) di atas, dapat dibaca dalam konteks 
Kritik Nalar (Fikih) Indonesia. Oleh karena itu, buku Mazhab Sunan 
Kalijaga ini lebih dikerucutkan lagi, dapat dibaca dalam konteks Kritik 
Nalar (Mazhab) Jogja. Immanuel Kant—salah satu ahli Kantianisme di 
Mazhab Sapen adalah M. Amin Abdullah—, yang menurut penulis telah 


menunjukkan arah kritik epistemologinya terhadap bangunan keilmuan 


28 Wahyudi, “Reorientation of Indonesian Figh”, hlm. 26-29. 
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manusia pada umumnya,” yakni ingin memperjelas di mana sebenarnya 
wilayah rasionalisme (4 priori-noumena) dan di mana pula wilayah 
empirisme (4 posteriori-fenomena) dalam pengalaman manusia, dan di mana 
pula wilayah ketertumpangtindihan atau interdependensi antara 
keduanya, maka boleh dikatakan bahwa wilayah kritik Kant hanya 
terbatas pada wilayah kajian epistemologi murni, dan tidak atau kurang 
menyentuh secara langsung wilayah atau bangunan pemikiran keagamaan. 
Dengan kata lain, Kant telah melakukan Kritik Nalar Epistemologi. 


280 ja juga 


Lain halnya dengan Thomas Kuhn,” menurut Amin, 
melakukan kritik terhadap kerangka epistemologi keilmuan /ogical 
positivism. Kritik Kuhn sangat mendasar dan sanggup pula menggoyang 
paradigma keilmuan, yang untuk beberapa generasi didominasi oleh corak 
pemikiran positivisme logis, namun ia juga tidak bermaksud mengarahkan 
implikasi dan konsekuensi kritiknya terhadap wilayah keilmuan agama 
(normal science, anomal)y, revolutionary science). Hanya saja ada penulis yang 


mencoba melihat implikasi dan konsekuensi kritik nalar epistemologi 


24 Lihat misalnya, Immanuel Kant, Critigue of Pure Reason, 1781, Critigue of 
Practical Reason, 1788, dan Critigue of Judgement, 1790. 

25 Lihat misalnya, Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution (Chicago: 
The University of Chicago Press, 1970), “Logic of Discovery or Psychology of 
Research”, in Imre Lakatos, Alan Musgrave, Criticism and the Growth of Knowledge 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1970): dan “Objectivity, Value Judgment, 
and Theory Choice”, Machette Lecture at Furman University, 30 November 1973, p. 357. 
Reprinted by permission from Thomas S. Kuhn, The Essential Tension: Selected Studies in 
the Scientific Tradition and Change, 1914. 

26 M. Amin Abdullah, “Mohammed Arkoen: Perintis Penerapan Teori Ilmu- 
ilmu Sosial Era Post-Positivis dalam Studi Pemikiran Keislaman” (Pengantar Eksklusif), 
dalam Mohammed Arkoen, Membongkar Wacana Hegemonik: Dalam Islam dan Post 
Modernisme, dalam Jauhari, Ibnu Hasan dan Rosdiansyah (eds.) (Surabaya: al-Fikr, 1999), 
hlm. xiii-xiv. Buku ini adalah terjemahan yang diambil oleh penterjemahnya dari naskah 
Arab yang berjudul Aina huwa al-Fikr al-Islamiyyu al-Mu'assir, terjemahan Hasyim Salih 
(Beirut: Dar as-Sagi, 1993). Perlu diketahui, bahwa Arkoen tidak menulis karya-karya 
akademiknya dalam bahasa Arab. Ia menulis dalam bahasa Perancis. Edisi bahasa Arab 
adalah hasil terjemahan Hasyim Salih, seorang murid dan kawan dekat Mohammad 
Arkoen. 
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pemikiran ala Kuhn di atas dalam wilayah pemikiran (ke)agamalan), 


seperti Ian G. Barbout.”' 


Muhammed Arkoen telah membawa arah kritik epistemologi 
kelagamajan di atas ke ranah Kritik Nalar Islam (1986).”" Bedakan 
dengan Abu Zaid yang menggagas proyek Kritik Nalar Agama. 
Kemudian Jabiri membawa arah kritik epistemologi tersebut ke ranah 
Kritik Nalar Arab (1990).29 Kritik nalar epistemologi tersebut 
dikembangkan oleh Ahmad Baso menjadi Kritik Nalar Melayu (1999). 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menempatkan dan 
menyusun tahapan-tahapan kritik nalar epistemologi hingga sampai ke 
Kritik Nalar (Mazhab) Jogja, yaitu Kritik Nalar Epistemologi oleh 
Immanuel Kant, Kritik Nalar Epistemologi Keilmuan oleh Thomas 
Kuhn, Kritik Nalar Epistemologi Keilmuan Keagamaan (Kristen) oleh 
Ian. G. Barbour dan Abu Zaid (Nagd al-Khitab ad-Dini), Kritik Nalar 
Islam oleh Atkoen, Kritik Nalat Ilmu-ilmu Keislaman oleh Hasan Hanafi, 
Kritik Nalar Arab oleh Jabiri, Kritik Nalar Melayu oleh Ahmad Baso, 
Kritik Nalar (Fikih) Indonesia oleh Hasbi dan kawan-kawan, dan terakhir 
adalah Kritik Nalar (Mazhab) Jogja oleh penulis sendiri dalam buku ini. 


2? Tan. G. Barbour, Issues in Science and Religion (London: Hatper Torchbooks, 
1966). 

288 T ihat, Muhammed Arkoen, Tarikhiyyah al-Fikr al-Arabi al-Islami (Beirut: 
Markaz al-Inma” al-Gaumi, 1986), al-Fikr al-Islami: Oira'ah Mu'asirah (Beirut: Markaz 
al-Yaumi, 1987), dan al-Fikr al-Islami: Nagd wa Ijtihad, terj. Hashim Salih (London: Dar 
as-Sargi, 1990). 

289 Lihat, Muhammad Abid al-Jabiti, Takwin al-Agl al-“Arabi (Beirut: Markaz 
Dirasah al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1989): Bunyah al-Agl al-'Arabi: Dirasah Tahliliyah 
Nagdiyyah li an-Nugum al-Ma rifah fi as-Sagafah al Arabiyyah (Beirut: Dirasah al-Wihdah 
al-'Arabiyyah, 1990): dan al-'Agl as-Siyasi al-Arabi: Muhaddidatubu wa Tajalliyatuhu (Beirut: 
al-Markaz as-Sagafi al-'Arabi, 1991). 

20 Ahmad Baso, Indonesia dan Civil Society (Jakatta: Pustaka Hidayah, 1999). 
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Genealogi Kritik Nalar 


Kritik Nalar Epistemolpgi oleh Immanuel Kant 
! 


1 
Kritik Nalar Epistemologi Keilmuan oleh Thomas Kuhn 
I 


! 
Kritik Nalar (Fikih) Indonesia oleh Hasbi 
1 


1 
Kritik Nalar (Mazhab) Jogi oleh penulis 
v 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


2. Dari Partikularitas Fikih Menuju Universalitas Syari'ah: 
Keilmuan Dekan-dekan FSH 


Memerhatikan ironi dan dilema yang dihadapi IAIN selama ini, 
yaitu antara misi da wah Islamiyah dan misi kajian Islam di satu pihak, dan 
tuntutan-tuntutan era globalisasi pada pihak lain yang telah tersebutkan 
di atas, agaknya model kelembagaan IAIN menuntut adanya perubahan 


dan perkembangan.?”' Inti pemikiran baru tersebut adalah bahwa untuk 


21 Jika dipetakan lebih lanjut sejarah perkembangan studi Islam pada Perguruan 
Tinggi Agama di tanah air, khususnya pada tingkat strata 1 dan strata 2, setidaknya telah 
ada 4 periode yang telah dilalui. Keempat periode dimaksud, periode pertama adalah 
sebelum tahun atau pra tahun 50-an. Periode tahun kedua antara tahun 1951-1975, 
kemudian disusul periode ketiga antara tahun 1976-1995, dan terakhir dilanjutkan periode 
keempat yang dimulai tahun 1996-sekarang dan masih berlanjut untuk mencari bentuk 
yang lebih matang M. Amin Abdullah, “Pengembangan Kajian Ke-Islaman: Metode 
dan Pendekatannya pada Program Pascasarjana UIN/IAIN/STAIN”, dalam Amir 
Mahmud (ed.), Islam dan Realitas Sosial: Di Mata Intelektual Muslim Indonesia (Jakarta: Edu 
Indonesia Sinergi, 2005), hlm. 15. Artikel ini pernah disampaikan dalam acara Semiloka 
Pembangunan Program Pascasarjana UIN/IAIN/STAIN, kerjasama Program 
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah dan Program IAIN Imam Bonjol Padang, 26-28 
Desember 2002. 
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menjawab tantangan era globalisasi yang mendorong adanya masyarakat 
terbuka dan inklusif, sudah saatnya IAIN melakukan transformasi 
kelembagaan, dari institut ke universitas (dari IAIN ke UIN).?? Dalam 
bahasa hukum Islam, dapat dibaca sebagai proses keberanjakan dari 
institut fikih” ke “universalitas syari'ah”. 

Dalam proses transformasi tersebut, sebagaimana dicatat oleh 
Minhaji, JAIN-IAIN yang melakukan transformasi menjadi UIN antara 
tahun 2002-2010, telah melengkapi dirinya dengan visi akademik atau visi 
keilmuan integratif.”? UIN Sunan Gunung Djati menggambarkan jati diri 
keilmuannya melalui buku Pandangan Keilmuan UIN: Wahyu Memandu Ilmu 
(2006), UIN Malang tertuang dalam bukunya Tarbiyah Uli al-Albab: Zikr, 
Fikr, dan Amal Saleh, Konsep Pendidikan Universitas Islam Negeri Malang (2006) 
dan Paradigma Pengembangan Keilmuan Islam Perspektif UIN Malang (2004), 
UIN Jakarta dengan judul Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
Menuju Universitas Riset (2006), UIN Sunan Kalijaga menuangkannya melalui 
karya berjudul Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum UIN 
Sunan Kalijaga (2004), sedangkan UIN Alauddin-Makassar menyebut 
paradigma keilmuannya dengan Inner-Capacity (2006). Kecenderungan 
integrasi ilmu dan agama ini bukan monopoli UIN saja, tetapi juga IAIN 
bahkan STAIN. Untuk IAIN, misalnya bisa dilihat dalam Membangun LAIN 
Walisongo Kedepan (2001) dan STAIN Surakarta dalam Visi, Misi, dan 
Paradigma Keilmuan STAIN Surakarta (2004), dan juga IAIN Sunan Ampel, 
yang sekarang telah berubah menjadi UINSA (2013) menawarkan Integrated 
Twin Towers melalui karya Integrated Twin Towers: Arah Pengembangan Islamic 
Studies Multidisipliner (2010)." Untuk tahun 2014, IAIN yang telah 
bertransformasi menjadi UIN adalah IAIN ar-Raniry-Aceh, menjadi UIN 
Ar-Raniry. 


292 Ali, “Pengembangan Studi Islam di Indonesia pada Era Globalisasi”, hlm. 
125. 

23 Akh. Minhaji, Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Suka Press, 
2013), hlm. 81. 

24 hid. 
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Di antara naskah akademik-naskah akademik yang telah 
tersebutkan di atas, menurut catatan penulis, hanya dua konsep keilmuan 
yang kemudian dikaji dan dikembangkan secara serius, yaitu konsep 
Wahyu Memandu Ilmu/WMI (2010)”' dan Integrasi-Interkoneksi 
Keilmuan (2013).”5 Beberapa konsep keilmuan tersebut kemudian 
dikodifikasi oleh Nanat dalam buku Pengembangan Pendidikan Tinggi 
(2008). Buku Integrasi-Interkoneksi Keilmuan ditulis dalam rangka 
peringatan 60-tahun M. Amin Abdullah, sedangkan buku W MI adalah 
karya disertasi. Selain paradigma-paradigma keilmuan di atas, ada dua 
model konsep keilmuan baru yang juga dikembangkan oleh IAIN dan 
STAIN yang lain, dua catatan penulis adalah konsep Horizon Ilmu 
(2013)28 yang dikembangkan oleh IAIN Mataram dan konsep Islam 
Rahmatan Lil “Alamin (IRLA) yang dikembangkan oleh STAIN 
Pekalongan (2014).?” Menurut penulis, IAIN dan STAIN yang lain tidak 
perlu lagi Tatah' untuk membuat paradigma keilmuan, apalagi jika sumber 
daya manusianya tidak memenuhi syarat, tetapi cukup mengembangkan 
saja yang sudah ada, agar kita tidak selalu berangkat dari nol lagi. 

Di antara berbagai varian paradigma keilmuan tersebut, 
paradigma integrasi-interkoneksi keilmuan yang digagas oleh UIN Sunan 


Kalijaga perlu diperhitungkan. Berikut ini penulis kemukakan tiga contoh 


25 Husni Thoyyar, “Konsep Wahyu Memandu Ilmu: Paradigma Keilmuan 
dan Landasan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati 
Bandung”, Disertasi (Bandung: UIN Bandung Press, 2010). 

26 Waryani Fajat Riyanto, Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. 
Amin Abdullah (Yogyakarta: Suka Press, 2013). 

27 Nanat Fatah Natsir (ed.), Pengembangan Pendidikan Tinggi dalam Perspektif 
Wahyu Memandu Ilmu (Bandung: Gunung Djati Press, 2008). 

28 H.M. Taufik (ed.), Horizon Ilmu: Merajut Paradigma Keilmuan Berbasis 
Internalisasi-Integrasi-Interkoneksi (Mataram: Leppim IAIN Mataram, 2013). 

29 Tim Perumus Renstra STAIN Pekalongan, Menuju Kampus Rahmatan Lil Alamin: 
Ihtiar STAIN Pekalongan Menjadi Pelopor PLAI Berbasis Riset (Dokumen Rencana Strategis Tahun 
2012-2016) (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2011): Waryani Fajar Riyanto, Islam 
Rahmatan Lil “Alamin: Membangun Paradigma T-a-man Keilmuan Integratif di SLAIN Pekalongan 
Perspektif Relasionisme-Kritis (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2014). 
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pandangan pemikiran mantan dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan 
Kalijaga, sebagai fakultas “embrio" lahirnya IAIN Sunan Kalijaga, yaitu 
Marzuki Rasyid (1976-1981), Zarkasji Abdul Salam (1990-1995), dan 
Yudian Wahyudi (2007-2011), mengenai fenomena transformasi dari 
IAIN ke UIN tersebut, khususnya IAIN/UIN Sunan Kalijaga. Pemilihan 
tiga pemikir tersebut, masing-masing dapat mewakili pemikiran periode 
80-an, 90-an, dan 2000-an. Menurut Marzuki, sebagaimana disampaikan 
oleh Tim Editor buku Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah 
(2008), dalam wawancaranya pada bulan Mei tahun 2008: 


UIN Sunan Kalijaga (sebelumnya PTAIN kemudian IAIN) didirikan dengan 
tujuan memperdalam ajaran Islam dan menerapkannya di tengah masyarakat. 
Untuk merealisasikan tujuan tersebut perujukan habis-habisan kepada ajaran 
Islam itu merupakan prinsip awal yang tidak boleh hilang dalam 
perkembangannya sampai kapanpun. Dalam hal ini, bingkai ajaran Islam di 
mana sumbernya al-Our'an dan al-Hadis serta alat interpretasinya bernama 
ijtihad mutlak diperlukan. Kesadaran inilah yang harus diamalkan, 
dipertahankan, dan didakwahkan ke tengah-tengah masyarakat Islam. Prinsip 
ini tidak berarti UIN tidak “menghalalkan' ilmu-ilmu modern. Ilmu-ilmu 
modern yang berkembang dengan sangat pesat dan diajarkan di luar UIN 


juga diperlukan. Karena itu tidak ada masalah orang-orang UIN mencari ilmu 
dari luar (Islam) untuk memperkaya metode penyampaian, memformat isi 
dan bentuk materi bahan ajar, yang penting pondasi awalnya tidak hilang malah 
sejatinya pencarian ilmu pengetahuan ke luar UIN baik di dalam maupun di 


luat negeri itu dimaksudkan untuk memperkokoh pondasi itu." 


Secara kelembagaan, sehubungan dengan perkembangan UIN 
tersebut, Marzuki juga menganggap perlunya dilakukan pengelolaan 


sinergis antar fakultas. Menurutnya: 


Fakultas-fakultas yang berada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga selayaknya 
sudah mulai memikirkan “titik singgung” antar fakultas satu dengan fakultas 
lainnya sedemikian rupa, sehingga menjadi saling mendukung dan 
bersinggungan. Titik singgung itu dilakukan dengan mencari kekhasan dalam 
fakultas yang dapat disumbangkan sebagai pengembangan keilmuan keislaman 


bagi kemajuan UIN dan masyarakat Islam." 


20 Tim Editor, “Kehidupan dan Pemikiran Drs. Marzuki Rasyid”, dalam 
Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah, hlm. 143. 
301 Thid., hlm. 145. 
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Senada dengan Marzuki, menurut Zarkasji, seperti yang 
diungkapkan kembali oleh Pattiroy, perubahan IAIN menjadi UIN 
semestinya tidak karena tuntutan global akibat permintaan pasar. 
Pengembangan UIN yang berorientasi pasar ini dinilai sudah terlambat. 
UGM, ULI, UPN, dan perguruan tinggi ternama lainnya sudah berbuat 
terlebih dulu dan sejak lama, sehingga tidak mungkin mengejar apalagi 
menyaingi. Oleh karena perguruan tinggi ini sudah lebih awal, maka 
tentu saja segmen pasarnya juga sudah mapan dan teruji, sehingga dengan 
mudah merekrut mahasiswa. Kalau UIN juga ikut-ikutan membuat 
program yang sama, justru dikhawatirkan akan tidak dapat jatah 
mahasiswa, dan akhirnya bubar. Sebab, konsumen, secara rasional, akan 


memilih barang yang lebih berkualitas dengan kemasan yang juga baik. "? 


Masih menurut Zarkasji, seperti yang dituturkan kembali oleh 
Pattiroy, sebaiknya UIN harus berani menawarkan produk yang berbeda 
dengan jalan tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai lembaga 
pendidikan tinggi Islam yang berkonsentrasi pada pengembangan ilmu- 
ilmu keislaman tetapi juga akomodatif terhadap perkembangan global. 
Bukan ikut-ikutan mendirikan fakultas umum, seperti Saintek, Ishum, 
Hukum, dan yang lainnya. Fakultas umum semacam ini sudah “basi' dan 
Yenuh', dan terlampau sulit menandingi popularitas fakultas yang sama 
di perguruan tinggi lainnya, seperti UGM dan UII. Dengan 
mengutamakan karakter khas tersebut, UIN tidak akan kehilangan 
konsumen mahasiswa meskipun dengan format lama sekalipun. Ibarat 
dagangan, karakter khas ini merupakan keistimewaan produk yang tidak 
dimiliki oleh produk lain yang sama. Pengembangan UIN, sebenarnya 
bukan memoles kemasan eksternal, tetapi kualitas internal yang 


mencakup seperti sumber daya, kurikulum, dan sistem pembelajaran." 


22 Pattitoy, “Studi Hukum Islam: Sisi Metodologi dalam Pemikiran Zarkasji 
Abdul Salam”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah, him. 226. 
303 Thid., hlm. 227. 
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Jika Marzuki dan Zarkasji sedikit “apatis terhadap transformasi 
JAIN (Sunan Kalijaga) ke UIN (Sunan Kalijaga), Yudian sepertinya lebih 
realistis, dengan beberapa catatan. Pandangan Yudian tentang 
transformasi tersebut dapat dibaca dalam naskah pidatonya yang berjudul 
Islam dan Nasionalisme: Sebuah Pendekatan Magasid Syari'ah (2006). Naskah 
pidato itu pernah disampaikannya dalam rangka mensyukuri kelahiran 
UIN Sunan Kalijaga yang ke-55. Menurut Yudian: 
Perubahan dari IAIN menjadi UIN menimbulkan banyak masalah, tidak 
terkecuali akan segera terjadi pergeseran otoritas dari fakultas-fakultas agama 
menuju fakultas-fakultas non-agama. Gejala ini menarik perhatian banyak 
pihak, khususnya mereka yang berkeberatan IAIN dirubah menjadi UIN. 
Mereka membandingkan “nasib' fakultas-fakultas agama ini dengan fakultas- 
fakultas agama di lingkungan perguruan tinggi seperti UII dan UMY. 
Kekhawatiran mereka sangat beralasan. Di universitas-universitas Islam itu, 
fakultas-fakultas agama memang kurang menggembirakan. Nasib yang sama, 
bahkan lebih parah lagi, sudah terlebih dahulu menimpa fakultas-fakultas 
agama di pusat revolusi industri, Eropa Barat, dan anak peradabannya, yaitu 
Barat secara keseluruhan. Di Barat sekuler, agama hanya menempati sudut 
kecil kehidupan. Pertanyaannya, benarkah transfer IAIN menjadi UIN berarti 


sekularisasi IAIN? Jawabnya bisa ya, tidak, bahkan atau, tergantung sudut 
304 


pandang penyelesaiannya. Di sini diperlukan perbandingan peradaban. 

Setelah menceritakan panjang lebar tentang perbandingan 
pengalaman peradaban revolusi industri di Barat dan di Timur, khususnya 
di Indonesia, Yudian kemudian “meramalkan” bahwa peralihan dari IAIN 
menuju UIN tidak akan berarti “sekularisasi' IAIN karena teologi Islam 
aman dari jangkauan sekularisme, apalagi ateisme. Yang kedua, Yudian 
juga menjelaskan bahwa Islam di Indonesia memiliki survival yang sangat 
tinggi: sebagai minoritas terjajah di tengah agama-agama lain, tetapi 
tampil sebagai pemenang teologis. Sedangkan yang ketiga, saat ini di 
Barat sedang terjadi kerinduan kembali kepada agama, setelah terjadi 
tragedi sebelas September, politik terlihat mulai mendekat kembali kepada 


agama. Pada batas-batas tertentu, situasi ini juga terjadi di Indonesia. 


3 Yudian Wahyudi, Islam dan Nasionalisme: Sebuah Pendekatan Magasid Syari'ah 
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 4. 
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Persoalannya sekarang tinggal bagaimana tranfer dari IAIN menuju UIN 


diselesaikan dengan baik.” 


Dalam proses transformasi dari IAIN ke UIN tersebut, Yudian 
kemudian menawarkan model Tauhid Ilmu, yaitu kesatuan ilmu antara 
ayat gur'aniyah, kauniyah, dan insaniyah. Lanjut Yudian: 


Dalam rangka merespons revolusi industri, umat Islam, begitu kata sejarah, 
melakukan langkah terbalik sehingga terjerembab. Islam naik ke panggung 
kepemimpinan dunia melalui kesatuan agama dan sains (kemudian teknologi) 
sampai akhirnya Barat bersusah payah belajar kepada Islam, tetapi ketika Barat 
mulai naik ke pesta peradaban dunia umat Islam justru mengambil langkah 
terbalik. Mereka menggelorakan slogan “Kembali kepada Our'an dan Sunnah" 
untuk mengecam Barat. Karena kalah, umat Islam tidak lagi memandang riset- 
riset ilmiah dan alamiah Barat sebagai manifestasi ijitihad, tetapi sebagai 
bid'ah. 


Setelah babak belur hampir tiga abad, barulah umat Islam, khususnya di 
Indonesia, mulai sampai pada pengertian “Kembali kepada Yur'an dan Sunnah" 
yang benar. “Kembali kepada Our'an dan Sunnah" bukan kutukisme, tetapi 
taubidul ulum (kesatuan ilmu: ayat gur'aniyah, ayat kauniyah, dan ayat insaniyah). 
Di sini lahirlah TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu), SDIT, SMPIT, 
SMATT, dan tentu saja, IAINT alias UIN di Indonesia. Jadi, kurikulum IAINT 
tidak dapat dilakukan dengan terlalu mengunggulkan suatu disiplin IAIN asli 
(Dirasah Islamiyah) dan mengenyampingkan disiplin-disiplin asli lainnya. 
Penekanan superiotitas suatu disiplin akan menimbulkan disintegrasi.” 


Berbeda dengan Marzuki, Zarkasji, dan Yudian, Akh. Minhaji 
sepertinya mendukung seratus persen transformasi dari IAIN menuju 
UIN Sunan Kalijaga, tidak seperti pendapat dari sebagian generasi “tua' 
di FSH. Salah satu alasannya, pada saat proses transformasi tersebut 
(2004), ia menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik di IAIN 
Sunan Kalijaga (2001-2005) dan sekaligus sebagai Ketua Tim 
Transformasi dari IAIN menuju UIN. Minhaji sepertinya lebih tertarik 


menyoroti proses transformasi visi akademik PTAI, daripada proses 


“8 Jhid, hlm. 6. 
206 Tpid, 
307 Ibid 
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transformasi kelembagaan dan keilmuannya. Sebab menurutnya, hingga 
kini belum ada karya yang mengkhususkan diri pada masalah sejarah 
perkembangan visi akademik PTAI, apalagi dalam kaitannya dengan 
lahirnya UIN. 


Untuk mengetahui visi awal pendirian PTAI, yang berasal dari 
embrio” STT (Sekolah Tinggi Islam), perlu dikutip beberapa bagian pidato 
Muhammad Hatta” ketika berbicara dalam pembukaan STI pada tanggal 
10 April 1946 di Yogyakarta, dengan judul Sifat Sekolah Tinggi Islam (1940), 
yang bisa dianggap sebagai kaidah dasar dan statuta Perguruan Tinggi 
Agama Islam (STI, UII, PTAIN, IAIN, dan UIN) dikemudian hari. 


Petikan dari “Memorandum Hatta——begitu pidato ini sering disebut— 
antara lain: 

Demikianlah, dalam lingkungan STT bisa diselenggarakan agama yang 
berdasarkan pengetahuan tentang filsafat, sejarah, dan sosiologi. Agama dan 
sejarah memperluas kepercayaan dan memperhalus perasaan agama ... Agama 
dan sejarah memperluas pandangan agama ... Agama dan sosiologi 
mempertajam pandangan agama ke dalam masyarakat yang hendak dipimpin. 
Dengan keterangan tersebut nyatalah bahwa wujud STI ialah membentuk 
ulama yang berpengetahuan dalam dan berpendidikan luas serta mempunyai 


semangat yang dinamis. Hanya ulama yang seperti itulah yang bisa menjadi 
pendidik yang sebenarnya dalam masyarakat. Di STT itu akan bertemu 
AGAMA dengan ILMU dalam suasana kerjasama untuk membimbing 


masyatakat ke dalam kesejahteraan." 


308 Minhaji, Tradisi Akademik, hlm. 49-63. 

“0 Tentang biografi Muhammad Hatta, lihat misalnya Meutia Farida Swasono, 
Bung Hatta: Pribadinya dalam Kenangan (Jakarta: UIP, 1980), Deliar Noer, Mohammad 
Hatta: Biografi Politik (Jakarta: LP3ES, 1990): dan Mohammad Hatta, Untuk Negeriku: 
Sebuah Otobiografi (Jakarta: Kompas, 2010). 

30 Moh. Mahfud MD ((MJahmuj|djin), “Kendala-kendala Pendidikan Islami 
di UIP”, dalam Tim Penyunting, Setengah Abad UII (Yogyakarta: UII Press, 1994), hlm. 
307. 

31 Dikutip dari naskah pidato Muhammad Hatta yang terdapat di buku Setengah 
Abad UII, hlm. 35. Huruf balok pada kata AGAMN/ dan TILMU' asli dari naskah ini. 
Lihat juga misalnya, Muhammad Hatta, 1/mu dan Agama (Jakarta: Yayasan Idayu, 1980), 
hlm. 27. 
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Hatta, sebagaimana pernah diungkapkan oleh Yudian, adalah tipe 
pemikir Muslim yang substansialistik, yang menerapkan filsafat “garam', 
bukan formalistik. Lebih lanjut Yudian mengungkapkan: 


Sebagai langkah pertama untuk mewujudkan politik nasionalnya, Hatta 
mencoret istilah-istilah Islam" yang terdapat dalam batang tubuh Undang- 
undang Dasar: 1) “Mukaddimah” diganti “Pembukaan”. 2) Tujuh kata “dengan 
kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya” dihapus diganti 
“berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 6 ayat 7, “Presiden adalah 
orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” 
dicoret. Dengan menghadirkan kata-kata “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Hatta 
menghantam komunisme sejak dini, tetapi sekaligus mengibarkan bendera 
Tauhid. Di sinilah makna strategis konstitusional Hatta. Sila Ketuhanan Yang 
Maha Esa, kata Hatta, adalah Tauhid bagi umat Islam (sehingga wajar jika ia 


didaulat sebagai Bapak Pemersatu Konstitusional ketika mengganti tujuh kata 
dari Pancasila, yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam Piagam Jakarta, 
dengan Yang Maha Esa). Tujuh kata itu, bagi Hatta, adalah gincu, tampak 
tetapi tidak berpengaruh. Sebaliknya, “Yang Maha Esa” adalah garam, karena 
tidak memamerkan identitas Islam tetapi sangat berpengaruh. Substansi, bagi 
Hatta, lebih penting daripada kulit. 


Berdasarkan kutipan pidato Hatta di atas, 
sejak awal, visi akademik PTAI (saat itu disebut 
dengan istilah Sekolah Tinggi Islam atau STI) 
telah digariskan. Dalam pidatonya tersebut, 
Moh. Hatta menegaskan, “D7 STT itu akan bertemu 
AGAMA dengan ILMU dalam suasana kerjasama 


untuk membimbing masyarakat ke dalam 


mayan kesejahteraan”. Namun tidak dapat dipungkiri 
Sa Tah Pa LC 


s3 bahwa visi akademik STI lebih berorientasi 


Kikuto “badan Firecttru 


» keagamaan, paling tidak karena kurikulumnya 

lebih banyak didasarkan pada kurikulum di 

Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar (Kairo), alias masih menganut 
Mazhab Azharian. Dengan kata lain, visi ilmu agama amat menonjol di 


sini. Visi ini sedikit mengalami perubahan setelah menjadi UII, “... Tujuan 


312 Wahyudi, Islam dan Nasionalisme, hlm. 20. 
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yang semula dimaksudkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi 
para calon ulama akhirnya bergeser titik beratnya pada fakultas-fakultas 
non-agama yang bersifat sekuler (seperti teknik, ekonomi, hukum, dan 
kedokteran) meskipun tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama atau 


semangat keagamaan.” 


Perkembangan PTAI tidak berhenti di situ. Setelah Pemerintah 
mencoba mendirikan perguruan tinggi negeri, maka ada perkembangan 
menarik. Perguruan Tinggi non-Islam yang ada di Yogyakarta ketika itu 
kemudian dinegerikan dan diberi nama UGM “Kerajaan Gadjah Mada 
(Majapahit) yang dibuka pada tanggal 19 Desember 1949, sebuah 
Perguruan Tinggi Negeri yang dikatakan sebagai hadiah untuk kelompok 
Nasionalis, yang kemudian dikenal sebagai perguruan tinggi umum. 
Untuk kelompok Islam, kemudian didirikan Perguruan Tinggi Agama 
Islam Negeri (PTAIN) yang berasal dari Fakultas-Fakultas Agama yang 
semula berada di bawah UII. PTAIN ini kemudian diresmikan pada 
tanggal 20 September 1951, di Yogyakarta dengan visi, “Untuk memberi 
pengajaran tinggi dan menjadi pusat perkembangan dan memperdalam 
ilmu pengetahuan tentang agama Islam, dan untuk tujuan tersebut 
diletakkan asas untuk membentuk manusia susila dan cakap serta 
mempunyai keinsyafan bertanggungjawab tentang kesejahteraan 
masyarakat Indonesia dan dunia umumnya atas dasar Pancasila, 


kebudayaan, kebangsaan Indonesia, dan kenyataan.” 


Ada cerita menarik tentang asal usul sejarah pendirian PTAIN 


pertama tersebut. Diceritakan: 


Dalam proses persiapan PTAIN, adalah Anwar Musaddad (Dekan Fakultas 
Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Periode 1963-1970), yang bekerjasama 
dengan K.H. Abdul Kahar Muzakir (Rektor Universitas Islam Indonesia 
Pertama). Suatu ketika Anwar Musaddad pernah kedatangan tamu petinggi 
dan pengamat pendidikan, sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada 
yang bernama Prof. Dr. Notosusanto. Anwar Musaddad menerima tamu agung 
tersebut di rumahnya, di Jalan Kotabaru A. No. 17 Yogyakarta. Pertemuan 
tersebut disaksikan langsung oleh adiknya, Muhammad Toha. Profesor 
Notosusanto menyampaikan pendapatnya bahwa pendirian PTAIN yang 
berdiri sendiri tidak perlu. Mengapa?, karena menurutnya, pendirian lembaga 
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baru hanya akan memberikan konsekuensi baru, yakni perlu memiliki dosen 
khusus yang berkualitas dan kompeten di bidang keilmuannya, yakni 
tersedianya dosen matakuliah tentang berbagai ilmu dan pengetahuan agama 
Islam. Beliau berencana untuk membuka Fakultas Agama Islam (FAI) di 
Universitas Gadjah Mada.” 


Usulan yang nampak logis tersebut tidak diterima oleh Anwar Musaddad. 
Beliau berpendapat sebaliknya, bahwa sudah sangat banyak ulama Indonesia 
yang memiliki kemampuan di bidang ilmu agama Islam. Bahkan, banyak pula 
kitab karangan ulama besar yang mampu menganalisis berbagai hal 
pengetahuan khususnya masalah kehidupan beragama. Oleh karena itu 
kekhawatiran akan terjadinya kekurangan calon dosen untuk memberi 
matakuliah di berbagai cabang ilmu agama Islam di PTAIN adalah pendapat 
yang tidak beralasan. Menurut beliau, beberapa calon dosen yang sudah 
bersedia membantu dan siap untuk memberikan kuliah di PTAIN, antara lain 
Prof. Dr. A. Rasjidi (Menteri Agama RI Pertama)—Rasjidi adalah professor 
tamu pertama dari Indonesia yang pernah mengajar di Institute of Islamic Studies 
(HIS) McGill University selama lima tahun sejak 1958 (1958-1963), yang secara 
khusus memberikan kuliah tentang Perkembangan Islam Modern di 
Indonesia—, Buya Hamka (sastrawan ulama yang produktif), K.H. R. Moh 
Adnan (Ketua Mahkamah Islam Solo)—Ketua PTAIN Pertama—, Prof. K.H. 
Hasbi ash-Shiddiegy (Ahli Hadis dari Aceh), K.H. Muchtar Yahya (Ahli 
Tafsir), Prof. Dr. Tjan Tju Sim dan Prof. Dr. Tjan Su Som (keduanya ahli 
perbandingan agama), dan sebagainya." 


Penjelasan yang gamblang dan terprogram dari Anwar Musaddad 
tersebut, berikut penyebutan data-data tentang kesediaan beberapa tokoh 
ahli agama Islam Indonesia, salah satunya adalah Prof. Hasbi ash- 
Shiddiegy, membuat Profesor Dr. Notosusanto tertegun dan terpaku. 
Ia tidak bisa bicara karena sulit untuk memberi tanggapan atas penjelasan 
dari K.H. Anwar Musaddad. Namun demikian, Anwar Musaddad berjanji 
untuk membicarakan masalah tersebut dengan K.H. Kahar Muzakir. 
Singkat cerita, ketika Anwar Musaddad bertemu kembali dengan 
Professor Notosusanto, Anwar tetap berketepatan hati dan bertekad 
bulat untuk mendirikan PTAIN sebagai manifestasi dari kehendak umat 


?3 Yies Sa'diyah, Prof. K.H. Anwar Musaddad: Biografi, Pengabdian, dan Pemikiran 
Ulama-Intelektual (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang 
dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 69-70. 

318 Thid, 
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Islam yang berdiri terpisah dengan perguruan tinggi lain. Sementara itu 
di sisi lain, Anwar Musaddad sudah melakukan kesepatakan dengan 
Kahar Muzakir untuk membuka Fakultas Agama Islam (FAI) di UII 
Yogyakarta. Kelak, Fakultas Agama Islam (FAI) tersebut akan menjadi 
cikal bakal bagi PTAIN sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan 
tinggi agama Islam yang berstatus negeri. Status PTAIN akhirnya 
mendapatkan kekuatan dan payung hukum berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 34/1950 yang dituangkan dalam ketetapan pemerintah 
pada tanggal 14 Agustus 1950. 


Sebelas (11) Mahasiswa PTAIN Jurusan Oada' sedang Melakukan 
Kuliah Kerja Lapangan ke Nusakambangan pada Tanggal 20 Juni-23 
Juli 1959. Hasbi ash-Shiddiegy Duduk Nomor Tiga dari Kiri. 


1 PA 


Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, setelah 
berdirinya PTAI(N), kemudian juga didirikan Akademi Dinas Ilmu 
Agama (ADIA) di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1957 dengan visi “Guna 
mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri akan mencapai ijasah 


pendidikan semi-akademi dan akademi untuk dijadikan ahli didik agama 


35 Ibid., hlm. 70. 
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pada sekolah-sekolah lanjutan, baik umum, maupun kejuruan, dan 
agama.” Visi akademik PTAI di Indonesia terus mengalami perubahan 
dan perkembangan. Setelah memperhatikan situasi sosial kemasyarakat 
waktu itu, PTAIN dan ADIA kemudian dilebur menjadi satu lembaga 
PTAI dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang diresmikan 
pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta. Pada saat diresmikan, visi 
IAIN adalah “Untuk memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat 
untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan 


tentang agama Islam.” 


Tanggal 24 Agustus 1960, Presiden Republik Indonesia 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 11, yang menggabungkan 
PTAIN dan ADIA dengan nama baru, yaitu Institut Agama Islam Negeri 
(TAIN), yang berpusat di Yogyakarta dan Prof. Mr. R.H.A. Soenarjo 
ditunjuk sebagai Rektor lembaga baru ini dibantu oleh Prof. T.M. Hasbi 
ash-Shiddiegy sebagai Dekan Fakultas Syar?ah dan Dr. Muchtar Yahya 
sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Yogyakarta.” 
Peralihan PTAIN menjadi IAIN yang dilakukan berdasarkan KEPPRES 
No. 11 tahun 1960 tersebut terdapat tiga jurusan, Syar?ah, Tarbiyah, 
dan Dakwah. Bersamaan dengan peralihan itu, Hasbi diangkat menjadi 
Dekan Fakultas Syari'ah berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 5 
tahun 1960. Jabatan ini diembannya selama 12 tahun, sampai ia pensiun 
pada tahun 1972. Ketika Darussalam Banda Aceh dibuka Fakultas 
Syari'ah yang berinduk ke Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, Hasbi 
diminta menjadi dekannya. Jabatan rangkap ini diembannya sejak tanggal 
2 September 1960 sampai 15 Desember 1962.” 


316 Jabali, LAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia, hlm. 13. 

37 Nourouzzaman Shiddiegy, “Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi ash- 
Shiddiegy”, dalam Moh. Damami dkk, Lima Tokoh Pengembangan LAIN Sunan Kalijaga 
(Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 171. 
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Dalam upatjara peresmian pembukaan Fakultas Sjariah di Kutaradja (Atjeh) 
Presiden IAIN Al-Djami'ah Prof. Mr. R.E.A. Soenarjo tengah menjerahkan piagam 
peresmian kepada Prof. Tengku Moh. Hasti Ashshiddiegy, selaku Pd. Dekan Fa- 
kultas Sjar'ah tersebut. Nampak dalam gambar ini ikut menjaksikan pula dalam 
upatjara tsb. H, Anton Timur Djaelami M.A., Kepala Bagian Urusan Perguruan 
Tinggi Agama pada Departemen Agama Rd. jang berdiri ditengah-tengah. 


Setelah dua tahun menjabat dekan Fakultas Syari'ah di Banda 
Aceh, mulai tahun 1960, pada tanggal 15 Desember 1962, ia digantikan 
oleh Drs. Ismuha. Hasbi bersedia memangku jabatan dekan, sebelum 
digantikan oleh Ismuha, untuk kepentingan umat Islam di Aceh yang 
dinilainya sedang memulai masa baru dalam perjalanan sejarahnya. 
Setelah Hasbi melepas jabatan dekan di Aceh, antara tahun 1963-1966, 
ia merangkap jabatan juga sebagai Pembantu Rektor III, di samping 
sebagai dekan Fakultas Syarah IAIN Yogyakarta.” Di samping 
merangkap jabatan di IAIN, Hasbi juga memangku jabatan struktural 
pada beberapa Perguruan Tinggi Islam Swasta. Sejak tahun 1964 ia 
mengajar di UII Yogyakarta. Tahun 1967 sampai wafat tahun 1975, ia 


388 Jbid. 
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mengajar dan menjabat sebagai dekan di Fakultas Syari'ah Universitas 
Sultan Agung di Semarang. Ia juga menjadi Ketua Lembaga Fikih 
Indonesia, dan Ketua Dewan Fatwa IAIN Sunan Kalijaga.” 


Prof. R.H.A. Soenarjo S.H. sedang mergalungkan kalung dja- 
batan Dekan pada upatjara pelantikan Drs. Ismiiha menggantikan 
Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieay mendjadi Dekan Fakultas Sjar'ah 
IAIN Tjabang Kutaradja (Banda Atjeh) pada : 15-12 - 1962. 


Hasbi, sebagai dekan pertama di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan 
Kalijaga, adalah penggagas Fikih Indonesia, yang secara filosofis 
sebenarnya menyimpan pentingnya ide pendekatan komparasi dalam 
studi hukum Islam, dalam hal ini antara fikih dan adat. Tentang 
pentingnya metode komparasi tersebut dapat dibaca dalam buku Hasbi 
berjudul Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab (1973). Lebih lanjut Hasbi 
berpendapat bahwa mengkaji fikih harus dengan cara terpadu dari semua 


mazhab. Sebab, kebenaran tidak dimonopoli oleh mazhab tertentu saja.” 


319 Jbid, hlm. 131. 
20 Hasbi ash-Shiddiegy, Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1973), hlm. 23. 
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Di samping itu, metode komparasi dapat pula menjelaskan tentang 


persamaan dan perbedaan antara hukum adat dan hukum positif dari 


satu negeri pada satu pihak, dengan fikih pada pihak lain.” Setelah 
menjabat dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga selama 12 
tahun, pada tahun 1972, Hasbi digantikan oleh M. Husein Yusuf. 


1 Da1 
" "3 0. ag 
“ e . 
3 A Te etka 
1 TE tea 
.—— Oa MATA 2 


Dari kiri ke kanan: petugas, Husein Yusuf, dan Hasbi ash-Shiddiegy. 
Serah terima jabatan (Sertijab) dari Dekan Fakultas Syari”ah IAIN 
Sunan Kalijaga periode 1970-1972, Prof. 'T.M. Hasbi ash-Shiddiegy, ke 
Drs. H.M. Husein Yusuf, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN 
Sunan Kalijaga periode 1972-1974 dan 1974-1976, di Gedung Agung 
Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 1972 


Jika Hasbi menekuni bidang fikih, maka M. Husein Yusuf (dekan 
Fakultas Syari'ah periode 1972-1974 dan 1974-1976), dekan pengganti 
Hasbi, menekuni bidang hadis. Husein Yusuf lahir pada tanggal 19 
September 1927 di Aceh. Tentang kepakaran Husein Yusuf di bidang 


21 Shiddiegy, “Hasbi ash-Shiddiegy”, dalam Moh Damami, Lima Tokoh 
Pengembangan LAIN Sunan Kalijaga, hlm. 132-133. 
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hadis, setidaknya dapat ditunjukkan lewat sebagian besar karyanya dan 
pengukuhannya sebagai guru besar di bidang hadis. Pada tahun 1989, 
Husein Yusuf menyampaikan pidato pengukuhan guru besar pada 
Fakultas Syarah IAIN Sunan Kalijaga berjudul Abu Hurairah dan 
Peranannya dalam Periwayatan Hadis.” Bandingkan hal ini dengan naskah 
pidato pengukuhan guru besar Hasbi pada tahun 1960 berjudul Syari at 
Islam Menjawab Tantangan Zaman. Berbeda dengan Hasbi yang 
mengkomparasikan antara fikih dan hukum adat, Husein Yusuf mencoba 
memadukan antara dimensi kritik sanad dan matan, misalnya seperti 
yang tertuang dalam artikelnya Kriteria Hadis Sahih (Kritik Sanad dan Matan) 
tahun 1996. 


Dalam beberapa hal, Husein Yusuf masih menggunakan 
pendekatan konflik, terutama ketika menjelaskan tentang model-model 
kajian hadis yang dilakukan oleh kaum orientalis. Sebagaimana 
diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution, dalam sebagian naskah pidato 
pengukuhan guru besar Husein Yusuf berikut ini: 

Husein Yusuf mengatakan bahwa banyak di antara kaum orientalis yang 

membawa pemahaman yang salah terhadap hadis. Di antara tokoh orientalis 

yang disebutkannya adalah Ignaz Goldziher, Sprenger, dan Juynboll. Ketiga 
tokoh ini menurutnya punya pemahaman yang salah terhadap hadis nabi. 


Karena itu lanjutnya, dalam membaca pokok-pokok pemikiran kaum orientalis 


ini harus ekstra hati-hati, kalau tidak maka yang membacanya juga akan ikut 


terperosok ke dalam pemahaman yang salah terhadap hadis tersebut.“ 


Setelah Husein Yusuf, dekan FSH selanjutnya adalah Marzuki 
Rasyid (1976-1978 dan 1978-1981). Marzuki Rasyid lahir pada tanggal 


322 Khoiruddin Nasution, “Prof. M. Husein Yusuf dan Kontribusi 
Pemikirannya dalam Bidang Studi Hadis”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas 
Syari'ah, hlm. 43. 

3 Husein Yusuf, “Kriteria Hadis Sahih (Kritik Sanad dan Matan)”, dalam 
Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, Pengembangan Pemikiran Terbadap Hadis (Yogyakarta: 
LPPI UMY, 1996), hlm. 26-39. 

324 Thid,, hlm. 10-13, Nasution, “Prof. M. Husein Yusuf dan Kontribusi 
Pemikirannya dalam Bidang Studi Hadis”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas 
Syari'ah, hlm. 112-113. 
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21 November 1929 di Aceh Pidie. Sebagaimana ditulis oleh Tim Editor 
buku Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah (2008), berdasarkan 
karya-karya Marzuki Rasyid, ia lebih cenderung menekuni wilayah masa'/ 
Jighiyyah? Di antara karya-karya tersebut, sebagaimana ditulis oleh Tim 
Editor berjudul (urutan tahun): Pertama, Masalah Rujuk dalam Hukum 
Perkawinan Islam 1970), sebuah ringkasan skripsi yang ditulis untuk Jurnal 
al-Jami'ah. Kedua, Operasi Penggantian Kelamin Ditinjau Menurut Hukum 
Islam (1980), makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan 
Lektor di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 10 Maret 1980. Ketiga, 
Iman Kepada Malaikat (1983), makalah disampaikan untuk Pembekalan 
Dosen Pengampu Matakuliah Islam di Universitas Muhamamdiyah 
Surakarta, 5 April 1983. Keempat, Masalah Perkawinan dengan Orang Khunsa 
dalam Hukum Islam (1986), makalah disampaikan pada Diskusi Dosen- 
dosen IAIN Sunan Kalijaga, 17 April 1986. Kelima, Sistem Ekonomi Rumah 
Tangga dalam Hukum Islam dan Kaitannya dengan Hukum Kewarisan Islam di 
Indonesia (1987), makalah disampaikan pada Musyawarah Nasional I 
Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Syari'ah (HPIIS), 4-5 Juli 1987. Keenam, 
Makanan, Minuman, dan Obat: Tinjauan dari Hukum Islam (1989), makalah 
disampaikan dalam Seminar Obat, Makanan, dan Minuman Tinjauan 
dari Hukum Islam, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, 27 
Agustus 1989. Ketujuh, Peranan Hukum Pidana Islam dalam Proses 
Pembentukan Hukum Pidana Nasional (1992), makalah disampaikan pada 
Diskusi Himpunan Mahasiswa Jurusan/ HMJ Muamalat-Jinayat Fakultas 
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 15 Oktober 1992. 


Berdasarkan judul artikel-artikel di atas, secara umum, Marzuki Rasyid 
memiliki spesifikasi di bidang masalah-masalah fikih klasik, di mana hal ini 
berbeda dengan Asjmuni Abdurrahman (dekan FSH periode 1981-1985 
dan 1985-1990), yang lahir di Plered, Bantul, Yogyakarta, pada tanggal 10 


35 Tim Editor, “Kehidupan dan Pemikiran Drs. Marzuki Rasyid”, dalam 
Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah, hlm. 134. 
320 Thi, 
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Desember 1931, selain ilmu fikih, ia 
juga menguasai persoalan-persoalan 
hukum Islam kontemporer.” 
Berkat kepakarannya tersebut, ia 
pernah menjadi Ketua MUI DIY 
(1995-2000), Ketua MUI Pusat 
bidang Fatwa (1995-2000), Ketua 
Majelis Tarjih Muhammadiyah 
(1990-1995) dan mengisi kolom 
Tanya Jawab di Harian Kedaulatan 
Rakyat sejak tahun 1996 sampai 
sekarang.” Di samping merespon 


isu-isu kontemporer, Asjmuni juga 


menggagas perlunya pengembangan 


Pelantikan Drs. H. Asjmuni Abd pemikiran fikih dan pranata sosial.” 
Rachman sebagai dekan Fakultas Pengembangan pemikiran 
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 


dimaksud, yait ngembangan 
tahun 1981. ENG kep g NNe MEN 


pemikiran dalam masalah muamalat, 
misalnya, dengan memperluas materi kajian, seperti fikih kelautan, fikih 
perkebunan, dan fikih pariwisata.” Model pemikiran fikih dan pranata sosial 
ini dapat dibaca sebagai proses perkembangan dari gagasan Hasbi tentang 
Fikih Indonesia. Selain Hasbi, salah seorang dekan FSH yang telah ditulis 
biografinya secara khusus dalam bentuk buku adalah Asjmuni Abdurrahman, 
dalam buku berjudul Prof. Asimuni Abdurrahman: Jejak dan Tonggak Santri 
Wetan Kali (2011) 


'# Susiknan Azhati, “Prof. Dts. Asjmuni Abdurrahman: Perjuangan dan Kiprah 
Intelektualnya”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah, hlm. 154. 

28 Thid. 

29 Thid., hlm. 167. 

80 Asjmuni Abdurrahman, “Pengembangan Pemikiran Ilmu Fikih dan Pranata 
Sosia?”, hlm. 6. 

21 Tim Penulis, Prof. Asimuni Abdurrahman: Jejak dan Tonggak Santri Wetan 
Kali" Dari Desa Tertinggal Berkantor di Istiglal (Yogyakarta: tnp., 2011). 
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Setelah era Asjmuni Abd Rachman, dekan FSH selanjutnya adalah 
Zarkasji Abdul Salam (1990-1995). Zarkasji lahir di Klaten pada tanggal 
27 Desember 1936. Pada masa kepemimpinan Zarkasji menjadi dekan 
FSH, ada beberapa perubahan institusional yang cukup radikal. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Pattiroy, ketika meneliti tentang 
pemikiran Zarkasji, di antara kebijakan spektakuler yang pernah ia 
lakukan adalah penataan administrasi akademik dan kemahasiswaan 
dalam bentuk pembuatan instrumen. Instrumen tersebut berisi tentang 
catatan kemajuan program akademik mahasiswa selama belajar, termasuk 
data mahasiswa. Selain itu juga ada pembenahan dan pemekaran program 
studi di Fakultas Syari'ah. Salah satu gagasan gemilang Zarkasji adalah 
pembentukan Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) 
yang hingga saat ini masih menjadi program studi andalan.”? Pendirian 
Program Studi PMH ini dapat juga dibaca sebagai upaya institusionalisasi 
pemikiran metode komparasi hukum Islam yang pernah digulirkan oleh 
Hasbi pada tahun 70-an. Menurut Zarkasji, seperti yang dituturkan oleh 
Pattiroy: 

Pendirian program studi PMH dibentuk dengan pertimbangan bahwa 

masyarakat Muslim Indonesia mengenal banyak mazhab sementera 

kecenderungan pembelajaran fikih di perguruan tinggi Islam, termasuk IAIN, 
cenderung monolitik dengan hanya menekankan fikih mazhab Syafi'i. Bagi 

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang alumninya merupakan calon- 

calon hakim agama, ketimpangan pembelajaran fikih semacam ini tentu saja 

akan menjadi sangat problematis di kemudian hari. Melalui diskusi panjang 
yang dihadiri oleh dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 


dan IAIN Sunan Ampel Surabaya saat itu, akhirnya disepakati untuk membuka 
program studi batu yang disebut Jurusan Mugaranah a-Magahib”” 


Selain gagasan pembentukan dan pemekaran prodi baru di atas, 
Zarkasji, menurut Pattiroy, juga memprakarsai pendirian Yayasan 


Keluarga Alumni Fakultas Syari'ah yang dibentuk melalui statuta 


382 Pattitoy, “Studi Hukum Islam: Sisi Metodologi dalam Pemikiran Zarkasji 
Abdul Salam”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah, him. 203. 
333 Thid., hlm. 204. 
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pelaksanaan Reuni dan Seminar Hukum Islam pertama yang 
diselenggarakan pada tanggal 7-8 Juli 1986, pendirian Kelompok 
Bimbingan Haji melalui SK Menteri Agama RI No. 396 Tahun 1995, 
dan pembentukan Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Syari'ah pada tahun 
1986. Gagasan itu mendapat sambutan positif dari Menteri Agama RI 
Munawir Sjadzali pada saat itu dan diakui menjadi salah satu anggota 
Himpunan Peminat Ilmu Syari'ah Asia Tenggara (SEASA). Selain itu, 
melalui kepemimpinan Zarkasji, Fakultas Syari'ah diberi kepercayaan 
dari pemerintah untuk menjadi salah satu komponen pelopor penyusunan 
RUUPA (Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama) dan 


334 


penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KH). 


Menurut Pattiroy, di antara sejumlah karya Zarkasji yang cukup 
representatif memberikan pemahman terhadap pemikiran metodologi 
hukum Islam adalah Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fikih (1992) 
dan Teori Penerapan Hukum Islam (1984). Dalam hukum Islam, Zarkasji 
memandang perlunya mengenal pembedaan dua model penelitian, yaitu 
penelitian hukum sebagai /am-in-books dan penelitian sebagai law-in- 
action”3 Pattiroy kemudian membagi dua fase model pemikiran Zarkasji, 
yaitu pada separoh awal perjalanan intelektualnya, studi Zarkasji 
cenderung menekankan pada model penelitian hukum normatif 
sebagaimana dapat dilihat dalam bukunya Masalah Dasar Penetapan Hukum 
Islam (1999). Namun pada paroh yang terakhir, Zarkasji lebih gandrung 
memiluh model penelitian hukum sosiologis-empiris dengan pendekatan 
historis seperti dapat dicermati dalam beberapa karyanya: Motivasi Umat 
Islam Yogyakarta Memilih Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa 
Waris 1990), Politik Hukum Islam Hindia Belanda: Pergolakan Penghulu di 
Surakarta Tahun 1937-1940 (1999), dan Pengadilan Surambi di Daerah 
Istimewa Yogyakarta (2002). 


34 Ibid,, hlm. 204-205. Lihat juga, Forum Keadilan, No. 05/Maret 1989, hlm. 
70-71. 

338 Thid,, hlm. 216. 

336 Jhid., hlm. 222. 
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Melihat pemikiran beberapa dekan FSH di atas, ternyata model- 
model studi hukum Islam di Mazhab Jogja mengalami pasang-surut, 
bukan model kemajuan dan kemunduran. Hasbi, misalnya, lebih tertarik 
ke wilayah kajian fikih (Indonesia), Husein Yusuf pada wilayah hadis, 
Marzuki Rasyid menekuni bidang masa il fighiyyah, dan Asjmuni mengkaji 
fikih mu'asirah (fikih kontemporer). Berbeda dari dekan-dekan 
sebelumnya, Zarkasji, pada separoh terakhir perjalanan intelektualnya, 
sepertinya lebih cenderung menekuni model studi hukum Islam 
sosiologis-empiris, walaupun sebagian karyanya ada juga yang mengkaji 
hukum Islam normatif. Kalau studi normatif bisa kita maknai sebagai 
fase “surut', dan studi empiris sebagai fase “pasang', maka pemikiran 
Sa'ad Abdul Wahid (dekan FSH periode 1995-1999), dekan pengganti 
Zarkasji, corak pemikirannya secara umum mengalami fase “surut', sebab 


ia menekuni ilmu tafsir yang cenderung normatif. 


Sa'ad lahir di Banyumas Jawa Tengah. Menurut Kamsi, ada empat 
mufassir yang sangat memengaruhi pemikiran Sa'ad, yaitu Mukhtar 
Yahya, Kahar Muzakir, Muhammad Abduh, dan Rasyid Rida. Sewaktu 
kuliah, seperti yang dituturkan oleh Kamsi,”” Sa'ad banyak terinspirasi 
oleh pemikiran Prof. Mukhtar Yahya yang mengajar matakuliah tafsir. 
Sa'ad juga banyak belajar pada pemikiran Prof. Kahar Muzakir, seorang 
tokoh pejuang. Ia selalu mengikuti pengajian beliau di bidang tafsir di 
Kota Gede setiap hari Jum'at. Pada tahun 1966, Sa'ad mendapat gelar 
sarjana dalam bidang Tafsir, dan pada tahun itu juga ia diterima sebagai 
dosen di Fakultas Syari'ah, sebagai asisten Prof. Hasbi ash-Shiddiegy 
dalam bidang nahwu." Salah satu karya monumental Sa'ad adalah buku 
Tafsir al-Hidayah yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah Yogyakarta 
(2003). Salah satu pengaruh corak penafsiran Rasyid Rida kepada Sa'ad 


adalah, model panafsirannya dalam beberapa hal juga bercorak al-adabi 


"7 Kamsi, “Prof. Sad Abdul Wahid dan Pemikirannya Dalam Tafsir al- 
Guran”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah, hlm. 239. 
38 Thid, hlm. 240. 
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a-ijtima'7 (sosio-budaya).” Berdasarkan penjelasan ini, Sa'ad sebenarnya 
sudah punya kesadaran empiris dalam penafsirannya, walaupun dalam 


skala yang terbatas. 


Kalau Sa'ad menekuni bidang tafsir, dekan FSH selanjutnya, yaitu 
Syamsul Anwar (1999-2003), lebih menekuni bidang ushul fikih. Khusus 
mengenai pemikiran Syamsul Anwar, akan penulis eksplorasi lebih lanjut 
pada bab selanjutnya, yaitu di bab “Mempertimbangkan Posisi Intelektual 
SAYA dan “R“. Malik Madany (dekan FSH periode 2003-2007), sebagai 
dekan pengganti Syamsul, sepertinya juga menekuni bidang tafsir, seperti 
Sa'ad. Bedanya, Sa'ad seorang Muhammadiyyin, sedangkan Malik adalah 
seorang Nahdiyyin. Ke-nahdiyyin-nan Malik, menurut Subaidi, seperti 
pernah menjabat sebagai Wakil Rais Syuriah PWNU DIY dan salah satu 
Katib Syutiah PBNU." Malik Madany lahit di Bangkalan pada tanggal 
19 Januari 1952. Ada tiga kata untuk melukiskan sosok Malik, seperti 
diungkapkan oleh Subaidi, yaitu sebagai seorang kyai, intelektual Muslim 
(ahli tafsir), dan pendidik (dosen FSH UIN Sunan Kalijaga). Malik 
Madany adalah salah satu “trio Madura" yang berhasil “menakhlukkan" 
Jogja. Dua nama yang lain adalah Akh. Minhaji dan Mahfud MD (mantan 
Ketua Mahkamah Konstitusi RI). 


Sebagai seorang intelektual Muslim, Malik dikenal sebagai salah 
seorang pakar di bidang ilmu tafsir. Pemikiran Malik dalam bidang tafsir, 
menurut Subaidi, dapat dikelompokkan ke dalam empat macam tema, 
yaitu beberapa aspek pengajaran tafsir di pesantren, pengajaran tafsir di 
Indonesia, cara pemahaman al-Gur'an dan al-Hadis di lingkungan NU, 
dan urgensi ilmu pengetahuan dalam penafsiran al-Guran.”” Khusus 
terkait dengan urgensi ilmu pengetahuan dalam penafsiran al-Gur'an, 


Malik memaparkan bahwa pentingnya tafsir dalam memahami al-Yuran 


339 Tbid,, hlm. 258. 

40 Subaidi, “Inspitasi Pemikiran Drs. H.A. Malik Madany, M.A”, dalam 
Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah, hlm. 350. 

31 Tbid,, hlm. 346. 

32 Tbid,, hlm. 352. 
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dengan menjelaskan sejarah perkembangan tafsir, serta perlunya 
penjelasan tentang penafsiran a/-Y/mi”" Berdasarkan penjelasan ini, 
penulis dapat menyebut bahwa Malik sebenarnya telah memiliki 
kesadaran empiris pendekatan tafsir yang bercorak historis-saintifik. 
Untuk menunjukkan kepakaran Malik di bidang tafsir, dapat dilihat dalam 
disertasi yang ditulisnya di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, berjudul 
Isra iliyyat dan Maudu at Dalam Tafsir al-Ouran: Studi Tafsir al-Jalalain (2009). 
Malik juga pernah menerbitkan dua buku pasca disertasinya tersebut, 
yaitu T he Magnificent Seven: Ulama-ulama Inspirator Zaman (2010) dan Politik 
Berpayung Fikih (2010). Setelah era Malik, dekan selanjutnya adalah Yudian 
Wahyudi (2007-2011), yang pemikiranya lebih cenderung filosofis 
(magasid asy-syari'ah), yang kemudian dilanjutkan oleh Noorhaidi Hasan 
(2011-2015), yang pemikirannya lebih ke empiris (etnografi hukum 
Islam). Tentang pemikiran Yudian dan Noorhaidi akan penulis jelaskan 


pada bab tersendiri. 


Model-model Pemikiran Hukum Islam Dekan FSH 
UIN Sunan Kalijaga (Dekan Pertama Hingga Kesepuluh) 


Empiris 


Filosofis 


Normatif 


D0 9g 9 9 9 MN 9 9 A0) al) 


Berdasarkan gambar di atas, penulis dapat melukiskan model- 


model atau varian-varian pasang surutnya—bukan tinggi rendahnya— 


388 Thid,, hlm. 356. 
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kajian studi hukum Islam dekan FSH. Yang dipolakan di sini adalah 
kecenderungan utama pemikirannya. Sebab, bisa saja dekan tertentu yang 
mengkaji wilayah normatif hukum Islam, sebenarnya juga telah memiliki 
kesadaran filosofis dan empiris sekaligus. Misalnya, kecenderungan model 
tafsir normatif yang dikaji oleh Sa'ad dan Malik, sebenarnya keduanya 
juga memiliki kesadaran empiris, yang disebut dengan model al-adab al- 
iitima'i dan pendekatan historis-saintifik. Demikian juga Hasbi, yang 
konsentrasi kajiannya fikih normatif, ia juga telah memiliki kesadaran 
empiris, dengan memasukkan dimensi keindonesiaan (Fikih Indonesia). 
Angka 1 sampai 10 di atas menunjukkan posisi kecenderungan utama 
pemikiran dekan pertama hingga dekan kesepuluh di FSH (1963-2013). 


Empat dekan FSH yang pertama, yaitu Hasbi ash-Shiddiegy, 
Husein Yusuf, Marzuki Rasyid, dan Asjmuni Abdurrahman memiliki 
kecenderungan di bidang studi hukum Islam normatif, yaitu bidang fikih 
dan hadis (1963-1990). Dekan yang kelima, yaitu Zarkasji lebih cenderung 
mengembangkan model pendekatan historis-sosiologis dalam studi 
hukum Islam, walaupun ia juga mengkaji studi normatif. Sa'ad, dekan 
keenam, dan Malik, dekan kedelapan, lebih cenderung mengkaji keilmuan 
tafsir. Sedangkan Syamsul dan Yudian, dekan ketujuh dan kesembilan, 
lebih cenderung mengkaji aspek filosofis dalam studi hukum Islam. 
Berbeda dengan dekan-dekan sebelumnya, Noorhaidi mempunyai 
kecenderungan murni ke pendekatan empiris—untuk tidak mengatakan 
tidak terlalu Is/amic Studies—dalam studi hukum Islam, dengan ilmu bantu 
antropologi, lebih tepatnya yang ia sebut sebagai model pendekatan 
etnografi hukum Islam. Huruf A di atas, menunjukkan posisi gagasan 
Hasbi tentang Fikih Indonesia pada tahun 60-an, yang kemudian 
dikembangkan oleh Yudian Wahyudi menjadi Mengindonesiakan Fikih 
Indonesia pada tahun 90-an, dimasa kepemimpinan dekan FSH dijabat 
oleh Zarkasji (dari A ke B). Huruf C adalah letak munculnya gagasan 
Mazhab Jogja ketika dekan FSH dijabat oleh Syamsul Anwar (1999- 
2003). Huruf D adalah posisi Yudian ketika menjabat sebagai dekan 
FSH (2007-2011). Sedangkan simbol bintang-bintang (“) yang betebaran 
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di dalam gambar grafik di atas, adalah metafora posisi civitas akademik 
di FSH UIN Sunan Kalijaga yang lain, yang memiliki “nama kecil", yang 
barangkali kiprah dan perannya juga layak diperhitungkan, atau bahkan 
jauh lebih “berbintang' daripada dekan-dekannya. Misalnya—simbol tiga 
bintang di era 2000-an—, seperti Nur Kholis Setiawan (studi sastra al- 
Ouran), Ratno Lukito (studi pluralisme hukum), dan Siti Ruhaini 
Dzuhayatin (studi jender). 


3. Kasus IAIN/UIN Sunan Kalijaga: Fakultas Syariah dan 
Hukum 


Kajian tentang epistemologi keilmuan di PTAI-PTAI di atas, yang 
telah bertransformasi dari 'partikularitas fikih” menuju ”universalitas 
syari'ah”, menjadi sangat penting, untuk membedakannya dengan 
bangunan epistemik keilmuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
(Mazhab Jogja), khususnya di FSH. Meminjam istilah Foucault, model- 
model keilmuan yang ditawarkan oleh PTAI-PTAI di atas dapat disebut 
sebagai statement. Berbeda istilah, tetapi yang dimaksudkan sama, yaitu 
integrasi antara agama dan ilmu. Isu-isu globalisasi dunia yang telah 
disebutkan dalam bab-bab terdahulu adalah pintu masuk pertama untuk 
memahami transformasi institut “fikih” menuju universitas “syari'ah” dalam 
skala nasional. Sedangkan transformasi beberapa IAIN menjadi UIN di 
Indonesia yang telah dijelaskan di atas adalah pintu masuk kedua untuk 
memahami transformasi IAIN Sunan Kalijaga ke UIN Sunan Kalijaga, 
dan transformasi IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga 
adalah pintu masuk ketiga untuk memahami transformasi dari Fakultas 
Syari'ah (FS) menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH). Menurut 
penulis, perbedaan mendasar antara bangunan akademik keilmuan di 
UIN Sunan Kalijaga dan PTAI yang lain adalah, epistemik keilmuan 
PTAI dibangun dengan dua pondasi saja, yaitu religion dan science, bahkan 
ada yang berbau-bau islamisasi ilmu, seperti UIN Malang. Sedangkan 
bangunan epistemik keilmuan di UIN Sunan Kalijaga berdiri di atas 
trilogi epistemologi pondasi, yaitu religion (badarat an-nas), philosophy (badarat 


Waryani Fajar Riyanto | 173 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


al-falsafah), dan science (hadarat al-'ilm). Dalam konteks pengembangan 
epistemik studi ilmu hukum Islam di FSH UIN Sunan Kalijaga, aplikasi 
konkritnya adalah mentrialogkan secara hermeneutis-sirkularis antara 
fikih (dan syari'ah) sebagai studi ilmu hukum Islam normatif (hadarat 
an-nas), ushul fikih (dan magasid asy-syari'ah) sebagai studi ilmu hukum 
Islam filosofis (badarat al-falsafah), dan ilmu hukum sebagai studi ilmu 
hukum Islam empiris (badarat al- im). 
Tentang “tiga pintu masuk" yang penulis maksudkan di atas, seperti 
yang terungkap dalam kalimat Minhaji berikut: 
Abad ke-21 dikenal sebagai Abad Postmodern yang dicirikan dengan perlunya 
penyatuan kembali antara ilmu dan agama. Dikotomi ilmu dan agama atau 
dikotomi ilmu umum dan ilmu agama dipandang tidak relevan lagi. Sebagian 
orang mengatakan bahwa, untuk konteks Indonesia, fenomena postmodern 
ini semakin menguat setelah para sarjana Muslim Indonesia belajar tidak hanya 
di Timar Tengah tetapi juga di Barat. Pergulatan antara para alumni yang 
berbeda latar belakang pendidikan ini telah membuahkan hasil positif untuk 
masa depan PTAI di Indonesia, terutama tentang pentingnya pemaknaan 


agama secara integral, holistik, dan komprehensif yang mencakup seluruh 
aspek kehidupan umat manusia." 


Untuk konteks UIN (waktu itu IAIN) Sunan Kalijaga, sejumlah 
evaluasi dan pengembangan akademik telah dilakukan sejak tahun 90- 
an (era Prof. Simuh”" dan Prof. Atho? Mudzhar”9). Tahun 1998, misalnya, 


“4 Minhaji, Tradisi Akademik, hlm. 61. 

5 Menurut Simuh, pentingnya pengembangan IAIN menjadi universitas, 
antara lain, dilatarbelakangi oleh fakta yang menunjukkan bahwa akibat perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini muncul persoalan-persoalan baru, 
di mana IAIN dituntut kontribusinya untuk memecahkan persoalan tersebut secara 
cerdas dan kreatif. Dalam kaitan ini, Simuh mengusulkan dua hal yang harus dilakukan 
oleh IAIN. Pertama, memperbaiki dan mengembangkan paradigma keilmuan. Dari 
segi ini, ilmu-ilmu keislaman klasik, yang selama ini dijadikan mata kuliah inti di LAIN— 
“Ulumuddin (Islamic Religions Knowledge)—, perlu dilengkapi dengan ilmu-ilmu sosial 
keislaman, meliputi Sejarah dan Peradaban Islam, Bahasa dan Sastra Islam, Ilmu 
Pendidikan dan Dakwah Islam, Ilmu Perbandingan Agama, Aliran-aliran Modern dalam 
Islam, dan Ilmu-ilmu Bantu, seperti Bahasa Inggris, Filsafat, Antropologi, dan lain- 
lain. Kedua, mengembangkan kelembagaan IAIN menjadi universitas. Dari segi ini, ia 
merekomendasikan adanya perubahan model kelembagaan yang sudah ada. Misalnya, 
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Fakultas Adab akan berubah wajahnya menjadi Fakultas Sastra dan Sejarah Islam, 
Fakultas Ushuluddin akan meningkat menjadi Fakultas Filsafat dan Teologi Islam, 
Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Pendidikan Agama Islam, serta Fakultas Syari'ah 
menjadi Fakultas Hukum Islam, dan lain-lain. Simuh, “Pembidangan Ilmu Agama 
Islam”, dalam Iskandar Zulkarnain dan Zarkasji Abdussalam (eds.), Pemsbidangan Ilmu 
Agama Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia (Yogyakarta: P3M IAIN 
Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 7. 

46 Atho? Mudzhar mengusulkan bahwa untuk mengembangkan IAIN untuk 


menjadi universitas dengan cara membuka program-program studi umum di IAIN. 
Pembukaan program-program studi umum tersebut dimaksudkan untuk mengkaji dan 
memahami Islam sebagai wahyu secara interdisipliner. Dengan demikian, di dalamnya 
dikaji bukan saja ilmu-ilmu keislaman, melainkan juga segala cabang ilmu pengetahuan 
umum seperti yang telah dilakukan di Universitas al-Azhar periode setelah tahun 1961. 
Fakultas Ekonomi, Hukum, Kedokteran, Pertanian, Sains, Teknik, dan Farmasi adalah 
beberapa contoh program studi umum yang ditawarkan di Universitas al-Azhar sejak 
tahun 1960-an. Studi Islam dikaji secara interdisipliner juga dilakukan oleh universitas 
lain di dunia Islam, seperti Universitas Teheran di Pakistan, Universitas Damaskus di 
Syiria, Aligarh University di India, dan Universitas Islam Internasional di Malaysia. 
Nampaknya, model perubahan dan penambahan nama-nama prodi baru dan nama- 
nama fakultas baru di UIN Sunan Kalijaga, sedikit banyak dipengaruhi oleh Simuh 
(Tasawuf Jawa) dan Atho” (Fikih Sosiologis). Bila ide pengembangan IAIN ke universitas 
tersebut diterima, apa kelebihannya? Merujuk kepada latar belakang pemikiran perlunya 
pengembangan IAIN ke universitas di atas, diketahui bahwa ada kelebihan yang akan 
diperoleh IAIN setelah ia menjadi universitas. Dengan mengikuti tawaran Simuh, 
kelebihan dan manfaat yang diperoleh melalui pengembangan IAIN menjadi universitas 
adalah bahwa bidang-bidang kajian yang akan dikembangkannya menjadi lebih luas, 
pendekatannya tidak lagi bersifat teologis dan normatif semata, tetapi sekaligus bersifat 
historis dan sosiologis. Dengan bidang kajian dan pendekatan tersebut, memungkinkan 
IAIN mampu memberikan kontribusi bagi pemecahan berbagai persoalan bangsa, 
seperti pilitik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama, yang muncul sebagai akibat dari 
perkembangan sains dan teknologi di era globalisasi dewasa ini. Bila pilihannya jatuh 
pada tawaran Atho? Mudzhar, maka kemungkinan manfaat dan kelebihan yang diperoleh 
IAIN adalah terbukanya peluang bagi IAIN untuk membuka sejumlah fakultas atau 
program studi baru, misalnya fakultas atau program studi yang menekankan kajiannya 
pada bidang kedokteran, teknik, pertanian, ekonomi, sastra, sains, antropologi, sosiologi, 
dan psikologi. Dalam perkembangan sejarahnya, al-Azhar dapat dibagi ke dalam dua 
periode: periode sebelum tahun 1961, dimana fakultas-fakultasnya sama seperti yang 
ada di IAIN, dan periode setelah tahun 1961, dimana fakultas-fakultasnya dan ilmu- 
ilmu yang dikaji telah meliputi cabang-cabang ilmu pengetahuan umum dan agama. 
Periode pertama disebut periode gadim (lama), sedangkan periode kedua disebut periode 
jadid (baru). Atho? Mudzhar, Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 28-29 dan 31. 


Waryani Fajar Riyanto | 175 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


ketika rektor dijabat oleh Prof. Dr. Atho Mudzhar, pembaruan kurikulum 
dilakukan. Salah satunya terkait dengan pendekatan, teori, dan 
metodologi studi Islam. Sebagai Ketua Tim Persiapan Transformasi IAIN 
menuju UIN pada saat itu, Akh. Minhaji, doktor hukum Islam pertama 
di FSH yang alumni Barat, McGill Kanada, 1997, diberi tugas oleh rektor 
saat itu (Atho?' Mudzhar) untuk menyusun Proposal Transformasi IAIN 
menuju UIN yang akan diajukan kepada Pemerintah (Kementerian 
Agama) sekaligus sebagai syarat untuk pengajuan kerjasama antara 
Pemerintah (Depag) dan Islamic Development Bank DB) yang berpusat 
di Jeddah-Saudi Arabia. Proposal tersebut antara lain berisi pemetaan 
perubahan kerangka akademik dari IAIN menjadi UIN.” Posisi Minhaji 
dalam konteks transformasi kelembagaan dan terutama keilmuan di 
IAIN/UIN Sunan Kalijaga tersebut harus dibaca dalam frame sebagai 
representasi dari wakil civitas akademika FSH. Sebab, ada juga sebagian 
dari civitas akademika FSH yang tidak sepakat terhadap proyek 
transformasi ini, terutama yang beraliran Azharian minded. Padahal, al- 
Azhar sendiri telah berubah paska tahun 1961. Selain Minhaji, salah 
satu civitas FSH yang juga berkontribusi besar dalam menyumbangkan 
pemikirannya terkait proses transformasi akademik tersebut adalah 
Syamsul Anwar. Sedangkan Yudian Wahyudi, misalnya, pada saat itu, 
masih dalam proses pencarian 'ati diri-nya di luar negeri, sehingga ia 
tidak banyak berperan dalam proses formal transformasi akademik di 
UIN Sunan Kalijaga, terutama antara tahun 2001-2004. Namun segera 
perlu dicatat di sini, bahwa pada awal 1994, Yudian sebenarnya pernah 
diwawancarai Tempo mengenai kemungkinan perubahan IAIN menjadi 
UIN. Tempo kemudian memuat pendapat-pendapat Yudian yang 
mendukung perubahan status itu, tetapi tidak memuat problem 


pergeseran otoritas yang pada waktu itu sangat ditekankannya. 


“9 Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam, hlm. 136. 
38 Wahyudi, Islam dan Nasionalisme, hlm. 4. 
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Secara formalistik-birokratis, “duo maut yang berperan dalam 
proses transformasi di UIN Sunan Kalijaga, penulis dapat menyebut 
dua nama, M. Amin Abdullah dan Akh. Minhaji. Mengenai penilaian 
terhadap Amin Abdullah, Minhaji mengungkapkan: 

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah (tektot IAIN/UIN Sunan Kalijaga periode 

2000-2005 dan 2006-2010), rektor pengganti setelah Atho” Mudzhar, perannya 

juga sangat signifikan. Melalui jabatan sebagai rektor dan juga kemampuan 

intelektual, ia berperan dalam pengembangan pendekatan, teori, dan 
metodologi studi Islam, pengaruh pemikirannya-pun relatif luas dalam 
perkembangan studi Islam di Indonesia. Banyak peran yang sudah dilakukan, 
yang patut dicatat adalah perannya selama proses transformasi IAIN menuju 


UIN, melanjutkan tugas yang dilakukan rektor sebelumnya, Prof. Dr. Atho 
Mudzhar.” 


Sebagai Asisten Direktur Program Pascasarjana yang kemudian 
menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik dan juga sebagai 
Ketua Tim Transformasi IAIN menuju UIN pada saat itu, Minhaji, 
kemudian melanjutkan, memodifikasi, dan mengembangkan hal-hal yang 
telah ada bersama rektor baru (M. Amin Abdullah). Pada masa-masa 
itulah transformasi kerangka ilmu benar-benar terjadi.” Sebagai civitas 
akademika FSH, Minhaji ternyata banyak berkiprah “di luar” habitat 
aslinya. Setelah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik di era 
IAIN/UIN Sunan Kalijaga periode 2001-2005, kini Minhaji “turun 
pangkat” menjadi Dekan Fakultas Sains dan Teknologi di institusi yang 
sama, sejak tahun 2011. Apakah pada suksesi kepemimpinan tertinggi 
berikutnya di UIN Sunan Kalijaga, Minhaji akan “naik pangkat?, sejarah 
yang akan menjawabnya. 

Jika penulis boleh berandai-andaj, jika saja bukan karena alasan 
politis, Atho? Mudzhar pada saat itu bisa menjabat rektor IAIN/UIN 
Sunan Kalijaga selama dua kali periode, yaitu 1996-2000 dan 2000-2005, 
maka tentunya tahun 2014, M. Amin Abdullah masih menjadi rektor 


“9 Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam, hlm. 137. 
380 Jhid. 
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UIN Sunan Kalijaga, dengan asumsi ia menjabat rektor dua periode 
juga, yaitu antara tahun 2005-2010 dan 2010-2015. Sebab, sekali lagi 
menurut subjektifitas penulis, Amin terlalu cepat “meninggalkan” UIN 
Sunan Kalijaga. Akibatnya hingga hari ini, kita masih mencari pengganti'- 
nya, yang secara keilmuan minimal selevel atau setidaknya Yiplakan” 
darinya. Sebab, kebanyakan kita hanya bisa mengidolakan, tetapi tidak 
banyak yang bisa meneruskan. Walaupun berasal dari Fakultas 
Ushuluddin (dan Pemikiran Islam), Amin juga banyak memberikan warna 
di Fakultas Syari'ah (dan Hukum). Sehingga yang terjadi adalah apa yang 
bisa kita lihat hari ini, paradigma integrasi-interkoneksi yang menjadi i- 
con dan kebanggaan epistemik Mazhab Jogja terasa mandeg dan stagnan. 
Seandainya sejarah bisa diputar kembali, namun sejarah ternyata punya 
skenarionya sendiri. Untuk mengembangkan integrasi-interkoneksi (i- 
kon)—jika semua civitas akademika di UIN Sunan Kalijaga masih punya 
komitmen tentang ini, bukan hanya komitmen gawsi, tetapi juga komitmen 
manbaji—, yang dibutuhkan oleh UIN Sunan Kalijaga saat ini adalah 
epistemic community, bukan hanya politic communty. Sebagai politic community, 
senat, misalnya, harus dftarungkan' dengan #hink tank keilmuan, yang 
menjadi “pembisik gaib' para dekan dan terutama rektor. UIN Sunan 
Kalijaga, penulis kira, butuh seorang atau beberapa orang Satria Piningit' 
untuk mengembangkan integrasi-interkoneksi ini. 


Belajar dari proses yang terjadi di UIN (pertama) Jakarta misalnya, 
terdapat satu hal yang sangat menarik. Seperti yang dimaklumi, hingga 
dua tahun transformasi terjadi (2002-2004), UIN Jakarta belum 
mempunyai blueprint tentang kerangka keilmuan yang secara formal 
menjadi landasan kerja UIN. Belajar dari pengalaman tersebut, sebagai 
Ketua Tim sekaligus Pembantu Rektor IAIN/UIN Sunan Kalijaga pada 
saat itu (2001-2005), Akh. Minhaji, mengusulkan kepada rektor pada 
saat itu (M. Amin Abdullah) agar memulai transformasi dengan 
merumuskan Kerangka Keilmuan UIN Yogyakarta. Minhaji selalu 
menekankan bahwa transformasi IAIN menuju UIN (Sunan Kalijaga) 


adalah transformasi akademik, sedangkan aspek-aspek lainnya 
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merupakan pendukung untuk transformasi akademik tersebut. Minhaji 
tidak mengalami kesulitan dalam hal ini, sebab dia tahu persis bahwa M. 
Amin Abdullah dikenal amat mendalami bidang filsafat dengan 
kemampuan intelektual yang tidak diragukan. Secara singkat, “W'isi 
keilmuan integrasi-interkoneksi merupakan hasil banyak pihak di mana peran 
Prof. M. Amin Abdullah di dalamnya tidak bisa dipandang kecil”, tutut Minhaji. 
Perlu ditegaskan di sini, kecenderungan integrasi keilmuan yang terjadi 
di UIN Sunan Kalijaga merupakan kecenderungan umum, terutama pada 
akhir abad ke-20 atau awal abad ke-21, sekaligus merupakan jawaban 
terhadap kegelisahan akademik kalangan akademisi di IAIN (atau PTAI 
pada ummnya).”' Dengan kata lain, dalam proses transformasi akademik 
di IAIN/UIN Sunan Kalijaga, tahap pertama yang dilakukan adalah 
philosophical and epistemological levels. 


JAIN Sunan Kalijaga yang bertransformasi menjadi UIN Sunan 
Kalijaga pada tahun 2004 menggunakan metafora Spider Web sebagai 
pengembangan interkoneksitas keilmuannya. Menurut Amin, salah satu 
langkah penting yang saling terkait dalam pendekatan integrasi- 
interkoneksi adalah adanya hubungan trialektis U/um ad-Din, al-Fikr al- 
Islami, dan Dirasah Islamiyah. Menurut Amin,?? “Ulum ad-Din atau Religious 
Knowledge dalam kluster ketiga Spider Web, adalah sebagai representasi 
tradisi lokal, keislaman yang berbasis pada bahasa dan teks-teks atau 
nas-nas keagamaan—Amin juga menyebutnya dengan istilah hadarah an- 
nas, sedangkan Jabiri menyebut dengan istilah bayani—, al-Fikr a-lslami 
sebagai representasi pergumulan humanitas pemikiran keislaman yang 
berbasis pada rasio-intelek—Jabiri menyebutnya dengan istilah burhani— 
, sedangkan Dirasat Islamiyyah atau Islamic Studies sebagai kluster keilmuan 
baru yang berbasis pada paradigma keilmuan sosial kritis-komparatif 


lantaran melibatkan seluruh pengalaman (experiences) umat manusia di 


21 Minhaji, Sejarah Sosial, hlm. 138-140. 
382 Abdullah, Mempertautkan, hlm. 12-15. 
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alam historis-empiris yang amat sangat beranekaragam. Menurut 
penglihatan Amin, para penggemar dan pecinta studi keislaman sendiri” 
seringkali tidak dapat membedakan secara jelas dan gamblang (clear and 
distinci) antara ketiganya sehingga tidak dapat membentuk satu pandangan 


keagamaan (worldview) Islam yang utuh, yang dapat mempertemukan dan 


783 Yang dimaksud para pecinta studi keislaman di sini sangatlah variatif. Para 
pecinta ini dapat dilihat dari segi jenjang level pendidikan yang ditempuh seperti Madrasah 
Tsanawiyah (Mts), Madrasah Aliyah (MA), Perguruan Tinggi setingkat S1 (dapat juga 
Lc), setingkat S2 (MA, M.Sc, M.Ag) dan setingkat S3 (DR, Ph.D). Juga dapat dilihat dari 
penyelenggaranya seperti pesantren, majlis taklim, lembaga dakwah kampus (LDK), 
kursus-kursus singkat, basic training, Dar a-Argam, kursus kilat, #raining-training singkat, 
pendidikan akhir pekan, sekolah keagamaan (madrasah diniyyah, sebenarnya kluster ini 
lebih tepat disebut Madrasah Islamiyyah karena hanya mempelajari agama tertentu saja 
dan tidak mengenalkan agama lain), ceramah pagi atau sore di televisi yang tidak selalu 
diikuti secara runtut-berkesinambungan dan terpotong-potong, belum lagi yang model 
self study (belajar autodidak) dengan membaca literatur yang tidak terstruktur dan 
komprehensif, bahkan mungkin dilakukan sangat selektif. Ada lagi model kajian keislaman 
yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang 
umumnya bercorak #aining atau pelatihan singkat, paket-paket studi islam singkat yang 
diselenggarakan oleh gerakan (social movement) sosial keagamaan, aktivis (barakah) dan 
ideologi-ideologi gerakan lain dan bukannya pendalaman keilmuan secara terstuktur, 
sistematis dan komprehensif. Belum lagi studi yang sifatnya sangat ad hoc, partial dan 
sepotong-sepotong, seperti kajian khusus fikih, khusus tafsir, khusus hadis, khusus bahasa 
Arab, dan begitu seterusnya yang tidak terstruktur dan tidak berhubungan antara satu 
dan yang lain secara utuh-komprehensif-sistimatis. Istilah Studi Keislaman di alam praktik 


di lapangan sekarang ini—di sini lah yang sangat membedakan dengan studi ilmu-ilmu 
umum yang biasa diselenggarakan di sekolah atau perguruan tinggi umum yang 


diselengarakan secara ketat dan disiplin—amat lah sangat rancu, overlapping, kompleks 
karena semua jenjang, model, lembaga penyelenggara dengan aneka ragam variasi 
kepentingannya mengklaim bahwa itulah yang disebut Dirasat Islamiyyah atau Ulum ad- 
Din. Ada semacam kontestasi antara penyelenggaraan pendidikan agama yang 
diselenggarakan oleh masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan agama yang dilakukan 
oleh negara lewat Perguruan Tinggi Agama (PTA) yang ditempuh secara berjenjang, 
terstruktur dan sistematis. Di belakang nanti akan dijelaskan mengapa ada semacam 
tension atau ketegangan antara corak pendidikan agama Islam yang diselenggarakan oleh 
Perguruan Tinggi Agama (lewat penjenjangan S1, S2 dan S3) dengan budaya dan tradisi 
research (penelitian) dan pengembangan keilmuan lewat jurnal keilmuan serta penulisan 
buku yang melekat di dalamnya dan corak pendidikan agama Islam yang diselenggarakan 
oleh non-perguruan tinggi di tanah air sekarang ini yang seringkali tidak menempuh tata 
cara dan tata kelola yang seperti ada pada PTA. 
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mendialogkan secara positif-konstruktif antara yang lokal (fikih) dan 
global (syari'ah), antara yang partikular dan universal, antara distinctive 
values dan shared values, antara yang biasa disebut ganni dan gat'i dalam 
pemikiran fikih Islam dalam hubungannnya dengan keberadaan pandangan 
hidup dan pandangan keagamaan tradisi dan budaya lain (others, a-akhar) 
di luar budaya Islam. Amin kemudian membuat simplifikasi hubungan 
trialektis antara U/ym ad-Din, ak-Fikr a-lslami,dan Dirasah Islamiyahtersebut 
di atas dengan imajinasi kreatif metafora Spider Web. 


Semipermeabilitas Spider Web 


Berdasarkan metafora di atas, penamaan nama Fakultas Syari'ah 
dan Hukum (FSH) di UIN Sunan Kalijaga, misalnya, dapat dibaca sebagai 
hubungan antar kluster antara kluster pertama (al-Our'an dan al-Hadis: 
Syari'ah) dan ketiga (Fikih) serta kluster keempat (Ilmu Hukum). 
Sedangkan g/obal issues ditunjukkan oleh kluster kelima (International Lam). 
FSH juga telah membuka dua prodi baru yaitu Keuangan Islam (KUI) 
dan Ilmu Hukum (JH). Munculnya prodi baru tersebut dapat dibaca 
sebagai bentuk hubungan antara kluster ketiga (Fikih) dengan tuntutan 
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pasar dalam kluster kelima, yaitu Hconomics dan International Lan, dan 
seterusnya. Apabila Fikih (sebagai Hukum Islam) dihubungkan dengan 
kluster methods and approaches, rnaka akan memunculkan model kajian 
Ushul Fikih (Studi Ilmu Hukum Islam Filosofis). Apabila Fikih dipahami 
it self dan in self maka memunculkan istilah Fikih (Studi Ilmu Hukum 
Islam Normatif) itu sendiri. Apabila Fikih dikaitkan dengan dimensi 
eksternal atau for self social sciences seperti Sosiologi, Antropologi, atau 
Sejarah, maka akan memunculkan kajian-kajian Ilmu Hukum (Studi Ilmu 
Hukum Islam Empiris) seperti Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, 
Sejarah Hukum, dan sebagainya. Hingga tahun 2013, ada enam Jutusan/ 
Program Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Yogyakarta. 


Pertama, al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS). Merupakan 
pengembangan dari Jurusan Yada' (1960-1974) dan Peradilan Agama 
(1974-1997). Jurusan AS mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana 
yang menguasai Ilmu Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Keluarga 
Islam. Lulusan jurusan AS mendapatkan gelar SHI (Sarjana Hukum 
Islam). Mereka diarahkan untuk memiliki kompetensi sebagai praktisi 
dan konsultan hukum di Pengadilan Agama dan peneliti muda di bidang 
Hukum Keluarga. Visinya adalah “Unggul dan terkemuka dalam 
pengembangan Hukum Keluarga Islam”. Misinya adalah 
“Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Hukum 
Keluarga Islam yang berwawasan keindonesiaan dan kemanusiaan, 
mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian Hukum Keluarga Islam 
secara multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan 
masyarakat, meningkatkan peran serta Jurusan dalam pemberdayaan 
masyarakat melalui penerapan Hukum Keluarga Islam bagi terwujudnya 
masyarakat madani, mengembangkan kerja sama jurusan dengan 
berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan 


Tinggi, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam”. 


Kedua, Jinayah Siyasah (JS). Merupakan pengembangan dari 
Jurusan Fikih (1960-1974) dan Perdata Pidana Islam (1974-1989), serta 
Jurusan Muamalah Jinayah (1989-1997). Jurusan JS mendidik mahasiswa 
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untuk menjadi sarjana yang menguasai Ilmu Hukum Islam dengan 
konsentrasi Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara Islam. Lulusan JS 
mendapat gelar SHI (Sarjana Hukum Islam). Mereka diarahkan untuk 
memiliki kompetensi sebagai praktisi dan konsultan hukum di Pengadilan 
Agama dan peneliti muda di bidang Hukum Pidana dan Tata Negara 
Islam. Visinya adalah “Unggul dan terkemuka dalam pengembangan 
Ilmu Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam untuk kemajuan 
peradaban”. Sedangkan Misinya adalah “Mengembangkan pendidikan 
dan pengajaran dalam bidang Ilmu Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Islam yang berwawasan keindonesiaan dan kemanusiaan, 
mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan Islam secara multidisipliner yang bermanfaat bagi 
kepentingan akademik dan masyarakat, meningkatkan peran serta Jurusan 
dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemaduan Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan Islam dengan Hukum Positif bagi terwujudnya 
masyarakat madani, mengembangkan jaringan kerja sama Jurusan dengan 
berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan 
Tinggi, terutama dalam bidang Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Islam”. Jurusan Jinayah-Siyasah kini telah berubah menjadi Jurusan 
Siyasah (Politik Islam) saja. 

Ketiga, Jurusan Muamalah (MU). Merupakan pengembangan dari 
Jurusan Fikih (1960-1974) dan Perdata Pidana Islam (1974-1989) serta 
Jurusan Muamalah Jinayah (1989-1997). Jurusan ini mendidik mahasiswa 
untuk menjadi sarjana yang menguasai Ilmu Hukum Islam dengan 
konsentrasi Hukum Perdata dan Bisnis Islam. Lulusan jurusan MU 
mendapatkan gelar SHI (Sarjana Hukum Islam). Mereka diarahkan untuk 
memiliki kompetensi sebagai praktisi dan konsultan hukum di Pengadilan 
Agama dan peneliti muda di bidang Hukum Perdata dan Bisnis Islam. 
Visinya adalah “Unggul dan terkemuka dalam pengembangan Ilmu 
Hukum Muamalah secara integratif dan interkonektif untuk kemajuan 
peradaban”. Misinya adalah “Mengembangkan pendidikan dan 


pengajaran dalam bidang Hukum Muamalah yang berwawasan 


Waryani Fajar Riyanto | 183 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


keindonesiaan dan kemanusiaan, mengembangkan budaya Ijtihad dalam 
penelitian Hukum Muamalah secara multi disipliner yang bermanfaat 
bagi kepentingan akademik dan masyarakat, meningkatkan peran serta 
Jurusan dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan Hukum 
Muamalah bagi terwujudnya masyarakat madani, mengembangkan 
jaringan kerja sama Jurusan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan 
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang 
Hukum Muamalah”. 


Keempat, Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH). Jurusan 
Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) dibuka pada tahun Akademik 
1989/1990 dengan SK Menteri Agama No. 122 tahun 1988. Jurusan 
PMH mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana yang menguasai Ilmu 
Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Perbandingan. Lulusan 
jurusan PMH mendapatkan gelar SHI (Sarjana Hukum Islam). Mereka 
diarahkan untuk memiliki kompetensi sebagai praktisi dan konsultan 
hukum di Pengadilan Agama dan peneliti muda di bidang pemikiran 
Hukum Islam dan Perbandingan Hukum. Visinya adalah “Unggul dan 
terkemuka dalam pengembangan Ilmu Perbandingan Mazhab dan 
Hukum untuk kemajuan peradaban”. Misinya adalah “Mengembangkan 
pendidikan dan pengajaran dalam bidang Ilmu Perbandingan Mazhab 
dan Hukum yang didasarkan pada semangat inklusivitas dan nilai-nilai 
multikultural, mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian ilmu 
Perbandingan Mazhab dan Hukum secara multidisipliner yang 
bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat, meningkatkan 
peran serta Jurusan dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan 
Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum bagi terwujudnya masyarakat 
yang berkeadilan, mengembangkan jaringan kerja sama Jurusan dengan 
berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan 


Tinggi, terutama dalam bidang Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum”. 


Kelima, Keuangan Islam (KUI). Program Studi Keuangan Islam 
(KUI) dibuka mulai Tahun Akademik 2000/2001, dan telah 


mendapatkan ijin operasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur 
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Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 
Republik Indonesia, nomor: E/47/2001, tanggal 20 Maret 2001. 
Program Studi Keuangan Islam mendidik mahasiswa untuk menjadi 
sarjana yang ahli dalam bidang Keuangan Islam. Lulusan program studi 
KUI mendapatkan gelar SEI (Sarjana Ekonomi Islam). Mereka diarahkan 
untuk memiliki kompetensi sebagai praktisi dan konsultan Keuangan 
Islam, dan peneliti muda di bidang Ekonomi Islam. Visinya adalah 
“Unggul dan terkemuka dalam pengembangan, penerapan dan 
penyebarluasan Ilmu Keuangan yang Islami”. Misinya adalah 
“Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Ilmu 
Keuangan yang Islami secara professional, menyiapkan sumber daya 
manusia dalam bidang Keuangan Islam yang memiliki kompetensi dan 
komitmen tinggi bagi pengembangan Ilmu Keuangan dan penerapannya 
untuk kesejahteraan masyarakat, mengembangkan penelitian dalam 
bidang Keuangan Islam dalam rangka memperkokoh program studi 
Keuangan Islam, menjalin kerja sama progam studi secara produktif 
dengan berbagai lembaga di tingkat lokal, nasional dan internasional, 


terutama dalam bidang Keuangan Islam”. 


Keenam, Ilmu Hukum (JH). Program Studi Ilmu Hukum (JH) 
adalah prodi termuda di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Prodi 
ini lahir dengan keluarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam 
Departemen Agama RI Nomor: DJ.1/32/09 Tahun 2009. Dengan 
demikian, prodi ini baru berjalan empat tahun (2009-2013). Namun 
demikian, prestasi yang diraih oleh mahasiswa prodi Ilmu Hukum sudah 
cukup dapat dibanggakan baik pada level lokal, regional maupun nasional. 
Kerjasama yang sudah terjalin seperti dengan Mahkamah Konstitusi, 
PA, PN, KAI, dan lain sebagainya. Visinya adalah “Unggul dan terkemuka 
dalam pemaduan pengembangan ilmu hukum secara integratif dan 
interkonektif untuk kemajuan peradaban”. Misinya adalah “Memadukan 
dan mengembangkan keilmuan serta keislaman dalam pendidikan dan 
pengajaran ilmu hukum yang berwawasan keindonesiaan dan 


kemanusiaan, mengembangkan budaya jijtihad atau penemuan hukum 
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dalam penelitian ilmu hukum secara multidisipliner serta bermanfaat 
bagi kepentingan akademik dan masyarakat, meningkatkan peran serta 
program studi Ilmu Hukum dalam menyelesaikan persoalan bangsa 
berdasarkan pada keislaman dan keilmuan melalui penerapan ilmu hukum 
bagi terwujudnya masyarakat madani, membangun kepercayaan dan 
mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan 


kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi”. 


Bersamaan dengan proses transformasi kelembagaan di tingkat 
universitas, dari IAIN Sunan Kalijaga menuju UIN Sunan Kalijaga, pada 
akhirnya juga diikuti oleh transformasi nama-nama fakultas lama di era 
JAIN menjadi nama baru di era UIN. Misalnya, Fakultas Adab berganti 
nama menjadi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Fakultas Dakwah menjadi 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ushuluddin menjadi 
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Fakultas Tarbiyah menjadi 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan dimasa kepemimpinan Yudian 
Wahyudi (dekan FSH periode 2007-2011), Fakultas Syari'ah menjadi 
Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH). Secara umum, di UIN-UIN 
Indonesia, khususnya untuk kasus Fakultas Syari'ah, berubah menjadi 
tiga jenis nama, yaitu Fakultas Syari'ah saja, seperti UIN Malang, Fakultas 
Syari'ah dan Hukum, seperti UIN Yogya, UIN Jakarta, UIN Bandung, 
UIN Makassar, UIN Surabaya, dan UIN Aceh, dan Fakultas Syari'ah 
dan Ilmu Hukum, seperti UIN Riau. 


Yang menarik adalah, apakah perbedaan antara penambahan 
nama “Hukum saja dan Ilmu Hukum" tersebut. Secara istilah, “ilmu 
hukum”, yang disebut dengan istilah /ega/ science, adalah istilah bagi ilmu 
hukum di Negara Inggris. Penggunaan istilah tersebut akan berbeda 
jika diterjemahkan secara etimologi. Istilah /ega/ (dex: latin) ketika 
diterjemahkan bisa berarti “undang-undang” dan science berarti ilmu. 
Sehingga /egal science justru bisa berarti “ilmu tentang undang-undang” 
(saja). Untuk menghindari kekeliruan tersebut, maka “ilmu hukum? dalam 
bahasa Inggris akan lebih tepat bila menggunakan istilah jurisprudensi'. 


Oleh karena jurisprudensi' berasal dari kata 7usris dan prudentia dalam 
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bahasa latin, yang berarti “hukum dan pengetahuan. Dengan demikian, 
Yurisprudensi juga dapat berarti pengetahuan tentang hukum”. Menurut 
penulis, “hukum lebih luas daripada ilmu hukum'. Sehingga untuk kasus 
di UIN, yang lebih tepat adalah nama Fakultas Syari'ah dan Hukum 
(FSH)—walaupun secara implisit yang dimaksudkan di sini adalah 
pemaduan antara ilmu Syari'ah dan ilmu Hukum—, bukan Fakultas Syariah 
dan Ilmu Hukum (FSIH), apalagi hanya Fakultas Syarfah (FS) saja. 


Sebagaimana yang terlihat dalam Jaring Laba-laba Keilmuan di 
atas, diharapkan dengan paradigma integratif-interkonektif akan terjadi 
perkembangan dalam ilmu keislaman, dimana tidak lagi terfokus pada 
lingkat ke-1 dan lingkar ke-3 tetapi juga melangkah pada lingkar ke-4 
dan ke-5. Selama ini pengajaran di perguruan tinggi agama, khususnya 
di FSH UIN Sunan Kalijaga, masih berkutat pada lingkar 1 dan 3. Jaring 
laba-laba ini menampakkan adanya pergerakan zaman dan kompleksitas 
persoalan masyarakat yang akan dapat diselesaikan dengan 
perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Lingkar 1 dan 3 disebut sebagai 
Ulumuddin yang merupakan representasi dari tradisi lokal keislaman yang 
berbasis pada bahasa dan teks-teks atau nas-nas keagamaan. Lingkar ke-3 
(1 #3 44) disebut sebagai al-Fikr al-Islami sebagai representasi pergumulan 
humanitas pemikiran keislaman yang berbasis pada rasio-intelek. 
Sedangkan lingkar ke-5 (1 #3 #4 4 5) disebut Drasat Islamiyyah atau 
Islamic Studies sebagai kluster keilmuan baru yang berbasis pada paradigma 
keilmuan sosial kritis-komparatif lantaran melibatkan seluruh 
pengalaman (experiences) umat manusia di alam historis-empiris yang amat 


354 


sangat beranekaragam.”" Dalam bahasa antropologi, hal itu disebut 


34 Pembatasan istilah U/uwuddin, a-FikrakIslamidan Dirasat Islamiyah ini hanya 
akan mempermudah dalam pembahasan. Dalam pembagian ini M. Amin Abdullah 
merujuk pada perspektif sejarah perkembangan studi agama-agama yang telah melewati 
4 (empat) fase, yaitu, lokal, kanonikal, kritikal dan global dari Keith Ward. Pertama, 
adalah tahapan Local. Semua agama pada era presejarah (Prehistorical period) dapat 
dikategorikan sebagai lokal. Semua praktik tradisi, kultur, adat istiadat, norma, bahkan 
agama adalah fenomena lokal. Fase kedua adalah fase Canonical atau Propositional. Bra 
agama-agama besar dunia (world religions) masuk dalam kategori tradisi Catonical ini. 
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dengan istilah total discourse (td). Saat ini FSH baru melangkah ke kluster 
4, namun dengan kerja ikhlas, kerja keras, dan kerja cerdas yang tak 
pernah mengenal kata menyerah, suatu saat, di fakultas ini akan 
bermunculan jurusan-jurusan kelas global (selambat-lambatnya tahun 
2025), seperti Hukum Internasional Islam, Hukum Lingkungan Islam, 
Politik Islam Global, dan sebagainya, sebagai bentuk persentuhan antara 
kluster ke-3 dan kluster ke-5. Berdasarkan model spider web di atas, kajian 
ilmu hukum Islam harus menjadi zota/ discourse (td) dengan melibatkan 
seluruh pengalaman (experiences) umat manusia di alam historis-empiris 


yang amat sangat beranekaragam. 


Tentang pendekatan hukum Islam sebagai tota/ discourse, Noorhaidi 


Hasan pernah menjelaskannya sebagai berikut: 


Pendekatan yang melihat hukum Islam sebagai tota/ discourse sangatlah penting 
dalam menganalisis proses reproduksi budaya Islam modern. Pendekatan ini 
memungkinkan kita untuk melihat bagaimana tradisi-tradisi skriptural 
diinterpretasikan dan disampaikan oleh “pialang-pialang budaya keagamaan 
sebagai respons terhadap isu-isu sosial penting di masyarakat, yang dikemas 
melalui fatwa, tausiyah, dan nasihat yang disampaikan melalui berbagai corong 
mimbar sosial, seperti khutbah Jumat, pengajian, poster, video kaset, televisi, 
dan media-media lainnya. Dinamika diskursif semacam ini tentu saja 
melahirkan debat, ketegangan, negosiasi, dan kompromi, yang memfasilitasi 


Kehadiran agama-agama Ibrahimi (Abrahamic Religions), dan juga agama-agama di Timur, 
yang pada umumnya menggunakan panduan Kitab Suci (7)e Sacred Texi) merupakan 
babak baru tahapan sejarah perkembangan agama-agama dunia. Dalam Islam, fase ini 
corak keberagamaan yang scripturalis-tekstualis. Fase ketiga adalah fase Critical. Pada 
abad ke-16 dan 17, kesadaran beragama di Eropa mengalami perubahan yang radikal, 
yang terwadahi dalam gerakan Enlightenment. "Tradisi baru ini berkembang terus, yang 
kemudian membudaya dalam dunia akademis, penelitian (research), seholarly work dan 


wilayah intelektual pada umumnya. Dalam fase ini muncul keilmuan baru dalam Islam 
sebagaimana dalam lingkar ke 3 jaring laba-laba. Fase keempat adalah fase Global 
sebagaimana yang terjadi saat ini dan memunculkan keilmuan baru berikut juga 
metodenya yang lebih kritis dan tidak hanya terpaku pada rasio. Disini bisa terlihat 
pada lingkar ke 4 jaring laba-laba. M. Amin Abdullah, Mempertautkan Ulum al-Din al 
Fikr al-Islami dan Dirasat Islamiyah: Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Global, 
disampaikan dalam Workshop Pembelajaran Inovatif Berbasis Integrasi-Interkoneksi, 
Yogyakarta, 19 Desember 2008. 
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terbentuknya ruang publik partisipatif, emansipatif, dan demokratis, 
emansipatif sebagai prasyarat bagi Muslim untuk memainkan peran lebih aktif 
dan signifikan dalam pusaran atus perubahan global.” 


? Noorhaidi Hasan, “Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia: 
Pengalaman Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, asy-Syirah, 
Vol. 46, No. II, Juli-Desember 2012, hlm. 399-400. 
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LOKAL 


A. Dari Islam Sinkretis Sunan Kalijaga Menuju Fikih 
Indonesia 


ecara umum ada tiga teori besar terkait kajian hubungan antara 

He dan budaya, yaitu Islam sinkretis, Islam akulturatif, 

dan Islam kolaboratif. Islam sinkretik ditawarkan oleh Geertz, Beatty, 
dan Murder. Mark Woodward dan Muhaimin menawarkan model Islam 
akulturatif. Sedangkan Nur Syam menawarkan model Islam kolaboratif. 
Kajian Geertz tentang T'he Religion of Java (198178 memberikan gambaran 
bahwa terdapat trikotomi mengenai varian agama Jawa, yaitu abangan 
yang berpusat di pedesaan, santri yang berpusat di pasar, dan priyayi 
yang berpusat di kota. Kajian Geertz, sesungguhnya telah menjadi jendela 
bagi berbagai kajian tentang Islam di Indonesia, baik mereka yang 
mendukung maupun yang menolak, bahkan ada yang 
mengembangkannya. Salah satu yang mengembangkannya adalah buku 
Tadjoer Ridjal Bdr, sebagaimana yang dikutip oleh Nur Syam, berjudul 


556 Clifford Geertz, The Religion of Java (ttp: tmp., 1981). 
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Tamparisasi Tradisi Santri Pedesaan Jawa (2000). Dalam mengkaji kehidupan 
kultural (di Jombang), buku Tadjoer tersebut tidak jauh berbeda dengan 
studi Geertz dalam T'he Religion of Java. Buku itu juga mengkaji kehidupan 
kultural sehari-hari dalam bingkai Islam dan Jawa. Namun trikotomi 
identitas kultural yang dihasilkan dalam studi tersebut (wong njaba, wong 
mambu-mambu, wong njero) berbeda dengan yang dihasilkan oleh studi 
Geertz (santri, abangan, dan priyayi). Masing-masing varian kelompok 
identitas kultural dalam studi ini tidak diperlakukan sebagai entitas-entitas 
yang berbeda. Islam dan Jawa dalam studi ini diperlakukan compatible, 
atau tidak diperlakukan dalam posisi antonim. Trikotomi varian identitas 
kultural dalam studi ini ditempatkan dalam suatu kontinum—mengikuti 
konsepsi kejawaan—yang erat kaitannya dengan gerak perubahan 
kepribadian menurut psikologi Jawa: yakni bergerak dari durung Jawa, 
rada Jawa, hingga wis Jawa. Dengan demikian, ketiga varian identitas 
kultural bernuansa kejawaan tersebut tidak ditempatkan dalam posisi 


dikontraskan.”” 


Di antara yang mendukung, misalnya berasumsi bahwa Islam di 
Jawa memang bercorak sinkretik, artinya terdapat pemaduan di antara 
dua atau lebih budaya (Islam, Hindu, Buddha, dan Animisme) yang 
disebut sebagai Agama Jawa. Agama yang kelihatannya dari luar Islam, 
tetapi ketika dilihat secara mendalam, sebenarnya adalah agama sinkretis. 
Kajian yang mendukung Geertz tersebut adalah Beatty (1994) dalam 
tulisannya yang berjudul Adam dan Eveand Vishnu. Dalam kajian tersebut, 
dia menggambarkan bahwa sesungguhnya slametan sebagai inti upacara 
di dalam kehidupan orang Jawa adalah gambaran mengenai sinkretisme 


antata Islam dengan berbagai keyakinan lokal lainnya.” 


5? Tadjoer Ridjal Bdr, Tamparisasi Tradisi Santri Pedesaan Jawa: Studi Kasus 
Interpretasi Identitas Wong Njaba, Wong Njero, dan Wong Mambu-Mambu (Surabaya: 
Universitas Airlangga Press, 2000), hlm. xiv. 

38 Lihat, Andrew Beatty, The Varieties of Javanese Religion (Princeton: Princeton 
University Press, 1999). 
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Meskipun menolak konsepsi Geertz (1981) tentang sinkretisme 
yang dianggap kurang relevan untuk melihat Islam di Jawa, Mulder justru 
menggunakan konsep baru, yakni lokalitas. Menurutnya, jika sinkretisme 
adalah pemaduan tanpa diketahui mana yang dominan, akan tetapi 
dengan konsep lokalitas justru diketahui mana yang sesungguhnya 
dominan dalam percaturan agama Jawa. Dalam lokalitas ada unsur yang 
selalu menyesuaikan. Islam yang datang belakangan akan menyesuaikan 
dengan unsur lokal yang cocok, sehingga inti sesungguhnya adalah unsur 
lokalnya, dan bukan Islam. Jadi meskipun dari luar tampak Islam, tetapi 


359 


hakikatnya adalah agama lokal Jawa. 


Di antara yang menolak model Islam sinkretis adalah Woodward 
(1985), yang beranggapan bahwa Islam dan budaya lokal itu adalah 
sesuatu yang akulturatif sesuai dengan prosesnya masing-masing, 
sehingga antara Islam dan budaya lokal bukanlah sesuatu yang antonim 
tetapi kompatibel. Ada proses mengambil dan menerima, sehingga 
terjadilah Islam tersebut sebagai agama yang bercorak khas, Islam Jawa." 
Tesis utama Woodward adalah Islam Jawa pada dasarnya juga Islam, 
bukan Hindu atau Hindu-Buddha, sebagaimana dituduhkan kalangan 
Muslim puritan dan banyak sejarawan-antropolog (kolonial). Islam Jawa 
bukanlah penyimpangan dari Islam, melainkan merupakan varian Islam, 
sebagaimana juga kita temukan ada Islam India, Islam Syria, dan Islam 
Maroko. Yang mendukung Woodward adalah Muhaimin (2001) dalam 
tulisannya tentang Is/am di Cirebon. Menurutnya, Islam di Jawa 
sesungguhnya adalah Islam lokal, yaitu Islam yang di dalam praktiknya 
bersifat akulturatif dengan budaya lokal. Justru Islamlah intinya ketika 
berada di tengah budaya lokal yang bersentuhan dengannya. Kajian Islam 


59 Niels Mulder, Mistisisme Jawa: Ideologi Indonesia (Yogyakarta: LKIS, 2001), 
hlm. 1-20. 

'0 Mark. R. Woodward, Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in The Sultanate 
of Yogyakarta (An Abror: UMI, 1988). Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia menjadi Is/am Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan (Yogyakarta: LKIS, 
2000). 
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dalam konteks budaya lokal tersebut sampai pada asumsi teoretik bahwa 
Islam di Jawa hakikatnya adalah Islam sebagaimana di tempat lain, yaitu 


Islam dalam bingkai budaya lokal. 


Menurut Nur Syam, konsep sinkretisme jelas mengandung 
kelemahan, sebab mengabaikan adanya dialog yang terjadi antara Islam 
dengan budaya lokal. Baik kajian yang dilakukan oleh Geertz, Beatty, dan 
Mulder memberikan legitimasi bahwa Islam hanyalah nominal saja, aspek 
luar, sebab inti dari semuanya adalah budaya lokal. Islam tidak mampu 
menyentuh kedalaman budaya lokal yang adiluhung dan mendalam, 
sehingga ketika harus berhadapan dengan budaya lokal, Islam harus tetap 
berada di luar. Kajian tentang Islam dengan konsep akulturatif juga 
menyisakan persoalan pada aras macam apa dan bagaimana Islam dipahami 
dan sekaligus dikonstruksi menjadi seperti itu. Jika Islam mengalami proses 
saling menerima dan memberi dalam konteks ajaran dan praktik ritual, 
maka semestinya terdapat gambaran bagaimana proses konstruksi Islam 
sebagaimana keadaannya sekarang. Dialektika itu yang tidak diperoleh 
dalam berbagai kajian tentang Islam akulturatif." 


Kajian Islam dan masyarakat yang menggunakan konsepsi dan 
konstruksi sosial tersebut menghasilkan suatu tipologi tambahan, 
meskipun sesungguhnya berada di dalam kategori Islam akulturatif— 
mengikuti pandangan Woodward (1985) dan Islam sinkretik sebagaimana 
pandangan Geertz (1981)—adalah Islam kolaboratif, yaitu hubungan 
antara Islam dan budaya lokal yang bercorak akulturatif-sinkretik sebagai 
hasil konstruksi bersama antara agen (elit-elit lokal) dengan masyarakat 
dalam sebuah proses dialektika yang terjadi secara terus menerus. Ciri- 
ciri Islam kolaboratif adalah bangunan Islam yang bercorak khas, 
mengadopsi unsur lokal yang tidak bertentangan dengan Islam dan 
menguatkan ajaran Islam melalui proses transformasi secara terus 
menerus dengan melegitimasinya berdasarkan atas teks-teks Islam yang 


dipahami atas dasar interpretasi elit-elit lokal. Transformasi dilakukan 


31 Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 290. 
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melalui berbagai medium, sehingga menghasilkan konstruksi sosial 
tentang Islam lokal. Tradisi Islam lokal hasil konstruksi sosial masyarakat 
tersebut sesungguhnya memiliki keunikan, tidak bercorak genuine Islam 
akan tetapi juga bukan Islam Kejawen, akan tetapi membentuk tradisi 


362 


Islam yang khas. 


Lebih lanjut Nur Syam menjelaskan tentang model Islam 
kolaboratif yang dimaksudkannya sebagai berikut. Tradisi Islam lokal 
hakikatnya juga berada di dalam proses tarik menarik di antara berbagai 
varian penggolongan sosial, baik yang berbasis religio-kultural maupun 
religio-politik. Berbagai upaya dalam konteks penggolongan religio- 
kultural seperti abangan, NU dan Muhammadiyah yang berimplikasi 
pada pilihan tindakan yang berbeda, ternyata dapat menggambarkan 
secara mendasar tentang mekanisme kaitan antara tradisi Islam lokal 
dengan konfigurasi varian penggolongan sosial tersebut. NU dan 
abangan, yang memiliki medan budaya yang sama” ternyata bisa berdialog 
dalam mewujudkan tradisi Islam yang kolaboratif. Tradisi Islam lokal 
tersebut merupakan jalinan kerja sama antar berbagai agen dalam 
penggolongan sosio-religio-kultural yang berbeda. Ketika terjadi dialog 
di antara berbagai varian penggolongan sosio-religio-kultural, maka 
implikasinya adalah perubahan-perubahan tradisi, baik dalam kawasan 
wacana maupun dalam tataran tindakan-tindakan sosial. Jadi, interaksi 
antar varian dalam penggolongan sosial hakikatnya mempunyai relevansi 
dengan perubahan-perubahan tradisi Islam lokal.” Terkait dengan dialog 
antara NU dan Muhammadiyah, misalnya, menarik untuk membaca 
disertasinya Rifyal Ka'bah berjudul Hukum Islam di Indonesia: Perspektif 
Muhammadiyah dan NU (1998) 


Berbeda dengan Geertz, Beatty, Mulder, Woodward, dan Nur 


Syam, M.C. Ricklefs menawarkan model Islam sintesis. Banyak kalangan, 


362 hid. 

363 Thid., hlm. 286. 

“4 Disertasi ini diujikan pada tanggal 23 November 1998 di Universitas 
Indonesia Jakarta. 
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di dalam maupun luar negeri, melihat sebagian besar Muslim Jawa 
hanyalah abangan atau “Islam KTP”. Lewat bukunya Mengislamkan Jawa 
(2012), Ricklefs membantah anggapan itu secara meyakinkan, bahwa 
islamisasi masyarakat Jawa terus berlanjut sejak kemunculan Islam dalam 
masyarakat Jawa pada abad ke-14. Ia menunjukkan bahwa tanah Jawa kini 
makin “hijau”: Islamisasi mengalami pendalaman dan proses ini tak bisa 
dibalikkan.'” Misalnya, dari Geertz ke Ricklefs, berarti dapat dibaca juga 
dari model sinkretis ke sintesis. Dalam kontekss lokal di Mazhab Sapen, 


berarti dari sinkretisme Sunan Kalijaga menuju sintesisme Mukti Ali. 


Walaupun telah lama menyandang nama “Sunan Kalijaga", yang 
melakukan metode dakwah sinkretis, lebih dari setengah abad, tetapi 
UIN Sunan Kalijaga belum punya Pusat Studi Sunan Kalijaga (PSSK). 
Hal tersebut tentunya sangat ironis, untuk tidak mengatakan tragis. Sunan 
Kalijaga, yang bernama asli Raden Mas Said—ada yang menyebutnya 
Raden Mas Syahid—ia juga memiliki sejumlah nama panggilan seperti 
Lokajaya, Syaikh Malaya, Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman)— 
ada pendapat yang mengatakan bahwa istilah raden itu bukanlah istilah 
kultural, tetapi adalah istilah spiritual, dari bahasa Arab, yang bermakna 
ra ad-din (melihat agama)—adalah seorang wali yang namanya paling 
banyak disebut oleh masyarakat Jawa khususnya—ada dua makna kata 
Jawa”, yaitu Jawa etnosentris dan Jawa geografis. Jawa etnosentris adalah 
suku Jawa yang tinggal di pulau Jawa, sedangkan Jawa geosentris adalah 
Tanah Dhawa (Tanah Panjang) Nusantara ini, sebelum terpecah-pecah 
menjadi pulau-pulau kecil—. Istilah “Jawa” adalah kategori lokal, istilah 


“Jawi” adalah kategori nasional dan istilah “Jiwi” adalah kategori global. 


305 M.C. Ricklefs, Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya 
dari 1930 sampai Sekarang (Jakarta: Serambi, 2012), hlm. 30. Islamisasi merupakan proses 
yang diwarnai perbedaan dan kepelikan. Ada dua proses yang tampaknya terjadi pada 
waktu yang sama: kaum Muslim asing menetap di suatu tempat dan menjadi orang 
Jawa, sementara masyaralat lokal Jawa memeluk Islam dan menjadi orang Muslim. 

366 


Waryani Fajar Riyanto, Naga-ra Atlantis Purba (Yogyakarta: Atlantis Press, 
2010), hlm. 1. 
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Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Arya 
Wilatikta, Adipati Tuban keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit, 
Ronggolawe. Konon, nama £ali-jaga sendiri disematkan kepada beliau 
karena ia suka berendam (kungkum) di sungai (kali) atau jaga-kali. Namun 
ada juga yang menyebut istilah itu berasal dari bahasa Arab gadi-zaga 
yang menunjuk statusnya sebagai penghulu suci kesultanan.” Berkorelasi 
dengan keterangan ini adalah nama Jurusan Yada”, sebelum berganti 
nama menjadi Fakultas Syari'ah, kemudian menjadi Fakultas Syari'ah 
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 


Dalam konteks kekinian, Sunan Kalijaga atau Raden Said, yang 
kemudian berafiliasi ke Kasultanan Demak, harus kita warisi semangat 


“pemberontakannya” kepada Kerajaan Majapahit. Artinya, “Kasultanan” 


37 Suwatdi Endraswara, Buku Pinter Budaya Jawa: Mutiara Adiluhung Orang Jawa 
(Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005), hlm. 118-120. 
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UIN Sunan Kalijaga harus berani menjadi “pemberontak” kepada 
“Kerajaan Majapahit', yang disimbolisasikan oleh Universitas Gadjah 
Mada. Makna “pemberontakan” di sini dalam arti positif, yaitu 
pengembangan secara terus menerus proyek integrasi-interkoneksi (i- 
kon) di “Kasultanan” UIN Sunan Kalijaga, untuk menolak ilmu-ilmu 
sekuler yang berdiri sendiri-sendiri dan terkotak-kotak di “Kerajaan 
Gadjah Mada”. Sebab, dalam sejarahnya, penamaan dan pendirian 
Universitas Gadjah Mada sendiri pada tanggal 17 Pebruari 1946 adalah 
untuk mengakomodir kepentingan kaum nasionalis, sedangkan pendirian 
dan penamaan IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 1 September 1951 
adalah untuk mengakomodir kepentingan kaum Islamis.”" Kalau 
Kerajaan Gadjah Mada” telah dan akan menyatukan nusantara, maka 
Kasultanan' Sunan Kalijaga harus bisa menyatukan dunia, semoga. Dua 
nama penting di “Kerajaan Gadjah Mada" yang pernah gelisah tentang 
fenomena differensiasi ilmu adalah Umar Kayam, yang menyebutnya 


dengan istilah “ilmu yang terkotak-kotak',”” dan Kuntowijoyo 


'8 Soetjipto dan Agussalim Sitompul, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 
Institut Agama Islam Negeri LAIN al-Jami'ah (Yogyakarta: Lembaga Pengabdian pada 
Masyarakat, 1986), hlm. 28. 

"9 Berikut ini bunyi penggalan pidato Umat Kayam: “Harapan saya juga 
sekarang anda juga mulai menyadari bahwa ilmu modern tidak lagi dapat berdiri sendiri. 
Ilmu modern, ilmu sosial atau humaniora atau ilmu apa saja, tidak akan mampu maju 
manakala ia mengkotakkan dirinya sendiri. Mungkin anda akan segera mengatakan 
dengan lantang kepada kami kaum pengajar bahwa kenyataannya mata kuliah di kampus 
masih banyak yang terkotak-kotak. Maafkanlah! Guru-guru anda, termasuk yang 
sekarang berdiri di hadapan anda, adalah produk dari kurikulum yang terkotak. Dan 
guru-guru kami juga hasil dari produk yang terkotak pula. Jadi embah buyut kotak, 
melahirkan embah kotak, embah kotak melahirkan anak kotak, dan anak kotak 
melahirkan cucu kotak. Kotak, kotak, kotak, kotak, kotak. Justru karena anda berada 
dalam kondisi dan situasi demikian dan berani bersuara lantang saya ingin menganjurkan 
dari balik mimbar ini agar anda yang mulai membebaskan diri melepaskan dari penjara 
ilmu kotak tersebut. Mulailah menyapa kawan-kawan anda yang terkotak di dekat- 
dekat anda. Sudahkah ilmu politik berbincang dengan sosiologi dan sejarah dan sastra 
Indonesia atau sastra apa saja? Sudahkah sastra Inggris banyak berbincang dengan 
sastra Indonesia, sosiologi dan antropologi dan kadang-kadang dengan psikologi? C.P. 
Snow sekian puluh tahun yang lalu sudah mengeluh dan memperingatkan kita akan 
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menyebutnya dengan istilah “differensiasi ilmu." 


Meminjam Teori Siklus Peradaban Ibn Khaldun, penulis dapat 
menyebut “Kasultanan Sunan Kalijaga” sebagai simbol hadarah—karena 
UIN Sunan Kalijaga menggunakan istilah hadarah dalam pengembangan 
keilmuannya, yaitu hadarat an-nas, hadarat al-falsafah, dan hadarat al-'ilm— 
, sedangkan “Kerajaan Gadjah Mada” sebagai simbol badawah. Dalam 
teori perubahan sosial, Ibn Khaldun membagi dua jenis organisasi sosial, 
nomaden (badawah) dan menetap (hadarah). Nomaden adalah kelompok- 
kelompok manusia yang belum menetap—atomistik-positivistik—dalam 
wilayah pemukiman (keilmuan) dan masih dalam kebiasaan alamiah. 
Namun ikatan kekeluargaan dan keagamaan di antara mereka sangat 
kuat. Sedangkan kelompok menetap—integralistik-postpositivistik— 
adalah mereka yang telah bermukim (kota) dan relatif telah makmur. 
Proses timbul dan tenggelamnya peradaban manusia digambarkan oleh 
Ibn Khaldun sebagai proses dari budaya nomaden (badawah), sebagai 
budaya penakhluk dan pembangun, ke arah budaya menetap (hadarah), 
sebagai pengembang sekaligus penghancut.”' Dati badawah (ptimitif, 
ruralisme) menuju hadarah (kota, urbanisme), berarti dari “Kerajaan 
Gadjah Mada' menuju “Kasultanan Sunan Kalijaga”. 

Dalam konteks internal (di PTAIN), menurut penulis, dari 
badawah menuju hadarah dapat juga dimaknai dari politic community ke 
epistemic community, dari ikatan nasabiyah-'asabiyah (group feeling) atau 
solidaritas sosial dan politik ke ikatan hasabiyah- 'iImiah (group thinking) atau 


solidaritas ilmu pengetahuan, dari nalar desa atau /ova/ vi/lage—untuk tidak 


bahaya pengkotakan ini dalam The Two Cultures.” Bahkan beliau ingin agar ilmu-ilmu 
sosial dan humaniora banyak saling bersapa dengan ilmu-ilmu alam. Umar Kayam, 
“Transformasi Budaya Kita”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra, 
Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di Muka Rapat Senat Terbuka Universitas Gadjah 
Mada pada tanggal 19 Mei 1989, di Yogyakarta, hlm. 37. 

“0 Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 11. 

41 Biyanto, Teori Siklus Peradaban: Perspektif Ibu Khaldun (Yogyakarta: Ipam, 
2004), hlm. 125. 
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menyebutnya ndeso—ke nalar kota/ city atau global village, dari cara berpikir 
ndeso (local citizenship) ke cara berpikir kosmopolitan (global citigenship), 
dari TAIN—(Agama Islam)—Sunan Kalijaga ke UIN—(Islam)—Sunan 
Kalijaga, dari UIN Sunan Kalijaga ke Universitas Sunan Kalijaga (U- 
SU-K)—tanpa kata Islam'—. Badawah dan hadarah tersebut harus 
dipadukan untuk membentuk “mran (peradaban). Perpaduan ini 


bertujuan membangun UIN Sunan Kalijaga sebagai World Class University. 


Integrasi antara Badawah dan Hadarah 


Badawah Umran Hadarah 
Desa Global Kota 
Group Feeling —- World Class University «— Group Thinking 


Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965 
tanggal 15 Juni 1965, baru terhitung sejak 1 Juli 1965, IAIN al-Jami'ah 
di Yogyakarta diberi nama “Sunan Kalijaga”, yaitu nama dari salah seorang 
tokoh wali yang terkenal dalam sejarah penyiaran agama Islam di 
Indonesia. Pemberian nama “Sunan Kalijaga” kepada IAIN (UIN) 
Yogyakarta bukanlah sekedar untuk membedakan nama dari IAIN satu 
dengan IAIN lainnya yang saat itu berjumlah 14 buah, tetapi lebih dari 
itu. Pemberian nama “Sunan Kalijaga” tersebut terkandung cita-cita dan 
harapan, agar segenap civitas akademika IAIN Yogyakarta dapat 
mengambil suri tauladan Sunan Kalijaga dalam kebijaksanaannya 
menyiarkan dan menanamkan ajaran-ajaran Islam, yang telah berhasil 
mengubah keadaan masyarakat dari suasana gelap menuju masyarakat 
yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan lahir batin, dalam 
suasana ketakwaan dan keimanan. Salah satu ajaran filosofis yang paling 
penting dari Sunan Kalijaga adalah ajaran angeli ananging ora keli. Menurut 
penulis, UIN Sunan Kalijaga harus bertanggungjawab mengembangkan 
pikiran-pikiran Sunan Kalijaga (Raden Said) tersebut, misalnya 
membentuk semacam Pusat Studi Sunan Kalijaga atau Pusat Studi 


Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia. 


200 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab IV: Integrasi-Interkoneksi Studi Ilmu Hukum Islam 


Papan nama “IAIN Sunan Kalijaga” di depan masjid lama IAIN 
Sunan Kalijaga 


Dalam konteks indegenious theory, terkait dengan pencarian model 
hubungan antara religion (agama) dan culture (budaya), dalam hal ini antara 
agama Islam dan budaya Indonesia, di belakang papan nama 
Laboratorium Agama/ Masjid Sunan Kalijaga tercantum salah satu pesan 
dan ungkapan Sunan Kalijaga, nama wali penyebar Islam di tanah Jawa 
yang diambil oleh para pendiri Perguruan Tinggi menjadi nama 
Unvversitas, berbunyi Hang/aras Ilining Banyu, Ngeli Hananging Ora Keli. 
Maksud dari ungkapan ini adalah bahwa “dalam mengarungi kehidupan, 
manusia sebaiknya menjalani hidup seperti air yang mengalir, manusia mengikuti 
air mengalir, tetapi manusia tidak boleh larut dan hanyut.” Pesan dan ungkapan 
Sunan Kalijaga tersebut mengandung nilai-nilai religi dan spiritual yang 
tinggi, lebih-lebih di era globalisasi, mengandung sebuah kepasrahan 
yang sangat dianjurkan dalam tasawuf Islam. Namun, manusia tidak 
harus menentang sebuah perubahan selama perubahan itu positif. 
Dengan kata lain, kata ange/i (translation) di atas dapat dimaknai sebagai 


pilar keindonesiaan dan kemodernan dan ananging ora keli (tradition) adalah 
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keislaman. Dari filsafat sinktetis (antara angeli/ culture dan ananging ora 
keli) religion) Sunan Kalijaga (Raden Said) inilah mustinya metode eklektis 
Fikih Indonesia gagasan Hasbi dapat dikembangkan. Sultan Agung 
Hanyokrokusumo menyebutnya dengan relasi antara “sastra' (ananging 
ora keli) dan “gendhing" (angeli). 

Dengan meminjam teori tiga tahapan periodisasi sejarah 
kesadaran umat Islam di Indonesia gagasan Kuntowijoyo:”” mitos, 
ideologi, dan ilmu, penulis mencoba meredefinisikan makna £ali jaga ke 
level ilmu. Dalam tahapan mitos, £alijaga bermakna kungkum (berendam 
di sungai) atau njaga-kali (menjaga sungai). Dalam tahapan ideologi, £ali- 

jaga bermakna salah satu nama Walisongo. Sedangkan dalam tahapan 
ilmu, £ali-jaga penulis maknai sebagai £a/i (yang disimbolkan seperti tanda 
“x”) yang bermakna dua. Dengan kata lain, kata £a/i di sini tidak bermakna 
mitologi sebagai sungai, tetapi penulis ilmuisasikan menjadi kali yang 
bermakna dua, yaitu hubungan sinergis antara dua dimensi, yaitu dimensi 
ketuhanan (teosentris-deduktif) dan kemanusiaan (antroposentris- 
induktif)—teo-antroposentrik-integralistik—, antara normativitas dan 
historisitas, antara noryative Islam dan empirical Islam, antara transendental 
dan rasional (rasional-transendental), antara doctriner dan scientific. Selain, 
itu, £ali-jaga yang bermakna kungkum, dapat juga diilmuisasikan menjadi 
kungkum intelektual di Barat dan Timur. Jadi, £ali jaga adalah men-jaga 
relasi dua (£ali) dimensi tersebut. Penjelasan penulis tentang tiga level 
makna “kali-jaga' tersebut, telah dikutip oleh Kamsi dalam buku Pergolakan 
Politik Hukum Islam di Indonesia (2014), Bab IV (Penegakan Hukum Islam 
di Indonesia), halaman 231-232. 


“2 Kuntowijoyo, “Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam 
Indonesia: Mitos, Ideologi dan Ilmu”, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu 
Sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 21 Juli 2001, 
hlm. 23. 
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aan Ka NAME BEE KARA 2YL ASM OKU 
Kata-kata mutiara Sunan Kalijaga yang terpampang di depan 
Laboratorium Masjid UIN Sunan Kalijaga 


Pendekatan Sunan Kalijaga dalam menjelaskan wejangannya 
dengan berdasar pada tiga hal (trilogi wejangan) yaitu omong, momor, 
dan momot. Momong berarti bersedia untuk mengemong, mengasuh, 
membimbing, dan mengarahkan (dedikatif dan inovatif). Momor berarti 
bersedia untuk bergaul, bercampur, berkawan, dan bersahabat (inklusif 
dan continuous improvement). Momot berarti kesediaan untuk menampung 
aspirasi dan inspirasi dati berbagai kalangan (integrasi-interkoneksi).”? 
Dalam perspektif kontemporer, momong identik dengan mentalitas dan 
kompetensi profesional seorang pendidik dan kompetensi pedagogis. 
Kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran 
dengan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Peningkatan 
profesionalitas guru seyogianya ditandai berbagai aktivitas pembaruan 
metode dan kinerja pendidik. Momor dapat dimaknai sebagai kemampuan 
bergaul dengan dunia global (global citigenship), sebagai pengembangan 
kompetensi sosial dalam kompetensi pendidik. Sedangkan Momot dapat 


38 Purwadi, Dakwah Sunan Kalijaga: Penyebaran Agama Islam di Jawa Berbasis 
Kultural (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 21-23. 
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dimaknai sebagai pengembangan nilai-nilai inklusif dalam pendidikan, 


sebagai pengembangan dari kompetensi kepribadian. 


Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Dakwah Sunan Kalijaga 


Ontologi 
(Sinkretis-Integralis) 
Epistemologi 
(Angeli Ananging Ora Keli) 
Aksiologi 
(Momong, Momor, Momot) 
1 | Momong Kompetensi Profesional Studi Hukum Islam 
2 Kompetensi Pedagogis Integratif (Normatif, 
Filosofis, dan Empiris) 
3 Momor Kompetensi Sosial Eklektisasi antara Hukum 
Islam, Hukum Adat, dan 
Hukum Nasional 
4 Momot Kompetensi Kepribadian Internasionalisasi Hukum 
Islam 
Empat Kompetensi Pendidik Arah Studi Hukum Islam 
(UU No 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen) 


Dalam konteks yang agak berbeda, hubungan interkoneksi antara 
dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, antara gadariyah (angeli) dan jabariyah 
(ananging ora keli) yang ditawarkan oleh Sunan Kalijaga di atas, atau dalam 
bahasa buku ini disebut dengan istilah studi ilmu hukum Islam deduktif- 
tekstual dan induktif-kontekstual dapat diparalelkan juga dengan konsep 
Sastra Gending” gagasan Sultan Agung (1593-1645). Di sini nalar 


"4 Serat Sastra Gending karya Sultan Agung merupakan sebuah karya sintetis. 
Serat ini juga mengajarkan jiwa persatuan dan kesatuan (mono-dualis) sebagai pola 
dasar pemecahan yang menyeluruh atas problem-problem kehidupan. Untuk kehidupan 
pribadi, karya tersebut mengajarkan kesatuan mono-dualis: jiwa dan raga, zat dan sifat, 
potensial dan ideal, teori dan praktik, agama dan ilmu, das sollen dan das sein, ordo essensi 
dan ordo cognoscendi. Istilah sastra dan gending sendiri sebenarnya mewakili serangkaian 
pengertian sebagai berikut (Sastra dan Gending): Zat dan Sifat, Rasa dan Pangrasa, Cipta 
dan Ripta, Yang disembah dan Yang menyembah, Kodrat dan Iradat, Oadim dan Hudus, Yang 
bercermin dan Bayangannya, Suara dan Gema, Lautan dan Ikan, Pradangga dan Gending, Papan 
Tulis dan Tulisan, Manikmaya dan Hyang Guru, Dalang dan Wayang, Busur dan Panah, Wisnu 
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deduktif-tekstual identik dengan sastra, sedangkan induktif-kontekstual 
identik dengan gending. Sastra Gending sendiri ingin merajut antara 
hubungan religion dan culture (social science). Dalam bait-bait Sastra Gending, 
banyak juga memasukkan bahasa Islam. Serat Sastra Gending mengajarkan 
tentang cara berpikir mono-dualisme atau bi-polar—bedakan dengan 
integrasi-interkoneksi yang menggunakan nalar tri-polar dan mono- 
trialisme—, dimana dua hal yang saling berkaitan, saling membutuhkan, 
dan saling mendukung sehingga tercipta suatu harmoni. Dalam hal ini 
Sastra Gending mengibaratkan mono-dualis antara pencipta (teosentris) 
dan yang dicipta (antroposentris), ibu dan bapak, ikan dan lautan, busur 
dan panah, dalang dan wayang. Monodualis tersebut harus berjalan 
beriringan, mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Menurut penulis, 
teori monodualis dalam Sastra Gending inilah yang identik dengan istilah 
“teo-antroposentrik-integralistik” yang dipopulerkan oleh Kunto, yang 
kemudian diadopsi oleh Amin Abdullah dalam artikel berjudul Dari 
Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik 
(2003). Jadi, sastra adalah studi ilmu hukum Islam deduktif dan gendhing 
adalah studi ilmu hukum Islam induktif. Sastra Gending menggunakan 
cara berpikir sintetis, bedakan dengan Sunan Kalijaga (Raden Said) yang 
menggunakan cara berpikir sinkretis, Mukti Ali dengan nalar sintesis, 
dan M. Amin Abdullah dengan model interkonektif. Jadi, UIN Sunan 
Kalijaga harus terus menerus membawa ruh dan spirit sinkretis Sunan 
Kalijaga tersebut, agar tidak kehilangan jati diri dan identitas lokalnya, 
baik sebelum dan setelah bertransformasi dari IAIN Sunan Kalijaga 


menjadi UIN Sunan Kalijaga. Di sini yang bertransformasi hanya 


dan Kresna. Damardjati Supadjar, Filsafat Sosial: Serat Sastra Gending (Yogyakarta: Fajar 
Pustaka Baru, 2001), hlm. 30, 204, dan 205. 

35 M. Amin Abdullah, “Etika Tauhidik sebagai Dasat Kesatuan Epistemologi 
Keilmuan Umum dan Agama: dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah 
Teoantroposentrik-Integralistik”, dalam Jarot Wahyudi (ed.), Menyatukan Kembali Ilmu- 
ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum (Yogyakarta: 
Suka Press, 2003). 
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institusinya saja, yaitu dari IAIN menjadi UIN, sedangkan nama Sunan 
Kalijaga tetap, tidak berubah. Yang tetap adalah, selalu terus menerus 


mensinergikan antara dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. 


Gagasan Fikih Indonesia dapat dibaca dalam konteks metode 
sinkretis Sunan Kalijaga. Bedanya, Sunan Kalijaga masih memadukan 
antara fikih (Islam) dan budaya Jawa, sedangkan Hasbi memadukan antara 
fikih dan Indonesia. Jadi, Sunan Kalijaga masih memadukannya dengan 
kultur lokal, sedangkan Hasbi dengan kultur nasional. Seiring transformasi 
JAIN Sunan Kalijaga (FSH) yang identik dengan Fikih Indonesia gagasan 
Hasbi, kemudian dikembangkan menjadi Mengindonesiakan Fikih 
Indonesia dan Obyjektifikasi Fikih Indonesia, dilanjutkan dengan Mazhab 
Jogja, menjadi full-pledged university, pada tahun 2004 UIN Sunan Kalijaga 
kemudian lebih identik dengan Integrasi-Interkoneksi, khususnya FSH, 
memperluas wandate akademiknya dengan membuka jurusan Ilmu Hukum 
(LH). Dengan wandate yang lebih luas ini, Fakultas Syari'ah (FS) telah resmi 
bertransformasi menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH). Perubahan 
dari Fakultas Syari'ah IAIN menjadi Fakultas Syarah dan Hukum UIN 
menandai pergeseran signifikan dalam trend pengembangan kajian dan 
penelitian yang dilakukan di fakultas tersebut. Penekanan kini diberikan 
terhadap kajian-kajian dan penelitian yang bersifat empiris dalam kaitan 
dengan dinamika persinggungan Islam sebagai teks dengan tealitas sosial, 
eknonomi, politik, dan budaya masyarakat yang tengah berubah.”" Apabila 
dikoneksikan dengan kata “Indonesia”, maka akan menjadi “Syari'ah 
Indonesia” dan “Hukum Islam Indonesia”. Syari'ah Indonesia” kemudian 
dapat dipersempit lagi menjadi Fikih Indonesia”, bedakan dengan istilah 
Fikih di Indonesia”. 

Istilah Fikih Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan Indonesia. 
Apabila Fikih Indonesia ini dibaca dengan pola atau form trikotomik 


“6 Noorhaidi Hasan, “Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia: 
Pengalaman Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, asy-Syir'ah, 
Vol. 46, No. II, Juli-Desember 2012, hlm. 386. 
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bangunan Masjid UIN Sunan Kalijaga yang mengusung tiga nilai dasar 


37 maka kata 


bangunan keilmuannya, yaitu Is/amicity, locality, dan modernity, 
Jikih terkoneksi dengan istilah Is/amicity dan kata Indonesia identik dengan 
locality. Sedangkan pilar yang tidak disebutkan adalah modernity. Nilai 
Islamicity menunjukkan bahwa Masjid dan ilmu-ilmu keagamaan (IAIN: 
Fakultas Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin, Dakwah, dan Adab) sebagai 
pusat. Nilai /ocality menunjukkan adanya kohesi dan integrasi antara agama 
dan budaya. Sedangkan nilai modernity menunjukkan adanya hubungan 


interkonektif antara kesadaran ekologis, inklusif, dan ekonomis.” 


Nurcholish Madjid pada tahun 1987, misalnya, juga telah 
merumuskan pola hubungan trialektika antara Keislaman (Islamicit))— 
(Fikih), Keindonesiaan (Localiyy—(Indonesia), dan Kemodernan 
(Modernitj).”” Sedangkan Musa Asy'arie menawarkan model triadik antara 


Islam, Keindonesiaan, dan Civil Society." Mukti Ali juga pernah 


37 M. Amin Abdullah, “Muhammadiyah's Cultural Dakwah: Integrating 
Locality, Islamicity, and Modernity”, in Moch. Nur Ichwan & Noorhaidi Hasan (eds.), 
Moving with tbe Times: the Dynamics of Contemporary Islam in Changing Indonesia (Yogyakarta: 
CISform, 2007), hlm. 161-163, “Arsitektur Masjid Sunan Kalijaga: Titik Temu 
Keislaman, Lokalitas, dan Modernitas”, Sambutan Rektor Dalam Peresmian Laboratorium 
Agama/ Majid Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis, 5 Agustus 2010, hlm. 7-11 “Arsitektut 
Masjid UIN Sunan Kalijaga: Titik Temu Keislaman, Lokalitas, dan Modernitas”, dalam 
Mohammad Affan (ed.), Membangun Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terkemuka: 
Pengalaman UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Suka Press, 2010), hlm. 108-109. 

"8 Kesadaran ekologis tergambar bahwa sisa atau bekas air wudhu tidak 
dibuang mengalir keluar begitu saja, tetapi ditampung di Ground Reservoir. Air yang 
ditampung di Ground Reservoir kemudian dimanfaatkan untuk menyirami tanaman di 
sekitar kampus untuk kepentingan yang lain. Selain itu, masjid di desain tidak 
menggunakan air conditioning, tetapi memanfaatkan lalu lintas angin yang secara alami 
akan mendinginkan ruangan (konsep 1n-on?). Inklusifitas masjid tergambar dalam 
bangunan yang ramah terhadap diffabel (different ability). Ibid., hlm. 10. 

39 Nurcholish Majdid, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 
1987): Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, 
Kemanusiaan, dan Kemodernan (Jakarta: Paramadina, 1992). 

80 Tam Muhlis (ed.), Islam, Keindonesiaan, dan Civil Society (Yogyakarta: Padma 
Press, 2011). Buku ini ditulis dalam rangka peringatan ulang tahun kedua PADMA 
(Padepokan Musa Asy'arie dan ulang tahun ke-59 sang pendiri PADMA, Musa Asy'arie. 
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menawarkan /orm trilogi etos, yaitu Keilmuan, Kemanusiaan, dan 
Kebangsaan." Trialektika dan kesatuan tiga ide besar antara Keislaman, 
Kemodernan, dan Keindonesiaan—hubungan ketiganya ada yang 
menyebut dengan istilah “Arab” (Arab di-garap), “Barat (Barat di-ruwa?), 
dan Jawa” (Jawa di-gawa)—, melahirkan ide-ide pendukung (supporting 
ideas) yang berfungsi memperkuat konstruksi seluruh bangunan ide, yaitu 
neo-modernisme, integrasi, dan pembangunan.”” Adapun yang 
mempersatukan seluruh konstruksi bangunan ide tersebut adalah Teologi 
Inklusif (Fikih Inklusif). 


Fikih Indonesia Perspektif Trilogi Keislaman, Keindonesiaan, 
dan Kemodernan 


C4 
Integrasi , 
t 


ANK e(post)modernan 


ag bD- Pasi di 
DONESIA Pembangunan 
(Kebangsaan) (Kemanusiaan) 


Berdasarkan gambar di atas, maka ada tiga ide integralistik- 
sistemik yang telah ditawarkan oleh Nurcholish Madjid, yaitu 


81 Singgih Basuki, “Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali”, Disertasi (Yogyakarta: 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 347. 

38? Syafi'i Anwar, “Sosiologi Pembaruan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid”, 
dalam Jurnal U/umul Our'an, No. 1, Vol. IV, 1993, hlm. 47. 
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Kemodernan, Keislaman—(Fikih), dan Keindonesiaan—(Indonesia). 
Dengan model seperti di atas, Fikih Indonesia gagasan Hasbi dapat 
dikembangkan lebih jauh hingga menembus ke wilayah global (glokalisasi 
Fikih Indonesia) dengan menambahkan pilar-pilar post-modernitas. 
Terkait dengan kemodernan, misalnya, Madjid sangat apresiatif dengan 
jargon klasik kalangan ulama yang terkenal, al-muhafazgah 'ala gadim as- 
salih, wa al-akhz bi aljadid a-aslah (memelihara yang lama yang baik, dan 
mengambil baru yang lebih baik)“ Terkait dengan kaidah ini, Amin Abdullah 
mengartikannya sebagai prinsip tradition dan translation" Yang hatus 
dikembangkan dari Fikih Indonesia adalah penambahan dengan dimensi 
(post)modernity. Dengan kata lain, internasionalisasi Fikih Indonesia adalah 
mengaitkannya dengan g/obal issues, bukan hanya internasionalisasi dalam 
bentuk karya tesis dan publikasi di penerbitan internasional. Dengan 
kata lain, Fikih Indonesia versi Hasbi tidak cukup jika hanya 
“diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris saja, tetapi yang 
jauh lebih penting adalah “diterjemahkan” ke ranah yang lebih praktis 
dan konkrit di bumi Indonesia. Misalnya, dikembangkan menjadi Fikih 
Lalu Lintas Indonesia, Fikih Korupsi Indonesia, Fikih Birokrasi 


Indonesia, dan Fikih Kelautan Indonesia. 


Dalam konteks yang agak berbeda, seperti di Turki, misalnya, 
jika dilihat ke belakang, kerajaan Ottoman adalah satu-satunya komunitas 
dan kerajaan Muslim di dunia pada saat itu, yang berhubungan dan 
bersentuhan langsung dengan modernitas Barat. Dalam perjumpaan dan 
pergumulan yang panjang tersebut, kemudian mengkristal, menurut 
Niyazi Berkez, pada bentuk pergumulan trilogi antara Muashirlasmak 


(Kemodernan), Turklasmak (Keturkian), dan Islamlasmak (Keislaman). 


388 Thid,, hlm. 48. 

4 Abdullah, “Mempertautkan”, hlm. 55. 

385 Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (New York: Routledge, 
1998), hlm. 115 M. Amin Abdullah, Sains, Dialog Antarumat Beragama dan Kewargaan 
Dunia: Gerakan Ilmu dan Pendidikan Pethullah Giilen dalam Dunia Global, 29 Agustus, 2012, 
hlm. 15. 
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Bandingkan konsep tersebut dengan istilah Kemodernan, Keindonesiaan, 
dan Keislaman versi Nurcholish Madjid. 


Perbedaan Model Trikotomik antara M. Amin Abdullah, 
Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid, dan Hasbi ash-Shiddiegy 


M Triadik Diadik 
A Amin Abdullah Dawam Rahardjo | Nurcholish Madjid Hasbi 
Z Islamicity Islam Keislaman FIKIH 
H Modernity Modernity Kemodernan £ 
A Locality Tradition Keindonesiaan INDONESIA 
B 

J 

ke) 

G 

J 

A 


B. Dari Fikih Indonesia Menuju Mengindonesiakan Fikih 
Indonesia 


Yang penulis maksud dengan istilah Fikih Indonesia” di sini 
adalah ide Fikih Indonesia yang pernah digagas oleh Hasbi ash-Shiddiegy, 
dekan pertama Fakultas Syari'ah (dan Hukum) di IAIN/UIN Sunan 
Kalijaga (1960-1972), bukan istilah “Fikih Indonesia” yang menjadi judul 
buku Fikih Indonesia Dalam Tantangan (1991) Walaupun menggunakan 
istilah “Fikih Indonesia”, namun yang dimaksudkan oleh buku tersebut 
adalah “Fikih di Indonesia”. Berbicara tentang keindonesiaan pada sub 
bab ini, selaras dengan salah satu misi FSH, “Mengembangkan 
Pendidikan dan Pengajaran dalam bidang ilmu Syar? ah dan ilmu Hukum 
yang berwawasan keindonesiaan dan kemanusiaan.” Meminjam istilah 


tiga etos dari Mukti Ali (etos keilmuan, kemanusiaan, dan kebangsaan), 


86 Buku tersebut diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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misi FSH tersebut juga dapat dibaca sebagai “Mengembangkan ilmu- 
ilmu keislaman dalam bidang ilmu Syari'ah dan ilmu Hukum yang 
berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan.” Berbicara tentang Mazhab 
Jogja dan Mazhab Sapen, dalam hal ini adalah pemikiran-pemikiran 
keislaman dan keagamaan yang pernah berkembang di IAIN/UIN Sunan 
Kalijaga, tidak bisa dilepaskan dari dua maestro pemikir besarnya, yaitu 
Mukti Ali (di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang 
mempopulerkan Perbandingan Agama) dan Hasbi ash-Shiddiegy (di 
Fakultas Syarah dan Hukum yang mempopulerkan Perbandingan 
Mazhab). Untuk mengenang jasa-jasa keduanya, menurut penulis, gedung 
di FUPI dapat diberi nama sebagai Gedung Mukti Ali (GMA). Seperti 
halnya gedung di FSH dinamakan Gedung Hasbi ash-Shiddiegy (GHS). 


Bedanya antara Mukti dan Hasbi, Mukti Ali berbicara dalam 
konteks Studi Agama (Religious Studies) yang lebih makro, sedangkan Hasbi 
berbicara pada konteks mikro, yaitu pengembangan studi (hukum) Islam, 
khususnya Studi Hukum Islam (Islamic Law Studies). Oleh karenanya, 
membicarakan model-model studi (ilmu hukum agama) Islam yang 
pernah ditawarkan oleh kedua pemikir tersebut dalam konteks IAIN 
Sunan Kalijaga menjadi keharusan sejarah. Di bagian buku ini, Mukti 
Ali dikaji terlebih dahulu, baru kemudian Hasbi. Secara periode sejarah, 
Hasbi lebih senior dan lebih “tua dari Mukti Ali, bedanya 19 tahun. 
Namun demikian yang menjadi salah satu pertimbangan dibahasnya 
Mukti Ali terlebih dahulu, karena metode sintesis (setentific-cum-doctriner) 
yang diajukannya lebih universal dan lebih luas ruang cakupannya 
dibandingkan dengan Hasbi. Dengan kata lain, salah satu pertimbangan 
dibahasnya Mukti Ali terlebih dahulu, baru kemudian Hasbi, adalah 
dimensi space-nya, bukan #ime-nya. Pemikiran-pemikiran Mukti Ali tentang 
studi Agama di IAIN/UIN Sunan Kalijaga dapat menjadi pintu masuk 
untuk menentukan posisi pemikiran studi (hukum) Islam Hasbi. 
Langsung ataupun tidak langsung, pikiran-pikiran Mukti Ali (misalnya 
tentang Perbandingan Agama) sangat memengaruhi corak dan ragam 


pemikiran studi ilmu hukum Islam di FSH (misalnya munculnya Jurusan 
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Perbandingan Mazhab dan Hukum). Jika Mukti Ali sering diidentikkan 
sebagai pioneer transmisi keilmuan di PTAI dari “Barat', maka Hasbi dari 
“Timur. Mukti Ali dan Hasbi adalah dua dari lima tokoh di IAIN Sunan 
Kalijaga, seperti yang tercantum dalam judul buku Lima (?) Tokoh 
Pengembangan LAIN Sunan Kalijaga 1998)" 


1. Dari Studi Agama Menuju Studi Islam: Mukti Ali (1923-2004) 
a. Mukti Ali dan Alumni Barat 


Menurut penulis, ada dua arus besar kesarjanaan di UIN Sunan 
Kaljaga dari alumni barat yang memengaruhi peta perkembangan studi 
hukum Islam, khususnya FSH, yaitu kesarjanaan model Kanada (McGill) 
dan Belanda, tanpa menafikan model-model yang lain, seperti alumni 
atau yang dapat “sentuhan' dari Malaysia, Australia, Jerman, dan Amerika 
Serikat. Alumni Kanada lebih menekankan kajian pada wilayah Islamic 
studies, sedangkan alumni Belanda pada wilayah area studies. Selain dua 
mazhab Barat tersebut, alumni “Timur' dan lokal lebih cenderung 
mengembangkan wilayah kajian Is/ayyic religious knowledge. Kita mulai dari 
arus besar yang pertama, yaitu alumni McGill. Secara umum, ada lima 
peta perkembangan dosen-dosen di IAIN (Sunan Kalijaga) termasuk 
“geng keilmuan McGill', apabila dilihat dari sisi alumni-alumni master 
dan doktor dari luar negerinya (sekolah di McGill University, Montreal, 
Kanada), yaitu era tahun 1950/1960-an, 1970-an, 1980-an, 1990-an, dan 


387 Mohammad Damami (ed.), Lima (5) Tokoh Pengembangan LAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta: Diterbitkan dalam Rangka Mensyukuri Ulang Tahun Kelahiran LAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta ke-47 Tanggal 26 September 1998 (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan 
Kalijaga, 1998). Pada tahun 2000, buku ini diterbitkan lagi, bertepatan dengan waktu 
mensyukuri kelahiran IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke-49 pada tanggal 26 
September 2000 dan sekaligus dalam rangka “Temu Alumni IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta Tahun 2000”, sebuah momentum akhir abad ke-20. Buku tersebut 
menceritakan biografi 5 (lima) orang yang dianggap sebagai tokoh IAIN Sunan Kalijaga, 
yaitu 1) K.H.R. Moh. Adnan, 2) Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya—tentang biografinya, 
baca buku Ashry Mukhtar (ed.), Kumpulan Publikasi Mengenang Seabad Kelahiran Prof. Dr. 
H. Muhktar Yahya: 3 Maret 1907-3 Maret 2007 (Yogyakarta: tmp., 2007): 3) Prof. R.H.A. 
Soenarjo, S.H.: 4) Prof. Dr. Hasbi ash-Shiddiegy, dan 5) Prof. Dr. A. Mukti Ali. 
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2000-an. Generasi tahun 1950/1960-an, kita bisa menyebut trio nama 
penting, yaitu Mukti Ali (MA McGill, 1957) di Mazhab Sapen, Harun 
Nasution (Doktor McGill 1969) di Mazhab Ciputat, dan H.M. Rasjidi di 
Mazhab Kota Gede (Menteri Agama RI pertama periode 14 November 
1945 s/d 2 Oktober 1946). Sebab, satu tahun setelah Mukti Ali kuliah di 
McGill pada tahun 1956, Rasjidi memberi kuliah di institusi ini. Tentang 
Rasjidi, Akh Minhaji dan Kamaruzzaman, dosen dan mahasiswa FSH 
telah menulis artikel berjudul Indonesia Memoriam: Prof. Dr. H.M. Ragjidi 
(2001). Melalui Mukti Ali (Menteri Agama RI keempat belas periode 
11 September 1971 s/d 28 Maret 1978), Mazhab Sapen IAIN Sunan 
Kalijaga mengembangkan studi ilmu (teologi) perbandingan agama, tanpa 
melupakan filsafat Islam. Kajian filsafat kemudian diperdalam salah 
satunya oleh M. Amin Abdullah, sedangkan kajian filsafat Islam 
diperdalam oleh Musa Asy'arie. Sedangkan di Mazhab Ciputat IAIN 
Syarif Hidayatullah, melalui Harun Nasution, mengembangkan filsafat 
Islam." Secara khusus, pikiran-pikiran filsafat Islam ala Harun Nasution 
telah dikaji oleh Nurisman, alumni S3 Mazhab Sapen, dalam buku 
Pemikiran Filsafat Islam Harun Nasution (2012). Dalam bukunya tersebut, 
Nurisman mengembangkan konsep Islam Rasional gagasan Harun 
Nasution menjadi Islam Rasional Humanistik (IRH).'” Apabila aliran 
pemikiran Mukti Ali berkembang menjadi Muktisme (adanya lembaga 
yang bernama Mukti Ali Institute IMA In|, misalnya, dapat dibaca sebagai 
munculnya gejala Muktisme tersebut), maka aliran pemikiran Harun 
Nasution disebut dengan istilah Harunisme. Tentang peran keduanya 
(Mukti Ali dan Harun Nasution), secara khusus, Akh. Minhaji telah 
membahas dalam buku edisi revisi Sejarah Sosial dalam Studi Islam (2013), 


88 Akh Minhaji dan Kamaruzzaman, “Indonesia Memotiam: Prof. Dr. H.M. 
Rasjidi: 1915-2001,” dalam Jurnal asy-Syir'ah, No. 8, 2001. 

8 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada 
dan Amerika (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), hlm. 78-79. 

0 Nutisman, Pemikiran Filsafat Islam Harun Nasution: Pengembangan Pemikiran 
Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2012). 
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Bab VII: Pendekatan dalam Pengkajian Islam di Indonesia, terutama poin B, 
C, D, dan E.! 

Dalam buku Tradisi Akademik (2013), Minhaji bahkan secara 
khusus menulis Bab VI tentang “Tradisi Akademik McGill University”. 
Dalam bab tersebut Minhaji menjelaskan bahwa proses transmisi 
keilmuan di McGill University, terutama di Institute of Islamic Studies (US), 
berasal dari Wilfred Cantwell Smith, seorang orientalis terkemuka abad 
ke-20, yang juga menjadi direktur pertama program tersebut. Smith 
adalah seorang yang ahli di bidang studi agama-agama. Sejumlah ahli 
Islam Indonesia yang pernah memberikan kuliah di tempat ini misalnya 
Rasjidi, Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Taufik Abdullah, 
Syafi'i Ma'arif, Munawir Sjadzali, Federspiel, Karel Steenbrink, Faisal 
Isma'il, Godri Azizy, Fadhil Lubis, dan Syafig Mugni.”? 


Mukti Ali tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang 
menggondol gelar Master of Arts (M.A.) di McGill, dengan tesisnya 
tentang Muhammadiyah tahun 1957. Tahun-tahun selanjutnya, Institute 
of Islamic Studies WS) McGill juga meluluskan beberapa sarjana Muslim 
Indonesia, seperti”? Anton Timur Jaylani (1959), Tedjaningsih Jaylani 
(1959), Mochtar Na'im (1960), Harun Nasution (1965), dan Kafrawi 
Ridwan (1969), untuk menggondol gelar ijazah S2 di institusi ini. Selain 
itu, IIS juga mencatat bahwa sarjana Muslim Indonesia pertama yang 
mendapatkan gelar Ph.D dalam studi Islam adalah Harun Nasution, 
dengan judul disertasi tentang Muhammad Abduh dan teologi Mu'tazilah 
(1969). Selanjutnya, pada awal 1970-an, kedatangan “sembilan orang 
sarjana" Muslim Indonesia untuk meneruskan studi pasca sarjana di 


Montreal, mewarnai diskursus kajian keislaman di IIS ini. Uniknya, 


21 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi, 
Edisi Revisi (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 145-174. 

3? Akh. Minhaji, Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Suka Press, 
2013), hlm. 267. 

78 Jabali, LAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia, hlm. 24. 
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semuanya menulis tentang kajian Islam di Indonesia, yakni”" A. Hafizh 
Dasuki (1974), Zaini Muhtarom (1975), Murni Jamal (1975), Muhammad 
Idris (1975), Nourouzzaman Shiddiegy (1975)—putra Hasbi ash- 
Shiddiegy—, Bisri Affandi (1976), Saifuddin Anshori (1970), A. Farichin 
Chumaidy (1976), dan Muhammad Asyari (1976). Setelah “kelompok 
sembilan” ini, kedatangan mahasiswa Muslim Indonesia mengalami 
kevakuman hingga akhir tahun 1980-an. Selama dekade ini hanya ada 
satu orang yang belajar di IIS dan mempertahankan disertasinya tentang 
Islam di Indonesia, yakni Iik Arifin Mansurnoor (1987) yang menulis 


tentang peran ulama di Madura. 


Akhir dekade 1980-an, menandai fenomena “radikal'. Sebagai 
Menteri Agama RI pada saat itu, Munawir Sjadzali (Menteri Agama RI 
keenam belas periode 1983-1988 dan 1988-1993) mengambil langkah 
revolusioner, yaitu menyelenggarakan Program Pembibitan Calon Dosen 
IAIN se-Indonesia. Program tersebut dipersiapkan untuk mengirim 
dosen-dosen muda IAIN dari seluruh Indonesia ke Barat secara besar- 
besaran. Oleh Munawir, kemudian kebijakan pengiriman sarjana ke luar 
negeri ini merupakan salah satu p1/ot project yang menjadi prioritas program 
kerjanya. Sejak itu, sejumlah lulusan terbaik IAIN mulai meninggalkan 
tanah air untuk melanjutkan studi di luar negeri, dua di antaranya ke 
Amerika dan Turki (khusus untuk mahasiswa yang dikirim ke Turki, 
tepatnya yang sekolah di METU, tahun 1984, penulis dapat menyebut 
dua nama saja, yaitu Komaruddin Hidayat dan M. Amin Abdullah). Mulai 
periode kepemimpinan ini pula, McGill University kembali melakukan 
kerjasama peningkatan pendidikan bagi sarjana Muslim Indonesia. 
Sehingga menjelang akhir tahun 1980-an, IAIN memang sudah 
melahirkan doktor, tetapi tahun 1990-an, baru menyaksikan gelombang 
doktor. Apabila merujuk pada beberapa penulis yang ada dalam buku 
Islam Berbagai Perspektif (1995),” maka Program Pembibitan Calon Dosen 


24 Tbid. 
395 Tim Penulis, Islam Berbagai Perspektif Didedikasikan Untuk 70 Tahun Prof. Dr. 
H. Munawir Sjadgali MA (Yogyakarta: LPMI, 1995). 
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IAIN se-Indonesia yang digagas oleh Munawir tahun 1980-an tersebut 
melahirkan doktor-doktor luar negeri, antara lain seperti Hasan Asari, 
Affandi Mochtar, Kautzar Azhari Noer, Abdul Djamil, Akh. Minhaji, 
Nagiyah Mukhtar, Fauzan Saleh, M. Nafis, Fathurrahman Djamil, Faisal 
Ismail, Achmad Jainuri, Thoha Hamim, Yudian Wahyudi, Andi Faisal 
Bakti, M. Hasbi Amiruddin, dan Sudarnoto Abdul Hakim. 


Tahun 1990-an, Kementerian Agama RI, khususnya IAIN Jakarta 
dan IAIN Yogyakarta mengadakan kerjasama dengan CIDA (Canada- 
International Development Agencies) yang dituangkan dalam sebuah paket 
program ICIHEP (Indonesia Canada Islamic Higher Education Project). "Tahun 
1994 merupakan tahun terakhir pengiriman dosen-dosen IAIN seluruh 
Indonesia belajar di IIS, McGill University, melalui Proyek kerjasama 
The McGill Indonesia LAIN Development Project. Salah satu program utama 
dari proyek tersebut adalah pengiriman dosen-dosen muda untuk 
melanjutkan program pascasarjana di IIS McGill University Montreal 
Kanada. Barangkali era ini dapat disebut sebagai tahap researching for a 
giblah. Kerjasama yang dimulai sejak tahun 90-an tersebut telah 
menghasilkan lebih dari sembilan puluh Master of Arts (MA) dan Ph.D 
dalam bidang Is/amic Studies yang kini tersebar di berbagai STAIN, IAIN, 
dan UIN di Indonesia.”" Di antara karya yang amat penting, baik secara 
akademik maupun praktis, merupakan hasil kerjasama relatif panjang 
(15 tahun) antara McGill University Canada dan Kementerian Agama 
melalui IAIN/UIN Sunan Kalijaga dan Syarif Hidayatullah Jakarta, 
adalah tulisan Fuad Jabali dan Jamhari. Keduanya sebagai editor buku 
LAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia (2002)”” Karya tersebut 
merupakan hasil penelitian tentang dampak kerjasama antara kedua 
negara terhadap masyarakat Islam atau bangsa Indonesia pada umumnya. 


Karya kedua merupakan pemikiran reflektif dari mereka yang terlibat 


“3 Jabali, LAIN dan Modernisasi Islam, hlm. vii. 
'7 Fuad Jabali dan Jamhari (eds.), LAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia (Jakarta: 
Logos, 2002). 
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dalam kerjasama tersebut terutama menyangkut pengalaman kerjasama 
dalam kaitannya dengan eksistensi dan masa depan pendidikan Islam di 
Indonesia, yaitu buku yang di edit oleh Kusmana dan J.M. Muslimin 
berjudul Paradigua Baru Pendidikan (2008) 


Program Pembibitan Calon Dosen 
IAIN se-Indonesia yang dimulai tahun 1988 
itulah yang akhirnya kelak akan membawa 
gerbong “geng keilmuan McGil? ke IAIN, 
khususnya di FSH UIN Sunan Kalijaga. 
Bahkan untuk memperingati satu dasawarsa 


The Dynamics 
of Islamic 
Civilization 


Of Rab 


(10 tahun) program tersebut, Yudian 
Wahyudi, salah satu alumni McGill, yang 
juga dosen FSH UIN Sunan Kalijaga, 
memprakarsai penerbitan buku T'he Dynamics 
of Islam Civilization (Satu Dasawarsa Program 
Pembibitan 1988-1998). Baca juga buku 
Pengalaman Belajar Islam di Kanada (199T). 


Penulis juga membagi tiga jenis alumni dosen-dosen di FSH UIN 


Sunan Kalijaga, yaitu alumni lokal, nasional, dan global. Yang penulis 
maksud dengan alumni lokal adalah dosen-dosen FSH yang lulus dari 
program doktor di UIN Sunan Kalijaga sendiri, antara lain seperti 
Syamsul Anwar, Makhrus Munajat, dan M. Nur. Alumni nasional, adalah 
dosen-dosen yang lulus dari program doktor di universitas-universitas 
nasional di luar UIN Sunan Kalijaga, seperti Kamsi. Alumni global adalah 
dosen-dosen yang lulus dari universitas luar negeri (S2 dan S3), seperti 
dari Amerika (M. Atho?” Mudzhar), Leiden-Belanda (Noorhaidi Hasan 
dan Euis Nurlaelawati), Jerman (Nur Kholis Setiawan), Australia (Siti 
Ruhaini Dzuhayatin), Malaysia (Ahmad Bunyan Wahib), dan McGill 


'8 Kusmana dan J.M. Muslimin (eds.), Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi 
dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI 
Press, 2008). 
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Kanada (antara lain seperti Akh. Minhaji, Yudian Wahyudi, dan Ratno 
Lukito). Khusus alumni dari program doktor luar negeri, menurut penulis, 
kekuatan dan eksistensi “geng keilmuan” McGill perlu diperhitungkan, 
karena mereka sangat memberikan pengaruh bagi pengembangan 
bangunan epistemik keilmuan studi ilmu hukum Islam di FSH UIN 
Sunan Kalijaga. Tiga pemikir Muslim dari Mazhab Jogja yang bisa 
dikedepankan, alumni McGill (Ph.D), yang berkiprah di FSH adalah 
Akh. Minhaji, yang menawarkan model fikih-historis, Yudian Wahyudi, 
penerus gagasan Hasbi tentang Fikih Indonesia, yang memiliki corak 
pemikiran fikih-filosofis, dan pemikiran Ratno Lukito yang bercorak 
fikih-pluralis (pluralisme hukum). 


Mobilisasi intelektual secara besar-besaran dari sarjana Mazhab 
Jogja ke Barat pada tahun 80-an dan 90-an tersebut, dapat dibaca dengan 
pesan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga (Raden Said) pernah 
menyampaikan sebuah pesan terkait dengan dakwah sinkretisnya yang 
berbunyi “Yen wis tibo titiwancine kali-kali ilang kedunge, pasar ilang 
kumandange, wong wadon ilang wirange mangka enggal-enggala tapa lelana njlajah 
desa milang kori patang sasi aja ngasik balik yen durung olih pituduh (bidayah) 
saka gusti Allah”. Nasihat ini kurang lebih artinya “Jika sudah tiba saatnya 
di mana sungai-sungai hilang kedalamannya (banyak orang yang berilmu 
yang tidak mengamalkan ilmunya), pasar hilang gaungnya (pasar orang 
beriman adalah masjid, jika masjid-masjid tiada azan, wanita-wanita hilang 
malunya (tidak menutup aurat dan sebagainya), maka cepat-cepatlah 
kalian keluar empat bulan dari desa ke desa (dari kampung ke kampung), 
dari pintu ke pintu (dari rumah ke rumah untuk dakwah), janganlah 


pulang sebelum mendapat hidayah dari Allah.” 


Dari nasihat Sunan Kalijaga di atas, yang penulis ingin garis 
bawahi adalah potongan nasihat berikut ini: “Mangka enggal-enggala tapa 
lelana njlajah desa milang kori patang sasi aja ngasik balik yen durung olih pituduh 
(hidayah) saka gusti Allah”. Kalimat tapa lelana njlajah desa milang kori patang 


sasi di atas dapat penulis maknai sebagai “Pergi jauh untuk belajar, 
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menjelajahi negara-negara di dunia”, misalnya kepergian beberapa sarjana 
IAIN/UIN Sunan Kalijaga tahun 80-an dan 90-an untuk melanjutkan 
jenjang S-2 dan S-3 ke beberapa negara Eropa (Barat), salah satunya 
adalah ke McGill, Montreal, Kanada dan al-Azhar (Timur). Sedangkan 
kalimat aja ngasik balik yen durung olih pituduh, penulis maknai sebagai 
“Tidak akan kembali ke tanah air sebelum mendapatkan gelar Master 
(M.A,) dan Doktor (Ph.D) dari belajar di Timur dan di Barat.” Ujung- 
ujungnya, yang dicari adalah petunjuk dari Allah (pituduh /hidayah) saka gusti 
Allah). Artinya, misalnya walaupun ilmunya sudah setinggi langit 
(intelektualitas), menjadi profesor di perguruan terbaik dunia, disertasinya 
menyatukan 'tiga negara” sekalipun, ia tidak boleh sombong dengan 


melupakan peran Tuhan (transendensi), sebab, di atas langit masih ada langit. 


Dalam perkembangannya, pengiriman tenaga pengajar dan 
sarjana-sarjana ke Timur dan Barat telah memperkaya wawasan PTAI 
di Indonesia. Masa-masa ini (tahun 70an, 80an, dan 90an), meminjam 
istilah Atho” Mudzhar, barangkali bisa disebut sebagai fase pencarian 
arah kiblat, searching for a giblah. Lebih lanjut Atho” mengatakan: 

The above discussion has shown that LAINs are searching for a new giblah 

(direction) in developing their programs of Islamic studies at both udergraduate and graduate 

levels. They started with the adoption of the conventional concept of Islamic studies, the old 


model of a-Aghar, but as a- Azhar itself has converted into a full fledged university 
offering all sorts of secular fields of studies, LAINS are beginning to seek the posibility of 


converting themselves into full fledged universities ar well” 

Menurut penulis, ada tiga tahap perkembangan wawasan PTAI 
(UIN Sunan Kalijaga) berdasarkan nasihat Sunan Kalijaga di atas, yaitu 
mangka enggal-enggala tapa lelana njlajah desa milang kori patang sasi, sebagai 


399 M. Atho? Mudzhar, “Islamic Studies In Indonesia In The Making”, a paper 
presented at the International conference on Islam In Indonesia: Intellectualization and 
Social Transformation held by Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia, in 
Cooperation with McGill University, Canada, November, 23-24, 2000, hlm. 4: Islam 
and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach (Jakarta: Religious Research and 
Development and Training, 2003), hlm. 90. 
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tahap searching for a giblah, aja ngasik balik yen durung olih pituduh, sebagai 
tahap establishing a giblah, dan saka gusti Allah, sebagai tahap be a giblah. 
Sekarang, UIN Sunan Kalijaga harus sudah sampai tahap be a giblah ini, 
bukan lagi searching for a giblah atau establishing a giblah. Artinya, UIN 
Sunan Kalijaga atau Mazhab Jogja harus sudah menemukan identitas 
dan ciri khas keilmuan yang berbeda dari yang lain, yang dapat menjadi 
kiblat keilmuan tersendiri, baik di level nasional maupun di level global. 
Menurut penulis, kiblatnya adalah spider web dalam paradigma integrasi- 


interkoneksi. 


Patut dicatat bahwa karya-karya Tesis dan Disertasi di kalangan 
sarjana-sarjana PTAI yang belajar di luar negeri, yang sebagian besar 
membahas tentang Indonesia telah ikut mendorong lahirnya “Islam di 
Indonesia” (bedakan dengan istilah Islam Indonesia”) sebagai satu disiplin 
ilmu tersendiri." Sedangkan Islam di Jogja, adalah Mazhab Jogja. Salah 
satu upaya pencarian arah kiblat tersebut adalah ke Barat, yaitu McGill, 
Kanada. Tentang apa dan bagaimana program IIS tersebut, 
Nourouzzaman Shiddiegi, putra Hasbi ash-Shiddiegy, pernah menulis 
artikel berjudul Memperkenalkan Institute of Islamic Studies McGill University 
(1977). Pengaruh awal alumni McGill terhadap PTAI di Indonesia, 
khususunya di (FSH) IAIN (UIN) Sunan Kalijaga sangat kentara berkat 
jasa duo intelektual Muslim Indonesia, sebagaimana telah tersebutkan 
di atas, yaitu Harun Nasution dan Mukti Ali. Harun adalah orang 
Indonesia pertama yang lulus derajat doktor dari McGill, dengan judul 
disertasi The Place of Reason on “Abduh 5 Theology: Its Impact on His Theological 
System and Views (1969). Sedangkan Mukti Ali adalah orang Indonesia 
pertama yang mendapatkan gelar Masterof Art dari McGill dengan judul 
Tesis The Muhammadijah Movement: A Bibliographical Introduction 19ST). 


Karena buku ini hanya memfokuskan kajiannya di Mazhab Sapen, maka 


“00 Jabali, LAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia, hlm. 78. 
“1 Noutouzzaman Shiddiegi, “Memperkenalkan Institute of Islamic Studies 
McGill University”, a-Jami'ah, No. 15, Tahun XV/1977, hlm. 57-71. 
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yang akan dieskplorasi lebih lanjut adalah peran dan jasa Mukti Ali, 
sebagai perintis “geng keilmuan” McGill di UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta. 


Mukti Ali, yang bernama kecil Boedjono, dilahirkan pada tanggal 
23 Agustus 1923 di Cepu, Blora, Jawa Tengah, dan wafat tanggal 5 Mei 
2004 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada usia 81 tahun. Setelah lulus 
dari ujian yang disebut Klein Ambtenaar Examen (ujian pegawai rendah) 
di Cepu, pada pertengahan tahun 1940, Boedjono dikirim ayahnya untuk 
meneruskan sekolah di Pondok Pesantren Termas Pacitan. Sejak tahun 
1943, nama Boedjono secara resmi diganti menjadi Abdul Mukti Ali. 
“Abdul Mukti' diambil dari pemberian Kiai Hamid, dan “Al? dari usulan 
orang tuanya. Tahun 1945, Mukti Ali menamatkan belajarnya di Termas. 
Satu tahun kemudian, ia terplih sebagai anggota Dewan Wakil Rakyat 
Kabupaten Blora mewakili Masyumi. Namun karena naluri akademiknya 
lebih kuat daripada politiknya, maka tahun 1947 ia mendaftar menjadi 
mahasiswa STT (Sekolah Tinggi Islam) Yogyakarta, yang kelak berubah 
menjadi UII. Di sini ia bertemu dan berguru dengan Kiai Mas Mansur. 
Tahun 1950, Mukti Ali berangkat menunaikan haji yang diteruskan 
dengan belajar di Mekkah. Tidak sampai satu tahun mukim di Mekkah, 
atas saran Konsul Haji di Indonesia saat itu, Imron Rosyidi, dia disarankan 
untuk belajar di Karachi Pakistan. Tahun 1951, ia mendaftarkan diri di 
Fakultas Sastra Arab Jurusan Sejarah Islam. Atas saran Anwar Haryono 
(Mantan Sekjen Masyumi), dia tidak pulang ke tanah air, tetapi 
melanjutkan studinya ke Kanada. Tahun 1955, dia terdaftar sebagai 
mahasiswa di Institute of Islamic Studies, MeGill University, Montreal, 
Kanada. Di sinilah ia bertemu dengan Wilfred Cantwell Smith, yang 
kemudian memperkenalkan studi perbandingan agama kepada Mukti 
Ali. Mukti Ali merampungkan masternya di McGill pada tahun 1957, 
dan menjadi Menteri Agama RI antara tahun 1971-1978.” 


102 Basuki, Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali, hlm. 15-22. 
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(Tahun 1983). Dari kanan ke kiri: Mukti Ali (Guru Besar 
Perbandingan Agama), Syamsuddin Abdullah (Dekan Ushuluddin), 
Simuh (Ketua Jurusan Akidah Filsafat), dan Alef Theria Washim 
(Wakil Dekan II), dalam acara buka puasa bersama di Sapen 


Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Mukti Ali merampungkan 


pendidikan masternya di McGill pada tahun 1957, sedangkan gelar 


doktornya hingga saat ini masih misterius. Minhaji sempat menyinggung 


tentang “kemisteriusan” pendidikan doktornya Mukti Ali tersebut. 
Menurut Minhaji: 


Harus diakui, hingga kini masih tergolong “misterius', apakah Mukti Ali 
memang pernah kuliah dan menyelesaikan Program Doktor atau tidak. Begitu 
pula, tidak pernah ada informasi jelas tentang disertasi yang ditulisnya. Oleh 
karenanya H.M. Rasjidi memberi tanda kurung ketika menulis “Dr' untuk 
Mukti Ali, yakni dengan cara “Prof. (Dr) H.A. Mukti Al??. Apakah “misterius' 
itu mengurangi kualitas Mukti Ali sebagai ilmuwan, ulama, cendekia, dan juga 
sikap kita terhadapnya? Tentu saja tidak. Kelemahan dan kekurangan pada 
diri Mukti Ali, sebagaimana juga terjadi pada setiap orang atau ilmuwan lainnya, 
tidak akan menghilangkan perannya yang luar biasa dalam pengembangan 
studi Islam di Indonesia." 


237 | 


103 Minhaji, Sejarah Sosial, Hm. 153. 
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Penulis setuju dengan pendapat Minhaji di atas, sebab, lebih baik 
gelar doktornya “misterius”, tetapi peran dan sumbangannya bagi dunia 
akademik sangat jelas dan nyata, daripada bergelar doktor dengan bukti 
ijazah, tetapi setelah jadi doktor, sumbangannya bagi pengembangan 
akademik tidak ada, tidak hanya “misterius”, tetapi benar-benar “tidak 
ada”. Daripada bergelar doktor (apalagi kalau biayanya dari uang rakyat— 
untuk tidak mengatakan uang beasiswa—), tetapi hanya bisa menulis 
buku diktat kuliah atau memungut" kembali “barang rongsokan artikel- 
artikel yang pernah dipublikasikan di berbagai tempat, untuk kemudian 


di-se/f plagiarism lagi, bukan buku masterpiece yang monumental. 


Mukti Ali berperan besar dalam mempercepat proses modernisasi 
di institusi pendidikan Islam terutama ketika beliau menjabat sebagai 
Menteri Agama RI dari tahun 1971 sampai tahun 1978. Memang harus 
dicatat bahwa dalam bidang kesarjanaan, pengaruh Mukti Ali tidak 
sebesar Harun Nasution. Namun usaha Mukti Ali memasukkan Ilmu 
Perbandingan Agama (IPA) sebagai salah satu bidang kajian utama di 
JAIN (Sunan Kalijaga)—Fakultas Ushuluddin (dan Pemikiran Islam)— 
memberikan dampak yang signifikan bagi berkembangnya wacana dialog 
antar agama di tanah air. Hal ini menjadi salah satu obsesi akademik 
Mukti Ali untuk mengembangkan Jurusan Perbandingan Agama (PA)— 
di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI)—yang mempelajari 
agama-agama lain selain Islam, agar umat dapat menghargai perbedaan 
secara wajat."" Dalam konteks ini, FUPI lebih maju dibandingkan dengan 
FSH. Sebab, FUPI telah berbicara tentang Perbandingan Agama 
(eksternalisasi), tetapi FSH baru mengkaji tentang Perbandingan Mazhab 
dan Hukum (internalisasi), itupun sepertinya belum dijiwai hingga ke 


dataran yang lebih praktis, misalnya menghormati mazhab lain atau aliran 


“4 Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan 
Orde Baru”, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umum (eds.), Menteri-menteri Agama RI: 
Biografi Sosial Politik (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 271-320, “Islam and the Struggle for 
Religious Pluralism: A Reading of the Religious Thoughtof Mukti Ali”, Studia Islamika, 
Vol. 3, No. 1, 1996, hlm. 111-127. 
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lain yang berbeda dengan mazhab mayoritas. Jangankan menghormati 
yang berbeda mazhab, menghormati yang sesama mazhab saja belum 
bisa. Buktinya, antara Mazhab NU “Y” dan Mazhab NU “2” tidak bisa 
bersatu, yang seharusnya menjadi Mazhab NU “YA”. Untuk menandingi 
PA di FUPI, FSH perlu mendirikan Progam Studi Perbandingan Hukum 
Agama-agama, sebagai sub kluster dari Jurusan Perbandingan Mazhab 
dan Hukum. 


Dalam konteks yang lebih mikro, yaitu di FSH IAIN Sunan 
Kalijaga, barangkali kehadiran Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) tahun 
1988, yang kemudian menjadi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) 
tahun 1998, merupakan strategi sistematis kaum reformis untuk 
memperkecil fanatisme mazhab dengan berbagai dampak negatifnya. 
Perbandingan mazhab menurut Hasbi, merupakan sebuah keniscayaan 
jika umat Islam Indonesia ingin mencapai kemaslahatan. Perbandingan 
mazhab di sini tidak hanya antara Sunni-Sy?'i saja, tetapi juga harus 
dilakukan antar semua mazhab. Di sisi lain juga perbandingan antara hukum 
Islam dan sistem hukum Indonesia, serta dengan sistem hukum 
internasional (keislaman, keindonesiaan, dan keinternasioanalan)."" Dalam 
konteks pengembangan kajian terhadap Sunnah Nabi, tahun 1993, bahkan 
Minhaji telah memandang perlunya perbandingan hukum antar agama, 
tidak hanya perbandingan hukum antar mazhab saja. Menurut Minhaji: 

Singkatnya, dalam membangun Sunnah, segalanya bisa dijadikan referensi, 

baik sunnah yang dibangun kaum Muslimin di berbagai tempat dan waktu, 

sunnah yang selama ini dikenal sebagai berasal dari non-Islam, seperti terdapat 
dalam sejarah perkembangan masyarakat sekuler (sosialis dan kapitalis), 


maupun sunnah yang terdapat pada masyarakat agama dan kepercayaan lain, 
seperti Yahudi, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Jawa." 


“05 Tentang masalah Perbandingan Mazhab ini, Hasbi telah menulis beberapa 
buku, yaitu: Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Sebab- 
sebab Perbedaan Paham Para Ulama' dalam Menetapkan Hukum Islam (Yogyakarta: tnp., 
tt), dan Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1973). 

106 Akh. Minhaji, “Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam”, Ulumul Our'an, 
2, Vol. V, 1993, hlm. 17. 
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Bahkan tahun 1979, dalam konteks ilmu tafsir, dengan mengutip 
Amin al-Khuli, Malik Madani (Dekan FSH UIN Sunan Kalijaga periode 
2003-2007) juga memandang perlunya Perbandingan Antar Agama dalam 
konteks studi kisah-kisah Isra'iliyyat. Lebih lanjut Malik Madaniy 
menyatakan: 

Kiranya pula dalam hal ini perlu kita renungkan anjuran Amin al-Khuli agar 

studi tentang kisah-kisah Isra 7//yyatini dapat melibatkan secara aktif para ahli 

dalam bidang sejarah agama-agama yang merupakan bagian dari ilmu 

perbandingan agama, khususnya dalam meneliti hubungan yang terjadi antar 

agama-agama yakni dengan jalan mengumpulkan kisah-kisah Isra'/iyyattersebut 


dan meneliti asal dan sumbernya sehingga dapat memberikan petunjuk tentang 


jalan dan cara pengaruh memengaruhi di antara berbagai agama." 


Jadi, Ilmu Perbandingan Agama gagasan Mukti Ali di FUPI IAIN 
(UIN) Sunan Kalijaga dapat dibaca dalam konteks Perbandingan Mazhab 
versi Hasbi di FSH IAIN (UIN) Sunan Kalijaga. Tentang hal ini, lihat 
misalnya buku Hasbi yang berjudul Hukum Antar Golongan dalam Fikih 
Islam (1971). Menurut penulis, seharusnya, Perbandingan Agama atau 
Comparative of Religion wajib diajarkan di semua fakultas UIN Sunan 
Kalijaga, dengan tiga permak matakuliah baru, yaitu Religious Studies, 
Philosophy of Religion, dan Religion and Science. 


Tahun 1970-an, Mukti Ali dianggap sebagai orang yang tepat 
untuk mengembalikan IAIN ke cita-cita pendiri STI semula. Periode 
McGill adalah periode yang sangat menentukan bagi Mukti Ali. Benih- 
benih pemahaman Islam yang inklusif, akademis, empiris, yang menjadi 
cita-cita para pendiri STI di McGill semakin mengental. Sebagaimana 
diketahui bahwa sebagai pendiri STI, Satiman dan Hatta menghendaki 
adanya model pemahaman Islam yang inklusif, akademis, sosiologis, 
historis, dan filosofis (khusus untuk poin tiga yang terakhir, penulis dapat 
menunjuk nama Atho' Mudzhar, Akh. Minhaji, dan Yudian Wahyudi). 


Satiman dan Hatta bercita-cita untuk menghubungkan antara Islam dan 


“07 Malik Madaniy, “Masuknya Kisah-kisah Isra'iliyyat dalam Penafsiran al-Gur'an 
dan Langkah-langkah Pengamannya”, al Jami ah, No. 21, "Tahun XV, 1979, hlm. 20. 
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tradisi Barat benar-benar terwujud dalam diri Mukti Ali. 


Mukti Ali mengatakan bahwa ia benar-benar dibuat terpikat oleh program 
kajian Islam di Universitas McGill itu yang diajarkan dengan pendekatan yang 
sistematis, rasional, dan meminjam istilahnya sendiri adalah holistis, baik dari 
segi ajaran, sejarah maupun peradabannya...ia menegaskan perlunya 
memperkenalkan pendekatan yang empiris atas Islam sebagai jalan untuk 
menafsirkan ulang khazanah pemikiran Islam dalam konteks modernitas." 


Menurut Minhaji,"” ada dua 
sumbangan (ter)besar seorang Mukti Ali 
dalam konteks studi Islam (khususnya di 
IAIN/UIN Sunan Kalijaga), yaitu 
gagasannya tentang ilmu perbandingan 
agama" dan penelitian agama." Terkait 
dengan keahliannya di bidang ilmu 
perbandingan agama yang disematkan kepada 
Mukti Ali, B.J. Boland, dalam bukunya 
berjudul The Struggle of Islam in Modern 
Indonesia (1982), yang kemudian 


diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
dengan judul Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970, keberatan menyebut 
Mukti Ali, terutama dalam buku Mukti yang berjudul Ilmu Perbandingan 
Agama: Suatu Pembahasan Tentang Metode dan Sistem (1965), sebagai sarjana 
(ahli) kajian perbandingan agama, tetapi melukiskannya sebagai seorang 


perancang 'teologi Islam tentang agama-agama” saja atau 'teologi agama- 


18 Munhanif, “Mukti Ali”, hlm. 281: Jamhari (peny.), LAIN: Modernisasi Islam 
di Indonesia, hlm. 17. 

109 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi 
(Yogyakarta: Suka Press, 2010), hlm. 123. 

"0 Lihat misalnya, Mukti Ali, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Bandung: 
Mizan, 1998). 

"1 Lihat misalnya, Mukti Ali, “Penelitian Agama di Indonesia”, dalam Mulyanto 
Sumardi (ed.), Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), 
hlm, 20-30. 
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agama versi Islam saja. Boland, penulis buku The Struggle of Islam in 
Modern tersebut adalah seorang pegawai zending, yang ditugaskan untuk 
mengadakan penelitian secara lebih mendalam mengenai Islam di 
Indonesia. Akhirnya, Boland memberikan simpati yang cukup besar 
terhadap Islam, sehingga buku tersebut juga memberikan gambaran yang 
cukup positif mengenai Islam itu. Akibatnya, Boland dipecat dari dinas 


412 


zending dan terpaksa bekerja di bagian penerbitan KITLV. 


Dalam buku I/mu Perbandingan Agama di Indonesia tersebut, secara 
khusus Mukti Ali juga mengkaji tentang bahasan “Belanda dan Islam di 
Indonesia”, pada Bab IV. Di sinilah mulai terjadi persentuhan dan 
pengenalan varian-varian studi (hukum) Islam, yang tidak hanya 
mengenalkan Mazhab Kanada saja, tetapi juga Mazhab Belanda. Menurut 
Mukti Ali, sarjana-sarjana Belanda yang menulis tentang Islam di 
Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) kelompok 
penasihat tentang urusan dalam negeri pemerintah kolonial Belanda, 
termasuk di dalamnya urusan Islam, (2) kelompok misionaris, baik 
Katolik maupun Protestan, dan (3) kelompok akademisi, yaitu yang 
bukan penasihat dan bukan misionaris. Termasuk ke dalam kelompok 
terakhir ini adalah Karel Steenbrink. 


Steenbrink sendiri, dalam bukunya Mencari Tuhan dengan Kacamata 
Barat (1988), secara khusus juga mengkaji tentang “Sosiografi Islam: 
Pengamatan Islam Dari Tujuh Manca Negara” di Bab VII, salah satunya 
ada kajian tentang “Penelitian Post-Kolonial di Negara Belanda”. Dalam 
bab itu ia menyebutkan beberapa sarjana Belanda yang ahli tentang Islam 
Indonesia di era paska kolonialisasi, seperti B.J. Boland, C. Van Dijk, A. 
Polak, J. Vredenbregt, W.FK. Wertheim, H.J. Benda, CAO van 
Nieuwenhujje, A. Teeuw, dan yang paling terkenal di Indonesia tentu 


saja nama Martin van Bruinessen. Menurut Steenbrink, Martin adalah 


“2 Karel Steenbrink, Mencari Tuhan dengan Kacamata Barat: Kajian Kritis Mengenai 
Agama di Indonesia (Yogyakarta: Suka Press, 1988), hlm. 279. 
"8 Ali, Ilmu Perbandingan Agama, khususnya Bab TV. 
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seorang antropolog yang juga melakukan penelitian mengenai Islam di 
Indonesia. Sarjana ini telah melakukan penelitian di Kurdistan untuk 
disertasinya, dimana ia menemukan bahwa di sana Tarekat 
Nagsyabandiyyah penting sekali untuk organisasi sosial. Kemudian ia 
mulai dengan penelitian di Indonesia sejak tahun 1982. Perhatiannya 
antara lain ditujukan untuk sejarah tarekat Nagsyabandiyyah di Indonesia 
dan kepada keyakinan agama orang miskin di kota besar."" Tiga karya 
penting Martin tentang Indonesia adalah: Terekat Nagsyabandiyyah di 
Indonesia 1994), NU (1994)"9, dan Kitab Kuning (1995). Jadi, secara 
umum ada dua sarjana penting dari Belanda yang memengaruhi corak 
kajian Islam dan model-model kajian Islam Indonesia para sarjana Muslim 
di Mazhab Sapen, yaitu Karel Steenbrink dan Martin van Bruinessen. 


Berbeda dengan kajian perbandingan agama, yang merupakan 
kajian ilmiah tentang agama-agama tanpa memberikan penilaian terhadap 
agama-agama yang dikaji itu dari sudut pandang agama yang dipeluk 
oleh pengkaji, maka teologi agama-agama (yang dikembangkan oleh 
Mukti Ali) merupakan kajian normatif tentang agama-agama, yang 
memberikan penilaian terhadap agama-agama yang dikaji itu dari sudut 
pandang agama pengkaji."" Sederhananya, menurut penulis, perbedaan 
antara keduanya, teologi agama-agama menggunakan model AtB-A, 
dan perbandingan agama menggunakan model At B-AB. 

Terkait terhadap penilaian kepada Mukti Ali sebagai ahli 
perbandingan agama, Steenbrink juga senada dengan Boland, ia 


menyatakan bahwa Mukti Ali bukanlah sarjana perbandingan agama, 


"4 Steenbrink, Mencari Tuhan dengan Kacamata Barat, hlm. 279. 

"5 Martin van Bruinessen, Terekat Nagsyabandiyyah di Indonesia: Survei Historis, 
Geografis, dan Sosiologis (Bandung: Mizan, 1994). 

“Cc Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana 
Baru (Yogyakarta: LKIS, 1994). 

"7 Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Terekat: Tradisi-tradisi 
Islam di Indonesia (Bandung: Mizan, 1995). 

"8 BJ. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (The Hague: Martinus 
Nijhoff, 1971), hlm. 205-206. 
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tetapi perancang Teologi Agama Muslim. Lanjut Steenbrink, “Mukti Ali 
tampaknya tidak merasa penting membuat pembedaan antara science of religion, 
sejarah agama, atau perbandingan agama” Berbeda dengan Mukti Ali, M. 
Amin Abdullah berbicara mengenai perlunya perubahan orientasi 
metodologis dalam studi agama yang dia ungkapkan sebagai pergeseran 
dari normativitas ke historisitas, dari studi agama (dalam hal itu Islam) 
yang bersifat normatif ke studi historis atau sosial-empiris.” Lebih 
lengkapnya, B.J. Boland, yang menyatakan bahwa Mukti Ali hanyalah 
ahli teologi agama-agama, bukan ahli perbandingan agama, apalagi studi 
agama, menyatakan sebagai berikut (terjemahan): 


Teologi agama-agama tidaklah sama dengan perbandingan agama. Hal yang 
terakhir ini adalah penelaahan secara ilmiah terhadap asal mula, perkembangan 
serta hubungan di antara berbagai sistem keagamaan. Berbeda dengan “teologi 
agama-agama', maka “perbandingan agama' ini berusaha mengerti agama lain 
dari sumber-sumber agama itu sendiri, dilengkapi dengan suatu penelaahan 
terhadap keyakinan yang hidup di kalangan penganutnya dewasa ini, sedangkan 
suatu penilaian terhadap agama yang sedang dipelajari tersebut berdasar ajaran 


agama yang dipeluk sang pengamat harus ditunda sejauh mungkin.” 


Jika saya tidak keliru, ada sebuah penerbitan Indonesia yang isinya terletak di 
antara “teologi agama-agama" menurut Islam ini dan “perbandingan agama'. 
Penerbitan itu adalah naskah singkat yang ditulis oleh Mukti Ali dari IAIN 
Yogyakarta, yang pada dasarnya dapat dipandang sebagai “teologi agama- 
agama' yang dimaksud di atas, tetapi diberi judul sebagai Ilmu Perbandingan 
Agama. Dalam kenyataannya memang dalam naskah ini terlihat beberapa ciri 
dari perbandingan agama seperti yang ditunjukkan di atas. Oleh karena itu, 
bermanfaat kiranya untuk meninjau naskah singkat ini seperlunya."? 


Dalam pendahuluannya, pengarang ini menekankan bahwa ilmu 


perbandingan agama tidak mempunyai ciri yang hendak berdalih secara 


“19 Karel Steenbrink, “The Study of Comparative Religion by Indonesian 
Muslims: A Survey”, hlm. 154-155. J.B. Banawiratma, Zainal Abidin Bagir dkk, Dialog 
Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 189. 

“2 Lihat, M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 

“1 Boland, Pergumulan Islam, hlm. 215. 

“2 (hid, 
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apologetis. Sebaliknya, dimungkinkan memberi simpati kepada agama 
serta kepercayaan orang lain. Hal ini tidak berarti bahwa kita harus 
mengesampingan keyakinan kita sendiri untuk memperoleh sikap 
“objektifitas Dalam penelaahan kita terhadap bidang agama, seperti juga 
terhadap bidang kehidupan bermasyarakat lainnya, sikap kita haruslah 
berupa sikap sepakat untuk berbeda pendapat /agree in disagreement). Ilmu 
perbandingan agama adalah suatu metode yang positif untuk memahami 
bagaimana Tuhan sejak dari semula telah memberikan petunjuk kepada 
umat manusia dan bagaimana tanggapan manusia terhadap wahyu Ilahi 
ini. Oleh karena itu, ilmu perbandingan agama pada dasarnya berkenaan 
dengan hubungan antara Tuhan dan sejarah. Ilmu ini tidak bersangkut 
dengan masalah kebenaran wahyu itu sendiri. Hal itu dapat diarahkan 


kepada filsafat agama.” 


Dengan kata lain, berbeda dengan 
A. Mukti Ali yang menggunakan istilah 
Perbandingan Agama”, yang mempunyai 
kecenderungan ke makna teologi agama- 
agama yang bersifat normatif, oleh 
karenanya ia menggunakan metode 
saintifik-kum-doktrinet, bukan doktriner- 
kum-saintifik, maka M. Amin Abdullah 
menggunakan istilah “Studi Agama”, yang 
Normativitas atau Historisitas! barangkali lebih bercorak empiris- 


saintifik, atau doktriner-kum-saintifik, 


tanpa meninggalkan sisi normatifnya. 
Sebab, ia mendahulukan kata “normatif, baru “historis'. Perbedaan lain 
antara Mukti Ali dan M. Amin Abdullah pernah diungkapkan oleh 
Abdullah Aly berikut ini: 


Bila Mukti Ali mengusulkan metode ilmiah, maka M. Amin Abdullah 
mengusulkan metode antropologi dan fenomenologi sebagai pelengkap dalam 


123 (hid, 
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mengkaji Islam. Menurut Mukti Ali, metode ilmiah dipahami sebagai cara 
mengkaji Islam dengan pendekatan filosofis, ilmu-ilmu alam, dan sosiologis. 
Sementara itu, menurut M. Amin Abdullah studi Islam dengan metode 
antropologi adalah mengkaji Islam dengan cara menghubungkan antara doktrin 
Islam dengan berbagai dimensi dalam kehidupan manusia, seperti ekonomi, 
politik, sosiologis, dan psikologis. Karena itulah Mukti Ali mencoba 
memadukan dua jenis metode, yaitu doktriner dan ilmiah menjadi metode 
sintesis, atau yang ia sebut dengan metode “/miah-cum-doftriner. Sementara itu, 
M. Amin Abdullah merekomendasikan agar metode teologi, antropologi, dan 
fenomenologi digunakan secara bersama-sama dalam studi Islam di IAIN. 
Menurutnya, memisahkan ketiga jenis metode studi Islam di atas, jelas tidak 
cukup kondusif untuk dapat melihat dan menatap sosok keberagamaan umat 


Islam secara utuh, komprehensif, dan integratif.” 


Terkait tentang penilaian Steenbrink dan B.J. Boland terhadap 
Mukti Ali, Yudian Wahyudi, salah seorang civitas FSH, juga pernah 
menakar kepakaran Mukti Ali sebagai berikut: 


Agak berbeda, bahkan cenderung terbalik, dari pemikir-pemikir Islam 
Indonesia, pemikir-pemikir Barat menjadikan disertasi lebih sebagai salah satu 
fondasi keilmuan mereka. Clifford Geertz, misalnya, bergeser secara bertahap 
dan kontinu. Dari kajian tentang Indonesia menuju Maroko bahkan lebih 
dari itu—lihat penelitian Clifford Geertz yang telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia dengan judul Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat 
Jawa (1979) (pen.)—. Martin van Bruneissen “hijrah dari seorang pengamat 
masyarakat Kurdi menjadi “ahli zikir tentang umat Islam Indonesia, khususnya 
Nahdatul Ulama—lihat buku Martin berjudul Kitab Kuning, Pesantren, dan 
Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia (1995) (pen.)—. Karel Steenbrink 
melebarkan sayap dari kajian tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia— 
lihat disertasi Steenbrink yang kemudian diterbitkan dengan judul Pesantren, 
Madrasah, dan Sekolah (1994)? (pen.)—, menghajar tesis-tesis miring Snouck 
Hurgronje tentang Islam, bahkan sampai “berani' mengajar mata kuliah Tafsir 
al-Guran di McGill University, melenceng atau melebarkan spesialisasi? Seperti 
Steenbrink, Mukti Ali “berpetualang' dari penulis tesis MA tentang 
Muhammadiyah—lihat Tesis Master Mukti Ali di McGill berjudul The 
Mubammadijah Movement: A Bibliograpbical Introduction (1957) (pen.)—berusaha 


“4 Abdullah Aly, “Pengembangan Studi Islam di Indonesia Pada Era Globalisasi: 
Kasus IAIN”, dalam Jurnal Profetika, Vol. 5, No. 1 Januari 2003, hlm. 130-131. 

125 Karel Steenbrink, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam 
Kurun Modern (Jakarta: LP3ES, 1994). 
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tampil sebagai “pencetus' studi perbandingan agama—ihat buku Mukti Ali 
berjudul Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (1988) (pen.)—. Steenbrink 
'mentertawakan' tulisan-tulisan Mukti Ali karena tahu bahwa dalam bidang 
ilmu perbandingan agama ini, Mukti Ali tidak terdidik secara akademis. Jadi, 
sesama “penjelajah', Steenbrink “menggasak A. Mukti Ali."5 


Steenbrink (nomor 2 dari kiri) dan Mukti Ali (nomor 2 dari kanan) 
dalam acara Jaunching perdana buku karya Steenbrink yang berjudul 
Perkembangan Teologi dalam Dunia Kristen Modern, Yogyakarta: 
Suka Press, 1987, di IAIN Sunan Kalijaga, tanggal 30 November 1987 


Secara semiotika, photo di atas dapat dibaca sebagai simbolisasi 
dua arus besar kesarjanaan di Mazhab Sapen, yaitu model Kanada (Mukti 
Ali) dan model Belanda (Karel Steenbrink). Tentang perkembangan 
keilmuan di Mazhab Sapen, pada tahun 1988, Steenbrink pernah 
ber wasiat sebagai berikut: 

Kampus IAIN Sunan Kalijaga dibagi dua: kubu Barat dan kubu Timur. Jalan 

antara dua bagian komplek ini cukup berbahaya karena lalu lintas padat sekali. 

Oleh karena itu, sudah diusulkan supaya dibangun jembatan, sehingga 

menyeberangi jalan ini menjadi lebih mudah. Mungkin secara simbolis juga 


bisa dibangun jembatan antara Kubu Timur dengan Fakultas Ushuluddin dan 
Kubu Barat dengan Fakultas Syari'ah. Jembatan ini mungkin bisa dibangun 


"8 Yudian Wahyudi, “Kata Pengantar: Dari Disertasi Menuju Revolusi: 


Memahami Hassan Hanafi Sang Pembalap Usia“, dalam Tafsir Fenomenologi, terj. Yudian 
Wahyudi (Yogyakarta: Pesantren Pascasarjana Bismillah Press, 2001), hlm. ii. 
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melalui sosiologi dan psikologi. Fakultas Ushuluddin pada hemat kami 
mempunyai kekurangan, yaitu Ilmu Ketuhanan tidak sekaligus mencakup 
pedoman praktis untuk hidup, yaitu etika, dan, melalui ilmu bantu baru ini, 
ilmu kalam bisa dijadikan lebih down-to-earth, lebih praktis. Ilmu syari'ah terlalu 
bersifat literer, terlalu terikat kepada pedoman yang tertulis dan tidak cukup 
terbuka untuk praktik sehari-hari. Barangkali kedua-duanya bisa memanfaatkan 


ilmu (perbandingan) agama modern, yang sangat memanfaatkan sosiologi 
dan psikologi.” 


Berbeda dengan Steenbrink, apa yang diungkapkan oleh Boland 
di atas, hampir senada dengan yang pernah disampaikan oleh M. Amin 
Abdullah, terutama tentang konsep agree in disagreement gagasan Mukti 
Ali. Menurut Amin: 

Pada level kehidupan sosial dan publik, bukan pola agree in disagreement (setuju 

dalam perbedaan) yang diperlukan, melainkan model socia/ contract. Dalam 

konsep agree in disagreement, masih tampak corak pendekatan teologi dan kalam 

yang cukup menonjol dan terlalu kental di situ, lantaran disagreement masih 


sempat ditonjolkan, yang dengan demikian komponen agree-nya bisa saja cepat 
tertindih oleh disagreement-nya. 


Masih menurut Amin, pemikiran Mukti Ali tentang (teologi) 
perbandingan agama harus dipahami dalam konteks pendekatan, teori, 
dan metodologi sebagaimana digambarkan oleh Charles J. Adams, yaitu 
memadukan antara pendekataan normatif-misionaris-tradisional, 
pendekatan normatif-apologetik, dan juga pendekatan normatif- 


simpatih. Dalam model pendekatan normatif-simpatih inilah, kita dapat 


“2 Karel A. Steenbrink, Kitab Suci atau Kertas Toilet? Nuruddin ar-Raniri dan Agama 
Kristen (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 20. Buku ini disusun untuk 
ceramah dalam diskusi Jum'at Malam, di IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada 
tanggal 8 Juli 1988 moderatornya Prof. Dr. Mukti Ali. Ceramah ini sekaligus merupakan 
pidato perpisahan Steenbrink, sesudah mengajar di IAIN tersebut dalam periode Agustus 
1981 sampai Juli 1988. Tulisan yang bercetak tebal tambahan dari penulis. 

“8 M. Amin Abdullah, “Pluralisme Pendidikan: Tinjauan Materi dan Metodologi 
Pengajaran Kalam dan Teologi dalam Era Kemajemukan di Indonesia”, disampaikan 
dalam Seminar “Pluralisme, Dialog, dan Konflik”, Ujung Pandang, 21 Agustus 1999, 
hlm. 20, “Tinjauan Materi dan Metodologi Pengajaran Agama di Indonesa”, dalam 
Pendidikan Agama Era Multikultural-Multirelijius (Yogyakarta: PSAP, 2005), hlm. 142. 
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memosisikan metode seientific-cum-doctriner versi Mukti Ali. Mukti Ali juga 
menawarkan apa yang disebut dengan penelitian ilmu agama (sciences of 
religion), sebuah penelitian yang ditegaskan berbeda dari dan harus 
dibedakan dengan penelitian yang lain. Dalam konteks inilah, Mukti 
menekankan dua hal sekaligus, yaitu pentingnya ajaran normatif Islam 
dan kemampuan memahami fenomena Islam dan umat Islam yang 
sebenarnya, karena itu, ilmu-ilmu sosial dan humaniora menjadi tuntutan 
dan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Yang kedua ini sering disebut 
sebagai pendekatan empiris dan kadang pula pendekatan historis.” Jika 
menggunakan istilah Akh. Minhaji, kedua model pendekatan itu disebut 
dengan istilah norsyative Islam dan empirical Islam." Kalau menggunakan 
bahasa Musa Asy'arie, kedua model pendekatan tersebut dinamakan 


dengan istilah “Rasional-Transendenta?."' 


Lebih mengerucut lagi di FSH IAIN/UIN Sunan Kalijaga, 
dampak dari sarjana-sarjana yang dikirim ke McGill, yang kemudian 
mengabdikan diri mengajar di FSH UIN Sunan Kalijaga, sekurang- 
kurangnya, sepengetahuan penulis, ada beberapa nama, selain Mukti Ali 
tentunya, antara lain adalah Akh. Minhaji (Doktor), Yudian Wahyudi 


“2 Thid., hlm. 45. 

“30 Minhaji, Strategies for Social Research, hlm. 12. 

1 Dalam tradisi berpikir ala Filsafat Islam, penulis (Musa Asy'arie) 
merumuskan metode rasional transendental. Pengertian ini diambil dari “perintah 
membaca atas nama Tuhan yang menciptakan”. Suatu metode berpikir yang sangat 
diperlukan untuk menghadapi kompleksitas dan pluralitas dari zaman ini, seperti yang 
dikemukakan oleh Soedjatmoko ketika pelantikannya sebagai Rektor Universitas Riset 
PBB di Jepang—tentang biografi Soedjatmoko, silahkan lihat, Siswanto Masruri, 
Humanitarianisme Soedjatmoko: Visi Kemanusiaan Kontemporer, Yogyakarta: Pilar Media, 
2005—. Dalam Rasional-Transendental (RT), maka dimensi rasionalnya dicapai melalui 
pikir, atau jihad, yaitu kesungguhan berpikir yang radikal, dan dimensi transendentalnya 
dicapai melakui zikir, atau ittibad yaitu penyatuan dalam kegaiban, rujukannya pada al- 
Our'an sebagai doktrin yang menuliskan dimensi transenden dan hikmah profetik dari 
proses berpikir mendalam, sebagai suatu sunnah Rasulullah dalam berpikir”. Musa 
Asy'arie, Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. ix. 
Tentang biografi Musa Asy'arie, silahkan lihat misalnya, M. Nashruddin Anshory, 
Berjuang dari Pinggir: Potret Kewiraswastaan Musa Asy 'arie (Jakarta: LP3ES, 1995). 
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(Doktor), Khoiruddin Nasution (Master), dan Ratno Lukito (Doktor). 
Minhaji, misalnya, yang tujuh tahun (1990-1997) “nyantri” di McGill, 
tentu saja mendapat sejumlah warna-warni akademik dalam karirnya 
sebagai dosen FSH UIN Sunan Kalijaga. Dua orang “kiai” yang sangat 
memengaruhi pikiran-pikiran Minhaji di McGill adalah Charles J. Adams 
dan Wael B. Hallag.”? Minhaji menyelesaikan tesisnya pada tahun 1992 
dengan judul Joseph Schachts Contribution to tbe Study of Islamic Law. Tesis 
Minhaji tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
oleh Ali Masrur dengan judul Kontroversi Pembentukan Hukum Islam 
(2001). Sedangkan disertasinya rampung pada tahun 1997 dengan judul 
Almad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia. Ahmad Hassan, yang 
menjadi objek kajian Minhaji tersebut adalah salah seorang tokoh 
PERSIS. Secara lebih komprehensif, kajian tentang Ahmad Hassan dan 
PERSIS, dapat dilihat di buku Howard M. Federspiel yang diterjemahkan 
menjadi Labirin Ideologi Muslim (2004). Ahmad Hassan, yang dikaji dalam 
disertasi Minhaji di atas, adalah gurunya M. Nasir, salah seorang pemikir 
modern di Indonesia. Lebih lanjut Natsir pernah menyatakan (ketika 
ditanya tentang “Sebagai salah seorang reformis' Muslim Indonesia, pemikiran- 
pemikiran siapa saja yang memengaruhi state of mind Bapak?: 
Terus terang, ada tiga orang yang sangat memengaruhi pertumbuhan pemikiran 
saya (M. Natsir). Pertama, guru saya di bidang keagamaan, adalah Ahmad 
Hassan, seorang ulama besar yang berkepribadian tinggi. Kedua, dalam bidang 
politik, saya banyak diilhami oleh pemikiran H. Agus Salim. Ketiga, ialah Syaikh 


Ahmad Surkati. Saat itu (1927), saya masih belajar di AMS (SMA zaman 
penjajahan), saya sering diajak oleh teman-teman untuk mendengarkan 


“2 Tulisan Minhaji tentang Hallag, silahkan lihat misalnya, Wael B. Hallag, 
“Penggunaan dan Penyalahgunaan Bukti Sejarah”, terj. Akh. Minhaji, dalam Yudian 
W. Asmin (ed.), Ke Arah Fikih Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-S hiddiegy 
(Kapita Selekta 1) (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan 
Kalijaga, 1994), hlm. 33-70. 

“3 Akh. Minhaji, Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht, 
terj. Ali Masrur (Yogyakarta: UII Press, 2001). 

4 Howard M. Federspiel, Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan 
PERSIS di Era Kemunculan Negara Indonesia (1923-1957) (Jakarta: Serambi, 2004). 
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ceramah Tuan Hassan. Sejak itulah saya mulai tertarik dengan cara-cara ia 
menginterpretasikan Islam dengan menghubungkannya dengan kenyataan 
yang ada di tengah-tengah masyarakat. Satu hal yang sangat berkesan pada 
diri saya dari Tuan Hassan ialah caranya mendorong saya untuk maju. Ia tidak 
pernah memaksakan satu pola tertentu kepada saya, dia selalu mendiskusikan 
bersama dan mendorong saya selalu berfikir. Kalau saya datang ke tempatnya, 
dia hampit selalu sedang asyik menulis.” 


PAST, PRESENT AND FUTUNE 
JAKARTA INDOWESI 


INTERNATIONAL CONFERENCE O 
TOM 


Dari kiri ke kanan: Akh. Minhaji, Yusron, Syafi'i Ma'arif, M. Amin 
Abdullah, dan salah satu perserta dalam acara “International 
Conference on Muslim-Christian Relations: Past, Present, and Future 
Dialogue and Cooperation”, Jakarta, Indonesia, 7-9 Agustus 1997 


Minhaji adalah doktor pertama di FSH UIN Sunan Kalijaga, 
bahkan di seluruh PTAI Indonesia, dalam bidang kajian sejarah sosial 
pemikiran hukum Islam, dan juga yang mengawali membuka Program 
Studi Hukum Islam di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga. "' Dalam 


8 AW. Pratiknya (peny:), Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang 
Bapak (M. Natsir) (Yogyakarta: DDII, 1989), hlm. 26-30. 

“36 Akh. Minhaji, Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Suka Press, 
2013), hlm. 366. 
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konteks pengembangan epistemologi studi ilmu hukum Islam di FSH 
UIN Sunan Kalijaga, Minhaji adalah salah seorang pelopor—untuk tidak 
menyebutnya sebagai satu-satunya pelopor—yang menawarkan model 
pendekatan sejarah-sosial dalam studi Islam. Yudian menyebut Minhaji 
sebagai pakar Islam-Fikih-Histotis." Setelah kembali dari McGill tahun 
1997, Minhaji kemudian diangkat menjadi Asisten Direktur Program 
Pascasarjana. Tahun 1998, Minhaji pernah mengajukan Proposal 
Pembukaan Program Studi Hukum Islam, dan sejak akhir tahun 1998 
itulah kemudian dibuka Program Studi Hukum Islam. Jasa Minhaji yang 
lain, selain pernah menjabat sebagai Ketua Tim Transformasi IAIN 
Sunan Kalijaga ke UIN Sunan Kalijaga (2001-2005), ia juga salah satu 
yang membidani lahirnya matakuliah Metodologi Studi Islam (MSI) yang 
diberlakukan pada semua program studi di IAIN/UIN Sunan Kalijaga, 
termasuk di FSH, bahkan kemudian di semua PTAI se-Indonesia, dan 
lain sebagainya." Secara substantif, materi kuliah Metodologi Studi Islam, 
yang kemudian berkembang menjadi Pendekatan Dalam Pengkajian 
Islam, dan berkembang lagi menjadi Metodologi Penelitian Studi Islam, 
sangat dipengaruhi oleh model-model pendekatan yang berkembang di 
perguruan tinggi Barat. Fazlur Rahman misalnya, menyebut idenya 
dengan normative Islam dan historical Islam. Hal ini kemudian dibawa ke 
Indonesia antara lain oleh Mukti Ali yang menyebutnya dengan istilah 
seientific-cum-doctriner, Syamsul Anwar dengan istilah sui generic-kum-empiris, 
M. Amin Abdullah dengan istilah normativitas-historisitas dan 


interkoneksitas, dan Minhaji ikut-ikutan" menyebutnya dengan istilah 


“7 Menjelang abad ke-21, Islamic Studies terlihat memberikan sumbangan 
sumber daya manusia yang patut diiperhitungkan karena kualitas dan kuantitasnya. 
Proyek Kerjasama McGiII-IAIN telah berhasil menyumbangkan sejumlah pakar Islam 
politik-historis (Dr. Faisal Isma'il, 1995), pakar Islam-doktriner-historis (Dr. Thoha 
Hamim, 1996), dan pakar Islam-fikih-historis (Akh. Minhaji, 1997). Wahyudi, Ushul 
Fikih, hlm. 82. 

“8 Akh. Minhaji, “Ushul Fikih dan Hermeneutika: Refleksi Awal”, dalam 
Muhyar Fanani, Ilmu Ushul Fikih di Mata Filsafat Ilmu (Semarang: Walisongo Press, 
2009), hlm. xx. 
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normative approach, empirical approach, dan integrative approach.” 


Apabila jabatan Dekan di FSH UIN Sunan Kalijaga menjadi 
ukuran untuk menyebutnya menyandang “nama besar —meminjam 
istilah Foucault— atau tidak, maka Minhaji pasti tidak masuk dalam 
kategorisasi ini. Sebab, selama karir jabatan strukturalnya, ia tidak pernah 
menjabat sebagai Dekan FSH. Kecuali untuk saat ini (2013), ia menjabat 
sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Sunan Kalijaga 
(2011-2015). Karena jabatan dekan adalah jabatan politis, maka tidak 
perlu repot-repot untuk mempertanyakan, apakah ada koneksitas antara 


hukum Islam (disiplin keilmuan Minhaji) dan sains-teknologi? 


Seangkatan dengan Minhaji, yang pernah menyandang “nama 
besar” adalah Yudian Wahyudi. Yudian juga menyelesaikan jenjang Master 
di McGill tahun 1993 dengan judul tesis Hasbis Theory of Jitihad in the 
Context of Indonesian Figh”" Sedangkan gelat doktornya selesai tahun 
2002 dengan judul disertasi The Slogan Back to The Our'an and the Sunna: 
A Comparative Study of the Responses of Hassan Hanafi, Muhammad Abid al- 
Jabiri, and Nurcholish Madjid. Berbeda dengan Minhaji yang mengenalkan 
disiplin ilmu sejarah-sosial dalam studi hukum Islam di FSH secara lebih 
khusus, Yudian lebih menekuni bidang keilmuan Filsafat Hukum Islam 
(Ushul Fikih dan Magasid asy-Syari'ah). Berdasarkan tesis Yudian di atas, 
ia juga dapat penulis sebut sebagai “penerus' ide Fikih Indonesia gagasan 
Hasbi ash-Shiddiegy, dengan istilah yang ia sebut sebagai 
Mengindonesiakan Fikih Indonesia atau Re-orientasi Fikih Indonesia 
atau dalam bahasa penulis: Indonesianisasi Fikih Indonesia”. Tentang 
tours and travels akademik Yudian, baca bukunya berjudul Jihad Ilmiah: 
Dari Tremas ke Harvard (2009). Sedangkan tours and travels akademik 
Minhaji, dapat dibaca dalam bukunya berjudul Tradisi Akademik di 
Perguruan Tinggi (2013). Walaupun mengkaji tentang tradisi akademik di 


139 Jbid., hlm. xxi. 

M0 Lihat, Yudian Wahyudi, Hasbis Theory of litihad in tbe Context of Indonesian 
Figh (Montreal: Institute of Islamic Studies, 1993). Tesis ini kemudian diterbitkan 
kembali oleh Nawesea Press Yogyakarta pada tahun 2007. 
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perguruan tinggi, dan walaupun pernah menjadi Ketua Tim Transformasi 
IAIN ke UIN Sunan Kalijaga, serta walaupun pernah juga menjabat 
sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik (2001-2005), namun dalam buku 
Tradisi Akademik tersebut, Minhaji hanya menyebut sekali saja nama M. 
Amin Abdullah dan gagasan integrasi-interkoneksi, yaitu (hanya) di footnote 
16 halaman 6. 


Berbeda dengan Minhaji yang menekuni spesialisasi fikih-historis, 
Yudian sangat konsen mengembangkan dimensi studi filsafat hukum 
Islam, terutama magasid asy-syari'ah. Penulis sendiri mengusulkan perlunya 
didirikan Program Studi Magasid asy-Syari'ah di FSH. Tentang penting 
dan urgensinya pengembangan teori magasid asy-syari'ah tersebut, tahun 
1995, Yudian telah mengemukakan pendapatnya tentang ilmu ini: 


Magasid asy-Syari'ah sebenarnya merupakan metode yang luar biasa untuk 
mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam ke dalam berbagai peristiwa. 
Namun kemudian, teori ini mengalami nasib sama seperti yang menimpa teori- 
teori lain dalam bidang hukum Islam, degradasi. Umat lebih banyak menghafal 
dengan contoh-contoh lama, ketimbang menggunakan sebagai pisau analisa 
dengan mengajukan contoh-contoh baru. Bahkan sakralisasi menyebabkan 
beban sejarah. Upaya-upaya memperkenalkan kembali teori itupun kandas, 
dikarenakan oleh faktor bahasa dan persepsi yang miskin. Para pembaru Islam 
di Indonesia jatuh di bawah bayang-bayang masa lalu dan wibawa ulama Timur 
Tengah. Sebagai akibatnya, ibadah sama dengan anti peradaban, padahal teori 
magasid asy-syari ah membuktikan bahwa beribadah sama dengan berperadaban. 
Pengembangan teori ini secara tajam dan bertanggung jawab merupakan 
kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, agar kita tidak menjadi umat 
yang berwawasan sempit dan egois, apa-apa haram, apa-apa bid'ah." 


Jarang sekali—untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali— 
seorang doktor (lulusan dalam dan luar negeri), dapat membuat karya 
(buku) melampaui karya disertasinya. Minhaji, misalnya, dalam bukunya 
berjudul Strategies for Social Research (2005),"” karya tersebut tak ubahnya 
seperti diktat perkuliahan, bukan buku akademik hasil penelitian. Dengan 


M1 Yudian Wahyudi, “Magasid asy-Syarfah Sebagai Doktrin dan Metode”, al- 
Jami'ah, No. 58, Tahun 1995, hlm. 104. 
“2 Akh. Minhaji, Strategies for Social Research (Yogyakarta: Suka Press, 2005). 
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kata lain, karya tersebut “katanya” menjelaskan tentang tradisi akademik, 
tetapi cara penulisannya justru non-akademis. Demikian juga buku 
terbarunya berjudul Tradisi Akademik (2013). Menurut pengakuannya 
sendiri, “Buku ini merupakan hasil refleksi akademik pengalaman saya membaca, 
meneliti, mengajar, dan membimbing terutama di tingkat Program Pascasarjana” 
Jadi, sebagian besar buku-buku Minhaji (selain tesis dan disertasinya) 
berbentuk reflective-experience. Menurut penulis, buku Tradisi Akademik 


tersebut lebih cocok disebut sebagai buku tours and travels. 


Sedangkan untuk Yudian, beberapa karya post-disertasinya 
cenderung berbentuk zon-boo&k. Misalnya, buku Ushul Fikih versus 
Hermeneuntika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika (2000). Menurut 
pengakuan Yudian sendiri, buku tersebut merupakan kumpulan tulisan 
dalam rentang waktu lima belas tahun, dari tahun 1991 sampai 2005. 
Bukunya yang lain adalah Magasid asy-Syari ah Dalam Pergumulan Politik: 
Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (2006), juga 
merupakan “tumpukan tujuh tulisannya. Dengan kata lain, penulis ingin 
menyebutkan bahwa buku yang merupakan kumpulan tulisan, lebih 
pantas disebut sebagai non-book alias buku yang “bukan buku benar”. 
Selain itu, Yudian juga sering “menyerang” bangunan utuh keilmuan 
seseorang, hanya dari sudut pandang keilmuannya saja, tetapi sejauh ini, 
penulis belum bisa menemukan bangunan utuh keilmuan Yudian yang 
orisinil (produktif, bukan re-produktif) dan komprehensif, tentunya selain 
karya disertasinya. Misalnya seperti Hasan Hanafi dengan proyek Turas 
wa Tajdid-nya atau Syahrur dengan proyek Oira'ah Mu 'asirah-nya. Sebab, 
yang paling penting adalah karya ilmiah post-doktor. Yang dicari adalah 
doktor pohon nangka', yang bisa berkali-kali berbuah, bukan “doktor 
pohon pisang', yang hanya bisa sekali berbuah. Harusnya, tunjangan 
profesor itu, misalnya, diberikan berdasarkan karya-karya (buku-buku)- 


“3 Akh. Minhaji, Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Suka Press, 
2013). Lihat tulisan di cover belakang buku tersebut. 

“Tentang apa maksud istilah “non-book$ tersebut, silahkan baca buku Taufik 
Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. vii. 
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nya, bukan berdasarkan jabatan guru besarnya. Sebab, ternyata, tidak 
semua guru besar itu dapat melahirkan karya besar. Sebaliknya, justru 


banyak “guru kecil" yang bisa melahirkan karya besar. 


Dua orang sarjana lain di FSH, alumni McGill, adalah Khoiruddin 
Nasution, yang menulis tesis berjudul The Concept of ljma' in the Modern 
Age with Particular Reference to Muhammad Abduhs Theory (1995) dan tesis 
Ratno Lukito berjudul Islamic Law and Adat Encountres: The Experience of 
Indonesia. Ratno menyelesaikan studi doktor di universitas yang sama, di 
Faculty of Law tahun 2006. Kecenderungan dua sarjana tersebut adalah 
menawarkan model pendekatan komparatif dalam studi ilmu hukum 
Islam di FSH. Bedanya, Khoiruddin menawarkan model komparatif 
perundang-undangan antara hukum perkawinan dan pewarisan Islam 
di dunia Muslim,” sedangkan Ratno menawarkan model komparatif 


46 Saat buku ini 


antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Belanda. 
ditulis, Khoiruddin Nasution menjabat sebagai Direktur Program 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, sedangkan Ratno Lukito “menghilang 


entah ke mana. 


“Geng keilmuan dari McGill tersebut kemudian membentuk 
persatuan alumni McGill dengan istilah PERMIKA. Jadi, beberapa 
alumni dari McGill tersebut (misalnya seperti Minhaji, Yudian, 
Khoiruddin, dan Ratno) bisa penulis sebut sebagai para sarjana yang 
mencoba menawarkan model-model pendekatan empiris-filosofis dalam 
studi ilmu hukum Islam, yaitu model sejarah-sosial, filosofis, komparatif, 
dan kajian jender. Dengan kata lain, kontribusi terbesar “geng keilmuan 
McGill adalah mengenalkan model studi (hukum) Islam dengan 
pendekatan empiris: sosiologis, antropologis, historis, dan komparatif. 
Sebagai implikasi konkritnya adalah munculnya matakuliah baru yang 


berbau empiris di FSH, antara lain seperti Sosiologi Hukum Islam, Sejarah 


“5 Lihat misalnya, Khoiruddin Nasution, “Status Wanita di Asia Tenggara: 
Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia 
dan Malaysia”, Disertasi (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2001). 

“C Lihat misalnya, Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2008). 
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Sosial Hukum Islam, dan Antropologi Hukum Islam. Model studi (ilmu 
hukum) Agama (Islam) empiris-historis itu disebut dengan istilah seientific 
oleh Mukti Ali. 


Selain alumni Kanada (McGill), arus besar kedua yang menandai 
perkembangan corak studi (hukum) Islam di Mazhab Sapen adalah 
munculnya pengaruh kesarjanaan Belanda, yang digawangi oleh Karel 
Steenbrink dan Martin van Bruinessen. Steenbrink, lahit di Breda, Belanda 
pada tahun 1942, dalam tradisi katolik yang taat. Tahun 1970 ia 
menamatkan studinya pada fakultas teologi Universita Katolik Nijmegen. 
Sejak tahun itu pula, yakni (1970-1971) ia mengadakan penelitian mengenai 
pesantren di Indonesia, dan mencapai derajat Doktor dengan disertasi 
Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (1980). 
Pada tahun 1972-1973, Steenbrink bekerja pada Lembaga Penelitian 
Perkembangan Kristen di Dunia Ketiga, Universita Leiden. Tahun 1978- 
1979, ia memimpin penataran dosen-dosen IAIN di universitas yang sama. 
Antara tahun 1981-1983 mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
dan sejak Agustus 1984-1987, ia mengajar di IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, sebagai dosen tamu. Hasil-hasil kuliahnya kemudian diterbitkan 
menjadi buku berjudul Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19 
(1985), Perkembangan Teologi dalam Dunia Kristen Modern (198T), Mencari Tuhan 
dengan Kacamata Barat: Kajian iritis Mengenai Agama di Indonesia (1988), dan 
Mencari Tuhan dengan Kacamata Barat: Islam dalam Pandangan Kaum Orientalis 
(1988). Secara khusus, Mohammad Muslih pernah menulis tentang 
pemikiran Steenbrink dalam bukunya berjudul Problem Hubungan Islam dan 
Barat Kajian atas Pemikiran Karel A. Steenbrink (2003). 

Sarjana Belanda lain, yang memengaruhi corak pemikiran Islam 
di Mazhab Sapen adalah Martin van Bruinessen. Martin lahir di kota 
Schoonhoven (di negeri Belanda) pada tahun 1946. Martin menyelesaikan 


“7 Karel A. Steenbrink, Perkembangan Teologi Dalam Dunia Kristen Modern 
(Yogyakarta: Suka Press, 1987), hlm. xiii. 

“8 Mohammad Muslih, Religious Studies: Problem Hubungan Islam dan Barat Kajian 
atas Pemikiran Karel A. Steenbrink (Yogyakarta: Belukar, 2003). 
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studi matematika dan fisika di Universitas Utrecht (lulus tahun 1971), ia 
lebih menaruh minat kepada sosiologi dan antropologi, sambil mengajar 
matematika di SMP/SMA. Pada tahun 1974-1976, ia mengadakan 
penelitian lapangan di berbagai daerah Kurdistan (bagian Iran, Irak, dan 
Turki) dan menulis disertasi mengenai kehidupan sosial dan politik bangsa 
Kurdi (1978). Perkenalan pertama dengan tarekat Nagsyabandiyah terjadi 
di Kurdistan. Pada dasawarsa 1980-an ia sering tinggal di Indonesia. 
Pada tahun 1983-1984 ia membuat penelitian lapangan di suatu 
perkampungan miskin di Bandung, dan pada tahun 1986-1990 ia bekerja 
di LIPI sebagai konsultan metodologi penelitian. Semenjak tahun 1991 
ia tinggal di Yogyakarta sebagai dosen tamu pada Fakultas Pascasarjana 
IAIN Sunan Kalijaga.” Bersama dengan “mutid-muridnya', seperti 
Moch. Nur Ichwan, Ahmad Najib Burhani, Mujiburrahman, dan 
Muhammad Wildan, Martin pernah menulis antologi buku berjudul 
Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme (2014), 
diterbitkan oleh Mizan, Bandung. Buku tersebut pernah diluncurkan 
dan didiskusikan pada tanggal 25 April 2013 di Mazhab Sapen UIN 
Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 


Buku antologi Martin, seorang orientalis-akademis, yang 
diluncurkan di Mazhab Sapen pada pertengahan tahun 2013 tersebut 
sangat menarik, karena mencoba “meramalkan' model kembalinya Islam 
konservatif di Indonesia. Sejak runtuhnya Orde Baru Suharto, Islam 
Indonesia ditengarai mengalami conservative turn (pembelokan ke arah 
konservatif). Beberapa gejala yang teramati misalnya konflik antar-agama 
di beberapa daerah, aksi teror menjelang Natal di beberapa gereja, teror 
bom Bali (I dan II), upaya memasukkan Piagam Jakarta ke dalam tubuh 
Konstitusi, pemberlakuan perda syari'ah di daerah-daerah, konflik 
internal antara kubu puritan dan kubu progresif di tubuh organisasi 


Islam arus utama (NU dan Muhammadiyah), gejala konservatisme NU 


“9 Martin van Bruinessen, Tarekat Nagsyabandiyah di Indonesia (Bandung: Mizan, 
1992), hlm. iii. 
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(fatwa kesesatan Ahmadiyah dan paham sekularisme, pluralisme, dan 
liberalisme, keterlibatan dalam aksi demonstrasi jalanan menentang 
pornografi dan pornoaksi), menguatnya jaringan Islam konservatif lintas- 
negara, terutama melalui poros pendidikan Indonesia-Timur Tengah, 
terbentuknya Komite Persiapan Pelaksanaan Syariah Islam (KPPSI), 
munculnya upaya menghidupkan kembali lagi cita-cita pendirian Negara 
Islam Indonesia (NII). 

Akh. Minhaji, dalam artikel Modern Trends in Islamic Law (2001), 
pernah menjelaskan tentang posisi kelompok Islam konservatif di 
Indonesia, dalam konteks studi hukum Islam sebagai berikut: 

W bile it is true that tbere was a conflict between the two groups mentioned above (a secular 

nationalism and an Islamic state), that is not the case since the “New Order”. Most, if not 

all, Indonesian Muslims are of the opinion that Indonesia is neither a religious state 

(Negara Agama) nor a secular state (Negara Sekuler), buta “Pancasila State” (Negara 

Pancasila). The “Pancasila State” does not recognige an official religion, but religious 

teaching can be practiced freely therein, this has to some extend influenced the policy of the 

Indonesian government. Tbe conflict then is not between the secularists and the religious 

(Muslims), but ratber between the conservative group which wants to apply Islamic law 


according to classical and medievel thought and the modern group which wants to introduce 
certain modifications in Islamic law in order to meet tbe needs of contemporary Indonesia." 


Dalam artikelnya yang berjudul Membangun Etnografi Hukum Islam 
(2013), Noorhaidi Hasan membagi tiga jenis varian model kajian hukum 
Islam ala warisan orientalis, khususnya yang berasal dari sarjana Belanda, 
yaitu model esensialis-tekstualis, dokumenter-cum-arsiparis, dan model 
empiris atau grea studies. Noorhaidi kemudian menyebut beberapa nama 
yang dapat mewakili model pertama tersebut, yaitu model kajian hukum 
Islam yang berfokus pada teks, yang dilakukan oleh kaum orientalis, 
dengan cara memburu naskah-naskah keagamaan. Mereka seperti 
Edward Pococke di Syria, William Jones di India, Paul Kraus di Mesir, 
Hellmut Ritter di Turki, Henry Corbin di Iran, Hans Daiber di Yaman, 


"50 Akh. Minhaji, “Modern Trends in Islamic Law: Notes on J.N.D. Andersor's 
Life and Thought”, in alamiah, Vol. 39 Number 1 January-June 2001, hlm. 28. 
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adalah beberapa contoh nama menonjol yang memelopori perburuan 
naskah keagamaan. Para sarjana ini dan sarjana-sarjana lainnya dengan 
tekun kemudian memelajari, menyunting dan menerjemahkan naskah- 
naskah tersebut lengkap dengan catatan kritis berkenaan bahasa maupun 
isinya." 

Kajian hukum Islam bermodel esensialis, menurut Noorhaidi, 
menyisakan pengaruh yang luas dalam kajian-kajian tentang Islam 
kontemporer. Bahkan sarjana ilmu politik seperti Samuel Huntington 
menganggap Islam sebagai peradaban yang memiliki garis demarkasi 
dengan Barat yang toleran, egaliter dan demokratis.” Tesis ini ia 
kemukakan ketika meramalkan terjadinya benturan antar-peradaban (clash 
of civilizations), terutama antara Islam dan Barat, pasca-keruntuhan Uni 
Soviet." Tesis Huntington mengamini penjelasan Bernard Lewis yang 
melihat kecenderungan kultural Muslim yang unik terhadap 


otoritarianisme keagamaan.” 


Namun, kajian hukum Islam tidak berkembang satu arah. Seiring 
kebutuhan penguasa kolonial untuk mengetahui lebih rinci seluk-beluk 
masyarakat Muslim, sarjana-sarjana hukum Islam yang tadinya mendalami 


teks terdorong untuk mengembangkan kajian-kajian yang secara rinci 


“1 Noorhaidi Hasan, “Membangun Etnografi Hukum Islam: Mendialogkan 
Teks, Realitas, dan Anggitan Akademik”, makalah belum diterbitkan, 2013, hlm. 2. 
Perhatian utama mereka pada teks membuat sarjana-sarjana orientalis awal ini umumnya 
gagal melihat realitas kompleks di luar teks. Banyak di antara mereka terjatuh ke dalam 
pandangan-pandangan bias esensialis. Islam dilihat sebagai norma doktrinal yang hitam 
putih. Ia dianggap sama dengan teks, dan teks itu diyakini merupakan representasi 
dari Islam. Label-label tertentu dilekatkan pada masyarakat Muslim berdasar pembacaan 
yang sempit atas teks. Atau realitas masyarakat yang begitu kompleks ditundukkan ke 
dalam (frame) pembacaan atas teks yang sangat terbatas. Sarjana-sarjana orientalis besar 
hukum Islam seperti Noel J. Coulson dan H.A.R. Gibb, atau Joseph Schact sendiri 
tampaknya juga lahir dari tradisi semacam ini. 

“32 hid. 

"53 Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations”, Foreign Affairs 72 (1993). 

“4 Bernatd Lewis, The Political Language of Islam (Chicago: University of Chicago 
Press, 1988), hlm. 2-10. 
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memperhatikan dan mencatat a/) things about Islam and Muslim society. Dari 
sini berkembanglah pendekatan-pendekatan baru berkarakter 
dokumenter-kum-arsiparis. Perkembangan kajian hukum Islam dari teks 
ke dokumen-kum-arsip berjalan mengiringi kelahiran orientalis-orientalis 
kawakan Belanda, semisal Snouck Hurgronje, G.E Pijper, dan G.W). 
Drewes. Setelah melahirkan Het Mekaansche Fest, Snouck Hurgronje, 
misalnya, menulis Mecca in the Latter Part of the Nineteenth Century, dan De 


A'yehers, plus laporan-laporan singkat tentang Muslim nusantara. 


Menurut Noorhaidi, upaya untuk merevitalisasi kajian-kajian 
kesarjanaan kolonial Belanda telah dilakukan oleh Karel Steenbrink pada 
tahun 1980-an dan 1990-an, setelah menerbitkan disertasinya berjudul 
Pesantren, Madrasah dan Sekolah. Nico Kaptein men-support langkah 
Steenbrink untuk aktif mendorong sarjana-sarjana Indonesia 
mempelajari secara detail berbagai aspek Islam Indonesia dan mulai 
mengembangkan sikap kritis melalui pengembangan program kerjasama 
kajian keislaman dalam payung INIS, Indonesia-Netherlands Cooperation for 
Islamic Studies. Berikut ini beberapa judul buku yang diterbitkan oleh 
INIS, yang ditulis oleh sarjana Mazhab Sapen: Burhanuddin Daya dkk, 
Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia: Beberapa Permasalahan (1990), 
Burhanuddin Daya dkk, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda 
(1992): Syamsul Anwar (terj.), Islam, Negara, dan Hukum (1993), M. Atho 
Mudzhar, Fatwa Magelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran 
Hukum Islam di Indonesia 1973-1988 (1993), Ratno Lukito, Pergumulan 
antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (1998), dan Khoiruddin Nasution, 
Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terbadap Perundang-undangan Perkawinan 
Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (2002). 

Dari proses ini arus baru kesarjanaan studi Islam dan hukum 
Islam muncul, melahirkan tokoh semacam Agib Suminto, Alfani Daud, 
Andi Rasdianah, Husni Rahim, Simuh, dan Burhanuddin Daja—untuk 
menyebut beberapa contoh. Sedangkan untuk kesarjanaan di Mazhab 
Sapen yang berasal dari “didikan' Belanda, generasi selanjutnya hingga 
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jenjang doktor, penulis dapat menyebut dua nama, yaitu Moch. Nur 
Ichwan dan Noorhaidi Hasan. 


Simuh (Rektor IAIN Sunan 
Kalijaga periode 1992-1996), misalnya, 
walaupun tidak mengenyam pendidikan 
formal di Belanda, namun disertasinya 
tentang Wirid Hidayat Djati (1988) dan 
disertasi Burhanuddin Daya tentang 
Sumatera Thawalib (19905 dapat dilihat 
sebagai contoh model kajian yang 
mendapat “sentuhan' gaya Belanda, yaitu 
dokumenter-kum-arsiparis dan empiris- 
kritis. Simuh lahir di Sleman, Yogyakarta, 
3 Juni 1933. Setelah menamatkan sekolah 
di SMA Jurusan Pasti-Alam, melanjutkan 
studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus di Fakultas Ushuluddin 
tahun 1963. Mengikuti Studi Purna Sarjana dalam filsafat dan sejarah di 
JAIN Sunan Kalijaga. Tahun 1981-1982 melanjutkan studi ke Australian 
National University di Canberra dalam rangka penyusunan disertasi. Ada 


“58 Lihat buku (disertasi) Simuh berjudul Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi 
Ranggawarsito: Suatu Studi Terbadap Serat Wirid Hidayat Jati Jakarta: UI Press, 1988). 
Secara lebih khusus, Steenbrink memberikan penilaian terhadap karya Simuh tentang 
Serat Wirid Hidayat Djati tersebut. Simuh lahir pada tahun 1933 di Sleman, Yogyakarta, 
yang sejak tahun 1992 menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga, dikenal sebagai orang 
yang paling otoritatif dalam bidang sastra Jawa di lingkungan IAIN. Pada awal tahun 
1980, ia menulis disertasi doktor mengenai sebuah teks mistik dari Ranggawarsito 
(1802-1873), salah satu pujangga keraton yang tersohor pada abad kesembilan belas. 
Dalam tulisan itu dan tulisan-tulisannya yang lain, Simuh mengembangkan potret yang 
cukup berbeda mengenai masa lalu dan masa kini keagamaan Jawa. Karel Steenbrink, 
“Menangkap Kembali Masa Lampau: Kajian-kajian Sejarah oleh para Dosen IAIN”, 
dalam Mark. R. Woodward, Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia, 
terj. Ihsan Ali-Fauzi (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 164. 

456 Lihat, Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus 
Sumatera Thawalib (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990). 
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tiga promotor dan pembimbing dari disertasi Simuh tersebut, yaitu Prof. 
Tjan Tjoe Siem, Prof. Mukti Ali, dan Prof. H.A. Johns. Berbeda dengan 
Simuh yang mengkaji tokoh mistik lokal, Ranggawarsito, Syafaatun 
Almirzanah menulis perbandingan tokoh mistik global antara Ibn “Arabi 
dan Meister Eckhart, dalam disertasinya yang telah diterbitkan menjadi 
buku berjudul When Mystic Masters Meet (2011). Sebelumnya, buku 
tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul 
Paradigma Baru dalam Relasi Umat Kristiani-Muslim (2009). 


Sebagaimana diungkapkan oleh Steenbrink, dalam disertasi Misti& 
Islam Kejawen tersebut, Simuh membela Ranggawarsito di hadapan para 
sarjana Calvinis seperti Harun Hadiwijono dan P. Van Akkeren. Ketika 
mengritik pernyataan van Akkeren bahwa Bait a-Mugaddas harus 
ditafsirkan sebagai kelanjutan dari simbolisme seksual /ingga, terbukti 
bahwa penafsiraan ini tidak ditopang oleh bacaan cermat terhadap teks 
tersebut dan bahkan bertentangan dengan apresiasi yang agak negatif 
terhadap seksualitas di dalaam keseluruhan karya tersebut. Berlawanan 
dengan pendapat Hadiwijono bahwa “ajaran Serat Wirid merupakan 
ajaran Hindu yang mengenakan baju Muslim”, Simuh menyatakan, 
menurut Steenbrink, bahwa pada kenyataannya sangat sedikit unsur 
“Hinduisme” yang bisa dilihat, dan Islam Jawa merupakan paparan yang 
lebih baik terhadap karya tersebut.” 


Masih menurut Steenbrink, Simuh tidak hanya berbeda pendapat 
dengan sejumlah sarjana Kristen. Penafsirannya juga berlawanan dengan 
pendekatan Prof. Rasjidi, menteri agama RI yang pertama, anggota 
terkemuka Muhammadiyah dan professor studi Islam di Universitas 


Indonesia, Jakarta. Rasjidi sendiri pernah menjadi anggota dewan penguji 


“57 Syafaatun Almirzanah, When Mystic Masters Meet: Towards a New Matrix for 
Christian-Muslim Dialogue (New York: Blue Dome Press, 2011). 

138 Syafaatun Almirtzanah, W hen Mystic Masters Meet: Paradigma Baru dalam Relasi 
Umat Kristiani-Muslim (Jakarta: Gramedia, 2009). 

159 Steenbrink, “Menangkap Kembali Masa Lampau: Kajian-kajian Sejarah 
oleh para Dosen IAIN”, hlm. 165-166. 
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tesis Simuh. Ketika menduduki posisi itu, ia tidak menemukan dukungan 
yang cukup kuat untuk tidak memberikan Simuh gelar doktornya. 
Perbedaan dalam penilaian Rasjidi dan Simuh bukan hanya merupakan 
perkara akademis. Itu juga bisa dinilai sebagai perbedaan dalam strategi 
terhadap Kejawen. Rasjidi adalah penganut garis keras yang hendak 
memproklamasikan Islam yang murni dan tanpa kompromi, mengecam 
semua yang harus dianggap penyimpangan. Sedangkan Simuh 
mendukung penggunaan pendekatan yang lunak dan bijak terhadap 
kelompok-kelompok ini.“ Secata khusus Simuh telah mengritik 
pandangan Rasjidi tentang Islam Kejawen tersebut dalam artikelnya 
berjudul Pandangan H.M. Ragjidi tentang Kebatinan (1980). 


Mukti Ali, promotor Simuh pada beberapa kesempatan, juga 
membela pendekatan yang lunak terhadap gerakan-gerakan keagamaan 
baru, yang kini disebut aliran kepercayaan dan kebatinan. Ia bahkan 
menyalahkan organisasi reformis Muhammadiyah karena telah 
menyebabkan sebagian agama baru itu mengorganisasikan diri di dalam 
wadah terpisah, sementara pada periode Islam Indonesia yang lebih awal, 
gerakan-gerakan mistik selalu dapat diterima sebagai bagian dari arus 
utama tradisi Islam. Melalui “sikap kukuh yang ortodoks”, organisasi 
reformis itu mencampakkan saudara-saudara mistik mereka, memaksa 


mereka untuk menemukan wadah organisasi sendiri." 


Pada tahun 1987, sebuah kelompok yang terdiri dari empat dosen 
IAIN Yogyakarta (Wasyim Bilal, Mundzirin Yusuf, Muhammad Damami, 
dan Simuh), di bawah pimpinan Simuh, memulai sebuah proyek 
penelitian tentang kepustakaan suluk, yang disponsori oleh Yayasan 
Toyota. Salah satu hasil yang spesial dari proyek itu adalah repuitisasi 
sepuluh suluk yang dilakukan oleh Emha Ainun Najib. Emha diminta 


460 Ibid, 

“81 Simuh, “Pandangan H.M. Rasjidi tentang Kebatinan”, ak-Jami'ah, No. 34, 
Tahun 1986. 

“22 Steenbrink, “Menangkap Kembali Masa Lampau: Kajian-kajian Sejarah 
oleh para Dosen IAIN”, hlm., 67. 
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untuk menuliskan kembali terjemahan-terjemahan sejumlah suluk 
tersebut ke dalam bahasa puisi Indonesia modern. Buku kecil itu 
diterbitkan oleh Mizan dengan judul Suluk Pesisiran. Hasil yang lebih 
kontroversial dari kelompok peneliti tersebut adalah rencana untuk 
melakukan pertunjukan kembali, yang kurang lebih “teatrikal”, 
pengadilan Siti Jenar, pahlawan mistik dari masa awal Islam Indonesia, 
yang dijatuhi hukuman mati oleh delapan tokoh lainnya dari kelompok 
kesembilan wali, wali sanga. Pertunjukan kembali itu direncanakan akan 
berlangsung pada Agustus 1989, dengan Simuh memainkan peran sebagai 
ketua pengadilana agama dan Emha Ainun Najib sebagai Siti Jenar. 
Sekitar seminggu sebelum pertunjukan dimulai, acara itu harus dibatalkan 
karena polisi Yogyakarta, yang menilai kegiatan itu terlampau 
kontroversial, tidak mau membeti izin untuk acata tersebut." Karya 
lain yang ditulis oleh Simuh, yang dinilai oleh Damardjati Supadjar sebagai 
salah satu buku yang berkontribusi besar terhadap umat dan bangsa ini, 
karena pembahasannya mencakup tiga dimensi: Islam, Jawa, dan Barat, 
adalah buku Is/am dan Pergumulan Budaya Jawa (2003) 


Berbeda dengan Simuh yang 
menulis Mistik Kejawen dengan 
“sentuhan' gaya penulisan kesarjanaan 
Belanda, Burhanuddin Daya menulis 
disertasi tentang Sumatera Thawalib. 
Burhanuddin lahit di Pariaman, 9 Oktober 
1938. Tahun 1961 mendapatkan tugas 
belajar pada Fakultas Ushuluddin IAIN 
Sunan Kalijaga, dan pada tahun 1969 


berhasil tamat di Jurusan Ilmu 


Perbandingan Agama, setelah menulis 


468 Jbid., hlm. 169-170. 
“4 Damardjati Supadjar, “Kata Pengantar”, dalam Simuh, Islam dan Pergumulan 
Budaya Jawa (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. xii. 
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skripsi yang berjudul Suku Sakai di Daerah Mandau. Pada tahun 1971 
mengkikuti Post Graduate Course Dosen-Dosen IAIN seluruh Indonesia, 
Jurusan Perbandingan Agama. Tahun 1975 mengikuti Studi Purna 
Sarjana selama sembilan bulan, di Yogyakarta. Tahun 1978-1979 
mendapat kesempatan tugas belajar ke Belanda, yaitu mengikuti program 
Islamic Studies di Leiden. 


Pada tahun 1979, penelitian tentang Sumatera Thawalib yang 
ditulis oleh Burhanuddin tersebut mulai dilaksanakan, yaitu diawali 
dengan pengumpulan bahan-bahan yang terdapat dalam berbagai 
dokumen dan arsip di Kantor Pusat Arsip Departemen Dalam Negeri 
Pemerinta Belanda di Den Haag. Usaha mengambil bahan dari arsip 
tersebut dilakukannya selama tiga bulan. Kesempatan Burhanuddin ketika 
mengikuti program Islamic Studies selama satu tahun di Belanda (1978- 
1979) dimanfaatkannya untuk mengumpulkan bahan tentang Sumatera 
Thawalib di dua perpustakaan besar yang terdapat di kota Leiden, yaitu 
perpustakaan KITL dan Universiteitsbibliotheek (UB), serta 
perpustakaan Vrije Universiteit, Amsterdam. Studi tentang Sumatera 
Thawalib tersebut ditulis dengan metode sosio-historis, yaitu 
menguraikan Sumatera Thawalib sebagai organisasi yang bergerak dalam 
berbagai bidang kehidupan umat Islam, khususnya di Sumatera Barat, 
secara kronologis berdasarkan ruang dan waktu."” Tahun 2011, 
Burhanuddin menulis buku otobiografi berjudul Otobiografi: Paparan 
Pribadi Prof. Dr. H. Burbanuddin Daya (2011) 


Secara umum ada tiga model mazhab keilmuan, yaitu pertama, 
pendekatan seientific-inductive, mazhab kedua, pendekatan doctrinaire-deductive. 
Sedangkan mazhab ketiga adalah gabungan dari kedua pendekatan 
tersebut, yang diperkenalkan oleh Mukti Ali dengan istilah seientific-cum- 


“5 Daya, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam, hlm. 16-17. 

“6 Burhanuddin Daya, Otobiografi: Mengapa Bisa Jadi Begini Indah Menapaki Liku- 
liku Hidup Sendiri: Paparan Pribadi Prof. Dr. H. Burbanuddin Daya, BA, Drs. S.P.S. 
(Yogyakarta: Mataram Minang, 2011). 
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doctrinair. "Terkait dengan hal ini, menarik menyampaikan pendapat 
Burhanuddin Daya terkait dengan posisi pendekatan integrasi- 
interkoneksi, yang ditempatkannya sebagai model pendekatan keempat. 
Menurut Burhanuddin: 
Pendekatan Integritas dan Interkoneksitas yang menjadi ikon utama UIN 
Sunan Kalijaga, terutama semenjak Perguruan Tinggi ini mendeklarasikan 
diri menjadi Universitas, walaupun operasionalnya, pendekatan yang 
dipopulerkan oleh M. Amin Abdullah ini tidak jauh berbeda dengan 


pendekatan sceientific-cum-doctrinair-nya Mukti Ali, namun saya akan 
menempatkannya sebagai pendekatan keempat." 


Burhanuddin sendiri kemudian menawarkan pendekatan yang 
disebutnya dengan istilah Pendekatan Kearifan. Menurut Burhanuddin: 
Pendekatan Kearifan yang saya maksud (dalam konteks Oksidentalisme), adalah 
pendekatan yang mengikatkan diri kepada nilai-nilai transendental, terutama 
yang berasal dari ayat-ayat yang terdapat dalam al-Our'an. Nilai-nilai ini menjadi 
salah satu acuan seseorang dalam bertindak, berbicara, berpikir, mengambil 
keputusan, pokoknya jadi way of life 
Era transmisi keilmuan secara formal dari Belanda ke Mazhab Sapen 
berarti dimulai pada tahun 1978-1979, ketika Burhanuddin Daya mengikuti 
program Islamic Studies di Leiden. Sekitar satu dasawarsa kemudian, di 
lingkungan FSH, salah seorang pioneer sarjana yang mendapat “sentuhan 
Belanda adalah Syamsul Anwar. Syamsul Anwar, seperti yang ditungkapkan 
oleh Supriatna, pernah mendapatkan beasiswa bersama sejumlah 13 orang 
dosen IAIN se-Indonesia lainnya untuk belajar di Universitas Leiden pada 
tahun 1989-1990. Di Leiden, Syamsul mengikuti kuliah dalam bidang Is/amic 
Studies yang diberikan oleh sejumlah spesialis Is/amyic Studies dari kota tersebut. 


46 


' Burhanuddin Daya, Pergumulan Timur Menyikapi Barat: Dasar-Dasar 
Oksidentalisme (Yogyakarta: Suka Press, 2008), hlm. 117. 

“8 Thid. Burhanuddin sepertinya ingin menggunakan konsep “u'arruf” untuk 
membangun Pendekatan Kearifan-nya. Amin menyebut kata itu (ta'arruf) dengan istilah 
“universalisme kemanusiaan” (fo acguaint, to explore, to be familiar with). M. Amin Abdullah, 
“Keimanan Universal di Tengah Pluralisme Budaya: Tentang Klaim Kebenaran dan 
Masa Depan Ilmu Agama”, dalam Ulumul Ouran, No. 1, Vol. IV, 1993, hlm. 175 Studi 


Agama: Normativitas atan Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 57. 
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Antara lain dapat disebut nama Prof. Dr. C. van Dijk (ahli sejarah Islam 
Indonesia), Dr. Johannes den Hejjer (ahli Egyptology), dan Dr. Nico Kaptein 
(Islamic Studies). Selain itu juga ada kuliah-kuliah dari dosen tamu seperti Dr. 
G.HLA. Juynboll (ahli hadis), Dr. PS. van Koningsveld (ahli sejarah Islam), 
serta dari kalangan Muslim sendiri seperti Sa'id Asymawi (Hakim Agung 
pada Mahkamah Agung Mesir). Selain mengikiuti kuliah, Syamsul juga 
melakukan penelitian untuk tesis masternya di IAIN. Oleh INIS selaku 
sponsor, untuk penelitian guna penyusunan tesis di Leiden ditunjuk Prof. 


Dr. C. van Dijk selaku supervisor.” 


Generasi “muda” berikutnya di Mazhab Sapen, setelah era Simuh, 
Burhanuddin Daya, dan Syamsul Anwar, yang dapat “sentuhan” dari 
kesarjanaan Belanda, yang menempuh jenjang master dan doktor, yang 
berangkat pada tahun 1997, adalah Moch. Nur Ichwan (Dosen Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga) dan Noorhaidi Hasan 
(Dosen FSH UIN Sunan Kalijaga), masing-masing menulis disertasi 
berjudul Official Reform of Islam (2006)"" dan Laskar Jihad (2006). 
Khusus tentang pemikiran Noorhaidi Hasan (etnografi hukum Islam) 
akan penulis jelaskan pada bab selanjutnya. 


Pada saat yang sama, di Belanda sendiri, pada saat itu, terutama 
di Utrecht, Amsterdam dan Nijmegen, menurut Noorhaidi, berkembang 
arus baru kajian Islam yang lebih kritis, yang membuka diri terhadap 
teori-teori sosial yang lebih bernuansa. Peter van de Veer, Martin van 
Bruinessen, Annelies Moots, dan Dick Douwes tercatat di antara nama 
menonjol yang mempelopori pengintegrasian ilmu sosial ke dalam kajian 
Islam, termasuk hukum Islam. Model pengintegrasian ilmu sosial ke 


dalam kajian Islam ini mulanya berkembang di Amerika Serikat, terilhami 


“9 Supriatna, “Menelusuri Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. H. Syamsul 
Anwar, MA”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah, him. 280-281. 

“0 Moch. Nur Ichwan, Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of 
Religious Affairs in Contemporary Indonesia 1966-2004 (Nederland: tnp., 2006). 

“1 Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad: Islam, Militaney, and the Ouest for Identity in 
Post-New Order Indonesia (Ithaca: Southeast Asia Program, Cornel University, 2006). 
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oleh kajian Clifford Geertz yang sangat fenomenal sejak 1960-an. 


Magnum opusnya The Religion of Java menjadi model baru kajian 
472 


antropologi di seluruh dunia. 


Tr Neng 
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M. Nur Ichwan (paling kiri), Farid Wajidi (direktur LKiS), M. Amin 
Amin Abdullah (naik sepeda tengah), dan Noorhaidi Hasan (paling 
kanan). Photo tanggal 23 November 1997 di Belanda 


Untuk merajut model kesarjanaan ala Kanada dan Belanda, kita dapat 
menggunakan istilah yang dipakai oleh Kobayashi Yasuko dalam artikelnya 
berjudul The Development of Studies on Islam in Indonesia: Toward a Combination of 
Area Studies and Islamic Studies (2013). Dua kata kunci yang dapat kita kembangkan 
dalam artikel tersebut adalah adanya kombinasi antara area studies atau studi 
kawasan dan Islamic studies atau studi Islam. Model Islamic studies dapat dilekatkan 
kepada mayoritas model kajian yang dilakukan oleh sarjana Muslim Indonesia 
alumni Kanada (McGill). Sedangkan model area studies menjadi ciri khas kajian 
model alumni Belanda. Sehingga kini terbentuk pola Is/arsic studies-cum-area studies. 
Keduanya harus dikombinasikan, termasuk dengan kajian normatif hukum Islam. 
Integrasi ketiganya sebenarnya telah melampaui apa yang sering disebut oleh 
Mukti Ali sebagai metode seientific-cum-doctriner. Perhatikan arah pergerakan studi 
(hukum) Islam di Mazhab Sapen ini, khususnya di Mazhab Jogja FSH UIN 
Sunan Kalijaga. 


12 Hasan, “Membangun Etnografi Hukum Islam: Mendialogkan Teks, Realitas, 
dan Anggitan Akademik”, hlm. 12. 

"3 Kobayashi Yasuko, “The Development of Studies on Islam in Indonesia: 
'Toward a Combination of Area Studies and Islamic Studies”, Acta Asiatica, Tokyo, 2013. 
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Islamic Studies-cum-Area Studies 


6 www 


Islamic Religious Islamic Studies Area Studies 
Knowledge 
(Pra tahun 60-an) (Tahun 70-an, 80-an, 90-an) (Tahun 2000-an) 
Alumni Timur Alumni Barat 
Azharian Kanada (Mc&Gill) Belanda 


Berdasarkan gambar di atas ada dua jenis varian besar pemikiran 
hukum Islam di FSH UIN Sunan Kalijaga, yaitu alumni Timur dan alumni 
Barat. Alumni Timur cenderung menekuni wilayah studi hukum Islam 
normatif. Sedangkan untuk alumni Barat setidaknya ada dua varian besar, 
yaitu Mazhab Kanada yang cenderung Is/aryic studies dan Mazhab Belanda 
yang cenderung area studies, untuk tidak mengatakan tidak terlalu Is/amic 


studies. 


b. Metode Sintesis (Scientific-cum-Doctriner) 


Menurut penulis, artikel pertama 
yang serius mengkaji tentang Mukti Ali 
adalah tulisan Ali Munhanif berjudul Prof. 
Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik- 
Keagamaan Orde Baru (1989). Empat tahun 
kemudian, murid, kolega, dan sahabat Mukti 
Ali menulis buku berjudul Agama dan 
Masyarakat: 70 Tahun H.A. Mukti Ali 
(1993). Buku tersebut berisi pemikitan- 
pemikiran Mukti Ali dari berbagai dimensi, 


"4 Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan 
Orde Baru”, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, Menteri-Menteri Agama RI: Biografi 
Sosial Politik (Jakarta: PPIM, 1989), hlm. 274. 

"8 Abdurrahman dkk (eds.), Agama dan Masyarakat: 70 Tahun H.A. Mukti Ali 
(Yogyakarta: Suka Press, 1993). 
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atau semacam editorial book tentang Mukti Ali. Lima tahun kemudian, 
Mohammad Damami dkk juga menulis tentang Mukti Ali berjudul Prof. 
Dr. HA. Mukti Ali, MA. (1998). Buku (Disertasi) terbaru tentang 
Mukti Ali ditulis oleh Singgih Basuki, empatbelas tahun kemudian, 
berjudul Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali (2012) Dalam buku atau 
disertasi tersebut, Singgih menyimpulkan bahwa bentuk pemikiran 
keagamaan Mukti Ali terbangun dalam tiga etos, yaitu Keilmuan, 
Kemanusiaan, dan Kebangsaan—penulis menyebutnya dengan istilah 
“Triple K”—. Ketiga-tiganya merupakan instrumen untuk rekonstruksi 
agama yang responsif terhadap tantangan zaman. Pemikiran tentang 
etos keilmuan dikenal dengan metode pendekatan agama seientific-cum- 
doctriner (scd), etos kemanusiaan tertuang dalam ungkapan pembangunan 
manusia seutuhnya, dan etos kebangsaan dikenal dengan istilah agree in 
disagreement serta dialog antar agama." Buku ini akan memfokuskan kajian 


pada etos keilmuannya saja, yaitu metode sintesis seientific-cum-doctriner. 


Singgih mempunyai istilah tersendiri untuk menggambarkan 
pemikiran Mukti Ali tentang metode pendekatan agama, yaitu ilmiah- 
profetik atau etos ilmiah-agamis. Menurut Singgih, “Pemikiran keagamaan 
Mukti Ali merupakan fungsionalisasi agama dalam bingkai misi ilmiah profetik 
atau etos ilmiah agamis” “” Dalam acara bedah buku Pemikiran Keagamaan 
A. Mukti Ali karya Singgih Basuki di atas, yang dilaksanakan pada tanggal 
3 Oktober 2013 di Ruang Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 
juga di-/aunching sebuah komunitas bernama “Mukti Ali Institute (MAP)”. 
Sedangkan kajian khusus konsep agree in disagreement gagasan Mukti Ali, 
telah ditulis oleh Faisal Ismail berjudul Paving the Way for Interreligions 


“6 Mohammad Damami dkk, “Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, M.A, dalam buku 
Lima Tokoh LAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Suka Press, 1998). 

“7 Singgih Basuki, “Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali”, Disertasi (Yogyakarta: 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012). 

“8 Tbid., hlm. 347. 

“9 Tbid,, hlm. 348. 
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Dialogue, Tolerance, and Harmony: Following Mukti Alis Path (2012). Mukti 
Ali tidak hanya milik Mazhab Sapen saja, tetapi telah menjadi milik 
Mazhab Jogja IAIN/UIN Sunan Kalijaga, bahkan milik Mazhab 
Indonesia dan dunia. Jasa-jasa besar Mukti Ali, terutama pengaruh 
pikiran-pikirannya, menurut penulis, harus “diawetkan” dengan 
menisbahkan namanya menjadi salah satu nama gedung di UIN Sunan 
Kalijaga, misalnya “Convention Hall of Mukti Al?” (CHMA). Tujuannya, 
agar generasi selanjutnya memiliki kesadaran sejarah yang baik. 
Setidaknya ada pertanyaan, siapakah Mukti Ali itu? 

Sebagaimana telah dijelaskan di 
atas, bahwa Mukti Ali adalah penerus cita- 
cita Sekolah Tinggi Islam (STI), sebab 
dalam dirinya telah menyatu antara ilmu 
Barat (alumni McGill) dan Timur 
(Pesantren). Mengkaji pemikiran seorang 
Mukti Ali, mengingatkan penulis pada 
kritik terhadap pendidikan Islam di 
Indonesia yang seolah terkotak-kotak. 
Sedangkan model “terkotak-kotak”-nya 
ilmu tersebut, mengingatkan penulis pada 
nasihat akademik yang pernah 


disampaikan oleh Umar Kayam tahun 
1989." Pak Mukti sendiri menekankan perlunya keterpaduan 
pengetahuan keislaman. Pendidikan Islam di Indonesia dalam pandangan 
Mukti Ali bisa menimbulkan ketimpangan jika tidak dibenahi, karena 
pendidikan Islam waktu itu pengajarannya masih terpisah-pisah. Hal ini 


dapat dilihat misalnya orang-orang yang mempelajari tasawuf (dimensi 


480 Faisal Ismail, “Paving the Way for Interreligious Dialogue, Tolerance, and 
Harmony: Following Mukti Alfs Path”, a-jami'ah, Nol. 50, No. 1, 2012, hlm. 147-178. 
#1 Umar Kayam, “Transformasi Budaya Kita”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru 
Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, diucapkan di Muka Rapat Senat 
Terbuka Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Mei 1989, di Yogyakarta, hlm. 37. 
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esoteris) menganggap fikih (dimensi eksoteris) sebagai ranah yang tidak 
begitu perlu."? Demikian pula sebaliknya. Maka Mukti Ali menginginkan 
agar pendidikan Islam dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup 
segala aspek kajian dalam Islam baik tauhid, fikih, akhlag, tasawuf, tafsir, 
hadis, dan tarikh. Dengan cara itulah pendidikan Islam akan mengenai 
sasaran karena menjadi kemasan yang efisien untuk memahami Islam 
secara £afjah. Dari sinilah Mukti Ali memulai gagasan pembaruan. 
Memang semangat pembaruan Mukti Ali sudah tampak sejak ia belajar 
di McGill, Montreal, Kanada. Mukti Ali adalah “kia? -nya “geng keilmuan? 
McGill. Sebagai sesepuh “geng keilmuan” McGill, ia sudah sering 
membandingkan (komparatif) pemikiran dua tokoh pembaru yang 
menarik minatnya. Misalnya, ia pernah mengkaji antara pemikiran 
Muhammad Abduh dan Kiai Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah), 
yang ditulis dalam buku Jjtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad 
Dahlan, dan Muhammad Igbal 1982). Menurut penulis, semangat 
melakukan pendekatan komparatif dalam studi (hukum) Islam di UIN 
Sunan Kalijaga sedikit banyak karena pengaruh Mukti ini. Misalnya, 
muncul Ilmu Perbandingan Agama (IPA) di FUPI dan Jurusan 
Perbandingan Mazhab dan Hukum di FSH. 


Ketika menjadi wakil Rektor Bidang Akademik Urusan Ilmu 
Pengetahuan Umum tahun 1964/1965, ketika rektor dijabat oleh Mr. 
Soenarjo, diam-diam Mukti Ali selalu mengamati kenyataan yang ada 
dalam perjalanan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Mulailah muncul 
ide-ide untuk perbaikan IAIN saat itu. Ia sangat prihatin melihat IAIN 
saat itu karena adanya beberapa kelemahan."' Pertama, kurangnya 


semangat ilmu di kalangan pengajar yang seterusnya merembet kepada 


482 Abdurrahman dkk. (eds.), Agama dan Masyarakat: 70 Tahun H.A. Mukti Ali 
(Yogyakarta: Suka Press, 1993), hlm. 45. 

3 Mukti Ali, Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan 
Muhammad Igbal (Jakarta: Bulan Bintang, 1982). 

484 Mohammad Damami dkk, “Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, M.A.” dalam Lima 
Tokoh LAIN Sunan Kalijaga, Hm. 255. 
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para mahasiswa—pen. Nurcholish Madjid menyebutnya dengan istilah 
learning capacity—. Kedua, kurangnya penguasaan bahasa asing oleh rata- 
rata pengasuh IAIN. Ketiga, kurangnya penguasaan metodologi, yakni 
metodologi pemahaman keagamaan. Tiga kelemahan tersebut (learning 
capacity, language capacity, methodology capacity) menurut penulis, sampai saat 
ini, masih terjadi di UIN Sunan Kalijaga. Kesan yang ditangkap terhadap 
kenyataan proses belajar mengajar di IAIN adalah bahwa IAIN tidak 
pernah diajarkan bagaimana proses dari suatu informasi ilmu terjadi— 
dalam bahasa tafsir kontemporer disebut dengan istilah hermeneutical 
circle—, melainkan lebih ditekankan pada pengajaran tentang hasil 
(produk) dari ilmu itu sendiri. Dalam perspektif FSH, pengajarannya 
lebih ditekankan pada fikih sebagai produk jadi, bukan ushul fikih sebagai 
proses menjadi. Jadi, Fikih Indonesia gagasan Hasbi harus ditopang oleh 
Ushul Fikih Indonesia. Dalam bahasa Muhammad Syahrur,”” lebih 
menekankan pada aspek kainunah (being), dengan mengesampingkan 
aspek sairurah (process) dan sairurah (becoming). Implikasi dari model process 
adalah lebih menekankan aspek epistemologinya. Lihat gambar di bawah 
ini, ketika Mukti Ali pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang 
Akademik di IAIN Sunan Kalijaga. Di gambar ini tertulis periodenya 
dari tahun 1965-1972, yang benar adalah dari tahun 1963-1965. 


185 Muhammad Syahrur, Nahwa Usulin Jadidah li al-Figh al-Islami: Figh al-Mar'ah: 
al Wasiyyah - al-Irs - a-Oawwamah - at-Ta addudiyyah - al-Libas (Damaskus: Maktabah al- 
Asad, 2000), hlm. 23. 
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Pimpinan LA.LN. Sunan Kalidjaga (1965-1972) 
Rektor LA.IL.N, Sunan Kalidjaga Jogjakarta 


: 
? 

2 NNA Tia 
Prof. RH- A. SOENARJO, SH 


PARA PEMBANTU REKTOR 
LA.LN, Sunan Kalidjaga Jogjakarta 


Di HLA MUKTI ALI MOBIL TOLCHAH MANSOLI SL / PROK 1 MUCITARJAHIA 
"tu Rektor Didang Akadeus Permbantu Rektor Bidang Ueamb "Akademi 
Uniwan Ulme Pengetahuan Umum Kermahasiswasr Urusan Bin "ergetabusan Agama 


Senada dengan Mukti Ali, tentang pentingnya proses dalam 


pendidikan, Musa Asy'arie, dalam perspektif kebudayaan, juga pernah 


menyampaikan kegelisahan yang sama. Menurut Musa: 


Ibarat proses dan produk, maka umat lebih meniru produknya, bukan 


prosesnya, padahal produk hanya sebagai hasil akhir saja dari suatu proses, 


sehingga tanpa memahami proses, maka tidak akan pernah dapat memahami 


secara benar tentang produknya. Mungkin karena umat tidak menguasai 


prosesnya, maka umat pun tidak melahirkan suatu produk, akibatnya 


kebudayaan macet dan dinamika kreativitas mampet, dan umat menjadi 


konsumen peradaban, tidak pernah, menjadi produsen peradaban." 


Keterkaitan antara Mukti Ali dan Musa Asy'arie, juga nampak 
dalam nasihat Mukti kepada Musa berikut ini, saat Musa berkonsultasi 


kepada Mukti mengenai disertasinya pada tahun 1990-an. Berikut ini 


petuah Mukti kepada Musa: 


“86 Musa Asy'arie, Filsafat Islam: Sunnah Nabi Dalam Berpikir (Yogyakarta: LESFI, 


2002), hlm. vifi-ix. 
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Manusia itu hanya punya dua kaki, antara kaki yang satu dengan kaki yang 
lain harus berpijak pada dataran yang sama, supaya kuat. Tidak bisa salah satu 
kakinya berpijak di sini dan kaki sebelahnya berpijak di seberang sana. Menjadi 
intelektual itu tidak bisa dicampur-adukkan dengan dagang. Pengabdian di 
dunia akademis itu tidak gampang. Begitu pula dengan pemberian gelar. Gelar 
doktor bukan untuk gagah-gagahan. Ia harus menunjukkan tanggung jawabnya 
sebagai pengembangan misi akademis. Misalnya, gelar jenderal harus 
menunjukkan kejenderalannya. Jangan jadi Jenderal Nagabonar. Jadilah seperti 
Jenderal Jatikusumo. Meskipun ia seorang bangsawan, seorang pangeran, tetapi 
pengabdiannya kepada rakyat kecil total, tidak ne&o-neko. Ia serius membela 
kaum lemah.'" 


Prinsip Mukti Ali yang terekam di atas sangatlah jelas, bahwa 
kalau kita ingin terjun di dunia pendidikan, apalagi selaku dosen di 
perguruan tinggi, jangan setengah-setengah. Apalagi dengan predikat 
doktor, harus secara total. Dengan gelar doktor, pengabdian terhadap 
dunia ilmu pengetahuan harus total. Orientasi seorang doktor bukan 
pemupukan dan penumpukan uang, tetapi pengembangan dan 
pengabdian terhadap ilmu pengetahuan." Jangan sampai ada doktor 
yang takut miskin, sehingga ia harus menyerahkan harga diri doktornya 
hanya untuk sepeser penghargaan. Apalagi saat ini, jarang sekali—untuk 
tidak mengatakan tidak ada sama sekali—ada doktor yang dapat menulis 
buku melebihi karya disertasinya. Dalam bahasa Umar Kayam, ia 
menyebutnya sebagai doktor “pohon pisang”, yang hanya bisa sekali 
berbuah, setelah itu mati. 


Dalam artikelnya berjudul Aspek Epistemologis Filsafat Islam 
1991),”? Amin Abdullah, dalam perspektif filsafat ilmu, juga pernah 
pp ToSaP 


menjelaskan tentang pentingnya metode proses tersebut. Menurut Amin, 


“87 M. Nasruddin Anshory Ch, Berjuang Dari Pinggir: Potret Kewiraswastaan Musa 
Asy'arie (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 151-152. 

"8e Tbid, 

189 M. Amin Abdullah, “Aspek Epistemologi Filsafat Islam”, disampaikan dalam 
Simposium: Sosok dan Perspektif Filsafat Islam, Kelompok Pengkajian Filsafat Islam, IAIN 
Sunan Kalijaga, Wisma Sejahtera, Yogyakarta, 28 September, 1991. Artikel ini kemudian 
diterbitkan oleh Jurnal a/-Jami'ah, No. 58 Tahun 1992, hlm. 14. 
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satu hal yang perlu dikaji secara serius adalah mengapa para filsuf dan 
mutakallimun lebih cenderung tertarik pada hal kekal, tidak berubah- 
ubah?b—nalar sawabi—. Mengapa tidak tertarik pada prosesr—nalar 
mutagayyirat—. Amin kemudian memberikan contoh teologis-historis 
tentang Nabi Ibrahim as yang memerlukan “proses” panjang sebelum 
memperoleh keyakinan dan keimanan yang teguh." Al-Gur'an sering 
menekankan hubungan antara proses dan kekekalan secara dialektis.”! 
Kecenderungan filsafat ilmu sekarang ini lebih menaruh perhatian pada 
proses dan bukan pada bahasan pondasi ilmu pengetahuan. Dalam 
menekankan dimensi proses dan perubahan terselip di situ greget 
keingintahuan intelektual (curiosity) yang sangat tinggi dan kreativitas lebih 
ditekankan di sini.” Tentang pentingnya proses ini, FSH sebaiknya tidak 
hanya menekankan perkembangan dan pengajaran Mazhab Fikih 
(Indonesia) saja, tetapi juga Mazhab Ushul Fikih (Indonesia). 


Konsekuensi dari cara pengajaran dengan tanpa menggunakan 
metode proses seperti ini, bahwa oxtputlulusan IAIN/UIN tidak mampu 
menjelaskan atau menjawab pertanyaan why? (mengapa) dari setiap 
permasalahan. Berangkat dari rasa keprihatinan itulah maka kemudian 
Mukti Ali berinisiatif membuka Post Graduate Course (PGC) yang masa 
belajarnya kira-kira tiga bulan, setelah itu disambung dengan program 
Studi Purna Sarjana (PSP) yang lama belajarnya lebih kurang sembilan 
bulan. Ini semua merupakan cikap bakal dari Program Pascasarjana di 
IAIN/UIN (Sunan Kalijaga). Dalam perkembangan berikutnya (2001), 
Forum Pascasarjana di seluruh PTAI mengadakan acara tahunan yang 
disebut dengan ACIS (Annual Conference on Islamic Studies), yang kemudian 
berubah nama menjadi AICIS (Annual International Conference on Islamic 
Studies). Penulis tidak setuju dengan wacana memfakultasisasi pascasarjana 


ke fakultas masing-masing. Sebab, justru pascasarjana adalah ruang dialog 


0 OS. al-Aram (6): 75-79. 

“1 Abdullah, “Aspek Epistemologi Filsafat Islam”, hlm. 15. 
“92 Tbid, 

13 Damami, “Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, M.A?', hlm. 255. 
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antar ilmu di fakultas masing-masing. Hanya saja, pekerjaan rumah (pr) 
yang harus segera dituntaskan adalah membuat desain kurikulum yang 
link and match, antara kurikulum di program sarjana dan di pascasarjana. 
Kalau power adalah kekuatan Rektor, maka #nowledge adalah kekuatan 
Direktur Pascasarjana. Direktur Pascasarjana pertama di UIN Sunan 
Kalijaga adalah Zaini Dahlan (1983-1984), kemudian dilanjutkan oleh 
Dekan Fakultas Pascasarjana dan Pendidikan Doktoral, periode selanjutnya, 
1984-1992, yaitu Zakiah Daradjat. Sejak pertama kali berdiri (1983) hingga 
sekarang (2013)—30 tahun—, satu-satunya Direktur Pascasarjana yang 
berasal dari FSH UIN Sunan Kalijaga adalah Khoiruddin Nasution (2011- 
2015). Barangkali, dengan terpilihnya Khoiruddin Nasution, yang berasal 
dari civitas FSH menjadi Direktur Pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga 
tersebut—terlepas dari dimensi politik kekuasaan—, menandani babak 
baru mulai diperhitungkannya posisi dan kualitas intelektual FSH 
dibandingkan dengan kaum intelektual dari fakultas-fakultas lain di 
lingkungan UIN Sunan Kalijaga, misalnya Fakultas Dakwah (Faisal Isma'l), 
Fakultas Adab (Machasin), Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ushuluddin 
(M. Amin Abdullah, Musa Asy'arie, dan Iskandar Zulkarnain). 


Photo Zakiah Daradjat (tengah) pada tanggal 13 Juli 1957 
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Dengan kata lain, yang dikehendaki Mukti Ali dalam perbaikan 
JAIN saat itu adalah harus ada rekonstruksi epistemologis (mhyness), bukan 
belajar tentang product, tetapi belajar tentang process—bandingkan dengan 
istilah “Filsafat Proses” atau “Filsafat Organisme” yang diperkenalkan 
oleh Whitehead dan metode sirkularistik yang diperkenalkan oleh M. 
Amin Abdullah—. Jadi, metode sircular menemukan akar sejarah dalam 
pikiran Mukti Ali tentang pentingnya process dalam pengajaran. Dalam 
perspektif trialektika studi Agama, process adalah pilar ketiga, yang sering 
disebut sebagai being religious (inter-subjektif). Dua pilar yang lain adalah 
religionsity (objektif) dan religions (subjektif). Bukan hanya proses 
pendidikan yang penting, tetapi juga gagasan tentang Pendidikan Proses. 


Setelah menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik 
di IAIN Sunan Kalijaga (1963-1965), sejak tahun 1971, Mukti Ali 
diangkat menjadi Menteri Agama RI. Berulangkali ketika menduduki 
posisi Menteri Agama RI (1971-1978), dalam forum yang sesuai, Mukti 
Ali selalu menggugat dan mengulangi lagi kegelisahan tentang tiga 
kelemahan IAIN yang telah tersebutkan di atas, yaitu kelemahan 
menguasai bahasa asing selain Arab, khususnya Inggris, kelemahan dalam 
minat ilmu: kelemahan dalam Metode Penelitian Ilmu Agama Islam” 
atau Metode Pemahaman Islam.” Kelemahan dalam menguasai bahasa 
asing selain Arab, terutama Inggris, berakibat pada dua sisi. Pada satu 


sisi, orang tidak dapat menggali ilmu dari sumber-sumber yang tertulis 


“4 Ini adalah judul ceramah yang disajikan Mukti Ali pada Rakernas PTM, di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 15 November 1986, termuat dalam Metode 
Memahami Agama Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 23-24. Judul ini dipakai 
juga untuk makalah yang disampaikannya dalam forum “Seminar Nasional Metodologi 
Penelitian Agama”, yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Malang, 16-17 
April 1988, di Malang. Makalah terakhir ini termuat dalam Taufik Abdullah dan M. 
Rusli Karim (ed.), Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Tiara Wacana, 
1989). 

“5 Juga merupakan judul ceramah yang disampaikan pada Rakernas PP 
Muhammadiyah Badan Pendidikan Kader, di Yogyakarta 6 Desember 1987, dan termuat 
dalam Mukti Ali, Metode Memahami, hlm. 45-107. 
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dalam bahasa Inggris. Pada sisi lain, karena tidak menguasai bahasa 
Inggris, pikiran dan pendapat sarjana Muslim Indonesia mengenai ilmu- 
ilmu keislaman tidak dapat bergaung ke dunia internasional.” Pentingnya 
penguasaan bahasa asing ini harus menjadi starting point bagi FSH untuk 
20 internasional pada tahun 2025. Misalnya, dengan membuat program 


studi berkelas dan bertaraf (bukan “bertarif') internasional. 


Menurut Mukti, terkait dengan kelemahan dalam minat keilmuan, 
banyak faktor yang memengaruhi. Sampai sekarang belum dilakukan 
penelitian mengenai faktor yang dominan dalam proses kurangnya minat 
keilmuan ini. Menurut penulis, penyebab kurangnya minat keilmuan ini 
sangatlah sistemik, mulai dari faktor internal, yaitu kurangnya niat dan 
minat keilmuan, dan faktor eksternal, misalnya sikap hidup pragmatis 
dan hedonis, apalagi dimanjakan oleh tunjangan sertifikasi. Karena kita 
sudah “dijamin” oleh sertifikasi, maka kita harus menjadi penjamin 
berkembangnya ilmu pengetahuan. Warga IAIN dan UIN, apalagi PTAI- 
PTAI di daerah, lebih suka pada afiliasi politik daripada afiliasi akademik, 
lebih suka membentuk afiliasi politic community daripada epistemic community, 
lebih suka menghargai karena kedudukannya, bukan karena keilmuannya, 
lebih suka yang pragmatis daripada idealis, membiarkan para guru besar 
yang telah berjasa besar tidak memiliki “rumah” lagi di kampus yang 
pernah dibesarkannya. Barangkali inilah yang disebut dengan lembaga 
Islam tanpa huruf “4” (Islami). Padahal, IAIN/UIN bukanlah Partai 
Politik, tetapi Partai Akademik. 


Sedangkan terkait dengan kelemahan metodologi dalam 
penelitian keislaman dan keagamaan, Mukti Ali menawarkan metode 
gabungan saintifik-doktriner, yang dinamakan metode sintesis. Dalam 


ungkapannya sendiri tertulis “Pendekatan ilmiah-cum-doktriner harus kita 


“0 Nourtouzzaman Shiddigie, “Metode Ilmu Agama Islam atau Metode 
Pemahaman Agama Islam Menurut Prof. Dr. H.A. Mukti Ali”, dalam Abdurrahman, 
Burhanuddin Daya, dan Djam'annuri (eds.), Agama dan Masyarakat: 70 Tahun HLA. 
Mukti Ali (Yogyakarta: Suka Press, 1993), hlm. 599. 
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pergunakan, pendekatan scientific-cum-sui generic barus kita terapkan. Inilah yang 
saya maksud dengan metode sintesis”/" Mempelajari Islam tidak boleh 
sepenggal-sepenggal atau satu bagian-satu bagian saja. Ia harus dikaji 
secara utuh. Jika mengkaji Islam sebagian-sebagian maka yang akan 
terlihat hanya satu dimensi dari fenomena-fenomena yang multifacet. 
Hasilnya, meskipun betul, tidak cukup untuk mengetahui Islam secara 
keselutuhan."” Cara berpikir tersebut dinamakan model berpikir sistemik, 
seperti yang diperkenalkan oleh Jasser Auda tahun 2008, tentang 
Pendekatan Sistem, yang kemudian juga diperkenalkan oleh M. Amin 
Abdullah tahun 2011 dalam upaya implementasi pendekatan integratif- 


interkonektif.” 


Metode sintesis—bandingkan dengan metode sinkretis versi 
Sunan Kalijaga (Raden Said) dan metode sintetis Sultan Agung 
Hanyokrokusumo—yang diperkenalkan oleh Mukti Ali di atas, berbeda 
dengan metode sirkularistik hermeneutik yang digunakan oleh Amin 
Abdullah. Metode sirkularistik-hermeneutik ala Amin berakar dari Filsafat 
Proses Whitehead (seorang filosof yang sangat memengaruhi corak 
pemikiran Ian. G. Barbour, selain Paul Tillich, dan William James). 
Menurut Gregory Vlastos, dalam tulisan berjudul Organic Categories in 
Wbitehead's Philosophy, memerlihatkan kelebihan konsepsi proses 
dibandingkan dialektika, baik pada Hegel maupun pada Marx. Kedua 
jenis dialektika, dengan unsur-unsur tesis, anti tesis, dan sintesis, baik 
idealis maupun materialis, secara ontologis bersifat homogen (monolis). 
Sedangkan konsep proses yang dikemukakan Whitehead bersifat 


“7 Ali, “Metodologi Ilmu Agama Islam”, hlm. 48. 

“8 Shiddigie, “Metode Ilmu Agama Islam”, hlm. 604. 

9 M. Amin Abdullah, “Etika Hukum di Era Perubahan Sosial: Paradigma 
Profetik dalam Hukum Islam Melalui Pendekatan Systems”, disampaikan dalam Diskusi 
Berseri Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan 
Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum UII-Seri INI, Yogyakarta, 12 April 2012. Artikel ini 
juga pernah disampaikan dalam kuliah umum di Perguruan Tinggi Islam di Riau, 26 
Maret 2011 dan Malang. 


Waryani Fajar Riyanto | 267 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


heterogen (pluralis), yang menyatukan hubungan intensif-internal, 
dengan hubungan ekstensif-eksternal. Amin menyebut dengan mentalitas 
bi-lingual, bahasa internal (local citigenshp) dan bahasa eksternal (global 
citigenship). Hal ini menjadi landasan setiap kejadian, yang dinamakan entitas 


aktual. Melalui proses tersebut, dimungkinkan adanya prinsip heuristika, 


yaitu keterbukaan bagi penemuan-penemuan atau pembaruan,”” yang 
dalam bahasa Popper, disebut dengan istilah context of discovery. 
Perbedaan antara metode dialektika dan proses 
Perbedaan Mukti Ali M. Amin Abdullah 
(1990-an) (2000-an) 
Pendekatan Scientific-cum-Doctriner | Integratif-Interkonektif 
Metode Sintesis Sirkularistik- 
Hermeneutik 
(Dialektika) (Proses) 
Pengaruh Dialektika Hegel Filsafat Proses 
Whitehead 
Sifat Homogen Heterogen 
Prinsip Semi Heuristika Heuristika 
Implikasi Keilmuan Islamisasi Ilmu Integrasi-Interkoneksi 
Ilmu 


Berdasarkan tabel di atas, penulis menyebutkan bahwa implikasi 
dari integrasi keilmuan dengan pendekatan scientific-cum-doctriner adalah 
model islamisasi ilmu. Argumentasi ini didukung oleh pernyataan Mukti 
Ali ketika menjelaskan ketidaknetralan ilmu pada tahun 1972. Ia 
menyatakan: 

Antara agama dan ilmu pengetahuan ada hubungan jang positif. Manusia 

merupakan suatu keutuhan. Akalnya tidak lepas dari hatinja. Ilmu pengetahuan 

itu tidak netral, tidak lepas dari pusat kemanusiaan jaitu kejakinan keagamaan, 
dan inilah yang memengaruhi seluruh pekerdjaannja. Oleh karena itu ahli 


pikir Muslim harus selalu berusaha supaja ilmu jang diperolehnya itu selalu 
dituntun dan diberi petundjuk oleh adjaran-adjaran agamanja.'" 


0 Gregory Vlastos, “Organic Categoties in Whitehead's Philosophy”, in Journal 
of Pbilosophy 34, 1937, hlm. 353. 

201 Mukti Ali, Bagaimana Menghampiri Isra? dan Mfradj Nabi Besar Muhammad saw 
atau Iman dan Ilmu Pengetahuan (Yogyakarta: Jajasan Nida, 1972), hlm. 30. 
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Menurut Nourouzzaman Shiddiegy, putra Hasbi ash-Shiddiegy, 
dari kutipan tersebut di atas, dan sikapnya yang selalu mengingatkan 
seseorang tidak boleh meninggalkan pendekatan doktriner dalam mengkaji 
ilmu-ilmu keislaman, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mukti Ali sependapat 
dengan Hossein Nasr dan Ismail al-Farugi, bahwa ilmu pengetahuan tidak 
netral, tidak bebas nilai. Karena itu, ilmu pengetahuan perlu 
diislamisasikan.”? Menurut penulis, inilah perbedaan antara seientific-cum- 
doctriner yang bercorak islamisasi ilmu dan integrasi-interkoneksi. Amin, 
menurut interpretasi penulis, kemudian ingin mengisi kata cyy-nya (sebagai 
jembatan) dengan istilah badarat al-falsafahyang menekankan nilai-nilai inter- 
subjektifitas etik, sedangkan Kuntowijoyo mengisi cy dengan mengajukan 
metode objektifikasi, sehingga modelnya triadik-sirkularistik. Amin 
menawatkan konsep Tauhid Etika atau Etika Tauhidik,”” dan Kuntowijoyo 
serta Musa Asy'arie menawarkan Tauhid Ilmu. Tentang gagasan konsep- 
konsep tauhid humanistik di Indonesia ini, silahkan lihat misalnya konsep 
Tauhid Sosial versi Amin Rais, Tauhid Kemanusiaan versi Syafi'i Ma'arif, 
dan Tauhid Peradaban versi Nurcholish Madjid. 


Mukti Ali menginginkan budaya sikap ilmiah dalam berbagai 
bidang kajian, termasuk dalam kajian keislaman. Pendidikan Islam yang 
melulu didasarkan pada doktrin keagamaan tidak akan cukup untuk 
mengejar ketertinggalan dunia Islam terhadap perkembangan global. 
Mukti Ali mengusung metode seientific-cum-doctriner (sed), yang disebut oleh 


Singgih dengan metode ilmiah-profetik atau ilmiah-agamis, 


sebagai 
pendekatan holistik dan diharapkan dapat memberi jawaban terhadap 


kebutuhan umat Islam Indonesia di era modern. Gagasan Mukti Ali ini 


"2 Shiddiegy, “Metode Ilmu Agama Islam”, hlm. 605. 

503 Lihat, M. Amin Abdullah, “Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan 
Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama: dari Paradigma Positivistik-Sekularistik 
ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik”, dalam Jarot Wahyudi (ed.), Menyatukan Kembali 
Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum 
(Yogyakarta: Suka Press, 2003). 

'4 Singgih, “Pemikiran Keagamaan A. Mukti Al?”, hlm. 347. 
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juga tidak bisa terlepas dari iklim yang berkembang di Barat berkaitan 
dengan studi agama saat itu. Sejak paruh kedua abad ke-19, di Barat telah 
berkembang paradigma untuk melakukan studi agama dengan empat corak 
yaitu scientific, critical, historical, dan wmparatif. Hal itu pula yang dilakukan 
Mukti Ali di tanah air. Mukti selalu mendorong kajian ilmiah terhadap 
agama-agama, apalagi melihat realitas keragaman agama dan budaya di 
Indonesia yang harus dikelola dengan baik." Menurut penulis, salah satu 
andil besat dati “geng keilmuan” McGill di TAIN/UIN Sunan Kalijaga, 
khususnya di FSH adalah menyuntikkan 'imunisas? semangat scientific, 
critical, historical, dan comparative dalam studi ilmu hukum Islam. Berdasarkan 
empat kategorisasi tersebut, corak studi hukum Islam yang dapat 
dikembangkan di FSH adalah hukum Islam empiris, kritis, historis, dan 
komparatif. Model yang pertama barangkali dapat diwakili oleh kesarjanaan 
Noorhaidi Hasan, model kritis-filosofis oleh Yudian Wahyudi, model 
historis oleh Akh. Minhaji, dan model komparatif oleh Khoiruddin 


Nasution. 


Mukti Ali (membawa kipas) ketika sedang memimpin diskusi 
akademis mingguan dosen tetap IAIN Sunan Kalijaga pada setiap 
Jum'at malam, Oktober 1985 


205 Faiz, “Mukti Ali: Santri Yang Pluralis”, internet, download pada tanggal 13 
November 2012. 
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Menurut penulis, agar ScD tidak berhenti pada tataran sloganistik 
saja, model itu perlu dikembangkan menjadi semacam dibentuknya 
Program Studi Religion and Science di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 
Selama ini, isu-isu di seputar religion and science (plus culture) hanya 
disampaikan dalam bentuk matakuliah (S-3), yaitu matakuliah Agama, 
Ilmu, dan Budaya. Menurut penulis, Re/igion and Science tidak cukup jika 
hanya dijadikan sebagai matakuliah saja, apalagi pengajar(an)nya masih 
belum seientific-cum-doctriner. Religion and Science, sebagai kepanjangan tangan 
dari model ScD harus menjadi program studi tersendiri, mengingat 
paradigma yang diusung oleh UIN Sunan Kalijaga saat ini adalah 
integrasi-interkoneksi. Progam Studi Religion and Science bisa menjadi 
semacam ScD Center, dan “rumah baru' untuk mengembangkan ide-ide 
Mukti Ali. Sebab, tanpa jasa besar Mukti Ali, tidak mungkin pascasarjana 
bisa berdiri hingga hari ini. Pikiran-pikiran seperti itulah yang seharusnya 
menjadi isu pokok bagi para siukeholders di pascasarjana, bukan hanya 


melakukan kegiatan rutinitas birokratis. 


(IN MEINAN KALIJAGA 
MI TA. 1995/1996 


| 4 3 “Gita photo" 


Mukti Ali (tengah, berpegangan tangan) ketika hadir dalam acara 
Wisuda Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 7 
September 1996 
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Sudah sejak tahun 60-an Mukti Ali telah menggagas pentingnya 
dialog antara keilmuan Islam dan keilmuan Barat di IAIN Sunan Kalijaga. 
Menurut Mukti, mengkaji Islam harus multidimensi” (bandingkan dengan 
model Berpikir Multidimensional yang digagas oleh Musa Asy'arie). 
Menurut Mukti, al-Gur an memperlihatkan keberagaman, baik pada tujuan 
maupun temanya. Tujuan al-Yuran adalah untuk membangkitkan 
kesadaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan (hubungan vertikal), 
membangkitkan hubungan kesadaran tentang manusia dengan alam 
semesta (horizontal)”"—teo-antroposenttik integralistik—. Selain itu, al- 
Ouran melahirkan seni, ilmu, dan agama. Mempelajari Islam dalam 
keseluruhan aspeknya tidak cukup dengan menggunakan metode-metode 
ilmiah yang telah disebutkan di atas. Untuk mempelajari sebuah agama 
diperlukan pula pendekatan doktriner. Kajian Islam yang menggunakan 
metode ilmiah saja, seperti umumnya dilakukan orientalis yang mempelajari 
Islam, tidak akan menghasilkan penemuan utuh. Apa yang dapat diperoleh 
hanyalah sekedar mengetahui di permukaan, di kulit luar, atau eksternal 
saja. Apa yang menjadi inti batin tidak terkuak. Sebaliknya, kajian Islam 
yang dikerjakan oleh sebagian besar Muslim, yang hanya menggunakan 
metode doktriner tanpa menghubungkan dengan kenyataan-kenyataan 
dalam masyarakat, berakibat penafsiran dan fatwa yang mereka berikan 
tidak dapat diterapkan." 


Dengan alasan-alasan akan muncul ketimpangan sebagaimana 
terurai di atas, untuk mencapai hasil penelitian yang terpadu dan terpakai, 
Mukti Ali menawarkan metode gabungan saintifik-doktriner, yang 
dinamakan metode sintesis, disebut sebagai scientific-cum-doctriner'”— 
bandingkan dengan konsep pengilmuan (scientific) Islam (doctriner) dari 
Kuntowijoyo—. Menurut penulis, Mukti Ali masih menggunakan pola 


diadik, yaitu antara saintifik yang objektif dan doktriner yang subjektif. 


206 Shiddigi, Metode Ilmu Agama Islam, hlm. 603. 

” Mukti Ali, Seni, Ilmu, dan Agama (Yogyakarta: Yayasan Nida”, 1972), hlm. 7. 
508 Ibid 

209 Ali, Metodologi Ilmu Agama Islam, hlm. 48. 
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Sedangkan Amin Abdullah telah menggunakan pola triadik, yaitu hadarat 


an-nas sebagai pilar subjektifitas, hadarat al-falsafah sebagai pilar inter- 
subjektifitas, dan hadarat al-'ilm sebagai pilar objektifitas.”" 


Perbedaan antara metode ScD dan pengilmuan Islam 


Tokoh Triadik Model 
Mukti Ali Scientific Cum Doctriner Linear- 
Horizontal 
Kuntowijoyo | Pengilmuan Objektifikasi Islam Paralel- 
Vertikal 
M. Amin Hadarat al- Hadarat al- Hadarat an- Sirkuler- 
Abdullah Tim Falsafah Nas Melingkar 


Bahkan, Amin menyatakan bahwa metode seientific-cum-doctriner 
yang dikemukakan oleh Mukti Ali tersebut, diilhami oleh Joachim 
Wach.”" Lebih lanjut Amin mengatakan: 


Transcendental focus adalah ciri khas ilmu-ilmu agama yang ingin dipertahankan 
di hadapan kajian para ilmuan sosial yang biasa mereduksi agama hanya sebagai 
gejala-gejala sosial semata. Dengan begitu, ilmuwan agama selain mempunyai 
ketegangan metodologis dengan para teolog, juga mempunyai ketegangan 
yang sama dengan para ilmuwan sosial. Barangkali, atas keprihatinan ini, lalu 
Mukti Ali yang diilhami oleh Joachim Wach mengajukan rumusan metodologi 
penelitian agama yang bersifat scientific-cum-doctriner dengan harapan dapat 
menjembatani adanya ketegangan tersebut. Tanpa aspek doktrin, agama 


memang akan kehilangan nuansa dan ciri khas yang mewarnainya.”” 


510 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Paradigma Integratif 
Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 45. 

#1 Joachim Wach, The Comparative Study of Religion (New Yotk: Columbia 
University Press, 1958), hlm. 8. 

512 M. Amin Abdullah, “Metode Filsafat dalam Tinjauan Ilmu Agama: Tinjauan 
Pertautan antara Teori dan Praxis”, disampaikan dalam Simposium Metodologi Penelitian 
Filsafat, Fakultas Filsafat UGM dan Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta, 27-28 Juni 1991, hlm. 90. Senada dengan Amin, menurut Kamaruzzaman, 
tampaknya Mukti Ali sealiran dengan Joachim Wach, yang menekankan religious experience. 
Kamaruzzaman, Wajah Baru, hlm. 18-19. 
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Sebagai Bapak Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, Mukti 
Ali mewajibkan buku Joachim Wach yang berjudul The Comparative Study 
of Religion, menjadi bacaan wajib bagi murid-muridnya. Buku tersebut 
kemudian diterjemahkan oleh salah seorang murid Mukti Ali, yaitu 
Djam'annuri, dengan judul Ilmu Perbandingan Agama (1984)? Amin 
menempatkan metode ScD yang digagas oleh Mukti Ali di atas dalam 
kaitan hubungan diadik antara penelitian empiris dan teologis." Amin 
kemudian mengembangkannya dengan membangun pola triadik, antara 
studi empiris (studi agama), teologis, dan filsafat. Menurut penulis, dalam 
perspektif FSH, hubungan triadik antara studi empiris (studi agama), 
teologis, dan filsafat, dapat dibaca sebagai bentuk hubungan trilogis antara 
ilmu hukum (studi agama empiris), fikih /syati'ah (teologis), dan ushul 
fikih/magasid asy-syarfah (filsafat). Menurut Amin: 
Ada keterkaitan yang erat antara pendekatan teologis, empiris, dan filosofis 
terhadap agama. Pendekatan yang satu mengisi dan melengkapi kekurangan 
pendekatan yang lain. Agama dan perkembangan ilmu agama hanya dapat 
dilihat lewat spektrum sejauh mana ketiga corak pendekatan tersebut 
melakukan kerjasama dan menjalin hubungan baik dalam penelitian. Ilmu 
teologi yang berdiri sendiri ternyata sulit untuk menyesuaikan bahasanya 
dengan perkembangan ilmu dan budaya kontemporer. Begitu juga filsafat 
dan ilmu-ilmu agama. Teologi yang bersifat transformatif hanya dapat 
dimungkinkan jika disiplin ini mau bersentuhan dengan disiplin filsafat, sedang 


filsafat hanya dapat memahami makna kehidupan yang mendalam, jika bersedia 
memahami paradigma pemikiran keagamaan yang swi generic serta bersedia 


33 Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama: Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan, 
terj. Djam'annuri (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984). 

$4 Supremasi dan dominasi teologis yang dialami pada abad tengah lambat 
laun surut ke belakang, bersamaan waktunya dengan datangnya alur pemikiran empiris. 
Studi empiris terhadap agama mulai diperkenalkan dalam wilayah studi Comparative 
Religions—suatu istilah yang tidak disukai oleh para pendukung pemikiran teologis 
murni—pada abad ke-19. Dari situ, muncullah disiplin-disiplin baru yang lebih bersifat 
empirik, seperti Sosiologi Agama, Antropologi Agama, Sejarah Agama, Psikologi 
Agama, Penomenologi Agama, untuk menyebut beberapa di antaranya. M. Amin 
Abdullah, “Teologi dan Filsafat: Dalam Perspektif Globalisasi Ilmu dan Budaya”, dalam 
An International Seminar on Religion and Contemporary Development: In Comparative Perspective, 
23-26 September 1992, di Ambarukmo, Palace Hotel, Yogyakarta, Indonesia, hlm. 2. 
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pula bersentuhan dengan hal-hal dan kehidupan empiris. Penelitian empiris 
terhadap fenomena keberagamaan juga tidak dapat berdiri sendiri karena masih 
diperlukan kesediaan untuk memahami aspek internal dari agama sehingga 
diharapkan dapat sepenuhnya memahami dimensi normativitas dari agama, 
untuk tidak hanya memperhatikan dimensi eksternalitasnya saja. Dalam 
hubungan yang terakhir ini, Mukti Ali sering menyebutnya dengan istilah 
seientific cum doctriner" 


Jadi, menurut penulis, metode ScD tersebut adalah metode sintesis 
antara dimensi internal agama (doktriner) dan dimensi eksternal agama 
(saintifik). Amin menambahkan satu dimensi lagi, yang berada di antara 


16 dalam ilmu Tasawuf disebut 


keduanya, yaitu dimensi in between 
dengan istilah bargakh, wilayah “antara? yang berada di antara dimensi 
batiniyah (dnternal) dan gahiriyah (eksternal)—. Dengan kata lain, ada “tiga 
dunia” yang harus dikoneksikan dalam studi ilmu hukum Islam, yaitu 


dunia doktriner, dunia “antara”, dan dunia saintifik. 


Integrasi antara teologi, filsafat, dan studi agama empiris 


Amin Abdullah Teologi Filsafat Studi Agama 
Empiris 
FSH Studi Ilmu Hukum | Studi Ilmu Hukum | Studi Ilmu Hukum 

Islam Normatif Islam Filosofis Islam Empiris 

Model Studi Fikih dan Syari'ah Ushul Fikih dan Ilmu Hukum 
Hukum Islam Magasid asy- 

Syari'ah 

Model AS, JS, MU, PMH, Filsafat Ilmu Ilmu Hukum 

Jurusan/ Program dan KUI Hukum Islam 
Studi 


Mukti Ali selalu mengingatkan seseorang untuk tidak boleh 


meninggalkan pendekatan doktriner dalam mengkaji ilmu-ilmu 


318 Thid., hlm. 27-28. 
“IC Dimensi internal sering juga disebut dengan istilah in-sider dan dimensi 
eksternal disebut juga dengan istilah ox#-sider. Menurut Amin, di antara keduanya adalah 
wilayah in between. M. Amin Abdullah, “Gelombang Orientalisme dan Studi-studi Islam 
Kontemporer”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds.), Menjadi 


Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 40. 
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keislaman. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ia sependapat dengan 
Hossein Nasr dan Isma'il al-Farugi—pengusung ide islamisasi ilmu—, 
bahwa ilmu pengetahuan tidak netral, tidak bebas nilai. Karena itu, ilmu 
pengetahuan perlu islamisasi.”" Jika analisis ini benar, maka metodologi 
seientific-cum-doctriner bercorak islamisasi ilmu (bedakan dengan doctriner- 


cum-scienfific yang bercorak pengilmuan Islam). 


Fikih Indonesia dalam kacamata periodisasi sejarah kesadaran 


umat Islam di Indonesia 


Mitos Ideologi Ilmu 
Tahap (Lokal) (Kanonikal) (Kritikal) Slop 
Model 
Hubungan Atomisasi Islamisasi Ilmuisasi Islam Integrasi- 
antara Religon Ilmu Ilmu Interkoneksi 
» ——£ —— 
dan Science 
Bentuk Pra-Subjektif | Subjektifikasi Objektifikasi Inter- 
Subjektifikasi 
Mazhab Sunan Mazhab Fikih Mengindonesiakan | Fikih Global 
Kalijaga Jogja Indonesia Fikih Indonesia 


Berdasarkan tabel di atas, ruang integrasi-interkoneksi berada di 
wilayah global—bandingkan dengan posisi Mazhab Jogja yang berada 
di wilayah lokal dan Fikih Indonesia yang berada di wilayah nasional— 
. Integrasi-interkoneksi ingin mengoneksikan “tiga dunia” sekaligus, yaitu 
dunia subjektif, objektif, dan intersubjektif—atau dalam bahasa Barbour 
disebut dengan istilah intersubyective testability—, atau antara dunia deduktif, 
induktif, dan imajinasi kreatif-abduktif. Garis putus-putus yang 
menghubungkan antar ruangnya disebut oleh Rolston, sebagai garis 
semipermeable. Sedangkan arah anak panahnya dapat dibaca sebagai model 
(Filsafat Proses Whitehead) proses yang bergerak terus menerus. Jadi, 
integrasi-interkoneksi juga tidak meninggalkan ruang subjektif dan 
objektif, akan tetapi ia menambahkan satu jenis ruang lagi, yaitu ruang 
intersubjektif. Dalam perspektif Syari'ah, barangkali pilar subjektifnya 


37 Shiddigi, Metode Ilmu Agama Islam, hlm. 605. 
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dapat diisi oleh Is/amic Lam, pilar objektifnya oleh Law (tanpa Is/amie), 
dan pilar intersubjektifnya oleh Ijtihad Progresif-Etis (IPE). 

Walaupun mengritik gagasan agree in disagreement yang dicetuskan 
oleh Mukti Ali, Amin juga mengakui bahwa Mukti Ali adalah pioneeride 
dan gerakan inter-religious dialog di Indonesia. Amin menyatakan bahwa: 

Prof Dr. Mukti Ali, yang ketika itu menjadi Menteri Agama Republik 

Indonesia, dapat disebut sebagai pioneer ide dan gerakan interreligions dialog di 

Indonesia, dan merupakan satu-satunya menteri dalam pemerintahan 


Indonesia yang konsisten membawa dan memperkenalkan icon dialog antar- 
agama di Indonesia (agreement in disagreemeni) "" 


Dalam artikelnya yang berjudul Prospek Pengembangan Ilmu 
Perbandingan Agama di LAIN (1989), Alef Theria Wasim, salah seorang 
murid Mukti Ali, memandang masih ada beberapa hal yang perlu 
dikembangkan terkait dengan ide tentang ScD tersebut.” Pertama, 
meneruskan dan mengisi ide tentang ScD. Apa yang dimaksud oleh ide 
tersebut masih perlu dikembangkan. Cara kerjanya, dan sebagainya. 
Kedua, mencari sintesa baru lagi yang pada prinsipnya adalah sintesa- 
sintesa yang akan dikembangkan, yang dalam hal ini adalah suatu 
pengisian konsep SeD. Dalam konteks 'pengisian konsep SeD inilah, 
menurut penulis, kontribusi Amin tentang integrasi-interkoneksi dapat 
dipahami. Bahwa dimensi doktriner identik dengan hadarat an-nas, dimensi 
saintifik identik dengan hadarat al-'ilm, dan dimensi cum identik dengan 


badarat al-falsafah. 


518 M. Amin Abdullah, “Memutus Mata Rantai Kekerasan antar-Umat 
Beragama”, dalam Menggugat Tanggung Jawab Agama-agama Abrahamik bagi Perdamaian 
Dunia: Sebuah Dialog antara Frang Magnis-Suseno, SJ, M. Amin Abdullah: K.H. Said Agiel 
Siradj (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 123. Dalam perspektif dialog antar agama 
kontemporer, bukan lagi unity in diversity, tetapi partnership of differences. Lihat, Waleed 
El-Ansary, dan David K. Linnan (eds.), Muslim and Christian Understanding 

519 Alef Theria Wasim, “Prospek Pengembangan Ilmu Perbandingan Agama 
di TAIN”, al-Jami ah, No: 39, Tahun 1989, hlm. 20. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, secara umum ada tiga model 
metode studi (ilmu hukum) Islam yang coba ditawarkan oleh Mukti Ali, 
yaitu metode ilmiah-cum-doktriner, metode ide dan biografi, dan 
metode-tipologi perbandingan. Pertama, metode ilmiah-cum-doktriner. 
Sebelum menawarkan metode khusus yang bersifat sintesis, Mukti Ali 
sempat mengritisi dua metode yang sudah lama digunakan oleh para 
peneliti (studi ilmu hukum) agama (Islam), yaitu metode doktriner atau 
nagliyyah dan metode rasional atau 'ag/iyah—lihat misalnya buku Harun 
Nasution berjudul Akal dan Wahyu dalam Islam (1986) —. Yang pertama 
sering dipakai oleh para peneliti Muslim untuk menjelaskan ajaran-ajaran 
atau dogma-dogma agama. Sedangkan metode kedua semula mereka 
pergunakan untuk menjelaskan filsafat, ilmu-ilmu kealaman, dan ilmu- 
ilmu sosial. Namun, belakangan ini metode itu dipakai pula untuk 
menjelaskan fenomena keberagamaan baik fenomena budaya maupun 
fenomena sosial. Di samping terdapat kelebihan-kelebihannya, kedua 
metode tersebut membawa kelemahan-kelemahan. Metode doktriner 
(normative Islam) menyebabkan hasil-hasil studinya kurang dapat berjalan 
dengan berbagai permasalahan yang sedang terjadi, sedangkan metode 
ilmiah Barat (empirical Islam) tidak mampu mengetahui kedalaman makna- 


makna agama bagi pemeluknya. 


Selanjutnya, Mukti Ali, sebagaimana dikutip oleh Nurhakim,”” 
menawarkan metode yang penggabungan (sintesis) keduanya, yang 
kemudian ia sebut metode sintesis, sebagaimana telah dijelasan di atas: 
ilmiah-kum-doktriner. Dalam tulisan lain Mukti Ali menjelaskan bahwa 
metode ini merupakan penggabungan antara dua metode yang pernah 
dikenal dalam tradisi Islam, yaitu metode nagliyah (tradisional), 'agliyah 
(rasional), dan £asyf (mistik). Bandingkan dengan Jabiri yang 
menggunakan istilah bayani, burhani, dan “rfani. Di sini Mukti Ali 


merekomendasikan agar semua metode itu dipakai sesuai dengan objek 


220 Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam Jakarta: UI Press, 1986). 
21 Moh. Nuthakim, Metodologi Studi Islam (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 
25-28. 
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yang tepat. Ia menolak penggunaan metode-metode parsial, seperti yang 
selama ini dipakai di Indonesia, fikih, kalam, tasawuf, tafsir, dan 
sebagainya secara sendiri-sendiri, terpisah dengan yang lain. Sebab, 
menurutnya, penerapan metode secara parsial semacam itu melahirkan 
pemahaman yang sepotong-sepotong tentang agama, sehingga 
menyebabkan sikap merendahkan bidang-bidang lain yang tidak atau 
kurang dikuasai. Bahkan, bisa juga keberagamaannya menjadi tidak 


menyeluruh sebagaimana yang dihendaki oleh agama itu sendiri. 


Lebih lanjut Mukti Ali menunjukkan beberapa contoh buku yang 
ditulis dengan metode sintesis tersebut, meskipun masing-masing contoh, 
menurutnya, masih mengandung kelemahan-kelemahan. Buku-buku 
tersebut dikelompokkannya menjadi tiga.” Pertama, buku-buku yang 
penulisannya sengaja ditujukan kepada kelompok khusus, seperti kepada 
orang non-Islam, para intelektual, dan lain sebagainya. Di antara contoh 
buku-buku dalam kelompok ini adalah dua jilid buku Harun Nasution 
berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (1918)? Kedua, buku- 
buku yang dikarang untuk tujuan umum, seperti buku Hamka berjudul 
Pelajaran Agama Islam (1973). Ketiga, buku-buku yang bertujuan khusus 
mempertahankan Islam dari serangan dan tuduhan Barat (Muslim apologetic 
approach), seperti Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, Kairo. 
Dalam perspektif FSH, metode sintesis tersebut dapat dipahami dengan 
menjelaskan suatu hukum dalam berbagai aspek, sehingga 
kesimpulannya-pun menyesuaikan jumlah perspektif yang digunakan 
(multidisipliner). Model ini sering disebut dengan istilah pendekatan 
multidisipliner (bukan interdisipliner). Dengan kata lain, mengkaji hukum 
Islam dengan pendekatan multidisipliner, atau disebut dengan hukum 


Islam multidisipliner. 


Kedua, metode ide dan biografi. Metode lain yang menurut Mukti 


Ali sangat tepat untuk memahami Islam, sebagaimana yang ia kutip dari 


522 Ali, Metode Memahami Agama Islam, hlm. 46-107. 
523 Harun Nasution, Is/am Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1978). 
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Ali Syari'ati, adalah metode analogi agama dengan manusia. Untuk 
memahami manusia besar (nama besar) dapat ditempuh dengan dua 
cara. Pertama, mengetahui ide-ide dan pikiran-pikirannya yang cemerlang. 
Hal ini dapat diketahui melalui kajian atas karya, buku, teori, pidato, dan 
kuliah. Kedua, mengetahui (outo)biografinya.'”" Dalam mempelajari 
biografi tokoh dapat dipertanyakan hal-hal seperti kapan dan di mana ia 


dilahirkan, keluarga, suku dan rasnya. 


Dengan analogi agama atas manusia sebagaimana digambarkan 
di atas, untuk memahami agama dapat diterapkan dua metode. Pertama, 
mempelajari al-ur'an yang merupakan himpunan ide dan outputilmiah 
dan literer yang terkenal dengan Islam. Kedua mempelajari sejarah Islam, 
yaitu mempelajari berbagai perkembangan Islam sejak dari masa 


Rasulullah saw sampai dengan sekarang. Selanjutnya dengan sejarah Islam 


'2 Terkait dengan model tulisan otobiografi, Mukti Ali pernah keberatan ketika 
diwawancarai untuk ditulis biografinya. Mukti berkata: “Saya lalu teringat Mobammad 
Hatta yang menyatakan bahwa beliau berkeberatan untuk menuliskan otobiografi (otobiografi tidak 
sama dengan biografi intelektual). Sebab, kata Hatta, siapa tahu orang yang telah menulis sendiri 
otobiografi tersebut pada akbir hidupnya justru menjadi pengkbianat bagi bangsanya. Barangkali 
penulisan biografipun tidak terlepas dari kegamangan tersebut. Sebab, bukankah isi biografi tersebut 
umumnya berwarna memuji-mnji orang yang dituliskan? Namun demikian, Hatta masih setuju 
kalau yang dituliskan itu masalah yang menyangkut proses perjuangan seseorang”. Mohammad 
Damami, Syaefan Nur, Sekar Ayu Aryani, dan Syafa'atun al-Mirzanah, “Prof. Dr. H.A. 
Mukti Ali, M.A”, dalam Damami dkk. (ed.), Lima Tokoh, hlm. 165. Di sisi lain, terkait 
dengan model penulisan biografi dan otobiografi, Mukti Ali pernah mengatakan kepada 
para muridnya, mengutip sebuah kata mutiara yang berasal dari Benjamin Franklin, 
pujangga dan negarawan bangsa Amerika, yang berbunyi: Jika orang ingin dikenang 
setelah ia meninggal dunia, hendaknya orang itu suka menulis atau berbuat sesuatu yang orang lain 
menganggapnya patut ditulis.” Kata mutiara ini pernah juga disinggung oleh Mukti Ali 
dalam sebuah upacara di Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 18 
November 1976. Menurut Mukti Ali, untuk mempelajari biografi seorang tokoh harus 
melewati dua jalur, jalur ganda secara simultan. Jalur ganda itu adalah: (1) karya tulis 
dan ucapan-ucapannya dalam memberikan kuliah dan pidato untuk mengetahui ide 
dan teori-teorinya—dimensi intellectual—, dan (2) riwayat hidupnya—dimensi biography— 
. Nourouzzaman Shiddigi, “Metode Ilmu Agama Islam Atau Metode Pemahaman 
Agama Islam Menurut Prof. Dr. H.A. Mukti Al?”, dalam Abdurrahman, Burhanuddin 
Daya, dan Djam'annuri (eds.), Agama dan Masyarakat: 70 Tahun H.A. Mukti Ali 
(Yogyakarta: Suka Press, 1993), hlm. 607. 
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dalam arti yang sangat luas, berarti penstudi memahami apa yang benar- 
benar terjadi dalam Islam. Penstudi dapat membandingkan antara ide- 
ide besar Islam dengan capaian riil dalam masyarakat. Di sana penstudi 
dapat melakukan kajian kritis dan evaluatif sehingga diketahui kelebihan 
dan kekurangana guna memperbaiki realitas umat Islam. Bagi Mukti 
Ali, mempelajari dua hal al-Yur'an secara menyeluruh, dan mempelajari 
sejarah Islam secara menyeluruh pula sama dengan mempelajari Islam 
secara integratif, tidak parsial seperti yang ia keluhkan pada kasus studi 
(hukum) Islam di tanah air. Apabila model ini diterapkan untuk kasus di 
FSH, barangkali identik dengan kajian terhadap hukum Islam yang 


menggunakan pendekatan hermeneutik-historis (normatif-empiris). 


Ketiga, metode tipologi-perbandingan. Metode lain untuk 
memahami Islam menurut Mukti Ali adalah metode tipologi- 
perbandingan. Metode tersebut banyak dipakai oleh kalangan ilmuwan 
sosiologi, dan hasilnya sangat objektif. Yaitu, klasifikasi suatu topik dan 
tema bertipe sama tentang agama, kemudian tipe tersebut dibandingkan 
dengan tipe-tipe yang ada dalam agama lain, dan terakhir mengambil 
kesimpulan dengan model perbandingan. Dalam hal ini, menurut Mukti 
Ali, penstudi agama dapat mengidentifikasi lima aspek atau ciri agama 
Islam, lalu dibandingkan dengan aspek atau ciri yang sama dari agama 
lain. Kelima tipe tersebut adalah Tuhan dari setiap agama, Nabi dari 
setiap agama, Kitab suci dari setiap agama, konteks historis lahirnya 


Nabi, dan tokoh-tokoh generasi pengikut awal (sahabat). 


Dalam konteks studi ilmu hukum Islam di FSH, model itu dapat 
disebut sebagai model perbandingan hukum, baik antara hukum Islam 
dan hukum non Islam, antara hukum perkawinan Islam di satu wilayah 
dan hukum perkawinan Islam di wilayah lain (area studies). Sehingga 
menurut penulis, dari aspek pengembangan kajian akademiknya, Jurusan 
PMH di FSH UIN Sunan Kalijaga memiliki prospek yang cerah, dan 
dapat menjadi “pintu masuk' model-model kajian baru dalam studi ilmu 
hukum Islam di jurusan-jurusan dan prodi-prodi yang lain. Menurut 
penulis, PMH ibarat ruh" bagi FSH, seperti Tafsir-Hadis (TH)—sekarang 
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berubah menjadi al-Guran dan Ilmu Tafsir, dan Ilmu Hadis—yang 
menjadi “ruh' bagi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam—kalau 
dilihat sejarahnya, PM(H) di Fakultas Syari'ah adalah pengganti TH yang 
direlokasi ke Fakultas Ushuluddin—. Harusnya, mahasiswi-mahasiswa 
yang punya kapasitas intelektual tinggi, cerdas, dan kritis, masuk ke dalam 
Jurusan PMH ini. Sebab, menurut subjektifitas penulis, jurusan PMH- 
lah yang dapat mengembangkan cita-cita besar gagasan Fikih Indonesia 
versi Hasbi, sebagai upaya untuk membandingkan dan mendialogkan 
secara kritis antara keislaman dan keindonesiaan. Oleh karenanya, materi 
Fikih Indonesia harus menjadi matakuliah wajib (fardu 'ain) di PMH. 
Kesimpulannya, metode sintesis (ScD) dapat dikembangkan di Jurusan 
Ilmu Hukum (JH) dan Program Studi Keuangan Islam (KUI), metode 
ide dan biografi dapat dikembangkan di Jurusan Muamalat (MU) dan 
Siyasah (S), dan metode perbandingan dapat dikembangkan di Jurusan 
Ahwal Syakhsyiyah (AS), terutama PMH. Agar tidak terjadi 5p/it antara 
“Hukum' di PMH dan “Hukum' di IH, harus dibedakan kadarnya. 


Penulis punya catatan khusus tentang relasi antara Jurusan PMH 
dan IH di FSH UIN Sunan Kalijaga tersebut. Menurut penulis, PMH 
bisa menjadi pintu masuk untuk mengkaji ilmu-ilmu umum di luar ilmu- 
ilmu keislaman dan keagamaan (mazhab), sedangkan IH disatu sisi juga 
dapat menjadi pintu masuk untuk ilmu-ilmu umum ke dalam ilmu-ilmu 
keagamaan. Kedua jurusan itu bisa bertegur sapa dan saling mengisi. 
PMH lebih banyak mengkaji tentang ilmu hukum Islam atau ilmu syari'ah, 
sedangkan IH banyak mengkaji ilmu hukum umum (Hukum Positif). 


Relasi antara PMH dan IH 


PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM 
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Ilmu Perbandingan Agama gagasan Mukti Ali di era 70-80an 
tersebut kemudian dikembangkan oleh Nur Kholis Setiawan, salah 
seorang civitas akademika FSH UIN Sunan Kalijaga menjadi Dialogue 
Centre di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 2005. Lebih lanjut 
Nur Kholis menjelaskan: 


Sebagai lembaga semi-struktural di bawah naungan program Pascasarjana 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dialogue Centre tidak dibangun dari ruang 
hampa. Era 70-80an, figur Mukti Ali dikenal sebagai bapak perbandingan 
agama di Indonesia, yang kebetulan menjadi bapak asuh dari banyak intelektual 
Yogya serta kebetulan pernah menjabat sebagai Menteri Agama sehingga 
program antar iman banyak berjalan mulus. Namun demikian, kehadiran 
Dialogue Centre tidak semata-mata dilandasi oleh yang disebut di atas, melainkan 
dari proses diskusi cukup panjang antara penulis (Nur Kholis Setiawan) yang 
sejak awal menjadi direktur lembaga ini serta Dr. Darius Dubut, M.M., seorang 
pendeta Kristiani yang kemudian menjadi deputi ditekturnya.' 


Selain sebagai pelopor Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia 
dan penggagas metode sintesis (ScD), Mukti Ali juga pelopor atau pioneer 
studi Oksidentalisme di Indonesia, bahkan juga mungkin di belahan 
dunia, mendahului Hasan Hanafi yang menyebutnya dengan istilah 1/77 
al-Istigrab. Penyebutan istilah oksidentalisme telah dirintis oleh Mukti Ali 
tahun 1964, sewaktu ia memberikan pidato Dies-nya di kampus IAIN/ 
UIN Sunan Kalijaga. Pidato Dies tahun 1964 tersebut kemudian 
diterbitkan menjadi buku oleh Yayasan Nida, Yogyakarta, dengan judul 
Ilmu Perbandingan Agama: Sebuah Pembahasan tentang Methods dan Sistema. 
Dalam Bab IV, Orientalisme dan Oksidentalisme, Mukti Ali berkata: 

Teori-teori dan ilmu-ilmu tentang agama, kebudayaan dan peradaban Barat, 

atau Occidentalism harus diperkembangkan dalam lingkungan masyarakat Islam 

di Indonesia ini, self-Isolationism (pembebasan diri) harus kita kikis dari 

masyarakat intellegensia Muslim di Indonesia ini, dan dengan Oksidentalisme 


itu baru kita sanggup berdialog dengan masyarakat Barat. Oksidentalisme 
harus segera lahir di Indonesia ini dan patutlah kiranya kalau Institut Agama 


25 M. Nut Kholis Setiawan, “Refleksi Keberadaan Dan Kiprah Dialogue 
Centre”, dalam Agus Moh. Najib dan Ahmad Baidowi (eds.), Merajut Perbedaan 
Membangun Kebersamaan (Yogyakarta: Dialogue Centre Press, 2011), hlm. 1. 
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Islam Negeri (IAIN), Al-Jami'ah ak-Islamiyah al--Hukumiyah menjadi ibu 


«526 


kandungnya'. 


Kalangan akademisi Indonesia, termasuk IAIN/UIN Sunan 
Kalijaga sendiri, tidak kunjung merespon pemikiran tersebut 
(Oksidentalisme) dengan segera. Tahun 1988, Mukti Ali mengulang lagi 
seruan untuk melahirkan Oksidentalisme tersebut dalam forum Seminar 
Nasional yang diselenggarakan pada waktu Fakultas Ushuluddin 
memeringati seperempat abad Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia. 
Mukti Ali berkata, “Khusus bagi LAIN marilah kita berangsur-angsur menuju ke 
arah Oksidentalisme yang memang keperluannya sudah sangat mendesak”. Rupanya, 
setelah berulang kali diserukan, dan beberapa tahun kemudian, barulah 
timbul perhatian. Respon pertama bukan pula berasal dari IAIN. Munawir 
Sjadzali, di awal tahun 1993, menjelang akhir masa jabatan keduanya sebagai 
Menteri Agama RI tergerak pikirannya untuk membicarakan gagasan atau 
konsep mengenai Oksidentalisme, yang orisinil dan briliyan dari Mukti 
Ali itu. Munawari Sjadzali mengeluh, mengapa sudah sekian lama Mukti 
Ali mencetuskan gagasannya itu tidak segera ditanggapi, padahal gagasan 
itu merupakan hasil dari pemikiran yang sangat cerdas. Atas dasar itulah, 
Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (Binbaga Islam), 
Depertemen Agama RI saat itu, Zarkowi Soejoeti, mengundang beberapa 
orang dosen dati IAIN/UIN Syatif Hidayatullah Jakarta dan IAIN/UIN 
Sunan Kalijaga, bersama-sama dengan beberapa orang pejabat di 
lingkungan Departemen Agama. Singkat cerita, pertemuan itu berhasil 
mencapai kesepakatan yaitu “Menjadikan Oksidentalisme sebagai salah 
satu matakuliah mulai tahun ajatan 1994/1995”. Di IAIN/UIN Syarif 
Hidayatullah dimulai oleh Program Pascasarjana dan di TAIN/UIN Sunan 
Kalijaga dimulai oleh Program S-1, di Fakultas Ushuluddin-nya, sedangkan 
IAIN-IAIN lainnya setelahnya.” 


226 Mukti Ali, Ilmu Perbandingan Agama: Sebuah Pembahasan tentang Methods dan 
Sistema (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1965), hlm. 32. 

2 Burhanuddin Daya, Pergumulan Timur Menyikapi Barat: Dasar-Dasar 
Oksidentalisme (Yogyakarta: Suka Press, 2008), hlm. 103. 
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Tahun 1993, Jurnal ak-Jami'ah IAIN/UIN Sunan Kalijaga, edisi 
No. 53, tahun 1993, kemudian menerbitkan tiga buah artikel yang 
berturut-turut berbicara tentang Oksidentalisme. Masing-masing artikel 
itu adalah Majid Fakhry tentang Fundamentalisme dan Oksidentalisme tulisan 
Alef Theria Wasim, Orientalisme dan Oksidentalisme tulisan Muzaiti, dan 
Oksidentalisme tulisan Burhanuddin Daya. Artikel-artikel tersebut dapat 
dianggap sebagai langkah awal memperkenalkan Oksidentalisme kepada 
masyarakat akademik Indonesia. Tahun 1994, Jurnal Ulum Our'an No. 5 
dan 6, Vol. V, tahun 1994, juga memuat artikel Oksidentalisme, yaitu 
Oksidentalisme: Kajian Barat setelah Kritik Orientalisme, tulisan A. Lutfi 
Asysyaukani, yang diperkaya juga dengan hasil wawancaranya dengan 
Hasan Hanafi. Tahun 2000, Perpustakaan IAIN/UIN Sunan Kalijaga 
berhasil mengoleksi dua makalah yang pernah dipresentasikan dalam 
seminar. Judul dan penyusun masing-masing makalah itu adalah, 
Orientalisme dan Oksidentalisme oleh Nutcholish Madjid dan Owidentalisme 
Sebagai Respon Terbadap Orientalisme oleh Rifyal Ka'bah. Kedua tulisan itu 
belum membicarakan Oksidentalisme sebagai sebuah disiplin ilmu 
pengetahuan, tetapi cukup strategis perannya mengangkat 
Oksidentalisme ke forum seminar ilmiah. Baru pada tahun 2008, 
Burhanuddin Daya, salah seorang ilmuwan FUPI yang pernah mendapat 
sentuhan Belanda, secara komprehensif mengkaji Oksidentalisme ini 
dalam bukunya berjudul Pergumulan Timur Menyikapi Barat: Dasar-dasar 
Oksidentalisme. Bandingkan karya Burhanuddin Daya tersebut dengan 
buku Jamali Sahrodi berjudul Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala 
Sarjana Orientalis (2008).5 Berdasarkan penjelasan di atas, menurut 
penulis, sebaiknya FSH mengganti matakuliah Orientalisme menjadi 
matakuliah Orientalisme dan Oksidentalisme. Di sini antara Timur dan 


Barat didialogkan secara simultan, tidak dibahas satu-satu. 


'2 Jamali Sahrodi, Metodologi Studi Islam: Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala 
Sarjana Orientalis (Bandung: Pustaka Setia, 2008). 
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c. Diskusi Mazhab Sapen (Lingkaran Diskusi Limited Group): 
Dari Neo-Modernisme Menuju Postmodernisme 


Sejarah pemikiran Islam modern di Indonesia berawal dengan 
berdirinya organisasi-organisasi Islam pada awal abad ke-20, seperti Sarekat 
Dagang Islam/SDI (1909), Satekat Islam/SI (1911), Muhammadiyah (1912), 
Nahdatul Ulama (1926), serta Sumatra Tawalib (1918).2 Menutut penulis, 
ada dua buku penting yang berasal dari disertasi, yang telah secara apik 
menjelaskan secara komprehensif fase pemikiran Islam modern di Indonesia 
tersebut, yaitu tulisan Deliar Noer tentang Gerakan Modern Islam di Indonesia 
1900-1942 (1988) dan karya Yudi Latif berjudul Genealogi Inteligensia Muslim 
Indonesia Abad ke-20 (2005). Setelah era kemerdekaan, pemikiran modern 
di Indonesia dilanjutkan oleh tokoh-tokoh pembaru dengan aksentuasi 
mereka masing-masing pada era tahun 1960-an. Di antara mereka adalah 
Muhammad Natsir, Hamka, Rasjidi, Deliar Noer, dan Mukti Ali. 


Kuntowijoyo (paling kiri), Deliar Noer (nomor dua dari kiri), dan 
Muhammad Natsir (paling kanan), photo tahun 1985 


2 Basuki, Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali, hlm. 58. 

'0 Deliar Noet, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1988). 

231 Yudi Latif, Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia 
Abad ke-20 (Bandung: Mizan, 2005). 
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Tidak lama setelah peristiwa G30-S (PKI) meletus tahun 1965, 
Mukti Ali, sebagai ketua “geng keilmuan” di Mazhab Sapen saat itu, 


membentuk kelompok diskusi, yang salah seorang aktivisnya adalah 
Ahmad Wahib. Tentang biografi Ahmad Wahib, silahkan baca buku Aba 
Du Wahid berjudul Ahmad Wahib (2004). Oleh Singgih Basuki, Mukti 


Ali diposisikannya di dalam zona transformasi dari tahap (mitos, ideologi, 
533 


dan ilmu) “antara? ideologi menuju ke tahap ilmu. 


Kelompok diskusi yang kemudian 
diberi nama Lingkaran Diskusi Limited 
Group (LDLG) tersebut, diselenggarakan 
setiap Jum'at sore di rumah Mukti Ali, di 
kompleks IAIN Yogyakarta. Anggota 
intinya, yakni anggota yang boleh 
dikatakan senantiasa hadir pada malam 
Jumat sore itu adalah, dia sendiri (Mukti 
Ali), Dawam Rahardjo, Djohan Effendi, 
dan Ahmad Wahib. Anggota inti itulah 


yang memilih dan menentukan tema-tema 


diskusi, yang berjalan sejak tahun 1967- 
1971.“ Oleh Greg Barton, dalam 
disertasinya berjudul T'he Emergence of Neo-Modernism: A Progressive, Liberal 
Movement of Islamic Thought in Indonesia: A Textual Study Examining the 
Writings of Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wabib, dan 
Abdurrahman Wahid 1968-1980 (1995), yang kemudian diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia berjudul Gagasan Islam Liberal di Indonesia 
(1999), ia memasukkan dua nama dalam kelompok LDLG tersebut, 


3822 Aba Du Wahid, Ahmad Wahib: Pergulatan, Doktrin, dan Realitas Sosial 
(Yogyakarta: Resist Book, 2004). 

33 Basuki, Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali, hlm. 65. 

534 Damami dkk, “Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, M.A? hlm. 256. 

8 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia terj. Nanang Tahgig (Jakarta: 
Paramadina, 1999). 
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yaitu Djohan Effendi dan Ahmad Wahib sebagai pemikir Muslim 
Indonesia yang bercorak neo-modernisme, p/us dua nama yang lain, yaitu 
Nurcholish Madjid (Cak Nur) sebagai penggagas Tauhid Peradaban dan 
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai penggagas Islam Pribumi. 
Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Dedy Djamaluddin Malik dan 
Idi Subandy Ibrahim berjudul Zaman Baru Islam Indonesia (1998), 
keduanya hanya menyebut empat nama saja, yaitu Abdurrahman Wahid, 
M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rahmat. Empat nama 
yang terakhir itu, ditambah dengan empat nama yang lain, yaitu A.W. 
Pratiknya, Kuntowijoyo, Yahya Muhaimin, dan Endang S. Anshori, dapat 
disebut sebagai pemikir Muslim Indonesia generasi 1980-an. Setidaknya 
hal inilah yang pernah termaktub dalam cover buku Percakapan Antar 
Generasi (1989) 


Dalam kelompok diskusi neo-modernisme itu, Mukti Ali menjadi 
anggota inti sekaligus pimpinannya selain ketiga orang tersebut. Anggota 
inti inilah yang menentukan dan memilih tema-tema diskusi yang 
berlangsung sejak pertengahan tahun 1967 sampai akhir tahun 1971 
(empat tahun). Anggota lain yang sering hadir dan memberi pengantar 
diskusi di antaranya Syu'bah Asa, Saifullah Mahyuddin, Djauhari Muhsin, 
Kuntowijoyo, Syamsuddin Abdullah, Mu'in Umar, Kamal Mukhtar, 
Simuh, dan Wajiz Anwar. Selain itu, sering juga diundang orang-orang 
dari luar seperti Deliar Noer, Nono Anwar Makarim, W.S. Rendra, Prof. 
Soedjito, B.J. Boland, Niels Mulder, dan James Peacock. Diskusi yang 
dihadiri oleh pelbagai pemeluk agama itu kelak merupakan embrio dialog 
antar umat beragama di Indonesia.“ Greg Barton menilai kelompok 


kecil itu sebagai bentuk paling substansial dari “sesuatu yang baru” pada 


56 Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, Zaman Baru Islam 
Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998). 

” Setidaknya hal inilah yang pernah termaktub dalam cover buku Percakapan 
Antar Generasi (Yogyakarta: DDII, 1989). 

8 Djam'annuri (ed.), 70 Tahun Mukti Ali: Agama dan Masyarakat (Yogyakarta: 
IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 31-32. 
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saat itu (tahun 1967), yang merupakan cikal bakal pembaruan pemikiran 
Islam neo-modern di Indonesia.” Banyak di antara mereka itu kemudian 
menjadi pemain aktif yang berperan dalam pembangunan serta 


penyebaran neo-modernisme di Indonesia. 


Lanjut Barton, secara tegas ia menyatakan bahwa kelompok kajian 
Limited Group Discussion tersebut menjadi wahana tempaan dan 
penggodokan gagasan-gagasan. Lebih jauh lagi, kelompok tersebut telah 
awal memulai merumuskan ide pembaruan secara tajam. Maka jika 
dianggap bahwa asal mula munculnya gerakan pemikiran di Indonesia 
adalah ketika Nurcholish Madjid menyampaikan makalahnya tanggal 3 
Januari 1970, tidak dapat dipahami dengan benar sepenuhnya." Sejalan 
dengan itu, Dawam Raharjo menyatakan bahwa dia dan kawan-kawannya 
di lingkungan diskusi inilah yang pertama merencanakan gerakan 
pemikiran Islam di Indonesia, bukan Nutcholish Madjid." Dengan kata 
lain, asal usul gerakan pemikiran Islam neo-modernis di Indonesia adalah 
dari Mazhab Sapen, bukan dari Mazhab Ciputat. 

Dalam buku berjudul Merambah Jalan Baru Islam 1980)—buku ini 
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Pathfinding a 
New Path of Islam (2012Y”—, Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, juga 
menceritakan tentang posisi diskusi Limited Group tersebut sebagai “sesuatu 
yang baru pada era tersebut. Menurut Fachry Ali dan Bahtiar Effendy: 


339 Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, him. 55. 

40 Jhid,, hlm. 56-57. 

“1 Dawam Raharjo, “Pembaruan Pemikiran Islam: Sebuah Catatan Pribad?”, dalam 
Saidiman dkk (eds.), Perbaruan tanpa Apologia? (Jakarta: Paramadina, 2010), hlm. 281. 

342 Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Pathfindinga New Path of Islam: Reconstruction 
of Indonesian Islamic Thoughts Within tbe New Order Epoch (Jakarta: Puslitbang Lektur dan 
Khazanah Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2012). 

'8 Beberapa buku yang mencoba mengritik pikiran-pikiran Nutcholish Madjid, 
misalnya Endang Saifudin Ansari, Kritik Atas Faham dan Gerakan Pembaruan Nurcholish 
Madjid (Bandung: Bulan Sabit, 1973) dan H.M. Rasjidi, Koreksi Terhadap Drs. Nurcholish 
Madjid Tentang Sekularisasi (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). Dari Mazhab Sapen, 
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Bukan hanya Nurcholish Madjid yang sesungguhnya membangun pemikiran- 


pemikiran batu yang kontroversial” 


, namun juga pandangan-pandangan 
Ahmad Wahib beserta teman-temannya yang tergabung dalam kelompok 
diskusi Limited Group bimbingan Prof. Dr. Mukti Ali. Kelompok ini, 
sebagaimana tercermin dalam catatan harian Ahmad Wahib yang telah 
dibukukan, berpendapat bahwa komitmen seorang Muslim, pertama-tama 
dan terutama, adalah pada nilai-nilai Islam, bukan pada organisasi atau tokoh 
Islam. Bahkan dalam diri Wahib mengkristal pemikiran-pemikiran baru yang 
tidak kalah dahsyatnya—perbedaan gagasan mendiang Ahmad Wahib dengan 


pemikiran-pemikiran baru mendiang Nurcholish Madjid barangkali terletak 


pada sifat lebih elaboratif yang ada pada rumusan Nurcholish. Sementara 
pemikiran Wahib, karena memang dirumuskan dalam bentuk catatan harian, 
lebih bersifat Jetupan-letupan' yang kurang terumuskan. Kendatipun demikian, 
antara keduanya terdapat persamaan, yakni sarat akan semangat empirisisme— 
dan, jika diungkapkan secara keseluruhan, akan menimbulkan kritikan-kritikan 
tajam pula—setelah dibukukan, gagasan Wahib tersebut menimbulkan diskusi 
dan kritikan panjang. Sementara pihak mengusulkan pada MUI untuk “menilai 
catatan harian Wahib. Pihak lain bahkan ada yang mengadukan penerbit dan 
penyunting kepada Kejaksaan Agung agar diperlakukan seperti Ki Panji 
Kusmin, nama samaran penulis Langit Makin Mendung—. Karena hal itu 
memang terasa sangat kontroversial dan melawan arus pemikiran yang 


berkembang pada waktu itu." 


Satu dasawarsa kemudian (1971-1981), yaitu tahun 1981, 
beberapa catatan materi dalam diskusi di kelompok LDLG tersebut 
diterbitkan dalam buku berjudul Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian 
Ahmad Wahib (1981). Setelah era 80-an, era 1990-an melahirkan 
pemikir-pemikir “baru' di Indonesia, yang disebut oleh Zuly @odir dalam 


bukunya Pembaruan Pemikiran Islam (2006) nama-nama seperti Mansoer 


misalnya Yudian Wahyudi, “The Slogan Back to the Yur'an and the Sunna' A 
Comparative Study of the Responses of Hassan Hanafi, Muhammad Abid al-Jabiri 
and Nurcholish Madjid”, Disertasi (Canada: McGill, 2002) dan Faisal Ismail, Se&ularisasi: 
Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholish Madjid (Yogyakarta: Nawesea Press, 2008). 

44 Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi 
Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru (Bandung: Mizan, 1980), hlm. 132-133. 

4 Djohan Effendy (peny), Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad 
Wahbib Jakarta: LP3ES, 1981). 
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Fakih, Azyumardi Azra, Komaruddin 
Hidayat, Kautzar Azhari Noer, Ouraish Derga lahar 
Shihab, M. Amin Abdullah, Abdul Munir pemilanan 
Mulkhan, serta Budi Munawat Rahman.” 
Di sini Zuly hanya menyebut dua nama | a lam 
pemikir Muslim saja dari Mazhab Sapen 
era 1990-an, yaitu M. Amin Abdullah dan 
Abdul Munit Mulkhan. Zuly sendiri adalah 
salah satu pengamat (spectator), bukan actor, 
perkembangan pemikiran Islam di 


Indonesia, yang menyelesaikan tesis 


masternya di Magister Studi Islam Jurusan 
Ekonomi Islam, Universitas Islam 
Indonesia, yang kemudian dibukukan berjudul Agama dan Etos Dagang 
(2002). Sedangkan disertasinya diterbitkan dengan judul Islam Liberal 
(2010). 


Peta Pemikiran Islam di Indonesia 


Klasik Modernisme Neo-Modernisme Postmodernisme 
Mitos (A) Ideologi (B) Cc Ilmu (D) 
Pra-1900 1900-1960-an 1970-an 1980-an 1990-an 
LDLG 


Menurut penulis, setelah periode ilmu adalah periode integrasi 
ilmu, yang dimulai tahun 2002, salah satu indikasinya adalah ditandai 
dengan terwujudnya kristalisasi proses transformasi pertama IAIN ke 
UIN (UIN Jakarta). Perhatikan tabel di bawah ini. 


“6 Zuly @odir, Pembaruan Pemikiran Islam: Wacana Pemikiran dan Aksi Islam 
Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 194-195. 

37 Zuly Godir, Agama dan Etos Dagang (Solo: Pondok Edukasi, 2002). 

58 Zuly Oodit, Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991- 
2002 (Yogyakarta: LKiS, 2010). 
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Pemikir-pemikir Muslim Indonesia 


Klasik Modernisme Neo-Modernisme Postmodernisme 
Mitos (1) Ideologi (2) “Antara” Ide/Ilmu (3) Integrasi Ilmu 
v 
I II UI Iv 
Pra-1900 1900-1960-an 1970-an 1980-an 1990-an 2002-Sekarang 
LDLG 
Generasi Pertama Generasi Kedua Generasi Ketiga 
Misalnya: Tjokroaminoto, Misalnya: Misalnya: Misalnya: 
Agus Salim, Mas Mansur, Mukti Ali, Kuntowijoyo, M. Amin Abdullah, 
M. Natsir, Sukiman, Ahmad Amin Rais, Musa Asy'arie, 
Bagus Hadikusuma, Wahib, Johan Yahya Machasin, Abdul 
Wahid Hasyim, Rasjidi, Effendy, Muhaimin, Munir Mulkhan, 
Hamka, Hasbi ash- Dawam A.W. Pratiknya, Faisal Isma'il, 
Shiddiegy, dan Hazairin Raharjo, dan Endang Syamsul Anwar, 
Nurcholish Saifudin Atho Mudzhar, 
Madjid, dan Anshori Yudian Wahyudi, 
Abdurrahman dan Akh. Minhaji 
Wahid 
A B Kej D E 


Berdasarkan tabel di atas, contoh-contoh buku yang telah 
mengkaji zona A, B, C, D, dan E, masing-masing seperti berikut ini: (A) 
B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (Pergumulan Islam di 
Indonesia 1945-1970) (1982), Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 
1900-1942 (1988), (B) Greg Barton, The Emmergence of Neo-Modernism: A 
Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia: A Textual Study 
Examining the Writings of Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wabib, 
dan Abdurrahman Wahid 1968-1980 (1995), (C) A.W. Pratiknya (peny:), 
Percakapan Antar Generasi (1989): (D) Zuly Oodir, Pembaruan Pemikiran 
Islam: Wacana Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia (2000): (B) Waryani Fajar 
Riyanto, Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah 
(2013) dan Mazhab Sunan Kalijaga (2014). 


Berdasarkan tabel terakhir di atas, ada tiga fase perkembangan 
pemikiran Muslim di Indonesia, yaitu fase modernisme, fase neo- 
modernisme, dan fase postmodernisme. Apabila dibaca dengan teori 
tiga kesadaran sejarah keberagamaan umat Islam di Indonesia (mitos, 
ideologi, dan ilmu), era pra 1900 dapat disebut sebagai era klasik. Era 
antara tahun 1900-1960-an, yaitu era ketika berdirinya SI, 
Muhammadiyah, dan NU, hingga lahirnya generasi pemikir reformis- 
nasionalis seperti Natsir, Hamka, Hasbi ash-Shiddiegy (Fikih Indonesia), 
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dan Hazairin sebagai era ideologi(s). Sedangkan zona pemikir neo- 
modernis, dapat disebut sebagai era “antara” di antara zona ideologi dan 
zona ilmu, yang dapat disebut juga sebagai zona de-ideologisasi. Di zona 
“antara itulah penulis dapat meletakkan posisi LDLG di Mazhab Sapen, 
yang dikomandani oleh Mukti Ali pada tahun 1970-an, yang dilanjutkan 
di era 1980-an, sebagai era neo-modernisme. Sedangkan pemikir Muslim 
dari Mazhab Sapen yang muncul di era 1990-an, atau era 
postmodernisme, dapat penulis sebutkan, misalnya M. Amin Abdullah 
dan Musa Asy'arie (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam), Abdul 
Munir Mulkhan (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan), Machasin 
(Fakultas Adab dan Ilmu Budaya), Faisal Ismail (Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi), Syamsul Anwar, Akh. Minhaji, dan Yudian Wahyudi 
(Fakultas Syari'ah dan Hukum). Sedangkan pemikir Muslim Mazhab 
Sapen era 2000-an dapat dipresentasikan oleh beberapa intelektual muda" 
seperti M. Nur Ichwan dan Siti Syamsiatun (Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi), Fatimah Husein, Inayah Rohmaniyah, Alim Roswantoro, 
Fakhrudin Faiz, al-Makin, Ahmad Muttagin, Abdul Mustagim, dan 
Sahiron Syamsuddin (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam), 
Noorhaidi Hasan dan Nur Kholis Setiawan (Fakultas Syariah dan 
Hukum). Dari beberapa nama tersebut, penulis dapat menunjuk nama 
Sahiron Syamsuddin, misalnya, yang dapat dikaitkan dengan 
perkembangan studi hukum Islam kontemporer di Mazhab Sapen, karena 
ia telah memperkenalkan (menterjemahkan) beberapa karya Muhammad 
Syahrur, di antaranya Metodologi Fikih Islam Kontemporer (2004)”” 
terjemahan dari kitab Dirasah Islamiyah Mu'asirah Nahwa Usul Jadidah 
Lilfighi al-Islami, Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Our'an Kontemporer 
(2008) terjemahan dari Bab I kitab a/-Kitab wa a-Ouran, dan Prinsip 


49 Muhammad Syahrur, Metodologi Fikih Islam Kontemporer, terj. Sahiton 
Syamsuddin (Yogyakarta: Elsag, 2004). 

?0 Muhammad Syahtut, Prinsip dan Dasar Hermeneutika a-Our'an Kontemporer, 
terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsag, 2008). 
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dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer (20127 terjemahan dari 
Bab II kitab d/Kitab wa al-Our'an Bahkan secara khusus, Sahiron juga pernah 
menulis artikel tentang Syahrur yang kemudian dimuat di Jurnal asy-Syirah 
milik FSH UIN Sunan Kalijaga, yaitu Muhammad Syahrurs and Abu Zayd5 
Interpretations of Our'anic Verses on Inheritance (2010). 

Dalam diskusi awal di LDLG 
Mazhab Sapen sebagaimana telaah 


HARTONO AHMAD JAIZ 


tersebutkan di atas, sering muncul 
pertanyaan atau malah pernyataan, yang 
pada dasarnya lebih merupakan penajaman 
permasalahan yang dianggap kurang pada 
tempatnya. Oleh karenanya Lingkaran 
Diskusi tersebut sering mendapat kritikan, 
begitu pula kepada Mukti Ali, sebagai 
pimpinannya yang  mentoleransi 


pembicaraan-pembicaraan yang dianggap 


tidak lazim seperti biasanya. Kritikan 
ditujukan terutama pada persoalan- 
persoalan yang dianggap sudah “selesai dan tidak perlu diungkit-ungkit lagi, 
namun justru menjadi bahan diskusi.” Puncaknya adalah pada tahun 2005, 
ketika Hartono Ahmad Jaiz menerbitkan bukunya yang sangat kontroversial 
berjudul Ada Pemurtadan di LAIN. Dalam buku tersebut, Hartono menyebut 
Mukti Ali sebagai orang yang ny/eneh. Lebih lanjut ia menyatakan: 

Salah seorang terkemuka dari kalangan yang ny/eneh (aneh pendapatnya) dan 

bahkan orang-orang yang nyleneh pun mengakuinya sebagai orang yang 


berperan penting dalam apa yang oleh Dawam Raharjo disebut sebagai 
liberalisme Islam (dalam menumbuhkan ke-nyeleneh-an) adalah Mukti Ali, guru 


?5! Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, 
terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsag, 2012). 

?82 Sahiton Syamsuddin, “To the male (is) the eguivalent of the portion of 
two females”: Muhammad Syahrur's and Abu Zayd's Interpretations of Gur'anic Verses 
on Inheritance”, Jurnal asy-Syir'ah, Vol. 44, No. I, 2010. 

38 Basuki, Pemikiran Keagamaan Mukti Ali, hlm. 75. 
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besar IAIN Yogyakarta. Ini paling kurang adalah seperti yang diakui oleh 
Dawam Raharjo diantaranya ditulis di Koran Republika (Rabu, 19/3). Cap 
buruk dari masyarakat belum sempat melekat di dalam nama Mukti Ali semasa 
hidupnya. Tetapi tokoh yang belum menerima gelar-gelar buruk itupun telah 
melakukan sebuah pembelaan dan bahkan menumbuh kembangkan perusakan 
Islam secara sistematis di Indonesia, lewat pendidikan tinggi Islam dan karya 
tulis yang merusak Islam secara terang-terangan, yaitu membela dan bahkan 
sebagai pemberi kata pengantar buku yang merusak akidah Islam, berjudul 
Catatan Harian Ahmad Wahib (1982). 


Dua tahun kemudian, yaitu tahun snyuddin Faiz 
2007, salah satu pemikir muda dari 
Mazhab Sapen, yaitu Fahruddin Faiz, lalu 
menerbitkan buku “bantahar' atau “buku 
putih”, sebagai counter dari buku Hartono 
di atas, dengan judul Universitas Islam Negeri 
(Sudah) Murtad?: Sebuah Refleksi 
Membendung Emosi. Menurut Faiz, buku 
Ada Pemurtadan di LAIN yang ditulis oleh 
Hartono di atas menggagas tentang Nalar 
Anti-UIN. Menurut Faiz, ada empat ciri 
utama Nalar Anti-UIN.”? Pertama, nalar 
anti-UIN hanya menggunakan pola sing/e-entities, dengan hanya melihat 
wilayah badarat an-nas secara formalistik-skripturalistik. Kedua, nalar anti- 
UIN menggunakan logika a-sosial (memaksakan ideal pribadi/ kelompok 
tertentu untuk diakui sebagai benar oleh siapapun dan kapanpun, 
termasuk terhadap UIN dan seluruh civitas akademikanya). Ketiga, nalar 
anti-UIN berawal dari sentimen personal terhadap tokoh dan figur yang 
dipandang mengusung nalar keberagamaan berbeda, kemudian 


merembet ke lembaga yang menjadi background sang tokoh, termasuk 


554 Hartono Ahmad Jaiz, Ada Pemurtadan di LAIN (Jakarta: Pustaka al-Kausat, 
2005), hlm. 74-75. 

555 Fahruddin Faiz, Universitas Islam Negeri (Sudah) Murtad?: Sebuah Refleksi 
Membendung Emosi (Klaten: Otorita, 2007), hlm. 14-18. 
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UIN, seperti Harun Nasution (Mazhab Ciputat), Nurcholish Madjid 
(Mazhab Paramadina), dan Mukti Ali (Mazhab Sapen). Tidak heran 
apabila kemudian UIN pun mendapat tudingan dan status yang sama 
dengan para tokoh tersebut, yaitu “keluar dari Islam'—untuk tidak 
menyebutnya sebagai murtad—. Keempat, nalar anti-UIN menggunakan 
logika minim Adab al-Bahsi wa al-Munagarah. Adalah sebuah sikap 
emosional dan penghakiman yang seringkali dilakukan dengan ekspresi 
yang kasar dan vulgar. Dengan kata lain, Nalar Anti-UIN versi Hartono, 
dibantah oleh Nalar Pro-UIN versi Faiz. 


Diskusi Mazhab Sapen (Limited Group Discussion) yang muncul di 
era tahun 1960-an tersebut kemudian berubah menjadi Neo Diskusi 
Ilmiah Dosen-dosen Tetap IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 
dimulai sejak 23 Juni 1978, setiap Jumat sore mulai pukul 19.30-21.30 
WIB, berlangsung secara terus menerus selama 15 tahun lebih. Mukti 


556 


Ali sendiri yang menjadi moderatornya.”' Berikut ini adalah momen 


photo yang dapat merekam aktivitas diskusi tersebut (Oktober 1985). 


Mukti Ali sedang memimpin diskusi Jum'at malam, Oktober 1985 


26 Djam'annuti, 70 Tahun H.A. Mukti Ali, hlm. 40. 
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2. Dari Studi Islam Menuju Studi Hukum Islam (Fikih): Hasbi 
ash-Shiddiegy (1904-1975) 


Fikih Indonesia gagasan Hasbi ash-Shiddiegy “harus” dibaca dalam 
konteks munculnya gerakan pembaruan Islam modern di Indonesia pada 
awal abad ke-20. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia sebenarnya 
telah dimulai sekitar dua atau tiga abad sebelum organisasi-organisasi 
pembaruan Islam ini lahir. Pada abad ke-17 dan abad ke-18, sebagian 
ulama sufi seperti ar-Raniri, Abdul Rauf Singkel, dan Syaikh Yusuf 
Makassar mencoba memperkenalkan perspektif baru tentang sufisme 
dan coba mendekatinya dengan syariat. Namun, karena kurangnya sarana 
komunikasi dan tidak didukung oleh organisasi penunjang, gerakan ini 
belum menghasilkan dukungan yang besar dari masyarakat, barangkali 
juga karena masih bersifat “elitis. Tentang gerakan pembaruan Islam di 
Indonesia abad ke-17 dan ke-18 ini, dapat di baca dalam buku Azra 
berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 
dan XVII (1998) 


Transisi pembaruan Islam dari abad ke-18 menuju abad ke-19, 
khususnya dari abad ke-19 menuju abad ke-20, menurut Deliar Noer, 
dalam karyanya The Rise and Development of The Modernist Muslim Movement 
in Indonesia During Duch Colonial Period: 1900-1942 (1963), telah membawa 
kehidupan masyarakat Indonesia ke dalam dua golongan, yaitu “Kaum 
Muda” dan “Kaum Tua”. Golongan “Kaum Muda” adalah mereka yang 
menghendaki pembaruan, sedangkan golongan “Kaum Tua” adalah 
mereka yang berpegang teguh pada pemikiran dan perbuatan yang 
tradisional.” Gerakan pembaruan Islam yang muncul pada awal abad 


ke-20 bertujuan untuk memurnikan doktrin Islam di Indonesia dari tradisi 


?! Azyumatdi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 
XVII dan XVTII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung: 
Mizan, 1998), hlm. 166-239. 

'8 Deliar Noer, “The Rise and Development of The Modernist Muslim 
Movement in Indonesia During Duch Colonial Period (1900-1942)”, Disertasi pada 
Cornel University, 1963, hlm. 5. 
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lokal yang tidak memiliki landasan doktrin sah. Gerakan pembaruan 
Islam yang dipelopori misalnya oleh Muhammadiyah, Persatuan Islam, 
dan al-Irsyad senantiasa berusaha memurnikan Islam di Indonesia dari 
amalan dan keyakinan yang tidak jelas asal usulnya, dalam rangka 
mempertahankan ortodoksi Islam. Namun, gerakan-gerakan ini pada 
akhirnya harus menghadapi tantangan yang berat dari kalangan Islam 
itu sendiri, dan tidak jarang menghasilkan perselisihan yang tajam dengan 
pendukung adat lokal. Para pembaru ini kemudian dikenal dengan 
sebutan “Kaum Muda”, sedangkan pendukung adat lokal yang tradisional 
sering disebut dengan “Kaum Tua”. Demikianlah yang kira-kira 
dijelaskan oleh Fauzan Saleh dalam karya Pergeseran Wacana Islam Sunni 
di Indonesia Abad XX (2004). 


Secara lebih khusus, Benda, dalam karya Indonesian Islam under 
Japanese Occupation 1942-1945 (1958), menyebutkan empat kondisi yang 
melatari lahirnya gerakan pembaruan Islam modern pada abad ke-20. 
Pertama, adanya ketidakmurnian Islam yang animistik dan Hindu- 
Buddhis sebagai sebuah bentuk formalisme ortodoksi Islam tradisional 
yang terjelma dalam kebudayaan santri pedesaan. Untuk ini, usaha 
pembaruan Islam dilakukan dengan menganjurkan suatu agama yang 
bersih dari unsur-unsur skolastik dan mistisime tetapi masih sesuai dengan 
kehidupan sehari-hari. Kedua, masih adanya lembaga-lembaga Indonesia 
pra-Islam yang terjelma dalam adat dan kebudayaan priyayi, yang secara 
tradisional telah menghalangi perluasan cara hidup Islam yang 
sebenarnya. Usaha yang dilakukan kalangan pembaruan dengan kondisi 
ini adalah mencipatkan suatu masyarakat Islam yang bersatu di tanah 
Indonesia yang diperintahkan oleh hukum al-Gur'an dan as-Sunnah, 
bukannya oleh partikularisme lembaga-lembaga adat setempat. Ketiga, 
adanya gelombang westernisasi yang berusaha menyatukan Islam dengan 


nilai-nilai Barat, baik yang bersal dari Kristen maupun yang sekuler. 


?59 Fauzan Saleh, Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia 
Abad XX, terj. Fauzan Saleh (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 150-151. 
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Keempat, adanya status guo kolonial yang masih bercokol di Indonesia, 
dan ini merupakan konsekuensi yang tak dapat dielakkan untuk 
munculnya kesadaran Islam, bukan hanya dari kalangan pembatu saja, 
tetapi juga dari mereka yang mendukung ortodoksi tradisional.” Untuk 
melanjutkan" karya Benda tersebut, penulis dapat merekomendasikan 
kepada pembaca untuk membaca buku Moch. Nur Ichwan berjudul 
Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religions Affairs in 
Contemporary Indonesia, 1966-2004 (2006). 


Berdasarkan sejarah singkat munculnya pembaruan Islam modern 
pada abad ke-20 tersebut, gagasan Fikih Indonesia dapat juga dibaca 
sebagai model integrasi antara “Kaum Muda” dan “Kaum Tua”. “Kaum 
Muda” cenderung menekankan kajian studi hukum Islam filosofis dan 
empiris, sedangkan “Kaum Tua” menekankan kajian hukum Islam 
normatif. Pola seperti ini juga dapat digunakan untuk membaca varian- 
varian pemikiran hukum Islam di FSH UIN Sunan Kalijaga. Istilah “Islam 
Indonesia” dengan “Islam di Indonesia, sebagaimana istilah “Fikih 
Indonesia" yang digagas oleh Hasbi dengan Fikih di Indonesia" tidaklah 
sama atau tidak identik. “Islam di Indonesia” atau “Fikih di Indonesia” 
adalah fakta keberislaman atau keberfikihan yang dilihat dari gerak 
kekinian, bersifat majemuk, dan terlibat dalam pergulatan pemaknaan 
atas Islam atau fikih itu sendiri. Dengan kata lain, istilah Fikih di 
Indonesia” adalah kategori faktual deskriptif, sehingga menulis tentangnya 
hanyalah menulis tentang gambaran pergulatan fikih di wilayah Indonesia. 
Sementara itu istilah Fikih Indonesia" adalah kategori paradigmatik. 
Dengan istilah itu, Hasbi sepertinya ingin menegaskan bahwa di bumi 
kita, Indonesia, ada satu jenis keberfikihan yang telah menjadi mainstream. 
Maka, untuk Fikih di Indonesia', bolehlah kita menggunakan pendekatan 
sejarah deskriptif atau pendekatan bebas nilai yang hanya hendak 
menggambarkan fakta-fakta sejarah dari pergulatan fikih di Indonesia. 
Sedangkan Fikih Indonesia', pendekatannya mesti lebih diskursif. 


560 Harry J. Benda, The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the 
Japanese Occupation 1942-1945 (The Hague: W. Van Hoeve Ltd., 1958), hlm. 48-49. 
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Penulis telah menjelaskan bahwa posisi Mukti Ali adalah sebagai 
perumus metode studi Ilmu Perbandingan Agama (di) Indonesia, yang 
terpolakan menjadi sientific-cum-doctriner. Di sini penulis memosisikan 
Mukti Ali sebagai pemikir studi Agama (Islam) yang cakupannya sangat 
luas. Keluasan cakupan tersebut kemudian difokuskan untuk membaca 
Hasbi ke ranah studi Islam, terutama studi hukum Islam (fikih) saja, 
dengan gagasannya tentang Fikih Indonesia, bukan Tauhid Indonesia, 
Kalam Indonesia, atau Tasawuf Indonesia. Trilogi etos Mukti Ali 
(keilmuan, kemanusiaan, dan kebangsaan),”' terutama tentang pilar 
keilmuan dan kebangsaan, dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran 
untuk membaca posisi Fikih Indonesia. Artinya, pilar keilmuan-nya dapat 
menjadi payung Fikih dan pilar kebangsaan-nya dapat menjadi payung 


besar Indonesia'—Fikih (Keilmuan) Indonesia (Kebangsaan). 


Menakar Fikih Indonesia 
M. Amin Abdullah Lokal Nasional Global 
Mukti Ali Keilmuan | Kemanusiaan Kebangsaan 
Hasbi FIKIH A INDONESIA ———? B 


Berdasarkan tabel di atas, gagasan Fikih Indonesia dapat dibaca 
dalam kerangka berpikir Mukti Ali sebagai pemaduan wilayah keilmuan 
dan kebangsaan. Sedangkan apabila dibaca dengan nalar trilogi Amin, 
masih menempatkan Fikih Indonesia di ranah lokal dan nasional. Fikih 
Indonesia harus mampu bergerak ke ruang B, untuk mengglokalisasikan 
Fikih Indonesia tersebut menjadi Fikih Global yang khas Mazhab Jogja. 
Apabila Fikih Indonesia menjatuhkan pilihan objek kajiannya pada ruang 
kemanusiaan A, maka kajian-kajian Fikih Indonesia hanya berkutat pada 
masalah kemanusiaan (antroposentris) saja, seperti Fikih Jender 
Indonesia, Fikih HAM Indonesia, Fikih Advokasi Indonesia, dan Fikih 


Narkoba Indonesia. Menurut penulis, Fikih Indonesia harus diperluas 


201 Basuki, Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali, hlm. 347. 
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ruang geraknya tidak hanya berfokus pada nalar antroposentris 
(kemanusiaan) saja, tetapi juga melibatkan nalar kosmosentris (kealaman), 
sehingga akan melahirkan ide-ide baru seperti Fikih Kelautan Indonesia, 
Fikih Lalu Lintas Indonesia, Fikih Petani Indonesia, Fikih Pertanian 
Indonesia, dan Fikih Kehutanan Indonesia. Implikasinya, nalar teo- 
antroposentrik-integralistik (mempertautkan antara SUBJEK dan subjek) 
dalam nalar Mazhab Jogja harus dimekarkan menjadi nalar teo-antropo- 
kosmosentrik-integralistik ((mempertautkan antara SUBJEK, subjek, dan 
objek). 

Ketika Fikih Indonesia “masuk' ke Mazhab Jogja, cakupannya 
semakin mengecil, terfokus pada salah satu jenis mazhab dalam fikih. 
Dengan kata lain hal tersebut dapat dibaca bahwa (istilah) Mazhab Jogja 
adalah sub struktur atau turunan dari Fikih Indonesia. Sedangkan Fikih 
Indonesia adalah sub struktur dari (studi Agama) Islam itu sendiri. Dari 
(studi) Agama Islam, ke Fikih (Indonesia), kemudian ke Mazhab (Jogja), 
adalah gerak internalisasi (ke dalam). Hingga akhirnya muncullah 
pendekatan integrasi-interkoneksi yang mencoba melakukan gerak 
eksternalisasi kembali ke ranah yang lebih luas, bahkan ke tahap 
objektifikasi dan intersubjektifikasi. 


Dari Fikih Indonesia ke Mazhab Jogja 


STUDI (AGAMA) ISLAM Studi Agama 


FIKIH (INDONESIA) Studi Fikih 
Studi Ushul Fikih 
INTEGRASI-INTERKONEKSI Studi Islam 


PEN 


Berbicara tentang Fikih Indonesia yang pernah digagas oleh 
Hasbi, yang pernah menulis masterpiece buku Hukum Antar Golongan dalam 
Fikih Islam 1971), sebenarnya berbicara tentang relasi antara agama (fikih) 
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dan budaya (Indonesia) atau antara religion dan culture. Dalam perspektif 
teologi, keduanya disebut dengan hubungan antara iman dan budaya. 
Menurut Richard Niebuhr, sebagaimana yang dikutip oleh Emanuel 
Gerrit Singgih,” ada lima jenis model hubungan antara agama (iman) 
dan budaya, yaitu sikap radikal, sikap akomodatif, sikap sintetik, sikap 
dualistik, dan sikap transformatif. Kelima sikap tersebut dapat dirangkum 
menjadi dua sikap besar saja, konfirmasi dan konfrontasi (pembenaran 
dan pengecaman). Kita tidak begitu saja menolak budaya dan adat istiadat, 
akan tetapi juga tidak serta merta menerimanya. Sikap konfirmatif dan 
konfrontatif seyogyanya berjalan bersama-sama. Berdasarkan kelima 
model tersebut, menurut penulis, Fikih Indonesia versi Hasbi dapat 


disebut mengambil model transformatif-konfirmatif. 


Gelar ash-Shiddiegy, yang disematkan kepada Hasbi, sang 
penggagas Fikih Indonesia, berasal dari saran gurunya, Syaikh 
Muhammad al-Kalali, yang dipakainya sejak tahun 1925, dan kemudian 
dijadikan sebagai nama keluarga, karena ia memang keturunan 
ketigapuluh tujuh (37) dari Abu Bakar ash-Shiddiegy ra, salah satu sahabat 
Nabi Muhammad saw. Ada beberapa hal yang menarik dalam diri Hasbi. 
Pertama, Hasbi adalah seorang otodidak. Kedua, Hasbi mulai bergerak di 
Aceh, yang dikenal fanatik, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun, 
Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ketiga, dalam 
berpendapat, Hasbi merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat 
kelompoknya. Keempat, Hasbi adalah orang pertama di Indonesia yang 
sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi sejak tahun 1960, menghimbau 
perlunya dibina fikih yang berkepribadian Indonesia.” 


Karya tulis Hasbi berjumlah 73 judul buku (terdiri dari tafsir, 
buku hadis, 36 fikih, 5 tauhid, 17 yang bersifat umum) dan lebih dari 49 


52 Emmanuel Getrtit Singgih, Berteologi dalam Konteks: Pemikiran-pemikiran 
Mengenai Kontekstualisasi Teologi di Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 36-40. 

?68 Afiful Ikhwan, “Pemikiran Hukum Islam Hasbi ash-Shiddiegy: Antara 
Purifikasi dan Modernisasi”, dalam Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Volume 
8, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 46. 
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artikel yang tersebar di berbagai majalah dan 
surat kabar, salah satunya tentang elastisitas 
hukum Islam (1973).”4 Di antara semua 
karya Hasbi, Tafsir al-Our'an an-Nur disebut- 
sebut sebagai karyanya yang paling 
fenomenal. Disebut demikian karena tidak 
banyak ulama Indonesia yang mampu 
menghasilkan karya tafsir semacam itu dan 
karena kepakarannya dalam ilmu hadis, pada 
tahun 1960 dia diangkat menjadi Guru 
Besar di bidang Ilmu Hadis. Sejak saat itu 
juga ia menjadi dekan di Fakultas Syari'ah 
IAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1972. Oleh Islah Gusmian, dalam 
bukunya (berasal dari tesis di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga) berjudul 
Khazanah Tafsir Indonesia (2003), ia memasukkan Tafsir a-Our'an an- 
Nur karya Hasbi tersebut di periode pertama dalam periodisasi literatur 


tafsir al-OJur'an di Indonesia, yaitu di permulaan abad ke-20 hingga tahun 
1960-an. Selain Hasbi, salah seorang intelektual IAIN Sunan Kalijaga, 
yaitu Bakri Syahid (Rektor IAIN Sunan Kalijaga periode 1972-1970), 
juga menulis Tafsir al-Huda, yang kemudian dikaji oleh Imam Muhsin 
dalam bukunya berjudul a/-Our'an dan Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda 
Karya Bakri Syahid (2013). 

Terkait posisi dan peran Hasbi di level lokal, yaitu dalam 
pengembangan keilmuan di FSH, Atho' Mudzhar pernah menandaskan 
bahwa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga telah memainkan peran 
signifikan terhadap perkembangan studi hukum Islam di Indonesia. 


54 Hasbi ash-Shiddiegy, “Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam”, dalam Jurnal 
al-Jami'ah, No. 4, Tahun XII, 1973, hlm. 5-29. 

59 Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi 
(Bandung: Teraju, 2003), hlm. 45. 

566 Imam Muhsin, a-Our'an dan Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri 
Syahid (Yogyakarta: eLSAO, 2013). 
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Menurutnya hal itu disebabkan dua faktor. Pertama, tidak dapat 
dipungkiri bahwa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (sebelum 
berubah jadi UIN) merupakan fakultas tertua di Indonesia. Kedua, peran 
Hasbi ash-Shiddiegy (dekan pertama Fakultas Syari'ah (Fakultas Gada”) 
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).'” Berbicara tentang Hasbi, menurut 
Minhaji, materi kajian hukum Islam yang pernah diajarkannya (adapun 
materi perkuliahan hukum Islam yang diajarkan oleh Hasbi termaktub 
dalam tiga karyanya, yaitu Pengantar Ilmu Fikih, Pengantar Hukum Islam 1 
dan 2), sebagai penggagas Fikih Indonesia, menunjukkan beberapa 
implikasi terhadap studi hukum Islam berikutnya. Setidaknya, kajian 
hukum Islam pada masa tersebut, hanya diperuntukkan untuk bidang 
profesional ketimbang akademik.” Dengan kata lain, lebih menekankan 
bidang praktisi daripada akademisi. Menurut bahasa penulis, Hasbi masih 
melakukan gerak internalisasi. Wilayah kajian hukum Islam di Indonesia, 
apabila menggunakan pola Hasbi, memang masih bergelut pada apa 
seharusnya yang dikuasai oleh mahasiswa, bukan apa yang seharusnya 


dikaji oleh mereka. 


Terkait dengan posisi Hasbi di level nasional, Ahmad Sjadzali, 
pernah menyebutnya sebagai Syaikh Fugaha Indonesia.”” Berdasarkan 
ungkapan itu, penulis berani mengatakan bahwa dalam konteks 
pengembangan mazhab fikih, Hasbi dapat disejajarkan dengan Syaikh- 
Syaikh lain, terutama yang terpenting adalah Syaikh Hasyim Asy'arie 


57 M. Atho? Mudzhat, “The Study of Islamic Law in Indonesian Islamic 
Universities: The Case of the Kuliyyat asy-Syarah of the State of Islamic Studies 
(IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia”, ak Jami ah, No. 63, 1999, hlm. 7. Artikel 
ini juga pernah dipublikasikan dalam Ismae Alee dkk (eds), Islamic Studies in Asean: 
Presentation of an International Seminar (Thailand: College of Islamic Studies, Prince of 
Songkla University, 2001), hlm. 359. 

8 Akh. Minhaji, Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam 
(Yogyakarta: ar-Ruzz, 2003), hlm. 95. 

569 Ahmad Sjadzali, “Pemikiran Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddiegy tentang 
Fikih bagi Umat Islam Indonesia”, paper Seminar Nasional, IAIN Sunan Kalijaga, 
1986, hlm. 1, Wahyudi, Hasbis Theory of Ijtihad, hlm. 9. 
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yang mendirikan Mazhab NU dan Syaikh 
Ahmad Dahlan yang mendirikan Mazhab 
Muhammadiyah. Jadi, dapat dikatakan 
bahwa Syaikh Hasbi ash-Shiddiegy adalah 
pendiri Mazhab Jogja. Mazhab Jogja harus 
dapat menjadi Mazhab Ketiga atau rumah 
ketiga?” atau rumah alternatif bagi dua 
mazhab di atas. “Rumah Ketiga” tersebut 
harus dijaga dan dirawat sebagai rumah 
akademik, bukan rumah politik. Mazhab 
Jogja sebagai mazhab ketiga harus berani 


mengambil peran-peran strategis di level 

nasional (misalnya mengikuti agenda tahunan Sidang Isbat Kemenag RI 
dalam penetapan tanggal 1 Syawal, sebagai wakil dari Mazhab Jogja) 
bahkan di level global (misalnya dialog antar agama), sebagai mazhab 
alternatif, apabila dua mazhab besar tersebut tidak bisa dikoneksikan 
lagi. Sedangkan peran dan posisi Hasbi di level internasional, telah 
digaungkan dan “diterjemahkan' oleh Yudian Wahyudi dalam tesisnya di 
McGill berjudul Hasbis Theory of Ijtihad in The Context of Indonesia Figh 
(1993). Kalau Hasbi sebagai pencetus Fikih Indonesia dapat penulis sebut 
sebagai Syaikh-nya IAIN, maka Mukti Ali dapat disebut sebagai Mu 'allim- 
nya IAIN, sedangkan Harun Nasution sebagai Myja£kir-nya IAIN. 


B.J. Boland, salah seorang orientalis-akademis yang pernah 
mengritik Mukti Ali, dalam sebuah wawancaranya dengan Hasbi, pernah 


menyatakan: 


Dalam sebuah wawancara yang saya (Boland) lakukan dengan Hasbi, ia pernah 
menjelaskan: “Anda tidak dapat memutar kembali jarum jam sejarah! Mereka 
yang bukan Islam di Indonesia telah diakui sebagai warga negara penuh seperti 
watga negara lainnya. Hal ini tidak dapat diabaikan. Seperti Anda ketahui, 
saya adalah seorang pendukung fijtihad baru' dan bahkan mendukung 
diciptakannya mazhab kami sendiri. Hal ini berarti bahwa di Indonesia kita 
harus mulai dari keadaan di Indonesia, dan hanya dapat mempergunakan 
unsur-unsur hukum Islam yang sesuai dengan Indonesia modern. Demikian 
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juga misalnya orang-orang Islam yang berdiam di negeri Belanda harus mencari 
di negeri itu tafsiran ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan keadaan di sana. 
Karena pertimbangan inilah makanya saya tidak saja berbicara mengenai suatu 
mazhab Indonesia seperti Hazairin, tetapi tentang mazhab nasional, yang 


disesuaikan untuk kita di Indonesia, untuk orang-orang Islam di negeri Belanda, 
570 


dan seterusnya. 

Hasbi adalah ilmuwan yang sering memberikan sugesti kepada 
mahasiswanya untuk menyusun buku. Hal itu misalnya terungkap seperti 
apa yang pernah dinyatakan oleh Fatchur Rahman, alumni Fakultas 
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam kata pengantar bukunya 
yang sangat laris dan terkenal, yaitu Ilmu Waris (1971). Tutut Rahman, 
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Prof. Hasbi 
ash-Shiddiegy yang telah memberikan sugesti untuk menyusun buku ini 
(Ulmu Waris) yang semula sejak tahun 1965 hanya berupa diktat kuliah.” 


Menurut penulis, buku biografi 
yang paling otoritatif berbicara tentang 
Fikih Indonesia adalah karya 
Nourouzzaman Shiddigi berjudul Fikih 
Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, Biografi, 
Perjuangan, dan Pemikiran Teungku 
Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy (1991), 
empat tahun setelah tesis Yudian tentang 
Hasbi diselesaikan (1993). Isi buku itu 


sebagian besar berasal dari disertasi 


Nourouzzaman yang dipertahankan 
sepuluh tahun sebelumnya, yaitu tanggal 
22 Juli 1987, dengan judul disertasi Muhammad Hasbi Ash-S hiddiegy dalam 
Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia. Ringkasan disertasi tersebut 
kemudian dimuat dalam Jurnal a-Jami ah berjudul Muhammad T.M. Hasbi 


"0 BJ. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, terj. Saftoedin (Jakarta: PT. Grafiti 
Press, 1985), hlm. 178-179. 
"1 Fatchut Rahman, Ilmu Waris (Bandung: al-Ma'arif, 1971), hlm. 9. 
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ash-S hiddiegy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia (1987). 
Sedangkan salah satu—untuk tidak menyebut sebagai satu-satunya— 
artikel biografis yang juga sangat komprehensif menjelaskan tentang 
Hasbi dapat dibaca dalam buku Lima Tokoh LAIN Sunan Kalijaga (2000)? 
Namun demikian, buku Fikih Indonesia karya Nourouzzaman tersebut 
dapat penulis katakan sangat subjektif, karena penulisnya, yaitu 
Nourouzzaman Shiddiegy adalah putra Hasbi ash-Shiddiegy sendiri. Sulit 
rasanya memahami daya kritis yang ilmiah, apabila seorang putra menulis 
karya-karya ayahnya. Meminjam istilahnya Kim Knott, dalam buku 
tersebut, Nourouzzaman dapat penulis kategorisasikan sebagai jnsider 
yang complete participant. Menurut Mukti Ali, yang memberi kata pengantar 
dalam buku tersebut, mengatakan bahwa “Buku Fikih Indonesia ini ibarat 
seperti pelita kecil.” Lanjut Mukti Ali: 

Hasbi adalah seorang pembaru dalam alam pikiran (epistema) Islam Indonesia 

abad ke-20 dalam bidang fikih. Beliau ingin memperbarui Islam di Indonesia 

dengan jalan menciptakan Fikih Indonesia, yaitu fikih yang ditetapkan sesuai 


dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabiat dan watak Indonesia. 
Caranya dengan mengefektifkan ijtihad.'" 


Sedangkan buku biografi intelektual yang paling akademis 
berbicara tentang Hasbi, yang masuk ke dalam kluster participant as 
observer—meminjam istilah Kim Knott—, sebagaimana telah penulis 
sebutkan di atas, adalah tesis Yudian Wahyudi di McGill University, 
Montreal, Kanada dengan judul Hasbis Theory of Jitibad in tbe Context of 
Indonesian Figh (1993). Setelah menyerahkan draf tesisnya kepada 


5? Nourouzzaman Shiddiegy, “Muhammad T.M. Hasbi ash-Shiddiegy dalam 
Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia”, dalam Jurnal a/-Jami'ah, No. 35, 
Tahun 1987. 

3 Abdurrahman dkk (eds.), Lima Tokoh LAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 
IAIN Sunan Kalijaga, 2000). Lihat sub bab “Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi 
Ash-Shiddiegy”, hlm. 149-214. 

54 Mukti Ali, “Sambutan”, dalam Nourouzzaman Shiddiegy, Fikih Indonesia: 
Penggagas dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi 
Ash-Shiddiegy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. vii. 
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1g. pembimbingnya di akhir bulan April 1993, 
1 KLPAAN V9. DANA Yudian kemudian menerjemahkan buku 
berjudul Fi/safat Teknologi. Tentang hal ini, 


Yudian menceritakannya sebagai berikut: 


Setelah menyerahkan draf tesis kepada pembimbing 
di akhir bulan April 1993, saya ingin mengisi masa 
tunggu dari perbaikan hingga daftar untuk diuji. 
Waktu tiga bulan yang masih tersisa ini, karena 
kepulangan saya sudah dijadwalkan di akhir Juli 
1993, tentunya sangat penting. Berbagai alternatif 
untuk dilaksanakan pun muncul, walaupun 
menerjemah ternyata merupakan pilihan terbaik 


yang harus saya tempuh. Memilih buku juga 
merupakan kecermatan tersendiri. Sebagai orang yang berspesialisasi dalam 
bidang filsafat hukum Islam, saya memang harus memperdalam pemahaman 
saya tentang filsafat secara umum, khususnya filsafat ilmu pengetahuan (sains) 
dan filsafat hukum. Pengalaman saya sebagai dosen filsafat umum di Fakultas 
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sebelum saya berangkat ke Kanada 
mendorong saya untuk menerjemahkan buku Filsafat Teknologi: Suatu Pengantar 
karya Dr. Don Ihde ini. Di samping itu, saya, bersama Drs. M. Ali Chabib, 
juga sudah selesai menerjemahkan Realisme Instrumental: Titik Temu antara Filsafat 
Sains dan Filsafat Teknologi, katya lebih awal dati Dr. Don Ihde.”” 


Salah satu yang menarik dari pernyataan Yudian di atas adalah 
tentang pentingnya merajut empat jenis pengetahun filsafat, khususnya 
di FSH, yaitu kemampuan di bidang filsafat hukum Islam, filsafat hukum, 
filsafat ilmu, dan filsafat umum. Tahun 1994, satu tahun sejak Yudian 
merampungkan tesisnya tentang Hasbi, untuk mengenang jasa Prof. Dr. 
T.M. Hasbi ash-Shiddiegy, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta menerbitkan buku Ke Arah Fikih Indonesia. Di dalam buku 
tersebut, Yudian menulis dua artikel tentang Hasbi, masing-masing 
berjudul Peran Hasbi ash-S hiddiegy dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia 


58 Yudian Wahyudi (penyadut), Filsafat Teknologi (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 
hlm. vii. 
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Abad XX 1994)" dan Reorientation of Indonesian Figh (1994)?7 Tahun 
1995, Yudian kemudian menerjemahkan artikel tersebut ke dalam bahasa 
Indonesia dengan judul Reorientasi Fikih Indonesia, yang dimuat di buku 
Islam Berbagai Perspektif (1995) Karya-karya ilmiah yang mengkaji tentang 
Hasbi (sesuai kronologi tahun), antara lain: Studi Tentang Kriteria antara 
Sunnah dan Bid'ah Menurut M. Hasbi Ash-S hiddiegy 1991)” Pemikiran Hasbi 
ash-Shiddiegy tentang Sumber Hukum Islam (1999), Corak Pemikiran Kalam 
Hasbi ash-Shiddiegy (2004), Konstruksi Gender dalam Pemikiran Mufassir 
Indonesia Modern: Hamka dan Hasbi ash-Shiddiegy (2004), Hukum Islam 
dalam Perubahan Sosial: Kontekstnalisasi Pemikiran Fikih di Indonesia Visi 
Muhammad Hasbi ash-S hiddiegy (2000), Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi 
Ash-Shiddiegy dan Pemikirannya Tentang Hukum Islam (2008), Telaah atas 


3 Yudian W. Asmin, “Peran Hasbi ash-Shiddiegy dalam Pembaruan Hukum 
Islam di Indonesia Abad XX”, dalam Yudian W. Asmin (ed.), Ke Arah Fikih Indonesia: 
Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddiegy (Yogyakarta: Forum Studi Hukum 
Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 3-16. 

37 Yudian W. Asmin, “Reorientation of Indonesian Figh”, dalam Yudian W. Asmin 
(ed.), Ke Arah Fikih Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddiegy (Yogyakarta: 
Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syar?ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 17-29. 

"8 Yudian Wahyudi, “Reorientasi Fikih Indonesia”, dalam Sudarnoto Abdul 
Hakim, Hasan Asari, dan Yudian W. Asmin (peny:), Islam Berbagai Perspektif: Didedikasikan 
Untuk 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A. (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 
1995), hlm. 223-232. 

5? Ibnu Muhdir, “Studi Tentang Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah Menurut 
M. Hasbi Ash-Siddiegy”, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1997). 

80 Masnun Tahir, “Pemikiran Hasbi ash-Shiddiegy tentang Sumber Hukum 
Islam”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999). 

81 Suharjianto, “Corak Pemikiran Kalam Hasbi ash-Shiddiegy”, Tesis 
(Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2004). 

282 Yunahat Ilyas, “Konstruksi Gender dalam Pemikiran Mufassir Indonesia 
Modern: Hamka dan Hasbi ash-Shiddiegy”, Disertasi (Yogyakarta: Pascasarjana UIN 
Sunan Kalijaga, 2004). 

583 Bfrinaldi, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial: Kontekstualisasi Pemikiran Fikih 
di Indonesia V'isi Mubammad Hasbi ash-Shiddiegy (Jakarta: Ricardo Press, 2006). 

84 Malik Ibrahim, “Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy dan 
Pemikirannya Tentang Hukum Islam”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas 
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1963-2007) (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 
2008), hlm. 1-40. 
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Pemikiran Hasbi ash-Shiddiegy tentang Hubungan Internasional (2009), Hasbi 
ash-Shiddiegy dan Pembaruan Pemikiran Hukum Islam (2010), Fikih Mazhab 
Indonesia: Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi ash-Shiddiegy untuk Konteks 
Islam Rahmatan li-Indonesia (2010),"' dan Pemikiran Hukum Islam Hasbi ash- 
Shiddiegy: Antara Purifikasi dan Modernisasi (2013). 


Menurut Mukti Ali: 


Walaupun ide Fikih Indonesia dicetuskan oleh Hasbi pada seperempat abad 
(25 tahun), tetapi hingga sekarang pun belum dibahas orang—kecuali yang 
sudah dilakukan dalam tesis Yudian (pen.)—. Bahkan mungkin orang belum 
mengerti apa yang dimaksud Fikih Indonesia. Hasbi tidak peduli apakah orang 


mengerti idenya atau tidak. Ia juga tidak peduli apakah orang setuju atau 
589 


tidak. Yang penting Fikih Indonesia harus tumbuh di Indonesia. 

Ide Fikih Indonesia bagi Hasbi, seperti Repubsic bagi Plato, al- 
Madinatul Fadilah bagi al-Farabi, atau City of God bagi St. Augustin. Fikih 
Indonesia menawarkan pendekatan tekstual dan kontekstual. Dalam 
masalah akidah dan ibadah, Hasbi ketat berpegang pada dalil dan nas 
yang sahih. Dalam bidang muamalat, ia memakai pendekatan kontekstual 
(sosio-historis). Hasbi perpendapat, hukum dapat berubah sesuai dengan 
perubahan masa dan tempat. Hukum selalu terikat dengan 9//at. Dalam 
menganalisa masalah-masalah akidah dan ibadah, Hasbi menggunakan 
metode deduksi, yakni berangkat dari nas yang jelas dan tegas (sarih) 
bersumber pada al-Guran dan al-Hadis sahih. Dalam masalah akidah 


dan ibadah ia sangat ketat, tidak memberikan interpretasi lain kecuali 


285 Kamsi, “Telaah atas Pemikiran Hasbi ash-Shiddiegy tentang Hubungan 
Internasional”, asy-Syirah, Vol. 43, No. 2, 2009, hlm. 413-430. 

86 Juwariyah, “Hasbi ash-Shiddiegy dan Pembatuan Pemikiran Hukum Islam”, 
asy-Syirah, Nol. 44, edisi khusus, 2010, hlm. 181-202. 

7 Gatot Suhirman, “Fikih Mazhab Indonesia: Konsep dan Aplikasi Pemikiran 
Hasbi ash-Shiddiegy untuk Konteks Islam Rahmatan li-Indonesia”, Jurnal a-Mawarid, 
Vol. XI, No. 1, 2010. 

88 Afiful Ikhwan, “Pemikiran Hukum Islam Hasbi ash-Shiddiegy: Antara 
Purifikasi dan Modernisasi”, dalam Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Volume 
8, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 45-60. 

289 Ali, “Sambutan”, dalam Nourouzzaman Shiddigi, Fikih Indonesia, hlm. x. 
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seperti yang telah dijelaskan ulama-ulama Salaf.” Di sini Hasbi hanya 


membatasi wilayah studi empiris-induktif pada zona muamalat saja. 


Selain menggunakan metode deduksi, Hasbi juga memakai 
metode induksi. Metode induksi digunakan ketika membahas masalah 
hubungan antar manusia (muamalat). Menyangkut masalah muamalat, 
Hasbi menggunakan juga metode campuran. Untuk keperluan itu, Hasbi 
menganjurkan agar mahasiswa memperkaya perbendaharaan nas dengan 
menguasai al-Jur'an dalam segala macam ilmunya, juga hadis dan kaidah- 
kaidah fighiyyah (jurisprudensi) lengkap dengan ilmu ushul (metode 
menarik kesimpulan hukum). Sedangkan terhadap masalah yang sudah 
ada fatwa hukumnya dari ulama terdahulu dan masih relevan, Hasbi 
menggunakan metode komparatif.” Berdasatkan penjelasan itu, dengan 
bahasa yang agak berbeda, Fikih Indonesia sebenarnya menawarkan 
model “tiga dunia” studi ilmu hukum Islam, yaitu studi ilmu hukum Islam 
deduktif (akidah dan ibadah), induktif (muamalat), dan komparatif (fatwa 
hukum). 


Singkatnya, Hasbi ash-Shiddiegy”” didaulat oleh sejarah sebagai 
peletak dasar epistemologi studi ilmu hukum Islam di Mazhab Jogja. 
Bedanya, Fikih Indonesia berbicara tentang fikih (studi ilmu hukum Islam 
normatif), sedangkan Mazhab Jogja berbicara tentang ushul fikih (studi 
ilmu hukum Islam filosofis). Hasbi juga menganjurkan penggunaan 
pendekatan sejarah dan pemahaman yang utuh terhadap konteks 
peristiwa yang melatari lahirnya sebuah produk hukum. Dengan kata 
lain, Hasbi memandang penting memadukan antara aspek dirasah 
wagi iyyah (pendekatan lahirnya produk hukum) dan dirasah tarikhiyyah 
(pendekatan sejarah). Hasbi juga memandang penting untuk memadukan 


antara aspek etik (akhlagiyah) dan legal (asyri'iyah), yang keduanya 


20 Shiddiegy, Fikih Indonesia, hlm. 30. 

21 Ibid, 

'92 Lihat misalnya, Noutouzzaman Shiddiegy, Fikih Indonesia Penggagas dan 
Gagasannya: Biografi Pejuang dan Pemikir Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiegy 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). 
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berangkat dari penggalian nilai-nilai dan falsafah hukum Islam. Dengan 
perspektif itu, Hasbi mendorong lahirnya Fikih Indonesia, mazhab baru 
hukum Islam yang memerhatikan secara sistematis konteks sosial dan 


kesejatahan khas Indonesia.” 


Dalam bahasa yang agak berbeda, hubungan sinergis antara etik 
atau 4khlagiyah dan legal atau tasyri'iyah di atas, disebut oleh M. Amin 
Abdullah dengan hubungan sinergis antara keadilan hukum (humanistik) 
dan kepastian hukum (positivistik). Menurut Amin, hukum (legal atau 
tasyri nyah) tanpa etika (etik atau akhlagiyyah) bagaikan jasad tanpa ruh. 
Begitu juga sebaliknya, etika tanpa hukum bagaikan ruh tanpa jasad.” 
Di sini Amin lebih memilih menggunakan istilah ethics daripada akhlag. 
Istilah ethics lebih bernuansa right, sedangkan akhlak lebih bersifat duty. 
Dalam perspektif Magasid Jasser Auda, akhlak lebih menekankan pada 
protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan, pelestarian), 
sedangkan etik lebih menekankan pada development (pembangunan, 
pengembangan) dan right (hak-hak). FSH dengan demikian hanya 
mengadopsi nalar fasyri'iyyah (legal) saja, oleh karenanya untuk 
mengadaptasi nalar 4£hlagiyyah (etik), nama fakultasnya dapat 
dikembangkan menjadi Fakultas Syar?ah, Hukum, dan Etika (F-SHE). 
“F-SHE” berarti, walaupun berbicara dalam aspek hukum yang 
menekankan nilai-nilai maskulinitas (tegas dan pasti), tetapi simbol she 
sebagai dia perempuan dapat dimaknai juga sebagai pengembang nilai- 
nilai feminim (etis dan adil) dalam hukum. Sebab, integrasi antara 
kepastian hukum (subjek-objek) dan keadilan hukum (subjek-subjek), 
sama halnya menggabungkan antara he dan she, antara hukum dan etika. 
Di sinilah pentingnya menggagas model studi hukum Islam sensitif 


jender. 


598 Lihat misalnya, Yudian Wahyudi, Hasbis Theory of Jitibad in the Contest of 
Indonesia Figh (Yogyakarta: Nawesea, 2007). 

54 M. Amin Abdullah, “Epistemologi Ilmu Pro(f)etik: Apa yang Terlupakan 
dari Ilmu-ilmu “Sekuler”?”, disampaikan dalam Sarasehan Ilmu Profetik II di Ruang Sidang 
A. Lt. 5 Sekolah Pascasarjana UGM tanggal 28 Juli 2011, hlm. 31-32. 
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Ide pertama Hasbi yang dapat dikatakan sebagai rintisan awal Fikih 
Indonesia adalah sekitar tahun 1940-an, ketika ia menulis artikel berjudul 
Memoedahkan Pengertian Islam. Dalam artikel itu Hasbi menyatakan 
pentingnya pengambilan ketetapan fikih dari hasil ijtihad yang lebih cocok 
dengan kebutuhan nusa dan bangsa Indonesia, agar fikih tidak menjadi 


barang asing dan diperlakukan 
sebagai barang SJARPAT ISIAN antik.” Hingga 
interval waktu yang PAN Maa cukup lama, 


ZAMAN 


tahun 1948, 


Indonesia itu 


tepatnya hingga 
gagasan awal Fikih 
belum atau bahkan tidak mendapatkan 
respon memadai (positif) dari 
masyarakat. Melalui 
Menghidupkan Hukum 
Masyarakat dalam 
Islam, Hasbi coba 


kembali ide besarnya 


tulisan berjudul 
Islam dan 
majalah Aliran 


mengangkat 


itu. Dalam 
tulisannya dikatakan bahwa eksistensi hukum Islam pada tataran praktis 
telah sampai pada tingkat dekadensi klinis, tampil bagai sosok terasing, 
tidak berarti dan tidak berdaya guna. Kehadirannya tidak lagi dianggap 
ada oleh umat, karena tidak sanggup lagi mangakomodir berbagai tuntutan 


perubahan zaman.” 


Puncak dari pemikiran Fikih Indonesia tersebut terjadi tahun 
1961, dalam satu acara Dies Natalis IAIN (sebelum bertransformasi 
menjadi UIN) Sunan Kalijaga yang pertama, tanggal 2 Rabiul Awal 1381 
H, atau bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 1961 M, hari Senin Pahing, 
Hasbi memberikan makna dan definisi Fikih Indonesia secara cukup 
artikulatif. Untuk menjaga orisinalitas dan keaslian kalimat yang 


disampaikan oleh Hasbi tersebut, penulis sengaja mengutip apa adanya, 


'95 Shiddiegy, Fikih Indonesia, hlm. 23. 
396 Thid., hlm. 215-216. 
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termasuk sesuai dengan ejaan lama yang digunakannya, dari pasal 54 
hingga 58. Dalam orasi ilmiahnya yang bertema Syari'at Islam Menjawab 


Tantangan Zaman (1901), Hasbi secara tegas mengatakan: 


54. Maksud untuk mempeladjari sjarfat Islam di Universitas2 Islam sekarang 
ini, supaja Figh/Sjari'at Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan 
masjarakat dan dapat mendjadi pendiri utama bagi perkembangan hukum di 
tanah air kita jang terjinta ini. Maksud kita supaja dapat menjusun suatu figh 
jang berkepribadian kita sendiri, sebagaimana sardjana2 Mesir sekarang ini sedang 
berusaha untuk memesirkan fighnja. Figh Indonesia, ialah figh jang ditetapkan 
sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabi'at dan watak Indonesia. 
Figh jang berkembang dalam masjarakat kita sekarang sebagiannja adalah Figh 
Hidjazi, figh jang terbentuk atas dasar adat istiadat dan “urf jang berlaku di 
Hidjaz, atau figh Misri jaitu figh jang terbentuk atas dasar adat istiadat dan 
kebiasaan Mesir, atau Figh Hindi, jaitu figh jang terbentuk atas “urf dan adat 
istiadat jang berlaku di India. Selama ini kita belum mengudjudkan kemampuan 
untuk beridjihad, mengudjudkan hukum figh jang sesuai dengan kepribadian 
Indonesia. Karena itu kadang2 kita paksakan figh Hidjazi atau figh Misry atau 
figh Iraky berlaku di Indonesia atas dasar taklid.” 


55. Untuk memperoleh maksud kita itu, kita harus menggali hukum2 sjari'at 
ini dari sumber asalnja dari kitab2 pokok jang ditulis dalam masa idjtihad dari 
serata madzhab: sunny, sji'y, dzahiry, dan lain sebagainja. Kita harus menggali 
dari serata madzhab, tidak sadja dari madzhab empat, bahkan dari madzhab 
lainnja djuga, karena dalam madzhab2 itu kita dapat memperoleh pikiran2 
jang brilliant dalam bidang hukum sjar?'at jang dapat kita pergunakan dalam 
pembangunan semesta berentjana ini guna membangun figh baru. Kita harus 
mempeladjari figh setjara baru, jaitu dengan tjara mempeladjari 
perkembangannja dari zaman ke zaman dan membandingkannja satu sama 
lain. Tidak sadja kita membandingkan antara satu madzhab dengan satu 
madzhab jang lain, bahkan kita harus pula membandingkan figh dengan 


perundang2an buatan manusia.” 


56. Dalam tingkatan2 spesialisasi dalam Perguruan Tinggi jang mempeladjari 
sjar?at Islam hendaknja studi itu dilakukan setjara keseluruhan, terurai dengan 
menindjau madzhab2 jang masih berkembang ataupun tidak berkembang lagi 


'” Hasbi ash-Shiddegy, “Sjariat Islam Mendjawab Tantangan Zaman”, Pidato 
Diutjapkan pada Upatjara Peringatan Dies Natalis I Institut Agama Islam Negeri (al- 
Djami'ah Al-Islamijah al-Hukumjjah), pada tanggal 2 Rabi'ul Awal 1381 H di Jogjakarta, 
hlm. 41-43. 

28 Thid. 
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di samping mempeladjari Ushul figh, kaedah2 kuliah, ajat2 hukum dan hadiest2 
hukum setjara terperintji dan sedjarah Tasjri. Dan sedapat mungkin supaja 
sardjana2 Figh diisi djuga dengan pokok per-undang2an umum. Mempeladjari 
figh menurut perkembangan dari masa ke masa dengan memperhatikan 
keadaan pertumbuhannja dan perkembangannja serta membanding antara 
satu dengan jang lain, inilah tjara jang dapat menghasilkan maksud. Djika 
djalan ini kita tempuh maka mudahlah kita memilih pendapat2 jang sudah 
penuh hidup, jang sesuai dengan perkembangan masa kita dan masjarakat 
kita sekarang.” 

57. Kitab2 figh jang telah ada tidak lagi mentjukupi untuk perkembangan 
masa. Soal2 asuransi, ushana2 koperasi, perdagangan dan sebagainja 
memerlukan idjtihad baru, tidak terdapat pada akitab2 jang telah berkembang 
dalam kalangan kita seumpama Fat-hu I-Mu'in, Tahriru I-Thullab, Tuhfatu 
T-Tullab, Al Igna”, Fat-hu I-Wahhab, Tuhfah, Nihajah, dan sebagainja. 
Mudah2an LA.IL.N. sebagai merjju suar ilmu2 agama Islam baik dalam bidang 
Ushul Figh maupun achlak tasauf dengan rentjana peladjaran dan sistim2 


jang hendak ditempuh dan pembahasan2 jang hendak dilakukan, akan dapat 


menjumbangkan kepada masjarakat Indonesia sardjana2 figh jang sanggup 


menghadapi kebutuhan masjarakat Indonesia dalam segala bidang. Djika kita 
tak sanggup dan tak mampu menghasilkan sardjana2 sjari'ah jang dapat 
mengatasi kesulitan2 jang timbul dalam bidang hukum2, maka taklah mungkin 
kita pertemukan masjarakat dengan hukum2 sjari'at dalam seluruh bidang 
kehidupan. Akibatnja paling mudjur hanyaa sjari'at bagian ibadat sadjalah jang 
dapat terus hidup dalam keadaan terombang ambing pula, sedang bagian jang 
lain akan tenggelam ditelan masa. 


58. Sebagai penutup urian ini, saja tekankan dan oleh karena tudjuan pokok 
daripada membangun I.A.I.N. ialah menghasilkan Sardjana2 jang luas ilmunja 
dalam bidang agama guna mengembangkan Islam dan untuk dapat 
membuktikan keindahan2 Islam setjara ilmijah dan dapat mendjalankan tugas 
dakwah untuk membawa masjarakat kepada mengikuti hukum2 Islam, maka 
tugas LA.IL.N, ini ialah: mempeladjari agama Islam dan menganalisanja setjara 
mendalam. Karena dengan studi jang sematjam inilah I.A.I.N. dapat 
menjumbangkan kepada masjarakat Indonesia sardjana2 jang dibutuhkan oleh 
masjarakat. Dan mudah2an I.A.ILN. ini merupakan lembaga ilmiah jang 
mempertemukan para juris dan para fagih dan dengan bahu membahu 


membangun figh Islam jang berkepribadian Indonesia. W 


399 Tbid, 
000 Tepig, 
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Naskah pidato Hasbi tahun 1961 tersebut kemudian 
menginspirasi Anwar Harjono untuk menulis buku Hukum Islam Keluasan 
dan Keadilannya (1968). Sebagaimana yang dituturkan sendiri oleh Anwar 
berikut: 


Ada dua faktor yang menjadi perangsang bagi penulis untuk menyusun 
karangan ini. Pertama, tawaran Hazairin tentang mazhab nasional, yang 
kemudian digantinya dengan mazhab Indonesia. Kedua, tawaran Hasbi tentang 
pentingnya membangun fikih yang berkepribadian Indonesia yang terdapat 
dalam buku Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman (1961). 


Dalam atjara pemberian utjapan selamat setelah wpatjara dies natalis ke I 
IAIN selesai, nampak antara lain berdiri dari kiri kekanan : Ketua Dewan 
Kurator SP. Paku Alam VIII, Presiden IAIN Prof. Mr. R.H.A, Soenarjo, Sekre- 
taris Senat IAIN Mr, Wasil Aziz, Dekan Fakultas Ushuluddin Jogjakarta Prof. 
Muchtar Jahja, Dekan Fakultas Sjari'ah Jogjakarta Prof. Tengku Moh. Hasbi 
Ashshiddiegy, Dekan Fakultas Sjar'ah Palembang K.H. Abubakar Bastari, 
Dekan Fakultas Sjar#ah Bandjarmasin K.H, Abdurrachman Ismail M.A, dan De- 
kan Fakultas Adab Djakarta Prof H, Bustami Abdul Gani. 


“1 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1968), hlm. 3-4. 
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Penulis memiliki beberapa catatan atas isi pidato Hasbi di atas. 
Pertama, kalimat Hasbi yang menyatakan “Figh Indonesia, ialah figh jang 
ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabi at dan watak 
Indonesia” dapat dipahami sebagai munculnya gagasan Fikih Indonesia. 
Kedua, kalimat Hasbi yang menyatakan “Kita harus mempeladjari figh serjara 
baru, jaitu dengan ara mempeladjari perkembangannja dari gaman ke zaman 
dan membandingkannja satu sama lain. Tidak sadja kita membandingkan antara 
satu madzhab dengan satu madzhab jang lain, bahkan kita harus pula 
membandingkan figh dengan perundang2an buatan manusia”, dapat dipahami 
bahwa ia telah memiliki kesadaran model pendekatan historis-komparatif 
dan pentingnya mendialogkan antara hukum Islam (fikih) dan hukum 
barat. Ketiga, kalimat Hasbi yang menyatakan “Igas LA.I.N, ini ialah: 
mempeladjari agama Islam dan menganalisanja setjara mendalam”, dapat 
dipahami tentang pentingnya merajut misi dakwah dan ilmiah secara 
terpadu. Keempat, kalimat Hasbi yang menyatakan “Mudah2an LA.I.N. 
ini merupakan lembaga ilmiah jang mempertemukan para juris dan para fagih 
dan dengan bahu membahu membangun figh Islam jang berkepribadian Indonesia”, 
dapat dipahami tentang pentingnya mempertemukan antara ahli ilmu 
hukum (juris)—Sarjana Hukum (S.H.)—dan ahli hukum Islam (fakih)— 
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)—. 


Dari uraian Hasbi yang terpencar dalam beberapa buah tulisannya, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa ide Hasbi tentang fikih yang 
berkepribadian Indonesia yang telah dirintisnya sejak tahun 1940 adalah 
berlandaskan konsep bahwa fikih yang diberlakukan terhadap Muslim 
Indonesia adalah hukum yang sesuai dan memenuhi kebutuhan mereka. 
Intinya ialah, hukum adat yang telah berkembang dalam masyarakat 
Indonesia dan yang tidak bertentangan dengan syara' ditampung dalam 
kerangka fikih yang diberlakukan di Indonesia. Juga dilakukan pemilihan 
terhadap fatwa-fatwa hukum dari ulama terdahulu, mana yang lebih 
cocok dengan situasi dan kondisi Indonesia. Dengan demikian, tidak 
akan terjadi benturan antara fikih dan adat, dan masyarakat Muslim 


Indonesia tidak akan lagi bersikap mendua hati jika menghadapi hal-hal 
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yang dianggap berbeda antara fikih dan adat. Di samping itu, adat 
kebiasaan di luar Indonesia yang tidak cocok dengan kultur Indonesia 
tidak perlu terus dipertahankan sebagai fikih yang wajib ditaati oleh 


Muslimin Indonesia.? 


Berdasarkan penjelasan di atas, Fikih Indonesia adalah fikih p/us 
adat (fikih # adat), atau dalam perspektif arsitektural bangunan kampus 
dan bangunan keilmuan, yang disimbolkan oleh bangunan Masjid UIN 
Sunan Kalijaga, disebut dengan istilah Islamicity plus locality (plus 
modernity).”” Meminjam judul buku Tradisi Hukum Indonesia (2008) karya 


502 Shiddiegy, Fikih Indonesia, hlm. 236. 

8 M. Amin Abdullah, “Muhammadiyah's Cultural Dakwah: Integrating 
Locality, Islamicity, and Modernity”, in Moch. Nur Ichwan & Noorhaidi Hasan (eds.), 
Moving with tbe Times: the Dynamics of Contemporary Islam in Changing Indonesia (Yogyakarta: 
CISform, 2007), hlm. 161-163, “Arsitektur Masjid Sunan Kalijaga: Titik Temu 
Keislaman, Lokalitas, dan Modernitas”, Sambutan Rektor Dalam Peresmian Laboratorium 
Agama/ Majid Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis, 5 Agustus 2010, hlm. 7-11: Diambil 
dari artikel Amin, atas ijin penulisnya, yang berjudul: “Arsitektur Masjid UIN Sunan 
Kalijaga: Titik Temu Keislaman, Lokalitas, dan Modernitas”, dalam Mohammad Affan 
(ed.), Membangun Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terkemuka: Pengalaman UIN Sunan 
Kalijaga (Yogyakarta: Suka Press, 2010), hlm. 108-109. Masjid ini dinamakan Masjid 
Sunan Kalijaga. Secara arsitektural, bangunan masjid ini memiliki 3 (tiga) distinctive 
values yang menjadi ciri utamanya: (1) Islamicity, (2) locality, dan (3) modernity. V) Islamicity: 
Pertama, Masjid Sunan Kalijaga ini dibangun menghadap kiblat. Masjid yang lama tidak 
menghadap kiblat. Kedua, tulisan kaligrafi Arab dalam berbagai jenisnya, baik masehi, 
rik'i, kufi, sulusi, diwani, dan lain sebagainya. Pesan-pesan dalam kaligrafi juga sangat 
variatif sesuai visi, misi, dan tujuan UIN Sunan Kalijaga. Ketiga, secara arsitektural 
masjid ini selaras (tawagun), sederhana (basatah), dan teratur (murattabah). Keselarasan, 
terungkap dalam penampilan yang selalu menghadirkan relung-telung/lubang-lubang 
cekungan yang ada pada sosok bangunan, sebagai manifestasi keselarasan dengan alam 
lingkungan yang masih cukup alami di sekitar sosok bangunan tersebut berada. 
Kesederhanaan, tampak pada ornamen atau pun bentuk tampilan yang dimunculkan. 
Demikian juga dengan bentuk selubung atapnya yang mengadopsi bentuk limasan 
yang lugas/polos, sederhana, apa adanya, yang berorientasi ke atas sampai yang tak 
terhingga. Bentuk yang sangat akrab dengan lingkungan hunian yang ada di sekitarnya. 
Keteraturan, terwujud pada perulangan-perulangan yang terjadi pada penampilan fasade 
(perpaduan bentuk) bangunannya. Baik berupa penampilan komposisi garis-garis 
horisontal atau vertikal, maupun bidang-bidang yang masif atau berongga. Kesemuanya 
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berparade dalam suatu barisan fasade bangunan yang menghasilkan suatu komposisi 
yang kompak dan teratur, 2) Locality: secara arsitektural, masjid ini juga memperhatikan 
budaya lokal, Jawa—Jiwi, Jawi, Jawa—. Masjid ini memiliki desain limasan yang 
mencerminkan unsur-unsur dari budaya (Jawa) yakni kepribadian dan vitalitas. Yang 
pertama, menunjuk pada kohesi dan integrasi budaya itu sendiri, yang pada dasarnya 
menentang perubahan dan mempertahankan keaslian, sedangkan yang kedua, mengacu 
pada daya penyesuaian dengan masalah-masalah baru dan kontemporer. Jika komponen 
pertama memungkinkan suatu masyarakat mencari jawaban otonom yang cocok tanpa 
harus terpaku kepada kelompok lain, maka komponen kedua memungkinkan adanya 
usaha pengembangan yang dapat mengubah tujuan-tujuan budaya sehingga secara 
kultural, ada kaitan erat antara pengembangan/perubahan dan pandangan hidup 
seseorang. Di belakang papan nama “Laboratorium Agama/Masjid Sunan Kalijaga” 
dicantumkan salah satu pesan dan ungkapan Sunan Kalijaga, nama wali penyebar Islam 
di tanah Jawa yang diambil oleh para pendiri Perguruan Tinggi menjadi nama Universitas 
Islam ini, yang berbunyi: “Hanglaras Ilining Banyu: Ngeli—Belief—Hananging Ora Keli— 
Critical—”. Maksud dari ungkapan ini adalah bahwa “dalam mengarungi kehidupan, manusia 
sebaiknya menjalani hidup seperti air yang mengalir, manusia mengikuti air mengalir, tetapi manusia 
tidak boleh larut dan hanyut”. Pesan dan ungkapan Sunan Kalijaga tersebut sungguh 
mengandung nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas yang tinggi lebih-lebih di era 
globalisasi, mengandung sebuah kepasrahan yang sangat dianjurkan dalam tasawuf 
Islam, namun manusia tidak harus menentang sebuah perubahan selama perubahan 
itu positif, 3) Modernity: Sejalan dengan core dan model kajian keilmuan dan keislaman/ 
keagamaan di UIN Sunan Kalijaga, yang bersifat Integratif-Interkonektif (I-kon), maka 
kesadaran perlunya menjaga lingkungan alam semesta (ekologis), kebersamaan sosial 
(inklusif), dan nilai-nilai ekonomi tercermin dalam kelengkapan fasilitas bangunan 
masjid. Pertama, kesadaran ekologis tergambar bahwa sisa atau bekas air wudhu tidak 
dibuang mengalir ke luar begitu saja, tetapi ditampung dalam Ground Reservoir. Ait yang 
tertampung di Ground Reservoir kemudian dimanfaatkan untuk menyirami tanaman di 
sekitar kampus dan untuk kepentingan yang lain—tentang pentingnya kesadaran 
ekologis ini telah ditulis oleh Amin pada tahun 1991 dalam sebuah artikelnya yang 
berjudul: “Dimensi Etis-Teologis dan Etis-Antropologis Dalam Pembangunan 
Berwawasan Lingkungan” —. Selain itu, masjid UIN didesain tidak menggunakan air 
conditioning, tetapi memanfaatkan lalu lintas angin yang secara alami akan mendinginkan 
ruangan. Kedua, inklusifitas masjid tergambar dalam bangunan yang ramah terhadap 
diffabel (different abilitj), golongan masyarakat yang berkebutuhan khusus (cacat) seperti 
tuna netra dan tuna daksa. Selain itu, juga disediakan fasilitas tempat duduk khusus 
bagi para orangtua dan obesitas (kegemukan) yang tidak mampu untuk berdiri maupun 
duduk bersila yang terlalu lama. Nilai ekonomi dan efisiensi ruang tergambar juga 
dalam pemanfaatan ruang di bawah bangunan masjid sebagai Kantin Universitas, tempat 
bertemunya dosen, karyawan, mahasiswa dan para tamu lainnya. 
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Ratno Lukito, hubungan antar hukum tidak lagi bisa bersifat diadik, 
yaitu antara fikih dan adat (Indonesia) saja, tetapi juga harus 
menghadirkan the thirdness atau “dunia ketiga”, yaitu hukum positif 
Indonesia." Kecuali, kalau yang dimaksudkan oleh adat atau 'urf tersebut 


adalah semua tata hukum yang berlaku di Indonesia. 


Berdasarkan model arsitektural (keilmuan) Laboratorium Masjid 
UIN Sunan Kalijaga, paradigma keilmuan UIN Sunan Kalijaga 
mengusung nilai trilogis (distinctive values) yang menjadi ciri utamanya, 
yaitu Is/amicity, locality, dan modernity. Amin Abdullah menggunakan istilah 
yang hampir sama, yaitu islamisitas, lokalitas, dan globalitas."" Dengan 
model yang agak berbeda, Dawam Rahardjo, juga pernah mengusung 


506 Berdasarkan 


diagram trikotomik antara 1s/am, tradition, dan modernity. 
penjelasan tersebut, Fikih Indonesia hanya menghubungkan dua pilar 
saja, yaitu Is/amicity dan locality, atau antara fikih dan adat (Indonesia). 
Model diadik tersebut mulai bergeser ke arah triadik dalam etos Mazhab 
Jogja, dengan menambahkan pilar ketiganya, yaitu “kontemporer” atau 
(post)modernity. Gagasan Hasbi tentang Fikih Indonesia tahun 60-an 
tersebut kemudian diinternasionalisasikan dan di-”syarah”-i oleh Yudian 
Wahyudi, salah seorang civitas akademika di Mazhab Jogja pada tahun 


90-an, menjadi Mengindonesiakan Fikih Indonesia. 


4 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. v. 
Buku ini menjelaskan tentang tiga tradisi hukum Indonesia, yaitu: Tradisi Hukum Adat, 
Hukum Islam, dan Hukum Sipil Belanda. 

“05 M. Amin Abdullah, “Lokalitas, Islamisitas, dan Globalitas: Tafsir Falsafi 
Dalam Pengembangan Pemikiran Peradaban Islam”, disampaikan dalam launching STFI 
Sadra dan Seminar Internasional: “Peran Filsafat Islam dalam Merakit Paradigma 
Peradaban”, Gedung Sucofindo Pasar Minggu, Jakarta, 12 Juli 2012, hlm. 6. 

“6 M. Dawam Rahardjo, “Religion, Society and The State”, dalam Burhanuddin 
Daya dan M. Rifa'i Abduh (eds.), Religion and Contemporary Development (Jakarta: 
Department of Religious Affairs Republic of Indonesia, 1994), hlm. 133. 
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C. Dari Mengindonesiakan Fikih Indonesia Menuju Mazhab 
Jogja 
1. Mengindonesiakan (Objektifikasi) Fikih Indonesia 


Selain dalam wilayah hukum Islam seperti gagasan 
Mengindonesiakan Fikih Indonesia, konsep “mengindonesiakan' atau 
“indonesianisasi' juga merambah ke wilayah ekonomi Islam, seperti buku 
yang ditulis oleh Addiarrahman berjudul Mengindonesiakan Ekonomi Islam 
(2013).”” Menurut Yudian Wahyudi, Fikih Indonesia merupakan inisiatif 
pertama menuju keindonesiaan hukum Islam di Indonesia, tetapi 
sekaligus merupakan jembatan penghubung antara tema gerakan 
“Kembali kepada al-Jur'an dan as-Sunnah” dan orientasi keindonesiaan 
yang konstitusional. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa 
keindonesiaan Islam di Indonesia dimulai dari aspek hukum (baca: fikih) 
bukan aspek teologi, misalnya. Lebih lanjut Yudian menjelaskan, bahwa 
fikih menonjol sebagai Islam karena fikih mempunyai dua karakteristik. 
Pertama, praktis dan fleksibel. Fikih memecahkan problem keseharian 
umat, sedangkan teologi (ilmu kalam) melambung tinggi di awang-awang. 
Kedua, toleran dan humanis. Fikih menawarkan lima kategori hukum, 
sedangkan teologi cenderung hitam-putih: mukmin versus kafir dan surga 


versus neraka. 


Secara historis, Fikih Indonesia yang dikemukakan sejak tahun 
1940 tersebut, saat Indonesia merdeka masih merupakan cita-cita, yang 
kristalisasinya tahun 1961, saat Indonesia sudah merdeka, merupakan 
keberpihakan kepada kaum nasionalis menentang penjajah Belanda. Hal 
itu dapat dilihat dari kata “Indonesia”, yang ada dalam istilah Fikih 
Indonesia, bukan Fikih Aceh, misalnya, tempat Hasbi dilahirkan. Tentu 


7 Addiatrahman, Mengindonesiakan Ekonomi Islam: Formulasi Kearifan Lokal 
Untuk Pengembangan Ekonomi Umat (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013). 

8 Yudian Wahyudi, “Kata Sambutan”, dalam Khoiruddin Nasution dan 
Mansur (eds.), Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas 
(Yogyakarta: Syariah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. xi-xii. 
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saja tidak boleh dilupakan bahwa kata “fikih” dalam istilah “Fikih 
Indonesia” itu mencerminkan jiwa Hasbi sebagai seorang nasionalis- 
reformis yang secara tegas menyatakan bahwa suatu mazhab akan 
berkembang lebih cepat jika dianut oleh suatu pemerintahan.” Di sini 
Hasbi menekankan pentingnya kerjasama umat Islam Indonesia dengan 
pemerintah mereka (kerjasama antara ulama” dan 'umara). Anjuran Hasbi 
tentunya sudah tidak sulit lagi untuk diterima oleh umat Islam Indonesia 
sekarang ini setelah mereka semakin matang dalam bernegara nasional. 
Dengan kata lain, istilah Fikih Indonesia sebenarnya secara eksplisit ingin 
mempertautkan antara kubu Islamis-ljtihadis (Fikih) dan Nasionalis- 


Reformis (Indonesia). 


Membaca istilah “Fikih Indonesia”, menurut Mukti Ali,8'" berarti 
menghubungkan antara pilar ulama (fugaha”) dan umara' (pemerintah), 
berarti juga menjalin kerjasama antara agama (religion) dan negara (state). 
Sedangkan menurut Yudian, ia membaca istilah “Fikih Indonesia” sebagai 
bentuk hubungan diadik antara pendekatan “Kembali kepada al-Yur'an 
dan as-Sunnah” (Fikih) dan “Keindonesiaan” (Indonesia),"" sebagai 
epistemik keilmuan pemikiran hukum Islam yang berkembang di akhir 
abad ke-20. Masih menurut Yudian, sikap Hasbi dalam mendukung 
gerakan “Kembali kepada al-Jur'an dan as-Sunnah” itu sangatlah tegas, 
hal ini misalnya ditunjukkan oleh bukunya berjudul Kriteria antara Sunnah 
dan Bid'ah (1960). Tema pertama ditandai dengan langkah-langkah yang 
bertujuan membersihkan praktik-praktik umat Islam dari pengaruh non- 
Islam, membuka pintu ijtihad, yang selama ini dianggap tertutup, 
mengganyang faglid, memperbolehkan talfig dengan cara 
memperkenalkan studi Perbandingan Mazhab (PM)—sebagai embrio 
lahirnya Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) di FSH—. 
Reformasi “Kembali kepada al-Yur'an dan as-Sunnah” tersebut dimotori 


oleh ulama yang kurang menguasai sistem hukum Indonesia pada akhir 


“ Wahyudi, “Reotientation of Indonesian Figh”, hlm. 27. 
510 Ali, “Sambutan”, dalam Figih Indonesia, hlm. iv. 
"1 Wahyudi, Ushul Fikih, hlm. 28. 


322 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab IV: Integrasi-Interkoneksi Studi Ilmu Hukum Islam 


abad ke-20, seperti Ahmad Hassan, yang pikiran-pikirannya telah ditulis 
oleh Akh. Minhaji, Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia 
(1997): Moenawir Kholil, yang pikiran-pikirannya telah ditulis oleh 
Thoha Hamim, Moenawar Chalils Religions Reform: A Study of an Indonesia 
Purificationist: 1908-1961" (1996):5" dan Hasbi ash-Shiddiegy, yang 
gagasan-gagasannya telah ditulis secara komprehensif oleh Yudian 
Wahyudi, Hasbi Theory of Ijtihads in the Context of Indonesian Figh (1993). 
Di samping itu, tidaklah berlebihan untuk memasukkan organisasi- 
organisasi Islam modern di Indonesia pada awal abad ke-20, seperti 
Sarekat Dagang Islam/SDI (1909), Sarekat Islam/SI (1911), 
Muhammadiyah (1912), Sumatra Tawalib (1918), serta Nahdatul Ulama 


1 616 


(1926) ke dalam kategorisasi ini. 


Menurut penulis, Yudian Wahyudi bisa dikatakan sebagai salah 
satu pelanjut “sesungguhnya” gagasan Fikih Indonesia, dengan istilah 
yang ia gunakan, yaitu Indonesianization of Indonesian Figh." Menurut 
penulis, istilah indonesianization atau mengindonesiakan atau indonesianisasi 


yang digunakan Yudian tersebut sangat terinsipirasi oleh pemikiran 


512 Hasbi ash-Shiddiegy, Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah (Jakarta: Bulan Bintang, 
1960). 

S8 Akh. Minhaji, “Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia”, 
Dissertation (Kanada: McGill University, 1997). 

S4 Thoha Hamim, “Moenawat ChaliPs Religious Reform: A Study of an 
Indonesia Purificationist (1908-1961)”, Dissertation (Kanada: McGill University, 1996). 
Tahun 2000, disertasi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
oleh Imron Rosyidi dengan judul: Paham Keagamaan Kaum Reformis (Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 2000). 

915 Yudian Wahyudi, “Hasbis Theory of Ijtihads in the Context of Indonesian 
Figh”, Thesis (Kanada: McGill University, 1993): “Ke Arah Fikih Indonesia: Mengenang 
Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddiegy”, dalam Yudian Wahyudi (ed) (Yogyakarta: Forum 
Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), dan Ushu/ Fikih versus 
Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007). 

“19 Wahyudi, Ushul Fikih, hlm. 37. 

917 Yudian W. Asmin, “Reorientation of Indonesian Figh”, dalam Yudian W. Asmin 
(ed.), Ke Arah Fikih Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddiegy (Yogyakarta: 
Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syar?ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 26. 
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Kuntowijoyo, terutama dalam salah satu sub bab Mengindonesiakan Islam?, 
dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia (1984). Jurnal asy- 
Syirah milik FSH UIN Sunan Kalijaga pernah menampilkan dua tulisan 
tentang Kuntowijoyo, yaitu artikel Mohamad Rusdi berjudul Objektivikasi 
Sebagai Paradiga Ijtihad Alternatif (2005) dan tulisan Fuad Zein berjudul 
Paradignua Alternatif Ilmu-ilmu Keislaman (2006). Sebagaimana pernah 
diungkapkan oleh Kunto: 
Akhir-akhir ini sering kita dengar pendapat sementara kalangan yang ingin 
meng-Indonesia-kan Islam. Saya kurang tahu bagaimana penjelasan dari 
mereka yang ingin meng-Indonesia-kan Islam itu....Dalam konteks 
Indonesianisasi, Islam sudah turun beberapa tingkat. Dengan kata lain, 
rasionalisme Islam turun menjadi budaya-budaya yang bersifat lokal, statis, 
dan mitis. Karena itu kita bertanya, jika ada orang yang ingin kembali meng- 
Indonesia-kan Islam, ke mana sesungguhnya arah yang dikehendaki? Masih 
kita sangsikan, yang manakah yang kembali hendak di-Indonesia-kan? Karena 
Islam di Indonesia ini sudah jatuh dari tingkat yang universal ke tingkat yang 


lokal. Dari rasional menjadi mitos. Jika kembali ada peng-Indonesia-an Islam, 
akan seperti apalagikah bentuknya?! 


Dalam perspektif sejarah, awalnya Islam disebarkan di kota-kota 
besar, seperti kota-kota besar di Irak, Iran, dan sebagainya. Dengan kata 
lain, sebelum masuk ke Indonesia, Islam lebih sebagai budaya kota. Dari 
budaya kota, Islam menjadi budaya desa. Dari budaya yang kosmopolitan, 
yang bisa berhubungan dari satu kota ke kota lain, Islam kemudian menjadi 
budaya lokal. Dalam hal ini Islam mengalami “kejatuhan”. Dari budaya 
besar, Islam menjadi budaya-budaya kecil di tingkat lokal. Budaya Islam 


kehilangan sifat universalnya, dan menjadi budaya-budaya setempat.” 


S8 Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia (Yogyakarta: Pustaka 


Pelajar, 1984), hlm. 46-49, Wahyudi, Hasbis Theory of ljtihad, hlm. 8. 

519 Mohamad Rusdi, “Objektivikasi Sebagai Paradigma Ijtihad Alternatif: Studi 
Pemikiran Kuntowijoyo”, dalam asy-Syir'ah, Vol. 39, No. 1, Tahun 2005, hlm. 28-51. 

2 Fuad Zein, “Paradigma Alternatif Ilmu-ilmu Keislaman: Dari Strukturalisme 
Transendental ke Ilmu Sosial Profetik (Studi Eksploratif Pemikiran Kuntowijoyo)”, 
dalam asy-Syirah, Vol. 40, No. 1, Tahun 2006, hlm. 170-190. 

“1 Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah, hlm. 46-47. 

2 Thid, 
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Menurut penulis, lewat Hasbi, pertanyaan Kunto diataslah yang 
sebenarnya hendak dijawab oleh Yudian, terutama pertanyaan tentang 
“Jika kembali ada peng-Indonesia-an Islam, akan seperti apalagikah 
bentuknya?” Di bagian akhir tesisnya tentang Hasbi, Yudian 
menyebutkan bahwa Fikih Indonesia harus ditempatkan dalam konteks 
Indonesianisasi hukum Islam (Indonesianization of Islamic law), sebagai 
jembatan penghubung antara tema “Kembali kepada al-Yuran dan as- 
Sunnah” dan Konstitusi Indonesia (Back to the Our'an and the Sunna and 
Constitutional Indonesianness).2 Menurut penulis, Fikih Indonesia dapat 
dikatakan telah mencoba mendialogkan antara dimensi globalitas (Bac& 
to the Our'an and tbe Sunna) dan lokalitas (Constitutional Indonesianness), atau 
meminjam istilah Kunto, mensinergikan antara “Islam Kota” dan “Islam 
Desa”,”4 atau menghubungkan antara syari'ah (globalitas) dan fikih 
(lokalitas). Dengan kata lain, indonesianisasi fikih bukanlah desanisasi 
fikih, tetapi justru kotanisasi fikih. 


Artikel yang ditulis oleh Mansur berjudul Kontekstualisasi Gagasan 
Fikih Indonesia T.M. Hasbi Ash-S hiddiegy: Telaah atas Pemikiran Kritis Yudian 
Wahyudi (2012) semakin meneguhkan posisi Yudian sebagai penerus 
sesungguhnya' gagasan Fikih Indonesia.” Sayangnya, artikel Mansur 
tersebut masih bersifat deskriptif-normatif, ia hanya menjabarkan 
pemikiran Yudian tentang Fikih Indonesia, tidak disertai dengan kritik, 
dan menempatkan posisi dirinya dan posisi Yudian dalam konstalasi para 
pengkaji Fikih Indonesia. Dengan kata lain, dalam artikel tersebut, 
Mansur meng-wpy paste pikiran-pikiran Yudian tentang Fikih Indonesia 
versi Hasbi yang tersebar diberbagai tulisannya, bukan kritik Mansur 
terhadap kritik Yudian (kritik atas kritik) terhadap Fikih Indonesia. 


2 Wahyudi, Hasbis Theory of ljtihad, hlm. 90. 
“ Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah, hlm. 47. 

“25 Mansur, “Kontekstualisasi Gagasan Fikih Indonesia T.M. Hasbi Ash- 
Shiddiegy: Telaah atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyud?”, asy-Syir'ah, Vol. 46, No. 1, 


Januari-Juni 2012, hlm. 27-52. 


Waryani Fajar Riyanto | 325 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


Tidak hanya sekedar meneruskan konsep teoritis Fikih Indonesia, 
namun Yudian juga membantu mengkonkritkan konsep itu sejak tahun 
1995 (tahun 1993, Yudian merampungkan Master di McGill tentang 
Hasbi) dengan menerjemahkan dua komponen utama dalam metodologi 
Fikih Indonesia, yakni 'vrf Indonesia dan “jtihad jama'i dengan lembaga 
Ahl al-Hall wa a-'Agd sesuai dengan 'urf dan lembaga-lembaga terkait 
yang ada di Indonesia. Tidak seperti pelanjut Mazhab Fikih Indonesia 
yang lain, seperti Hazairin tahun 1981 dengan gagasan Mazhab Indonesia, 
Munawwir Sjadzali tahun 1988 dengan Kontekstualisasi Hukum Islam 
di Indonesia, Bustanul Arifin tahun 1996 dengan Pelembagaan Hukum 
Islam di Indonesia, Yodri Azizy tahun 2003 dengan gagasan Positivisasi 
Hukum Islam di Indonesia, Yudian Wahyudi menggunakan istilah 
Mengindonesiakan Fikih Indonesia atau Reorientasi Fikih Indonesia. 
Inilah yang menurut subjektifitas penulis, sumbangan penting Yudian 
sebagai pelanjut gagasan Fikih Indonesia. Namun sayangnya, Yudian 
hanya “berani' menggunakan istilah “re-orientasi' (Reorientasi Fikih 
Indonesia), bukan “re-konstruksi' (Rekonstruksi Fikih Indonesia), apalagi 
“de-konstruksi” (Dekonstruksi Fikih Indonesia).”S Penjelasan lengkap 
tentang konsep Mengindonesiakan Fikih Indonesia tersebut, yang berasal 
dari potongan disertasi Yudian, ada dalam bukunya berjudul Us)! Fikih 
versus Hermeneutika (2006).“ Sub bab tentang Mengindonesiakan Fikih 


2 Tentang kedua istilah tersebut, silahkan lihat misalnya tulisan Ilyas dan M. 


Fauzi yang berjudul Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam (Yogyakarta: Gama Media, 
2002). 

2 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada 
dan Amerika (Yogyakarta: Nawesea Press, 2006), hlm. 35-44. Buku ini berisi sebagian 
kumpulan tulisan Yudian dalam rentang waktu lima belas tahun (15 tahun). Dari 1991 
(sejak Yudian kuliah program M.A. di McGill University, Kanada) sampai 2005 (Yudian 
akhir menjadi dosen di 'Tufts University, Amerika Serikat). Kalimat Us)4/ Fikih versus 
Hermeneutika dipilih sebagai judul buku ini untuk menunjukkan kelemahan ganda sebagian 
guru besar IAIN/ UIN. Pertama, mereka mengritik ushul fikih, tetapi sebetulnya mereka 
sendiri belum paham. Kedua, mereka “matek-aji' hermeneutika, tetapi yang keluar hanya 
jurus pinggiran”. Di sisi lain, anak judul Membaca Islam dari Kanada dan Amerika 
dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa antologi ini diangkat dari sejumlah 
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Indonesia dalam buku tersebut, masuk dalam bab tentang Reorientasi Fikih 
Indonesia." Setelah tahap Mengindonesiakan Fikih Indonesia, seharusnya 
dilanjutkan melakukan tahap berikutnya yaitu gerakan Mengamerikakan 
Fikih Indonesia dan Melondonkan Fikih Indonesia. Artikel Re-orientasi 
Fikih Indonesia tersebut pernah diterbitkan dalam buku Is/am Berbagai 
Perspektif: Didedikasikan untuk 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, 
M.A. (1995). 2 


Untuk mengetahui posisi Yudian sebagai pelanjut sesungguhnya 
gagasan Fikih Indonesia, walaupun hanya melakukan orientasi ulang, 
terlebih dahulu harus dipetakan dua kubu pro dan kontra terhadap 
gagasan Fikih Indonesia tersebut. Pihak kontra biasanya berangkat dari 
anggapan bahwa fikih (bukan syari'ah) bersifat universal. Menurut 
Yudian, pandangan tersebut diwakili oleh Ali Yafie”" sebagai penggagas 
Fikih Sosial dan Ibrahim Hossen,”" yang secara tegas menolak kehadiran 
Fikih Indonesia. Dari kritik mereka, ada kesan bahwa mereka mengukur 
suatu konsep dengan anggapan mereka sendiri, bukan berdasarkan 
pengertian khusus yang dicetuskan oleh penggagasnya. Kekeliruan itu 
mungkin diakibatkan oleh keengganan membaca secara teliti konsep 
Fikih Indonesia yang dikemukakan oleh Hasbi. Hasbi, yang belum sempat 
menyusun gagasannya secara sistematis, tampaknya juga punya andil 


yang menyebabkan orang salah dalam memahami gagasan besar itu. 


makalah yang ditulis ketika berada di Kanada dan Amerika. Kumpulan karangan ini 
menawarkan sejumlah pendekatan studi Islam, di antaranya pendekatan historis, tematis, 
reflektif, analitis, komparatif, dan kritis yang diterapkan dalam membaca khasanah 
keislaman. 

2 Thid., hlm. 35. 

2 Yudian Wahyudi, “Reorientasi Fikih Indonesia”, dalam Sudarnoto dkk (eds.), 
Islam Berbagai Perspektif Didedikasikan untuk 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadkali, 
M.A. (Yogyakarta: Lembaga Penterjemah dan Penulis Muslim Indonesia, 1995), hlm. 
223-232. 

“80 Ali Yafie, “Matarantai yang Hilang”, Pesantren, No. 2, Vol. I1, 1985, hlm. 36. 

S1 Ibrahim Hossen, “Pemerintah sebagai Mazhab”, Pesantren, No. 2, Vol. H, 
1985, hlm. 45-46. 
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Lanjut Yudian, sebaliknya, orang-orang yang pro terhadap Fikih 
Indonesia seringkali mencerminkan sikap sama. Mereka mendukung 
sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kenyataan tersebut dapat dilihat, 
misalnya, dalam buku Fikih Indonesia dalam Tantangan 1991).”2 Menyebut 
Fikih Indonesia sebagai gagasan Hasbi saja mereka tidak, apalagi 
mengetahui ruang lingkup dan metodologinya. Kesalahan itu dipertajam 
oleh Alyasa Abubakar yang tidak lagi membedakan antara teori Mazhab 
Nasional (Hazairin) dan Fikih Indonesia (Hasbi). Kekeliruan Alyasa ini 
sudah dimulai ketika ia menulis disertasi tahun 1989”? yang kemudian 
diringkas menjadi salah satu makalah dalam buku Fikih Indonesia dalam 


Tantangan.“ 


Berdasarkan dua varian pemikiran di atas, yaitu kubu yang pro (tanpa 
riset) dan kontra (tanpa kritik) terhadap gagasan Fikih Indonesia, penulis 
dapat menempatkan posisi Yudian. Dengan meminjam Spatial Theory versi 
Kim Knott tentang 7n-sider dan outsider—Amin menyebut dengan istilah 
spawe of in dan space of out, di antara keduanya ada ruang yang disebut dengan 
istilah space of betmeen””—-, dimana model insider terbagi menjadi dua, yaitu 
participant as observer dan complete participant, sedangkan model ontsider terbagi 
menjadi dua, yaitu complete observer dan observer as participant, maka posisi 
Yudian nampak dalam tabel di bawah ini. 


522 Ari Anshori dan Slamet Warsidi dkk, Fikih Indonesia dalam Tantangan 
(Surakarta: FIAI-UMS, 1991). 

8 Disertasi tersebut kemudian diterbitkan lagi dengan judul Rekonstruksi Fikih 
Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan (Aceh: LKAS, 2012). 

“4 Alyasa Abubakar, “Ahli Waris Seprtalian Darah: Kajian Perbandingan 
terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab”, dalam Fikih Indonesia dalam 
Tantangan, hlm. 111. 

5 M. Amin Abdullah, “The Textual-Theological and Critical-Philosophical 
Approach to Morality and Politics: A Comparative Study of Ghazali and Kant”, dalam 
Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol. 4, No. 2, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 
Juni 2005, hlm. 151. 

86 Kim Knott, “Insider/ Outsider Perspectives”, dalam John R. Hinnells, The 
Routledge Companion to the Study of Religion (London and New York: Routledge, 2005), 
hlm. 244-258. 


328 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab IV: Integrasi-Interkoneksi Studi Ilmu Hukum Islam 


Para pengkaji Fikih Indonesia perspektif Kim Knott 


Outsider (Etik) Spatial Theory (Space in Between) Insider (Emik) 
Complete Observer Observer as Participant as Complete Participant 
Participant Observer 
Kontra Fikih Indonesia Mengindonesiakan Pro Fikih Indonesia 
Fikih Indonesia 
Alie Yafi dan Ibrahim Yudian Wahyudi Alyasa Abubakar 
Hosen 
Mereka mengukur suatu Fikih Indonesia dan Mereka mendukung 
konsep dengan anggapan Reformasi Hukum sesuatu yang tidak 
mereka sendiri, bukan Islam di Indonesia mereka ketahui. 
berdasarkan pada Abad ke-20, Kenyataan ini dapat 
pengertian khusus yang dilihat dalam buku Fikih 
dicetuskan oleh Metodologi Fikih Indonesia dalam 
penggagasnya. Kekeliruan Indonesia: Tantangan. Menyebut 
ini mungkin diakibatkan Fikih Indonesia sebagai 


oleh keengganan membaca 
secara teliti konsep Fikih Mengindonesiakan mereka tidak, apalagi 
Indonesia yang Fikih Indonesia mengetahui ruang 
dikemukakan oleh Hasbi. lingkup dan 
metodologinya. 
Kesalahan ini dipertajam 
oleh Alyasa Abubakar 
yang tidak lagi 
membedakan antara teori 
Mazhab Nasional 
(Hazairin) dan Fikih 
Indonesia (Hasbi). 


aah gagasan Hasbi saja 


Berdasarkan tabel di atas, penulis dapat menempatkan posisi 
Yudian dalam kluster participant as observer, pihak yang pro dalam kluster 
complete participant, dan pihak yang kontra dalam kluster complete observer. 
Dalam kluster participant as observer ini, Yudian ingin memperjelas posisi 
Fikih Indonesia dengan tiga kacamata baca (as observer), yaitu" 
memosisikan Fikih Indonesia dalam konteks reformasi hukum Islam di 
Indonesia abad ke-20, metodologi Fikih Indonesia, dan 
Mengindonesiakan Fikih Indonesia. Masih menurut Yudian,8 tuntutan 
bahwa Fikih Indonesia mengimplikasikan Ushul Fikih Indonesia akan 
mulai terjawab ketika dua komponen utama dalam metodologi Fikih 
Indonesia diindonesiakan. Pertama, 'vrf Indonesia dijadikan salah satu 


sumber hukum. Disinilah Hasbi memainkan peranan besar untuk 


“ Wahyudi, Ushul Fikih, hlm. 36. 
638 Tpid,, hlm. 41. 
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mendekatkan pandangan lama (kaum reformis Puritan) dengan praktik 
hukum umat Islam Indonesia. Kedua, jma', dimana Hasbi baru sampai 
pada tingkat teoritis melalui ijtihad jama'i dengan lembaga Ah/ al-Hall wa 
al- Agd. Di sini Hasbi menggunakan istilah yang diambil begitu saja dari 
sejarah Islam. Di samping itu, beberapa lembaga yang didirikan oleh 
umat Islam Indonesia belum ada ketika Hasbi mengemukakan pikiran- 
pikirannya. Oleh karena itu ada baiknya jika lembaga-lembaga yang “masih 
mentah tersebut dikaitkan dengan lembaga-lembaga sosial politik yang 


hidup di dalam masyarakat Indonesia.” 


Yudian sepertinya mencoba 
mematangkan gagasan Fikih Indonesia dengan teknik paralelisasi dan 
objektif(ik)asi. Dalam konteks pengembangan gagasan Fikih Indonesia, 
peran Yudian sepertinya hanya “menerjemahkar' saja istilah-istilah Arab 
yang digunakan oleh Hasbi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, re-orientasi- 


nya dapat dimaknai sebagai re-translate. 


Tema kedua, yaitu Keindonesiaan, pada dasarnya merupakan 
kelanjutan dari tema “Kembali kepada al-Gur'an dan as-Sunnah”. Di 
sisi lain, ia merupakan sikap kembali kepada pandangan tradisional yang 
berusaha memertahankan adat Indonesia yang dulu justru ditolak oleh 
kaum reformis untuk dipurifikasi. Ada dua kecenderungan utama tema 
Keindonesiaan menurut Yudian, yaitu cita-cita untuk membangun 
hukum Islam yang berciri khas Indonesia dengan cara membebaskan 
budaya Indonesia dari budaya Arab—pen. Arabisasi No!, Islamisasi 
Yes!—dan menjadikan adat Indonesia sebagai salah satu sumber hukum 
Islam di Indonesia. Kecenderungan pertama tersebut ditandai dengan 
munculnya gagasan Fikih Indonesia (Hasbi, 1940), Mazhab Nasional 
(Hazairin, 1950-an), Pribumisasi Islam (Abdurrahman Wahid, 1988), 
Reaktualisasi Ajaran Islam (Munawir, 1988), dan Zakat Sebagai Pajak 
(Masdar, 1991). Kecenderungan kedua adalah keindonesiaan yang 
berorientasi konstitusional. Ini dimotori oleh tokoh-tokoh umum yang 


menguasai sistem hukum Indonesia, tetapi kurang menguasai dan 


3 Tbid, 


330 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab IV: Integrasi-Interkoneksi Studi Ilmu Hukum Islam 


mendalami prinsip-prinsip “Kembali kepada al-Gur'an dan as- 
Sunnah”.5” Dalam konteks latat sejarah reformasi hukum Islam di 
Indonesia abad ke-20 itulah posisi Fikih Indonesia harus ditempatkan. 


Dalam konteks studi politik hukum Islam di Indonesia, dengan 
mengutip Anderson, menurut penulis, Minhaji menyebut Keindonesiaan 
atau Fikih Indonesia dengan istilah Pancasila State (Negara Pancasila). 
Senada dengan Minhaji, Kamsi mengatakan bahwa, “Untuk mewujudkan 
hukum Islam menjadi hukum nasional diperlukan dua syarat, salah 
satunya adalah semua gagasan harus masuk dalam bingkai Pancasila. 
Melalui Pancasila itulah, tanpa perlu terlalu banyak menyebut Islam, 
hukum bagi mayoritas mempunyai prospek untuk diberlakukan, selain 
itu temanya harus selalu dalam rangka memperkuat negara yang 
berdasarkan Pancasila”? Kuntowijoyo menyebutnya dengan istilah 
“Negara Objektif”." Menurut penulis, Fikih Indonesia dapat 
dikembangkan untuk membangun Fikih Pancasila dan Fikih Objektif. 


Terkait dengan makna slogan “Kembali kepada al-Guran dan 
as-Sunnah” atau ar-Ryyu' ila al-Our'an wa as-Sunnah, menarik seperti apa 


644 


yang pernah disampaikan oleh M. Amin Abdullah. Menurut Amin, 


“10 Jhid., hlm. 37. 

“#1 Another of Anderson5 statements about Indonesia is: “Tn Indonesia...tbe conflict 
between those who favor a secular nationalism and those who demand an Islamic state has taken te 
Jorm of political parties and even of civil strive”. Muslims are of opinion the Indonesia is neither a 
religious state (Negara Agama) nor a secular state (Negara Sekuler), but a “Pancasila State” 
(Negara Pancasila). The “Pancasila State” does not recognize an official region, but religious teaching 
can be practiced freely therein, tbis bas to some extend infimenced the policy of the Indonesian government. 
Akh. Minhaji, “Modern Trends in Islamic Law: Notes on J.N.D Anderson's Life and 
Thought”, ak-Jami ah, Vol. 39 Number 1 January-June 2001, hlm. 28. 

“12 Kamsi, Politik Hukum dan Positivisasi Syari'at Islam di Indonesia (Yogyakarta: 
Suka Press, 2012), hlm. 271-272. 

“88 Kuntowijoyo, Melawan Matahari: Fabel-fabel Politik (Yogyakarta: Tiara Wacana, 
2010), hlm. 56. 

4 M. Amin Abdullah, “Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran 
Keislaman”, dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (eds.), Pengembangan Pemikiran 
Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi (Yogyakarta: LPPI Press, 2000), hlm. 
1-2. 
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konsep tersebut tidak bisa hanya dimaknai /eter/jj£, skriptual, harfiah, 
tetapi dapat dimaknai sebagai back to the basic principle of Our'anic ethical 
values (kembali kepada prinsip dasar nilai-nilai etika al-Our'an) yang 
bersembunyi di balik dalil-dalil nas al-@Yur'an dan as-Sunnah. Apabila 
makna konsep tersebut adalah back to the basic principle of Our'anic ethical 
values—identik dengan ideal moral versi Fazlur Rahman—, maka 
pendekatan yang dapat digunakan adalah ga 'idah usuliyah atau magasid 
asy-syari ah. Dengan pemaknaan seperti itu, wilayah kerjanya lebih bersifat 
universal-inklusif. Dengan reinterpretasi, pentingnya teori magasid asy- 
syari'ah yang sering dikemukakan oleh Yudian, dapat menemukan pintu 
masuknya (entry point). Menurut Yudian, “Magasid asy-Syari'ah sebenarnya 
merupakan metode yang luar biasa untuk mengembangkan nilai dan 
ruh hukum Islam ke dalam berbagai peristiwa.”"" Jadi, tema “Kembali 
kepada al-Gur'an dan as-Sunnah” dapat menjadi ruh atau jiwanya, 


sedangkan Keindonesiaan dapat menjadi badan atau bajunya. 


Dalam konteks metodologi Fikih Indonesia, ia harus ditempatkan 
sebagai 71gh iitibadi. Syari'ah, menurut Hasbi, harus ditempatkan sebagai 
hukum ix abstracto, dan sebaliknya, fikih lebih sebagai hukum in conereto.' 
Hasbi kemudian membagi tiga jenis fikih, yaitu Figh Our'ani, Figh Nabawi, 
dan Figh litihadi. Figh Ijtihadi, sebagai inti Fikih Indonesia yang dijiwai oleh 
syari'at, bersifat dinamis dan elastis karena dapat berubah sesuai dengan 
perubahan ruang dan waktu. Jadi, Fikih Indonesia atau F1gh litihadi bersifat 
lokal, temporal, dan relatif.” Dalam konteks itu, Yudian kemudian 
menjelaskan bahwa kritik Alie Yafie dan Ibrahim Hossen, yang 
beranggapan bahwa fikih itu bersifat universal, tidaklah mengenai sasaran. 
Hal ini lebih diperkuat lagi oleh kenyataan bahwa Hasbi membatasi ruang 
lingkup Fikih Indonesia pada bidang non-ibadah dan non-gat!. 


“5 Wahyudi, “Magasid asy-Syarfah Sebagai Doktrin dan Metode”, hlm. 104. 

“6 Noutouzzaman Shiddiegy, “Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy 
tentang Pembinaan Hukum Islam di Indonesia”, Makalah Seminar, Sunan Kalijaga, 
1986, hlm. 5. 

“7 Ibid,, hlm. 11. 
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Relasi antara Syari'ah dan Fikih 
KEISLAMAN 


FIKIH 


SYARPAH 


Hukum in abstracto Hukum in concreto 


AL-OUR'AN Figh @ur'ani 
AS-SUNNAH Figh Nabawi 
Figh Ijtihadi 


MAOASID ASY-SYARPAH &—e— FIKIH INDONESIA 
KEINDONESIAAN 


Apabila dibaca dengan metafora spider web, Figh Our'ani dan Figh 
Nabawi adalah gerakan internalisasi (dari kluster 3 ke kluster 1), sedangkan 
Figh ljtihadi adalah gerakan ekternalisasi (dari kluster 3 ke kluster 4 dan 5). 


Figh @ur'ani, Figh Nabawi, dan Figh Ijtihadi dalam Perspektif 
Spider Web 
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Sebagai pelanjut gagasan Fikih Indonesia, Yudian kemudian 
mencoba untuk mengindonesiakan Fikih Indonesia tersebut, dengan 
cara menginterpretasikan (untuk tidak mengatakan “menerjemahkan') 
istilah-istilah “Arab”—Arabisasi—dalam Fikih Indonesia menjadi lebih 
Indonesia—Indonesianisasi—. Misalnya, untuk lembaga Hay'at at- 
Tasyri'iyah ala Hasbian, menurut Yudian—meminjam istilah 
objektifikasi Kuntowijoyo—, dapat disamakan—bandingkan dengan 
istilah similarisasi dan paralelisass—dengan Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). Sementara itu, lanjut Yudian, Ah/ al-Ikhtisas dalam versi Hasbi 
dapat diterjemahkan menjadi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia 
(ICMI). Lebih lanjut, Hai'ah as-Siyasah versi Hasbi dapat diterjemahkan 
menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR). Ini dilakukan dengan alasan, “vrf dalam pengertian yang 
lebih luas, dimana kedua lembaga tersebut merupakan tempat bangsa 
Indonesia melahirkan undang-undang. Menurut Yudian, penafsiran 
liberal atas gagasan-gagasan Hasbi mengenai “jihad jama Tatau konsensus 
ini, jika dilaksanakan, otomatis akan melumpuhkan teori receptie, sebab, 
kerjasama tentu lebih baik.”” Dua tema tentang “Kembali kepada al- 
Ouran dan as-Sunnah” dan “Keindonesiaan”, yang dibahasakan oleh 
Hasbi sebagai Fikih Indonesia, telah coba dikembangkan oleh Yudian 
dengan pentingnya Magasid asy-Syari'ah"“ dan Mengindonesiakan Fikih 
Indonesia. Tema pertama menghendaki adanya purifikasi-struktural, 
sedangkan tema kedua menghendaki adanya dinamisasi-kultural. Dengan 
kata lain, Fikih Indonesia sebenarnya ingin mendamaikan antara kubu 


struktural dan kultural, atau antara kubu reformis dan tradisionalis. 


“8 Dengan menggunakan konsep objektifikasi ini, Makhrus Munajat, misalnya, 
salah seorang civitas akademika FSH di UIN Sunan Kalijaga, juga menggagas konsep 
objektifikasi hukum pidana Islam dalam hukum nasional. Lihat misalnya, Makhrus Munajat, 
Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), lihat terutama Bab XI. 

“8 Wahyudi, Ushul Fikih, hlm. 44. 

550 Lihat misalnya, buku Yudian Wahyudi berjudul Magasid Syarfah Dalam 
Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 
Nawesea Press, 2006). 
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Mempertautkan antara “Kembali kepada al-OGur'an dan as- 


Sunnah” dan “Keindonesiaan” 


Gerakan Kembali kepada al- Keindonesiaan 
Ouran dan as-Sunnah 
Hasbi ash-Shiddiegy Fikih Indonesia 
Yudian Wahyudi Magasid asy-Syar''ah $ Mengindonesiakan Fikih 
Indonesia 


Sederhananya, yang dikembangkan oleh Yudian adalah 
mengindonesiakan fikih Indonesia atau indonesianisasi fikih Indonesia. 
Ide seperti ini hampir mirip dengan konsep objektifikasi fikih Indonesia. 
Berbeda dengan istilah indonesianisasi dan objektifikasi, menurut penulis, 
Syamsul Anwar memilih menggunakan istilah “de-isolasionisme' hukum 


Islam. Sebagaimana penjelasan Syamsul: 


Mengenai isolasionisme hukum Islam maksudnya adalah bahwa hukum Islam 
ditulis di dalam bahasa dan kerangkanya sendiri yang tidak bersentuhan dengan 
bahasa dan kerangka hukum positif di kalangan ahli-ahli hukum (pen. berarti 
gerakan sebaliknya dapat disebut sebagai de-isolasionisme). Akibat dari 
keadaan ini adalah para ahli hukum sulit mempelajari hukum Islam sehingga 
dengan demikian hukum muamalat Islam, misalnya, tetap tinggal terisolasi 
dan terkurung di dalam kandangnya sendiri. Menurut penulis hukum Islam 
harus ditulis dalam bahasa dan kerangka hukum di mana hukum Islam itu 
hidup berdampingan. Di Indonesia hukum Islam hidup berdampingan dengan 
hukum Indonesia. Oleh karena itu dan agar mudah dipelajari dan dipahami 
oleh ahli-ahli hukum, hukum Islam harus dikaji dan ditulis dalam kerangka 
dan bahasa hukum tersebut. Misalnya hadis /a darara wa Ia dirara, harus 


diterjemahkan dan dikembangkan ke dalam asas hukum ganti rugi dan 
651 


perbuatan melawan hukum, misalnya. 


Setelah mengkaji secara deskriptif kronologis enam tokoh 
penggagas Fikih Indonesia, yaitu Hasbi, Hazairin, Munawir Sjadzali, 
Bustanul Arifin, Yodri Azizy, dan Yudian Wahyudi, Agus Moh. Najib 
dalam bukunya Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya 


“51 Syamsul Anwar, “Tantangan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia 


Ddam Konteks Parkembangan Ekonomi Syari'eh” , ddam.Studi Hukum Islam Kontemporer 
(Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 144. 
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Bagi Pembentukan Hukum Nasional (2011), menyampaikan kesimpulannya 
sebagai berikut: 


Gagasan Fikih Indonesia telah menunjukkan adanya perkembangan dan 
kontinuitas antara pemikiran satu tokoh dengan lainnya. Hasbi sebagai 
penggagas awal menyatakan perlunya Fikih Indonesia dengan mendasarkan 
pada tradisi ulama klasik yang hampir selalu mempertimbangkan “vrf ketika 
menetapkan hukum Islam. Sementara, Hazairin lebih mempertegas pemikiran 
Hasbi pada aspek perlunya sebuah mazhab yang sistematis dan terpadu bagi 
fikih di Indonesia, sehingga lebih dari sekedar pemikiran yang parsial hanya 
pada satu aspek atau satu bidang hukum saja. Fikih Indonesia tersebut menurut 
Hazairin perlu didasarkan pada budaya dan struktur masyarakat Indonesia. 
Kemudian Munawir Sjadzali datang dengan menawarkan upaya 
kontekstualisasi hukum Islam untuk mewujudkan hukum Islam yang sesuai 
dengan budaya dan struktur masyarakat Indonesia kontemporer, sebuah upaya 
lebih lanjut untuk merespons perlunya fikih atau Mazhab Indonesia.” 


Pembentukan Fikih Indonesia tersebut dan juga pelembagaannya, menurut 
Busthanul Arifin tidak boleh tidak harus menyapa hukum positif yang telah 
ada serta tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional. Karena itu, 
pembentukan Fikih Indonesia di samping meniscayakan adanya studi 
komparasi antara hukum Islam dan hukum positif (hukum warisan kolonial 
Belanda), juga pada gilirannya diarahkan untuk menjadi hukum nasional yang 
berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Melanjutkan gagasan Busthanul, 
Oodri Azizy menyatakan perlunya positivisasi hukum Islam sebagai upaya 
menjadikan hukum Islam, beserta hukum yang lain, sebagai sumber bagi 
seluruh kodifikasi aturan perundang-undangan yang bersifat nasional. Dalam 
positivisasi hukum Islam ini, di samping harus berjalan secara demokratis, 
juga perlu adanya upaya pembentukan ilmu hukum Islam (Islamic jurisprudenee). 
Sementara itu Yudian Wahyudi mempertegas bahwa Fikih Indonesia 
merupakan produk hukum asli hasil dialektika antara nass dengan adat 
Indonesia yang kemudian diformalkan dalam bentuk aturan perundang- 
undangan. Aturan perundangan yang dihasilkan melalui mekanisme legislasi 
yang ada ini dapat dipandang sebagai ijmak Indonesia, baik yang hanya berlaku 


bagi umat Islam maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara." 


Berdasarkan penjelasan di atas, gagasan-gagasan tentang Fikih 


Indonesia dapat penulis sebut berada di wilayah eksternalisasi hukum 


“52 Agus Moh. Najib, Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya 
Bagi Pembentukan Hukum Nasional Jakarta: Kementerian Agama, 2011), hlm. 121-122. 
33 Thid. 
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Islam, setelah melalui tahapan internalisasi. Di level lokal FSH UIN Sunan 
Kalijaga, Hasbi dapat dianggap sebagai penggagas Fikih Indonesia, 
Yudian sebagai “penerusnya' dengan konsep Mengindonesiakan Fikih 
Indonesia, dan Agus Moh. Najib, berdasarkan disertasinya tersebut, dapat 
penulis sebut sebagai “pelanjutnya" dengan tawaran Objektifikasi 
(Positivisasi) Fikih Indonesia. Menurut Najib, pemikiran para penggagas 
Fikih Indonesia yang telah tersebutkan di atas masih mengandaikan 
pemberlakuan hukum Islam hanya khusus bagi orang Islam saja. Ia harus 
dikembangkan atau diobjektifikasikan kepada seluruh warga Indonesia. 
Oleh karenanya, hukum Islam harus bersifat objektif, dalam arti bahwa 
rumusan hukum Islam tersebut dapat diterima oleh semua warga negara 
karena memang dipandang sesuai oleh mereka, tanpa perlu ditonjolkan 
dati mana rumusan hukum tersebut berasal.”“ Dengan demikian maka 
pemikiran Fikih Indonesia merupakan jalan tengah yang bersifat formal- 
kontekstual, di antara kelompok yang menekankan pendekatan formal- 
tekstual dan kelompok yang menekankan pendekatan kontekstual- 


substansial.” 


Dengan terinspirasi oleh Gerald Holton, seorang professor dalam 
bidang Sejarah Ilmu di Harvard University, ketika ia menjelaskan kerangka 
kerja interpretatif bagi filsafat ilmu deskriptif, Najib kemudian 
menggambar sebuah format tiga langkah metodologis bagi perumusan 
hukum Islam. Holton, sebagaimana yang dikutip oleh Najib, 
menempatkan pada “permasalahan hukum” dengan #hematic content, pada 
“analisis teoritis” dengan analytic content, pada “analisis empiris” dengan 
empirical content, dan pada “dialektika dan objektifikas?” dengan time. 
Berdasarkan kategori yang dibuat oleh Holton tersebut, Najib kemudian 


membuat grafik keterhubungan antara analisis deduktif-normatif, analisis 


654 Thid., hlm. 151. 

655 JThid., hlm. 191-192. 

“56 John Losee, A4 Historical Introduction to the Philosophy of Science (Oxford: Oxford 
University Press, 2000), hlm. 267. 
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induktif-empiris, serta dialektika dan objektifikasi keduanya sehingga 


menghasilkan aturan hukum Islam yang objektif.” 


Analisis Teoritis 


Hukum Islam yang Objektif 
Dialektika dan Objektifikasi 


Analisis Empiris 


Selain Yudian Wahyudi dan Agus 
Moh. Najib, salah seorang civitas 
akademika FSH yang juga 
mengembangkan Fikih Indonesia adalah 
Mochamad Sodik, terutama dalam 
bukunya berjudul Fikih Indonesia: Dialektika 
UN Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan (2013). 
Politik, Hukum, . Ka Ne 
dan Keadilan Mochamad Sodik lahir di Kediri Jawa 
Timur pada tanggal 16 April 1968. Gelar 
Sarjana diperoleh dari Fakultas Syari'ah 
JAIN Sunan Kalijaga (1993) dan Jurusan 
Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada 
(1996). Gelar Magister Sains diperoleh dari Jurusan dan Fakultas yang 
sama (1999). Tesis Sodik kemudian diterbitkan dengan judul Gejolak 
Santri Kota (2000). Walaupun buku Fikih Indonesia menggunakan istilah 
judul “Fikih Indonesia”, tetapi yang dimaksud oleh istilah tersebut 


55? Najib, Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia, hlm. 164. 
558 Mochamad Sodik, Gejolak Santri Kota: Aktivis Muda UN Merambah Jalan 
Lain (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000). 
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bukanlah Fikih Indonesia versi Hasbi. Satu hal yang paling menarik dalam 
buku tersebut adalah tawaran Sodik tentang Scientific Cum Bthics Paradigu 


dalam studi hukum Islam. Lebih lanjut ia menjelaskan sebagai berikut: 


Dalam tradisi sosial-humaniora secara umum dikenal tiga paradigma utama, 
yaitu paradigma klasik, konstruktivis, dan kritis. Dengan memanfaatkan model 
paradigma konstruktivis dan kritis, ditawarkan gagasan scientific cum ethics 
paradigm. Kemapanan kajian hukum Islam perlu dicairkan dengan cara 
mengarusutamakan paradigma ilmu pengetahuan berbasis etika (seientific cum 
etbics paradigm). Paradigma ini menawarkan perspektif keilmuan yang meramu 
sejumlah nilai madani yang berujung pada kemaslahatan. Teks hukum Islam 
tidak lagi dibaca secara konservatif-dogmatik, tetapi dimaknai secara reflektif 


dengan mencari makna terdalam dari sebuah teks.” 


Berdasarkan penjelasan Sodik di atas, dengan menggunakan 
model kuadran, penulis dapat menggambarkan gagasannya sebagai 


berikut. 


Scientific Cum Ethics Paradigm 


Origin and Continuity Religion and Spirituality 


Local Wisdom Humanity Values 


Worldview Scientific Discourse 


Change and Global Issue Research and Development 


Perkembangan terbaru tentang kajian fikih di FSH, ternyata tidak 
hanya mendialogkan antara fikih dan isu-isu nasional, seperti fikih dan 


Indonesia, tetapi juga isu-isu global seperti fikih dan jender, fikih dan 


539 Mochamad Sodik, Fikih Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan 
Keadilan (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 61-62. 
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HAM, dan sebagainya. Misalnya, pada tahun 2013, hasil kerjasama antara 
FSH UIN Sunan Kalijaga dan Norwegian Centre for Human Right (NCHR) 
melahirkan naskah akademik berupa Modul Penelitian Fikih dan HAM. 
Ada delapan tulisan tentang fikih dan HAM yang dimuat dalam modul 
tersebut, yaitu: Hak Asasi Manusia dan Fikih (Maufut), Fikih Minoritas 
(Khalid Zulfa), Fikih Perempuan: Dari Fikih Patriarki ke Fikih Kesetaraan 
(Wawan Gunawan Abdul Wahid), Fikih Jinayah dan HAM (Makhrus 
Munajat), Hukum Politik Islam (Saifuddin), Fikih Ekonomi (Abdul Mujib), 
Perspektif HAM Dalam Fikih Jihad (Mansur), dan Fikih Lingkungan 
(Fathorrahman). Dilihat dari isinya, materi-materi dalam modul tersebut 
masih dikaji secara terpisah-pisah atau nafsi-nafsi, alias hanya “menumpuk 
ide, sehingga sulit menemukan koneksitas antar idenya. Menurut penulis, 
seharusnya yang direkonstruksi ulang bukanlah Fikih dan HAM, tetapi 
Fikih HAM. Dengan meletakkan kata “dan” di antara kata Fikih dan 
HAM, berarti masih menunjukkan cara berpikir independensi, belum 
integrasi seperti istilah Fikih HAM?. Seperti halnya bukan Fikih dan 
Indonesia”, tetapi “Fikih Indonesia”. Namun, salah satu yang menarik 
dari modul tersebut adalah sudah melahirkan kesadaran ekologis dalam 
kajian fikih (fikih lingkungan)—walaupun hanya sebatas teori—, yang 
selama ini bercorak teosentris dan antroposenttris saja (teo- 


antroposentris), kini menjadi teo-kosmo-antroposenttris. 


2. Neo-Mazhab Sapen 


Terminologi mazhab mengandung penafsiran yang beragam." 


Kata ini biasanya terlahir dalam terma /igh, yaitu cabang ilmu keislaman 
yang mempelajari hukum-hukum Islam. Istilah mazhab diartikan sebagai 


sistem berpikir (a system of thought). Sementara itu dalam A Popular 


“0 Terminologi “aliran” sesungguhnya untuk menjelaskan secara lebih tepat 
istilah “mazhab”, yang dalam istilah Mazhab Frankfurt, misalnya, sebagaimana yang 
digunakan oleh Franz Magnis-Suseno dalam menjelaskan Frankfurter Schule, bukan 
sebagai Sekolah Frankfurt, melainkan “tradisi berpikir" atau “aliran berpikir”. Franz 
Magnis Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 173. 
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Dictionary of Islam, Tan Rechard Newton memberi penafsiran mazhab 
sebagai kelompok pemikir atau penulis yang berkecimpung dalam 
hukum.'! Dalam buku ini, yang penulis maksud dengan istilah “Mazhab' 
Sapen adalah a system of thought para cendekiawan dan kaum intelektual 
yang ada di IAIN/UIN Sunan Kalijaga. Sedangkan istilah “Mazhab' Jogja 
adalah a system of thought para cendekiawan dan kaum intelektual yang 
ada di FSH IAIN/UIN Sunan Kalijaga. 


Dengan demikian maka istilah Mazhab Jogja dapat dihubungkan 
dengan istilah Mazhab Sapen, yang dipopulerkan oleh Zuly Godir dalam 
artikelnya berjudul Wajah Islam Liberal di Indonesia (2002)."” Artikel Zuly 
tersebut kembali “ditempelkan begitu saja dalam bukunya berjudul Islam 
Liberal: Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia (2003).58 
Bandingkan artikel Zuly tentang Islam Liberal tersebut dengan artikel 
yang ditulis oleh Ahmad Bunyan Wahib, salah seorang dosen FSH 
berjudul Ouestioning Liberal Islam in Indonesia: Response and Critigue to Jaringan 
Islam Liberal (2006). 


Yang dimaksud oleh Zuly Godir dengan sebutan Mazhab Sapen 
adalah sebuah nama desa atau dusun yang berada di kompleks IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebelum berubah menjadi UIN), dimana 
Mukti Ali pernah memiliki kelompok diskusi yang sangat terkenal, 
Lingkaran Diskusi Limited Group, yang anggotanya antara lain Djohan 
Effendy, Ahmad Wahib, Dawam Raharjo, M. Amin Rais, Kuntowijoyo, 


1 Edy A. Effendi (ed.), Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat (Bandung: Mizan, 
1999), hlm. 4. 

582 Zuly Godit, “Wajah Islam Liberal di Indonesia: Sebuah Penjajagan Awal”, 
al-Jami'ah, Vol. 40, No. 2, July-December 2002, hlm. 338-343. 

8 Zuly @odir, Islam Liberal Paradigua Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 68-80. 

S4 Ahmad Bunyan Wahib, “Guestioning Liberal Islam in Indonesia: Response 
and Critigue to Jaringan Islam Libera?”, in ak-Jami'ah, Vol. 44, Number 1, 2006/1427, 
hlm. 23-51. 
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dan Syaffi Ma'arif.” Dengan kelompok diskusi ini, intelektual muda 
Islam Yogyakarta menjadi bagian tersendiri yang turut memengaruhi 
pola pemikiran Islam ketika itu. Alumni-alumni LDLG Mukti Ali banyak 
menjadi “kiblat pemikiran Islam' Indonesia. Sebut saja misalnya Djohan 
Effendy, Masdar F. Mas'udi, dan Ahmad Wahib, merupakan nama-nama 
yang sangat familier di kalangan anak muda sekarang. Pemikiran alumni 
LDLG menyebarkan “virus baru? tentang pemikiran Islam yang 
sebelumnya tidak pernah dikenal, sehingga Islam terkesan mandeg, tidak 


mampu merespon masalah riil masyarakatnya. 


Setelah era LDLG di Mazhab Sapen, bukan berarti tidak ada lagi 
pemikir-pemikir Islam dari tempat ini. Zuly kemudian menyebut tiga nama 
penting yang perlu diperhitungkan dari Mazhab Sapen tersebut, yaitu M. 
Amin Abdullah (Fakultas Ushuluddin), Abdul Munir Mulkhan (Fakultas 
Tarbiyah), dan Musa Asy'arie (Fakultas Ushuluddin). Apabila Mukti Ali 
dan seangkatannya dapat disebut sebagai pemikir generasi pertama di 
Mazhab Sapen, maka tiga nama yang tersebutkan di atas (ditambah dengan 
Machasin dan Syamsul Anwar) adalah pemikir generasi keduanya. Sehingga 
saat ini (2013) kita sedang masuk ke generasi ketiga. Beberapa pemikir 
Islam Mazhab Sapen generasi kedua sebenarnya berlatar belakang 
Muhammadiyah, namun bukan Muhammadiyah mainstream, yaitu 
Muhammadiyah yang bisa dikatakan sangat patuh dengan buku “suci 
Himpunan Putusan Tarjih. Mereka ini bisa dikatakan sebagai “aktifitas 
Muhammadiyah Kiri”. Menurut Zuly, mereka bisa juga dikatakan sebagai 
aktifis Muhammadiyah Liberal."# Selain itu, pemikir Mazhab Sapen bisa 
disebutkan juga mereka yang berlatar belakang Nahdiyyin, terutama 
generasi mudanya. Zuly kemudian menyebutkan dua nama saja yang masuk 
dalam “daftar” Mazhab Sapen yang berlatar Nahdiyyin, yaitu Machasin 
(Fakultas Adab) dan Faisal Isma'il (Fakultas Dakwah). 


“8 Godir, “Wajah Islam Liberal di Indonesia: Sebuah Penjajagan Awal”, hlm. 341. 
566 Tbid 

68 Ibid., hlm. 342. 

568 Tbid 
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Apabila istilah Mazhab Sapen secara makro lebih menyebutkan 
nama-nama pemikir Muslim di level Institut TAIN Sunan Kalijaga) atau 
Universitas (UIN Sunan Kalijaga), maka istilah Mazhab Jogja lebih 
ditujukan untuk menunjuk para pemikir Muslim yang berada di level 
fakultas, yaitu di FSH UIN Sunan Kalijaga, antara lain seperti Hasbi 
ash-Shiddiegy, Syamsul Anwar, Yudian Wahyudi, dan Akh. Minhaji. 
Sintesis antara Mazhab Sapen dan Mazhab Jogja inilah yang penulis sebut 
dengan istilah Mazhab Sunan Kalijaga. Jika istilah Mazhab Sapen dapat 
diparalelkan dengan Mazhab Ciputat, maka istilah Mazhab Jogja dalam 
buku Mazhab Jogja (2002) juga dapat diparalelkan dengan istilah Mazhab 
Jakarta, yang barangkali dapat diidentikkan oleh buku Fikih Lintas Agama 
(2004)—lebih tepatnya buku itu disebut sebagai Mazhab Paramadina— 
, yang kemudian “ditandingi' oleh buku Menggritisi Fikih Lintas Agama 
(2004) yang disusun oleh Hartono Ahmad Jaiz."” Namun menurut 
penulis, buku Fikih Lintas Agama”" itu lebih tepat apabila disebut sebagai 
Mazhab Paramadina. Melalui tulisan Said Agil Husin al-Munawar, Mazhab 
Ciputat menerbitkan buku Fikih Hubungan Antar Agama (2005). 


Dalam artikel Zuly Oodir berjudul Wajah Islam Liberal di Indonesia 
(2002) yang telah tersebutkan di atas, ia hanya menyebutkan tiga nama 
saja pemikir Muslim era 1990-an (generasi kedua) di Mazhab Sapen, 


66! 


? Buku Mengkritisi Debat Fikih Lintas Agama tersebut isinya menampilkan 
transkip secara utuh perdebatan mengenai buku Fikih Lintas Agama (2004), kumpulan 
tulisan 9 orang, Nurcholish Madjid dkk, terbitan Jakarta: Paramadina, 2004. Dengan 
terbitnya buku “kumpulan pendapat nyeleneh' itu maka MMI (Majelis Mujahidin 
Indonesia) menantang pihak Paramadina untuk berdebat. Tantangan berdebat itupun 
dilayani Paramadina, maka diselenggarakanlah debat antara Paramadina dengan MMI 
di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2004. 
Hartono Ahmad Jaiz, Menggritisi Debat Fikih Lintas Agama (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 
2004), hlm. xi. 

“0 Tim Penulis Paramadina, Fikih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif. 
Pluralis (Jakarta: Paramadina, 2004). 

“! Said Agil Husin al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama (Jakarta: Ciputat 
Press, 2005). 
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yaitu M. Amin Abdullah, Abdul Munir Mulkhan, dan Musa Asy'arie.”? 
Padahal, kalau merujuk pada acara Seminar dan Lokakarya bertemakan 
Reintegrasi Epistemologi Pengembangan Keilmuan di LAIN pada tanggal 18 
dan 19 September 2002, yang kemudian dibukukan menjadi Menyatukan 
Kembali Nmu-limu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi 
Islam dan Umum (2003), penulis dapat menyebutkan nama-nama lain, 
selain tiga nama yang disebutkan oleh Zuly di atas, yang dapat “dicalonkar” 
sebagai pemikir Muslim Mazhab Sapen generasi kedua, yaitu Syamsul 
Anwar dan Machasin. Dalam buku tersebut, M. Amin Abdullah (Fakultas 
Ushuluddin dan Pemikiran Islam), yang lahir pada tanggal 28 Juli 1953, 
menawarkan model Jaring Laba-Laba Keilmuan, Musa Asy'arie (Fakultas 
Ushuluddin dan Pemikiran Islam), yang lahir pada tanggal 31 Desember 
1951, menawarkan model Tauhid Keilmuan, Abdul Munit Mulkhan 
(Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan), yang lahir pada tanggal 13 
Novembet 1946, menawarkan model Piramida Keilmuan, Machasin 
(Fakultas Adab dan Ilmu Budaya), yang lahir pada tanggal 13 Oktober 
1956, menawarkan model Etika Spiritual Keilmuan, dan Syamsul Anwar 
(Fakultas Syar? ah dan Hukum), yang lahir pada tahun 1956 menawarkan 
model Interkoneksi Keilmuan. Khusus tentang pemikiran M. Amin 
Abdullah yang telah menawarkan model Jaring Laba-Laba Keilmuan, 
akan penulis bahas tersendiri di Bab V dengan tajuk Integrasi-Interkoneksi 
Studi Ilmu Hukum Islam. Dalam peringatan hari jadinya yang ke-60 pada 
tahun 2013, telah terbit tiga buku yang secara khusus mengapresiasi 
pemikiran-pemikiran M. Amin Abdullah, yaitu Integrasi-Interkoneksi 
Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (2013),? Islam, Agama- 
agama, dan Nilai Kemanusiaan (2013),5" dan Ketika Makkah Menjadi Seperti 


? Yodir, “Wajah Islam Liberal di Indonesia: Sebuah Penjajagan Awal”, hlm. 
342. 

s8 Waryani Fajat Riyanto, Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. 
Amin Abdullah (Yogyakarta: Suka Press, 2013). 

“4 Moch Nur Ichwan (Ed), Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan: Pestschrift 
Untuk M. Amin Abdullah (Yogyakarta: CISForm, 2013). 
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Las Vegas (2014). 


Pemikir lain di Mazhab Sapen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 
Islam adalah Musa Asy'arie, dengan tawarannya yang disebut “tauhid 
keilmuan”. Musa menggondol gelar doktor pada tanggal 26 Januari 1991, 
dengan judul disertasi Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Our'an."" 
Oleh Islah Gusmian, disertasi Musa tersebut ditempatkannya sebagai 
salah satu dari 24 karya tafsir al-Yur'an di Indonesia pada dekade 1990- 
an (bandingkan dengan Tafsir an-Nur karya Hasbi ash-Shiddiegy yang 
berada di fase awal abad ke-20 hingga tahun 1960-an).”” Dalam artikel 


575 Mirza Tirta Kusuma (ed.), Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, 
Politik, dan Ideologi Jakarta: Gramedia, 2014). 

S6 Musa Asy'arie, Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam a-Our'an (Yogyakarta: 
LESFI, 1992). 

S7 Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi 
(Bandung: Teraju, 2003), hlm. 71-72. 
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berjudul Konsep Our'anik tentang Strategi Kebudayaan (1993), Musa telah 
menyinggung model tauhid keilmuan, jauh sebelum Amin mencetuskan 
model etika tauhidik (2002). Bandingkan model tauhid keilmuan tersebut 
dengan buku yang diedit oleh Hendar Riyadi berjudul Tauhid Ilmu dan 
Implementasinya dalam Pendidikan (2000). Menurut Musa,” pendidikan 
yang diharapkan menjadi basis strategi kebudayaan Islam adalah 
pendidikan yang mempunyai ciri sebagai berikut. Pertama, kesatuan 
(ketauhidan) ilmu-ilmu. Kedua, keterbukaan wawasaan keilmuan. Ketiga, 
ijtihad dan kebebasan berpikir. Hanya saja, selain saat itu Musa belum 
memegang “otoritas tertinggi di UIN Sunan Kalijaga, ia juga belum 
merumuskan idenya tersebut secara lebih sistematis dan metodologis. 
Bandingkan konsep Tauhid Keilmuan versi Musa tersebut dengan konsep 
Unity of Science atau Wihdah ak Ulum yang dikembangkan oleh IAIN 
Walisongo, Semarang. Lanjut Musa, terkait dengan Tauhid Keilmuan: 
Semangat untuk kembali kepada al-Yur'an dalam dunia pendidikan berarti 
menyatukan berbagai disiplin keilmuan dalam kesatuan wawasan filsafat tauhid, 
sehingga tauhid tidak saja berarti pengakuan atas keesaan Tuhan, tetapi— 
yang lebih penting—adalah bagaimana mengimplementasikannya dalam dunia 
ilmu. Tuhan adalah sumber segala yang ada, yang terwujud dalam ayat-ayat- 


Nya, yaitu kitab suci, alam, dan manusia atau sejarah. Ketiganya adalah 
penjelmaan diri Tuhan, menjadi objek pengetahuan sekaligus merupakan jalan 


menuju kepada-Nya. Ayat-ayat Tuhan tersebut menjadi objek studi dalam 


rangka mencari kebenaran yang pada akhirnya menuju pada kebenaran hakiki. 
Studi tersebut diwujudkan dalam kesatuan sistem pendidikan yang menyatukan 
ilmu-ilmu dalam kesatuan wawasan filsafat tauhid." 


“8 Hendar Riyadi, Tauhid Ilmu dan Implementasinya dalam Pendidikan (Bandung: 
Nuansa, 2000). 

S9 Musa Asy'atie, “Konsep Our'anik tentang Strategi Kebudayaan”, dalam 
Abdul Basir Solissa dkk., A-Our'an dan Pembinaan Budaya Dialog dan Transformasi 
(Yogyakarta: LESFI, 1993), hlm. 5. 

80 Thid., Hlm. 7. 
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Tahun 1997, Musa Asy'arie 
kembali menyempurnakan konsep Tauhid 
Keilmuan dalam buku berjudul Islam, Etos 
Kerja, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. 


Menurut Musa:' 


MANUSIA PEMBENTUK KEBUDAYAAN 


DALAM ALOURAN 


Dalam berbagai pandangan dalam al- 
Gur'an, daya-daya ruhani untuk 
memahami kebenaran ada tiga, yaitu 
pikiran (a-fikr), akal (al-'agl), dan hati 
nurani (al-galb), ketiganya merupakan 
kesatuan organik yang sifatnya berlapis 
secara berjenjang, Integrasi iptek, filsafat, 


dan agama dimungkinkan, karena objek 
kajiannya sebenarnya juga mempunyai kesatuan sumber, yaitu ayat-ayat Tuhan 
sendiri, yang ada di dalam, manusia, dan sejarah, serta tersurat dalam kitab 
suci. Integrasi ketiganya sesungguhnya merupakan wujud integrasi dari 
perpanjangan ayat-ayat Tuhan sendiri. 


Integrasi antara Agama, Iptek, dan Filsafat 


Agama Iptek Filsafat 
Galb Fikr Agil 
Ihsan Islam Iman 
Tasawuf Syarah Akidah 
Gauliyah (al-Guran) Nafsiyah (Manusia) Kauniyah (Alam) 
Wahyu (Dimensi Materi (Objek Parsial) Immateri (Nilai 
Transendental) Universal) 


Pembebasan Peneguhan Kemanusiaan 


Apabila hubungan nalar trilogi antara agama, iptek, dan filsafat 


tersebut digunakan untuk mengembangkan program studi-program studi 


di FSH, maka dimensi “agama” dapat diimplementasikan oleh Program 


81 Musa Asy'atie, Islam, Etos Kerja, dan Pemberdayaan Umat (Yogyakarta: LESFI, 


1997), hlm. 131. 


82 Thid., hlm. 132. 
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Studi Muamalat, al-Ahwal asy-Syakhsyiyyah, dan Jinayah Siyasah. 
Dimensi “filsafat dapat dikembangkan menjadi Program Studi Ushul 
Fikih atau Filsafat Hukum Islam. Sedangkan dimensi “iptek” dapat 
dikembangkan menjadi Program Studi Teknologi Hukum dan Astronomi 
Hukum. Dalam bagian lain tulisannya tersebut, Musa juga 
mengembangkan hubungan antara trilogi Islam, Iman, dan Ihsan, dengan 
realitas kehidupan masyarakat, dimana iman dapat diparalelkan dengan 


masjid sebagai tempat ibadah, Islam atau syariat diparalelkan dengan 


hubungan antara manusia dengan mata pencaharian hidupnya, dan Ihsan 
adalah puncak etika. 


Hubungan ketiganya kemudian 
berkembang menjadi bentuk hubungan 
trilogis antara Masjid, Pasar, dan Alun- 
alun. Dalam konteks kesatuan triadik ini, 
kemudian berkembang menjadi hubungan 
trilogi antara kesatuan agama sebagai 
simbol spiritualitas dan moral (Masjid), 
pembangunan ekonomi (Pasar), dan 
pembangunan sosial, politik, dan budaya 


(Alun-alun). ' Menurut penulis, 


berdasarkan kategori triadik antara Masjid, 
Pasar, dan Alun-alun tersebut, kita dapat 
membaca arah pergerakan pengembangan program studi-program studi 
di FSH. Saat masih berada di bawah naungan IAIN, yang ada hanyalah 
program studi-program studi “Masjid”. Sejak dibukanya Program Studi 
Keuangan Islam (KUI) pada tahun 2001, dalam konteks IAIN »ith W ider 
Mandate, hal ini menunjukkan adanya pergerakan, dari Program Studi 
Masjid”, dengan menambahkan Program Studi “Pasar. Bahkan, sekarang 
di UIN Sunan Kalijaga sudah mulai bergerak mengembangkan Fakultas 


8 Thid., hlm. 62-63. 
88 Thid, 
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Pasar Bebas”, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Untuk 
selanjutnya perlu juga dikembangkan model Program Studi “Alun-alun, 
seperti Hukum Islam Internasional dan Politik Islam Internasional. Musa 
kemudian menyempurnakan konsep tauhid keilmuan tahun 2002, melalui 
artikel berjudul Epistemologi dalam Perspektif Pemikiran Islam (2003). 


Selain Musa, Yudian juga pernah menawarkan model tauhid 
keilmuan, kesatuan antara ayat gur'aniyah, ayat kauniyah, dan ayat insaniyah. 
Tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan tauhid keilmuan 


tersebut, Yudian menjelaskan: 


Islam adalah tauhid, yaitu mengintegrasikan kehendak Allah yang ada di dalam 
Kitab Suci, alam dan manusia, sehinggga terbebas dari bencana teologis, 
kosmos, dan kosmis. Inilah yang disebut takwa yang puncaknya sering disebut 
ihsan, yaitu proses kesadaran menghadirkan Tuhan di mana pun (pada tingkat 
teologis, kosmos, dan kosmis) dan kapanpun. Inilah yang disebut sebagai Islam 
kaffah itu. Misalnya, si A menunaikan ibadah haji dari Yogyakarta. Keimanan 
ini diintegrasikan dengan ayat kauniyah, yaitu naik pesawat (sebab kalau naik 
onta akan mati di Parangtritis karena “kafir alamiah), dan ayat insaniyah, yaitu 
beli tiket pesawat, minta visa Saudi dan memenuhi persyaratan-persyaratan 
administratif yang ditentukan Pemerintah Indonesia, khususnya DEPAG 
(KEMENAG), agar tidak “kafir' insaniyyah. Jika si A memenuhi semua 
persyaratan di atas, maka dia akan selamat dan aman sampai ke Jeddah. Dalam 
kesiapan ini, ia adalah Muslim kaffi (Muslim holistik) atau insan kamil (manusia 
sempurna). Jadi, pertanyaan “mengapa umat Islam mundur sedangkan orang 
ain maju?” dapat dijawab singkat. Umat Islam mundur karena mukmin dan 
Muslim pada tingkat akidah, tetapi hampir “kafir alamiah”, hampir tidak pernah 
menjadikan hukum alam sebagai bagian dari keimanan dan keislaman mereka. 
Orang lain, katakanlah Amerika Serikat, maju karena mereka mukmin dan 


Muslim alamiah dan insaniah. Mereka melaksanakan bagian terbesar hukum 


Allah, sedangkan kita hanya melaksanakan sebagian kecil saja." 


Selain menawarkan konsep Tauhid Keilmuan, Musa juga 


menawarkan model nalar Rasional-Transendental, sebagaimana 


85 Musa Asy'arie, “Epistemologi dalam Perspektif Pemikiran Islam”, dalam 
Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam 
dan Umum (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 34-52. 

8 Wahyudi, Islam dan Nasionalisme, hlm. 9. 
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tercantum dalam magnum opus-nya berjudul Filsafat Islam: Sunnah Nabi 
Dalam Berpikir (1999). Menurut Musa: 


Konsep Rasional-Transendental dirumuskan dari perintah membaca atas nama 
Tuhan yang menciptakan. Dalam rasional transendental, maka dimensi 
rasionalnya dicapai melalui pikir, atau ijtihad yaitu kesungguhan berpikir yang 
radikal, dan dimensi transendentalnya dicapai melalui zikir, atau itihad yaitu 
penyatuan dalam kegaiban, rujukannya pada kitab al-Yur'an sebagai doktrin 
yang menuliskan dimensi transenden dan hikmah profetik dari proses berpikir 
mendalam, sebagai suatu sunnah Rasulullah dalam berpikir, yang telah 


dijalaninya secara konsisten, yang menjadi metode filsafatnya. 


Metode rasional transendental versi Musa di atas kemudian 
dikembangkan oleh muridnya, yaitu Andy Darmawan, ke wilayah dakwah 
Islam, misalnya dalam artikel Andy berjudul Diskursus Metode Rasional 
Transendental dalam Tradisi Keilmuan Keislaman (2001).$ Tahun 2001, Andy 
kembali menulis artikel tentang rasional transendental berjudul Strategi 
Dakwah Islam dalam Pendekatan Rasional Transendental. Menurut Andy: 

Karakteristik dakwah Islam dalam pendekatan rasional transendental itu 
terletak pada cara kerja rasio dalam menangkap realitas di lapangan secara 
empirik untuk kemudian dianalisis melalui perpaduan integrasi antara pikir 
(tafakkaru fi khalgillah) dan zikir (&ikrullah) untuk menjawab problematika umat 


berdasarkan firman Allah dan teladan Nabi Muhammad saw yang 
mensejarah." 


Konsep rasional transendental tersebut berkembang menjadi 
konsep Tuhan Empirik (Rasional (Empirik| Transendental (Tuhan)), yang 
kemudian dikembangkan oleh murid lain Musa, yaitu Taufig Pasiak, ke 
wilayah kesehatan dan kedokteran, dalam buku berjudul Tuhan Empirik 


8? Asyatie, Filsafat Islam, hlm. ix. 

“8 Makalah ini disampaikan oleh Andy pada komunitas Institut Studi Agama 
dan Filsafat (INSAF), Yogyakarta, pada hari Sabtu, 8 September 2001. 

89 Andy Darmawan, “Strategi Dakwah Islam dalam Pendekatan Rasional 
Transendental”, a-Jami'ah, Nol. 40, No. 1, January-June 2002, hlm. 171. 

“90 Taufig Pasiak, Tuhan Empirik dan Kesehatan Spiritual: Pengembangan Pemikiran 
Musa Asy 'arie Dalam Bidang Kesehatan dan Kedokteran (Yogyakarta: C-NET, 2012). 
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dan Kesehatan Spiritual (2012). Tentang biografi ekonomi Musa Asy'arie, 
silahkan baca buku Nashruddin Anshory berjudul Berjuang dari Pinggir 
(1995). Untuk memperingati hari jadi Musa Asy'arie yang ke-60 tahun, 
diterbitkan tiga buku, masing-masing berjudul Pak Musa Guru Kami 
(2011),? Mazhab Kebebasan Berpikir (2011), dan Dinamika Kebudayaan 
(2011). 


Sejak menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga tahun 2011, penulis 
belum bisa lagi ' membaca” kualitas intelektual Musa, kecuali beberapa 
tulisan reflektifnya, bukan tulisan akademis, yang ada di beberapa Surat 
Kabar nasional. Berbeda dengan Amin, yang menawarkan istilah 
Integrasi-Interkoneksi, Musa Asy'arie memilih istilah Berpikir 
Multidimensional. Lihat misalnya trilogi bukunya yang berasal dari 
'comotan” buku Filsafat Islam (1999), berjudul Berpikir Multidimensional 
(2009), Manusia Multidimensional (2009), dan Berpikir Multidimensional: 
Keluar Dari Krisis Bangsa (2009). Sayangnya, trilogi buku tersebut hanya 
beredar di kalangan kaum praktisi, sehingga sedikit sekali yang dibaca 
oleh kaum akademisi, apalagi untuk dikritisi. 


Abdul Munir Mulkhan (FITK), dalam artikelnya berjudul 
Pengembangan Fungsi Kesalehan Dalam Ilmu Rekayasa Sosial (2003), pernah 
menawarkan model Piramida Keilmuan. Pak Munir adalah penulis buku 
paling produktif di Mazhab Sapen. Menurut pengamatan penulis, dari 
seluruh civitas akademika di UIN Sunan Kalijaga, buku-buku Pak Munir 


“1 M. Nashruddin Anshory, Berjuang dari Pinggir: Potret Kewiraswastaan Musa 
Asy arie (Jakarta: LP3ES, 1995). 

592 Fahruddin Faiz (ed.), Pak Musa Guru Kami: Sebuah Persembahan untuk 60 
Tahun Musa Asy'arie (Yogyakarta: LESFI, 2011). 

583 Al-Makin (ed.), Mazhab Kebebasan Berpikit dan Komitmen Kemanusiaan: Ulasan 
Pemikiran Musa Asy'arie (Yogyakarta: LESFI, 2011). 

4 Andy Darmawan (ed.), Dinamika Kebudayaan dan Problem Kebangsaan: Kado 
60 Tahun Musa Asy'arie (Yogyakarta: LESFI, 2011). 

695 Musa Asyarie, Berpikir Multidimensional Dalam Islam, Manusia Multidimensional 
Perspektif Our'anik, dan Berpikir Multidimensional: Keluar Dari Krisis Bangsa (Yogyakarta: 
MBM Training Centre, 2009). 
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NN yang paling banyak diterbitkan dan mudah 
amin 3 ditemukan di ran. Barangkali hal ini 
| (TEOLOGI Aki uka pasara arang a 
7 disebabkan oleh latar belakang 
“IPA 


aa (sosiologi agama), sehingga wacana dan 


pendidikannya sebagai seorang sosiolog 


diskursus kekinian, khususnya di Indonesia, 


x) dengan mudah  diramunya dan 


diformulasikan dalam bentuk buku. Pak 
Munir termasuk penulis buku bergenre “apa 


6 


saja”. Sebab, ia menulis buku dengan 


f " 

“../ T 
' | berbagai topik, mulai dari Syaikh Siti Jenar 
— hingga ke Syaikh Marxian. Untuk 


mengetahui apakah banyaknya buku yang ditulis oleh Munir tersebut ada 
pengulangan di sana sini, atau hanya sekedar mengganti judulnya saja, 
sementara isinya sama, atau 'memutilasi' buku induknya, untuk kemudian 
dibukukan menjadi buku-buku kecil, atau 'menumpuk' kembali artikel- 
artikelnya untuk kemudian diberi judul baru, perlu dilakukan penelitian 
yang lebih serius. Tesis Munir kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul 
Teologi Kiri (2002).5”" Sedangkan disertasinya, yang kebetulan sempat diuji 
oleh M. Amin Abdullah, diterbitkan menjadi buku berjudul Neo-Sufisyue 
dan Pudarnya Fundamentalisme di Pedesaan (2000).5” Menurut Munir, terkait 
dengan konsep Piramida Keilmuan yang ditawarkannya, ia menyatakan: 
Pandangan dunia modern tentang kehidupan sosial, dan politik serta ilmu 
tentang kehidupan tersebut bersumber dari gagasan manusia sebagai puncak 
realitas yang hanya berurusan dengan dirinya sendiri. Kehidupan sosial bukan 
hanya hubungan satu garis horizontal atau segitiga piramidal, tetapi segi lima 
piramidal atau kerucut dengan unsur transendental berada di puncak piramid 


atau bangun kerucut sosial tersebut. Pada puncak piramid atau kerucut sosial 
itulah terletak fungsi dan nilai transendental berupa tanggungjawab setiap 


59 Abdul Munit Mulkhan, Teologi Kiri: Landasan Gerakan Membela Kaum 
Mustadafin (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002). 

S7 Abdul Munir Mulkhan, Neo-S1fisme dan Pudarnya Fundamentalisme di Pedesaan 
(Yogyakarta: UII Press, 2000). 
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orang bagi kebaikan publik sebagai tujuan profetik. Bukan sekedar mendorong 
transformasi, tetapi lebih mengarah pada sebuah tatanan sosial berkeadilan 
dan berkemakmuran yang maruf. Dari sinilah doktrin sosial tentang amanah 
bisa difungsikan bagi tujuan kolektif (sosial) dan vertikal (tauhid) yang bebas 
dari kepentingan personal dan faktual. Di sinilah terletak fungsi rahmatan lil 
alamin, yakni bagaimana setiap tindakan sosial seseorang bisa menyumbangkan 


ke-rahmat-an bagi orang lain saat ini atau pada zaman sesudah masa hidupnya 
98 


yang disebut amal jariyah atau amal salih." 

Berdasarkan kutipan di atas, Munir Mulkhan sebenarnya mencoba 
menawarkan semacam model Piramida Keilmuan, dimana puncak 
piramidanya adalah etika transendental yang disebut dengan istilah 
profetik. Sedangkan keempat sudut sisinya adalah hubungan antara Is/amic 
studies (kalam, tafsir, fikih), natural sciences (matematika, fisika, biologi, 
dan kimia), social seiences (sosiologi, politik, psikologi, ekonomi, dan 
filsafat), dan cultural sciences.” Lebih lanjut bisa dikembangkan sebuah 
bangunan kerucut piramida dimana etika transendentalnya dapat 
diletakkan di puncak atau di dasar kerucut piramida tersebut. Penulis 


dapat melukiskan model Piramida Keilmuan ala Munir sebagai berikut. 


Piramida Keilmuan 


RAHMATAN LIL 'ALAMIN 


58 Abdul Munir Mulkhan, “Pengembangan Fungsi Kesalehan Dalam Ilmu 
Rekayasa Sosial”, dalam Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan 
Epistemologi Islam dan Umum (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 100-101. 

599 Thid., hlm. 86-87. 
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Lanjut Munir," 


yang spesialisasi 
studinya adalah sosiologi agama, berbeda 
dengan Atho” Mudzhar yang berspesialisasi 
sosiologi hukum Islam, kembali 
menyatakan, “Teologi  profetik 
mengharuskan rekonstruksi kesatuan ilmu 
berdasarkan — prinsip — kesadaran 


transendental. Ilmu-ilmu yang selama ini 


Neo-sufismp 


disebut umum ditempatkan ke dalam ilmu 
agama (Islamic studies), atau sebaliknya, ilmu 


agama ke dalam ilmu umum. Jika Islamic 
studies tetap kita pakai, maka matematika, 
fisika, biologi, kimia (natural sciences), sosiologi, politik, psikologi, ekonomi, 
dan filsafat (social and cultural science) diletakkan ke dalam satu kotak 
bersama kalam, tafsir, fikih, atau sebaliknya. Lebih lanjut bisa 
dikembangkan sebuah bangunan kerucut piramida dimana akar etika 
transendental dari ilmu kalam, tafsir, dan fikih diletakkan di puncak atau 
dasar kerucut piramida tersebut.” Abdul Munir Mulkhan juga sangat 
terkenal berkat buku trilogi Syaikh Siti Jenar, yang telah berulang kali 
dicetak, yaitu Syaikh Siti Jenar (1999Y", Makrifat Burung Surga dan Ilmu 
Kasampurnan Syaikh Siti Jenar (2002)"”, dan Jejak-Jejak Terakhir Majapahit, 
Syaikh Siti Jenar, dan Kematian Ki Ageng Pengging (2013)."$ Menurut penulis, 
tidak selalu seorang penulis karya-karya sufi itu juga seorang pelaku s1fism 
dan mewarisi etos sufistik dalam segala tindakannya. Sebab, sufistik adalah 
ilmu rasa, bukan ilmu logika. 


700 Ibi d. 

71 Abdul Munir Mulkhan, Syaikh Siti Jenar: Pergumulan Islam-Jawa (Yogyakarta: 
Bentang, 1999). 

7022 Abdul Munir Mulkhan, Makrifat Burung Surga dan Ilmu Kasampurnan Syaikh 
Siti Jenar: Memasuki Ajaran Kearifan Syaikh Siti Jenar Dalam Serat Bayan Budiman 
(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002). 

79 Abdul Munit Mulkhan, Jejak-Jejak Terakhir Majapahit, Syaikh Siti Jenar, dan 
Kematian Ki Ageng Pengging (Yogyakarta: Metro Epistema, 2013). 
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Pemikir lain di Mazhab Sapen 
adalah Machasin (Fakultas Adab dan Ilmu 
Budaya), yang telah menawarkan model 
Etika Spiritual Keilmuan, dalam artikelnya 
berjudul Etika Spiritual Epistemologi Dalam 
Islamic Studies di LAIN (2003). Machasin 
menggondol gelar Master di Jurusan IM pa La 
Akidah dan Filsafat IAIN Sunan Kalijaga KEBEBAS 
dengan judul tesis Menyelami Kebebasan MANUSIA. 
Manusia: Telaah Kritis terbadap Konsepsi al-. Wgtgi 
Ouran (1988), yang kemudian diterbitkan IM 
di Yogyakarta oleh Pustaka Pelajar tahun 


1996. Oleh Islah Gusmian, tesis Machasin tersebut ditempatkannya 
sebagai salah satu dari 24 karya tafsir al-Yuran di Indonesia dekade 
1990-an (bandingkan dengan Tafsir an-Nur karya Hasbi ash-Shiddiegy 
yang berada di fase awal abad ke-20 hingga tahun 1960-an)."“ Tahun 
1994, Machasin menyelesaikan disertasi berjudul a-Oadi Abd al-Jabbar 
dan Ayat-ayat Mutasyabihat al-Our'an, yang dipromotori oleh A. Mukti 
Ali, Harun Nasution, dan P.S. van Koningsveld. Disertasi tersebut 
kemudian diterbitkan di Yogyakarta oleh LKIS tahun 2000. 


Machasin menawarkan model-model praktis dalam pengembangan 


kurikulum dan silabi yang bersifat integratif. Menurut Machasin: 


Ada tiga hal yang perlu dikembangkan dalam mengembangan kurikulum dan 
silabi yang terintegratif. Pertama, bagaimana kurikulum dan silabi setiap jurusan 
disusun sehingga pokok-pokok ilmu keislaman menjadi fondasinya dan bidang 
kajian jurusan menjadi bangunan di atasnya. Kedua, pembelajaran mesti diubah 
dari transfer pengetahuan kessaring pengalaman dalam pencarian interpretasi 
yang paling sesuai dengan situasi atas sumber ajaran Islam dan bimbingan 
penelusuran fakta-fakta untuk membuat kesimpulan. Ketiga, tekanan kepada 
keindonesiaan dan kemanusiaan umum juga perlu diwujudkan dalam 


"4 Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi 
(Bandung: Teraju, 2003), hlm. 78-79. 
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penyusunan kurikulum dan silabi.'" 

Machasin juga mengritik tentang belum adanya kelanjutan dalam 
bentuk kurikulum dan silabi mengenai 
gagasan Fikih Indonesia yang pernah 
dilontarkan oleh Hasbi ash-Shiddiegy (pen. 
misalnya seperti matakuliah Fikih 
Indonesia dan Hukum Islam Indonesia).'" 
Menurut Machasin, terkait dengan relasi 
antara agama dan ilmu, Integrasi- 
Interkoneksi adalah masalah politis, belum 
menjadi alasan akademis. Ia kemudian 


merujuk ke belakang tentang masih 


relevannya kegelisahan Mukti Ali tahun 
1970-an tentang tiga kelemahan IAIN, 
yaitu mentalitas keilmuan, bahasa, dan metodologi. Ini menurutnya yang 
jauh lebih penting untuk dibenahi, bukan transformasi ke UIN. Tetapi, 
ia akhirnya harus “menyerah” pada sejarah, sebab UIN tetap terwujud 
dimasa kepemimpinan M. Amin Abdullah. 


795 Machasin, “Etika Spiritual Epistemologi Dalam Isamic Studies di TAIN”, 
dalam Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi 
Islam dan Umum (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 133-144. 

700 Jhid,, hlm. 139. 
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Etika Spiritual Keilmuan” 


Keilmuan : 1 Keilmuan ' 
1. Umum www»! Islam 
| (Hadarat | | (Hadarat | 
po. al-Tlm —————i an-Na) ' 
La aa Pa na aa 
| Etika Spiritual | 
I (Islam) | 
I Hadarat al-Falsafah | 
I | 


Pemikir Muslim di Mazhab Sapen, lebih khusus lagi di Mazhab 
Jogja (FSH), salah satunya adalah Syamsul Anwar, yang telah menawarkan 
model Interkoneksitas Keilmuan, dalam artikel berjudul Ke Arah 
Epistemologi Integratif Mencari Arah Pengembangan Keilmuan Dalam Rangka 
Pemekaran LAIN (2003). Menurut Syamsul: 


Dalam bidang ilmu hukum, paradigma teologis yang memberi penekanan 
berlebihan pada kekuasaan ilahi dan menempatkan manusia sebagai sosok 
yang lemah serta paradigma metodologis yang menekankan keunggulan wahyu 
atas akal (the primacy of revelation over reason) telah menjadikan ilmu hukum 
sebagai ilmu teks yang lebih terpusat pada suatu analisis tekstual belaka (ilmu 
kalam, dalam arti ilmu yang bersumber kepada teks/kalam ilahi). Tidak ada 
dimensi empiris, dan hukum menjadi suatu yang meta historis dan bebas dari 
sentuhan perubahan masyarakat. Ini ditambah lagi dengan paradigma lain 


9 Tentang model pembelajaran integral, misalnya, Machasin menawarkan 
“bagaimana kurikulum dan silabi dalam setiap jurusan disusun sehingga pokok-pokok 
ilmu keislaman menjadi fondasinya dan bidang kajian jurusan menjadi bangunan di 
atasnya”. Pokok-pokok ilmu keislaman itu merupakan prinsip utama yang tanpa 
menguasainya seseorang belum dapat disebut ahli ilmu keislaman, dan karena ilmu 
tersebut bersifat mengintegrasikan seluruh bidang kajian tentang Islam yang 
dikembangkan dan dikelola jurusan atau program studi. Machasin menyebut pokok 
ilmu keislaman tersebut dengan istilah Etika Spiritual. Machasin, “Etika Spiritual 
Epistemologi Dalam Istamic Studies di LAIN”, dalam Menyatukan Kembali Umu-ilmu Agama 
dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum (Yogyakarta: Suka Press, 
2003), hlm. 123. 
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berupa paradigma linguistik optimisme yang menyatakan bahwa bahasa adalah 
alat komunikasi yang cukup sehingga tidak diperlukan sarana lain untuk 
memahami hukum ilahi." 


Dengan mengutip pendapat Hamid Abu Sulaiman, Syamsul 
Anwar memilih menggunakan model integratif, yang dapat dimaknai 
sebagai “Sesungguhnya ilmu Islam memfungsikan secara sekaligus 
sumber-sumber pengetahuan rasional-empiris-induktif dan sumber- 
sumber pengetahuan universal-deduktif yang diturunkan dari wahyu 
ilahi”. Bedanya, Syamsul kemudian mencoba “membedah? komponen- 
komponen ilmu umum dan ilmu agama yang akan diintegrasikan tersebut. 
Menurutnya, dari segi kandungannya, ilmu memuat tiga unsur muatan, 


yaitu" 


muatan postulat (anggapan dasar), muatan nilai, dan muatan 
deskriptif. Berdasarkan ketiga muatan tersebut, masih menurut 
Syamsul,”"' “Peran muatan pertama dan kedua minim di dalam ilmu- 
ilmu material dan empiris seperti fisika dan pertanian, dan peran itu 
membesar di dalam ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, pendidikan, dan 
sosiologi. Peran tersebut menjadi jauh lebih besar lagi di dalam ilmu- 
ilmu kemanusiaan seperti psikologi dan antropologi, dan mencapai 
puncaknya di dalam ilmu yang pada dasarnya normatif seperti hukum 
Islam dan etika.” Dalam mendekatkan, bahkan mengintegrasikan, antara 
ilmu-ilmu keislaman dan ilmu modern, gerakannya dilakukan dari titik 
yang berbeda menuju dan bertemu pada titik yang sama. Ilmu-ilmu agama 
Islam memasukkan dimensi empiris ke dalam struktur keilmuan, 
sementara ilmu modern bergerak ke arah penerimaan kembali wahyu 


sebagai salah satu sumber pengetahuan.” Model integrasi ilmu yang 


18 Syamsul Anwar, “Ke Arah Epistemologi Integratif Mencari Arah 
Pengembangan Keilmuan Dalam Rangka Pemekaran IAIN”, dalam Menyatukan Kembali 
Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum 
(Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 55. 

70 Ibid,, hlm. 58. 

10 Thid,, hlm. 59. 

11 Ibid,, hlm. 62. 

712 Thid,, hlm. 63. 
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ditawarkan oleh Syamsul tersebut hampir mirip dengan model Integrated 
Twin Towers"? yang dikembangkan oleh IAIN Sunan Ampel, Surabaya. 
Sebagai salah satu pioneer Mazhab Jogja generasi kedua, Syamsul juga 
menulis artikel berjudul Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam (2002). 


Di antara nama-nama pemikir Muslim di Mazhab Sapen tersebut, 
hanya Fakultas Dakwah (dan Komunikasi) yang belum mengirimkan 
wakil generasi keduanya. Sebab, M. Amin Abdullah dan Musa Asy'arie 
dati FUPI, Abdul Munit Mulkhan dari FITK, Machasin dati FAIB, dan 
Syamsul Anwar dari FSH. Penulis merekomendasikan nama Faisal Isma'il, 
yang barangkali dapat disebut sebagai “wakil” dari Fakultas Dakwah dan 
Komunikiasi (FDK), sekaligus sebagai pemikir Muslim dari Mazhab 
Sapen generasi kedua. Faisal Isma'il adalah seorang ilmuwan dan sekaligus 
seorang birokrat, karena di samping sebagai Guru Besar Sejarah 
Kebudayaan Islam pada Fakultas Dakwah (dan Komunikasi), ia juga 
pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI. 


Atas beasiswa dari Program 


Fullbright, tahun 1986, Faisal Ismail IDEOLOGI 
mendalami kajian Islam (khususnya bidang HEGEMONI 


studi Sejarah Islam) di Amerika Serikat dan DAN 
memperoleh gelar MA dari Department of OTORITAS 
Middle East Languages and Cultures, Columbia AGAMA 
University, New York (1988). Tesis D 
masternya berjudul T'he Nahdlatul Ulama: Its UN Ma 1 


Early History and Religious Ideology. Di bawah 
program MeGil-Indonesia LAIN Development 
Project, tahun 1991 ia memulai program 
doktor di Institute of Islamic Studies MeGill 


18 Nut Syam (ed.), Integrated Twin Towers: Arah Pengembangan Islamic Studies 
Multidisipliner (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2010). 

14 Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam 
Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), 
hlm. 147-165. 
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University, Kanada, dan menyelesaikannya tahun 1995 dengan disertasi 
berjudul Islam in Indonesian Politis: A Study of Muslim Responses to and 
Aceeptence of the Pancasila. Disertasi tersebut telah diterbitkan dalam versi 
bahasa Indonesianya dengan judul Ideologi, Hegemoni, dan Otoritas Agama 
(1999). Di level lokal, selain sebagai dosen yang pernah menjabat 
sebagai Asisten Direktur II Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 
(Mei 1996-Februari 1997) dan sebagai Dekan Fakultas Dakwah UIN 
Sunan Kalijaga (Februari 1997-Februari 2000), di level nasional dan 
internasional, Faisal pernah menjabat sebagai Kepala Badan Litbang 


Agama, Sekretaris Jenderal Depag, dan Duta Besar. 


Setidaknya ada tujuhbelas buku (kumpulan artikel) karya Faisal 
Ismail yang telah diterbitkan: (1) Islamic Traditionalism in Indonesia: A Study 
of tbe Nahdlatul Ulamas Early History and Religions Ideology (Tesis MA), (2) 
Islam vis-a-vis Pancasila (Disertasi Ph.D), (3) Momentum Historis Gerakan 
Pencerahan Islam, (4) Percikan Pemikiran Islam, (5) Paradigua Kebudayaan 
Islam 1990)"$ (0), Ideologi, Hegemoni, dan Otoritas Agama (terjemahan 
disertasi), (7) Islam: Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyah (1999), (8) 
NU: Gusdurisme dan Politik Kiai 499" (9) Islam, Transformasi Sosial dan 
Kontinnitas Sejarahy (10) Pijar-Pijar Islam (2002): (11), Ketegangan Kreatif 
Peradaban Islam: Idealisme Versus Realismey 12) Masa Depan Pendidikan Islam 
di Tengah Kompleksitas Tantangan Modernitas, (13) Dilemma NU di Tengah 
Badai Praguatisme Politik, (14) Menabur Inklusivisme, Mengubur Eksklusivisme: 
Visi dan Misi Islam Pluraliss (15) Sekularisasi: Membongkar Kerancuan 


75 Faisal Ismail, Ideologi, Hegemoni, dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif 
Islam dan Pancasila (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999). 

16 Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis 
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996). 

7 Faisal Ismail, Islam: Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyah (Yogyakarta: Tiata 
Wacana, 1999). 

78 Faisal Ismail, NU: Gusdurisme dan Politik Kiai (Yogyakarta: Tiara Wacana, 
1999). 

719 Faisal Ismail, Pjjar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur (Yogyakarta: 
LESFI, 2002). 
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Pemikiran Nurcholish Madjid (2008) (16) Pencerahan Spiritualitas Islam di 
Tengah Kemelut Zaman Edan (2008) dan (17) Islam: Melacak Teks dan 
Menguak Konteks (2009). 


Jika pada tahun 1998 (diterbitkan lagi tahun 2000) Mazhab Sapen 
telah menerbitkan buku berjudul Lima (5) Tokoh LAIN Sunan Kalijaga,” 
yang berisi biografi lima orang yang dianggap sebagai tokoh IAIN Sunan 
Kalijaga generasi pertama, yaitu K.H.R. Moh. Adnan, Prof. Dr. H. 
Mukhtar Yahya,” Prof. R.HLA. Soenarjo, S.H., Prof. Dr. Hasbi ash- 
Shiddiegy, dan Prof. “DP”. Mukti Ali,?8 maka menurut penulis, di era 
UIN ini (2004-sekarang), Mazhab Sapen harus segera menulis buku 
bertajuk Tokoh-Tokoh UIN Sunan Kalijaga generasi kedua, yang dapat diisi 
oleh nama-nama yang telah tersebutkan di atas, yaitu M. Amin Abdullah, 
Musa Asy'arie, Abdul Munir Mulkhan, Machasin, Syamsul Anwar, Akh. 
Minhaji, Yudian Wahyudi, dan Faisal Ismail. Berdasarkan penjelasan di 
atas, ternyata banyak sekali jenis varian tawaran paradigma keilmuan di 


Mazhab Sapen, alias tidak hanya integrasi-interkoneksi saja. Barangkali 


72 Faisal Ismail, Sekularisasi: Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholish Madjid 
(Yogyakarta: Nawesea Press, 2008). 

21 Faisal Ismail, Pencerahan Spiritualitas Islam di Tengah Kemelut Zaman Edan 
(Yogyakarta: Titian Wacana, 2008). 

722 Faisal Ismail, Is/am: Melacak Teks dan Menguak Konteks (Yogyakarta: Titian 
Wacana, 2009). 

78 Mohammad Damami (ed.), Lima (3) Tokoh Pengembangan LAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta: Diterbitkan dalam Rangka Mensyukuri Ulang Tahun Kelahiran LAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta ke-47 Tanggal 26 September 1998 (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan 
Kalijaga, 1998). Pada tahun 2000, buku ini diterbitkan lagi, bertepatan dengan waktu 
mensyukuri kelahiran IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke-49 pada tanggal 26 
September 2000 dan sekaligus dalam rangka “Temu Alumni IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta Tahun 2000”, sebuah momentum akhir abad ke-20. 

74 Lihat juga misalnya, Ashtry Mukhtar (ed.), Kumpulan Publikasi Mengenang 
Seabad Kelahiran Prof. Dr. H. Mubktar Yahya: 3 Maret 1907-3 Maret 2007 (Yogyakarta: 
tnp., 2007). 

7 Lihat juga misalnya, Abdurrahman, Burhanuddin Daya, dan Djam'annuri 
(eds.), Agama dan Masyarakat: 70 Tahun H.A. Mukti Ali (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 
Press, 1993). 
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sekarang ini telah terjadi semacam “panoptikonisasi” integrasi- 
interkoneksi, sehingga seakan-akan yang diakui “sah” hanya paradigma 
keilmuan tersebut. 


3. Neo-Mazhab Jogja 


Tahun 1994, Fakultas Syari'ah 
IAIN Sunan Kalijaga menerbitkan dua 
buku penting, yaitu Ke Arah Fikih Indonesia: 
Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi ash 
Shiddiegy”S dan Studi tentang a-Our'an dan 
Hadis: Mengantar Purna Tugas Prof. Drs. 
H.M. Husein Yusuf.” Buku pertama 
diterbitkan dalam rangka mengenang jasa 
dan purna tugas Hasbi ash-Shiddiegy 
(Dekan FSH periode 1963-1972), 
sedangkan buku kedua diterbitkan dalam 
rangka mengantar purna tugas Husein 
Yusuf (Dekan FSH periode 1972-1976). 


Delapan tahun kemudian, yaitu tahun 2002 (1994-2002), Fakultas 
Syari'ah menerbitkan buku “kenang-kenangan' purna tugas lain berjudul 
“Mazhab Jogja”: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer” Buku 
tersebut diterbitkan dalam rangka purna tugas Prof. Drs. H. Asjmuni 
Abdurrahman” (Dekan FSH periode 1981-1985). Namun, sepertinya 


26 Yudian W. Asmin (ed.), Ke Arah Fikih Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. 
TI.M. Hasbi ash-Shiddiegy (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syar?ah 
IAIN Sunan Kalijaga Yogykarta, 1994). 

"2 Yudian W. Asmin (ed.), Studi tentang al-Our'an dan Hadis: Mengantar Purna 
Tugas Prof. Drs. H.M. Husein Yusuf (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas 
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogykarta, 1994). 

78 Ainurtofig (ed,), “Mazhab Jogja”: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer 
(Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002). 

78 Tentang biogtafi Prof. Asjmuni Abdurrahman, silahkan lihat misalnya, Prof. 
Asjimuni Abdurrachman: Jejak dan Tonggak Santri Wetan Kali: Dari Desa Tertinggal Berkantor 
di Istiglal (Yogyakarta: tnp., 2011). 
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civitas akademika FSH tidak konsisten, sebab tiga mantan Dekan FSH 
yang lain, yang telah memasuki masa purna tugas, belum ditulis “buku 
kenangannya' secara spesifik. Ketiganya adalah Drs. Marzuki Rasyid 
(Dekan FSH periode 1976-1981), Prof. Drs. Zarkasji Abdussalam (Dekan 
FSH periode 1985-1992), dan Prof. Drs. Sa'ad Abdul Wahid (Dekan 
FSH periode 1992-1999). Ketiga dekan tersebut, secara langsung maupun 
tidak langsung adalah murid Hasbi ash-Shiddiegy. 


Buku Mazhab Jogja (2002) adalah 
kumpulan artikel, lebih tepatnya adalah 
“tumpukan' artikel yang ditulis secara 
“gotong royong oleh civitas akademika FSH 
IAIN/UIN Sunan Kalijaga p/us M. Amin 
Abdullah. Dilihat dati sisi bahasa, istilah 
“Jogja”, yang seharusnya ditulis dengan 
istilah “Yogya”, berasal dari kata 
ngayogya dari kata dasar yogya yang artinya 
pantas, baik. Jadi, ngayogya artinya menuju cita 


cita yang baik dan aman, sejahtera. Jadi, 
Ngayogyakarta artinya mencapai 
kesejahteraan (bagi negeri dan rakyatnya). Nama tersebut bukan 
diciptakan oleh pendiri keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yakni 
Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwono I), tetapi dicita- 
citakan kurang lebih 37 tahun sebelumnya, yakni oleh Paku Buwana I 
(Pangeran Puger, adik Amangkurat I), raja ke-2 keraton Kartasura. Jadi, 
Mazhab Solo lebih tua daripada Mazhab Jogja. 


Duabelas artikel di buku Mazhab Jogja tersebut, ditambah dengan 
catatan editor—Ainurrofig, Bagaimana Dengan Mazhab Joga?: Sebuah Impian 
di Siang Bolong—, masing-masing ditulis dan diberi judul sebagai berikut. 
Pertama, Ainurrofig, Menawarkan Epistemologi Jama'i Sebagai Epistemologi 
Ushul Fikih: Sebuah Tinjauan Filosofis. Kedua, Kamsi, Peran Aksiologis Ushul 
Fikih Dalam Konstruksi Akademis. Ketiga, Riyanta, Legislasi Pada Masa 
Rasulullah. Keempat, Syafig Mahmadah Hanafi dan Fatma Amilia, Figh 
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dan Ushul Figh Pada Periode Taglid. Kelima, Agus Moh. Najib, Dalalah an- 
Nas Upaya Memperluas Maksud Syar'i Melalui Pendekatan Bahasa. Keenam, 
M. Amin Abdullah, Paradigua Alternatif Pengembangan Ushul Fikih dan 
Dampaknya pada Fikih Kontemporer. Ketujuh, Syamsul Anwar, Pengembangan 
Metode Penelitian Hukum Islam. Kedelapan, Fuad Zein, Aplikasi Ushul Fikih 
Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer. Kesembilan, Abd. Salam Arief, 
Ushul Fikih Dalam Kajian Bisnis Kontemporer. Kesepuluh, Makhrus Munajat, 
Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer: Sebuah Kajian Psikologi Sosial. 
Kesebelas, Abdul Halim, Jitihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa 
Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia Keduabelas, Khoiruddin Nasution, 
Ushul Fikih: Sebuah Kajian Fikih Perempuan. 


Dari judul buku itulah, istilah “Mazhab” Jogja mulai diperkenalkan, 
sebagai sebuah etos keilmuan di FSH. Sepertinya, FSH ingin menggeser 
diskursus Fikih Indonesia ke diskursus tentang Ushul Fikih Indonesia, 
berawal dari Mazhab Jogja. Namun, sebagai kelanjutan historisitas ide, di 
atas landasan epistemologi Fikih Indonesia yang dibangun oleh Hasbi, 
yang kemudian dikembangkan oleh Yudian Wahyudi menjadi konsep 
Mengindonesiakan Fikih Indonesia itulah, Ushul Fikih Mazhab Jogja mulai 
di(ke)bumikan. Dengan kata lain, dari fikih ke mazhab, dari nasional ke 
lokal, dari Indonesia ke Jogja, dari “kota” ke “desa”. Fikih Indonesia 
ternyata juga mengkaji hubungan antara agama dan negara. Dengan 
mengutip istilah Muhyiddin Khozin, salah seorang ahli falak dari FSH, 
penulis mengidentikkannya dengan istilah “Mazhab Negara”.'" Suatu saat, 
Mazhab Jogja dapat juga menjadi Mazhab Negara. 


Dengan kata lain, istilah “Mazhab Jogja” merujuk pada trend 
pengkajian hukum Islam yang dikembangkan oleh para peneliti dan 
sarjana hukum Islam yang berafiliasi dengan FSH UIN Sunan Kalijaga, 


yang menolak pendekatan atomistik dan tekstual yang masih dominan 


30 Muhyiddin, “Mazhab Negara” untuk Penentuan Awal Bulan Bersama”, 
dalam Jurnal asy-Syir'ah, Fakultas Syar?ah UIN Sunan Kalijaga, Vol. 38, No. II, 2004, 
hlm. 310-321. “Mazhab Negara” yang dimaksud dalam artikel ini adalah penyatuan 
penanggalan gamariyah di Indonesia. 
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dalam pengkajian hukum Islam,” khususnya bidang ushul fikih. Salah 
satu bentuk kristalisasi konkrit dari etos Mazhab Jogja tersebut adalah 
terbitnya buku Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer 
(2002). Ia sekaligus merujuk pada ihktiar pengembangan metodologi 
studi ilmu hukum Islam (ushul fikih) yang relevan dengan semangat 
perubahan zaman secara komprehensif, mulai basis ontologis, 
epistemologis, hingga aksiologis. Dimensi empiris dan historis tetap 
dikedepankan untuk mendorong pendayagunaan fungsi akal dan nalar 
sebagai sumber pengetahuan. Obsesi membangun etos Mazhab Jogja 
juga sangat terinspirasi oleh munculnya istilah serupa di level lokal Islam, 
seperti “Mazhab Syafi'i”, “Mazhab Hanafi”, dan di level global- 


internasional, seperti “Mazhab Frankfurt” dan “Mazhab Marxisme”. 


Menurut penulis, tidak ada yang 
baru, lebih tepatnya yang orisinil dari 
Mazhab Jogja, terutama apabila rujukannya 
adalah buku Mazhab Jogja (2002). Istilah 
Mazhab Jogja” seperti bungkus tanpa ada 
isi, atau seperti badan tanpa ada ruh. Sebab, 
para penulis artikel dalam buku tersebut 
hanya menampilkan “ulang', untuk tidak 


mengatakan “mendaur ulang”, pemikiran- SEKOLAH 


pemikiran yang sudah muncul di belahan 


dunia lain, alias tidak ada pemikiran yang Jean 


khas Jogja. Nama-nama pemikir ushul fikih 


kontemporer seperti Fazlur Rahman, Syahrur, Ali Asghar Engineer, dan 
Jabiri, kembali di-recyce. Kalau Hasbi ash-Shiddiegy adalah tokoh pemikir 
di balik gagasan Fikih Indonesia, M. Amin Abdullah pemikir di balik 
gagasan Integrasi-Interkoneksi, maka menurut penulis, tokoh pemikir 
di balik gagasan Mazhab Jogja adalah Ainurrofig, sekaligus sebagai editor 
buku Maghab Jogja tersebut. Bahkan, secara eksplisit, ia sendiri pernah 


31 Hassan, “Meretas”, hlm. 391. 
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menyatakan “mengaku sebagai penggagas ide (istilah) Mazhab Jogja, 
dalam bukunya berjudul Emoh Sekolah (2003). 


@ 1 Sebagai editor buku Maghab Joga, 

F “MAZHAB" Ainutrofig, dosen FSH UIN Sunan Kalijaga, 
" JOGJA | ia 

aa , OP menulis catatan kecil editor tentang 


& AE ERA Bagaimana Dengan “Mazhab” Joga?: Sebuah 
g & Pan Impian di Siang Bolong.” Dilihat dari judulnya, 

ia Mazhab Jogja sebenarnya baru sampai pada 
sugiono kommementn tahap mimpi. Apakah mimpi itu akan 


& Menurut Ainurrofig,” ada tiga syarat dasar 


pcd SA Ma yang harus ada dalam mengembangkan 
Par sebuah mazhab pemikiran (Jogja), yaitu 


memunculkan sesuatu yang baru dan khas, 


menjadi kenyataan, atau dream come true4. 
734 


dukungan dan kontribusi dari para ahli, dan sosialisasi secara internasional. 
Apabila parameter “memunculkan sesuatu yang baru dan khas' disematkan 
pada buku Maghab Joga, rmaka tidak ada pemikiran yang khas Jogja, kalau 
Jogja di sini diafiliasikan kepada civitas akademika FSH. FSH harus segera 
disadarkan dari mimpi Mazhab Jogja. Atau, mimpi itu dapat digunakan 
sebagai petunjuk atau ilham akademik, untuk melakukan proyek-proyek 
keilmuan pengembangan studi ilmu hukum Islam. Apalagi, biasanya, mimpi 
di saat siang (Impian di Siang Bolong) itu dapat terwujud, dibandingkan dengan 
mimpi di saat malam. Semoga, mimpi Mazhab Jogja itu seperti 
mimpi(profetik)nya Nabi Ibrahim"? dan Nabi Yusuf. 


72 Ainurrofig Dawam, Emoh Sekolah: Menolak Komersialisasi Pendidikan dan 
Kanibalisme Intelektual Menuju Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya 
Press, 2003), hlm. 13. 

78 Ainurtofig, “Bagaimana Dengan “Mazhab” Jogja?: Sebuah Impian di Siang 
Bolong”, dalam Ainurrofig (ed.), Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih 
Kontemporer (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), hlm. 13-27. 

34 Tbid., hlm. 27. 

38 O.S. as-Saffat (37): 102. 

36 O.S. Yusuf (12): 4. 
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Mimpi Mazhab Jogja (ushul fikih kontemporer) itu remang- 
remang mulai nampak terlihat dalam artikel Ainurrofig berjudul 
Menawarkan Hpistemologi Jama'i sebagai Epistemologi Ushul Fikih (2002). 
Secara tersurat, berdasarkan artikel Ainurrofig tersebut, Mazhab Jogja 
sepertinya ingin mengembangkan trilogi epistemologi Jabirian (bayani, 
burbani, dan “rfani), alias menggagas aliran triadik atau ttikotomik, atau 
dalam bahasa penulis ingin merengkuh “tiga dunia? sekaligus. Artikel 
Ainurrofig tersebut juga mencoba membawa arah epistemologi diadik 
(rasionalisme |Rene-Descartes) dan empirisisme (John Locke|, gat' dan 
ganni, ideal moral dan legal spesifik, Turas dan turas) ke arah epistemologi 
triadik (rasionalisme, empirisisme, dan intuisionalisme (Henri Bergson)), 
koherensi, korespondensi, dan pragmatis, bayani, burhani, dan “irfani. 
Secara khusus, Ainurrofig pernah menulis artikel tentang Jabiri berjudul 
Ideologi dan Nalar Kritis dalam Hukum Islam Versi al-Jabiri (2005) 

Barangkali, pernyataan Ainurrofig berikut dapat menjadi pintu 
masuk dari mimpi ke realisasi Ushul Fikih Mazhab Jogja, yaitu" 
“Barangkali ushul fikih cukup lama untuk dijadikan sebagai sebuah 
epistemologi tersendiri yang mencakup ketiga epistemologi al-Jabiri di 
atas. Dalam hal ini bisa disebut dengan epistemologi jama'i atau 
epistemologi komprehensif. .. Melihat epistemologi seperti ini maka layak 
dipahami bahwa sebenarnya logika Islam itu sendiri adalah ushul fikih.” 
Berdasarkan kutipan di atas, Mazhab Jogja sebenarnya ingin menggagas 
epistemologi komprehensif, yang mengombinasikan trilogi epistemologi 
Jabiri, yaitu bayani, “irfani wa burbani. Kalau itu yang dimaksud dengan 
epistemologi baru yang ingin dibangun oleh Mazhab Jogja, maka tidak 
ada yang baru dan khas dari Mazhab Jogja, dan lebih baik FSH di UIN 


"9 Ainurtofig, “Menawarkan Epistemologi Jama'7 Sebagai Epistemologi Ushul 
Fikih: Sebuah Tinjauan Filosofis”, dalam Ainurrofig (ed.), Mazhab Jogja: Menggagas 
Paradigma Ushul Fikih Kontemporer (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), hlm. 32-56. 

738 Jhid., hlm. 46. 

7 Jurnal asy-Syir'ah, Vol. 39, No. II, Tahun 2005, hlm. 354-378. 

10 Jhid., hlm. 52. 
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Sunan Kalijaga menyebut epistemologinya dengan istilah “Mazhab 
Jabiri”, yang disingkat dengan “Ma-Ja”. Istilah “ma-ja” dapat merujuk 
pada nama buah yang rasanya sangat pahit. Buah “ma-ja” sudah menjadi 
ciri khas Majapahit di Trowulan Jawa Timur, sehingga tidak bisa lagi 
digunakan untuk menjadi ciri khas Mazhab Jogja. 


Tahun 2004, dua tahun kemudian, buku Mazhab Jogja tersebut 
direvisi dalam Edisi Revisi “Mazhab Jogja” dalam buku berjudul Neo 
Ushul Fikih: Menuju litibad Kontekstual. Dalam buku tersebut, Ainurrofig 
mengkaji tentang pentingnya merajut tiga dimensi dalam teori hukum 
Islam (ushul fikih), yaitu elemen software, hardware, dan brainware. Lebih 


lanjut ia menyatakan sebagai berikut: 


Keunggulan futuristik teori hukum Islam (ushul fikih) ditinjau dari sudut 
availibilitas dapat dikatakan bahwa teori hukum Islam (ushul fikih) telah 
menyediakan berbagai elemen baik software, hardware, dan braimware. Sofware di 
sini dapat direpresentasikan pada nilai-nilai dasar pengembilan hukum. 
Hardware dapat dipresentasikan pada realitas kehidupan umat yang meliputi 
seluruh aspek kehidupan seperti politik, ideologi, ekonomi, sosial, estetika, 
dan budaya. Sedangkan brainware-nya dapat direpresentasikan pada 
kemampuan intelektual dan akademik para pemerhati dan ahli teori hukum 
Islam (ushul fikih) yang seharusnya senantiasa mengasah ketajaman berfikir, 
ketajaman merasa, dan ketajaman menganalisis kedua elemen di atas (software 
dan hardware). Ketiga elemen tersebut secara simultan dan kolaboratif serta 
sinergis seharusnya menjadi kekuatan yang utuh dan solid bagi teori hukum 
Islam (ushul fikih) itu sendiri untuk menghadapi berbagai problematika umat 


741 


sampai yang paling kompleks sekalipun. 
Ketiga elemen di atas (s0fhware, hardware, dan brainware) merupakan 
satu kesatuan yang saling bersinergi dan bergulat secara terus menerus yang 
pada akhirnya memunculkan tokoh, momentum, tradisi, dan karya yang 


monumental. Tentunya semua ini tidak terlepas dari dinamika ketiga elemen 
tersebut.” Lebih lanjut Ainurrofig menyatakan kembali sebagai berikut: 


"1 Ainurrofig Dawam, “Menyoal Kredibilitas Teori Hukum Islam (Ushul 
Fikih)”, dalam Riyanta dkk (eds.), Neo Ushul Fikih: Menuju Ijtihad Kontekstual (Yogyakarta: 
Fakultas Syari'ah Press, 2004), hlm. 324. 

"2 Thid., hlm. 329. 
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Elemen software teori hukum Islam (ushul fikih) mencakup nilai-nilai ajaran 
universal keislaman yang menjadi landasan moral, etika, yuridis, legislasi, dan 
akademis. Elemen hardware teori hukum Islam meliputi sumber-sumber 
perkembangan teori hukum Islam yang telah berlangsung dari awal kemunculan 
teori hukum Islam hingga saat ini. Sumber-sumber tersebut mencakup sumber- 
sumber dari al-Gur'an (wahyu), fenomena sosial, fenomena alam, dan 
fenomena manusia. Elemen brainware teori hukum Islam meliputi ahli teori 
hukum Islam, pemerhati teori hukum Islam, dan penentang teori hukum Islam. 
Ketiga pihak yang terus menerus bergulat tersebut mempunyai barking-nya 
sendiri-sendiri. Misalnya pihak pertama di belakangnya ada Tuhan. Pihak kedua 
di belakangnya ada emosionalitas internal, dan pihak ketiga ada keandalan 
ilmu-ilmu modern dan teknologi canggih." 


Ainurrofig juga menjelaskan tentang pentingnya mengaitkan antara 
ushul fikih dan isu-isu internasional-global. Menurutnya tugas teori hukum 
Islam di era sekarang, tidak cukup jika hanya mengandalkan tradisi keilmuan 
yang selama ini ada, tetapi harus juga menerima dinamika serta pemikiran- 
pemikiran segar dari para pemerhati ataupun para ahlinya. Dalam 
menghadapi masalah terorisme, misalnya, teori hukum Islam dituntut untuk 
memahami paham-paham internasionalisme dan globalisme sebagai 
sebuah sistem politik dunia. Teori hukum Islam juga perlu menyadari 
munculnya paham kapitalisme, hegemonisme, persaingan bebas, dan neo 
liberalisme sebagai sebuah paham ekonomi dunia. Teori hukum Islam 
juga harus menerima realitas adanya paham konsumerisme, pencitraan, 
dan idolisme sebagai sebuah arus budaya internasional. Teori hukum Islam 
juga harus memahami perkembangan teknologi dalam bidang apapun 
seperti kedokteran, genetika, ruang angkasa, mikrobiologi, senjata 
pemusnah massal baik biologis maupun kimia, dan teknologi informasi, 
telekomunikasi, serta transportasi. Tuntutan yang demikian ini tentunya 
tidak harus dipenuhi oleh satu orang ahli teori hukum Islam atau satu 
orang pemerhati teori hukum Islam, akan tetapi dapat dibantu dan 
diwakilkan kepada para pakar dan ahlinya dengan catatan mereka ini 


memahami sedikit banyak tentang teoti hukum Islam (ushul fikih). 


78 Jbid., hlm. 330-331. 
18 Jbid,, hlm. 327. 
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Dalam buku Edisi Revisi Mazhab 
Jogja (2004) tersebut, hanya ada tiga 
Ata Sa | tambahan tulisan yang “ditempelkan” 
MENUJU begitu saja, yaitu artikel Akh. Minhaji 
LJTIHAD berjudul Respon Kelompok Tradisionalisme 
terbadap Misi Pembaruan Ahmad Hassan, 
artikel Partodjumeno berjudul Us)u/ Fikih 
Ala Sunan Kalijaga, dan artikel Ainurrofig 
berjudul Menyoal Kredibilitas Teori Hukum 
Islam. Artikel “tambahan ketiga yang ditulis 
oleh Ainurrofig sepertinya pengulangan 
saja dari tulisannya berjudul Ushu/ Fikih 
Menyongsong Masa Depan (2003). Khusus mengenai artikel Minhaji di 
atas, sepertinya berasal dari saduran chapter 5 response and impact dalam 
disertasinya yang kemudian dibukukan berjudul Ahmad Hassan and Islamic 
Legal Reform in Indonesia (2001).”S Di akhir artikel tersebut, Minhaji 
memandang pentingnya memahami ushul fikih lebih jauh, sebagai proses 


se L 
ab SAS 


dialog dan dialektika para ahli hukum Islam dengan realitas yang ada. 
Dengan cara demikian, berbagai formulasi ketentuan hukum Islam akan 
selalu menjadi jawaban yang tepat sejalan dengan denyut perkembangan 
masyarakat.'” Tentang penjelasan ini, untuk lebih jelasnya, silahkan baca 
artikel Akh. Minhaji berjudul Islamic Law Under the Ottoman Empire 
(1996). Bentuk revisi dari artikel tersebut kemudian dimuat kembali 
dalam The Dynamic of Islamic Civilization (1998). 


75 Jurnal asy-Syir'ah, Vol. 37, No. I, Tahun 2003, hlm. 105-120. 

"6 Akh. Minhaji, Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (Yogyakarta: 
Kurnia Kalam Semesta, 2001), hlm. 219-250. 

"9 Akh. Minhaji, “Respon Kelompok Tradisionalisme terhadap Misi 
Pembaruan Ahmad Hassan”, dalam Riyanta dkk (eds.), Neo Ushul Fikih: Menuju Iitibad 
Kontekstual (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), hlm. 96. 

"8 Akh. Minhaji, “Islamic Law Undet the Ottoman Empire”, dalam asy-Syir'ah, 
Vol. 4, 1996, hlm. 1-33. 

19 Minhaji dkk, The Dynamic of Islamic Civiligation (Yogyakarta: Alumni 
Pembibitan Dosen IAIN, 1998), hlm. 184-208. 
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Minhaji memandang perlunya dilakukan semacan reorientasi 
terhadap materi dan model kajian fikih dan ushul fikih serta institusi yang 
mendukung subjek tersebut. Dari segi materi, harus ada keberanian untuk 
mengkaji ulang sumber hukum yang dipandang telah baku, model ijtihad 
yang ada, dan mereka yang dipandang berhak untuk melakukan ijtihad. 
Sejalan dengan itu, model kajian fikih dan ushul fikih yang hingga kini 
terlalu berorientasi normatif perlu segera dikaji ulang. Tidak diragukan, 
pemanfaatan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, filsafat, pilologi, 
dan sejarah cukup mendesak guna menopang kajian fikih dan ushul fikih 
yang ada. Dengan memanfaatkan ilmu-ilmu sosial ini, kajian fikih dan 
ushul fikih tidak akan lagi bersifat “menara gading" yang jauh dari realitas 
dan tuntutan masyarakat yang ada. Bukan rahasia lagi bahwa banyak kata, 
istilah, pengertian, teori, dan lain-lain yang dipahami oleh mereka yang 
menekuni kajian hukum Islam tetapi belum diterjemahkan ke dalam bahasa 
yang bisa dipahami masyarakat luas, minimal kalangan ahli dan peminat 
hukum Islam lainnya. Hal ini menjadi kendala serius terjadinya dialog antara 


750 


ahli hukum Islam dan ahli hukum lainnya. 


Dari sisi institusi, Minhaji memandang pentingnya beberapa hal 
yang perlu segera dipikitkan.”' Pertama, adanya Fakultas Syari'ah dan 
Fakultas Hukum jurusan hukum Islam yang keduanya berada dalam 
satu lembaga pendidikan merupakan refleksi kerancuan berpikir yang 
mendesak untuk segera dikaji ulang. Kedua, adanya kurikulum dan 
jurusan di Fakultas Syari'ah yang tampaknya kurang mampu 
mengantisipasi persoalan yang ada menuntut kaji ulang yang tidak bisa 
ditunda-tunda lagi. Ketiga, penempatan kajian fikih dan terutama ushul 
fikih di luar bidang pemikiran Islam dan hanya dipandang semata-mata 
persoalan praktis merupakan sikap taklid buta yang susah, untuk tidak 
mengatakan tidak mungkin, dilacak argumen ilmiahnya. Hal ini menuntut 
kaji ulang bukan hanya bidang fikih dan ushul fikih, tetapi juga 


pembidangan ilmu-ilmu Islam secara menyeluruh. Terkait dengan 


730 Thid., hlm. 97. 
71 Ibid, 
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perlunya melakukan pembidangan ilmu-ilmu Islam secara menyeluruh, 
bersama dengan Kamaruzzaman, Minhaji menulis buku berjudul Masa 


Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam (2003). 


Artikel Partodjumeno dalam buku Revisi Mazhab Jogja (2004), yang 
ditulis dengan huruf Jawa (Ha-Na-Ca-Ra-Ka) berjudul Ushul Fikih Ala 
Sunan Kalijaga, dapat penulis jadikan sebagai akar sejarah dalam menggagas 
istilah “Mazhab Sunan Kalijaga”, yang menjadi judul utama buku ini. 
Artikel Partodjumeno tersebut hanya menjelaskan tentang Sunan Kalijaga 
dalam perspektif sosiologis-sinkretis, sebagaimana yang disampaikannya 
bahwa Sunan Kalijaga adalah salah seorang dari Wali Sembilan" yang 
berwawasan 'nyentrik" dalam dakwah menyiarkan agama Islam di kalangan 
orang-orang Buddha (Jawa). Ia memfokuskan pada ajaran Buddha yang 
merupakan ritual baku: semadi, sesaji, dan keramean. Ketiganya kemudian 
“diolah' sedemikian rupa, yang kemudian diganti menjadi: semadi beralih 
menjadi shalat, sesaji beralih menjadi sadagah, dan keramean beralih 
menjadi ceramah akbar, dan sebagainya.” Menurut penulis, konsep semadi 
yang berganti menjadi shalat, sesaji beralih menjadi sadagah, dan keramean 
beralih menjadi ceramah akbar, dalam konteks sekarang, prinsip shalat 
dapat dikembangkan menjadi prinsip teosentris, prinsip sadagah dapat 
dikembangkan menjadi prinsip antroposentris, sedangkan prinsip £eramean 
dapat dikembangkan menjadi prinsip Yobal citizenhsip. 


Dari Sunan Kalijaga ke Mazhab Sunan Kalijaga 


pm bb 


No ag Sina Kalijass Na ng, 
1 Samadi Shalat Teosentris 
2 Sesaji Sadagah Antroposentris 
3 Keramean Pertunjukan “Ramai“ | Global Citizenship 
Gamelan (Wayang 
Kulit) 


782 Partodjumeno, “Ushul Fikih Ala Sunan Kalijaga”, dalam Riyanta dkk (eds), 
Neo Ushul Fikih: Menuju Ijtihad Kontekstual (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), 
hlm. 300. 
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Masih di tahun 2004, ketika buku Revisi Mazhab Jogja (Mei 2004) 
diterbitkan, civitas akademika FSH, yang dikomandani oleh Agus Maftuh, 
salah seorang dosen FSH, juga menerbitkan buku pada bulan September 
2004 yang sangat kontroversial berjudul Negara Tuhan: The Thematic 
Eneyelopedia. Di bawah payung SR-Ins (Siyasa Research Institut), Maftuh 
menyelenggarakan Moslem Scholar Congress bertema Reading of the Religious 
Texts and the Roots of Fundamentalism. Acara tersebut dihadiri oleh 175 
akademisi yang expert di bidangnya masing-masing, mulai dari disiplin 
ilmu tafsir, hadis, fikih, teologi, sampai pada disiplin ilmu sosial, politik, 
dan filsafat. Dalam sesi pendalaman materi, konggres tersebut diisi oleh 
A. Maftuh Abegebriel (Direktur SR-Ins) dengan judul Bermula dari 
Skripturalis: Memahami al-Oa'idah dan al-Jama'ah ak-lslamiyah, A. Yani 
Anshori Abeverio (Sekjen SR-Ins) dengan judul Ideologi dari Penjara: Dari 
Outbisme Menuju a-Oa'idah, M. Amin Abdullah dengan judul Pendekatan 
Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan, Machasin dengan 
Fundamentalisme dan Terorisme, A. Malik Madani dengan Fundamentalisme 
dan Mapping Tafsir Klasik, Muhibbin Noor menyampaikan Reinterpretasi 
Prophetic Tradition, Hamim Ilyas menulis Agar Fundamentalisme Dalam 
Diskursus Our'anic Exegises, dan Khoiruddin Nasution tentang Fikih Islam 
Sekitar Wanita: Antara Skripturalis dan Kontekstnalis.” 


Dalam konggres tersebut, yang kemudian sebagian materinya 
dikumpulkan dalam buku Negara Tuhan (2004), menegaskan pandangan- 
pandangan akademis sebagai berikut.”" Pertama, jaringan radikalisme 
internasional yang bernama a/-Oa 'idah dan al-Jama'ah ak-lslamiyah adalah 
“buah” dari “pohon rindang pemahaman sktipturalistik verbalis terhadap 
teks-teks keagamaan yang dipaksakan untuk melegitimasi violence actions 
dengan menyeru jihad menebar teror atas nama Tuhan dan atas nama 


Agenda Rasul. Kedua, pemahaman bahasa agama secara literalis 


78 A. Maftuh Abegebriel, “Iftitah”, dalam Negara Tuhan: The Thematic 


78 Tbid, 
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skripturalistik serba verbalis adalah cara 
memandang dan menyikapi sebuah teks 
keagamaan, baik al-Gur'an maupun al- 
Hadis sebagai sesuatu yang harus diadopsi 
begitu saja secara tekstual tanpa 
memperdulikan segala sesuatu yang 
melingkupinya. Ketiga, — bahwa 
sesungguhnya “JI” adalah sebuah 
PA TAN organisasi gerakan yang mempunyai jam 


terbang internasional, yang tidak dibatasi 


Tke Themartic Encyclopaedia 


oleh wilayah teritorial sebuah negara. 


Keempat, pemahaman keagamaan secara 
literalis-skripturalistik sering terjebak 
dalam ruang ideologis yang bercirikan subjektif, normatif, dan tertutup. 
Kelima, dalam wilayah sosial-politik, pemahaman literalis terhadap teks- 
teks al-Gur'an dan as-Sunnah berakibat kepada aspek simplifikasi 


terhadap Islam yang berujung kepada fundamentalisme. 


Ada tiga belas artikel yang dimuat di buku Negara Tuhan tersebut, 
yaitu Abd. Salam Arief, Politik Islam antara Agidah dan Kekuasaan Negara, 
A. Yani Abeverio, Penguasa, Oposisi dan Ekstrimis dalam Khilafah Islam: 
Mapping Historis dan Bermula dari a-lkhwan al-Muslimin: Menyeru Jihad 
Menebar Teror, Hamim Ilyas, Akar Fundamentalisme dalam Perspektif Tafsir 
al-Our'an, A. Maftuh Abegebriel dan N.A. Abafaz, Fundamentalisme Hadis, 
A. Maftuh Abegebriel dan M. Ishom El-Saha, Survei Historis dan Doktrinal: 
Fundamentalisme Islam di Era Khilafah: Mukhlas Syarkun dan W. Ghorara, 
Dunia Islam dalam Benturan Kepentingan dan Peradaban, A. Maftuh Abegebriel 
dan Ibida Syitaba, Fundamentalisme Islam: Akar Teologis dan Politis, A. Maftuh 
Abegebriel, A/-Oa 'idah: Arabists or Islamists dan Ada Apa dengan Dokumen 
Jl: Sebuah Penghampiran Hermeneutik, Muhammad Igbal Ahnaf, MMI dan 
HTI: The Irnage of The Others, Murba Abu, Memahami Terorisme di Indonesia, 
dan Machasin, Fundemantalisme dan Terorisme. "Tiga tahun kemudian, dari 
diterbitkannya buku Negara Tuhan (2004), yaitu tahun 2007, Direktur 
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SR-Ins, yaitu A. Maftuh Abegebriel juga memberikan kata pengantar 
dalam buku kontroversial karya Robert Dreyfuss yang diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Devils Game (Orchestra Iblis): 60 
Tahun Perselingkuhan Amerika-Religious Extremist." 


Tahun 2006, FSH kembali 
menerbitkan buku Maghab Jogja Ke-2. MADZHAB 
Menurut penulis, buku tersebut tidak lebih JOGJA KE-2 
baik dari buku Mazhab Jogja Ke-1, termasuk 
Edisi Revisinya. Bedanya, Mazhab Jogja Ke- 
1 berbicara tentang aspek metodologi 
teori hukum Islam (objek formil atau 
ushul fikih), sedangkan Mazhab Jogja K-2 
berbicara pada aspek materi hukum Islam 
(objek materiil/ fikih). Apabila Mazhab 
Jogja Ke-1 lebih idealis, maka Mazhab Jogja 
Ke-2 sepertinya lebih pragmatis (bedakan 


dengan istilah “pragmatisisme”). Buku 
Maghab Yogya Ke-2: Pembaruan Pemikiran Hukum Islam tersebut merupakan 
kumpulan dari hasil penelitian dosen FSH UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Judul buku Mazhab Yogya Ke-2 merupakan kelanjutan dari 
buku sebelumnya, yaitu Mazhab Jogja (Ke-1). Mulai tahun 2005, Fakultas 
Syari'ah menerbitkan buku secara rutin setiap semester, yang dimulai 
dari semester ganjil tahun 2005. Buku pertama semester ganjil tahun 
2005 adalah kumpulan paper seminar Sistem Peradilan Satu Atap. 
Penerbitan buku hasil seminar tersebut adalah hasil kerja sama Fakultas 
Syari'ah UIN Yogyakarta dengan Balitbang Depag RI. Nampak jelas 
bahwa antara buku Mazhab Jogja (Ke-1) tahun 2002 dan Mazhab Jogja Ke- 
2 tahun 2006 tidak ada korelasi dan kontinuitas ide secara sistemik, 


75 A. Maftuh Abegebriel, “Kata Pengantar: Jihad, G-Wot, dan Humanisme”, 
dalam Robert Dreyfuss, Devils” Game (Orchestra Iblis): 60 Tahun Perselingkuhan Amerika- 
Religious Extremist, terj. Asyhabudin dan Team SR-Ins Publishing (Yogyakarta: SR-Ins 
Publishing, 2007), hlm. v-xxx. 
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sehingga nama Mazhab Jogja hanya “dicatut' begitu saja, tanpa dibarengi 
dengan kontinuitas epistemologi dan ide. 

Untuk mencari ciri khas Mazhab Jogja, sebaiknya epistemologi 
komprehensifnya atau epistemologi jama'i-nya yang digagas oleh 
Ainurrofig di atas, misalnya, diisi saja oleh trilogi epistemologi hadarah, 
yang telah menjadi ciri khas UIN Jogja, yaitu badarat an-nas (religion-studi 
hukum Islam normatif), hadarat al-falsafah (pbilosophy-studi hukum Islam 
filosofis), dan hadarah al-'ilm (science-studi hukum Islam empiris). 
Sedangkan terkait dengan ushul fikih yang mempunyai epistemologi 
tersendiri sebagai logika Islam, agar tidak sekedar sloganistik etos saja, 
sebaiknya Mazhab Jogja, dalam hal ini FSH UIN Sunan Kalijaga 
membuka program studi baru, yaitu Program Studi Ushul Fikih. Program 
studi baru tersebut pernah ditawarkan oleh Hasbi, termasuk juga oleh 
Yudian Wahyudi. Bedanya, Yudian berpendapat bahwa program studi 
ini sebaiknya “ditaruh di pascasarjana, bukan di tingkat sarjana. Menurut 
penulis, sebaiknya FSH membuka program studi atau Jurusan Filsafat 
Ilmu Hukum Islam dengan dua konsentrasi, yaitu Magasid asy-Syari'ah 
dan Ushul Fikih. Jadi, FSH hanya dibagi menjadi tiga jurusan, yaitu 
Jurusan Ilmu Syar?ah (IS), Jurusan Filsafat Ilmu Hukum Islam (FIHI), 
dan Jurusan Ilmu Hukum (JH). 


Penilaian terhadap adanya gagasan Mazhab Jogja diserahkan 
sepenuhnya kepada 'pasar intelektual dan akademis”. Akan menjadi 
dagelan yang sangat tidak lucu bila orang sendiri yang menilai dirinya 
sendiri. Artinya, melihat dirinya sendiri harus melalui "cermin intelektual 
dan akademis”, bukan dari dirinya sendiri. Secara umum dapat dikatakan 
inilah secuil ekspresi kegelisahan intelektual dan moral serta agama 
terhadap semakin tergusurnya filsafat hukum Islam (usul al-figh dan 
magasid asy-syari'ah) dari roda zaman yang menggilas apapun di depannya. 
Ini barangkali dianggap sebagai mimpi di siang bolong. Bolehlah itu 
semua, tetapi perkenankan kami bermimpi indah, hanya bermimpi. Boleh 
bukan? Awalnya, istilah Mazhab Jogja digunakan untuk mengembangkan 
paradigma ushul figih. Istilah ini kemudian penulis perlebar untuk 
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mengembangkan paradigma ilmu-ilmu keislaman secara lebih luas 
(glokalisasi). Skema gagasan Mazhab Jogja dapat ditabulasikan sebagai 


berikut: 5 


No Aa Upaya realisasi Syarat yang harus ada 
1 Tidak adanya Penggalangan semangat Memunculkan sesuatu 
konsentrasi yang tuntas | intelektual dari berbagai yang baru dan khas 
dan konsisten disiplin ilmu, khususnya 
ilmu-ilmu keislaman 
2 Antusiasme dari Penggalakan komunikasi Dukungan dan 
seluruh umat Islam egalitarian antar kontribusi dari para ahli 
sangat rendah pemerhati 
3 Pengorbanan yang Penyediaan alokasi dana Sosialisasi secara 
masih minimal yang mencukupi, internasional, sebagai 
Peningkatan upaya memperoleh 
profesionalisme pengakuan dunia 
intelektual, Pembiasaan internasional 
adanya keikhlasan yang 
murni 


Dalam tabel di atas disebutkan tiga syarat yang harus ada dalam 
merealisasikan Mazhab Jogja. Pertama, memunculkan sesuatu yang baru 
dan khas. Menurut penulis, yang baru dan khas dari Mazhab Jogja adalah 
pendekatan integrasi-interkoneksi dengan trikotomik hadarah-nya (badarat 
an-nas, badarat al-falsafah, dan hadarat al-'ilm). Kedua, dukungan dan 
kontribusi dari para ahli. Menurut penulis, dukungan dari para ahli ini 
akan terrealisasi apabila FSH membentuk semacam epistemic community 
atau semacam !hink tank, yang tugasnya hanya membaca, merenung, 
dan menulis tentang keilmuan studi hukum Islam. Komunitas ini (co/lective 
intellectual or organic intellectual) harus bersifat non-struktural, yang selalu 
menawarkan ide-ide fresh-nya di depan sidang Senat Fakultas. Meminjam 
bahasa Foucault, Senat sebagai pemegang otoritas power dan epistemic 
community sebagai pemegang £nowledge, harus bersinergi. Ketiga, sosialisasi 
secara internasional, sebagai upaya memperoleh pengakuan dunia 
internasional. Menurut penulis, tahap ini bisa dilakukan apabila FSH 


mau dan mampu 'menerjemahkan' ide-ide Mazhab Jogja ke dalam bahasa 


756 Ainuttofig, “Mazhab Jogja”, hlm. 27. 
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internasional, melalui publikasi internasional, dan membuka program 
studi internasional. Tahap awalnya, jurnal FSH, yaitu Jurnal Asy-Syirah 
harus mulai bertransformasi menjadi jurnal internasional, atau setidaknya 
jurnal ini 'harus' terakreditasi internasional, dan mulai menyelenggarakan 
kelas-kelas khusus yang bahasa pengantarnya adalah bahasa internasional 
(Bahasa Arab dan Bahasa Inggris). Selambat-lambatnya, tahap ini harus 
sudah mulai dilakukan oleh FSH pada tahun 2025. 


Untuk memperkenalkan di dunia internasional, tentang apa dan 
bagaimana Mazhab Jogja atau Mazhab Sunan Kalijaga atau Mazhab 
Sukijo ini, sebagai pintu gerbang pembukanya, buku penulis ini dapat 
diterjemahkan ke bahasa internasional (Bahasa Inggris dan Bahasa Arab). 
Memang tugas ini sangat berat, namun harus dilakukan, agar FSH tidak 
hanya menjadi 'raja kandang? di local village, tetapi harus berkiprah di 
global village. Meminjam istilah Ainuttofig,”' “Semua civitas akademika 
(FSH) harus mempunyai sense of responsibility... Tentunya semua itu 
membutuhkan pengerahan kekuatan baik materi maupun non materi 


dati kita semua.” 


Khusus buku Mazhab Jogja (2002) di atas, Amin Abdullah, 
misalnya, menyumbangkan tulisannya berjudul Paradigma Alternatif 
Pengembangan Ushul Fikih dan Dampaknya Pada Fikih Kontemporer." 
Menurut penulis, Amin adalah salah satu contoh "yang baik? bagaimana 
model inter-tekstual, dalam arti lintas disiplin artikel antar fakultas 
dilaksanakan. Misalnya, dosen FSH apabila menulis artikel di Jurnal asy- 
Syir'ah, itu hal yang biasa. Menjadi sangat luar biasa apabila tulisannya 
'bisa diterima” di jurnal fakultas lain, bahkan mungkin di jurnal universitas 
lain, dan sebaliknya. Apabila Mazhab Indonesia berkorelasi dengan fikih 
(Fikih Indonesia), maka Mazhab Jogja hanya berkaitan dengan ushul 
fikih saja. Artikel Amin di buku Mazhab Jogja tersebut menjelaskan tentang 


78? Ainurtofig, “Menawarkan Epistemologi Jama 7”, hlm. 53. 
78 M. Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fikih 
dan Dampaknya pada Fikih Kontemporer”, dalam Mazhab Jogja, hlm. 117-146. 
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dua tawaran paradigma ushul fikih kontemporer, yaitu tawaran Fazlur 
Rahman dan Syahrur. Menurut Amin, secara umum ada dua jenis logika 
berpikir dalam ushul fikih klasik, yaitu corak teologis-deduktif yang 
dipelopori oleh asy-Syafi'i dan corak berpikir induktif-analitis yang 
dipelopori oleh ulama Hanafiyah. Amin kemudian menggunakan titik 
pijak kedua pemikir kontemporer di atas untuk menjelaskan bahwa, 
dengan sangat antusias Fazlur Rahman menganjurkan dipergunakannya 
filsafat hermeneutika dalam teori gerak gandanya. Bahkan sampai-sampai 
dia menyatakan tanpa menggunakan alat analisis filsafat, umat Islam 
akan mengalami bunuh diti intelektual (intellectual suicide)."” Selain filsafat, 
dia (Rahman), sebagaimana yang dituturkan oleh Amin, dengan tegas 
mengusulkan perlunya digunakannya ilmu-ilmu sosial sebagai perangkat 
teoritik untuk melakukan pembaruan pemikiran dengan pengembangan 


daya jangkau horizon ilmu-ilmu keislaman tekstual era klasik." 


Berdasarkan penjelasan ini, "benang merah antara Mazhab Jogja 
di FSH dan gagasan integrasi-interkoneksi versi Amin adalah inspirasi 
eksplisit adanya hubungan triadik yang disebutkan dalam tulisan tersebut, 
yaitu "pentingnya memadukan hubungan antara model nalar teologis- 
deduktif (Ilmu Syari'ah), yang identik dengan hadarat an-nas, analitis- 
induktif Ilmu Hukum), yang identik dengan hadarat al-'ilm, dan 
pentingnya filsafat hermeneutika (Filsafat Ilmu Hukum Islam: Usu/ al- 
Figh dan Magasid asy-Syari'ah), yang identik dengan hadarat al-falsafah' 
Berdasarkan penjelasan di atas, artikel Amin dalam buku Mazhab Jogja 
tersebut menjelaskan dimensi trikotomik dalam Islamic Studies, yaitu: 
teologis-deduktif (Ilmu Syar?ah), analitis-induktif Ilmu Hukum), dan 
filsafat hermeneutika (Filsafat Ilmu Hukum Islam). 


7 Fazlut Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 158. 
70 Abdullah, “Paradigma Alternatif”, hlm. 143. 


Waryani Fajar Riyanto | 379 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


Istilah Mazhab Jogja kembali diusung oleh Mugowim dalam 
artikelnya berjudul Dinamika Kajian Islam “Mazhab Yogya” (2005) Di 
dalam artikel ini, Mugowim juga menyebut Mazhab Jogja dengan istilah 
Mazhab Sapen."? Dalam konteks pengembangan integrasi-interkoneksi, 
dari sejumlah artikel yang ada di dalam buku Mazhab Jogja ke-2 (2000), 
menurut penulis, salah satu artikel menarik yang terkait dengan isu 
integrasi ilmu adalah tulisan Ocktoberrinsyah yang berjudul: Integrasi 
Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional.“ Artikel ini menawarkan model 
pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach), baik nilai- 
nilai kemanusiaan, nilai-nilai identitas budaya, maupun nilai-nilai moral 
keagamaan. Himbauan ini menyebabkan adanya perhatian untuk 


'menoleh', 'mengkaji', dan 'menggali' sistem hukum yang bersumber 


71 Mazhab Jogja yang dimaksud dalam artikel ini adalah tradisi karya disertasi 


doktor di PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1983 sampai November 
2003. Kajian ini dilakukan untuk mencari gambaran tentang tema kajian dan metodologi 
yang selama ini dikembangkan pada tingkat Pascasarjana IAIN Mazhab Jogja. Selain 
itu, dengan kajian ini juga akan diketahui corak dan karakteristik kajian Islam yang ada 
di PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, apakah bercorak normatif-doktriner seperti 
yang menjadi trend umum dunia Timur, ataukah lebih bercorak historis-sosiologis. 
Corak yang pertam lebih menitikberatkan kajian pada pengembangan konsep yang 
tertuang dalam berbagai literatur Islam klasik, sementara corak yang kedua lebih 
menekankan kajian pada berbagai persoalan kontemporer yang ada di masyarakat (/iving 
issues). Mugowim, “Dinamika Kajian Islam “Mazhab Jogja”, dalam Amir Mahmud 
(ed.), Islam dan Realitas Sosial: Di Mata Intelektual Muslim Indonesia (Jakarta: Edu Indonesia 
Sinergi, 2005), hlm. 57-58. Artikel ini pernah disampaikan dalam Forum Konferensi 
Nasional Kajian Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh Departemen Agama RI 
bekerjasama dengan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan 
Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 10-12 Desember 
2003 di Hotel Sahid Raya Yogyakarta. 

702 “Akhirnya, seiring dengan perubahan arah kebijakan pengelola Program 
Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga yang “dikomando1i” oleh Prof. Dr. Musa Asy'arie 
dan Dr. Iskandar Zulkarnain, terutama dalam hal manajemen dan pelayanan, maka 
akan ada perubahan wajah kajian Islam “Mazhab Sapen” pada tahun-tahun mendatang, 
terlebih dengan mulai dibukanya beberapa program baru, seperti Interdisciplinary Islamic 
Studies, Program Doktor bagi non-Muslim, dan wacana dibukanya Program Magister 
untuk sains”. Ibid., 83. 

78 Tim, Mazhab Jogja Ke-2, hlm. 353-372. 
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pada nilai-nilai hukum tradisional (adat) dan hukum agama." Dengan 
kata lain, artikel ini menawatkan model substansial, bukan model formal- 
tekstual, sebagai bentuk integrasi antara hukum pidana Islam dan hukum 
pidana nasional. Senada dengan hal ini, metode objektifikasi yang pernah 
ditawarkan oleh Kunto dapat disebut juga telah menawarkan model 


substansialisme ini, bukan formalisme.” 


Tahun 2007, satu tahun kemudian, 


istilah Mazhab Jogja tersebut kembali 
diangkat dalam buku berjudul: Re- 


METODOLOGI 
ISLAMIC STUDIES 


strukturisasi: Metodologi Islamic Studies: 
Mazhab Yogyakarta." Penggunaan istilah 
'Mazhab Yogyakarta ini menandai babak 
baru perluasan makna Mazhab Jogja, tidak 
hanya menjadi milik FSH saja, tetapi telah 
menjadi milik UIN Sunan Kalijaga secara 
menyeluruh. Berdasarkan genealogi judul- 


judul buku tentang Mazhab Joga ini, 


Mazhab Jogja sebenarnya mengalami 
pergeseran lebih luas dari yang hanya persoalan ushul fikih, ke masalah 
hukum Islam, menjadi persoalan Islamic studies. Di sini, paradigma Mazhab 
Jogja diidentikkan dengan proyek re-strukturisasi dan ijtihad kontekstual 
keilmuan. Buku Re-strukturisasi ditulis dalam konteks perubahan 
transformasi dari IAIN Sunan Kalijaga ke UIN Sunan Kalijaga. Dalam 


79 Thid., hlm. 365. 

18 Bagi Kuntowijoyo, sebagaimana dikutip oleh Makhrus, objektifikasi adalah 
sebuah sintesis yang ia tawarkan sebagai solusi atau jalan tengah bagi pertentangan 
antara Islam (negara Islam) dengan sekularisasi (negara sekuler). Sebagai sebuah sintesis, 
objektifikasi berusaha merangkul semua golongan-golongan Islam dan golongan lain 
di luar Islam. Maksudnya jelas, supaya sejarah tidak hanya mengulang-ulang persoalan- 
persoalan lama, tetapi bergerak maju. Makhrus Munajat, “Objektivikasi Hukum Pidana 
Islam di Indonesia”, dalam Mazhab Jogja Ke-2, hlm. 344. 

76 M. Amin Abdullah dkk, Re-strukturisasi Metodologi Islamic Studies: Mazhab 
Yogyakarta (Yogyakarta: Suka Press, 2007). 
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konteks ini, pilihan pendekatan integrasi-interkoneksi keilmuan yang 
dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga menemukan titik relevansinya. 
Namun demikian, ide integrasi-interkoneksi ini sebenarnya bukanlah 
sesuatu yang sama sekali baru, ia berasal dari model pendekatan yang 
sering disebut dengan istilah multidisipliner. Dalam rangka melacak jejak- 
jejak pemikiran dalam memadukan kajian keislaman dengan menerapkan 
pendekatan multidisiplin itulah, buku Re-stukturisasi Mazhab Jogja tersebut 
dihadirkan dengan mengumpulkan kembali tulisan-tulisan yang berserak 
di Jurnal a-Jami'ah dalam satu buku dengan satu tema utuh. Lihat 


pergeseran tema dalam Mazhab Jogja ini: 


Tahun Judul-judul buku Pergeseran tema Mazhab 
Jogja 
2002 Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Ushul Fikih 
Fikih Kontemporer 
2006 Mazhab Jogja Ke-2: Pembaruan Pemikiran Hukum Islam 
Hukum Islam 
2007 Re-strukturisasi: Metodologi Islamic Studies: Islamic Studies 
Mazhab Yogyakarta 


Berdasarkan tabel di atas, diskursus tentang Mazhab Jogja ternyata 
mengalami pergerakan dan pergeseran, dari gerak internalisasi ke 
eksternalisasi, dari hanya masalah ushul fikih, ke hukum Islam, dan ke 
Islamic studies. Menurut penulis, Mazhab Jogja sudah saatnya untuk 
dikorelasikan dengan Retigious studies (dari perbandingan mazhab dan 
hukum ke perbandingan agama dan hukum). Dengan langkah seperti 
ini, Mazhab Jogja akan mampu bergerak dari ruang privat (Joval citigenship) 
ke ruang publik (g/obal citizenship), dari ijtihad lokal ke ijtihad global, dari 
ijtihad doktriner ke ijtihad saintifik, dari strukturisasi ke re-strukturisasi. 


Menurut Syamsul Anwar, istilah 're-strukturisasi” (dalam Mazhab 
Jogja) di atas identik dengan istilah integrasi. Menurutnya, integrasi- 


interkoneksi memiliki dua sisi terpisah: sisi integrasi dan sisi 
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interkoneksi.'” Dalam integrasi terjadi re-strukturisasi ilmu berdasarkan 
prinsip-prinsip tertentu. Re-strukturisasi—bedakan dengan istilah 
structuration dari Anthony Giddens'$ dan structuralism dati Jean Piaget'”— 
itu dilakukan dengan mengadakan perubahan menyangkut paradigma, 
teori, metode, dan prosedur-prosedur teknis dalam ilmu yang 
bersangkutan. Contohnya adalah ilmu Ekonomi Islam (dan Psikologi 
IslamJi)) yang oleh para ahlinya dikembangkan dengan melakukan te- 
strukturisasi terhadap ilmu ekonomi (konvensional) berdasarkan prinsip- 
prinsip syari'ah. Sedangkan dalam interkoneksi tidak terjadi re- 
strukturisasi semacam itu, melainkan yang terjadi adalah perluasan 
perspektif dengan menyerap informasi pelengkap dari ilmu lain." Jadi, 
proyek Psikologi Islam, seperti halnya Ekonomi Islam, mengupayakan 
adanya re-strukturisasi, sedangkan Integrasi-Interkoneksi Psikologi hanya 
mengupayakan adanya interkoneksi ilmu. Atas dasar itu pendekatan 
interkoneksi (saja) dapat dirumuskan sebagai proses pengkajian dalam 
suatu bidang ilmu dengan memanfaatkan data dan analisis dalam ilmu 
lain terkait di samping menggunakan data dan analisis ilmu bersangkutan 
sendiri dalam rangka komplementasi, konfirmasi, kontribusi, dan komparasi 
(4 K)—bedakan dengan konsep “4K” versi John. E Haught: konflik, 


767 


Syamsul Anwar, Interkoneksi: Studi Hadis dan Astronomi (Yogyakarta: Suara 
Muhammadiyah Press, 2011), hlm. 2-4. Buku ini ditulis dalam rangka partisipasi dosen 
dalam pengembangan keilmuan di UIN Sunan Kalijaga berdasarkan filosofi 
pengembangan ilmu yang dicanangkan universitas ini sejak perubahan dari IAIN Sunan 
Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga. Dalam buku Kerangka Dasar Keilmuan dan 
Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ditegaskan 
bahwa UIN Sunan Kalijaga sebegai lembaga pendidikan tinggi Islam menawarkan 
pengembangan ilmu dan kurikulum dengan menggunakan pendekatan “integrasi- 
interkoneksi ilmu”, yaitu pendekatan yang menempatkan berbagai disiplin ilmu saling 
menyapa satu sama lainnya. Tim, Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: UIN Su-Ka, 2006), 
hlm. 12. 

'8 Anthony Giddens, The Constitution of Society-Outline of tbe Theory of Structuration 
(ttp.: Polity Press, 1984). 

19 Jean Peaget, Structuralism (New Yotk: Harper and Row Publisher, 1970). 

10 Anwar, Interkoneksi: Studi Hadis dan Astronomi, hlm. 4. 
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kontras, kontak, konfirmasi (4K)—." 


Dalam buku Re-srukturisasi: Mazhab Yogyakarta (2007) di atas, 
Amin menyumbangkan sebuah tulisan berjudul Studi Islam Ditinjau dari 
Sudut Pandang Filsafat: Pendekatan Filsafat Keilmuan.” Di dalam artikel ini, 
Amin mulai berbicara tentang persentuhan antara Is/aryic studies, Religious 
studies, keindonesiaan, dan keinternasionalan. Amin kemudian meminjam 
perbendaharaan dalam disiplin Antropologi Agama, yaitu high tradition 
(ortodoksi) untuk menunjuk pada studi (hukum) Islam normatif dan 
low tradition (ortopraksi) untuk menunjuk pada studi (hukum) Islam 
empiris. Berbeda dengan kajian Islam yang bersifat hig) tradition, yang 
agaknya berusaha menerangkan keberadaan Islam dalam dataran yang 
bersifat idealitisk-monolitik, maka kajian Islam dalam dataran /ow tradition 
ini sangat kaya nuansa, multidimensional approaches, multidiskursus, dan 
lebih tampak warna sosiokulturalnya, dibandingkan warna legal- 
formalnya sesuai dengan jalinan dan anyaman pengaruh budaya setempat 
yang telah berkembang selama ratusan tahun sebelum hadirnya Islam 


maupun dengan ptoses dialog budaya modern-teknologi kontempotet. 


Dalam artikel di atas, Amin menawarkan tiga model 
pengembangan dalam studi (hukum) Islam, yaitu studi wilayah (area 
studies), dialog antar agama-agama, dan studi wanita. Di akhir artikelnya 
tersebut, Amin menulis: 

Keinginan yang baru-baru ini terungkap di media massa untuk mengubah 

beberapa IAIN menjadi universitas, agaknya untuk sebagian juga tidak terlepas 


dari kebutuhan yang mendesak untuk mengelola program studi Islamic Studies 
di IAIN more academic dan memiliki bobot dan basis keilmuan sosial-empiris 


7! Haught, Science and Religion: From Conflict to Conversation, hlm. 11. 

72 M. Amin Abdullah, “Studi Islam Ditinjau dati Sudut Pandang Filsafat: 
Pendekatan Filsafat Keilmuan”, dalam M. Amin Abdullah dkk, Re-strukturisasi: Metodologi 
Islamic Studies: Mazhab Yogyakarta (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hlm. 3-23. Artikel ini 
pernah dipublikasikan pada tahun 1995, lihat, M. Amin Abdullah, “Studi Islam Ditinjau 
Dari Sudut Pandangan Filsafat: Pendekatan Filsafat Keilmuan”, a/-Jami'ah, No. 58, 
Tahun 1995. 

73 Tbid., hlm. 13. 
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yang kuat. Salah satu cabang sosial-empiris, baik sastra, psikologi, filsafat, 
sosiologi, ekonomi, antropologi, sejarah atau hukum, tidak bisa tidak perlu 
dimiliki para dosen IAIN sehingga corak kajian Is/amic Studies di Universitas 
Islam Negeri (UIN) nantinya akan memiliki bobot keilmuan empiris yang 
relatif lebih kuat—untuk tidak terkesan sebagai penyelenggara pengajian 
klasikal—sehingga analisa dan sumbangan pemikiran keislaman dari UIN/ 
IAIN/PTAIS dalam forum-forum keilmuan dan ke masyarakat layak untuk 
dipertimbangkan oleh berbagai pihak dalam ruang lingkup nasional- 


keindonesiaan maupun internasional.” 

Istilah Mazhab Jogja kembali diangkat oleh Noorhaidi Hasan 
dalam salah satu sub bab “Mazhab Jogja” dalam artikelnya berjudul 
Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia (2012). Menurut 
Noorhaidi, istilah Mazhab Jogja sendiri merujuk kepada trend pengkajian 
hukum Islam yang dikembangkan para peneliti dan sarjana hukum Islam 
yang berafiliasi dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menolak 
pendekatan atomistik dan tekstual yang masih dominan dalam pengkajian 
hukum Islam. Mazhab Jogja sekaligus merujuk kepada ikhtiar 
mengembangkan studi hukum Islam yang relevan dengan semangat 
perubahan zaman secara komprehensif, mulai basis epistemologis, 
batasan dan objek, sampai model alternatif penelitian berkarakter lintas- 
disiplin yang dapat dikembangkan. Dimensi empiris dan historis tetap 
dikedepankan untuk mendorong pendayagunaan fungsi akal dan nalar 


sebagai sumber pengetahuan." 


Mazhab Jogja mendorong 
pengintegrasian secara sistematik dan menyeluruh ilmu-ilmu non- 
keagamaan ke dalam studi-studi hukum Islam, salah satunya dengan 


meminjam paradigmatik metodologis filosofis-saintifik dari Jabiti.” 


Dalam Jurnal asy-Syirah (2012) di atas, Amin Abdullah juga 


menyumbangkan sebuah tulisannya berjudul Bangunan Baru Epistemologi 


74 Ibid., hlm. 23. 

75 Hasan, “Metetas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia”, hlm. 391- 
395. 

176 Tbid., hlm. 391. 

77 Ibid., hlm. 393. 
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Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi. Berdasarkan judul 
ini, terkait dengan posisi Mazhab Jogja, “benang merah” antara Mazhab 
Jogja dan tulisan Amin tersebut adalah, ia mencoba membawa konsep 
ini ke ranah global, setelah sebelumnya hanya berbicara tentang wilayah 
lokal, yaitu ushul fikih saja, kemudian bergeser ke ranah Is/amic studies, 
Religious studies, dan kini ke ranah global. Jadi, proses evolusi Mazhab 
Jogja apabila dibaca dalam konteks “keikutsertaan” Amin dalam berbagai 
tulisannya yang bersentuhan dengan buku-buku atau artikel yang 


mengkaji tentang Mazhab Jogja, dapat ditabulasikan sebagai berikut: 


Buku/Artikel Artikel Amin Pergeseran 
Mazhab Jogja: Paradigma Islamic Studies 
Menggagas Paradigma Alternatif 
Ushul Fikih Pengembangan 
Kontemporer (2002) Ushul Fikih dan 
Dampaknya Pada 
Fikih Kontemporer 
Re-strukturisasi: Studi Islam Ditinjau | Religious Studies 
Mazhab Metodologi Islamic dari Sudut Pandang 
Jogja Studies: Mazhab Filsafat: 
Yogyakarta Pendekatan Filsafat 
(2007) Keilmuan 
Jurnal Asy-Syirah Bangunan Baru Global 
Fakultas Syari'ah dan Epistemologi 
Hukum UIN Sunan Keilmuan Studi 
Kalijaga, Vol. 46, No. II, Hukum Islam 
Juli-Desember (2012) dalam Merespon 
Globalisasi 


Berdasarkan penjelasan ini, penulis menawarkan model bangunan 
keilmuan global di Mazhab Jogja yang sebaiknya dikembangkan, dalam 


bentuk model di bawah ini. 
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| 
PENDEKATANIINTEC RASI-INTERKONEKSI 


Hadhrat al-Palsafah 
Mptode S kulariktik 
z 2 | , 
-SYARPAH 


Religion I Philosophy I Science 


Berdasarkan gambar di atas kita bisa membangun bangunan 
keilmuan studi hukum Islam integratif-interkonektif di FSH UIN Sunan 
Kalijaga (Mazhab Jogja), dengan nalar trialis. Hubungan trialektis antara 
iman, “amal, dan “im yang disampaikan oleh al-Yuran sebagai supra- 
paradigma dapat digunakan sebagai titik pijaknya. Dari konsep trialektis- 
gur'anik tersebut dapat diturunkan menjadi gugusan paradigma 
trikotomik antara bayani, 'irfani, dan burhani. Kemudian diturunkan lagi 
menjadi pendekatan trikotomik antara hadarat an-nas, badarat al-falsafah, 
dan hadarat al-'ilm. Akhirnya, ketiga jenis pendekatan tersebut harus bisa 
diturunkan ke level metodologi menjadi deduktif (normatif), abduktif 
(filosofis), dan induktif (empiris). Di FSH, bangunan ini dapat 
dikonkritisasi menjadi trialektika antara Ilmu Syari'ah, Filsafat Ilmu 
Hukum Islam (Us4/ al-Figh dan Magasid asy-Syari'ah), dan Ilmu Hukum. 
Tiga Dunia” yang menjadi pondasi dasar epistemik ini adalah religion, 


bhilosophy, dan science. 
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Gambar di atas juga dapat dibaca dalam konteks hubungan trilogis 
antara lokalitas, islamisitas, dan globalitas, sebagaimana termaktub dalam 
tulisan Amin Abdullah berjudul Lokalitas, Islamisitas, dan Globalitas 
(2012). Meminjam istilah Hodgson,"” pilat islamisitas di atas dapat diisi 
oleh istilah Is/amicate. Islamicate didefinisikan sebagai perkembangan 
budaya dan perjalanan peradaban Islam “yang tidak melulu terkait 
langsung dengan agama, yaitu Islam sendiri, tetapi lebih merujuk kepada 
kompleksitas sosial dan kultural yang secara historis dihubungkan dengan 
Islam dan orang-orang Muslim, baik kompleksitas sosial dan kultural 
tersebut ada di tengah-tengah orang-orang Muslim sendiri maupun ketika 
mereka berada di tengah-tengah dan berhubungan dengan non-Muslim'. 
Berdasarkan pola trialektik epistemologi di atas, Mazhab Jogja dapat 
ditempatkan di wilayah lokalitas dan Mazhab Sunan Kalijaga (buku 
penulis ini) di wilayah globalitas. Ketiga pilar tersebut bergerak di atas 
landasan trilogi epistemologi hadarah. 


Trilogi lokalitas, islamisitas, dan globalitas 


LOKALITAS ——— ISLAMISITAS ———— GLOBALITAS 
Mazhab Jogja Fakultas Syari'ah dan Mazhab Sunan Kalijaga 
Hukum UIN Sunan 
Kalijaga 


Hadarat an-Nas (Religion-Bayani), Hadarat al-Falsafah (Philosophy-Trfani), 
Hadarat al-Tlm (Science-Burhani) 


Mengoneksikan antara Paradigma Mazhab Jogja yang 
dikembangkan oleh civitas akademika Fakultas Syarah UIN Sunan 


78 M. Amin Abdullah, “Lokalitas, Islamisitas, dan Globalitas: Tafsir Falsafi 
dalam Pengembangan Pemikiran Peradaban Islam”, dalam Kang Philosophia, Vol. 2, 
No. 2, Desember 2012, hlm. 329-346. 

79 Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a 
World Civilization, Vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1974), hlm. 59. Hodgson 
mengungkapkan: “would refer not directly to the religion, Islam itself, but to the social and cultural 
complex bistorically associated with Islam and tbe Muslims, both among Muslims tbemselves and 
even when found among non-Muslims”. 
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Kalijaga dan Pendekatan Integrasi-Interkoneksi yang dipopulerkan oleh 
M. Amin Abdullah yang notabene berasal dari Fakultas Ushuluddin UIN 
Sunan Kalijaga—dua fakultas ini adalah fakultas tertua di IAIN/UIN 
Sunan Kalijaga, yang letaknya dipisahkan oleh “demarkasi' jalan Timoho, 
yang satu berada di Barat dan satunya lagi di Timur—, berarti telah 
membuat jembatan” antara kubu Timur dan kubu Barat, yang 


780 


mengingatkan penulis pada wasiat Karel Steenbrink pada tahun 1988. 
Kini, keduanya, Paradigma Mazhab Jogja dan Pendekatan 


Integrasi-Interkoneksi telah terobjektifikasikan menjadi bangunan 
keilmuan yang utuh. Keduanya tidak lagi menjadi milik institusi atau 
individu tertentu, tetapi telah menjadi milik UIN Jogja (lokal), Indonesia 
(nasional), bahkan hingga dunia (global). Cara berpikir trialektis yang 
mengaitkan antara agama, filsafat (etis), dan ilmu inilah yang seharusnya 
menjadi citi khas nalar Mazhab Jogja yang harus terus dikembangkan 
oleh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Sebab, cara berpikir model 
trialektis-sirkularis-kritis seperti inilah yang mampu menyelesaikan segala 
permasalahan agama, bangsa, dan dunia. 

Penulis sebenarnya kurang 'sreg' apabila trilogi epistemologi Jabiri 
tentang bayani, 'irfani, dan burhani tersebut diparalelkan dengan trilogi 
epistemologi Amin tentang hadarat an-nas, hadarat al-falsafah, dan hadarat 
al-'ilm. Penulis lebih setuju apabila kedua jenis trilogi epistemologi tersebut 
justru dikembangkan menjadi tetralogi epistemologi, yaitu bayaniidentik 
dengan hadarat an-nas (N), burbani identik dengan hadarat al-falsafah (B), 
badarat al-'ilm (C), dan “rfani (D)-nya berdiri sendiri-sendiri. 


780 Karel A. Steenbrink, Kitab Suci atau Kertas Toilet? Nuruddin ar-Raniri dan 
Agama Kristen (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 20. 
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A : Cc 
Bayani (Hadarat an-Nas) : Hadarat al- Um 
Keadilan Hukum-Subjektif : Kepastian Hukum-Objektif 
t 


Burhani (Hadarat al-Falsafah) 
Kreativitas Hukum-Interobjektif " Kearifan Hukum-Intersubjektif 


Berdasarkan gambar di atas, kluster A menuntut adanya keadilan 
hukum, kluster C menuntut adanya kepastian hukum, kluster B 
menghendaki kreativitas hukum, dan kluster D menginginkan adanya 
kearifan hukum. Kluster A dapat ditempati oleh seorang '“4/im, kluster C 
oleh seorang fagih, kluster B oleh seorang hakim, dan kluster D oleh 
seorang “arif, Jadi, epistemologi tetrahedron menawarkan keadilan hukum, 


kreativitas hukum, kepastian hukum, dan kearifan hukum. 


Menurut pemetaan penulis, dari 
Mazhab Jogja (civitas akademika di FSH 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) tersebut 
telah melahirkan empat model corak 
pemikiran, yang pertama lebih bersifat studi 
ilmu hukum Islam normatif, filosofis 
(hermeneutis-filosofis: seperti Syamsul 
Anwar dan Yudian Wahyudi), empiris 
(antropologis, sosiologis (seperti Atho 
Mudzhar)), historis (seperti Akh. Minhaji), 


dan model perbandingan. Salah seorang 


pemikir di FSH UIN Yogya yang telah mengembangkan model studi 
ilmu hukum Islam normatif-komparatif, misalnya adalah Khoiruddin 
Nasution, yang saat ini (2013) menjadi Direktur Program Pascasarjana 


di UIN Sunan Kalijaga, yang menawarkan metode komparatif." Jauh 
31 Khoiruddin Nasution, “Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap 


Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia”, 
Disertasi (Yogyakarta: Pascasarjana, 2001). 
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sebelumnya, Hasbi telah menganjurkan pemakaian metode perbandingan 
dalam penelitian hukum Islam. Menurut Hasbi, aplikasi metode komparasi 
sendiri sedapat mungkin dilakukan dalam dimensi yang luas, yaitu dengan 
membandingkan ketentuan fikih dengan hukum adat dan hukum positif 
di Indonesia, dengan syari'at agama terdahulu, serta dengan hukum 
Romawi (Barat)—sedangkan Mukti Ali juga pernah menawarkan model 
komparatif tersebut dalam konteks studi Perbandingan Agama—. Karena 
sifatnya yang demikian maka wajar kiranya jika sementara peneliti 
mengatakan bahwa pemikiran dan pilihan metode yang dipakai Hasbi 
mengikuti sistem berpikir eklektik '—bandingkan dengan istilah 
“eklektisisme” yang digunakan oleh @odri Azizy””—. Tiga pemikit Muslim 
(Guru Besar) dari Mazhab Jogja yang telah mengembangkan wilayah studi 
ilmu hukum Islam filosofis antara lain seperti Abdul Salam Arif dengan 
Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Syamsul Anwar dengan Teori 
Pertingkatan Norma, dan Yudian Wahyudi dengan Magasid asy-Syari ah. 
Sedangkan tiga orang pemikir yang telah mengembangkan model studi 
ilmu hukum Islam empiris di UIN Yogya, misalnya Atho” Mudzhar dengan 
Sosiologi Hukum Islam (sosiologis), Akh. Minhaji dengan Sejarah Sosial 
Pemikiran Hukum Islam (historis), dan Noorhaidi Hasan dengan Etnografi 
Hukum Islam (antropologis).'" 

Noothaidi, misalnya, di antara posisi Hasbi dengan gagasan Fikih 
Indonesia dan Mazhab Jogja dengan gagasan Ushul Fikih (Indonesia), 
mencoba memposisikan dirinya sebagai “pelanjut' ide-ide tersebut dengan 
istilah “Ke Arah Studi Lintas-Disiplin”—dalam salah satu misi FSH, 
digunakan istilah “multidisipliner”, yaitu “Mengembangkan budaya 


782 Shiddigy, Fikih Indonesia, hlm. 69. 

8 Godri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam 
dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002). 

74 Lihat Noorhaidi Hasan, “The Bersunat Ritual: Islam and Local Culture 
within the Circumcision Cermony among the Muslim Banjarese, in “Kultur The Indonesian 
Journalfor Muslim Cultures 1, 1 (2000), hlm. 59-82, Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian 
Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru (Jakarta: LP#ES, 2008). 
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Ora daa hk ijtihad dalam penelitian ilmu Syari'ah dan 
ilmu Hukum secara multidisipliner yang 
bermanfaat bagi kepentingan akademik dan 
masyarakat.” Penulis lebih sepakat jika 
digunakan istilah “interdisipliner”, bukan 
“multidisipliner”. Dengan menggunakan 
istilah-istilah dalam perbendaharaan ilmu 


Ag 


Pembaruan ' . 
Pemikiran antropologi, ada beberapa kata kunci dalam 


HUKI pengembangan studi ilmu hukum Islam, 
khususnya di FSH, yang disampaikan 
Noorhaidi, misalnya field research, lived Islamic 
lam, total discourse, societal system, national state, 
the legislated code, dan global. Field research dalam konteks studi ilmu hukum 
Islam berarti menekankan riset dengan pendekatan lintas-disiplin (li- 


di). Para pemerhati studi ilmu hukum Islam harus mengenali beragam 
gejala hukum Islam sebagai fakta sosial. Fakta sosial tersebut kemudian 
harus disinggungkan dengan doktrin-doktrin Islam. Dengan kata lain, 
di sini terjadi persinggungan antara teks dan konteks yang melahirkan 


semacam Aved Islamic law." 


Noorhaidi memandang bahwa studi ilmu hukum Islam harus 
dipandang bukan saja sebagai persoalan teks saja, tetapi merupakan 
wacana menyeluruh (total discourse: td) di mana teks-teks itu dinegosiasikan 
dan diberikan makna-makna baru dalam persentuhannya dengan konteks. 
Di dalam hukum Islam, yang identik dengan syari'ah, semua jenis institusi 
menemukan pelbagai ekspresi secara simultan, keagamaan, legal, moral, 
sosial, ekonomi, dan politik." Salah satu implikasi dari menjadikan studi 
ilmu hukum Islam sebagai Tota/ Discourse (TD), berarti harus adaptif 


terhadap isu-isu kontekstual, seperti sacieta/ system atau komunitas sosial 


75 Hassan, “Metetas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia”, hlm. 395- 
400. 
786 hid, hlm. 397. 
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atau ruang publik (public spherep—bahwa hukum Islam memiliki dua 
dimensi, dimensi privat dan publik—, munculnya politik baru berbasis 
negara bangsa (nation-state), kewarganegaraan. Dinamika diskursif 
semacam ini tentu melahirkan debat, negosiasi, partisipasi, emansipasi, 
dan sebagainya, sebagai prasyarat bagi kaum Muslim untuk memainkan 
peran lebih aktif dan signifikan dalam pusaran arus perubahan 
globalfisasi).'" 

Menurut penulis, di sinilah posisi 
Noorhaidi dalam pengembangan studi ilmu 
hukum Islam di FSH secara khusus, dan 


IAIN/UIN Sunan Kalijaga secara umum, 
yaitu—meminjam istilah dalam filsafat BAN Ra 


EKONOMI ISLAM 
KAPITALISME 


ilmu—membawa arah studi ilmu hukum 
Islam ke ruang intersubjektifikasi 
(globalisasi Fikih Indonesia), setelah 
gagasan Fikih Indonesia bergema nyaring 
di ruang subjektifikasi lokal-nasional, yang 
kemudian dikembangkan oleh Yudian 
Wahyudi dan Agus Moh. Najib dengan 
teknik objektifikasinya (Indonesianisasi 
Fikih Indonesia: Fikih Kelautan, Fikih Agraria, dan Fikih Pertanian) dengan 
memberi pemaknaan-pemaknaan baru dalam konsep-konsep “Arab' Fikih 


Indonesia. Dengan pendekatan TD (Total Diswurse), Noorhaidi, yang saat 
ini (2013) menjadi Dekan FSH, mencoba menghadirkan model studi lintas 
disiplin—penulis menyingkatnya dengan istilah “Ji-d?”: dalam bahasa Jawa, 
lidi adalah bagian yang keras dari daun kelapa—dalam studi ilmu hukum 
Islam. Namun penulis tidak paham, apa yang dimaksud dengan li-ntas di- 
siplin tersebut?, apakah dalam arti antardisipliner, multidisipliner, 
interdisipliner, ataukah transdisipliner. Keempat model ini kelihatannya 


sama, padahal secara prinsip sangat berbeda. 


787 Tbid., hlm. 400. 
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Berbeda dengan Noorhaidi, Syafig M. Hanafi, misalnya, yang 
saat ini (2013) menjadi Ketua Program Studi Hukum Islam di 
Pascasarjana (S-2) UIN Sunan Kalijaga, salah satu civitas akademika 
FSH, lebih banyak mendalami kajian tentang hubungan antara ekonomi 
Islam dan kapitalisme. Khusus untuk memajukan pascasarjana, penulis 
punya usulan, sebaiknya dosen-dosen yang menjadi tenaga pendidiknya, 
dipilih berdasarkan profesionalitas intelektual, bukan karena kedekatan 
emosional tertentu. Selain itu, syarat mengajar di pascasarjana tidak hanya 
doktor (teknis), tetapi harus bisa menulis buku melebihi karya disertasinya 
(substantif). Beberapa artikel Hanafi misalnya Hutang Luar Negeri (2000) 
dan Etika dalam Bisnis (2003). 


Selain nama-nama yang telah disebutkan di atas, intelektual- 
intelektual generasi ketiga di FSH yang lain, misalnya seperti Hamim 
Ilyas, Mochammad Sodik, Agus Moh. Najib, Makhrus Munajat, 
Supriatna, Susiknan Azhari, dan Riyanta, perlu juga untuk diperhitungkan. 
Riyanta, misalnya, dibandingkan dengan Supriatna, dan generasi “tuanya', 
yaitu Toha Abdurrahman dan Fathur Rahman, sepertinya memiliki 
kecenderungan pemikiran tentang kewarisan Islam yang lebih progresif. 
Progresifitas pemikiran Riyanta, salah satunya ditunjukkan oleh 
pendapatnya bahwa waris beda agama itu dapat dimungkinkan dengan 
metode maslahat.'”" Berdasarkan paradigma penalaran terhadap waris 


78 Syafig M. Hanafi, “Hutang Luar Negeri: Antara Kebutuhan Rasional dan 
Kebutuhan Etis”, Jurnal asy-Syir'ah, No. 7, 2000. 

789 Syafig M. Hanafi, “Etika dalam Bisnis: Relevansi Prinsip-prinsip Muamalat 
dan Etika Bisnis Islam”, Jurnal asy-Syir'ah, Vol. 37, No. I, 2003. 

790 Riyanta, “Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim dalam Hukum 
Kewarisan Islam di Indonesia”, dalam asy-Syir'ah, Vol. 36, No. I, Th 2002, hlm. 91-92. 
Menurut Riyanta “Konstruksi wasiat wajibah bagi non-Muslim dapat dijadikan 
pertimbangan bagi hakim (khususnya hakim Pengadilan Agama) dalam menyelesaikan 
kasus kewarisan antara orang yang berbeda agama. Meskipun ketentuan KHI tidak 
menyebutkan, tetapi dengan mempertimbangkan kemaslahatan, non-Muslim dapat 
memperoleh bagian dari harta peninggalan. Sehingga pandangan miring terhadap 
hukum kewarisan Islam yang dianggap melakukan diskriminasi terhadap non-Muslim 
dapat teratasi.” 
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Islam, Riyanta dapat penulis masukkan ke dalam kelompok esensialisme- 
rasional. Sedangkan tiga nama yang lain dapat dimasukkan ke dalam 
kluster skriptualisme-moderat.”' Sedangkan nama-nama seperti Susiknan 
Azhari, Oman Fathurrahman, Muhyiddin Khozin, Abdul Mugis, dan 
tentu saja yang paling senior, yaitu Abdur Rahim, adalah pakar-pakar di 
bidang ilmu Falak di FSH. Di antara keempat pemikir tersebut, Susiknan, 
sepertinya yang telah mencoba mengintegrasikan dua mazhab ilmu Falak, 
yaitu mazhab rukyat dan hisab (2011). Bahkan secara khusus, dalam 
edisi tahun 2003, FSH menerbitkan Jurnal asy-Syirah yang mengkaji 
ilmu Falak. Produktivitas Susiknan Azhari, salah satunya ditunjukkan 
lewat karyanya Ensiklopedi Hisab-Rukyat (2005). Buku tersebut merupakan 


langkah awal mengintegrasikan antara falak syar'i dan falak “ilmi. 


71 Bila diperhatikan, sebenarnya ada lima golongan yang telah mewarnai 
konflik yang mendasari paradigma penalaran terhadap hukum waris Islam. Pertama, 
skriptualisme-konservatif, di sini hukum waris Islam dipahami secara tekstual tanpa 
mempertimbangkan efektivitas hukum dalam kehidupan di samping mengabaikan 
kemungkinan adanya penafsiran lain yang menyalahi teks tertulis nas agama. Kedua, 


skriptualisme-moderat, suatu kelompok yang memahami nas agama secara tekstual 
tanpa mengabaikan adanya kemungkinan interpretasi yang luas terhadap teks suci dalam 
batas metode istimbat hukum. Ketiga, esensialisme-rasional, mendasarkan pemahaman 
kepada esoteris nas agama di atas komitmennya terhadap justifikasi rasional. Situasi 
dan kondisi politik, ekonomi, sosio-kultural sangat berperan mendasari dan mewarnai 
penafsiran nas agama sebagai cara interaksi rasio terhadap nas. Bagaimanapun, nalar 
rasio sangat terkait terhadapnya demi mewujudkan suatu efektivitas hukum dan keadilan 
yang dipahami secara empiris. Keempat, rasionalisme-liberal, suatu kelompok yang 
bercirikan sangat moderat dimana nas agama secara keseluruhan dipahami secara umum. 
Hal yang terpenting bagi mereka adalah konsep-konsep tujuan keadilan hukum dalam 
Islam. Kelompok ini merupakan kelompok modernis tetapi lebih bebas dan tidak terikat 
dengan doktrin metode berpikir lama yang dianggap mengikat. Jika kelompok 
esensialisme-rasional masih menganggapnya sebagai doktrin yang harus dikembangkan 
dan dibela, maka kelompok yang keempat ini tidak mengklaimnya sebagai keharusan. 


Kelima, universalisme-transformatif, kelompok ini dapat pula disebut sebagai kelompok 
yang mewakili modernis dengan corak pemikiran yang berbeda. Corak pemahaman 


terhadap nas agama bercirikan upaya pemaduan corak pemikiran keseluruhan 
kelompok-kelompok yang ada, baik yang berhaluan tradisionalis ataupun modernis. 
A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif (Jakarta: 
Grafindo Persada, 1997), hlm. 9-12. 
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Asy-Syir'ah 


Penentuan Awal Bulan 
Oamariyyah 


A. Malik Madaniy 
Oman Fathurohman SW 
Muhyiddin 
Alimad Pattiroy 
Abdul Halim 


Menurut penulis, setidaknya ada empat tahapan yang mesti 
dilakukan oleh Neo-Mazhab Jogja dalam melakukan pembaruan fikih 
dan ushul fikih. Pertama, pembaruan pada level metodologis. Interpretasi 
terhadap teks-teks fikih secara kontekstual, verifikasi antara ajaran yang 
pokok (usul) dan cabang (uru). Kedua, pembaruan pada level etis. Perlu 
pembaruan fikih yang dapat menghadirkan fikih sebagai etika sosial 
(seperti teori hukum responsif dan progresif), bukan sekedar formalistis 
dan legalistik (seperti teori hukum represif dan otonom). Ketiga, 
pembaruan fikih pada level filosofis. Hendaknya fikih terbuka terhadap 
filsafat dan teori-teori sosial kontemporer, fikih hadir tidak sebagai konsep 
yang menafikan konsep lain, tetapi justru dapat memberikan ruh atau 
spirit terhadap teori-teori sosial modern. Keempat, pembaruan fikih dan 
ushul fikih pada level praktis. Hendaknya fikih dan ushul fikih dapat 
dikembangkan sebagai spirit untuk menciptakan sains dan teknologi masa 
depan (teknologi fikih dan ushul fikih). Bedakan istilah “Teknologi Fikih" 
ini dengan istilah Fikih Teknologi yang pernah disampaikan oleh Luthfi 
Asysyaukanie dalam bukunya berjudul Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi 
dalam Fikih Kontemporer (1998), Pustaka Hidayah, Bandung. 
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4. Mempertimbangkan Posisi Intelektual “SAYA” dan “R” 
Istilah “SAYA” dan “R” di sini adalah singkatan untuk 


menunjukkan makna “S” untuk Syamsul Anwar, “A” pertama untuk 
Atho” Mudzhar, “Y” untuk Yudian Wahyudi, “A” kedua untuk Akh. 
Minhaji, dan “R” untuk Siti Ruhaini Dzuhayatin. Menurut penulis, kelima 
cendekiawan itu, saat ini, adalah intelektual progresif di Mazhab Jogja 
yang dapat “diperhitungkan peranannya dalam menumbuhkembangkan 
kajian studi hukum Islam, khususnya di FSH, umumnya di seluruh PTAI 
Indonesia. Tentunya hubungan jejaring intelektual kelima cendekia 
tersebut dengan para pemikir lain di FSH bersifat inter-relasi, bukan 
dominasi. Sebab, tidak hanya asal-usul tempat studi (master dan doktor) 
yang menentukan kualitas akademik seseorang, tetapi juga pengalaman 
dan jam terbang. Untuk keperluan koneksitas ide, penulis tidak perlu 
mengurutkan sajian ide-idenya dari masing-masing pemikir tersebut, 
berdasarkan urutan “SAYA” dan “R”. Kelima pemikir tersebut 
membentuk semacam pancamurti kekuatan akademik, yaitu Syamsul 
Anwar yang pernah menjabat Dekan FSH IAIN Sunan Kalijaga periode 
1999-2003, Atho Mudzhar, pernah menjabat Rektor IAIN Sunan 
Kalijaga periode 1996-2000, Yudian Wahyudi, pernah menjabat Dekan 
FSH UIN Sunan Kalijaga periode 2007-2011: Akh. Minhaji, pernah 
menjabat Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum 
Fakultas Syari'ah periode 1985-1986, Pembantu Rektor Bidang Akademik 
(2001-2005), dan tentu saja Siti Ruhaini Dzuhayatin, di level universitas, 
pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan 
Kalijaga, 2002-2007. Sejak tahun 2012, Ruhaini menjadi Ketua 
Komisioner HAM OKI. Penyebutan urutan lima nama tokoh tersebut 
tidak menunjukkan skala prioritas dan kapasitas keilmuannya, tetapi 
semata-mata untuk simplifikasi saja. Syamsul Anwar lebih banyak 
menekuni bidang ushul fikih, terutama tawarannya tentang teori 
pertingkatan norma, Atho Mudzhar terkenal sebagai penggagas studi 
sosiologi hukum Islam, Yudian Wahyudi banyak mengeksplorasi wilayah 
kajian filsafat hukum Islam, Akh. Minhaji memperkenalkan model studi 
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sejarah sosial pemikiran hukum Islam, dan Siti Ruhaini Dzuhayatin, selain 
sebagai akademisi, ia adalah aktivis (studi) jender dan HAM. 


Pemilihan lima nama di atas (“SAYA-R”) sebenarnya hanyalah 
simplifikasi dan simbolisasi pertautan triadik antara wilayah disiplin 
keilmuan studi hukum Islam normatif, filosofis (Yudian dan Syamsul), 
dan empiris (Atho' Mudzhar, Akh. Minhaji, dan Ruhaini). Penulis 
sebenarnya lebih setuju apabila hanya dibagi menjadi tiga pilar saja, yaitu 
pendekatan filsafat, sejarah, dan linguistik (bahasa). Yudian, misalnya, 
mempunyai kekuatan di dua wilayah, yaitu filsafat dan bahasa. Sedangkan 
Minhaji di dua wilayah yang lain, yaitu sejarah dan bahasa. Di sisi lain, 
Nur Kholis Setiawan, yang spesialisasi kajiannya tentang Sastra al-Yur'an, 
seperti termuat dalam dua artikelnya, Liberal Thought in Our'anic Studies 
(2007)? dan Art-Tafir Katasanwur Lil Our'an (2009) dapat penulis 
tempatkan di wilayah bahasa, dalam arti linguistik. Jadi, gabungan dari 
tiga kekuatan di ataslah (filsafat, sejarah, dan bahasa), yang harusnya 
menjadi agenda utama FSH dalam meningkatkan output lulusannya. 
Namun perlu segera dicatat di sini, khususnya tentang aspek bahasa, 
tidaklah hanya bermakna kemampuan teknis di bidang bahasa Inggris 
dan bahasa Arab, tetapi juga termasuk kemampuan di bidang bahasa 
komunikasi, misalnya seperti penggunaan bahasa akademik yang tidak 
merendahkan orang lain, tidak sombong, dan menggunakan bahasa yang 
sopan dalam dunia intelektual. Apabila dibaca dengan pendekatan tiga 
dimensi untuk melihat fenomena agama Islam, yaitu pendekatan yang 
berunsur linguistik-historis, teologis-filosofis, dan sosiologis- 


794 


antropologis,”" maka contoh-contoh ilmuwan di FSH dapat dipetakan 


seperti tabel di bawah ini. 


7? Nur Kholis Setiawan, “Liberal Thought in Gur'anic Studies: Tracing 
Humanistic Approach to Sacred Text in Islamic Scholarship”, akJami'ah, Nol. 45, 
Numbet 1, 2007, hlm. 1-28. 

78 Nur Kholis Setiawan, “At-Tafsir Katasawwur Lil Guran: Fi Ittijah Fahm al- 
Kitab al-Mugaddas Hasbi as-Siyag al-Indonesiyyi”, Jurnal asy-Syir'ah, Vol. 43, No. II, 2009. 

74 Adams, “Islamic Religious Traditions”, hlm. 41-54: Abdullah, Islamic Studies, 
hlm. 63. 
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Contoh model-model pemikiran studi hukum Islam di FSH 


UIN Sunan Kalijaga 
Wilayah Keilmuan Contoh Scholars Contoh Karya 
Alumni Timur 
Teologis Mayoritas Dosen FSH Mayoritas Karya-Karya 


Dosen FSH 


Alumni Barat 
Historis Akh. Minhaji Sejarah Sosial dan Studi Islam: 
Teori, Metodologi, dan 
Implementasi (2013) 


Linguistik Nur Kholis Setiawan Al-Our'an Kitab Sastra Terbesar 
(2005) 
Filosofis Yudian Wahyudi dan Ushul Fikih versus Hermeneutika: 
Syamsul Anwar Membaca Islam dari Kanada dan 
Amerika (2007) 
Sosiologis Atho? Mudzhar Studi Hukum Islam dengan 
Pendekatan Sosiologi (2003) 
Antropologis (Etnografi Noorhaidi Hasan Laskar Jihad: Islam, Militansi, 
Hukum Islam) dan dan Pencarian Identitas di 
Interdisipliner Indonesia Pasca-Orde Baru 
(2008) 


Di samping itu, untuk membaca varian-varian intelektual di FSH, 
khususnya dosen-dosen alumni luar negeri dari Barat, dapat juga 
digunakan model pembacaan studi agama era kontemporer. Misalnya 
dalam pandangan Jacgues Waardenburgh, ia memetakan empat kategori 
pendekatan, yaitu pendekatan historis, perbandingan, kontekstual, dan 


hermeneutis-filosofis.'”" 


Berdasarkan empat varian tersebut, intelektual 
“SAYA” dan “R” dapat ditempatkan sebagai berikut. Syamsul Anwar 
dan Yudian Wahyudi dapat diklusterkan mewakili model pendekatan 
hermeneutis-filosofis. Bedanya, Syamsul lebih cenderung ke ushul fikih, 
sedangkan Yudian lebih cenderung ke magasid asy-syari'ah. Atho? Mudzhar 
dan Ruhaini dapat ditempatkan dalam kluster model pendekatan 
kontekstual, dengan tawaran pendekatan sosiologi hukum Islam dan 


pendekatan jender. Sedangkan Minhaji dapat dimasukkan ke dalam 


7 Jacgues Waardenburgh, “Studi Agama-Agama Kontemporer”, dalam Mircea 
Eliade dkk., Metodologi Studi Agama, terj. Ahmad Norma Permata (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2000), hlm. 474-480. 
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kluster pendekatan historis, dengan tawarannya tentang sejarah sosial 
pemikiran hukum Islam. Model pendekatan perbandingan, selain 
intelektual “SAYA” dan “R” di atas, dapat dicontohkan seperti penelitian 
perbandingan antara hukum perkawinaan Indonesia dan Malaysia yang 
dilakukan oleh Khoiruddin Nasution. 


Untuk selanjutnya akan dibahas model pendekatan yang keempat 
dulu, yaitu pendekatan hermeneutis-filosofis. Sebelum Yudian Wahyudi, 
dalam skala yang lebih makro, yaitu di lingkungan PTAI, dua nama 
penting yang telah membawa “gerbong filsafat di Mazhab Ciputat dan 
Mazhab Sapen adalah Komaruddin Hidayat dan M. Amin Abdullah. 
Keduanya pernah belajar di METU, Ankara, Turki, antara tahun 1984- 
1990. Komaruddin Hidayat yang lahir di Magelang, Jawa Tengah, 18 
Oktober 1953, pernah menulis buku Memahami Bahasa Agama (1996). 
Dalam buku tersebut, Komat menawarkan metode hermeneutik dalam 
studi (hukum) Islam. Menurutnya, setiap teks lahir dalam sebuah wacana 
yang memiliki banyak variabel, seperti suasana politis, ekonomis, 
sosiologis, psikologis, dan sebagainya. Dengan variabel-variabel itu, teks 
sangat potensial untuk melahirkan salah paham di kalangan para 
pembacanya ketika berupaya memahaminya. Proses pemahaman dan 
penafsiran sebuah teks selalu mengasumsikan adanya tiga dunia, yaitu 
dunia pengarang (the world of author), dunia teks (the world of text), dan 
dunia pembaca (the world of reader)'" Kini, Komaruddin Hidayat 
sepertinya semakin “mendekati” Tuhan, lewat “dwitunggal” bukunya 
berjudul Psikologi Kematian (2012 dan 2014). 

Sementara itu, M. Amin Abdullah dalam artikel berjudul 
Mempertimbangkan Kembali Metodologi dan Filsafat Keilmuan Agama dalam 
Upaya Memecahkan Persoalan Keagamaan Kontemporer (1997), misalnya, 


menawarkan pendekatan filsafat dalam studi (hukum) Islam. Menurutnya, 


78 Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik 
(Jakarta: Paramadina, 1996). 
79 Ibid., hlm. 17. 
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di dalam setiap agama (Islam) selalu ditemukan aspek sakralitas yang 
doktrinal-teologis dan aspek profanitas yang kultural-sosiologis. Yang 
pertama didasarkan pada argumen tekstual (normatif), sedangkan yang 
kedua didasarkan pada argumen kontekstual. Pada dataran realitas, kedua 
aspek ini sering bercampur-aduk dan berkait-kelindan. Oleh karena itu 
diperlukan upaya penjernihan melalui pendekatan kritis-filosofis. 
Pendekatan ini oleh Amin disebut dengan istilah Filsafat Fundamental 
(Fundamental Philosophy) atau al-Falsafah al-Ula. 


M. Amin Abdullah dan Komaruddin Hidayat di Turki, 7 Agustus 1985 


Pendekatan filsafat dalam pandangan Amin Abdullah kiranya 
berbeda dengan aliran-aliran filsafat (semisal rasionalisme, 
eksistensialisme, dan pragmatis(is)me). Pendekatan filsafat yang dimaksud 
oleh Amin lebih bersifat keilmuan, terbuka dan dinamis, yang berbeda 


78 M. Amin Abdullah, “Relevansi Studi Agama-Agama dalam Milenium Ketiga: 
Mempertimbangkan Kembali Metodologi dan Filsafat Keilmuan Agama dalam Upaya 
Memecahkan Persoalan Keagamaan Kontempotet”, Ulumul Our'an, No. 5, VH/1997, 
hlm. 62-67. Artikel ini kemudian dimuat kembali dengan judul “Relevansi Studi Agama- 
Agama dalam Milenium Ketiga”, dalam M. Amin Abdullah dkk., Mencari Islam: Studi 
Islam dengan Berbagai Pendekatan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 1-25. 
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dengan aliran-aliran filsafat yang ideologis, tertutup dan statis. Pendekatan 
filsafat bercorak inklusif (sebagaimana pure science), tidak tersekat-sekat 
dan tidak terkotak-kotak oleh sebuah tradisi. Pendekatan ini memiliki 
tiga ciri utama. Pertama, kajian filsafat selalu terarah pada perumusan 
ide-ide dasat (fundamental ideas) terhadap objek persoalan yang sedang 
dikaji. Kedua, perumusan ide-ide dasar itu dapat menciptakan berpikir 
kritis (oritical tbonght). Ketiga, kajian filsafat dengan demikian dapat 
membentuk mentalitas dan kepribadian yang mengutamakan kebebasan 
intelektual (intellectual freedom), sehingga terbebas dari dogmatisme dan 


fanatisme.” 


Berbeda dengan Mukti Ali yang mendalami masalah teologi 
(perbandingan agama-agama) di Mazhab Sapen—untuk tidak 
mengatakannya ilmu Kalam—, Amin mendalami studi filsafat. Apabila 
Mukti Ali yang membawa gerbong (teologi) ilmu perbandingan agama 
di IAIN Sunan Kalijaga tahun 1970-an, maka M. Amin Abdullah yang 
membawa “gerbong filsafat di IAIN/UIN Sunan Kalijaga tahun 1990- 
an (Doktor METU, Turki, tahun 1990). Bedakan dengan Harun Nasution 
yang membawa gerbong filsafat Islam di IAIN Jakarta. Terkait dengan 
pentingnya studi filsafat tersebut, ketika Amin masih kuliah di Turki 
antara tahun 1985-1990, ia pernah mendapatkan surat balasan dari A. 
Mukti Ali. Perhatikan dua surat Mukti Ali kepada M. Amin Abdullah 
pada tanggal 1 Maret 1989 dan 11 Maret 1990 berikut ini. 


799 Tbid,, hlm. 59-60. 
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Yogyakarta,1 Maret 1989 


Indonesia p kam Kepada 14 ,” 
Yth 2 fare78 Ada Abdullah 


mera 


3 Ta aan, 
Assalamu alaikum wr wb | na 
| Tentu saja surat Pe tanggal 21 Januari 1989 sudah 
sya terima, a gembira sekali menerima surat Seudara Fan Tel be d 
ulangkali saya katakan bahwa filsafat bagi orang-oreng Indo: 
| @langgap "asing" dan bagi "aurjana-sur Jana TAIN masih 4 


egel lapa ticah tu e 2 1 upaka 
satunya atung IAIN yang dewaaa ini sedang MhayeLaa1 KAN Studi dufat, 
Kita sewia mendo'akan mudah-mudahan Saudara berhasil dan segera dapat 
P galokak sebagaimana rencana Saudara, 

. an Gema aya geubira bahwa diwaktu menggangu Saudara masih sempat men- 
tarjuaa Snfat, Mengingat sedikitnya buku filsafat di Indonesia, 
sayo kira Lan ma Saudara itu baik diterbitkan. 

Saudara belajar bahasa Jerman memang baik. Terutama karena yang 
Saudara garsp adalah Kant, Tentu bahasa Jerman sangat esensial, Memang 
brhasa Jerman dan 2 sg lebih dominan di Turki, dan baru belakan,an 
(3 ini saja Insygeris mun 
tr” Pe'ndar dongon baik, mInkOmminban Aftah swr selain memberkati 
amal usaha kita, - 
Saudara Burhan Daya sudah selesal£ prompsinya pada awal bulou Ja- 
nunri yang lalu dongan bsik, Tenaga kita tembeh mutunya. Lain-lainnya 
sedang bersiap, umpamanya Alef, Rahim (Syari'ah). 
Kini juga sedang di menang” 12 orang na untuk dikirim ke Leiden, 
Mereka sedang belajar vehana Belanda di Jaka 
Saudara Rifa'1 (asisten di P,A,) kini saban diterima di Universitas 
London: baru tahun pertama, Lain-lainnya sedang mempersiapkan untuk 
da,at memperoleh beasiswa ke USA, 


| 
P F Sean Be nba Ma rta 


v 


en da bulan Desember lalu-seperti biasa Paris: 
dang koma Komisi Ke aan Islam Apa saya BA 
tanya 10 orang --. selesai 

untuk pertama eng UR berkesempatan pergi ke ng untuk melihat yg 0 : 


galan-peninggalan Islam, di Sevilla, Grandg, Cordova dam sebagainya, ud 


an na “Tg 


Sean ee eng Kita semua dalam sehat walafiyat. Mudah-mudahan 5 
Saudar a di sini demikian juga. 


Amin 
7 Wassalam, e 
1 


(H.APpkti Ali ) n 


Surat dari Mukti Ali kepada M. Amin Abdullah ketika masih kuliah di 
Turki, tanggal 1 Maret 1989 
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A, MUKTI ALi Yogyakarta,l1 Maret 1990 


Ke 
Sagan Gk. 1/100 Yth Sdr M,Amin Abdullah 
Yogyakarta , 9 Yurt/105/1 ODTV 
Telp. 4621 ! Ankara 
Turkoy. 


Assalamu alaikus wr wb J 


Surat Saudara tanggal 15 Februari tentu saja sudah lama saya 
terima, Saya gembira sekali atas kemajuan yang Saudara peroleh, Apalagi 
saya gembira sekali, karena pang Saudara tekuni adalah safat, ni 
sedikit sekali orang tertarik, Wajarap Saudara kejar sanga 
dikit diminati oleh orang-orang Islam, Di nesia orang-orang Katolik 
dan Protestan itulah yang menaruh perhatian" terhadap filsafat, karena 
mereka memahmi pentingnya filsafat, Sekolah Tinggi safat arkoro 
adalah salah satu bukti bahwa mereija sangat menaruh perhatian terhadap 
filsafat, Kita masih terus menekankan kepada fikh, Filsafat masih 
dianggap "makruh" kalau bukan "haram", Tugas Saudara sekembali dari 
Turki untuk meluruskan dangan umat Islam yang kurang benar itu, 
Siapkanlah segala sesuatu untuk menghadapi tugastugas yang berat di 
mm amesang baik dalam bidang Perbandingan Agama maupun fisafat, Dengan 

mat Angan bahasa yang Saudara pelajari, memang Saudara bisa mulai 
"Oksidentalisme" yang belum lahi ndonesia itu, 
Mudah-gudahan Allah swt memudahkan usaha Saudara, 


Adapun berita dari Yogya biasa saja, Tentu Saudara sudah mendengar 
bahwa setelah Sdr Burhan Tara, menyelesaikan desertasinya, maka disusuk 
oleh Sdr Abubakar Al Yasa dari Leg yang membahaya tentang pandangar 
Hazairin soal waris, Ia adalah baik, dan menguasai masalahnya, 

Hingga sekarang belum ada lagi yang konkrit selesai, 


Bulan Juli yang akan datang di Yogya akan ada Seminar Indonesia- 
Belanda tentang Ilmu Perbandingan Agama. Empat orang Belanda akan mem- 
berikan paper, selain dua orang Belanda yang sudah ada di Jakarta dan 
Yogya. Jadi semua & Teng, pisanyang pakar-pakar Indonesia, Sdr Burhan 
yang mengurus, Jadi juga si 

Pertengahan Maret ini Tantan tidak diundur a akan pe sg ANA 
Baghdad untuk aidang Scientific Committee on Islamic Culture yani 
saya menjadi anggotanya, Kali ini sidangnya di Baghdad, Setelah selesai 
sidang insya Allah akan umroh, Bepergian kali ini disertai Ibu, Lalu 
gnda bulan Juni, kalau jadi akan ke HartforsSeminary, untuk seminar 

slam-Kristen, dan pada bulan Agustus-nya insya Alah akan ke Kali fornii 
untuk konferensi pendahuluan pembentukan Parlemen Agama-agama Sedunia 
yang saya menjadi salah seorang penasehatnya. 

Jadi memang agak sibuk, Inilah sebabnya maka mengajar sudah tidak 
saya lakukan, kecuali di S 2,3: dan ceramah-ceramah juga saya kurangi, 
Saya harus banyak membaca dan menulis, 


Kini memang masih ada 12 orang yang di Leidon, dan ep 
antara 12 orang untuk MN Ya ke aa me - Lah karena Itu Lag pay. 
uga. um mengerti pentingnya bahasa, ena itu - 
Bahasa dihentikan kegiatannya, dan bahasa Anemrra dalam kurikulum 
seperti dulu lagi, yang usg pasti akan gagal untuk menjadikan 
orang bisa berbahasa asing 

Juga orang-orang yang “masuk S 2,5 di Jakarta dan Yogyakarta dalam 
soal bahasa juga lemah sekali,,Inilah sebabnya mengapa Saudara dan 
kawan-kawan yang dapat kesempatan keluar negeri beruntung sekali, 


karena bahasa dipaksakan untuk belajar, Di Leiden jdga begitu, tetapi 
bagi mahasisswa reguler,bukan mahasiswa cangkokan, sebagaimana yang kite 
lakukan 

Memang harus mengalami dulu, baru bisa mengatakan. Tanpa pengala- 
man, maka usahanya hanya akan meraba-raba saja, 


Sekian dulu, saya berdo'a mudah@mudahan Saudara dan kawan-kawan 
yangh lain segera dapat menyelesaikan desertasi dan segera pulang untuk 
mengganti orang-orang yang sudah tua ini, 

Wassalam, 


YA 
( HsAsMukti Ali ) 


Surat dari Mukti Ali kepada M. Amin Abdullah ketika ia masih kuliah 
di Turki, 11 Maret 1990 
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Duo intelektual tersebut 
(Komaruddin Hidayat dan M. Amin 
Abdullah), yang telah membawa “gerbong 
pendekatan filsafat di PTAI Indonesia, 
khususnya di Mazhab Ciputat (UIN 
Jakarta) dan di Mazhab Sapen (UIN Hasbi's 
Yogyakarta), pernah dikritik oleh Yudian Theory of /jtihad 
Wahyudi. Yudian Wahyudi lahir di | ""e Comext of Indonesian Agh 
Balikpapan, 1960, adalah salah seorang 
pemikir Mazhab Jogja yang menyelesaikan 
Master di McGill University, Kanada, tahun 
1993, dengan judul tesis Hasbis Theory of ljtihads in the Contest of Indonesian 
Figh. Sebelum menempuh pendidikan Master di McGill, Yudian sempat 


menyusun kamus A/Asmin (1991). Empatbelas tahun kemudian, yaitu 
tahun 2007, tesis Yudian tersebut diterbitkan oleh Nawesea Press. 
Menurut Yudian, ada sepasang peristiwa “trans Atlantik", kenapa tesisnya 
tersebut setelah 14 tahun baru diterbitkan. Menurut testimoni Yudian,"” 
Martin van Bruinessen “katanya' pernah menyebut tesisnya tentang Hasbi 
tersebut sebagai karya terbaik tentang Fikih Indonesia yang pernah dibaca 
oleh Martin. Menurut penulis, klaim ini harus dibuktikan oleh data tertulis 
yang otentik dari Martin. Terlebih lagi, Martin belum membaca buku 
penulis ini. Dengan tesis tersebut, Yudian sepertinya ingin menjadikan 
pemikir lokal (Hasbi) menjadi pemikir internasional, karena pemikiran 
Hasbi dikaji di Kanada dan Amerika, bahkan diterbitkan di Belanda 
dalam bahasa Inggris. Hasbi, menurut Yudian, yang semula dikenal hanya 
di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan sekitarnya, 
kini bertengger di McGill, Harvard, dan Leiden."! Dengan kata lain, 
lewat tesis tentang Hasbi tersebut, Yudian ingin melakukan 


internasionalisasi pemikiran lokal. Hal ini berbanding terbalik dengan 


800 Yudian Wahyudi, Hasbis Theory of litihad in the Context of Indonesia Figh 
(Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm. ix-x. 
801 Ibid. 
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disertasi tentang Soedjatmoko, sebagaimana diungkapkan oleh Yudian, 
yang justru disertasi tersebut telah melakukan lokalisasi pemikir 
internasional. Sebab, Soedjatmoko, sebagai tokoh internasional karena 
antara lain pernah menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo, ketika 
ditulis dalam disertasi di Sapen, maka Soedjatmoko bernasib “malang, 
sebab ia “dilokalkan”."? Penulis menduga yang dimaksudkan oleh Yudian 
tersebut adalah karya Siswanto Masruri berjudul Humanitarianisme 
Soedjatmoko (2005). Menurut penulis, karya Siswanto yang 
menggunakan pendekatan sejarah pemikiran ini sangat bagus, sayangnya 
memang tidak ditulis dalam bahasa Inggris. Begitupun sebaliknya, banyak 
sekali karya-karya disertasi lokal di Mazhab Sapen tentang Jabiri, 
Nurcholish Madjid, dan Hassan Hanafi yang lebih berkualitas, hanya 
saja tidak ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi, jangan hanya karena ditulis 
dalam bahasa asing, sebuah karya diklaim lebih berkualitas dari yang 
lain. Sebab, bukan hanya bahasanya yang terpenting, tetapi termasuk 


juga substansinya. 
Kyai Yudian Wahwudi, Ph.D. 


Spesialisasi Yudian sebenarnya adalah 
me studi filsafat hukum Islam yang kemudian 


melebarkan sayapnya ke studi pembaruan 


MAKAN MANAT! MUMAMMAS 'AISIO AL KANIKI AND MUNCMOLILAN MANAD 


on the Slogan Islam. Hal ini bisa ditunjukkan dalam karya 


“Back to the Jur'an and the Sunna” 


disertasinya, sebagaimana pernah 


diungkapkan sendiri oleh Yudian berikut ini: 


Dalam situasi “pengap', saya harus mentransendensi 
dengan memasuki ruang waktu orang lain. 
Mengganti dan melebarkan spesialisasi, yaitu 
meninggalkan studi filsafat hukum Islam, menuju 
studi pembaruan Islam dengan perbandingan tiga 


negara, Mesir, Maroko, dan Indonesia, sembari 
nyerempet-nyerempet Our'anic Studies. Hasan Hanafi-lah yang saya pilih untuk 
mewakili pemikir Muslim dalam disertasi saya yang selesai tahun 2002, dengan 


802 15. 7 d 
803 Siswanto Masruti, Humanitarianisme Soedjatmoko: V'isi Kemanusiaan Kontemporer 
(Yogyakarta: Pilar Media, 2005). 
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judul The Cal: Back to tbe Ouran and the Sunna (A Comparative Study of the 
Responses of Hasan Hanafi, Muhammad Abid al-Jabiri, and Nureholish Madjid)” 


Menurut Yudian," terkait dengan disertasinya tersebut di atas, 
ia pernah mengatakan, “Siapapun tahu bahwa membandingkan 
pemikiran tiga tokoh dari tiga negara (Hassan Hanafi dari Mesir, Jabiri 
dari Maroko, dan Nurcholish Madjid dari Indonesia), seperti yang sedang 
saya lakukan, merupakan kerja berat. Dari perbandingan ini diharapkan, 
antara lain, Nurcholish Madjid dapat lebih dikenal dunia karena 
dibandingkan dengan dua pemikir kelas dunia dari “pusat' dunia Islam, 
dalam tema “panas' dan “dipentaskan di “kandang singa", proses yang 
tidak pernah dilakukan oleh Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra. 
Strategi ini merupakan cara “melampaui' pengalaman akademik “pedagang 
besi tua-—yaitu kuliah di luar negeri mengumpulkan “barang rongsokan" 
dan memamerkannya di Indonesia seolah “barang baru ——karena 
menyamai kemampuan Jepang membeli dan menjual kembali besi tua 
dalam bentuk yang memukau pemilik barang rongsokan, bahkan 
memasarkannya ke pusat-pusat dunia, itulah tujuan hermeneutika Turas 


dan Tajdid,” 


Di tempat lain, Yudian menyebut disertasinya sebagai “memilih 
jalan sulit', sembari menyindir model-model disertasi yang “hanya' 
mengkaji tentang sejarah Islam di indonesia. Lebih lanjut ia 


mengatakan," 


“Saya jadi teringat sikap saya sepuluh tahun silam. Dosen 
PTAIN, yang kuliah S3 di Barat, pada umumnya menulis disertasi tentang 


sejarah Islam Indonesia (apapun embel-embelnya: politik, sosiologi, dan 


"4 Yudian Wahyudi, “Kata Pengantar: Hasan Hanafi Mujaddid Abad Ke- 
152”, dalam Hassan Hanafi, Turas dan Tajdid: Sikap Kita Terbadap Turas Klasik, terj. 
Yudian Wahyudi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001), hlm. vi-vii. 

805 Yudian Wahyudi, “Kata Pengantar: Senam Hermeneutika Bersama Hassan 
Hanafi”, dalam Sendi-Sendi Hermeneutika: Membumikan Tafsir Revolusioner, terj. Yudian 
Wahyudi dan Hamdiah Latif (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2002), hlm. ii dan x. 

806 Yudian Wahyudi, Dinamika Politik “Kembali kepada a-Our'an dan Sunnah" di 
Mesir, Maroko, dan Indonesia, terj. Saifuddin Zuhri (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), 
hlm. xx. 
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perbandingan agama). Mereka “memilih jalan mudah biar cepat selesai. 
Tidak seperti mereka, saya sengaja “memilih jalan sulit" Saya 
membandingkan Mesir, Maroko, dan Indonesia.” Menurut penulis, ada 
yang lebih sulit daripada “sekedar” membuat disertasi dengan 
membandingkan 'tiga negara”, yaitu mengoneksikan studi hukum Islam 
“tiga dunia”, seperti yang penulis lakukan dalam buku ini. Bedakan antara 
“memilih jalan sulit“ ini dengan “mempersulit diri". 

Yudian juga menyindir beberapa karya disertasi dari intelektual 
PTAI dengan menggunakan metafora “dua tangar' dan “dua mata" Tiga 
disertasi yang dimaksud adalah disertasinya Azyumatdi Azra,”" Nurcholish 


87 Tbid, hlm. ii. 

508 Pada bulan Oktober 1992, Azra mempertahankan disertasinya yang berjudul 
The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Bastern and Malay 
Indonesia Ulama' in the Seventeeth and Eighteenth Centuries, di Columbia University, Amerika 
Serikat. Ia lulus doktor dengan predikat with distinction. Azra dalah mahasiswa Indonesia 
dan Malaysia pertama di angkatannya yang menyelesaikan Ph.D, teman-teman lainnya 
menyusul belakangan. Mereka adalah Pastor Alex Susilo Wijoyo yang lebih duluan 
masuk Columbia, Heddy-Shri-Ahimsa Putra, dosen UGM yang mempelajari antropologi 
(Levi-Strauss), dan sebagainya. Kelak, disertasinya tersebut pertama kali diterbitkan 
oleh Mizan dengan judul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 
XVII dan XVII (1996). Kemudian, berkat dorongan pasangan suami-istri guru besar 
Universitas Nasional Australia, MB “Barry” Hooker—Salah satu penelitian Hooker 
yang kemudian diterbitkan di Indonesia adalah: Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan 
Perubahan Sosial, Bandung: Mizan, 2002—dan Virginia Hooker, separo disertasi yang 
telah sedikit direvisi diterbitkan pada tahun 2005 dengan judul The Indonesia Ulama in 
the Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesia Ulama in tbe Seventeeth and Bighteeth Centuries, 
yang secara simultan diterbitkan di Australia, Hawai, dan Belanda. Andina Dwifatma, 
Cerita Agra: Biografi Cendekiawan Muslim Azyumardi Agra (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 
63-64. Disertasi Azra tersebut merupakan hasil penelitian selama lebih dari dua tahun 
di berbagai tempat dan perpustakaan, sejak dari Banda Aceh, Jakarta, Ujung Pandang, 
Yogyakarta, Kairo, Mekkah, Madinah, Leiden, New York City, sampai ke Ithaca (New 
York State). Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 
XVII dan XVTII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung: 
Mizan, 1994), hlm. 7. 
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Madjid,” dan M. Amin Abdullah." Dengan membandingkan tiga negara, 


'” Di bawah bimbingan Fazlut Rahman, pada tahun 1984, Nurcholish Madjid 
berhasil menyelesaikan disertasinya dengan judul Ibn Taymiya on Kalam and Falsafah: A 
Problem of Reason and Revelation in Islam dengan predikat cum lande. Penulisan disertasi 
tersebut hanya memakan waktu satu tahun karena naskah-naskah dan dokumentasi 
yang lengkap di Universitas Chicago. Tentang kenapa ia tertarik menulis pemikiran 
Ibn Taymiah, ia menjelaskan kepada Muhammad Roem, tokoh Masyumi, dalam suratnya 
tertanggal 29 Maret 1983: “Saya tertarik kepada Ibn Taymiyah karena peranannya 
yang sering dipandang sebagai leluhur doktrinal bagi banyak sekali gerakan-gerakan 
pembaruan Islam zaman modern, baik yang fundamentalistik maupun yang liberalistik. 
Kritiknya terhadap Kalam dan Falsafah dilakukan dengan kompetensi yang amat 
mengesankan, karena ia benar-benar menguasai disiplin keilmuan Islam yang Hellenistik 
itu. Ia adalah seorang tokoh dalam sejarah pemikiran Islam yang terakhir secara 
kompeten berusaha membendung Hellenisme, meskipun pahamnya sendiri tentang 
metode giyas tetap bersifat Aristotelian. Ibn Taymiah adalah seorang intelektual besar 
yang tampaknya tidak banyak dipahami, padahal intelektualismenya itu baik sekali jika 
dicontoh dan dikembangkan lebih lanjut.” Ahmad Gaus AF, Api Islam Nurcholish Madjid: 
Jalan Hidup Seorang Visioner (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 1475 Barton, Gagasan Islam 
Liberal di Indonesia, hlm. 85. 

S10 Atas sponsor dati Departemen Agama dan Pemerintah Turki, mulai tahun 
1985, M. Amin Abdullah mengambil Program Ph.D., bidang Filsafat Islam, di 
Departement of Philosophy, Faculty of Art and Science, Middle East Technical 
University (METU), Ankara, Turki (1990). Disertasinya berjudul, The Idea of University 
of EBthical Norms in Gazali and Kant, diterbitkan di Turki, Ankara: Turkiye, Diyanet 
Vakfi, 1992. Sepulang dari Turki, dalam acara Pidato Inaugurasi Sebubungan Dengan 
Berhasilnya Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Filsafat dari METU Pada Tanggal 28 
Mei 1990, Amin “meringkas' disertasinya tersebut dengan judul Konsepsi Etika Ghazali 
dan Immanuel Kant: Kajian Kritis Konsepsi Etika Mistik dan Rasional, yang diselenggarakan 
oleh IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 12 Januari 1991. Berturut-turu, “ringkasan' 
disertasi tersebut dimuat di Jurnal Pesantren: Filsafat dalam Keilmuan Islam, Jakarta: P3M, 
Vol. VII, Tahun 1991, hlm. 37-51, Jurnal a-jami'ah, No: 45, Tahun 1991, hlm. 1-19, 
“Al-Ghazali “di Muka Cermin” Immanuel Kant: Kajian Kritis Konsepsi Etika dalam 
Agama”, Jurnal Ulumul Ouran, No. 5, Tahun 1994, hlm. 45-53, dan “The Textual- 
Theological and Critical-Philosophical Approach to Morality and Politics: A 
Comparative Study of Ghazali and Kant”, dalam Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi, 
Vol. 4, No. 2, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Juni 2005, hlm. 129-158. Tahun 
2002, disertasi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jerman, 
masing-masing dengan judul: Antara Al-Ghazali & Kant: Filsafat Etika Islam, Bandung: 
Mizan, dan Universalitat Der Etbik Kant & Ghagali, Verlag. Y. Landeck, Jermany. Waryani 
Fajar Riyanto, Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah 
(Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 199. 
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Yudian menganggap disertasinya seperti menulis dengan “dua tangan dan 
“dua mata”. Sayangnya, disertasi tersebut hanya diinternasionalkan oleh 
penerbit lokal. Menurut penulis, disertasi itu tidak terlalu penting, yang 
lebih penting adalah karya post disertasi. Sebab, doktor-doktor Indonesia 
yang lulus dari dalam maupun luar negeri, sebagian besar tidak bisa menulis 
karya ilmiah (buku) melampuai karya disertasinya. Apalagi, kalau setelah 
pulang dari luar negeri, doktor-doktor tersebut lebih memilih jadi birokrat 
daripada jadi ilmuwan. Daya kritisnya mulai tumpul, untuk tidak 
mengatakan telah punah. Yang kemudian muncul adalah, karya-karya 
“doktor hasil kompilasi dan “comotan' artikel dari sana-sini, atau buku 
diktat kuliah (buku dars), atau bahkan hanya “memutilasi' beberapa bagian 
dari disertasinya untuk dipresentasikan lagi di berbagai tempat. Berbeda 
dengan Yudian, disertasi Amin Abdullah diterbitkan oleh penerbit 
internasional (1992), bahkan juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jerman (2002). 


Yudian kemudian “memenggal" 


xt beberapa bagian dalam disertasainya, yang 
SN kemudian dipresentasikan di berbagai 

ag Nak, 
AD ea ad” tempat."? Pertama, Slogan “Back to the 
v Our'an and the Sunna?”: as the Ideal Solution to 
PP Pa the Decline of Islam in the Modern Age (bagian 
: : dari Bab I disertasi). Sebagian dari naskah 

ve 

ca tersebut dipresentasikan dalam The 35” 


Annual Meeting of Middle Bast Studies 
Association of North America (MESA) di 
Orlando, dengan judul Moroccon and 
Indonesia Responses to Slogan Back to the Our'an and the Sunnah" (Nopember 


81 Wahyudi, Dinamika Politik “Kembali kepada al-Ouran dan Sunnah di Mesir, 
Maroko, dan Indonesia, him. ii. 

812 Yudian Wahyudi, The Slogan “Back to the Our'an and the Sunna”: as the Ideal 
Solution to the Decline of Islam in the Modern Age (1774-1974) (Yogyakarta: Nawesea Press, 
2007), hlm. xi-xii. 
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2000). Kedua, Arab Responses to Hasan Hanafi s Mugaddima fi Tm al-Istigrab, 
dipresentasikan dalam Konferensi Orientalism Reconsidered: Emerging 
Perspective in Contemporary Arab and Islamic Studies, yang diselenggarakan 
dalam rangka Penganugerahan Gelar Doktoral Honoris Causa kepada 
Muhammad Arkoen dan Edward Said, di Inggris, Exeter University (18- 
19 April 2001). Ketiga, Was Mu tazilism An Expression of Islamic Lefi?: A 
Comparison of Egyptian, Moroccon, and Indonesia Contemporary Responses, di 
MESA (Nopember 2001). Keempat, Was Kharijism An Expression of Islamic 
Lefi?” A Comparison Egyptian, Moroccon and Indonesia Contemporary Responses, 
Jerman (8-13 September 2002). Kelima, The Problem of the Geo- 
Epistemological Break in the Arab Renaisance, di MESA, Washington 
(Nopember 2002). Artikel kedua sampai kelima, adalah “potongan' dari 
Bab II disertasi Yudian, yang juga diterbitkan menjadi buku berjudul 
Hasan Hanafi, Muhammad Abid al-Jabiri and Nurcholish Madjid on the Slogan 
Back to the Our'an and the Sunna' (2001). 


Terkait dengan penilaian penerbit E.J. Brill, kenapa tidak bisa 
menerbitkan naskah disertasi Yudian, ia menceritakan “pembelaan'nya 


sebagai berikut: 


Saya (Yudian), menurut expert reader awal, tidak mengerti Islam Indonesia karena 
saya menggunakan istilah pesantrener, padahal seharusnya santri. Bagi saya, 
pernyataan expert reader ini sangat menggelikan karena dia tidak dapat 
membedakan antara santri dan pesantrener. "Tampaknya dia terlalu terpaku pada 
teori Geertz, padahal santri dan pesantrener sangat berbeda. “Santri” dalam 
perspektif Geertz belum tentu lulusan pesantren f(pesantrener). Misalnya Akbar 
Tanjung dapat dikatakan sebagai santri, tetapi bukan pesantrener. Sebaliknya, 
pesantrener belum tentu santri. Jadi, menyamakan santri pra kemerdekaan versi 
Geertz dengan pesantrener tidaklah tepat." 


Penulis punya sedikit catatan khusus untuk Yudian, terutama 
tentang tetralogi buku Jihad Ilmiah. Pertama, buku Jihad Ilmiah Satu: Dari 


838 Yudian Wahyudi, Hasan Hanafi, Muhammad Abid al-Jabiri and Nurcholish Madjid 
on tbe Slogan Back to the Our'an and the Sunna' (Yogyakarta: Fakultas Syar?ah Press, 
2007), hlm. viii-ix. 
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an Yudian Madam Pane Merag Tremas ke Harvard, yang mengisahkan 
pengalamannya presentasi di Amerika, 
Australia, Afrika, dan Eropa dalam rentang 
waktu lima tahun terakhir ketika ia menjadi 
mahasiswa program doktor di McGill 
University, Montreal, Kanada (1997-2002). 
Kedua, buku Jihad Ilmiah Dua: Dari Harvard 


ke Yale dan Princeton, yang mencatat 


DAA 
Dan rerngs.he Harvard 


presentasinya di tiga universitas terbaik 
Amerika, bahkan dunia (Harvard Law 
School 2002-2004 dan Tufts University 
2004-2005). Ketiga, buku Jihad Ilmiah Tiga: 
Dari Oxford ke Oxford, yang akan menceritakan sejarah publikasi akademik 


Yudian di dunia internasional. Keempat, buku Jihad Ilmiah Keempat: 
Pengalaman Mengajar Islam di Amerika, yang akan merekam jejak Yudian 
sebagai professor Islamic Studies di Tufts University (2004-2005). Tetralogi 
Jihad Ilmiah tersebut bercerita tentang kisah presentasi “santri sarungan' 
di panggung akademik dunia. Yudian menyebut rangkaian 
pengalamannya yang “sangat luar biasa' tersebut sebagai isya? miraj ke 
sidrah al-muntaha ilmiah kontemporer. Menurut penulis, tugas Yudian 
selanjutnya adalah melakukan kerja intelektual profetik. Setelah 
“menemukan jati dirinya di Barat, Yudian kembali ke FSH UIN Sunan 
Kalijaga pada tanggal 25 Agustus 2005. Dua tahun kemudian, 2007, ia 
langsung menjadi Dekan FSH UIN Sunan Kalijaga kesembilan. 


Ketika menjabat sebagai Dekan FSH, sekaligus sebagai editornya, 
Yudian pernah menerbitkan buku Gerakan Wahabi di Indonesia: Dialog 
dan Kritik (2009). Yudian mengajak beberapa kolega untuk melakukan 
penelitian literer dan lapangan tentang gerakan Wahabi. Pertama, Agus 
Moh. Najib mendapat bagian untuk menulis tentang metode dan 
penyebaran gerakan Wahabi. Bab I buku tersebut bersifat penelitian literer 
murni. Bab HI, yang digarap oleh Hamidah, merupakan campuran literer 


dengan Japangan' karena penelitiannya difokuskan untuk membedah 
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kontribusi gerakan Wahabi dalam Perang Padri di Sumatera Barat. 
Penelitian lapangan “penuh' digarap oleh Mansur, Khoirul Anam, 
Syaifuddin Zuhri, dan Kasinyo Harto, tetapi dengan fokus kajian dan 
kawasan berbeda. Mansur meneliti pengaruh Wahabi dalam organisasi 
kemasyarakatan Islam di Jawa Barat (Bab III), tetapi Khoirul Anam 
mengungkap pengaruh Wahabi di pesantren di Jawa Tengah, DIY, dan 
Jawa Timur (Bab IV). Ini ditambah dengan uraian tentang Majlis Tafsir 
al-Ouran (MTA) yang berpusat di Solo, yang ditulis oleh Syaifuddin 
Zuhri (Bab V). Terakhir, Kasinyo Harto membahas pengaruh Wahabi 
di Universitas Sriwijaya Palembang (Bab VI), yang ia sebut sebagai 


kelompok fundamentalis."" 


Yudian sendiri pernah mempresentasikan artikel tentang Wahabi 
berjudul The Waves of Wahhabism in Indonesia di Yufts University Amerika 
Serikat. Dalam artikel tersebut, ia membagi empat jenis gelombang 
Wahabisme di Indonesia. Pertama, Perang Padri di Sumatera Barat (1821- 
1837), yang sedikit banyak kemudian dibandingkannya dengan Perang 
Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830). Kedua, pemberontakan di 
Banten (1888) sebagai pengaruh Pan Islam, yang merupakan 
internasionalisasi formal gerakan Wahabi di tangan Jamaluddin Afghani 
dan Abduh melalui majalah a-Urwah a-Wusga (Tali Yang Kokoh). Ketiga, 
berdirinya Sarekat Islam (1905) sebagai wujud “nasionalisasi” Pan Islam, 
yang kemudian didukung oleh Muhammadiyah (1912), al-Irsyad (1914), 
dan Persatuan Islam (1923), khususnya dalam aspek akidah dan fikih. 
Keempat, gerakan Darul Islam (1949-1962)." Yudian kemudian 
menambahkan gelombang Wahabi kelima (1970: ekspor Wahabi dengan 
sponsor “oil money”), yaitu dengan kehadiran sejumlah pesantren 
“Wahabi”. Dari sini pesantren kemudian terbelah menjadi salafi dalam 


dua pengertian yang berhadap-hadapan: “salaf?” model NU (sufi) vis-a- 


4 Yudian Wahyudi (ed.), Gerakan Wahabi di Indonesia: Dialog dan Kritik 
(Yogyakarta: Bina Harfa, 2009), hlm. v. 
838 Jbid, hlm. iii-iv. 


Waryani Fajar Riyanto | 413 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


vis salafi Wahabi (anti tasawuf) alias “sinkretis-toleran” versus “puritan- 


fundamentalis”.8!5 


Salah satu program yang pernah 
dicetuskan oleh Yudian, atas sponsor dari 


Kementerian Agama, adalah tentang 


Program Ulama-Plus, Program Studi 


Jihad Ilmiah Dua: 


Lanjut, dan Program Tahgigul Kutub. 
Dari Harvard ke Untuk Program Studi Lanjut, ada sekitar 
Yale dan Princeton tiga puluh ustad pesantren dikuliahkan ke 
Pp FSH UIN Sunan Kalijaga dan 
mondoknya di Pesantren Wahid Hasyim. 


Di sini Yudian sebagai dekan dan sekaligus 


Prot. KH Yudian Wahyudi, Ph.D H 5 5 
aa sebagai pencari beasiswa untuk peserta. 


ihsan 5 3n Seluruh peserta program tersebut lulus 
cum-laude. Pada wisuda tahun 2011, 
misalnya, FSH pernah meluluskan wisudawan cum-/ande terbanyak, 34 
dari program regular dan 30 dari Program Studi Lanjut. Sedangkan 
Program Tahgigul Kutub, S2-nya di UIN Sunan Kalijaga dan mondoknya 
di Pesantren Nawesea. Di sini Yudian bertindak sebagai pengasuhnya."" 
Menurut penulis, justru perlu dipertanyakan jika banyak mahasiswa yang 
dapat lulus cumlaude, selain perlu dipertanyakan standarisasinya, juga perlu 
dipertanyakan orisinalitas skripsi dan tesisnya. Sejak tahun 2011, Yudian 
hijrah ke Jakarta menjadi Asisten Deputi Bimbingan Umat Beragama, 
Pendidikan Agama dan Keagamaan di Kementerian Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Kemenko Kesra RI). Semoga 
saja, jabatan barunya tersebut tidak “menumpulkan' intelektualitas Yudian 
tentang studi hukum Islam. Tahun 2014, ia sudah kembali lagi ke Mazhab 


Jogja. 


SC Tbid,, hlm. iv. 
87 Yudian Wahyudi, Jihad Ilmiah Dua: Dari Harvard ke Yale dan Princeton 
(Yogyakarta: Nawesea Press, 2013), hlm. xii. 
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Sebagai salah satu pemikir di bidang filsafat hukum Islam, pada 
tahun 90-an, Yudian pernah menerjemahkan trilogi buku tentang studi 
tersebut, yaitu Fi/safat Hukum Islam dan Pemikiran Ortentalis (1991) karya 
Muhammad Muslehuddin, Percikan Filsafat Hukum Islam: Metode dan 
Sejarah (1994) karya Dr. Wael B. Hallag, dan Fi/safat Hukum Islam dan 
Perubahan Sosial (1995) karya Khalid Mas'ud. Yudian sendiri, saat itu, 
merencanakan menulis (buku) tentang Fi/safat Hukum Islam: Metode dan 
Aplikasi Keindonesiaan. Salah satu bentuk realisasi dari ide mengoneksikan 
antara kajian filsafat hukum Islam dan keindonesiaan, Yudian pernah 
menulis artikel 1s/am dan Nasionalisme: Sebuah Pendekatan Magasid Syari'ah 
(2006). Jauh sebelumnya, Hasbi ash-Shiddiegy pernah menulis buku 
tentang hal tersebut berjudul Falsafah Hukum Islam (1975), Bulan Bintang, 
Jakarta. Bedanya, saat itu Hasbi masih menggunakan istilah “falsafah' 
(hukum Islam), sedangkan Yudian mencoba menggesernya menjadi 
istilah “filsafat (hukum Islam). Lebih lanjut Yudian pernah mengatakan: 


Di Indonesia, khususnya di Fakultas Syari'ah di lingkungan IAIN maupun 
Perguruan Tinggi Islam swasta, filsafat hukum Islam juga serba salah. Di satu 
sisi ia merupakan matakuliah wajib yang diharapkan akan melatih mahasiswa 
untuk menjadi seorang mujtahid mandiri, tetapi di sisi lain literatur hampir 
tidak ada. Kesulitan lain adalah bahwa para dosen, juga mahasiswa, kurang 
akrab dengan filsafat dan filsafat hukum secara umum. Tentu saja penguasaan 
bahasa Arab merupakan masalah lain yang mesti dihadapi oleh kedua belah 
pihak. Beberapa orang putera Indonesia sudah berusaha untuk menyelesaikan 
masalah ini—pen. Barangkali salah satu yang dimaksudkan oleh Yudian adalah 
nama-nama penulis dalam buku bunga rampai Fi/safat Hukum Islam (1992) 
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama 
Islam Departemen Agama saat itu. Penyusunan buku tersebut dilakukan oleh 
suatu tim yang terdiri dari para dosen senior dalam bidang hukum Islam dengan 
kerangka tulisan yang disepakati bersama. Ketua Tim Penulis buku tersebut 
adalah Zaini Dahlan, dengan anggota: Rachmat Djatnika, Ismail Muhammad 
Syah, Peunoh Daly, Amir Syarifuddin, dan Yuraish Shihab. Sedangkan Ketua 
Tim Teknisnya adalah Zaini Muchtarom, dengan anggota: Husni Rahiem, 
Bachiroh Mahfudz, Achmad Basyar, dan M. Syarifuddin—. Namun demikian 
mesti diakui bahwa karya mereka juga tidak lebih baik dari karya setengah 
hati yang ditulis oleh sarjana-sarjana non-Indonesia. Pertaubatan filsafat hukum 
Islam mereka belum bisa menghapus dosa-dosa mereka dalam bidang ini. 
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Di tengah-tengah kesulitan semacam itulah maka saya pribadi memandang 
perlu untuk menerbitkan terjemahan buah karya Dr. Khalid Mas'ud, yang 
pada mulanya merupakan disertasi doktor yang ditulis di Institute of Islamic 
Studies McGill University—pen. Tesis Khalid Mas'ud di McGill University 
tahun 1973 berjudul Syatibis Philosophy of Islamic Law: An Analytical Study of 
Shatibis Concept of Maslahah in Relation to His Doctrine of Magasid asy-Syari'ah 
with Particular Reference to the Problem of Adaptability of Islamic Legal Theory to 
Social Change juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ahsin 
Muhammad berjudul Fi/safat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran 
Abu Ishag asy-Syatibi (1996), Pustaka, Bandung—. Di samping Fi/safat Hukum 
Islam dan Pemikiran Orientalis (Tiara Wacana 1991), karya D. Muhammad 
Muslehuddin yang saya terjemahkan dengan dua orang mahasiswa saya, kini 


saya sedang mengedit terjemahan kumpulan artikel mantan pembimbing saya 
di McGill, Dr. Wael B. Hallag, dengan judul Percikan Filsafat Hukum Islam: 
Metode dan Sejarah (1994). Diharapkan ketiga buku ini saling melengkapi, 
setidak-tidaknya bagi matakuliah yang saya asuh. Secara pribadi, saya juga 
merencanakan untuk menulis Fi/safat Hukum Islam: Metode dan Aplikasi 
Keindonesiaan. 


818 


Jika dimekarkan, gagasan Fikih 
Indonesia (bukan Fikih dan Indonesia) 
versi Hasbi dapat dikembangkan menjadi 
Islam Nasionalis (bukan Islam dan 
Nasionalisme). Sebelum mengelaborasi 
lebih lanjut pemikiran Yudian tentang 
NIS cpistemologi hukum Islam, terlebih dulu 
perlu dijelaskan definisi “Islam' 
menurutnya. Menurut Yudian, secara 
etimologis, Islam berasal dari kata aslama- 
Juslimu-islam-salam atau salamah, yaitu 
tunduk kepada kehendak Allah agar 


mencapai salamah/ salam (keselamatan dan kedamaian) di dunia dan di 


akhirat. Kehendak Allah tersebut diekspresikan dalam tiga ayat yang 


$18 Yudian W. Asmin, “Kata Pengantar Penerjemah”, dalam Muhammad Khalid 
Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. xvi. 
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berbeda tetapi saling melengkapi." Pertama, ayat Our'aniyah, yaitu tanda- 
tanda kebesaran Allah yang ada di dalam al-GYur'an (dan Hadis). Di antara 
hukum yang terpenting di sini adalah tauhid (keesaan Allah), akhlak 
(moralitas), dan keadilan (hukum berpasangan antara positif dan negatif 
atau antara maslahat dan mafsadat). Kedua, ayat Kauniyah, yaitu tanda- 
tanda kebesaran Allah yang ada di jagad raya (kosmos). Tanda kebesaran 
Allah yang terpenting di sini adalah hubungan berpasangan yang 
dititipkan Allah kepada setiap benda alamiah. Sunnatullah atau takdir 
Allah (hukum) alam ini memegang peran kunci dalam menentukan 
keselamatan atau kedamaian di dunia.” Jadi, islami pada tingkat alam 
adalah menyeimbangkan potensi negatif dan positif setiap benda. Islami 
di sini dapat ditarik sampai pada titik memaksimalkan potensi positif 
dan meminimalisasikan potensi negatif suatu benda. Hukum alam 
tersebut berlaku bagi siapa saja tanpa mengenal batas-batas kemanusiaan 
apapun seperti ras, agama, dan status sosial. Pada tingkat alam itulah 
semua agama sama, karena siapapun yang melanggar hukum berpasangan 


821 


tersebut pasti dihukum Allah, dan sebaliknya. 


Yudian kemudian mencontohkan, jika seorang Yahudi, Kristen, 
Islam, Buddha, atau Hindu menyeberang Samudera Pasifik dari Kanada 
menuju Hongkong dengan berenang (tanpa alat penyeimbang), pasti 
dia akan dihukum Allah. Dia akan tenggelam dan mati, karena dia telah 
berbuat kafir dan zalim (mengingkari dan merusak hukum keseimbangan 
yang mengatur dirinya dan samudera alias hukum berat jenis). Sebaliknya, 
jika seorang komunis (yang tidak mengakui Tuhan) menyeberang 
samudera ini dengan kapal besar bahkan pesawat, maka dia akan selamat 
karena dia pada hakikatnya adalah Muslim. Pada hakikatnya, dia beriman 


kepada hukum berpasangan sebagai hukum terbesar yang mengatur 


819 Yudian Wahyudi, Islam dan Nasionalisme: Sebuah Pendekatan Magasid Syari'ah 
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 7. 

820 Lihat, Ahmad Baiguni, a-Our'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman (Jakarta: 
Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 7-8. 

21 Wahyudi, Islam dan Nasionalisme, hlm. 8. 
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kehidupan kosmos, sehingga dia mencapai keamanan (seakar dengan 
kata iman). Seperti halnya Islam, Iman adalah proses yang tujuannya 
adalah aman atau safety yang bahasa Indonesianya menjadi keamanan, 
keselamatan, kedamaian, atau keamanan di sini hanya pada tingkat 
kosmos atau duniawi. Untuk menyeberang ke akhirat dibutuhkan kunci: 
Tauhid. "2? 


Ketiga, ayat Insaniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran atau hukum 
Allah yang mengatur kehidupan manusia (kosmis). Lagi-lagi, hukum yang 
terpenting di sini adalah hukum berpasangan. Islam dan iman (sehingga 
selamat dan aman) pada tingkat ini adalah menyeimbangkan potensi 
positif dan negatif, selalu menciptakan keseimbangan atau keadilan sosial. 
Jadi, Islam adalah tauhid, yaitu mengintegrasikan antara kehendak Allah 
yang ada dalam Kitab Suci, alam, dan manusia, sehingga terbebas dari 
bencana teologis, kosmos, dan kosmis. Menurut Yudian, inilah yang 
disebut takwa yang puncaknya adalah ihsan, yaitu proses kesadaran 
menghadirkan Tuhan di mana pun (pada tingkat teologis, kosmos, dan 
kosmis) dan kapaun pun. Inilah yang disebut dengan Islam Kafah.”” 
Sayangnya, kajian Yudian tentang pertautan triadik antara Tuhan, alam, 
dan manusia atau antara teologis, kosmos, dan kosmis tersebut masih 
bercorak teologis, belum philosophy of science seperti yang dilakukan oleh 
Husni Muadz dalam bukunya Anatomi Sistem Sosial (2014) yang membagi 
tiga jenis relasi epistemologis: subjek-SUBJEK, subjek-subjek 
(intersubjektif), dan subjek-objek.” 

Senada dengan Yudian, Kuntowijoyo juga membagi tiga jenis 


ayat-ayat Tuhan, yaitu gauliyah, kauniyah, dan nafsiyah” Seperti halnya 


822 Thid. 

823 Thid., hlm. 9. 

84 M. Husni Muadz, Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi 
Intersubjektifitas-Rekognitif dengan Pendekatan Sistem (Mataram: IPGH, 2014). 

825 Kuntowijoyo, “Epistemologi dan Paradigma Ilmu-Ilmu Humaniora dalam 
Perspektif Pemikiran Islam”, dalam Jarot Wahyudi (ed), Menyatukan Kembali 11 mu-1 mu 
Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum (Yogyakarta: Suka 
Press, 2003), hlm. 32. 
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Kuntowijoyo, Musa Asy'arie juga telah menjelaskan tentang tiga jenis 


826 Dalam 


ayat-ayat Tuhan, yaitu kitab suci, alam, dan manusia (sejarah). 
perspektif studi Agama, menurut Burhanuddin Daya, dengan mengutip 
Joachim Wach, ada tiga jenis ekspresi nilai-nilai yang bersifat universal 
dalam keberagamaan semua agama, yaitu tentang dunia (cosmos), manusia 
(anthropos), dan nilai peribadatan atau c4/tus, atau hubungan antara #heos, 
cosmos, dan anthropos (teo-kosmo-antroposentrik-integralistik). Ketiga 
prinsip ini masing-masing berkembang menjadi religious cosmology, religious 


anthropology, dan religious worship (theology).“ 


Ada satu hal yang menarik terkait penjelasan di atas, yaitu kalimat 
Yudian yang menyatakan “Jadi, islami pada tingkat alam adalah 
menyeimbangkan potensi negatif dan positif setiap benda. Islami di sini dapat 
ditarik sampai pada titik memaksimalkan potensi positif dan meminimalisasikan 
potensi negatif suatu benda. "8 Dalam perspektif socia/ seiences (ilmu politik), 
kalimat tersebut dapat dikorelasikan dengan konsep tentang Agonisme: 
Candys bowl yang digagas oleh Munawar Ahmad. Pada periode terakhir 
ini, muncul istilah “agonisme' sebagai model baru politik keberagamaan. 
Agonisme berasal dari Yunani, yang artinya kontestan, juara, lawan, dan 
pergumulan. Dalam pandangan politik, agonisme adalah teori politik 
yang mengembangkan berbagai potensi positif yang mungkin ada di 
dalam suatu konflik. Agonisme lebih berupaya sebagai upaya channeling 


82 Tuhan adalah sumbet segala yang ada, yang terwujud dalam ayat-ayat-Nya, 


yaitu kitab suci, alam, dan manusia atau sejarah. Ketiganya adalah penjelmaan diri 
Tuhan, menjadi objek pengetahuan sekaligus merupakan jalan menuju kepada-Nya. 
Ayat-ayat Tuhan tersebut menjadi objek studi dalam rangka mencari kebenaran yang 
pada akhirnya menuju pada kebenaran hakiki. Studi tersebut diwujudkan dalam kesatuan 
sistem pendidikan yang menyatukan ilmu-ilmu dalam kesatuan wawasan filsafat tauhid. 
Musa Asy'arie, “Konsep Our'anik Tentang Strategi Kebudayaan”, dalam Abdul Basir 
Solissa dkk (eds.), a-Our'an dan Pembinaan Budaya: Dialog dan Transformasi (Yogyakarta: 
LESFI, 1993), hlm. 7. 

" Burhanuddin Daya, “al-Guran dan Pembinaan Budaya: Perspektif Agamis”, 
dalam Abdul Basir Solissa dkk (eds.), a-Ouran dan Pembinaan Budaya: Dialog dan 
Transformasi (Yogyakarta: LESFI, 1993), hlm. 56. 

"28 Wahyudi, Islam dan Nasionalisme, hlm. 8. 
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atau kanalisasi atas berbagai potensi konflik yang positif membawa 
kepada keharmonisan sehingga melahirkan pemahaman yanag seimbang 
terhadap berbagai potensi masyarakat dan menempatkan mereka pada 
keadaan yang selalu memiliki nilai-nilai positif bersanding dengan potensi 
negatif (destruktif).” Secara ilustrasi politik agonisme menghendaki 
kehidupan sosial yang plural seperti wadah permen (candys' bowl) di mana 
semua warna permen tetap eksis, tetapi mereka berada dalam ruang 
kosmos yang sama, yang melindungi dan menjamin kehidupan merdeka 
dari seluruh elemen tanpa direduksi oleh nilai-nilai ideologis di luar 
dirinya. 

Dalam konteks pengembangan epistemologi hukum Islam, 
Yudian juga pernah mengusulkan tetralogi (empat pasang) karakteristik 
hukum Islam. Pertama, hukum Islam bersifat ilahi sekaligus manusiawi 
(wad')—pen. teo-antroposentris—, karena tanpa campur tangan manusia 
hukum Islam tidak dapat diterapkan. Contohnya, perintah menghadap 
kiblat dalam shalat lima waktu, adalah ilahi karena disebutkan di dalam 
al-Our'an, tetapi metode untuk menentukan arah kiblat bersifat 
manusiawi. Dalam hal ini ilmu Astronomi memainkan peranan 
pentingnya. Kedua, hukum Islam adalah absolut tetapi juga sekaligus 
relatit—pen. relativehj-absolute—. Shalat lima waktu adalah perintah 
absolut, karena setiap mukallaf harus menjalankannya. Namun di sisi 
lain, perempuan yang sedang datang bulan, misalnya, bahkan tidak boleh 
shalat lima waktu. Ketiga, hukum Islam adalah hukum universal (global) 
tetapi sekaligus partikular (lokal)—pen. #hink and act locally-globally—. 
Misalnya, waktu shalat bersifat universal, namun pelaksanaannya 
tergantung kondisi geografis setiap negara. Keempat, hukum Islam 
bersifat permanen (abadi) tetapi sekaligus temporer (sementara)—untuk 
yang terakhir ini, Minhaji menyebutnya dengan istilah sakralitas (syari'ah) 
dan profanitas (fikih)—. Jadi, hukum Islam (Islamic Law) punya dua 


829 Munawat Ahmad, Candys Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 
(Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 301. 
830 Jpid., hlm. 310 
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dimensi sekaligus (seperti dua sisi koin mata uang), yaitu dimensi syari'ah 
(Mahi, absolut, global, dan abadi) dan dimensi fikih (wad7, relatif, lokal, 
dan sementara). Dalam buku Is/am dan Nasionalisme (2006), Yudian 
menambahkan satu prinsip lagi yaitu hukum Islam bersifat harfiah 
sekaligus maknawi.”” Oleh karenanya hukum kepasangan dalam hukum 
Islam bersifat fleksibel. 


Dalam kesempatan lain, Yudian menyebut kelima karakateristik 
hukum Islam yang fleksibel tersebut dengan istilah ushul fikih yang 
“meliuk-liuk'. Lebih lanjut Yudian menyatakan bahwa,” “Tidak ada yang 
objektif dalam teori tafsir. Yang ada hanyalah makna objektif-subjektif, 
paling banter objektif-intersubjektif, karena subjek (pembaca, penafsir, 
penakwil) merupakan penentu makna. Dari sinilah lahir pluralitas 
sekaligus relativitas, universalitas sekaligus lokalitas tafsir. Bahkan lahir 
istilah tafsir 7/ahi sekaligus wad7 (positif, manusiawi). Inilah fleksibilitas 
ushul fikih, yang “meliuk-liuk' dalam hemeneutika.”"4 Lebih konkritnya 
Yudian mencontohkan,” “Mahasiswa Fakultas Syari'ah sejak dini sudah 
tahu bahwa hukum menikah itu ada lima: sunnah, wajib, haram, mubah, 
dan makruh. Sebagai contoh, perkawinan menjadi haram jika terbukti, 
misalnya, calon suami ternyata penderita AIDS. Fleksibilitas tafsir di 


sekitar contoh ini silahkan dikembangan.” 


Menurut penulis, salah satu misi yang ingin diusung oleh Yudian 
adalah meruntuhkan neo-taklidisme atau melakukan de-sakralisasi kepada 
pemikiran ilmuwan-ilmuwan Indonesia, khususnya di tingkat doktor 


(lulusan luar negeri) dan profesor di PTAI Indonesia. Namun sayang, 


81 Wahyudi, Jihad Ilmiah Dua, hlm. 86-88. 

882 Wahyudi, Islam dan Nasionalisme, hlm. 11. 

3 Wahyudi, Sendi-sendi Hermeneutika, hlm. vi-vii. 

84 Yudian Wahyudi, “Kata Pengantar: Dari Disertasi menuju Revolusi: 
Memahami Hassan Hanafi Sang Pembalap Usia“, dalam Hasan Hanafi, Tafsir 
Fenomenologis, terj. Yudian Wahyudi (Yogyakarta: Pesantren Pascasarjana Bismillah Press, 
2001), hlm. iii-vi, dan “Hassan Hanafi Mujaddid Abad ke-15”, hlm. xxii. 

83 Wahyudi, Sendi-sendi Hermeneutika, hlm. vii. 
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caranya dengan gaya dan bahasa de-transendensi atau de-profetisasi. 
Walaupun mengajar di Mazhab Sapen dan Mazhab Jogja, Yudian ternyata 
juga mengritik beberapa pemikir Muslim ternama di Indonesia, seperti 
Rasjidi, Mukti Ali, dan M. Amin Abdullah. Di Mazhab Ciputat, Yudian 
mengritik Harun Nasution, Komaruddin Hidayat, dan Azyumardi Azra. 
Pemikir-pemikir Muslim Indonesia tersebut seakan-akan telah 
didewakan' oleh sebagian pengikutnya. Secara tegas dan lugas, kritikan 
dan sindiran Yudian tersebut ditulis dalam buku berjudul Ushu/ Fikih 
versus Hermeneutika. Dengan “pistoP fikih dan ushul fikih, Yudian mengritik 
Rasjidi (Doktor dari Sorbonne, Perancis), Mukti Ali (Master di McGill, 
1957), Harun Nasution (Doktor di McGill, 1968), dan Nurcholish Madjid 
(Doktor di Chicago, 1984). Lebih lanjut Yudian mengatakan “Maklum, 
tak seorang pun dari ketiga doktor dari Barat di atas (Rasjidi, Harun, 
dan Nurcholish), adalah doktor ushul fikih, karena Rasjidi ahli kebatinan 
Jawa, Harun ahli teologi Abduh, Nurcholish ahli kalam dan filsafat Ibn 
Taimiah. Ketika IAIN Syarif Hidayatullah dan IAIN Sunan Kalijaga 
membuka program S2 dan S3, dapat dimengerti kalau Harun di Ciputat 
mengembangkan program teologi, dan Mukti Ali (ahli tentang 
Muhammadiyah jika diukur dari MA-nya) kurang memberi angin kepada 
pengembangan fikih dan ushul fikih di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga. 
Fikih dan ushul fikih semakin tersudut dengan kepulangan beberapa 
doktor dari mancanegara. Lebih “hebat' lagi, ada slogan dekonstruksi 
ushul fikih.” Yudian menyindit tipe doktot-doktot yang mengritik ushul 
fikih tersebut hanya berbekalkan pengetahuan ushul fikih semester dua 
IAIN. Setelah jadi doktor dalam bidang lain, mereka mengritik ilmu 
ushul fikih.” Yudian sepertinya ingin mengukur “baju orang lain dengan 
ukuran “bajunya'. 

Khusus untuk Mukti Ali, Yudian mempertanyakan kepakarannya 
di bidang ilmu perbandingan agama dan gelar doktornya. Menurut 


86 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada 
dan Amerika (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), hlm. v-vi. 
7 Wahyudi, Sendi-sendi Hermeneutika, hlm. iv. 
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Yudian, “Pada umumnya, orang percaya Mukti Ali adalah ahli 
perbandingan agama, padahal secara akademis tidak ada bukti bahwa 
yang bersangkutan terdidik secara khusus. Program S1-nya di Pakistan 
maupun MA-nya di McGill tidak mendukung keahliannya dalam bidang 
ini, karena di Pakistan ia belajar sejarah Islam, sedangkan di McGill ia 
menulis tesis MA tentang Muhammadiyah. Tampaknya Mukti Ali 
membangun otoritasnya dalam ilmu perbandingan agama dengan 
berbekal pengalaman mengambil mata kuliah perbandingan agama yang 
diampu oleh Smith. Dengan berbekalkan semangat Smith (doktor lulusan 
Harvard), yang baru saja mendirikan Institute of Islamic Studies (US) sebagai 
lembaga yang mandiri dari Religious Studies (1952), inilah Mukti Ali 
memperkenalkan studi ilmu perbandingan agama di IAIN Sunan 
Kalijaga. Jadi semacam “nekatisme akademik” Selain itu, Yudian juga 
menyangsikan gelar doktor Mukti Ali dengan mempertanyakan, “Apa 
sih judul disertasi Mukti Ali?, dalam bahasa apa dan kapan ditulis? 
Diterbitkan dalam bahasa apa? Di mana dan kapan?.”” Dengan kalimat 
yang agak unggah-ungguh, berbeda dengan Yudian, terhadap masalah ini, 
Minhaji mengatakan, “Apakah “misterius (gelar doktor Mukti Ali) itu 
mengurangi kualitas Mukti Ali sebagai ilmuwan, ulama, cendekia, dan 
juga sikap kita kepadanya? Tentu saja tidak. Kelemahan dan kekurangan 
pada diri Mukti Ali, tidak akan menghilangkan perannya yang sangat 


luar biasa dalam pengembangan studi Islam di Indonesia.” "" 


Dengan “gerbong' hermeneutika, Yudian juga mengritik M. Amin 
Abdullah (Mazhab Sapen) dan Komaruddin Hidayat (Mazhab Ciputat)— 
Amin dan Komatuddin sama-sama lulusan METU, Ankara, Turki, 
Program Studi Filsafat, lulus doktot tahun 1990—. Tanya Yudian,' 
“Kalau hermeneutikanya hebat metodologis, tentunya Komaruddin 


sudah melahirkan tafsir-hermeneutik hebat. Ternyata, hermeneutikanya 


88 Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika, hlm. 102. 
839 Thid. 

40 Minhaji, Sejarah Sosial, hlm. 155. 

1 Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika, hlm. viii. 
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berhenti sebagai slogan. Ketika Amin coba ber-ushul fikih, hasilnya terasa 
camplang (hambar). Dalam menjelaskan hermeneutikanya Fazlur Rahman, 
tulisan Taufik Adnan Amal (yang diangkat dari skripsi sarjananya di 
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga), jauh lebih baik— Taufik Adnan 
Amal menulis skripsi berjudul Hukum Islam dan Tantangan Modernitas: 
Studi tentang Pemikiran Keagamaan Faglur Rahman (1986)””—. Dalam 
menawarkan padangan Syahrur, Amin tidak lebih dari pen-sa/khis—yang 
dimaksud oleh Yudian itu adalah tulisan Amin (mengkaji tentang Rahman 
dan Syahrur) berjudul Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fikih dan 
Dampaknya pada Fikih Kontemporer (2002)"”—. Begitu pula pandangan- 
pandangannya tentang al-Jabiri—yang dimaksud oleh Yudian itu adalah 
tulisan Amin berjudul at-Takmil ak Umi (2001 "—” Dati penjelasan 
tersebut di atas, Yudian ingin melakukan semacam pembongkaran sikap 


neo-taklidisme, tetapi dengan cara de-transendentalisme dan de-protetis. 


Sedangkan khusus untuk Komaruddin Hidayat, Yudian 
mempertanyakan kemampuan dan penguasaannya di bidang pemikiran 
Hasan Hanafi. Yudian kemudian membandingkan tulisannya berjudul 
Arab Responses to HasSan Hanafis Mugaddimah fi Tm al-Istigrab—Artikel 
ini dipresentasikan dalam konferensi Orientalism Reconsidered: Hmerging 
Perspectives in Contemporary Arab and Islamic Studies, yang diselenggarakan 
oleh The University of Exeter, Inggris, 18-19 April, 2001 dalam rangka 
Penganugerahan Gelar Honoris kepada Arkoen dan Edward Said. 
Makalah tersebut kemudian terbit di Amerika dalam The Muslim World, 
Volume 93 (April, 2003)—dengan tulisan Komaruddin dalam “Kata 


"4 Sebagian isi skripsi tersebut kemudian diterbitkan dengan judul Metode dan 
Alternatif Neomodernisme Islam Fazglur Rahman (Bandung: Mizan, 1987). 

83 M. Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fikih 
dan Dampaknya pada Fikih Kontemporer”, dalam Ainurrofig (ed.), Mazhab Jogja: 
Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer (Yogyakarta: ar-Ruzz dan Fakultas Syari'ah 
IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 117-146. 

84 M. Amin Abdullah, “at-Takwil al-Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma 
Penafsiran Kitab Suci”, dalam a-Jami'ah, Vol. 39, No. 2, Tahun 2001. 
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Pengantar” terjemahan buku Oksidentalisme karya Hasan Hanafi—lihat 
tulisan Komaruddin Hidayat berjudul Oksidentalisme: Dekonstruksi terhadap 
Barat (2000)””—. Karena Yudian juga mengritik Mazhab Sapen atau 
Mazhab Jogja dan Mazhab Ciputat atau Mazhab Jakarta, maka penulis 
memosisikan Yudian bermazhab de-taklidisme dengan karakter 


pemikiran lebih bernuansa filosofis-hermeneutis. 


Selain Yudian Wahyudi, yang lebih senior darinya, M. Atho” 
Mudzhar, pemikirannya juga perlu dibahas, bukan karena sebagai civitas 
akademika FSH, tetapi sebagai Rektor IAIN/UIN Sunan Kalijaga 
periode 1996-2000 dan pengaruh pemikirannya di FSH pada khususnya 
dan di PTAI secara umum. Penyebutan nama-nama tertentu ini 
(“S”yamsul Anwar, “A”tho' Mudzhar, “Y”udian Wahyudi, “Akh. 
Minhaji, dan “R”uhaini) bukan bermaksud untuk mengesampingkan 
kontribusi dan peran civitas akademika di FSH yang lain, tetapi semata- 
semata hanya untuk mencari titik-titik simpul utama dan pola-pola dasar 
pemikiran studi ilmu hukum Islam yang dapat dikoneksikan antara ide 
satu dengan lainnya. Jadi, yang dicari di sini adalah contoh polanya, bukan 
hanya isinya. Posisi Atho? Mudzhar (huruf “A' pertama pada intelektual 
SAYA) yang telah menawarkan model pendekatan studi Sosiologi Hukum 
Islam, harus dibaca dalam konteks varian-varian model studi (hukum) 
Islam dengan pendekatan kontekstual di lingkungan PTAI. Maksud dari 
pendekatan kontekstual di sini adalah pendekatan yang mencoba 
memahami agama (Islam) dalam konteks sosial, politik, dan budaya, di 
mana agama tersebut berada. Ia bermaksud menjelaskan situasi-situasi 
dan perkembangan suatu agama tertentu yang muncul dari konteks- 
konteks itu. Jadi, pendekatan kontekstual lebih mengarah kepada situasi 


dan kondisi sosiologis-antropologis.'" 


5 Komaruddin Hidayat, “Oksidentalisme: Dekonstruksi terhadap Barat”, 
dalam Hasan Hanafi, Oksidentalisme: Sikap Kita terbadap Tradisi Barat, terj. M. Najib 
Bukhori (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. xiii-xx. 

“c Waardenburgh, “Studi Agama-Agama Kontemporer”, hlm. 477. 
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Sebelum Atho”, Mastuhu, yang lahir di Mojokerto pada tanggal 
6 September 1936, Guru Besar Ilmu Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah 
di UIN Jakarta, pernah menulis artikel berjudul Penelitian Agama Islam: 
Tinjauan Disiplin Sosiologi (1998). Dalam artikel tersebut, Mastuhu 
mencoba menemukan sumbangan sosiologi, berupa paradigma ilmiah, 
bagi pengembangan studi agama. Beberapa teori dan metodologi yang 
digunakan dalam studi sosiologi dikemukakan secara singkat. Namun 
sayang, Mastuhu belum dapat menghubungkan pendekatan sosiologi 
yang ditawarkannya dengan studi Islam yang menjadi garapannya, lebih 
khusus lagi belum bisa membawanya ke ranah studi hukum Islam. 
Mastuhu hanya mengungkapkan bahwa studi Islam memiliki dua bidang 
garapan, yaitu ajaran agama yang normatif-doktriner dan implikasi, 
aplikasi atau pengaruh ajaran agama dalam kehidupan nyata. Dari kedua 
bidang garapan ini, Mastuhu belum menjawab di mana letak dan posisi 
pendekatan sosiologi. Atho” Mudzhar-lah, yang sepertinya ingin 
memperjelas di mana posisi pendekatan sosiologi dalam studi Islam, 


khususnya studi hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam). 


Dosen-dosen FSH UIN Sunan 
MEMBACA NARA 3 : 
GELOMBANG “ Kalijaga yang berasal dari luar negeri, 
JTIHAD biasanya memperkenalkan pendekatan 
studi ilmu hukum Islam yang bersifat 
empiris, seperti pendekatan antropologis, 
sosiologis, historis, dan filosofis. Salah satu 
pengembang model studi ilmu hukum 
Islam dengan pendekatan sosiologis di 
IAIN/UIN Sunan Kalijaga adalah M. 
Atho' Mudzhar. Atho' lahir di Serang, Jawa 
Barat pada tanggal 20 Oktober 1948. Ia 


menyelesaikan gelar sarjana lengkap pada 


87 Mastuhu, “Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Sosiologi”, dalam 
Mastuhu dan M. Deden Ridwan (eds.), Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan 
Antardisiplin Ilmu (Bandung: Nuansa-Pusjarlit, 1998), hlm. 81-106. 
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Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Mazhab Ciputat) 
pada tahun 1975 dengan judul Jjtihad Umar bin a-Khattab dan Pengaruhnya 
terhadap Perkembangan Tasyri' pada Masa-masa Sesudahnya. Yahun 1978 ia belajar 
ke Australia untuk mengambil Master of Social Planning and Development pada 
University of Gueensland, Brisbane, dan tamat tahun 1981. Ia pernah 
menjabat sebagai Sekretaris Menteri Agama RI pada zaman Munawwir 
Sjadzali. Tahun 1986 ia berangkat belajar ke University of California Los 
Angeles (UCLA). Tahun 1990, ia berhasil meraih gelar doktor dengan judul 
disertasi Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal 
Thought in Indonesia (1975-1988). Ia juga pernah menuliskan pengalaman 
belajarnya sewaktu di AS dalam buku Belajar Islam di Amerika (1992). Dari 
tahun 1996-2000, ia pernah menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga. 


Untuk pertama kalinya “tumpukan artikel-artikel Atho” 
dikumpulkan dalam buku berjudul Membaca Gelombang ljtihad 1998)” 
Pendekatan sosiologi terhadap (hukum agama) Islam, sebagai keahlian 
Atho”, berasal dari tradisi keilmuan Sosiologi Agama. Tentang pentingnya 
pendekatan sosiologi ini, Fathuddin Abdul Ganie, misalnya, pernah 
menulis artikel Se&ali Lagi: Sosiologi Agama (Suatu Pengantar) (1989). Dari 
Sosiologi Agama inilah kemudian berkembang menjadi Sosiologi Hukum 
(Islam). Tahun 1997, dalam ceramah pada upacara Kuliah Perdana 
Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Atho' Mudzhar 
menyampaikan tentang refleksi untuk masa depan IAIN Sunan Kalijaga 
pada saat itu. Ada tiga usulan yang disampaikan oleh Atho' pada saat 


itu, terkait dengan pengembangan studi (ilmu hukum) Islam."' Pertama, 


848 M. Atho? Mudzhar, Belajar Islam di Amerika (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992). 

849 M. Atho? Mudzhar, Membaca Gelombang Titihad: Antara Tradisi dan Liberasi 
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998). 

850 Fathuddin Abdul Ganie, “Sekali Lagi: Sosiologi Agama (Suatu Pengantar)”, 
Jurnal a-Jami ah, No. 39, 1989, hlm. 22-32. 

551 M. Atho? Mudzhar, Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktik 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 29-31. Tulisan ini adalah hasil transkip dan 
editing ceramah pada upacara Kuliah Perdana Program Pascasarjana IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, tanggal 8 September 1997. 
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hal yang harus jelas untuk IAIN adalah merumuskan ilmu inti dan ilmu 
bantu yang dipelajari. IAIN harus memahami mana ilmu inti dan mana 
ilmu bantunya. Harus jelas apakah tafsir itu ilmu inti atau ilmu bantu 
misalnya. Tentu al-Gur'an dan tafsirnya adalah ilmu inti. Tetapi, psikologi 
itu ilmu inti ataukah ilmu bantu? Semuanya harus jelas kedudukannya. 
Kemudian IAIN memerlukan dosen bergelar doktor untuk ilmu bantu, 
seperti Psikologi Agama, Filologi Agama, dan Sosiologi Agama, seperti 
halnya kita memerlukan dosen bergelar doktor untuk ilmu inti. Kedua, 
perlu adanya arah peningkatan studi interdisipliner. Ketiga, sudah 
waktunya dibuka program-program studi umum di IAIN, atau di STAIN, 
untuk dapat mengkaji dan memahami Islam sebagai wahyu, dengan cara 
interdisipliner. Sudah waktunya beberapa IAIN seperti IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta atau Syarif Hidayatullah Jakarta—pen. penjelasan 
ini disampaikan oleh Atho” pada tahun 1997, lima tahun kemudian, yaitu 
tahun 2002, IAIN Syarif Hidayatullah baru bertransformasi menjadi 
UIN Syarif Hidayatullah, dan diikuti oleh IAIN Sunan Kalijaga 
bertransformasi menjadi UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2004—, atau 
yang lain, mengembangkan dirinya menjadi universitas, sehingga di 
dalamnya yang dikaji bukan saja ilmu ke-Islaman, tetapi juga cabang 
ilmu pengetahuan umum seperti yang telah dilakukan al-Azhar Kairo 
dan beberapa universitas lain di dunia Islam. Khusus tentang poin 
pertama di atas, Atho?” masih membagi secara dikotomik-independensi 
antara ilmu inti dan ilmu bantu. Menurut penulis, dalam paradigma 


integrasi, tidak ada istilah ilmu inti dan ilmu bantu, yang ada adalah ilmu. 


Tanggal 15 September 1999, Atho' Mudzhar dikukuhkan sebagai 
Guru Besar Madya Fakultas Syari'ah IAIN (UIN) Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, dengan mengambil judul pidato pengukuhan Sudi Hukum 


Islam dengan Pendekatan Sosiologi”? Menurut penulis, dalam konteks 


852 M. Atho? Mudzhat, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi”, 
dalam Seri Kumpulan Pidato Guru Besar: Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman 
(Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 173-209. 
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pengenalan studi ilmu hukum Islam dengan pendekatan sosiologi, Atho” 
termasuk penulis yang suka “mengulang-ulang'. Sebab, artikel-artikelnya 
tentang pendekatan sosiologi dalam ilmu hukum Islam hanya diulang- 
ulang saja di berbagai buku (kumpulan tulisan) dengan judul yang sama, 
bahkan hanya dialihbahasakan saja ke bahasa asing (Inggris dan Arab). 
Misalnya, tahun 1998, Atho' menulis artikel Social History Approach to 
Islamic Lam Tahun 2000, dua tahun kemudian, artikel tersebut dimuat 
kembali di tiga buku (dan jurnal) dengan judul yang sama, masing-masing 
adalah Dirasat al-Ahkam ak Islamiyah bi Mangur Tim ak-ljtima" Pendekatan 
Sosiologi dalam Studi Hukum Islam,” dan Studi Hukum Islam dengan 


1 856 


Pendekatan Sosiologi. 


Berdasarkan artikel-artikel Atho' di atas, judulnya hanya digeser, 
dari Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi menjadi Pendekatan 
Sosiologi dalam Studi Hukum Islam. Inilah yang penulis maksud dengan 
mengulang-ulang itu. Dalam kacamata dua varian studi ilmu hukum 
Islam normatif-deduktif dan empiris-induktif, kajian Atho” tersebut 
cenderung pada model kedua, yakni swientific approach, bukan doctrine 
approach dengan menggunakan teori-teori sosiologi, alias dapat 
diklusterkan ke dalam kelompok studi ilmu hukum Islam empiris. Pada 
bagian akhir naskah pengukuhan Guru Besarnya (1999), Atho' secara 
tegas mengatakan: 


Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk 
memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam, 


853 M. Atho? Mudzhat, “Social History Approach to Islamic Law”, Jurnal a/- 
Jami'ah, No. 61, 1998, hlm. 78-88. 

854 M. Atho? Mudzhar, “Dirasat al-Ahkam al-Islamiyah bi Manzur Ilm al- 
Ijtima””, Jurnal a-Jami'ah, No. 65/V1/2000, hlm. 132-166. 

855 M. Atho? Mudzhat, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam”, 
dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 
2000), hlm. 27-66. 

856 M. Atho?' Mudzhar,”Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi”, 
dalam Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi (Yogyakarta, Aditya Media, 2000), hlm. 
239-272. 
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sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal, 
baik pada tatanan hukum asas maupun normatif, dan pada gilirannya 
membantu memahami dinamika hukum Islam.” 


Berdasarkan kutipan pidato Atho' di atas, Minhaji segera 


membuat catatan sebagai berikut: 


Ungkapan ini (di atas) memperjelas posisi model kajian sosiologi yang 
digunakan dalam kerangka studi hukum Islam sebagai ilmu bantu. Di kalangan 
perguruan tinggi umum lainnya juga masih agak kontroversial, apakah sosiologi 
hukum itu tergolong pada ilmu hukum atau ilmu sosiologi. Jika tergolong 
pada ilmu sosiologi maka posisi pendekatan sosiologi di Fakultas Hukum 
Guga Hukum Islam-Syari'ah) akan menempati posisi sebagai ilmu bantu dan 
bukan ilmu inti. Hal ini patut mendapat perhatian karena sangat dimungkinkan 
bahwa pada masa yang akan datang muncul model-model kajian seperti 
arkeologi, antropologi, fenomenologi, dan yang semacamnya. Pengalaman 
saya (Akh. Minhaji) menunjukkan saat ini semakin kuat kecenderungan para 
mahasiswa dalam menggunakan model-model kajian empiris tersebut. Jika 
hal ini berjalan terus, maka akan berkembang di Fakultas Syari'ah adalah model- 
model kajian yang lebih menempati posisi sebagai ilmu bantu dan bukan ilmu 
inti. Semua ini bisa diatasi jika tawaran kombinasi dan sinergi pendekatan 
normatif-deduktif dan empiris-induktif bisa dilakukan. Mungkinkah? Inilah 
persoalan yang perlu dicermati oleh pemerhati kajian hukum Islam dan studi 


Islam pada umumnya." 


Sebelumnya, Minhaji juga pernah memandang pentingnya 


memadukan antara ilmu inti dan ilmu bantu tersebut. Menurut Minhaji: 


Saya sependapat dengan mereka yang mengatakan: bahwa untuk 
mengembangkan kajian keagamaan (termasuk materi hukum Islam), perlu 
diperhatikan dua hal: ilmu inti (seperti al-Our'an, hadis, dan ushul fikih) dan 
ilmu bantu (seperti sejarah, sosiologi, dan antropologi). Hubungan kedua ilmu 
ini hendaknya bersifat komplementer dan bukan subordinat. Mempelajari 
sejarah, sosiologi, dan antropologi mempunyai nilai sama dengan mempelajari 


87 Mudzhar, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi”, hlm. 203- 
204. 

88 Akh. Minhaji, “Wawasan Islam Tentang Negara dan Pemerintah: Perspektif 
Normatif-Empiris”, Sebuah Pengantar, dalam Kamaruzzaman, Re/asi Islam dan Negara: 
Perspektif Modernis dan Fundamentalis (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. xx. 
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tafsir, musthalah hadis, fikih, dan ushul fikih. Tentu saja, keduanya tidak bisa 
dipisahkan.” 


Sebagai dosen Fakultas Syari'ah, misalnya, dituntut memiliki pengetahuan 
menyangkut ilmu inti yang harus selalu ia kembangkan melalui suatu upaya yang 
berkesinambungan. Ilmu bantu dibutuhkan untuk memperluas cakrawala sekaligus 
untuk mempertajam pisau analisis yang ada. Jangan sampai terjadi, dosen tersebut 
hanya mempunyai ilmu bantu, atau tidak mempunyai pengetahuan yang memadai 
tentang ajaran hukum Islam. Akibatnya akan sangat jauh, sebab setiap dosen 
Fakultas SyarPah pada akhirnya diharapkan membimbing mahasiswa yang menulis 


skripsi. Mahasiswa ini akan terjun di tengah-tengah masyarakat dan diharapkan 
860 


mempunyai bekal ajaran hukum Islam. 

Masih menurut Atho', perkembangan pemikiran hukum Islam 
itu senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan politik yang 
mengitarinya dan di sinilah pentingnya pendekatan sosiologis dalam studi 
hukum Islam."' Atho? kemudian menunjuk karya David S. Powet tentang 
waris (1986),"” sebagai salah satu contoh model kajian masalah hukum 
Islam masa klasik yang dikaji dengan pendekatan sosiologi."” Dalam 
studi itu, menurut Atho?, Powers mendemonstrasikan bagaimana hukum 
Islam waris yang dipahami sekarang (Islamic law), berbeda dan telah 
bergeser dari pada yang ada pada zaman Nabi dan para sahabat besar 
(proto-Islamic law), serta masalah-masalah sosial yang terkait dengan 
pergeseran itu." Akh. Minhaji pernah menulis resensi untuk karya 
Powers tersebut dengan judul Studi Kritis dalam Hukum Islam: Menimbang 
Karya David S. Powers (2001). 


859 Akh. Minhaji, “Orientalisme Dalam Bidang Hukum Islam”, dalam M. Amin 
Abdullah dkk, Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan (Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 2000), hlm. 154-155. 

860 Ibid. 

801 Mudzhar, “Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi”, hlm. 55. 

562 David S. Powers, Studies in Our'an and Hadith: The Formation of Islamic Law of 
Inheritance (California: University of California Press, Berkley, 1986). 

563 Mudzhar, “Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi”, hlm. 56. 

56t M. Atho? Mudzhar, Membaca Gelombang Titihad: Antara Tradisi dan Liberasi 
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 11. 

565 Jurnal akJami'ah, No. 39, Vol. 2, Tahun 2001, hlm. 521-29. 
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Dalam naskah pidato pengukuhan Guru Besar di atas, Atho 
menjelaskan bentuk-bentuk studi ilmu hukum Islam dengan pendekatan 
sosiologi. Studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja 


adalah bagian dari sosiologi agama." 


Jika sosiologi agama klasik 
mempelajari tentang hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, 
maka sosiologi agama modern hanya mempelajari satu arah, yaitu 
bagaimana agama memengaruhi masyarakat."” Dengan menggunakan 
model hubungan dalam sosiologi agama klasik, Atho' menjelaskan 
bentuk-bentuk pendekatan sosiologi yang dimungkinkan dalam studi 
ilmu hukum Islam." Pertama, studi tentang pengaruh agama terhadap 
masyarakat. Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan 
masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. 
Ketiga, studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. 
Keempat, studi pola interaksi sosial masyarakat Muslim. Kelima, studi 
gerakan masyarakat dengan faham yang dapat melemahkan atau 


menunjang kehidupan beragama. 


Studi ilmu hukum Islam dapat dipandang sebagai gejala budaya 
dan gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, 
sedangkan interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya di sekitar 
persoalan hukum Islam adalah gejala sosial. Atho” kemudian merinci 
bentuk-bentuk studi ilmu hukum Islam yang dibedakannya menjadi 
tiga,” 
Penelitian Hukum (1986)"" dan Bambang Sunggono dalam buku Metodologi 
Penelitian Hukum (1997). Pertama, penelitian hukum Islam sebagai 


yang terinspirasi oleh Soerjono Soekanto dalam buku Pengantar 


866 Mudzhat, “Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi”, hlm. 6. 
87 Tentang perbedaan antara sosiologi agama klasik dan modern, lihat misalnya, 
P.H. Vrijhof, “What is the Sociology of Religion,” dalam A.H. Richmond (ed.), Reading 
in the Sociology of Religion (ttp.: tmp., t.t.), hlm. 29-34. 
58 Mudzhat, “Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi”, hlm. 6. 
809 Thid., hlm. 13-14. 
87 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 45. 
1 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1997), hlm. 67-81. 
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doktrin asas. Kedua, penelitian hukum Islam normatif. Ketiga, penelitian 
hukum Islam sebagai gejala sosial. Tahun 2012, Atho? membagi kajian 
hukum Islam pada tataran filsafat hukum (ushul fikih), normatif (fikih), 
dan empirik (ilmu hukum)."? Asmawi," telah mengkaji model sosiologi 
hukum Islam gagasan Atho' tersebut dalam artikel Pendekatan Sosiologi 
dalam Hukum Islam: Telaah Pemikiran Athbo Mudzghar (2010). 


Disertasi Atho' telah diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia dengan judul 
Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah 
Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di 
Indonesia (1975-1988). Dari uraian di atas 
dapat disimpulkan bahwa trilogi studi ilmu 
hukum Islam dapat dipelajari sebagai 
hukum asas, hukum normatif, dan hukum 


sosiologis. Oleh karena itu, pendekatan 


FATWA-FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA 


sosiologi dapat diterapkan dalam studi-studi 


ilmu hukum Islam pada umumnya. 
Pendekatan sosiologi dalam studi ilmu hukum Islam mempunyai sasaran 
utama perilaku masyarakat atau interaksi antar sesama manusia, baik 
antara sesama Muslim maupun antara Muslim dan non-Muslim, di sekitar 
masalah-masalah hukum Islam. Terkait dengan penerapan pendekatan 
sosiologi dalam studi ilmu hukum Islam, Atho” telah memberikan dua 
contoh masalah, yaitu tentang tausiyah MUI tentang Caleg non-Muslim 


dan masalah tentang boleh tidaknya perempuan menjadi presiden. 


2 M. Atho? Mudzhar, “Kajian Ilmu-ilmu Syariah di Perguruan Tinggi: 
Sudahkah Merespon Tuntutan Masyarakat?”, asy-Syir'ah, Vol. 46, No. II, 2012, hlm. 
373. 

83 Asmawi, Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis Rasionalis sampai Rekonsiliatif 
(Yogyakarta: Teras, 2012), khususnya Bab IX: Pendekatan Sosiologi Atho Mudzhar, hlm. 
187-202. Khusus tentang bab ini telah ditulis oleh Asmawi dengan judul: “Pendekatan 
Sosiologi dalam Hukum Islam: Telaah Pemikiran Atho Mudzhar”, Ahkam: Jurnal Hukum 
Islam, Vol. 12, No. 01, Juli 2010, hlm. 1-10. 
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Integrasi-interkoneksi studi hukum Islam 


Hadarat an-Nas Hadarat al-Falsafah Hadarat al-Ilm 
Penelitian Hukum Islam Penelitian Hukum Islam Penelitian Hukum Islam 
Normatif Sebagai Doktrin Asas Sebagai Gejala Sosial 
Kajian Hukum Islam pada | Kajian Hukum Islam pada Kajian Hukum Islam 
Tataran Normatif Tataran Filsafat Hukum pada Tataran Empirik 
(Fikih) (Ushul Fikih) (Ilmu Hukum) 
(Syari'ah) (Magasid asy-Syari'ah) 
RELIGION PHILOSOPHY SCIENCE 


Selain Atho”, odri Azizy, Guru Besar di Mazhab Ngaliyan, juga 
pernah menulis artikel tentang sosiologi (hukum) berjudul Pendekatan 
Tlmu-limu Sosial Untuk Kajian Islam: Sebuah Overview (2000). Dalam artikel 
tersebut, Azizy mengemukakan empat model pendekatan yang biasa 
digunakan oleh Barat dalam rangka studi (hukum) Islam. Pertama, 
penggunaan ilmu-ilmu yang masuk dalam ketegori humanities, seperti 
filsafat, filologi, ilmu bahasa, dan sejarah. Kedua, penggunaan pendekatan 
dalam disiplin teologi, studi Bibel dan sejarah gereja. Ketiga, penggunaan 
metode ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik dan 
psikologi. Keempat, penggunaan pendekatan yang dilakukan oleh 
departemen-departemen di dalam studi kawasan (area studies). Menurut 
Azizy, dalam hal ini tak jarang terjadi semacam gap antara pemikir Islam 
yang berada dalam wilayah realita dengan sosok ajaran Islam yang ideal- 
normatif. Menanggapi problem tersebut, Azizy menawarkan solusi, yaitu 
adanya kerjasama antara ilmuwan sosial dan ilmuwan Muslim dalam studi 
(hukum) Islam dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Atau, solusi yang 
lebih ideal adalah menjadikan ilmuwan sosial mempelajari ilmu-ilmu 
keislaman, dan pada waktu bersamaan ahli Islam mendalami ilmu sosial.” 
Terkait dengan hal ini, penulis setuju dengan pendapat Toto Suharto, 
yang menyatakan bahwa, solusi dan tawaran yang diajukan oleh Azizy 


tersebut sesungguhnya dapat menimbulkan masalah lain, yaitu masalah 


"4 Godri Azizy, “Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Untuk Kajian Islam: Sebuah 
Overviem?””, dalam M. Amin Abdullah dkk., Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai 
Pendekatan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 139-143. 
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dikotomi ilmu antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sosial. 
Menurut penulis (Toto Suharto), justru yang layak menjadi proyek besar 
dalam hal ini adalah upaya merumuskan kembali epistemologi ilmu-ilmu 
keislaman secara integralistik dan komprehensif sehingga dikotomi itu 
dapat dihilangkan.” 


Tulisan berikutnya adalah karya Jamhari berjudul Pendekatan 
Antropologi dalam Kajian Islam (2000). Menurut Jamhari, persoalan utama 
dalam memahami Islam adalah bagaimana memahami manusia. 
Pergumulan yang dialami manusia sesungguhnya adalah pergumulan 
keagamaan. Makna hakiki dari keberagam(a)an manusia terletak pada 
interpretasi dan pengalaman agamanya. Oleh karena itu, antropologi 
sangat diperlukan untuk mengkaji Islam, sebagai alat untuk memahami 
realitas kemanusiaan dan keberagamaannya. Dengan mengutip pendapat 
Brian Morris, Jamhari membuat kerangka teoritis bahwa kajian agama 
secara antropologis dapat dikategorikan dalam empat teori, yaitu 
intellectualist, functionalist, structuralist, dan symbolist. Keempat teori itu 
berupaya mengkaji agama dalam kerangka sosial empiris, bahwa agama 
dipandang sebagai bagian dari kehidupan manusia yang secara realitas 
dapat dilihat dan diteliti. Oleh karena realitas keberagamaan manusia itu 
beragam, sebagaimana tercermin dalam aneka ragam budaya, maka 
diperlukan kajian antropologi yang lintas budaya (cross culture) untuk 


melihat realitas universal agama." 


Bandingkan antara artikel Jamhari 
tentang pendekatan antropologi dari Mazhab Ciputat di atas dan 
artikelnya M. Amin Abdullah dari Mazhab Sapen berjudul Urgensi 


Pendekatan Antropologi Untuk Studi Agama dan Studi Islam (2011). 


57 Toto Suharto, “Pendahuluan: Tren Batu Studi Islam di Indonesia: Menuju 
Teo-Antroposentrisme”, dalam Arah Baru Studi Islam di Indonesia: Teori dan Metodologi 
(Yogyakarta: Arruz Media, 2008), hlm. 26-27. 

"6 Jamhati, “Pendekatan Antropologi dalam Kajian Islam”, dalam Komaruddin 
Hidayat dan Hendro Prasetyo (eds.), Problem dan Prospek LAIN: Antologi Pendidikan Tinggi 
Islam (Jakarta: Dirbinperta Islam Depag RI, 2000), hlm. 169-196. 

87 M. Amin Abdullah, “Urgensi Pendekatan Antropologi Untuk Studi Agama 


dan Studi Islam”, dalam Wor&shop Persiapan Pembukaan Prodi Antropologi Agama di 
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Model pendekatan antropologi dalam kajian Islam juga pernah 
dilakukan oleh Nur Syam dalam buku Is/am Pesisir (2005). Dalam buku 
(disertasi) tersebut, Nur Syam menggunakan pendekatan antropologi, 
lebih tepatnya metode etnografi ketika meneliti daerah pesisiran di sekitar 
Gresik. Kajian Nur Syam tersebut secara konseptual menolak teoretisasi 
Weber tentang disenchanment of the word. Sebab, rasionalisasi tidak serta 
merta mengubah tindakan religius, akan tetapi justru dapat 
memadukannya, yaitu rasionalisasi berkah. Temuan dalam buku tersebut 
juga merevisi kajian yang dilakukan oleh Geertz, Beatty, dan Mulder 
tentang Islam sinkretik dan juga merevisi kajian Mark Woodward dan 
Muhaimin tentang Islam akaulturatif dengan memberikan label Islam 
kolaboratif, yakni tradisi Islam lokal hasil kolaborasi berbagai 


penggolongan sosial yang ada di antara mereka." 


Selain Mastuhu, Atho' Mudzhar, Oodri Azizy, dan Jamhari, 
Bahtiar Effendy juga pernah menulis artikel berjudul Makna Umu-llmu 
Sosial bagi LAIN (2000). Dalam artikel tersebut, Bahtiar ingin menawarkan 
pentingnya kajian pemikiran Islam bagi IAIN. Intinya, harus dapat 
dibedakan antara pemikiran politik Islam yang ada di Fakultas Ushuluddin 
(dan Pemikiran Islam) dan /igh as-siyasah yang menjadi garapan Fakultas 
Syari'ah. Lebih jauh lagi, pemikiran politik Islam harus dikembangkan 
menjadi jurusan tersendiri di IAIN, agar IAIN menjadi leading institution 
dalam mengembangkan wacana politik Islam."? Selain itu, menurut 
penulis, untuk kasus di UIN Sunan Kalijaga, juga perlu dibedakan antara 
kajian Politik (Islam) di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dan Politik 
Islam di Fakultas Syar?ah. Di sinilah pentingnya membedakan antara 
kajian politik (FISHUM), pemikiran politik Islam (FUPI), dan figh as- 


Fakultas Ushuluddin, dalam Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 12 Januari 2011. 

88 Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: LKiS, 2005). 

"9 Bahtiat Effendy, “Makna Ilmu-Ilmu Sosial bagi IAIN”, dalam Komaruddin 
Hidayat dan Hendro Prasetyo (eds.), Problem dan Prospek LAIN: Antologi Pendidikan Tinggi 
Islam (Jakarta: Dirbinperta Islam Depag RI, 2000), hlm. 108-111. 
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siyasah (FSH). Berdasarkan penjelasan di atas, khususnya di lingkungan 
PTAI, Mastuhu dapat disebut sebagai pembawa gerbong studi ilmu- 
ilmu sosial, Jamhari pembawa gerbong studi antropologi, Bahtiar Effendy 
pembawa gerbong studi politik, Atho” Mudzhar pembawa gerbong studi 
sosiologi (hukum Islam), dan Minhaji pembawa gerbong sejarah 


(pemikiran hukum Islam). 


Apabila Atho' menawarkan model pendekatan sosiologi dalam 
studi ilmu hukum Islam, yang kemudian menjadi matakuliah Sosiologi 
Hukum Islam di FSH dan di Program Hukum Islam Pascasarjana UIN 
Sunan Kalijaga, maka Akh. Minhaji memperkenalkan model pendekatan 
sejarah sosial pemikiran hukum Islam, atau yang disebut oleh Yudian 
dengan istilah pendekatan fikih-historis. Menurut pandangan penulis, 
Minhaji adalah contoh tipe pemikir spesialis—untuk tidak mengatakan 
monodisipliner—, bukan generalis. Jika IAIN melahirkan sosok yang 
spesialis, maka UIN seharusnya melahirkan sosok yang spesialis-generalis. 
Dalam dunia tulis menulis, Minhaji dapat penulis juluki sebagai 'raja 
Jootuote. Salah satu indikasinya, Minhaji dikenal sebagai penulis yang suka 
menampilkan footnote panjang lebar, yang seakan-akan ingin 


'menumpahkan' semua yang diketahuinya. 


Dalam konteks yang lebih makro di lingkungan PTAI, sebelum 
Minhaji, Nourouzzaman Shiddiegy, yang lahir pada tanggal 5 Mei 1935, 
Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan 
Kalijaga (Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga periode 1988-1992), 
putra Hasbi ash-Shiddiegy, telah memperkenalkan pendekatan sejarah 
dalam studi Islam. Misalnya, Nourouzzaman pernah menulis artikel 
berjudul Sejarah: Pisan Bedah Ilmu Keislaman (1996). Guru Besar Sejarah 
di IAIN Sunan Kalijaga tersebut menyatakan bahwa saham ilmu sejarah 
dalam mengkaji perilaku manusia terletak pada metodenya. Karakter 
menonjol dari pendekatan sejarah adalah tentang signifikansi waktu dan 
prinsip-prinsip kesejarahan. Setiap orang adalah produk masa lalu dan 
selalu mengalami proses perubahan dan perkembangan secara 


bersinambungan dalam satu mata rantai yang tidak putus. Studi dengan 
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analisis sejarah kiranya akan menghasilkan dua unsur pokok, yaitu konsep 
periodisasi dan rekonstruksi historis meliputi genesis, perubahan, dan 
perkembangan. Dengan ini, Nourouzzaman sebenarnya ingin 
menegaskan bahwa periodisasi dalam studi (hukum) Islam dengan 
pendekatan sejarah adalah suatu yang penting. Kemudian di dalam studi 
Islam dengan pendekatan sejarah harus terkandung salah satu dari tiga 
aspek rekonstruki sejarah, yaitu aspek asal-usul (origin), perubahan (change), 
dan perkembangan (development)."" Salah satu buku penting tulisan 
Nourouzzaman Shiddiegy tentang studi sejarah adalah Jeram-Jeram 
Peradaban Muslim (1990). Sebelum Nourouzzaman berpikir tentang 
pentingnya studi sejarah di PTAI, Mu'in Umar (Rektor IAIN Sunan 
Kalijaga periode 1983-1992) telah menulis buku berjudul Pengantar 
Historiografi Islam (1977). 


Selain Nourouzzaman Shiddiegy, Azyumardi Azra, yang lahir 
pada tanggal 4 Maret 1955, dari Mazhab Ciputat, juga telah berkontribusi 
besar dalam memperkenalkan model studi sejarah, lebih khusus lagi studi 
tentang sejarah sosial Islam. Bahkan secara khusus, Kamaruzzaman 
pernah menulis Kontribusi Azyumardi Agra dalam Studi Sejarah Sosial Islam 
di Asia Tenggara (2003)."$ Azra sendiri pernah menulis artikel berjudul 
Penelitian Non-Normatif tentang Islam: Pemikiran Awal tentang Pendekatan 
Kajian Sejarah pada Fakultas Adab (1988). Azra menyarankan pentingnya 
penggunaan sejarah sosial dalam studi Islam. Azra menulis, “Sejarah 
sosial merupakan alternatif terbaik untuk lebih menjelaskan 


perkembangan dan perubahan-perubahan historis pada masa silam secara 


880 Nourouzzaman ash-Shiddiegy, “Sejatah: Pisau Bedah Ilmu Keislaman”, 
dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (eds.), Metodologi Penelitian Agama: Sebuah 
Pengantar (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 69-89. 

81 Noutouzzaman Shiddiegy, Jeram-Jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8-27. 

82 Mw'in Umat, Pengantar Historiografi Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). 

888 Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, “Kontribusi Azyumardi Azra dalam 
Studi Sejarah Sosial Islam di Asia Tenggara”, dalam Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 5, 
No. 2, Juli 2003, hlm. 180-204. 
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lebih akurat dan komprehensif. Perjalanan kita (di IAIN/UIN) ke atah 
pengembangan studi dan pengajaran sejarah sosial masih jauh.” Secara 
lebih khusus, tentang studi sejarah, Azra pernah menulis buku berjudul 
Histortografi Islam Kontemporer (2002). Dalam buku tersebut, Azra membagi 
sejarah sosial menjadi tiga bagian. Pertama, sejarah sosial struktural 
(Structural history). Kedua, sejarah gerakan protes (protest movement history). 
Ketiga, sejarah daily of life. Singkatnya, sejarah sosial adalah sejarah tentang 


umat manusia selain yang berhubungan dengan masalah politik.” 


Nurcholish Madjid, yang lahir pada tanggal 17 Maret 1939, Guru 
Besar UIN Jakarta, juga pernah menulis tentang studi sejarah dalam 
artikel berjudul Kajian Islam di Asia Tenggara: Masalah Metodologi dan 
Kesenjangan Ilmiah Antar Kawasan (1997). Nutcholish menyebutkan bahwa 
Islam di Asia Tenggara masih sedang mengalami proses ke arah tingkat 
penyerapan agama dan perdaban Islam yang lebih tinggi dan pekat. 
Mustahil dapat memahami Islam dengan baik dengan mengabaikan 
proses sejarah yang panjang itu. Untuk itu, diperlukan model-model 
kajian Islam yang lebih ilmiah. Dalam kaitan ini, Nurcholish menawarkan 
metodologi Ibn Khaldun untuk memperkenalkan pendekatan sejarah 
terhadap gejala peradaban Islam. Namun demikian, patut disayangkan, 
apa, bagaimana, dan mengapa pendekatan sejarah Ibn Khaldun tersebut 
perlu digunakan dalam studi (hukum) Islam, tidak dibahas dalam tulisan 
Nurcholish tersebut. 


884 Azyumardi Azra, “Penelitian Non-Normatif tentang Islam: Pemikiran Awal 
tentang Pendekatan Kajian Sejarah pada Fakultas Adab”, dalam Mastuhu dan M. Deden 
Ridwan (eds.), Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Amtardisiplin Ilmu (Bandung: 
Nuansa-Pusjarlit, 1988), hlm. 118-132. Dimuat ulang dengan judul “Sejarah Kebudayaan 
Islam: Pemikiran Dasar tentang Pembaruan Pengajaran Sejarah pada Fakultas Adab”, 
dalam Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru 
(Jakarta: Logos, 1999), hlm. 126. 

885 Azyumardi Azra, Historiografi Islam Kontemporer (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2002), hlm. 164. 

86 Nurcholish Madjid, “Kajian Islam di Asia Tenggara: Masalah Metodologi 
dan Kesenjangan Ilmiah Antar Kawasan”, dalam Nurcholish Madjid, Kaki Langit 
Peradaban Islam (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 151-152. 
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Berbeda dengan tulisan-tulisan terdahulu, tulisan Syafig Mugni, 
salah seorang Guru Besar Sejarah Islam pada IAIN Sunan Ampel 
Surabaya, pernah menulis artikel berjudul Sejarah dan Histortografi Islam 
(2000). Menurut Mugni, untuk membangun masa depan IAIN/UIN 
yang memiliki bobot intelektual, studi Islam dengan pendekatan sejarah 
harus dikembangkan secara lebih baik. Setidaknya ada dua orientasi yang 
harus diperhatikan dalam studi sejarah di IAIN/UIN. Pertama, studi 
sejarah Islam sebaiknya tidak terfokus pada kawasan Timur Tengah 
melulu. Kedua, studi sejarah seyogyanya tidak hanya mengandalkan 
pendekatan diakronik, tetapi juga pendekatan sinkronik. Dengan 
pendekatan sinkronik, diharapkan diperoleh wawasan yang komprehensif 
tentang situasi kontemporer. Pendekatan ini kiranya memerlukan kajian 
tentang berbagai aspek kehidupan yang menggerakkan sejarah. Inilah 
yang disebut dengan pendekatan multidisiplin dalam kajian sejarah. 
Dengan dua orientasi di atas, arah kajian studi sejarah di TAIN/UIN 
akan mengikuti tiga model kajian, yaitu model sejarah kawasan, sejarah 
Islam di Indonesia, dan model kamus riwayat hidup. Ketiga model ini 
harus dikembangkan sedemikian rupa di IAIN/UIN, sambil terus 
merintis dan menemukan model baru yang sangat memperhatikan dan 
menekankan pemanfaatan ilmu-ilmu bantu sejarah seperti sosiologi, 


arkeologi, dan antropologi." 


Secara lebih khusus, Akh. Minhaji, seorang Guru Besar Sejarah 
Sosial Hukum Islam di FSH UIN Sunan Kalijaga, kemudian 
memperkenalkan studi sejarah ke wilayah (pemikiran) hukum Islam. 
Minhaji sepertinya ingin menambah satu lagi tumpukan 'batu' model 
studi sejarah sosial pemikiran hukum Islam, setelah Azra menumpukkan 
'batu' sejarah sosial (Islam) sebelumnya, dan Nourouzzaman telah 


memberikan alas 'batu' studi sejarah. Jadi, dari studi sejarah, menuju 


887 Syafig Mugni, “Sejarah dan Historiografi Islam”, dalam Komaruddin 
Hidayat dan Hendro Prasetyo (eds.), Problem dan Prospek LAIN: Antologi Pendidikan Tinggi 
Islam (Jakarta: Dirbinperta Islam Depag RI, 2000), hlm. 324-329. 
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studi sejarah sosial (Islam), dan menuju 
studi sejarah sosial pemikiran hukum 
Islam. Tentang pentingnya studi sejarah 
dalam hukum Islam, Minhaji pernah 
menulis artikel berjudul Pendekatan Sejarah 
dalam Kajian Hukum Islam 1999). Batu 
pada tahun 2010, Minhaji menulis buku 
yang secara khusus mengkaji tentang 
sejarah sosial hukum Islam berjudul Sejarah 
Sosial dalam Studi Islam (2010). Edisi 
revisi buku tersebut kembali diterbitkan, 


tiga tahun kemudian, yaitu tahun 2013. 

Secara lebih jelas, Minhaji menyebut jenis disiplin ilmu yang 

diperkenalkannya tersebut dengan istilah Sejarah Sosial Pemikiran Hukum 

Islam (Social-History of Islamic Legal Thought). Lebih konkritnya, Minhaji 

menyatakan sebagai berikut: 
Ketika nyantri di McGill University, penulis (Minhaji) mengenal satu disiplin 
ilmu yang nampaknya belum banyak dikembangkan di Indonesia, yakni yang 
disebut dengan Sejarah Sosial. Dari situ kemudian kita mengenal: sejarah sosial 
pendidikan Islam (social-history of Islamic education), sejarah sosial pemikiran 
Islam (socia-history of Islamic tbought), dan yang semacamnya. Dalam konteks 
itulah, maka setelah kembali ke Indonesia, penulis memperkenalkan satu 


disiplin ilmu yang disebut dengan Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam 
(Social-History of Islamic Legal Thbought)" 


Menurut penulis, pendekatan sejarah-sosial yang diperkenalkan 
oleh Minhaji di PTAI Indonesia tersebut, dapat juga dibaca sebagai proses 
keberlanjutan ide Hasbi ash-Shiddiegy tentang pendekatan tarikhiyyah- 
wagi iyah. Sebagaimana diungkapkan kembali oleh Malik Ibrahim, Hasbi 


888 Akh. Minhaji, “Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam”, 
Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, No. 8, Th. V, 1999, hlm. 63-88. 

889 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi 
(Yogyakarta: Suka Press, 2010). 

890 Minhaji, Sejarah Sosial, hlm. 7. 
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menganjurkan agar dalam mengkaji fikih harus menggunakan 
pendekatan sejarah (dirasah tarikhiyyah) supaya dapat diketahui bagaimana 
para fukaha' itu menggali hukum, peristiwa apa yang memengaruhi 
dirinya dan apa pula maksud dari penetapan hukum tersebut, baik yang 
bersifat etik (akhlagiyyah) maupun yang bersifat hukum (ftasyri 'iyyah) yang 
berangkat dari falsafah Islami. Selain itu, di masa mendatang, pendekatan 
sosio-kultural (dirasah wagi'iyah) yang telah dipakai oleh ulama terdahulu 
tidak boleh ditinggalkan. Apa yang dimaksud dengan dirasah wagi'iyyah 


ialah ilmu hukum kemasyarakatan.” 


Beberapa pemikir yang sangat memengaruhi Minhaji, untuk 
membangun studi sejarah sosial pemikiran hukum Islam, diantaranya 
adalah Charles J. Adams, J. Koren dan Y.D. Nevo, Andrew Rippin, dan 
Muhammad Abdul Rauf. Nevo, sebagaimana yang dikutip oleh Minhaji, 
telah memperkenalkan dua aliran besar yang berkembang dalam tradisi 
studi Islam dalam perspektif sejarah, yakni pendekatan yang digunakan 
kaum tradisionalis berupa pendekatan tradisionalis (#raditionalist approach) 
dan pendekatan yang digunakan oleh kaum revisionis berupa pendekatan 
revisionis (revisionist approach). Tentang dua jenis pendekatan ini, silahkan 
baca juga tulisan Amin Abdullah berjudul a-Maujat al-Islamiyah al- Ukhra: 
al-Istisyrag wa ad-Dirasah akIslamiyah al-Muw'asirah (2007). Pemikiran 
Rippin, terutama menyangkut tentang /terary criticism dan historical criticism 
juga dibahas oleh Minhaji dalam bukunya tersebut. Sedangkan dari Abdul 
Rauf, Minhaji mengkaji tentang problem insider dan ontsider”' Bandingkan 
konsep insider-outsider tersebut dengan tulisan Kim Knott berjudul Insider/ 
Outsider Perspectives (2005)."" Menurut Minhaji, ada beberapa poin penting 


81 Malik Ibrahim, “Prof. Hasbi ash-Shiddiegy dan Pemikirannya Tentang 
Hukum Islam”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah, hlm. 35. 

892 M. Amin Abdullah, “al-Maujat al-Islamiyah al-Ukhra: al-Istisyrag wa ad- 
Dirasah al-Islamiyah al-Mu'asirah”, in akJami'ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 45, No. 
2, 2007/1428. 

888 Minhaji, Sejarah Sosial, hlm. 6-7. 

84 Kim Knott, “Insider/Outsider Perspectives”, dalam John R. Hinnells, T'he 
Routledge Companion to the Study of Religion (London and New York: Routledge, 2005). 
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atau lebih tepatnya manfaat dalam studi sejarah (sosial pemikiran hukum 
Islam), yaitu sejarah bersifat akademik-ilmiah dan bukan teologis- 
ideologis, membawa umat ke arah berpikir kritis, dan menghargai 
perbedaan pendapat."” Bedanya dengan Atho?” Mudzhart, yang 
menawarkan model sosiologi hukum Islam (socio-historical approach) dalam 
bukunya Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach 
(2003), Minhaji menawarkan model sejarah sosial pemikiran hukum Islam 
(social-history approach). 

Secara definitif, sejarah sosial yang dimaksudkan oleh Minhaji, 
sebagaimana yang dikutip dari Atho” Mudzhar, dapat dipahami dari 
pernyataan berikut ini: 

“Social history approach to Islamic thought is a total and comprehensive approach to the 

subject. This approach is and attempt to understand tbe product of Islamic thinking in 

terms of its socio-cultural, socio-political, and socio-economic contexts. This is based on the 
idea that any exercise of judicial discretion (ijitihad) is the result of the interaction between 

a jurist (fagih), mujtahid) and his socio-cultural, socio-politic, and socio-economic 

surroundings. This approach is arguable far at least two reasons. First, it views Islamic 


thought in its proper position as a result of human interaction that is subject to change. 


Secondy, it may encourage jurists (fugahba'”, mujtahidun) not to hesitate to make changes in 


Islamic thought whenever necessary.”5 


Menurut Minhaji, berdasarkan kutipan di atas, bisa dipahami 
bahwa sejarah sosial dalam studi Islam adalah mengkaji pemikiran Islam 
dan implementasinya dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, 
politik, dan ekonomi yang memengaruhi lahir dan berkembangnya satu 
pemikiran dalam Islam. Hal ini didasarkan pada satu asumsi bahwa 
sebagian besar pemikiran dan ketentuan ajaran Islam merupakan hasil 
tarik-menarik dan interaksi antara seorang pemikir (fugaha”) dengan 
realitas sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mengitarinya. Pengertian 


sejarah sosial dalam studi Islam yang demikian juga didasarkan pada 


55 Minhaji, Sejarah Sosial, hlm. 8-9. 
596 M. Atho? Mudzhar, Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical 
Approach (Jakarta: Department of Religious Affairs, 2003), hlm. 2. 
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satu asumsi dasar dalam sejarah sosial pada umumnya yang menyatakan, 
“The ultimate aim of social historians was to recapture buman life in all variet, 
and that social bistory bas been considered as total history (histoire totale or histoire 
integrale)."" Dengan kata lain, sejarah sosial adalah total history, bedakan 


dengan Noorhaidi Hasan yang menggunakan istilah tota/ discourse. 


Berdasarkan pendekatan sejarah-sosial (pemikiran hukum Islam) 
yang diperkenalkan oleh Minhaji di atas, ia kemudian menawarkan empat 
model teori yang dapat dikembangkan untuk memekarkan pendekatan 
tersebut." Pertama, teori scientific reformation in Islam, yakni teoti yang 
menjelaskan perubahan fenomena pemikiran dan sekaligus implementasi 
ajaran Islam melalui proses-proses sebagai berikut, otoritas keilmuan, 
kontinuitas, dan perubahan. Tentang teori seientific reformation in Islam ini, 
telah dijelaskan oleh Minhaji dalam artikelnya berjudul Otoritas, Kontinuitas, 
dan Perubahan dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fikih (2005). Kedua, teori 
makna baru tentang Sunnah. Tentang teori baru Sunnah tersebut, telah 
dijelaskan oleh Minhaji dalam artikel berjudul Hak-hak Asasi Manusia 
dalam Hukum Islam: Penafsiran Baru tentang Posisi Minoritas Non-Muslim 
(1993).”0 Ketiga, Minhaji juga menawarkan teoti kodifikasi, untuk 
membedakan dengan teori receptio in complexu versi Van den Berg, teori 
receptie gagasan Snouck Hurgronje, teori receptie exit versi Hazairin, dan 
teori receptio a contrario versi Sajuti Thalib. Tentang teori kodifikasi tersebut, 
telah dijelaskan oleh Minhaji dalam artikel berjudul Pemikiran dan 


8” Minhaji, Sejarah Sosial, hlm. 302-303. 

88 Thbid,, hlm. 303. 

899 Akh. Minhaji, “Otoritas, Kontinuitas, dan Perubahan dalam Sejarah 
Pemikiran Ushul Figih”, dalam “Pengantar” buku Amir Mw'allim dan Yusdani, Jjtibad 
dan Legislasi Muslim Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. v-xiv. 

“00 Akh. Minhaji, “Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam: Penafsiran 
Baru tentang Posisi Minoritas Non-Muslim”, dalam Ulumul Our'an 2, Vol. V, 1993, 
hlm. 16-31. Diterbitkan ulang dalam M. Amin Abdullah (ed.), Antologi Studi Islam: Teori 
dan Metodologi (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 35-64. 
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Implementasi Hukum Islam di Indonesia: Teori dan Respon (2006). Keempat, 
teori relasi antara ushu/ dan fikih. Teori ini mengasumsikan bahwa 
perbedaan ushul fikih akan secara otomatis memengaruhi perdebatan 
dan pandangan dalam hal fikih. Tentang bentuk relasi antara ushu/ dan 
fikih tersebut, silahkan baca disertasi Minhaji berjudul Ahmad Hassan 
and Islamic Legal Reform in Indonesia (199T). Pertanyaan selanjutnya, 
bagaimanakah keterkaitan antara Minhaji dan Atho?' Mudzhar? 


Hubungan strukturalis-akademis antara Atho' dan Minhaji terlihat 
dengan jelas, ketika Minhaji pernah diminta oleh Atho?, yang saat itu 
menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga (1996-2000) untuk membuat desain 
proposal transformasi akademik dari IAIN ke UIN Sunan Kalijaga tahun 
1998. Minhaji pernah berpendapat bahwa iman yang kuat dan pikiran 
yang tajam merupakan dua prasyarat yang cukup penting dimiliki setiap 
ilmuwan Muslim. Keduanya dibutuhkan agar mampu menyaring berbagai 
informasi yang ada sekaligus mengolahnya untuk dapat dipasarkan ke 
tengah-tengah masyarakat guna membantu terwujudnya masyarakat yang 
dicita-citakan. Jika ini bisa dilakukan, kenyataan bahwa umat Islam hanya 
senang bernostalgia dengan masa lalunya dan dapat mempertahankan 
status guo demi stabilitas sosial serta hanya sebagai konsumen terhadap 


hasil pemikiran orang lain akan bisa segera diatasi.” 


Sebagaimana Atho” Mudzhar, Minhaji, yang memperkenalkan 
model studi sejarah sosial pemikiran hukum Islam di PTAI Indonesia, 
tidak banyak berkiprah di internal FSH UIN Sunan Kalijaga, kecuali 
jabatan struktural yang pernah diembannya sebagai Sekretaris Program 
Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah tahun 1985-1986. Minhaji 


“1 Akh. Minhaji, “Pemikiran dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia: Teori 
dan Respon”, dalam “Pengantar” buku Abdul Ghofur Anshari, Fiafat Hukum Kewarisan 
Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hagairin (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. ix-ii. 

702 Akh. Minhaji, “Hukum Islam di Mata Sarjana Barat: Kajian Bibliografi 
Terhadap Tesis Joseph Schacht dan Beberapa Tanggapan Terhadapnya”, dalam Yudian 
W. Asmin dkk (peny), Islam Berbagai Perspektif: Didedikasikan Untuk 70 Tahun Prof. Dr. 
H. Munawir Sjadzali, M.A. (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1995), hlm. 76. 
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Akhmad Minhaji lahir di Madura (Pamekasan) pada tanggal 
KoNrrovERsI PEMBENTUKAN 19 September 1958. Gelar Sarjana Muda 
HUKUM ISLAM | 

JOSEPH selesai tahun 1983 dan Sarjana Lengkap 


KONTRIBUSI SCHACHT diselesaikan di Fakultas Syari'ah IAIN 
TE Sunan Kalijaga tahun 1985. Studi S-2-nya 
di McGill University, Kanada, lulus tahun 
1992. Tesisnya tentang salah seorang tokoh 
orientalis kemudian diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia dengan judul 
Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: 
# Kontribusi Joseph Schacht (2001). Ia 
menyelesaikan program doktor di 


universitas yang sama pada tahun 1997, dengan judul disertasi Almad 
Hassan and Islamic Legal Reforms in Indonesia (1887-1958). Artikel-artikelnya 
tentang sejarah sosial pemikiran hukum Islam kemudian dikumpulkan 
dan “ditumpuk menjadi buku berjudul Islamic Law and Local Tradition: A 
Socio-Historical Approach (2008). Minhaji lebih banyak berkiprah “di luar” 
FSH, misalnya pernah menjabat sebagai Asisten Direktur Program 
Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (1997-2002), sebagai Pembantu 
Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama UIN Sunan Kalijaga (2003- 
2006). Setelah rehat beberapa saat, sejak tahun 2011, Minhaji menjabat 
sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. 
Walaupun berada di luar FSH, bukan berarti peran Minhaji dalam konteks 
pengembangan studi ilmu hukum Islam dapat diremehkan. Bahkan, 
banyak juga yang berada di 'kandang” FSH, namun tidak bisa “mengaung”, 
tetapi justru “mengembek saja, alias hanya jadi penggembira. Mereka 
hanya datang, 7inger print, ngajar, dan pulang. Sambil sesekali melakukan 


penelitian, itupun kalau ada dana bantuan. 


203 Akh. Minhaji, Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach 
(Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008). 
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Menurut catatan penulis, ada tiga kontribusi Minhaji untuk 
pengembangan keilmuan di bidang studi hukum Islam khususnya, dan 
untuk PTAI pada umumnya. Pertama, kajian-kajiannya tentang model- 
model pembidangan ilmu di PTAI. Kedua, idenya tentang perlunya 
dicetuskan model matakuliah Pendekatan dalam Pengkajian Islam 
(khususnya matakuliah Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam). Ketiga, 
semangatnya untuk memperkenalkan model studi sejarah sosial pemikiran 
hukum Islam di Indonesia, khususnya di UIN Sunan Kalijaga. Untuk 
Matakuliah Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam di Pascasarjana UIN 
Sunan Kalijaga, Minhaji sepertinya adalah pemegang “otoritas' tertinggi. 
Hingga saat ini belum ada pemikir muda yang bisa menggantikan—untuk 
tidak mengatakan “mengalahkannya' —mengampu matakuliah tersebut. 
Untuk mengetahui sumbangan Minhaji yang pertama, dapat dilihat di buku 
yang ditulisnya bersama Kamaruzzaman berjudul Masa Depan Pembidangan 
Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam (2003). 


Di sini akan dieksplorasi sumbangan Minhaji, dua yang terakhir 
saja. Di UIN Sunan Kalijaga, tahun 1998, misalnya, satu tahun setelah 
Minhaji pulang dari McGill, saat Minhaji menjabat Asisten Direktur 
Program Pascasarjana, bersama dengan Atho? Mudzhar yang pada saat 
itu menjabat sebagai rektor, keduanya menyusun pembaruan kurikulum, 
khususnya untuk Metodologi Studi Islam (MSI), yang kemudian menjadi 
matakuliah wajib untuk semua jurusan, program studi, dan fakultas.” 
Kata Minhaji, “Untuk tingkat Program Pascasarjana, kami berdua 
(Minhaji dan Atho”) menyusun dan sekaligus mengampu (sebagai tim 
pengajar) matakuliah yang diberi nama Pendekatan dalam Pengkajian 
Islam, sebuah matakuliah yang kemudian diikuti dan dikenal di hampir 
semua Program Pascasarjana di lingkungan PTAI dan juga Program 


Pascasarjana di Perguruan Tinggi lain yang menawarkan studi Islam.” 


"4 Minhaji, Sejarah Sosial, hlm. 166. 
205 Jbid. 
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Selain Minhaji dan Atho” Mudzhar, salah seorang nama penting 
yang perlu dikedepankan juga terkait dengan pengembangan matakuliah 
tersebut adalah M. Amin Abdullah. Menurut Minhaji, “M. Amin 
Abdullah merupakan rektor (periode 2001-2005 dan 2006-2010) setelah 
Atho” Mudzhar (periode 1996-2000) yang perannya juga amat signifikan. 
Melalui jabatannya sebagai rektor dan juga kemampuan intelektualnya, 
M. Amin Abdullah berperan dalam pengembangan pendekatan, teori, 
dan metodologi studi Islam di Indonesia.” 5 Pikiran-pikiran Atho” 
Mudzhar tentang studi Islam kemudian dikumpulkan dalam buku 
berjudul Pendekatan Studi Islam (1998)”" M. Amin Abdullah 
menuliskannya dalam buku berjudul Islamic Studies di Perguruan Tinggi 
(2006). Sedangkan Minhaji menulisnya dalam buku Sejarah Sosial dalam 
Studi Islam (2010). 


Khusus terkait tentang sejarah matakuliah Pendekatan Dalam 
Pengkajian Islam (PPI) tersebut, berikut ini penulis bandingkan tiga silabi 
matakuliah tersebut yang pernah dibuat oleh M. Amin Abdullah, Akh. 
Minhaji, dan Atho? Mudzhar. M. Amin Abdullah, dalam silabi PPI tahun 
1998, misalnya, menyampaikan tentang empat hal. Pertama, telaah 
konstruksi teori penelitian agama Islam. Tahap pertama ini terdiri dari 
dua hal, yaitu langkah-langkah pokok penyusunan draf penelitian dan 
pengkajian Islam (penentuan topik masalah atau wilayah penelitian, latar 
belakang masalah, landasan teoritik, studi kepustakaan, sumbangan untuk 
pengembangan keilmuan agama Islam (mengungkapkan sesuatu yang 
sama sekali baru, menolak atau mengkaji ulang pemikiran atau hasil 
penelitian terdahulu, dan mengembangkan atau memperdalam pemikiran 
atau hasil penelitian yang sudah ada|, dan metodologi penelitian) dan 


pendekatan yang digunakan (pendekatan kawasan, pendekatan 


206 Thid., hlm. 167. 

7 M. Atho?' Mudzhar, Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktik 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). 

"8 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif. 
Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 
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perbandingan, pendekatan topikal-tematik, dan pendekatan 
fenomenologik: hermeneutik, linguistik, dan sosiologis). Kedua, teori- 
teori penelitian (secara umum ada empat corak penelitian, yaitu penelitian 
alam (penekanan pada keterulangan dan keteraturan gejala), penelitian 
budaya (tekanan pada produk pemikiran dan nilai-nilai budaya|, penelitian 
sosial (tekanan pada hubungan antara produk budaya dan interaksi sosial 
yang mengitarinya|, dan penelitian agama (tekanan pada fenomena 
agama, baik sebagai produk budaya maupun hasil interaksi sosial umat 
beragama atau gabungan antara keduanya)). Ketiga, dasar-dasar penelitian 
dan pengkajian agama (Islam). Keempat, model-model penelitian atau 
pengkajian agama (Islam), misalnya penelitian tafsir, hadis, kalam, filsafat, 
tasawuf, fikih (hukum), politik, pendidikan, sejarah, antropologi agama, 
sosiologi agama, dan pemikiran Islam. 

Minhaji, dalam silabi kuliah PPI di Program Pascasarjana UIN 
Sunan Kaljaga tahun 2012, mendeskripsikan matakuliah PPI sebagai 
berikut, “Sebagai objek studi, Islam dapat didekati dengan berbagai cara. 
Sebagai sistem nilai dan sistem kepercayaan, Islam dapat dilihat sebagai 
gejala budaya, karena itu, Islam dipelajari dengan menggunakan metode 
ilmu budaya. Sebagai sebuah bangunan interaksi pada umumnya, Islam 
dipelajari sebagai sebuah gejala sosial, karenanya, Islam dipelajari dengan 
menggunakan metode ilmu-ilmu sosial. Sebagai sebuah ajaran, Islam 
memberikan pedoman seperti termaktub dalam al-Yur'an, karena itu, 
kajian normatif menempati posisi amat sentral. Dari sini kemudian secara 
umum kita mengenal dua pendekatan: normatif-deduktif dan empiris- 
induktif.” Lanjut Minhaji, “Dalam tradisi Islam telah berkembang 
sejumlah pendekatan dalam mengkaji Islam, seperti terlihat antara lain 
pada ushul fikih, falsafah, tasawuf, kalam, tafsir, dan hadis. Model-model 
pendekatan ini perlu dipelajari secara mendalam sekaligus diupayakan 
untuk integrasi internal di antara semua macam pendekatan tersebut 
dan juga integrasi dengan model-model pendekatan dalam tradisi-tradisi 
lain yang selama ini lebih dikenal sebagai ilmu umum atau ilmu sekuler. 


Integrasi antara kedua kekayaan ilmu inilah yang menjadi ciri pokok 
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PTAI di Indonesia. PPI juga membahas sejumlah hal yang terkait dengan 
penelitian agama (Islam), termasuk di dalamnya masalah paradigm, 
worldviem, values, dan facts. Di samping itu juga perlu dibahas sejumlah 
hasil penelitian seperti Tesis dan Disertasi, terutama menyangkut 
approaches dan theoretical framework yang digunakan.” Minhaji telah 
mengumpulkan (mengompilasi) Yihad ilmiah” mengajar matakuliah PPI 
tersebut, dalam buku berjudul The Methodological Imagination in Islamic Studies 
(2009)”” dan Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi (2013). 


Secara lebih spesifik, Atho? Mudzhar, dalam silabi matakuliah 
Metode Penelitian Hukum Islam (MPHI) di Pascasarjana IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta tahun 1999, mendeskripsikan matakuliah MPHI 
sebagai berikut, “Matakuliah ini bersifat seminar dan bermaksud 
mendiskusikan penerapan metode-metode penelitian terhadap hukum 
Islam sebagai sasaran penelitiannya. Hukum Islam sebagai sasaran 
penelitian dapat dilihat paling kurang pada tiga tingkatan, yaitu hukum 
Islam sebagai doktrin azaz, hukum Islam sebagai norma, dan hukum 
Islam sebagai gejala sosial. Sebagai doktrin azaz, sasaran penelitian hukum 
Islam mencakup filsafat hukum, logika berpikir hukum, dan metode 
ijtihad. Sebagai norma, sasaran penelitian hukum Islam mencakup 
inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan mazhab dan 
hukum, dan menemukan hukum (yurisprudensi). Sebagai gejala sosial, 
sasaran penelitian hukum Islam meliputi perumusan hukum, penerapan 
hukum, efektifitas pelaksanaan hukum, hukum sebagai rekayasa sosial, 
para penegak dan pemikir hukum, perkumpulan atau organisasi hukum, 
administrasi dan sarana hukum, sejarah hukum, dan kesadaran hukum 
dan masyarakat. Masing-masing sasaran penelitian hukum tersebut 
memiliki tuntutan metodologinya sendiri-sendiri.” Menurut penulis, 
matakuliah PPI tersebut dapat dikembangkan menjadi matakuliah Studi 


209 Akh. Minhaji, Strategies of Social Research: The Metbodological Imagination in 
Islamic Studies (Yogyakarta: Suka Press, 2009), hlm. 21-29. 

210 Akh. Minhaji, Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Suka Press, 
2013). 
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Islam Integratif (SII), yaitu mengintegrasikan dan 
menginterkoneksikannya dengan tiga komposisi matakuliah yang lain, 
yaitu matakuliah Ilmu-ilmu Keagamaan Islam (U/umuddin), matakuliah 
Filsafat (Ilmu), dan matakuliah Studi Agama (Empiris). 


Masih terkait dengan perkembangan matakuliah Pendekatan dan 
Pengkajian Islam, yang kemudian disebut dengan matakuliah Studi Islam, 
khususnya di Pascasarjana PTAI se-Indonesia, tahun 2001, Forum 
Komunikasi Program Pascasarjana PTAI se-Indonesia, merintis forum 
kajian berskala tahunan yang disebut dengan istilah Annual Conference 
Kajian Keislaman (NCKK), yang untuk pertama kalinya diadakan di 
Semarang. Secara berturut-turut, ACKK kedua diadakan di Padang 
(2002), ACKK ketiga di Yogyakarta (2003), ACKK keempat di Banda 
Aceh (2004). Tahun 2005, ACKK diusulkan dirubah namanya menjadi 
Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), yang diadakan di Makasar. 
Minhaji pernah menjadi Ketua Tim Pakar ACIS. ACIS keenam 
diselenggarakan pada tanggal 26-30 November 2006 di Bandung, dengan 
tema Relasi Kajian Islam dan Sains dalam Merespon Tantangan Lokal dan 
Global. ACIS ketujuh diadakan tanggal 21-24 November 2007 di 
Pekanbaru, dengan tema Kontribusi Ilmu-llmu Keislaman dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah Kemanusiaan pada Milenium Ketiga. ACIS kedelapan 
diadakan tanggal 3-6 November 2008 di Palembang, dengan tema 
Penguatan Peran PTAI dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa. ACIS 
kesembilan diadakan tanggal 2-5 November 2009 di Surakarta, dengan 
tema Posisi Kajian Islam, Kehidupan Berbangsa, dan Bernegara. ACIS kesepuluh 
diadakan tanggal 1-4 November 2010 di Banjarmasin, dengan tema 
Memperkenalkan Kembali Islam Nusantara. ACIS kesebelas diadakan tanggal 
10-14 November 2011 di Bangka Belitung, dengan tema Mogaik Islam 
dalam Ruang Publik untuk Membentuk Karakter Bangsa. "Tahun 2012, ketika 
penyelenggaraannya di Surabaya, tanggal 5-8 November 2012, ACIS 
keduabelas dirubah namanya menjadi AICIS (Annual International 
Conference on Islamic Studies), saat itu dengan tema Meninjau Kembali Kajian 
Islam: Dari Teori ke Praktik. Sedangkan AICIS yang ketigabelas, diadakan 


Waryani Fajar Riyanto | 451 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


tanggal 18-21 November 2013 di Mataram NTB, dengan tema Distinctive 
Paradigm of Indonesian Islamic Studies: Toward the Renaissance of Islamic 
Civiligation. Rencananya, AICIS keempatbelas akan diselenggarakan di 


Samarinda, Kalimantan Timur. 


Berdasarkan kronologi singkat sejarah AICIS di atas, dalam 
rangka mengembangkan model studi Islam di PTAI, penulis memiliki 
beberapa catatan. Pertama, karena tema besar yang diemban oleh PTAI 
saat ini adalah integrasi ilmu, maka penulis mengusulkan, namanya diganti 
menjadi Annual International Conference on Integration of Islamic Studies 
(AICIIS). Kedua, AICIS seharusnya lebih memberdayakan putra-putri 
bangsa Indonesia sendiri untuk berbicara di forum itu, tidak harus selalu 
mengundang pembicara asing, apalagi paling-paling hanya fasih berbicara 
“bahasa asing'-nya saja, tetapi tidak fasih berbicara “bahasa ilmu'. Ketiga, 
AICIS harus bersifat inklusif, tidak eksklusif. Artinya, yang berperan 
serta dalam acara tersebut tidak harus dari kalangan PTAI saja, tetapi 
bisa dari semua kalangan, seperti LSM, Pusat Studi-Pusat Studi, bahkan 
dari perguruan tinggi sekuler sekalipun. Keempat, AICIS harus 
mempunyai “GBHI” (Garis-Garis Besar Haluan Ilmu) yang akan 
dikembangkan, 10, 20, atau hingga 30 tahun ke depan. Sehingga tema- 
tema yang disajikan tidak mengikuti “selera” penguasanya pada saat itu, 
tetapi harus mengikuti “selera” kaum ilmuwan. Selain itu, AICIS juga 
harus punya “kia? intelektual yang selalu merawat dan menjaga koneksitas 
keilmuannya, syaratnya ada tiga, dia harus seorang atau beberapa orang 
yang memiliki kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kelima, AICIS 
harus menggeser nalarnya dari “tamasya” keilmuan ke “silaturrahim' 
intelektual. Sebab disinyalir, AICIS sepertinya hanya menjadi ajang jalan- 
jalan saja bagi para pejabat, yang tidak terkait langsung dengan acara. 
Harusnya, yang dikirim ke AICIS—yang menggunakan uang rakyat— 
hanyalah semua Rektor UIN/IAIN, Ketua STAIN, semua Direktur 
Pascasarjana, presenter makalah yang terpilih, dan pembicara utama saja. 
Keenam, AICIS harus berkontribusi konkrit bagi pengembangan Studi 


Islam Indonesia (bedakan dengan istilah Studi Islam di Indonesia), 
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misalnya dengan mengganti, mengoreksi, dan bahkan mengembangkan 
matakuliah Studi Islam di seluruh PTAI. Ketujuh, perlu segera dituliskan 
buku sejarah intelektual AICIS, agar artefak-artefak sejarahnya tidak 
punah. Untuk menulisnya, perlu seorang atau beberapa orang yang 
mampu dan mau “mewakafkan' dirinya untuk mengerjakan proyek 
keilmuan ini. Selambat-lambatnya tahun 2014 (AICIS ke-14), buku 
Sejarah Intelektual AICIS (Studi Islam Indonesia: AICIS dari Masa ke Masa) 
tersebut harus sudah terwujud. Kalau tidak bisa terwujud, maka AICIS 
ke-14 adalah a-historis. 


Dengan banyak terinspirasi oleh 
Wael B. Hallag,”' “Syaikh al-Akbar'-nya 
ketika dalam rentang waktu tahun 1990- 
1997 'nyantri di McGill, Minhaji, yang juga 
sebagai salah seorang dewan pakar AICIS, 
yang telah menawarkan model pendekatan 
sejarah sosial pemikiran hukum Islam, 
menyampaikan pidato pengukuhan guru 
besar-nya pada tahun 2004, berjudul 
Hukum Islam: Antara Sakralitas dan 
Profanitas Perspektif Sejarah Sosial.” 
Berdasarkan judul naskah pidato guru besar tersebut, Minhaji 


menggunakan istilah sakralitas untuk menunjuk studi ilmu hukum Islam 
normatif dan istilah profan untuk menunjuk studi ilmu hukum Islam 


empiris. La Jamaa menyebutnya dengan hubungan koneksitas antara 


"11 Lihat misalnya salah satu karya Wael B. Hallag berjudul Authority, Continuity 
and Change in Islamic Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). 

"2 Akh. Minhaji, “Hukum Islam: Antara Sakralitas dan Profanitas (Perpektif 
Sejarah Sosial)”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam, 
tanggal 25 Sepetember 2004, hlm. 29, Strategies for Social Research: The Methodological 
Imagination in Islamic Studies (Yogyakarta: Suka Press, 2009): dan Sarah Sosial dan Studi 
Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi (Yogyakarta: Suka Press, 2010). 
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tla'abbudi dan ta'agguli”? Menurut Minhaji, “Untuk mendapatkan 
gambaran yang benar dan jelas tentang fenomena perjalanan sejarah 
sosial pemikiran, analisa sejarah harus didasarkan pada tiga istilah pokok 
berikut ini, yaitu otoritas, kontinuitas, dan perubahan (authority, continuity, 
and change/ al-guwwah al-ma'rifiyyah, at-turas wa at-tajdid)” Dengan 
mencoba memadukan antara model pendekatan yang bersifat teologis- 
normatif-deduktif (sakralitas) dan empiris-induktif (profanitas), atau yang 
disebut Minhaji antara model Aristotelian logic yang dikotomik dengan 
model Hegelian logic yang dialektik, maka model kedua inilah yang disebut 
dengan swientifie approach. Sebagai disiplin ilmu tersendiri, kajian kedua 
tersebut baru berkembang pada abad ke-19, yang kemudian dikenal antara 
lain sebagai science of religion (ilmu agama), comparative study of religions 


atau history of religions.” 


Dalam konteks sejarah pemikiran hukum Islam, Susiknan 
Azhari” pernah menawarkan model Interpretasi Produktif (ala 
Gadamer) dan Fikih Antisipatif (ala Abu Hanifah (figh iftiradi)). Dengan 
model itu, studi ilmu hukum Islam tidak hanya semata-mata mengkaji 
persoalan halal-haram saja, namun bisa merumuskan fikih-fikih baru, 
misalnya Fikih Keadilan, Fikih Kelautan, Fikih Pariwisata, dan Fikih 
Kehutanan. Karenanya perlu ada gerakan dan desain pengembangan 
metodologi penelitian hukum Islam produktif-antisipatif yang 
menghubungkan wilayah idealis dan empiris dengan pigura rasional- 
Spiritual. Model studi hukum Islam seperti itu berguna dalam rangka 


membangun pola pikir inovatif, alternatif, dan antisipatif. Menurut 


"3 La Jamaa, “Konsep Ta'abbudi dan Ta'agguli dan Implikasinya terhadap 
Perkembangan Hukum Islam”, dalam asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Nol. 
47, No. 1, Juni 2013, hlm. 1-26. 

214 Minhaji, “Hukum Islam: Antara Sakralitas dan Profanitas (Perpektif Sejarah 
Sosial)”, hlm. 29. 

"5 Ihid., hlm. 55. 

219 Susiknan Azhari, “Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi 
Hukum Islam”, dalam M. Amin Abdullah dkk (eds.), Antologi Studi Islam: Teori dan 
Praktik (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 308-310. 
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penulis, Fikih Indonesia dapat dikembangkan menggunakan model 
penelitian hukum Islam produktif-antisipatif tersebut. Sebuah gagasan 
fikih baru, yaitu fikih ala Indonesia yang tidak hanya bersifat reaktif, 
tetapi fikih yang proaktif-antisipatif dan bahkan hingga menuju fikih 
pro(f)etis. Bukan ijtihad reaktif, tetapi ijtihad proaktif dan pro(fetis. 
Minhaji kemudian membagi model nalar pendekatan ushul fikih 
(filsafat hukum Islam) menjadi dua, yaitu teologis-normatif-deduktif dan 
empiris-historis-induktif, sebagaimana termaktub dalam artikelnya 
Reorientasi Kajian Ushul Fikih (1999)" Minhaji telah melakukan 
kesepaduan antara dua model pendekatan normatif-deduktif (dlahiyah, 
tbeocentris, subjective tbeological transcendentalism) dan empiris-induktif 
(Unsaniyah, anthropocentris, rational-cum empirical justification) tersebut dengan 
istilah integrated approach.” Kata Minhaji: 
Pendekatan normatif-deduktif cenderung didominasi oleh Aristolelian logic yang 
bercirikan dichotomous logic atau dalam bahasa John Dewey in pairs of dichotomies, 
yang lebih bercirikan eternalistic-absolutistic-spiritualistic-logics. Di sisi lain, 
pendekatan empiris-induktif menunjukkan gejala yang berbeda, jika tidak 
bertentangan. Model itu lebih bernuansa Hege/ian logic yang bercirikan dialectical 


logics. Berdasarkan logika Hegel tersebut maka every one of them was (and is) right 
within its own field." 


Dengan menggunakan istilah Aristotelian logic yang dikotomik 
dengan model Hegelian logic yang integratif, Minhaji agaknya ingin 
melambari kajian ushul fikih dengan pondasi filsafat ilmu. Minhaji 
sepertinya mencoba bermain di 'alam atas” dan 'alam bawah” sekaligus, 
walaupun secara 'terengah-engah”. Meminjam bahasa Yudian, hukum 
Islam bersifat absolut dan sekaligus relatif. Artinya, kebenaran bersifat 


relatif dan dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar yang dianut dan juga 


"7 Akh. Minhaji, “Reorientasi Kajian Ushul Fikih”, dalam Jurnal akJami'ah 
No. 63/V1/1999, hlm. 16. 

?18 Minhaji, Strategies, hlm. 45. 

219 Minhaji, “Hukum Islam Antara Saktralitas dan Profanitas: Perspektif Sejarah 
Sosial”, hlm. 40-46. 
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dialektika sosial yang terjadi. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah 


2 Dengan demikian hasil ketentuan 


temporalistic-relativistic-materialistic-logic. 
hukum dengan model pendekatan yang demikian bersifat relatif dan 
diyakini bersifat luwes. Model ini sama dengan model-model kajian ilmu 
pengetahuan lain yang dikenal di kalangan dunia Barat dengan scientific 


approach.” 


Integrasi antara studi hukum Islam deduktif dan induktif 


No Paradigma Pendekatan Teori Metodologi 
1 Normatif, Deduktif, Al-Our'an, al- Tafsir Maudu'i, Library 
?'Ulum ad-Din Teologis Hadis, Figh wa Istislah, Research 
IReligious Usul al-Figh, Magasid 
Knowledge) (Teologis, Ilahiyah, Magasid, 
Bayani, Teosentris) | Tasawuf, Kalam, 
Dakwah 
(Subjective- 
Theological- 
Transcendentalisme)/ 
2 Empiris, Historis, Sejarah, Historical Field 
Al-Fikr al-Islami Induktif Sosiologi, Criticism, Research 
Uislamic Antropologi, Structuralism, 
Thought) Unsaniyah, Burhani, Arkeologi, Gender 
Antroposentris) Pilologi, 
Psikologi, 
(Rational-Empirical- | Hermeneutika, 
Justification| Jender 
3 Integrasi Normatif Integrasi Tekstual dan Library 
Dirasah dan Empiris Normatif dan Kontekstual (Penelitian 
Islamiyah Empiris Pustaka) 
Uslamic Nazariyah al- and 
Studies) Hudud Filed 
I(Syahrur) Research 
(Penelitian 
Double Lapangan) 
Movement 
(Rahman) 
Nasakh 
Mansukh 
(an-Na'im) 
Otoritarianism 
IAbou Fadlj) 
220 Tid, 


21 Minhaji, Strategies, hlm. 45-47. 
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Di akhir naskah pidato pengukuhan guru besarnya tersebut, 
Minhaji mengutip ayat berikut ini:”” 


PA NT, PEN BERI D.C KENA PEN AKAN MI Mg Pet 
Pap 2 na ar Dag Un 5 ea Hn krl" ri 
PT, 
03 - 2... PA PELNI Li, Pa Kan De PN 
ohh PA "EDP ME PENA NA Anya A11 1, Et lead. pama 


al i at N' Plat Eh 5 "4 a ai uk 


Ka peupoakl " Na 
as IST AE rs tlg Lan Ana Isala 


Dia-lah yang menurunkan al-kitab (al-Oura'n) kepada kamu. di antara (isi) 
nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi al-Gur'an dan yang 
lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong 
kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabiat 
daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal 
tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah dan orang-orang yang 
mendalam ilmunya, berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang 
mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil 
pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” 


Menurut penulis, ayat di atas dapat dikembangkan sebagai 
paradigma al-Gur'an untuk mensinergikan tiga mazhab studi ilmu hukum 
Islam, normatif, filosofis, dan empiris. Kata d/-kitaba dapat disimilarkan 
dengan dimensi re/igion (studi ilmu hukum Islam normatif), kata 77 al-'ilm 
dapat diparalelkan dengan dimensi science (studi ilmu hukum Islam 
empiris), dan kata 73 »i/ (bandingkan antara kalimat ya lamu ta wilahu pada 
ayat di atas dan istilah 7a'wi/ al-'ilmi versi M. Amin Abdullah) dapat 
dipadankan dengan pilar philosophy (studi ilmu hukum Islam filosofis). 
Yang bisa menghubungkan 'tiga dunia” tersebut hanyalah manusia yang 
berkualitas w/u ak-albab. 


222 Thid,, hlm. 59. 
”3 O,S. Ali Imran (3): 7. 
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Menurut Minhaji, model pendekatan bercorak teologis-normatif- 
deduktif, berasal dari Aristotalian logic yang bercirikan dichotomous logic. 
Model pendekatan seperti itu pada akhirnya akan memunculkan 
paradigma literalistik. Akibatnya, studi hukum Islam dipandang 
cenderung hanya mendekati masalah secara hitam-putih, benar-salah, 
halal-haram, Islam-kafir, sunnah-bid'ah dan yang semacamnya walaupun 
sesungguhnya tujuan pokok agama diturunkan itu adalah mengajarkan 
tentang aturan-aturan hidup yang bersifat pasti (nilai, norma dan aturan), 
dan begitu pula hukum agama (Islam) dimana salah satu ciri pokok 
berpikir hukum adalah menuntut adanya kepastian dan bukan ketidak- 
pastian.”” Selain terdiri atas kategori oposisi biner seperti halal atau haram, 
hukum Islam sebenarnya juga terdiri atas kategori-kategori relasional. 
Lebih penting lagi adalah bahwa hukum Islam sesungguhnya terdiri atas 
norma-norma berjenjang (berlapis). Sehingga penelitian hukum Islam 
tidak hanya terbatas pada penemuan peraturan hukum konkrit (normatif) 
an-sich, tetapi lebih dari itu juga harus diarahkan kepada penggalian asas- 
asas dengan mempertimbangkan pendekatan pertingkatan norma 
sehingga lebih mudah merespon berbagai perkembangan masyarakat 


dari sudut hukum syari'ah. 


2 Begitu rigid-nya paradigma literalistik, sehingga menurut Fazlur Rahman 
ada tiga kelemahan dari metode studi Islam klasik dan pertengahan yaitu: pertama, 
pemahaman yang terpotong-potong, Kedua, kurang memperhatikan unsur sejarah, dan 
ketiga, terlalu tekstual. Rahman menyebut kajian Islam klasik dan pertengahan dengan 
studi yang atomistis, ahistoris, dan literalistis. Senada dengan Rahman, Arkoun juga 
melancarkan kritik terhadap para pemikir hukum Islam yang masih menyandarkan 
pendapatnya kepada sistem pemikiran epsitemik Zaman Tengah dengan ciri, pertama, 
mencampurkan antara mitos dan sejarah, £edua, menekankan keunggulan teologis orang 
Muslim atas non-Muslim, ketiga, pensucian bahasa, Keempat, univokalisasi makna yang 
diwahyukan Tuhan, kelima, anggapan tentang nalar pribadi yang transhistoris, dan keenam, 
diktum hukum diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Fazlur Rahman, “Islam: 
Challenges and Opportunities”, dalam Is/am: Past Influence and Present Challenge, diedit 
oleh Alford T. Welch dan Pierre Cachia (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979), 
hlm. 319-327. Arkoun, “Ke Arah Islamologi Terapan”, terj. Syamsul Anwar, A/Jami ah, 
No. 53 (1993), hlm. 72. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, munculnya model studi ilmu 
hukum Islam empiris tidak terlepas dari perkembangan studi empiris 
terhadap agama yang dikembangkan dalam wacana Religions Studies, 
seperti sosiologi agama dan sejarah agama. Dalam perspektif Religious 
Studies, dikenal adanya hubungan triadik antara teologi, filsafat, dan studi 
agama empiris. Dalam perspektif Islamic Studies dikenal adanya hubungan 
trilogi hadarah, dan dalam perspektif Islamic Law Studies juga dikenal 
adanya tiga jenis studi ilmu hukum Islam, yaitu normatif, filosofis, dan 
empiris. 


Integrasi antara teologi, filsafat, dan studi agama empiris 


Religious Studies Teologi Filsafat Studi Agama 
Empiris 
(Sosiologi Agama, 
Sejarah Agama, dst) 
Islamic Studies Hadarat an-Nas Hadarat al-Falsafah Hadarat al- Tlm 
Islamic Law Studi Hukum Islam | Studi Hukum Islam | Studi Hukum Islam 
Studies Normatif/ Penelitian | Filosofis/ Penelitian | Empiris/ Penelitian 
Doktrinal Filosofis Klinis 
(Fikih) (Usul al-Figh) (Ulmu Hukum) 
(Syari'ah) (Magasid asy- Sosiologi Hukum 
Syari'ah) Islam 
Sejarah Sosial 
Hukum Islam 


Minhaji juga pernah menawarkan beberapa opsi untuk 
pengembangan studi hukum Islam secara umum di lingkungan IAIN/ 
STAIN.”? Pertama, studi hukum Islam sebagai bagian dari studi kawasan. 
Kedua, mendalami satu atau dua saja yang terkait dengan studi hukum 
Islam. Ketiga, studi hukum Islam menggunakan metode comparative law 
atau mugaranah (perbandingan hukum). Keempat, kembali ke tradisi 


klasik. Dengan kata lain, Minhaji ingin mengemukakan bahwa alumni 


?25 Minhaji, Masa Depan, hlm. 110-119. 
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Fakultas Syari'ah (dan Hukum) harus mampu menjadi seorang yang 
profesional (praktisi) dan sekaligus akademis. Terkait dengan opsi 
mendalami satu atau dua saja yang terkait dengan studi hukum Islam 
tersebut, menurut penulis, Minhaji baru menganjurkan nalar 
antardisipliner (dua disiplin ilmu), belum multidisipliner, apalagi 


interdisipliner, bahkan transdisipliner.?9 


M. Amin Abdullah, dengan 


menggunakan pendekatan antropologi 


— 


| Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. 


tentang high tradition”” dan little tradition, 


A8PUN pernah menawarkan tiga model perluasan 
dalam studi (ilmu hukum) Islam.” 
Pertama, studi wilayah atau area studies 
(lihat misalnya Pusat Bahasa dan Budaya 
di UIN Sunan Kalijaga). Kedua, dialog 
antar agama-agama (lihat misalnya ICRS 
yang didirikan atas kerjasama antara UIN 
Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada, 
dan Universitas Kristen Duta Wacana). 


Ketiga, studi wanita (lihat misalnya Pusat 


?26 Tentang perbedaan istilah-istilah tersebut (antardisipliner, multidisipliner, 


interdisipliner, dan transdisipliner), silahkan baca artikel penulis yang berjudul: 
“Kurikulum Integratif: Studi Pengembangan Kurikulum “Tiga Dunia" di Fakultas 
Syari'ah Perspektif Integratif-Interdisipliner”. Disampaikan pada Kegiatan Woreshop 
Pengembangan Kurikulum Prodi-Prodi Baru di Lingkungan LAIN Sumatera Utara (SU) Pokja 
Akademik, Medan, 25 November 2013. 

“2 High Tradition adalah formulasi tradisi Islam literer, Ideal yang diandaikan 
bersifat universal. Untuk bahan kajian perbandingan lebih lanjut, lihat misalnya, Robert 
Redfield, The Little Community and Peasent Society and Culture (London: The University of 
Chicago Press, 1973). Sedangkan Little Tradition kajian keislaman yang lebih menekankan 
pada aspek ortopraksi dalam kehidupan masyarakat Muslim senyatanya, yang 
beranekaragam coraknya di seluruh dunia. Ortopraksi—sebagai pelengkap Ortodoksi— 
lebih memfokuskan studi dan telaahnya terhadap apa yang senyatanya dipraktikkan dan 
digumuli oleh sekelompok masyarakat Muslim tertentu dan pada masa tertentu pula. 

”8 M. Amin Abdullah, “Studi Islam Ditinjau Dari Sudut Pandangan Filsafat: 
Pendekatan Filsafat Keilmuan”, a-Jami ah, No. 58, Tahun 1995, hlm. 93-96. 
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Studi Wanita (PSW|—penulis lebih setuju jika disebut dengan istilah 
PSPP (Pusat Studi Pemberdayaan Perempuan—di UIN Sunan 
Kalijaga—beberapa civitas akademika di FSH yang dapat penulis sebut 
sebagai penggiat kajian jender di UIN Sunan Kalijaga, seperti Khoiruddin 
Nasution, Muhammad Sodig, Hamim Ilyas yang menginisiasi buku 
Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-Hadis “Misoginis” (2003),”” dan Siti 
Ruhaini Dzuhayatin. Hamim Ilyas, misalnya, adalah salah satu pemikir 
di FSH UIN Sunan Kalijaga yang cukup progresif, misalnya ditunjukkan 
oleh bukunya (disertasi) berjudul Dan Ahli Kitab Pun Masuk Surga. Selain 
itu, baca juga artikelnya berjudul Pandangan a-Our'an Terbadap Bigetisme 
Yahudi dan Kristen 1998). 


Terkait dengan Women Studies, menurut Amin, kajian empiris 
kewanitaan ini sangat menarik perhatian baik dari kalangan akademisi 
maupun para aktivis di lingkungan Muslim maupun non-Muslim. 
Menurut Amin, salah satu sebab termarjinalnya perempuan adalah karena 
munculnya maskulinisasi epistemologi.”' Terkait dengan kajian jender, 
Minhaji pernah menulis artikel berjudul Persoalan Jender dalam Perspektif 
Metodologi Studi Hukum Islam (2002). Terkait dengan isu integrasi antara 
ilmu dan agama, Minhaji menawarkan model Science Tree, yang berbeda 
dengan model Pohon Ilmu—bedakan dengan Pohon Bunga Ilmu— 
atau The Tree of Science versi UIN Malang. Dalam bentuk skema, Minhaji 
menawarkan gambaran Pohon Ilmu studi Islam di UIN, yang disebutnya 


dengan istilah Science Tree.” 


29 Hamim Ilyas dkk, Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-Hadis “Misoginis” 
(Yogyakarta: eCLSAO Press dan PSW, 2003). 

20 Hamim Ilyas, “Pandangan al-Gur'an Terhadap Bigetisme Yahaudi dan 
Kristen”, ak Jami ah, No. 62/XH/1998, hlm. 133-161. 

21 M. Amin Abdullah, “Agama dan Perempuan”, Kompas, Rabu, 6 Pebruari 
2013. 

282 Akh. Minhaji, “Persoalan Jender dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum 
Islam,” dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Jender dalam Islam (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2002). 

?8 Akh. Minhaji, Tradisi Akademik Di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Suka Press, 
2013), hlm. 95. 
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Tauhidi System 
Allah 


Al-Wahyu 
Kauniyah —— Oauliyah 
Natural Science Religious Sciences Social Science Humanities 


Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, walaupun tidak punya “nama 
besar di FSH, namun alumni Fakultas Syar?ah Jurusan PMH IAIN Sunan 
Kalijaga (1996-2000) itu, yang juga murid Minhaji, kontribusinya dalam 
pengembangan wacana epistemik studi ilmu hukum Islam di IAIN/ 
UIN Sunan Kalijaga tidak dapat dinafikan. Skripsinya tentang politik 
Islam, walaupun ditulis di Jurusan PMH, kemudian diterbitkan dengan 
judul Relasi Islam dan Negara (2001).”“ Tentang perkenalan 
Kamaruzzaman dengan Minhaji dapat diceritakan sebagai berikut, 
“Setelah berkenalan dengan Akh. Minhaji, baru penulis (Kamaruzzaman) 
diarahkan bagaimana menulis ilmiah. Untuk itu penulis ingin 
mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada beliau. Hampir dapat 
dipastikan perkenalan kami telah membuka ruang gerak dalam 
membangkitkan etos kami menulis artikel ilmiah.” Kamaruzzaman 
sering menulis bersama dengan Minhaji dalam satu pasangan penulis. 
Misalnya, artikel berjudul In Memoriam: Prof. Dr. H.M. Ragidi (1915-2001) 
(2001)? dan buku Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama 


24 Kamatuzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis 
(Magelang: Indonesia Tera, 2001). 

25 Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Islam Historis (Yogyakarta: Galang 
Press, 2002), hlm. xii. 

286 Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman, “In Memoriam: Prof. Dr. H.M. Rasjidi 
(1915-2001), asy-Syir'ah, No. 8, Tahun 2001, hlm. 111-130. 
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Islam (2003). Kamaruzzaman juga sedang menerjemahkan disertasi Minhaji 
berjudul Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958). 


Umumnya, alumni luar negeri dari Barat, seperti Atho” Mudzhar, 
Minhaji, Yudian, dan Noorhaidi, memperkenalkan model studi ilmu 
hukum Islam empiris, seperti sosiologi, sejarah dan antropologi. Atho” 
telah menawarkan pendekatan sosiologi dalam studi ilmu hukum Islam 
(sosiologi hukum Islam), Minhaji menawarkan pendekatan sejarah dalam 
studi ilmu hukum Islam (sejarah sosial pemikiran hukum Islam), 
Noorhaidi menawarkan pendekatan antropologi dalam studi ilmu hukum 
Islam (etnografi hukum Islam) dan pendekatan interdisipliner. Sementara 
itu, menurut Amin Abdullah, studi (ilmu hukum) Islam dengan 
pendekatan antropologi, misalnya, adalah mengkaji Islam dengan cara 
menghubungkan antara doktrin Islam dengan berbagai dimensi dalam 
kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, sosiologis, dan psikologis. 
Beberapa kajian yang dilakukan oleh Karl Marx dengan teori konflik, 
Max Weber dengan teori etos kerja, Geertz dengan teori agama Jawa, 
dan Freud dengan teori agama sebagai neurosis merupakan beberapa 
contoh kajian terhadap agama dengan pendekatan antropologi agama 
(slam). 


Selain Minhaji, yang menekuni pendekatan hermeneutis-filosofis 
(ushul fikih) dalam studi ilmu hukum Islam, yang masuk kategori 
intelektual “(S)AYA?, salah satu “syaikh' lain di FSH UIN Sunan Kalijaga 
adalah (S)yamsul Anwar. Syamsul adalah alumni lokal yang berkapasitas 
global. Syamsul Anwar lahir di Midai, Kepulauan Riau tahun 1956. 
Bedanya Syamsul dengan Minhaji, yang terakhir adalah contoh model 
intelektual spesifik-spesialis, sedangkan yang pertama adalah contoh 


intelektual spesifik p/us. Selain itu, jika Minhaji dapat “sentuhan' Kanada, 


27 Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman, Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan 
Tinggi Agama Islam (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2003). 

28 M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atan Historisitas? (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 31-33. 
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maka Syamsul dapat “sentuhan Belanda. “Sentuhan Belanda yang pernah 
melekat dalam diri Syamsul, misalnya ia pernah kursus intensif Bahasa 
Belanda di Pusat Kebudayaan Belanda, “Het Erasmus Huis” di Jakarta, 
Januari-Juni 1989. Setelah itu ia kemudian mengikuti Program Islamic 
Studies di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1989-1990. Walaupun 
pernah “berguru' ke negeri Belanda, menurut pengamatan penulis, belum 
ada karya (buku) Syamsul yang ditulis dengan gaya kesarjanaan Belanda, 
yang mengedepankan model penelitian empiris-antropologis atau area 


studies. 


Syamsul menyelesaikan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah di Midai, 
Kepulauan Riau pada tahun 1968, kemudian Pendidikan Guru Agama 
Negeri (PGAN), selesai tahun 1972, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. 
Pendidikan Guru Agama Atas Negeri (PGAAN) selesai tahun 1974, 
kemudian Sarjana Muda pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 
selesai tahun 1978. Sarjana Lengkap diselesaikannya pada Jurusan Pidana 
dan Perdata Islam (PP) di fakultas yang sama pada tahun 1982. Program 
Pascasarjana selesai pada tahun 1991, dan Program Doktor di universitas 
yang sama rampung pada tahun 2000. Syamsul Anwar juga pernah 
menjabat sebagai Dekan FSH UIN Sunan Kalijaga periode 1999-2003. 


Khusus tentang disertasinya, Syamsul menulis Epistemologi Hukum 
Islam Dalam a-Mustasfa min Im al-Usul Karya al-Gazali (450-505 H / 
1058-1111 M) tahun 2000. Disertasinya tersebut mencoba 
mendeskripsikan pemikiran al-Gazali mengenai konsep dan sumber 
pengetahuan hukum Islam, metode otentikasi teks-teksnya, dan metode 
penemuan hukum syar'i itu sendiri, dan dengan ini diharapkan dapat 
menemukan gambaran sistematis mengenai bagaimana al-Gazali 
mendudukkan hubungan antara wahyu dan rakyu dalam teori hukum 
Islamnya. Dalam disertasi tersebut, Syamsul mulai mengenalkan secara 
serius Teori Pelapisan Norma Hukum Islam, hasil inspirasi diri al-Gazali. 
Menurut Syamsul, penelitian hukum Islam secara garis besarnya dapat 
dibedakan menjadi dua bagian, penelitian deskriptif (wasfi) dan penelitian 


normatif (mi'yari). Penelitian hukum Islam deskriptif tidak 
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mempertanyakan apa hukumnya, melainkan mendeskripsikan fenomena 
hukum dengan mencari hubungan variabel-variabal hukum dengan 
variabel-variabel non-hukum. Sedangkan penelitian normatif hukum 
menyelidiki norma-norma hukum untuk menemukan kaidah tingkah 
laku yang terbaik. Di zaman lampau, para ahli hukum Islam membuat 
pelapisan norma-norma hukum Islam itu dengan membaginya menjadi 
asas-asas umum (a-usul al-kuliyyah) dan norma-norma hukum konkrit 
(a-ahkam al-far'iyyah). Syamsul kemudian mengembangkannya lagi dengan 
menambahkan norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (a-giyam al- 
asasiyah)”“ Sayangnya, disertasi Syamsul tersebut belum diterbitkan dalam 
bentuk buku, namun masih “memfosil/ dan mulai berdebu di rak 


perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 


Menurut penulis, Syamsul adalah sedikit dari ilmuwan FSH yang 
memiliki kemampuan multidisipliner—dalam lingkup ilmu Syari ah—. 
Selain ahli di bidang filsafat hukum Islam (ushul fikih) dan metode 
penelitian hukum Islam, ia juga ahli di bidang fikih muamalat (ekonomi 
Islam) dan hadis. Keahliannya di bidang Ekonomi Islam, misalnya 
ditunjukkan oleh bukunya berjudul Hukum Perjanjian Syari'ah (2007). 
Ia juga ahli di bidang ilmu Falak, misalnya dalam bukunya Hari Raya dan 
Problematika Hisab-Rukyat (2008),”" dan ilmu Hadis, misalnya dibuktikan 
oleh bukunya berjudul Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi (2011). 
Salah satu artikel Syamsul yang menggunakan perspektif hadis, misalnya 
seperti Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terbadapnya di Laman Awal Islam: 


' Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam Dalam a/-Mustasfa Min al- 
Um al-Usul Karya al-Gazali (450-505 H / 1058-1111 M)”, Disertasi (Yogyakarta: 
Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm. 403-404. 

“0 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam 
Fikih Muamalat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 

41 Syamsul Anwar, Hisab Bulan Kamariyah: Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal 
Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), Hari Raya 
dan Problematika Hisab-Rukyat (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008). 

“42 Syamsul Anwat, Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi (Yogyakarta: Suara 
Muhammadiyah, 2011). 
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Perspektif Studi Hadis (2005).”$ Syamsul juga pernah menggagas 
pentingnya membuat Kalender Islam Internasional, seperti yang tertuang 
dalam artikel a-Jawanib asy-Syari'ah wa al-Fighiyyah li Wad'i at-Tagwim al- 
Islami al-Alami (2008) Syamsul adalah contoh produk doktor lokal 
yang berkapasitas global. Sebab, ada juga yang berasal dari produk doktor 
“global tetapi nalarnya lokalfis). Supriatna, sebagai penulis singkat biografi 
Syamsul, telah membagi empat jenis varian pemikiran Syamsul Anwat,” 
yaitu pemikiran tentang integrasi ilmu, teori dan metodologi hukum Islam 
(metode penelitian hukum Islam dan teori pertingkatan norma), aspek 
hukum substantif Islam (hukum perjanjian syari'ah, pelaksanaan syari'ah, 
good governance, dan dana pensiun), dan hadis. 


Tahun 1994, dengan mengutip pemikiran Hourani,“$ 


Syamsul 
membagi dua jenis studi hukum Islam.” Pertama, teori subjektivisme 
teistik, yang menyatakan bahwa hukum dapat dikenali hanya melalui 
wahyu Ilahi yang dibakukan dalam kata-kata yang dilaporkan dari nabi 
berupa al-Gur'an dan Sunnahnya. Kedua, teori objektivisme rasionalistik, 
yang mengajarkan bahwa di samping wahyu, hukum sebagian besar dapat 
dikenali oleh akal tanpa bantuan wahyu. Menurut penulis, subjektivisme 
teistik dapat disebut sebagai the word of Allah, sedangkan objektivisme 


rasionalistik dapat disebut sebagai the wor& of Allah. Dengan istilah lain, 


“3 Syamsul Anwar, “Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman 
Awal Islam: Perspektif Studi Hadis”, dalam Jurnal Hermeneia, Vol. 4, Nomor 1, Januari- 
Juni 2005, hlm. 106-131. 

“4 Syamsul Anwar, “al-Jawanib asy-Syati'ah wa al-Fighiyyah li Wadi at-Tagwim 
al-Islami al- Alami”, al-Jami'ah, Vol. 46, Number 2, 2008, hlm. 457-478. 

“45 Supriatna, “Menelusuri Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. H. Syamsul 
Anwar, MP”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (1963-2007) (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2008), hlm. 302. 

“46 Hourani, Islamic Rationalisn (Oxford: Clarendon Press, 1971), hlm. 3 dan 12. 

7 Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam Probilitas dan Kepastian”, 
dalam Yudian W. Asmin (ed.), Ke Arah Fikih Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. 
Hasbi ash-Shiddiegy (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syarah IAIN 
Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 74. 
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Syamsul kemudian membagi penelitian 


hukum Islam secara keseluruhan ke dalam 


dua wilayah besar, yaitu penelitian hukum 
Islam deskriptif dan preskriptif. Penelitian HUKUM 


PERJANJIAN 


hukum Islam deskriptif meneropong 
hukum Islam sebagai fenomena sosial yang 
berinteraksi dengan gejala-gejala sosial SYARIAH 
lainnya. Dalam kaitan itu hukum Islam 
dapat dilihat baik sabagai variabel 
independen (bebas) yang memengaruhi 


masyarakat maupun sebagai variabel 


dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh 
masyarakat. Dalam penelitian model tersebut biasanya digunakan berbagai 
pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, 
seperti pendekatan sejarah, sosiologi, politik, dan antropologi. Sedangkan 
hukum Islam preskriptif bertujuan menggali norma-norma hukum Islam 
dalam tataran das sollen, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk 
mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang 
baik. Penelitian hukum Islam presktriptif bertujuan menemukan norma- 


norma syari'ah dari sudut pandang normatif.” 


Dengan alat ushul fikihnya, Syamsul mencoba mengembangkan 
beberapa wilayah kajian syari'ah. Ia kemudian menulis artikel Pengembangan 
Metode Penelitian Hukum Islam (2002).” Artikel itu dapat penulis sebut 
sebagai model awal pengembangan Teori Pertingkatan Norma yang 
pernah dikaji dalam disertasinya tahun 2000. Dalam artikel tersebut, 
Syamsul mengembangkan dua (diadik) metode penelitian hukum Islam 
deskriptif dan preskriptif dengan istilah tiga (triadik) norma berjenjang 


“8 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: RM Books, 2007), 
hlm. 35-38. 

“4? Syamsul Anwat, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam” dalam 
Ainurrofig (ed.), Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Figih Kontemporer (Yogyakarta: 
Ar-Ruzz Press, 2002). 
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atau berlapis, yang terdiri dari tiga tingkatan norma, yaitu peraturan hukum 
konkrit, asas-asas umum, dan nilai-nilai dasar. Norma-norma yang berlapis 
tersebut kemudian disebut Syamsul dengan istilah Teori Pertingkatan 
Norma. Biografi singkat pemikiran Syamsul Anwar tentang Teori 
Pertingkatan Norma dalam studi ilmu hukum Islam tersebut, dapat dilihat 
dalam tulisan Supriatna berjudul Menelusuri Pemikiran Hukum Islam Prof. 
Dr. H. Syamsul Anwar, M.A (2008). Mengenai Teori Pertingkatan Norma, 
Syamsul Anwar, dengan menggunakan istilah-istilah dalam ushul fikih, 
mencoba menemukan hukum lewat tiga jenjang norma. Pertama, norma- 
norma dasar atau nilai-nilai filosofis (al-giyam al-asasiyyah) seperti 
kemaslahatan, keadilan, kesetaraan. Norma-norma tersebut sebagian ada 
berdasarkan fakta-fakta dan diakui. Kedua, norma-norma tengah berupa 
doktrin-doktrin umum hukum Islam yaitu an-nagariyyah al-fighiyyah dan al- 
gawa'id al-fighiyyah. Ketiga, peraturan-peraturan hukum konkrit (a-ahkam 
alfar'iyyah). Ketiga lapisan norma tersebut tersusun secara hierarkis di mana 
norma yang paling abstrak dikonkritisasi menjadi norma yang lebih konkrit. 
Contohnya, nilai dasar kemaslahatan dikonkritisasi dalam norma tengah 
(doktrin umum) berupa kaidah /1ghiyyah yaitu “kesukaran memberi 
kemudahan”. Norma tengah itu dikonkritisasi lagi dalam bentuk peraturan 
hukum konkrit, misalnya hukum boleh berbuka puasa bagi musafir.” Teori 
itu mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam 
pengembangan paradigma hukum Islam, yaitu paradigma historis-ilmiah. 
Tahun 2003, Syamsul juga membawa ushul fikih ke tanah studi hadis.” 


250 Supriatna, “Menelusuri Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. H. Syamsul 
Anwar, M.P”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah, hlm. 263-344. 

21 Syamsul Anwar, “Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan 
Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan 
Ushul Fikih”, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ushul Fikih, UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta, 2005, hlm. 4-5. 

”?? Syamsul Anwar, “Kontribusi Ahli-ahli Ushul Fikih dalam Pengembangan Studi 
Hadis”, dalam Profetika, Vol. 5, No. 1 Januari 2003, hlm. 104-119. Para ahli hukum Islam 
umumnya dan ahli-ahli ushul fikih khususnya dalam studi hadis dapat dikelompokkan 
kepada dua kelompok besar seperti pengelompokan para fukaha pada umumnya 
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Studi hukum Islam preskriptif dan deskriptif 


No Model1 Model 2 Teori Pertingkatan Norma 
Syamsul Anwar 
1 Normative Islam Nass Universal al-Oiyam al-Asasiyyah 
INormatif-Teologis) (INorma-norma Dasar atau 
PRESKRIPTIF Nilai-nilai Filosofis: 
Kemaslahatan, Keadilan, dan 
Kesetaraan 
2 Nass Partikular | an-Nazariyyah al-Fighiyyah dan 


al-9awa'id al-Fighiyyah 
INorma-norma Tengah berupa 
Doktrin-doktrin Umum Hukum 


Islam 
3 Historical Islam Gejala Sosial al-Ahkam al-Far'iyyah 
(Historis-Ilmiah) (Peraturan-peraturan Hukum 
DESKRIPTIF Konkrit) 


Atas dasar pelapisan norma-norma hukum Islam, penelitian 
normatif hukum Islam dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, 
penelitian filosofis, yaitu kajian mengenai nilai-nilai dasar hukum Islam. 
Kedua, penelitian doktrinal, yaitu kajian untuk menemukan doktrin- 
doktrin atau asas-asas umum hukum Islam. Ketiga, penelitian klinis, yang 
disebut juga sebagai penemuan hukum Islam syar7 untuk menemukan 
hukum Islam 7 conerito guna menjawab suatu kasus tertentu.”? Syamsul 
kemudian membuat model metode penelitian hukum Islam sebagai 
berikut (modifikasi dari penulis): 


pada awal sejarah hukum Islam. Mereka ini adalah golongan rasionalis yang dalam 
terminologi klasik disebut ah/ar-ra'yi dan kelompok tradisionalis yang dalam terminologi 
klasik disebut ah/ a-hadis. Asy-Syafii dan Ahmad merupakan ahli-ahli ushul dan fikih 
yang berada di dalam lingkaran kelompok ah/ a-hadis dan Abu Hanifah, sebagaimana 
dalam fikih, merupakan tokoh ah/ ar-ra'yi. Imam Malik dalam beberapa hal sejalan 
dengan yang akhir, tetapi dalam beberapa hal lain sejalan dengan golongan pertama. 

28 Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, hlm. 161. 

?4 Anwar, “Epistemologi Hukum Islam”, hlm. 406. 


Waryani Fajar Riyanto | 469 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


Metode penelitian hukum Islam 


Penelitian Hukum Islam Deskriptif Penelitian Hukum Islam Normatif 
Hukum Hukum Sebagai Penelitian Penelitian Penelitian 
Sebagai Dependent Variable Norma- Asas-asas Nilai-nilai 

Independent norma in Hukum Dasar 
Variable Concreto 

Sui Generis-kum-Empiris 


Dua ketegorisasi model penelitian hukum Islam yang digagas 
oleh Syamsul di atas, didasarkan dari pengembangan tesis al-Gazali 
tentang pemaduan antara wahyu dan akal (yang meliputi rasio dan 
pengalaman) manusia. Berdasarkan tesis ini, kiranya penelitian normatif 
hukum Islam dapat dikembangkan tidak hanya melalui teks-teks saja 
(bersifat sui generis), tetapi juga dipadukan dengan pengalaman sehingga 
menjadi penelitian sui generis-kum-empiris, yang berarti norma-norma 
hukum tidak hanya dicari di dalam teks-teks syari'ah belaka, tetapi juga 
di dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri. 
Pemaduan ini, lanjut Syamsul, dilakukan dengan membuat hubungan 
dialektis antara teks-teks syari'ah dan pengalaman eksistensial manusia, 
di mana teks-teks itu menjadi sumber yang memberikan pengarahan 
tingkah laku dalam kehidupan, tetapi pengalaman eksistensial kehidupan 
dalam suatu lokasi sosial tertentu juga memberi wawasan bagaimana 
teks-teks syari'ah itu harus dipahami dan ditafsirkan.” 


Dalam buku (kumpulan artikel) Studi Hukum Islam Kontemporer 
(2007), Syamsul kembali mengembangkan Teori Pertingkatan Norma 
tersebut ke wilayah kajian Good Governance, dalam salah satu “tumpukan 
artikelnya yang berjudul Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi 
Publik di Indonesia (2007). Pelapisan atau perjenjangan norma hukum 


Islam versi Syamsul Anwar itu, jika dihubungkan dengan Teori Bandul 


255 Ibid., hlm. 407. 
286 Anwar, “Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di 
Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Hukum Islam”, dalam Studi Hukum Islam Kontemporer, 


hlm. 35-54. 
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gagasan penulis, dapat digambarkan sebagai berikut. 


Pelapisan Norma Hukum Islam 


Pelapisan Norma Hukum Islam 


Norma-norma Tengah/Doktrin-doktrin Umum Hukum Islam (al-Usul al-Kulliyyah) 


al-Jawa'id al-Fighiyyah —Nazariyyah al-Fighiyyah 


(Weep Structure-Prinsip Kosmolois) 
Peraturan-Peraturan Hukum Konkrit (al-Ahkam aXFar'iyyah) 


(Sgirface Structure-Prinsip Antropologis SosioloXis) 


Tiga jenis norma dalam Teori Pertingkatan Norma yang digagas 
oleh Syamsul Anwar tersebut dapat dikembangkan dengan tiga kerangka 
teori, yaitu Grand Theory: Teori Kedaulatan Tuhan, Manusia, dan Hukum, 
Middie Theory: Teori Perubahan Hukum, Teori A Contrario, dan Teori 
Konstitusi, dan Applicative Theory: Teori Maslahat dan Magasid asy- 
Syari'ah” Menurut penulis, Teori Pertingkatan Hukum Islam yang 
digagas oleh Syamsul pada tahun 2000 tersebut dapat dikoneksikan 
(dipayungi') dengan Teori Pertingkatan Hukum yang pernah digagas 
oleh Padmo Wahjono pada tahun 1991. Menurut Busthanul Arifin, 
Padmo Wahjono pernah menyampaikan pidato pada suatu seminar di 
Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 31 Januari 1991. Pendapatnya 
itu, menurut Busthanul, disebut sebagai “Teori Pertingkatan Hukum”, 


yang skemanya akan digambarkan di bawah nanti. Salah satu teori 


?7 Habibuttahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: 
Kencana, 2011), hlm. 20-49. 
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pertingkatan norma hukum adalah sebagai berikut.” Pertama, ada cita- 
cita (rechtsidee). Jadi, suatu norma hukum abstrak. Kedua, untuk dapat 
mencapai norma hukum abstrak, diperlukan norma hukum antara (tussen, 
norm, generelle norm, law in books). Ketiga, baru berdasarkan norma hukum 
antara, kita memperoleh norma hukum konkrit di masyarakat yang pada 
umumnya berupa penerapan hukum yang memberikan pelayanan hukum 


dan penegakan hukum di pengadilan. 


Apabila teori pertingkatan hukum ini diterapkan pada sistem 
hukum kita yang berdasarkan UUD 1945, maka Busthanul kemudian 


membuat skema sebagai berikut (modifikasi dati penulis): 


1. Norma hukum abstrak atau Pokok-pokok pikiran yang terkandung di 
Rechtidee bangsa Indonesia | dalam pembukaan, mewujudkan cita-cita 
hukum yang menguasai hukum dasar 
negara, baik hukum yang tertulis 
maupun hukum yang tidak tertulis 
2. Norma hukum antara -Undang-undang Dasar menciptakan 
pokok pikiran ini dalam constitution 
-Aturan-aturan yang menyelenggarakan 
aturan pokok diserahkan kepada 
Undang-undang 
Jadi norma hukum antara adalah 
peraturan perundang-undangan, baik 
yang terkodifikasi (law in books), 
maupun yang tidak 


3. Norma hukum konkrit Pasal-pasal (hukum) baik yang hanya 
(pedomannya terdapat pada | mengenai warga negara maupun yang 
penjelasan pasal 28 UUD mengenai seluruh penduduk memuat 
1945) hasrat bangsa Indonesia untuk 


membangun negara yang bersifat 
demokratis dan yang hendak 
menyelenggarakan keadilan sosial dan 
perikemanusiaan 

Jadi hukum berdimensi tiga, yaitu 
demokratis, keadilan sosial, dan 
perikemanusiaan (terkait Ketuhanan, 
Keadilan, dan Peradaban) 


?8 Busthanul Arifin, Pelewbagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, 
dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 148, Padmo Wahjono, “Budaya 
Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang”, dalam Amrullah 
Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. 
Dr. Bustbanul Arifin, S.H., (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 174-176. 

239 Tbid,, hlm. 149. 
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Apabila teori pertingkatan norma hukum ini dikaitkan dengan 
hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, maka Busthanul juga 


membuat sketsa pertingkatan hukum sebagai berikut (modifikasi 


penulis): 
1. Abstrakte norm (Cita-cita Nilai-nilai (values) yang ada dalam kitab 
hukum) suci al-Our'an (universal) dan abadi 


sepanjang zaman dan tidak boleh 
dijamah tangan manusia 
2. Tussen norm (norma hukum | Asas-asas hukum (principles) ciptaan 
antara) manusia untuk merealisasi nilai-nilai 
sesuai situasi dan kondisi serta budaya 
bangsa diikuti oleh pengaturan- 
pengaturan oleh manusia, baik penguasa 
maupun rakyat dan pakar atau ilmuwan 
atau ulama 
3. Concrete norm (norma hukum | Semua (hasil) pelayanan hukum dalam 
konkrit) rangka penerapan hukum ciptaan 
manusia (bukan Nabi), dan penegakan 
hukum di pengadilan (hukum positif) 


Berdasarkan tabel di atas, secara ringkas, teori pertingkatan norma 
hukum Islam terdiri atas tiga lapis, yaitu: (1) nilai-nilai Islam (values), (2) 
asas-asas hukum Islam dan pengaturannya (principles and law in books/ 
kodifikasi), dan (3) terapan hukum positif Islam. Tiga pertingkatan 
tersebut, dalam bahasa ushul fikih, disebut oleh Syamsul Anwar dengan 
istilah a-giyam al-asasiyah, a-usul al-kuliyyah, dan al-ahkam al-far'iyyyah”3 
Kuntowijoyo, yang teorinya tentang objektifikasi banyak dikutip oleh 
Agus Moh. Najib, menyebutnya dengan fase internalisasi, eksternalisasi, 
dan objektifikasi.'” Dalam perspektif ilmu Tasawuf, ketiga pertingkatan 
tersebut dapat diparalelisasikan dengan level w/uhiyyah, bargakhiyyah, dan 
ubudiyyah. Sedangkan gagasan-gagasan tentang Fikih Indonesia dapat 
ditempatkan di level kedua, sedang berproses menuju ke level ketiga. 
Untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut ini: 


200 Thid, hlm. 150. 
201 Anwar, Epistemologi Hukum Islam, hlm. 403. 
262 Najib, Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia, hlm. 150. 
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Level Pertingkatan Pertingkatan Pertingkatan Pertingkatan 
Hukum Hukum Islam Tasawuf Positivisasi 
Hukum 
1 Abstrakte norm Al-Oiyam al- Uluhiyyah Internalisasi 
Asasiyah 
2 Tussen norm Al-Usul al- Barzakhiyyah Eksternalisasi 
Kuliyyah (Gagasan- 
gagasan tentang 
Fikih Indonesia) 
3 Concrete norm Al-Ahkam al- Ubudiyyah Objektifikasi 
Far'iyyah 


Penulis kurang setuju dengan Teori Pertingkatan Norma itu, 
sebab teori tersebut mengembangkan nalar strukturalis, padahal 
pendekatan integrasi-interkoneksi menghendaki nalar sirkularis. Menurut 
penulis, perlu dibangun semacam nalar Strukturalis-Sirkulatis (SS)? 
dalam pengembangan studi ilmu hukum Islam. Apabila menggunakan 
polarisasi ushul fikih yang dikemukakan oleh Syamsul di atas, tentang 
golongan rasionalis yang dalam terminologi klasik disebut ah/ ar-ra yi, 
seperti Mazhab Hanafi, dan kelompok tradisionalis yang dalam 
terminologi klasik disebut ah/ al-hadis, seperti Mazhab Syafi'i dan Mazhab 
Ahmad, serta Mazhab Maliki, yang dalam beberapa hal sejalan dengan 
Mazhab Ahl al-Hadis, tetapi dalam beberapa hal lain sejalan dengan 
Mazhab Ahl ar-Ra yi, maka Mazhab Jogja dapat mengembangkan model 
Mazhab Maliki, yang penulis sebut dengan istilah Neo-Mazhab Maliki, 
yang mensinergikan antara 4h/ al-hadis (tradisionalis-tekstualis-bayani- 
badarat an-nas) dan ahl-ar-ra yi (rasionalis-kontekstualis-burhani-hadarat al- 
im). Khusus untuk Mazhab Jogja, plus hadarat al-falsafah. Neo-Mazhab 
Maliki adalah pengembangan dari Mazhab (Abu Bakar) ash-Shiddiegy. 


Dalam buku Studi Hukum Islam Kontemporer (2007), Syamsul juga 


menuangkan beberapa percik pikirannya tentang kemungkinan 


?9 Lihat tulisan penulis yang berjudul “Pendekatan Integrasi-Interkoneksi 


dalam Penelitian”, hlm. 75- 81 (Metode “SS”: Struktural-Sirkular dalam Penelitian 
Interkonekitas Ilmu). Artikel ini pernah dipresentasikan dalam acara Workshop 
Peningkatan Kualitas Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Bagi Dosen Pembimbing Skripsi, Tawangmangu, Karanganyar, 15-16 Desember 2012. 
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mengembangkan kajian studi syari'ah. Misalnya, dalam sub artikel 
berjudul Pelaksanaan Syari'ah dan Kontribusi Pendidikan: Studi Peran Lembaga 
Pendidikan Tinggi Syari'ah (2007), Syamsul menawarkan empat langkah 
pelaksanaan syari'ah, yaitu langkah hermeneutis, langkah sosialisasi, 
langkah politik, dan langkah penegakan.”" Langkah-langkah itu tidak 
harus dilakukan secara berurutan satu sesudah yang lain, melainkan dapat 
dilakukan secara kurang lebih simultan dan bersamaan. Memperhatikan 
keempat langkah tersebut, kiranya sudah dapat dilihat bagaimana peran 
yang dapat dimainkan oleh lembaga pendidikan tinggi hukum Islam, 
dalam hal ini Fakultas Syar'ah-nya. Syamsul kemudian menyebutkan 
bahwa dua langkah yang pertama merupakan peran strategis yang dapat 
dimainkan oleh lembaga tersebut. Di dalam pelaksanaan syari'ah, perlu 
diperhatikan keseimbangan antara ruang kebebasan individu (privat) yang 
merupakan suatu tuntutan yang inheren dalam diri manusia di satu pihak 
dan batasan-batasan yang diberikan oleh masyarakat (public) dan negara 


demi ketertiban bersama di pihak lain.” 


? Dengan kata lain, menurut 
penulis, kalau menggunakan hukum berpasangan, hukum Islam memiliki 


dua dimensi sekaligus, privat dan publik. 


Dua langkah strategis dalam pengembangan syari'ah, 
sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syamsul di atas, adalah langkah 
hermeneutis dan langkah sosialisasi. Terkait dengan langkah hermeneutis 
(pengolahan materi), menurut Syamsul, dapat diarahkan kepada dua 
upaya.” 
kategori (a) norma-norma yang pelaksanaannya cukup diserahkan kepada 


Pertama, pemilahan norma-norma syari'ah ke dalam kategori- 


individu, (b) norma-norma yang penerapannya tidak cukup pada taraf 
individu, akan tetapi diperlukan bantuan masyarakat, dan (c) norma- 
norma yang tidak dapat tidak pelaksanaannya harus melalui kekuasaan 


negara, seperti norma-norma yang mengatur hubungan keperdataan dan 


"4 Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, hlm. 17. 
285 Thid, 
26 Thid, 
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publik. Kedua, langkah hermeneutis dalam pelaksanaan syari'ah 
diarahkan kepada pengkajian materi syar'ah yang merupakan norma 
hukum dalam arti yang sesungguhnya, yaitu norma-norma yang 


penegakannya mengharuskan campur tangan negara 


Dua langkah hermeneutis tersebut di atas ditujukan untuk dua 
hal.” Pertama, untuk merekonstruksi kerangka dan bahasa hukum Islam 
(syari'ah) sebanding dengan bahasa dan kerangka hukum di mana syari'ah 
itu hidup berdampingan. Di Indonesia, misalnya, syari'ah berdampingan 
dengan hukum Indonesia. Karena itu hukum syari'ah harus digarap dalam 
bahasa dan kerangka yang sebanding dengan hukum Indonesia. Dengan 
demikian hukum Islam (syari'ah) dapat dipahami dengan mudah oleh 
para ahli hukum (Indonesia). Selama ini, seperti yang terlihat dalam proses 
pembelajaran di Fakultas Syari'ah, hukum Islam diajarkan dan dijelaskan 
di dalam kerangka dan bahasanya sendiri (bahasa agama) sehingga tidak 
terjadi dialog dengan hukum Indonesia. Bahkan lebih ironi lagi, seorang 
yang menggondol dua kesarjanaan, hukum dan syari'ah, tidak jarang 
tidak mampu meletakkan kedua hukum itu secara sebanding. Untuk 
mencapai tujuan ini, Syamsul kemudian menawarkan metode 
perbandingan, yang menurutnya merupakan keharusan dalam 
pengkajian, bukan saja untuk mengetahui segi persamaan dan perbedaan 
hukum Islam dengan mitranya, tetapi lebih-lebih metode perbandingan 
itu mutlak diperlukan untuk mengkaji hukum Islam itu sendiri. Sebagai 
akibat dari raibnya metode perbandingan dalam pengkajian hukum Islam, 
banyak asas-asas hukum Islam lebih ditampilkan dalam bahasa 


keagamaan fikih daripada dalam bahasa hukum. 


Kedua, pengkajian materi hukum syari'ah juga ditujukan untuk 
menyeleksi materi hukum Islam dan menemukan asas-asas serta nilai- 
nilai dasar hukum Islam yang masih relevan dengan kebutuhan hukum 
masyarakat serta menafsir ulang dan mengijtihadi kembali peraturan- 


peraturan hukum konkrit yang tidak relevan lagi. Ketiga, pengkajian juga 


?9 Ibid., hlm. 18. 
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ditujukan untuk menyusun pelapisan norma syari'ah guna menentukan 
mana yang dikategorikan norma-norma dasar, mana asas-asas dan mana 
peraturan hukum konkrit yang bersifat instrumentalis. Keempat, 
pengkajian materi syari'ah ditujukan untuk membangun dan 
meningkatkan mutu diskursus syari'ah guna mendukung akseptabilitasnya 
secara akademik.”# Masih menurut Syamsul: 
Diskursus syari'ah sekarang dalam arus utamanya masih mengandung sejumlah 
kelemahan seperti /ack of empiricism yang disebabkan oleh pendekatan yang 
tekstual dan Jack of systematization sebagai akibat dari pendekatan atomistik 
dan kasuistik parsial. Arah pengembangan diskursus syari'ah ditujukan untuk 


membangun argumen-argumen syari'ah yang berdimensi filosofis, juridis-syar'i, 
dan sosiologis-empiris.”” 


Mengenai langkah sosialisasi, Syamsul menyebutkan empat tahap 
kesadaran, yaitu” (1) kesadaran mengenal hukum syari'ah, (2) kesadaran 
mengenal dan mengetahui isi hukum syari'ah, (3) kesadaran mengenal, 
mengetahui isi dan menaruh respek terhadapnya, dan (4) di samping 
kenal, tahu isinya, dan respek, juga bersedia dan memiliki komitmen 
untuk melaksanakannya. Dari apa yang dikemukakan oleh Syamsul di 
atas, ia sebenarnya hanya ingin mengatakan bahwa fokus kajian Fakultas 
Syari'ah itu mencakup dua sisi syari'ah, yaitu syari'ah sebagai agama dan 
syariah sebagai hukum. Syari'ah sebagai agama menjadi objek kajian 
Jurusan Perbandingan Mazhab yang diarahkan untuk mendidik ahli 
agama (syari'ah) dan Program Studi Ekonomi Islam atau apapun 
namanya yang diarahkan mengkaji syari'ah sebagai agama dalam kaitan 
dengan ekonomi. Sedangkan syari'ah sebagai hukum Islam menjadi objek 
kajian Jurusan Muamalat dan Jurusan Siyasah. Untuk kajian syari'ah 
sebagai hukum, materi syari'ah harus disusun dalam bahasa dan kerangka 
hukum Indonesia. Pendekatannya harus perbandingan dengan 


konsekuensi materi hukum positif harus diberi porsi lebih memadai.” 


8 Jhid, hlm. 19-20. 
22 Tbid,, hlm. 20. 
20 Thid, hlm. 22. 
"1 Ibid, hlm. 23. 
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Secara lebih khusus, Syamsul juga mengembangkan hukum Islam 
di Indonesia dalam konteks Ekonomi Syari'ah. Untuk mengantisipasi 
adanya Jack of empiricism (kurang dimensi empiris), maka menurut Syamsul 
perlu dikembangkan pendekatan terpadu atau apa yang disebut dengan 
pendekatan sui generic kum empiris. Syamsul kemudian “meminjam' model 
yang ditawarkan oleh Louay Safi dalam karyanya The Foundation of Knowledge 
(1996) dan Anas az-Zarga dalam artikelnya Tahgig Islamiyah Tim Igtisad 
(1989), untuk mengembangkan pendekatan terpadu dalam studi hukum 
Islam, khususnya studi hukum ekonomi Islam. Secara sederhana, model 


972 


Louay Safi”” merupakan pemaduan antara analisis tekstual yang telah 
dikembangkan secara mantap oleh para teoretisi hukum Islam di satu pihak 
dan analisis sosial yang merupakan kombinasi teori sistem dan teori perilaku 
di pihak lain.”? Sedangkan dengan meminjam model Anas az-Zarga, ia 
membuat model integrasi wahyu dalam hal ini syari'ah (al-Yur'an dan al- 
Hadis) dan ra'yu dalam hal ini ilmu ekonomi.” Integrasi syari'ah dan ilmu 
ekonomi itu dilakukan dengan membedakan pernyataan-pernyataan 
syariah (wahyu al-Guran dan al-Hadis) dan pernyataan-pernyataan 
ekonomi ke dalam dua ketegori, yaitu pernyataan-pernyataan normatif 
(preskriptif) dan pernyataan-pernyataan deskriptif (positif), kemudian 
mencari titik temu antara pernyataan Islam (wahyu) dan pernyataan 
ekonomi, dan mengganti pernyataan ekonomi yang tidak sesuai dengan 
pernyataan Islam (wahyu) sehingga dari proses tersebut secara keseluruhan 
ditemukan sintesis syari'ah dan ekonomi yang melahirkan ilmu ekonomi 


975 


Islam.” Menurut Syamsul: 


Integrasi wahyu dan ra'yu dalam ilmu hukum Islam bergerak dari titik yang 
berbeda, namun bertemu dengan upaya para pendukung tesis integrasi ini 


"2 Louay Safi, The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and 
Western Methods of Inguiry (Selangor: International Islamic University Malaysia Press 
dan International Institute of Islamic Thought, 1996), hlm. 183. 

233 Tbid,, hlm. 145. 

“9 Tbid,, hlm. 147. 

"5 Anas az-Zarga, “Tahgig Islamiyah Tlm Igtisad: al-Mafhum wa al-Manhaj”, 
dalam Towards Islamigation of Disciplines (Herndon, Virginia: NTT, 1989), hlm. 324. 
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pada titik yang sama. Islamisasi pengetahuan melakukan integrasi wahyu ke 
dalam aktifitas keilmuan karena dimensi wahyu inilah dalam sistem 
pengetahuan sekarang yang sekuler telah disisihkan. Dalam ilmu hukum Islam 
gerakan integrasi terjadi sebaliknya, yaitu bagaimana mengintegrasikan ra 'yv 


(akal dan pengalaman empiris) ke dalam metodologi hukum Islam, karena 


dimensi empiris inilah yang selama ini kurang mendapat perhatian.” 


Mochammad Sodik, salah seorang civitas akademika FSH UIN 
Sunan Kalijaga, kemudian mensinergikan dan mengoneksikan antara 
pola studi hukum Islam yang ditawarkan oleh (A)tho' Mudzhar 
(intelektual “A” pertama) dan (S)yamsul Anwar (intelektual “S”) di atas 
(intelektual “SAYA”). Perlu diketahui, bahwa menurut Atho?, ada tiga 
bentuk studi hukum Islam, yaitu penelitian hukum Islam sebagai doktrin 
asas, penelitian hukum Islam normatif, dan penelitian hukum Islam 
sebagai gejala sosial.” Sementara itu, Syamsul Anwar membagi pelapisan 
notma hukum menjadi tiga lapis, yaitu nilai-nilai filosofis/ dasar, norma- 
notma tengah/ doktrin-doktrin umum, dan peraturan-peraturan hukum 
konkrit. 


Berdasarkan dua ketegori model studi hukum Islam dari dua 
pemikit FSH tersebut (Syamsul # Atho' atau S # A dalam intelektual 
“SAYA”), Sodik, dalam buku Fikih Indonesia (2013) kemudian 
menawarkan empat model.” Pertama, penelitian hukum Islam doktrin 
asas. Sasaran studinya adalah dasar konseptual hukum Islam, yang terdiri 
dari dua bagian, yaitu nilai-nilai dasar filosofis (a-giyam al-asasiyah), seperti 
maslahah, "adalah, musawah, magasid asy-syari'ah, dan filsafat hukum Islam, 
dan asas-asas hukum Islam atau doktrin hukum umum atau norma tengah 
(a-usul al-kulliyyah), seperti al-gawa'id al-fighiyyah dan an-nagariyah al-fighiyyah. 
Kedua, penelitian hukum Islam normatif. Sasaran studinya adalah hukum 


“6 Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, hlm. 148. 

"7 Mudzhat, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi”, dalam 
Abdullah, Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman, hlm. 178-179. 

"8 Sodig, Fikih Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan, hlm. 
42-48. 
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Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nass al- 
bukm (seperti ayat ahkam dan hadis ahkam), maupun produk pemikiran 
hukum Islam (seperti studi kitab fikih, fatwa “ulama, ganun, dan rancangan 
perundang-undangan). Ketiga, penelitian hukum Islam sebagai gejala 
sosial, atau yang dikenal sebagai studi hukum Islam sosiologis. Sasaran 
studinya adalah masalah interaksi antar sesama manusia, baik antar sesama 
Muslim maupun antara Muslim dengan non Muslim, di sekitar persoalan 
hukum Islam. Keempat, penelitian hukum Islam sebagai gejala budaya, 
atau disebut dengan studi hukum Islam kultural atau antropologis. 
Sasaran studinya adalah bentuk penghayatan dan perilaku hukum Islam 


suatu komunitas atau masyarakat Muslim, serta tingkat kesadaran mereka. 


Berdasarkan penjelasan Sodik di atas, sebenarnya tetap hanya 
ada tiga saja model studi hukum Islam, yaitu studi hukum Islam normatif, 
filosofis, dan empiris. Hanya saja, model wilayah kajian empirisnya 
kemudian berkembang atau dimekarkan menjadi dua wilayah lagi, yaitu 
sosiologis dan antropologis. Gambaran model-model studi hukum Islam 


tersebut dapat penulis ilustrasikan seperti model kuadran berikut ini. 


Model studi hukum Islam doktrin asas, normatif, antropologis, 


dan sosiologis 


Filosofis : Normatif 


Studi Hukum Islam Doktrin Asas : Studi Hukum Islam Normatif 


en -..——oocccccmcmc——.——c—.—.—..—..———— eta 


Studi Hukum Islam Sosiologis : Studi Hukum Islam Antropologis 


Pemikiran-pemikiran “SAYA” telah penulis jelaskan, untuk 


selanjutnya akan dikaji tentang peran dan kiprah “R” (Ruhaini), alias Siti 
Ruhaini Dzuhayatin, untuk selanjutnya penulis sebut dengan nama Ruhaini 
saja. Ruhaini lahir di Blora, 17 Mei 1963, sebagai anak kedua dari lima 
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bersaudara, dibesarkan dalam lingkungan yang cukup demokratis. Ibunya 
adalah perempuan sederhana, seorang guru SD. Ibunya selalu 
mengingatkan anak perempuannya, termasuk Ruhaini, agar bisa cari uang 
sendiri, “supaya kalau beli bedak tidak minta uang suami'.”” Ruhaini aktif 
di berbagai organisasi akademik dan sosial keagamaan. Di antaranya pernah 
menjadi Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga (2002- 
2007), anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah (2000-2005), Ketua 
Pengurus Perkumpulan Rifka Annisa Women Crisis Center (1995-2011), 
Member of Coalition Against Trafficking in Women (1998-2011), dan 
Ketua Komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam/ OKI (2012-...). Alumni 
Pondok Pesantren Modern Pabelan, Magelang ini, menyelesaikan 
sarjananya dari Fakultas Syarah IAIN Sunan Kalijaga Jurusan Perdata- 
Pidana (PP), sebelum melanjutkan ke The Department of Sociology and 
Anthropology Monash University, Melbourne, Australia (1991-1993). 
Ia kemudian melanjutkan jenjang doktornya di Universitas Gadjah Mada 
mengambil studi sosiologi. Sebenarnya pada tahun 2003 ia dapat 
mengambil beasiswa S3 (doktor) ke Kanada. Namun kesempatan itu tidak 
ia ambil, karena mengingat anak perempuannya masih butuh perhatian. 
Akhirnya ia mengambil program doktor di UGM."'! Di almamaternya, 
FSH UIN Sunan Kalijaga, Ruhaini mengajar beberapa matakuliah, seperti 
Islam dan HAM, Resolusi Konflik, dan Sosiologi Keluarga. 


Sepulang dari Monash, Ruhaini menemukan apa yang disebut 


sebagai cultural inegualities, bahwa bahasa adalah konstruksi dan karenanya 


"9 Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Memahami Semangat Zaman”, dalam Kompas, 7 
Desember 2001, hlm. 12. 

20 Sebagai lulusan terbaik, Ruhaini diangkat sebagai asisten dosen di 
almamaternya. Lewat IAIN ini, ia melanjutkan studi pada Program Pascasarjana di 
Monash University, Australia. Satu pengembaraan" menantang bagi seorang Muslimat. 
Ruhaini, “Dari Pesantren ke Monash Lewat IAIN”, dalam Tamu Kita, No. 48-Juni 
1995, hlm. 19. 

21 “Sehati Bersama Siti Ruhaini Dzuhayatin: Direktur PSW UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta”, Tak Menerima Tamu Malam Hari, No. 49, Th. 57, 1 Maret 2005, 
hlm. 2. 
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berpihak kepada siapa yang paling dominan di dalam masyarakat. Bila 
yang dominan budaya patriarkhi, maka seluruh interpretasi teks dalam 
kitab akan sangat dipengaruhi konsep yang patriarkhis. Ini merupakan 
preferensi kultural. Jadi, ketika kita berbicara tentang perempuan dan 
Islam, menurut Ruhaini, sebenarnya kita berbicara tentang perempuan 
dan budaya. Islam sebenarnya g0 beyond the culture dengan menyatakan 
bahwa Tuhan bukan laki-laki dan perempuan.”? Beberapa penghargaan 
yang pernah diraih oleh Ruhaini adalah, The Award of the Minister of 
Religious Affairs on the Most Productive Lecturer and Intellectual in 
Strengthening Islamic Studies on Gender in Indonesia, 3 January 2010, 
Fellowship on Islam and Human Right, Emory University, USA, July- 
December 2004: The Award of Women's Fellowship of McGill 
University-CIDA Project, 1996, The Award of International Faculty 
Developer, McGill University-CIDA Project, 1997, The Best Graduate, 
the State Islamic Institute of Islamic Studies (TAIN) Yogyakarta, 1988.” 


Tahun 2010, Ruhaini pernah meraih penghargaan dari 
Departemen Agama sebagai perintis dan pengembang studi jender." 
Menurut Ruhaini, penghargaan itu harus dimaknai sebagai pengakuan 
formal terhadap subjek studi, bahwa studi jender adalah bagian integral 
dari studi Islam. Ruhaini mulai aktif pada studi jender sejak sepulang 
mengambil S2 di Australia tahun 1992, ketika dua buku fenomenal karya 
Asghar Ali Engineer dan Aminah Wadud Muhsin mulai hadir di 
Indonesia. Tahun 1990-an, menurut Ruhaini, studi jender dan agama 
mulai menampakkan hubungan yang positif. Agama bukan problem 
jender, tetapi agama adalah problem solving isu jender. Salah satu strategi 
yang dilakukan oleh Ruhani bersama dengan PSW UIN Sunan Kalijaga 
saat itu adalah melakukan dokumentasi dalam sebuah publikasi, serta 


melakukan diskursus dan advokasi jender. Pemahaman jender tidak boleh 


282 Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Memahami Semangat Zaman”, dalam Kompas, 7 
Desember 2001, hlm. 12. 

283 “Perempuan Jogja”, dalam Radar Joga, 10 Januati 2010, hlm. 15. 

289 Thid, 
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monolitik, tetapi harus plural.” 


Karya tulis Ruhaini tersebar di berbagai surat kabar dan jurnal 
seperti Optimalisasi Peran Perempuan dalam Konteks Indonesia (1993), Gender 
dalam Perspektif Islam (1990), Isu Perempuan Islam Indonesia (1990), 
Perempuan di Indonesia (1990), Women Colonialization: Suatu Kerangka 
Teoritis (1996), Marital Rape (1997), Otonomi Politik Perempuan dalam 
Demokrasi dan Formasi Sosial 1997), Konstruksi Seksualitas dalam Islam 
(1997), Feminist Theology and Islam in Indonesia 1999),” Dilema Perempuan 
Menabrak Ortodoksi (1999), Tajdid Muhamamdiyah: Kasus Empiris 
Perempuan Kontemporer (2000),”" Gender and Plurality in Indonesia, Pluralism 
and Civil Society in South East Asia (2001), Pergulatan Pemikiran Feminis 
dalam Wacana Islam (2002), Role Expectations of Women in Indonesia 
(2002),”” The Roles of Religion in Non-Western Urban Society (2002), W Gender 


25 Lihat Kedaulatan Rakyat, “Perbincangan: Mengubah Strategi Perjuangan 
Jender”, 31 Januari 2010, hlm. 13. 

28 Lihat di Jurnal Sabran, UMS Surakarta (1993). 

287 Lihat di buku Membincang Feminisme dan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). 

?8 Lihat di buku Rekonstruksi Fikih Perempuan (Yogyakarta: UII Press, 1996). 

289 Lihat di buku Nasionalisme: Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1996). 

“0 Lihat dalam buku Pelecehan Seksual (Yogyakarta: UII Press, 1996). 

1 Lihat dalam buku Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan (Yogyakarta: PKBI, 
1997). 

??2 Lihat dalam Jurnal Unisia, No. 34, 1997. 

” Lihat dalam Jurnal Hukum, No. 8, Vol. IV/1997. 

"4 Lihat dalam Jurnal Gema, Vol. 55, 1999. 

?5 Lihat dalam buku Perempuan Menabrak Ortodoksi (Yogyakarta: LKIS, 1999). 

“6 Lihat dalam buku Tajdid Muhamamdiyah: Kasus Empiris Perempuan Kontemporer 
(Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2000). 

7 Lihat dalam buku P/uralism and Civil Society in South East Asia (Boston: Boston 
University Press, 2001). 

”8 Lihat dalam buku Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam 
Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 

” Lihat dalam M. Atho? Mudzhar, et.all (eds.), Indonesian Women: Access, 
Opportunity and Control (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2002). 

1000 jhat dalam buku Indonesian Women (TAIN-McGill University, 2002). 
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and Plurality in Indonesia (2002), Patriarchy in Indonesia (2004), Integrating 
Human Rights in The Faculty of Islamic Law (2004), Women's Access to 
Education in Islamic Sehools (2000), Kyai Hamam Dja'far: Pribadi yang 
Menantang (2008),""5 Pemikiran Kritis Syafi'i Maarif untuk Indonesia 
(2009),' "6 Revivalisme Islam dan Implikasinya terhadap Perempuan di Indoensia 
(2010), dan Heating the Glass Ceiling in Islamic Education (2010). Selain 
banyak menulis, Ruhaini juga memiliki banyak pengalaman penelitian 
dan menjadi narasumber di berbagai konferensi ilmiah. Salah satu karya 
pentingnya adalah Feryinist Theology and Islam in Indonesia. Salah satu prestasi 
global yang telah ditorehkan oleh Ruhani adalah, kini ia merupakan 
perempuan asal Indonesia yang menjadi satu dari 18 Komisioner 
Permanent Commission of Human Rights (OIC IPHRC) atau Komisi 
Independen Permanen Hak Asasi Manusia pada Organisasi Kerjasama 
Islam (OKI). 


Komisi bernama lengkap Komisi Independen Permanen HAM 
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki 18 komisioner, hanya 4 
orang diantaranya yang perempuan, salah satunya Ruhaini yang berasal 
dari Indonesia. Tiga perempuan lain berasal dari Malaysia, Sudan, dan 
Afghanistan. Hanya dua komisioner yang diusulkan oleh masyarakat sipil 
negara masing-masing, yaitu dari Indonesia dan Arab Saudi. Selebihnya 


100 


penunjukkan oleh negara." Dengan kata lain, terpilihnya Ruhaini 


sebagai anggota OIC IPHRC adalah usulan dari masyarakat, bukan 


101 Lihat dalam Robert Hefner (ed.), The Dolitics of Multiculturalism (Hawai: 
University of Hawai Press, 2002). 

1002 Lihat dalam Insages of Asia Changing Asia (Denmark: Danish Center for 
Culture and Development, 2004). 

106 Y ihat dalam Islamic Intelectualism and Activism (USA: Emory University, 2004). 

1004 LAPIS-AusAID, 2006. 

1005 Lihat dalam Kyai Hamam Dja'far (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). 

1006 Lihat dalam Jurnal Maarif, Vol. 6, No. 4, 2009. 

1007 Lihat dalam Jurnal Musawa, Vol. 9, No. 2, 2010. 

1108 Lihat dalam International Journal of Studia-Islamika, 2010. 

1109 Kompas, “Perjuangan HAM Siti Ruhaini Dzuhayatin”, 11 November 2012, 
hlm. 23. 
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penunjukan dari negara. Ruhaini diusulkan menjadi komisioner Komisi 
HAM OKI oleh organisasi non-pemerintah, Komnas Perempuan, 
Human Rights Working Group, dan pemerintah melalui Kementerian 
Luar Negeri. Ruhaini mengawali perhatiannya pada isu hak asasi manusia 
ketika mengadvokasi hak-hak perempuan melalui Perkumpulan Rifka 
Annisa di Yogyakarta, tahun 1995.!"'" 

Selain sebagai pemikir tentang kajian-kajian jender, Ruhaini juga 
sebagai aktivis HAM. Sebagai aktivis HAM perempuan, Ruhaini 
sepertinya ingin menjembatani isu kekerasan terhadap perempuan di 
tingkat nasional ke tingkat internasional. Ruhaini juga berusaha 
mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam kurikulum 
hukum Islam di IAIN Indonesia. Menurut Ruhaini, sejauh ini, kurikulum 
IAIN tidak memasukkan isu-isu sosial kontemporer yang muncul dari 
proses demokratisasi dan perkembangan sosio-ekonomi. Salah satu 
penyebabnya adalah karena kurikulum yang ada diadopsi dari dan 
disamakan dengan Universitas al-Azhar di Kaito yang konservatif. 
Dikotomi antara ilmu-ilmu Islam dan umum, juga pendidikan Islam dan 
umum, turut memberi andil dalam eksklusivisme Perguruan Tinggi Islam 
dalam hal tradisi-tradisi Islam klasik. Kurikulum Perguruan Tinggi 
seharusnya mulai mengakomodasi pemikiran modern dan progresif 
untuk menghilangkan perbedaan ini. Lebih lanjut, proyek Ruhaini juga 
mengetengahkan cara-cara Islam diajarkan di kalangan masyarakat 
Indonesia, baik secara informal melalui keluarga maupun secara formal 
di sekolah. Ruhaini sepertinya juga akan merencanakan mendirikan Pusat 
Studi Hak Asasi Manusia di IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Lembaga ini akan menjadi sumber yang akan mendidik masyarakat 
melalui publikasi, media massa, dan lebih penting lagi melalui workshop 
yang akan melibatkan sejumlah besar kalangan masyarakat agama. 
Workshop ini akan membantu kesepahaman bersama antar umat beragama 


yang berbeda namun tetap setara. 


1010 Ibid. 
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Untuk mengetahui pikiran-pikiran Ruhaini di seputar isu-isu jendar 
dan HAM, dapat dilacak dalam berbagai wawancara yang dilakukan oleh 
wartawan kepadanya, yang kemudian dimuat di berbagai surat kabar. 
Misalnya, terkait dengan isu revisi Undang-undang Perkawinan, yang 
diusulkan oleh Konggres Wanita Indonesia (Kowani) pada tahun 2000, 
Ruhaini berpendapat bahwa sebaiknya Kowani melakukan draftingundang- 
undang serta juga mengadakan networking dengan organisasi wanita serta 
organisasi kemasyarakatan, untuk diajak bicara. Menurut Ruhaini, bukan 
UU yang terpenting, tetapi bagaimana menciptakan kesadaran masyarakat 
itu sendiri terhadap masalah hak-hak perempuan seputar perkawinan. 
Sehingga yang dilakukan adalah proses pemberdayaan wacana ketimbang 
difokuskan pada law-reform-nya. Ada tiga aspek wilayah yang harus 
dipertimbangkan untuk mewujudkan /aw-reform, menurut Ruhaini, yaitu 
DPR, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat itu sendiri. Selain 
melakukan proses /ega/-drafting ke DPR, kita juga harus melakukan networking 
dengan organisasi kemasyarakat seperti NU dan Muhammadiyah. Di sisi 
lain juga dilakukan conditioning kepada masyarakat, selain melakukan socia/ 
reform dan theological change, lewat organisasi-organisasi yang ada. Terkait 
dengan masalah penafsiran jender, kita harus membedakan dulu antara 


agama dan pemahaman keagamaan." 


Saat ditanya tentang masalah Rancangan UU Hukum Terapan 
Peradilan Agama (RUU HTPA) bidang perkawinan tentang nikah siri, 
Ruhaini menjelaskan bahwa “Secara substantif, RUU HTPA bidang 
perkawinan tidak berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974. Karena memang 
merujuk pada UU Perkawinan. Namun sekarang Peradilan Agama 
memerlukan hukum materiilnya.” Lanjut Ruhaini, “Pasal 2 UU Perkawinan 
saat ini menimbulkan dualisme interpretasi. Ayat pertama mengatakan 
bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing- 


masing. Ayat 2 menyebutkan perkawinan dicatat menurut undang-undang 


1 Ruhaini Dzuhayatin, “Perubahan UU Perkawinan Bukan untuk 
Kepentingan Aktivis”, dalam Kedaulatan Rakyat, 23 April 2000, hlm. 6. 
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yang berlaku. Jadi ada dua kubu. Satu pihak menganggap pasal tersebut 
sebagai alternatif, asal melakukan salah satunya maka perkawinan dianggap 
sah. Kubu lainnya menyatakan sebuah perkawinan sah secara akumulatif, 
yakni memenuhi dua ketentuan tadi. Dalam HTPA bidang perkawinan, 
pernikahan yang tak tercatat dapat ditindak pidana, alias dikriminalkan 
untuk efek jera. Kriminalisasi juga menjadi upaya menekan praktik-praktik 
perkawinan yang tidak bertanggungjawab. Mengingat perkawinan yang 
tak tercatat lebih banyak membawa mudarat ketimbang manfaat. 
Pencatatan pernikahan harus dilihat secara makro. Ini berhubungan dengan 
kehidupan sebagai sebuah negara bangsa. Jangan dilihat melalui kacamata 
kasuistik.” Ruhaini juga mempertanyakan, jika memang bertujuan 
kemaslahatan, mengapa rukun nikah tidak bisa ditambahkan? Pencatatan 
pernikahan sangat relevan dengan kehidupan sekarang yang heterogen. 
Dalam masyarakat yang kompleks, rukun bisa ditambahkan, karena ini 


menyangkut hubungan horizontal sesama manusia.” 


Salah satu yang menarik dari pendapat Ruhaini adalah usulnya 
tentang posisi Mazhab Sapen. Menurut Ruhaini, bersama Mukti Ali, M. 
Amin Abdullah mampu merepresentasikan keislaman khas Mazhab 
Sapen yang multikultural, inklusif, dan pluralis.'"5 Banyak kalangan 
berharap agar Pak Amin, menurut Ruhaini, 'madhep pandito' merawat 
integrasi-interkoneksitas agar menjadi paradigma Mazhab Sapen yang 
digdaya dalam mengimbangi atus pasang islamisasi ilmu.'" Selain 
menyebut nama Mukti Ali dan M. Amin Abdullah, Ruhaini juga 
menyebut dua nama lain yang perlu diperhitungkan pemikirannya di 
Mazhab Sapen, yaitu Prof. Machasin dan Prof. Munir Mulkhan.'”" 


1012 “Salah Kaprah RUU Nikah Siri”, Minggu Pagi, No. 48, Th. 63, Februari 
2010, hlm. 2. 

1013 Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Pertaruhan Idealisme Islam Substantif dan 
Keharusan Pragmatis: Catatan 60 'Tahun Prof. Dr. M. Amin Abdullah”, dalam Moch 
Nur Ichwan dan Ahmad Muttagin (eds.), Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan: 
Festebrift Untuk M. Amin Abdullah (Yogyakarta: CISForm, 2013), hlm. 279. 

1014 Thid., hlm. 285. 

1015 Tpid., hlm. 284. 


Waryani Fajar Riyanto | 487 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


Munculnya nama Ruhaini yang mengonsentrasikan diri pada 
kajian-kajian tentang HAM dan jender di Mazhab Jogja tersebut, dapat 
dibaca sebagai model perluasan studi Islam, yang telah ditawarkan oleh 
Syamsul Anwar, Akh. Minhaji, Yudian Wahyudi, dan Atho' Mudzhar. 
Tentang perluasan studi Islam tersebut, M. Amin Abdullah pernah 
menawarkan tiga model perluasan studi Islam di IAIN/UIN (Sunan 
Kalijaga).'"'9 Pertama, studi wilayah atau area studies (pen. misalnya seperti 
Noorhaidi Hasan). Kedua, dialog antar agama-agama. Ketiga, studi 


wanita atau jender (pen. misalnya seperti Ruhaini). 


Selain Ruhaini tentunya, berdasarkan nama-nama kontributor 
penulis artikel pada buku Menwju Hukum Keluarga (2013),"" penulis dapat 
menyebutkan beberapa penggiat kajian jender di Mazhab Jogja yang 
berasal dari FSH UIN Sunan Kalijaga, yaitu: Mochammad Sodik, Hamim 
Ilyas, Khoiruddin Nasution, Suziana Elly, Agus Moh. Najib, Fatma 
Amilia, Muhrisun Afandi, dan Riyanta. Buku tersebut sebenarnya ingin 
menawarkan gagasan pendekatan hukum Islam 'baru', menggeser nalar 
dan aliran positivistik-formalistik hukum Islam, yang cenderung hitam- 
putih, a-historis, dan tidak kontekstual, menuju model hukum Islam 
responsif, yang kemudian disebut sebagai mazhab hukum baru yang 
progresif (Hukum Islam Progresif / HIP). 

Selain intelektual “SAYA” dan “R” (Syamsul Anwar, Atho” 
Mudzhar, Yudian Wahyudi, Akh. Minhaji, dan Ruhaini) di atas, banyak 
juga varian-varian pemikiran yang ditawarkan oleh civitas akademika 


FSH UIN Sunan Kalijaga, terutama yang berasal dari alumni Barat, yang 


1516 M. Amin Abdullah, “Studi Islam Ditinjau Dari Sudut Pandangan Filsafat: 
Pendekatan Filsafat Keilmuan”, al-Jami'ah, No. 58, Tahun 1995, hlm. 93-96. Artikel ini 
mencoba menjelaskan kemungkinan perlunya pengembangan wilayah Islamic Studies, 
khususnya dari teropong telaah filsafat keilmuan, Selain acuan berpikir yang biasa terjadi 
dalam diskursus keilmuan pada umumnya, Amin juga mencoba membandingkan dengan 
apa yang berkembang dalam wilayah studi antropologi. 

1717 Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk (eds.), Menuju Hukum Keluarga: Progresif, 
Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak (Yogyakarta: Suka Press, 2013). 
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telah berkiprah di level global (dunia), yaitu dari Mazhab Kanada dan 
Belanda, serta yang lainnya. Tiga nama (tambahan) yang dapat penulis 
sebut di sini adalah Ratno Lukito, Noorthaidi Hasan, dan Euis 
Nurlaelawati. Noorhaidi Hasan (dan Euis), sebagai alumni Belanda, ingin 
menawarkan pendekatan antropologi hukum Islam, atau lebih tepatnya 
etnografi hukum Islam. Hal ini sepertinya agak berbeda dengan alumni 
Australia, seperti Ruhaini, yang sering menggunakan perspektif sosiologi. 
Sedangkan Ratno lebih banyak berbicara tentang pluralisme hukum di 


Indonesia dengan pendekatan komparatif. 


Ratno Lukito lahir di Yogyakarta 
pada tanggal 22 Maret 1968. Ia 
menyelesaikan studi doktornya pada 
Faculty of Law, McGill University, 
Montreal, Kanada pada tahun 2006, setelah 
beberapa tahun sebelumnya berhasil 
menyelesaikan masternya di universitas 
yang sama dalam bidang Islamic Studies pada Legol Pluralism in Indonesia 
tahun 2001. Tesisnya kemudian diterbitkan 
oleh penerbit lokal dengan judul Is/amic Law 
and Adat Encounter (2001)."" Ratno adalah 
alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan 


Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1992. 

Ratno banyak menulis artikel dan buku tentang tema pluralisme hukum 
di Indonesia. Salah satu tulisannya tentang pluralisme hukum di Indonesia 
adalah The Enigma of National Law in Indonesia (2007). Tulisannya yang 
lain Trapped Between Legal Unification and Pluralism: the Case of the Suprene 
Courts Decision on Interfaith Marriage. Penulis dapat menyebut Ratno sebagai 


1188 Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia 
(Jakarta: Logos, 2001). 

1019 Ratno Lukito, “The Enigma of National Law in Indonesia: The Supreme 
Courts Decisions on Gender-Neutral Inheritance”, dalam International Journal of Legal 
Pluralism and Unofficial Law 52 (2007): 147-167, University of Brimingham, Inggris. 
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salah satu pemikir FSH yang telah menancapkan “tonggak di level global, 
terutama setelah diterbitkannya buku Lega/ Pluralism in Indonesia oleh 
penerbit internasional ternama, Routiedge (2011). Hal ini tentu sangat 
berbeda dengan disertasinya Yudian dan Minhaji yang hanya diterbitkan 
oleh penerbit lokal. Tidak semua civitas akademika di Mazhab Sapen dapat 
melakukan hal tersebut. Kebanyakan mereka hanya menerbitkan bukunya 
di penerbit nasional, atau bahkan hanya penerbit lokal, beberapa eksemplar 
saja, untuk kepentingan kum dan kenaikan pangkat. 


Untuk mengetahui apa dan bagaimana tentang pluralisme hukum 
di Indonesia, sebagai pengantar, dapat dibaca dalam salah satu buku 
Ratno berjudul Tradisi Hukum Islam (2008). Buku tersebut adalah sebagai 
langkah awal untuk mengkampanyekan kembali kajian-kajian pluralisme 
hukum di Indonesia. Ratno meyakini bahwa, dominasi aliran positivis 
dalam kajian hukum di berbagai fakultas hukum maupun syari'ah di 
Indonesia, dapat sedikit demi sedikit dilunturkan dengan berbagai bentuk 
kajian, diskusi dan penulisan mengenai subjek pluralisme hukum ini. 
Walaupun tidak menjadi solusi atas berbagai problem kajian hukum yang 
ada di Tanah Air, buku Tradisi Hukum Indonesia tersebut dimaksudkan 
sebagai jembatan awal yang dibangun untuk menjadi penghubung antar 
berbagai tradisi hukum yang hidup di Tanah Air. Tiga tradisi hukum 
Indonesia yang dibahas dalam buku tersebut adalah Tradisi Hukum Adat, 
Hukum Islam, dan Hukum Sipil Belanda. Ketiga tradisi hukum tersebut 
hidup secara nyata dalam masyarakat, walaupun dengan performa yang 
berbeda sesuai dengan sistem filsafat maupun faktor historisnya yang 
berbeda-beda." 

Jika Ratno berbicara tentang pluralisme hukum di Indonesia 
secara luas, maka jauh hari sebelumnya, Idris Ramulyo telah berbicara 


tentang pluralisme hukum kewarisan di Indonesia. Menurut Idris: 


Dengan demikian di Indonesia berlaku pluralisme hukum kewarisan. Di 
samping hukum Islam, hukum adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum 


1120 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. iv-v. 
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Perdata (Burgerlijk Wetbok). Di antara masing-masing bentuk hukum itu terdapat 
pula beberapa variasi, misalnya hukum Islam menurut pendapat Hazairin yang 
bilateral, mazhab Syaff'i yang condong bilateral dan wasiat wajib dalam Undang- 
Undang Mesir No. 71 Tahun 1946 tentang Wasiat. Demikian pula hukum 


adat yang terbagi atas sembilan belas wilayah hukum." 


Senada dengan Ratno yang memandang pentingnya pluralisme 
hukum di Indonesia, yang kemudian Idris Ramulyo lebih 
memfokuskannya pada wilayah hukum kewarisan, maka Kamsi, salah 
seorang civitas akademika FSH UIN Sunan Kalijaga, dalam konteks 
hukum perkawinan (Islam), juga memandang penting pluralisme hukum 


tersebut. Lebih lanjut Kamsi mengatakan: 


Sejalan dengan dinamika politik di era Orde Baru, ditemukan dua model 
positivisasi hukum perkawinan Islam, yaitu model pertama diferensiasi dalam 
unifikasi hukum nasional dalam satu undang-undang seperti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, diferensiasi dalam unifikasi hukum nasional 
dengan peraturan undang-undang tersendiri seperti Undang-Undang Peradilan 
Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (pen. di antara dua teori tersebut, 
Kamsi kemudian menawarkan teori ketiga, yaitu “diferensiasi dalam unifikasi 
hukum nasional). Artinya, bahwa hukum yang akan dikemas dalam hukum 
nasional adalah satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan 
nasional, dan tidak diletakkan hanya pada kesatuan hukum dalam arti satu 
hukum yang diunifikasikan yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia, 
karena jika demikian itu yang diterapkan, maka akan terjadi pemaksaan- 
pemaksaan hukum kepada golongan-golongan dalam masyarakat. Hal ini pasti 
akan menimbulkan ketidakadilan bagi golongan-golongan yang bersangkutan. 
Yang harus disadari, bahwa hukum keluarga Islam yang berlaku di nusantara 
mengacu kepada falsafah bangsa “bhinneka tunggal ika" dan dasar negara 
Pancasila, karena itu pluralitas hukum merupakan realitas yang harus disadari. 
Teori ini penulis (Kamsi) namakan dengan teori “diferensiasi dalam unifikasi 
hukum yang dinamis', yaitu hukum yang mengabdi kepentingan nasional tidak 
harus berwujud satu unifikasi hukum, tetapi berwujud beberpa bidang hukum 
tertentu (hukum perkawinan Islam) yang terbingkai dalam unifikasi hukum 


121 Ydris Ramulya, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hlm. 198. Buku tersebut 
berasal dari tesis penulisnya pada Fakultas Pascasarjana (S-2) Universitas Indonesia 
angkatan ke-3 tahun 1983 di Jakarta. 
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sejalan dengan dinamika politik bangsa." 


Lebih lanjut Kamsi menegaskan: 


Susunan masyarakat Indonesia sangat majemuk sebagaimana tercermin dalam 
semboyan bhinneka tunggal ika. Akibatnya, pembentukan positivisasi hukum 
harus menghormati keragaman itu. Kepentingan satu pihak tidak dapat 
dipaksakan pada pihak lainnya. Dengan demikian cita-cita unifikasi hukum 
tidak bisa dipaksakan dan haruslah ditinggalkan karena tidak sesuai dengan 
kenyataan sosial rakyat Indonesia yang majemuk. Kericuhan pembangunan 
hukum selama ini sangat dipengaruhi oleh cita-cita unifikasi hukum, yaitu 
satu hukum nasional yang berlaku untuk semua kelompok masyarakat yang 
berbeda-beda. Sehingga perebutan kekuatan politik dalam pembentukan 
perundang-undangan menjadi menonjol.'"2 


Dua sarjana penting lainnya di FSH yang perlu diperhitungkan 
adalah Noorhaidi Hasan dan Euis Nurlaelawati. Untuk mengetahui posisi 
keduanya di level global, dapat dibaca dalam artikel yang ditulis oleh 
Kobayashi Yasuko, The Development of Studies on Islam in Indonesia: Towards 
a Combination of Area Studies and Islamic Studies (2013). Dalam artikel 


1022 Kasi, “Dinamika Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia 
(Studi Hukum Perkawinan Era Orde Baru”, dalam Ringkasan Disertasi, Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, hlm. 30 dan 32-33. 

112 Hanya saja perlu diketahui, hukum Islam sebagai sumber hukum bersama 
sumber hukum lainnya bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk 
sendiri secara eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan secara 
imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari- 
hari. Sumber hukum di sini harus diartikan sebagai sumber hukum materiil dalam arti 


menjadi bahan isi untuk sumber hukum formil. Dari sini dapat dipahami bahwa sumber 
hukum itu ada dua macam, yakni sumber hukum materiil (bahan baku yang belum 
mempunyai bentuk hukum tertentu) dan sumber hukum formil (bahan baku yang 
telah mempunyai bentuk hukum tertentu dan mengikat berlakunya sebagai hukum). 
Kamsi, Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Suka Press, 2014), hlm. 
320 dan 321. 

"2 Kobayashi Yasuko, “The Development of Studies on Islam in Indonesia: 
Towatds a Combination of Area Studies and Islamic Studies”, dalam Acta Asiatica: 
Bulletin of The Institute of Eastern Culture 104 (The Geopolitics of Scholarship: Asian 
Studies in the United States and Asia in the Postwar Periode, The Toho Gakkai, Tokyo 
2013, hlm. 99-106. 
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tersebut, Yasuko membagi tiga periode sejarah studi Islam dan studi 
kawasan di Indonesia, yaitu periode kolonialisasi Belanda, periode 
pendudukan Jepang seteleh perang Dunia II, dan periode kebangkitan 
Islam pada saat Orde Baru hingga fase reformasi (1966-1998). Untuk 
periode pertama, Yasuko menyebut nama sarjana Snouck Hurgronje (1857- 
1936), yang pernah menulis buku Mekka in the Latter Part of the 19” Century 
(1931) dan Acehnese (1906), sebagai salah seorang misionaris Belanda yang 
paling awal melakukan kajian tentang Islam di Indonesia. Setelah era Perang 
Dunia II, terutama ketika masa pendudukan Jepang hingga tahun 60-an, 
Yasuko menyebutkan dua nama sarjana penting beserta magnum opusnya 
masing-masing, yaitu Harry J. Benda (1950-an)"“ dan Clifford Geertz 
(1960).' Di era kebangkitan Islam pada masa Orde Baru hingga periode 
reformasi (1966-1998), Yasuko menyebutkan beberapa sarjana penting 
yang telah menulis tentang Islam di Indonesia, yaitu diantaranya adalah 
Karel Steenbrink (1974/1984),'” Mitsuo Nakamura (1981), 2 
Zamakhsyari Dofier (1982), Marin van Bruinessen (1994/5)," dan 


1025 Harry J. Benda, The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the 
Japanese Occupation, 1942-1945 (ttp.: The Hague van Hoeve, 1958). 

1026 Clifford Geertz, The Religion of Java (Glencoe: The Free Press, 1960). 

1027 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam 
Kurun Modern (Jakarta: LP3ES, 1986). 

1028 Mitsuo Nakamura, “The Radical Traditionalism of the Nahdlatul Ulama 
in Indonesia: A Personal Account of the 26" National Congress, June 1979, Semarang”, 
Southeast Asian Studies 19-2, 187-204. Baca juga disertasi Nakamura yang berjudul 
The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of tbe Muhammadiyah Movement in a Central 
Javanese Town, c.1910s-2010 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012). 
Untuk edisi pertamanya, buku tersebut telah diterjemahkan oleh Yusron Asrofie, salah 
seorang pemikir di Mazhab Sapen, dengan judul Bulan Sabit Muncul Dari Balik Pohon 
Beringin: Studi tentang Pergerakan Mubammadiyyah di Kotagede, Yogyakarta (Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 1983). 

102 Zamakhsyari Dofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai 
(Jakarta: LP3ES, 1982). 

1030 Martin van Bruinessen, Tarekat Nagsyabandiyyah di Indonesia: Survei Histaris, 
Geografis, dan Sosiologis (Bandung: Mizan, 1994), NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian 
Wacana Baru (Yogyakarta: LKIS, 1994), Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi 
Islam di Indonesia (Bandung: Mizan, 1995). 


Waryani Fajar Riyanto | 493 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


Azyumardi Azra (1994)! Jika Martin van Bruinessen dalam buku Kitab 
Kuning (1995), misalnya, telah banyak menyajikan genealogi judul-judul 
kitab kuning yang dikaji di pesantren, maka Abdul Mughits, salah satu 
civitas akademika FSH UIN Sunan Kalijaga, mencoba mencari implikasi 
kajian dalam kitab-kitab tersebut, terutama kitab fikih dan ushul fikih 
dalam proses progresivitas berpikir (ijtihad) di pesantren-pesantren 
Indonesia, dalam bukunya (tesis) Kritik Nalar Fikih Pesantren (2008), 


Kencana, Jakarta. 


Memasuki era pasca reformasi di Indonesia pada tahun 1998, 
studi Islam dan studi kawasan berkembang ke berbagai varian, 
diantaranya adalah area hukum Islam, sejarah, dan perkembangan Islam 
dalam masyarakat kontemporer. Di wilayah studi hukum Islam, Yasuko 
menyebut dua sarjana penting, yaitu R. Michael Feener yang menulis 
tentang pemikiran hukum Islam Indonesia di era modern (2007)'”” dan 
Euis Nurlaelawati yang menulis (disertasi) tentang Kompilasi Hukum 
Islam (2010)."5 Tentang studi sejarah, Yasuko menyebut dua nama 
sarjana, yaitu Merle C. Ricklefs (2006)"“ dan Michael Laffan (2003). 
Sedangkan untuk wilayah studi perkembangan masyarakat kontemporer, 


ia menyebutkan tiga nama sarjana, dua di antaranya dari Indonesia, yang 


IST A zyumardi Azra, Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 
XVII dan XVII! (Bandung: Mizan, 1994), The Origins of Islamic Reformism in Southeast 
Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Bastern Ulama" in tbe Seventeeth and Bighteenth 
Centuries (Honolulu: University of Hawai Press, 2004). 

1932 R. Michael Feener, Muslim Legal Thought in Modern Indonesia (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007). 

133 Kuis Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum 
Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2010). 

164 M.C. Ricklefs, Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the 
Fourtheenth to tbe Early Nineteenth Centuries (Norwalk: East Bridge, 2006). 

1035 Michael Francis Laffan, Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma 
below tbe Winds (London and New York: Routledge Curzon, 2003), The Makings of 
Indonesian Islam: Orientalisme and the Narrations of a Sufi Past (Princeton: Princeton 
University Press, 2011). 
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kebetulan sama-sama menjadi muridnya Martin van Bruinessen, yaitu 
John R. Bowen (2003), Noorhaidi Hasan"” yang menulis tentang 
Laskar Jihad (2006) dan Mujiburrahman'”' yang menulis tentang 


hubungan antara mayoritas Muslim dan minoritas Kristen (2006). 


Berdasarkan artikel Yasuko di atas, 
ia menyebut dua nama sarjana Indonesia, LASKAR JIHAN 
yang kebetulan sama-sama menjadi dosen 
di FSH UIN Sunan Kalijaga, yang 
kebetulan juga menjadi pasangan suami- 
istri, yaitu Noorhaidi Hasan dan Euis 
Nutlaelawati. Noothaidi Hasan adalah : 
dosen FSH UIN Sunan Kalijaga La 


Post-New Onder Indonesia 


Yogyakarta, yang saat buku ini ditulis 
sedang menjabat sebagai Dekan FSH UIN en 
Sunan Kalijaga kesepuluh (2011-2015), SL 


yang baru saja diangkat menjadi professor 


(2014). Minat penelitiannya meliputi berbagai manifestasi Islam politik 
masa kini di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ia 
meraih gelar MA dari Leiden University (1999), M.Phil dari International 
Institute for the Study of Islam in the Modern World (2000), dan Ph.D 
dari Utrect University (2005), seluruhnya di Belanda. Ia aktif 
mempresentasikan dan menulis makalah internasional dan memberi 
kuliah di forum akademik dalam dan luar negeri. Dua di antara artikel 
internasionalnya yang diedit oleh Roel Mejjer dan Asef Bayat, misalnya, 
masing-masing berjudul Ambivalent Doctrines and Conflicts in the Salafi 


1086 John R. Bowen, Islam, Law and Eguality in Indonesia: An Anthropology of 
Public Reasoning (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). 

187 Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad: Islam, Militaney, and the Ouest for Identity in 
Post-New Order Indonesia (Ithaca: Southeast Asia Program, Cornel University, 2006). 

1088 Mujiburrahman, Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's 
New Order (Leiden/ Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006). 

1039 Roel Meijer (ed.), Global Salafism: Islam New Religious Movement (United 
Kingdom: C. Hurst & Co, 2009), hlm. 169-188. 
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Movement in Indonesia (2009)'”? dan Post-Islamist Politics in Indonesia 
(2013). Untuk membaca sebagian pikiran-pikiran Noorhaidi, dapat 
dibaca dalam bukunya 1s5/am Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, 
dan Teori (2012) dan The Making of Public Islam Piety (2013), Suka Press, 
Yogyakarta. Ia juga terlibat dalam penelitian-penelitian berskala 
internasional, antara lain dengan Asia Research Institute (ARI), National 
University of Singapore, Royal Netherlands Institute for Southeast Asian 
and Caribbean Studies (KITLV), Belanda dan tokyo University of 
Foreign Studies, Jepang. Dalam komentar terjemahan buku Laskar Jihad 
tulisan Noorhaidi, Robert W. Hefner menyebutkan bahwa buku tersebut 
ditulis dengan perpaduan antara sejarah sosial dan seluk-beluk etnografi 
yang dirangkai secara halus. Tentang disertasi Noorhaidi, Laskar Jihad 
(2006), Yasuko berkomentar sebagai berikut: 


As in other Muslim societies, Islamist groups have also emerged in Indonesia, especially 
since democratigation. Althought still in tbe minority, tbey are vocal and engage in aggressive 
shows of strength. It is not certain mwhether they will gain power or not, or how they will 
integrate tbemselues in society. Noorhaidi Hasan (2006) provides some leads for predicting 
outcomes of this development. Noorhaidi traces the history of Laskar Jihad (Holy Warriors), 
a Salafist group that has instigated violence in tbe Moluccas from its establishment to its 
disbanding. Laskar Jihad was one of the many new Islamic gropus that arose in the 
politically open space during the transition from an autboritarian regime to democracy. 
However, it had a long prehistory. The intellectual current of strict Salafism goes back to 
the early twentieth century, but it was Subartos policy of “depoliticizing” Islam and 
suppressing the political activities of students which resulted in the growth of groups the 
promoted Salafist thought with funding from Saudi Arabia. Salaafism was originally 
critical of political activity. But Laskar Jihad became politicized during the periode of 
political transition. It formed militias with tbe support of army and politicians belonging to 
Islamic parties opposed to the president (Abdurrahman Wahid). It also sent self-serving 
information to autboritative ulama in Saudi Arabia and justified the dispatch of militia 
to the Moluccas on basis of their fatwa. One the politicians who had been supprotive of 
Laskar Jihad became part of tbe goverment following a change of president, they demanded 
a halt to the fighting. In tbe “war on terrorism” that began after 9/11 there was also 
international pressure to basten and end the Moluccan conflict, In the end, Laskar Jibad 
collapsed as a result of internal criticism and disbanded voluntarily. Noorbaidi shows how 


1140 Asef Bayat (ed.), Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam (Oxford: 
Oxford University Press, 2013), hlm. 157-182. 
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the regional circumstances of Indonesia and the situation in tbe Middle East were intricately 
intermeshed in tbe birth, growth, transformation, and dissolution of this Salafist group." 


Sedangkan untuk menilai karya Euis tentang Kompilasi Hukum 
Islam, yang juga salah satu dosen FSH, Yasuko berkomentar sebagai 
berikut: 


The greatest amount of research has been 
published on codified Islamic lam, and a study by 
Euis Nurlaelawati (2010) takes up guestions MobernizationN, 
pertaining to tbe Kompilasi Hukum Islam TRaDITioN AND 
(Compilation of Islamic Law: hereafter MWA 

kompilasi), which was a result of legal | The Kompilasi Hukum Islam and 
modernization in Indonesia. As is the case in ne Aina P3 inggngsian 
many Muslim countries, disputes among Muslims sn nangpana 
concerning family law are tried in Islamic law 

courts, or religious courts (pengadilan agama), 

which were officially established in 1989, and the 

kompilasi was compiled as a reference for judges. 

Previously, judges had consulted classical figh texcts, 

and the kompilasi was compiled as a unitary | Kelana Wilaeyan 
reference book s0 as to prevent differences in legal 

Judgments. However, methodological consistency 

was lacking in formulating its individual provisions, so tbe task of compiling laws by 
selecting what could be regarded as standard opinions from classical texts and taking into 
account circumstances in Indonesia proved to be fraught with difficulties. Tbe kompilasi 
was issued in 1991 in the form off a Presidential Instruction, not a Statute, and its legal 


11 Furar 


status in ambiguous. In tbe actual administration of justice, classical figh text have continued 
to serve as authorities for legal judements, and the hoped-for unification of legal judgments 
has not been acbieved. Variations in judgements mean that providing tbe Muslim populace 
at large with legal guarantees and certainty in the resolutions of family problems tbrough 
the system of religious courts remains a distant goal. One is confronted once again by the 
reality of tbe deep infiltration of classical law in the realm of family lam. It become clear 
that even Indonesia, which enjoys a moderate and progressive image, cannot be described so 
in comparison with otber Muslim countries when it comes to marriage and divorce. The 
study by Euis is a comprebensive work that examines guestions pertaining to Islamic law 
in contemporary society with reference to lawmakers, legal scholars, practicing judges, and 
ordinary Muslims for whom tbe laws are applied from various angles."“? 


1241 Yasuko, The Development of Studies on Islam in Indonesia, hlm. 114-115. 
102 Thid., hlm. 110-111. 
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Kita harus mampu membayangkan dan berimajinasi secara terus 
menerus, tentang lahirnya pendekatan baru dalam kajian hukum Islam 
untuk merintis jalan mengatasi kesenjangan antara pembacaan teks 
normatif “lepas konteks” dan pendekatan etnografis yang memberikan 
perhatian terlampau sedikit terhadap kehidupan sosial teks-teks. Tentang 
hubungan antara teks normatif dan pendekatan etnografis itulah, 
Noorhaidi menyebutnya dengan istilah Etnografi Hukum Islam. 


Sebagaimana pernah diungkapkannya: 


Saya ingin menyebutnya sebagai etnografi hukum Islam. Untuk 
membangunnya sebagai sebuah pendekatan yang intrinsik, beberapa langkah 
perlu dilakukan. Yang pertama adalah memahami fikih sebagai proses 
penafsiran daripada struktur aturan normatif abadi yang tidak berubah. Syariah 
merupakan alan yang ditetapkan Allah untuk diikuti umat Islam, sebagaimana 
tertuang dalam al-Gur'an dan al-Hadis. Berbeda dengan syariah, fikih 
merupakan jurisprudensi, produk interpretif manusia yang melibatkan logika, 
nalar, sensitivitas sosial dan politik. Ia sangat manusiawi dan terbangun melalui 
wacana dan praktik keseharian, berjalinan dengan adat dan tradisi yang 
mengitarinya. Langkah kedua adalah menunjukkan bahwa hukum Islam dalam 
wujud teks merupakan produk interpretasi budaya dan sang penafsir kadang- 
kadang berada dalam jerat hegemoni dan relasi kuasa yang dominan. Sebagai 
produk interpretasi, ia memang selalu bersilangan dengan kepentingan- 
kepentingan yang muncul dari dinamika interaksi sosial yang membangun 


struktur sosial. Ia sekaligus menjadi bagian dari sistem budaya. Langkah ketiga 
adalah mempelajari cara-cara di mana orang terlibat dalam menerjemahkan 
aturan sosial dan moral dan membentuknya menjadi rezim pengetahuan 


tertentu yang kontekstual menopang segenap kepentingan yang 
1043 


mengitarinya. 
Etnografi hukum Islam menjelaskan bagaimana produksi, 
pengembangan, diseminasi, otorisasi, dan apropriasi pengetahuan hukum 
Islam berlangsung. Dengan mengambil gagasan dari Talal Asad, 
Noorhaidi kemudian mengungkapkan bahwa Islam merupakan tradisi 
diskursif, etnografi hukum Islam menelisik bagaimana perspesi Muslim 


tentang pengetahuan Islam yang otoritatif terbangun dan 


148 Noorhaidi Hasan, “Membangun Etnografi Hukum Islam: Mendialogkan 
Teks, Realitas, dan Angggitan Teoritik”. Makalah belum diterbitkan, 2013, hlm. 12-13. 
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diwacanakan."" Oleh karena itu perhatian diberikan terhadap cara, teknik 
dan praktik di mana pengetahuan hukum Islam diproduksi dan 
direproduksi. Pemahaman ini penting untuk menggali bagaimana 
dinamika pandangan dan perdebatan tentang interaksi umat Islam dengan 
lingkungan sosial mereka berlangsung. Meskipun tidak ada struktur 
pengetahuan standar yang universal tentang apa yang disebut dengan 
hukum Islam, memahami dinamika produksi pengetahuan hukum Islam 
sangat penting sebagai prasyarat dalam menangkap bagaimana 
persinggungan antara teks dan konteks terjadi. Noorhaidi memahami 
bahwa pengetahuan hukum Islam dalam arti luas mencakup tidak hanya 
praktik ibadah (“ibada), moral (akhlag), dan hukum (figh), tetapi juga semua 
jenis praktik keagamaan yang memiliki aspek hukum, baik bersifat 


performatif maupun diskursif. 


Dalam memahami dinamika keagamaan sebagai tradisi diskursif 
dan praktik mediasi, adalah mustahil untuk memisahkan dimensi diskursif 
dan non-diskursif dan mengabaikan interaksi timbal balik antara dimensi 
diskursif dan non-diskursif dalam produksi pengetahuan. Dalam konteks 
ini, menarik mengamati hubungan konstitutif antara produksi 
pengetahuan hukum Islam dan pengalaman sehari-hari Muslim sebagai 
bagian dari kesatuan sosial dan politik tertentu, termasuk warga dari 
sebuah negara-bangsa. Di sini pendidikan memegang peranan penting. 
Banyak Muslim percaya bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam 
membangun karakter dan moralitas, sebagaimana tercermin dalam cara 
berpikir mereka, sikap dan praktik sehari-hari. Di mediasi melalui 


pendidikan, baik formal maupun informal, dan kegiatan keagamaan 


104 Talal Asad, Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity 
and Islam (Baltimore: John Hopkins University Press, 1993). Noorhaidi, Membangun 
Etmografi Hukum Islam, hlm. 13. 

1$ Bandingkan Martin Van Bruinessen, “Making and Unmaking Muslim 
Religious Authority in Western Furope”. Paper dipresentasikan dalam the Fourth 
Mediterranean Social and Political Research Meeting, Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies, Buropean University Institute, Florence, 19-23 March 2003. Noorhaidi, 
Membangun Etnografi Hukum Islam, hlm. 14. 
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berbasis masjid seperti khotbah dan khotbah, pengetahuan hukum Islam 
diwacanakan dan diproduksi dengan tujuan tidak hanya untuk 
memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk mencapai pencerahan moral 
yang komprehensif (tahdhib) sebagai sarana untuk membentuk 


1046 


kepribadian Muslim. 


Etnografi hukum Islam juga mengeksplorasi cara-cara dimana 
pengetahuan tidak lagi secara pasif diterima oleh audiens, tetapi dimediasi 
dan diperebutkan melalui interaksi timbal balik antara dimensi diskursif 
dan non-diskursif. Yang menarik dalam konteks ini adalah bagaimana 
bentuk-bentuk otoritas baru hukum Islam bermunculan, mengisi 
kebutuhan audiens baru hukum Islam yang lebih mandiri. Otoritas- 
otoritas baru hukum Islam mungkin tidak sehebat ulama-ulama dari 
masa lalu, tetapi mereka pasti lebih mampu berkomunikasi dengan 
audiens. Berbeda dengan ulama tradisional, yang biasanya memiliki 
pengetahuan luas dalam ilmu Al-Guran dan tradisi Nabi, ulama baru, 
sebutlah demikian, dituntut untuk menyajikan hukum Islam dalam 
standar siap pakai yang berkorelasi langsung dengan kepentingan dan 
gaya hidup dari audiens keagamaan baru yang membutuhkan referensi 
praktis tentang cara untuk memahami dan menerapkan norma-norma 


hukum Islam dan pesan-pesan agama lainnya." 


Menurut penulis, untuk mamahami secara mendalam tentang 
etnografi hukum Islam, harus menggunakan "pintu masuk' ilmu etnologi 
(antropologi-sosial), dan "kuncinya? adalah ilmu antropologi. Untuk 
memahami etnologi hukum Islam, dapat dibaca dalam karya-karya 
Hazairin. Menurut Khoiruddin, pendekatan etnologi (hukum Islam) 


dapat digunakan untuk menentukan arah pembangunan hukum keluarga 


1046 Lihat, Patrick D. Gaffney, The Prophets Pulpit: Islamic Preaching in Contemporary 
Eoypt (Berkeley: University of California Press, 1994) dan Gregory Starrett, Puting 
Islam to Work, Education, Politics and Religious Transformation in Egypt (Berkeley CA: 
University of California Press, 1996). 

107 Lihat, Muhammad Gasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: 
Custodians of Change (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002). 
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Islam Indonesia. Dengan bantuan ilmu etnologi, sebagaimana pernah 
digambarkan oleh Hazairin, yang diungkapkan kembali oleh Khoiruddin, 
dapat digunakan untuk mengungkapkan rahasia di balik ayat tentang 
perempuan mahram (perempuan-perempuan yang haram dinikahi), 


misalnya. 8 


Berdasarkan penjelasan pemikiran-pemikiran kelompok 
intelektual “SAYA” dan “R” (Syamsul Anwar, Atho' Mudzhar, Yudian 
Wahyudi, Akh. Minhaji, dan Ruhaini) di atas dan para 'pewaris' generasi 
mudanya (seperti Ahmad Yani Anshori, Ratno, Noorhaidi, dan Euis), 
maka varian-varian pemikiran hukum Islam di FSH dapat di'payungi'— 
meminjam istilah M. Amin Abdullah—oleh paradigma teo- 
antroposentrik integralistik. Dengan kata lain, teo-antroposentrik 
integralistik adalah arah baru studi hukum Islam di Mazhab Jogja. Untuk 
pertama kalinya, Amin memperkenalkan istilah “teoantroposentrik- 
integralistik? dalam forum ilmiah, adalah pada makalah yang diterbitkan 
tanggal 22 Agustus 2002 berjudul Dari Paradigma Positivistik Sekularistik 
ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik."”” Dalam artikelnya tersebut, Amin 
memulai dengan kegelisahan, “Bahwa hingga kini, masih kuat anggapan 
dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa agama dan ilmu adalah 
dua entitas yang tidak bisa dipertemukan. Keduanya mempunyai wilayah 
sendiri-sendiri, terpisah antara satu dan lainnya, baik dari segi objek 
formal-material, metode penelitian, kriteria kebenaran, peran yang 
dimainkan oleh ilmuwan maupun status teori masing-masing, bahkan 
sampai masuk ke institusi penyelenggaranya.” Dengan lain ungkapan, 


ilmu tidak mempedulikan agama dan agama tidak mempedulikan ilmu. 


148 Khoiruddin Nasution, “Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam 
Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga 
Sakinah”, dalam asy-Syirah, Vol. 46, No. I, 2012, hlm. 83-108. 

108 M. Amin Abdullah, “Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi 
Keilmuan Umum dan Agama: dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah 
Teoantroposentrik-Integralistik”, dalam Jarot Wahyudi (ed.), Menyatukan Kembali Ilmu- 
ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum (Yogyakarta: 
Suka Press, 2003), hlm. 11. 
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Praktik kependidikan dan aktifitas keilmuan di tanah air sekarang ini 
seperti itulah gambarannya dengan berbagai dampak negatif yang 
ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, 


anggapan yang tidak tepat perlu dikoreksi dan diluruskan. 


Istilah teo-antroposentrik integralistik yang dikemukakan oleh Amin 
di atas sebenarnya berasal dari pengembangkan pemikiran Kuntowijoyo 
tentang 4eo-antroposentrisme. Menurut Kunto, “Istilah ini digunakan untuk 
menunjuk makna bahwa sumber pengetahuan itu ada dua macam, yaitu 
yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari manusia”. Sebelum 
menggunakan istilah teo-antroposentrik tahun 2002, Kunto menggunakan 
istilah bumanisme-teosentris. Misalnya, tanggal 10 Mei 1987, ketika berdiskusi 
di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ia menyampaikan artikel berjudul 
Strategi Budaya Islam: Mempertimbangkan Tradisi. Menurut Kunto, “Di dalam 
Islam, konsep teosentrisme ternyata bersifat humanistik. Artinya, 
menurut Islam, manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi 
tujuannya adalah untuk kepentingan manusia sendiri. Humanisme- 
teosentrtis inilah yang merupakan nilai inti (core value) dari seluruh ajaran 


Islam.”151 


1950 Kuntowijoyo, Usulan Pendirian Forum Studi Ilmu-ilmu Profetik kepada UGM 
(Yogyakarta: tnp., 2002), hlm. 8, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika 
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 54. 

ISI Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi (Bandung: Mizan, 
1992), hlm. 229. 
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Epistemologi studi hukum Islam Mazhab Jogja: Perspektif 


KN AY A cc 
Epistemologi Studi Hukum Islam Mazhab Jogja 
Intelektual “SAYA 
Wilayah (S)yamsul (A)tho Wudian (A)kh. Minhaji Model 
Studi Anwar Mudzhar Wahyudi Integrasi- 
Hukum Interkoneksi 
Islam 
Normatif Penelitian Hukum Ilahi, Sakralitas, Hadarat an- 
hukum Islam absolut, normatif-deduktif, Nas 
Islam sebagai universal, ilahiyah, 
preskriptif, norma abadi theocentris, 
penelitian subjective, 
doktrinal, theological, 
juridis-syar'i transcendentalism 
Filosofis Penelitian Hukum Magasid Studi hukum Islam Hadarat al- 
filosofis Islam asy-syarPah kritis Falsafah 
sebagai 
doktrin 
azaz 
Empiris Penelitian Hukum Wadi, Profanitas, empiris- Hadarat al- 
hukum Islam relatif, induktif, insaniyah, Tim 
Islam sebagai partikular, anthropocentris, 
deskriptif, gejala temporer rational-cum 
penelitian sosial empirical, 
klinis, justification 
sosiologis- 
empiris 
Model Sui generic Integratif Ushul fikih Integrated teo- 
Integrasi | kum empiris yang approach dan antroposentris, 
“meliuk- Kombinasi relatively- 
liuk absolute, think 
and act 
Iocally- 
globally 


Waardenburgh, sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang 


membagi empat varian studi agama, yaitu model historis, perbandingan, 


kontekstual, dan hermeneutis-filosofis, jika digunakan untuk membaca 


varian intelektual “SAYA” dan “R”, maka corak kuadran pemikiran di 


Mazhab Jogja, dan beberapa civitas akademika FSH yang lain, dapat 


penulis tabulasikan sebagai berikut.'? 


102 Waardenburgh, “Studi Agama-Agama Kontempotet”, hlm. 474. 
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Studi hukum Islam historis, kontekstual, perbandingan, dan 


hermeneutis-filosofis 


Model Historis Model Kontekstual 
Contoh: Akh. Minhaji (Sejarah Contoh: Atho' Mudzhar (Sosiologi 
Sosial Pemikiran Hukum Islam), dan Hukum Islam), Noorhaidi Hasan 
sebagainya (Antropologi Hukum Islam), Euis, 
Ruhaini, dan sebagainya 
Model Perbandingan Model Hermeneutis-Filosofis 
Contoh: Khoiruddin Nasution Contoh: Yudian Wahyudi (Filsafat 
(Perbandingan Hukum Perkawinan), dan | ' Hukum Islam/Magasid asy-Syari 'ah), 
sebagainya Syamsul Anwar (Ushul Fikih), Nur 
Kholis Setiawan (Sastra al-Gur'an), dan 
sebagainya 


D. Dari Mazhab Jogja Menuju Integrasi-Interkoneksi (Teo- 
antroposentris) 


Ada dua dimensi dalam Islam, yaitu dimensi eksoteris (dimensi 
luar) dan dimensi esoteris (dimensi dalam). Dimensi eksoteris biasanya 
diwakili oleh fikih, sedangkan dimensi esoteris oleh ilmu tasawuf. Di dalam 
fikih terkandung beberapa mazhab, sedangkan di dalam tasawuf 
terkandung beberapa tarekat. Dengan kata lain, istilah “mazhab” cenderung 
bersifat eksotetis, dan istilah “tarekat” lebih bersifat esotetis. Tahun 2001, 
misalnya, terbit buku berjudul Tarekat Nurholish: Jejak Pemikiran dari Pembaru 
sampai Guru Bangsa." Disematkannya kata “tarekat” bagi Nurcholish 
Madjid itu dimaksudkan untuk menggambarkan jenis aliran pemikiran 
yang pernah disampaikan oleh Nurcholish dan para pengikutnya. Judul 
buku Tarekat Nurcholish yang berisi kumpulan tulisan itu diambil dari judul 
artikel Emha berjudul Tare&at Nurcholish.""“ Dengan kalimat lain, penulis 


153 Jalaluddin Rahmat dkk, Tarekat Nurcholish: Jejak Pemikiran dari Pembaharu 
sampai Guru Bangsa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). 

195 Emha Ainun Najib, “Tarekat Nurcholish”, dalam Jalaluddin Rahmat dkk, 
Tarekat Nurcholish: Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2001), hlm. 3-6. Tentang Nurcholish Madjid, baca juga buku yang disunting 
oleh Budhy Munawar- Rachman, Ensiklopedi Nurcholish Madjid (Bandung: Mizan, 2006). 


504 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab IV: Integrasi-Interkoneksi Studi Ilmu Hukum Islam 


ingin mengatakan bahwa kata tarekat biasanya disematkan pada pemikiran 
yang bersifat personal atau individual, sedangkan kata mazhab disematkan 
pada pemikiran yang bersifat institusional atau komunal. Dalam konteks 
inilah, istilah Mazhab Jogja dapat dipahami sebagai pemikiran-pemikiran 
yang bersifat komunal-institusional (collective intellectual) dari civitas akademika 
FSH UIN Sunan Kalijaga khususnya, dan UIN Sunan Kalijaga pada 


umumnya. 


Ahmad Yani Anshori, intelektual muda setelah era generasi 
“SAYA” dan “R”, dosen Ilmu Politik Islam di FSH, tahun 2006 pernah 
menawarkan model integrasi-interkoneksi (i-kon) dalam bidang studi 
ilmu (politik) hukum Islam integratif antara model deduktif dan abduktif, 
dengan istilah Tauhid sebagai The Holy Spirit. Ia kemudian menawarkan 


model seperti ini." 


Tauhid sebagai The Holy Spirit 


1055 Ahmad Yani Anshori, “Tauhid Sebagai The Holy Spirit Dalam Integrasi Keilmuan: 
Studi Awal Dalam Memahami Bangunan Politik Islam”, dalam Dudung Abdurrahman (ed.), 
Sosial-Humaniora dan Sains dalam Studi Keislaman (Yogyakarta: Lemlit, 2000), hlm. 132. 


Waryani Fajar Riyanto | 505 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


Gambar di atas terdiri dari tujuh lapis bentuk lingkaran. Dapat 


30 bahwa lapisan lingkaran tersebut tidak 


ditegaskan, menurut Anshori," 
menunjukkan besar kecilnya ukuran bangunan lingkaran melainkan 
menunjukkan sebuah lapisan proses. Lapisan pertama hingga lapisan 
ketujuh merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan ibarat 
matahari dan sinarnya—bandingkan dengan M. Amin Abdullah yang 
menggunakan metafora sinar dengan dispersi cahaya warna-warni'””—— 
. Lapisan pertama ibarat matahari, sedangkan lapisan kedua hingga lapisan 
ketujuh ibarat sinar.'”8 Namun, untuk memudahkan memahami 
hubungan antar lapisan, dipergunakan bahasa “proses manunggal”. 
Lapisan pertama, bertuliskan Tuhan, merupakan sumber dan poros bagi 
enam lapisan berikutnya. Tuhan merupakan sumber dari semua yang 
ada, baik yang tampak oleh indera (syahadah) maupun yang belum mampu 
ditampakkan oleh indera (gaib). Lapisan £edua, bertuliskan hikmah 
(pengetahuan murni atau pure knowledge) dan power (energy), merupakan 
penampakan atau emanasi Tuhan yang paling gai, paling sakral dan paling 
objektif. Lapisan £etiga, bertuliskan £auniyyah matluw (hukum alam yang 
diwahyukan dalam bahasa Tuhan) dan kauniyyah gairu matluw (hukum 
alam yang tidak diwahyukan Tuhan), merupakan penampakan Tuhan 
melalui lapisan kedua. Lapisan keempat, bertuliskan metodologi dan 
pendekatan, merupakan penampakan Tuhan melalui lapisan ketiga. 
Penampakan Tuhan pada lapisan kedua hingga lapisan keempat bersifat 
objektif, sedangkan penampakan-Nya pada lapisan kelima hingga 


1056 Thid., hlm. 133-134. 

1957 Manurut Amin, “Ibarat sebuah 'sinat”, maka re/gion hanya dapat dinikmati 
secara konkrit oleh manusia jika 'sinar” tersebut telah termanifestasikan dalam warna- 
warna tertentu (merah, biru, kuning, dan sebagainya). Manusia tidak dapat menikmati 
keberadaan 'sinar”, kecuali dalam warna-warna tertentu yang partikularistik (religiousity)”. 
M. Amin Abdullah, “Tinjauan Antropologis-Fenomenologis Keberagamaan Manusia: 
Sumbangan Pendekatan Filsafat Untuk Studi Agama-agama”, dalam Abdurrahman, 
Burhanuddin Daya, dan Djam'annuri (eds.), Agama dan Masyarakat: 70 Tahun H.A. 
Mukti Ali (Yogyakarta: Suka Press, 1993), hlm. 523. 

1958 Anshori, “Tauhid Sebagai The Holy Spirit dalam Integrasi Keilmuan: Studi 
Awal dalam Memahami Bangunan Politik Islam”, hlm. 134. 
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seterusnya bersifat subjektif." 


Lapisan K£elima, bertuliskan akidah dan kepercayaan, merupakan 
penampakan Tuhan melalui lapisan keempat. Lapisan £eenam, bertuliskan 
riset penelitian, Taurat, Injil, a-Our'an dan kitab suci agama-agama, merupakan 
penampakan Tuhan melalui lapisan keenam. Lapisan £etmjuh, bertuliskan 
sains dan teknologi, tradisi Islam, tradisi Nasrani, tradisi Yahudi, dan tradisi 
agama-agama, merupakan penampakan Tuhan melalui lapisan keenam. 
Lapisan ketujuh merupakan produk nyata dari discovery—dengan 
mengutip Karl Popper, Amin menggunakan istilah context of justification 


Ted Atau recovery dari lapisan-lapisan sebelumnya, 


dan context of discovery 
sehingga merupakan lapisan yang paling subjektif, paling profan, dan 
paling dapat ditangkap oleh indera. Segala sesuatu, semakin dekat dengan 
lapisan pertama akan semakin sakral, semakin objektif, dan semakin guib. 
Sebaliknya, semakin jauh dari lapisan pertama semakin profan, semakin 


subjektif dan semakin nyata." 


! Menurut penulis, metafora yang 
disampaikan oleh Anshori tersebut sangat bernuansa epistemologi mistik 
Gazalian-Platonis, dimana semakin transenden berarti semakin objektif- 
induktif, dan semakin profan berarti semakin subjektif-deduktif. Tentu 
hal ini bertolak belakang dengan etika rasional ala Kantian. Padahal, 
pendekatan integrasi-interkoneksi (i-kon) menggabungkan antara 
dimensi objektif, subjektif, dan intersubjektif (abduktif). 

Menurut penulis, model yang ditawarkan oleh Anshori di atas 
berbau Idea Platonis dan Ibn “Arabian. Bahwa, di seberang sana ada 
Idea yang terpisah, tetap, objektif, terlepas sama sekali dari kehidupan 
manusia. Konsep tersebut jelas berlawanan dengan positivistik Auguste 
Comte dengan paham Aristotelian, yang menyatakan sebaliknya, bahwa 


materilah yang objektif. Dengan kata lain, Anshori ingin mengatakan 


1059 Ibid, 

1060 M. Amin Abdullah, “Preliminary Remarks on The Philosophy of Islamic 
Religious Science”, a-Jjami'ah, No. 61 Tahun 1998, hlm. 1-26. 

1061 Anshoti, “Tauhid Sebagai The Holy Spirit Dalam Integrasi Keilmuan: Studi 
Awal Dalam Memahami Bangunan Politik Islam”, hlm. 134. 
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bahwa teori induksi bersifat objektif, ia mengarah kepada partikular ke 
universal (rom part to whole). Sedangkan teori deduktif bersifat sebaliknya, 
ia bersifat subjektif, mengarah kepada universal ke partikular (770m mhole 
to pari). Padahal, dalam pendekatan i-kon, induksi dan deduksi harus 
bergerak sirkular-hermeneutis (abduktif)—part and whole are sircular—, 
bukan struktural-mekanis, bukan hanya partikular saja atau universal 
saja, tetapi kedua-duanya, yaitu partikular-universal (lokal-global). 
Menurut Amin, perlu adanya perubahan wawasan metodologi penelitian 
filsafat yang bercorak idealistik-positivistik ke humanistik- 


hermeneutik. 52 


Dari objektif menuju subjektif dan dari subjektif menuju 


objektif 
METAFISIK/TRANSENDEN FORM 
TUHAN (RELIGION) 

Objektif An Subjekti 
...Idealistik| 0.) MANI Yin eko Mpu Ba Positivistik 
Humanjstik-Hermgneutik 
(Intessupjektif) 

Subjektif ALAM dcrencn Objektif 
ETIK-IMANEN MATTER 


Berdasarkan gambar di atas nampak jelas perbedaan antara 
metode filsafat yang beraliran idealis, positivis, dan humanis-hermencutik. 
Bagi kaum idealis-metafisik (Platonis), sesuatu semakin bernilai objektif 
(tetap), jika ia semakin transenden, jauh dari wilayah imanen. Sedangkan 
bagi kaum empiris-positivistik (Aristotelian), sesuatu bernilai objektif, 


1062 M. Amin Abdullah, “Metode Filsafat dalam Tinjauan Ilmu Agama”, dalam 
Reza A.A. Wattimena (ed.), Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 
hlm. 82. 
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jika ia semakin immanen. Sedangkan kelompok humanistik-hermeneutik 
(Kantianis) berada di antara keduanya, untuk menjembatani dimensi 
objektif dan subjektif, ia menawarkan model intersubjektif. Idealistik 
adalah model studi ilmu hukum Islam deduktif (dari konteks ke teks), 
Positivistik adalah model studi ilmu hukum Islam induktif (dari teks ke 
konteks), dan Humanistik-Hermeneutik adalah model studi ilmu hukum 
Islam integratif-Interkonektif (sirkulasi antara teks dan konteks). 


Menurut penulis, masa depan FSH tidak cukup lagi jika hanya 
menggunakan corak induksi (ilmu hukum) ataupun deduksi (ilmu 
syari'ah), tetapi harus bersifat sirkular-hermeneutik antara keduanya (ilmu 
syari'ah # ilmu hukum), yaitu deduksi dan sekaligus induksi—abduksi— 
. Dalam tradisi ilmu Tasawuf, metode studi ilmu hukum Islam tidak 
cukup jika hanya bercorak monolitik seperti yang pernah disampaikan 
oleh Ibn “Arabi dan Abdul Karim al-Jili induksi). Di sinilah pentingnya 
menawarkan model sirkular-hermeneutik-sufistiknya Mulla Sadra, yang 
lebih dekat dengan model Integrasi-Interkoneksi (I-kon). Mulla Sadra 
(1571-1640) telah menjelaskan tentang tahapan-tahapan perjalanan 
spiritual manusia (sx/u&). Di Mazhab Sapen (FUPI), salah seorang 
ilmuwan pengkaji Mulla Sadra adalah Syaifan Nur, misalnya lewat buku 
(disertasi) berjudul Filsafat Wujud Mulla Sadra (2002). Bagian awal 
diskusi tentang ontologi dan onto-teologi di dalam magnup opus al-Asfar 
al-Arba'ah al-'Agliyyah (Empat Perjalanan Intelektual), Mulla Sadra 
mengatakan: 

Ketahuilah bahwa para pesuluk (sx/lak) di antara para 'urafa' dan para wali 

menempuh empat perjalanan. Perjalanan pertama adalah perjalanan makhluk 

kepada Kebenaran (safar min a-khalg ila a-Hagg), Perjalanan kedua adalah 


perjalanan bersama Kebenaran di dalam Kebenaran (safar bi a-Hagg fi al- 
Hagg), Perjalanan ketiga adalah kebalikan dari perjalanan pertama, sebab 


169 Dengan menggabungkan antara filsafat, tasawuf, dan teologi, Mulla Sadra 


telah berhasil mensintesakan Filsafat Peripatetik (Masysyai) Ibn Sina, Tasawuf Hikmah 
ak-Isyragiyyah Wluminasionis) Suhrawardi al-Magtul, dan Teologi Islam, menjadi “Filsafat 
Transendenta?” atau Hikmah al-Muta aliyah. 

1G Syaifan Nut, Filsafat Wujud Mulla Sadra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 
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perjalanan ini dari Kebenaran menuju makhluk (safar min a-Hagg ila al-khalg), 
Perjalanan keempat adalah kebalikan dari perjalanan kedua, karena perjalanan 
ini adalah perjalanan bersama Kebenaran di dalam makhluk (safar bi al-Hagg 
Ji akkhalg) "5 


Dalam perspektif Wilberian, empat perjalanan spiritual di atas 
dapat dibaca dengan kacamata empat kuadran (AGAL: all-guadrants all- 
level), yaitu subjektif (safar min a-khalg ila a-hagg), intet-subjektif (safar 
min al-khalg ila al-khalg bi al-hagg), objektif (safar min al-hagg ila al-khalg), 
dan inter-objektif (safar bi a-hagg fi al-hagg). 


Empat Perjalanan Intelektual 


Inter-Subjektif (Begawan Bima Suci) 


UNIVERSAL, ....... Inter-Objektif(Wrekudaral TRANSENDEN 
' A 
Safar bi al-Hagg fi al-Hagg 
' ' 
Naa 2) dg————-—-— 4 
i v PN ai Atok 

Objektir (Bimal j Ru " “. Tue (Bretasena 
' - , 

Safar min al-Hadh ila al-Khalg " "Safar min al-Kh la ila al- -Hagg 
' - Es ' 
A3 € 
i I Safar bi aLH. g ff al-Khalg | 
! 

I 
' 
' Kn Sa ka Pa Sa AA SAS 
| bi 
! 
' 
| 
' 
v 


PARTIKULAR---------------------255n2nnn0nnnnan »IMMANEN 


Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan epistemologi tanda 
Plus (Y), yang bentuknya seperti empat kuadran, antara ilmu syar?ah (4) 


ilmu hukum. Keempat kuadran (#) itu menciptakan empat jenis space, 


16 Mulla Sadra, a-Hikmah a-Muta aliyah fi al-Asfar al- Agliyyah al-Arba'ah (Beirut: 
Dar Ihya” at-Turas al-'Arabi, 1981), I: 13. 

1966 Lihat, Ken Wilber, The Marriage of Sense and Soul: Integrating Science and 
Religion (New York: Random House, 1998), The Eye of Spirit: An Integral Vision for ad 
World Gone Slightly Mad (London: Shambala, 1998). 


510 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab IV: Integrasi-Interkoneksi Studi Ilmu Hukum Islam 


yaitu ruang subjektifitas, inter-subjektifitas, objektifitas, dan inter- 
objektifitas. Jurusan Ilmu Syari'ah (AS, S, PMH, MU, KUI) dapat 
ditempatkan di kuadran (#) subjektifitas-deduktif, Program Studi Ilmu 
Hukum dapat dimasukkan ke dalam kluster objektifitas-induktif. Jurusan 
Filsafat Ilmu Hukum Islam bisa dimasukkan ke dalam kuadran inter- 
subjektifitas etis. Sedangkan kluster inter-objektifitas dapat diisi oleh 
program studi yang mengombinasikan antara teknologi dan hukum, 
seperti Jurusan Teknologi Hukum (Sertifikasi Halal dan Haram). 


Teori Kuadran dalam studi hukum Islam 


Subjektif Objektif 


ILMU SYARI AH ILMU HUKUM 


Inter-subjektif Inter-objektif 


FILSAFAT ILMU HUKUM ISLAM TEKNOLOGI HUKUM 


Lima tahun sejak Mazhab Jogja diperkenalkan, muncul artikel 
berjudul Paradigma Integratif Interkonektif: Alternatif Metodologi dalam 
Penelitan Hukum Islam (2007) yang ditulis oleh “duo" Supriatna dan Ahmad 
Pattiroy, dimuat oleh Jurnal asy-Syir'ah milik FSH UIN Sunan Kalijaga. 
Berikut maksud ditulisnya artikel tersebut: 

Artikel ini merupakan upaya penulis untuk melihat integrasi atau interkoneksi 

ilmu syariah (ilmu hukum, sosiologi, antropologi, dan sebagainya) pada tataran 

objek formal, yaitu pada aspek metodologi. Penekanan pada aspek metodologi 
ini dilakukan untuk membatasi keruwetan definisi konsep integrasi- 
interkoneksi ilmu itu sendiri, berikut pola penerapannya yang hingga saat ini 


(2007) perdebatannya masih alot. Tanpa harus melibatkan diri dalam 
perdebatan itu, barangkali model integrasi-interkoneksi yang diacu dalam 
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artikel ini adalah integrasi-interkoneksi antara ilmu agama dan umum pada 
4 1067 


aspek metodologi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, artikel tentang penelitian hukum 
Islam integrasi-interkoneksi hanya membahas aspek objek formil saja, 
sedangkan buku Mazhab Sunan Kalijaga di samping mengkaji objek formil, 
juga objek material, bahkan hingga usulan ke tahap implementasi jenis- 
jenis penelitian dan matakuliah yang terintegrasi-interkoneksi di FSH. 
Sebab, dalam penelitian integrasi-interkoneksi, Islam dapat menjadi objek 
(Dirasah Islamiyah seperti Antropologi Hukum Islam dan Sosiologi Hukum 
Islam) dan disisi lain dapat juga menjadi subjek (Ulum Islamiyah: seperti 
Ushul Fikih dan Tafsir). Di sinilah pentingnya membedakan antara istilah 
studi Islam (Islam sebagai objek) dan Islamologi (Islam sebagai subjek). 
Bahkan, Islam dapat menjadi inter-subjektif, ketika objek dan subjek 
dikoneksikan. Artikel Paradigua Integratif-Interkonektif tersebut kemudian 
menawarkan semacam skema integratif-interkonektif antara filsafat, ilmu 
agama, dan ilmu umum pada tataran objek formal berikut ini." 
WAHYU/SYARI AH 


(al-Our' an dan al-Hadis) 


ILMU UMUM 4«———— ILMU AGAMA ———— FILSAFAT 


Hadarat al- Ilm Hadarat an-Nas Hadarat Na 
Burhani Bayani Irtani 
ba Material | daa Material NA Material | 
Objek Formal Objek Formal Objek Formal 


L | 1 


Interkoneksi Normatif-Doktrinal, Filosofis, dan Sosiologis-Empiris 


107 Supriatna dan Ahmad Pattiroy, “Paradigma Integratif-Interkonektif: 


Alternatif Metodologi dalam Penelitian Hukum Islam”, asy-Syirah, Vol. 4, No. II, 
2007, hlm. 391-392. 
1068 Jhid,, hlm. 407. 


512 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab IV: Integrasi-Interkoneksi Studi Ilmu Hukum Islam 


Ada beberapa catatan kritis dari penulis terhadap bagan di atas. 
Pertama, bagan tersebut menggunakan nalar struktural-mekanis dengan 
menempatkan Syari'ah “di atas” sebagai objek material. Padahal, 
pendekatan integrasi-interkoneksi menghendaki model nalar sirkularis- 
hermeneutis-organis. Kedua, bagan di atas menempatkan ilmu agama 
sebagai jembatan (karena posisinya di tengah) antara ilmu umum dan 
filsafat. Padahal, dalam pendekatan integrasi-interkoneksi (i-kon) justru 
menghendaki filsafat (philosophy) sebagai jembatannya, yang 
menghubungkan antara ilmu umum (science) dan ilmu agama (religion). 
Ketiga, bagan di atas hanya menghubungkan objek formal saja, padahal 
integrasi menghendaki penyatuan objek material, sedangkan interkoneksi 
mengaitkan hubungan antar objek formil. Dengan kata lain, dalam 
integrasi-interkoneksi yang dikembangkan tidak hanya studi Islam, tetapi 
juga Islamologi. Keempat, hubungan trialektika yang disebutkan adalah 
antara normatif-doktrial, filosofis, dan sosiologis-empiris. Hubungan 
trialektika yang disampaikan hanya pada tataran metodologis saja, 
sedangkan buku penulis ini sudah menawarkan bentuk konkrit aksiologis 
materi kuliah yang harus dikaitkan dalam hubungan trikotomik tersebut, 
yaitu fikih (normatif-doktrinal), ushul fikih, magasid asy-syari'ah (filosofis), 
dan ilmu hukum (empiris), tidak hanya sosiologi. 

Tahun 2008, Lembaga Penelitian (Lemlit) UIN Sunan Kalijaga 
secara khusus menerbitkan edisi tentang Integrasi-Interkoneksi. Diawali 
dari Integrasi dan Interkoneksi dalam Bidang Pendidikan, Vol. XVII, No. 1, 
Januari-April 2008, Integrasi-Interkoneksi Dalam Bidang Sosial Ekonomi dan 
Hukum, Nol. XVH, No.2, Mei-Agustus 2008, dan Integrasi-Interkoneksi 
Dalam Bidang Agama dan Humaniora, Nol. XVU, No. 3, September- 
Desember 2008. Dari ketiga tema besar itu, yang terkait dengan integrasi- 
interkoneksi dalam studi ilmu hukum Islam adalah Jurnal Penelitan Agama 
yang kedua. Salah satu artikel yang mengkaji interkoneksitas hukum Islam 
dalam jurnal tersebut adalah tulisan Agus Moh. Najib, salah satu dosen 
FSH, berjudul Interkoneksitas Keilmuan Hukum Islam dengan Hukum Umum 
di Indonesia: Menyatukan Pokok Bahasan, Menyelarasakan Bahasa (2008). 
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Agus Moh. Najib ingin menautkan atau mengoneksikan antara 
syari'ah, fikih, dan 'vrf. Menurut Najib," apabila digambarkan dalam 
bentuk grafik, hubungan antara nilai-nilai idealitas syari'ah, norma 
kebiasaan yang riil dalam masyarakat (“xrf), dan hukum Islam (fikih sebagai 


norma hukum) yang mempertautkan keduanya adalah sebagai berikut. 


Pertautan Triadik antara Syari'ah, Fikih, dan Urf. 
Syari'ah 


Fikih (Hukum Islam) 
ebiasaan Masyarakat (“Urf) 


Berdasarkan gambar di atas, hukum Islam atau fikih sebagai 
norma hukum merupakan dialektika antara adat kebiasaan yang ada 
dalam masyarakat (dapat juga dikatakan sebagai hukum adat dan hukum 
positif yang berlaku) dengan syari'ah, dan bukan dengan ahkam asy- 
syari'ah. Hal itu dapat dimengerti karena syariah-lah yang bersifat ideal 
sementara ah£am asy-syari'ah ditetapkan sebagai aplikasi konkrit dari nilai- 
nilai syariah terhadap masyarakat yang ada berdasarkan konteks turunnya 


saat itu." 


' Menurut penulis, pola grafik di atas dapat digunakan dan 
dikembangkan untuk menempatkan posisi Fikih Indonesia gagasan Hasbi 


dengan pola trikotomik hadarah dalam pendekatan integrasi-interkoneksi. 


169 Agus Moh. Najib, “Interkoneksitas Keilmuan Hukum Islam dengan Hukum 
Umum di Indonesia: Menyatukan Pokok Bahasan, Menyelaraskan Bahasa”, dalam Jurnal 
Penelitian Agama, Vol. XVII, No. 2, Mei-Agustus, 2008, hlm. 400. 

170 Thid,, hlm. 400-401. 
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Fikih Indonesia perspektif integrasi-interkoneksi 


Back to the Our'an and the Sunna 


(Hadarat,an-Nas) 


donesian Figh 
(Hadarat al-Falsafah) 
Constitutional Indonesianness 


(Hadarat al- Tlm) 


Berdasarkan grafik di atas, kita dapat menempatkan posisi Fikih 
Indonesia sebagai garis vektor, yang menghubungkan antara pilar back 
to the Our'an and the Sunna dan constitutional Indonesianness, atau antara tema 
“Kembali kepada al-Gur'an dan as-Sunnah” dan “Keindonesiaan”. 
Dalam perspektif #iple hadarah, back to the Our'an and the Sunna dapat 
dimaknai sebagai budaya teks atau ilmu Syari'ah. Indonesian Figh sebagai 
pilar falsafah atau Filsafat Ilmu Hukum Islam. Sedangkan constitutional 
Indonesianness sebagai pilar ilmu Hukum. Dengan kata lain, dalam 
paradigma integrasi-interkoneksi, menurut penulis, semestinya hanya ada 
tiga jurusan saja di FSH, yaitu Jurusan Ilmu Syari'ah (Prodi AS, Siyasah, 
MU, PMH, dan KUI), Jurusan Filsafat Ilmu Hukum Islam (Prodi Magasid 
asy-Syari ah dan Ushul Fikih), dan Jurusan Ilmu Hukum (Prodi Hukum 


Adat, Hukum Nasional, dan Hukum Internasional). 


Dalam rangka memaksimalkan kontribusi hukum Islam terhadap 
hukum nasional, langkah awal yang perlu dilakukan adalah keselarasan 
antara hukum Islam dan ilmu hukum yang berkembang di Indonesia. 
Dengan kata lain, menurut Najib, perlu diupayakan terbangunnya Ilmu 
Hukum Islam (Islamic Jurisprudence), yang selaras dengan keilmun hukum 
secara umum. Dengan adanya ilmu hukum Islam, kesempatan hukum 
Islam untuk berperan dalam percaturan hukum nasional akan lebih besar, 


karena secara keilmuan hukum akan lebih dapat dipahami dan diterima 
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oleh masyarakat Indonesia.'”' Bandingkan istilah Islamic Jurisprudence 
tersebut dengan gagasan Jodri Azizy tentang istilah Ilmu Hukum 


Indonesia atau Indonesian Jurisprudence. Menurut Oodri: 


Model dan pendekatan kajian hukum Islam di Indonesia, terutama sekali di 
lembaga-lembaga akademik seperti perguruan tinggi dan pusat kajian, sudah 
waktunya untuk diperbarui. Model, pendekatan, dan filosofi kajian hukum 
Islam atau fikih di Institut Agama Islam Negeri (IAIN/UIN), Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta 
(PTAIS) perlu diadakan reorientasi atau bahkan perubahan agar benar-benar 
bermanfaat dan memenuhi tuntutan tadi. Ini meliputi merekonstruksi 
pemikiran hukum Islam dengan bahasa undang-undang, seperti contoh KHI, 
sehingga akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan bahasa hukum 
pada umumnya. Usaha positivisasi hukum Islam merupakan suatu keharusan 
baik dalam konteks kajian akademik yang selalu mengikuti eklektisisme 
maupun proses demokratisasi yang mendasarkan pada mayoritas penduduk. 
Pada akhirnya menjadi tantangan bahwa Islam harus mampu menunjukkan 
janji besarnya, yaitu rahmatan li al-'alamin (untuk menjadi rahmat bagi alam 
semesta) dan 47 tahgig masalih an-nas (untuk memastikan terwujudnya 
kemaslahatan manusia). Inilah tantangan bagi para ahli hukum Islam dan 
sekaligus bagi para ahli hukum umum. Untuk menggabungkan keduanya ini 
kami menggunakan istilah 1/mu hukum Indonesia (Indonesian jurisprudence), yang 
memang ada spesifikasi perbedaan dengan ilmu hukum Barat.” 


Menurut penulis, antara Ilmu Hukum Islam (Islamic Jurisprudence) 
dan Ilmu Hukum Indonesia (Indonesian Jurisprudence) harus dikoneksikan, 
sehingga menjadi semacam Islamic Indonesian Jurisprudence atau 
Yurisprudensi Islam Indonesia. Dalam perspektif politik Islam, 
barangkali Islamic Indonesian Jurisprudence tersebut identik dengan istilah 
“Negara Indonesia Islami: NII” yang pernah dipopulerkan oleh 
Muhammad Nur pada tahun 2011," salah satu dosen FSH. Munculnya 
gagasan tentang “Negara Indonesia Islami', untuk menggeser nalar 


Negara Islam Indonesia', senyatanya ingin menggeser nalar formalistik 


11 Ibid, hlm. 403. 

17 Oodti Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam 
dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 252. 

103 Lihat, Muhammad Nur, NII (Negara Islam Indonesia) No-NII (Negara Indonesia 
Islami) Yes: Pergulatan Konsep Negara dalam Peradaban Modern (Yogyakarta: Suka Press, 2011). 
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menuju substansialistik. Interkoneksi keduanya merupakan sinergitas 
antara ilmu Syar?ah (Islamic Jurisprudence) dan ilmu Hukum (Indonesian 
Jurisprudence). Jembatan yang dapat menghubungkan keduanya adalah 
filsafat ilmu hukum Islam. Pembentukan ilmu hukum Islam di Indonesia 
tersebut harus dilakukan dalam bentuk interkoneksi antara ilmu hukum 
Islam dan ilmu hukum umum. Caranya, mengkaji hukum Islam dengan 
menggunakan kerangka dan bahasa ilmu hukum umum, dan sebaliknya. 
Di samping itu kajiannya tidak menggunakan pendekatan atomistik 
dengan dimulai dari kasus-kasus tetapi dengan menggunakan pendekatan 
asas. Dimulai dengan mengkaji asas-asas hukum kemudian baru 
dilanjutkan dengan aturan-aturan khusus. Dengan landasan konseptual 
tentang pengertian hukum Islam yang dipadankan dengan pengertian 
hukum secara umum, maka ilmu hukum Islam dapat dibangun sesuai 
dengan kerangka dan bahasa keilmuan hukum umum yang ada di 


Indonesia.” 


Islamic Indonesian Jurisprudence 


Jurusan Ilmu Syari'ah (Islamic Jurisprudence) 
Jwgsan Filsafat Ilmu Hukum Islam (Islamic Indonesian Jurisprudence) 


Jurusan Ilmu Hukum (Indonesian Jurisprudence) 


Berdasarkan grafik di atas, sekali lagi, penulis menawarkan tiga 
jenis jurusan di FSH, yaitu jurusan Ilmu Syar?ah (IS), yang diarahkan 
untuk mengembangkan ilmu hukum Islam (Islamic Jurisprudence), Jurusan 
Ilmu Hukum (IH), yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu hukum 
nasional (Indonesian Jurisprudence), Jurusan Filsafat Ilmu Hukum Islam 


(FIHI), yang diarahkan untuk mengembangkan teori-teori dan model- 


17 Najib, “Interkoneksitas Keilmuan Hukum Islam dengan Hukum Umum 
di Indonesia: Menyatukan Pokok Bahasan, Menyelaraskan Bahasa”, hlm. 403. 
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model bentuk dialektika antara ilmu Syariah dan ilmu Hukum. Sebab, 
penguasaan yang baik terhadap pilar filsafat, adalah keniscayaan untuk 
mengaitkan keduanya. Meminjam bahasa Ian G. Barbour,'” philosophy 
(filsafat ilmu hukum Islam) adalah jembatan penghubung antara religion 


(ilmu Syari'ah) dan science (ilmu Hukum). 


Jauh hari sebelum isu paradigma integrasi-interkoneksi digagas 
menjadi grand design orientasi keilmuan di UIN Sunan Kalijaga saat ini, 
Zarkasji Abdul Salam (Dekan FSH periode 1992-1995)—tahun 1995 
ketika menjabat sebagai Ketua P3M IAIN Sunan Kalijaga—sudah 
menyentilkan dalam forum kegiatan Pelatihan Penelitian P3M IAIN 
Sunan Kalijaga. Salah satu pernyataan beliau, yang dikutip oleh Ahmad 
Pattiroy, yang disampaikan dalam sambutannya ketika membuka acara 
Pelatihan Penelitian itu sebagai berikut: 

“kebutuhan terhadap pengembangan research di IAIN Sunan Kalijaga, ilmu 

agama perlu diperkaya dengan teori-teori sosial. Salah satu keistimewaan 


pelatihan penelitian kali ini, untuk pertama kali dihadirkan sejumlah pemateri 


dari luar IAIN yang memiliki disiplin ilmu sosial, seperti filsafat, sosiologi, 
221076 


dan antropologi. 

Pada aspek metodologi penelitian hukum Islam, Zarkasji, 
sebagaimana diungkapkan oleh Pattiroy, telah mengintrodusir adanya 
dua model penelitian yang bisa dilakukan untuk mengkaji hukum Islam. 
Kedua model penelitian tersebut adalah penelitian hukum Islam dengan 
kecenderungan normatif dan kecenderungan empiris. Kedua tipologi 
penelitian hukum ini memiliki wilayah kajian berbeda yang bisa diterapkan 
secara terpisah. Tetapi dalam kerangka penggalian dan penemuan hukum 
secara komprehensif, kedua model penelitian ini harus dipadukan atau 
diintegrasikan. Atas dasar gagasan pengintegrasian kedua model 


penelitian tersebut, Zarkasji sebenarnya telah melangkah lebih maju 


1075 Barbour, Issues, hlm. 12. 

176 Ahmad Pattitoy, “Studi Hukum Islam: Sisi Metodologi dalam Pemikiran 
Prof. Drs. Zarkasji Abdul Salam”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1963-2007), hlm. 184. 
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ketika para akademisi di UIN sedang disibukkan dengan diskusi mengenai 
paradigma interkoneksitas yang saat ini menjadi landasan filosofis 
keilmuan UIN Sunan Kalijaga. Bagi Zarkasji, gagasan paradigma 
interkoneksitas patut didukung untuk aplikasinya demi pengembangan 
keilmuan UIN yang selama ini ditengarai bersifat dikotomis. Akan tetapi, 
penginterkoneksian itu, tegas Zarkasji, harus dilakukan secara seimbang 


pada level objek formal, bukan pada level objek material." 


Tahun 2012, secara implisit, istilah integrasi-interkoneksi kembali 
muncul dalam konteks studi hukum Islam, yang termuat dalam artikel 
Khoiruddin Nasution berjudul Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam 
Membangun Keluarga Sakinah. Integrasi-Interkoneksi dalam studi hukum 
Islam (dalam konteks itu adalah hukum perkawinan dan pewarisan), yang 
dimaksud oleh artikel tersebut adalah “Pemahaman terhadap nass 
perkawinan dan waris tidak terbatas hanya pada aspek hukum, tetapi juga 
aspek lain yang relevan, dan salah satu aspek yang paling dekat dan relevan 
dengan bangunan keluarga adalah pendekatan antropologi-sosial (etnologi). 
Sebab, kajian terhadap nass keluarga, perkawinan dan waris, dengan 
pendekatan etnologi, dapat mengungkap sistem keluarga yang hendak 
dibangun Islam, yakni keluarga bilateral.” Artikel Khoiruddin tersebut 
sebenarnya dapat dikembangkan menjadi matakuliah Antropologi Hukum 
Islam. Menurut penulis, pendekatan integrasi-interkoneksi tidak hanya 
menghubungkan secara dialogis antara nass (perkawinan dan waris) dan 
ilmu empiris (etnologi) saja, tetapi juga plus filosofis (etis). 

Tahun 2013, Kamsi, dosen FSH UIN Sunan Kalijaga, menulis 
artikel berjudul Integrasi dan Interkoneksi Mata Kuliah Ushul Fikih Dalam 
Kurikulum Fak. Syari'ah dam Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam 


artikel tersebut, Kamsi menawarkan bahwa ushul fikih perlu memperluas 


1077 Thid., hlm. 229-230. 
18 Khoiruddin Nasution, “Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam 
Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga 


Sakinah”, asy-Syir'ah, Vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2012, hlm. 84-85. 
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makna muhkam 'alaih (subjek hukum) dari 


semata-mata manusia wukallaf menjadi 


Dr. H. Kamsi, M.A. 


badan hukum, yang dapat memayungi 
LI perkembangan kehidupan hukum umat 
semakin diresapi oleh kehadiran institusi- 
institusi modern Barat.'”” Dengan kata 
lain, menurut bahasa penulis, Kamsi ingin 
menggeser nalar personal (muhkam 'alaih: 
subjek hukum) dalam ushul fikih menjadi 
ke arah nalar institusional. Konsep badan 


hukum hampir-hampir terlewatkan dalam 


kajian ushul fikih. Hal ini barangkali 
karena konsepsi ushul fikih tentang hukum lebih menekankan aspek 
etika religius. Artinya hukum dilihat sebagai penilaian etis religius terhadap 
perbuatan manusia di hadapan Tuhan, dan tidak dilihat mekanisme 
kelembagaan yang mengatur berbagai hubungan. Karenanya kita melihat 
pembahasan almuhkam 'alaih (subjek hukum) dalam ushul fikih ditujukan 
pada manusia sebagai pengemban tanggungjawab etis religius di depan 
Tuhan dan disebut mukallaf. Karena perbuatan subjek hukum yang 
berupa badan hukum kurang mencerminkan etis religius itu, maka ia 
tidak dibahas karena ia bukan muk£allaf dan perbuatannya tidak dapat 
dinilai dari segi pahala dan dosa. Padahal, sebenarnya subjek hukum 
yang berupa badan hukum telah menjadi kenyataan yang tidak 
terbantahkan dalam kehidupan kaum Muslimin dengan adanya badan- 
badan wakaf, bait amal, lembaga-lembaga keuangan modern seperti bank 


dan lembaga komersial lainnya. 


Selain tentang lembaga dapat menjadi subjek hukum, gagasan 


lain yang menarik dari Kamsi adalah teori “diferensiasi dalam unifikasi 


1179 Kamsi, “Integrasi dan Interkoneksi Mata Kuliah Ushul Fikih Dalam 
Kurikulum Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, dalam Roni 
Ismail (ed.), Integrasi-Interkoneksi Keilmuan UIN Sunan Kalijaga: Sebuah Interpretasi dan 
Aplikasi (Yogyakarta: CTSD, 2013), hlm. 210. 


520 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab IV: Integrasi-Interkoneksi Studi Ilmu Hukum Islam 


hukum yang dinamis'. Tentang teori tersebut, Kamsi mengatakan: 


Positivisasi hukum perkawinan Islam dalam politik hukum Indonesia 
merupakan bentuk akomodasi negara terhadap Islam sejauh berkait dengan 
“diferensiasi dalam unifikasi hukum nasional dan dinamika perkembangan 
politik bangsa. Artinya bahwa hukum yang akan dikemas dalam hukum 
nasional sebagai produk dari politik hukum nasional Indonesia adalah satu 
hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional, dan tidak 
diletakkan hanya pada kesatuan hukum dalam arti satu hukum yang 
diunifikasikan yang berlaku utuk seluruh bangsa Indonesia, karena jika 
demikian itu yang diterapkan, maka akan terjadi pemaksaan-pemaksaan hukum 
kepada golongan-golongan dalam masyarakat. Hal ini pasti akan menimbulkan 
ketidakadilan bagi golongan-golongan yang bersangkutan. Demikian pula 


hukum keluarga Islam yang berlaku di nusantara mengacu kepada falsafah 
1080 


bangsa bhinneka tunggal ika dan dasar negara Pancasila. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pengembangan studi Ilmu (A) 
Hukum (B) Islam (C—ABC—(lmu Hukum (A-#BJ| # Hukum Islam 
IB#CJ) menuntut adanya interkoneksi antara teks dan konteks dan 
memerlukan pendekatan lintas-disiplin yang melibatkan pemakaian ilmu- 
ilmu sosial. Pendekatan lintas-disiplin (li-di) inilah yang dimaksud dengan 
istilah inter-disipliner dalam paradigma integrasi-interkoneksi. Integrasi- 
interkoneksi tidak akan menggeser teks sebagai pilar hadarat an-nas, tetapi 
justru memberikan dua tambahan sudut pandang berupa hadarat al-falsafah 
dan hadarat al-'ilm. Dengan kata lain, Mazhab Jogja adalah Integrasi- 
Interkoneksi dan Integrasi-Interkoneksi adalah Mazhab Jogja. Lima tahun 
kemudian sejak Mazhab Jogja diperkenalkan (2002-2007), muncul 
gagasan untuk membangun metodologi alternatif dalam penelitian 
hukum Islam dengan pendekatan integrasi-interkoneksi, sebagaimana 
telah dijelaskan di atas, dengan beberapa catatan kritis dari penulis. 

Untuk mengetahui hubungan triadik antara Fikih Dunia 
(epistemologi studi ilmu hukum Islam global), Fikih Sunan Kalijaga, 


Fikih Indonesia (epistemologi studi ilmu hukum Islam nasional), dan 


1080 Kamsi, “Dinamika Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di 


Indonesia”, hlm. 34. 
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Fikih Jogja (epistemologi studi ilmu hukum Islam lokal Mazhab Jogja), 
dapat dijelaskan seperti hubungan yang luas menuju sempit, kemudian 
dieksternalisasikan kembali ke ranah global, seperti model “Jam Pasir”. 
Penjelasan selanjutnya tentang model integrasi-interkoneksi dalam studi 
ilmu hukum Islam (mengawinkan antara model studi ilmu hukum Islam 
normatif, filosofis, dan empiris), penulis eksplorasi secara khusus di Bab 
V. 


Fikih Indonesia perspektif Jam Pasir 


UNIA (Epistemologi $tudi Ilmu Hukum Isl 


Islam Nasional) 
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INTEGRASI-INTERKONEKSI 
STUDI ILMU HUKUM ISLAM 


A. Pendekatan Integrasi-Interkoneksi: Studi Ilmu Hukum 
Islam 


enurut Zarkasji Abdul Salam, dekan FSH periode 1990- 

1992 dan 1992-1995, sebagaimana diungkapkan oleh 
Pattiroy, paradigma interkoneksitas pada tataran konsepsional memang 
merupakan gagasan cemerlang, tetapi secara operasional terlampau naif 
untuk dikatakan sama sekali baru, karena sebelumnya di era IAIN, konsep 
ini sudah diterapkan di Fakultas Syari'ah melalui desain kurikulumnya 
yang mengintegrasikan antara ilmu hukum umum dan ilmu hukum Islam, 
sebagaimana yang tertuang dalam Topik Inti Kurikulum Nasional IAIN 
Fakultas syari'ah (1995). Demikian pula, orientasi metodologinya yang 
memadukan kecenderungan kajian normatif dengan kajian sosiologis, 
dan termasuk pengembangan program studi yang mengakomodir ilmu 
ekonomi sebagai bagian dari struktur ilmu ekonomi Islam sebagaimana 
dikembangkan di Program Studi Keuangan Islam (KUI).'"! Sehubungan 


1081 Pattitoy, “Studi Hukum Islam: Sisi Metodologi dalam Pemikiran Zarkasji 
Abdul Salam”, dalam Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah, hlm. 225. 


Waryani Fajar Riyanto | 523 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


dengan orientasi keilmuan di UIN yang berbasis paradigma 
interkoneksitas, masih menurut Zarkasji, seperti yang dituturkan kembali 
oleh Pattiroy, pola pengintegrasiannya bukan pada level objek material, 


tetapi pada level objek formal. '"? 


Menanggapi gagasan interkoneksitas yang mengiringi perubahan 
IAIN menjadi UIN, menurut Zarkasji, seperti disampaikan oleh Pattiroy, 
memandangnya sebagai gagasan yang patut didukung tetapi tidak dengan 
perubahan institusi IAIN menjadi UIN. Menurutnya, jika realitas paradigma 
interkoneksitas ini sebenarnya telah menjadi bagian dari epistemologi 
keilmuan IAIN pra konversi, apakah tidak lebih baik mengembangkan atau 
membenahi yang sudah ada selama ini. Tanpa merubah status kelembagaan 
IAIN menjadi UIN, upaya untuk mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu 
agama sangat mungkin diwujudkan. Pola pengintegrasian tidak harus 
dilakukan dengan pembentukan fakultas umum baru, tetapi cukup 
mengintegrasikannya ke dalam fakultas agama yang sudah eksis dengan 
perimbangan kurikulum yang relevan dan proporsional. Dengan 
pengintegrasian semacam ini, ciri khas keilmuan IAIN akan tetap terjaga 
dan sekaligus memperjelas perbedaannya dengan perguruan tinggi umum. 
Ciri khas keilmuan Fakultas Syari'ah, misalnya, adalah ilmu Syari'ah (Hukum 
Islam). Melalui pengintegrasian itu, ilmu Syari'ah tidak kemudian terserap 
ke dalam ilmu hukum umum. Fakultas Syar'ah harus tetap mengidealkan 
out-puk-nya sebagai sarjana ilmu Syari'ah, bukan sarjana ilmu hukum umum. 
Namun, jika sebaliknya yang terjadi, maka ciri khas keilmuan Fakultas Syat?ah 
pun akan sirna, tidak ada bedanya dengan fakultas hukum umum lain. Oleh 
karena kondisi tuntutan pasar yang memengaruhi, bukan tidak mungkin 
citi khas ini lambat laun akan benar-benar menjadi kenyataan sebagaimana 
yang dialami oleh Fakultas Syari'ah di UII (Universitas Islam Indonesia). 


Pendekatan interkoneksitas di UIN Sunan Kalijaga tersebut harus 


dibaca dalam konteks pengembangan metode sintesis yang pernah 


1082 Thid., hlm. 227-228. 
1083 Thid., hlm. 226. 
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digagas oleh Mukti Ali. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab 
sebelumnya, “geng keilmuan McGill, termasuk metode ScD versi Mukti 
Ali, telah menawarkan model kajian hukum Islam yang bersifat empiris. 
Berbeda dengan model McGill, gagasan Fikih Indonesia yang berasal 
dari epistemik keilmuan nasional abad ke-20 di Indonesia, mencoba 
menawarkan model dialog antara “Kembali kepada al-Yuran dan as- 
Sunnah” dan “Keindonesiaan”. Atau, antara isu purifikasi dan dinamisasi 
yang lebih bersifat normatif-rekonstruktif atau konfirmatif-transformatif. 
Gagasan tersebut kemudian diperkuat oleh etos lokal Mazhab Jogja di 
awal abad ke-21 (2002), sebagai bentuk respon terhadap pentingnya 
menggagas ushul fikih baru yang lebih menekankan model studi ilmu 
hukum Islam filosofis. Sedangkan integrasi-interkoneksi harus dipahami 
sebagai bentuk respon terhadap isu global tentang hubungan trilogi antara 
religion, philosophy, dan science. Integrasi-Interkoneksi mencoba 
mentrialogkan “tiga dunia” tersebut sekaligus, yaitu dunia normatif, 
filosofis, dan empiris. ScD bisa dibaca dalam kerangka dasar relasi antara 
religion and science, Fikih Indonesia sebagai bentuk relasi antara religion and 
culture, Mazhab Jogja sebagai bentuk relasi antara religion and philosophy, 
dan Integrasi-Interkoneksi sebagai bentuk relasi antara religion, philasaphy, 
and science (culture). Jadi, integrasi-interkoneksi dapat menjadi “rumah besar 


untuk semua gagasan di atas. 


Secara eksplisit, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah 
menetapkan visi keilmuan dengan mencantumkan kata “integratif- 
interkonektif”, yaitu “Unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu 
Syari'ah dan ilmu Hukum secara integratif dan interkonektif untuk 
kemajuan peradaban.” Integrasi-Interkoneksi terdiri dari dua kata, yaitu 
“integrasi” dan “interkoneksi”. Kata “integrasi” cenderung bermakna 


melumatkan sedangkan “interkoneksi” bermakna saling bertegur sapa." 


18 Berbeda sedikit dari paradigma “integrasi” keilmuan yang seolah-olah 
berharap tidak akan ada lagi ketegangan antara dimensi normativitas dan historisitas, 
yakni dengan cara meleburkan dan melumatkan satu ke dalam yang lainnya, maka 
interkoneksitas lebih menekankan tegur sapa dan saling menyapa antara pilar hadarat 
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Meminjam istilah Harkristuti Harkrisnowo, dalam konteks dialog antar 
agama, integrasi itu identik seperti melting pot (semacam menu bubur 
dari berbagai jenis bahan), sedangkan interkoneksi itu seperti salad bowl 
(semacam menu gado-gado). Jadi menurut penulis, integrasi- 
interkoneksi itu seperti “Gudeg Jogja” (bersatu tetapi tidak menyatu, 
ika tetapi sekaligus bhinneka). Jadi, interkoneksi-integrasi adalah bhinneka 
tunggal ika, diferensiasi dalam unifikasi. Dalam perspektif sejarah 
genealogi pemikiran studi ilmu hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga, 
pendekatan integrasi-interkoneksi dapat dimaknai (secara tidak langsung) 
sebagai proses keberlanjutan dari nalar sinkretis Sunan Kalijaga (Raden 
Said), metode sintesis seientific-cum-doctriner Mukti Ali, metode eklektis 
Fikih Indonesia, paralelis Mengindonesiakan Fikih Indonesia, dan 
diskursif Mazhab Jogja. 


Menurut penulis, ada dua buku dan satu artikel yang sangat 
representatif menjelaskan paradigma integrasi-interkoneksi. Pertama, buku 
tulisan M. Amin Abdullah berjudul Islamic Studies di Perguruan Tinggi: 
Pendekatan Integratif-Interkonektif (2006).""9 Kedua, artikel Amin Abdullah 
berjudul Agama, Ilmu, dan Budaya: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan 
(2013)."7 Ketiga, buku penulis berjudul Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: 
Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (2013). Jargon integratif- 
interkonektif (i-kon) sangat populer didengar terutama bagi kalangan 
civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Integrasi-Interkoneksi 


an-nas, badarat al-falsafah, dan badarat al'ilm. M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan 
Tinggi: Pendekatan Integratif Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. ix. 

1985 Hatkristuti Harktisnowo, “Multiculturalism in Indonesia: Human Rights 
in Practice”, dalam Waleed El-Ansary dan David K. Linnan (eds.), Muslim and Christian 
Understanding: Theory and Aplication of “A Common Word” (New York: Palgrave Macmillan, 
2010), hlm. 193. 

1886 Diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

1587 Disampaikan oleh M. Amin Abdullah dalam acara penganugerahan sebagai 
anggota AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), di Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, 3 September 2013. 

18 Diterbitkan oleh Suka Press, Yogyakarta. 
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tidak hanya sekedar jargon pasca peralihan 
dari IAIN Sunan Kalijaga ke UIN Sunan Is LAMIC 

Kalijaga tahun 2004, tetapi lebih dari itu STu DI ES 

menjadi core values (Integrasi-Interkoneksi, DI PERGURUAN TINGGI 
Dedikatif- Inovatif, Inklusif, Continuous 
Improvement: I-kon DI Ikutl) dan paradigma 
yang telah, sedang, dan akan dikembangkan 
oleh UIN Sunan Kalijaga yang 
mengisyaratkan tidak ada lagi dikotomi 
antara ilmu agama dan ilmu umum, tidak 
ada lagi dikotomi antara ilmu inti dan ilmu 


bantu, yang ada adalah ilmu. Transformasi 

dari IAIN ke UIN, berarti menghilangkan “Agama” dan hanya 
meninggalkan “Islam”. Dengan kata lain, “UIN tidak punya Agama”. 
Bahkan suatu saat nanti, barangkali kata “Islam” di huruf “T? UIN juga 
akan hilang, sehingga hanya menjadi Universitas Sunan Kalijaga (USK), 
sebagaimana hanya disebutkan nama Universitas Gadjah Mada (UGM). 


Proses evolusi institusi (dari IAIN ke UIN Sunan Kalijaga dan 
dari UIN Sunan Kalijaga ke Universitas Sunan Kalijaga) harusnya juga 
mengevolusi cara berpikir civitasnya, dari nalar teologis (agama) ke nalar 
etis (Islam), dari cara berpikir partikular (institut) ke universal (universitas), 
dari cara berpikir keberagamaan yang eksklusif (tertutup) ke inklusif 
(terbuka), dari atomistik (diferensiasi) ke interkoneksi (integrasi), dan dari 
syahwat politik ke kesalihan epistemik. Jadi, transformasi kelembagaan 
harus diikuti oleh evolusi pemikiran. Sebab, masih banyak civitas akademika 
UIN Sunan Kalijaga yang belum berevolusi pemikirannya, masih berpikir 
dengan nalar “kuno'. Apalagi para “pendatang baru" di UIN, yang barangkali 
sama sekali tidak punya kesadaran sejarah tentang proses transformasi 
tersebut. Kalau tidak tahu barangkali masih bisa dimaklumi, yang tidak 
bisa dimaafkan adalah jika tidak mau tahu (apatis). Ide awal istilah integratif- 
interkonektif (i-kon) itu muncul dari rektor kesembilan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta periode 2001-2005 dan 2006-2010, yaitu M. Amin Abdullah, 


Waryani Fajar Riyanto | 527 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


yang kemudian mengaplikasikannya dalam pengembangan IAIN menjadi 
UIN. Berbeda dengan yang lain, walaupun Amin berasal dari FUPI, namun 
ia sering ikut serta dalam perbincangan keilmuan di Fakultas Syari'ah. Tidak 
banyak civitas akademika di FSH yang bisa melakukan sebaliknya. 


Ada dua dunia besar dalam konteks relasi antara agama (religion) 
dan ilmu (science), yaitu Islamigation of Knowledge sebagai “dunia pertama” 
dan Seientification of Islam sebagai “dunia kedua”. Di antara dua dunia 
tersebut, lahirlah “dunia ketiga”, yaitu integrasi-interkoneksi. Dengan kata 
lain, integrasi-interkoneksi ingin mentrialogkan “tiga dunia tersebut, yaitu 
dunianya sendiri dan dua dunia yang lain. Mentrialogkan antara dunia 
subjektif, objektif, dan inter-subjektif atau intersubjective testability. 
Mentrialogkan antara dunia deduktif, induktif, dan abduktif atau dunia 
imajinasi kreatif. Mentrialogkan antara dunia normatif, filosofis, dan 
empiris. Ketiganya dapat dikoneksikan dengan model hermeneutika 


negosiatif versi Abou Fadl.'" 


Gagasan dan pemikiran keilmuan yang integratif dan 
interkonektif itu muncul dari kegelisahan Amin terkait tantangan 
perkembangan zaman yang sedemikian pesatnya yang dihadapi oleh umat 
Islam saat ini. Teknologi semakin canggih sehingga tidak ada lagi sekat- 
sekat antar bangsa dan budaya, persoalan migrasi, revolusi IPTEK, 
genetika, pendidikan, hubungan antar agama, gender, dan HAM. 


Perkembangan zaman mau tidak mau menuntut perubahan dalam segala 


1189 Buku batu sebagai respons terhadap perkembangan pemikiran Islam 
kontemporer, khususnya pada bidang hukum Islam, adalah Khaleed Abou el-Fadl, 
Speaking in Gods Names: Islamic Lam, Authority and Women. Dalam buku ini Khaleed 
mengusulkan perlunya memunculkan genre pemikiran Islam baru dengan 5 (lima) items 
yang saling terkait yaitu kemampuan mengendalikan diri (se/f restrain), sungguh-sungguh 
(diligen?), menyeluruh (comprehensiveness), kemasukakalan (reasonableness) dan jujur (honesty). 
Pemikiran Islam baru ini bercorak “negosiatif” antar berbagai kelompok dan faksi 
yang saling memperebutkan otoritas pembacaan dan penafsiran ajaran Islam di era 
kontemporer. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Atas 
Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif (Jakarta: Serambi, 2004). 
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bidang tanpa terkecuali pemikiran hukum 


Islam. Dengan tanpa adanya respon cepat INTEGRASI-INTERKONEKSI KEILMUAN 


: rah Intelektual M Arun Aibdulah (053-..) 
dalam melihat perkembangan yang ada, si paha wara mlatuton 


maka kaum Muslimin akan semakin jauh 
tertinggal dan hanya akan menjadi 
penonton, konsumen, bahkan korban di 
tengah ketatnya persaingan global." 
Keith Ward menyebutkan empat tahapan, 
yaitu local, canonical, critical, and global." 
“Menghadapi tantangan era globalisasi, 
umat Islam tidak hanya sekedar butuh 


untuk survive tetapi bagaimana bisa menjadi 
garda terdepan perubahan. Hal itu membutuhkan re-orientasi pemikiran 
dalam pendidikan Islam, hukum Islam, dan rekonstruksi sistem 


1092 


kelembagaan.” Demikian kira-kira yang dikatakan oleh Amin. 


1090 M. Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum 
Islam dalam Merespon Globalisasi”, dalam artikel yang disampaikan dalam seminar 
nasional Rekonstruksi dan Paradigua Keilmuan dalam Pengembangan Keilmuan Fakultas Syari'ah 
dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 29 September 2012, hlm. 12, “Lokalitas, 
Islamisitas, dan Globalitas: Tafsir Falsafi Dalam Pengembangan Pemikiran Peradaban 
Islam”, disampaikan dalam launching STFI Sadra dan Seminar Internasional: Peran 
Filsafat Islam dalam Merakit Paradigma Peradaban, di Gedung Sucofindo Pasar Minggu, 
Jakarta, 12 Juli 2012, hlm. 34. 

101 Menurut Keith Ward, ada empat fase studi terhadap fenomena agama, 
yaitu local (oral), canonical (written), critical (research), dan global (technology). Keith Ward, The 
Case for Religion (ttp: Oxford Press, 2004), hlm. 45. 

1092 Jika dilihat dari karya-karyanya, setidak-tidaknya ada dua pemikiran besar 


M. Amin Abdullah yang pada dasarnya kedua-duanya merupakan respon dari konteks 
dan persoalan yang sedang dihadapi oleh kaum Muslimin. Pertama adalah persoalan 
pemahaman terhadap keislaman yang selama ini dipahami sebagai dogma yang baku, 
hal ini karena pada umumnya normativitas ajaran wahyu ditelaah lewat pendekatan 
doktrinal teologis. Pendekatan ini berangkat dari teks kitab suci yang pada akhirnya 
membuat corak pemahaman yang tekstualis dan skripturalis. Sedangkan disisi lain untuk 
melihat /istorisitas keberagamaan manusia, pendekatan sosial keagamaan digunakan 
melalui pendekatan historis, sosiologis, antropologis dan lain sebagainya, yang bagi 
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Jika dilihat dari karya hingga tahun 2013, setidaknya ada dua 
pemikiran besar M. Amin Abdullah, yang pada dasarnya merupakan 
respon dari konteks dan persoalan yang sedang dihadapi oleh kaum 
Muslimin, yaitu dialektis normativitas (dapat dibaca sebagai studi ilmu 


hukum Islam normatif) dan historisitas (dapat dibaca sebagai studi ilmu 


kelompok pertama dianggap reduksionis. Kedua pendekatan ini bagi M. Amin Abdullah 
merupakan hubungan yang seharusnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua 
jenis pendekatan in—pendekatan yang bersifat teologis-normatif dan pendekatan yang 
bersifat historis-empiris ini sangat diperlukan dalam melihat keberagamaan masyarakat 
pluralistik. Kedua pendekatan ini akan saling mengoreksi, menegur dan memperbaiki 
kekurangan yang ada pada kedua pendekatan tersebut. Karena pada dasarnya 
pendekatan apapun yang digunakan dalam studi agama tidak akan mampu 
menyelesaikan persoalan kemanusiaan secara sempurna. Pendekatan teologis-normatif 
saja akan mengantarkan masyarakat pada keterkungkungan berfikir sehingga akan 
muncul #uth claim sehingga melalui pendekatan historis-empiris akan terlihat seberapa 
jauh aspek-aspek eksternal seperti aspek sosial, politik, dan ekonomi yang ikut 
bercampur dalam praktek-praktek ajaran teologis. Di sinilah, Amin berusaha 
merumuskan kembali penafsiran ulang agar sesuai dengan tujuan dari jiwa agama itu 
sendiri, dan di sisi yang lain mampu menjawab tuntutan zaman, dimana yang dibutuhkan 
adalah kemerdekaan berfikir, kreativitas, dan inovasi yang terus menerus dan 
menghindarkan keterkungkungan berfikir. Keterkungkungan berfikir itu salah satu 
sebabnya adalah paradigma deduktif, dimana meyakini kebenaran tunggal, tidak 
berubah, dan dijadikan pedoman mutlak manusia dalam menjalankan kehidupan dan 
untuk menilai realitas yang ada dengan “hukum baku” tersebut. Kedua, adalah paradigma 
keilmuan integratif-interkonektif. Paradigma ini juga dibangun sebagai respon atas 
persoalan masyarakat saat ini dimana era globalisasi banyak memunculkan kompleksitas 
persoalan kemanusiaan. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, paradigma 
keilmuan integratif dan interkonektif ini merupakan tawaran yang digagas oleh M. 


Amin Abdullah dalam menyikapi dikotomi yang cukup tajam antara ilmu umum dan 
ilmu agama. Asumsi dasar yang dibangun pada paradigma ini adalah bahwa dalam 
memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, 
setiap bangunan keilmuan apapun baik ilmu agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun 
kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Kerjasama, saling membutuhkan dan bertegur 
sapa antar berbagai disiplin ilmu justru akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi 
oleh manusia, karena tanpa saling bekerjasama antar berbagai disiplin ilmu akan 
menjadikan narrowmindedness. Secara aksiologis, paradigma interkoneksitas menawarkan 
pandangan dunia manusia beragama dan ilmuwan yang baru, yang lebih terbuka, mampu 
membuka dialog dan kerjasama serta transparan. Sedangkan secara antologis, hubungan 
antar berbagai disiplin keilmuan menjadi semakin terbuka dan cair, meskipun blok- 
blok dan batas-batas wilayah antar disiplin keilmuan ini masih tetap ada. 
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hukum Islam empiris). Fazlur Rahman menyebut dengan istilah 
normative Islam dan historical Islam, Mukti Ali menggunakan istilah doctriner 
dan scientific, Musa Asy'arie dengan istilah transendental dan rasional, 
Minhaji dengan istilah normwative Islam dan empirical Islam, Lakatos dengan 
istilah hard core dan protective belt, Popper menggunakan context of justification 
dan context of discovery, Kuhn menggunakan normal science dan revolutionary 
science—setta bentuk trialektis integratif-interkonektif'” yang 
mengaplikasikan tiga pilar badarah, yaitu hadarat an-nass (normativitas), 
hadarat al-falsafah, dan hadarat al-'ilm (bistorisitas). Tiga pilar hadarah 
tersebut identik dengan hubungan segitiga “tiga dunia' antara religion, 
philosophy, dan science. Dengan kata lain, di sini Amin menggunakan hadarat 
al-falsafah sebagai philosophical clarification dan sekaligus sebagai jembatan 
penghubung untuk mengurangi zensions atau ketegangan antara model 
studi ilmu hukum Islam normatif (normativitas) dan empiris (historisitas). 
Dalam perspektif Islamic Law Studies (Studi Hukum Islam), ketiganya 
terkait dengan hubungan trialektis antara fikih (studi ilmu hukum Islam 
normatif—bhadarat an-nas), ushul fikih dan magasid asy-syari'ah (studi ilmu 
hukum Islam filosofis—hadarat al-falsafah), dan ilmu hukum (studi ilmu 


hukum Islam empiris—hadarat al-'ilm). 


Studi Hukum Islam Integratif 


Mukti Ali Doctriner cum Scientific 

Minhaji Normative Islam Empirical Islam 

Syamsul Anwar Preskriptif Deskriptif 

M. Amin Abdullah Normativitas Historisitas 
Hadarat an-Nas Hadarat al- Hadarat al-'Ilm 

Falsafah 
FSH Ilmu Syar?ah Filsafat Ilmu Ilmu Hukum 
Hukum Islam 


1093 M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atan Historisitas? (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996). 
1094 Abdullah, Is/amic Studies di Perguruan Tinggi, hlm. 92-93. 
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Jika selama ini terdapat sekat-sekat—tanpa garis ventilasi atau 
pori-pori basah—yang sangat tajam antara ilmu atau science (studi ilmu 
hukum Islam empiris) dan agama atau re/igion (studi ilmu hukum Islam 
normatif) dimana keduanya seolah menjadi entitas yang berdiri sendiri 
dan tidak bisa dipertemukan, mempunyai wilayah sendiri baik dari segi 
objek-formal-material, metode penelitian, kriteria kebenaran, peran yang 
dimainkan oleh ilmuwan hingga institusi penyelenggaranya—-re/igion tidak 
membutuhkan science dan science tidak membutuhkan religion, tetapi 
manusia membutuhkan keduanya (studi ilmu hukum Islam normatif 
tidak membutuhkan studi ilmu hukum Islam empiris, dan sebaliknya, 
tetapi seorang ahli hukum |fakih dan juris) membutuhkan keduanya)— 
, maka, tawaran paradigma integrasi-interkoneksi (i-kon) berupaya 
mengurangi ketegangan-ketegangan (4ensions) tersebut tanpa meleburkan 
satu sama lain"” (bukan 1-24-3—6) tetapi berusaha mendekatkan dan 
mengaitkannya sehingga menjadi bertegur sapa satu sama lain 
(14243—-123). Cara menegursapakan ketiganya dapat menggunakan 


metode hermeneutical circle. 


Fikih, Ushul Fikih, dan Ilmu Hukum 


Ian G. Barbour Religion Philosophy Science 
Amin Abdullah Normativitas Historisitas 
Hadarat an-Nas | Hadarat al-Falsafah | Hadarat al-'Ilm 
FSH Syari'ah Magasid asy- Hukum 
Syari'ah 
Ilmu Syari'ah Ushul Fikih Ilmu Hukum 


Apa yang terjadi selama ini (di FSH) adalah bentuk studi ilmu 
hukum Islam dikotomis yang cukup tajam antara keilmuan sekuler (studi 
ilmu hukum Islam empiris) dan keilmuan agama (studi ilmu hukum Islam 
normatif), atau antara studi hukum umum (kasus di Jurusan Ilmu Hukum 
HJ) dan studi hukum Islam (kasus di Jurusan Perbandingan Mazhab 


1095 Thid., hlm. ix. 
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dan Hukum (PMH))—lihat buku Oodri Azizy berjudul Elektisisme 
Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum (2002). 
Model eklektisisme (positivisasi) semacam itu dapat dibaca dengan trilogi 
Nurcholish Madjid tentang Keislaman (Hukum Islam), Keindonesiaan 
(Hukum Nasional), dan Kemodernan (Hukum Umum)—. Keduanya 
(religion (hukum Islam) dan science (hukum umumJ) seolah mempunyai 
wilayah studi sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain. Yang satu berdiri 
pada wilayah (studi hukum Islam) normatif-deduktif saja, sedangkan 
yang lain kukuh di wilayah (studi hukum Islam) historisitas-induktif saja. 
Padahal, pendekatan integrasi-interkoneksi terhadap hukum (Islam) 
meniscayakan adanya model studi menggunakan pola abductive" (deductive 
# inductivep—inter-subjektif (subjektif # objektif)—. Hal tersebut 
berimplikasi pada model penelitian hukum Islam di Indonesia yang 
memisahkan antara kedua jenis keilmuan. Ilmu-ilmu hukum sekuler 
dikembangkan di perguruan tinggi umum (penelitian induktif- 
positivistik), seperti Fakultas Hukum di UGM dan UI. Sementara ilmu- 
ilmu hukum agama (Islam) dikembangkan di perguruan tinggi agama 
(penelitian deduktif-idealistik), seperti di STAIN, IAIN, dan UIN. 
Perkembangan penelitian dalam ilmu-ilmu hukum sekuler yang 
dikembangkan oleh perguruan tinggi umum berjalan seolah tercerabut 
dari nilai-nilai akar moral dan etika (islami) kehidupan manusia. Sementara 
itu perkembangan penelitian ilmu hukum agama (Islam) yang 
dikembangkan oleh perguruan tinggi agama hanya menekankan pada 


teks-teks Islam normatif saja sehingga dirasa kurang menjawab tantangan 


1096 Menurut Amin, dalam konteks pengembangan ilmu Kalam (Teologi), 


misalnya, diperlukan pola pikir abductive. Pola pikir abductive lebih menekankan the logic 
of discovery dan bukannya the logic of justifiration—meminjam istilah Karl Popper—. 
Abductive—logika integrasi-interkoneksi—adalah kombinasi antara pola pikir deductive— 
logika Islamisasi Ilmu (Re/igion)—dan inductive—logika Ilmuisasi Islam (Sciencep—. Logika 
abductive adalah hubungan sirkularistik antara 'Tuhan yang tangih dan tasybih—dalam 
perspektif ilmu tasawuf, wilayah abductive disebut dengan dimensi bargakh—. M. Amin 
Abdullah, “Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan 
Keislaman Pada Era Milenium Ketiga”, in A/-Jami'ah, No. 65/VI, 2000, hlm. 86. 
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zaman. Jarak yang cukup jauh itu menjadikan kedua bidang keilmuan 
tersebut mengalami proses pertumbuhan yang tidak sehat serta 
membawa dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan 
penelitian sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum di Indonesia.'” 
Bahkan, pembedaan antara gelar SHI (Sarjana Hukum IslamJi|), yang 
kemudian “dikerdilkanf menjadi S.Sy (Sarjana Syari'ah), untuk studi 
hukum Islam dan SH (Sarjana Hukum) untuk studi hukum umum telah 
membawa dampak tidak sehat di ranah praktis-sosiologis-politis. 
Kehadiran Jurusan Ilmu Hukum (IH)—yang bergelar SH—di Fakultas 
Syari'ah dan Hukum di Kasultanan UIN Sunan Kalijaga, harus dibaca 
sebagai simbol “kemenangan' kelompok Islamis atas kaum Nasionalis. 
Sebab, “Kerajaan” Gadjah Mada, setidaknya hingga saat ini, belum bisa 
mendirikan Jurusan Studi Hukum Islam (SHI). UIN sudah bisa menerima 
kehadiran nalar positivistik (hukum), sedangkan UGM masih belum bisa 
menerima nalar spiritualistik, seperti model Studi Hukum Profetik atau 
Pusat Studi Profetik (PSP). Bukan hanya Mazhab Islamis (Fikih) dan 
Mazhab Nasionalis (Indonesia) saja yang dikembangkan oleh Mazhab 
Jogja, tetapi juga Mazhab Kritis-Globalis (Dunia). Dengan kata lain, dari 
Nalat Fikih Indonesia ke Nalar Fikih Dunia, atau dari Nalat Fikih 


Nasional ke Nalar Fikih Internasional. 


Selain dikotomi yang tajam antara kedua jenis keilmuan itu, 
tantangan berat yang harus dihadapi oleh masyarakat adalah 
perkembangan zaman yang demikian pesat. Era globalisasi, seperti 
berkembangnya International Lam dan kesepakatan-kesepakatan hukum 
internasional seolah datang dengan perubahan fundamental. Sekat-sekat 
antat individu maupun bangsa seolah sudah tidak ada lagi (borderless) 
sehingga memunculkan kompleksitas persoalan. Paradigma integratif- 
interkonektif yang ditawarkan oleh M. Amin Abdullah tersebut 
merupakan salah satu model jawaban dari berbagai persoalan di atas. 


Penelitian integrasi dan interkoneksi antar berbagai disiplin ilmu, baik 


1097 Abdullah, Islamic Studies, hlm. 92-94. 
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dari penelitian keilmuan sekuler seperti studi hukum umum, maupun 
penelitian keilmuan agama, seperti studi hukum Islam, akan menjadikan 
penelitian keduanya saling terkait satu sama lain, bertegur sapa, saling 
mengisi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Dengan demikian 
ilmu agama (studi hukum Islam) tidak hanya berkutat pada teks-teks 
klasik yang bersifat normatif-deduktif tetapi juga menyentuh pada ilmu- 
ilmu sosial kontemporer yang historis-induktif. Dengan kata lain, 
mengoneksikan antara model doctriner approach dan scientific approach, yang 
dalam bahasa Mukti Ali disebut dengan istilah sintesis seientific-cum-doctriner. 
Di sini Mukti Ali belum “sempat? menyebutkan model jembatan cum 
antara keduanya. Sampai akhirnya Amin menawarkan bentuk jembatan 
bhilosophy atau hadarat al-falsafah (etik-emansipatoris). 

Menurut paradigma integrasi-interkoneksi, tiga wilayah pokok 
dalam ilmu pengetahuan (£nowledge), yakni natural sciences, social sciences, 


dan humanities"8 tidak lagi berdiri senditi tetapi akan saling terkait. 


1198 Khusus yang terkait dengan perbedaan antara istilah socia/ seiences dan 
humanities—oleh karenanya salah satu fakultas di UIN Sunan Kalijaga disebut dengan 
istilah “Fakultas Sosial dan Humaniora” —, misalnya, Amin memberikan dua perbedaan 
mendasar perbedaan keduanya, yaitu: pertama, humanitteslebih dekat kepada studi #heology 
atau 'ulum ad-din pada masa lalu. Bedanya, jika ilmu-ilmu sosial dimaksudkan untuk 
menjelaskan fenomena keberagamaan manusia baik dilihat dari aspek sejarah, sosiologi, 
antropologi maupun psikologi, maka humanities, selain dimaksudkan untuk menambah 
pengetahuan tentang keadaan manusia pada seutuhnya, tetapi juga ditujukan untuk 
membentuk watak atau akhlak mulia peserta didik dan untuk menuntun ke arah kebaikan 
masyarakat pada umumnya, tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras 
maupun etinis, kedua, jika social sciences kadang disebut sebagai scientific studies terhadap 
fenomena keagamaan, maka dalam bumanities ada unsur yang cukup menonjol, yaitu 
reflective studies. Dengan demikian, pilar pendekatan dan keilmuan philosophy sangat tampak 
menonjol di sini. M. Amin Abdullah, “Religious Studies In Indonesia: Rethinking atau 
Reinforced?”, disampaikan dalam Diskusi Publik “Rethinking Religious Studies in Indonesia”, 
CRCS, UGM, Yogyakarta, 26 Juni 2010, hlm. 8-9. Sedangkan menurut Umar Kayam— 
pemeran tokoh Presiden Soekarno dalam film G-30S/PKI—, misalnya, dalam naskah 
Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besarnya pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada 
pada tanggal 19 Mei 1989, telah membedakan antara istilah ilmu sosial atau social sciences 
dan ilmu humaniora atau bumanites dengan menyatakan bahwa, “Lewat ilmu sosial 
anda ingin memahami bagaimana jam masyarakat berdetik. Sedang lewat ilmu humaniora 
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Ketiganya menjadi semakin cair meski tidak menyatu. Akan tetapi, paling 
tidak, tidak akan ada lagi superioritas dan inferioritas dalam keilmuan 
studi ilmu hukum Islam. Tidak ada lagi klaim kebenaran ilmu 
pengetahuan sehingga dengan paradigma tersebut para ilmuwan yang 
menekuni keilmuan itu juga mempunyai sikap dan cara berpikir yang 


berbeda dari sebelumnya. 


B. Triple Hadarahr Menawarkan Matakuliah Keuniversitasan 
di UIN 


21099 


“Kita tidak minum segelas H20O, tetapi segelas air. 


“Today, science and religion need each otber as never before. In ancient times they were 
Jriends, each learning from and giving to otber. But in recent centuries they have gone 
separate ways. That lost partuership must now be re-establish, for upon that hope the whole 
human future VV 


“When we consider what religion is for mankind and what science is, it is no exaggeration 
to say tbat the future course of history depends upon tbe dicision of this generation as to tbe 
relations between them "13 


“Scientist and theologians have usually tried to relate science directly to religion, neglecting 
the contribution philosophy can make to the clarification of issues. On the other band, 
professional philosophers have often bad little contact with eitber the scientific or the religious 
community, and their abstract formulations sometimes bear little resemblance to what scientist 


anda ingin memahami bagaimana manusia menginterpretasikan kehidupan lewat imaji 
mereka. Kedua disiplin tersebut sulit dalam arti manusia (apalagi imaji dan fantasi 
mereka) memang makhluk Tuhan yang paling sulit untuk ditafsirkan”. Umar Kayam, 
“Transformasi Budaya Kita”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra 
Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di Muka Rapat Senat Terbuka Universitas Gadjah 
Mada pada tanggal 19 Mei 1989, di Yogyakarta, hlm. 37. 

1199 Kuntowijoyo, “Epistemologi dan Paradigma Ilmu-ilmu Humaniora dalam 
Perspektif Pemikiran Islam”, makalah disampaikan dalam Seminar Pengembangan LAIN 
Sunan Kalijaga: Reintegrasi Epistemologi Pengembangan Keilmuan di LAIN, 18 September 2002, 
hlm. 1. 

100 John Raines, “Welcome to the International Conference on Religion and 
Science in the Post-Colonial World”, 2-5 Januari 2003, hlm. 2-3. 

HO Alfred N. Whitehead, Science and the Modern Worid (New York: The Macmillan 
Company, 1925), hlm. 180. 
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and theologians are actually doing "1? 


“Ada tiga tataran kajian bukum Islam, yaitu kajian bukum Islam pada tataran normatif, 
kajian bukum Islam pada tataran filsafat bukum, dan kajian hukum Islam pada tataran 
empirik. Sebuah Fakultas Hukum atau Fakultas Syari'ah sesungguhnya baru akan 
dinyatakan lengkap apabila hukum atau hukum Islam di fakultas itu dikaji pada ketiga- 


tiga tataran tersebut 


“Secara ontologis, hubungan antar berbagai disiplin keilmuan menjadi semakin terbuka 
dan cair, meskipun blok-blok dan batas-batas wilayah antara budaya pendukung keilmuan 
agama yang bersumber pada teks-teks (badarat an-nas), dan budaya pendukung keilmuan 
Jaktual-bistoris-empiris yakni ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman (badarat al-'iim) 
serta budaya pendukung keilmuan etis-filosofis (badarat al-falsafah) masih tetap saja 
ada... Tegur dan saling menyapa antara ketiganya barus dipegang teguh dan dikembangkan 
terus menerus oleh para pelaku transformasi LAIN ke UIN 


Berdasarkan kutipan pertama—H2O dapat penulis maknai 
sebagai singkatan dari hati (spirit-religion), otak (ouind-philosophy), dan otot 
(body-sciencey—, kedua, dan ketiga di atas, studi ilmu hukum Islam harus 
dibangun di atas b/ueprint hubungan diadik dua unsur, antara religion dan 
science. Namun apabila membaca kutipan keempat, kelima, dan keenam 
di atas, b/weprint pengembangan studi ilmu hukum Islam harus dibangun 
di atas pondasi relasi trialektis tiga dunia antara religion, philosophy, dan 
science. Dalam perspektif paradigma integrasi-interkoneksi yang 
dikembangkan oleh UIN Sunan Kalijaga, khususnya di FSH, ketiganya 
disebut hadarat an-nas, hadarat al-falsafah, dan hadarat al-'ilm. Dengan kata 
lain, munculnya #iple hadarah tersebut harus dibaca dalam konteks 
hubungan trialektis di level global antara religion, philosophy, dan science. 
Dalam konteks kefakultasan di FSH, bisa dibaca sebagai bentuk relasi 


102 Tan G. Barbour, Issues in Science and Religion (London: Harper Torchbooks, 
1966), hlm. 11. 

103 M. Atho? Mudzhat, “Kajian Ilmu-ilmu Syari'ah di Perguruan Tinggi: 
Sudahkah Merespon Tuntutan Masyarakat?”, dalam Jurnal asy-Syir'ah, Vol. 46, No. II, 
Juli-Desember 2012, hlm. 373-374. 

104 Abdullah, Is/amyic Studies, hlm. ix. Istilah tiga badarahini sesungguhnya Amin 
pinjam dari perpaduan buah pikir para pemikir Muslim kontemporer seperti 
Muhammad Arkoen, Muhammad Abid al-Jabiri, Nasr Hamid Abu Zaid dalam beberapa 
bukunya, yang kemudian Amin olah dengan ilustrasi yang saling melengkapi. 
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trilogis antara studi ilmu hukum Islam normatif, filosofis, dan empiris. 


Dengan kata lain, pilar badarat an-nas paralel dengan religion (studi 
hukum Islam normatif), hadarat al-falsafah paralel dengan philosophy (studi 
hukum Islam filosofis), dan hadarat al-'ihm paralel dengan science (studi 
hukum Islam empiris). Di sini, philosophy atau hadarat al-falsafah menjadi 
jembatan penghubung antara religion (badarat an-nas) dan science (badarat 
alim). Fungsi pilar philosophy adalah untuk clarification of issues (way of 
thinking (cara berpikir) or metaphysics). Prinsip badarat al-ilm—science— 
(budaya ilmu), yaitu ilmu-ilmu empiris yang menghasilkan, seperti sains, 
teknologi (hukum), sosiologi (hukum), antropologi (hukum), dan ilmu- 
ilmu yang terkait dengan realitas tidak lagi dapat berdiri sendiri, tetapi ia 
juga harus bersentuhan dengan hadarat al-falsafah, sehingga tetap 
memerhatikan etika emansipatoris, seperti etika hukum. Begitu juga 
sebaliknya, hadarat al-falsafah—philosophy— (budaya filsafat) akan terasa 
kering dan gersang jika tidak terkait dengan isu-isu keagamaan yang 
termuat dalam budaya teks atau badarat an-nas—-religion—dan lebih-lebih 
jika menjauh dari problem-problem yang ditimbulkan dan dihadapi oleh 
hadarat al im." 

Amin menawarkan model trialektis penelitian integratif- 
interkonektif yang hendaknya diaplikasikan di UIN Sunan Kalijaga— 
yang ia sebut interconnected entities—, seperti tampak dalam gambar berikut. 
Berdasarkan model gambar di bawah, menurut penulis, ada tiga 
matakuliah wajib keuniversitasan yang harus diajarkan di seluruh UIN 


Indonesia, terutama UIN Sunan Kalijaga, khususnya di FSH, yaitu 


105 Abdullah, Islamic Studies, hlm. 402-403. Lihat juga misalnya ungkapan 
Barbour berikut ini: “Scientist and theologians have usually tried to relate science directly to religion, 
neglecting tbe contribution pbilosophy can make to the clarification of issues. On the other band, 
professional philosophers have often had little contact with eitber tbe scientific or tbe religious community, 
and their abstract formulations sometimes bear little resemblance to what scientists and theologians are 
actually doing. The point of departure for philosophy of religion must be the worshiping community 
and its theological ideas, only tben can philosopby serve a function both critical and relevant to religion. 
Similarly, pbilosopby of science must be based on tbe actual practice of scientific work”. Ian G. 
Barbour, Issues in Science and Religion (New York: Harper Torchbooks, 1966), hlm. 11. 
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Matakuliah Philosophy of Science (Filsafat Ilmu-ilmu Keislaman), Philosophy 
of Religion (Ushul Fikih dan Magasid asy-Syari'ah), dan Religion and Science 
(Ulmu Syar?ah dan Ilmu Hukum). 


Hubungan trialogis antara filsafat agama, filsafat ilmu, dan 


agama-sains 


Philosophy of Religion and 
Religion Science 
ADARAH AL-'ILM) 
(USUL Al-FIOH) (ILMU 
SYARPAH) 

(MARASID ASY- 

SYARPAFH) (ILMU 
HUKUM) 


Philosophylof Science 


(Filsafat Ilmu-ilmu Keislaman) 


Dilihat dari sudut metode dan pendekatan yang dipergunakan 
sepanjang sejarah pemikiran Islam, metode dan tokoh yang berpengaruh 
menurut Mukti Ali ada tiga. Pertama, nag/i (tradisional, dogmatis) yaitu 
pendekatan yang berusaha untuk mengembalikan segala persoalan 
kepada al-Gur'an dan as-Sunnah (bandingkan dengan slogan “Kembali 
kepada al-Gur'an dan as-Sunnah”). Metode tersebut dipergunakan oleh 
Muhammad Ibn Abdul Wahab yaitu dengan kembali pada ajaran tauhid 
yang sederhana dari Nabi Muhammad saw Kedua, “g!i (akal) yaitu 
pendekatan rasio yang diwakili oleh Jamaluddin al-Afghani, mengilhami 
umat Islam untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dalam bidang 
politik yang tercermin dalam Organisasi Konferensi Islam. Ketiga, £asyf 
(tasawuf) yaitu pendekatan intuisi atau tasawuf yang diwakili oleh al- 
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Gazali, merupakan salah satu ciri Islam abad modern." Hubungan 
triadik antara nag/i, 'agli, dan k£asyfi tersebut (Mazhab Sapen), identik 
dengan trilogi epistemologi Jabiri tentang bayani, burhani, 'irfani (Mazhab 
Jogja), dan juga identik dengan trilogi epistemologi integrasi-interkoneksi. 


Epistemologi Integrasi-Interkoneksi 


Philosophy of Religion and 
Religion Science 
(HADA "ILM) 
(USUL Al-FIOH) (ILMU 
SYARPAH) 
(MADASID ASY- 

SYARPAH) (ILMU 

HUKUM) 


Philosophylof Science 


(Filsafat Ilmu-ilmu Keislaman) 


Sebagaimana telah tersebutkan di atas, paradigma integrasi- 
interkoneksi mencakup tiga dimensi pengembangan keilmuan." Apabila 
ketiga wilayah pengembangan keilmuan tersebut di- break down-kan atau 
di-/anding-kan ke FSH, maka wilayah pengembangan keilmuan studi ilmu 


106 A, Mukti Ali, “Muhammadiyah Menjelang Abad ke-21”, dalam Sujarwanto 
dkk, Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan: Sebuah Dialog Intelektual (Yogyakarta: 
Tiara Wacana, 1990), hlm. 178: Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam (Bandung: Mizan, 
1991), hlm. 19. 

107 M. Amin Abdullah, “Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN 
Sunan Kalijaga: Dari Pola Pendekatan Dikotomis-Atomistik ke Arah Integratif 
Interdisiciplinary”, dalam Zainal Abdin Bagir (ed.), Integrasi Ilmu dan Agama, hlm. 264- 
265, “Islam dan Modernisasi Pendidikan di Asia Tenggara: Dari Pola Pendekatan 
Dikotomis-Atomistik Kearah Integratif-Interdisiplinary”, disampaikan dalam Konferensi 
Internasional Antar Bangsa Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada, 10-11 Desember, 
2004, hlm. 18-20. 
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hukum Islam meliputi Fikih (Ilmu Syari'ah) sebagai wilayah studi hukum 
Islam normatif (badarat an-nas), Ushul Fikih (dan Magasid asy-Syari ah) 
sebagai wilayah studi hukum Islam filosofis (badarat al-falsafah), dan Ilmu 
Hukum sebagai wilayah studi hukum Islam empiris (badarat al-'ilm). 
Meminjam istilah Khaled Abou el-Fadl, hubungan ketiganya dapat 
berbentuk Dialogis-Negosiatif (self restrain, diligent, comprehensiveness, 


reasonableness, dan honesty) 


—karena menghubungkan tiga pilar, penulis 
lebih setuju digunakan istilah Trialogis-Negosiatif—. Tiga dimensi 
pengembangan keilmuan tersebut bertujuan mempertemukan kembali 
ilmu-ilmu modern (ilmu hukum) dengan ilmu-ilmu keislaman (ilmu 
syari'ah). Pada ranah filosofis, integrasi interkoneksi yang dimaksud 
bahwa setiap matakuliah, harus diberi nilai fundamental eksistensial dalam 
kaitan dengan disiplin keilmuan lainnya dan dalam hubungan nilai-nilai 
humanistik (positivisme hukum (kepastian hukum| dan humanisme 
hukum (keadilan hukumJ). Pada ranah materi, integrasi-interkoneksi 
merupakan proses integrasi nilai-nilai kebenaran universal umum dan 
keislaman khususnya dalam pengajaran matakuliah umum seperti filsafat, 
antropologi ataupun sosiologi (lokal dan global). Implementasi integrasi- 
interkoneksi pada ranah materi ada tiga model, yaitu model 
pengintegrasian ke dalam paket kurikulum studi ilmu hukum Islam, 
model penamaan matakuliah yang menunjukkan hubungan antara dua 
disiplin ilmu umum dan keislaman (sosiologi hukum Islam dan 
antropologi hukum Islam), dan model integrasi ke dalam tema-tema 
matakuliah. 

Untuk mengetahui pilar—NFI Programme—hadarat an-nas dengan 
baik, meniscayakan pengetahuan yang baik tentang Is/amic studies, pilar 
badarat al-falsafah, meniscayakan pengetahuan yang baik tentang philosophy 


1108 Khaleed Abou el-Fadl, Speaking in Gods Name: Islamic Lan, Authority, and 
Women (Oxford: Oneworld Publications, 2003), hlm. 11-20. Pemikiran studi hukum 
Islam baru ini bercorak negosiatif antar berbagai kelompok dan faksi yang saling 
memperebutkan otoritas pembacaan dan penafsiran ajaran Islam di era kontemporer. 
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of science (PKL Programme), dan pilar hadarat al-'ilm, meniscayakan 
pengetahuan yang baik tentang Religious studies (sosiologi agama, 


antropologi agama, psikologi agama, dan sejarah agama). 


Studi hukum Islam perspektif studi Islam dan studi Agama 


Mukti Ali Doctriner cum Scientific 
Nagli Kasyfi ?'Agli 


(Mazhab Sapen) 
Jabirian Bayani 'Irfani Burhani 


(Mazhab Jogja) 
M. Amin Abdullah Hadarat an-Nas Hadarat al-Falsafah | Hadarat al-'Ilm 
(Ethics) 


(Mazhab Integrasi- 
Interkoneksi) 


Tabel di atas menunjukkan hubungan antara ilmu Syari'ah dan 
Islamic studies, antara magasid asy-syari'ah dan philosophy of science, dan antara 
ilmu Hukum dan Re/igions studies. Artinya, masing-masing kluster tersebut 
harus diberi penguatan keilmuan sesuai dengan hubungannya masing- 
masing (Islamic studies untuk studi ilmu hukum Islam normatif, philosophy 
of science untuk studi ilmu hukum Islam filosofis, dan Re/igions studies untuk 
studi ilmu hukum Islam empiris). Ketiga pilar badarah tersebut sebenarnya 
dikembangkan oleh Amin dari model trilogi epistemologi bayani, 'irfani, 
dan burhani."” Hanya saja, Amin telah mencoba mengoneksikan 
ketiganya dengan istilah Ta'wi/ al-Ilmi (2001). Model trilogi 
epistemologi Jabirian tersebut juga dipakai oleh Mazhab Jogja dengan 
istilah Epistemologi Jama'. Menurut Amin, jika saja ketiga pendekatan 
epistemologi terhadap pola pikir keberagamaan Islam tersebut saling 


terkait, terjaring dan terpatri dalam satu kesatuan utuh, maka corak dan 


1109 Muhammad Abid al-Jabiri, Bunyah al-'Agl al-'Arabi (Beirut: al-Markaz as- 
Sagafi al- Arabi, 1993), Takwin al-Agl al-“Arabi (Beirut: al-Markaz as-Sagafi al-'Arabi, 
1991): al- Agl as-Siyasi al-“Arabi (Beirut: al-Markaz as-Sagafi al- Arabi, 1993). 

10 M. Amin Abdullah, “At#-Ta'wil al-Tlmi: Keatah Perubahan Paradigma 
Penafsiran Kitab Suci”, dalam al-Jami ah, No. 39, Tahun 2001. 
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keberagamaan Islam, akan jauh lebih komprehensif dan sistemik. Bukan 
bercorak dikotomis-atomistik seperti yang dijumpai sekarang. Belum lagi 
kita berhasil menyelesaikan pekerjaan rumah (menautkan bayani (hadarat 
an-nas), 'ifani (badarat al-falsafah|, dan burhani (badarat al-'ilm)), umat Islam 
diperhadapkan dengan tantangan baru, yaitu perkembangan ilmu-ilmu 
baru yang muncul pada abad ke-17, 18, 19, dan 20." Bedanya dengan 
Jabiri, badarat al-falsafah dalam integrasi-interkoneksi lebih menekankan 
aspek ethics (right), sedangkan “ifanilebih menekankan pada makna a£hlag 
(duty). Konsep akhlak lebih bernuansa subjektif-personal, sedangkan 
makna etika lebih bernuansa intersubjektif atau dalam bahasa Psikologi 
disebut dengan istilah interpersonal atau transpersonal (subjek-subjek). 

Jika Jabiri menggunakan istilah 'irfani, Amin menggunakan istilah 
hadarat al-falsafah (inter-subjective), maka Bergson menggunakan istilah 
intuisi. Sedangkan Whitehead menggunakan istilah feeling atau emotion. 
Menurut Whitehead, posisi feeling adalah sebagai ve£tor, karena ia 
merasakan apa yang ada di sana dan mentransformasikan ke dalam apa 
yang ada di sini (feeling are vector, for they feel what is there and transform it into 
what is here). Berdasarkan perspektif tersebut, posisi hadarat al-falsafah 
(usul al-figh dan magasid asy-syari'ah) dapat juga ditempatkan sebagai garis 
vektor dalam dimensi dua (dimensi bidang), dan disebut garis diagonal 
dalam dimensi tiga (dimensi ruang). Dengan kata lain, garis vertikal dapat 
disebut sebagai dunia pertama, garis horizontal sebagai dunia kedua, 


dan garis vektor/garis diagonal sebagai dunia ketiga. 


HIM. Amin Abdullah, “Epistemologi Ilmu Pro(f)etik: Apa yang Terlupakan 
dari Ilmu-ilmu “Sekuler”?”, disampaikan dalam Sarasehan Ilmu Profetik II di Ruang Sidang 
A Lt. 5 Sekolah Pascsarjana UGM tanggal 28 Juli 2011, hlm. 19. 
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Epistemologi Vektor 
HADARAH AL-FALSAFAH/FILSAFAT HUKUM 


ILMU SYARI'AH VEKTOR 


(HADARAH AN-NAS) 


Philosophy 


Religion 


db 


ILMU HUKUM 


(HADARAH AL-'ILM)-Science 


Berdasarkan gambar di atas, kita dapat mengisi dunia ketiga atau 
dunia filsafat hukum dengan usul a-figh dan magasid asy-syari'ah. Lima 
pilar dasar dalam magasid asy-syari ah, misalnya, seperti hifg ad-din, hifz al- 
'agl, bifz an-nafs, bifg an-nasl, dan hifz amal, dapat dikembangkan untuk 
menjelaskan dan memperjelas hubungan trilogis epistemologis antara 


religion, philosophy, dan science. 


Studi hukum Islam perspektif magasid asy-syari'ah 


Trilogi Epistemologis Religion Philosophy Science 
Magasid asy-Syari'ah Hifz ad-Din Hifz al-'Agl Hif an-Nafs, Hitz 
an-Nasl, Hitz al-Mal 
Ilmu Pengetahuan Ilmu-ilmu Keagamaan Filsafat (Ilmu) Ilmu Psikologi, Ilmu 
Islam Biologi, Ilmu 
Ekonomi 
Integrasi-Interkoneksi Hadarat an-Nas Hadarat al-Falsafah Hadarat al-'Ilm 


Berdasarkan tabel di atas, dapat dimungkinkan munculnya model- 
model keilmuan di FSH seperti Psikologi Syari'ah, Biologi Syari'ah, Fisika 
Syari'ah, Komunikasi Syari'ah, dan Ekonomi Syari'ah. Sedangkan dalam 
perspektif Integral Theory atau Integral Approach, yaitu pemahaman terhadap 
era post-metafisik (the way of thinking) yang direalisasikan dengan konsep 
AOAL (all-guadrant, all-level), hubungan epistemologi triadik antara bayani, 
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irfani, dan burbani Jabirian atau trikotomik hadarah Aminian tersebut, 
1113 


dapat ditabulasikan sebagai berikut. 


Epistemologi integrasi-interkoneksi perspektif AGAL Theory 


Jabiri Eye of Knowing Realm 
Bayani Contemplation 1 Iranscendelia 
Nass (Ilmu (Spirit) 
Syari'ah) 
'Irfani Reason Intelligibilia 
Falsafah (Filsafat 4 (Mind) 
Hukum) 
Burhani Flesh Sensibilia 
'Ilm (mu —OS———w— (Body) 
Hukum) 


Terkait dengan perbedaan epistemologi keilmuan bayani, 'irfani, 
dan burbhani di atas, Amin kemudian membuat skema perbandingan 
(dengan modifikasi dari penulis) berikut ini." Berdasarkan tabel di 
bawah, Jabiri menggunakan istilah 7”fani untuk menjembatani antara bayani 
dan burhani. Beberapa istilah telah digunakan oleh para pemikir sebagai 
jembatan integrasi antara religious and science—juga dapat dibaca sebagai 
bentuk hubungan antara studi ilmu hukum Islam normatif dan empiris— 
, misalnya Sunan Kalijaga dengan istilah angeli ananging ora keli (sinkretis), 
Mukti Ali dengan istilah sintesis, Amin dengan istilah interconnected (badarat 
al-falsafah—bedakan dengan inter-connected versi Kuntowijoyo—, Auda 
dengan istilah interrelatedness, Barbour dengan istilah inter-subjective testability, 


Rolston dengan istilah semipermeable, Knott dengan istilah rapprochement— 


112 Whitehead, Process and Reality (New Yotk: The Free Press, 1979), hlm. 87. 

133 Philip Clayton (ed.), Toward A Comprehensive Integration of Science and Religion: 
AA Post-Metaphysiral Approach (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 535. 

14 Abdullah, “at-Ta'wil al-Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran 
Kitab Suci”, hlm. 215-218. 
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to bring together—, Whitehead dengan istilah process, an-Na'im dengan istilah 
reciprocity, dan @odri Azizy dengan istilah eklektis. 

Selain menggunakan pola triadik Jabirian tentang bayani, 'irfani 
wa burbani, Amin juga menggunakan model trikotomik work, communication, 
dan ethics yang digunakan oleh Jurgen Habermas.''" Ketiga media 
tersebut mempunyai hubungan erat dengan tiga jenis kebutuhan dasar 
manusia untuk menjalani kehidupan yang praktis sekaligus terkait dengan 
kegiatan penelitian dan pengembangan keilmuan. Pertama, kebutuhan 
untuk melakukan penelitian terkait persoalan-persoalan teknis. Kedua, 
kebutuhan penelitian yang berhubungan dengan keinginan manusia 
untuk memahami makna konsep-konsep ilmu pengetahuan secara umum 
(hermeneutik). Ketiga, kebutuhan masyarakat untuk dapat terbebas dari 
belenggu-belenggu yang dirasa menekan dan menghambat perjalanan 
mereka untuk mencapai cita-cita kehidupan dan kemanusiaan 


(emanapatory). 


Pertautan antara epistemologi Jabirian dan Habermasian 


Pilar 
Trikotomik Al-Jabiri Jurgen Habermas 
Bayani Burhani “Irfani Work Communication Ethics 
Sumber Ilmu Wahyu Akal Intuisi Kerja Komunikasi Etika 
Pengetahuan 
Gugus Lugawiyah | Tajridiyah | 'Zaugiyah Teknik Bahasa Interest 
Paradigmatik 
Metodologi Ijtihadiyah | Bahsiyah Tajribah Causasion Meaning Hegemony 
(Process dan 
Procedure) 
Tipe Argumen | Jadaliyah Logic Prelogic Informasi Hermeneutik Kritis 
Tujuan Mugarabah Idrak Reciprocity Contro Unders Transfor 
Pembelajaran Sabab ling tanding mation 
Sifat Dasar Justifikatif | Silogistik | Partisipatif | Certainity Selective Kritis 
Keilmuan 
Pembidangan Taugifi Husuli Huduri Natural Islamic Critical 
Ilmu Sciences Sciences Islamic 
Studies 
Pro(f)etik Iman, Value, Method, Rationality 


15 Jurgen Habermas, Knowledge and Human Interest, terj. Jeremy J. Shapiro 
(Boston: Beacon Press, 1971), hlm. 14 Abdullah, “Islam dan Modernisasi Pendidikan”, 
hlm. 12. 
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Berdasarkan tabel di atas, pilar bayani (badarat an-nas), irfani (badarat 
al-falsafah), dan burhani (hadarat al-'ilm) perlu dirajut secara hermeneutik- 
sirkularistik. Dalam tradisi epistemologi 'irfani, istilah 'arif lebih 
diutamakan daripada istilah '4/im dan fagih, karena 'alim lebih merujuk 
pada nalar bayani, sedangkan fagih lebih merujuk pada nalar burhani. 
Dengan demikian perlunya menjadi manusia yang fagih, 'alim, dan 
sekaligus 'arif. Inilah ahli hukum Islam yang sempurna, yang dibutuhkan 
saat ini. Fagih menghendaki kepastian hukum, 'A/im menghendaki 
kreativitas hukum, dan 'Arif menghendaki keadilan hukum. Jadi, FSH 
sebaiknya tidak hanya mencetak alumninya menjadi seorang yang fagih 
saja, tetapi seharusnya juga seorang yang 'arif, Dengan bahasa lain, 
seorang mwujtahid yang berakhlak karimah. Kalau fagih menekankan sisi 
kognisi (subjek-objek), maka 'arf menekankan sisi afeksi (subjek-subjek). 


Pertautan antara 'Alim, Arif, dan Fagih 


M. Amin Jabiri Sifat Ahli Ranah Hukum STUDI 
Abdullah Hukum HUKUM 
Hadarat an-Nas Bayani ?'Alim Kreativitas ILMU 
Hukum SYARPAH 
Hadarat al- 'Irfani 'Arif Keadilan FILSAFAT 
Falsafah Hukum HUKUM 
ISLAM 
Hadarat al-'Ilm Burhani Fagih Kepastian ILMU HUKUM 
Hukum 


Jadi, secara teoritis konsep keilmuan yang integratif-interkonektif 
dengan trikotomik badarat adalah konsep keilmuan yang terpadu dan 
terkait antara keilmuan agama (an-nas) dan keilmuan alam dan sosial (a/- 
ilm) dengan harapan menghasilkan out put seimbang etis filosofis (al- 

Jalsafah). Jadi, hubungan antara bidang keilmuan agama (ilmu syari'ah) 
dan umum (ilmu hukum) tidak lagi terjadi konflik tetapi saling menghargai 
dan membangun, bidang keilmuan satu sama lain saling mendukung. 
Misalnya, bagaimana keilmuan sains dan teknologi dapat mendukung 
eksistensi keilmuan hukum Islam (Program Studi Teknologi Hukum), 
begitu juga sebaliknya. Sehingga dalam hal ini tidak lagi dijumpai ilmu 
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hukum Islam bertentangan dengan ilmu alam atau ilmu alam 
bertentangan dengan ilmu etika. Pada dasarnya yang ingin dibangun 
kembali adalah paradigma yang salah dalam melihat struktur keilmuan 
secara utuh. Dalam Islam secara alamiah (sunnatullah) berkeyakinan bahwa 
tidak ada yang salah dengan struktur keilmuan yang sudah ada sejak 
zaman dahulu, hanya saja pandangan ilmuwan yang serba terbatas 


seringkali merubah tatanan keilmuan menjadi dikotomis. 


Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami 
di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka 
bahwa al-Our'an itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya 
Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" 


Berdasarkan ayat di atas, ada tiga jenis sumber ilmu pengetahuan, 
yaitu wahyu (al-Guran), yang disimbolisasikan oleh kata a-hagg, alam, yang 
disimbolisasikan oleh kata a/-afag, dan manusia, yang disimbolisasikan oleh 
kata anfusihim. Ketiga epistemologi itu sering juga disebut dengan istilah 
gauliyah (kitabiyah), kauniyah (takwiniyah), dan nafiyah."" Yudian menyebutnya 
dengan istilah ayat OGur'aniyah, ayat kauniyah, dan ayat insaniyah."'' 


NIC O.S. al-Fussilat (41): 53. 

H1 Paling tidak ada tiga (3)—trialektika—komponen utama dalam kehidupan 
yang saing terkat (interconnected), yaitu: manusia, alam, dan al-@ur'an. Manusia 
merupakan penampakan jiwa (3uhur an-nafs1) dari alam dan al-(ur'an, alam merupakan 
penampakan struktural bentuk (2ubur at-takwini) dari manusia dan al-Gur'an: sedangkan 
al-Yuran merupakan penampakan tertulis (guhur a-kutubi) dari alam dan manusia. 
Ketiga komponen tersebut saling terkait dan akan terfokus pada sebuah lokus utama, 
yaitu Allah swt (Tauhid) selaku pencipta dan yang mengatasi segala sesuatu. Nasaruddin 
Umar, “Keistimewaan Matematis al-Yur'an: Kajian terhadap Buku V'isual Presentation 
of tbe Miracle”, dalam al-Burban, No. 8, Tahun 2008, hlm. 106. 

118 Wahyudi, Islam dan Nasionalisme, hlm. 7-8. 
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Ketiganya juga dapat dimaknai sebagai ilmu-ilmu keagamaan Islam, ilmu- 
ilmu kealaman (natural sciences), dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora (natural 
sciences). Ketiganya berpotos pada Etika Tauhidik," yang 
disimbolisasikan oleh kata rabb. FSH dapat mengembangkan format 
jurusan dan prodi-prodinya dengan menggunakan pola tri-logis di atas, 
yang berarti menautkan antara Ilmu Syari'ah, Teknologi Hukum, dan 
Ilmu Hukum. Ketiganya berporos pada ketauhidan, dan penghubung 


atau jembatan ketiganya adalah Filsafat Ilmu Hukum Islam. 


Epistemologi Tauhidik 
INTEGRASI-INTERKONEKSI 
Teo Antroposentrik-Integralistik 
OUR'ANIYAH KAUNIYAH PP, INSANIYAH 
ken) Ga) 1G) (3b) 2 
JURUSAN PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM 
ILMU-ILMU STUDI STUDI STUDI STUDI ILMU 
SYARPAH FILSAFAT TEKNOLOGI FILSAFAT HUKUM 
ILMU HUKUM HUKUM ILMU HUKUM 
(USHUL (MAGASID 
FIKIH) ASY-SYARI'AH) 
ETIKA TAUHIDIK 


Berdasarkan tabel di atas, FSH dapat dikembangkan menjadi 
empat jenis jurusan atau prodi, yaitu Jurusan Ilmu-ilmu Syariah (AS, 
Siyasah, MU, PMH, KUI), Program Studi Ilmu Hukum, Program Studi 
Filsafat Ilmu Hukum Islam (Konsentrasi Ushul Fikih dan Magasid asy- 
Syari'ah), dan Program Studi Teknologi Hukum. Pencantuman urutan 
nomot-nomor di atas untuk menunjukkan kronologi sejarah, dimana 


Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah yang menjadi “tuan rumahnya”, kemudian 


119 M. Amin Abdullah, “Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi 
Keilmuan Umum dan Agama: dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah 
Teoantroposentrik-Integralistik”, dalam Jarot Wahyudi (ed.), Menyatukan Kembali Ilmu- 
ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum (Yogyakarta: 
Suka Press, 2003). 
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FSH membuka Program Studi Ilmu Hukum. Ke depan, sebagai skala 
prioritas, FSH dapat membuka Program Studi Filsafat Ilmu Hukum 
Islam, kemudian dilanjutkan membuka Program Studi Teknologi 
Hukum. Hubungan keempat jurusan atau program studi di atas, dapat 
dibaca sebagai hubungan kuadran integratif antara subjektif, objektif, 
inter-subjektif, dan inter-objektif. 


Empat Program Studi di FSH 


Subjektif Objektif 


ILMU SYARI AH i ILMU HUKUM 


Inter-subjektif tauhidik Inter-objektif 


FILSAFAT ILMU HUKUM ISLAM TEKNOLOGI HUKUM 


Berdasarkan kuadran di atas, saat ini FSH baru mengembangkan 
dua space subjektif dan objektif, sehingga perlu dikembangkan ke space 
inter-subjektif dan space inter-objektif. Garis putus-putus atau pori-pori 
basah di atas (garis semipermeabilitas) untuk menunjukkan hubungan 
interkoneksitas antar ruang keilmuan. Tidak menutup kemungkinan, akan 
lahir jurusan-jurusan, prodi-prodi, atau bahkan fakultas baru, sebagai 
bentuk kombinasi antara space keilmuan subjektif-objektif, subjektif- 
intersubjektif, dan subjektif-interobjektif. Misalnya, lahirnya Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di UIN Sunan Kalijaga, harus dibaca 
dalam konteks hubungan epistemologi antara space objektif (Ekonomi) 
dan subjektif (Bisnis Islam). Secara epistemologis, munculnya FEBI dapat 
dibenarkan apabila dibaca sebagai bentuk pengembangan dari Program 
Studi Keuangan Islam (KUI) di kluster ilmu Syari'ah. Namun, secara 
etis-politis, munculnya FEBI itu perlu dipertanyakan. Sebab, antara 


epistemologi dan politik harus bersinergi. 
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Menurut Musa Asy'arie, dalam pandangan al-Gur'an, ada 
trikotomik daya ruhani dalam memahami kebenaran, yaitu pikiran (4/- 
Jikr), akal (al 'agl), dan hati nurani (al-galh). Ketiganya merupakan kesatuan 
organik, bukan mekanik—yang sifatnya berlapis dan berjenjang. 
Ketiganya identik dengan integrasi antara iptek, filsafat, dan agama 
(tasawuf)—tiga nalar tersebut dapat diparalelkan dengan studi ilmu 
hukum Islam normatif (agama), filosofis (filsafat), dan empiris (iptek: 


teknologi hukum)—, atau sejajar dengan hubungan triadik antara 15/4m, 
1121 4 


Juga 
menjelaskan tentang trialektis epistemologi, yaitu syari'ah yang informatif, 


Iman, dan Ihsan."“ Senada dengan Musa, Damardjati Supadjar 


tarekat yang transformatif, dan makrifat yang konfirmatif atau iluminatif. 
Pola tersebut dapat digunakan untuk membaca hubungan trialektis antara 
Ilmu Syari'ah (Fikih) yang informatif (studi ilmu hukum Islam normatif), 
Filsafat Ilmu Hukum Islam (Ushul Fikih dan Magasid asy-Syari ah) yang 
transformatif (studi hukum Islam filosofis), dan Ilmu Hukum yang 
konfirmatif (studi ilmu hukum Islam empiris). Jadi, informasi tekstual 
hukum Islam, harus dikonfirmasikan dengan sains, agar menjadi hukum 
Islam yang transformatif. Jika pola trikotomik Musa—epistemologi 
sSpiritualis—dibaca dengan kacamata triadik hadarah versi Amin— 
epistemologi filosofis—(bedanya, Musa hanya melihat dari sisi internal 
monadik religion, sedangkan Amin melihatnya dari sisi internal dan 
eksternal triadik religion, philosophy, and science), maka terbentuklah 
hubungan seperti tabel berikut. 


12 Musa Asy'arie, “Epistemologi Dalam Perspektif Pemikiran Islam”, dalam 
Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam 
dan Umum (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 34. 

121 Damardjati Supadjar, “Kepastian Istigamah”, makalah ini disampaikan 
pada acara Seminar Nasional Tarekat, di Gedung Satria Nusantara, Sabtu, 26 Mei 2012, 
hlm. 1. 
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Epistemologi Sufistik (Amin dan Musa) 


Amin Abdullah Musa Asy'arie Daya Dimensi Hukum 

Etika Tauhidik Tauhid 

Hadarat an-Nas Agama (Tasawuf) | Al-Galb ILMU SYARPAH 

(al-Gur'an dan as-Sunnah) CHSAN) 
Hadarat al-Falsafah Filsafat Al- Agl FILSAFAT HUKUM 

(IMAN) ISLAM 

Hadarat al-Tlm Iptek Al-Fikr ILMU HUKUM 
(ISLAM) 


Perkembangan terbaru terkait kajian hadarat an-nas, hadarat al- 
Jalsafah, dan hadarat al-'ilm, adalah lahirnya konsep Pendidikan Hadari 
gagasan Abd Rachman Assegaf (2011). Layaknya seperti sebuah rumah, 
bila dibangun tanpa tiang penyangga, tidak akan tegak berdiri. Demikian 
pula halnya dengan Pendidikan Hadari, haruslah dibangun dengan 
kerangka dasar keilmuan kokoh dan pilar-pilar yang mampu menopang 
struktur keilmuan, sekaligus menjadi ciri khas dan identitas, sehingga 
satu bangunan rumah keilmuan dapat dibedakan dari bangunan lain. 
Ada empat pilar utama Pendidikan Hadari. Pertama, berpusat pada 
tauhid—Amin menyebut dengan istilah Etika Tauhidik—. Kedua, 
berbasis akhlak—Amin menyebut dengan istilah Pro(f)etik—. Ketiga, 
menganut teori fittah—lihat konsep Amin tentang Character Building—. 
Keempat, memberdayakan fungsi masjid—Amin menyebut dengan 
kombinasi antara Locality, Islamicity, and Modernity—bagi pengembangan 
umat. Pilar-pilar tersebut saling bertautan merangkai bilik-bilik peradaban, 
yakni peradaban teks (hadarat an-nas), peradaban falsafah (badarat al-falsafah), 


dan peradaban ilmu (hadarat al-'ilm).'? 


12 Abd Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan 
Hadari Berbasis Integratif Interkonektif (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 352. 
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PENDIDIKAN HADARI 
Etika Tauhidik 


ocality, Islamicity, Modernity 


Hadarat Hadarat Hadarat 


An-Nas al-Falsafah al-'Ilm 


CORE VALUES 


Abdurrahman Assegaf, salah seorang cendekiawan di Mazhab 


Sapen (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan), sebagai pengembang 
model Pendidikan Hadari, juga menawarkan istilah falsafah al-badariyah 
(bukan hadarat al-falsafah), sebagaimana pernah diungkapkannya berikut 


111. 


Ibarat mata air, sumber al-Gur'an dan al-Hadis, adalah yang paling murni dan 
jernih dalam membentuk ciri khas falsafah pendidikan Islam yang integralistik- 
interkonektif atau yang saya sebut sebagai falsafah al-hadariyah. Dari mata air 
inilah terbukti telah mampu membangkitkan keilmuan Muslim hingga 
memancarkan hadarah al-Islam selama sekitar 5 abad. Falsafah al-Hadariyah 
bertumpu pada prinsip keterpaduan antara dimensi ketuhanan (teosentris) 
dengan kemanusiaan (antroposentris), sesuatu yang berbeda secara diametral 
dengan falsafah umum yang hanya berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan semata 
(antroposentris). Fa/safah al- Hadariyah mengakui adanya alam nyata sekaligus 
gaib, fisik dan metafisik, sementara falsafah umumnya dibatasi oleh gejala yang 
nampak dan tertangkap oleh indra. Falsafah al-Hadariyah memandang penting 
peran wahyu, dan nilai-nilai moral dalam pendidikan, sementara falsafah 
umumnya mengambil posisi sekularistik dan mendasarkan pada peranan akal, 
budaya dan nilai-nilai sosial. Falsafah a-Hadariyah menilai bahwa perolehan 
ilmu itu demi tercapai keridaan Allah, lebih dari sekedar ilmu untuk ilmu 
sebagaimana dalam falsafah umum. Karena prinsipnya yang bersumber dari 
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wahyu maka falsafah ak-hadariyah sarat nilai, bukan value-free."2 


Assegaf kemudian membuat tabulasi perbedaan antara 
karakteristik falsafah al-hadariyah dan falsafah umum seperti nampak 


berikut.“ 


Falsafah al-Hadariyah 


No Falsafah Umum (Barat) Falsafah al-Hadariyah (Islam) 
1 Antroposentris Teo-antroposentrik-integralistik 
2 Positivistik-Empirik Real-Transendental 
3 Sekularistik Non-Sekularistik 
4 Bersumber pada rasio dan Bersumber pada wahyu, rasio, dan 
budaya budaya 
5 Science for science Science for mardatillah 
6 Value-free Value-bond 


Berdasarkan model Pendidikan Hadari di atas, penulis terinspirasi 
untuk membuat model “Hukum (Islam) Hadari”, yang tergambar seperti 
berikut. 


12 Abd. Rachman Assegaf, “Menimbang Paradigma Keilmuan Islam Yang 
Integratif-Interkonektif ”, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVH, No. 1, Januari-April 2008, 
hlm. 244. 

124 Thid., hlm. 245. 
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HUKUM (ISLAM) HADARI (HIH) 


er 


Hadarat 


al- Ilm 


Hadarat Hadarat 


An-Nas al-Falsafah 
ILMU USHUL ILMU 


SYARI AH FIKIH HUKUM 


—— 


tp» ZO-5upZz 


TAUHID DAN ETIKA 


Berdasarkan gambar di atas ada tiga pilar pengembangan studi 
ilmu hukum dalam Hukum (Islam) Hadari (HIH), yaitu Ilmu Syariah 
(Fikih: studi ilmu hukum Islam normatif), Filsafat Ilmu Hukum Islam 
(Ushul Fikih dan Magasid asy-Syari ah: studi ilmu hukum Islam filosofis), 
dan Ilmu Hukum (studi ilmu hukum Islam empiris). Ketiga model 
hubungan itu harus diramu dalam tetralektika empat jenis budaya 
(badarah) hukum, yaitu budaya hukum Islam (syari'ah: pramodern /klasik, 
modern, dan postmodern), budaya hukum adat (lokal), budaya hukum 
Barat (nasional), dan budaya hukum internasional (global). Secara umum, 
model #iple hadarah sebenarnya kombinasi tiga jenis hadarah yang 
berbentuk lokal, nasional, dan global, pramodern, modern, dan 
postmodern. Selain pentingnya memahami nalar sejarah hukum Islam 
di level tradisional, modern, dan postmodern dalam melakukan fresh 
jtihad, penting untuk memahami tiga jenis discourse (total discourse) tersebut, 


yaitu studi ilmu hukum Islam lokal, nasional, dan global. 
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C. Mempertautkan Ilmu Syari'ah (Hadarat an-Nas), Filsafat 
Ilmu Hukum Islam (Hadarat al-Falsafah), dan Ilmu 
Hukum (Hadarat al-Ilm): Menawarkan Matakuliah 
Kefakultasan di FSH 


Berdasarkan b/ueprint pengembangan akademik studi ilmu hukum 
Islam, visi FSH UIN Sunan Kalijaga adalah “Unggul dan terkemuka 
dalam pengembangan ilmu Syari'ah dan ilmu Hukum secara integratif 
dan interkonektif untuk kemajuan peradaban”.'? Berdasarkan visi 
tersebut, FSH ingin mengoneksikan antara ilmu Syari'ah dan ilmu 
Hukum. Menurut penulis, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyyah (AS) dapat 
ditempatkan sebagai penguatan terhadap ilmu Syari'ah, sedangkan di 
sisi lain, Jurusan Ilmu Hukum (JH) menjadi penguatan di ilmu Hukum. 
Posisi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) sebagai 
jembatan penghubung antara ilmu Syari'ah dan ilmu Hukum. Jurusan 
Muamalat (MU) mengkaji kedua wilayah tersebut, hanya saja 
penguatannya di wilayah ilmu Syari'ah. Hal ini berkebalikan dengan 
Jurusan Keuangan Islam (KUI), ia mengkaji kedua wilayah tersebut, 
hanya saja penguatannya di wilayah ilmu Hukum. Sedangkan Jurusan 
Siyasah (S) membagi sama rata antara kedua wilayah tersebut. Keenam 
jurusan tersebut menempati space masing-masing, hanya saja keenamnya 


dapat berinteraksi dengan model epistemologi pori-pori basah. 


12 Makhrus Munajat, Laporan Kegiatan: Workshop Blue Print Pengembangan 
Akademik (Yogyakarta: Fakultas Syar?ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 
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Hubungan interkoneksitas antar fakultas di FSH 


Hubungan interkoneksitas antar fakultas di FSH 


ILMU SYARI AH FILSAFAT ILMU HUKUM 
Jurusan al-Ahwal asy- Jurusan Perbandingan Jurusan Ilmu H 
Syakhsyiyyah Mazhab dan Hukum 
Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalat Ilmu Hukum Ekonomi 
Keuangan Syari'ah Jurusan Keuangan Islam $ Ilmu Hukum Keuangan 
Politik Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah Ilmu Hukum Pidana 


Menurut Syamsul Anwar, fokus kajian di FSH seharusnya 
mencakup dua sisi syari'ah, yaitu syar?ah sebagai agama (ilmu syari'ah) 
dan syari'ah sebagai hukum (ilmu hukum). Syarah sebagai agama 
menjadi objek kajian Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) 
yang diarahkan untuk mendidik ahli agama (syari'ah) dan Jurusan 
Ekonomi Islam atau Jurusan Keuangan Islam (KUI) atau apapun 
namanya yang diarahkan mengkaji syari'ah sebagai agama dalam kaitan 
dengan ekonomi. Sedangkan syari'ah sebagai hukum Islam menjadi objek 
kajian Jurusan Muamalat (MU) dan Jurusan Siyasah (S). Untuk syari'ah 
sebagai hukum, materi syari'ah harus disusun dalam bahasa dan kerangka 
hukum Indonesia. Kajian dilakukan dengan pendekatan asas, yang dalam 
kalangan ahli hukum Islam kontemporer melahirkan an-nagariyah al- 
Jighiyyah. Pendekatannya dengan konsekuensi materi hukum positif harus 
diberi porsi lebih memadai.” Di sini, Syamsul belum memasukkan posisi 
Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyyah (AS) dan Jurusan Ilmu Hukum (IH). 
Menurut penulis, AS dapat menjadi penguat di wilayah syari'ah sebagai 
agama (ilmu syari'ah), dan IH sebagai penguat di wilayah syari'ah sebagai 
hukum (ilmu hukum). 


1. 


1126 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer (Jakatta: RM Books, 2007), 
hlm. 23. 
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Senada dengan Syamsul Anwar yang membagi syari'ah mencakup 
dua sisi, yaitu syari'ah sebagai agama dan syari'ah sebagai hukum, M. 
Amin Abdullah membagi syari'ah meliputi dua dimensi, yaitu magasid 
dan interpreted syari'ah. Menurut Amin, “Secara filosofis, pembahasan 
tentang syari'ah perlu dibedakan antara dua sisi, yaitu sisi kesatuan- 
univokal dalam budaya Islam dan sisi gradasi (tasykik) wujud, yang 
meliputi dua dimensi yaitu wagasid (tujuan utama) dan interpreted 
(penafsiran) syari'ah. Pada level univokalitas wujud, tak ada perbedaan 
yang begitu mencolok tentang pemaknaan syari'ah dalam peradaban 
Islam. Pada level univokalitas, pemikiran manusia terfokus pada substansi, 
sedangkan pada level gradasi wujud, pemikiran manusia terfokus pada 
aksidensi.”'” Menurut penulis, harusnya, epistemik yang menjadi 
univokalitas wujud (asalah al-wnjud), sedangkan politik hanya menjadi 


gradasi wujudnya (tasykik al-wujud). 


Varian-varian Jurusan Syari'ah di FSH 


FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM 
UNIVOKALITAS SYARPAH 
GRADASI ILMU SYARPAH DAN ILMU HUKUM 


Syari'ah sebagai agama ILMU SYARPAH DAN Syari'ah sebagai hukum 
ILMU HUKUM 


Jurusan al-Ahwal asy- 
Syakhsyiyyah (AS) 
Jurusan Perbandingan 


Jurusan Ilmu Hukum 
H) 
Jurusan Muamalat (MU) 


Mazhab (dan Hukum) www 
MH) 
Jurusan Keuangan Islam Jurusan Siyasah (S) 
(KUI) 
STUDI HUKUM ISLAM STUDI HUKUM ISLAM | STUDI HUKUM ISLAM 
NORMATIF FILOSOFIS EMPIRIS 


Subjektifikasi Hukum 


Intersubjektifikasi Hukum 


Objektifikasi Hukum 


127 M. Amin Abdullah, “Lokalitas, Islamisitas, dan Globalitas: Tafsir Falsafi 
dalam Pengembangan Pemikiran Peradaban Islam”, dalam Kang Philosophia, Vol. 2, 
No. 2, Desember 2012, hlm. 340. 
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Ada tiga jenis kluster epistema keilmuan studi ilmu hukum Islam 
di FSH UIN Sunan Kalijaga. Pertama, studi ilmu hukum Islam empiris, 
seperti sosiologi hukum (Islam), sejarah hukum (Islam), dan antropologi 
hukum (Islam), yang disimbolkan oleh “geng keilmuan? McGill dan para 
alumni Barat. Kedua, studi ilmu hukum Islam normatif, seperti ilmu 
fikih, yang disimbolkan oleh gagasan Fikih Indonesia. Ketiga, studi ilmu 
hukum Islam filosofis, seperti ushul fikih, yang disimbolkan oleh etos 
Mazhab Jogja. 


Tahun 2000, Atho' Mudzhar, sebagai salah satu alumni Barat, 
membedakan tiga jenis studi ilmu hukum Islam."? Pertama, penelitian 
hukum Islam sebagai doktrin azas. Dalam penelitian ini sasaran utamanya 
adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat 
hukum, sumber-sumber hukum, dan konsep magasid asy-syari'ah. Kedua, 
penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian tersebut sasaran 
utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik dalam 
bentuk nas maupun produk pikiran manusia. Ketiga, penelitian hukum 
Islam sebagai gejala sosial. Dalam penelitian tersebut sasaran utamanya 
adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar 
sesama manusia, baik sesama Muslim maupun Muslim dan non-Muslim, 
di sekitar masalah-masalah hukum Islam, seperti siyasah asy-syari'ah dan 
gadi. 

Menurut Atho”, ketiga bentuk studi hukum Islam di atas dapat 
dilakukan secara terpisah dan dapat pula dilakukan secara bersama-sama 
untuk melihat keterkaitannya satu sama lain mengenai suatu masalah 
hukum Islam. Dua bentuk studi hukum Islam yang disebut pertama, 
yaitu studi hukum Islam sebagai doktrin asas dan studi hukum Islam 
normatif, dapat pula digabungkan dan disebut sebagai studi hukum Islam 
doktrinal, sedangkan bentuk studi hukum Islam yang ketiga dapat disebut 


12 M. Atho?' Mudzhar, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi”, 
dalam M. Amin Abdullah dkk (eds.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi (Yogyakarta: 
Suka Press, 2000), hlm. 244-245. 
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sebagai studi hukum Islam sosiologis.” Berdasarkan penjelasan itu, 
Atho” sebenarnya hanya membagi dua jenis studi ilmu hukum Islam 
saja, yaitu studi ilmu hukum Islam doktrinalis dan studi ilmu hukum 


Islam sosiologis (setentific-cum-doctriner). 


Tahun 2012, masih menurut Atho”"'—tambahan kata di dalam 
“kurung” (...) dari penulis—, ia juga membagi tiga jenis studi hukum 
Islam, dengan menempatkan kajian filsafat hukum menjadi kluster 
tersendiri, yang sebelumnya disebut atau dimasukkan ke dalam kluster 
penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Menurut Atho”, ada tiga 
(triadik) tataran kajian hukum Islam, yaitu kajian hukum Islam pada 
tataran normatif (badarat an-nas), kajian hukum Islam pada tataran filsafat 
hukum (badarat al-falsafah), dan kajian hukum Islam pada tataran empirik 
(badarat al-'ilm). Kajian hukum Islam empiris disebut juga dengan istilah 
studi hukum Islam historis, sebagaimana termaktub dalam judul buku 
Islam Historis (2002) karya Kamaruzzaman."' Fakultas Hukum atau 
Fakultas Syari 'ah— Fakultas Syari'ah dan Hukum—sesungguhnya baru 
akan dinyatakan lengkap apabila hukum umum atau hukum Islam di 


fakultas itu dikaji pada ketiga tataran tersebut.!'? 


1129 Tbid, 

150 M. Atho? Mudzhar, “Kajian Ilmu-ilmu Syari'ah di Perguruan Tinggi: 
Sudahkah Merespon Tuntutan Masyarakat”, asy-Syirah, Vol. 46, No. II, Juli-Desember 
2012, hlm. 373. 

HST Buku ini menawarkan empat jenis pendekatan dalam mengkaji Islam, yaitu 
pendekatan filsafat, pendekatan sosiologi, pendekatan sejarah, dan pendekatan 
interdisipliner (bandingkan dengan Waardenburgh yang membagi empat varian studi 
agama: pendekatan hermeneutis-filosofis, pendekatan kontekstual, pendekatan historis, 
dan pendekatan perbandingan). Walaupun judul buku ini menggunakan istilah “Islam 
Historis” yang mengacu pada gagasan sosio-historis yang marak dalam kajian kaum 
modernis baru, seperti Fazlur Rahman, Cak Nur, dan yang lain, kelemahan kata “sejarah” 
atau “historis” yang disematkan dalam buku ini bukan dalam artian “arkeologi”. Namun 
sejarah di sini dipahami dari sisi permukaan saja atau yang dikenal dengan sosio-historis. 
Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia 
(Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. vii-viii. 

132 Mudzhar, “Kajian Ilmu-ilmu Syati'ah di Perguruan Tinggi: Sudahkah 
Merespon Tuntutan Masyarakat”, hlm. 373. 
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Dalam kasus di FSH UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Perbandingan 
Mazhab dan Hukum (PMH) harusnya memberikan kadar lebih besar 
terhadap kajian studi ilmu hukum Islam normatif-komparatifnya (Fikih), 
sedangkan Jurusan Ilmu Hukum (IH) memberikan kadar yang lebih besar 
terhadap studi ilmu hukum Islam empiris (Ilmu Hukum). Keduanya 
dihubungkan oleh studi hukum Islam filosofis (Ushul Fikih dan Magasid 
asy-Syari ah). Sehingga menurut penulis, FSH UIN Sunan Kalijaga perlu 
membuka Jurusan Ushul Fikih, kecuali kalau pilihannya model 
substansialis seperti “Filsafat Garam”. Yaitu, ushul fikih hanya berfungsi 
seperti “bumbu' garam, menyatu dengan “makanan-makanan” ilmu 
(syari'ah dan hukum) lain. Pembagian ini berbeda dengan pendapat yang 
mengatakan bahwa kajian hukum itu terdiri atas dua (diadik) macam 
saja, yaitu hukum doktrinal dan hukum non-doktrinal. Hukum doktrinal 
dimaksudkan sebagai /law in the book (seperti hukum positif atau hukum 
tekstual) dan hukum non-doktrinal sebagai law in action (hukum dalam 
kenyataan masyarakat atau hukum sosial)—penulis menambahkan satu 
jenis hukum, yaitu law in inter-action (hukum relasional)—. Meskipun 
maksudnya cukup jelas, tetapi penggunaan kata doktrina/ dan non-doktrinal 
akan menimbulkan kerancuan ketika diterapkan pada hukum Islam, 
karena dalam hukum Islam terdapat literatur hukum yang mengandung 
unsur doktrinal dan non-doktrinal sekaligus, seperti kitab fikih. 


Pembagian itu juga berbeda dengan pendapat yang mengatakan 
bahwa kajian hukum terdiri dari dua macam, yaitu kajian hukum normatif 
dan kajian hukum sosiologis atau empiris. Kerancuan pendapat tersebut 
disebabkan kajian filsafat hukum dimasukkan ke dalam kategori kajian 
hukum normatif, sedangkan kajian filsafat hukum selamanya bersifat 
spekulatif dan tidak pernah normatif. Demikian pula penamaan kategori 
keduanya, yaitu kajian hukum Islam sosiologis atau empiris nampak tidak 
lugas dan ambigu, karena kajian hukum sosiologis hanyalah salah satu 
bentuk kajian hukum empiris sehingga semestinya cukup disebut kategori 
kajian hukum empiris saja. Bentuk kajian hukum empiris selain sosiologi 


hukum banyak, seperti antropologi hukum, politik hukum, psikologi 
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hukum, ekonomi hukum, sejarah hukum, sejarah sosial hukum, filologi 


hukum, dan arkeologi hukum. 


Masih menurut Atho' Mudzhar, kajian hukum Islam pada tataran 
filsafat (badarat al-falsafah) hukum mencakup tiga kajian, filsafat hukum, 
teori hukum, dan metodologi hukum. Dalam literatur hukum Islam kajian 
tersebut merupakan wilayah kajian ushul fikih. Kajian hukum Islam pada 
tataran tersebut, sejauh ini, belum ada Fakultas Syari? ah yang mempunyai 
jurusan atau program studi khusus, misalnya Jurusan Ushul Fikih. Senada 
dengan Atho”, jauh sebelumnya, yaitu Hasbi, juga pernah menggagas 
pendirian Fakultas Ushul Fikih atau paling tidak Jurusan Ushul Fikih." 
Namun menurut Yudian, dalam konteks sekarang, ia berpendapat bahwa 
yang lebih tepat, Jurusan Ushul Fikih diselenggarakan oleh tingkat 
Pascasarjana di lingkungan UIN/IAIN."“ Menurut penulis, baik formalis 
maupun substansialis, Ushul Fikih (dan Magasid asy-Syari ah) adalah ruh 
bagi studi ilmu hukum Islam. Jika di Mazhab Ngaliyan identik dengan 
karakteristik Ilmu Falak, maka di Mazhab Sapen seharusnya 
menggunakan Ilmu Ushul Fikih (Indonesia) sebagai ciri khasnya. 


Kajian hukum Islam pada tataran normatif (badarat an-nas) 
mencakup kajian terhadap semua bentuk literatur hukum tertulis seperti 
ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, kitab-kitab fikih, dan yurisprudensi. Kajian 
pada tataran itu telah menjadi perhatian utama Fakultas-fakultas Syariah 
di Indonesia. Dalam literatur hukum Islam, kajian tersebut merupakan 
wilayah kajian fikih. Adapun kajian hukum Islam pada tataran empiris 


mencakup sosiologi hukum dan sejarah hukum. Kajian-kajian hukum 


138 Gagasan tentang pendirian Fakultas Ushul Fikih atau Jurusan Ushul Fikih 
ini harus dibaca dalam konteks anjuran Hasbi agar para pendukung Fikih Indonesia 
menggunakan metode perbandingan mazhab manakala problem yang dihadapi sudah 
diberikan pemecahannya oleh ijtihad dalam berbagai mazhab yang ada. Studi 
perbandingan mazhab ini harus diikuti dengan studi perbandingan ushul fikih dari 
masing-masing mazhab, dengan harapan agar pandangan tersebut terpadu atau bahkan 
bersatu. Yudian, Ushu/ Fikih, hlm. 40. 

1134 Ibid. 
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dalam bidang tersebut tidaklah termasuk ilmu inti hukum (core sciences), 
melainkan lebih sebagai ilmu bantu (auxiliary sciences). Dalam literatur 
hukum Islam kajian itu merupakan wilayah kajian ilmu Hukum. Menurut 
Atho', meskipun kedalaman pengetahuan seorang ahli hukum juga diukur 
dari penguasaan terhadap bidang-bidang ilmu bantu, tetapi tidak perlu 
didirikan jurusan pada Fakultas Syari'ah (dan Hukum) yang secara khusus 
mengkaji bidang-bidang tersebut.''? Menurut penulis, yang rasional 
adalah, ketiga kajian hukum Islam tersebut, yaitu hukum Islam normatif 
(fikih), hukum Islam filosofis (ushul fikih), dan hukum Islam empiris 
(ilmu hukum), harus dijadikan sebagai matakuliah wajib kefakultasan di 
FSH. 


Berubahnya status IAIN ke UIN (Sunan Kalijaga), tidak hanya 
membawa perubahan terhadap penamaan Fakultas Syari'ah, menjadi 
Fakultas Syari'ah dan Hukum saja (tahun 2010), tetapi juga harus diikuti 
oleh perubahan bidang jenis matakuliah. Secara khusus, yang harus 
dipertimbangkan adalah bagaimana mengintegrasikan bidang kajian ilmu 
hukum (hukum Islam empiris) dengan fikih sebagai hukum Islam 
(normatif). Hal tersebut dapat dilakukan baik dalam jurusan di bawah 
ilmu Hukum ataupun di bawah ilmu Syari'ah. Menurut penulis, jembatan 
yang dapat mengintegrasikan keduanya adalah filsafat-etis atau kajian 
hukum Islam filosofis. Sebab, pengarusutamaan kajian hukum Islam 
normatif saja menyebabkan kehidupan pemikiran hukum Islam di 
Indonesia terasa kaku, karena lebih banyak dibangun atas dasar pemikiran 
fikih (kajian hukum Islam normatif) yang terkotak-kotak dan kaku 
ketimbang pemikiran dinamis ushul fikih (kajian hukum Islam filosofis). 
Ketiga studi hukum Islam tersebut harus dirajut dan dianyam secara 
sirkular, bukan hanya struktural. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, semula, kajian hukum Islam 
hanya dibagi menjadi dua jenjang, yaitu asas umum (al-usul al-kulliyyah) 


dan peraturan hukum konkrit (alahkam al-far'iyyah). Kini, dengan 


135 pid., hlm. 376. 
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berkembangnya studi filsafat hukum Islam, Syamsul Anwar, dengan Teori 
Petingkatan Norma, juga telah membagi tiga (trilogi) jenjang studi 
hukum, yaitu (1) norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (ak-giyam 
al-asasiyah), yaitu norma-norma abstrak yang bersifat universal seperti 
kemaslahatan, keadilan, dan kebebasan, (2) norma-norma tengah yang 
menjembatani norma-norma dasar dengan peraturan-peraturan hukum 
konkrit, yaitu asas-asas hukum Islam (an-nagariyah alfighiyyah) dan kaidah- 
kaidah hukum Islam (al-gawa 'id al-fighiyyah), dan (3) peraturan-peraturan 
hukum konkrit (a-ahkam al-far'iyyah) yang menyangkut berbagai kasus 
hukum aktual dalam masyarakat (Jaw in action). Atas dasar pelapisan 
norma-norma hukum semacam itu, kajian hukum Islam tidak lagi bersifat 
sui generic (melalui teks-teks saja), tetapi lebih bersifat suigeneris-cum- 
empiris (teks p/us pengamatan empiris)—Mukti Ali menyebutnya dengan 
istilah scientific-cum-doctriner—yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan 
perubahan zaman berkembang. Antara lain meliputi penelitian studi 
hukum Islam filosotis—badarat al-falsafah—, penelitian studi hukum Islam 
doktrinal—badarat an-nas—, dan penelitian studi hukum Islam klinis— 
badarat al-'ilm—.S Berdasarkan ketiga kategori kajian hukum Islam di 
atas, pendekatan #iple hadarah dapat menjadi payung besar, sedangkan 
hubungan triadik antara religion, philosophy, dan science menjadi pondasi 
utamanya. Pada titik inilah etos Mazhab Jogja bisa dikembangkan lebih 


lanjut. 


136 Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam 
Riyanta dkk (eds.), Neo Ushul Fikih: Menuju Ijtibad Kontekstual (Yogyakarta: Fakultas 
Syari'ah Press, 2004), hlm. 189-193. 
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Trilogi studi hukum Islam 


Landasan Filosofis Positivisme Kritisisme Humanisme 
Kajian Hukum Kepastian Hukum | Kreativitas Hukum Keadilan Hukum 
Islam Integrasi- — — 
Interkoneksi (Deduktif) (Abduktif) (Induktif) 
Kajian Hukum Penelitian Hukum | Penelitian Hukum Penelitian Hukum 
Islam Islam Doktrinal Islam Filosofis Islam Klinis 
(Syamsul Anwar) (al-iyam al- (al-dawa'id al- (al-Ahkam al- 
Asasiyah) Fighiyyah) Far'iyyah) 
Kajian Hukum Studi Hukum Studi Hukum Islam | Studi Hukum Islam 
Islam Islam Normatif Filosofis Empiris 
(Atho Mudzhar) (Fikih) (Ushul Fikih) lmu Hukum) 
Pendekatan Hadaratan-Nas | Hadarat al-Falsafah Hadarat al-“Ilm 
Integrasi- 
Interkoneksi 
Globalisasi Religion Philosophy Science 
MAZHAB JOGJA-INTEGRASI-INTERKONEKSI 


Berdasarkan tabel di atas, pondasi keilmuan berparadigma 
integrasi-interkoneksi di UIN Sunan Kalijaga, khususnya di FSH 
harusnya dibangun atas tiga landasan hubungan trialektis antara re/1gion, 
Philosophy, dan science yang dapat dimanivestasikan dalam tiga jenis 
matakuliah, yaitu Philosophy of Religion (Filsafat Agama), Religion and Science 
(Agama dan Ilmu), dan Philosophy of Science (Filsafat Ilmu). Tiga landasan 
itu kemudian menumbuhkan tiga jenis studi hukum Islam yang bersifat 
normatif, filosofis, dan empiris. Studi hukum Islam normatif dapat 
dimanivestasikan lagi oleh Jurusan Ilmu Syari'ah: Muamalat (MU), Siyasah 
(S), Ahwal Syahksyiyyah (AS), Perbandingan Mazhab dan Hukum 
(PMH), dan Keuangan Islam (KUI). Studi hukum Islam filosofis dapat 
dimanivestasikan oleh Program Studi Ushul Fikih dan Magasid asy-Syari ah. 
Studi hukum Islam empiris dimanivestasikan oleh Jurusan Ilmu Hukum. 
Jadi, harusnya ada tiga varian saja atau tiga kategorisasi saja keilmuan di 
FSH, yaitu Ilmu Syariah (AS, PMH, MU, Siyasah, dan KUI), Filsafat 
Ilmu Hukum Islam (Ushul Fikih JUFJ dan Magasid asy-Syari'ah (MS)), 
dan Ilmu Hukum (JH). Karena terlalu sulit untuk me-szerger KUI, MU, 
Siyasah, dan AS dijadikan satu jurusan—faktor politis-birokratis- 
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yuridis—, maka yang realistis adalah segera membuka satu atau dua 
program studi baru di FSH, yaitu Program Studi Ushul Fikih (UF) atau 
Program Studi Magasid asy-Syari'ah (MS). 

Berdasarkan tabel di atas, integrasi-interkoneksi dalam studi ilmu 
hukum Islam dapat dijelaskan dengan melibatkan ketiga aspek hukum 
di atas, yaitu kepastian hukum, kreativitas hukum, dan keadilan hukum. 
Atau studi hukum Islam yang menekankan logika berpikir abduktif 
(deduktif dan induktif). Dengan demikian hukum (studi ilmu hukum 
Islam normatif) tanpa etika (studi ilmu hukum Islam filosofis) bagaikan 
jasad tanpa ruh. Begitu juga sebaliknya, etika tanpa hukum bagaikan 
tuh tanpa jasad." Ruh dan jasad yang menyatu sebagai seorang diri 
manusia (subjek) tersebut akan tercerabut dari akar-akar budayanya, jika 
tidak mengakomodir aspek masyarakat (subjek-subjek) dimana hukum 
tersebut diaplikasikan (muncul misalnya istilah-istilah “Pribumisasi Islam, 
Fikih Indonesia”, dan “Menusantarakan Islam”). Inilah yang penulis sebut 
dengan kreativitas hukum. Ketiganya tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat 
dibedakan. Jadi, integrasi-interkoneksi studi ilmu hukum Islam dapat 
dipahami sebagai hubungan antara kepastian hukum (objektifitas), 
keadilan hukum (subjektifitas), dan kreativitas hukum (inter-subjektifitas). 
Atau hubungan antara religion (subjektifitas hukum)—humanis—, 
philosophy (etika atau inter-subjektifitas hukum)—kritis—, dan science 
(objektifitas hukum)—positivis—. Lihat misalnya kajian mengenai relasi 
antara hukum dan etika ini dalam artikel M. Abdullah berjudul Etika 
Hukum di Era Perubahan Sosial (2012) 


157 M. Amin Abdullah, “Epistemologi Ilmu Pro(f)etik: Apa yang Terlupakan 
dari Ilmu-ilmu “Sekuler”?”, disampaikan dalam Sarasehan Ilmu Profetik II di Ruang Sidang 
A. Lt. 5 Sekolah Pascasarjana UGM tanggal 28 Juli 2011, hlm. 31-32. 

138 M. Amin Abdullah, “Etika Hukum di Era Perubahan Sosial: Paradigma 
Pro(f)etik dalam Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem”, Diskusi Berseri Menggagas 
Ilmu Hukum Berparadigma Profetik, UII, Yogyakarta, 12 April 2012, hlm. 40. 
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Hubungan trilogi antara tekstualistik, kreativitas, dan saintifik 


Hadarat an-Nas Hadarat al-Falsafah Hadarat al- Ilm 
Mentalitas Tekstualistik Mentalitas Kreativitas- Mentalitas Saintifik 
Etik 
Studi Hukum Islam Studi Hukum Islam Studi Hukum Islam 
Normatif Filosofis Empiris 
SYARPAH '— —— Magasid asy-Syari'ah FIKIH 
(Sakralitas) Usul al-Figh 4S (Profanitas) 


Apabila dibaca dengan metafora spider web, ketiga posisi kajian 
hukum Islam di atas, yaitu studi ilmu hukum Islam normatif (fikih)— 
badarat an-nas— kluster pertama dan ketiga, studi ilmu hukum Islam 
filosofis (ushul fikih)—badarat al-falsafah—kluster kedua, dan studi ilmu 
hukum Islam empiris (ilmu hukum)—bhadarah al-'ihm—, kluster keempat, 


dapat digambarkan sebagai berikut. 


Studi hukum Islam perspektif jaring laba-laba keilmuan 


(Hukum Islam Normatif) (Hukum Islam Filosofis) (Hukum Islam Empiris) 
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Berdasarkan spider web di atas, kluster pertama, “al-Gur'an dan 
as-Sunnah” dapat dibaca sebagai proses akomodasi slogan “Kembali 
kepada al-Yuran dan as-Sunnah” yang melatarbelakangi munculnya 
gagasan Fikih Indonesia. Kluster ketiga, meminjam bahasa Atho” 
Mudzhar, adalah kluster ilmu inti dalam konteks PTAI, sedangkan kluster 
keempat dan keilma adalah ilmu bantu. Berdasarkan penjelasan di atas, 
model-model matakuliah inti integrasi-interkoneksi yang dapat 
ditawarkan di UIN Sunan Kalijaga, khususnya di FSH dapat dilihat dalam 
tabel berikut. 


Tawaran model matakuliah integrasi-interkoneksi di FSH 


Triple Hadarah Matakuliah Matakuliah Model Penelitian 
Keuniversitasan Kefakultasan Keprodian 
Hadarat an-Nas Religion Fikih Deduktif 
(Religion and 
Science 
Hadarat al- Philosophy Ushul Fikih Abduktif 
Falsafah 
(Philosophy of 
Science 
MPadara al lm | Science Timu Hukum Induktf 
(Philosophy of 
Religion) 


Untuk menata kembali program studi-program studi di FSH, 
dapat dibaca dengan Teori Sistem, yang memiliki beberapa pilar, yaitu 
input, process, output, outcome, feedforward, feedback, dan envorinmental."” 
Berdasarkan pilat-pilar tersebut, kita dapat menempatkan Syari'ah dalam 
pilar input, process dapat ditempati oleh Program Studi Ushul Fikih dan 
Magasid asy-Syari ah (N), output bisa diisi oleh Program Studi Ilmu Syari'ah 
(B), outcome diisi oleh Program Studi Ilmu Hukum (C), feedforward diisi 


13 Nasuka, Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Iimu- 
Ilmu Agama Islam (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 10-15. 
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oleh unifikasi hukum atau positivisasi hukum, feedback diisi oleh nalar 
fresh and creative ijtihad atau ijtihad progresif, dan pilar environmental diisi 


oleh studi ilmu hukum Islam empiris. 


Program studi-program studi di FSH perspektif Teori Sistem 


Feedback 
——rresh Ijtihad 
Input Process Output Outcome Feedforward 
Syari'ah &) (B) (C) Unifikasi 


dan 
Program Studi | Program Studi | Program Studi | Positivisasi 
Ushul Fikih | Ilmu Syarah | Ilmu Hukum Hukum 


dan Magasid dan 
asy-Syari'ah Teknologi 
Hukum 
Environmental 


(Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Sejarah Hukum) 


Berdasarkan tabel di atas, ada tiga jenis studi ilmu hukum Islam 
yang saling berkaitkelindan, yaitu studi ilmu hukum Islam normatif (fikih: 
fikih global, fikih nasional, dan fikih lokal—zona B—, studi ilmu hukum 
Islam filosofis (ushul fikih: tradisional, modern, dan postmodern)—zona 
A—, dan studi ilmu hukum Islam empiris (ilmu hukum: sosiologi hukum, 
antropologi hukum, dan sejarah hukum)—zona C—. Penulis 
menambahkan satu jenis studi ilmu hukum Islam, yaitu Studi Ilmu 
Hukum Islam Integratif-Interkonektif (SIH-III). Penulis membagi tiga 
level Studi Ilmu Hukum Islam Integrasi-Interkonektif, yaitu untuk kelas 
pemula, kelas lanjutan, dan kelas professional. Studi Ilmu Hukum Islam 
Integrasi-Interkoneksi kelas pemula diukur oleh kemampuan 
mengombinasikan dua jenis studi ilmu hukum Islam di atas, misalnya 
antara studi ilmu hukum Islam normatif dan filosofis (normatif-filosofis) 


» 


antara studi ilmu hukum Islam filosofis dan empiris (filosofis-empiris), 
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atau antara studi ilmu hukum Islam normatif dan empiris (normatif- 
empiris). Tingkatan Studi Ilmu Hukum Islam Integrasi-Interkoneksi kelas 
lanjutan diukur dengan kemampuan kombinasi dan koneksi ketiga jenis 
studi di atas dalam sebuah karya ilmiah. Sedangkan Studi Ilmu Hukum 
Islam Integrasi-Interkoneksi kelas professional adalah kelas lanjutan plus 


Religions Studies. 


Studi Ilmu Hukum Islam Integratif-Interkonektif (SIH-III atau 
SIH-Triple I) 


Level 


Studi Hukum Islam 


Kelas Pemula 


Kelas Lanjutan 


Kelas Profesional 


(Fikih: Fikih Global, 
Fikih Nasional, dan 


(Ushul Fikih: Ushul 
Fikih Tradisional, 
Modern, dan 
Postmodern) 


Fikih Lokal) 
Studi Ilmu Hukum 3.Filosofis-Empiris 
Islam Filosofis- 4.Filosofis-Normatif 
Abduktif 


Studi Ilmu Hukum 
Islam Empiris- 
Induktif 


(Ilmu Hukum: 
Sosiologi Hukum, 
Sejarah Hukum, dan 
Antropologi 
Hukum) 


5.Empiris-Normatif 


6.Empiris-Filosofis 


2.Studi Ilmu Hukum 
Islam Filosofis 


3.Studi Ilmu Hukum 
Islam Empiris 


Model Komparasi Interkoneksi Integrasi 
Studi Ilmu Hukum 1.Normatif-Filosofis 1.Studi Ilmu Hukum Studi Ilmu Hukum 
Islam Normatif- 2.Normatif-Empiris Islam Normatif Islam Normatif, 
Deduktif Filosofis, Empiris 


4 (plus) 


Religious Studies 


Berdasar tabel di atas, para peneliti studi ilmu hukum Islam dapat 
mengombinasikan beberapa model penelitian, misalnya kombinasi 
(normatif-empiris). Khoiruddin Nasution menyebut istilah perpaduan 


tersebut dengan interdisipliner. Menurut Khoiruddin: 
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Pendekatan integratif adalah kajian yang menggunakan cara pandang dan 
atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Analisis integratif dapat 
dikelompokkan menjadi dua. Pertama, integratif antar seluruh »as yang terkait 
dengan masalah yang sedang dikupas atau dibahas (pen. gerak internalisasi). 
Kedua, integratif antara nas dengan ilmu lain yang terkait dengan masalah 
yang sedang dibahas. Integratif jenis kedua ini identik dengan pendekatan 
inter-disipliner (pen. gerak eksternalisasi).'" 


Berdasarkan dua model studi integratif ala Khoiruddin Nasution 
tersebut, kita dapat membaca konsep Tematik-Integratif dalam 
kurikulum pendidikan terbaru tahun 2013. Artinya, istilah tematik identik 
dengan jenis integratif model pertama Khoiruddin, sedangkan integratif 
identik dengan jenis integratif model kedua milik Khoiruddin. Jadi, 
TEMA -tik-iNtegratif (TEMA-N) adalah penggabungan antara model 
pengajaran intra-disipliner (tematik) atau gerak internalisasi dan inter- 
disipliner (integratif) atau gerak eksternalisasi. Penulis menyingkat dengan 
istilah “tema-n”, agar model tematik-integratif memberikan filosofis 
makna friend/y. Kurikulum 'Tematik-Integratif menerapkan empat model 
pendekatan, yaitu intradisipliner, multidisipliner, interdisipliner, dan 


transdisipliner. 


14 Khoituddin Nasution, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta: Academia, 2010), 
hlm. 221. 

IM Menurut penulis, monodisiplinet adalah suatu disiplin ilmu tertentu dengan 
menggunakan metode tertentu, dengan spesialisasi tertentu, di samping ilmu-ilmu 
lainnya, baik ilmu teoretis maupun ilmu praktis. Misalnya ilmu ekonomi saja, ilmu 
fisika saja, ilmu fikih saja, dan sebagainya. Intradisipliner adalah hubungan intradisiplin 
dalam satu jenis disipliner ilmu tertentu, misalnya kajian ekonomi yang dikaji dari 
berbagai jenis mazhab pemikiran ekonomi sendiri, fikih, yang dikaji dari berbagai jenis 
mazhab fikih sendiri, dan sebagainya. Antardisipliner adalah hubungan kerjasama antara 
dua jenis disiplin ilmu, misalnya antara ilmu kimia dan biologi, antara ilmu fisika dan 
ilmu falak, dan sebagainya. Apabila bentuk kerjasama antar ilmu tersebut melebihi dari 
dua jenis disiplin ilmu, maka inilah yang disebut sebagai multidisipliner. Multidisipliner 
adalah suatu kerjasama di antara ilmu pengetahuan yang lebih dari dua jenis ilmu, yang 
masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri. Misalnya, 
antara ilmu biologi, kimia, dan fisika, antara ilmu fikih, tasawuf, dan kalam, dan sebagainya. 
Interdisipliner adalah bentuk Sintesis“ antara dua jenis ilmu yang berbeda, dan berkembang 
menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri, misalnya antara linguistik dan antro- 
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Maksud pendekatan interdisipliner (normatif # empiris) adalah 
kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang 
(perspektif) yang menjadi disiplin ilmu tersendiri. Dalam satu studi 
misalnya, menggunakan pendekatan sosiologis dan linguistik secara 
bersamaan (sosiolinguistik). Pentingnya penggunaan pendekatan tersebut 
semakin disadari keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya 
menggunakan satu pendekatan tertentu. Dalam mengkaji teks agama, 
seperti al-Gur'an dan as-Sunnah tidak cukup lagi hanya mengandalkan 
pendekatan tekstual, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan 
sosiologis dan historis sekaligus (sosio-historis), bahkan masih perlu 


dengan hermeneutik."? 


Disertasi Khoiruddin Nasution tahun 2001," menurut penulis, 
dapat digunakan sebagai contoh penerapan model studi ilmu hukum 
Islam integratif antara studi normatif-komparatif dan empiris atau 
normatif-empiris-komparatif. Normatif- Komparatif dalam arti 


komparasi antara teks Undang-undang Perkawinan Muslim Kontemporer 


pologi yang menjadi ilmu antropolinguistik, antara linguistik dan sosiologi menjadi 
ilmu sosiolinguistik, antara psikologi dan tasawuf menjadi psikosufistik, dan sebagainya. 
Ilmu-ilmu interdisipliner ini telah merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri dengan 
seperangkat metodenya sendiri-sendiri. Apabila bentuk “sintesisnya' melibatkan lebih 
dari dua jenis disiplin illmu, dan akhirnya membentuk disiplin ilmu tersendiri, maka 
inilah yang disebut dengan Transdisipliner, seperti ilmu Biopsikospiritual, sebagai hasil 
sintesis dari ilmu biologi, ilmu psikologi, dan ilmu tasawuf. Riyanto, “Kurikulum 
Integratif”, hlm. 3-4. 

12 Nasution, Pengantar Studi Islam, hlm. 222. 

18 Khoiruddin Nasution, “Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap 
Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia”, 
Disertasi (Yogyakarta: Pascasarjana, 2001). 'Tahun 2002, disertasi ini diterbitkan oleh 
INIS. Tahun 2009, disertasi ini kembali diterbitkan dan diperbaiki sesuai dengan 
kebutuhan untuk memenuhi kurikulum dalam matakuliah “Pengantar Hukum Keluarga 
Islam”, “Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Asia Tenggara”, “Fikih Munakahat?”, 
“Perbandingan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, dan “Hukum Perkawinan dan 
Perceraian di Negara-negara Muslim”, dengan judul buku Hukum Perdata (Keluarga) 
Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode 
Pembaruan, Materi, dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim 
(Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2009). 
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di Indonesia dan Malaysia, sedangkan Drphil M. Nur Kholis Setiawan 
dimensi empirisnya, disertasi tersebut juga 
didukung oleh studi lapangan di kedua 
tempat tersebut. Disertasi tersebut 
kemudian “dipermak ulang” oleh 
Khoiruddin lewat judul buku Hukum 
Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan 
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia 
Muslim (2009). Contoh lain, disertasi Nur 


Kholis Setiawan, yang kemudian 


diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
berjudul .A/Our'an Kitab Sastra Terbesar (2005). Menurut penulis, karya 
tersebut adalah contoh model perpaduan antara dimensi normatif dalam 
arti teks (nass) al-Gur'an, dan dimensi empirisnya dalam arti pendekatan 
saintifik, yaitu ilmu sastra (linguistik) dan sejarah (historio-linguistik). 
Menurut Stefan Wild, karya Nur Kholis itu dapat disebut sebagai pelanjut 
Amin al-Khuli, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Toshihiko Izutsu.' Selain 
itu, salah satu kontribusi Nur Kholis di Mazhab Sapen, ia adalah salah 
satu tim penyusun'"? pembuatan Indeks Jurnal al-Jami'ah Tahun 1962- 
2007 (2007). 

Selain itu, Nur Kholis Setiawan juga berkontribusi dalam 
menggagas Dialogue Centre (DC) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 
Tahun 2005, ketika Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta saat itu dijabat oleh Musa Asy'arie, menugaskan Nur Kholis 


14 Buku ini merupakan edisi bahasa Indonesia dari disertasi berbahasa Jerman 
yang diajukan Nur Kholis untuk meraih gelar doktor (Dr.phil) di Orientalisches Seminar 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, Jerman. Nur Kholis sendiri 
adalah alumni Magister di Universitas Leiden Belanda antara tahun 1994-1996, dan 
alumni doktor tahun 1999-2003 di Universitas Bonn, Jerman. M. Nur Kholis Setiawan, 
Al-Our'an Kitab Sastra Terbesar (Yogyakarta: Elsag Press, 2005), hlm. xi. 

145 Jbid,, hlm. xxxi-xxxii. 

146 Ada lima tim penyusun pembuatan indeks tersebut, yaitu Nur Kholis 
Setiawan, Saptoni, Sujadi, Susiknan Azhari, dan Moch. Nur Ichwan. 
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Setiawan dan Darius untuk melakukan studi banding ke beberapa 
program Pascasarjana di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, untuk 
mengembangkan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yang paling banyak 
mendapatkan perhatian dalam studi banding saat itu adalah mendirikan 
lembaga semi independen yang bergerak dalam aktivitas lintas iman. 
Setidaknya ada tiga alasan, yang kemudian dijadikan argumentasi 
mendirikan Dialogue Centre di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Pertama, 
di Yogyakarta sudah ada beberapa lembaga non pemerintah, seperti 
DIAN Interfidei dan Persaudaraan Antar Umat Beragama. Kedua, 
sebagai lembaga akademik, Program Pascasarjana belum memiliki 
lembaga studi yang berorientasi pada ralitas yang ada di masyarakat. 
Ketiga, perguruan tinggi agama Islam se-Indonesia belum memiliki 
lembaga seperti Dialogue Centre, yang secara struktural sudah 
mencerminkan multi-iman, mengingat para pengurusnya dari pelbagai 
latar belakang agama. Akhirnya, usulan tersebut disetujui, dan pada bulan 
November 2005 berdasarkan SK Direktur Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga Nomor 150/2005, lembaga bernama Dialogue Centre resmi 
didirikan." Menurut penulis, falsafah yang harusnya dibangun dalam 
Dialogue Centre adalah memadukan antara dimensi orang ketiga (Dia), 
orang kedua (40), dan orang pertama (g1e)— 
Diafthirdness)lo(secondness)guneffirstness)—, atau dalam bahasa Ken Wilber 


antara dimensi It, We, dan I. 


Berdasarkan penjelasan di atas, ada tiga pilar trialektis fundamental 
yang harus diperhatikan dan dipahami serta diaplikasikan dalam 
pendekatan integrasi-interkoneksi (i-kon), yaitu hadarat an-nas (religion (ilmu 
syari ah)), hadarat al-falsafah (philosophy usul al-figh wa magasid asy-syarT ah)), 
dan hadarat al-'ilm (science (ilmu hukum)J). Prinsip badarat al- im science— 


(budaya ilmu), misalnya, yaitu ilmu-ilmu empiris yang menghasilkan, 


147 M. Nur Kholis Setiawan, “Refleksi Keberadaan Dan Kiprah Dialogue 
Centre”, dalam Agus Moh. Najib dan Ahmad Baidowi (eds.), Merajut Perbedaan 
Membangun Kebersamaan (Yogyakarta: Dialogue Centre Press, 2011), hlm. 2-3. 
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sebagai ilmu bantu, seperti hukum, sains, teknologi, sosiologi, psikologi, 
antropologi, komunikasi, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan realitas tidak 
lagi dapat berdiri sendiri tetapi harus bersentuhan dengan hadarat al- 
Jalsafah sehingga tetap memerhatikan etika emansipatoris. Begitu juga 
sebaliknya, badarat al-falsafah—pbilosophy—(budaya filsafat) akan terasa 
kering dan gersang jika tidak terkait dengan isu-isu keagamaan yang 
termuat dalam budaya teks atau hadarat an-nas—religion—dan lebih-lebih 
jika menjauh dari problem-problem yang ditimbulkan dan dihadapi oleh 


badarat al-'ilm (science). V8 


Tiga jurusan di FSH perspektif integrasi-interkoneksi 


JURUSAN ILMU SYARPAH 


PRODI PRODI ILMU 

FILSAFAT HUKUM DAN 

ILMU HUKUM "TP TEKNOLOGI 
ISLAM ALILM| “HUKUM 


D. Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi pada 
Progresivitas Hukum Islam 


Tahun 2010, enam tahun sejak IAIN Sunan Kalijaga diresmikan 
menjadi UIN Sunan Kalijaga, yang mengusung paradigma integrasi- 
interkoneksi, beberapa dosen FSH UIN Sunan Kalijaga, yang juga 
pengajar di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum 


148 Abdullah, Islamic Studies, hlm. 402-403. 
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Islam menerbitkan buku Antologi Hukum Islam. Buku tersebut sebenarnya 
ingin menggulirkan wacana kajian Islam yang bersifat interkonektif di 
bidang hukum Islam, yang menghargai kajian ilmu sosial-humaniora 
kontemporer, yang dilakukan oleh Pascasarjana (PPs) UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Secara umum, muncul anggapan bahwa kajian 
hukum Islam pada awalnya lebih banyak mengacu pada tradisi kajian 
Islam Timur Tengah, yang lebih bersifat tekstual, normatif, dan doktriner. 
Anggapan tersebut dapat dianggap wajar, karena PPs masih tetap 
mengkaji ilmu-ilmu keislaman yang lazim dikaji di Timur Tengah, seperti 
tafsir, usul fikih, dan fikih.” Sebaliknya, anggapan di atas juga tidak 
tepat sepenuhnya, karena beragam perspektif kontemporer telah 
ditawarkan dalam kajian akademik di PPs. Sebagai misal, pendekatan 
sejarah sosial dan hukum, ekonomi, politik, dan hermeneutis berkembang 
menjadi bagian penting dalam kajian di Prodi Hukum Islam untuk 
mengimbangi kajian-kajian yang bercorak normatif. Dengan kata lain, 
hukum Islam yang dikembangkannya menggunakan beragam aspek, baik 


historis, sosiologis, etis-filosofis, maupun humanis.''” 


Namun menurut penulis, buku Antologi Hukum Islam tersebut 
masih “ditumpuk” dengan corak berpikir multidisipliner (menggunakan 
multi disiplin ilmu untuk mengkaji satu topik, dengan beragam 
kesimpulan), belum ke tahap interdisipliner (menggunakan inter metode 
berbagai disiplin ilmu, hingga melahirkan sebuah pendekatan baru, 
seperti pendekatan antropolinguistik, sosiolinguistik, dan sebagainya), 
sebagaimana yang dikehendaki dalam paradigma integrasi-interkoneksi. 


Ada tujuh dosen FSH yang “menumpuk artikel dalam buku tersebut, 


149 “Kata Pengantar”, dalam Akh. Minhaji dkk, Antologi Hukum Islam 
(Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm. iii-iv. 

1150 Ibid, 

HSI Akh. Minhaji, “Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar”, 
dalam Antologi Hukum Islam, hlm. 1-50. 

1152 Abd Salam Arief, “Hak Milik Intelektual Dalam Islam”, dalam Antologi 
Hukum Islam, hlm. 59-72. 


576 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab V: Tiga Dunia dalam Studi Ilmu Hukum Islam 


yaitu: Akh Minhaji mengkaji tentang sejarah sosial,'' Abd Salam Arif,” 
Syamsul Anwat,'"? dan Mamduh M. Hanafi-Syafig M. Hanafi'' yang 
menulis tentang kajian ekonomi, Yudian Wahyudi menulis tentang fikih 


dialog antar agama,''? Ahmad Yani Anshori menulis kajian politik 


1156 


Islam,''”' dan Mochamad Sodik mengkaji tentang isu-isu demokrasi dan 


kemanusiaan.'' 


Selain buku Antologi Hukum Islam tersebut (2010), seorang sarjana 
outsider yang juga menjadi dosen di Mazhab Sapen Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga, yaitu Kaelan, juga telah mencoba mengembangan pendekatan 
integratif-interkonektif tersebut dalam bukunya Metode Penelitian Ilmu Agama 
Interkonektif-Interdisipliner Dengan Ilmu Lain (2010). Di sini Kaelan 
menggabungkan kata interkonektif' dengan “interdisipliner, bukan dengan 
kata integratif". Dalam buku tersebut, Kaelan menawarkan model hukum 


Islam interdisipliner. Menurut Kaelan: 


Dalam hubungan kerja saja ilmu secara interdisipliner dapat dikaji fakta dalam 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ditemukan berbagai macam produk 
peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah sebagai suatu hukum 
positif, yang berkembang berdasarkan hukum Islam. Hal ini menunjukkan 
bahwa telah berkembang ilmu hukum Islam interdisipliner, yaitu suatu sintesis 
epistemologis antara ilmu hukum dan nilai-nilai dari Islam. Ditinjau 
berdasarkan subjek hukum maka hukum Islam interdisipliner dapat 
berhubungan dengan Tuhan dan hubungan antar manusia. Hukum Islam 
dalam hubungan dengan ibadah kepada Tuhan dapat dkembangkan dalam 
penelitian teologi (monodisipliner), sedangkan hukum Islam dalam hubungan 
antar manusia dapat dikembangkan dalam penelitian ilmu interdisipliner. Ilmu 
hukum Islam interdisipliner ini dapat dikembangkan dan membuka suatu 


153 Syamsul Anwar, “Kontrak Dalam Hukum Islam”, dalam Antologi Hukum 
Islam, hlm. 75-113. 

H5! Mamduh M. Hanafi dan Syafig M. Hanafi, “Islamic Ethical Investment: 
Sebuah Investasi dalam Perspektif Pasar”, dalam Antologi Hukum Islam, hlm. 139-157. 

158 Yudian Wahyudi, “Fikih Dialog Antaragama Pengalaman Teo-Politiko 
Mesir, Maroko, dan Indonesia”, dalam Antologi Hukum Islam, him. 221-243. 

156 Ahmad Yani Anshori, “Islam dan Negara Bangsa di Indonesia”, dalam 
Antologi Hukum Islam, hlm. 245-273. 

157 Mochammad Sodik, “Membingkai Demokrasi Kita Dalam Spiritualitas 
Kemanusiaan”, dalam Antologi Hukum Islam, him. 275-293. 
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kemungkinan yang sangat besar untuk mengambangkan teori-teori hukum 
(positif) menurut Islam. Misalnya, dalam filsafat hukum dikenal berbagai 
pandangan tentang teori keadilan, hubungan hukum positif dengan hukum 


alam, hubungan hukum positif dengan etika, pandangan tentang hak asasi 
1158 


manusia dan berbagai persoalan hukum lainnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut Kaelan, maka secara 
objektif wilayah kajian ilmu hukum Islam interdisipliner adalah an-nusus 
al-mugaddasah dan penafsirannya yang dikembangkan dalam hukum 
positif sehingga mampu memberikan perlindungan, ketertiban, dan 
kesejahteraan masyarakat luas, bahkan dapat pula dirasakan oleh umat 
Islam maupun bukan umat Islam. Hal ini secara epistemologis akan 
memberikan hasil kajian dalam penelitian benar-benar meletakkan objek 
sebagai natural setting, karena jikalau hanya diletakkan pada kawasan an- 
nusus a-mugaddasah, mnaka penelitian tidak akan mampu mengungkap 
fakta-fakta hukum positif yang berkembang dari ilmu hukum. Sebaliknya 
jikalau hanya dikaji dari aspek ilmu hukum saja maka tidak akan mampu 
mengungkap nilai-nilai Islam yang terkandung dalam objek penelitian 
tersebut. Oleh karena itu—meminjam istilah Van Melsen—sangat relevan 


dikaji dari aspek ilmu hukum Islam interdisipliner." 


Secara artikulatif, Kaelan kemudian membedakan antara tiga istilah, 


ilmu monodisipliner, multidisipliner, dan interdisipliner sebagai berikut: 


Ilmu monodisipliner merupakan satu bidang ilmu tersendiri dengan objek 
formal dan material tertentu, serta metode ilmiah tersendiri, misalnya ilmu 


biologi, fisika, kimia, kedokteran, geografi, ilmu budaya, ilmu filsafat, ilmu 
sosial, ekonomi, dan ilmu lainnya. Ilmu multidisipliner merupakan suatu 
interkoneksi antara ilmu satu dengan lainnya namun masing-masing bekerja 
berdasarkan disiplin dan metodenya masing-masing. Adapun ilmu 
interdisipliner adalah kerjasama antara ilmu satu dengan lainnya sehingga 
merupakan suatu kesatuan dengan suatu metode tersendiri. Dengan kata lain, 
ilmu interdisipliner adalah sintesis dari dua bidang ilmu pengetahuan yang 


158 Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner: Metode Penelitian 
Ilmu Agama Interkonektif Interdisipliner dengan Ilmu Lain (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 
2010), hlm. 32-35. 

159 Jbid,, hlm. 34. 
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berbeda, yang kemudian berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. 
Misalnya, sintesis antara ilmu linguistik dan psikologi melahirkan ilmu 
psikolinguistik, linguistik dan sosiologi melahirkan ilmu sosiolinguistik."" 


Koeswinarno, peneliti UIN Sunan Kalijaga yang “hijrah" ke 
Jakarta, dalam Laporan Penelitian tahun 2010 menyimpulkan bahwa 
skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (termasuk di FSH) masih belum 
mampu menjadi ruang diskusi paradigma integrasi-interkoneksi. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian (skripsi) pun cenderung 
belum menggunakan metodologi yang berbasis integrasi-interkoneksi, 
demikian halnya dengan tema-tema penelitian. Dengan cara yang sama, 
skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dari tahun 2005-2010, masih 
belum mampu mengimplementasikan paradigma integrasi-interkoneksi 


dalam “maha karya?” mereka dalam memperoleh derajat kesarjanaan.''"' 


Tahun 2011, Arif Budi Raharjo, dalam penelitian disertasi yang 
mengkaji tentang implementasi Gerakan Keilmuan Islam Modern 
(GKIM), khususnya jurusan psikologi di empat universitas, yaitu 
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Islam Indonesia (UII)— 
Universitas Islam tertua di Indonesia—Yogyakarta, dan UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta dengan integrasi-interkoneksinya—TAIN tertua di 
Indonesia—, Yogyakarta, telah menyimpulkan bahwa program Psikologi 
Islam(i)—dengan paradigma integrasi ilmu—yang dilaksanakan oleh 
keempat Perguruan Tinggi Islam (PTT) tersebut, tidak efektif dalam 


membentuk worldview (pandangan dunia) Islam bagi mahasiswanya. 


1160 Fpid., hlm. 20-21. 

NC Koeswinarno, “Pemetaan Paradigma Integrasi-Interkoneksi Skripsi 
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga: Analisis Isi Skripsi Tahun 2005-2010”, dalam Laporan 
Penelitian (Yogyakarta: Lemlit, 2010). 

162 Arif Budi Raharjo, “Gerakan Keilmuan Islam Modern di Indonesia: 
Evaluasi Keberhasilan Pembentukan Worldview Islam pada Mahasiswa Keberhasilan 
Psikologi di Empat Perguruan Tinggi Islam”, Disertasi (Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, 
2011), hlm. 276. Kesimpulan Raharjo ini didasarkan pada: Pertama, dari segi hasil 
pendidikan pengukuran terhadap worldview mahasiswa menunjukkan hanya sebagian 


Waryani Fajar Riyanto | 579 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


kecil mahasiswa (20) yang telah memiliki wordyiew Islam (universalisme Islam). Mayoritas 
mahasiswa masih dipengaruhi oleh worldview yang tidak sesuai dengan keyakinan, nilai, 
dan ajaran Islam. Kedua, dari segi kelembagaan sebagian PTI kurang memiliki visi-misi 
yang jelas dalam hal pengembangan dan transmisi keilmuan Islam. Sedangkan bagi 
beberapa PTT yang telah jelas visi dan misi—lihat visi dan misi integrasi-interkoneksi 
di UIN Sunan Kalijaga—keilmuannya, kejelasan tersebut tidak didukung dengan sistem 
kelembagaan yang memadai—meminjam istilah Talcot Parsons, tidak adanya “pattern 
maintenance” (pemeliharaan pola) terhadap integrasi-interkoneksi di UIN Sunan 
Kalijaga—. Di keempat PTI yang diteliti oleh Raharjo tersebut dianggap belum ada 
inovasi kelembagaan berarti yang lebih mendorong ke arah terwujudnya iklim keilmuan 
yang terpadu. Lembaga-lembaga yang secara kontra produktif justru melestarikan tradisi 
dikotomik. Ketiga, dari segi kurikulum, keempat PTT tersebut telah berusaha melakukan 
eksperimen dan inovasi—bandingkan dengan lima (5) “core values” UIN Sunan 
Kalijaga, yaitu: integratif-interkonektif, kreatif-inovatif, inklusif-continuous improvement— 
. Di samping karena kelaziman mengikuti perkembangan bidang ilmu, pengembangan 
tersebut juga dimotivasi oleh spirit integrasi ilmu—bandingkan dengan istilah 
“Integration” yang digunakan oleh Ian. G. Barbour, istilah “integralisasi” dan 
“integralistik” yang digunakan oleh Kuntowijoyo, istilah “integralisme” yang digunakan 
oleh Armahedi Mahzar, istilah “reintegrasi” yang digunakan oleh Azyumardi Azra, 


dan istilah “integratif” yang digunakan oleh M. Amin Abdullah—. Upaya ini terkendala 
oleh: (1) adanya kesenjangan antara spirit keislaman dan kemampuan mengakses dua 
literatur dan tradisi keilmuan (Islam dan Barat). Alasan yang kerap dikemukakan adalah 
ketiadaan jenjang pendidikan lanjut yang telah mampu dan mapan dalam 
mengintegrasikan kedua tradisi keilmuan tersebut, (2) tuntutan syarat formal- 
administratif (harus linieritas dan profesional dengan bukti “sertifikasi” bagi dosen, 
dan pengelolaan program studi khususnya berkaitan dengan ketentuan kurikulum inti 
versi konsorsium psikologi (saja), dan syarat formal akreditasi, (3) akibatnya kurikulum 
masih bersifat parsial mengikuti logika pengelompokkan mata kuliah sesuai kurikulum 
formal. Sedangkan mata kuliah keislaman murni diposisikan sebagai materi dasar yang 
diajarkan sekedar sebagai wawasan bukan sebagai pembekalan instrumen dasar analisis— 
menurut penulis, 13 mata kuliah keislaman yang selama ini diajarkan di UIN Sunan 
Kalijaga, harus dikelola di bawah satu “lembaga integrasi-interkoneks?”, yang mengatur, 
mengelola, dan mengembangkannya: sehingga dosen-dosen yang mengampu 13 mata 
kuliah tersebut tidak asal tunjuk saja karena kedekatan kolega, teman, dan sebagainya, 
tetapi harus karena professional betul dan telah mendapatkan semacam “pelatihan” 
integrasi-interkoneksi yang mendalam, para pengajar 13 mata kuliah yang berada di kluster 
ketiga (ulum ad-din) “spider web” ini harus dibekali dengan keilmuan di kluster keempat 
dan kelima (social sciences, natural sciences, and humanities) “spider web”—. Keempat, dari segi 
proses meskipun telah ada upaya integrasi, tetapi masih terbatas (pada nilai-nilai filosofis) 
pada waktu dan ruang perkuliahan, belum diaplikasikan dalam ruang riset dan penelitian, 
sebab: (1) hanya sebagian kecil dosen yang bisa menyampaikan perspektif Islam di dalam 
perkuliahannya—hal ini bisa dimaklumi, sebab, biasanya dosen-dosen 
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Tahun 2012, penulis membuat Laporan Penelitian tentang 
implementasi pendekatan integrasi-interkoneksi dalam bidang studi 
hukum Islam normatif (al-Gur'an) dan empiris (antropologi). Setidaknya 


ada tiga parameter sebuah penelitian disebut menerapkan pendekatan 


yang mengampu matakuliah umum memang biasanya berasal dari keilmuan umum: 
namun, jika kita melihat sejarah berdirinya UIN itu dari IAIN, maka embrionya tetap 
agama, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, para dosen “sekular” tersebut harus 
dapat menyesuaikan diri dengan tradisi dalam ilmu-ilmu keislaman, kalau tidak tahu 
barangkali masih bisa dipahami, tetapi yang tidak bisa diterima adalah jika tidak mau 
tahu—. Pada umumnya hanya pada mata kuliah yang secara langsung berisi keislaman 
saja yang melakukan—itupun tanpa disentuhkan dengan tradisi social sciences dan 
humanities—, (2) masih adanya perbedaan persepsi hingga friksi di antara dosen— 
masing-masing dosen UIN Sunan Kalijaga menginterpretasikan integrasi-interkoneksi 
secara berbeda, sebab, mereka tidak pernah melakukan kajian secara serius tentang 
“Pemikiran Biografi Intelektual M. Amin Abdullah” terlebih dahulu, sebagai pemikir 
pendekatan tersebut (5P//t academicifjj—mengenai Gerakan Keilmuan Islam Modern 
dan atau gerakan psikologi “Islam(i)” —meminjam istilah Parson disebut dengan istilah 
“no general agreement ”—. Perbedaan tersebut menimbulkan polarisasi sikap keilmuan 


yang dapat dikatagorikan menjadi empat kelompok: 1) kelompok yang menghendaki 
terbangun disiplin psikologi Islam yang memiliki konstruk keilmuan yang berbeda dari 
psikologi yang ada: 2) kelompok yang menghendaki dikembangkannya disiplin psikologi 
Islami, 3) kelompok pro status guo yang hanya mengakui bahwa psikologi “saja ”— 
psikologi sekular, seperti jurusan psikologi di UGM, UI, dan sebagainya—(tanpa 
imbuhan Islam dan Islami—keduanya adalah proyek Islamisasi Ilmu—) yang ilmiah, 
dan 4) kelompok yang acuh tak acuh (tidak memiliki afiliasi dan komitmen keilmuan 
apapun): (3) Kegiatan Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi IMAMUPSI) di beberapa 
PTI kurang memperoleh bimbingan langsung dari para dosen. Bahkan untuk beberapa 
PTI kegiatannya sempat vakum untuk beberapa periode kepengurusan: (4) Belum semua 
PTT (apalagi UIN Sunan Kalijaga) mensyaratkan tema keislaman bagi penulisan skripsi 
mahasiswa (khususnya skripsi di fakultas Saintek dan Ishum), apalagi dengan 


menggunakan pendekatan integrasi-interkoneksi, sehingga kurang mendorong spirit 
pengembangan psikologi Islam) bagi mahasiswa—menurut penulis, harusnya dalam 
ujian skripsi (tesis dan disertasi) ada semacam tim penguji, yang juga harus menghadirkan 
pakar studi Islam, untuk menilai dari unsur-unsur studi keislamannya (tidak sekedar 
tes baca tulis al-Gur'an dan al-Hadis)—. Berdasarkan penjelasan di atas, dengan kata 
lain Raharjo ingin mengatakan bahwa hingga saat ini (ketika itu tahun 2011), PTT 
belum mampu—untuk tidak mengatakan telah gagal—mengimplementasikan 
pendekatan Integrasi Ilmu (Islamisasi Ilmu, Ilmuisasi Islam, dan Integrasi-Interkoneksi) 
secara lebih holistik ke ranah yang lebih kongkret. Artikel ini mencoba menjawab 
“kegalauan” tersebut, terutama dalam kasus ilmu psikologi di UIN. 


Waryani Fajar Riyanto | 581 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


integrasi-interkoneksi atau tidak." Pertama, mengintegrasikan dan 
menginterkoneksikan antara hubungan trialektis U/um ad-Din, al-Fikr 
ak-lslami, dan Dirasah Islamiyah. Kedua, cara kerja dalam praktik membaca 
buku, meneliti, dan menulis artikel atau karya tulis yang lain, harus 
dipandu dengan delapan (8) poin yang saling terhubung dan terkait." 
Ketiga, adanya dialog aksiologis yang intens antara lokalitas, agama, 
etnisitas, ras, kelas, jender, g/obal ethics, menuju ke world citigenship. 

Tiga disertasi yang dikaji dalam 
buku Implementasi tersebut masing-masing 
berjudul Kehidupan Beragama Waria Muslim 
di Yogyakarta (2001), karya Koeswinarno 
(model induktivikatif), Inkulturasi a-Our'an 
dalam Tradisi Masyarakat Arab: Studi tentang 
Koe 4 Pelaksanaan Oisas-Diyat (2008), karya Ali 


PARADIGMA 


INTEGRASI-INTERKONEKSI 


Sodigin (model konfirmatif), salah seorang 
dosen di FSH, dan disertasi S1isiem 
Kekerabatan dalam al-Our'an: Perspektif 
Antropolinguistik (2011), karya Waryani 
Fajar Riyanto (model similaratif). Ketiga 


disertasi tersebut dapat penulis sebut telah 
menerapkan pendekatan (paradigma) integrasi-interkoneksi. Ketiga 
disertasi itu sama-sama mencoba mendialogkan antara religion (studi 
hukum Islam normatif: al-Guran) dan science (studi hukum Islam empiris: 
antropologi). Pilar religion diwakili oleh al-Yur'an, sedangkan pilar (social) 


science diwakili oleh antropologi. Bedanya, disertasi Koeswinarno 


163 Watyani Fajar Riyanto, Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam 


Penelitian Tiga (3) Disertasi Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Lemlit, 
2012), hlm. 158. 

1G Tentang delapan poin ini, silahkan lihat M. Amin Abdullah, “Metodologi 
Penelitian Untuk Pengembangan Studi Islam: Perspektif Delapan Poin Sudut Pandang”, 
Religia: Jurnal Studi-studi Agama, Vol. IV, No. 1, Januari 2005, hlm. 16-37, “Metodologi Penelitian 
Untuk Pengembangan Studi Islam”, dalam Dudung Abdurrahman (ed.), Metodologi Penelitian 
Agama: Pendekatan Multidisipliner (Yogyakarta: Lemlit, 2006), hlm. 3-24. 
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menggunakan pendekatan antropologi agama dengan metode gerak 
trialektis Berger antara eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. 
Disertasi Ali Sodigin menggunakan pendekatan historis-antropologis 
dengan metode gerak dialektis Clifford Geertz antara models of reality 
dan models for reality. Sedangkan disertasi Waryani Fajar Riyanto (penulis) 
menggunakan pendekatan antropologi bahasa (antropolinguistik) dengan 
metode trialektis genealogis Levi Strauss antara gerak hubungan 
perkawinan, hubungan keturunan, dan hubungan darah. Ketiga disertasi 
tersebut sama-sama menawarkan reinterpretasi baru terhadap pemaknaan 
agama, yang disebut oleh Koeswinarno dengan pembacaan 
dekonstruktif, oleh Sodigin disebut pembacaan inkulturatif, dan oleh 
Fajar disebut pembacaan integratif. Karena pendekatan integrasi- 
interkoneksi dibangun oleh tiga dunia (hadarat an-nas, hadarat al-falsafah, 
hadarat al-'ilm) sekaligus, maka disertasi-disertasi tersebut juga 
menawarkan tiga jenis dunia (the three worids). Disertasi Koeswinarno 
menawarkan pentingnya membangun korelasi interkonektif tiga jenis 
dunia kelamin, yaitu jenis kelamin pertama (laki-laki), jenis kelamin kedua 
(perempuan), dan jenis kelamin ketiga (waria). Disertasi Ali Sodigin 
menawarkan tiga jenis dunia al-Yur'an, yang bersifat gadim, hudus, dan 
gadim-hudus. Sebagian dari isi disertasi Ali Sodigin tersebut pernah 
diterbitkan berjudul Hukum Oisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam 
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010). Sedangkan disertasi Fajar menawarkan 
tiga varian jenis dunia kekerabatan, yaitu kekerabatan patrilineal, 
matrilineal, dan bilateral. 


Terinspirasi oleh Kuntowijoyo," 


penulis mencoba menawarkan 
beberapa perencanaan sistematis dalam studi ilmu hukum Islam berbasis 
integrasi-interkoneksi. Pertama, grand theory (pendapat al-Gur'an tentang 


gejala-gejala hukum, misalnya, seperti al-Yur'an tentang hukum). Jadi, 


NG Kuntowijoyo, “Epistemologi dan Paradigma Ilmu-Ilmu Humaniora dalam 


Perspektif Pemikiran Islam”, dalam Jarot Wahyudi (ed), Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu 
Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum (Yogyakarta: Suka 
Press, 2003), hlm. 81. 


Waryani Fajar Riyanto | 583 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


dalam konteks studi ilmu hukum Islam di 
UIN Sunan Kalijaga, huruf “T” (Islam) 
dalam kata UIN harus menjadi big umbrella 
atau payung besar bagi semua jurusan 
keilmuan di UIN Sunan Kalijaga, 
khususnya di FSH. Sebagai big umbrella, al- 
Our'an tidak bisa lagi hanya dikaji dengan 
pendekatan gira'ah at-taglidiyyah atau al- 
gira'ah al-mutakarrirah (-uran hanya 
dibaca sebagai syarat administratif), tetapi 


ia harus dibaca dengan pendekatan “l- 


gira'ah at-tartilah atau al-gira'ah al- 
maudu 'iyyah (membaca al-GYuran dengan metode tematik), dan al-gira'ah 
ak-tilawah atau ak-gira ah an-nagdiyyah (membaca al-Yuran dengan metode 
kritis). Kedua, studi teori (misalnya studi teori tentang Fikih Indonesia). 
Ketiga, studi lapangan (misalnya studi hukum Islam empiris). Keempat, 
studi komparatif (misalnya kajian tentang perbedaan antara teori-teori 


hukum Islam dan hukum umum). Kelima, studi kasus. 


Apabila diterapkan dalam model studi ilmu hukum Islam, 
Kuntowijoyo telah menawarkan empat jenis model studi, yaitu studi grand 
theory, studi teori, studi lapangan, dan studi komparatif. Menurut penulis, 
studi grand theory dapat disebut juga sebagai studi ilmu hukum Islam 
normatif, studi teori dapat disebut sebagai studi ilmu hukum Islam filosofis, 
studi lapangan dapat disebut sebagai studi ilmu hukum Islam empiris, dan 
studi komparatif adalah studi ilmu hukum Islam integratif, yang 
membandingkan antara tiga jenis studi ilmu hukum Islam yang telah 
disebutkan sebelumnya (seperti normatif-empiris dan filosofis-empiris). 

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar penelitian integrasi- 
interkoneksi dalam Laporan Penelitian tersebut, penulis merumuskan 
empat kacamata baca dalam menulis dan membaca penelitian integrasi- 
interkoneksi. Pertama, #iple hadarah (hadarat an-nas (ilmu syar?ah|, hadarat 


al-falsafah fusul a-figh dan magasid asy-syari'ah|, wa hadarat al-“im (ilmu 
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hukum)J). Kedua, horizon keilmuan spider web (Religious Knowledge, Islamic 
Thought, and Islamic Studies). Ketiga, spheres and models (informatif, 
konfirmatif, kritis, dan kreatif). Keempat, delapan kacamata poin 
(Summary, sense of academic crisis, importance of topic, prior research on topic, 
approach and methodology, limitation and key assumptions, contribution to knowledge, 
and logical sguence). Penulis juga menggagas tiga indikator atau tiga 
parameter untuk membaca, meneliti, dan menilai, apakah sebuah 
penelitian telah atau belum menerapkan prinsip-prinsip integrasi- 
interkoneksi. Ketiga prinsip itu penulis sebut dengan istilah “SAH”: 
(S)itkularisasi, (A)bduktifikasi, dan (H)ermeneutisasi. 6 


Tahun 2013, muncul penelitian Munawar Ahmad berjudul 
Rekonstruksi dan Implementasi Metodologi Berparadigua Integrasi-Interkoneksi 
Dalam Studi Islam Kontemporer di Indonesia: Studi Atas Disertasi Doktoral 
Pada 6 UIN. Penelitian itu mencoba “menasionalisasikan' integrasi- 
interkoneksi untuk membaca disertasi di 6 UIN, yaitu UIN Yogyakarta, 
UIN Jakarta, UIN Malang, UIN Bandung, UIN Makassar, dan UIN 
Riau. Yang diteliti oleh Munawar adalah disertasi antara tahun 2004- 
2012 (8 tahun). Hasilnya, dari keenam UIN tersebut, menurut 
kesimpulannya, disertasi yang telah menggunakan paradigma integrasi- 
interkoneksi di UIN Jakarta hanya 5 dari 913 disertasi, di UIN Yogyakarta 
hanya 4 dari 255 disertasi, di UIN Bandung hanya 1 dari 64 disertasi, di 
UIN Makassar hanya 1 dari 103 disertasi, di UIN Malang (12 disertasi) 
dan di UIN Riau (3 disertasi) belum ada (alias kosong). Khusus untuk 
di UIN Yogyakarta, ada 4 disertasi (dari tahun 2004 sampai tahun 2012), 


"66 Lihat, Waryani Fajar Riyanto, “Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam 
Penelitian: Menawarkan Metode SAH" dalam Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi”. 
Dipresentasikan dalam acara Workshop Peningkatan Kualitas Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu 
Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bagi Dosen Pembimbing Skripsi, Tawangmangu, 
Karanganyar, 15-16 Desember 2012., hlm. 72-74. 

NG Munawar Ahmad dkk, “Rekonstruksi dan Implementasi Metodologi 
Berparadigma Integrasi-Interkoneksi Dalam Studi Islam Kontemporer di Indonesia: 
Studi Atas Disertasi Doktoral Pada 6 UIN”, Laporan Penelitian Kelompok, Kementerian 
Agama RI, Dirjen Pendis, 2013, hlm. 97. 
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yang menurut Munawar telah menerapkan paradigma integrasi- 
interkoneksi. Pertama, disertasi Taufig Pasiak berjudul Mode/ Penjelasan 
Spiritualitas dalam Konteks Neurosains. Kedua, disertasi Zakiyuddin berjudul 
Konsep Keadilan Ekonomi dalam Al-Ouran. Ketiga, disertasi Ali Sodigin 
berjudul Inkulturasi al-Our'an Dalam Tradisi Masyarakat Arab: Studi Tentang 
Pelaksanaan Oisas-Diyat"$ Keempat, disertasi Watyani Fajar Riyanto 
berjudul Sistem Kekerabatan dalam al-Our'an: Perspektif Antropolinguistik. 


Di antara semua civitas akademika 
doebti tiis uu FSH, sepertinya hanya Syamsul Anwar 
yang paling serius menekuni perbincangan 
di seputar integrasi-interkoneksi antara 
agama dan ilmu, walaupun ia sendiri lebih 
suka menyebutnya dengan istilah 
“interkoneksi saja. Misalnya, tahun 2011, 
secara lebih spesifik, Syamsul menerbitkan 
INTERKONEKSI buku berjudul Interkoneksi Studi Hadis dan 
Astronomi. Seperti diakui oleh Syamsul, 
bahwa penyusunan buku tersebut adalah 


dalam rangka partisipasi dosen dalam 
pengembangan keilmuan di UIN Sunan Kalijaga berdasarkan filosofi 
pengembangan ilmu yang dicanangkan universitas ini sejak perubahan 
dari IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga. Yang menarik 
adalah, di bukunya itu, Syamsul hanya menggunakan istilah 
“interkoneksi” (tidak menggunakan kata “integrasi”). Kata Syamsul: 
Berbeda dengan integrasi yang bersifat restrukturisasi, interkoneksi tidak terjadi 
restrukturisasi. Pendekatan interkoneksi yang dimaksudkan dalam buku ini 
adalah proses pengkajian dalam suatu bidang ilmu (hadis) dengan 
memanfaatkan data dan analisis dalam ilmu lain (astronomi) terkait di samping 


menggunakan data dan analisis ilmu bersangkutan sendiri dalam rangka 
komplementasi, konfirmasi, kontribusi, dan komparasi (4 K)."8 


168 Tpid,, hlm. 92-95. 
16 Syamsul Anwat, Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi (Yogyakarta: Suara 
Muhamamadiyah, 2011), hlm. 1-3. 
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Secara lebih spesifik, Khoiruddin Nasution juga pernah menulis 
artikel berjudul Pendekatan Integratif dan Interkonektif Dalam Membangun 
Keluarga Sakinah (2012). Integratif dan interkonektif yang dimaksud oleh 
Khoiruddin dalam tulisannya tersebut adalah pemaduan antara 
pendekatan normatif-yuridis (hukum) dan pendekatan atau aspek di luar 
hukum. Dengan pendekatan integratif-interkonektif tersebut diharapkan, 
menurut Khoiruddin, Jurusan Hukum Keluarga Islam menyediakan 
kurikulum yang mampu melahirkan lulusan yang kompeten di bidang 
keluarga dari berbagai pendekatan. Menurut Khoiruddin, untuk 


mencapai tujuan tersebut dibutuhkan minimal dua hal, yaitu: 


Pertama, pemahaman integratif dan interkonektif terhadap nas keluarga, 
khususnya nas perkawinan dan warisan, sebagai dasar dan/atau fondasi 
membangun keluarga sakinah tersebut. Sehingga pemahaman terhadap nas 
perkawinan dan waris tidak terbatas hanya pada aspek hukum, tetapi juga 
aspek lain yang relevan, dan salah satu aspek yang paling dekat dan relevan 
dengan membangun keluarga adalah pendekatan antropologi-sosial (etnologi). 
Sebab, kajian terhadap nas keluarga: perkawinan dan waris, dengan pendekatan 
etnologi, dapat mengungkap sistem keluarga yang hendak dibangun Islam, 
yakni keluarga bilateral. 


Kedua, dibutuhkan kompetensi yang lebih komprehensif untuk dapat 
melahirkan keluarga sakinah, bukan hanya kompetensi normatif-yuridis dan 
legal-formal saja. Sebab, kupasan Hukum Keluarga selama ini hanya membahas 
dari aspek hukum. Demikian juga konsentrasi bahasan Jurusan Hukum 
Keluarga hanya menyediakan matakuliah yang berhubungan dengan aspek 
hukum dari keluarga. Meskipun belakangan ada penambahan matakuliah dari 
aspek lain, jumlahnya sangat tidak memadai. Penambahan matakuliah 
dimaksud di antaranya adalah Sosiologi Hukum Keluarga Islam, Antropologi 
Hukum Keluarga Islam di program sarjana, dan Sosiologi-Psikologi Keluarga 


di Program Pascasarjana. 


Tahun 2013, Khoiruddin Nasution menerbitkan kembali 
disertasinya yang pernah diterbitkan oleh INIS tahun 2002, dengan 


170 Khoiruddin Nasution, “Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam di 
Indonesia: Pendekatan Integratif-Interkonektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah”, 
dalam asy-Syirah, Vol. 46, No. I, 2012, hlm. 84-85. 


Waryani Fajar Riyanto | 587 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


penyempurnaan di sana-sini. Yang menarik 
adalah, judul buku tersebut menambahkan 
kata “Dengan Pendekatan Integratif- 
Interkonektif. Walaupun menggunakan 


| ISLA tambahan kata “Integratif-Interkonektif, 
AN PERBANDINGAN 
HUKUM PERKAWINAN 
DI DUNIA MUSLIM 


namun buku tersebut tidak menjelaskan 
secara spesifik, apa dan bagaimana yang 
dimaksud oleh pendekatan tersebut. 


Penulis hanya mencatat satu kata kunci 


Nengtan "ud 


Anal 


terkait dengan pendekatan tersebut, yang 


diungkapkan oleh Khoiruddin, yaitu 
pendekatan “tematik-holistik”. Bedakan 
dengan Nur Kholis Setiawan yang menggunakan istilah “tematik- 
kombinatif.! Pendekatan tematik diambil oleh Khoiruddin dari 
pemikiran tafsir tematik al-Kulli dan pendekatan holistik diambilnya dari 
pemikiran tafsir-holistik Fazlur Rahman, walaupun Rahman sendiri 
sebenarnya tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Secara khusus 
Khoiruddin pernah menulis pemikiran Rahman tentang perempuan 
dalam buku berjudul Faglur Rahman tentang Wanita (2002). Menurut 
Khoiruddin: 
Penggunaan metode tematik adalah untuk menemukan nilai dasar (prinsip) 
dari satu tema/ subjek tertentu. Sementara metode holistik untuk menemukan 
nilai dasar (prinsip) antar tema/ subjek, yang pada gilirannya menyatukan nilai 
dasar (prinsip) antar tema/subjek menjadi satu kesatuan yang utuh dan 
menyatu. Agar antar tema/subjek dapat menjadi kesatuan yang utuh dan 
menyatu, tentu dibutuhkan keserasian nilai. Karena itu, untuk mencapai tujuan 


kesatuan yang utuh dan menyatu, antar subjek/tema harus mempunyai nilai 
dasar yang selaras. Dengan kata lain, pendekatan tematik-holistik adalah 


H7 Nur Kholis Setiawan, “Tafsir al-Yur'an Dalam Konteks Keindonesiaan 
Dengan Pola Pendekatan Tematik Kombinatif”, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar, 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 3-37. 

17? Khoitruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan 
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif 
(Yogyakarta: Tazzafa, 2013), hlm. 214. 
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memadukan pendekatan sastra-linguistik oleh al-Kulli dengan pendekatan 
1172 


sejarah dan sosial yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. 

Jika M. Amin Abdullah menggunakan istilah integrasi- 
interkoneksi, Syamsul Anwar menggunakan istilah interkonektif saja, 
maka Khoiruddin Nasution lebih memilih menggunakan istilah 
interdisipliner“. Ia kemudian membedakan istilah interdisipliner dengan 
istilah-istilah yang serupa, seperti integrasi (menyatukan), induksi 
(mengeneralisir), interkoneksi (menghubungkan), dan analisis sistem 
(menyeluruh).'' Menurut Khoiruddin, ada beberapa manfaat yang dapat 
diperoleh dari cara berpikir interdisipliner/integratif, yaitu harmonisasi 
hubungan antara Tuhan (teologi), manusia (antropologi), dan alam 
(kosmologi), harmonisasi antara teologi (metafisika), yuridis (/am/ hukum), 
dan etika (filsafat), harmonisasi antara burhani, bayani, dan “rfani, 
harmonisasi antara 7/m, nass, dan falsafah, harmonisasi antara ilmu agama, 
sosial sains, dan natural sains, harmonisasi antara intelektual, emosional, 
dan spiritual, sehingga semuanya itu dapat menjadi model kajian, model 


berpikir, dan model berperilaku yang doctriner-cum-scientific 


Jika salah satu pilar trilogi di atas dinafikan, misalnya hanya 
mengutamakan dimensi bayani saja, maka yang akan terjadi adalah 
disharmonisasi. Jika diaplikasikan dalam konteks studi fatwa MUI tentang 
pluralisme agama, seperti yang dikaji oleh Fuad Mustafid, salah seorang 
civitas akademika FSH, misalnya, maka yang akan terjadi adalah sikap 
kurang toleran. Lebih lanjut Fuad mengatakan: 

Fatwa MUI tentang pluralisme agama dibangun dalam sistem pengetahuan 

(epistemologi) bayani. Dalam sistem pengetahuan seperti ini, pengetahuan 


didasarkan sepenuhnya pada teks, sehingga kebenaran pun dibaku-bekukan 
dalam teks dan bahwa ukuran benar dan salah juga harus selalu dirujukkan 


19 Khoiruddin Nasution, “Hukum Keluarga Islam dengan Kajian 
Interdisipliner”, dalam Moch Nur Ichwan dan Ahmad Muttagin (eds.), Islam, Agama- 
agama, dan Nilai Kemanusiaan: Pestehrift Untuk M. Amin Abdullah (Yogyakarta: CISForm, 
2013), hlm. 121. 

17 Thid., hlm. 129. 
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pada teks. Dalam kasus fatwa tentang pluralisme agama, epistemologi bayani 
telah mendorong dan melahirkan model keberagamaan yang normatif-teologis. 
Model keberagamaan seperti ini pada akhirnya mendorong penganutnya untuk 
bersikap kurang toleran dan cenderung suka menyalahkan model keberagamaan 
lain yang kebetulan berbeda paham atau pandangan dengan mereka.''” 


Perkembangan terbaru tentang implementasi paradigma integrasi- 
interkoneksi ke wilayah studi hukum Islam, dapat dibaca dalam artikel 
Ruhaini Dzuhayatin berjudul “Ideologi Gender dan Progresivitas Hukum 
Keluarga” dalam buku Menyju Hukum Keluarga (2013). Sebagai aktualisasi 
dari paradigma integrasi-interkoneksi yang pernah digagas oleh M. Amin 
Abdullah, Ruhaini kemudian menggulirkan model mazhab hukum 
progresif di Fakultas Syarah UIN Sunan Kalijaga. Paradigma progresivitas 
hukum Islam tersebut kemudian disosialisasikannya melalui lokakarya 
kepada para hakim, melalui Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga. 
Dalam forum lokakarya tersebut dibahas tentang pandangan Islam 
progresif yang responsif dan kontekstual, kebijakan pemerintah tentang 
pengarusutamaan jender, integrasi UUP-KDRT dan UU Perlindungan 
Anak, serta secara kritis menelaah CLD-KHI.'"S Lanjut Ruhaini: 

Forum lokakarya tersebut (paradigma hukum progresif) menjadi ajang bertukar 

pikiran, perdebatan dan mencari titik temu aspek-aspek yang selama ini 

dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, utamanya perempuan 
dan anak. Aspek paling fundamental dalam proses ini adalah rekonstruksi 
ideologi jender yang lebih adil bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra 
yang setara yang selama ini belum menjadi pandangan arus utama Islam. 
Pertukaran ide tersebut menyentuh persoalan teknis penggunaan bahasa yang 


subordinat seperti istri melayani suami", “patuh dan berbakti", suami mendidik 
Yy: , , 


istri, dan sebagainya. Para hakim berupaya untuk menggunakan istilah “saling" 


bagi peran jender dalam keluarga." 


175 Fuad Mustafid, “MUI, Dogmatisme Keagamaan, dan Kekerasan Agama”, 
dalam Mirza Tirta Kusuma (editor dan pengantar), Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: 
Agama, Politik, dan Ideologi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 379-380. 

176 Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Ideologi Gender dan Progresivitas Hukum 
Keluarga”, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk (eds.), Menyju Hukum Keluarga: Progresif, 
Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 22. 

17 Ibid., hlm. 23. 
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Di tempat lain, Ruhaini mengatakan: 


Pidato kunci M. Amin Abdullah yang disampaikan di berpuluh-puluh workshop 
PSW bagi kalangan dosen, organisasi kemasyarakatan dan para hakim menjadi 
salah satu media menyemai integrasi-interkoneksi keilmuan Islam. Para hakim 
mengenang Pak Amin dengan kelantangan “tantangannya' tentang expired 
knowledge yang mengusik status-guo mereka. Tantangan Pak Amin berbuah 
pada makin banyaknya hakim alumni workshop yang percaya diri melontarkan 
dissenting opinion ataupun terobosan progresif demi memenuhi 'rasa keadilan 


masyarakat' berbasis jender ketimbang bersikukuh pada doktrin “kepastian 
«1178 


hukum". 

Proses Lokakarya para hakim tersebut, yang mengkaji seputar 
masalah Hak-hak dalam Keluarga, telah dilaksanakan oleh PSW-UIN 
Sunan Kalijaga bekerjasama dengan BADILAG MA dan The Asian 
Foundation sejak tahun 2002 hingga tahun 2013 di seluruh Indonesia. 
Paradigma integrasi-interkoneksi dalam hukum Islam, yang kemudian 
dikampanyekan lewat lokakarya-lokakarya tersebut, ternyata sedikit 
banyak telah melahirkan kesadaran baru kepada komitmen para hakim, 
yang menjadi ujung tombak pelaksanaan hukum Islam di lapangan, yang 
mengikuti kegiatan tersebut, sebagimana diungkapkan oleh Ruhaini, 
dalam menghapuskan praktik kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun 
pada awalnya muncul keraguan menyangkut kewenangan menggunakan 
UUP KDRT dalam konsideran putusan hukum, namun dari hasil 
pertukaran pengalaman sudah semakin banyak hakim yang 
menggunakannya. Saat ini semakin banyak hakim yang tidak 
menerapkannya nusyuz jika kepergian isteri untuk menghindari KDRT 


dan ketidakamanan dati suaminya. ''” 


19 Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Pertaruhan Idealisme Islam Substantif dan 
Keharusan Pragmatis: Catatan 60 'Tahun Prof. Dr. M. Amin Abdullah”, dalam Moch 
Nur Ichwan dan Ahmad Muttagin (eds.), Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan: 
Festebrift Untuk M. Amin Abdullah (Yogyakarta: CISForm, 2013), hlm. 286. 

17? Dzuhayatin, “Ideologi Gender dan Progtesivitas Hukum Keluarga”, hlm. 
23. 
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Dengan kata lain, implementasi paradigma integrasi-interkoneksi 
dalam hukum Islam (2004-2013) ternyata tidak hanya berada di wilayah 
penelitian saja, tetapi juga merambah ke wilayah progresivitas penyadaran 
egalitarian secara konkrit dalam forum-forum seminar dan lokakarya, 
khususnya kepada para hakim. Misalnya, penyadaran tentang redefinisi 
nusyuz pada suami, pembagian waris yang lebih setara, pengakuan nasab 
anak di luar nikah, dan mediasi—tentang pemaduan kajian “mediasi' 
antara perspektif Islam dan Barat, silahkan baca artikel Ratno Lukito 
berjudul Re/igions ADR: Mediation in Islamic Family Law Tradition (2000)— 
. Para hakim juga semakin ketat membatasi permohonan dispensasi nikah 
bagi anak di bawah umur, meskipun mereka mengeluhkan dilema akibat 
kehamilan remaja yang jumlahnya semakin meningkat. Model hukum 
Islam progresif tersebut adalah model hukum Islam di masa mendatang, 
sebab kompleksitas dinamika sosial menghajatkan kolaborasi inter- 
disipliner dalam menyelesaikan masalah sosial secara berkeadilan, 
termasuk masalah keluarga. Dengan demikian, Indonesia, dengan 
paradigma integrasi-interkoneksi progresivitas hukum Islamnya dapat 
menjadi barometer pembaruan hukum keluarga Islam pada negara- 
negara Muslim lainnya. Untuk mencari model hukum Islam progresif 
dapat mengembangkan model perpaduan antara ide Abdullah Saeed 
tentang ijtihad progresif dan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum 
progresif. 

Dengan memadukan antara Teori Hukum Progresif gagasan 
Satjipto Rahardjo dan Teori Hukum Pembangunan gagasan Mochtar 
Kusumaatmaja, Romli kemudian menawarkan Teori Hukum Integratif. 
Sederhananya, Teori Hukum Integratif ingin mengombinasikan antara 
sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai. Senyatanya, dalam 
konteks studi hukum Islam, ketiga sistem tersebut identik dengan 
pemaduan “tritunggal' antara studi hukum Islam normatif, empiris, dan 


filosofis. Tentang Teori Hukum Integratif, Romli menjelaskan: 
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Bertolak dari pandangan kedua guru besar hukum Indonesia, Mochtar 
Kusumaatmaja dan Satjipto Rahardjo, dapat disimpulkan bahwa jika hukum 
menurut Mochtar merupakan sistem norma (system of norms) dan menurut 
Satjipto, hukum sebagai sistem perilaku (system of behavior), rnaka saya (Romli) 
lengkapi bahwa hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai 
sistem nilai (system of values). Ketiga hakikat hukum dalam konteks kehidupan 
masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang 
cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad 
globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat 
Indonesia yang masih mengutamakan nilai (values) moral dan sosial. Ketiga 
hakikat hukum dalam satu wadah pemikiran itu saya sebut Yripartite character 
of tbe Indonesia legal theory of social and burcaueratic engineering (SBE)' Rekaysa 
birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem 
perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa 
Indonesia, itulah yang saya namakan Teori Hukum Integratif." 


Masih terkait dengan implementasi paradigma integrasi- 
interkoneksi, Toto Suharto dan Suparmin pernah menulis buku Ayat- 
ayat a-Our'an Tentang Rumpun Ilmu Agama: Perspektif Epistemologi Integrasi- 
Interkoneksi (2014), terbitan Fataba Press, Surakarta. Dalam buku tersebut, 
penulisnya menyimpulkan beberapa hal. Pertama, epistemologi keilmuan 
integrasi-interkoneksi yang merupakan gagasan M. Amin Abdullah 
berusaha mendekatkan dan mengaitkan antara ilmu dan agama, yang 
tergambar dalam model Jaring Laba-laba. Kedua, keenam wilayah 
rumpun ilmu agama Islam, sebagaimana tertera dalam UU No.12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu ilmu ushuluddin, ilmu syar?ah, 
ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, dan ilmu ekonomi Islam, 
mendapat legitimasi al-Yur'an melalui sebaran berbagai ayatnya dalam 
bentuk pemetaan. Ketiga, rumpun ilmu agama Islam ini jika dilihat dalam 
terminologi yang digunakan, posisinya masih berada dalam jalur Lingkar 
Lapis Tiga dalam wilayah epistemologi integrasi-interkoneksi model 


Jaring Laba-laba. Dengan demikian, enam rumpun ilmu agama Islam 


180 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terbadap Teori Hukum 
Pembangunan dan Teori Hukum Progresif (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 96-97. 
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dalam UU No. 12 Tahun 2012 tersebut pada hakikatnya tidak relevan 
dengan semangat perubahan dari IAIN ke UIN yang menghendaki 
adanya peningkatan lapisan dalam Jaring Laba-laba dari Lapis Tiga ke 
Lapis Empat dan Lima. Pada sisi yang lain, keenam rumpun ilmu agama 
Islam dalam UU No. 12 Tahun 2012 juga tidak implementatif, karena 
ada semacam missmach antara realitas UIN dengan konten hukum dalam 


rumpun ilmu agama menurut UU No. 12 Tahun 2012. 
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TIGA DUNIA 
DALAM STUDI ILMU HUKUM ISLAM 


A. Dunia Pertama dan Kedua dalam Studi Ilmu Hukum 
Islam 


Yang penulis maksud dengan “dunia pertama' dalam studi hukum 
Islam adalah pendekatan deduktif, yang disebut oleh Minhaji karena 
pengaruh Aristotelian logic, dan “dunia kedua" adalah pendekatan induktif 
dalam studi hukum Islam, yang disebut Minhaji karena pengaruh Hege/ian 
logic. Untuk membaca secara utuh pemikiran Minhaji tentang dua model 
pendekatan tersebut, harus dibaca pengaruh para sarjana Barat yang 
sering menggunakan pendekatan sejarah sebagai pisau analisis dalam 
mengkaji hukum Islam, terutama tentang pendekatan sejarah sosial 
pemikiran hukum Islam yang diperkenalkan oleh Minhaji. Beberapa 
tulisan Minhaji yang dapat penulis rekomendasikan tentang hal tersebut 
adalah Is/amic Law in Western Scholarship 1993), Hukum Islam di Mata 


"81 Akh. Minhaji, “Islamic Law in Western Scholarship: A Bibliograpical Study 
with Emphasis on the Work of Joseph Schact and Its Influence on His Successor”, al- 
Jami'ah, No. 51, 1993, hlm. 81-98. 
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Sarjana Barat (1995),"” Kontribusi Dr. Wael B. Hallag dalam Kajian Hukum 
Islam A99), Ushul Fikih dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah 
(2000), dan Wawasan Islam Tentang Negara dan Pemerintah: Perspektif 
Normatif Empiris (2001). 

Puncaknya, pada tahun 2004, dalam naskah pidato pengukuhan 
Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam di UIN Sunan 
Kalijaga, Minhaji menjelaskan secara detail “dua dunia' tersebut lewat 
naskah pidato Hukum Islam: antara Sakralitas dan Profanitas. Dilihat dari 
judulnya, Minhaji hanya membagi dua jenis dunia dalam studi ilmu hukum 
Islam, yaitu antara dunia sakralitas dan profanitas, atau antara dunia 
syari'ah dan fikih. Dalam naskah pidato tersebut, Minhaji juga membagi 
dua jenis studi epistemologi hukum Islam, yaitu studi hukum Islam 
normatif-deduktif dan empiris-induktif. Lima tahun sebelumnya, dalam 
artikel berjudul Reorientasi Kajian Ushul Fikih 1999), Minhaji pernah 
menjelaskan hal yang sama. Sedangkan dalam salah satu sub bab Antara 
Normatif Deduktif dan Empiris-Induktif, dalam arikel berjudul Persoalan 
Jender dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam (2002), Minhaji 
mengembangkan penjelasan bahwa ada tarik menarik antara dua dunia 
dalam model pendekatan normatif deduktif (ilahiyah, teosentris, subjective, 


theological transcendentalism) dan empiris-induktif (insaniyah, antroposentris, 


182 Akh. Minhaji, “Hukum Islam di Mata Sarjana Barat: Kajian Bibliografi 
Terhadap Tesis Joseph Schact dan Beberapa Tanggapan Terhadapnya”, dalam Yudian 
W. Asmin dkk (peny), Islam Berbagai Perspektif (Yogyakarta: LPMI, 1995), hlm. 63-79. 

183 Lihat, Yudian Wahyudi (ed.), Pengalaman Belajar Islam di Kanada (Yogyakarta: 
Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 115-142. 

184 Akh. Minhaji, “Ushul Fikih dan Perubahan Sosial dalam Perspektif 
Sejarah”, dalam M. Amin Abdullah dkk, Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai 
Pendekatan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 67-81. 

1185 Lihat, Akh. Minhaji, “Kata Pengantar”, dalam Kamaruzzaman, Relasi Islam 
dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. 
XVi-xxiv. 

186 Akh. Minhaji, “Reorientasi Kajian Ushul Fikih”, dalam a-Jami'ah, Vol. 63, 
Tahun 1999, hlm. 12-28. 
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rational-cum-empiricaljustification) tersebut.” Menurut Minhaji, pendekatan 
di dunia normatif-deduktif cenderung didominasi oleh cara berpikir 
Aristotelian logic yang bercirikan dichotomous logic atau dalam bahasa John 
Dewey in pairs of dichotomtes, yang bercirikan eternalistic-absolustic-spiritualistic- 
logic. Dengan model itu studi ilmu hukum Islam cenderung mendekati 
masalah secara hitam-putih, benar-salah, dan halal-haram. Akibatnya, 
pemikiran bersifat sempit dan kaku." Dengan kata lain, dunia normatif- 
deduktif biasanya menggunakan dan mengembangkan nalar oposisi biner 


atau oposisi konflik. 


Selain model “dunia” normatif-deduktif, ada juga pendekatan 
dalam studi ilmu hukum Islam yang ada di “dunia” empiris-induktif. 
Menurut Minhaji, model itu lebih bernuansa Hege/ian logic yang bercirikan 
dialectical logic. Berdasarkan model itu, kebenaran bersifat relatif, 
dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar yang dianut dan dialektika sosial. 
Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah temporalistic-relativistic- 
materialistic logic." Model empiris-induktif, di kalangan dunia Barat 
disebut dengan istilah scientific approach, sebagaimana yang dirumuskan 
oleh William J. Goode dan Paul K. Hatt."” Oleh karena itu, menurut 
penulis, model normatif-deduktif dapat disebut doctriner approach. Salah 
satu disertasi yang secara khusus mengkaji model studi hukum Islam 
induktif, misalnya buku Abdul Mun'im Saleh berjudul Berpikir Induktif 
Menemukan Hakikat Hukum Model al-Oawa'id al-Fighiyyah (2009). Untuk 


87 Akh. Minhaji, “Persoalan Jender dalam Perspektif Metodologi Studi 
Hukum Islam”, dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Jender dalam Islam 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 191. 

188 Jpid., hlm. 192. 

1189 Minhaji, “Reorientasi Kajian Ushul Fikih”, hlm. 28. 

190 William J. Goode dan Paul K. Hatt (eds.), Methods in Social Research (Tokyo 
M. Graw-Hill Kogakusha, 1952), hlm. 7. 

191 Abdul Mun'im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif 
Menemukan Hakikat Hukum Model al-Oawa'id al-Fighiyyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009). Buku ini diangkat dari disertasi penulisnya pada Program Pascasarjana IAIN 
Surabaya yang disahkan pada 2007 yang berjudul: “Fikih dan Nalar Induktif: Kajian 
atas al-Oawa'id al-Fighiyyah dalam Perspektif Induksi”. Buku ini mencoba menawarkan 
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mengaitkan “dunia” notmatif-deduktif dan empiris-induktif, Minhaji '?? 


meminjam teori Ernest Gellner tentang A Pendulum Swing Vheory of Islam 
atau Teori Pendulum."” Teori tersebut bisa memberi pemahaman 
mendalam kepada umat Islam bahwa ajaran al-OJur'an tentang dua kutub 
(baik-buruk, kaya-miskin, siang-malam, dan atas-bawah) perlu dicermati 
karena akan memberi gambaran dialektika sosial." Dalam Teori 
Pendulum, nalar yang digunakan adalah integrasi biner atau oposisi 
ekuilibrium, bukan oposisi konflik. 


Tahun 2005, Minhaji pernah menyatakan kegalauannya terhadap 
penerapan dua model pendekatan deduktif dan induktif di atas. Ia 
menyatakan, “Secara metodologis, seringkali terasa sulit menerapkan 
dua model pendekatan berikut ini sekaligus: teologis-normatif-deduktif 
(ilahiyah, tbeocentris, subjective-theologicak-transcendentalism) dan empiris-induktif 
(insaniyah, antbropocentris, rational-empiricakjustification)” Dalam artikel 
tersebut, Minhaji mengusulkan tentang Teori Kodifikasi Hukum. 
Berdasarkan teori tersebut, hukum Islam juga hukum lainnya) akan 
mudah diterima dan efektif untuk diimplementasikan di Indonesia, jika 
ketentuan hukum Islam tersebut telah diterima dan menjadi Hukum 


Nasional melalui proses kompilasi dan kodifikasi hukum. 


Tahun 2009, dalam buku Strategies for Social Research, Minhaji 


kembali menawarkan model integrasi antara “dunia” normatif dan 


bangunan kemitraan antara ketuhanan dan kemanusiaan yang telah dibangun oleh 
pemikir hukum Islam selama beberapa abad. 

119? Minhaji, “Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas: Perspektif Sejarah 
Sosial”, hlm. 40-51. 

193 Ernest Gellner, “A Pendulum Swing Theory of Islam”, dalam Sociology of 
Religion: Selected Readings, Roland Roberston (ed.) (England: Penguin Books, 1969), hlm. 
127-138. 

19 Akh. Minhaji, Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Suka Press, 
2013), hlm. 99. 

195 Akh. Minhaji, “Pemikiran dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia: 
Teori dan Respon”, dalam Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam: 
Konsep Kewarisan Bilateral Hagairin (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. xviti. 
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empiris.” Menutut Minhaji, “Dalam tradisi akademik yang berjalan 
selama ini, ada yang mengkaji Islam dengan pendekatan normatif 
(normative Islam) dan ada pula yang mengkaji dengan pendekatan empiris 
(empirical Islam). Yang ideal, studi (hukum) Islam hendaknya menggunakan 
pendekatan normatif sekaligus empiris. Sebab, empiris dan normatif 
merupakan dua hal yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan.” 1” 
Menurut Minhaji, salah satu contoh model pendekatan integratif antara 
studi normatif dan empiris dalam bidang studi hukum Islam telah 
dipaparkan oleh David S5. Powers dalam buku The Formation of the Islamic 
Law of Inheritance (1986). Buku tersebut kemudian diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia oleh Arif Maftuhin, yang juga telah 
menterjemahkan Tesis Minhaji, berjudul Peralihan Kekayaan dan Politik 
Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris (2001). Dalam Book Review buku 
The Formation of the Islamic Law of Inheritance, Minhaji mengatakan: 
Terkait dengan karya Powers yang sedang diresensi ini, ada tiga hal penting 
untuk digarisbawahi... Ketiga, karya ini bisa menjadi salah satu model dalam 
studi keislaman, termasuk studi hukum Islam, yakni memahami ajaran al- 
Our'an dan al-Hadis dengan mempertimbangkan setving sosial-politik dan juga 


ekonomi pada masa itu, dan juga memanfaatkan literatur-literatur klasik Islam 


(kitab kuning) sekaligus metode-metode yang dikenal dalam kajian ilmu sosial 
1200 


pada umumnya. Inilah yang dimaksud dengan studi kritis. 


Jadi, pendekatan integratif (Barbourian logic) identik dengan studi 
kritis (Kantian logic) (Kritis-Integratif). M. Amin Abdullah sebenarnya 
juga berbicara tentang “dua dunia' tersebut, yang disebut dengan istilah 
dunia" normativitas dan historisitas, yang tertuang dalam buku Studi 


Agama: Normativitas atau Historisitas (1996). Kemudian ia tersadar" tentang 


196 Minhaji, Strategies, hlm. 45-54. 

19 Jbid, hlm. 59. 

18 David S. Powers, Studies in Our'an and Hadis: The Formation of the Islamic Law 
of Inberitance (University of California Press, 1986). 

19 David S. Powers, Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis 
Hukum Waris, terj. Arif Maftuhin (Yogyakarta: LKIiS, 2001). 

1200 Akh. Minhaji, “Boo& Review: Studi Kritis dalam Hukum Islam (Menimbang 
Karya David S. Powers), al-Jami'ah, Vol. 39 Number 2 July-December, 2001, hlm. 529. 


Waryani Fajar Riyanto | 599 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


keberadaan “dunia ketiga", yang ditulis dalam buku Islamic Studies di 
Perguruan Tinggi (2006). 

Menurut penulis, sebagaimana dijelaskan oleh Minhaji di atas, 
studi ilmu hukum Islam tidak hanya terdiri dari “dua dunia” saja, yaitu 
ilahiyah-insaniyah, absolute-relatively, teosentris-antroposentris, subjective-objective, 
theological transcendentalism-empirical justification, doctriner approach-scientific 
approach, normativity-historicity, deductive approach-inductive approach, dan 
Hegelian logic-Aristotelian logic. Untuk mengaitkan model-model diadik biner 
tersebut, kita dapat menggunakan Teori Hukum Berpasangan yang 
pernah digagas oleh Yudian. Kita harus mampu menghadirkan “dunia 
ketiga” untuk mengurangi ketegangan antar dua kutub “dua dunia studi 
hukum Islam tersebut. “Dunia Ketiga” itu diharapkan dapat berfungsi 
sebagai jembatan dua kutub tanpa harus melumatkan atau menghilangkan 
salah satu dunia. Menurut penulis, “dunia ketiga? atau wor/d 3 itu dapat 
diisi oleh bargakhiyyah, relatively-absolute, teoantroposentrik integralistik, 
intersubjective, criticism to discovery, scientific-cum-doctriner approach, interconnected, 
dan abductive approach. Jika “dunia pertama?” menggunakan nalar Aristotelian 
logic, dunia kedua' menggunakan nalar Hege/jan logic, rnaka “dunia ketiga 


dapat menggunakan nalar Kantian logic, Popperian logic, dan Peirceian logic. 


“TIGA DUNIA DALAM STUDI ILMU HUKUM ISLAM 


Ilahiyah Barzakhiyyah Insaniyah 
(WUluhiyyah)  «-—— (Ibn YArabi) (Ubudiyyah) 
Absolute Relatively-Absolute Relatively 
(Sayyed Hossein Nasr) 

Teosentris Teoantroposentrik Antroposentris 

Integralistik 
(Kuntowijoyo) 

Subjective Intersubjective Objective 
Testability 
(Barbour) 

Interpretation Semipermeable Experience 

(Rolston) 

Theological Criticism to Discovery Empirical Justification 

Transcendentalism (Kant) 
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Doctriner Approach Scientific-cum-Doctriner Scientific Approach 
Approach 
(Mukti Ali) 
Normativitas Interconnected Historisitas 
(M. Amin Abdullah) 
Deductive Approach- Abductive Approach Inductive Approach 
(Peirce) 
Hegelian logic- Peirceian logic and Aristotelian logic 
Whiteheadian logic 
Dunia Pertama Dunia Ketiga Dunia Kedua 
TIGA DUNIA 


Senada dengan Minhaji, tentang pentingnya merajut model studi 
hukum Islam deduktif (normatif) dan induktif (empiris), Oodri Azizy 
pernah menawarkan model al-ljtihad al- Umi al- Asri: Modern Scientific Litihad 
(2003). Satu dari sebelas hal yang merupakan prasyarat untuk membangun 
formulasi baru dalam berijtihad, Azizy menjelaskan bahwa berbicara 
mengenai fikih tidak dapat dilupakan harus pula berorientasi pada kajian 
induktif atau empirik, di samping deduktif. Tidak hanya deduktif. Dalam 
mengkaji dan mempraktikkan fikih atau hukum Islam, semestinya ada 
keseimbangan antara proses deduktif dan induktif. Proses deduktif dapat 
terwakili bagaimana kita memahami "as dari wahyu berupa al-GYuran dan 
al-Hadis dengan segala jenis metodenya, termasuk giyas. Sedangkan induktif 
yang sangat penting dapat berupa waslahah, istihsan,bahkan juga iima' ljtihad 
ak Umi al Asri (Modern Scientific Ijtihad) menurut Yodri, adalah proses ijtihad 
yang menyeimbangkan antara “dunia' deduktif dan induktif. Selama ini 
penekanannya hanya deduktif saja dan kalau z0) ada induktif sangat 
terbatas. Sekali lagi, dalam prosedur ijtihad hendaknya minimal terjadi 
keseimbangan antara pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Atau 
justru lebih banyak empirik, ketika dasar-dasar wahyu itu berupa pokok- 
pokoknya saja. Dengan demikian, akan memacu untuk berpikir serius 


dan sekaligus bertindak melakukan penelitian serius pula." 


1201 A. @odti Azizy, Reformasi Bermaghab: Sebuah Ikhtiar Menuju ljtihad sesuai 
Sainfitik-Modern (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 121-122, Eklektisisme Hukum Nasional: 
Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 
hlm. 43-47, Azizy, Reformasi Bermazghab, hlm. 128. 
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Dalam pemikiran epistemologi studi ilmu hukum Islam global, 
Abdullah Saeed, senada dengan Godri Azizy, menawarkan model The 
Progressive Ijtihadists, yaitu para pemikir modern atas agama yang berupaya 
menafsir ulang ajaran agama agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat 
modern. Pada kategori inilah posisi Muslim Progresif berada.” 
Karakteristik pemikiran Mus/im Progressif-Ijtihadis, dijelaskan oleh Saeed 
dalam buku Islamic Thought (2006) antara lain adalah sebagai berikut. 
Pertama, mereka mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang hukum 
Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam 
rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini. 
Kedua, mereka cenderung mendukung perlunya fresh ijtihad—fresh 
knowledge, bukan expired knowledge—dan metodologi baru dalam ijtihad 
untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer. Ketiga, 
beberapa di antara mereka juga mengombinasikan kesarjanaan Islam 
tradisional dengan pemikiran dan pendidikan Barat modern. Keempat, 
mereka secara teguh berkeyakinan bahwa perubahan sosial, baik pada 
ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus 
direfleksikan dalam hukum Islam. Kelima, mereka tidak mengikutkan 
dirinya pada dogywatism atau mazhab hukum dan teologi tertentu dalam 
pendekatan kajiannya. Keenam, mereka meletakkan titik tekan 
pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan jender, HAM, dan relasi yang 
harmonis antara Muslim dan non-Muslim. Terkait dengan poin 
mengombinasikan kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan 
pendidikan Barat modern dalam proses ijtihad di atas, barangkali inilah 
yang pernah disebut oleh Asjmuni Abdurrahman dengan istilah 7jtihad 


1202 Saeed, Islamic Thought, hlm. 142-50. 

128 Di masa kini dan mendatang persyaratan ijtihad dapat dipenuhi dengan 
mengumpulkan para ahli dari berbagai bidang pengetahuan yang menyoroti satu masalah 
dari berbagai sudut pandang sesuai dengan keahliannya. Dengan kata lain pelaksanaan 
ijtihad dilakukan oleh kelompok yang disebut “jtihad jama', yang didukung oleh para 
ahli dari berbagai ilmu pengetahuan. Asjmuni Abdurrahman, “Sorotan Terhadap 
Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad”, dalam Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman: 
Seri Kumpulan Pidato Guru Besar (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 258. 
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271203 


Jamai,”" yang kemudian “dilengkapi oleh Ainurrofig (penggagas Mazhab 
Jogja) dengan konsep epistemologi jama'i.”" Dengan kata lain, jjtihad jama'i 
harus dibarengi dengan epistemologi jama'i. Apabila Saced menawarkan 
model ijtihad progresif, maka Amin Abdullah mengenalkan istilah res) 
dit h a d. 1205 


Jika Abdullah Saeed dapat penulis sebut sebagai penggagas model 
hukum progresif (The Progressive Ijtihadists) dalam konteks studi hukum 
Islam, maka penggagas model hukum progresif dalam konteks studi 
hukum umum adalah Satjipto Raharjo. Posisi hukum progresif dapat 
disebut sebagai proses keberlanjutan dari teori-teori hukum yang sudah 
ada, seperti teori hukum represif, otonom, responsif, progresif, dan 
integratif. Dua teori yang pertama biasanya mengedepankan proses 
prosedural-formal, sedangkan tiga yang terakhir lebih bersifat substansial. 
Tentang hukum (umum) progresif, Satjipto mengatakan: 

Reformasi hukum di Indonesia belum berhasil, antara lain disebabkan masih 

maraknya korupsi, komersialisasi dan commodification. Untuk mengatasi hal 

tersebut, penulis menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut dengan 

Hukum Progresif. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa 

hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima 

hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan 
oleh kemampuan untuk mengabdi kepada manusia. Hukum progresif menolak 
tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek, dan berbagai paham atau aliran, 


seperti legal realism, teori hukum alam, dan sebagainya. Hukum progresif 
merupakan koreksi terhadap kelembagaan sistem hukum modern yang sarat 


20 Lihat, Ainurtofig, “Menawarkan Epistemologi Jama' Sebagai Epistemologi 
Ushul Fikih: Sebuah Tinjauan Filosofis”, dalam Ainurrofig (ed.), Mazhab Jogja: Menggagas 
Paradigma Ushul Fikih Kontemporer (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), hlm. 32-56. 

1208 Dalam perjumpaan dengan budaya Barat kontemporer, memunculkan 


generasi baru Muslim di Barat yang corak pemikirannya juga akan berbeda dari corak 
berpikir mayoritas di Timur. Untuk dapat survive, generasi baru minoritas Muslim yang 
tinggal di Barat ini juga dituntut untuk melakukan fresh ijtihad. Jadi, konteks munculnya 
fresh ijtihad adalah dalam relasi trilogis hubungan antara peradaban Muslim mayoritas 
di negara-negara mayoritas Muslim di Timur, peradaban Muslim minoritas di Barat, 
dan sekaligus dalam perjumpaan dan dialog mereka dengan peradaban Barat lainnya 
(Cina, India, Jepang, dsb). Abdullah, “Lokalitas, Islamisitas, dan Globalitas”, hlm. 345. 
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dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe bukan 
liberal. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada 
ideal hukum dan menolak status-guo, serta ingin menjadikan institusi yang 
bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan 
dalam tataran agenda akademia dan agenda aksi.” 


Setelah membaca semua uraian Satjipto tentang hukum progresif 
dari berbagai tulisannya, Sukris Sarmadi kemudian mengikhtisarkan dalam 
sepuluh butir konsep hukum progresif. Pertama, asumsi dasar hukum 
haruslah untuk manusia. Jika hukum diperuntukkan untuk manusia 
seharusnya tidak memberlakukan masalah hukum itu menjadi masalah 
manusia. Tetapi memperlakukan masalah manusia menjadi masalah hukum. 
Kedua, hukum harus berkembang mengikuti dan membela kemanusiaan 
itu sendiri. Ketiga, hukum tidak boleh melepaskan dirinya dari tujuan 
sosialnya. Keempat, hukum tidak boleh mengabaikan hati nurani manusia. 
Kelima, hukum harus bermoral (rule of morality), tidak hanya rule of law. 
Keenam, hukum harus membebaskan. Ketujuh, hukum harus selalu berada 
dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in tbe making). 
Kedelapan, hukum harus membebaskan diri dari dominasi suatu tipe 
hukum liberal. Kesembilan, melihat hukum bukan hanya dalam dataran 
yang tertulis dari teks formalnya tetapi juga pada teks non-formal, pro- 
keadilan, pro-rakyat demi tegaknya tujuan sosialnya. Kesepuluh, hukum 


harus menerima dimensi internal dan eksternal hukum.'?” 


Berdasarkan penjelasan singkat tentang hukum progresif tersebut, 
ia bisa dianggap sebagai model antitesa dari model legalis atau legal positivism 


atau hukum positivisme. Kalau hukum progresif menekankan paradigma 


1206 


Satjipto Raharjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia 
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1. Tentang hukum progresif, baca juga 
buku Satjipto yang lain seperti Hukum dan Masyarakat Bandung: Angkasa, 1980): Biarkan 
Hukum Mengalir (Jakarta: Buku Kompas, 2007): Membongkar Hukum Progresif Jakarta: 
Buku Kompas, 2008): Hukum dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 
dan Membangun dan Merombak Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). 

1207 Suktis Sarmadi, Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam 
Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 66-68. 
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hukum untuk manusia atau rakyat (rule of morality), maka model legalis 
menekankan hukum untuk hukum (rule of law). Nalar berpikir positivisasi 
hukum dengan demikian dapat dimasukkan ke dalam wilayah egalis, 
sedangkan nalar pluralisme hukum ke wilayah hukum progresif. Dalam 
konteks FSH di UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi dan Agus Najib, 
yang telah menawarkan model indonesianisasi fikih Indonesia dan 
objektivikasi fikih Indonesia, dapat penulis masukkan ke dalam aliran /egalis 
tersebut. Sedangkan Ratno Lukito dan Kamsi, misalnya, yang telah 
menawarkan model pluralisme hukum di Indonesia dan teori “unifikasi 
dalam differensiasi hukum" dapat penulis masukkan ke dalam model hukum 
progresif. Keduanya harus dipadukan dengan model teori kedaulatan 


Tuhan. Sebab, di Indonesia mengenal tiga macam kedaulatan," 


yaitu 
kedaulatan Tuhan, rakyat (masyarakat/manusia), dan hukum. Untuk 


mempermudah pemahaman ini, penulis membuat skema sebagai berikut. 


Trilogi Kedaulatan Hukum 
Kedaulatan Tuhan (A) 


Progresif Legalis 
Kedaulatan Rakyat (B) ———Hakim (D—— Kedaulatan Hukum (C) 


Berdasarkan gambar di atas, ada tiga model relasi kedaulatan, 
yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat atau manusia atau masyarakat 
atau adat, dan kedaulatan hukum. Relasi antara D-C biasanya 
menekankan aspek kepastian hukum dan rule of law, sedangkan relasi 
antara D-B menekankan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, serta 
rule of morality. Dalam perspektif filsafat sistem, relasi ketiganya dapat 
disebut sebagai model relasi antara subjek-subjek atau intersubjektif (D- 
B), subjek-objek (D-C), dan subjek-SUBJEK (D-A). Jika dibaca dengan 


1208 Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila (Jakarta: Aksara Baru, 1980), 
hlm. 7. 
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kacamata Integrasi Universal gagasan Ken Wilber, dalam perspektif 
AOAL Theory, hubungan ketiganya disebut sebagai relasi antara 1 (D), 
We (B), dan It(C). Dalam perspektif teori hukum (adat), ketiganya adalah 
model relasi antara teori receptie (hukum Islam menyesuaikan diri dengan 
hukum adat atau hukum masyarakat) dalam wilayah kedaulatan manusia 
atau masyarakat, teori receptie a contrario (hukum adat atau hukum 
masyarakat menyesuaikan diri dengan hukum Islam) dalam wilayah 
kedaulatan Tuhan, dan teori kodifikasi (hukum adat dan Islam 
menyesuaikan diri dengan hukum negara) dalam wilayah kedaulatan 
hukum. Hubungan antara ketiganya tidak perlu dipertentangkan, tetapi 
justru dipadukan, dalam kerangka Teori Hukum Integralis. 


Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bisa “dunia kedua” scientific 
approach yang induktif tersebut masuk ke dalam doctriner approach sebagai 
dunia pertama? Disinilah urgensinya tawaran Mukti Ali tentang Swentific- 
cum-Doctriner (ScD) yang disebut metode sintesis.” Dalam konteks inilah 
kita bisa memahami keberatan Fdward Said dan Muhammad Abdul Rauf, 
misalnya, jika non-Muslim seperti Orientalis (ia sebut sebagai oursider) 


memasuki kajian-kajian keislaman." 


' Yang paling keras menolak kajian 
Orientalis atau ox#sider terhadap Islam adalah Edward Said dalam karyanya 
Orientalism. Fazlur Rahman mendukung pandangan Rauf dengan 
mengatakan bahwa mengkaji suatu agama, seorang outsider hanya bisa 
memasuki pada level intellectual understanding, atau kajian ilmiah sebagaimana 


dikenal di Barat.” Jadi, implikasi pengkutuban oposisi biner antara model 


1209 Mukti Ali pernah menawatkan metode gabungan saintifik-doktriner, yang 


dinamakannya metode sintesis. Dalam ungkapannya sendiri tertulis: “Pendekatan ilmiah-cum- 
doktriner harus kita pergunakan, pendekatan scientific-cum-sui generic harus kita terapkan. Inilah 
Jang saya maksud dengan metode sintesis”. Ali, “Metodologi Ilmu Agama Islam”, hlm. 48. 

1219 Muhammad Abdul Rauf, “Outsider's Interpretation of Islam: A Muslim's 
Point of View”, dalam Approaches to Islam in Religious Studies, ed. Richard C. Martin 
(Tucson: The University of Arizona Press, 1985), hlm. 179. 

21 Fazlut Rahman, “Approaches to Islam in Religious Studies” dalam 
Approaches to Islam in Religious Studies, ed. Richard C. Martin (Tucson: The University of 
Arizona Press, 1985), hlm. 189. 
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deduktif dan induktif ternyata juga berdampak global terhadap munculnya 
kajian tentang Insider dan Outsider (bahasa ilmu) atau antara Oksidentalisme 
dan Orientalisme (bahasa ideologi) dalam studi ilmu hukum Islam. Dalam 
perspektif pengembangan studi hukum Islam, tentunya pilihannya bukan 


insider-complete participant, tetapi Insider participant as observer. 


Dalam perspektif Is/amic Studies di era post-modernisme, menurut 
Arkoen, Mazhab Orientalisme disebut “Islamologi Klasik” (pada 
dasarnya Arkoen memakai istilah “Islamologi Klasik” identik dengan 
istilah Orientalisme. Ia lebih menyukai istilah pertama karena istilah kedua 
telah memperoleh reputasi negatif di kalangan orang-orang Muslim), 
sedangkan Oksidentalisme disebut “Islamologi Terapan” (Islamiyyat 
Tatbigiyyah). Menurut catatan penulis ada dua artikel di Mazhab Sapen 
yang telah mengkaji model Islamologi Terapan gagasan Arkoen, yaitu 
Ke Arah Islamologi Terapan 1993)” terjemahan Syamsul Anwar dan 
tulisan Baedhowi berjudul Is/amologi Terapan dan Problema Aplikasinya 
(2003). Islamologi Terapan mempelajari Islam dalam dua perspektif 
yang saling melengkapi.'"" Pertama, sebagai kegiatan ilmiah internal 
pemikiran Islam—pen. identik dengan istilah participant as observer versi 
Kim Knott—. Islamologi Terapan hendak mengganti tradisi apologetic 
dan polemic, yang menandai sikap Islam terhadap agama lain, dengan 
sikap komparatif. Kedua, sebagai aktifitas ilmiah yang bekerja sama 
dengan seluruh pemikiran kontemporer—pen. identik dengan istilah 
observer as participant versi Kim Knott—. Islamologi Terapan mempelajari 


Islam dalam kerangka kontribusi kepada antropologi agama (Islam) 


212 Mohammad Arkoun, “Ke Arah Islamologi Terapan”, terj. Syamsul Anwar, 
dalam al-Jami'ah, No. 53, Tahun 1993, hlm. 73. 

21 Baedhowi, “Islamologi Terapan dan Problema Aplikasinya: Mengkaji 
Pemikiran Mohammed Arkoen”, a-Jami ah, Vol. 41, No. 1, 2003, hlm. 133-152. 

214 Mohammad Arkoen, “Haula al-Antarubulujiya ad-Diniyyah: Nahw 
Islamiyyat Tatbigiyyah”, dalam Muhammed Arkoen, Tarikhiyyah al-Fikr al-'Arabi al 
Islami (Beirut: Markaz al-Inma' al-Gaumi, 1986), hlm. 51-63. Bandingkan dengan edisi 
Perancisnya yang berjudul Pour une Islamologie Appliguee, dalam Muhammed Arkoen, 
Pur une critic de la raison islamigue (Paris: Maissonneuve et Larose, 1984), hlm. 43-63. 
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Studi Hukum Islam perspektif Islamologi Terapan 


Jembatan Atas —».- Sa 


- s 
- “ 


Jembatan Under Pass.” . 


- 


' - “ 
: Insider” “Outtider 
IA (Timur-Oksjdentalisme) (Barat-Orikntalisme) 
| ISLAMOLOGI TERAPAN | 
| (SLAMIYYAT TATBIGIYYAH) 1 
1 Complete Participant as Observer as | Complete 
Y- Paricipani ” Observer Participant Observer 
| (Ulmiah Internal) | (Aktifitas ilmiah | 
| yang bekerja | 
| sama dengan $ 
| seluruh | 
I pemikiran | 
ko —————i- kontemporer) | 
Studi Ilmu tudi Ilmu Hukum Islam Abduktif- Studi Ilmu 
Hukum Islam Kreatif Imajinatif Hukum Islam 
Deduktif Induktif 
Agamawan Agamawan plus Ilmuwan Ilmuwan 
ILMU USUL AL-FIOH & MAOASID ASY- | ILMU HUKUM 
SYARPAH SYARPAH (Saintifik) 
(Doktriner) (Commitment-Inguiry) 
Scientific-cum-Doctriner 
Hadarat an-Nas (Ilmu Syari'ah), 
Hadarat al-Falsafah (Filsafat Ilmu 
Hukum Islam), wa Hadarat al- Tlm 
(lmu Hukum) 
TIGA DUNIA 


Kim Knott, dengan gagasan Teori Ruang (Spatial Theory) telah 
mencoba mencairkan ketegangan hubungan antara model penelitian 
deduktif ala Oksidentalis dan induktif ala Orientalis di atas, dengan 
menggunakan istilah insiders dan outsiders.”"? Terkait dengan model-model 
kajian dalam perspektif insider dan outsiderini, Knott, dengan Spatial Theory 
telah menawarkan dua macam pendekatan, yaitu masing-masing bersifat 
in-sider dan out-sider. Jika Knott menggunakan istilah spatia/, maka Pierre 
Bourdieu menyebut dengan istilah j7e/4, Thomas Kuhn menyebut dengan 


128 Kim Knott, “Insider/Outsider Perspectives”, dalam John R. Hinnells, T/he Routledge 
Companion to the Study of Religion (London and New York: Routledge, 2005), hlm. 244-258. 
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istilah space, dan Ken Wilber menggunakan istilah guadrans. Amin Abdullah 
menyebut space af in dan space of out. Di antara keduanya ada ruang disebut 
space in between." Model insider terbagi menjadi dua, yaitu participantas observer 
dan complete participant. Sedangkan model outsider juga terbagi menjadi dua, 
yaitu complete observer dan observer as participant."”"' Sebagai peneliti studi ilmu 
hukum Islam, kita harus mau dan mampu bergerak dari “dunia' complete 
participant menuju participant as observer—participant masih dibawa—. Ruang 
complete participant hanya bisa mereproduksi (a-gira'ah a-mutakarrirah) atau 
men-syarah- ilmu pengetahuan, sedangkan ruang participant as observer dapat 
memproduksi (akgira'ah a-muntijah) dan mengritik ilmu pengetahuan. 
Meminjam istilah Auda, ruang complete participant adalah ruang klasik dan 
ruang participant as observer adalah ruang modern dan postmodern. Dalam 
konteks di FSH, menurut penulis, lokomotif penggeraknya adalah Program 
Studi Ushul Fikih (UP), Magasid asy-Syari'ah(MS), dan Jurusan Perbandingan 
Mazhab dan Hukum (PMH). 


Studi Hukum Islam perspektif Insider dan Outsider 


Outsider (Etik) Insider (Emik) 
INDUKTIF ABDUKTIF DEDUKTIF 
Scientific MAJALIS Doctriner 
Approach Approach 
Scientific-cum-Doctriner Approach 
Aristotelian logic Hegelian logic 

Kantian logic dan Peirceian logic 
Objektif Interobjektif Intersubjektif Subjektif 
Complete Observer as Participant as Complete 
Observer Participant Observer Participant 
Orientalis sidentalis 
TIGA DUNIA 


1216 M. Amin Abdullah, “The Textual-Theological and Critical-Philosophical 
Approach to Morality and Politics: A Comparative Study of Ghazali and Kant”, dalam 
Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol. 4, No. 2, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 
Juni 2005, hlm. 151. 

21 Knott, “Insider/Outsider Perspectives”, hlm. 244-258. 
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Dalam perspektif antropologi-linguistik, hubungan antara model 
studi ilmu hukum Islam deduktif dan induktif identik dengan model 
emic dan etic. Emic merupakan deskripsi tentang perilaku atau keyakinan, 
sedangkan eric adalah gambaran tentang perilaku atau kepercayaan 
pengamat, dalam istilah yang dapat diterapkan pada kebudayaan lain, 
yaitu sebuah ikon etik yang merupakan wujud dari budaya luar. Dengan 
kata lain, dalam perspektif hermeneutik, ewic adalah “dunia actor, 
sedangkan eric adalah “dunia' spectator. Istilah eryic-etic pertama kali 
diperkenalkan tahun 1954 oleh ahli bahasa (linguistik) Kenneth L. Pike, 
yang berpendapat bahwa alat yang dikembangkan untuk menggambarkan 
perilaku linguistik dapat disesuaikan dengan uraian tentang perilaku sosial 
manusia. Istilah ezic dan etic tersebut berasal dari istilah linguistik fon(emic) 
dan fonfetic), yang berasal dari bahasa Yunani. Pike mengusulkan dikotomi 
emic-etic dalam antropologi sebagai cara mengurai seputar isu-isu filosofis 
objektifitas (philosophical clarification)."”$ Secara umum beberapa peneliti 
menggunakan istilah e#ic untuk merujuk pada tataran objektit—bedakan 
dengan istilah obje£s dari objektif dapat melahirkan konsep oljekrifikasi 
sedangkan dari obje& melahirkan konsep objektivasi—atau luar, dan emic 
untuk merujuk pada tataran subjektif, dari dalam komunikasi 
keberagamaan. Dalam perspektif studi ilmu hukum Islam, erzic merujuk 
pada pendekatan deduktif, sedangkan etic pada pendekatan induktif. 


Penulis kemudian menawarkan model ketiga atau “dunia ketiga”, 
yang disebut oleh Peirce dengan istilah #)irdness, yaitu menggunakan nalar 
Kantian logic, Peirceian logic, dan Nasrian logic. Model itu adalah bentuk ketiga 
atau “dunia ketiga” sebagai jembatan model normatif-deduktif sebagai 
dunia pertama” dan empiris-induktif sebagai “dunia kedua”. Dari 
Immanuel Kant (Kantian) penulis mengambil prinsip filsafat kritisisme, 


dari Charles S. Peirce (Peirceian) penulis mengambil prinsip inter- 


218 Kenneth L. Pike, “Etic and Emic Standpoins for the Description of 
Behavior”, Russel Mc. Cutcheon, The Insider-Outsider Problem in the Study of Religion 
(London: Cassel, 1999), hlm. 29. 
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subjektifitas dan abduktif, dan dari Sayyed Hossein Nasr (Nasrian) penulis 


mencuri prinsip relatively-absolute. 


Integrasi-interkoneksi studi ilmu hukum Islam 


Hadarat an-Nas Hadarat al-Falsafah Hadarat al-Ilm 
Aristotelian logic Kantian-Peirceian logic Hegelian logic 
Normative-Deductive Philosophy-Ab ductive Empiris-Inductive 
Absolute Relatively-Absolute Relative 
Studi Ilmu Hukum Studi Ilmu Hukum Islam Studi Ilmu Hukum 
Islam Normatif Filosofis Islam Empiris 
Ilmu Syari'ah Usul al-Figh-Magasid Ilmu Hukum 


asy-Syari'ah 


TIGA DUNIA DALAM STUDI ILMU HUKUM ISLAM 


B. Dunia Ketiga dalam Studi Ilmu Hukum Islam 


1. The Big Three dan The Three Worlds 


Judul sub bab di atas secara eksplisit meniscayakan hadirnya 
“kemungkinan ketiga” atau “dunia ketiga? dalam studi ilmu hukum Islam. 
Yudian Wahyudi dalam artikel berjudul Makna Penting Hukum Kausalitas 
dalam Peradaban Islam (1994), pernah menyebutkan tentang genting dan 
pentingnya kehadiran “kemungkinan ketiga”. Lebih lanjut Yudian 


menyatakan: 


Kedua belah pihak, baik pendukung al-Gazali maupun pendukung Ibn Rusyd, 
mempertahankan pandangan masing-masing tanpa mau melihat kemungkinan 
ketiga. Hingga saat ini belum ada pemecahan yang memuaskan, sehingga 
perlu ditemukan landasan tengah. Memegang secara ekstrim salah satu dari 
kedua bidang ini memang akan menimbulkan akibat yang ekstrim pula, yaitu 
mempertuhan kausalitas dan teknologi-saintifik tetapi kehilangan wibawa 
spiritual, atau mempertuhan otoritas spiritual tetapi kehilangan kemampuan 


saintifik dan teknologis seperti yang kini melanda dunia Islam." 


1219 Yudian Wahyudi, “Makna Penting Hukum Kausalitas Dalam Peradaban 
Islam: Studi tentang Pemikiran al-Gazali dan Ibn Rusyd”, dalam akJami'ah, No. 51, 
1994, hlm. 120. 
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Menurut penulis, dalam perspektif Tafsir Ahkam, dunia ketiga 
itu disebut dengan istilah hakam."”“ Istilah bakam identik dengan konsep 
hikmah. A- Yuran juga menyebut kesejajaran triadik antara Kitab (Religion), 
Hikmah (Philosophy), dan Tim (Science) Jadi, dunia ketiga itu identik 
dengan hikmah atau philosophy (of etbics) atau hadarat al-falsafah. Artikel 
Yudian di atas (Makna Penting Hukum Kansalitas dalam Peradaban Islam), 
tidak mengkaji hubungan antara studi ilmu hukum Islam normatif dan 
empiris, namun membahas hubungan antara teori kausalitas al-Gazali 
(Platonis) dan Ibn Rusyd (Aristotelis). Menurut Gazali, kausalitas 
(mukjizat) niscaya, sedangkan menurut Ibn Rusyd mungkin. "? Menurut 
penulis, keduanya dapat dikompromikan, dengan meminjam istilah 
relatively-absolute dari Sayyed Hossein Nasr, yang juga “dipinjam' oleh Amin 
Abdullah.'? Tidak memilih kausalitas relatif (mungkin) atau kausalitas 
absolut (niscaya) saja, tetapi relatif-absolut atau niscaya-mungkin. Inilah 
“kemungkinan ketiga” itu. Al-Gur'an telah menjelaskan empat jenis 


kemungkinan hubungan dalam teori kausalitas—if #hen clouse—tersebut. 


120 O.S. an-Nisa” (4): 35. 

121 O.S. al-Bagarah (2): 129. 

122 Wahyudi, “Makna Penting Hukum Kausalitas Dalam Peradaban Islam: 
Studi tentang Pemikiran al-Gazali dan Ibn Rusyd”, hlm. 120. 

123 Dalam kerangka utuh relatif-absolut itulah terletak wilayah kekhalifahan 
manusia. Amin sendiri mengambil konsep relativehj-absolute tersebut di atas dari Sayyed 
Hossein Nasr. Meskipun Nasr sangat anti model pendekatan historis, tetapi ia sendiri 
mempunyai konsep relatively-absolute. Karena itu hubungan antara absoluditas- 
normativitas dan relatifitas-historisitas tidak dikotomis, tetapi harus bolak-balik. Model 
seperti ini belum banyak yang mengerti. Di Indonesia, adanya gerak bolak-balik antara 
normativitas dan historisitas itu agak sulit dimengerti, meskipun dalam beberapa hal 
telah banyak dipraktikkan. Padahal hermeneutik—dalam konteks ini—bisa mengritik 
nilai. Jadi, nilai bisa mengritik historisitas, dan historisitas bisa mengritik nilai. Ibarat 
bandul jam, ia hidup asal bergerak. Tetapi kalau sudah mati, maka ia berhenti pada 
historisisme atau relativisme. Selanjutnya kalau ia akan mati pada wilayah perennialisme, 


maka ia berhenti pada wilayah absolute, dan semuanya tidak kontekstual. Dengan 
demikian, yang ada adalah pluralisme. Tidak ada lagi pemikiran monolitik yang bisa 
menyelesaikan persoalan, yang ada adalah pemikiran pluralistik. M. Amin Abdullah, 
“Islam Indonesia Lebih Pluralistik dan Demokratis”, Ulumul Our'an, Vol. III, VI, 1995, 
hlm. 75. 
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Pertama, ada sebab yang tidak berakibat, seperti api yang tidak bisa 
membakar tubuh Nabi Ibrahim." Kedua, ada akibat yang tanpa sebab, 
seperti hamilnya Siti Maryam tanpa adanya sebab perkawinan." Ketiga, 
ada sebab dan akibat, seperti lahirnya manusia pada umumnya. '?$ 
Keempat, tidak ada sebab dan akibat, seperti konsep Kun-Nya Tuhan." 
Menurut penulis, kajian teori kausalitas antara Gazali dan Ibn Rusyd di 
atas dapat ditarik ke ranah studi ilmu hukum Islam. Kemungkinan 


ketiganya adalah wilayah 11 between antara keduanya. 


Kemungkinan pertama, kedua, dan ketiga 


Kemungkinan Pertama 7 Kemungkinan Ketiga Kemungkinan Kedua 


Platonis Kantianis Aristotelis 
Gazali Mulla Sadra Ibn Rusyd 
Kausalitas yang Niscaya Relatively-Absolute Kausalitas yang Mungkin 
(Absolute) (Relatively) 
Spiritual Sains-Spiritual Teknologi-Saintifik 
Studi Ilmu Hukum Islam Studi Ilmu Hukum Islam Studi Ilmu Hukum Islam 
Deduktif-Normatif Abduktif-Kritis Induktif-Empiris 
Dunia Pertama H Dunia Ketiga Dunia Kedua 
H TIGA DUNIA H 


Dalam perspektif metafisika (sebagai cara berpikir, bedakan 
dengan istilah “mistik” dan “teologi” atau alam gaib), hubungan trialektis 
antara ilmu Syari'ah, Usx4//a/-Figh wa Magasid asy-Syari'ah, dan ilmu Hukum, 
atau antara studi ilmu hukum Islam normatif, filosofis, dan empiris harus 
dibaca dalam konteks hubungan tradik antara religion, philosophy, dan science. 
Di sini, philosophy atau usul al-figh dan magasid asy-syari'ah harus mampu 
berperan sebagai philosophical clarification atau clarification of issues. Ketiga 
dimensi itulah, yang membentuk satu kesatuan utuh yang saling 
berkaitkelindan dan teranyam atau terajut dengan baik, yang penulis 


maksud “tiga dunia” atau the three worids (gabungan antara dunia pertama 


124 OS, al-AnbiyZ” (21): 69. 

1225 O,S. Ali Imran (3): 47 dan @.S. Maryam (19): 20. 
226 OS, al-Hujurat (49): 13. 

127 9,5. Yasin (30): 82. 
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(1), kedua (2), dan ketiga |3)). Istilah “tiga dunia” atau the #hree worlds 
berbeda dengan istilah “dunia ketiga” atau world 3 yang dipupulerkan 
oleh Karl Popper.”? Popper pernah mempopulerkan istilah the third world 
atau “dunia (ke)tiga'—bedakan antara “dunia tiga” (world three “3”), “dunia 
ketiga” (the third world), dan “tiga dunia” (the three worlds). Secara sederhana, 
ketiganya dapat dibedakan seperti “3”, “ke-3”, dan “142-43”—. Sumedi, 
dalam buku Sintesis Epistemologi Barat dan Islam (2008), telah banyak 


mengeksplorasi pemikiran Poppet tersebut.” 


Dalam kaitannya dengan konsep dunia 3 atau dunia ketiga, Plato 
berpengaruh pada Popper meskipun istilah dunia 3 Poppet lebih banyak 
dipengaruhi oleh Frege yang menggunakan istilah #hird realm." 
Meskipun keterpengaruhannya ini dia ungkapkan “T'hus what I call worid 


3 has admittedly much in common with Palto' tbeory of forms orideas” ' (Maka 


128 Untuk melihat keutuhan pemikiran filsafat ilmu Popper, perlu sedikit 
diuraikan konsepnya yang lain, yaitu: Dunia Tiga. Popper membedakan “realitas” menjadi 
apa yang ia sebut, Dunia Satu, yakni kenyataan fisis dunia, Dua Dua, yakni segala 
kejadian dan kenyataan psikis dalam diri manusia, dan Dunia Tiga, yaitu segala hipotesa, 
hukum, dan teori ciptaan manusia dan hasil kerja sama antara Dunia Satu dan Dunia 
Dua seluruh bidang kebudayaan, seni, metafisika, agama, dan lain-lain. Menurut Popper, 
Dunia Tiga hanya ada selama dihayati, dalam arti bentuk karya dan penelitian ilmiah, 
dalam studi yang berlangsung, membaca buku, dalam ilham yang sedang mengalir 
dalam diri para seniman dan penggemar seni yang mengandaikan adanya suatu kerangka. 
Sesudah penghayatan itu, semuanya langsung “mengendap” dalam bentuk fisik alat- 
alat ilmiah, buku-buku, karya seni, dan seterusnya. Dengan mengendapnya itu semua, 
maka mereka telah menjadi bagian dari Dunia Satu, namun bisa bangkit menjadi Dunia 
Tiga kembali, berkat perhatian Dunia Dua. Dalam pandangan Popper, Dunia Tiga 
mempunyai kedudukannya sendiri, mempunyai otoritas dan tidak terikat baik pada 
Dunia Satu maupun pada Dunia Dua. Waryani Fajar Riyanto, Filsafat Ilmu Integral 
(Yogyakarta: I-kon Press, 2010), hlm. 480-481. 

1229 Sumedi, Kritisisme Hikmah Ke Arah Epistemologi Pendidikan Islam Humanis: 
Sintesis Epistemologi Barat dan Islam (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 
2008), hlm. 209. 

120 Karl Popper, Unended Onest: An Intellectual Autobiography (La Salle: Open 
Court, 1976), hlm. 181. 

1281 Karl Popper, “Knowledge: Subjective versus Objective”, dalam David 
Miller, Popper Selections (New Jersey: Princenton University Press, 1985), hlm. 58. 
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apa yang saya sebut dunia 3 menurut pengakuan secara umum banyak 
berhubungan dengan teori bentuk atau idenya Plato), bahkan ia 
menganggap “For all 1 knom, Plato was the discoverer of the third world”? 
(Sepengetahuan saya penemu dunia 3 adalah Plato), dan dunia 3 Poppet 
sangat mirip dengan dunia pemikiran objektifnya Frege (My third world 
resembeles most closely tbe universe of Prages objective contents of thought)" 
Tetapi Popper lebih suka menggunakan istilah dunia tiga (world 3) daripada 
dunia ketiga (the third world) di samping karena saran dati John C. Eccles. 
Betapapun berbeda antara dunia ide Plato dan “dunia tiga” Popper, tetapi 
keduanya secara historis masih ada hubungan. Popper membagi dunia 
menjadi tiga, yaitu dunia 1, 2, dan 3. Sebenarnya, istilah dunia 1, 2, dan 
3, adalah sebutan bagi dunia kesatu, kedua, dan ketiga, tetapi Popper 
lebih menyukai istilah “dunia satu, dua, dan tiga” sebagaimana disebutkan 
di atas. Karena Poppetr merasa dipengaruhi dalam menemukan tiga dunia 
oleh tiga pemikir besar, yakni Plato, Bolzano, dan Frege, maka dia 


menyebut dirinya sebagai #rialist.!6 


Karena #rialist, maka nalar berpikirnya 
menggunakan metode triadik.'”” Selanjutnya Popper menjelaskan dengan 


membedakan masing-masing dari “tiga dunia” tersebut. Dia mengatakan: 


1232 Ibid. 

1233 Karl Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (London: Oxford 
University Press, 1972), hlm. 122. 

12388 Jbid,, hlm. 106. 

1233 Popper, Unended Ouest, hlm. 235. 

126 Roberta Corvi, An Introduction to the Thought of Karl Popper (London and 
New York: Routledge, 1997), hlm. 89. 

127 Menurut Mahzat, “Telah banyak model yang diajukan orang untuk 
menggagas reintegrasi antara religion dan sciene—Mahzar sendiri telah menawarkan 
sebuah bentuk integrasi ilmu yang ia sebut dengan Integralisme Islam—. Model-model 
itu dapat diklasifikasikan dengan menghitung jumlah konsep dasar yang menjadi 
komponen utama model itu. Jika hanya satu, model itu disebut model monadik. Jika 
ada dua, tiga, empat, atau lima komponen, model-model itu masing-masingnya bisa 
disebut sebagai model diadik, triadik, tetradik, dan pentadik”. Armahedi Mahzar, 
“Integrasi Sains dan Agama: Model dan Metodologi”, dalam Zainal Abidin Bagir, Jarot 
Wahyudi, dan Afnan Anshori (eds.), Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi 
(Bandung: Mizan, 2005), hlm. 92-111. 
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The main topic of this lecture will be what 1 often call, for wantpf a better name, “the third 
world”. To explain this expression I will point out tbat, without taking the words “world 
or universe” too seriously, we may distinguish the following tbree worlds or universe, first, 
the world of physical objects or of physical states, secondly, tbe worid of states of consciousness, 
or a mental states, or perbaps of behavioural dispositions to act, tbirdI, the world pf 
Objective contents of thought, especially of scientific and poetic tboughts and of works of 
art 1238 


(Topik utama dari kuliah ini adalah apa yang sering saya sebut, dengan nama 
yang lebih baik, “dunia ketiga”. Untuk menjelaskan ungkapan ini, saya akan 
menunjukkan bahwa, tanpa menganggap kata-kata wor/d atau universe terlalu 
serius, kita dapat membedakan tiga dunia berikut ini: pertama, dunia benda- 
benda fisik atau dunia fisik, £edua, dunia kesadaran, atau mental, atau mungkin 
dunia kecenderungan-kecenderungan tabiat untuk bertindak, dan ketiga, dunia 
isi objektif dari pemikiran, khususnya pemikiran ilmiah dan syair serta karya- 
karya seni). 


Menurut penulis, berdasarkan penjelasan Popper di atas, “dunia 
1 dapat dipresentasikan oleh ilmu Fisika (the king of science), “dunia 2' 
oleh ilmu Psikologi dan Filsafat (the mother of science), dan “dunia 3' oleh 
ilmu Seni dan Sosiologi (he gueen of science). Pada dasarnya, Popper, seperti 
yang diungkapkan oleh Sumedi, mengakui realitas yang ada pada tiga 
dunia, yakni realitas dunia 1, 2, dan 3. Isi dunia 1, yakni dunia fisik- 
objektif atau benda-benda, adalah seperti hewan-hewan, tumbuh- 
tumbuhan, gunung, dan dunia 2 adalah pengalaman-pengalaman 
subjektif yang merupakan keadaan mental seperti sensansi, proses 
berpikir, penalaran, sedangkan dunia 3 adalah produk-produk akal 
manusia seperti cerita-cerita, teori-teori ilmiah, lembaga-lembaga sosial, 
dan karya-karya seni.” Menurut penulis, dunia 1 dapat disebut sebagai 
dunia objektif, dunia 2 sebagai dunia subjektif, dan dunia 3 sebagai dunia 
intersubjektif. Dalam perspektif antropologi, tiga dunia tersebut masing- 
masing disebut dengan istilah ideo fact, socio fact, dan arti fact. 


1238 Popper, Unended Ouest, hlm. 106. 
1239 Sumedi, Kritisisme Hikmah Ke Arah Epistemologi Pendidikan Islam Humanis, 
hlm. 209. 
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Terinspirasi oleh nalar pola dunia 3 (world 3) ala Popperian itulah, 
penulis mencoba mengembangkannya dengan konsep tiga dunia atau 
the three worlds, yaitu mengintegrasikan dan mengoneksikan antara dunia 
1 (dunia objektifitas-induktif), dunia 2 (dunia subjektifitas-deduktif), dan 
dunia 3 (dunia intersubjektifitas-abduktif). Ian G. Barbour, menyebut 
dunia ketiga itu dengan istilah 11tersubjective testability. Intersubjective testability 
adalah model gabungan antara dunia s4bjectivity (intersubjectivity) dan 
objectivity (testability). Dalam perspektif Peirceian, ketiga jenis dunia itu 
disebut /irtsness (objective freligionsity |), secondness (subjective-privat-cognitive adhoc- 
rejection (religions |), and thirdness (inter-subjective-public-cognitive rational-acceptance 
(on going process)). Meminjam istilah Habermas, interkoneksitas antara 
ketiga dunia itu disebut concensus. Sedangkan Khaled Abou Fadl 


menggunakan istilah negotiation. 


Konsep tiga dunia atau the three worlds memilili akar ontologis- 
filosofis dengan konsep the big #hree dalam tradisi filsafat. Ken Wilber, 
dalam buku berjudul Integrating Science and Religion (1998),”" telah 
menjelaskan tentang konsep #he big three dalam tradisi filsafat (metafisika). 
Beberapa model #rialist pernah ditawarkan oleh para filosof. Misalnya, 
Plato menggagas konsep trikotomik beautiful, good, dan true. Trilogi 


141 yorals,”” dan aesthetic judgement 


Immanuel Kant tentang objective science, 
and art.” Karl Poppet dengan (world 1, 2, 3) istilah subjective, cultural, dan 


objective."” Habermas's (three validity claims) dengan istilah subjective sincerity, 


140 Ken Wilbet, The Marriage of Sense and Soul: Integrating Science and Religion 
(New York: Random House, 1998), hlm. 53-54. Paul M. Helfrich, “Ken Wilbers AGAL 
Metatheory: An Overview”, 31 August, 2007, hlm. 24. 

141 Immanuel Kant, Critigue of Pure Reason (ttp.: tap., 1781). 

1282 Immanuel Kant, Critigue of Practical Reason (ttp.: tap., 1788). Buku ini telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nurhadi dan diterbitkan oleh Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, 2005. 

28 Immanuel Kant, Critigue of Judgement (ttp.: tap., 1790). 

14 Menurut Popper, ada tiga jenis dunia, yaitu: 1) physical world: 2) the mental or 
psychological world, 3) buman mind world. Karl Popper, “Three Worlds”, in The Tanner 
Lecture on Human Values, "The University of Michigan, 7 April, 1978, hlm. 143-144. 
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intersubjective justness, dan objective truth. Whitehead menggunakan istilah 
word, concept, dan fact. Charles S. Peirce menggunakan istilah “ROTI” firstness 
(representamen), secondness (object), dan thirdness (interpretant). Sedangkan 
Wilber menggunakan istilah I—dalam perspektif Theory of Structuration, 
Giddens memilih istilah I daripada Ego versi Freud” "—, We, dan It (Its). 
Wilber menggunakan gambar empat kuadran untuk menjelaskan 
hubungan ketiganya. Dalam kerangka teori the big three atau the three worlds 
itulah kita bisa meletakkan posisi trikotomik badarah dalam paradigma 
integrasi-interkoneksi, yaitu hadarat an-nas Ulmu syari'ah), badarat al-falsafah 
(filsafat ilmu hukum Islam), dan badarat alim (ilmu hukum). 


AOAL Theory: I, We, It(s) 


RELIGION SCIENCE 
ne H(KuadrnI) — —— IT(KuadranIV) .Y 
(Subjectivity) (Objectivity)”— 
(Consciousness) (Science) 
-- ea | 
BEAUTY TRUTH ' 
1 


4 

1 

|) 

1 1 

LN 1 

WE (Kuadran II) ig “ITS (Kuadran III) ! 
tang, | 

(Intersubjectivity) (Interobjectivity) ! 
(Ethics and Morals) (Technology)-... 
KN | 


1245 Sebagai pengganti ego, saya (Giddens) lebih suka menyebut I (aku). 
Penggunaan ini tidak mencegah munculnya antromorfisme, di mana ego digambarkan 
sebagai semacam agen mini. Penggunaan I mengembangkan dan dengan demikian 
berkaitan dengan pemosisian agen dalam perjumpaan-perjumpaan sosial. Istilah ! lebih 
menunjuk kepada kesadaran moral (moral conscience). Anthony Giddens, The Constitution 
of Society-Outline of the Theory of Structuration (ttp.: Polity Press, 1984), hlm. 12. 
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Keseluruhan empat kuadran di atas beserta realitasnya akan saling 
berinteraksi dan berevolusi. Keempat kuadran tersebut dapat juga disebut 
“tetra-interaksi” atau “tetra-evolusi”. Kadang-kadang, Ken Wilber 
menyederhanakan model kuadran di atas dengan sebutan pendekatan 
“1-2-3”—”1" untuk kuadran I, “2” untuk kuadran II, dan “3” untuk 
kuadran III dan IV—terhadap kosmos. Istilah itu merujuk pada realitas 
orang pertama, kedua, dan ketiga—dalam perspektif bahasa Arab disebut 
mutakallim (orang pertama), mukhatab (orang kedua), dan gaib (orang 


ketiga)—. Kuadran kiri atas menyangkut I atau “Aku” (sebutan orang 


1460 Menurutnya Fichte, misalnya, Aku ini merupakan unsur terpenting dalam 


diri manusia. Itu karena Aku (Ingsun) adalah pribadi yang dapat melakukan permenungan. 
Ini seibarat pendapat Rene Descartes (1596 M-1650 M) yang mengatakan bahwa: Aku 
berpikir, maka Aku ada (Cogito ergo sum). Namun, dalam pikiran Fichte, Aku ini tidaklah 
sendiri. Aku ini menjadi sadar karena ada sesuatu yang di luar 4£u. Dalam konteks ini, 
sesuatu yang di luar Aku dapat berupa “Aku” yang lain ataupun alam. Sehingga, dengan 
pergumulan “Aku” yang lain ini-lah, “Aku” menjadi sadar kalau dirinya terbatas. Begitupun 
sebaliknya, dengan “Aku” yang lainnya itu. Bahasa sederhananya, ketika kita menyadari 
kehadiran orang lain, kita menjadi sadar kalau kita tidak sendiri. Dengan menyadari 
ketidaksendirian itu, kita pun menjadi sadar kalau kita dibatasi ataupun membatasi orang 
lain. Kita maupun orang lain menjadi tidak bebas. Dalam model dialektika, pola pikir 
Fichte terumus demikian: “Aku” ini sadar (tesis) - Ada “Aku” lain (antitesis) — “Aku” dan 
“Aku” lain saling membatasi (sintesis). Sedangkan pikiran Schelling, hal ini terungkap 
dalam kaitannya dengan permasalahan identitas. Schelling menolak Fichte yang 
mengutamakan “Aku” atas alam. Menurutnya, identitas “Aku” itu tidaklah bersifat subjektif 
(berciri “Ruh”) ataupun objektif (berciri “mater?”). “Aku” mengatasi keduanya. Oleh 
karena itu, “Aku” berciri mutlak atau absolut. Maksudnya, secara sederhana, andaikan 
saja “Aku” ini bukan pribadi. Maka, “Aku” akan mendapatkan ciri yang sangat abstrak. 
Sebab, ketika tadi dipahami bahwa alam adalah “Aku” yang lain, alam yang bukan pribadi 
mendapatkan status yang sama dengan manusia yang pribadi. Jadi, tidak ada bedanya 
antara manusia dan alam karena keduanya dapat dipandang sebagai “Aku”. Dalam model 
dialektika, pola pikir Schelling terumus demikian: “Aku” yang lain atau alam (tesis) — 
“Aku” individu atau manusia (antitesis) — “Aku” yang bukan materi dan ruh (sintesis). 
Berusaha mengatasi perdebatan antara Fichte dan Schelling, Hegel lalu merumuskan 
sesuatu yang “sederhana” dibandingkan dua pendapat filsuf itu. Pada satu sisi, ia 
mengkritik pandangan Fichte yang tidak menyelesaikan masalah pertentangan antara 
“Aku” dengan “Aku” yang lain. Sementara pada sisi yang lain, walaupun kagum dengan 
filsafatnya Schelling, Hegel mengatakan bahwa pendapat Schelling memiliki kelemahan 
karena tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Aku absolut” 
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pertama), kiri bawah menyangkut We atau “Kita” (sebutan orang kedua), 
dan kedua kuadran sisi kanan, karena berkaitan dengan pola-pola objektif, 
menyangkut Is) atau “Ia” (sebutan orang ketiga). Jadi, keempat kuadran 
tersebut dapat disederhanakan ke dalam istilah “tiga besar” atau #he big 
three (1, We, dan 1t/s)) atau the three worids. Berdasarkan kerangka pikir itu, 
kita harus bisa membedakan antara “Aku” yang absolut-sakralitas berupa 
Syari'ah dan “aku” yang relatif-profanitas berupa ilmu Syari'ah (fikih). 
Dengan kata lain, “aku” ilmu syari'ah yang subjektif tidak bisa lagi hidup 
sendiri tanpa melibatkan peran serta #5) ilmu hukum yang objektif dan 
ye masyarakat yang intersubjektif. Dalam perspektif studi ilmu hukum 
Islam, I/ berada di wilayah studi ilmu hukum Islam deduktif-normatif, 
Iys) induktif-empiris, dan We abduktif-intersubjektif. 


itu sendiri. Hegel lalu merumuskan pemahamannya atas masalah ini menjadi: Idea 
(tesis) - Alam (antitesis) - Ruh (sintesis). Leslie Stevenson dan David L. Haberman, 
Sepuluh Teori Hakikat Manusia, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Bentang, 2001), hlm. 
27. “Aku” atau “Ego” atau “Ingsun” atau “Ana” sebenarnya adalah salah satu gejala 
kemanusiaan manusia yang menurut hasil penelitian I.R. Poedjawijatna, misalnya, 
ditemukan, minimum ada tujuh gejala kemanusiaan yang paling menonjol, yaitu: 1) 
memilkki kesadaran tentang “aku”, 2) memiliki kemampuan untuk “tahu”, 3) memiliki 


kecenderungan untuk menurut “kemauan”: 4) memiliki “kepribadian”, 5) memiliki 
kesadaran “moralitas atau tanggung jawab”, 6) memiliki kemampuan membentuk 
“kebudayaan”, 7) memiliki kesadaran untuk menjaga “kelangsungan tindakan manusia”. 
IR. Poedjawijatna, Manusia dengan Alamnya: Filsafat Manusia (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 
hlm. 88-90. Sungguhpun demikian, justru gejala kemanusiaan “aku” tersebut yang 


mendominasi dari sekian gejala yang lain. Bahkan, barang siapa yang berhasil menyadari 
dan mengetahui esensi tepat “aku” itu, maka ia dapat mengetahui esensi manusia. N. 
Drijarkara, S.J., Filsafat Manusia (Yogyakarta: Kanisius, 1978), hlm. 6. Keutuhan manusia 
terefleksi dalam lingkaran kesadaran dan pengetahuan tentang “aku”. Mohammad 
Damami, “Aku” dalam Budaya Jawa”, dalam Jurnal al-Jami'ah, Yogyakarta, No. 55., Th.: 
1994, hlm. 121. Inti pokok dari eksistensi hidup adalah “Ingsun”, yang kalau disebut 
istlah lain “Aku”. “Ingsun” (“Aku”) adalah hakikat dari manusia atau Hyang Suksma 
atau Nur Muhammad, atau Ruh. Oleh karena itu “Aku” yang sejati, atau “Aku” (A huruf 
besar) adalah juga gambaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Di sini “aku” dengan sendirinya 


disamakan dengan Sang “Aku”. Karena sudah sama dengan Sang “Aku”, maka kesadaran 
eksistensial yang berdimensi dalam alam nyata ini menjadi lenyap. Dengan demikian 
ada dua jenis “aku”, yaitu “Aku” yang transenden dan “aku” yang imanen. Kasmiran 
Wuryo Sunadji, Filsafat Manusia (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 78-79. 
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Khusus tentang dimensi “T” dan “We”, kita dapat mempertautkan 
antara tradisi epistemologi Jawa dan Arab. Yang penulis maksud dengan 
tradisi Jawaadalah kajian Aris Fauzan berjudul Konsep Ingsun dalam Paham 
Tasawuf Siti Jenar (2013). Di sini Aris menggunakan istilah Ingsun untuk 
menunjukkan makna “T”. Sedangkan untuk tradisi Arab, dimensi “We” 
dapat dikoneksikan dengan gagasan Tarig Ramadan, seperti yang dikutip 
oleh Muhammad Adib, tentang gagasan New “We”. “Kita” dalam hal ini 
merujuk kepada masyarakat dimana semua orang dan komunitas di 
dalamnya, baik laki-laki maupun perempuan, beragama maupun tidak 
beragama, bekerja sama saling bahu-membahu dalam membangun 
peradaban dan menyelesaikan ragam persoalan yang menimpa mereka. 
Secara bersama-sama pula mereka bekerjasama menegakkan menebar 
kedamaian dan menegakkan keadilan serta melawan segala bentuk 


diskriminasi yang mengusik kehormatan manusia.” 


Dalam konteks sosial-politik di Indonesia, gagasan “new we” 
tawaran Tarig Ramadan bisa disandingkan dengan apa yang oleh Robert 
W. Hefner (2001) disebut dengan konsep “kewarganegaraan 
multikultural” (multicultural citizenship)””” Konsep tawaran Hefner 
tersebut, seperti dielaborasi lebih lanjut oleh Amin Abdullah (2010), 
mengandaikan bahwa keberagamaan budaya, agama, etnis, ras, jender, 
dan ideologi sosial tidak dianggap sebagai kendala, melainkan justru 
dikelola sebagai modal sosial bagi terwujudnya demokrasi dan penguatan 


partisipasi publik masyarakat sipil yang majemuk secara harmonis dan 


127 Aris Fauzan, “Konsep Ingsun dalam Paham Tasawuf Siti Jenar (Telaah 
atas Serat Siti Jenar Ingkang Tulen)”, Disertasi (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga, 2013). 

28 Muhammad Adib, “Tarig Ramadhan: Muslim, Identitas, dan Integrasi 
Kewarganegaraan”, dalam Mirza Tirta Kusuma (editor dan pengantar), Ketika Makkah 
Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik, dan Ideologi Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 298. 

18 Robert W. Hefner, “Introduction: Multiculturalism and Citizenship in 
Malaysia, Singapore, and Indonesia”, dalam Robert W. Hefner (ed.), The Politics of 
Multiculturalisme: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia (Honolulu: 
University of Hawai Press, 2001), hlm. 3 dan 47. 
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damai. Dengan konsep kewarganegaraan multikultural tersebut, masyarakat 
sipil di sisi yang lain dapat mendorong negara untuk berlaku adil dalam 
memberikan perlindungan keamanan dan layanan-layanan publik terhadap 


seluruh komponen bangsa apapun latar belakang sosialnya.'" 


Dimensi “iga besar atau the three worlds itu (“V”, “We”, dan “It”) 
dapat mewujud melalui berbagai aspek, misalnya seni, moral, dan ilmu 
pengetahuan, keindahan, kebaikan, dan kebenaran, diri, budaya, dan alam 
(gauliyah, nafsiyah, dan kauniyah). Inti dari pendekatan ini benar-benar 
menghargai seluruh gelombang eksistensi yang ada, merupakan 
gelombang yang tak terputus dalam diri, budaya, dan alam. Lebih ringkas 
lagi, Wilber menyebut model tersebut sebagai “holonik” (holon: segala 
sesuatu yang mengalir bersama dengan segala sesuatu yang lain dalam 
sistem yang hidup).'”' Dalam perspektif Sunan Kalijaga (Raden Said), 
sistem holonik itu identik dengan nasihat spiritual angeli ananging ora Keli. 
Di sini Sunan Kalijaga menggunakan metafora aliran air sungai sebagai 


simbol yang menggambarkan sebuah sistem holonik kehidupan. 


The Big Three (The Three Worlds) 


Tokoh Dunia 1 Dunia 3 Dunia 2 
Plato Beauriful Good True 
(Keindahan) (Kebaikan) (Kebenaran) 
Immanuel Kant Aesthetic Judgement Morals Objective Science 
(Trilogy) and Art 
Whitehead Word Concept Fact 
(Philosophy of 
Process) 
Fritjof Capra Form Process Matter and Meaning 
Karl Popper Subjective Culture Objective 
(Three Worlds) 
Habermas's Subjective Sincerity Intersubjective Objective Truth 
(Three Validity Justness 
Claims) 


120 M. Amin Abdullah, “Agama dan Pembentukan Kepribadian Bangsa di 
Indonesia”, hlm. 5. 

15! Ken Wilber, A Theory of Bverything: An Integral Vision for Business, Politics, 
Science, and Spirituality (Boston: Shambhala Publication, 2000), hlm. 108-110. 
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Charles S. Peirce Possibility, Guality, Necessity, Actuality, Relation, 
Entity, Rheme Representation, Fact, Proposition 
Habit, Rule, Law, 
Argument 
Ian G. Barbour Subjective Intersubjective Objective 
Testability 
Holmes Rolston Interpretation Semipermeable Experience 
Ken Wilber I We It (Its) 
Habermas Author (Actor) Readers (Spectator) Text 
Amin Abdullah Hadarat an-Nas Hadarat al-Falsafah Hadarat al-Tlm 
Studi Ilmu Hukum ILMU SYARP AH FILSAFAT ILMU ILMU HUKUM 
Islam di FSH (Normatif) HUKUM ISLAM TEKNO-KUM 
(Filosofis) (Empiris) 
Mazhab Sunan TIGA DUNIA 
Kalijaga 


Berdasarkan tabel di atas, apabila dibaca dalam perspektif studi 
ilmu hukum Islam, ada tiga ranah yang harus diperhatikan dalam 
menetapkan hukum. Yaitu ranah deduktif-subjektif (keadilan hukum) 
yang disebut oleh Kant dengan judgment—dunia 1—, ranah induktif- 
objektif (kepastian hukum) yang disebut oleh Kant dengan istilah obyective 
science—dunia 2—, dan ranah intersubjektif-abduktif (etika) dan 
kreativitas hukum yang disebut oleh Kant dengan istilah syora/s—dunia 
3—. Meminjam bahasa Habermas, mengkaitkan antara wilayah 54ljective 


sincerity, objective truth, dan intersubjective justness. 


Terkait dengan model #ialist atau segitiga, menurut penulis, 
sangat berhubungan dengan pemahaman tentang segala sesuatu yang 
akan mencakup sifat koordinatif berkaitan dengan tiga hal, yang dapat 
dikatakan sebagai bersegi tiga, yaitu segi terminologis (ilmu syari'ah), 
berhubungan dengan istilah-istilah atau kata-kata yang dipergunakan, 
segi konotatif atau konseptual (filsafat ilmu hukum Islam), yaitu makna 
yang dikandung oleh istilah-istilah tadi, serta segi denotatif atau faktual 
ilmu hukum), yaitu wilayah pengalaman yang dicakupnya. Dengan 
demikian, terdapat titik temu antara kedua sisi formal dan sisi material. 
Atau sisi formal dan sisi observasional. Sisi formal atau sisi konseptual 
adalah garis penghubung antara kata dan konsep. Sisi material atau 
observasional adalah garis penghubung antara konsep dan fakta. 


Sedangkan antara bentuk kata dan fakta tidaklah terdapat garis 


Waryani Fajar Riyanto | 623 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


penghubung yang langsung. Kesalahan dalam berpikir, kebanyakan justru 
karena adanya anggapan bahwa terdapat hubungan yang langsung antara 
kata dengan fakta yang ditunjuk olehnya. Dalam hal hubungan tersebut, 
Whitehead berkata, yang terjemahnya sebagai berikut: 
Pengetahuan kita yang terkoordinasi, yang secara umum kita sebut ilmu, 
terbentuk oleh perpaduan dua pengalaman. Satu aturan berasal dari pembedaan 
langsung observasi khusus. Yang lainnya terdiri atas cara kita memandang 


alam semesta. Keduanya disebut keteraturan observasional dan keteraturan 
konseptual.'? 


Berdasarkan penjelasan Whitehead di atas, ada hubungan #ialist 
yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, yaitu hubungan 
antara “kata” (ilmu syari'ah), “konsep” (filsafat ilmu hukum Islam), dan 
“fakta” (ilmu hukum). Hubungan ketiganya seperti hubungan antara 
religion (yang banyak berbicara tentang “kata” sebagai teks—studi hukum 
Islam normatif—), philosophy (banyak berbicara tentang konsep-konsep 
dan teori-teori—studi hukum Islam filosofis—) dan science (banyak 
berbicara tentang fakta—studi hukum Islam empiris—). Antara “kata” 
(religion) dan “konsep” (philosophy) dapat dihubungkan secara langsung 
dengan cara konseptualisasi (ilmu syari'ah dan filsafat ilmu hukum Islam). 
Antara “konsep” (philosophy) dan “fakta” (science) dapat dihubungkan 
secara langsung dengan cara observasional (filsafat ilmu hukum Islam 
dan ilmu hukum). Sedangkan antara “kata” (re/igian)—ilmu syari 'ah— 
dan “fakta” (sciencep—ilmu hukum—tidak dapat dihubungkan secara 
langsung, kecuali dengan jembatan “konsep” (philosophy)—#ilsafat ilmu 


hukum Islam—. 


122 Whitehead, Adventures of Ideas (New York: The New American, 1959), 
hlm. 158. 
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Hubungan trilogi antara “kata“, “konsep“, dan “fakta“ 
The Word of Allah | WORDIKATA (Rension) ILMU SYARI AH 


Pal 
1 Objek Formal Konseptual) 


N 
1 


1 


1 
1CONCEPT/KONSEP (eiibsomnh FILSAFAT ILMU HI 


! 1 
| 1 
N 1 
N 


' 
2 Objek Materidl (Observasional) 


Y 
The Work of Allah MEACTIF AKTA (Sc PRA ILMU HUKUM 


. 


“-—sabc 


Pengetahuan yang baik tentang filsafat ilmu hukum Islam adalah 
keharusan untuk mendialogkan antara ilmu syari'ah dan ilmu hukum. 
Hubungan trilogi antara “kata“, “konsep“, dan “fakta" 
KATA OMG, BYARI, AH) 
Religion (Peta ve).- Bang (Inductive) 


KONSEP (sat IMUHT) “FAKTA (ILMU HUKUM) 


Philosophy (Abductive) 


2. Epistemologi Abduktif dalam Studi Ilmu Hukum Islam 


Yang penulis maksud dengan epistemologi abduktif dalam studi 
ilmu hukum Islam di sini adalah interkoneksitas antara model deduktif 
dan induktif. Apabila deduktif menggunakan nalar Aristotelian logic, 
induktif dengan nalar Hege/ian logic, maka cara berpikir abduktif 
menggunakan cara berpikir Pejrceian logic. Penulis merekomendasikan 
karya Rodliyah Khuza'i, Dialog Epistemologi: Mohammad Igbal dan Charles 
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S. Peirce (2007),'? dapat digunakan untuk memperdalam kajian 
epistemologi Peirceian logic tersebut. Ketiganya, yaitu the #hree logics tersebut 
harus dikoneksikan. Menurut Minhaji, model pendekatan doktriner- 
normatif-deduktif (subjektif) biasa digunakan pada masa pra-modern 
(klasik), model pendekatan empiris-historis-induktif (objektif) biasa 
dipakai pada era modern. Sedangkan pada era post-modern, masih 
menurut Minhaji, hubungan antara dua pendekatan tersebut berbentuk 
simbiosis." Di sini, di era post-modern, Minhaji tidak menyebutkan 
model simbiosis yang dimaksudkan. Menurut penulis, model pendekatan 
studi ilmu hukum Islam di era post-modern dapat diisi oleh model 
sirkulatif-imajinasi kreatif-abduktif-intersubjektif. Pendekatan era post- 
modern menggunakan nalar Pejreeian logic. Pendekatan abduktif-imajinatif 
itu seperti simbiosis mutualisme (saling menguntungkan)— 
interkoneksitas—, bukan simbiosis komensalisme (satu untung, yang 
lain tidak untung dan tidak rugi), simbiosis parasitisme (satu untung, 
yang lain rugi), dan simbiosis amensalisme (satu rugi, yang lain tidak 


untung dan tidak rugi). Cara berpikir deduktif menekankan aspek 


1253 Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Latin: /ogicus bahasa Inggris: 
logis dan bahasa Yunani: logike atau logikus (apa yang termasuk ucapan yang dapat 
dimengerti) atau akal budi yang berfungsi baik, teratur, sistematis, dan dapat dimengerti. 
Logika juga berarti teori mengenai syarat-syarat penalaran yang sah. Peirce membagi tiga 
jenis logika, yaitu: Speculative Grammar, Speculative Rethoric, dan Critical Logic. Critical Logic, 
misalnya, mengarahkan perhatian pada prasyarat-prasyarat formal dari kebenaran simbol- 
simbol, atau hubungan-hubungan antara “lambang-lambang” dan objeknya (representment 
Virstness), interpretant (thirdness), and object (secondness)). Di sini Peirce menggunakan silogisme 
atau argumen yang terdiri dari argumen-argumen deduksi, induksi, dan abduuksi. Dari 
tiga bentuk argumen tersebut hanya abduksilah yang dapat memperluas pengetahuan 
karena abduksi menawarkan hipotesis-hipotesis. Argumen abduktif merupakan argumen 
yang bersifat prediktif, dengan menyusun hipotesis-hipotesis dan fakta-fakta yang teramati 
dan mendeduksikan dari situ apa yang bakal timbul jika hipotesa itu benar. Pada akhirnya, 
prediksi tersebut perlu diuji kebenarannya (oleh community of researchers). Pormulasinya, 
setiap pemikiran abduktif menggerakkan penelitian untuk menemukan kenyataan- 
kenyataan baru. Rodliyah Khuza'i, Dialog Epistemologi: Mohammad Igbal dan Charles S. Peirce 
(Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 118. 

124 Minhaji, “Ushul Fikih dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah”, 
hlm. 72-74. 
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teosentris-subjektif dan induktif aspek antroposentris-objektif. 
Sedangkan cara berpikir abduktif mengoneksikan antara teosentris dan 
antroposentris (teoantroposentris), subjektif dan objektif. Interkoneksitas 
keduanya, dalam pendekatan integrasi-interkoneksi disebut teo- 


anttoposentris-integralistik"”? dan inter-subjektifitas. 


Studi hukum Islam perspektif teoantroposentris 


Hadarat an-Nas Hadarat al-Falsafah Hadarat al- Ilm 
(Ilmu Syari'ah) (Filsafat Ilmu Hukum (Ulmu Hukum) 
Islam) 
Deduktif Abduktif Induktif 
Subjektif Intersubjektif Objektif 
Aristotelian logic Peirceian logic (Logic Hegelian logic 
inguiry) 
Teosentris Teo-antroposentris- Antroposentris 
Sastra Taerehsak Gending 
Hananging ora keli (Men emalin Angeli 
TIGA DUNIA DALAM STUDI ILMU HUKUM ISLAM 


Menurut penulis, salah satu buku pengantar yang baik 
menjelaskan pemikiran Peirce (Peirseian logic) adalah Contemporary Analytic 
Philosophy (1981) karya Milton K. Munitz. Membahas Peirceian logic, berarti 
men-#ialist-kan antara belief, inguiry, dan meaning, antara firstness, secondness, 
dan #hirdness. Berikut ini tahapan sederhana /ogic inguiry yang digagas oleh 


Peirce. 256 


1255 M. Amin Abdullah, “Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi 
Keilmuan Umum dan Agama: dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah 
Teoantroposentrik-Integralistik”, dalam Jarot Wahyudi (ed.), Menyatukan Kembali Ilmu- 
ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum (Yogyakarta: 
Suka Press, 2003). 

126 Milton K. Munitz, Contemporary Analytic Philosophy (London: Macmillan 
Publisher, 1981), hlm. 14-66. 
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Belief, inguiry, meaning 


Clarification of Ideas Meaning 
Inguiry 
Doubt (Genuine) 
Fixation of Belief Habits of Mind 
Belief 


Tabel di atas menunjukkan bahwa ke-be/efan syariah yang 
subjektif harus di-ingury-kan menjadi ilmu syariah yang objektif, agar 
menghasilkan meaning inter-subjektif. Berdasarkan tabel di atas, Peirce 
menggunakan istilah clarification of ideas, bandingkan dengan Barbour 
yang menggunakan istilah clarification of issues."' Jika mengikuti alur Jogi 
inguiry versi Peitce di atas, maka pemahaman keislaman (studi ilmu hukum 
Islam) yang selama ini kita yakini (pada tataran be/ief dan habits of mind— 
ilmu syari'ah atau interpreted syari ah—) patut diragukan (meragukan 
interpretasinya) dalam arti genuine doub—menurut Barbour, fungsi doubt 
dalam konteks religious inguiry adalah destroy the inadeguate pictures of God 


which we have fashioned “— 


125 


. Menurut Peirce, orang yang ragu—ragu dalam 


20 Akan selalu merasa tidak nyaman dan 


arti syakkun,"”” bukan raibun 
akan berupaya untuk menghilangkan keraguan itu untuk menemukan 
keyakinan yang benar. Demi mencapai keyakinan yang benar itu, Peirce 
mangajukan /ogic inguiry (a priori, trial and error, dan metode ilmiah atau 
investigasi). Dari keempat metode tersebut, Peirce lebih memilih scientific 
method. Melalui proses genuine doubt yang ditindaklanjuti inguiry inilah 
kemudian menghasilkan meaning. Dalam bahasa ilmu hukum Islam, logika 
inguiry dapat diparalelkan dengan logika ijtihad. Bahwa logika ijtihad 


yang harus digunakan adalah scientific method, dalam bahasa Yodri Azizy 


127 Barbour, Issues in Science and Religion, hlm. 11. “conttibution philosophy 
can make to the clarification of issues”. 

1238 hid, hlm. 227. 

1259 O.S. Yunus (10): 94. 

26 O.S. al-Bagarah (2): 2. 
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disebut ljtihad Scientific Modern atau lIjtihad al-Tlmi al- Asri (2003).9 
Barangkali, Nabi Ibrahim as juga menggunakan scientific method ini ketika 
menemukan? Tuhan.'?? Dalam konteks ilmu hukum Islam, bukan 
Syari'ah (dengan “S” besar) yang kita ragukan, tetapi interpreted syari'ah 
(dengan “5” kecil). 

Menurut Ken Wilber, ia menawarkan tiga aspek yang paling 
esensial dalam scientific inguiry—ia menyebut dengan istilah 1)ree strands 


1263 Instrumental injunction, direct apprebension— 


of all valid knowing— yaitu 
William James menyebut direct experience—, dan communal confirmation (or 
rejection). "Tentang hubungan ketiganya itu, Wilber memberikan ilustrasi 
seperti “Jika kamu ingin mengetahui apakah di luar rumah turun hujan?, 
maka kamu harus pergi ke cendela untuk melihatnya. Setelah melihat 
langsung, saya baru berani mengatakan bahwa: “Saya melihat hujan.” 
Menurut penulis, instrumental injunction dapat diparalelkan dengan 
seperangkat alat-alat ijtihad yang dipelajari, direct apprehension dapat 
diidentikkan dengan ijtihad langsung, bukan taglid, dan communal 
confirmation (or rejection) identik dengan “jtihad jama'i (antara MUI dan 
lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang lain, seperti LIPI, AIPI, dan 
ICMI. 


Berdasarkan ilustrasi di atas, experiment berupa g0 to the window and 
look disebut dengan prinsip #he injunctio—Thomas Kuhn menyebutnya 
dengan istilah paradign—, direct experience—meminjam istilah William 
James—berupa: yes, 1! is raining outside disebut prinsip apprehension atau 
illumination atau evidence—meminjam istilah Jasser Auda—. Baru kemudian 
tahap yang ketiga adalah mengecek teori ini dengan para pakar, inilah 


yang disebut dengan communal confirmation atau semacam peer review.” 


1261 Lihat misalnya, Godri Azizy, Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju 
Titibad Sesuai Sainfitik-Modern (Jakarta: Teraju, 2003). 

22 OS. al-An'am (6): 75-79. 

263 Ken Wilbet, The Marriage of Sense and Soul: Integrating Science and Religion 
(New York: Random House, 1998), hlm. 111. 

26 Jhbid, hlm. 112. 
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Ilmu Syariah harus di-peer review oleh ilmu Hukum, dan sebaliknya. 


Menurut penulis, kalimat g0 40 the window and look dapat dipahami sebagai 


seperangkat kerangka teori/ window dan metode/ look deduktif- 


subjektifitas hukum. Kalimat yes, it is raining ontside sebagai fakta atau 


realitas induktif-objektivitas hukum. Sedangkan communal confirmation 
sebagai wilayah abduktif-intersubjektifitas hukum (intersubyective-testability). 


Scientific Inguiry 


(Three Strands 


of All Valid Knowing) 


No 


Three Strands 


Instrumental Injunction 


Paradigm, an experiment “if you want know this do 
this “—in order to see the moons of Jupiter, you need a 
telescope— 
Theoretical Frame Work: Epistemology of 
Hadarah 


Direct Apprehension 


The data, the evidence, direct experience 
Fresh Ijtihad 


Communal Confirmation 


Checking of the results 
Ijtihad Jama't 


Jika scientific inguiry ala Wilber tersebut dikoneksikan dengan tahap 


logic inguiry ala Peirceian logic, rmaka gambar tabelnya nampak seperti berikut. 


Logic inguiry and scientific inguiry 


Tokoh 
aw 
Peirce Belief Habit of Doubt Inguiry Meaning 
Mind (A Priori, Trial 
and Error, 
Scientific 
Method, 
Investigation) 
Barbour Religious Doubt Reflective 
Commitment Inguiry 
(Syari'ah-Sakralitas) (Ulmu (Ijtihad) 
Syari'ah- 
Profanitas) 
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Wilber Instrumental | Reconciliation 
Injunction Integration 
Direct 
Apprehension 
Communal 
Confirmation 

Kuhn Normal Science Anomaly Revolutionary Science 
Popper Context of Justification | In Between Context of Discovery 
Lakatos Hard Core Protective Belt 
Rahman Normative Islam Historical Islam 

Jabiri Bayani Irfani Burhani 

Amin Hadarat an-Nas Hadarat al- Hadarat al- Ilm 

Falsafah 
FSH (ILMU) SYARP AH FILSAFAT ILMU HUKUM DAN 
ILMU TEKNOLOGI HUKUM 
HUKUM 
ISLAM 

Mazhab TIGA DUNIA 

Sunan 
Kalijaga 


Berdasarkan tabel di atas, penulis sebenarnya kurang sreg apabila 
trilogi epistemologi Jabiri tentang bayani, “rfani, dan burhani berparalel 
dengan trilogi epistemologi gagasan Amin tentang hadarat an-nas, hadarat 
al-falsafah, dan hadarat al-'ilm. Penulis lebih setuju apabila kedua jenis 
trilogi epistemologi tersebut dikembangkan menjadi Tetralogi 
Epistemologi, yaitu bayaniidentik dengan hadarat an-nas (X), burhaniidentik 
dengan hadarat al-falsafah (B), badarat al-'ilm (C) dan “irfani (D) berdiri 
sendiri-sendiri. Dalam perspektif epistemologi ilmu, kluster A identik 
dengan metode hermeneutik (interpretation), kluster B identik dengan 
metode logika (/ogical), kluster C identik dengan metode eksperimen 
(experiment), dan kluster D identik dengan metode intuitif (experience). 
Hubungan antara A dan C inilah yang memunculkan ide Seientific-cum- 
Doctriner (ScD) versi Mukti Ali, dan hubungan antara A, B, dan C inilah 
yang memunculkan ide integrasi-interkoneksi M. Amin Abdullah. Posisi 
penulis adalah di antara Mukti Ali dan M. Amin Abdullah, yaitu 
menambahkan pilar D, sehingga menjadi A, B, C, dan D, yang penulis 
sebut dengan istilah “Tetradik-Integratif” (Interkoneksitas Ilmu). 
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Interkoneksitas ilmu (Int-i) 


A : te 
Bayani (Hadarat an-Nas) Hadarat al- Ilm 


Interpretation-Metode Hernrf Metode Eksperimen-Experiment 


Burhani (Hadarat al-Falsafa. 


Logical-Metode Logika : Metode Intuitif- Experience 


Logika #ialisfatau trilogi epistemologi studi ilmu hukum Islam masih 
membagi tiga jenis model, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Model 
studi hukum Islam deduktif menggunakan nalar strukturalistik-rasionalis, 
model studi hukum Islam induktif menggunakan nalar strukturalistik- 
empiris, sedangkan model studi hukum Islam abduktif cara berpikirnya 
adalah sirkularistik-kritis. Dengan kata lain, tiga dunia (deduktif, induktif, 
dan abduktif) ini harus dipadukan dalam satu dunia (interkonektif). Peirce 
menggunakan istilah rapprochement—to bring togetber—untuk mensintesiskan 
antara logika dunia deduktif dan induktif tersebut. Pendekatan rapprochement 
merupakan upaya solutif intersubjektif guna memosisikan studi ilmu hukum 
Islam pada margin of appreciation sebagai tapal batas (border line) antara insider 
dan outsider, antara deduktif dan induktif. Dalam bahasa Kim Knott, border 
line tersebut adalah participant as observer (insider) dan observeras participant (outsider). 
Dalam pendekatan tersebut, tidak ada tuntutan untuk meleburkan diri 
(integrasi) dalam dua pribadi yang berbeda, namun dari keduanya masih 
dimungkinkan untuk dicari titik temunya, meskipun kecil (interkoneksi). 


Studi hukum Islam perspektif etik dan emik 


Hadarat an-Nas Hadarat al-Falsafah Hadarat al-Tlm 

(Tlmu Syari'ah) (Filsafat Ilmu Hukum (Ulmu Hukum) 
Islam) 
Subjective H Intersubjective Objective 
The word of faith The word of rapprochements The word of scholarship 
Belief Dialogue of ideas Inguiry 
Fideistic Reflexity Rationalistic 
Emic/Insider Circulair Hj Etic/Outsider 
TIGA DUNIA 
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Untuk bergerak dari wilayah deduktifikasi hukum menuju wilayah 
abduktifikasi hukum Islam, meminjam istilah Knott, FSH harus berani 
bergerak dari ruang complete participant ke ruang participant as observer, tanpa 
hatus takut kehilangan identitas keimanan/ beligf dirinya, sebab keduanya 
masih berada di ruang insider. Abduksi, sebagaimana diterangkan oleh 
Peirce, yang mempopulerkan logika ini, merupakan suatu proses berpikir 
yang tidak dapat dipatok dengan satu jenis penalaran formal (reason) 
saja, ia tidak muncul dari proses logis yang ketat-baku, tetapi dari suatu 
kilatan insight di bawah imajinasi kreatif (creative imagination—meminjam 
istilah Barbour—yang kaya dengan tawaran hipotesis yang probable untuk 
terus diuji (dari seorang ilmuwan atau pemikir yang sudah sedemikian 
berpengalaman). Ketika menjelaskan tentang metode abduktifikasi, 
Peirce menggunakan tiga kata kunci, yaitu 71e (to refer to an abstract), case 
(to refer to a particular abstract relationship), dan result (to refer to a single empirical 
observation).”SS Hubungan gerak trialogis ketiganya berbentuk sirkular 
hermeneutis. Berbeda dengan metode (studi ilmu hukum Islam) deduktif, 
yang hanya menekankan aspek kepastian atau certainty atau belief atau 
truth, metode (studi ilmu hukum Islam) abduktif lebih menekankan aspek 
productivity dan context-sensitivity,”" bukan re-roductivity dan antipati. Metode 
(studi ilmu hukum Islam) abduktif juga mempunyai basis epistemologi 
dalam filsafat kritisisme (Kantian). Dengan kata lain, pengumpulan data 
dalam metode studi ilmu hukum Islam abduktif tidak lagi hanya 
bertumpu pada nass, kaidah, atau pemikiran ulama yang tersimpan dalam 
kitab semata (deduktif) saja, tetapi juga autentisitas data juga harus 
diperoleh di lapangan melalui metode wawancara, pengamatan atau 
kuesioner (induktif). Setelah itu, analisis data juga dilakukan dengan cara 
bolak-balik dari deduksi ke induksi dan dari induksi ke deduksi melalui 


tahapan klasifikasi, seleksi, dan kategorisasi. 


1265 Keraf, Ilmu Pengetahuan, hlm. 96. 

1260 Jan Svennevig, “Abduction as A Methodological Approach to the Study 
of Spoken Interaction”, hlm. 1. 

1267 Tbid,, hlm. 5. 
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Studi hukum Islam abduktif 


Epistemologi Rasionalisme Kritisisme Empirisisme 
Platonis Kantianis Aristotelis 
Metodologi Deduktif Abduktif Induktif 
d———— d——b 
Gerak Satu Arah | Gerak Bolak-balik | Gerak Satu Arah 
Mazhab Sunan Studi Ilmu Studi Ilmu Studi Ilmu 
Kalijaga Hukum Islam Hukum Islam Hukum Islam 
Normatif Filosofis Empiris 
TIGA DUNIA 


Untuk mengetahui perbedaan mendasar antara metode (studi 
ilmu hukum Islam) deduktif, (studi ilmu hukum Islam) induktif, dan 


(studi ilmu hukum Islam) abduktif, Peirce menggambarkannya sebagai 
berikut. 9 


Studi hukum Islam deduktif, induktif, dan abduktif 


Sokrates is a 
human 


Sokrates is 
mortal 


Case (2) 


Example Deduktive Induktive Abduktive 
Alla humans Rule/law (1) 2 
are mortal 


3 


ke) 


Result/Observation 4 Result/Observation | Result/Observation 


ke) 


Berdasarkan tabel di atas, pola berpikir (studi ilmu hukum Islam) 


deduktif menggunakan gerak struktural-rasionalis, berangkat dari 71le, 
ke case, hingga akhirnya ke resw/#. Pola berpikir (studi ilmu hukum Islam) 
induktif, sebaliknya, dari 7esv/f, ke case, dan berakhir ke rwle. Sedangkan 


268 Hans Rudi Fischer and Heidelberg, “Abductive Reasoning as a Way of 
Worldmaking”, hlm. 5. 
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pola pikir (studi ilmu hukum Islam) abduktif seperti gerak circular-process- 
trialist antara rule, case, dan result. Dalam perspektif canse-effeck—if-then 
douse—"”“”, pola berpikir (studi ilmu hukum Islam) abduktif juga dapat 
digambarkan sebagai berikut. 


Nalar sirkular 


Universal law Pramisse (rule) 


Ifitrains, the road will 
become wet 


3) 


Antecendent-conditions Conclusio (case) 


Explanans It is raining (cause) 


KG) 


Explanandum Result: Phenomenon (effect) 


The road is (has become) 
wet (effect) 


The road is wet 


6) 


Explained 


Menurut M. Amin Abdullah, ada tiga aspek yang terkait dengan 
reformulasi ilmu Kalam (teologi). Pertama, struktur fundamental pola 
pikir atau logika akidah (deductive, inductive, dan abductive). Kedua, teks- 
teks atau nas-nas keagamaan adalah terbatas, sedang peristiwa-peristiwa 
alam, budaya, dan sosial terus menerus berkembang (dari yang tersurat 
ke yang tersirat). Ketiga, masa depan pendekatan dalam pengkajian ilmu 


Kalam, kerjasama antar berbagai metodologi keilmuan (dari aliran-aliran 


126 


? Holmes Rolston, Science and Religion: A Critical Survey (New York: Random 
House, t.t.), hlm. 12. 
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ilmu Kalam (Islamic Studies ke aliran-aliran teologi | Religious Studies|) 


Dalam konteks pengembangan ilmu Kalam (teologi), diperlukan pola 
pikir abductive. Pola pikir abductive lebih menekankan #he logic of discovery 
dan bukannya the logic of justification (meminjam istilah Karl Popper). 
Abductive adalah kombinasi antara pola pikir deductive (logika studi Islam 
normatif) dan inductive (logika studi Islam empiris). Logika abductive adalah 
hubungan sirkularistik antara Tuhan yang tangih dan tasybih (dalam 
perspektif ilmu Tasawuf, wilayah abductive disebut dengan dimensi 
bargakh).” Amin juga memandang perlunya pergeseran dari aspek tafsir 
yang tersurat ke ta wil (“ilmi) yang tersirat. Sebab, teks itu terbatas, 
sedangkan konteks tidak pernah terbatas. Amin juga memandang 
perlunya dikaitkan antara kajian aliran-aliran Kalam (Murtazilah, 
Asy'ariyah, Maturidiyah, Sunni, dan Sy?'1) ke aliran-aliran Teologi (Katolik, 
Protestan, Yahudi, Buddha, Hindu, Kong Hu Cu, dan sebagainya), dari 
Islamic Studies ke Religious Studies. 


Nalar abduktif 
Struktur Logika Ilmu Struktur Teks dan Masa Depan Pengkajian 
Kalam Konteks Ilmu Kalam 
Dialektika antara Dialektika antara Yang Dialektika antara 
Inductive dan Tersurat (Nas) dan Aliran-aliran Ilmu 
Deductive Yang Tersirat Kalam dan Aliran-aliran 
(Magza/ Spirit) ————— Teologi 
(Abductive) 
Context of Discovery Ta'wil al- Ilmi Local Citizenship dan 
———D Global Citizenship 
Philosophy of Science Islamic Studies Religious Studies 


Berdasarkan penjelasan di atas, Amin Abdullah” sebenarnya 


ingin membagi struktur fundamental pola pikir akidah dalam tiga bagian. 


1270 M. Amin Abdullah, “Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran 
Paradigma Keilmuan Keislaman Pada Era Milenium Ketiga”, in Al-Jami'ah, No. 65/ 
VI, 2000, hlm. 84. 

121 Tbid., hlm. 86. 

1272 Ibid. 
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Pertama, pola pikir deduktif, sebagai pola pikir yang sangat bergantung 
pada teks atau "ass kitab suci dan teralu gampang menggiring seseorang 
kepada model berpikir menghakimi Yustification). Pola berpikir deduktif 
merupakan pola pikir yang sering dipergunakan oleh ulama terdahulu. 

Mereka ingin menakar bumi dengan menggunakan kekuatan langit, 

sehingga yang terjadi adalah 17ut) claim, rasionalitas menjadi mandeg, rigid, 
dan tidak elastis. Kedua, pola pikir induktif, menyatakan bahwa ilmu 

pengetahuan bersumber dari realitas empiris-historis yang berubah-ubah 
kemudian ditangkap oleh indra dan dirasakan oleh pengalaman lalu 

diabstraksikan dalam bentuk konsep, rumus, gagasan atau dalil yang 
disusun sendiri oleh akal pikiran. Pola pikir tersebut tidak sepenuhnya 

bisa digunakan karena menyorot langit dengan menggunakan teropong 
bumi, sehingga akan mengarah pada proses dehumanisasi dan sekularisasi 

tulen. Ketiga, pola pikir abduktif, lebih menekankan pada the logic of 
discovery dan bukan the logic of justification. Pola pikir tersebut menekankan 

pada unsur-unsur hipotesis, interpretasi, dan proses pengujian di lapangan 

terhadap rumus, konsep, dalil yang dirumuskan oleh pola deduktif dan 

induktif. 

Pola berpikir yang digunakan al-Guran sesungguhnya pola pikir 
induktif dan sekali waktu bahkan abduktif, seperti asbab an-nuzul dan 
asbab al-wurud karena didasarkan pada peristiwa-persitiwa sejarah sosial 
kemasyarakatan dan sejarah sosial keagamaan yang terjadi pada saat 
diturunkannya nass tersebut. Pola pikir abduktif bukan berarti 
mendesakralisasikan makna dan peran ketuhanan, dalam arti Tuhan tidak 
begitu pantas mencampuri urusan kemanusiaan di dunia. Pola pikir (studi 
ilmu hukum Islam) abduktif serta dialektikanya dengan (studi ilmu 
hukum Islam) deduktif dan (studi ilmu hukum Islam) induktif pada sisi 
yang positif inilah yang diinginkan oleh M. Amin Abdullah dengan 
pendekatan integrasi-interkoneksi, yakni gerak bolak-balik antara logika 
berpikir deduktif dan induktif yang memungkinkan untuk mengkaji ulang 
hukum Islam dan menginterpretasikan kembali dalam lapangan 
kehidupan (global). 
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Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan antara cara berpikir 
(studi ilmu hukum Islam) deduktif-kualitatif, induktif-kuantitatif, dan 
abduktif-kuali-kuantitatif adalah metode deduktif berangkat dari rule 
(teks) ke result (konteks), metode induktif dari result (konteks) ke rule 
(teks). Sedangkan metode (studi ilmu hukum Islam) abduktif adalah 
proses gerak sirkular-hermeneutis antara rule, case, and result. Deduktif 
dan Induktif berbicara tentang hasil, sedangkan abduktif mengarah pada 
proses (on going process). Dengan kata lain, FSH harus menggerakkan #he 
logic of justification ke the logic of discovery, tanpa meninggalkan nags. 


Deduktif, induktif, dan abduktif 


Abduktif. 


Noumena i 
A Ionaiatatlataa A 


1 
1 
| 1 
: | : | 
H ' 1 1 1 
1 
55 PK KKN Sa SS Spa dp 
1 
1 UI 4 . 1 
1 1 1 1 1 
1 t 1 1 1 
1 , 1 1 1 
Fenomena j y ' » 


Dalam perspektif al-Gur'an, dunia deduktif seperti langit/ sama”, 
dunia induktif seperti bumi/ ardun, dan dunia abduktif seperti air/ ma'un 
(banyu). Jadi, studi ilmu hukum Islam Mazhab Jogja mentrialogkan 
antara nalar deduktif (badarat an-nas: Ilmu syari'ah), abduktif (badarat al- 

falsafah: filsafat ilmu hukum Islam), dan induktif (badarat al-'ilm: mu 
hukum). Dalam konteks indigenious theory— indigenions within (deduktif) 
dan indigenious without (induktif)—, hubungan interkoneksitas antara studi 
ilmu hukum Islam deduktif-tekstual dan induktif-kontekstual dapat 
disimilatkan dengan Sastra Gending” gagasan Sultan Agung (1593-1645). 
Di sini nalar deduktif-tekstual identik dengan “sastra”, sedangkan nalar 


123 O.S. an-Nahl (16): 65. 

27 Serat Sastra Gending yang saat ini banyak diyakini buah karya Sultan Agung 
Hanyokrokusuma adalah salah satu karya adiluhung bangsa Indonesia. Di dalamnya 
berisi tentang ajaran-ajaran mistis, sosial, politik dan filsafat. 
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induktif-kontekstual identik dengan “gending”. Sastra Gending ingin 
merajut hubungan religion dan culture (social science). Dalam bait-bait Sastra 
Gending, banyak juga memasukkan bahasa Islam. Serat Sastra Gending 
mengajarkan tentang mono-dualisme, dua hal yang saling berkaitan, saling 
membutuhkan, dan saling mendukung sehingga dari kesatuan tersebut 
terciptalah suatu harmoni. Dalam hal ini Sastra Gending mengibaratkan 
mono-dualis antara pencipta (teosentris) dan yang dicipta 
(antroposentris), ibu dan bapak, ikan dan lautan, busur dan panah, dalang 
dan wayang. Monodualis tersebut harus berjalan beriringan, mereka tidak 
bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi, integrasi-interkoneksi dalam studi ilmu 
hukum Islam tidak menggunakan nalar monisme (monodisipliner) atau 
dualisme (multidisipliner), tetapi nalar mono-dualisme (interdisipliner). 
Menurut penulis, nalar monodualis dalam Sastra Gending tersebut paralel 
dengan Etika-Tauhidik dengan nalar teo-antroposentrik-integralistik, 
yang dipopulerkan oleh Kunto," yang kemudian “diambil oleh Amin.'”5 
Jadi, “sastra” adalah studi ilmu hukum Islam deduktif, “gending” studi 
ilmu hukum Islam induktif, dan Sastra Gending adalah studi ilmu hukum 
Islam abduktif-integratif-interkonektif. 


125 Menurut Kunto, teoantroposentrisme adalah, agama memang mengklaim 
sebagai sumber kebenaran, etika, hukum, kebijaksanaan, dan sedikit pengetahuan. 
Agama tidak pernah menjadikan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber 
pengetahuan dan melupakan kecerdasan manusia, atau sebaliknya, menganggap pikiran 
manusia sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan melupakan Tuhan. Jadi sumber 
pengetahuan itu ada dua macam, yaitu yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari 
manusia, dengan kata lain teoantroposentrisme. Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: 
Epistemologi, Metodologi, dan Etika (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 54. 

12 M. Amin Abdullah, “Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi 
Keilmuan Umum dan Agama: dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah 
Teoantroposentrik-Integralistik”, dalam Jarot Wahyudi (ed.), Menyatukan Kembali Ilmu- 
ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum (Yogyakarta: 
Suka Press, 2003), hlm. 11. 
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Studi hukum Islam integratif perspektif sastra gending 


Sultan Agung M. Amin Abdullah FSH 
Sastra Deduktif Studi Hukum Islam 
Deduktif 
Gending Induktif Studi Hukum Islam 
Induktif 
Sastra Gending Integrasi-Interkoneksi Studi Hukum Islam 
Deduktif-Induktif Integratif-Interdisipliner 
(Abduktif-Imajinasi Kreatif) 
(Monodualis) (Teoantroposentrik- 
Integralistik) 


Berdasarkan penjelasan di atas, deduktif dan induktif lebih 
menekankan hasil, sedangkan abduktif menekankan pada proses. Terkait 
dengan logika “proses' dalam nalar abduktif, perlu dijelaskan lebih lanjut 
pemikiran Whitehedian Logic tentang Filsafat Proses. Filsafat Proses 
Whitehead tersebut digunakan untuk menggerakan ruang ijtihad tanpa 
henti (ijtihad progresif). Dengan kata lain, Filsafat Proses bergerak di 
ruang ijtihad, yang perangkat metodologinya dipelajari dalam ilmu ushul 
fikih dan magasid asy-syari'ah. Dalam perspektif itu, ijtihad bergerak 
sirkular-hermeneutik (reading productively), tidak linier-strukturalistik 
(reading repetition). Jadi, pentingnya Filsafat Proses tersebut adalah untuk 
mengkonkritkan model ijtihad progresif gagasan Saeed atau fresh jjitihad 
gagasan M. Amin Abdullah. Penulis menyebut “Ijtihad Proses” (bukan 
“Proses Ijtihad”). 

Filsafat Proses atau Filsafat Organisme adalah gagasan Alfred 
North Whitehead,”” yang menulis magnum opus berjudul Process and 
Reality: An Essay in Cosmology (2009). (Filsafat) Proses, sebagaimana 


27 Menurut Damardjati Supadjar, misalnya, dalam disertasinya yang mengangkat 


tentang pemikiran Whitehead, yang dimaksud dengan Filsafat Proses atau Filsafat 
Organisme adalah seperti: “Adanya titik itu terganatung pada garis: sementara adanya garis 
bergantung pada bidang: bidang pada ruang, dan seterusnya”. Damardjati Supadjar, Filsafat 
Ketuhanan Menurut Alfred North W hitebead (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), hlm. 2. 

128 Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Saut Pasatibu, 
lihat, Alfred North Whitehead, Filsafat Proses: Proses dan Realitas Dalam Kajian Kosmologi, 


640 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab VI: Tiga Dunia dalam Studi Ilmu Hukum Islam 


dipahami oleh Whitehead, adalah dinamika yang menyatukan abstrak- 
metafisik (rasionalisme) dengan konkrit-fisik (empirisisme), being, process, 
becoming."” Syahtut menyebutnya dengan istilah kainunah (being), sairurah 
(process), dan sairurah (becoming).”" Proses berbeda dengan Dialektika ala 
Hegel dan Marx. Nalar abduktif juga menggunakan W hiteheadian logic 
(Proses), bukan nalar induktif dalam Hege/ian logic (Dialektika). Kedua 
jenis dialektika, dengan unsur-unsur tesis, antitesis dan sintesis, baik yang 
idealis atau materialis, secara ontologis bersifat homogen. Sedangkan 
konsep proses yang dikemukakan oleh Whitehead mengandung watak 
heterogen, yang menyatukan hubungan intensif-internal dengan 
hubungan ekstensif-eksternal. Melalui proses tersebut, dimungkinkan 
adanya prinsip heuristika, yaitu keterbukaan bagi penemuan-penemuan 
baru atau pembaruan. Sebelum Whitehead, perintis Filsafat Organisme 
adalah John Locke.""' 


terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009). Whitehead merumuskan 
pemikiran-pemikiran filosofisnya dengan latar belakang sebagai seorang matematikawan 
besar abad XX. Pemikirannya kemudian masyhur dengan nama “Filsafat Proses”. 
Dengan “Filsafat Proses”, Whitehead berpandangan bahwa benda-benda, tetumbuhan, 
hewan, manusia, dan semuanya yang dikenal sebagai kenyataan, selalu berkembang 
dinamis, terus berada dalam proses “menjadi”. Filsafat ini tidak membayangkan 
kenyataan sebagai mesin yang statis, yang sedari awal hingga akhir hanya begitu-begitu 
saja. Kenyataan dipandang sebagai organisme yang hidup, yang bertumbuh dan 
berkembang, acap kali di luar dugaan. Gagasan tentang Filsafat Proses dicetuskan 
Whitehead di permulaan abad XX saat pandangan materialisme ilmiah begitu percaya 
diri bahwa kenyataan selalu ajeg, bahkan bisa dijinakkan dalam kerangkeng saintifik. 
Pandangan inilah yang menimbulkan krisis pandangan dunia modern karena dia 
merusak bahkan memutus hubungan harmonis antara manusia, masyarakat, alam, 
Tuhan dan segenap kenyataan. 

12? Whitehead, Process and Reality (New York: The Free Press, 1979), hlm. 38. 

1280 Syahrur, Nahwa Usulin Jadidah li al-Figh ak-Islami, hlm. 27-36. Kainunah atau 
being (keberadaan) adalah awal dari sesuatu yang ada, sairurah (proses) adalah gerak 
perjalanan masa, sementara sairvirah atau becoming (menjadi) adalah sesuatu yang menjadi 
tujuan bagi “keberadaan pertama” (al-kainunah al-ula) setelah melalui “fase berproses”. 

181 Gregory Vlastos, “Organic Categories in Whitehead's Philosophy”, in 
Journal of Philosophy, 1937, hlm. 353. 
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Dalam artikel berjudul Aspek Epistemologis Filsafat Islam (1991), 
Amin pernah menjelaskan pentingnya metode proses tersebut. Menurut 
Amin, satu hal yang perlu dikaji secara serius adalah mengapa para filsuf 
dan mutakallimun lebih cenderung tertarik pada hal-hal yang kekal, tidak 
berubah-ubah? Mengapa tidak tertarik pada proses? Amin kemudian 
memberikan contoh teologis-historis tentang Nabi Ibrahim as yang 
memerlukan “proses” panjang sebelum memperoleh keyakinan dan 
keimanan yang teguh. Lanjut Amin, “Al-Our'an sering menekankan 
hubungan antara proses dan kekekalan secara dialektis.” 5 
Kecenderungan filsafat ilmu sekarang ini lebih menaruh perhatian pada 
proses dan bukan pada bahasan pondasi ilmu pengetahuan. Dalam 
menekankan dimensi proses dan perubahan terselip di situ greget 
keingintahuan intelektual (curiosit)) yang sangat tinggi dan kreativitas lebih 


ditekankan di sini. 


Dialektika dan proses 


Hegel dan Marx DIALEKTIKA Homogen 
(Diadik: Tesis, Anti Tesis, dan 
Sintesis) 

MONODISIPLINER 

Whitehead PROSES Heterogen 

(Diadik: Intensif-Internal dan 
Ekstensif-Eksternal) 
INTERDISIPLINER 

Amin Abdullah | PROSES-SIRKULAR Sirkularistik-Hermeneutik 

(Triadik: Hadarat an-Nas, 

Hadarat al-Falsafah, dan 

Hadarat al-Tlm) 
TRANSDISIPLINER 


1282 M. Amin Abdullah, “Aspek Epistemologi Filsafat Islam”, disampaikan 
dalam Simposium: Sosok dan Perspektif Filsafat Islam, Kelompok Pengkajian Filsafat Islam, 
IAIN Sunan Kalijaga, Wisma Sejahtera, Yogyakarta, 28 September, 1991. Artikel ini 
kemudian diterbitkan oleh Jurnal al-Jami'ah, No. 58 Tahun 1992, hlm. 14. 

1283 Thid,, hlm. 15. 
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Tesis dan antitesis dalam metode dialektika seperti dua garis lurus 
yang berhadapan, kemudian bertemu dan menghasilkan sintesis." 
Sedangkan metode proses menggunakan cara kerja hermeneutical circle. 
Jadi, nalar integrasi-interkoneksi dalam studi ilmu hukum Islam 
menggunakan metode proses, bukan metode sintesis (Mukti Ali), apalagi 
sinkretis (Sunan Kalijaga, Raden Said). William James, misalnya, 
menggunakan istilah me/iorisme untuk mensintesiskan antara tough minded 
dan tender minded. Tough minded lebih bersifat material (a posteriori) atau 
empirisisme (studi ilmu hukum Islam empiris), sedangkan tender minded 
bersifat immaterial (a priori) atau rasionalisme (studi ilmu hukum Islam 
normatif). Paul Tillich menggunakan istilah correlative untuk 
mengaitkan antara reve/ation (studi ilmu hukum Islam normatif) dan reason 
(studi ilmu hukum Islam empiris). Kant menggunakan istilah critigue 
untuk mensintesiskan antara noymena (nalar deduktif) dan fenomena (nalar 
induktif). Jadi, jika konsep-konsep diadik dalam bingkai triadik tersebut 


ditabulasikan, maka hubungannya nampak sebagai berikut. 


Studi hukum Islam triadik 


Filosof Religion Philosophy Science 
Immanuel Kant Noumena Critigue Fenomena 
(1724-1804) 
Charles S. Peirce Belief Rapprochement Inguiry 
(1839-) (Habits of Mind) 
Paul Tillich Revelation Correlative Reason 
William James Tender Minded Meliorisme Tough Minded 
(1842-1910) (A Priori) (A Posteriori) 
Whitehead Form Process-Ingression Matter 
Ian G. Barbour Subjective Intersubjective- Objective 
Testability 
Holmes Rolston Interpretation Semipermeable Experience 


28 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra 
(Bandung: Rosda, 2003), hlm. 153. 
1283 Tpid., hlm. 196. 
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Mukti Ali Doctriner Cum Scientific 
Amin Abdullah .Normativitas AL reative Tension, — Historisitas | 
(1953-) Hadarat an-Nas "Hadarat al “Hadarat al Tim 
ILMU SYARPAH Falsafah ILMU HUKUM | 
| FILSAFAT ILMU | 
Panen man ea IP AA SULAM AN NAN nana 
TIGA DUNIA 


Berdasarkan tabel di atas, metode “proses 


dengan istilah metode sirkular (hermeneutical circle). 


Metode sirkular 


disebut oleh Amin 


SUBJECTIVE INTER-SUBJECTIVE OBJECTIVE 

The Word of Faith The Word of The Word of 
Rapprochement Scholarship 

Belief Dialogis Impartialitas 


Fideist/ Theistic 


Objective Rationality 


Reflexity 


-— 


Etic-Outsider 


| “ “Emic-Insider 


LL 5  5.——5— 


Integrasi-Interkoneksi 


k—.———.——.—.—5.—5— 


TIGADUNIA — 


Jika Whitehead menyebut ingression, maka Barbour menyebut 
dengan istilah 1ntersubyective testability. Ada tiga peralatan penting dalam 
intersubjective testability yang ditawarkan oleh Barbour, yaitu pengalaman 
ultime (value, dogma, personal, inclusive, commitment), akal (rationality, testability, 
investigation, falsifikasi, shifting paradigm), dan bahasa (analogy, symbol, model). 
Dengan model triadik, dalam artikel Preliminary Remarks on the Philosophy 
of Islamic Religions Science (1998), Amin Abdullah menyebut dengan istilah 
theological-pbilosophical (ultime), socio-anthropological (akal), dan linguistic-historical 
(bahasa). 6 


126 Abdullah, “Preliminaty Remarks on the Philosophy of Islamic Religious 
Science”, hlm. 17. 
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Hubungan triadik antara bahasa, ultime, dan akal 


Barbour Bahasa Ultime Akal 
(ILMU (FILSAFAT ILMU | (ILMU HUKUM) 
SYARPAH) HUKUM ISLAM) 
Amin Abdullah Linguistic- 44» Theologica- 4 Socio- 
Historical Philosophical Anthropological 
(Hadarat an-Nas) (Hadarat al- (Hadarat al-Tlm) 
Falsafah) 


Menurut Whitehead, sebagaimana yang dikutip oleh Barbour, 
kata process mengimplikasikan pada perubahan temporal dan aktivitas 
yang terinterkoneksi. Whitehead juga menyebut metafisikanya sebagai 
Filsafat Organisme. Basis dasar filsafat itu menyatakan bahwa dunia 
bukanlah seperti “mesin”, tetapi seperti “organisme” (the word “process” 
implies temporal change and interconnected activity. W hitehead also calls his 
metaphysics “the pbilosophy of organism', the basic analogy for interpreting the 
world is not a machine but an organism, which is a highly integrated and dynamic 
pattern of independent events). Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan 
interkoneksitas antara studi hukum Islam, studi Islam, dan studi Agama 


dapat penulis tunjukkkan dalam tabel dan gambar berikut. 


1287 Charles Hartshorne, Reality as Social Process (Glencoe: The Free Press, 1953), 
hlm. 12. 
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Hubungan trilogi antara studi agama, studi Islam, dan studi 
hukum Islam 


GLOBAL ISSUES 
Religion Philosophy Science 
Ian G. Barbour 
Theology of Fundamental Philosophy: Natural Theology 
Nature/Biblical Theology Clarification of Issues (Natural Science-Pure 
(Theology)-Christianity Science) 
M. Amin Abdullah 
RELIGIOUS STUDIES 
Teologi Filsafat Proses Studi Agama Empiris 
(al-Falsafah al-Ula) 
Ga To ISLAMIC STUDIES 
k— Hadaratan-Nas | Hadarat alFalsafah. $ .  Hadaratal-Ilm 4 
ISLAMIC LAW STUDIES 
Studi Ilmu Hukum Islam | Studi Ilmu Hukum Islam | Studi Ilmu Hukum Islam 
Normatif Filosofis Empiris 
(ILMU SYARPAH) (FILSAFAT ILMU (ILMU HUKUM) 
HUKUM ISLAM) 
TIGA DUNIA DALAM STUDI ILMU HUKUM ISLAM 


ILMU HUKUM-FILSAFAT ILMU HUKUM ISLAM-ILMU 
SYARYPAH 


Hadarat al- Ilm 


Hadarat an-Nas 


Studi (Ilmu) Agama Kilsafat! Ag i 

Natural Theology Pybcess Ph D Pra sJogy of Nature 
Science Y—stpopiy Netto 

ILMU HUKUM 1 4 ILMU SYARI AH 


OBJEKTIFITAS INTERSUBJEKTIFITAS SUBJEKTIFITAS 
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C. Nalar Integrasi-Interkoneksi (NII) Tiga Dunia Hukum 
Islam 


Dalam sub bab ini penulis menggunakan istilah NII, bukan 
kepanjangan dari Negara Islam Indonesia atau Negara Indonesia Islami, 
tetapi Nalar Integrasi-Interkoneksi. Ada empat komposisi pengetahuan 
yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid progresif dalam studi hukum 
Islam, khususnya di FSH UIN Sunan Kalijaga, yaitu kemampuan di bidang 
ulumuddin, sains (studi agama empiris), studi Islam kontemporer, dan filsafat 
ilmu. Dalam perspektif Khaled Abou Fadl, keempat komposisi itu disebut 
dengan istilah iman, metode, nilai, dan rasio. Apabila dibaca dalam 
perspektif studi ilmu hukum Islam, keempat komponen tersebut dapat 
diwakili masing-masing oleh ilmu syari'ah, ilmu hukum empiris, studi 
hukum Islam kontemporer, dan filsafat ilmu hukum Islam. Dari keempat 
komposisi tersebut, sub bab ini mengkhususkan kajian Nalar Integrasi- 
Interkoneksi (NII) di zona filsafat ilmu (hukum Islam), yang terdiri dari 
tiga nalar berpikir, yaitu semipermeable, intersubyective testability, dan creative 


imagination, yang penulis singkat dengan istilah S-IT-CI. 


Nalar Integrasi-Interkoneksi (NII) 


No ”NII” Hermeneutika | Integralisme | Manusia Integrasi- 
Negosiatif Islam Interkoneksi 
Studi Ilmu 
Hukum Islam 
1 'Ulumuddin Iman Sumber Ruh Ilmu Syari'ah 
2 Sains Metode Materi Jasad Ilmu Hukum 
(Studi Agama Empiris 
Empiris) 
3 Studi Islam Nilai Nilai dan Galb-Nafs | Studi Hukum 
Kontemporer Energi Islam 
Kontemporer 
4 Filsafat Ilmu Rasio Informasi ?Agi Filsafat Ilmu 
Semipermeable, Hukum Islam 
Intersubjective 
Testability, Creative 
Imagination 
SITCI 
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Secara eksplisit, M. Amin Abdullah, dalam naskah kuliah sebagai 
anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) berjudul Agama, 
Ilmu, dan Budaya: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan, yang 
diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 3 September 2013, dengan 
mengambil inspirasi dari Ian G. Barbour dan Holmes Rolston HI, telah 
menjelaskan tiga kata kunci dalam nalar bercorak integratif-interkonektif 


(studi ilmu hukum Islam), yaitu" 


semipermeable, intersubjective testability, 
dan creative imagination. Pada acara Annual International Conference on Islamic 
Studies (AICIS) ketigabelas di Mataram NTB, yang diselenggarakan 
tanggal 18-21 November 2013, Amin menerjemahkan naskah kuliah 
inaugurasi tersebut ke dalam bahasa Inggris berjudul Religion, Science, and 
Culture: Integrated-Interconnected Paradigm of Science. Satu tahun sebelumnya, 
penulis sebenarnya pernah menulis artikel berjudul Melacak Akar-akar 


Filsafat Ilmu dalam Pendekatan Integrasi-Interkoneksi (2012). 


1. Semipermeabilitas dalam Studi Ilmu Hukum Islam 


Konsep semipermeable berasal dari keilmuan biologi, dimana isu 
survival for the fittest adalah yang paling menonjol. Hubungan antara ilmu 
yang berbasis pada kausalitas (vausalitj) dan agama yang berbasis pada 
makna (meaning) adalah bercorak semipermeable, yakni, antara keduanya 
saling menembus. Dalam bahasa Rolston, The conflicts between scientific and 
religious interpretations arise because the boundary between causality and meaning 
is semipermeable.”" Hubungan antara ilmu dan agama, dalam hal ini antara 
ilmu hukum dan ilmu syari'ah tidaklah dibatasi oleh tembok/ dinding 


288 M. Amin Abdullah, “Agama, Ilmu, dan Budaya: Paradigma Integrasi- 
Interkoneksi Keilmuan”, dalam Kuliah Inaugurasi Sebagai Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (AIPI), Yogyakarta, 3 September 2013. 

12 Waryani Fajar Riyanto, “Melacak Akat-akar Filsafat Ilmu dalam Pendekatan 
Integrasi-Interkoneksi: Perspektif Intersubjective Testability Ian G. Barbour dan 
Semipermeable Holmes Rolston TIP”, dalam Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 
Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 67-94. 

1290 Holmes Rolston, III, Science and Religion: A Critical Survey (New York: 
Random House, Inc., 1987), hlm. 1. 
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tebal yang tidak memungkinkan untuk berkomunikasi, tersekat atau 
terpisah sedemikian ketat dan rigidnya, melainkan saling menembus, 
saling merembes. Saling menembus secara sebagian, dan bukannya secara 
bebas dan total. Masih tampak garis batas demarkasi antar bidang disiplin 
ilmu, namun ilmuwan antar berbagai disiplin tersebut saling membuka 
diri untuk berkomunikasi dan saling menerima masukan dari disiplin di 
luar bidangnya. Hubungan saling menembus ini dapat bercorak 
klarifikatif, komplementatif, afirmatif, korektif, verifikatif, maupun 


transformatif. 


Dalam menggambarkan proses transformasi akademik dari IAIN 
ke UIN Sunan Kalijaga tahun 2003/2004, Amin Abdullah melukiskan 
pola hubungan antar disiplin keilmuan keagamaan dan keilmuan non- 
keagamaan secara metaforis mirip-mirip dengan jaring laba-laba keilmuan 
(spider web), dimana antar berbagai disiplin yang berbeda tersebut saling 
berhubungan dan berinteraksi secara aktif-dinamis. Yaitu, corak 
hubungan antar berbagai disiplin dan metode keilmuan tersebut bercorak 
integratif-interkonektif."””' Jadi, simbol pori-pori basah dalam metafora 
jaring laba-laba keilmuan yang dimaksud tersebut adalah prinsip 
semipermeabilitas, bukan ankabut. Misalnya, Ahmad Afandi, dalam 
bukunya Mitologi Logo Universitas Islam Negeri (2013),”” telah mengritik 


tentang masalah logo ('ankabut) tersebut. 


Yang jarang terbaca atau luput dari pengamatan dalam melihat 
gambar metafora jaring laba-laba keilmuan itu adalah adanya garis putus- 
putus, menyerupai pori-pori yang melekat pada dinding pembatas antar 
berbagai disiplin keilmuan tersebut. Dinding pembatas yang berpori- 
pori tersebut tidak saja dimaknai dari segi batas-batas disiplin ilmu, tetapi 
juga dari batas-batas ruang dan waktu (space and time), corak berpikir 


1291 Abdullah, Islamic Studies, hlm. 107. 

1292 Ahmad Afandi, “Mitologi Logo Universitas Islam Negeri (Analisis Mitos 
Roland Barthes Terhadap Simbolisme Mitologi Kuno dan Simbolisme Freemason Yang 
Terdapat pada Logo-logo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, Tesis (Surakarta: Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013). 
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(worldview) atau 'urf dalam istilah teknis keilmuan Islam. Dalam konteks 
studi ilmu hukum Islam, yakni antara corak dan budaya berpikir era 
classical of Islamic Lam, medieval of Islamic Lam, modern of Islamic Lam, dan 
post-modern of Islamic Law.”” Poti-poti basah tersebut ibarat lubang angin 
pada dinding (ventilasi) yang berfungsi sebagai pengatur sirkulasi keluar- 
masuknya udara dan saling tukar informasi antar berbagai disiplin 
keilmuan. Masing-masing disiplin ilmu, berikut wor/dvien, budaya pikir, 
tradisi atau “urf yang menyertainya, dapat secara bebas saling 
berkomunikasi, berdialog, menembus-mengirimkan pesan dan masukan 
temuan-temuan yang fresh di bidangnya ke disiplin ilmu lain di luar 
bidangnya. Ada pertukaran informasi keilmuan dalam suasana bebas, 
nyaman dan tanpa beban di situ, tidak seperti “bekicot', yang puas 
berlindung di dalam “tempurung' keilmuannya masing-masing. 
Masing-masing “tempurung disiplin ilmu masih tetap dapat 
menjaga identitas dan eksistensinya sendiri-sendiri, tetapi selalu terbuka 
ruang untuk berdialog, berkomunikasi dan berdiskusi dengan disiplin 
ilmu lain. Tidak hanya dapat berdiskusi antar rumpun disiplin ilmu 
kealaman secara internal, namun juga mampu dan bersedia untuk 
berdiskusi dan menerima masukan dari keilmuan eksternal, seperti 
dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu-ilmu agama atau yang lebih 
populer disebut dengan “lum ad-din tidak terkecuali di sini. Ia juga tidak 
dapat berdiri sendiri, terpisah, terisolasi dari hubungan dan kontak dengan 
keilmuan lain di luar dirinya. Ia harus terbuka dan membuka diri serta 
bersedia berdialog, berkomunikasi, menerima masukan, kritik dan 
bersinergi dengan keilmuan alam, keilmuan sosial dan humaniora. 
Tidak ada disiplin ilmu apapun yang menutup diri, tidak ada 
disiplin ilmu yang tertutup oleh pagar dan batas-batas ketat yang 


1293 Paska terbitnya buku Jasser Auda yang berjudul Magasid asy-Syari'ah as 
Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: The International Institute of 
Islamic Thought, 2008), Amin terbantu dengan gambar ilustrasinya pada halaman 58, 
196 dan 204. Hanya saja istilah dan pemahaman semipermeable kurang mendapat tekanan 
di situ. 
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dibuatnya sendiri. Batas masing-masing disiplin ilmu masih tetap ada 

dan kentara, tapi batas-batas itu bukannya kedap sinar dan kedap suara. 

Tersedia lobang-lobang kecil atau pori-pori yang melekat dalam dinding 

pembatas disiplin keilmuan yang dapat dirembesi oleh dimasuki oleh 

disiplin ilmu lain. Gambaran scientific commmunity dan community of researchers 

sekarang memang bukan lagi seperti gambaran setentific community dan 

community of researchers di era dulu yang hanya menghimpun keahlian 

dalam satu disiplin ilmu, tetapi menghimpun dan siap mendengarkan 

masukan dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Di sini, konsep 

linieritas bidang ilmu— meskipun sah-sah saja jika ditinjau dari administrasi 

birokrasi keilmuan, tapi secara pandangan keilmuan (scientific worldviem) 

konsep tersebut dipertanyakan oleh banyak kalangan ilmuan itu sendiri. 
Berikut kutipan dari pendapat Holmes Rolston, III. 

“The religion that is married to science today will be a widow tomorrow. The sciences in 

their multiple theories and forms come and go. Biology in the year 2050 may be as different 

Jrom the biology of today as the religion of today is from the religion of 1850. But the 

religion that is divorced from science today will leave no offspring tomorrow. From bere 

onward, no religion can reproduce itself in succeeding generations unless it bas faced the 

operations of nature and the claims about buman nature with which confronts us. The 

problem is somewhat like the one that confonts a living biological species fitting itself into its 

niche in tbe changing environment: There must be a good fit to survival, and yet 

overspecialigation is an almost certain route to extinction. Religion that has too tboroughly 

accomodated to any science will soon be obsolete. It needs to keep its antonomous integrity 


and resilience. Yet religion cannot live witbout fitting into intellectual world tbat is its 
environment. Here too the fittest survive.” 


Dari kutipan di atas sekilas tampak jawaban mengapa banyak 
tokoh publik, termasuk ilmuwan non-agama terpandang dan tokoh- 
tokoh agama—yang sempat terliput oleh media massa—di tanah air 
berguguran dari jabatan tinggi yang disandangnya, antara lain karena 
belum mampu, bahkan mungkin belum bersedia, mendialogkan apalagi 
mengintegrasikan dan menginterkoneksikan keilmuan agamanya (yang 


mungkin keilmuan agama yang dikuasainya sekarang diperolehnya sejak 


1294 Rolston, Science and Religion, hlm. vii. 
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lama dan belum sempat diperbarui /7/e dan data keilmuan keagamaan 
yang ada) dengan keilmuan alam, sosial dan humaniora yang menjadi 
lingkungan intelektual barunya ketika berada di posisi puncak karir 
kehidupan birokrasi dan ketokohannya di ruang publik. Rolston memberi 
sifat kepada teori keilmuan apapun yang merasa cukup dengan dirinya 
sendiri, tidak bersedia menerima masukan dan pengalaman dari teori dan 
disiplin ilmu lain dengan istilah 4/7&. B/ik adalah teori yang berkembang 
secara arogan, terlalu keras dan alot untuk dilunakkan oleh pengalaman (“4 


blik is a theory growm arrogant, too hard to be softened by experience). 


Jika Rolston'”S telah mengenalkan konsep (membrane) 
semipermeable, maka Barbour menawarkan konsep intersubjective testability 
(Sirkuit jaringan verifikasi atau keterujian subjektif), Kim Knott dengan 
konsep rapprochement (to bring together), sebagai upaya solutif intersubjektif 
guna memosisikan seorang peneliti pada margin of appreciation sebagai 
tapal batas (border line) antara insider (religion) dan outsider (science). Dua 
istilah tersebut (intersubjective testability and semipermeable) adalah jembatan 
penghubung antara pilar obyective (science) dan subjective (religion). Dalam 
perspektif studi ilmu hukum Islam, semwipermeable adalah jembatan 


penghubung antara studi ilmu hukum dan hukum Islam (ilmu syari'ah). 


Secara lebih detail, istilah semipermeable yang digunakan oleh 
Rolston tersebut berasal atau dipinjam dari perbendaharaan disiplin ilmu 
Biologi. Artinya, Islamic religious sciences meminjam konsep natural sciences. 
Dalam perspektif proses osmosis (proses mengalirnya molekul air dari 
larutan berkadar garam rendah atau dilute solution menuju ke larutan 
berkadar garam tinggi atau concentrated solution), membrane semipermeable 


harus dipahami dalam konteks adanya dua jenis larutan yang berbeda— 


1295 Thid., hlm. 11. 

1296 Jhid., hlm. 2. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 
Tim UIN Sunan Kalijaga, lihat, Holmes Roston III, Ilmu dan Agama: Sebuah Survai 
Kritis, terj. Tim (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006). 

1297 Richard J. Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics 
and Praxis (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988), hlm. 223-225. 
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dalam konteks ini, dua larutan tersebut adalah Jarutan' ilmu hukum dan 
hukum Islam (ilmu syari'ah)—, yang kemudian diletakkan secara 
berdampingan dan di antara kedua jenis larutan tersebut diletakkan 
membrane semipermeable sebagai pembatas—dalam bahasa agama disebut 
bargakh—. Pada wadah sebelah kiri disebut concentrated solution, yaitu 
larutan dengan kadar garam tinggi. Sedangkan pada wadah sebelah kanan 
disebut dilute solution, yaitu larutan dengan kadar garam rendah. Fungsi 
membrane semipermeable diletakkan di tengah kedua larutan tersebut adalah 
untuk mencegah terjadinya percampuran di antara kedua larutan tersebut. 
Membrane semipermeable adalah membrane yang bisa dilewati oleh molekul 
air—similarities between religion (ilmu Syar?ah) and science (WUmu Hukum)— 
tetapi tidak bisa dilewati oleh molekul garam—differences of religion 
(normatif) and science (empiris)—. Berdasarkan membrane semipermeable 
tersebut, pendekatan deduktif dan induktif bekerja pada wilayahnya 
masing-masing. Tetapi pada saat bersamaan, keduanya dapat bertegur 
sapa. Menurut Hasbi, pendekatan deduktif bekerja pada wilayah akidah 
dan ibadah (seperti hubungan antara subjek-SUBJEK), sedangkan 
induktif bekerja pada wilayah muamalat (seperti hubungan antara subjek- 
subjek). Menurut Syahrur, wilayah ibadah dan akidah dapat didekati 
dengan model '“ainiyyah, sedangkan wilayah legislasi dengan model 
hududiyyah. 8 

Proses osmosis merupakan proses alamiah yang terjadi sebagai 
upaya untuk menyeimbangkan konsentrasi garam pada kedua sisi. Proses 
osmosis itu akan menyebabkan ketinggian permukaan air pada concentrated 
solution akan menjadi lebih tinggi daripada permukaan pada dilute solution. 
Secara alamiah air akan memberikan tekanan dari permukaan air yang 
lebih tinggi (vontentrated solution) menuju ke permukaan air yang lebih 
rendah (dilute solution). Tekanan yang terjadi inilah yang biasa disebut 
sebagai ossotic pressure. Berdasarkan penjelasan sederhana itu, dalam 


proses reserve osmosis minimal selalu membutuhkan dua komponen, yaitu 


1288 Syahrur, a-Kitab wa al-Our'an, hlm. 45. 
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ada tekanan tinggi atau high pressure—mentalitas keilmuan dan mentalitas 
kepemimpinan—dan membrane semipermeable—interkoneksitas—. Itulah 
alasan kenapa pada mesin reserve osmosis modern, membrane semipermeable 
dan pompa tekanan tinggi ()1gh pressure pump) menjadi komponen utama 
yang harus ada. Dengan kata lain, pendekatan interkoneksitas dalam 
studi ilmu hukum Islam sebagai membrane semipermeable harus di-push dan 
di pompa dengan tekanan yang sangat tinggi, di mana high pressure-nya, 
menurut hemat penulis adalah pimpinan perguruan tinggi setempat dan 
ilmuwan perguruan tinggi setempat. Dengan kata lain, harus ada 
kombinasi antara politic community dan epistemic community. Inilah barangkali 
yang saat ini belum dilakukan di FSH UIN Sunan Kalijaga. 


RESERVE OSMOSIS 


Membrane Semmipermeable 


-j#w 
A Interconnectef (Filosofis) B 


Contentrated Solution Dilute Solution 


Religion (Normatif) Science (Empiris) 


Berdasarkan gambar di atas, hubungan antara studi ilmu hukum 
Islam normatif (ilmu Syariah) dan empiris (ilmu Hukum) dapat 
diibaratkan seperi dua buah ruang (interkoneksi) dalam satu bejana 
(integrasi). Dua ruang itu dapat dihubungkan dengan cara memberikan 
membrane pori-pori basah di antara keduanya. Menurut penulis, membrane- 
nya dapat diibaratkan seperti Us1/ al-Figh dan Magasid asy-Syari'ah (studi 
ilmu hukum Islam filosofis). Harusnya, membrane “otak' para ilmuwannya 
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dulu yang harus berpori-pori basah, tidak seperti tembok tebal. Ada 
bagian dalam ruang A yang bisa dimasukkan ke dalam ruang B, dan 
sebaliknya. Namun ada juga bagian dalam ruang A, yang sama sekali 
tidak bisa dipertukarkan ke ruang B, dan sebaliknya. Dengan kata lain, 
similarities dan differences sangat dibutuhkan dalam melakukan kerja ini. 
Membrane semipermeable tersebut berfungsi untuk menyaring materi-materi 
yang bisa didialogkan dan yang tidak bisa. Dengan kata lain, membrane 
semipermeable itu hanya mengoneksikan, bukan mengintegrasikan. Model 
membrane-nya dapat berpola similarisasi atau paralelisasi. Apabila garis 
membrane tersebut tertutup rapat, maka hanya ada satu kemungkinan 
antara ruang A dan B, yaitu atomisasi ekstrim, alias religius ekstrim atau 
sekular ekstrim. Kemungkinan kedua, apabila membrane tersebut 
dihilangkan, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu melumatkan alias 
integrasi ekstrim. Disinilah pentingnya menghadirkan membrane 
semipermeable sebagai garis interkoneksitas. Bukan integrasi ekstrim atau 
de-integrasi ekstrim, bukan islamisasi atau de-islamisasi, tetapi integrasi- 


interkoneksi. 


Membrane semipermeable di atas berfungsi sebagai semacam alat 
penyaring antara siwilarities (yang bisa dipertukarkan) dan difjerences (yang 
tidak bisa dipertukarkan) dalam re/igion (ilmu syari'ah) dan science (ilmu 
hukum). Persamaan antara religion dan science, keduanya terpolakan 
trikotomik antara observation (penelitian), #heory (teori), dan inference 
(implikasi praktis). Bedanya, agama mengkaji tentang meaning of life, 
sedangkan sains mengkaji tentang cansa/ity, dalam bahasa Ken Wilber 


disebut dengan hubungan antara meaning (agama) dan truth (sains).!?” 


1299 Ken Wilbet, The Marriage of Sense and Soul: Integrating Science and Religion 
(New York: Random House, 1998), hlm. 1. 
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Persamaan dan perbedaan antara agama (syari'ah) dan ilmu 
(hukum) 


Perbedaan Persamaan Perbedaan 


RELIGION (ILMU SYARI AH) SCIENCE ILMU HUKUM) 
Observation Observation 
Experience Experiment 


Y 


Inferences 
Interpretation Implication $ Interpretation Implication 
Keadilan Hukum Kepastian Hukum 


Scaling, atau peristiwa dimana terbentuknya padatan atau endapan, 
yang disebabkan pertemuan antara ion posistif dan ion negatif, yang bisa 
menempel pada permukaan membrane, dapat menjadi penyebab terjadinya 
kebuntuan pada membrane semipermeable—barangkali saat ini di FSH juga 
sedang terjadi semacam sealing, berupa endapan mentalitas materialisme 
dan pragmatisme—. Kebuntuan membrane itu diistilahkan dengan sebutan 
membrane blocked. Secara umum, penyebab terjadinya kebuntuan membrane 
atau interconnected blocked dapat dikategorisasikan menjadi dua, yaitu sealing 
dan fouling. Fouling terjadi disebabkan karena adanya beberapa zat tertentu 
di dalam air yang memiliki kecenderungan dapat menempel di permukaan 
membrane—semacam mentalitas parasitisme kepentingan politik, bukan 
mentalitas keilmuan akademik—. Untuk mengantisipasi serta mengatasi 
masalah itu, maka aspek desain system reserve osmosis—FSH harus 
membentuk semacam system reserve of integration-interconnecfion—menjadi 
sangat penting. Selayaknya seperti dua kolam yang dibatasi oleh membrane 
pori-pori basah, antar space tersebut harus berhubungan dan berproses 
mengalirkan air segarnya tanpa henti. Sebab, apabila sirkulasi aliran airnya 
berhenti, maka yang terbentuk adalah endapan-endapan fanatisme masing- 


masing kubu, seperti “air comberan yang mulai membusuk”. Konkritnya, 
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garis semipermeabilitas antara ilmu syari'ah dan ilmu hukum, salah satunya 
adalah menerjemahkan (similarisasi) bahasa ilmu syari'ah ke bahasa ilmu 
hukum, dan sebaliknya, agar tidak terjadi isolasionisme hukum Islam. Jadi, 
implikasinya pada garis pori-pori basah dalam metafora jaring laba-laba 
keilmuan, bukan hanya wahyu (Kembali kepada al-Gur'an dan as-Sunnah) 
yang memandu ilmu, tetapi dua-duanya bisa saling memandu. Dengan 
kata lain, bukan hanya Wahyu Memandu Ilmu (WMI), tetapi juga Ilmu 
Memandu Wahyu (MW). Jadi, hubungan keduanya bukan bersifat pasif- 
aktif, tetapi aktif-aktif (inter-aktif). 


2. Intersubjektifitas dalam Studi Ilmu Hukum Islam 


Bila saya memikirkan atau menginginkan sesuatu, maka sesuatu 
itu adalah entitas yang berbeda dengan saya. Saya adalah subjek, dan 
sesuatu itu bisa subjek atau bisa juga objek. “Saya” dan “sesuatu” berada 
dalam relasi tertentu, yang dalam filsafat disebut intensionalitas, 
diekspresikan melalui kata verba psikologis seperti memikirkan, 
merasakan, menyadari, menginginkan, dan seterusnya. Oleh karenanya 
ada tiga model relasi, yaitu relasi subjek dengan objek (s4bject-object relation), 
relasi subjek dengan subjek (subject-subject or intersubjective relation), dan 
telasi subjek dengan Tuhan (subject-SUBJECT relation). 


Relasi ketiganya, akan mencipatkan tiga jenis kesadaran, yaitu 
kesadaran kognitif, rekognitif, dan trans-(re)kognitif. Kesadaran kognitif 
terkait dengan kesadaran relasi subjek-objek. Kesadaran ini berkaitan 
dengan fakultas untuk memahami, mengingat, atau memikirkan objek, 
relasinya berbentuk aktif-pasif dan monologis. Model eksploitasi besar- 
besaran atas sumber daya alam dalam bidang ekonomi, misalnya, tanpa 
memikirkan model konservasi dan kelestarian alam, menggunakan nalar 
subjek-objek ini. Kesadaran rekogntif berkaitan dengan kesadaran telasi 


subjek-subjek. Kesadaran ini berkaitan dengan fakultas untuk 


3300 M. Husni Muadz, Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi 
Intersubyektivitas-Rekognitif dengan Pendekatan Sistem (Mataram: IPGH Press, 2014), hlm. 247. 
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membangun pengakuan, penghargaan, empati, kasih sayang, relasinya 
berbentuk aktif-aktif dan dialogis. Kesadaran trans-(re)kognitif berkaitan 


dengan kesadaran relasi subjek dengan Tuhan. ""' 


Hubungan subjek-subjek atau intersubjektif, berbeda dengan 
hubungan subjek-objek. Hubungan subjek-objek menggunakan fakultas 
kesadaran kognitif, sedangkan hubungan subjek-subjek menggunakan 
fakultas rekognitif. Berbeda dengan hubungan pertama dan kedua, 
hubungan subjek-SUBJEK, hubungan subjek dengan Tuhan bersifat 
devosional (hubungan penghambaan). Bila hubungan yang kedua adalah 
hubungan kesetaraan, dimana segala urusan bersama harus dirancang 
berdasarkan persetujuan bersama (mutual agreement), hubungan yang ketiga 
bersifat asimetrik dimana subjek secara sadar menyerahkan diri kepada 
Tuhan.” Berdasarkan penjelasan ini, intersubjektifitas hukum berarti 
memosisikan semua realitas hukum yang ada di Indonesia sebagai subjek, 
bukan sebagai objek, seperti hukum Islam, hukum adat, dan hukum 


barat. Hubungan ketiganya berbentuk inter-aktif. 


Rambu-rambu kedua yang menandai hubungan antara ilmu 
hukum dan ilmu syari'ah yang bercorak integratif-interkonektif adalah 
intersubjective subjectivity. Istilah tersebut datang dari Ian G. Barbour dalam 
konteks pembahasan tentang cara kerja sains kealaman dan humanities, 3” 
namun dalam buku ini penulis kembangkan dan mekarkan menggunakan 
ilustrasi yang diambil dari pendekatan fenomenologi agama. Menurut 
Barbour, baik objek maupun subjek masing-masing berperan besar dalam 
kegiatan keilmuan. Data tidak dapat dikatakan terlepas sama sekali dari 
penglihatan pengamat (the data are not “Independent of the obsever”), karena 


situasi di lapangan selalu diintervensi oleh ilmuwan sebagai experimental 


301 Jhid, hlm. 257. 

1302 Ibid. 

103 Tan G. Barbour, Issues in Science and Religion (New York: Harper Tortchbooks, 
1960), hlm. 182-185. Juga karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 
Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama (W hen science meets religion: Enemiies, Strangers or 
Partners ?, 2000), terjemahan E.R. Muhammad (Bandung: Penerbit Mizan, 2002). 
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agent itu sendiri. Oleh karenanya, concepts bukanlah diberikan begitu saja 
oleh alam, namun dibangun atau dikonstruk oleh ilmuwan itu sendiri 
sebagai pemikir yang kreatif (creative thinker). Oleh karenanya, pemahaman 
tentang apa yang disebut dengan objektif harus disempurnakan menjadi 
intersubjective testability, yakni ketika semua komunitas keilmuwan ikut 
bersama-sama berpartisipasi menguji tingkat kebenaran penafsiran dan 


pemaknaan data yang diperoleh peneliti dan ilmuwan dati lapangan. "4 


Dalam dunia logika ilmu pengetahuan sekarang, khususnya yang 
terkait dengan bahasan ilmu dan agama, dikenal istilah subjektif, objektif, 
dan berikutnya intersubjektif, seperti yang termaktub dalam judul buku 
Joseph A. Bracken berjudul Subjectivity, Objectiwity & Intersubjectivity: A 
New Paradigyn for Religion and Science (2009). Bila dibaca dalam konteks 
ilmu hukum Islam, maka ada tiga jenis hukum Islam, yaitu hukum Islam 
subjektif, hukum Islam objektif, dan hukum Islam intersubjektif. Dalam 
studi agama, khususnya kajian penomenologi agama—lewat bantuan 
penelitian antropologi melalui grounded research (etnografiy—para peneliti 
(observer, researchers) dapat mencatat apa yang ditemui dalam kehidupan 
sehari-hari di lapangan hal-hal yang dapat dideskripsikan secara objektif. 
Para peneliti antropologi agama menemukan dan mencatat dengan 
cermat bahwa apa yang disebut agama antara lain meliputi unsur-unsur 
dasar sebagai berikut. Pertama, doktrin (believe certain things). Kedua, ritual 
(perform certain activities). Ketiga, kepemimpinan (invest authority in certain 
personalities). Keempat, nass/teks kitab suci (hallow certain texts). Kelima, 
sejarah (4e// various stories). Keenam, moralitas (egitimate morality). Ketujuh 


bisa ditambah alat-alat (t00/5)."S Ketujuh unsur itu pada umumnya ada 


3304 Tpid., hlm. 183. 

505 Joseph A. Bracken, Subjectivity, Objectivity & Intersubyectivity: A New Paradign 
for Religion and Science (Pennsylvania: Templeton Foundation Press, 2009). 

1306 James L. Cox, A Guide to the Phenomenology of Religion: Key Figures, Formative 
Influences and Subseguent Debates (London: The Continuum International Publishing 
Group, 2000), h. 236. Bandingkan dengan Ninian Smart, Dimensions of the Sacred: An 


Anatomy of tbe Worlds Beliefs (London: Fontana Press, 1977). 
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secara objektif dalam masyarakat pengikut kepercayaan dan agama di 
manapun mereka berada. Namun, para pengamat, researchers dan ilmuwan 
(subjek)-lah yang mengkonstruk dan mencatat adanya unsur-unsur dasar 


(fundamental structure) dalam agama tersebut. 


Namun, ketika ketujuh unsur dasar dalam agama, yang menurut 
penglihatan para pengamat (researchers, religious scholars) bersifat objektif- 
universal—karena dapat ditemui di mana-mana—tersebut telah dimiliki, 
diinterpretasikan, dipahami, dipraktikkan dan dijalankan oleh orang per 
orang, kelompok per kelompok dalam konteks budaya dan bahasa 
tertentu (community of believers), mnaka secara pelan tapi pasti, apa yang 
dianggap objektif oleh para pengamat tadi akan berubah menjadi 
subjektif menurut tafsiran, pemahaman dan pengalaman para pengikut 
ajaran agama masing-masing. Community of believers itu seringkali sulit 
sekali memahami sisi objektifitas dari keberagamaan manusia, karena 
kepentingan-kepentingan memang selalu melekat dalam dunia subjek 


dan para pelaku di lapangan. 


Pergeseran dari objektifitas-peneliti ke subjektifitas-pelaku, 
setidaknya, dapat ditandai ketika apa yang diyakini, dipahami, ditafsirkan 
dan dijalani oleh orang per orang, kelompok per kelompok dan golongan 
per golongan atau masyarakat tertentu dianggap dan dipercayai sebagai 
sesuatu yang tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat diganggu-gugat, tidak 
dapat diperdebatkan sama sekali (xon-falsifiabley dan tidak dapat 
diperbandingkan dengan yang lain (incommensurable). Ketika terjadi proses 
sosiologis seperti itu, maka apa yang dulunya tampak objektif oleh para 
pengamat, researchers, seholars telah bergeser ke wilayah subjektif oleh 
para pelaku dan penganut agama-agama dan kepercayaan yang ada di 
lapangan. Di sini letaknya tikungan tajam, di mana orang apalagi 
kelompok seringkali kehilangan kompas dan petunjuk arah perjalanan 
ke depan. Jika para pengamat, peneliti, ilmuwan dan sarjana agama 
(religious seholars) melihat kepelbagaian dan kemajemukan interpretasi 
dalam agama-agama (baik secara eksternal antar pengikut agama-agama 


dan secara internal, dalam lingkungan dalam agama itu sendiri) sebagai 
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suatu hal yang secara sosiologis wajar belaka dan kemudian para pengamat 
dan ilmuwan berusaha mencari esensi dari kepelbagaian dalam 
keberagaman (essences and manifestations), maka sebaliknya bagi para pelaku 
dan aktor agama dan kepercayaan di lapangan (believers dan confessionalisi). 
Bagi para believers, apa yang dipercayai dan diyakininya adalah yang paling 
benar dan tidak dapat dipertanyakan, apalagi dipersalahkan oleh 
kelompok lain yang berbeda (xon-falsifiable). 


Letak tikungan tajam dan krusialnya di sini. Menurut pandangan 
keilmuan (seholarly perspective), di tengah kepelbagaian dan kebhinnekaan 
agama secara sosiologis (manifestations), maka yang perlu dicari adalah 
essences (hakikat dan ma 'rifat dalam bahasa Tasawwuf/ Sufism) dari berbagai 
agama yang berbeda tersebut, sedang menurut pola pikir agama— 
Jighiyyah (Islamic) Christian/ Buddhist perspective, atau agama dan kepercyaan 
yang lain), maka hanya agama dan kepercayaannya yang dimiliki oleh 
diri dan kelompoknya (Manifestations, Syari ah) sajalah yang paling benar 
(non-falsifiable). Implikasi dan konsekwensi dari dua model berpikir itu 
sudah dapat diperkirakan. Indonesia dan dunia agama-agama di manapun 
berada menghadapi persoalan dan permasalahan pelik yang sama seperti 
itu. Ketegangan (tension) selalu ada antar kedua corak berpikir tersebut. 
Para religious leaders dan community leaders perlu memperoleh bekal yang 
lebih dari cukup untuk dapat mengelola dan menjembatani perbedaan 
penafsiran dan tension tersebut. 

Dengan begitu, apakah ilmu agama (ilmu syari'ah) dan kehidupan 
beragama bersifat objektif atau subjektif? Jawaban atas pertanyaan itu 
sangat menentukan bagaimana corak kehidupan beragama dalam 
masyarakat multietnis, multibahasa, multireliji, multiras, dan multikultural 
seperti di tanah air. Penelitian agama dan pemahaman agama memang 
unik, sui generis. Tidak dapat disamakan begitu saja dengan penelitian di 
bidang sains kealaman (natural sciences) dan juga sains sosial (social sciences). 
Karena dalam agama ada unsur yang hampir sama sekali tidak dapat 


ditinggalkan, yaitu involvement (keterlibatan penuh) dan unreserved 
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commitment (komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar)." Oleh karenanya, 
penelitian dan pemahaman agama selalu bercorak olyective-cum-subjective 
dan atau olyective-cum-subyective. Dalam agama ada unsur objektifitas, namun 
dalam waktu yang bersamaan selalu lekat di dalamnya unsur subjektifitas. 
Begitupun sebaliknya, agama pada hakikatnya adalah bercorak subjektif 
(fideistic subjectivism)," namun akan segera menjadi absurd, jika seseorang 
dan lebih-lebih jika sekelompok orang agamawan yang terhimpun dalam 
mazhab, sekte, denominasi dan organisasi, jatuh pada fanatisme buta 
dan menolak koleganya yang lain yang menafsirkan, menganut dan 
mempercayai kepercayaan dan agama yang berbeda. Untuk menghindari 
keterjebakan subjektifitas yang akut, maka para agamawan perlu 
mengenal adanya unsur-unsur objektif (scientific objectivism) yang ada dalam 
agama-agama. Dengan begitu, ketegangan yang ada dalam wilayah a dire 
subjectivism dapat diredakan dengan pencerahan keilmuan (einlightenmen?) 
lewat pengenalan wilayah objektif dalam agama-agama lewat penelitian 
empiris. Wilayah objektif dan subjektif dalam studi agama tidak dapat 
dipisahkan. 

Setelah mengenal pergumulan antara dunia objektif dan dunia 
subjektif dalam studi agama (Islam), yang dapat diformulasikan menjadi 
Objective-cum-subjective dan atau subjective-cum-objective, maka kluster berpikir 
berikutnya, yaitu intersubjektif akan lebih mudah dipahami. 
Intersubjektif adalah posisi mental keilmuan (scientific mentalitj) yang dapat 
mendialogkan dengan cerdas antara dunia objektif dan subjektif dalam 
diri seorang ilmuwan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan, baik 
dalam dunia sains, agama, maupun budaya. Intersubjektif tidak hanya 
dalam wilayah agama, tetapi juga pada dunia keilmuan pada umumnya. 
Communtiy of researchers selalu bekerja dalam bingkai intersubyective testability. 


Kehidupan begitu sangat kompleks untuk dapat diselesaikan dan 


307 Barbour, Issues, hlm. 218-9. 
1308 Richard C. Martin (ed.), Approaches to Islam in Religious Studies (Tucson: The 
University of Arizona Press, 1985), hlm. 2. 
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dipecahkan hanya dengan satu bidang disiplin ilmu. Overspecialization dan 
linieritas bidang ilmu menjadi bahan perbincangan dan perdebatan 
sekarang. Kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu sangat diperlukan 
untuk memecahkan berbagai macam kompleksitas kehidupan. Masukan 
dan kritik dari berbagai disiplin (ultidicipline) dan lintas disiplin ilmu 
(ransdicipliney menjadi sangat dinantikan untuk dapat memahami 
kompleksitas kehidupan dengan lebih baik. Linieritas bidang ilmu yang 
dipahami secara ad hoc akan mempersempit wawasan ilmuan seseorang, 
jika berhadapan dengan isi-isu keilmuan yang berada di luar jangkauan 
bidang keilmuannya. Intersubjektifitas studi hukum Islam yang penulis 
maksudkan dalam buku ini, terinspirasi oleh Ian G. Barbour yang 


mengenalkan istilah 1ntersubjective testability. 


Dalam bab pertama buku Religion 
in an Age of Science (1990), Barbour EYE MP SANATA PIA 


mengusulkan empat tipologi untuk K lender 
Islam 


memetakan berbagai pendekatan yang 


dipakai dalam hubungan antara science (ilmu 
hukum) dan religion (ilmu syati'ah).8” 
Dengan mempertahankan klasifikasi yang 
sama, tipologi Barbour itu dimodifikasi ei 
dalam edisi revisi tahun 1997." Tahun 
2000, Barbout menerbitkan buku When 


Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or 


nanas Matamu 


Partners? Buku tersebut berisi contoh- 
contoh pembacaan dalam empat pemetaan 


hubungan antara religion and science ilmu hukum dan ilmu syari'ah), yaitu 


309 Jan. G. Barbour, Religion in an Age of Science (San Fransisco: Harper San 
Fransisco, 1990), who proposed conflict, independence, dialogue and integration. 

310 Tan. G. Barbour, Religion and Science: Historical and Contemporary Issues (San 
Fransisco: Harper San Fransisco, 1997). 

BI Jan G. Barbour, When Science Meets Religion: Bnemies, Strangers, or Partners? 
(San Fransisco: Harper Publisher, 2000). 
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konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Dengan menggunakan empat 
tipologi Barbourian tersebut, Susiknan Azhari, salah seorang dosen FSH 
UIN Sunan Kalijaga kemudian menggunakannya untuk menganalisis 
buku (disertasi) Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU 
(2012).” Disertasi tersebut mencoba untuk membangun hubungan 
dialogis-integralis antara metode rukyah yang dipakai NU dan metode 
bisab yang dipakai Muhammadiyah. Ikhtisar disertasi tersebut sebenarnya 
pernah ditulis oleh Susiknan dalam artikel berjudul Karakteristik Hubungan 
Muhammadiyah dan NU Dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat (2006). 
Namun menurut penulis, dalam kasus Sidang Isbat tahunan, keduanya 
sama-sama masuk ke wilayah subjektifitas dan objektifitas masing-masing. 
Pemerintah, yang seharusnya menyediakan ruang dialog inter- 
subjektifitas dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang seharusnya 


juga memberikan ruang intersubjective-testability, justru sering terjatuh dan 


312 Dalam rangka mengembangkan pola integrasi atau konfirmasi antara hisab 
dan rukyat untuk memformulasi Kalender Islam Nasional, sebaiknya dalam waktu 
dekat pihak-pihak terkait, khususnya Muhammadiyah dan NU melakukan kajian 
bersama dan mengutamakan pendekatan akademik-ilmiah melalui research development 
yang terdiri kalangan pemikir dan ahli dibidangnya sehingga kasus-kasus perbedaan 
yang akan datang dapat diatasi dan disikapi penuh kearifan. Selanjutnya untuk 
mewujudkan integrasi hisab dan rukyat pemerintah perlu menjadi fasilitator tanpa 
melakukan intervensi agar fondasi yang dibangun mengakar dan pihak-pihak yang 
terlibat merasa memiliki. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan bersifat fundamental 
tidak sekedar seremonial. Dengan demikian perbedaan dalam menentukan awal 
Ramadhan dan Syawal dapat dikikis dan kebersamaan dapat dikembangkan dalam 
memformulasi Kalender Islam Nasional maupun Kalender Islam Regional ke depan. 
Susiknan Azhari, Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU (Yogyakarta: 
Astronomi Islam Press, 2012), hlm. 269. Tentang model integrasi ini, silahkan lihat 
misalnya, Ahmad Izzuddin, Figih Hisab Rukyah Di Indonesia: Upaya Penyatuan Mazhab 
Rukyah dengan Mazhab Hisab (Yogyakarta: Logung, 2003). Tahun 2007, buku ini kembali 
diterbitkan dengan judul Figih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam 
Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha (Surabaya: Erlangga, 2007). Untuk 
menjembatani antara Hisab dan Rukyah, penulis buku ini menawarkan model “Imkan 
ar-Rukyah Kontemporer”. 

BB Susiknan Azhari, “Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU 
Dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat”, ak-Jami'ah, Vol. 44, No. 2, 2006 M/1427 H, 
hlm. 453-485. 
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terjerumus ke salah satu pihak. Alasannya sederhana saja, ketika ilmu 
sudah memihak pada yang berkuasa, maka yang terjadi adalah 
otoritarianisme-subjektif kekuasaan, yang disebut oleh Foucault sebagai 
relasi antara prower dan £nomledge. Harusnya, yang ikut dalam sidang 
tersebut adalah saintific community, bukan religious community. Sehingga 
menurut penulis, yang harus dibangun adalah mentalitas berpikirnya, 
dengan mengutamakan sikap-sikap Empati dan Simpati (ES). Sikap-sikap 
inilah yang menjadi character building pendekatan integrasi-interkoneksi. 

Polaritas bi-polar antara Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyah, atau 
antara Mazhab Muhammadiyah dan Mazhab NU, akhirnya terbawa juga 
ke lingkungan perguruan tinggi. Mazhab Hisab lebih suka menggunakan 
pendekatan deduktif, sedangkan Mazhab Rukyah lebih nyaman 
menggunakan pendekatan induktif. Kedua mazhab ini masih 
menggunakan ikatan gronp feeling. Berbeda dengan Susiknan, dalam konteks 
penyatuan Penanggalan (Kalender) Hijriyah Internasional, Syamsul Anwar 
hanya menganggap Mazhab Hisab saja yang dapat digunakan. Menurutnya, 
“Dalam rangka penyatuan penanggalan (kalender) Hijriyah internasional 
dan bahkan untuk membuat kalender apa pun, rukyat tidak mungkin 
digunakan, dan hanya hisab satu-satunya sarana yang mungkin untuk 
menyatukan kalender Islam sedunia.” Menurut penulis, Mazhab Jogja 
harus memosisikan dirinya sebagai penyatu antara wilayah partikularitas 
rukyat dan universalitas hisab. Mazhab Jogja adalah Mazhab Ketiga di 
antara Mazhab Pertama (Hisab) dan Mazhab Kedua (Rukyat). Mazhab 
Jogja harus mampu menjadi zona klarifikasi intelektual antara keduanya, 
sehingga tidak lagi berpola bi-polar, tetapi berpola tri-polar. Mazhab Ketiga 
tersebut adalah Mazhab Iw&an atau Mazhab in Between. Idealnya, Mazhab 
Jogja bukanlah Mazhab Hisab (Muhammadiyah) saja maupun Mazhab 
Rukyah (NU) saja, tetapi mazhab integratif-interkonektif. Mazhab Ketiga 
itulah yang dapat mengurai konflik antara keduanya, untuk membangun 


ruang dialog, bahkan ruang integrasi. Jangan sampai “kue besar keilmuan 


314 Anwar, Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi, hlm. 206. 
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mengalahkan “kue kecil? kekuasaan. Meminjam istilah Kuntowijoyo, kita 
harus berani bergerak dari ruang ideologi (Mazhab Pertama dan Kedua) 
ke ruang ide atau ilmu (Mazhab Ketiga). 


Mazhab Ketiga Hisab-Rukyat 
Mazhab Pertama F Mazhab Ketiga 7 Mazhab Kedua 


Hisab Imkan Rukyah 
(Mazhab (Mazhab Jogja) (Mazhab NU) 
Muhammadiyah) 


Menurut penulis, ada tiga jenis mazhab ilmu Falak di FSH, yaitu 
Mazhab Muhammadiyah yang diwakili oleh Susiknan Azhari, Syamsul 
Anwar, dan Oman Faturrahman, Mazhab NU yang diwakili oleh 
Muhyiddin Khozin,”'S dan Mazhab Nasional atau Mazhab Negara yang 
diwakili oleh Abdur Rachim, dalam kapasitasnya sebagai mantan dosen 


ilmu Falak di Fakultas IAIN Sunan Kalijaga dan pernah sebagai anggota 
Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk 
menghindarkan konflik (conflict) ideologis antara Mazhab Hisab dan Mazhab 
Rukyat yang semakin meruncing ini, demi terwujudnya dialog-integratif 


antara keduanya, kedua mazhab tersebut harus diinterkoneksikan menjadi 
Mazhab Jogja atau ilmuisasi Mazhab Ilmu Falak. 


Dalam perspektif A Common Word atau dialog antar agama, istilah 
conflict identik atau paralel dengan diversity, istilah independence identik 
dengan difjerences, istilah dialogue identik dengan partnership, dan istilah 
integrated identik dengan unity. Sebagaimana diketahui dalam teori dialog 
antar agama, setidaknya ada dua teori utama dalam pengembangan 


common word, yaitu unity in diversity dan partnership of difjerences.""' Perbedaan 


BIS Lihat misalnya, Susiknan Azhari, Iu Falak: Teori dan Praktik (Yogyakarta: 
Lazuardi, 2001). 

516 Lihat misalnya, Muhyiddin Khozin, Ilmu Falak: Dalam Teori dan Praktik 
(Yogyakarta, Buana Pustaka, 2004). 

817 Nicholas Adams, “In Pursuit of a “New Secular”: Human Rights and “A Common 
Word”, Waleed el-Ansaty and David K. Linnan, Muslim and Christian Understanding: Theory and 
Application of “A Common Word” (New York: Palgrave Macmillan, 2010), hlm. 175-187. 
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penentuan awal bulan Syawal, misalnya, tidak bisa lagi diselesaikan dengan 
nalar unity in diversity, yang dalam bahasa politik hukum Islam disebut oleh 
Kamsi dengan istilah “diferensiasi dalam unifikasi hukum yang dinamis", 
tetapi harus menggunakan logika partnership of difference. Berdasarkan 
kategorisasi ini, penulis dapat menyebut integrasi-interkoneksi, dalam 


konteks dialog antar agama, sebagai model unity-partnership. 


Berbeda dengan Amin Abdullah yang sangat dipengaruhi oleh 
Barbourlian), terutama terkait dengan istilah “integrasi”, Syamsul Anwar 
hanya menggunakan istilah “interkoneksi”. Sebagaimana yang dikutip 
dari Jamison,"'? Syamsul” menyebut empat aliran pemikiran yang 
terkait dengan kebangkitan kembali sistem pengetahuan alternatif dalam 
Islam. Pertama, aliran yang memusatkan perhatian terhadap dimensi 
filosofis dan spiritual ilmu Islam sebagai alternatif terhadap sikap 
eksploitatif terhadap alam yang mencirikan ilmu modern. Kedua, 
pandangan para saintis Muslim seperti Maurice Bucaille (Bucailisme) 
yang mencoba mempertautkan secara lebih langsung kepercayaan Islam 
dengan sains modern. Ketiga, pikiran yang mencoba membangun suatu 


ilmu yang keseluruhannya baru. Keempat, aliran yang mencoba 


318 Kamsi, “Dinamika Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di 


Indonesia”, hlm. 34. Untuk mendapatkan sebuah hukum yang berkarakteristik 
humanistik dan inklusif diperlukan bangunan metodologi yang berwawasan politik 
hukum yang memperjuangkan syari'at Islam bukan pada tataran label atau simbolik 
tetapi pada substansialistik dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang multi 
kultural dan kemudian ada kesepakatan untuk menggabungkan kesamaan unsur dari 
masing-masing doktrin hukum tersebut. Dengan pemikiran diferensiasi dalam unifikasi 
hukum yang dinamis peluang untuk positivisasi syari'at Islam dalam kerangka hukum 
nasional lebih terbuka. Kamsi, Politik Hukum dan Positivisasi Syari'at Islam di Indonesia 
(Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 271. 

319 Jamison, “Globalization”, hlm. 85-89. 

320 Syamsul Anwar, “Ke Arah Epistemologi Integratif Mencari Arah 
Pengembangan Keilmuan Dalam Rangka Pemekaran IAIN”, dalam Menyatukan Kembali 
Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum 
(Yogyakarta: Suka Press, 2004), hlm. 58. Artikel ini pernah disampaikan dalam Seminar 
dan Lokakarya bertemakan “Reintegrasi Epistemologi Pengembangan Keilmuan di 
IAIN”, yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 September 2002, di Yogyakarta. 
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melakukan kombinasi prinsip-prinsip Islam dengan ilmu modern. Aliran 
keempat inilah yang disebut oleh Syamsul dengan aliran integratif. Jadi, 
aliran integratif disebut juga dengan aliran kombinatif. 


Syamsul 2 


juga mengutip salah seorang eksponen aliran 
integratif ini, yaitu Abdul Hamid Abu Sulaiman,” yang menegaskan 
hakikat ilmu Islam yang hendak dikembangkan itu dengan mengatakan, 
“Sesungguhnya ilmu Islam memfungsikan secara sekaligus sumber- 
sumber pengetahuan rasional-empiris-induktif dan sumber-sumber 
pengetahuan universal-deduktif yang diturunkan dari wahyu ilahi.” 
Berdasarkan kutipan ini, studi ilmu hukum Islam integratif atau 
kombinatif dapat dimakai sebagai rajutan dari rasional-spiritual, empiris- 
normatif, deduktif-induktif, dan universal-partikular. Di akhir 
penjelasannya tentang epistemologi integratif, Syamsul mengatakan: 
Dalam mendekatkan, bahkan mengintegrasikan, antara ilmu-ilmu keislaman 
dan ilmu modern gerakannya dilakukan dari titik yang berbeda menuju dan 


bertemu pada titik yang sama. Ilmu-ilmu agama Islam memasukkan dimensi 


empiris ke dalam struktur keilmuannya, sementara ilmu modern bergerak ke 


arah penerimaan kembali wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan. 2 


1324 


Tahun 2006, dengan mengutip pendapat Anas az-Zarga, 
Syamsul? mengembangkan kajian epistemologi integratif tersebut ke 
ranah interkonektif antara hukum Islam (ilmu syari'ah) dan ilmu ekonomi 


ilmu hukum). Az-Zarga, sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul, 


1321 Thid, 

52 Dikutip oleh Muhammad Anas az-Zarga, “Tahgig Islamiyah Tlm al-Igtisad: 
al-Mafhum wa al-Manhaj”, dalam Toward Islamizations of Discipliners (Herndon, Virginia: 
International Institute of Islamic Thought, 1989), hlm. 328. 

532 Anwat, “Ke Arah Epistemologi Integratif Mencari Arah Pengembangan 
Keilmuan Dalam Rangka Pemekaran IAIN”, hlm. 63. 

34 Az-Zarga, “Tahgig Islamiyah Tlm al-Igtisad: al-Mafhum wa al-Manhaj”, 
hlm. 324. 

532 Syamsul Anwat, “Ekonomi Dalam Studi Keislaman”, dalam Dudung 
Abdurrahman, Sosia-Humaniora dan Sains dalam Studi Keislaman (Yogyakarta: Lemlit 
Press, 2006), hlm. 260-263. 
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mencoba menggabungkan antara pernyataan deskriptif dan normatif 
secara bersamaan dalam suatu diagram sebagai berikut, dengan 
perubahan sedikit dari Syamsul, dengan menambahkan garis putus-putus 
(pori-pori basah) yang memisahkan antara angka 3a dan 4a dengan angka 
4a dan 4b. Perhatikan diagram keterkaitan antara pernyataan Islam (ilmu 
syari'ah) dan pernyataan-pernyataan ilmu ekonomi (ilmu hukum) 
menurut az-Zarga berikut ini, dengan beberapa perubahan dari penulis 


(seperti model kuadran). 


Integrasi antara ilmu syari'ah dan ilmu ekonomi 


pernyataan Islam pernyataan ekonomi 


N / 


pernyataan normatif pernyataan normatif 


pernyataan 33 Sak CE aan deskriptif 


Menurut Syamsul, diagram di atas memberikan delapan kotak 
pernyataan (angka 1 s/d 6 dengan angka 3 dan 4 masing-masing terdiri 
atas dua sub kotak) yang isinya telah dikemukakan terdahulu. Kedelapan 
kotak pernyataan itu adalah sebagai berikut. Kotak 1 memuat pernyataan 
normatif Islam yang tidak terkait dengan ekonomi. Kotak 3a memuat 
pernyataan normatif Islam terkait dengan ekonomi tetapi tidak ada 
bandingannya dalam atau malah bertentangan dengan ekonomi 
konvensional. Kotak 3b memuat pernyatan normatif Islam terkait 
ekonomi dan ada bandingannya dalam ilmu ekonomi konvensional. 
Kotak 5 memuat pernyataan normatif ekonomi (dalam bentuk 
paradigma, misalnya) yang tidak terdapat teks-teks syari'ah mengenainya 
dan tidak dapat disimpulkan dari teks-teks syari'ah yang ada. Kelompok 
ini merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh ilmu ekonomi saja. Kotak 2 
memuat pernyataan deskriptif Islam yang tidak terkait dengan ekonomi. 
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Kotak 4a memuat pernyataan deskriptif Islam terkait dengan ekonomi 
tetapi tidak ada bandingannya dalam ekonomi. Kotak 4b memuat 
pernyataan deskriptif Islam terkait ekonomi dan ada bandingannya dalam 
ilmu ekonomi konvensional. Kotak 6 memuat pernyataan deskriptif ilmu 


ekonomi. 


Masih menurut Syamsul, “Integrasi syari'ah (ilmu syar?ah) dengan 
ilmu ekonomi (ilmu hukum) dilakukan dengan memasukkan pernyataan- 
pernyataan normatif Islam yang berkaitan dengan ekonomi ke dalam 
preferensi-preferensi ekonomi sehingga ruang preferensi ekonomi 
menjadi membesar karena masuknya pernyataan normatif syari'ah 
(agama) ke dalam preferensi ekonomi akan berakibat timbulnya 
perubahan pada pernyataan deskriptif ekonomi dan dengan demikian 
ilmu ekonomi mengalami suatu transformasi menjadi ilmu ekonomi 
Islam (pernyataan ini menurut penulis masih berbau islamisasi ilmu). 
Dengan kata lain, integrasi agama dan ilmu ekonomi dilakukan dengan 
mengganti kotak no. 5 dengan kotak no. 3a dan 3b, dan juga dilakukan 
dengan menguji kembali muatan kotak no. 4a dan 4b untuk diintegrasikan 
ke kotak no. 6. Keseluruhan proses penggantian dan pengintegrasian 
ini diharapkan akan berakibat pada perubahan muatan kotak no. 6. 


1327 


Perubahan dimaksud berupa,“ perubahan atau revisi terhadap 
pernyataan-pernyataan deskriptif dalam kotak no. 6 yang semula 
didasarkan kepada kotak no. 5, penambahan pernyataan baru (atau 
mempertegaskan pernyataan-pernyataan yang belum mendapat perhatian 
cukup) dalam kotak no. 6 yang diambil dari kelompok 3a dan 3b, yaitu 
dari nilai-nilai dan pra anggapan-pra anggapan Islam, dan juga mungkin 
sekali dari kotak 4a.” Tahun 2011, Syamsul juga membawa arah 
epistemologi integratif tersebut ke ranah studi Hadis dan Astronomi. "2 


Hanya saja kali ini ia lebih memilih istilah “interkonektif ” saja. 


120 Thid., hlm. 262. 

52 Tbid., hlm. 263. 

52 Lihat, Syamsul Anwar, Interkoneksi: Studi Hadis dan Astronomi (Yogyakarta: 
Suara Muhammadjyah Press, 2011). 
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Senada dengan Syamsul, dengan mengutip Peter Hagul,"” Jaih 
Mubarok juga hanya menggunakan istilah “interkoneksi” saja (tanpa 
kata “integrasi” dalam bidang studi ilmu hukum Islam.“ Menurut 
Mubarok, ada dua jenis interkoneksitas (saling hubungan), yaitu saling 
hubungan yang bersifat internal (studi Islam), dan saling hubungan yang 
bersifat eksternal. Saling hubungan dalam kajian hukum Islam yang 
bersifat internal juga dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, saling 
hubungan dalam kajian hukum Islam yang bersifatinternal makro. Kedua, 
saling hubungan dalam kajian hukum Islam yang bersifat internal mikro. 
Sementara saling hubungan dalam kajian hukum Islam yang bersifat 
eksternal juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saling hubungan yang 
bersifat eksternal-sederhana (dua konsep /variabel) dan saling hubungan 
yang bersifat eksternal yang kompleks (banyak konsep atau variabel). 
Berdasarkan konsep interkoneksitas antar variabel di atas, Mubarok 
kemudian mencoba untuk menjelaskan berbagai saling hubungan dalam 
kajian dan penelitian hukum Islam. Pada dasarnya dapat ditampilkan 


empat format interkoneksi dalam kajian dan penelitian hukum Islam. 


52 Peter Hagul dan kawan-kawannya menjelaskan bahwa hubungan antar 
variabel dapat dibedakan menjadi tiga: 1) hubungan simetris, yaitu hubungan variabel 
yang satu yang tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lain. Hubungan simetris 
dibedakan menjadi empat (a) dua variabel atau lebih merupakan indikator untuk konsep 
yang sama, (b) kedua variabel merupakan akibat dari faktor yang sama, (c) kedua variabel 
berkaitan secara fungsional, dan (d) hubungan yang terjadi karena kebetulan. 2) 
hubungan timbal balik, ia terjadi apabila suatu variabel menjadi sebab (bagi variabel 
yang lain) dan akibat (dari variabel yang lain). Dengan kata lain, dari satu segi ia 
berkedudukan sebagai variabel bebas dan dari segi yang lain, ia berkedudukan sebagai 
variabel terikat, dan 3) hubungan asimetris, yaitu inti pokok analisis sosial, hubungan 
ini terjadi apabila variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya atau dikenal 
juga dengan hubungan searah. Peter Hagul dkk., “Penentuan Variabel Penelitian dan 
Hubungan Antar Variabe?”, dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), Metode 
Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 51-55. 

3330 Jaih Mubarok, “Interkoneksi dalam Kajian Hukum Islam”, dalam Dudung 
Abdurrahman (ed.), Sosia- Humaniora dan Sains dalam Studi Keislaman (Yogyakarta: Lemlit, 
2006), hlm. 117-181. 

B3 Jbid., hlm. 178. 
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Interkoneksitas Studi Hukum Islam 


Interkoneksi Internal Mikro Format 1 
Makro Format 2 

Interkoneksi Eksternal Sederhana (Bivariat) Format 3 
Kompleks (Multivariat) Format 4 


Interkoneksi studi hukum Islam format pertama terjadi karena 
dalam kajian hukum Islam terdapat faktor-faktor (sub sistem) yang 
beragam dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang pemikiran 
hukum Islam, terdapat empat produk pemikiran hukum Islam: fikih, 
fatwa, ganun, dan gada' Interkoneksi dalam mengkaji dan meneliti produk 
pemikiran hukum Islam, dapat dilakukan dengan menjelaskan hubungan 
produk-produk pemikrian hukum Islam, baik hubungan yang bersifat 
timbal balik maupun hubungan yang searah (asimetris). Sedangkan dari 
sudut pandang penegakan hukum, terdapat sejumlah faktor yang 
membuat hukum Islam dapat ditegakkan. Paling tidak terdapat tiga faktor 
penegakan hukum: materi hukum, aparat hukum, dan kesadaran hukum 
masyarakat—ketiganya paralel seperti hubungan antara product, person, 
dan process—. Dari segi ini, kajian dan penelitian hukum Islam yang 
memperlihatkan keterkaitan antara materi hukum, aparat hukum, dan 
kesadaran hukum masyarakatnya, dapat dilakukan. Apabila disusun dalam 
variabel, penegak hukum dapat dilihat dari segi ketaatan dan moralitasnya 
(misalnya tingkat kesadaran dan moralitas penegak hukum), materi 
hukum dapat dilihat dari segi konsistensi dan koherensinya, dan kesadaran 
hukum masyarakatnya dapat dilihat dari segi kuantitas (tingkat 
pemahaman dan ketaatan masyarakat)'”.—menurut penulis, tiga pola 
itu dapat digunakan untuk mengukur penegakan paradigma integrasi- 
interkoneksi di UIN, yaitu ketaatan dan moralitas kaum strukturalis di 
kampus UIN sebagai “penegak hukum', konsistensi dan koherensi secara 
terus menerus model penelitian i-kon sebagai “materi hukum”, dan 
kuantitas kesadaran kaum idealis (scientific mentalitj)) di kampus UIN 


1332 Thid., hlm. 180. 
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sebagai “kesadaran hukum'—. Ketiganya itu saling berkaitkelindan seperti 
hubungan sirkular-hermeneutik. Di sini, “meteri hukum (i-kon) dapat 
dipandang sebagai zext, “penegak hukum (i-kon)' sebagai simbol actor, 
dan “kesadaran hukum (i-kon) sebagai pilar spectator. Trilogi di atas dapat 
juga dibaca sebagai berikut. Materi hukum sebagai studi hukum Islam 
normatif, aparat hukum sebagai studi hukum Islam filosofis, dan 


kesadaran hukum masyarakat sebagai studi hukum Islam empiris. 


Paralelitas antara Kreativitas dan Penegakan Hukum 


Nalar Kreativitas (Hukum) Penegakan Hukum 
Person Penegak Hukum 
Proses Kesadaran Hukum Masyarakat 
Produk Materi Hukum 


Interkoneksi format £edua terjadi karena hukum Islam merupakan 
sistem yang juga bagian dari sistem yang lebih luas cakupannya, yaitu 
kajian Islam (Islamic Studies). Secara umum, kajian Islam mencakup seluruh 
berbagai bidang kajian keislaman. Oleh karena itu, ulama membedakan 
wilayah kajian Islam menjadi tiga, ahkam al-i tigadiyyah, ahkam al- 
khulugiyyah, dan ahkam al-'amaliyyah. Interkoneksi—dalam arti hubungan 
searah atau timbal balik—antara tiga bidang tersebut dapat saja terjadi. 
Ragam keyakinan diperkirakan berpengaruh terhadap kualitas amal dan 
akhlak. Sebaliknya, kualitas amal dan kualitas akhlak berpengaruh 
terhadap ragam keyakinan.” Tiga wilayah kajian Islam tersebut, yaitu 
ahkam ali tigadiyyah, identik dengan studi ilmu hukum Islam normatif: 
ahkam al-khulugiyyah, identik dengan studi ilmu hukum Islam filosofis, 
dan ahkam al-'amaliyyah, identik dengan studi ilmu hukum Islam empiris. 
Syahrur juga menyebutkan tiga wilayah kerja dalam Teori Hudud, yaitu 
ibadah, akhlak, dan legislasi." 


1333 Tpid, 

38 Teoti budud hanya berada di wilayah legislasi, tidak berada dalam wilayah 
ibadah dan akhlak. Ini terjadi karena wilayah legislasilah yang bersifat hududi, sementara 
wilayah ibadah dan akhlah bersifat gini. Syahrur, a-Kitab wa al-Our'an, hlm. 522. Lihat 
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Studi Hukum Islam Perspektif Teori Hudud 


Jaih Mubarok Muhammad Syahrur | Studi Hukum Islam 
Ahkam al-P'tigadiyyah, Ibadah Normatif 
Ahkam al-Khulugiyyah, Akhlak Filosofis 

Ahkam al-'Amaliyyah, Legislasi Empiris 


Interkoneksi format £eriga terjadi karena hukum juga berfungsi 
sebagai alat untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Keadilan 
dipahami dan dijelaskan dalam berbagai dimensi yang memperlihatkan 
keragaman metode berpikir yang berkembang. Oleh karena itu, misalnya, 
kajian dan penelitian mengenai keadilan hukum harus mempertalikan 
antara kajian hukum dengan kajian filsafat. Hukum juga mengatur pola 
hubungan manusia yang ditetapkan berdasarkan aspek statis (status) dan 
dinamis (peran) sehingga pihak-pihak ditetapkan hak-hak dan kewajiban- 
kewajibannya. Oleh karena itu, kajian hukum Islam, terutama praktik 
hukumnya, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. 
Hubungan yang dikaji dan diteliti dapat saja berupa hubungan searah 
(sebab-akibat) seperti hubungan pendidikan (tingkat pendidikan), 
ekonomi, dan lingkungan dengan tingkat kesadaran hukum perkawinan 


(misalnya pencatatan perkawinan). "” 


Interkoneksi format model keempat memperlihatkan hubungan 
yang kompleksitasnya tinggi. Kajian dan penelitian ini mempertalikan 
hukum Islam dengan banyak pendekatan. Kajian dan penelitian hukum 
Islam dalam format ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
antropologi (antropologi hukum), sosiologi (sosiologi hukum), sejarah 
(sejarah hukum), politik (politik hukum), dan bahkan mungkin teknologi 
(hukum). Dalam batas-batas tertentu, kajian seperti itu sering disebut 


1336 


kajian interdisipliner atau multidisipliner.””” Menurut Amin, pendekatan 


juga misalnya, Muhyar Fanani, Figh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern 
(Yogyakarta: LKIS, 2009), hlm. 275. 

1335 Mubarok, “Interkoneksi dalam Kajian Hukum Islam”, hlm. 181. 

1386 Jpid, 


674 | Waryani Fajar Riyanto 


Bab VI: Tiga Dunia dalam Studi Ilmu Hukum Islam 


integrasi-interkoneksi dalam konteks studi ilmu hukum (Islam), tidak 
hanya menekankan aspek penegakan hukum yang bersifat legalistik- 
positivistik saja, tetapi juga penegakan keadilan yang bersifat etik- 
humanistik.” 


Dalam perspektif Barbourian,”# 


hubungan triadik antara studi 
ilmu hukum Islam normatif, filosofis, dan empiris di atas dapat dibaca 
sebagai hubungan triadik antara religion, philosophy, dan science, atau hubungan 
trikotomik antara sxbyective, intersubjective, dan objective. Hubungan integratif 
antara ketiganya disingkat dengan istilah inter-subjective testability (subjective 
fintersubjective| 4 objective ftestability)). Subjektifitas studi ilmu hukum Islam 
normatif harus di-zesi/ability) dengan studi ilmu hukum Islam empiris. Amin 
Abdullah memparalelkan ketiga istilah tersebut ke dalam ilmu-ilmu 
keislaman, menjadi hubungan triadik antara hadarat an-nas, badarat al-falsafah, 
wa badarat al-'im. Jika Barbour menggunakan istilah trialektik antara religion, 
Philosophy, and science—bandingkan dengan Charles S. Peirce yang 
menggunakan istilah trikotomik god, mind, and matter—, maka Whitehead 


menggunakan istilah religious, metaphysics, dan scientific experience.” 
, , 


533 M. Amin Abdullah, “Etika Hukum di Era Perubahan Sosial: Paradigma 
Pro(f)etik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem”, makalah disampaikan dalam 
Diskusi Berseri Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan 
Pendidikan Hukum di Fakultas UW-Seri II, Yogyakarta, 12 April 2012, hlm. 2. 

338 Barbourt, Issues in Science and Religion, hlm. 11. Buku ini telah diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia oleh Damayanti dan Ridwan, lihat, Ian G. Barbour, Isu 
Dalam Sains dan Agama, terj. Damayanti dan Ridwan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 
2006). Tentang hubungan triadik antara religion (theologians), science (scientist), dan pbilosophy 
(pbilosophers) tersebut, Barbour menyatakan: “Scientist and theologians have usually tried to 
relate science directly to religion, neglecting tbe contribution philosopby can make to the clarification of 
issues. On the otber hand, professional philosophers have often had little contact with eitber the 
scientific or the religious community, and their abstract formulations sometimes bear little resemblance 
to what scientists and theologians are actually doing. The point of departure for philosophy of religion 
must be tbe worshiping community and its tbeological ideas, only then can pbilosopby serve a function 
both critical and relevant to religion. Similarly, philosopby of science must be based on the actual 
practice of scientific work”, hlm. 11. 

339 Whitehead, Religion in the Making (Cambridge: Cambridge University Press, 
t.t.), hlm. 31 dan 57, Barbour, Issues in Science and Religion, hm. 129. 
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Menurut penulis, selain Barbour, seorang ilmuwan yang dapat 
dikedepankan dalam perbincangan antara religion and science (religion, 
Philosophy, and science) adalah Fritjof Capra. Capra, yang menawarkan model 
tetrahedron antara form, matter, process, meaning, adalah pemikir modern 
dengan gagasan-gagasan yang segar dan sekaligus kontroversial. Dalam 
perspektif syari'ah, keempat model ini masing-masing dapat mewakili 
pilar teks ilmu syari'ah (form), proses berijtihad usul al-figh wa magasid asy- 
syari'ah (process), yang dikombinasikan dengan ilmu-ilmu sosial, seperti 
sosiologi, antropologi, dan sejarah (meaning) serta ilmu-ilmu kealaman, 
seperti biologi, fisika, dan kimia (matter). Apabila model tetrahedron ala 
Capra di atas digunakan untuk memetakan jurusan-jurusan dan program 
studi-program studi di FSH, dapat ditabulasikan sebagai berikut. 


Merancang Jurusan dan Program Studi di FSH Perspektif 


Tetrahedron 
Tetrahedron Fritjof Capra Jurusan dan Program Studi di FSH 
Form (Religion) Jurusan Ilmu Syari'ah: AS, PMH, Siyasah, MU, 
dan KUI 
Process (Philosophy) Program Studi Filsafat Ilmu Hukum Islam 
(Pusat Studi Ushul Fikih dan Magasid asy- 
Syari'ah) 
Meaning (Social Sciences and Program Studi Ilmu Hukum (Sejarah Hukum, 
Humanities) Sosiologi Hukum, Politik Hukum, dan 
Antropologi Hukum) 
Matter (Natural Sciences) Program Studi Teknologi Hukum 


Pada intinya, gagasan Capra yang dianggap menggoncangkan 
dunia akademik adalah visi baru yang ditawarkannya dalam memandang 
materi fisika. Ia tidak lagi percaya bahwa materi bersifat diskret atomistik 
berdasarkan pola pikir oposisi biner, melainkan continuum holistik alias 
integrated. Ada empat kata kunci untuk memahami pikiran Capra, yaitu 
mind, dynamics, system, dan cyelical pattern, atau antara form (religion), matter 


(natural sciences), process (philosophy), and meaning (social sciences)."" Capra 


340 Budi Widianarko dkk., Menelusuri Jejak Capra: Menemukan Integrasi Sains, 
Filsafat, dan Agama (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 8. Ada lima judul buku Fritjof 
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memandang fisik sebagai kesatuan continuum, bukan lagi berwujud 
partikel, melainkan ibarat gelombang yang berkesinambungan. Secara 
metaforis boleh dikatakan, Capra melihat dunia ilmu sebagai kesatuan 
yang bulat, tidak terkotak-kotak. 


Kembali ke Barbour. Menurut Barbour, sebagaimana yang 
disampaikan oleh Amin," tidak ada objektift—universal—murni 
(positivistik murni) dan subjektift—partikular—murni (personal murni 
dan menegasikan yang lain, yang biasanya dianut oleh kaum agamawan 


(total subjectivism). Barbour kemudian menawarkan model pendekatan 


Capra (semuanya versi asli dalam bahasa Inggris), yang terkait dengan relasi antara 
religion and science, yakni: 1) The Tao of Physics: An Exploration of tbe Parallels Between 
Modern Pbysics and Eastern Mysticism (London: Flamingo, 1975), telah diterjemahkan 
oleh Aufiya Ilhamal Hafizh, Yogyakarta: Jalasutra, 2000: 2) The Turning Point: Science, 
Society, and Rising Culture (London: Flamingo, 1982), telah diterjemahkan oleh M. 'Thoyibi, 
Yogyakarta: Jejak, 2007: 3) Uncommon Wisdom: Conversations with Remarkable People 
(London: Flamingo, 1988), telah diterjemahkan oleh Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: 
Bentang, 2002: 4) The Web of Life: A New Synthesis of Mind and Matter (London: Flamingo, 
1996), telah diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001: 
dan 5) The Hidden Connections: A Science for Sustainable Living (London: Flamingo, 2002), 
telah diterjemahkan oleh Andya Primanda, Yogyakarta: Jalasutra, 2004. 

311 Materi Matakuliah “Filsafat Ilmu” dan “Agama, Sains, dan Budaya” oleh M. 
Amin Abdullah tanggal 16 Juni 2012 di Pascasarjana (S-3) UII dan UIN Sunan Kalijaga. 

32 Dalam teori terbarunya (/anguage game), sebagaimana dikutip oleh Amin, 
Wittgenstein mengajukan teori language game-nya, yang agak lebih bisa menampung 
segala macam pengalaman manusia yang amat kaya. Dalam teorinya tersebut, tidak 
ada pengalaman manusia yang perlu dicoret lagi dari daftar pengalaman manusia yang 
meaningful. Semua pengalaman manusia adalah meaningful, termasuk di dalamnya 
metafisika, etika maupun agama. Hanya, wilayah permainan bahasanya yang berbeda. 
Wilayah permainan bahasa ilmu pengetahuan berbeda dari wilayah permainan bahasa 
agama. Kedua wilayah permainan bahasa ini tidak bisa dicampur aduk, apalagi kalau 
sampai yang satu menggeser yang lain. Ibarat orang main catur, jalannya spion adalah 
berbeda dari jalannya kuda. Masing-masing mempunyai wilayah keabsahannya sendiri. 
Jangan melamun akan adanya suatu pemahaman yang universal, yang menghilangkan 
warna dan ciri khas budaya masing-masing. Yang ada adalah family resemblance. M. Amin 
Abdullah, “Metode Filsafat Dalam Tinjauan Ilmu Agama: Tinjauan Pertautan antara 
Teori dan Praxis”, dalam al-Jami'ah, No. 46, 1991, hlm. 85-86. Lihat juga, Ludwig 
Wittgenstein, The Philosophical Investigations (Oxford: Basil Blackwell, 1978), hlm. 11. 
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intersubjective testability sebagai jenis dunia ketiga, selain dunia subjektif 
dan objektif. Rolston menyebut dengan istilah sewipermeable, sedangkan 
Wittgenstein dengan istilah family resemblanee.5” Wittgenstein 
menggunakan istilah ory of life dan language-game, kedua istilah ini masing- 
masing tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, bagaikan dua 
sisi mata uang." Sedangkan Amin, mengibaratkan hubungan antara 
normativitas dan historisitas juga seperti sebuah koin yang tidak bisa 


1344 


dipisahkan kedua sisinya. 


Tiga Dunia Studi Hukum Islam 


TRIALIST SCIENCE PHILOSOPHY RELIGION 
SCIENCE Similarities RELIGION 
Between Science 
and Religion: 
“a— , —— 
Observation, 
Theory, and 
Inference 
Holmes Rolston Causality Semipermeable Meaning of Life 

Experience Interpretation 


38 Norman Malcolm, W'ittgenstein: A Religions Point of View? (New York: Cornel 
University Press, 1993), hlm. 91. 

34 Keberadaan manusia itu terdiri dari dua sisi, yaitu sisi “normativitas” dan 
sisi “historisitas”. Ini bisa diibaratkan dengana koin. Keberadaan koin tidak dapat dilihat 
dari hanya satu sisi saja, tetapi dalam waktu yang sama juga ada sisi lainnya. Jadi, di satu 
sisi ada truth claim dalam wilayah normatif, dan sisi lain ia adalah manusia historis yang 
harus didekati secara historis pula. Jika keduanya dipisahkan, sisi historisitasnya akan 
jatuh pada relativisme, dan sisi normativitasnya akan jatuh pada absolutisme. Jadi, ada 
absolusitas sekaligus relativitas (relatively absolute) dalam diri manusia (pen. hubungan 
keduanya seperti keping koin yang digerakkan secara sirkular). M. Amin Abdullah, 
“Islam Indonesia lebih Pluralistik dan Demokratis”, Jurnal a/-Jami'ah, No. 3, Vol. VI, 
Tahun 1995, hlm. 73. 
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Whitehead Immanen Process Transenden 
Ingression 
Participation 
Ian G. Barbour Total Objectivism Intersubjective Total Subjectivism 
Testability (Religion- 
(Science- Spiritualistic) 
Positivistic) 
Wittgenstein Language-game Family Form of Life 
Resemblance 
Kim Knott Out-sider: Rapprochement: In-sider: 
Participant as 
Complete Observer Observer and Complete 
Observer as Participant 
Participant 
Amin Abdullah Keilmuan Umum Integrasi- Keilmuan Agama 
Historisitas) Interkoneksi Normativitas 
Integrasi- Hadarat al-Tlm Hadarat al- Hadarat an-Nas 
Integrasi- Inductive Abductive Deductive 
Interkoneksi Creative 
Studi Ilmu Imagination 
Hukum Islam 
TIGA DUNIA 


Menurut Barbour, alam hanya memberikan fakta (experience) yang 
bersifat induktif, bukan teori yang bersifat deduktif. Teori adalah hasil 
interpretasi (interpretation) seseorang tentang sesuatu, sehingga ia bersifat 
subjektif. Teori tidak hanya dihasilkan oleh logika induksi dan deduksi 
saja, tetapi teori bisa dihasilkan oleh logika imajinasi kreatif. Jadi, 
hubungan triadik antara studi ilmu hukum Islam normatif-deduktif, 
filosofis-abduktif, dan empiris-induktif, identik dengan hubungan trilogis 


antara interpretation, creative imagination, dan experience. 


Terkait penjelasan intersubjective testability (subjective fintersubjective| 
4 objective (testability)), khususnya Bab VII dalam buku Issues in Science and 
Religion, analisis Barbour berpuncak pada pertanyaan lama tetapi 
mendasar tentang bagaimana memahami keterlibatan subjek, individu, 
dalam sebuah penelitian atau studi, agar hasil penelitian atau studinya di 
satu sisi tidak terjebak pada dominasi subjektifitas yang niscaya akan 
mementahkan obyjektifitasnya, namun di sisi lain tidak memungkinkan 


untuk berdiri sepenuhnya secara objektif lantaran subjek individu peneliti 
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niscaya memiliki subjektifitasnya? Terkait dengan hal ini, Barbour 


menyatakan (terjemahan): 


“Partisipan para ahli. ... .Penafsiran pengalaman memerlukan tafsiran mental 
dan pertimbangan personal, kontribusi subjek dan objek tidak pernah bisa 
dipisahkan sepenuhnya. ... .perspektif kultural dan nilai individu dan gambar 
manusia secara tidak terhindarkan mengkondisikan pemilihan dan penafsiran 
data dan perumusan konsep dan teori. ... .pengalaman introspektif yang 
berkontribusi secara tidak langsung pada pemahaman orang lain, dan bahwa 
usaha untuk melihat peristiwa dari kerangka referensi agen dan pengamat 
sangatlah berharga. Kami mempertahankan prinsip objektivitas yang 
ditafsirkan sebagai keterujian intersubjektifitas dan komitmen pada 


universalitas.” 


Selanjutnya, Barbour juga menandaskan: 


“...konsep keunikan...meskipun setiap peristiwa dalam beberapa hal unik, 
prosedur ilmiah berusaha untuk merumuskan hukum dan teori dengan 
memilih pola biasa dan dapat berulang di antara banyak peristiwa.” 


Kutipan terakhir dari statemen Barbour ialah pungkasannya: 


“...Objektivitas sebagai keterujian intersubjektifitas yang tidak mengabaikan 
keterlibatan personal, dan keunikan terkait dengan konfigurasi tertentu yang 
tidak mengabaikan pengenalan pola yang taat hukum. Baik subjek maupun 
objek berkontribusi pada pengetahuan di sebuah bidang, dan semua peristiwa 


bisa dianggap unik atau taat hukum.” '" 


Bagi Barbour, dengan berdasar tiga kutipan utama tersebut, 


sejatinya mempertentangan subjektifitas dan objektifitas dalam studi ilmu 


pengetahuan apa pun (termasuk studi ilmu hukum Islam), tentu dalam 


skalanya yang khas pada masing-masing bidang, layaknya mengamini 


perkelahian lama antara eksistensialisme (subjektifitas) dan positivisme 


(objektifitas). Sikap positivistik yang ketat dengan objektivitas sama kurang 


produktifnya dengan sikap eksistensialis yang menyembah keunikan 


personal subjektif." Atas dasar itulah, Barbour lalu menawarkan peleburan 
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345 Barbour, Issues in Science and Religion, hlm. 275-276. 
340 Thid., hlm. 277. 

347 Tbid., hlm. 279. 

1348 Thzd., hlm. 278-279. 
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bidang antara subjektifitas dan objektifitas tersebut, melalui apa yang 
disebutnyasebagai: (1) objektifitas dalam keterujian intersubjektifitas yang 
tidak mengabaikan keterlibatan personal, dan (2) keunikan terkait dengan 
konfigurasi tertentu yang tidak mengabaikan pengenalan pola yang taat 
hukum. Jadi, integrasi-interkoneksi dalam studi ilmu hukum Islam 
sebenarnya ingin mentrialogkan antara nalar eksistensialisme (subjektifitas) 
atau ketransendenan hukum (hukum profetik), humanisme (intersubjektif) 
atau keadilan hukum (hukum humanistik), dan positivisme (objektifitas) 
atau kepastian hukum (hukum positivistik). Integrasi-interkoneksi tidak 
akan mengurangi eksistensi keberagamaan seseorang, tetapi justru 
menambahkan dan memperkaya pentingnya nalar etik humanistik dan 
logika ilmu pengetahuan yang positivistik. Hubungan ketiganya seperti 
hubungan trialogis antara subjek-SUBJEK (eksistensialis), subjek-subjek 
(humanis), dan subjek-objek (positivis). 

Apa yang dimaksud oleh Barbour dengan keterujian 
intersubjektif atau intersubyective testability (subjek-subjek)? Tentu saja, tidak 
ada yang menampik kenyataan bahwa subjek peneliti (hukum Islam), 
misalnya, memberikan pertimbangan personal yang sangat besar dalam 
memilih, mengevaluasi, dan menafsirkan data, yang pada gilirannya 
praduga dan nilainya tersebut mempengaruhi secara lebih kuat konstruksi 
teoritisnya. Inilah pemicu utama mengapa terjadi perbedaan-perbedaan 
pemahaman, penafsiran, dan bahkan doktrin di antara banyak ilmuwan 
meskipun mereka sedang mengkaji tema dan objek yang sama. Hal ini 
sepenuhnya terikat kuat pada pertimbangan-pertimbangan personal 
penelitt—Knott menyebutnya dengan istilah complete participant—, yang 
tentu tidak pernah bertolak dari ruang kosong. Ada faktor budaya, sosial, 
ekonomi, ideologi, politik, kepentingan, integritas, kapasitas, hingga 
sejarah dan bahkan agama sebagai zota/ discourse yang intens terlibat di 


dalam diri personal tersebut." 


34 Kemampuan menempatkan diti sepenuhnya sebagai peneliti (observer) 
terutama untuk objek-objek penelitian yang merupakan bagian dari kehidupannya 
sendiri, seperti agama, hanya akan bekerja dengan baik jika mampu membangun 
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Maka, sampai di sini, mudah dipahami bahwa setiap hasil 
penelitian apa pun (termasuk studi ilmu hukum Islam) dan oleh siapa 
pun Gagih) meniscayakan potensi berbeda yang sangat besar, yang 
dipengaruhi oleh keterlibatan personal tersebut (personal involvemeni). 
Namun, di sisi lain, tentu harus dipahami dan selalu dijadikan pegangan 
mendasar oleh para ilmuwan bahwa kendati mereka tidak bisa bekerja 
tanpa keterlibatan personalnya, mereka juga harus berkomitmen tinggi 
pada universalitas. Apa yang dimaksud universalitas di sini? Barbour 
menjelaskannya dengan statemen bahwa ilmuwan harus mampu 
melakukan transendensi diri yang mampu menjangkau keluar dari 
individualitasnya. Ilmuwan, termasuk kaum agamawan, karenanya, harus 
mampu sekaligus untuk mencampakkan ketertarikan pribadi yang bisa 
membunuh dan mengaburkan keterbukaan diri pada ide-ide baru dalam 
mencari kebenaran ilmu. Inilah (pakta) integritas asli ilmuwan dan 
agamawan dalam meneliti dan membangun ilmu pengetahuan. Ia harus 
mampu mengakui bukti yang ditemukannya meskipun bukti itu 
meragukan teori yang telah dirumuskannya sendiri, atau bahkan 


membunuh teorinya sendiri. 


Disinilah posisi objektifitas menemukan tempatnya, sebuah 
kriteria empiris dan rasional sebagai tanda dari universalitas. Kriteria 
empiris dan rasional tersebut dengan sendirinya berperan sebagai 
pengujian universalitas dari seorang peneliti beserta segudang 
subjektifitasnya.' Barbout mengistilahkan kondisi ini sebagai keterujian 


intersubjektif (intersubyective testability). Jika ada seorang peneliti atau 


objektifitas dan menciptakan jarak kritis objektif. Istilah participant-as-observer—Kim 
Knott: insider (complete participant and participant as observer) dan outsider (complete observer 
and observer as participani)—dan experience-distant merupakan kondisi yang paling banyak 
disorot. Lihat, John R. Hinnels, The Routledge Companion to tbe Study of Religion (London: 
Routledge, 2005), hlm. 252. 

330 Ludwig Wittgenstein dan Peter L. Berger adalah contoh ilmuwan yang 
gentle dan penuh komitmen melakukan revisi terhadap pemikirannya di masa lalu, 
berdasarkan pada temuan teoritisnya di kemudian hari. 

BSI Jhid., hlm. 248-250. 
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ilmuwan (ilmu hukum) atau agamawan (ilmu syari'ah) yang 
mengkonsepsikan atau menteorisasikan hasil penelitiannya sebagai 
sebuah ilmu pengetahuan dengan cara sepenuhnya membiarkan unsur- 
unsur subjektif-individualnya menguasai kesimpulan penelitiannya 
(complete participant), maka itu belumlah memadai untuk disebut sebagai 
pengetahuan yang telah mengalami keterujian intersubjektif (participant 
as observer). Sebaliknya, jika ada ilmuwan atau peneliti (atau agamawan) 
yang membunuh dengan sepenuhnya keterlibatan personalnya demi 
mengejar komitmen pada universalitas itu, maka temuan pengetahuan 
penelitiannya tersebut niscaya akan mengalami kehambaran lantaran 


kehilangan keterlibatan personalnya yang unik. 


Maka, metodologi ilmu pengetahuan apa pun, termasuk studi 
agama (studi ilmu hukum Islam), tidak patut untuk menegasikan peran 
subjek peneliti di satu sisi dan sekaligus peran rumusan ilmiah universal 
di sisi lain. Relasi integratif dua sisi inilah (subjektifitas dan objektifitas) 
yang penting untuk dibangun oleh setiap peneliti (studi ilmu hukum 
Islam),? dan itulah yang ditegaskan Barbour sebagai intersubjective 
testability. Tugas seorang ilmuwan atau peneliti (atau agamawan), dengan 
demikian, untuk mampu mencapai keterujian subjektif ini, mau tidak 
mau, ia harus membuat “kompromi antara nalat rasionalisme"” dan 


13549? 


nalar empirisme di dalam dirinya sendiri. Bahwa, rasionalisme 


832 Thi, hlm. 256-270. 

33 Descartes adalah tokoh yang mengganti istilah Aristoteles bahwa manusia 
adalah “hewan rasional” dengan gagasan tentang benak yang tertanam dalam mesin 
jasmani. Gagasan ini memberikan pengaruh pada para ilmuwan kealaman utamanya 
bahwa mereka mampu mencapai perspektif yang pada keseluruhannya objektif tentang 
dunia eksternal, yang secara keseluruhan meredam segala pengaruh yang sangat 
mungkin terdapat pada benak pengamat tentang pengetahuan yang kita capai. Lihat, 
Rene Descartes, Diskursus dan Metode, terj., (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), Stephen 
Palmguis, Pohon Filsafat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 80-81. 

1354 Sebut misalnya, Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa yang sebenarnya 
eksis adalah materi. Yang sebenarnya wujud adalah materi. Gagasan ini cermin dasar 
aliran empirisme atau realisme. Meski ini banyak ditentang, namun pengaruhnya jelas 
masih sangat kuat. Di hadapan Hobbes ini, patut direnungkan gagasan brilian Benedictus 
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(deduktif) itu penting sebagai landasan-landasan teoritisnya, jelas hal itu 
ditujukan untuk memenuhi kaidah dasar keilmiahan-universalitas itu. 
Bahwa empirisme (induktif) itu penting pula untuk membangun 
keterlibatan personal, dimana subjek peneliti melakukan pengamatan- 
pengamatan langsung yang tentunya akan melahirkan hipotesis-hipotesis 
subjektif terhadap objek penelitiannya, hal itu jelas dimaksudkan untuk 
menemukan nilai-nilai baru dalam teorinya kemudian. Sintesa 
rasionalisme (deduktif) dan empirisisme (induktif) ini tampak begitu kuat 
digaungkan oleh Barbour dalam apa yang disebutnya sebagai keterujian 
subjektif atau 1ntersubjective testability (imajinasi krteatif-abduktif): suatu 
prosedur ilmiah dimana subjek memiliki tempat untuk terlibat intensif 
meski tetap harus diujikan kesimpulan-kesimpulan subjektifnya dalam 


teori-teori ilmiah universal. 


Keterujian subjektif atau intersubyective testability ini dijadikan syarat 
oleh Barbour untuk memenuhi prosedur ilmiah yang objektif, bahwa 
subjektifitas (deduktif) memang terlibat tetapi harus dikendalikan oleh 
ketaatan universalitasnya. Barbour jelas tidak sendirian dalam penggunaan 
sistem kerja ilmiah ini. Sebutlah misalnya ada Karl. R. Popper yang juga 
menggunakan istilah yang sama, “keterujian subjektif”. Popper 
menyatakan bahwa upaya mentaati tuntutan bahwa pernyataan-pernyataan 
ilmiah harus objektif dan pernyataan-penyataan yang termasuk kepada 
basis empiris ilmu juga harus objektif (tuntutan objektifisme), maka ia 
harus bisa diuji secara inter-subjektif (tuntutan subjektifisme). Keterujian 
intersubjektif selalu menyiratkan bahwa dari pernyataan-pernyataan yang 


diuji, dapat disimpulkan pernyataan-pernyataan lain yang dapat diuji lagi. 


de Spinoza, bahwa benak (rasio) dan badan (realism) adalah dua aspek dari sebuah 
realitas dasar, besar. Realitas itu seperti sekeping uang logam dengan dua muka yang 
berlainan, tetapi keduanya sama-sama benar sebagai deskripsi tentang koin tersebut. 
Palmguis, Pohon, hlm. 81-82. Dalam spektrum yang berbeda, M. Amin Abdullah juga 
menggunakan istilah yang sama (koin, mata uang) untuk menunjukkan kepaduan aspek 
Normativitas (Rasionalisme) dan Historisitas (Empirisisme) dalam studi agama, sebagai 
dua hal yang berbeda, namun tidak pernah bisa dipisahkan. Abdullah, Studi Agama, 
hlm. 23. 
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Konsekuensinya, jika pernyataan-pernyataan dasar pada gilirannya dapat 
diuji secara intersubjektif, maka tidak boleh ada pernyataan-pernyataan 
pamungkas dalam ilmu pengetahuan—anti finalitas (sirkular)—. Dengan 
kata lain, syariah sebagai asalah al-wnjud (univokalitas) itu sudah final, 
sedangkan interpreted syari'ah (Wlmu syari'ah) sebagai tasy£ik al-wnjud (gradasi) 
itu tidak pernah final.” Tidak boleh ada pernyataan dalam ilmu syariah 
(fikih) yang tidak dapat diuji dan oleh karena itu pada prinsipnya tidak ada 
pernyataan yang tidak bisa dibuktikan kesalahannya, dengan cara 
memfalsifikasi beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan darinya." 
Popper dikenal luas karenanya dengan teori falsifikasinya tersebut: sebuah 
hasrat metodologis untuk tidak pernah menganggap final sebuah temuan 
ilmiah, dengan cara terus-menerus melakukan ujian terhadap keterujian 
intersubjektif yang menghasilkan sebuah kesimpulan, pernyataan, teori, 
atau ilmu. Dengan kata lain, intersubjective testability versi Barbour identik 
dengan falsifikasi Popper. Dengan penjelasan seperti ini, hubungan antara 
interconnected (M. Amin Abdullah) dan intersubyective testability (lan. G. 
Barbour), kedua-duanya sama-sama menghendaki adanya hubungan triadik 
antara pilar subjektifitas (badarat an-nas), objektifitas (badarat al-'ilm), dan 
intersubjektifitas (badarat al-falsafah: etika emansipatoris). Atau dalam 
perspektif FSH disebut dengan hubungan trialogis antara ilmu syari'ah 
(subjektif), filsafat ilmu hukum Islam (intersubjektif), dan ilmu hukum 
(objektif). 

Dalam konteks pengembangan ilmu di IAIN, Muhammad 
Masturi, salah seorang civitas akademika Mazhab Sapen, tahun 1992, 
telah memunculkan pentingnya istilah dan konsep “intersubjektif” 
tersebut. Menurutnya: 

Dengan penemuan metodologi penelitian agama yang tepat dan mapan untuk 


pengembangan jurusan pada fakultas-fakultas di IAIN menggantikan posisi 
metodologi penelitian sosial dan penajaman wawasan tentang sistem berpikir 


1355 Abdullah, “Lokalitas, Islamisitas, dan Globalitas”, hlm. 340. 
3350 Karl R. Popper, Logika Penemuan Ilmiah, terj. Ahmadi (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2008), hlm. 31-32. 
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(system thinking) dan sistem analisis (system analysis) dan munculnya aspek 
pengkajian dan penelitian yang berbeda dengan baik ilmu-ilmu sosial maupun 
ilmu-ilmu humaniora dapat diharapkan sikap agnostik dan/atau skeptik akan 
memudar dan timbul sikap 'intersubjektif” yang memudahkan pendekatan- 
pendekatan holistik, yaitu pendekatan multidisipliner dan interdisipliner dalam 
rangka usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 
Indonesia seutuhnya." 


Dengan kata lain, Masturi ingin mengatakan bahwa hubungan 
antar ilmu tidak bisa lagi berdiri sendiri. Dalam konteks global, nalar 
yang berkembang adalah pluralisme, bukan hanya monisme atau 
bilateralisme antara subjek dan objek. Menurut Amin, hubungan antara 
subjek dan objek bukannya bersifat subjektif (seperti biasa terjadi pada 
tradisi bayani) dan bukan pula bersifat objektif (seperti yang biasa 
ditanamkan pada tradisi burhani), tetapi lebih pada inter-subjektif. 
Kebenaran apapun (termasuk kebenaran studi ilmu hukum Islam)— 
ilmu syari ah—, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan 
sosial-keagamaan adalah bersifat intersubjektif. Apa yang dirasakan oleh 
penganut suatu kultur, ras, agama, kulit, bangsa tertentu—dengan sedikit 
tingkat perbedaan—juga dirasakan oleh manusia dalam kultur, ras, agama, 
kulit, dan bangsa yang lain." Terkait dengan hubungan keberagamaan, 
Amin memperkenalkan pikiran Kim Knott tentang insider (complete 
participant dan participant as observer) dan outsider (complete observer dan observer 
as participani). 


357 Muhammad Masturi, “IAIN dan Pengembangan Ilmu”, akJami'ah, No. 
49, Tahun 1992, hlm. 63. 

358 M. Amin Abdullah, “Islam dan Modernisasi Pendidikan di Asia Tenggara: 
Dari Pola Pendekatan Dikotomis-Atomistik Kearah Integratif-Interdisciplinary”, 
disampaikan dalam Konferensi Internasional Antar Bangsa Asia Tenggara, Universitas Gadjah 
Mada, 10-11 Desember 2004, hlm. 9. 
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Empat Dunia Studi Ilmu Hukum Islam 


Social Sciences dan Humanities Religious of 
Natural Sciences Knowledge 
INTEGRASI 


Interkoneksi 


Space of Out Spatial Theory-Space in Between Space Of In 


Outsider (Etik) 1. Rolston: Semipermeable Insider (Emik) 
2. Barbour: Intersubjective Testability 
3. Knott: Reflexive Engagement 
4. Martin: Phenomenology of Religion 


5. Abu Rabi': Perspectives 


TAFASSAHU FI AL-MAJALIS 


Objektif Interobjektif Intersubjektif Subjektif 
Complete Observer Observer as Participant as Complete 
Participant Observer Participant 
ILMU 
ILMU HUKUM | ILMU SYARPAH SYARPAH 


AHH HIHIHIHIHIHIHIHIHIHEHH AHH 
EMPAT DUNIA DALAM STUDI ILMU HUKUM ISLAM 


Menurut Amin, wilayah observer as participant dan participant as 
observer itulah yang disebut dengan istilah mwajalis (ruang intersubjektif) 
dalam ayat al-Gur'an berikut: 


3G 


Ana 


Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang- 
lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
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antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 


Intersubjektif adalah sikap etis-reflektif, simpati dan empati 
terhadap the others." Dalam konteks studi ilmu hukum Islam, 
intersubjektif-inklusif adalah sikap etis-reflektif, simpati dan empati 
antara studi ilmu hukum Islam normatif, filosofis, dan empiris. Sikap 
etis-reflektif tersebut diharapkan dapat memunculkan sikap etis terhadap 
kebenaran relatively-absolute, bukan sikap absolutis saja dan relativis saja. 
Pendekatan Penomenologi Agama dapat digunakan untuk mengkaji studi 
ilmu hukum Islam, untuk menghargai adanya pluralisme dan inklusivisme 
dalam studi hukum. Dengan kata lain, penomenologi dalam studi ilmu 
hukum Islam adalah sebuah keniscayaan. 


Hubungan Trialogis antara Subjektifitas Dogmatis-Teologis, 
Objektif Social Sciences, dan Intersubjektif Humanities 


Al'Agl al-Lahutiy 
al-Siyasiy 


Eksklusif-Ideologis 


OBJEKTIF 


SUBJEKTIF ! 


SOCIAL SCIENCES HUMANITIES | 
1 
OF RELIGION Al-'Agl al-Jadid 4 
Al-'Agl al-Tarikhiy al-Istitla'iy 4 
Pa Inklusif-Partisipatif- #4 
Detachment Partnership- # 
Dialogis 


35? O.S. al-Mujadalah (58): 11. 

360 M. Amin Abdullah, “Intersubjektifitas Keberagamaan Manusia: 
Membangun Budaya Damai Antar Peradaban Manusia Melalui Pendekatan 
Penomenologi Agama”, dalam Ahmad Pattiroy (ed.), Filsafat dan Bahasa dalam Studi 
Islam (Yogyakarta: Lemlit, 2006), hlm. 41. Amin ingin menawarkan pola keberagamaan 
intersubjektif (philosophy). Pemimpin dan elit agama Intersubjektif mengharuskan untuk 
selalu menggunakan bahasa /ingual, yaitu subjektif (religion) untuk religious leaders dan 
objektif (science) untuk community leaders. 
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Dalam perspektif metafora semipermeabilitas spider web, pilar 
subjektifitas itu disimbolkan oleh ilmu-ilmu keagamaan atau “ulum ad-din 
atau Islamic religious knowledge yang berada di kluster ketiga. 


KLUSTER KEILMUAN PENDUKUNG 
(METHODE & APPROACHES) 


« DOGMATIC THEOLOGY 


# Bertumpu pada 
BAHASA (Lughawiyyah) 


Argumentum ad Hominem 


(The Demonstration of the 
Believed Truth) 


Sedangkan kluster keempat dalam semipermeabilitas spider web, 
bersifat objektif, seperti sejarah (agama), antropologi (agama), sosiologi 
(agama), dan psikologi (agama). 


KLUSTER KEILMUAN PENDUKUNG 
(METHODE & APPROACHES) 


II. OBJEKTIF 


1. SEJARAH AGAMA 


2. SOSIOLOGI AGAMA 
3. ANTROPOLOGI AGAMA 


Ka - 
ie. ai By Reference to 
Bertumpu pada a Non-Falsifiable & Purely 
“REALITAS HIDUP KEAGAMAAN” Postulated Alternate Reality 


Sedangkan kluster kelima dalam semipermeabilitas spider web 
identik dengan dimensi nilai intersubjektifitas. 
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Pentingnya gagasan tentang pluralisme (studi ilmu hukum Islam) 
tersebut adalah untuk membangun semacam hukum Islam yang inklusif. 
Hukum Islam yang inklusif adalah studi hukum Islam yang 
memperhatikan nilai-nilai intersubjektifitas. FSH di UIN Sunan Kalijaga 
harus mengembangkan model studi hukum Islam inklusif tersebut, yaitu 
mentrialogkan antara dunia pertama (subjektif), kedua (objektif), dan 
ketiga (intersubjektif). Gerak tiga dunia dalam studi ilmu hukum Islam 
tersebut dapat menggunakan model sirkular-hermeneutik-sistemik. 
Dengan cara seperti itu kita bisa berbicara banyak di “desa global”, tidak 
hanya di “desa lokaP. Untuk mengglokalisasikan nilai-nilai itu, Mazhab 
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(METHODE & APPROACHES) 
III, INTERSUBJEKTIF 
VIRTUES IUNDUESS # PHENOMENOLOGY 
OF RELIGION 
/” Empathy “ Sympathy k .B pu pada 
# Charity # Compassion | 
| 8 Honesty @ Fairness “ Justice | KENA IN, 
| # Eguality « Tolerance # Respect 
| # Non-Violence & Humility 
(# Forbearance # Self-Discipline/ 
N & Moderation rengaral » Li Lema 


.“ Forgiveness Subject and Object 


Jogja harus mengembangkan nalar trialis ini. 


Intersubjektifitas Hukum Islam 


DUNIA PERTAMA 
Bs 
: SUBJEK 
SYARI 
bea i “Insy 
Subjek Subjek”! : Objek : 
Mahkim ?Alaih “ ?  Mukallaf YO Mahkam Fih 
ii “Intersubjektif Pa? 20nunnunanunuunuuunn 
DUNIA KETIGA DUNIA KEDUA 
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3. Imajinasi Kreatif dalam Studi Ilmu Hukum Islam 


Meskipun logika berpikir induktif dan deduktif dapat 
menggambarkan secara tepat bagian tertentu dari cara kerja ilmu 
pengetahuan, namun sayang dalam uraian tersebut umumnya 
meninggalkan peran imajinasi kreatif dari ilmuwan itu sendiri dalam 
kerja ilmu pengetahuan. Memang ada logika untuk menguji teori tetapi 
tidak ada logika untuk menciptakan teori. Tidak ada resep yang jitu untuk 
membuat temuan-temuan yang orisinal. Umumnya para ilmuwan bercita- 
cita dalam karir akademisnya untuk dapat menemukan teori batu. 
Misalnya, mahasiswa program doktor pun selalu dihimbau oleh 
promotornya untuk menyuguhkan temuan baru sebagai sumbangsih 
pengembangan ilmu pengetahuan (contribution to knowledge). Bagaimana 
teori baru itu muncul? Teori baru seringkali muncul dari keberanian 
seorang ilmuwan dan peneliti untuk mengombinasikan berbagai ide-ide 
yang telah ada sebelumnya, namun ide-ide tersebut terisolasi dari yang 
satu dan lainnya. Menurut Koesler dan Ghiselin, sebagaimana yang 
dikutip oleh Barbour,"' bahwa imajinasi kreatif baik dalam dunia ilmu 
pengetahuan maupun dalam dunia sastra seringkali dikaitkan dengan 
upaya untuk memperjumpakan dua konsep framework yang berbeda. Ia 
mensintesakan dua hal yang berbeda dan kemudian membentuk 
keutuhan baru, menyusun kembali unsur-unsur yang lama ke dalam 
adonan konfigurasi yang fresh, yang baru. Bahkan, seringkali teori baru 
muncul dari upaya yang sungguh-sungguh untuk menghubungkan dua 
hal yang sebenarnya tidak berhubungan sama sekali. Newton 
menghubungkan dua fakta yang sama-sama dikenal secara luas, yaitu 
jatuhnya buah apel dan gerak edar atau rotasi bulan. Sedang Darwin 
melihat adanya analogi antara tekanan pertumbuhan penduduk dan daya 
tahan hidup species binatang. Ada paralelitas antara kreativitas dalam 
bidang ilmu pengetahuan (scientist) dan seni (artist). Campbell, 


sebagaimana dikutip oleh Barbour, menulis sebagai berikut: 


B1 Barbour, Issues in Science and Religion, hlm. 143. 
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“For it has been admitted that though discovery of laws depends ultimately not on the fixed 
rules but on tbe imagination of bighly gifted individuals, tbis imaginative and personal 
element is much more prominent in tbe development of theories, the neglect of theories leads 
directly to the neglect of the imaginative and personal element in science. It leads to an 

utterly false contrast between “materialistic” science and the “bumanistic” studies of literature, 

history and art. ... What 1 want to impress on the reader is how purely personal was 
Newtons idea. His theory of universal gravitation, suggested to bim by the trivial fall of 
an apple, was a product of bis individual mind, just as much as the Fifth Symphony (said 
to have been suggested by another trivial incident, the knocking at a door) was a product of 


Beethoven 5.” 

Bagaimana jika uraian tersebut dihubungkan dengan kondisi 
pemikiran studi hukum Islam dalam budaya masyarakat Muslim 
kontemporer? Adalah waktunya sekarang untuk mulai berani berpikir 
ulang tentang pemikiran dan praktik hukum Islam dengan memandang 
perlunya menggunakan imajinasi kreatif dalam proses pembelajaran dan 
perkuliahan. Ilmu-ilmu keagamaan Islam era sekarang, sebutlah sebagai 
contoh Fikih, Kalam, Akidah, Tauhid, Tafsit, Hadis, Tatikh, Akhlak, 
tidak boleh lagi steril dari perjumpaan, persinggungan dan 
pergumulannya dengan disiplin keilmuan lain di luar dirinya. Studi hukum 
Islam secara umum dan secara khusus tidak dapat lagi disampaikan 
kepada peserta didik dalam keterisolasiannya dan ketertutupannya dari 
masukan disiplin ilmu-ilmu lain dan begitu juga sebaliknya. Guru, dosen, 
peneliti, mujtahid perlu berpikir kreatif dan memiliki imajinasi kreatif, 
berani mengaitkan, mendialogkan uraian dalam satu bidang ilmu agama 
dalam kaitan, diskusi dan perjumpaannya dengan disiplin keilmuan lain. 
Apabila langkah itu tidak dilakukan, maka pelajaran sudi hukum Islam 
di perguruan tinggi, lambat laun akan terancam kehilangan relevansi 
dengan permasalahan kehidupan sekitar yang sudah barang tentu semakin 
hari semakin kompleks. 

Sebagaimana dipaparkan oleh Barbour di atas, setidaknya, ada 
empat pola hubungan antara agama dan ilmu, yaitu Konflik 
(bertentangan), Independensi (masing-masing berdiri sendiri-sendiri), 


Dialog (berkomunikasi), dan atau Integrasi (menyatu dan bersinergi). 
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Sekedar sebagai ilustrasi, ada empat contoh peristiwa penting di tanah 
air antara tahun 2012-2013, yang sedikit banyak dapat menggambarkan 
corak hubungan antara agama dan ilmu di tanah air, lebih khusus lagi 
corak hubungan antara ilmu syari'ah (fikih) dan sains (social sciences- 


humanities dan natural sciences). 


Pertama, pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi 
(MK) memutuskan ketetapan baru, menyempurnakan pasal 43, ayat 1, 
Undang-undang Perkawinan 1974, dengan menetapkan bahwa “Anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 
alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Dengan ketetapan ini, 
maka hak keperdataan anak hasil pernikahan sirri antara almarhum 
mantan Mensekngg tersebut dan seorang perempuan, sebutlah namanya 
Wati. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa almarhum Mensekneg 
adalah ayah biologis dari anaknya Wati, sebagai anak hasil perkawinan 
sirri dengan Wati berdasar atas bukti ilmu pengetahuan (DNA). 


Peradilan Agama di wilayah Jakarta, semula memutuskan atas 
gugatan yang diajukan oleh Wati bahwa anak hasil nikah sirri (yang sah 
menurut agama)—karena tidak tercatat dalam catatan Kantor Urusan 
Agama ataupun Kantor Catatan Sipil—maka anak yang lahir akibat 
perkawinan sirri tersebut hanya dapat dinisbahkan kepada ibunya, dan 
tidak dapat dinisbahkan kepada ayah (biologis) nya. Pada era pra modern, 
sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan saat itu, memang 
sulit sekali membuktikan secara biologis siapa laki-laki/ayah yang 
sesungguhnya dari anak yang lahit dari seorang wanita/ibu, yang karena 
sesuatu dan lain hal, tidak diketahui laki-laki yang membuahinya. Para 
ahli agama saat itu menerima begitu saja kesepakatan yang berlaku saat 
itu. Namun, kesepakatan dan ketetapan yang semula tidak bermasalah 
itu, tiba-tiba saja menjadi masalah ketika dapat ditemukan bukti lain 


melalui kerja penelitian ilmu pengetahuan, khususnya ilmu biologi dan 
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kedokteran, yang berkembang pesat pada era modern. Ilmu biologi dan 
kedokteran modern dapat membuktikan secara medis-biologis melalui 
test DNA siapa laki-laki yang menjadi ayah biologis dari anak yang lahir 


dari seorang wanita. 


Ketika para hakim agama mengabaikan bukti ilmu pengetahuan, 
semata-mata karena hanya menetapkan amar keputusannya berlandaskan 
pada pendapat dan kesepakatan para ahli agama/fikih yang tertuang 
dalam naskah kitab fikih abad tengah (pra scientifi), rnaka akan tampak 
bahwa paradigma yang digunakan oleh para hakim agama adalah 
paradigma Konflik atau Independensi. Para hakim agama dikatakan 
menggunakan paradigma Konflik, jika pemahaman, penafsiran, dan 
kesepakatan ilmuwan agama (agama) abad tengah masih digunakan pada 
era modern dan mereka tidak bersedia berdialog, enggan memanfaatkan 
masukan yang dapat diperoleh dari temuan ilmu pengetahuan biologi 
modern. Paradigma Independensi, jika masing-masing institusi, yakni 
institusi Peradilan Agama (PA) dan institusi Mahkamah Konstitusi (MK), 
berdiri sendiri-sendiri di atas pondasi legalitas dan otoritasnya masing- 
masing, tanpa melakukan dialog dan tanpa melakukan penyesuaian 
sedikitpun. Kabarnya, belum semua para hakim agama di tanah air dapat 
menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlandaskan 
pada bukti ilmu pengetahuan tersebut. ''?2 


Kedua, juga masih terkait dengan perkawinan sjrri antara seorang 
pejabat publik, seorang bupati yang masih aktif, dengan seorang wanita 
yang hanya dinikahinya untuk beberapa hari. Setelah dicerai melalui pesan 
SMS, maka media massa meramaikannya di ruang publik dan menjadi 


isu nasional, sehingga Presiden setelah mendapat masukan dari 


362 Tentang perjumpaan fikih dan kemajuan ilmu pengetahuan modern, 
khususnya bidang kedokteran, lebih lanjut Ebrahim Moosa: “Perjumpaan Sains dan 
Yurisprudensi: Pelbagai Pandangan tentang Tubuh dalam Etika Islam Modern”, dalam 
Ted Petters, Muzaffar Igbal dan Syed Nomanul Hag (eds.), Tuhan, Alam, Manusia: 
Perspektif Sains dan Agama, terj. Ahsin Muhammad, Gunawan Admiranto, dan Munir 
A. Muin (Bandung: Mizan, 2006). 
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Kementrian Dalam Negeri dan DPRD setempat, akhirnya 
memberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Kepala Daerah. Pasalnya 
sederhana dan mudah ditebak, yakni masih digunakannya paradigma 
Konflik. Konflik antara agama, yakni paradigma ilmu fikih dan paradigma 
ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan sosial dan 
bumanities kontemporer. Lewat kasus itu dapat terbaca dengan jelas bahwa 
paradigma Konflik masih sangat melekat kuat dalam budaya berpikir sosial- 
keagamaan para aktor di lapangan di tanah air. Tidak mesti seorang pejabat 
publik dan lebih-lebih lagi orang kebanyakan, mampu mendialogkan, 
mengawinkan atau mengintegrasikan keilmuan agama dan keilmuan sosial 


dan humanities kontemporer dalam kehidupan sehari-hari. 


Penggunaaan metode giyas atau analogi dalam berpikir keagamaan 
yang berorak fighiyyah-agama ternyata masih tampak kental dalam berpikir 
dan berargumen yang dikemukakan di ruang publik." Ketika didesak 
para wartawan dalam konferensi pers bahwa Bupati tidak berbuat adil 
terhadap wanita yang dinikahinya secara sirri dan melanggar Undang- 
undang Perlindungan Wanita dan Anak, maka jawaban yang dikemukakan 
membantah dengan tegas bahwa tindakan atau perbuatannya tersebut 
telah adil, dengan landasan berpikir bahwa dia telah memberi wanita 
tersebut sejumlah uang. Ibarat membeli barang dan setelah barang 
tersebut dibeli dan kemudian diperiksa ternyata rusak, maka dia berhak 
mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Meng-giyas-kan atau 
menganalogkan wanita dengan barang dagangan (pemahaman agama 
bercorak /ighiyyah) inilah yang berseberangan dan bertentangan dengan 
kesadaran kemanusiaan baru (falsafiyyah), yang didukung oleh 


pengetahuan sosial dan humanities kontemporer, tentang non-derogability 


363 Perihal metode giyas dalam berpikir keagamaan Islam yang perlu 
disempurnakan dan dikembangkan menjadi wide analogy (a-giyas ak-wasi), dari traditional 
deductive structure ke a form of abduction (considering tbe largest possible number of cases that are 
related to the topic, lebih lanjut lihat Jasser Auda, Magasid asy-Syariah as Philosophy of 
Islamic Law: A System Approach (London: The International Institut of Islamic Thought, 
2008), hlm. 179. 
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(prinsip tidak dapat direndahkannya harkat kemanusiaan seseorang 
dengan dalih dan alasan apapun) dan human dignity/ a-karamah akinsaniyyah 
(menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan) seseorang, baik 
laki-laki maupun perempuan. Artinya, perlakuan terhadap manusia (pria 
atau wanita, dewasa atau anak-anak, berkebutuhan biasa atau khusus/ 
disable) difable) tidak dapat sama sekali disamakan dengan perlakukan 


seseorang tethadap barang, benda, binatang atau tumbuh-tumbuhan." 


Ketiga, adalah kasus Sampang Madura." Pembakaran rumah 
dan penghilangan nyawa dan hak hidup orang atau kelompok di bumi 
tanah air Indonesia. Para pimpinan agama di daerah dan sebagian di 
pusat, juga para tokoh politik setempat tiba-tiba terjebak dalam 
pemahaman ilmu agama (Ulumuddin) lama yang menyatakan bahwa 
kelompok Syiah adalah sesat. Pernyataan itu bertentangan dengan fatwa 
ulama al-Azhar yang dikeluarkan tahun 1959 yang menyatakan bahwa 
Syiah adalah salah satu mazhab yang sah dalam Islam. Tidak hanya itu, 
masih tergambar di situ bahwa para tokoh agama dan para politisi di 
daerah ketika mengelola negara modern yang berlandaskan konstitusi 
masih disamakan saja dengan mengelola pertikaian antar mazhab dan 
aliran pemikiran keagamaan seperti yang biasa mereka jumpai dalam 
buku-buku atau kitab-kitab agama yang mereka dulu baca di lembaga- 
lembaga pendidikan Islam konvensional. Istilah tuubatan nasuha (tobat 
yang sungguh-sungguh) masih diartikan secara politis dan sepihak, yakni 
dengan cara meninggalkan Syiah kembali lagi ke Sunni dan begitu pula 
sebaliknya. Bukannya dengan cara menghormati hak-hak hidup orang 
per orang atau kelompok yang berbeda dalam negara modern yang 


menjunjung tinggi konstitusi sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. 


3G M. Amin Abdullah, “Agama dan Perempuan”, Kompas, 8 Februari 2013. 

365 Perihal perkembangan terakhit kasus Syf'ah-Sampang, dapat diikuti di 
harian Kompas, “Pengungsi Syiah: Rekonsiliasi Warga Berjalan Positif”, 3 Agustus 2013, 
hlm. 1 dan Kompas, “Pengungsi Tidak Diminta Bertobat”, 13 Agustus, 2013, hlm. 4, 
dan Kompas, “Krisis Keberagamaan: Mereka Mendamba Toleransi”, 18 Agustus, 2013, 
hlm. 3. 
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Keempat, yang secara reguler-terus menerus akan terulang setiap 
tahun adalah penentuan awal bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri. 
Pergumulan—untuk tidak menyebutnya paradigma Konflik—antara 
agama dan ilmu pengetahuan selalu dipertontonkan di ruang publik dan 
belum ada tanda-tanda untuk berakhit dalam waktu dekat ini. Konflik, 
atau perbedaan antara sistem perhitungan datangnya awal bulan 
Ramadlan melalui rv&yat (melihat awal bulan secara empiris, dengan 
menggunakan mata telanjang—yang dibantu dengan teleskop) dan sistem 
perhitungan awal bulan melalui hisab (lewat perhitungan rasional) seperti 
yang telah lama dipraktikkan dalam perhitungan penanggalan kalender 
lunar selama ini. Jika Konflik abad tengah dipicu oleh perbedaan 
pemahaman dan penafsiran gereja dan perhitungan ilmuwan astromi 
tentang gerak edar planet, yaitu antara mazhab geosentris dan heliosentris, 
maka Konflik di era modern, setidaknya di tanah air dan di dunia Muslim 
pada umumnya, adalah penentuan awal bulan Ramadlan antara pengikut 
ahli rukyat dan ahli hisab. Akibatnya memang tidak setragis era abad tengah 
dulu, tetapi tetap saja menimbulkan rasa kurang nyaman sosial karena 
terkait dengan kepentingan orang banyak secara nasional, baik 
menyangkut urusan intern agama itu sendiri (penentuan waktu takbir 
menyudahi ibadah puasa untuk wilayah Indonesia bagian timur yang 
berbeda 2 jam dari Indonesia bagian barat, persiapan shalat Idul Fitri), 
namun juga soal transportasi, penetapan hari libur dan masuk kantor. 
Belum lagi ada ketidaknyamanan atau ketegangan sosial-psikologis 
tahunan ketika mengikuti sidang dewan isbat (penentuan awal bulan 
Ramadlan dan atau awal Syawwal) oleh pemerintah yang hanya dilakukan 
sehari sebelum hari H, sehingga secara manajemen tidak dapat diantisipasi 
implikasi dan konsekwensi dari keputusan sidang yang tidak dilakukan 
jauh-jauh hari. 

Empat contoh kasus yang disebutkan di atas mencerminkan 
tiadanya creative imagination yang mampu menghubungkan dan 
mendialogkan antara keilmuan fikih (ilmu syari'ah) dan kelimuan sosial 


kontemporer, dan lebih spesifik lagi, antara keilmuan fikih pernikahan 


Waryani Fajar Riyanto | 697 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


(abwal syakhsyiyyah) dan gender issues di era sekarang. Tidak dapat berdialog 
dan terintegrasikannya keilmuan Kalam/Akidah/ Tauhid (Ulumuddin) 
dengan pengalaman dan keilmuan baru dalam mengelola tatanan 
kehidupan berbangsa-bernegara (nation state) dalam bingkai konstitusi 
negara modern (the idea of constitution) menjadikan kasus di Sampang- 
Syiah dan kasus-kasus lain seperti Cikeusik-Ahmadiyah, dan hubungan 
antar pemeluk agama-agama di berbagai daerah di tanah air menjadi 
tidak atau kurang harmonis, mudah retak (fragile), sehingga mudah disulut 
dan dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan dari luar daerah setempat, 


apapun motif dan asal usul peristiwa itu semula terjadi. 


Selain itu, tidak adanya proses intersubjective testability antara dua 
bidang ilmu atau lebih (wultidiciplinary approach) menjadikan pemahaman 
dan penafsiran agama—yang umumnya hanya mendasarkan dan mengikuti 
nass-nass atau teks-teks keagamaan yang telah tersedia—menjadi terisolasi 
dari kehidupan sekitar—baik dalam arti lokal, regional, nasional maupun 
global—sehingga mudah terasa obsolete atau outdated (tidak relevan, krisis 
relevansi, kadaluwarsa) dan bahkan dapat menimbulkan korban sosial 
yang sesungguhnya tidak perlu. Kehidupan dan keilmuan agama terjebak 
dalam mindset lama yang tertutup dan tidak mampu berdialog secara jujur 
dan terbuka dengan disiplin dan pengalaman keilmuan lain." Kriteria 
semipermeable dalam format integrasi-interkoneksi keilmuan tidak jalan 
sama sekali sehingga untuk era multikultural lebih banyak menimbulkan 
masalah daripada manfaat. 

Belum tentu orang atau kelompok yang merasa menguasai ilmu 
keagamaan secara baik secara otomatis akan dapat memahami dan 


mengenal perkembangan ilmu pengetahuan di luar bidang keahliannya 


160 Bandingkan dengan pernyataan Jasser Auda, yang saya kutip sebagai berikut: 


Without incorporating relevant ideas from other diciplines, research in the fundamental theory of 
Islamic law will remain witbin tbe limits of traditional literature and its manuscripts, and Islamic 
law will continue to be largely 'ontdated' in its theoretical basis and practical outcomes. The relevance 
and need for a multidiciplinary approach to the fundamentals of Islamic law is one of the argument 
of this book”. Auda, Magasid asy-Syari'ah, hlm. xxvi. 
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secara baik pula. Linieritas bidang ilmu, khususnya dalam ilmu-ilmu 
keagamaan, rupanya mengandung resiko tinggi dalam hidup 
bermasyarakat secara luas, khususnya di ruang publik seperti saat 
sekarang ini, setelah berkembangnya teknologi informasi dan jejaring 
sosial yang dibawa serta. Ilmu agama atau ilmu fikih (ilmu syari'ah) yang 
tidak dibarengi ilmu sosiologi dapat mengguncang dan menurunkan 
kedudukan, martabat dan jabatan seseorang. Ilmu Kalam/ Akidah yang 
tidak dibarengi ilmu sosiologi dan antropologi menjadikan keimanan 
seseorang penuh dengan rasa tidak nyaman, jika hidup berdampingan 
dengan orang lain yang berbeda keyakinan dan agama. Begitupun 
sebaliknya, keahlian dalam bidang antropologi, sosiologi, kedokteran yang 
tidak memahami persoalan fikih dalam berhubungan sosial dengan wanita 
juga dapat mendatangkan wadarat atau resiko yang tidak terduga. 
Kesalehan individual yang tercermin dalam ketaatan beribadah secara 
ritual, belum tentu menjamin terbentuknya kesalehan sosial, apalagi 
kesalehan publik. Kesalehan publik yang antara lain menghargai orang 
atau kelompok lain yang berbeda, kesetaraan di depan hukum, 
menghormati hak asasi manusia belum tentu dapat berdialog dan 
terintegrasi dalam way of thinking, budaya pikir sosial-keagamaan secara 
utuh. Dalam konteks itulah maka diskusi akademik bagaimana hubungan 
antara ilmu syari'ah, sains, dan budaya mendapat momentum untuk terus 


menerus dibicarakan, diperdalam, dan dikembangkan. 


Dari gambaran keempat catatan peristiwa yang terjadi di tanah 
ait tersebut menunjukkan bahwasannya hubungan antara ilmu syari'ah 
dan sains masih menunjukkan hubungan yang belum begitu serasi, kurang 
harmonis, untuk tidak menyebutnya Konflik. Tidak semua bidang 
kehidupan menunjukkan corak hubungan seperti itu, tetapi persoalannya 
adalah bagaimana cara memandu menyelesaikan ketegangan yang selalu 
ada antara keduanya? Buku ini tidak bermaksud untuk meniadakannya 
sama sekali, tetapi klarifikasi filosofis dan keilmuan diperlukan untuk 
menjawab mengapa hal-hal tersebut masih saja sering terjadi dan 


bagaimana jalan dan upaya akademik lewat jalur pendidikan ke depan 
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yang kiranya dapat membantu mengurangi ketegangan yang tidak perlu 
tersebut. Salah satu klarifikasi filosofis yang dapat digunakan adalah 


dengan memaksimalkan metode imajinasi kreatif. 


Istilah “imajinasi kreatif” sendiri terdiri dari dua kata, yaitu 
“Imajinasi” dan “kreatif”. Tentang kajian imajinasi, silahkan lihat buku 
H. Tedjowoto berjudul Iwaji dan Imajinasi (2001)." Sedangkan tentang 
kajian kreatif, silahkan baca buku Conny R. Semiawan berjudul Dimensi 
Kreatif Dalam Filsafat Ilmu (1988)"8 dan buku (disertasi) Taufik berjudul 
Kreativitas: Jalan Baru Pendidikan Islam (2012). Dalam perspektif sufisme, 
salah satu judul buku yang menggunakan istilah “imajinasi kreatif” 
pernah ditulis oleh Henry Corbin berjudul LIragination creatrice dans le 
Soufisme V'lbn 'Arabi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 
Inggris menjadi Creative Imagination in the Sufisme of Ibn 'Arabi, dan akhirnya 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Iwajinasi Kreatif 
Sufisme Ibn 'Arabi (2002). Jadi, istilah “imajinasi kreatif” ternyata dipakai 


di berbagai jenis ilmu pengetahuan. 


Untuk memperkuat posisi epistemologi abduktif dalam studi ilmu 
hukum Islam sebagai dunia ketiga, di antara metode deduktif sebagai dunia 
pertama dan induktif sebagai dunia kedua, ia perlu dikaji dalam konteks 
isu global tentang relasi antara re/igion and science. Upaya seperti itu sangat 
diperlukan untuk menginternasionalisasikan atau mengglobalkan Mazhab 
Jogja sebagai Mazhab Internasional. Namun, sebagai upaya mengglokalisasi 
Mazhab Jogja yang bersifat lokal, penulis lebih memilih menggunakan 
istilah MA-zhab SU-nan Kalijaga, yang dapat disingkat dengan MA-SU- 
K. Filosofinya adalah, MA-SU-K bisa menjadi “pintu masuk' bagi 


3 H. Tedjoworo, Imaji dan Imajinasi: Suatu Telaah Filsafat Postmondern 
(Yogyakarta: Kanisius, 2001). 

368 Conny R. Semiawan, Dimensi Kreatif Dalam Filsafat Ilmu (Bandung: Rosda, 
1988). 

36 Taufik, Kreativitas: Jalan Baru Pendidikan Islam (Yogyakarta: Kurnia Kalam 
Semesta, 2012). 

370 Henty Corbin, Iswajinasi Kreatif Sufisme Ibn 'Arabi (Yogyakarta: LKiS, 2002). 
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Universitas Sunan Kalijaga: USK (perkembangan dari Universitas Islam 
Negeri (UINJ) untuk berkiprah di level global. Di sini kita menjadikan 
sosok “Sunan Kalijaga” sebagai simbol neo-sinkretisasi-substansialistik, 


bukan lagi “Islam” sebagai simbol agamisasi-formalistik. 


a. Logika Imaji(nasi) dalam Studi Ilmu Hukum Islam 


Menurut Bacon, manusia mempunyai kemampuan triganda, yaitu 
ingatan (7yemoria), khayal (imaginatio), dan akal (ratio). Ketiganya merupakan 
dasar bagi pengetahuan. Ingatan menyangkut apa yang sudah diperiksa 
dan diselidiki (historia), daya khayal berkaitan dengan keindahan, misalnya 
dalam sastra (poesis), dan kerja akal kemudian menghasilkan apa yang 
disebut ilmu dan filsafat. Mengenai yang terakhir ini, Bacon membagi 
dalam tiga cabang, yaitu filsafat (dan atau ilmu) tentang ketuhanan, 
manusia, dan alam. Cabang ilmu alam ia bedakan menjadi ilmu teoretis 
dan terapan. Bidang teoretis meliputi fisika dan metafisika, sedang bidang 
ilmu terapan seperti mekanika." Menurut penulis, memoria identik 
dengan ciri khas studi ilmu hukum Islam normatif, iwaginatio identik 
dengan ciri khas studi ilmu hukum Islam filosofis, dan ratio identik dengan 


studi ilmu hukum Islam empiris. 


Istilah imaginatio atau imajinasi berbeda dengan fantasi. Istilah 
“fantasi” itu lebih berkaitan dengan daya untuk membayangkan sesuatu, 
khususnya hal yang tidak real atau yang tidak mungkin terjadi, yang sering 


juga disebut sebagai “ilusi”,? sedangkan imajinasi, sebaliknya. Dalam 


371 Riyanto, Filsafat Ilmu Integratif, hlm. 458. 

57 Tlusi adalah persepsi yang keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan yang 
ada. Ada beberapa jenis ilusi yang sudah umum terjadi dan orang mengalaminya dengan 
cara yang sama. Contohnya ketika seseorang melihat fatamorgana dari kejauhan, dan 
dikiranya sebagai air, padahal tidak demikian kenyataannya. Muhammad Usman Najati, 
Psikologi Our'ani: Dari Jiwa Hingga Ilmu Laduni, terj. Hedi Fajar dan Abdullah (Bandung: 
Marja, 2010), hlm. 116. Al-Guran menggambarkan fatamorgana sebagai perumpamaan 
atas kesia-siaan amal baik yang dikerjakan orang kafir. Pada hari penghisaban nanti, 
amal mereka bagaikan debu yang berterbangan. Sebagaimana fatamorgana yang dikira 
air, tetapi begitu didekati tidak terdapat apa-apa, sebagaimana tertuang dalam 9.5. an- 
Nur ayat ke-39. 


Waryani Fajar Riyanto | 701 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


perspektif linguistik bahasa Arab, fantasi identik dengan tamanni 
(mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi), dan imajinasi paralel 
dengan tarajji (mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi). Dengan 
demikian, fantasi juga bisa diartikan mirip dengan khayalan. Sementara 
itu, istilah “khayalan” lebih sering diartikan sebagai hasil fantasi 
seseorang." Dalam bahasa Inggris ada beberapa variasi dari kata 
imajinasi, yakni imagery, imaginary, dan imagine. Imagery sesungguhnya berarti 
suatu penggunaan bahasa figuratif untuk menghasilkan gambaran, objek, 
aksi, perasaan, pemikiran, ide, atau pengalaman dalam pikiran pembaca 
atau pendengar." Dalam hal ini, imaji tidak harus berupa suatu lukisan 
mental (mental picture). Iragery inilah yang paling sering dipergunakan 
oleh para penyair dalam karya-karyanya. Terjemahannya dalam bahasa 
Indonesia, perumpamaan atau 7amsi/, sebetulnya membawa arti yang agak 


berbeda, sebab zyagery itu lebih luas dari perumpamaan. 


Selanjutnya, kata imwaginary diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia menjadi imajiner/ khayal, contohnya, “bilangan imajiner” itu 
adalah bilangan khayal. Akhirnya, kata zagine (kata kerja) berarti 
membentuk suatu gambaran (imaji) mental tentang sesuatu, atau memikirkan 
sesuatu sebagai bisa terjadi atau mungkin. Kata imagine itu diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia menjadi membayangkan. Pada praktiknya terdapat 
perbedaan antara membayangkan dan mengimajinasikan. 
Membayangkan itu memang setara dengan imagine dalam bahasa Inggris 
yang bermakna membayangkan sesuatu sebagai hal yang mungkin (terjadi). 
Sementara itu, mengimajinasikan lebih berkaitan dengan asal katanya, 
imajinasi, dan mempunyai makna yang lebih luas pula. Apalagi dalam 
konteks filsafat, kata kerja mengimajinasikan itu menjadi sangat berbeda 
dengan kata kerja membayangkan. Membayangkan mempunyai konotasi 


sebagai sesuatu yang lebih mudah dilakukan dan kadang kala lebih 


33 Tedjowoto, Imaji dan Imajinasi: Suatu Telaah Filsafat Postmodern (Yogyakarta: 
Penerbit Kanisius, 2001), hlm. 22. 

BALA. Cuddon, The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory 
(England: Penguin Books Ltd, 1991), hlm. 442-443. 
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menyenangkan. Sementara itu, mengimajinasikan itu menyangkut tataran 
yang lebih tinggi dan kompleksitas yang lebih besar daripada sekedar 


membayangkan. 


Dalam perspektif tasawuf Islam, Ibn Sina menyebut imaji(nasi) 
dengan istilah Khayaliyah wa al-musawwirah.""S Tahap khayaladalah tahapan 
penyimpanan memori yang berhubungan dengan sensual. Khaya/ 
menyimpan gambaran-gambaran yang diterima oleh indera pada waktu 
terjadinya penginderaan atau sensasi, sehingga objek yang telah 
diinderawi tersebut tidak hilang dari diri orang yang melakukan 
penginderaan meskipun objek tersebut sudah tidak ada, namun tetap 
tersimpan dalam kekuatan atau kemampuan yang diterima oleh manusia 
maupun binatang, yaitu dalam £hayal. Tahap selanjutnya adalah 
musawwirah, yaitu gambaran yang ada dan tercetak dalam diri seorang 
setelah terjadinya proses imajinasi dapat digambarkan kembali oleh orang 
tersebut." Menurut penulis, tahap khayaliyah dapat disebut sebagai tahap 
internalisasi, sedangkan tahap musawwirah sebagai tahap eksternalisasi 
(dan objektifikasi). Meminjam istilah Yudian,'”" £hayaliyah dapat disebut 
sebagai passive theory (be analysed in tbemselves), sedangkan musanwirah sebagai 
active theory (as applied to Indonesian socio-political structures). Alumni FSH 
harus menguasai passive theory (profesi) dan active theory (akademisi) secara 
integratif-interkonektif. 


Secara lebih umum, Popper dan Eccles telah membuat semacam 
representasi tabuler atas tiga dunia yang meliputi berbagai eksistensi 
dan pengalaman manusia. Ketiga dunia tersebut digambarkannya sebagai 


berikut.” 


33 Tedjoworo, Imaji dan Imajinasi, hlm. 25. 

376 Ibn Sina, an-Ngjah (Kaito: Matba'ah as-Sa'adah, t.t.), hlm. 266. 

377 Salmaini Yeli, “Imajinasi dan Perannya Terhadap Persepsi: Studi terhadap 
Pemikiran Ibn Sina dan Jean-Paul Sartre”, Disertasi (Yogyakarta: Pascasarjana UIN 
Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 95-96. 

37 Wahyudi, Hasbis Theory of Jitihad, hlm. 9-10. 

37 Popper, Unended Onest, hlm. 73. 
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Tiga Dunia 
World 1 World 2 World 3 
Physical Objects and States of Consciousness Knowledge in Objective 
States — ban mna Sens 
1. Inorganic: Subjective Knowledge Cultural heritage coded 
Matter and energy of on material substrances 
cosmos Pphilosophical 
theological 
scientific 
historical 
literary 
artistic 
technological 
2. Biology: Experience of Theoritical systems 
Structure and actions of all | perception scientific problems 
living beings (human thinking critical arguments 
brains) emotions 
3. Artefacts: dispositional intentions 
Material substrates memories 
of human creativity dreams 
of tools 
of machines CREATIVE 
of books IMAGINATION 
of works of art 
of music 


Tampak pada tabel tersebut di atas bahwa imajinasi kreatif (creative 
imagination) digolongkan dalam dunia 2 (world 2), yakni keseluruhan dunia 
kesadaran atau keseluruhan—pengalaman—subjektif manusia. 
Sementara itu, dunia 1 (wor/d 7) adalah dunia objek dan kondisi fisik, 
yang terdiri atas aspek inorganik, biologis, dan artefak (benda-benda 
yang dibuat oleh manusia, terutama peralatan atau senjata yang penting 
dalam arkeologi). Dunia 1 itu meliputi juga otak manusia, sedangkan 
dunia 3 (world 3) adalah dunia pengetahuan dalam konteks objektif, yakni 
warisan kultural dalam sistem-sistem teoretis, termasuk juga bahasa. 
Pemahaman akan ketiga dunia (tiga dunia) tersebut penting untuk 
memahami penempatan daya imajinasi dalam struktur pemikiran dalam 
hubungan dengan organ otak manusia. Istilah “pemikiran” itu sendiri 
sebetulnya mengacu pada pengalaman mental atau suatu proses mental, 
dan proses mental ini mempunyai status dalam dunia 2. Selanjutnya, 


masih ada dunia produk proses pemikiran, yakni dunia kreativitas 
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manusia, yang merupakan dunia 3 dari Popper. Namun Eccles juga 
menambahkan bahwa dalam ekspresi linguistiklah proses-proses 
pemikiran subjektif itu mulai mendapatkan status objektif (dunia 3). 8 
Dalam perspektif Pendekatan Sistem, hubungan ketiganya disebut input 
(dunia 1), process (dunia 2), dan output (dunia 3). Dalam bahasa Syahrur,"! 
ketiganya dapat diparalelkan dengan trikotomik epistemologi antara being 
(world 1), process (worid 2), dan becoming (world 3). 


Dalam perspektif Ilmu Sosial Profetik (ISP), dunia 1 adalah dunia 
objek, dunia 2 adalah dunia subjek, dan dunia 3 adalah dunia objektif. 
Al-Gur'an, sebagai The Book, dapat diposisikan sebagai dunia 1. Ketika 
teks-teks hukum yang ada di dalam al-Yur'an tersebut diinterpretasikan 
oleh para mufassir yang berada di dunia 2, maka hasil interpretasinya 
dapat disebut sebagai dunia 3. Berdasarkan gambar di atas, ada dua jenis 
proses penafsiran, yaitu penafsiran yang menggunakan proses objektivasi 
(privat interpretation) dan penafsiran yang menggunakan proses 
objektifikasi (public interpretation). Para ahli hukum Islam harus mampu 
menggerakkan proses ijtihadnya ke ruang global, tidak hanya di wilayah 
lokal. Dengan kata lain, al-Yur'an harus diobjektifkan dengan metode 
objektifikasi. Dalam perspektif tiga dunia, dunia 1 adalah dunia objektif, 
dunia 2 adalah dunia subjektif, dan dunia 3 adalah dunia intersubjektif. 


3380 Tpid., hlm. 74. 

38! Muhammad Shahrut, Nahwa Usulin Jadidah li al-Figh al-Islami: Figh a-Mar'ah 
(al Wasiyyah - a-Irs - a-Oawwamah - al-Ta'addudiyyah - al-Libas) (Damaskus: Maktabah al- 
Asad, 2000), hlm. 27-36. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 
Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, lihat, Muhammad Syahrur, Metodologi Figih Islam 
Kontemporer (Yogyakarta: eLSAO Press, 2004). Kainunah atau being (keberadaan) adalah 
awal dari sesuatu yang ada, sairurah (proses) adalah gerak perjalanan masa, sementara 
sairurah atau becoming (menjadi) adalah sesuatu yang menjadi tujuan bagi “keberadaan 
pertama” (al-kainunah aula) setelah melalui “fase berproses”. 
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Dunia Objek, Subjek, dan Objektif 


World 1 World 2 World 3 
Objek Internalisasi Subjek Eksternalisasi Objektif 
(Syari'ah) « (Interpretator) » | (Interpretedof 
Syari'ah) 
Local Objektivasi Objektifikasi Global 
Citizenship Penafsiran Penafsiran Citizenship 
(Privat (Public 
Interpretation) Interpretation) 
(Local (Public 
Intellectual) Intellectual) 


Dalam Websters New Twentieth Century Dictionary (1978), kata 
objectification disamakan dengan objectivation. Dalam artikel berjudul 
Objektifikasi yang dipresentasikan tanggal 19 September 1997, 
Kuntowijoyo membedakan kedua istilah tersebut. Menurut Kunto, 
objektivasi berbeda dengan objektifikasi. Objektivasi berasal dari kata 
objek, jadi objektivasi adalah “memandang sesuatu sebagai objek atau 
benda”. Misalnya kalimat, “Masyarakat teknologis cenderung melakukan 
objektivasi terhadap manusia”. Sebagai ganti objektivasi dalam kalimat 
itu sekarang lebih umum dipakai kata dehumanisasi atau menjadikan 
manusia sebagai mesin, menghasilkan “manusia-mesin”. Oleh karenanya 
Kunto lebih memilih istilah objektifikasi daripada objektivasi." 


Sedangkan istilah objektifikasi berasal dari kata obyektif, yang berarti 
the act of objectifying, yang berarti “membuat sesuatu menjadi objektif”. 
Sesuatu itu menjadi objektif kalau keberadaannya tidak tergantung pada 
pikiran sang subjek, tetapi berdiri sendiri secara independen. Jadi, bila A 
adalah objektifikasi dari B, maka berarti A adalah B yang telah dibuat 
objektif oleh sang subjek. Kunto membagi perilaku objektif menjadi 
dua, perilaku objektif aktif dan pasif. Perilaku objektif pasif dalam arti 
menerima kenyataan objektif yang disodorkan atau telah ada dalam 


realitas kehidupan. Seperti halnya memberi barang material, misalnya, 


382 Kuntowijoyo, “Objektifikasi”, dalam Muslim Tanpa Majid (Bandung: Mizan, 
2001), hlm. 301. 
1383 Tpi. 
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alektronika. Yang kedua adalah perilaku objektif aktif atau objektifikasi, 
yaitu perilaku untuk mengobjektifkan gagasan. Jadi, objektifikasi adalah 
suatu perilaku atau proses untuk mengobjektifkan suatu gagasan abstrak 
sehingga bersifat eksternal dari pikiran si subjek. Dengan demikian 
gagasan tersebut memperoleh status objektif sebagai entitas yang berdiri 
sendiri. Menurut penulis, dalam konteks positivisasi hukum Islam di 
Indonesia, yang realistis adalah melakukan proses objektifikasi hukum 
Islam (substansialistik), bukan proses objektivasi hukum Islam 
(formalistik). Misalnya, gagasan Fikih Indonesia harus dibaca dalam 
konteks objektifikasi hukum Islam ini. 


Perbedaan antara Objektivasi dan Objektifikasi 


Pilar Asal-usul Hasil Model 
Objektivasi Objek Manusia-Mesin Mekanistik 
Hukum Islam (Sosiologi 
Mekanistik Pengetahuan) 
Objektifikasi Objektif Manusia-Sistem Organistik 
Hukum Islam Organik | (Ilmu Sosial Profetik) 


Istilah “objektivasi”, berbeda dengan istilah “objektifikasi”, 
sebenarnya sangat familier dalam konteks Sosiologi Pengetahuan. 
Misalnya, ketika menjelaskan tentang gerak dialektis relasi antara manusia 
dan konteks sosial kultural yang melingkupinya, yang kemudian dikenal 
menjadi konsep masyarakat, Berger mengemukakan bahwa proses 
tersebut terurai dalam tiga proses siklus, yaitu eksternalisasi, objektivasi, 
dan internalisasi." Dengan eksternalisasi, masyarakat merupakan kreasi 
dari kesadaran manusia sebagai pembangun dunia dan menjadi sebuah 


realitas buatan manusia. Pada saat yang sama masyarakat yang telah 


B8 Husnul Muttagin, “Pemikiran Kuntowijoyo tentang Objektifikasi Islam 
dan Urgensinya bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia”, Seeripsi (Yogyakarta: 
IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 31. 

1385 Peter L. Berger, Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial, terj. Hartono 
(Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 3. 
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terbangun itu meniscayakan ruang yang terpisah dari manusia, sehingga 
masyarakat menjadi kenyataan yang terpisah dari manusia, dan menjadi 
kenyataan objektif. Secara serta merta masyarakat yang berada di luar 
kesadaran manusia melalui pranata sosialnya akan memengaruhi 
kesadaran manusia kembali, dan inilah proses objektivasi tersebut. 
Keseluruhan pola interaksi antara kedua proses tersebut (eksternalisasi 
dan objektivasi) diserap lagi oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat, 


dan proses ini disebut dengan internalisasi. 


Proses objektivasi adalah proses signifikansi. Artinya, proses 
produksi pengetahuan di masyarakat pada dasarnya merupakan tanda 


bagi proses objektivasi itu sendiri. 


Proses penandaan itu merupakan 
proses habitualisasi kolektif masyarakat yang terinstitusionalisasi lewat 
proses yang berulang-ulang. Objektivasi adalah disandangnya produk- 
produk aktivitas itu baik fisik maupun mental, suatu realitas yang 
berhadapan dengan para produsennya semula, dalam bentuk suatu 
kefaktaan (faksitas) yang eksternal terhadap, dan lain dari, produsen itu 
sendiri. Internalisasi adalah peresapan kembali realitas tersebut oleh 
manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur 
dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif." Jadi, 
objektivasi adalah dunia 1, subjektivasi dan subjektifikasi adalah dunia 2, 
dan objektifikasi adalah dunia 3. Dalam perspektif ijtihad, syariah adalah 
dunia 1, interpreted syari'ah adalah dunia 2, dan fikih adalah dunia 3. 


Penelitian ilmiah yang lebih baru sehubungan dengan fungsi otak 
sebagai penghubung (Liaison Brain) mulai memasukkan unsur-unsur jiwa 
(soul, psycbe) dan diri (self) ke dalam wilayah dunia 2. Sebelum itu, dunia 2 
hanya digambarkan terdiri atas indra luar (outser sensey—outsider—dan 
indra dalam (inner sense—insider—." Untuk lebih jelasnya, bagaimanakah 
penempatan unsur-unsur jiwa itu dan diri itu, dapat kita perhatikan dalam 


diagram berikut (garis pori-pori basah dari penulis). 


1386 Jhid,, hlm. 35-36. 
1387 Berger, The Sacred Canopy (New York: Anchor Books, 1968), hlm. 4. 
1388 Tedjoworo, Iwaji dan Imajinasi, hlm. 88. 
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Unsur-unsur Jiwa dan Pemikiran 


OUTER SENSE INNER SENSE 
Light Thoughts 
Colour Feelings 
Sound Memories 
World 2 Smell #nnnnnannnana anna Dreams 
Taste - The Ego Imaginings 
2 The Self , »  Intentions 
| The 5 
. WILL 
Interface a 
World 1 LIAISON BRAIN 


Dalam diagram tersebut di atas digambarkan lebih jelas hubungan 
interaksi pemikiran—otak di dalam otak manusia (yujtahid). Dengan 
anak panah-anak panah di atas dimaksudkan jalur-jalur komunikasi antara 
komponen-komponen dunia 2 sendiri, maupun komunikasinya dengan 
organ otak-penghubung. Perlu diperhatikan bahwa kemampuan 
mengimajinasi (imaginings) terletak pada inner sense bersamaan dengan 
pemikiran, perasaan, memori, mimpi, dan intensi. Dengan demikian, 
kendati pemikiran dan imajinasi itu dibedakan dalam fungsinya, namun 
sebagai sebentuk daya-daya mental, keduanya mempunyai wilayah yang 
sama di dalam inner sense (dibandingkan dengan wilayah bagi indra luar 


atau outer sense). 


Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah kebenaran (471ut))— 
hukum Islam—itu dipandang dalam kacamata (filsafat) imajinasi? 
Kebenaran sering dikaitkan dengan kepastian (certainty). Kepastian hukum 


(certaint)) harus berkorelasi dengan keadilan hukum (justice). Selain 


1389 Tpid., hlm. 89. 
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keduanya, menurut penulis masih ada dua prinsip penting yang lain, 
yaitu kreativitas hukum dan kearifan hukum. Seseorang yang menemukan 
kebenaran dalam hidupnya, cenderung dapat melangkah lagi dengan 
lebih tenang karena merasa sudah menemukan pegangan hidup. 
Kebenaran pun secara psikologis dapat dikatakan berkaitan dengan 
perasaan 'mapan'. Berbagai teori tentang kebenaran berusaha 
menjelaskan kebenaran (yang sama) itu sendiri dengan berbagai cara. 
Teori Korespondensi (Empirisme)—studi ilmu hukum Islam induktif- 
empiris—menyatakan bahwa kebenaran itu berarti kesepadanan atau 
korespondensi dengan kenyataan. Ungkapan Thomas Aguinas yang 
terkenal sehubungan dengan teori ini, yakni adaeguatio rei et intellectus 
(kesesuaian pikiran dengan benda atau hal). Dilain pihak, Teori Koherensi 
(Rasionalisme)—studi ilmu hukum Islam deduktif-normatif— 
mengatakan kebenaran sebagai sistem ide yang koheren. Sementara itu, 
Teori Pragmatis berujar bahwa kebenaran adalah pemecahan yang 
memuaskan atau praktis atas situasi yang problematis. Semua teori 
kebenaran ini tampak menerapkan kriterium tertentu terhadap konsep 
kebenaran itu sendiri, sehingga dapat terjadi bahwa kebenaran itu 
dipandang dari sudut atau kriterium tertentu itu saja. Dengan kata lain, 
ketika orang mempertanyakan kebenaran, maka pertanyaan sebaliknya 
akan berbunyi, “Kebenaran dari sudut pandang yang mana dulu?”. Itu 
semua dapat muncul karena kebenaran sering dikaitkan langsung dengan 
kepastian. Padahal, kepastian itu menuntut pengakuan akan yang satu, 
dan penolakan akan yang lain. Sementara dalam kenyataan pengalaman 
kita, betapa sering kebenaran itu justru tidak terdapat pada kemenangan 
salah satu hal terhadap oposisinya, tetapi pada pengakuan akan paradoks 


realitas itu sendiri.” 


390 Bedakan dengan paralogi-nya Lyotatd sebagai lawan dari homologi. Paralogi 
itu menyejajarkan perbedaan-perbedaan dan paradoks-paradoks, dan bukannya 
menyamakannya. Lyotard, “The Postmodern Condition”, dalam Baynes, After Philosophy, 
hlm. 75. 
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Untuk melihat kebenaran dalam konteks filsafat imaji(nasi), 
Nietzsche, menyebut kebenaran itu senantiasa bersifat dinamis. "”! 
Walaupun kebenaran berkaitan dengan kepastian, namun kepastian itu 
selalu membawa serta kemungkinan-kemungkinan lebih lanjut untuk 
dipaparkan dan diteliti. Ini berarti bahwa kalau kita hendak mencari 
kebenaran, kebenaran itu tidak hanya dari sudut pandang ilmu ini atau 
ilmu itu, atau teori ini atau teori itu saja. Kebenaran lama-kelamaan mulai 
tampak sebagai kebenaran yang selalu berinteraksi, kebenaran yang 
multidisipliner dan interdisipliner. Demikianlah kebenaran itu bersifat 
publik, dan tidak bisa dikatakan berkaitan dengan subjek tertentu atau 
salah satu disiplin saja—kebenaran muncul dalam paralogi (partuership of 
differences), dan bukan homologi (unity in diversity)—. Justru karena 
meningkatnya pluralitas pandangan tentang kebenaran di atas, kita diantar 
bukan untuk mengatakan bahwa kebenaran itu semakin relatif, tetapi 
bahwa kebenaran itu semakin bersifat intet-aktif.”? Dengan kata lain, 
kebenaran dalam logika imaji(nasi) bersifat Inter-Aktif. Model studi ilmu 
hukum Islam tidak bisa lagi jika hanya menggunakan Teori Kebenaran 
Koherensi yang bersifat deduktif-normatif saja ataupun menggunakan 
Teori Kebenaran Korespondensi yang bersifat induktif-empiris saja. 
Tetapi adalah teori kebenaran yang mengoneksikan keduanya, yang 
disebut dengan Teori Kebenaran Inter-Aktif. Metode normatif biasanya 
menekankan kebenaran yang bersifat Pasif, metode empiris menekankan 
kebenaran yang bersifat Aktif, sedangkan metode abduktif-imajinasi 
kreatif menekankan kebenaran yang bersifat Inter-Aktif. 


Imaji(nasi) menghadirkan dan menampilkan berbagai (puncak) 
kebenaran yang dicapai oleh berbagai ilmu dalam suatu keseluruhan yang 
tetap mengakui spesifikasi masing-masing. Kriteria kebenaran dari tiap 


sudut pandang tidak hendak disamakan atau pun dikalahkan satu sama 


391 Nietsche, The Will to Power, terj. Walter Kaufmann (New York: Vintage- 
Books, 1968), hlm. 497. 
192 Tedjoworo, Imaji, hlm. 107. 
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lain, tetapi dihadirkan dalam harmoni yang lebih lengkap. Harmoni yang 
muncul dari kekuatan imajinasi inilah yang mewujudkan kebenaran yang 
sesungguhnya. Harmoni ini tentu tidak akan dimungkinkan oleh 
keinginan untuk mentransformasi objek-objek menjadi sebuah fakta 
stabil yang dapat didominasi. Terhadap kemungkinan negatif tersebut, 
kembali kita ingat inspirasi yang ditumbuhkan dari gagasan Mark dan 
Esa, bahwa inter-standingitu lebih penting daripada under-standing, apalagi 
inter-standing pengetahuan dan kebenaran itu selalu bersifat in berveen, 
di antara beragam realitas yang mengelilinginya. Konsep under-standing 
mengimplikasikan pemahaman, tetapi antara keduanya ada yang di- 
under(standing) dan yang satu di-up(standing), alias berbentuk struktural, 
seperti hubungan antara subjek dan objek (kognisi). Sedangkan konsep 
inter-standing, keduanya, yang memahami dan yang dipahami berposisi 
sejajar dan setara, alias sirkular, seperti hubungan antara subjek dan subjek 


(rekognisi). Unsur kebenaran yang inter-aktif di situ sangat ditekankan. 


Pengetahuan pun bukan perkara memandang tealitas dari atas 
ke bawah, atau dari bawah ke atas, menekankan pembedaan dikotomik 
antara subek-objek dan sekaligus superioritas subjek atas objek, tetapi 
pengetahuan itu bercirikan “di antara” —Arkoen menyebut dengan istilah 
'agl bargakhi—. Realitas tidak ditempatkan “di bawah” rasio, intelek, 
atau subjek itu sendiri, tetapi rasio, intelek, dan subjek sendirilah yang 
ditempatkan “di tengah” realitas dengan bantuan kemampuan imajinasi. 
Dengan demikian dimulailah suatu kesadaran baru tentang pengetahuan 
(knowledge), rasionalitas (rationalit)), dan kebenaran (7ruth) yang terletak 
harmonis di dalam kultur dan pola pikit tentang dunia yang batu pula.” 


Baik metode deduksi maupun induksi masih menerapkan pola under- 


393 M. Amin Abdullah misalnya, menyebutnya dengan istilah “space of in” 
(inner sense) dan “space of out” (outer sense). Di antara keduanya ada ruang yang disebutnya 
dengan istilah “space of between”. M. Amin Abdullah, “The Textual-Theological and 
Critical-Philosophical Approach to Morality and Politics: A Comparative Study of 
Ghazali and Kant”, dalam Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol. 4, No. 2, Sekolah 
Tinggi Filsafat Driyarkara, Juni 2005, hlm. 151. 

38 Tedjoworo, Imaji, hlm. 108-109. 
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Standing ini, sedangkan metode abduksi-imajinasi kreatif menerapkan pola 
inter-standing. Hubungan interkoneksi antara agama (ilmu Syari'ah) dan 
ilmu (ilmu Hukum) tidak boleh lagi berbentuk under-standing, tetapi harus 
inter-standing. 

Tentang Teori Kebenaran menurut (filsafat) imajinasi, dijelaskan 
dalam konsep Bi-sosiatif Imajinasi." Fungsi bisosiatif memungkinkan daya 
imajinasi itu mengaitkan apa yang lazimnya tidak berkaitan, merelevankan 
suatu relasi yang sebelumnya tidak relevan. Dengan kata lain, imajinasi 
dapat mempertemukan unsur-unsur yang berbeda, yang disebut juga 
dengan istilah inventiveness. Bisosiatif juga berfungsi merelevankan dan 
mendekatkan dua hal yang tadinya dianggap tidak berhubungan, serta 
memperlihatkan adanya hubungan di antaranya. "”8 Ada beberapa fungsi 
bisosiatif. Pertama, fungsi bisosiatif imajinasi dapat memicu meningkatnya 
kemampuan differensiatif—berani berbeda dengan yang lain—. Bila kita 
selalu menggantungkan proses penemuan kebenaran pada cara berpikir 


asosiasi dan analogi saja, maka kebenaran cenderung mudah dimutlakkan. 


1395 Istilah ini dimunculkan oleh Arthur Koestler. Tindakan bisosiatif itu 
persisnya adalah tindakan yang mencoba memperlihatkan hubungan antara dua hal 
yang tadinya biasa dianggap tidak ada hubungannya. Misalnya, menghubungkan antara 
gamelan Jawa dengan makanan gudeg. Pemikiran-pemikiran kreatif dari para genius 
besar muncul dari kemampuan bisosiatif semacam itu. Kegiatan imajinasi yang bersifat 
bisosiatif itu terutama muncul, sekurang-kurangnya pada taraf awalnya, dalam bentuk 
metafor. Tak mengherankan bila Max Black, misalnya, mengatakan bahwa: “Suatu metafor 

Jang kuat memiliki kemampuan untuk menggabungkan dua medan yang berbeda ke dalam suatu 

hubungan emosional dan kognitif, dengan menggunakan bahasan dari yang satu sebagai lensa untuk 
melibat yang lainnya, implikasi dan sugesti yang disarankan oleh ungkapan metafor itu memungkinkan 
kita melihat inti masalah secara baru”. Max Balck, Models and Metaphors (New York: Ithaca 
Press, 1962), hlm. 236. Ricoeur juga membuat penilaian serupa ketika ia katakan bahwa: 
“Imajinasi secara tepat dapat dianggap produktif oleh sebab, melalui perluasan polisemi, ia membuat 
istilah yang awalnya heterogen menjadi serupa terbadap satu sama lain dan karenanya homogen. 
Konsekuensinya, imajinasi adalah kemampuan untuk memproduksi jenis logika baru melalui asimilasi 
predikatif, kendati dan berkat perbedaan awalnya yang justru menolak asimilasi itu”. Paul Ricoeur, 
“On Interpretation”, dalam Philosophy in France Today, ed. Alan Montefiore (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983), hlm. 182. Lihat juga, Bambang Sugiharto, 
Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996), hlm. 156- 
161. 
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Namun sebaliknya, bila kita terlalu mengandalkan cara berfikir 
differensiasi saja, maka kebenaran itu menjadi mudah direlativisasi. Maka 
yang sesunggguhnya diperlukan adalah sebentuk kerja sama antara 
keduanya, asosiasi-differensiasi atau relatively-absolute. Kedua, bisosiatif 
bisa menggabungkan dan mendamaikan dua atau lebih cara berpikir 
yang sebelumnya tidak saling berkaitan. Misalnya, mengkorelasikan antara 
cara berpikir intuitif dan analitis. Ketiga, fungsi bisosiatif memacu 
keberanian memasuki medan heuristik (medan tempat kelahiran berbagai 
kemungkinan baruy—memasuki medan produktif dan context of 


1397 


discovery—. 


Berdasarkan penjelasan di atas, (filsafat) imajinasi menghadirkan 
banyak hal tanpa membingungkan, menempatkan proses pengetahuan 
“di tengah” atau “di antara” atau in between atau di bargakh berbagai 
imaji, serta menumbuhkan Kebenaran Inter-Aksional berdasarkan 


korespondensi antar imaji. “Inter-standing is tbe last hope for simucult”, kata 


Mark dan Esa. Inter-standing adalah harapan terakhir di dalam simulacra." 


1396 Tedjoworo, Imaji, hlm. 63. 

397 Thid., hlm. 65. 

198 Jean Boudrillard, misalnya, sebagaimana dikutip oleh Iswandi, juga telah 
menawarkan model empat kuadran simulasi. Simulasi merupakan suatu pergerakan 
makna dalam satu kotak di antara empat kotak kuadran atau pergeseran dari satu 
kotak kuadran simulasi ke kotak kuadran simulasi lainnya. Kuadran I menunjukkan 
bahwa simulasi berkerja sebagai cermin atas realitas. Kuadran II menunjukkan simulasi 
bekerja untuk menyembunyikan dan memberi gambar yang salah akan realitas. Kuadran 
III menunjukkan bahwa simulasi bekerja menutup ketidakadaan (menghapus) dasar 
realitas. Kuadran IV menunjukkan bahwa simulasi bekerja membentuk dan menjadi 
realitas bagi dirinya sendiri. Boudrillard sendiri memperkenalkan istilah simulasi 
(simulation) tersebut di atas dalam artikelnya yang berjudul Simulations and Simulacra 
yang ditulis tahun 1983. Simulasi digunakan oleh Boudrillard untuk menjelaskan 
hubungan produksi, komunikasi, dan konsumsi yang semunya beroperasi melalui media 
massa, terlebih-lebih televisi. Dalam tulisan tersebut, Boudrillard mengetengahkan 
empat tahap praktik simulasi dalam industri televisi, yaitu: Pertama, it is the reflection of 
basic reality (citra adalah cermin dasar realitas). Di sini citra bukanlah realitas sebenarnya. 
Realitas hanya dicuplik dalam suatu teknik representasi. Representasi bergantung pada 
tanda dan citra yang ada dan dipahami secara budaya pada pertukaran bahasa dan 
berbagai sistem tanda atau tekstual. Representasi adalah bentuk kongkrit yang diambil 
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Pengetahuan dan kebenaran inter-standing yang sesungguhnya hanyalah 
dimungkinkan oleh daya imajinasi manusia sendiri, dalam kerja sama 
dengan kemampuan-kemampuannya yang lain. Apakah persoalan 
(pengetahuan dan kebenaran) pasti akan beres sampai di sini? Belum 
tentu. Realitas masih tetap ambigu, dan imajinasi masih memuat beribu- 
ribu kemungkinan. Menurut penulis, realitas keilmuan studi ilmu hukum 
Islam itu berbentuk tiga dimensi (religion (normatif), philosaphy (filosofis, 
science fempiris|), bukan dua dimensi (religion (normatif) and science 
(empiris)), atau bahkan hanya satu dimensi saja (religion (normatifl). 
Ketiganya dihubungkan secara inter-aktif untuk saling inter-standing. 
Jadi, dapatlah kita katakan bahwa berkat imajinasi yang 
bermetaforlah—dalam konteks ini kita bisa menyebut spider web dalam 


pendekatan integrasi-interkoneksi sebagai imajinasi kreatif, bukan ilusi 


oleh konsep abstrak. Beberapa diantaranya biasa atau tidak kontroversial, contohnya, 
bagaimana hujan direpresentasikan dalam film, karena hujan yang sesungguhnya sulit 
ditangkap oleh kamera dan sulit untuk dihasilkan: Kedua, it masks and perverts a basic 
reality (citra menyembunyikan dan memberi gambar yang salah akan realitas). Tahap 
ini memungkinkan citra melakukan distorsi terhadap realitas. Realitas sesungguhnya 
sengaja disembunyikan dengan teknik-teknik yang diciptakan oleh industri televisi. 
Salah satu teknik yang lazim dilakukan industri televisi adalah teknik s/anting. Melalui 
teknik s/anting, orang muda dapat dibuat menjadi tua, bekas noda pada wajah bisa 
ditutupi melalui make up wajah, Ketiga, it masks the absence of a basic reality (citra menutup 
ketidakadaan atau menghapus realits). Pada tahap ini pencitraan mulai secara perlahan 
menjauhi realitas. Realitas tidak muncul dalam pilihan-pilihan representasi dan 
disembunyikan atau ditutup-tutupi, tetapi benar-benar dihapus. Walaupun realitas 
dihapus, tetapi seakan-akan dibuat mirip seperti realitas. Tayangan-tayangan berupa 
reality show di televisi merupakan contoh yang tepat untuk menunjukkan tahap ketiga 
ini. Pada program reality show, cerita yang dibangun seakan-akan menyerupai realitas 
padahal justru menghapus realitas, Keempat, it bears no relation to any reality whatevery it is its 
own pure simulacrum (citra melahirkan tidak adanya hubungan pada berbagai realitas 
apapun, citra adalah kemurnian simulakrum itu sendiri). Ini merupakan fase dimana 
citra menjadi realitas itu sendiri. Pencitraan sudah tidak lagi berpikir sesuai atau tidak 
sesuai dengan realitas yang hendak dicitrakannya. Pencitraan terlepas dan berjalan 
membangun realitasnya sendiri. Dalam tahap ini, realitas adalah citra dan citra adalah 
realitas. Iswandi Syahputra, Rahasia Simulasi Mistik Televisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011), hlm. 258. 
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atau khayalan—fakta-fakta (ilmu) bisa dikategorisasi, ide-ide dan teori 
dirajut secara baru untuk melahirkan teori-teori baru lagi (10ve/ty), teori 
dan pengalaman dikaitkan sedemikian sehingga kita mendapatkan yang 
biasa kita sebut pengetahuan baru. Karena itu menjadi jelas bahwa peran 
imajinasi itu bersifat sentral. Imajinasi adalah kemampuan primer, bukan 
sekunder, untuk memahami realitas. Imajinasilah yang bertanggungjawab 
atas tekstur pengalaman aktual kita dan yang menyebabkan hidup kita 
menjadi seperti sebuah teks pula. Maka dalam imajinasi yang 
bermetaforlah (spider web) sebenarnya gagasan relasi antara religion (ilmu 
syari'ah) and science (ilmu hukum) dapat dipertemukan. Dari imajinasi 
kemudian melahirkan kreativitas. Pentingnya konsep imajinasi dalam 
perspektif hukum Islam itu sangat perlu dikembangkan, misalnya yang 
secara eksplisit dijadikan nama sub bab Kita Butuh Sebuah Imajinasi Baru 
Untuk Melawan Kaum Fundamentalisme Pasar, dalam buku yang ditulis oleh 
Eko Prasetyo berjudul Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam 
Pusaran Konflik Global (2003).” Contoh lain adalah nama sub bab 
Mengimajinasikan Demokrasi Pos-Islamisme dalam buku Asef Bayat yang 
diterjemahkan menjadi Post-Islamisme (2011). 


b. Nalar Kreativitas dalam Studi Ilmu Hukum Islam 


Berdasarkan penekanannya, definisi-definisi kreativitas dapat 
dibedakan ke dalam tiga dimensi, person, proses, dan produk. Sebagaimana 
yang dikutip oleh Dedi Supriadi, definisi kreativitas yang menekankan dimensi 
person dikemukakan oleh Guilford (1950), “Greativity refers to the abilittes that 
characteristics of creative people”. Definisi yang menekankan segi proses diajukan 
oleh Munandar (1977), “Creativity is a process that manifests itself in fuenoy, in 
Jlexibility as well in originality of thinking”. Baron (1976) menekankan segi produk, 
yaitu “The ability to bring something new into existence”“"' Masih ada puluhan 


39 Eko Prasetyo, Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran 
Konflik Global (Yogyakarta: Insist Press, 2003), hlm. 283. 

400 Asef Bayat, Posi-Is/amisme (Yogyakarta: LKIS, 2011), hlm. 351. 

Kol Dedi Supriadi, Kreativitas Kebudayaan, dan Perkembangan Iptek (Bandung: 
Alvabeta, 1994), hlm. 7. 
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definisi mengenai kreativitas. Namun pada intinya ada persamaan antara 
definisi-definisi tersebut, yaitu kreativitas merupakan kemampuan seseorang 
untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya 
nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. 


Ada lima sifat yang menjadi ciri kemampuan berpikir kreatif, 
yaitu kelancaran (flmeney), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), 
penguraian (elaboration), dan perumusan kembali (redefinition). Kelancaran 
adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Keluwesan 
adalah kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam 
pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Orisinalitas adalah 
kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara yang asli, 
tidak klise. Elaborasi adalah kemampuan untuk menguraikan sesuatu 
secara terinci. Redefinisi adalah kemampuan untuk meninjau suatu 
persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah 


1402 


diketahui oleh banyak orang. 


Dengan kata lain, penentuan kreativitas menyangkut tiga dimensi, 
yaitu dimensi proses, person, dan produk kreatif (Triple P). Dalam 
perspektif penegakan hukum, ketiganya identik dengan kesadaran hukum 
masyarakat (proses), aparat hukum (person), dan materi hukum (produk). 
Dengan menggunakan proses kreatif sebagai kriteria kreativitas, maka 
segala produk (hukum Islam) yang dihasilkan dari proses itu (ijtihad 
progressif) dianggap sebagai produk kreatif, dan orangnya disebut sebagai 
orang kreatif. Hal ini dilukiskan oleh Koestler yang mengaitkan kreativitas 
sebagai suatu proses bisosiatif, yaitu “The deliberate connecting ot two perviously 
unrelated 'matrices of thought? to produce a new insight or invention”. Dalam 
pengertian Rothenberg, proses kreatif identik dengan berpikir Janusian, 
yaitu suatu tipe berpikir divergen yang berusaha melihat berbagai dimensi 
yang beragam atau bahkan bertentangan menjadi suatu pemikiran yang 
baru. Apabila proses bisosiatif itu dihubungkan dengan tahap-tahap 


berpikir kreatif, maka selama proses tersebut merentang dari 


1402 Ibid. 
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pengumpulan informasi (preparasi), inkubasi, iluminasi, dan evaluasi/ 
verifikasi, dapat dikatakan bahwa hasil proses berpikir itu adalah produk 
kreatif. "3 


Dimensi person (ahli hukum Islam) sebagai kriteria kreativitas 
seringkali kurang jelas rumusannya. Pengertian person sebagai kriteria 
kreativitas identik dengan apa yang oleh Guilford disebut kepribadian 
kreatif (creative personality), yaitu “Those patterns of traits tbat are characteristics 
of creative person”. Kepribadian kreatif menurut Guilford meliputi dimensi 
kognisi (bakat) dan dimensi non-kognitif (minat, sikap, dan kualitas 
temperamental)—dimensi kognisi (subjek-objek) dan rekognisi (subjek- 
subjek)—. Kriteria ketiga ialah produk kreatif (produk hukum Islam), 
yang menunjuk pada hasil perbuatan, kinerja, atau karya seseorang dalam 
bentuk barang atau gagasan. Produk kreatif harus nove/ (baru), yang berarti 
bahwa suatu produk yang dinilai kreatif bersifat orisinil. Meskipun tidak 
berarti sama sekali baru, produk tersebut mencerminkan hasil kombinasi 
baru atau reintegrasi dari hal-hal yang sudah ada, sehingga melahirkan 
sesuatu yang baru. Bobot kreativitas suatu produk akan tampak pada sejauh 
manakah ia berbeda dari apa yang telah ada sebelumnya. Dalam bidang 
apapun, termasuk bidang pemikiran hukum Islam, kreativitas manusia 
tidak terjadi secara ex-mihilo (datang dari kevakuman), melainkan didahului 
oleh penemuan-penemuan terdahulu. Hal ini terutama nyata dalam 
lapangan ilmu dan teknologi. Dalam penemuan sekalipun, sesuatu tidak 
ditemukan secara ex-nihilo, karena hukum-hukum alam sebagai kreasi Sang 
Maha Pencipta telah lebih dahulu ada. Tuhan menciptakan, manusia 
menemukan. Produk kreativitas harus melalui proses “validasi konsensua?”. 
Betapapun suatu produk disebut kreatif oleh pembuatnya, selama belum 
diuji dan divalidasi secara konsensual, yang berarti harus dikomunikasikan, 
maka produk itu belum layak diakui kreativitasnya. Oleh sebab itu, 


pengakuan lain, khususnya para ahli, sangatlah penting." 


403 The, hlm. 12. 
1404 Tpid, 
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Logika kreativitas menggunakan cara berpikir heuristika.'" Istilah 
beuristic berasal dari kata Yunani heuriskein, menemukan. Metode (pola 
pemikiran) heuristik dapat diartikan sebagai metode untuk menemukan 
jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan masalah (dengan heureka, 
“saya telah menemukan|nya)”). Kaidah-kaidah heuristika secara singkat 
ialah, dari pengalaman menuju reconstructed logic (idealisasi), dari sistem- 
sistem kembali ke asumsi-asumsi, menemukan alternatif dan hipotesis 
yang barangkali agak “aneh”, melontarkan jalan pikiran baru—context 
of discovery—, terbuka terhadap inkonsistensi (ketidakseimbangan) yang 


mungkin muncul, dan juga kepekaan serta desakan hati. 4" 


Menurut Barbour, creative imagination, sebagai alternatif lain dari 
model berpikir deduktif dan induktif, adalah proses kombinasi antara 
ide-ide dan konsep-konsep, yang dahulunya ide-ide itu terpisah antara 
yang satu dengan yang lain. Tujuan imajinasi kreatif adalah untuk 
menciptakan novel combination"" dan fresh configuration (science, social sciences, 
dan humanities). Amin menyebutnya dengan istilah /resh zjtihad. Barbour 
menambahkan bahwa dalam perumusan teori, imajinasi kreatif 
melampaui proses penalaran yang sangat logis. Ada logika untuk menguji 
teori tetapi tidak ada teori untuk menciptakannya. Tidak ada resep untuk 
menghasilkan penemuan asli." Imajinasi kreatif itu adalah sebuah relasi 
yang saling menghubungkan antara dua atau lebih antar berbagai ilmu 
pengetahuan. Dalam konteks itulah kita bisa membaca spider web dalam 
paradigma integrasi-interkoneksi sebagai imajinasi kreatif, bukan proses 
mimpi di siang bolong. 

Mengenai imajinasi kreatif ini, Albert Einstein pernah 
mengungkapkan, “Iwyagination more important than knowledge. For knowledge 


is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving 


403 Tedjoworo, Iraji, hlm. 42. 

406 Anton Bakker dan Achmad Chartis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat 
(Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 51-53. 

407 Barbour, Issues, hlm. 143. 

408 Fpid., hlm. 142-143 dan 150. 
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birth to evolution” (Imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan. 
Karena ilmu pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasi merangkul 
seluruh dunia, mendorong perubahan, dan melahirkan kemajuan 
manusia). Dalam konteks ini kita membaca teks al-Yur'an sebagai /imited, 
sedangkan proses ijtihad dengan imajinasi kreatif akan terus berkembang, 
mengarahkan kepada upaya progress dan evolution—an-nusus mutanahiyah 
wa al-wagi' gairu mutanahiyyah—. 

Bagaimana nalar creative imagination tersebut bekerja? Whitehead 
telah mencoba mengoperasionalkannya. Menurut Whitehead (filosof 
yang memengaruhi Barbour), ketika menjelaskan creativity, adalah sebagai 
alat untuk mengekspresikan pemikiran bahwa masing-masing peristiwa 
adalah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang baru (the word creativity 
expresses the notion that each event is a process issuing in novelty).""" Kreativitas 
(imajinatif) adalah proses sebagai hasil dari kepastian-kepastian baru 
(ereativity is the production of new definite-ness. It is the ultimate or universal form 
emergence). Kreativitas (imajinatif) adalah hasil dari kepastian yang baru. 
Ia adalah bentuk kemunculan yang mutlak.'"'" 

Jadi, kreativitas (imajinatif) itu mengandung konotasi se/f-ereativity 
atau manent creativity. Tentu saja kata itu juga mengandung isyarat tentang 


Greatoratau Pencipta—Tuhan sebagai Khalig 


atau Syari —. Pengertian 
Creator di sini mengisyaratkan juga tentang c-creator—manusia sebagai 
makhlug—, artinya proses kreasi diri itu mensyaratkan suatu tindakan 
kerjasama antara berbagai unsur formatif (formatif, embrionik, produktif, 
dan nonproduktif). Dalam bahasa Filsafat Organisme, hal itu disebut 
dengan istilah concrescence, yang berarti tumbuh bersama (growth together). 
Menurut Whitehead, “Conerescence is nseful to convey the notion of many things 


acguiring complete complex unity” (Concrescence berguna untuk mengungkapkan 


409 Whitehead, Adventures of Ideas (New York: The New Amarican Library, 
1959), hlm. 237. 

110 Thid., hlm. 104. 

HI O.S. al-An'am (6): 102. 
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pemikiran tentang banyak hal untuk memperoleh kesatuan kompleks 
yang lengkap). Contoh kesatuan kebersamaan itu adalah peristiwa 
“Bunga-bunga kembang setaman di saat purnama sidi”, di situ terdapat 
kesatuan bahasa untuk pengejawantahan momentum keindahan. Skema 
nalar bekerjanya Segitiga Kreativitas (Imajinatif) dapat penulis gambarkan 
sebagai berikut. 


Segitiga Kreativitas 


Tuhan (Syari”) 


Objek-objek Abadi 
Saad dansa alan 6 


LA 


Science (Empiris) 


Pada skema di atas, Nama-Nama Tuhan—dalam perspektif al- 
Ouran disebut dengan istilah Asma ' a-Husna," dalam perspektif hukum 
Islam disebut Syari —objek-objek yang abadi, sebagai nilai-nilai yang 
merupakan potensi (abstrak) untuk diaktualisasikan (konkrit). Agama 
atau religion (ilmu Syari'ah) ditunjukkan oleh sisi a (A-B). Sedangkan 
penelitian yang melihat kerangka entitas kedudukan entitas aktual yang 
temporal dalam kerangka entitas aktual yang eternal, yaitu sisi b (B-C), 
umpamanya berupa hukum-hukum alam, merupakan tugas Ilmu 
Pengetahuan (ilmu Hukum). Filsafat (Ilmu Hukum Islam) bertugas 
meneliti seberapa jauh nama-nama benda mendukung Nama-Nya— 


Barbour menyebut dengan istilah the contribution philosophy can make to the 


MI Whitehead, Adventures of Ideas, hlm. 237. 
433 OS. al-Isra” (17): 110. 
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clarification of issues' ""— 


. Dengan demikian keterkaitannya dengan sifat- 
sifat-Nya yang konsekuen, sebagai kebenaran-kebenaran ilmiah, sisi c 
(A-C). Integrasi-Interkoneksi studi ilmu hukum Islam adalah: A (studi 
ilmu hukum Islam normatif) # B (studi ilmu hukum Islam filosofis) # 


C (studi ilmu hukum Islam empiris) - ABC. 


Menurut Taufik, dalam perspektif Pendidikan Islam Kreatif 
(PIK), ada beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk menunjukkan 
model kreativitas, yaitu ideal-integratif, inklusif-universal, demokratis, 
kritis-rasional, aktual-kontekstual, dan transformasi-sosialis."' Apabila 
diterjemahkan ke dalam konteks Hukum Islam Kreatif (HIK), maka 
prinsip-prinsip kreativitas dalam studi ilmu hukum Islam dapat 
ditunjukkan oleh berkembangnya model-model kajian hukum Islam yang 
bercorak ideal-integratif, hukum Islam inklusif-universal, hukum Islam 
demokratis, hukum Islam ktitis-rasional, hukum Islam aktual-kontekstual, 
dan hukum Islam transformatif-sosiologis. Yang pasti adalah, menggagas 
Hukum Islam Intersubjektif. 


H4 Barbour, Issues in Science and Religion, hlm. 11. 
KIS Taufik, Kreativitas: Jalan Baru Pendidikan Islam (Yogyakarta: Kurnia Kalam 
Semesta, 2012), hlm. 128-132. 
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Epilog: Mazhab Jogja sebagai Kiblat Ilmu Pengetahuan 


Al-Gur'an sendiri yang menganjurkan manusia untuk berubah 
dan mengubah nasib dan keadaan. Dalam kerangka besar perubahan 
jaman seperti yang diungkap dalam buku ini, maka perubahan dan 
pengembangan kurikulum dan silabi di bawah “payung besar” bangunan 
epistemik keilmuan integratif-interkonektif studi ilmu hukum Islam di 
perguruan tinggi agama, adalah sesuatu yang tidak dapat tidak memang 
harus dilakukan. Merujuk ungkapan Whitehead misalnya: “When we 
consider what religion is for mankind and what science is, it is no exaggeration to say 
that the future course of bistory depends upon the dicision of this generation as to the 
relations between tbem (religion and science)”. Apabila “wasiat” Whitehead itu 
dibaca dalam bahasa masa depan keilmuan di FSH, maka menjadi: “Masa 
depan bangunan epistemik keilmuan di Fakultas Syari'ah dan Hukum ditentukan 
oleh keputusan generasi saat ini, bagaimana mereka menentukan bentuk hubungan 
antara studi ilmu hukum Islam normatif atau ilmu syari'ah (religion) dan studi 
ilmu hukum Islam empiris atau ilmu hukum (science)”, konflik, independen, 
dialog, atau integrasi (interkoneksi). Hubungan koneksitas seperti itu 
diperlukan untuk menanggulangi difisit spiritualitas (menganggap paling 
saleh), difisit rasionalitas (menganggap paling pintar), dan difisit 
kebenaran (menganggap paling benar). 


Tidak mudah melakukan perubahan epistemik, karena umumnya 
civitas akademika merasa nyaman dengan kekuasaan politik yang turun 
temurun. Namun kehidupan dan tantangan epistemik keilmuan terus 
berubah. Paradigma keilmuan studi ilmu hukum Islam juga harus terus 
berubah sesuai dengan perubahan kehidupan sosial, ekonomi, hubungan 
antar agama, hubungan internasional, perkembangan sains dan teknologi, 
dan begitu seterusnya. Epistemik keilmuan di FSH, juga telah mengalami 
perubahan dan perkembangan, dari model sinkretis Sunan Kalijaga 
(Raden Said), ke sintesis Seientific-cum-Doctriner, ke eklektis Fikih Indonesia, 
ke diskursif Mengindonesiakan Fikih Indonesia, ke etos Mazhab Jogja, 


dan akhirnya terkristalisasi menjadi Integrasi-Interkoneksi. Perubahan 
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ini menuntut perubahan kurikulum dan silabi pada jenjang S1, S2, dan 
lebih-lebih-lebih S3, di Fakultas Syari'ah, Hukum, dan Etika (F-SHF) 
UIN Sunan Kalijaga. 


Hanya kegelisahan akademik yang mendalamlah, yang dapat 
mengantarkan seorang intelektual untuk dapat melangkah melakukan 
perubahan, bukan kegelisahan politik yang tajam. Kegelisahan akademik 
yang dipicu oleh perkembangan kehidupan sosial yang semakin begitu 
kompleks mendorong para dosen, guru besar, peneliti untuk selalu 
melakukan penyempurnaan kurikulum dan silabi integrasi-interkoneksi. 
Perubahan tersebut dapat dilakukan secara berkala, barangkali 5 sampai 
10 tahun. Sense of crisis harus selalu ada dalam benak dosen FSH sebelum 
masuk kelas, tetapi langsung diikuti dengan literatur dan hasil penelitian 
terbaru untuk dihidangkan dalam perkuliahan. Buku literatur pun juga 
harus terus berubah dari waktu ke waktu. Yang tidak kalah pentingnya, 
cara berpikirnya juga harus berubah (by acciden?) dan diubah (by design). 
Jangan sampai institusinya sudah bertransformasi, namun cara 
berpikirnya masih belum berevolusi. Mengembangkan cara berpikir dari 
expired knowledge (context of justification) ke fresh knowledge (context of discovery). 

“Sikap Epistemik” yang canggih menjadi syarat utama 
pengembangan integrasi-interkoneksi. Epistemologi bukanlah barang 
abstrak. Ia mudah dirasakan, dipahami, dilihat, diperhatikan dalam 
kehidupan sosial-kemasyarakatan dan sosial-keagamaan yang paling dekat 
dengan kehidupan sehari-hari kita. Proses dan prosedur berpikir adalah 
bagian tidak terpisahkan dalam epistemologi. Epistemologi studi ilmu 
hukum Islam era baru adalah kemampuan mentrialogkan secara serius 
antara FIKIH global, nasional, dan lokal (badarat an-nas), teori USHUL 
FIKIH klasik, modern, dan postmodern (hadarat al-falsafah), dan ILMU 
HUKUM, seperti sosiologi hukum, sejarah hukum, dan antropologi hukum 
(badarat al-'ilm), serta memahami problem kemanusiaan baru di era 
globalisasi (global issues). Problem-problem itu ada dalam kajian sosial dan 
kemanusiaan. Oleh karenanya, bukan waktunya lagi mentrikotomikan, 


apalagi memisahkan antara studi Ilmu Syari'ah (normatif), kajian Filsafat 
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Ilmu Hukum Islam (filosofis), dan kajian Ilmu Hukum (empiris). Ketiganya 
harus bisa “diterjemahkan” ke dalam satu kesatuan kurikulum dan silabi. 
Syarat pembaruan kurikulum, silabi, dan literatur dalam studi ilmu hukum 
Islam paska transformasi IAIN ke UIN (Sunan Kalijaga), khususnya di 
FSH, adalah kemampuan program studi, dosen fakultas, dan para peneliti, 
serta para pemikir, untuk mentrialogkan dan mengintegrasikan bahasan 
agama dalam kerangka wumuddin (Fikih Klasik dan Ushul Fikih klasik) 
lama dengan kajian sosial (ilmu hukum modern), kemanusiaan dan sains 
dalam satu kesatuhan paradigma berpikir keagamaan. Sebelum itu 
dilakukan, rasanya transformasi itu belum berjalan seperti yang diharapkan. 
Apa yang penulis pikirkan dalam buku ini adalah salah satu bentuk ikhtiar 
epistemik-akademik, sebagai “lompatan kecil” untuk melakukan 
pengembangan paradigma keilmuan, kurikulum, silabi, dan literatur studi 
ilmu hukum Islam di FSH UIN Sunan Kalijaga, umumnya di seluruh 
PTAI Indonesia. Buku ini baru “halaman pertama” saja dari “buku besar” 
Integrasi-Interkoneksi. “Halaman kedua, ketiga, dan seterusnya” dari “buku 
tebal?” Integrasi-Interkoneksi akan terus penulis kembangkan, dengan atau 
tanpa UIN Sunan Kalijaga, jadi “pejalan kaki” maupun sebagai “ikan besar 
yang berenang di kolam yang besar”. Sebagai outsider, saya telah menulis 
“proyek epistemik” ini untuk “membesarkan FSH, walaupun saya bukan 
“Guru Besar", bagaimana dengan para insider-nya?, apa yang telah 
dikerjakan?, menjadi “besar' sendirian atau bisa 'membesarkan' yang lain? 
Integrasi-Interkoneksi adalah paradigma keilmuan World Class University." 
Dalam perspektif #riple helix, integrasi-interkoneksi keilmuan mencoba 
mengoneksikan antara idealisme Kampus—akademisi—/(Academian), 
pragmatisme Pasar—praktisi:—/(Business), dan strukturalisme Negara— 
strukturasi— (Government). 


1416 


Setidaknya ada sepuluh model perguruan tinggi pada abad XXI ini, yaitu: 
1) The world university, 2) The diverse university, 3) The creative university, 4) The divisionless 
university, 5) The eyberspace university, 6) The adult university, 7) The university college 8) The 
lifelong university, 9) The ubiguiotous university, dan 10) The laboratory university. Satrio Soemantri 
Brodjonegoro, “Pembidangan di Perguruan Tinggi”, makalah dipresentasikan dalam 
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Menurut Minhaji: 


Dengan orientasi akademik yang baru dan dengan kecenderungan global saat 
ini, barangkali sudah saatnya bagi PTAI di Indonesia untuk tidak sekedar 
searching for a giblah (pencarian arah kiblat) tetapi menuju ke establishing a giblah, 
mendirikan kiblat sendiri dan mandiri sekaligus menjadi salah satu centre of 
excellence dalam studi (ilmu hukum) Islam. Pada gilirannya centre of excellence itu 
akan mengantarkannya untuk menjadi kiblat sekaligus menjadi salah satu 


pilihan penting bagi mereka yang akan studi (ilmu hukum) Islam, bukan hanya 
1417 


bagi orang-orang Indonesia tetapi juga orang-orang luar Indonesia. 

Menurut penulis, Mazhab Jogja tidak boleh jika hanya menjadi 
proses “menjadi” sebagai establishing a giblah saja, tetapi harus “jadi” bea 
giblah (Pusat Kiblat Pengetahuan). Dari searching for a giblah ke establishing 
a giblah, dan terakhir ke bea giblah. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, 
searching for a giblah dapat ditempatkan pada sekitar tahun 80-an dan 90- 
an, ketika para tenaga pengajar PTAI (termasuk civitas FSH) di kirim ke 
Timur dan Barat, establishing a giblah dapat ditempatkan pada era 2000- 
an ketika STAIN dan IAIN bertransformasi ke UIN, disaat bersamaan 
alumni-alumni Timur-Barat sudah pulang ke tanah air (ke PTAI-nya 
masing-masing, termasuk di FSH UIN Sunan Kalijaga), dan tahap be a 
giblah adalah, sekarang. 


Seminar Nasional “Reformulasi Pembidangan Ilmu di PTAI”, Yogyakarta, Hotel 
Ambarukmo, 5-6 November, 2003, hlm. 1. 
HI Minhaji, Tradisi Akademik, hlm. 324. 
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Simbol Ka'bah (Kiblat) Ilmu Pengetahuan di UIN Sunan Kalijaga 


Dengan menjadi kiblat dan juga centre of excellence, PTAI, terutama 
UIN Sunan Kalijaga, khususnya FSH, diharapkan mampu melahirkan 
para alumni berkualitas. Yakni para alumni yang berfikir mandiri, kritis, 
kreatif, inovatif, dan antisipatif dan pada waktu yang sama mampu 
melahirkan para pemikir yang otoritatif, bukan para pemikir yang otoriter. 
Alumni yang ideal ini juga ditandai oleh kemampuan diri untuk 
menghindari fenomena tafsir tunggal yang tidak memberikan kesempatan 
pihak lain untuk memiliki tafsir berbeda. Ini bisa dilakukan dengan cara 
mengkaji studi ilmu hukum Islam yang, menggunakan istilah M. Amin 
Abdullah, bertumpu pada tiga kaki religion (badarat an-nas), philosophy 
(badarat al-falsafah), dan science (badarat al-'ilm), atau antara Ilmu Syari'ah, 
Filsafat Ilmu Hukum Islam, dan Ilmu Hukum, yang menjadi ciri khas 
Mazhab Jogja (FSH UIN Sunan Kalijaga). 


Waryani Fajar Riyanto | 727 


MAZHAB SUNAN KALIJAGA 


Mazhab Jogja yang diharapkan adalah UIN (Sunan Kalijaga) yang 
mampu menjadikan dirinya sebagai Kiblat Ilmu Pengetahuan dengan 
melahirkan alumni yang mampu menghadapi dan sekaligus 
mengantisipasi globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia saat 
ini dan juga masa mendatang. Alumni Mazhab Jogja nantinya bukanlah 
mereka yang cenderung menutup diri (eksklusif), setiap harinya hanya 
sibuk dan berupaya menghindar dari realitas umat, dan juga hanya sibuk 
melarang ini dan itu, melarang membaca karya ini dan karya itu. Alumni 
yang diharapkan adalah mereka yang mempunyai kepercayaan diri yang 
tinggi dan mandiri dalam berpikir dan berperilaku serta mampu 
menjelajah ke berbagai arah melalui karya apapun, menghormati dan 


menghargai perbedaan setajam apapun. 


Tidak jarang dijumpai, sejumlah dosen lebih menempatkan diri 
sebagai para pencari kerja dan mengabaikan tugas utamanya yakni profesi 
akademik guna mengembangkan ilmu sekaligus mewujudkan cita-cita 
integrasi-interkoneksi ilmu. Mereka terlena dan “nyenyak tertidur” 
dengan jabatan-jabatan yang disandangnya. Tidak semua dosen itu 
ilmuwan, sedangkan yang dicari adalah ilmuwan yang “kebetulan” 
profesinya dosen. Mereka datang ke kampus hanya ketika ngajar, atau 
hanya memenuhi kewajiban finger print. Padahal yang lebih penting adalah 
academic print, yaitu lahirnya karya-karya produktif, bukan karya re- 
produktif yang dikirim ke jurnal-jurnal nasional dan internasional. Bukan 
Guru Besar, tetapi Karya Besar. Khusus untuk para doktor dan Guru 


Besar—lulusan dalam dan luar negeri—, jarang sekali—untuk tidak 


mengatakan tidak ada—ia bisa menulis karya (buku) melampaui kualitas 
disertasinya atau naskah pidato pengukuhan Guru Besarnya. Padahal, 
doktor ataupun Guru Besar itu barulah awal, bukan akhir. Paling banter 
adalah buku kumpulan artikel-artikel (editorial books) yang pernah dimuat 
di tempat lain, kemudian dikodifikasi lagi menjadi buku untuk meraih 
“kum”. Karya-karya seperti itu dapat dikategorisasikan sebagai se/f 
Plagiarism, walaupun self, tetapi kategorisasinya tetap plagiat. Akhirnya, 
buku-buku yang muncul adalah buku diktat atau dars, bukan buku yang 
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lahir karena kegelisahan akademik sang penulis. Mereka belum bisa 
membuat karya-karya syarah produktif atas matan disertasinya, justru 
yang muncul adalah karya-karya sub matan re-produktif disertasinya. 
Padahal, disertasi dan naskah pidato pengukuhan Guru Besar seseorang, 
harusnya menjadi titik pijak pengembangan keilmuannya. 

Setali tiga uang, perguruan tinggi dikelola bagaikan perusahaan 
dan pabrik, yang menyedot dana masyarakat dan pada waktu yang 
bersamaan mengabaikan tugas pokok berupa pengembangan ilmu. Dana 
sertifikasi yang diterima ternyata tidak digunakan untuk pengembangan 
ilmu, tetapi justru untuk “berpoligam?” dan mengembangkan kekayaan 
hedonistik. Kita lebih suka menggunakan “atap mobil” sebagai payung 
perusahaan, bukan “atap keilmuan” sebagai payung pendidikan. Kita 
lebih memilih menjalankan program-program keilmuan di atas tel 
kebijakan, bukankah kebijakan yang harusnya berada di atas rel paradigma 
keilmuan? Para Rektor, Dekan, bahkan juga para Ketua Jurusan dan 
Ketua Program Studi terkuras energi dan pikirannya pada persoalan 
praktis-teknis (walau diakui juga penting) dan kurang perhatiannya pada 
pembangunan “identitas” perguruan tinggi yang harus mempunyai ciri 
khas keilmuan, yang menempatkan kajian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta pembangunan karakter sebagai tugas utama dan 
pertama. Kita memerlukan soft skills (successful intellegence) dan hard skills 


(successful of worker) secara seimbang. 


Sebagai kalimat penutup, penulis mengutip ungkapan yang pernah 
disampaikan oleh Komaruddin Hidayat berikut ini: 


Kalau saja setiap penulis adalah seorang perfeksionis, maka dunia sangat sedikit 
buku yang terbit...sebab begitu sebuah naskah selesai ditulis, seketika itu juga 
seorang penulis menyadari dan menemukan betapa banyak kekurangan yang 
ada sehingga harus diperbaiki dan ditulis ulang. Ketika perbaikan telah selesai, 
maka kekurangan lain akan segera muncul lagi, sehingga harus diperbaiki lagi 
dan diperbaiki lagi dan lagi akan habis-habis."' 


418 Komaruddin Hidayat, Wahyu di Langit Wahyu di Bumi: Doktrin dan Peradaban 
Islam di Panggung Sejarah (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. ix. 
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Buku ini ditulis dengan idealisme yang sangat tinggi, namun 
karena keterbatasan waktu dan halaman, perlu dicukupkan sampai di 
sini. Buku ini baru “sampul” terdepan dari “buku tebal” Studi Ilmu Hukum 
Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Buku ini adalah 
“anak kandung ketiga” dari “orangtua” buku Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: 
Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (2013). “Sampu?” tersebut harus 
segera “diterjemahkan” dalam bentuk re-desain kurikulum, silabus, dan 
lain-lain. Saya akan selalu menceritakan keilmuan integrasi-interkoneksi 
ini, terus, terus, dan terus. Sebagai doa penutup buku ini, penulis 
menggunakan doa penutup yang pernah disampaikan oleh Hasbi ketika 
mengakhiri pidato dalam rangka harlah IAIN Sunan Kalijaga yang 
pertama (1961). 


G 3 
A7 4 Aa - Aina -. 12 Te 12 
Ob NI 3 3 Pb le Yao) 
1420 8 5.3 & . —.. 
Il ap Sae 
LAS MAKA AS 2 aa ARA LA GA ea aga TAS 
JI SIS U39 Ken IG Aam UI 3 Lsl3 Cagi 


419 Hasbi, “Sjariat Islam Mendjawab Tantangan Zaman”, Pidato Peringatan Dies 
Natalis Pertama LAIN, pada Tanggal 2 Rabiul Awwal 1381 H di Jogjakarta, hlm. 43. 

1420 9.5, Hiid (11): 88. 

#21 O.S. al-Bagarah (2): 201. 
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Limabelas Tahun Indeks Jurnal asy-Syir'ah 
(Tahun 1999-2013) 


Selain mengkaji pemikiran-pemikiran dosen FSH UIN Sunan 
Kalijaga dalam berbagai artikel dan buku, salah satu sumber primer 
varian-varian genealogi pemikiran studi hukum Islam dapat dilacak pada 
Jurnal asy-Syir'ah milik FSH. Jurnal asy-Syir'ah terbit pertama kali pada 
tanggal 22 April 1966 atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1386 
(mulai terakreditasi berdasarkan SK No. 39/DIKTI/Kep/2004 dan 
terakreditasi B berdasarkan SK No. 43/DIKTI/ Kep/2008). Sejak tahun 
1999-2009, Jurnal asy-Syir'ah selalu mencantumkan tema kajian, tetapi 
hal ini tidak berlaku mulai terbitan tahun 2009 ke atas. Apakah FSH 
semakin pragmatis? Tema-tema yang tercantum dalam Jurnal asy-Syir'ah 
tersebut di antaranya adalah: Konsep Negara dan Pembinaan Masyarakat 
Madani dalam Hukum Islam (1999), Hutang Luar Negeri Indonesia 
dalam Perspektif Islam (2000), Penegakan Supremasi Hukum di 
Indonesia dalam Perspektif Islam (2001a), Keadilan Jender Dalam 
Syari'at Islam (2001b), Islam, HAM, dan Demokrasi (2002a), Profesi 
Advokat Bagi Sarjana Syari'ah (2002b), Negara dan Sistem Hukum Islam 
(2003a), Penentuan Awal Bulan Yamariyyah (2003b), Wanita dan HAM 
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(2004a), Metode Penemuan Hukum Islam (2004b), Ijtihad Politik dalam 
Konteks Keindonesiaan (2005a), Pelembagaan Hukum dan Syari'at Islam 
(2005b), Etika Investasi Dalam Ekonomi Islam (2006ba), Dinamika Politik 
Islam di Indonesia (2006b), dan Logika Istimbath Hukum (2007b). 


Daftar indeks yang penulis buat ini semata-mata untuk 
mempermudah para pembaca untuk mengetahui nama penulis, tema 
kajian, nomor jurnal, dan tahun penerbitan. Klasifikasi sederhana ini 
diharapkan akan memudahkan pembaca atau peneliti untuk menelusuri 
bidang kajian yang dicari secara lebih cepat dan efisien. Penulis 
menggunakan metode alfabetis berdasarkan nama-nama kontributor, 
kemudian diikuti oleh judul artikel, nomor, dan tahun. Karena Jurnal 
asy-Syir'ah adalah jurnal di FSH, maka sebagian besar penulisnya adalah 
civitas akademika FSH UIN Sunan Kalijaga, baik yang berasal dari 


mazhab ilmu syari'ah maupun dari mazhab ilmu hukum. 
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Puisi-puisi Mistik, 40) Astrologi Sufi, 41) Filsafat Mistik, 42) Tafsir Huruf, 
43) Kekerabatan Spiritual, 44) Pendidikan Spiritual, 45) Komunikasi 
Dakwah Profetik, 46) Strukturalisme Integral, Integralisme Struktural, 
47) Filsafat Transendental: Telaah Pemikiran Teori “Empat Perjalanan 
Intelektua?” dalam Filsafat Wujud Mulla Sadra, 48) Filsafat Integral: 


Konfigurasi Triadik Pemikiran Integralisme Armahedi Mahzar, 


Integralisasi Kuntowijoyo dan Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah, 


49) Emanasi Ilmu: Hierarki Ilmu Pengetahuan. 


50) Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Perspektif Emanasi Wnjud, 51) Filsafat 
Timu: Perspektif Agama-agama Monoteis Jilid I, 52) Reintegrasi Ilmu: Perspektif 
al-Our'an Jilid II, 53) Restorasi Paradigua Keilmuan Jilid IN, 54) Pohon Ilmu 
Pengetahuan, 55) Sistem Ilmu Integralistik Proffetik (SIP), 56) Tafsir Komunikasi 
Islam (TKI): Perspektif a-Ouran, 57) Antropolinguistik al-Our'an: Sistem 
Kekerabatan, 58) Teori Sistem, 59) Filsafat Sistem, 60) Pendekatan Sistem Jilid 
1, 61) Pendekatan Sistem Jilid 2, 62) Pendekatan Sistem, 63) Kriptografi al- 
Our'an, 64) Filsafat Sistem Hukum Islam: Magasid asy-Syari'ah ala Pancasila, 
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65) Naga-Ra Atlantis Purba, 66) Ilmu Kamanungsan, 67) Filsafat Kamanungsan: 
Sangkan Paraning Dumadi-Dumadining Sangkan Paran, 68) Komunikasi 
Sufistik, 69) Filsafat Ilmu: Dari Positivistik ke Integralistik, 70) Filsafat Ummu 
Integral (FIT): Dari Atomistik ke Sistemik, 71) Sistem Kewarisan Islam, 72) 
Hyang (Revisi Pertama), 73) Wayang 1, 74) Wayang 2, 75) Dewaruci, 76) 
Antisinonimitas al-Our'an, 77) Indonesia (Bukan Hanya) Negeri Saba', 78) 
Tarekat: Prophetic Education in The Our'an, 79) Keris Pundhung Madiun, 80) 
Genealogi Pemikiran Amin Abdullah: Integrasi-Interkoneksi, 81) a-Ouran 1, 
82) al-Our'an 2, 83) SIETIO: Sistem Epistemologi Tafsir Integral Our'an, 84) 
Magasid asy-Syari'ah Postmodernisme, 85) Filsafat Keluarga, 86) Magasid asy- 
Syari'ah: Sebagai Sistem Filsafat Hukum Islam “Keluarga”, 87) Antropologi 
Hukum Islam, 88) Furug Lugawiyyah as-Snfiyyah al-Our aniyyah, 89) Mazhab- 
mazhab Integralisme Ilmu, 90) Matematika al-Our'an, 91) Furug Lugawiyyah fi 
al-Oarabah, 92) Masa Depan Perguruan Tinggi Islam (PLAI): Dari Civil Society 
ke Academic Society, 93) Strategi Ke-buddha-yaan Tarekat, 94) Biografi Intelektual 
M. Amin Abdullah (1953-...) (Buku Pertama), 95) Biografi Intelektual M. Amin 
Abdullah (1953-...) (Buku Kedua), 96) Interkoneksitas Ilmu (Int-l), 97) Integrasi- 
Interkoneksi: Studi Ilmu Psikologi, 98) Studi Islam Integratif, 99) Epistemologi 
Hukum Islam Global, dan 100) Mazhab Sunan Kalijaga. 
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